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JUDICIAL REVIEW BISA DILAKUKAN 
DENGAN MENGAJUKAN UJI MATERIIL 

ATAU UJI FORMIL TERHADAP UU
Ketentuan itu telah diatur dalam Pasal 51 ayat 3 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PMK/2005.
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KATA PENGANTAR

Sejak 2 November 2020, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tel-
ah resmi diundangkan. Undang-Undang ini merupakan salah satu arahan Presiden Joko Widodo 
pada saat beliau dilantik sebagai Presiden untuk periode kedua pada 20 Oktober 2019. Pada 
saat itu, Presiden menyampaikan bahwa Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan UU 
Cipta Lapangan Kerja yang menjadi Omnibus Law untuk merevisi puluhan UU yang mengham-
bat penciptaan lapangan kerja dan yang menghambat pengembangan UMKM. 

Secara historis ini pertama kali dalam sejarah Indonesia diterapkan metode penyusunan 
Omnibus Law dalam pembentukan perundang-undangan. Metode yang menggabungkan antara 
perubahan, pencabutan dan penyusunan norma baru dalam 1 (satu) UU ini berasal dari negara 
system hukum common law. Secara teknis metode ini dianggap efektif bagi pemerintah untuk 
mampu melakukan harmonisasi dan penyederhanaan berbagai peraturan perundang-undangan 
sekaligus dalam 1 (satu) UU. Namun disis lain, metode ini menyulitkan masyarakat untuk dapat 
melakukan analisis dan kritik, karena terlalu gemuk, rumit, kompleks, sehingga membingungkan 
masyarakat. 

Karena bentuk UU ini banyak membingungkan masyarakat, Dalimunthe & Tampubolon 
Lawyers (DNT LAWYERS) bersama dengan Intern Student yang berasal dari Universitas Jen-
deral Soedirman, Universitas Padjajaran dan Universitas Indonesia menyusun buku PEDOMAN 
MEMAHAMI UU OMNIBUS LAW:STUDI KOMPARASI PERATURAN PERUNDANG-UN-
DANGAN. Buku ini merupakan catatan kritis atas semua pasal serta ayat yang diubah atau 
dicabut dari perundang-undangan sebelumnya, penjelasan terhadap aturan yang baru, serta 
komentar dan penjelasan terhadap perubahannya. Buku ini diharapkan dapat menjadi rujukan 
untuk memudahkan praktisi hukum, mahasiswa dan masyarakat untuk memahami berbagai 
perubahan dan ketentuan baru dalam UU Cipta Kerja. 

Jakarta, 17 November 2020

DNT LAWYERS
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FAQ UU CIPTA KERJA 

APA ITU OMNIBUS LAW
Omnibus Law tidak dikenal dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan sebaga-
iamana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Un-
dangan, sehingga tidak ada pengertian resmi menurut hukum Indonesia tentang Omnibus Law. 
Namun demikian, defenisi Omnibus Law terdapat dalam Black’s Law Dictionary yang berbunyi: 

“A Single bill containing various distinct matters, drafted in this way to 

force the executive either to accept all the unrelated minor provisions or 

to veto the major provision (Black’s Law Dictionary 9th edition)”

TUJUAN UU CIPTA KERJA
Berdasarkan Pasal 3 UU Cipta Kerja, UU ini dibentuk dengan tujuan:

a. menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, pelindungan, 
dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMK-M serta industri dan perdagangan nasional se-
bagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap 
memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antardaerah dalam kesatuan ekonomi nasional; 

b. menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan 
yang adil dan layak dalam hubungan kerja; 

c. melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, pen-
guatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMK-M serta industri nasional; dan 

d. melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan eko-
sistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada 
kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan 
berpedoman pada haluan ideologi Pancasila 

Jumlah BAB dan Pasal
UU Cipta Kerja terdiri atas 15 (lima belas) BAB dan 186 Pasal. Adapun ke-15 BAB tersebut ada-
lah: 
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DAFTAR ISI 

PENYEDERHANAAN UNDANG-UNDANG 9
• PENYEDERHANAAN PERSYARATAN DASAR PERIZINAN BERUSAHA, 
 PENGADAAN TANAH, DAN PEMANFAATAN LAHAN 9
• PENYEDERHANAAN PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR SERTA KEMUDAHAN
 DAN PERSYARATAN INVESTASI 9
• PENYEDERHANAAN PERSYARATAN INVESTASI PADA SEKTOR TERTENTU 10
• PENYEDERHANAAN PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR SERTA KEMUDAHAN 
 DAN PERSYARATAN INVESTASI 11

PENINGKATAN EKOSISTEM INVESTASI DAN 
KEGIATAN BERUSAHA 12
• PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO (BAGIAN 1 KETENTUAN UMUM) 12
• PERIZINAN BERUSAHA KEGIATAN USAHA BERISIKO RENDA 14
• PENERAPAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO 15

I. Perizinan Berusaha Kegiatan Usaha Berisiko Menengah 15
II. Perizinan Berusaha Kegiatan Usaha Berisiko Tinggi  17
III. Pengawasan  17
IV. Peraturan Pelaksanaan 18

• PENYEDERHANAAN PERSYARATAN DASAR PERIZINAN BERUSAHA,
 PENGADAAN TANAH DAN PEMANFAATAN LAHAN  18

I. Ketentuan Umum  18
II. Kesusuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang  19

KLASTER PENYEDERHANAAN IZIN 24
• BEBERAPA KETENTUAN   24

I. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 
 tentang Penataan Ruang 24
II. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
 Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 76
III. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan 112
IV. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial 126
V. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
 Pengelolaan Lingkungan Hidup 135
VI. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 175
VII. Undang-Undang 6 Tahun 2017 tentang Arsitek 224

• PENYEDERHANAAN PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR SERTA KEMUDAHAN
 DAN PERSYARATAN INVESTASI 232
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DAFTAR ISI

KLASTER PENYEDERHANAAN PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR
SERTA KEMUDAHAN DAN PERSYARATAN INVESTASI 233
• UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN
 SEBAGAIMANA DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG
 NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
 UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN 233
• UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PERKEBUNAN 268
• UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2000 TENTANG PERLINDUNGAN
 VARIETAS TANAMAN 288
• UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM BUDI 
 DAYA PERTANIAN BERKELANJUTAN 292
• UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN 
 DAN PEMBERDAYAAN PETANI 300
• UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG HORTIKULTURA 302
• UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG PETERNAKAN 
 DAN KESEHATAN HEWAN SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UNDANG-
 UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS 
 UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG PETERNAKAN 
 DAN KESEHATAN HEWAN 318
• UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN 
 SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UNDAN- UNDANG NOMOR 19 TAHUN 
 2004 TENTANG PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-
 UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS 341 
• UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN 
 MENJADI UNDANG-UNDANG 335
• UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN 
 PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN 360
• UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN 
 MINERAL DAN BATUBARA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN 
 UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN 
 ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 PERTAMBANGAN 
 MINERAL DAN BATUBARA 397
• UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN 
 GAS BUMI 398
• UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG PANAS BUMI 408
• UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG 
 KETENAGALISTRIKAN 432
• UU NOMOR 10 TAHUN 1997 TENTANG KETENAGANUKLIRAN  466
• UU NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PERINDUSTRIAN 472
• UU NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN 484 
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• UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN 
 PRODUK HALAL 510
• UNDANG-UNDANG NO. 01 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN 
 DAN KAWASAN PERMUKIMAN 522
• UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN 538
• UNDANG-UNDANG NO. 02 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI 555
• UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2019 TENTANG SUMBER DAYA AIR 588
• UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS ANGKUTAN 
 JALAN 605
• UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2007 TENTANG PERKRETAAPIAN 629
• UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN 642
• UNDANG-UNDANG NO. 01 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN 687
• UNDANG-UNDANG NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN 735
• UNDANG-UNDANG NO. 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT 742
• UNDANG-UNDANG NO. 05 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA 750 
• UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA 754
• UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN 761
• UNDANG-UNDANG NO. 33 TAHUN 2009 TENTANG PERFILMAN 781
• UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 2008 TENTANG KEPARIWISATAAN 785
• UNDANG-UNDANG NO. 08 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN 
 IBADAH HAJI 791
• UNDANG-UNDANG NO. 38 TAHUN 2009 TENTANG POS 806
• UNDANG-UNDANG NO. 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI 808
• UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN 817
• UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2012 TENTANG INDUSTRI PERTAHANAN 824
• UNDANG-UNDANG NO. 02 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN 833
• UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL 836
• UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN 842
• UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH 843
• UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN  843
• UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN 
 SOSIAL NASIONAL 898
• UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA 
 JAMINAN SOSIAL 900
• UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA 
 MIGRAN INDONESIA 901 
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KEMUDAHAN, PERLINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN 
KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH 913

KEMUDAHAN BERUSAHA 936
• KEIMIGRASIAN, UU NO. 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN 936

I. Bagian Ke-Tiga - Paten 942
II. Bagian Ke-Empat - Merek 946
III. Bagian Kelima - Perseroan Terbatas 950
IV. Bagian Ketujuh – Perpajakan 963

a) Pasal 113 - Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 988
b) Pasal 114 - ajak Daerah dan Retribusi Daerah 1023

V. UNDANG-UNDANG YANG DIUBAH 1025

PENGADAAN TANAH 1029
• UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH 
 BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM 1029
• UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN 
 LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN 1040

I. Bagian Keempat – Pertahanan 1042

KAWASAN EKONOMI KHUSUS 1049

INVESTASI PEMERINTAH PUSAT DAN KEMUDAHAN PROYEK 
STRATEGIS NASIONAL 1076
• BAGIAN KEDUA – KEMUDAHAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL 1076
• UNDANG-UNDANG YANG DIUBAH 1093
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PENYERDERHANAAN UNDANG-UNDANG

PENYEDERHANAAN PERSYARATAN DASAR PERIZINAN BERUSAHA,PENGADAAN 
TANAH, DAN PEMANFAATAN LAHAN: 
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau  

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009  tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
7. Undang-Undang 6 Tahun 2017 tentang Arsitek

PENYEDERHANAAN PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR SERTA KEMUDAHAN DAN 
PERSYARATAN INVESTASI
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 
2004 tentang Perikanan

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
6. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan Undan- 
Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 
menjadi Undang-Undang

9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Un-
dang Nomor 4 Tahun 2009 Pertambangan Mineral dan Batubara

11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
12. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
14. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran
15. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.
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16. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan 1 
17. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
18. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
19. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
20. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun
21. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
22. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air
23. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan
24. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian
25. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
26. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
27. Undang-Undang No 36  rTahun 2009 tentang Kesehatan
28. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
29. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
30. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
31. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
32. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman
33. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
34. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
35. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos
36. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
37. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
38. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan
39. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

PENYEDERHANAAN PERSYARATAN INVESTASI PADA SEKTOR TERTENTU

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

1998
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
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PENYEDERHANAAN PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR SERTA KEMUDAHAN DAN 
PERSYARATAN INVESTASI

TOPIK NOMOR PASAL UU CIPTA KERJA RANGKUMAN PEN-
JELASAN

Ketentu-
an Umum

Pasal 6 UU Cipta Kerja Peningkatan ekosistem in-
vestasi dan kegiatan berusa-
ha sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 ayat (1) huruf 
a meliputi:

a. penerapan Perizinan Berusa-
ha berbasis risiko;

b. penyederhanaan persyaratan 
dasar Perizinan Berusaha, 
pengadaan tanah dan pe-
manfaatan lahan;

c. penyederhanaan Perizinan 
Berusaha sektor; dan

d. penyederhanaan persyaratan 
investasi.

•	 Cakupan peningkatan 
ekosistem investasi: 

- Penerapan Perizinan 
Usaha berbasis risiko

- Penyederhanaan per-
izinan 

- Pernyerhanaan pers-
yaratan investasi
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PENINGKATAN EKOSISTEM INVESTASI 
DAN KEGIATAN BERUSAHA

Ketentuan Umum 

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO (BAGIAN 1 KETENTUAN UMUM)

TOPIK NOMOR PASAL UU CIPTA KERJA RANGKUMAN 
PENJALASAN

Perizinan 
Berusaha 
Berbasis 
Risiko 
(Bagian 
1 Keten-
tuan 
Umum)

Pasal 7 (1) Perizinan Berusaha berbasis 
risiko sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 6 huruf a dilaku-
kan berdasarkan penetapan 
tingkat risiko dan peringkat 
skala usaha kegiatan usaha.

•	 Perizinan Berusaha 
berdasarkan pene-
tapan tingkat risiko 
dan peringkat skala 
usaha kegiatan usa-
ha.

(2) Penetapan tingkat risiko dan 
peringkat skala usaha se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diperoleh berdasar-
kan penilaian tingkat bahaya 
dan potensi terjadinya baha-
ya.

(3) Penilaian tingkat bahaya 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dilakukan terhadap 
aspek:

a. kesehatan;
b. keselamatan;
c. lingkungan;
d. pemanfaatan dan pengelo-

laan sumber daya
(4) Untuk kegiatan tertentu, 

penilaian tingkat bahaya 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) dapat mencakup 
aspek lainnya sesuai dengan 
sifat kegiatan usaha.
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(5) Penilaian tingkat bahaya 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) dan ayat (4) dilaku-
kan dengan memperhitung-
kan:
a. Jenis kegiatan usaha;
b. kriteria kegiatan usaha;
c. lokasi kegiatan usaha; 
dan/atau
d. keterbatasan sumber 
daya.
e. Risiko Volatilitas

(6) Penilaian potensi terjadinya 
bahaya sebagaimana dimak-
sud pada ayat (2) meliputi: 

a. hampir tidak mungkin 
terjadi; 
b. kemungkinan kecil terja-
di; 
c. kemungkinan terjadi; 
atau 
d. hampir pasti terjadi. 

(7) Berdasarkan penilaian ting-
kat bahaya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), ayat 
(4), dan ayat (5), serta pe-
nilaian potensi terjadinya ba-
haya sebagaimana dimaksud 
pada ayat (6), tingkat risiko 
dan peringkat skala usaha 
kegiatan usaha ditetapkan 
menjadi:
a. kegiatan usaha berisiko 
rendah;
b. kegiatan usaha berisiko 
menengah; atau
c. kegiatan usaha berisiko 
tinggi.
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PERIZINAN BERUSAHA KEGIATAN USAHA BERISIKO RENDAH

TOPIK NOMOR PASAL UU CIPTA KERJA RANGKUMAN PEN-
JELASAN 

Per-
izin-
an 
Beru-
saha 
Ke-
gia-
tan 
Us-
aha 
Ber-
isiko 
Ren-
da

Pasal 8 (1) Perizinan Berusaha untuk ke-
giatan usaha berisiko rendah 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 7 ayat (7) huruf 
a berupa pemberian nomor 
induk berusaha yang mer-
upakan legalitas pelaksanaan 
kegiatan berusaha.

•	 Mengatur mengenai 
nomor induk bukti 
registrasi izin beru-
saha kegiatan usaha 
berisiko rendah  

(2) Nomor induk berusaha se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) merupakan bukti 
registrasi/pendaftaran Pelaku 
Usaha untuk melakukan 
kegiatan usaha dan sebagai 
identitas bagi Pelaku Usaha 
dalam pelaksanaan kegiatan 
usahanya.
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PENERAPAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

1. Perizinan Berusaha Kegiatan Usaha Berisiko Menengah

TOPIK NOMOR PASAL UU CIPTA KERJA RANGKUMAN PEN-
JELASAN 

Per-
izinan 
Berusa-
ha Ke-
giatan 
Usaha 
Berisiko 
Menen-
gah 

Pasal 9 (1) Perizinan Berusaha untuk 
kegiatan usaha berisiko 
menengah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7 ayat 
(7) huruf b meliputi: 

a. kegiatan usaha berisiko me-
nengah rendah; dan 

b. kegiatan usaha berisiko me-
nengah tinggi. 

(2) Perizinan Berusaha untuk 
kegiatan usaha berisiko me-
nengah rendah sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
huruf a berupa pemberian: 

a. nomor induk berusaha; dan 
b. sertifikat standar. 

(3) Perizinan Berusaha untuk 
kegiatan usaha berisiko 
menengah tinggi sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
huruf b, berupa:

a. nomor induk berusaha; dan
b. sertifikat standar.

(4) Sertifikat standar se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf b merupakan 
pernyataan Pelaku Usaha 
untuk memenuhi standar 
usaha dalam rangka melaku-
kan kegiatan usaha. 
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(5) Sertifikat standar se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (3) huruf b merupakan 
sertifikat standar usaha yang 
diterbitkan Pemerintah Pusat 
atau Pemerintah Daerah 
sesuai kewenangannya 
berdasarkan hasil verifikasi 
pemenuhan standar pelak-
sanaan kegiatan usaha oleh 
Pelaku Usaha. 

(6) Sertifikat standar se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (3) huruf b merupakan 
sertifikat standar usaha yang 
diterbitkan Pemerintah Pusat 
atau Pemerintah Daerah 
sesuai kewenangannya 
berdasarkan hasil verifikasi 
pemenuhan standar pelak-
sanaan kegiatan usaha oleh 
Pelaku Usaha.
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2. Perizinan Berusaha Kegiatan Usaha Berisiko Tinggi 

TOPIK NOMOR PASAL UU CIPTA KERJA RANGKUMAN 
PENJELASAN 

Per-
izinan 
Berusa-
ha Ke-
giatan 
Usaha 
Berisiko 
Tinggi

Pasal 10 (1) Perizinan Berusaha untuk 
kegiatan usaha berisiko 
tinggi sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 7 ayat (7) 
huruf c berupa pemberian:
a. nomor induk berusaha; 
dan
b. izin.

(2) Izin sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b mer-
upakan persetujuan Pemer-
intah Pusat untuk pelaksa-
naan kegiatan usaha yang 
wajib dipenuhi oleh pelaku 
usaha sebelum melak-
sanakan kegiatan usahanya.

(3) Dalam hal kegiatan usaha 
berisiko tinggi memerlukan 
pemenuhan standar usaha 
dan standar produk, Pemer-
intah Pusat menerbitkan 
sertifikat standar usaha dan 
sertifikat standar produk 
berdasarkan hasil verifikasi 
pemenuhan standar.

3. Pengawasan 

TOPIK NOMOR PASAL UU CIPTA KERJA RANGKUMAN PEN-
JELASAN 

Penga-
wasan

Pasal 11 Pengawasan terhadap seti-
ap kegiatan usaha dilakukan 
dengan pengaturan frekuensi 
pelaksanaan berdasarkan ting-
kat risiko sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 7 ayat (7) dan 
mempertimbangkan tingkat 
kepatuhan Pelaku Usaha.
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4. Peraturan Pelaksanaan 

TOPIK NOMOR PASAL UU CIPTA KERJA RANGKUMAN PEN-
JELASAN 

Pera-
turan 
Pelaksa-
naan

Pasal 12 Ketentuan lebih lanjut men-
genai Perizinan Berusaha 
berbasis risiko sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7, 
Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 
10, serta tata cara penga-
wasan sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 11 diatur 
dengan Peraturan Pemerin-
tah.

Penyederhanaan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha, Pengadaan 
Tanah dan Pemanfaatan Lahan 

1. Umum 

TOPIK NOMOR PASAL UU CIPTA KERJA RANGKUMAN PEN-
JELASAN

Penyeder-
hanaan 
Persyaratan 
Dasar 
Perizinan 
Berusaha

Pasal 13 Penyederhanaan persyaratan 
dasar Perizinan Berusaha se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6 huruf b meliputi:

a. kesesuaian kegiatan peman-
faatan ruang;

b. persetujuan lingkungan; dan
c. Persetujuan Bangunan 

Gedung dan sertifikat laik 
fungsi.

2. Kesusuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang 

TOPIK NOMOR PASAL UU CIPTA KERJA RANGKUMAN PEN-
JELASAN
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Kesesuaian 
Kegiatan Pe-
manfaatan 
Ruang

Pasal 14 (1) Kesesuaian kegiatan peman-
faatan ruang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 13 
huruf a merupakan kese-
suaian rencana lokasi ke-
giatan dan/atau usahanya 
dengan RDTR.

(2) Pemerintah Daerah wajib 
menyusun dan menyediakan 
RDTR dalam bentuk digital 
dan sesuai standar. 

(3) Penyediaan RDTR dalam 
bentuk digital sebagaima-
na dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan sesuai dengan 
standar dan dapat diakses 
dengan mudah oleh mas-
yarakat untuk mendapa-
tkan informasi mengenai 
kesesuaian rencana lokasi 
kegiatan dan/atau usahanya 
dengan RDTR.

(4) Pemerintah Pusat wajib 
mengintegrasikan RDTR 
dalam bentuk digital se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (2) ke dalam sistem 
Perizinan Berusaha secara 
elektronik.

(5) Dalam hal Pelaku Usaha 
mendapatkan informasi 
rencana lokasi kegiatan 
usahanya sebagaimana di-
maksud pada ayat (3) telah 
sesuai dengan RDTR, Pelaku 
Usaha mengajukan permo-
honan kesesuaian kegiatan 
pemanfaatan ruang untuk 
kegiatan usahanya melalui 
sistem Perizinan Berusaha 
secara elektronik sebagaima-
na dimaksud pada ayat (4) 
dengan mengisi koordinat 
lokasi yang diinginkan untuk 
memperoleh konfirmasi 
kesesuaian kegiatan peman-
faatan ruang. 



20
P E D O M A N  M E M A H A M I  R U U  O M N I B U S  L A W

DNT LAWYERS

(4) Setelah memperoleh kon-
firmasi kesesuaian kegia-
tan pemanfaatan ruang 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5), Pelaku Usaha 
mengajukan permohonan 
Perizinan Berusaha.
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TOPIK NOMOR PASAL UU CIPTA KERJA RANGKUMAN PEN-
JELASAN

Kese-
suaian 
Ke-
giatan 
Peman-
faatan 
Ruang

Pasal 15 (1) Dalam hal Pemerintah 
Daerah belum menyusun 
dan menyediakan RDTR 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 14 ayat (2), 
Pelaku Usaha mengajukan 
permohonan persetujuan 
kesesuaian kegiatan peman-
faatan ruang untuk kegiatan 
usahanya kepada Pemerintah 
Pusat melalui Perizinan Beru-
saha secara elektronik sesuai 
dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

(2) Pemerintah Pusat memberi-
kan persetujuan kesesuaian 
kegiatan pemanfaatan ruang 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) sesuai dengan ren-
cana tata ruang.

(3) Rencana tata ruang se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (2) terdiri atas:

a. rencana tata ruang wilayah 
nasional (RTRWN);

b. rencana tata ruang pulau/
kepulauan;

c. rencana tata ruang kawasan 
strategis nasional;

d. rencana tata ruang wilayah 
provinsi; dan/atau

e. rencana tata ruang wilayah 
kabupaten/kota.
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TOPIK NOMOR PASAL UU CIPTA KERJA RANGKUMAN 
PENJALASAN 

Kese-
suaian 
Ke-
giatan 
Peman-
faatan 
Ruang

Pasal 16 Dalam rangka penyederha-
naan persyaratan dasar Per-
izinan Berusaha serta untuk 
memberikan kepastian dan 
kemudahan bagi Pelaku Usa-
ha dalam memperoleh kese-
suaian kegiatan pemanfaatan 
ruang, Undang-Undang ini 
mengubah, menghapus, dan/
atau menetapkan pengatur-
an baru beberapa ketentuan 
yang diatur dalam:

a. Undang-Undang Nomor 26 
Tahun 2007 tentang Penata-
an Ruang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 
68, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia 
Nomor 4725);
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TOPIK NOMOR PASAL UU CIPTA KERJA RANGKUMAN 
PENJALASAN 

b. Undang-Undang Nomor 27 
Tahun 2007 tentang Penge-
lolaan Wilayah Pesisir dan 
Pulau-Pulau Kecil (Lembaran 
Negara Republik Indone-
sia Nomor 84, Tambahan 
Lembaran Negara Repub-
lik Indonesia Nomor 4739) 
sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Atas Undang-Un-
dang Nomor 27 Tahun 2007 
tentang Pengelolaan Wilayah 
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 
(Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2, Tambah-
an Lembaran Negara Repub-
lik Indonesia Nomor 5490);

c. Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2014 tentang Kelautan 
(Lembaran Negara Repub-
lik Indonesia Nomor 294, 
Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 
5603); dan

d. Undang-Undang Nomor 4 Ta-
hun 2011 tentang Informasi 
Geospasial (Lembaran Nega-
ra Republik Indonesia Nomor 
49, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia 
Nomor 5214).
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Klaster Penyederhanaan Izin

BEBERAPA KETENTUAN 
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang  

TOPIK UNDANG-UNDANG NO-
MOR 26 TAHUN 2007 UU CIPTA KERJA RANGKUMAN 

PENJELASAN

Ketentuan 
Umum

Pasal 1 
(1) Ruang adalah wadah yang 

meliputi ruang darat, ru-
ang laut, dan ruang udara, 
termasuk ruang di dalam 
bumi sebagai satu kesatuan 
wilayah, tempat manusia dan 
makhluk lain hidup, melaku-
kan kegiatan, dan memeliha-
ra kelangsungan hidupnya.

(2) Tata ruang adalah wujud 
struktur ruang dan pola ru-
ang.

(3) Struktur ruang adalah susu-
nan pusat-pusat permukiman 
dan sistem jaringan prasa-
rana dan sarana yang ber-
fungsi sebagai pendukung 
kegiatan sosial ekonomi 
masyarakat yang secara 
hierarkis memiliki hubungan 
fungsional.

(4) Pola ruang adalah distribusi 
peruntukan ruang dalam 
suatu wilayah yang melipu-
ti peruntukan ruang untuk 
fungsi lindung dan peruntu-
kan ruang untuk fungsi budi 
daya.

(5) Penataan ruang adalah suatu 
sistem proses perencanaan 
tata ruang, pemanfaatan 
ruang, dan pengendalian 
pemanfaatan ruang.

(6) Penyelenggaraan penataan 
ruang adalah kegiatan yang 
meliputi pengaturan, pembi-
naan, pelaksanaan, dan pen-
gawasan penataan ruang.

Pasal 1
(1) Ruang adalah wadah yang 

meliputi ruang darat, ru-
ang laut, dan ruang udara, 
termasuk ruang di dalam 
bumi sebagai satu kesatuan 
wilayah, tempat manusia dan 
makhluk lain hidup, melaku-
kan kegiatan, dan memeliha-
ra kelangsungan hidupnya.

(2) Tata ruang adalah wujud 
struktur ruang dan pola ru-
ang.

(3) Struktur ruang adalah susu-
nan pusat-pusat permukiman 
dan sistem jaringan prasa-
rana dan sarana yang ber-
fungsi sebagai pendukung 
kegiatan sosial ekonomi 
masyarakat yang secara 
hierarkis memiliki hubungan 
fungsional.

(4) Pola ruang adalah distribusi 
peruntukan ruang dalam 
suatu wilayah yang melipu-
ti peruntukan ruang untuk 
fungsi lindung dan peruntu-
kan ruang untuk fungsi budi 
daya.

(5) Penataan ruang adalah suatu 
sistem proses perencanaan 
tata ruang, pemanfaatan 
ruang, dan pengendalian 
pemanfaatan ruang.

(6) Penyelenggaraan penataan 
ruang adalah kegiatan yang 
meliputi pengaturan, pembi-
naan, pelaksanaan, dan pen-
gawasan penataan ruang.

•	 Perubahan dalam 
ayat 7 mengenai 
pemerintah pusat 
adalah presiden 
yang “meme-
gang kekuasaan 
pemerintahan 
dibantu oleh 
wakil presiden 
dan menteri se-
bagaimana” 

•	 Perubahan dalam 
ayat 8 mengenai 
penambahan 
klausal “memi-
mpin pelaksa-
naan urusan 
pemerintahan 
yang menjadi 
kewenangan 
daerah otonom”

•	 Perubahan dalam 
ayat 31 menge-
nai penambahan 
klausal “dengan 
mempertimbang-
kan aspek fungsi 
ekologis, resapan 
air, ekonomi, so-
sial budaya, dan 
estetika.”

•	 Perubahan dalam 
ayat 32 yang 
semula mengenai 
izin pemanfaatan 
ruang menja-
di “Kesesuaian 
Kegiatan Peman-
faatan Ruang”
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TOPIK UNDANG-UNDANG NO-
MOR 26 TAHUN 2007 UU CIPTA KERJA RANGKUMAN 

PENJELASAN

(7) Pemerintah Pusat, selan-
jutnya disebut Pemerintah, 
adalah Presiden Republik 
Indonesia yang memegang 
kekuasaan pemerintahan 
negara Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud da-
lam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945.

(8) Pemerintah daerah adalah 
Gubernur, Bupati, atau Wa-
likota, dan perangkat daerah 
sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah.

(9) Pengaturan penataan ruang 
adalah upaya pembentukan 
landasan hukum bagi Pemer-
intah, pemerintah daerah, 
dan masyarakat dalam pena-
taan ruang.

(10) Pembinaan penataan ruang 
adalah upaya untuk mening-
katkan kinerja penataan 
ruang yang diselenggarakan 
oleh Pemerintah, pemerintah 
daerah, dan masyarakat.

(11) Pelaksanaan penataan 
ruang adalah upaya penca-
paian tujuan penataan ruang 
melalui pelaksanaan peren-
canaan tata ruang, peman-
faatan ruang, dan pengenda-
lian pemanfaatan ruang.

(12) Pengawasan penataan 
ruang adalah upaya agar 
penyelenggaraan penataan 
ruang dapat diwujudkan ses-
uai dengan ketentuan pera-
turan perundang- undangan.

(7) Pemerintah Pusat adalah 
Presiden Republik Indonesia 
yang memegang kekua-
saan pemerintahan negara 
Republik Indonesia yang 
dibantu oleh wakil Presiden 
dan menteri sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Un-
dang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945.

(8) Pemerintah Daerah adalah 
kepala daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintah-
an Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemer-
intahan yang menjadi ke-
wenangan daerah otonom.

(9) Pengaturan penataan ruang 
adalah upaya pembentukan 
landasan hukum bagi Pe-
merintah Pusat, Pemerintah 
Daerah, dan masyarakat 
dalam penataan ruang.

(10) Pembinaan penataan ruang 
adalah upaya untuk mening-
katkan kinerja penataan 
ruang yang diselenggarakan 
oleh Pemerintah Pusat, Pe-
merintah Daerah, dan mas-
yarakat.

(11) Pelaksanaan penataan 
ruang adalah upaya penca-
paian tujuan penataan ruang 
melalui pelaksanaan peren-
canaan tata ruang, peman-
faatan ruang, dan pengenda-
lian pemanfaatan ruang.

(12) Pengawasan penataan 
ruang adalah upaya agar 
penyelenggaraan penataan 
ruang dapat diwujudkan ses-
uai dengan ketentuan pera-
turan perundang- undangan.
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TOPIK UNDANG-UNDANG NO-
MOR 26 TAHUN 2007 UU CIPTA KERJA RANGKUMAN 

PENJELASAN

(13) Perencanaan tata ruang 
adalah suatu proses untuk 
menentukan struktur ruang 
dan pola ruang yang meliputi 
penyusunan dan penetapan 
rencana tata ruang.

(14) Pemanfaatan ruang adalah 
upaya untuk mewujudkan 
struktur ruang dan pola ru-
ang sesuai dengan rencana 
tata ruang melalui penyusu-
nan dan pelaksanaan pro-
gram beserta pembiayaann-
ya.

(15) Pengendalian pemanfaatan 
ruang adalah upaya untuk 
mewujudkan tertib tata ru-
ang.

(16) Rencana tata ruang ada-
lah hasil perencanaan tata 
ruang.

(17) Wilayah adalah ruang 
yang merupakan kesatuan 
geografis beserta segenap 
unsur terkait yang batas dan 
sistemnya ditentukan ber-
dasarkan aspek administratif 
dan/atau aspek fungsional.

(18) Sistem wilayah adalah 
struktur ruang dan pola 
ruang yang mempunyai 
jangkauan pelayanan pada 
tingkat wilayah.

(19) Sistem internal perkotaan 
adalah struktur ruang dan 
pola ruang yang mempunyai 
jangkauan pelayanan pada 
tingkat internal perkotaan.

(20) Kawasan adalah wilayah 
yang memiliki fungsi utama 
lindung atau budi daya.

(13) Perencanaan tata ruang 
adalah suatu proses untuk 
menentukan struktur ruang 
dan pola ruang yang meliputi 
penyusunan dan penetapan 
rencana tata ruang.

(14) Pemanfaatan ruang adalah 
upaya untuk mewujudkan 
struktur ruang dan pola ru-
ang sesuai dengan rencana 
tata ruang melalui penyusu-
nan dan pelaksanaan pro-
gram beserta pembiayaann-
ya.

(15) Pengendalian pemanfaatan 
ruang adalah upaya untuk 
mewujudkan tertib tata ru-
ang.

(16) Rencana tata ruang ada-
lah hasil perencanaan tata 
ruang.

(17) Wilayah adalah ruang 
yang merupakan kesatuan 
geografis beserta segenap 
unsur terkait yang batas dan 
sistemnya ditentukan ber-
dasarkan aspek administratif 
dan/atau aspek fungsional.

(18) Sistem wilayah adalah 
struktur ruang dan pola 
ruang yang mempunyai 
jangkauan pelayanan pada 
tingkat wilayah.

(19) Sistem internal perkotaan 
adalah struktur ruang dan 
pola ruang yang mempunyai 
jangkauan pelayanan pada 
tingkat internal perkotaan.

(20) Kawasan adalah wilayah 
yang memiliki fungsi utama 
lindung atau budi daya.
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TOPIK UNDANG-UNDANG NO-
MOR 26 TAHUN 2007 UU CIPTA KERJA RANGKUMAN 

PENJELASAN

(21) Kawasan lindung adalah 
wilayah yang ditetapkan 
dengan fungsi utama me-
lindungi kelestarian lingkun-
gan hidup yang mencakup 
sumber daya alam dan daya 
buatan

(22) Kawasan budi daya adalah 
wilayah yang ditetapkan 
dengan fungsi utama untuk 
dibudidayakan atas dasar 
kondisi dan potensi sumber 
daya alam, sumber daya 
manusia, dan sumber daya 
buatan.

(23) Kawasan perdesaan adalah 
wilayah yang mempunyai 
kegiatan utama pertani-
an, termasuk pengelolaan 
sumber daya alam dengan 
susunan fungsi kawasan 
sebagai tempat permukiman 
perdesaan, pelayanan jasa 
pemerintahan, pelayanan so-
sial, dan kegiatan ekonomi.

(24) Kawasan agropolitan adalah 
kawasan yang terdiri atas 
satu atau lebih pusat kegia-
tan pada wilayah perdesaan 
sebagai sistem produksi 
pertanian dan pengelolaan 
sumber daya alam tertentu 
yang ditunjukkan oleh adan-
ya keterkaitan fungsional 
dan hierarki keruangan sat-
uan sistem permukiman dan 
sistem agrobisnis.

(21) Kawasan lindung adalah 
wilayah yang ditetapkan 
dengan fungsi utama melind-
ungi kelestarian lingkungan 
hidup yang mencakup sum-
ber daya alam dan sumber 
daya buatan.

(22) Kawasan budi daya adalah 
wilayah yang ditetapkan 
dengan fungsi utama untuk 
dibudidayakan atas dasar 
kondisi dan potensi sumber 
daya alam, sumber daya 
manusia, dan sumber daya 
buatan.

(23) Kawasan perdesaan adalah 
wilayah yang mempunyai 
kegiatan utama pertani-
an, termasuk pengelolaan 
sumber daya alam dengan 
susunan fungsi kawasan 
sebagai tempat permukiman 
perdesaan, pelayanan jasa 
pemerintahan, pelayanan so-
sial, dan kegiatan ekonomi.

(24) Kawasan agropolitan adalah 
kawasan yang terdiri atas 
satu atau lebih pusat kegia-
tan pada wilayah perdesaan 
sebagai sistem produksi 
pertanian dan pengelolaan 
sumber daya alam tertentu 
yang ditunjukkan oleh adan-
ya keterkaitan fungsional 
dan hierarki keruangan sat-
uan sistem permukiman dan 
sistem agrobisnis.
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TOPIK UNDANG-UNDANG NO-
MOR 26 TAHUN 2007 UU CIPTA KERJA RANGKUMAN 

PENJELASAN

(25) Kawasan perkotaan adalah 
wilayah yang mempunyai 
kegiatan utama bukan perta-
nian dengan susunan fungsi 
kawasan sebagai tempat 
permukiman perkotaan, 
pemusatan dan distribusi pe-
layanan jasa pemerintahan, 
pelayanan sosial, dan kegia-
tan ekonomi.

(26) Kawasan metropolitan ada-
lah kawasan perkotaan yang 
terdiri atas sebuah kawasan 
perkotaan yang berdiri 
sendiri atau kawasan perko-
taan inti dengan kawasan 
perkotaan di sekitarnya yang 
saling memiliki keterkaitan 
fungsional yang dihubung-
kan dengan sistem jaringan 
prasarana wilayah yang 
terintegrasi dengan jumlah 
penduduk secara keseluru-
han sekurang-kurangnya 
1.000.000 (satu juta) jiwa.

(27) Kawasan megapolitan ada-
lah kawasan yang terben-
tuk dari 2 (dua) atau lebih 
kawasan metropolitan yang 
memiliki hubungan fungsion-
al dan membentuk sebuah 
sistem.

(28) Kawasan strategis nasional 
adalah wilayah yang pena-
taan ruangnya diprioritaskan 
karena mempunyai pen-
garuh sangat penting secara 
nasional terhadap kedaula-
tan negara, pertahanan dan 
keamanan negara, ekonomi, 
sosial, budaya, dan/atau 
lingkungan, termasuk 
wilayah yang telah ditetap-
kan sebagai warisan dunia.

(25) Kawasan perkotaan adalah 
wilayah yang mempunyai 
kegiatan utama bukan perta-
nian dengan susunan fungsi 
kawasan sebagai tempat 
permukiman perkotaan, 
pemusatan dan distribusi pe-
layanan jasa pemerintahan, 
pelayanan sosial, dan kegia-
tan ekonomi.

(26) Kawasan metropolitan ada-
lah kawasan perkotaan yang 
terdiri atas sebuah kawasan 
perkotaan yang berdiri 
sendiri atau kawasan perko-
taan inti dengan kawasan 
perkotaan di sekitarnya yang 
saling memiliki keterkaitan 
fungsional yang dihubung-
kan dengan sistem jaringan 
prasarana wilayah yang 
terintegrasi dengan jumlah 
penduduk secara keseluru-
han sekurang-kurangnya 
1.000.000 (satu juta) jiwa.

(27) Kawasan megapolitan ada-
lah kawasan yang terben-
tuk dari 2 (dua) atau lebih 
kawasan metropolitan yang 
memiliki hubungan fungsion-
al dan membentuk sebuah 
sistem.

(28) Kawasan strategis nasional 
adalah wilayah yang pena-
taan ruangnya diprioritaskan 
karena mempunyai pengaruh 
sangat penting secara na-
sional terhadap kedaulatan 
negara, pertahanan, dan 
keamanan negara, ekonomi, 
sosial, budaya, dan/atau 
lingkungan, termasuk 
wilayah yang telah ditetap-
kan sebagai warisan dunia.
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(29) Kawasan strategis provinsi 
adalah wilayah yang pena-
taan ruangnya diprioritaskan 
karena mempunyai pen-
garuh sangat penting dalam 
lingkup provinsi terhadap 
ekonomi, sosial, budaya, 
dan/atau lingkungan.

(30) Kawasan strategis kabupat-
en/kota adalah wilayah yang 
penataan ruangnya diprior-
itaskan karena mempunyai 
pengaruh sangat penting da-
lam lingkup kabupaten/kota 
terhadap ekonomi, sosial, 
budaya, dan/atau lingkun-
gan.

(31) Ruang terbuka hijau adalah 
area memanjang/jalur dan/
atau mengelompok, yang 
penggunaannya lebih bersi-
fat terbuka, tempat tumbuh 
tanaman, baik yang tumbuh 
secara alamiah maupun yang 
sengaja ditanam.

(32) Izin pemanfaatan ruang 
adalah izin yang dipersyarat-
kan dalam kegiatan peman-
faatan ruang sesuai dengan 
ketentuan peraturan perun-
dang- undangan.

(33) Orang adalah orang perseo-
rangan dan/atau korporasi.

(34) Menteri adalah menteri 
yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan dalam 
bidang penataan ruang.

(29) Kawasan strategis provinsi 
adalah wilayah yang pena-
taan ruangnya diprioritaskan 
karena mempunyai pen-
garuh sangat penting dalam 
lingkup provinsi terhadap 
ekonomi, sosial, budaya, 
dan/atau lingkungan.

(30) Kawasan strategis kabupat-
en/kota adalah wilayah yang 
penataan ruangnya diprior-
itaskan karena mempunyai 
pengaruh sangat penting da-
lam lingkup kabupaten/kota 
terhadap ekonomi, sosial, 
budaya, dan/atau lingkun-
gan.

(31) Ruang terbuka hijau adalah 
area memanjang/jalur dan/
atau mengelompok yang 
penggunaannya lebih bersi-
fat terbuka, tempat tumbuh 
tanaman, baik yang tumbuh 
secara alamiah maupun yang 
sengaja ditanam, dengan 
mempertimbangkan aspek 
fungsi ekologis, resapan air, 
ekonomi, sosial budaya, dan 
estetika.

(32) Kesesuaian Kegiatan Pe-
manfaatan Ruang adalah 
kesesuaian antara rencana 
kegiatan pemanfaatan ruang 
dengan rencana tata ruang.

(33) Orang adalah orang perseo-
rangan dan/atau korporasi.

(34) Menteri adalah menteri 
yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan dalam 
bidang penataan ruang.
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Klasifikasi 
Penataan 
Ruang

Pasal 6 
(1) Penataan ruang diselengga-

rakan dengan memperhati-
kan:
a. kondisi fisik wilayah Neg-
ara Kesatuan Republik Indo-
nesia yang rentan terhadap 
bencana;
b. potensi sumber daya 
alam, sumber daya manusia, 
dan sumber daya buatan; 
kondisi ekonomi, sosial, bu-
daya, politik, hukum, pertah-
anan keamanan, lingkungan 
hidup, serta ilmu pengeta-
huan dan teknologi sebagai 
satu kesatuan; dan
c. geostrategi, geopolitik, 
dan geoekonomi.

(2) Penataan ruang wilayah 
nasional, penataan ruang 
wilayah provinsi, dan penata-
an ruang wilayah kabupaten/
kota dilakukan secara ber-
jenjang dan komplementer.

(3) Penataan ruang wilayah nasi-
onal meliputi ruang wilayah 
yurisdiksi dan wilayah kedau-
latan nasional yang mencak-
up ruang darat, ruang laut, 
dan ruang udara, termasuk 
ruang di dalam bumi sebagai 
satu kesatuan.

Pasal 6 
(1) Penataan ruang diselengga-

rakan dengan memperhati-
kan:

a. kondisi fisik wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia 
yang rentan terhadap ben-
cana;

b. potensi sumber daya alam, 
sumber daya manusia, dan 
sumber daya buatan, kondi-
si ekonomi, sosial, budaya, 
politik, hukum, pertahanan 
keamanan, dan lingkungan 
hidup serta ilmu pengeta-
huan dan teknologi sebagai 
satu kesatuan; dan

c. geostrategi, geopolitik, dan 
geoekonomi.

(2) Penataan ruang wilayah 
nasional, penataan ruang 
wilayah provinsi, dan penata-
an ruang wilayah kabupaten/
kota dilakukan secara ber-
jenjang dan komplementer.

(3) Penataan ruang wilayah se-
cara berjenjang sebagaima-
na dimaksud pada ayat 
(2) dilakukan dengan cara 
rencana tata ruang wilayah 
nasional dijadikan acuan 
dalam penyusunan rencana 
tata ruang wilayah provinsi 
dan kabupaten/kota, dan 
rencana tata ruang wilayah 
provinsi menjadi acuan bagi 
penyusunan rencana tata 
ruang kabupaten/kota

•	 Perubahan klaus-
al dalam ayat 
3 yang semu-
la membahas 
cakupan wilayah 
menjadi “ren-
cana tata ruang 
wilayah nasional 
dijadikan acuan 
dalam penyusu-
nan rencana tata 
ruang wilayah 
provinsi, kota” 

•	 Perubahan klaus-
al dalam ayat 
4 yang semula 
membahas cak-
upan Penataan 
ruang wilayah 
menjadi cakupan 
penataan ruang 
wilayah secara 
komplementer  
yang disusun 
saling melengka-
pi dan bersinergi 
sehingga tidak 
terjadi tumpang 
tindih 

•	 Perubahan 
klausal pada ayat 
5 dalam UUCK 
semula berada 
pada ayat 3 UU 
penataan ruang 

•	 Perubahan 
klausal pada ayat 
6 dalam UUCK 
semula berada 
pada ayat 4 UU 
penataan ruang 



31
P E D O M A N  M E M A H A M I  R U U  O M N I B U S  L A W

DNT LAWYERS

TOPIK UNDANG-UNDANG NO-
MOR 26 TAHUN 2007 UU CIPTA KERJA RANGKUMAN 

PENJELASAN

(4) Penataan ruang wilayah 
provinsi dan kabupaten/kota 
meliputi ruang darat, ruang 
laut, dan ruang udara, ter-
masuk ruang di dalam bumi 
sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang- un-
dangan.

(5) Ruang laut dan ruang uda-
ra, pengelolaannya diatur 
dengan undang-undang 
tersendiri.

(4) Penataan ruang wilayah 
secara komplementer se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (2) merupakan penata-
an ruang wilayah nasional, 
penataan ruang wilayah 
provinsi, dan penataan ruang 
wilayah kabupaten/kota yang 
disusun saling melengkapi 
satu sama lain dan bersin-
ergi sehingga tidak terjadi 
tumpang tindih pengaturan 
rencana tata ruang.

(5) Penataan ruang wilayah na-
sional meliputi ruang wilayah 
yurisdiksi dan wilayah kedau-
latan nasional yang mencak-
up ruang darat, ruang laut, 
dan ruang udara, termasuk 
ruang di dalam bumi sebagai 
satu kesatuan.

(6) Penataan ruang wilayah 
provinsi dan kabupaten/kota 
meliputi ruang darat, ruang 
laut, dan ruang udara, ter-
masuk ruang di dalam bumi 
sebagai satu kesatuan.

(7) Pengelolaan sumber daya 
ruang laut dan ruang udara 
diatur dengan Undang-Un-
dang tersendiri. 

(8) Dalam hal terjadi ketidak-
sesuaian antara pola ruang 
rencana tata ruang den-
gan kawasan hutan, izin 
dan/atau hak atas tanah, 
penyelesaian ketidakse-
suaian tersebut diatur dalam 
Peraturan Pemerintah.

•	 Dalam UUCK ter-
dapat Mengubah 
frasa “pengelo-
laannya diatur 
“ menjadi “pen-
gelolaan sumber 
dayanya diatur” 
(ayat  7)

•	 Tambahan 
klausal pada 
ayat 8 dalam UU 
CK mengenai 
ketidaksesuaian 
antara pola ru-
ang rencana tata 
ruang dengan 
Kawasan hutan, 
izin dan hak atas 
tanah
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Wewenang 
Pemerintah

Pasal 8 
(1) Wewenang Pemerintah da-

lam penyelenggaraan pena-
taan ruang meliputi:

a. pengaturan, pembinaan, 
dan pengawasan terhadap 
pelaksanaan penataan ruang 
wilayah nasional, provinsi, 
dan kabupaten/kota, serta 
terhadap pelaksanaan pena-
taan ruang kawasan strat-
egis nasional, provinsi, dan 
kabupaten/kota;

b. pelaksanaan penataan ruang 
wilayah nasional;

c. pelaksanaan penataan ruang 
kawasan strategis nasional; 
dan kerja sama penataan 
ruang antarnegara dan Pem-
fasilitasan kerja sama pena-
taan ruang antarprovinsi

(2) Wewenang Pemerintah da-
lam pelaksanaan penataan 
ruang nasional meliputi:
a. Pengaturan, pembinaan, 
dan pengawasan terhadap 
pelaksanaan penataan ruang 
wilayah nasional, provinsi, 
dan kabupaten/kota, serta 
terhadap pelaksanaan pena-
taan ruang kawasan strat-
egis nasional, provinsi, dan 
kabupaten/kota;

Pasal 8 
(1) Wewenang Pemerintah Pusat 

dalam penyelenggaraan pe-
nataan ruang meliputi:

a. pengaturan, pembinaan, 
dan pengawasan terhadap 
pelaksanaan penataan ruang 
wilayah nasional, provinsi, 
dan kabupaten/kota, serta 
terhadap pelaksanaan pena-
taan ruang kawasan strate-
gis nasional;

b. pemberian bantuan teknis 
bagi penyusunan rencana 
tata ruang wilayah provinsi, 
wilayah kabupaten/kota, dan 
RDTR;

c. pembinaan teknis dalam ke-
giatan penyusunan rencana 
tata ruang wilayah provinsi, 
rencana tata ruang wilayah 
kabupaten/kota, dan RDTR;

d. pelaksanaan penataan ruang 
wilayah nasional;

e. pelaksanaan penataan ruang 
kawasan strategis nasional; 
dan

f. kerja sama penataan ruang 
antarnegara dan memfasil-
itasi kerja sama penataan 
ruang antarprovinsi.

(2) Wewenang Pemerintah Pusat 
dalam pelaksanaan penataan 
ruang nasional meliputi:

a. Perencanaan tata ruang 
wilayah nasional 

•	 Dalam UUCK 
terdapat peruba-
han frasa “pe-
merintah” men-
jadi “pemerintah 
pusat” (ayat 1 
huruf a)

•	 Terdapat tam-
bahan menge-
nai pemberian 
bantuan teknis 
bagi penyusunan 
tata ruang (ayat 
1 huruf b)

•	 Terdapat tamba-
han mengenai 
pembinaan teknis 
dalam kegiatan 
penysunan Ren-
cana Tata Ruang 
Wilayah dan Ren-
cana Tata Detail 
Ruang (ayat 1 
huruf c) 

•	 Klausal dalam 
ayat 1 huruf d 
semula bera-
da pada ayat 1 
huruf b 

•	 Terdapat tamba-
han mengenai 
pelaksanaan 
penataan ruang 
Kawasan starte-
gis nasional 

•	 Terdapat tamba-
han mengenai 
kerja sama pena-
taan ruang (ayat 
1 huruf f) 
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b. Pelaksanaan penataan 
ruang wilayah nasional;
c. Pelaksanaan penataan 
ruang kawasan strategis 
nasional; dan kerja sama 
penataan ruang antarnega-
ra dan Pemfasilitasan kerja 
sama penataan ruang antar-
provinsi 

(3) Wewenang pemerintah 
dalam pelaksanaan penata-
an ruang Kawasan startegis 
nasional meliputi:

a. penetapan kawasan strate-
gis nasional;

b. perencanaan tata ruang 
kawasan strategis nasional;

c. pemanfaatan ruang kawasan 
strategis nasional; dan

d. pengendalian pemanfaatan 
ruang kawasan strategis 
nasional.

(4) Pelaksanaan pemanfaatan 
ruang dan pengendalian 
pemanfaatan ruang ka-
wasan strategis nasional 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) huruf c dan huruf d 
dapat dilaksanakan pemer-
intah daerah melalui de-
konsentrasi dan/atau tugas 
pembantuan. 

b. Memanfaatan ruang wilayah 
nasional 

c. Pengendalian pemanfaatan 
ruang wilayah nasional 

(3) Wewenang Pemerintah Pusat 
dalam pelaksanaan penata-
an ruang kawasan strategis 
nasional meliputi:

a. penetapan kawasan strategis 
nasional;

b. perencanaan tata ruang 
kawasan strategis nasional;

c. pemanfaatan ruang kawasan 
strategis nasional; dan

d. pengendalian pemanfaatan 
ruang kawasan strategis 
nasional.

(4) Dalam rangka penyeleng-
garaan penataan ruang, 
Pemerintah Pusat berwenang 
menyusun dan menetapkan 
pedoman bidang penataan 
ruang.

•	 Perubahan we-
wenang pemerin-
tah pusat dalam 
penataan ruang 
nasional menja-
di perencanaa, 
pemanfaatan, 
pengendalian 
(Ayat 2)

•	 Klausal pasal 
ini sebelumnya 
berada di ayat 5 
(ayat 4)

•	 Dalam pelaksa-
naan wewenang 
pemerintah 
pusat mene-
tapkan standar 
dan menyebrkan 
informasi (ayat 
5)

•	 Ketentuan men-
genai penyeleng-
garaan penataan 
ruang diatur 
dengan Peratur-
an Pemerintah 
bukan lagi den-
gan Keputusan 
Menteri.
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(5) Dalam rangka penyelengga-
raan penataan ruang, Pemer-
intah berwenang menyusun 
dan menetapkan pedoman 
bidang penataan ruang. 

(6) Dalam pelaksanaan we-
wenang sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1), ayat (2), 
ayat (3), ayat (4), dan ayat 
(5), Pemerintah: 

a. menyebarluaskan informasi 
yang berkaitan dengan: 

1) Rencana umum dan rencana 
rinci tata ruang dalam rang-
ka pelaksanaan penataan 
ruang wilayah nasional; 

2) Arahan peraturan zonasi 
untuk sistem nasional yang 
disusun dalam rangka pen-
gendalian pemanfaatan 
ruang wilayah nasional; dan 

3) Pedoman bidang penataan 
ruang;

b. Menetapkan standar pelayan 
minimal bidang penataan 
ruang 

(5) Dalam pelaksanaan we-
wenang sebagaimana di-
maksud pada ayat (1), ayat 
(2), ayat (3), dan ayat (4), 
Pemerintah Pusat:

a. menyebarluaskan informasi 
yang berkaitan dengan:

1) rencana umum dan rencana 
rinci tata ruang dalam rang-
ka pelaksanaan penataan 
ruang wilayah nasional; dan

2) pedoman bidang penataan 
ruang.

b. menetapkan standar pe-
layanan minimal bidang 
penataan ruang

(6) Ketentuan lebih lanjut men-
genai kewenangan penye-
lenggaraan penataan ruang 
diatur dengan Peraturan 
Pemerintah..
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Wewenang 
Pemerintah

Pasal 9 
(1) Penyelenggaraan penataan 

ruang dilaksanakan oleh 
seorang Menteri.

(2) Tugas dan tanggung jawab 
Menteri dalam penyelengga-
raan penataan ruang se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) mencakup:

a. pengaturan, pembinaan, 
dan pengawasan penataan 
ruang;

b. pelaksanaan penataan ruang 
nasional; dan

c. koordinasi penyelenggaraan 
penataan ruang lintas sek-
tor, lintas, lintas wilayah dan 
linta pemangku kepentingan 

Pasal 9 
(1) Penyelenggaraan penataan 

ruang dilaksanakan oleh 
Pemerintah Pusat.

(2) Ketentuan lebih lanjut men-
genai tugas dan tanggung 
jawab penyelenggaraan 
penataan ruang sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
diatur dengan Peraturan 
Pemerintah.

•	 Penyelenggara 
semula dilak-
sanakan Menteri 
menjadi Pemer-
intah Pusat (ayat 
1)

•	 Tidak dijabarkan 
secara jelas men-
genai tugas dan 
tanggungjawab 
penyelenggara 
penataan ruang

•	 Ketentuan lanju-
tan dalam Pera-
turan Pemerintah 
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Wewenang 
Pemerin-
tah Daerah 
Provinsi

Pasal 10 
(1) Wewenang pemerintah daer-

ah provinsi dalam penye-
lenggaraan penataan ruang 
meliputi:
a. pengaturan, pembinaan, 
dan pengawasan terhadap 
pelaksanaan penataan ruang 
wilayah provinsi, dan kabu-
paten/kota, serta terhadap 
pelaksanaan penataan ruang 
kawasan strategis provinsi 
dan kabupaten/kota;
b. pelaksanaan penataan 
ruang wilayah provinsi;
c. pelaksanaan penataan 
ruang kawasan strategis 
provinsi; dan
d. kerja sama penataan ru-
ang antarprovinsi dan pem-
fasilitasan kerja sama pena-
taan ruang antarkabupaten/
kota.

(2) Wewenang pemerintah 
daerah provinsi dalam 
pelaksanaan penataan ruang 
wilayah provinsi sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
huruf b maliputi:
a. perencanaan tata ruang 
wilayah provinsi; 
b. pemanfaatan ruang 
wilayah provinsi; dan 

Pasal 10 
1. Wewenang pemerintah daer-

ah provinsi sesuai dengan 
norma, standar, prosedur, 
dan kriteria yang ditetapkan 
oleh Pemerintah Pusat dalam 
penyelenggaraan penataan 
ruang meliputi:

a. pengaturan, pembinaan, 
dan pengawasan terhadap 
pelaksanaan penataan ruang 
wilayah provinsi, dan kabu-
paten/kota;

b. pelaksanaan penataan ruang 
wilayah provinsi; dan

c. kerja sama penataan ruang 
antarprovinsi dan fasilitasi 
kerja sama penataan ruang 
antarkabupaten/kota.

•	 Penghapusan 
wewenang pelak-
sanaan penataan 
ruang kawasa 
startegis provinsi 

•	 Peghapusan 
rincian menge-
nai pelaksanaan 
penataan ruang 
wilayah provinsi 
dan penataan 
ruang Kawasan 
strategis provinsi
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c. pengendalian peman-
faatan ruang wilayah provin-
si. 

(3) Dalam penataan ruang 
kawasan strategis provinsi 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf c, pemerin-
tah daerah provinsi melak-
sanakan:
a. penetapan kawasan strat-
egis provinsi;
b. perencanaan tata ruang 
kawasan strategis provinsi;
c. pemanfaatan ruang ka-
wasan strategis provinsi; dan
d. pengendalian peman-
faatan ruang kawasan strate-
gis provinsi.

(4) Pelaksanaan pemanfaatan 
ruang dan pengendalian 
pemanfaatan ruang kawasan 
strategis provinsi sebagaima-
na dimaksud pada ayat (3) 
huruf c dan huruf d dapat 
dilaksanakan pemerintah 
daerah kabupaten/kota 
melalui tugas pembantuan.

(5) Dalam rangka penyelengga-
raan penataan ruang wilayah 
provinsi, pemerintah daerah 
provinsi dapat menyusun 
petunjuk pelaksanaan bidang 
penataan ruang pada tingkat 
provinsi dan kabupaten/kota.
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(6) Dalam pelaksanaan we-
wenang sebagaimana di-
maksud pada ayat (1), ayat 
(2), ayat (3), ayat (4), dan 
ayat (5), pemerintah daerah 
provinsi:
a. menyebarluaskan infor-
masi yang berkaitan dengan:
1) rencana umum dan ren-
cana rinci tata ruang dalam 
rangka pelaksanaan penata-
an ruang wilayah provinsi;
2) arahan peraturan zo-
nasi untuk sistem provinsi 
yang disusun dalam rangka 
pengendalian pemanfaatan 
ruang wilayah provinsi; dan
3) petunjuk pelaksanaan 
bidang penataan ruang;
b. melaksanakan standar 
pelayanan minimal bidang 
penataan ruang.

(7) Dalam hal pemerintah daer-
ah provinsi tidak dapat me-
menuhi standar pelayanan 
minimal bidang penataan ru-
ang, Pemerintah mengambil 
langkah penyelesaian sesuai 
dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.
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Wewenang 
Pemerin-
tah Daerah 
Kabupaten/
Kota 

Pasal 11
(1) Wewenang pemerintah daer-

ah kabupaten/kota dalam 
penyeleng- garaan penataan 
ruang meliputi:
a. pengaturan, pembinaan, 
dan pengawasan terhadap 
pelaksanaan penataan ruang 
wilayah kabupaten/kota dan 
kawasan strategis kabupat-
en/kota;
b. pelaksanaan penataan 
ruang wilayah kabupaten/
kota;
c. pelaksanaan penataan 
ruang kawasan strategis 
kabupaten/kota; dan
d. kerja sama penataan 
ruang antarkabupaten/ kota.

(2) Wewenang pemerintah daer-
ah kabupaten/kota dalam 
pelaksanaan penataan ruang 
wilayah kabupaten/kota 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat huruf b meliputi:
a. perencanaan tata ruang 
wilayah kabupaten/ kota;
b. pemanfaatan ruang 
wilayah kabupaten/kota; dan
c. pengendalian peman-
faatan ruang wilayah kabu-
paten/kota.

Pasal 11
Wewenang pemerintah daer-

ah kabupaten/kota sesuai 
dengan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria yang 
ditetapkan oleh Pemerintah 
Pusat dalam penyelengga-
raan penataan ruang meli-
puti:

a. pengaturan, pembinaan, 
dan pengawasan terhadap 
pelaksanaan penataan ruang 
wilayah kabupaten/kota;

b. pelaksanaan penataan ruang 
wilayah kabupaten/kota; dan

c. kerja sama penataan ruang 
antarkabupaten/ kota.

•	 Penghapusan 
wewenang pelak-
sanaan penataan 
ruang Kawasan 
strategis kabu-
paten kota

•	 Penghapusan rin-
cian wewenang 
pemerintah daer-
ah dalam pelak-
sanaan penataan 
ruang wilayah 
dan Kawasan 
strategis 
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(3) Dalam pelaksanaan penata-
an ruang awasan strategis 
kabupaten/kota sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
huruf c, pemerintah daerah 
kabupaten/kota melak-
sanakan:
a. penetapan kawasan strat-
egis kabupaten/kota;
b. perencanaan tata ruang 
kawasan strategis kabupat-
en/kota;
c. pemanfaatan ruang ka-
wasan strategis kabupaten/
kota; dan
d. pengendalian peman-
faatan ruang kawasan strate-
gis kabupaten/kota.

(4) Dalam melaksanakan ke-
wenangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2), pemerintah daerah 
kabupaten/kota mengacu 
pada pedoman bidang pe-
nataan ruang dan petunjuk 
pelaksanaannya.

(5) Dalam pelaksanaan we-
wenang sebagaimana di-
maksud pada ayat (1), ayat 
(2), ayat (3), dan ayat (4), 
pemerintah daerah kabupat-
en/kota:
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a. menyebarluaskan infor-
masi yang berkaitan dengan 
rencana umum dan rencana 
rinci tata ruang dalam rang-
ka pelaksanaan penataan 
ruang wilayah kabupaten/
kota; dan
b. melaksanakan standar 
pelayanan minimal bidang 
penataan ruang.

(6) Dalam hal pemerintah 
daerah kabupaten/kota tidak 
dapat memenuhi standar 
pelayanan minimal bidang 
penataan ruang, pemerintah 
daerah provinsi dapat men-
gambil langkah penyelesaian 
sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undan-
gan.
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Pelaksanaan 
Tata Ruang 

Pasal 14 
(1) Perencanaan tata ruang 

dilakukan untuk menghasil-
kan:
a. rencana umum tata ru-
ang; dan
b. rencana rinci tata ruang.

(2) Rencana umum tata ruang 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a secara 
berhierarki terdiri atas:
a. Rencana Tata Ruang 
Wilayah Nasional;
b. rencana tata ruang 
wilayah provinsi; dan
c. rencana tata ruang 
wilayah kabupaten dan 
rencana tata ruang wilayah 
kota.

(3) Rencana rinci tata ruang 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. rencana tata ruang pu-
lau/kepulauan dan rencana 
tata ruang kawasan strategis 
nasional;
b. rencana tata ruang ka-
wasan strategis provinsi; dan
c. rencana detail tata ruang 
kabupaten/kota dan rencana 
tata ruang kawasan strategis 
kabupaten/kota.

Pasal 14 
(1) Perencanaan tata ruang 

dilakukan untuk menghasil-
kan:

a. rencana umum tata ruang; 
dan

b. rencana rinci tata ruang.
(2) Rencana umum tata ruang 

sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a secara hier-
arki terdiri atas:

a. rencana tata ruang wilayah 
nasional;

b. rencana tata ruang wilayah 
provinsi; dan

c. rencana tata ruang wilayah 
kabupaten dan rencana tata 
ruang wilayah kota.

(3) Rencana rinci tata ruang 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. rencana tata ruang pulau/
kepulauan dan rencana tata 
ruang kawasan strategis 
nasional; dan

b. rencana detail tata ruang 
kabupaten/kota 

•	 Penghapusan 
klausal rencana 
tata ruang Ka-
wasan strategis 
provinsi (ayat 3) 
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(4) Rencana rinci tata ruang 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b disusun se-
bagai perangkat operasional 
rencana umum tata ruang.

(5) Rencana rinci tata ruang 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) huruf a dan huruf b 
disusun apabila:
a. rencana umum tata 
ruang belum dapat dijadikan 
dasar dalam pelaksanaan 
pemanfaatan ruang dan 
pengendalian pemanfaatan 
ruang; dan/atau
b. rencana umum tata 
ruang mencakup wilayah 
perencanaan yang luas dan 
skala peta dalam rencana 
umum tata ruang tersebut 
memerlukan perincian sebe-
lum dioperasionalkan.

(6) Rencana detail tata ruang 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) huruf c dijadikan 
dasar bagi penyusunan pera-
turan zonasi.

(7) Ketentuan lebih lanjut men-
genai tingkat ketelitian peta 
rencana tata ruang diatur 
dengan peraturan pemerin-
tah.

(4) Rencana rinci tata ruang 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b disusun se-
bagai perangkat operasional 
rencana umum tata ruang.

(5) Rencana rinci tata ruang 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) huruf a disusun 
apabila:

a. rencana umum tata ruang 
belum dapat dijadikan dasar 
dalam pelaksanaan peman-
faatan ruang dan pengen-
dalian pemanfaatan ruang; 
dan/atau

b. rencana umum tata ruang 
yang mencakup wilayah 
perencanaan yang luas dan 
skala peta dalam rencana 
umum tata ruang tersebut 
memerlukan perincian sebe-
lum dioperasionalkan.

(6) Ketentuan lebih lanjut men-
genai tingkat ketelitian peta 
rencana umum tata ruang 
dan rencana rinci tata ruang 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur dengan Pera-
turan Pemerintah.
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Pelaksanaan 
Tata Ruang

Pasal ini sebelumnya tidak 
ada dalam UU Tata Ruang

Pasal 14 A
(1) Pelaksanaan penyusunan 

rencana tata ruang se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 14 dilakukan dengan 
memperhatikan:

a. daya dukung dan daya 
tampung lingkungan hidup 
dan kajian lingkungan hidup 
strategis;

b. kedetailan informasi tata 
ruang yang akan disajikan 
serta kesesuaian ketelitian 
peta rencana tata ruang.

(2) Penyusunan kajian lingkun-
gan hidup strategis se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a dilakukan 
dalam proses penyusunan 
rencana tata ruang.

(3) Pemenuhan kesesuaian 
ketelitian peta rencana tata 
ruang sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) huruf b 
dilakukan melalui penyusu-
nan peta rencana tata ruang 
di atas Peta Dasar.

(4) Dalam hal Peta Dasar se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (3) belum tersedia, 
penyusunan rencana tata 
ruang dilakukan dengan 
menggunakan Peta Dasar 
lainnya.
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Pasal 17 
(1) Muatan rencana tata ruang 

mencakup rencana struk-
tur ruang dan rencana pola 
ruang.

(2) Rencana struktur ruang 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) meliputi rencana 
sistem pusat permukiman 
dan rencana sistem jaringan 
prasarana.

(3) Rencana pola ruang se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) meliputi peruntukan 
kawasan lindung dan ka-
wasan budi daya.

(4) Peruntukan kawasan lind-
ung dan kawasan budi daya 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) meliputi peruntukan 
ruang untuk kegiatan pele-
starian lingkungan, sosial, 
budaya, ekonomi, pertahan-
an, dan keamanan.

(5) Dalam rangka pelestarian 
lingkungan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4), 
dalam rencana tata ruang 
wilayah ditetapkan kawasan 
hutan paling sedikit 30 (tiga 
puluh) persen dari luas daer-
ah aliran sungai.

(6) Penyusunan rencana tata 
ruang harus memperhatikan 
keterkaitan antarwilayah, 
antarfungsi kawasan, dan 
antarkegiatan kawasan.

Pasal 17 
(1) Muatan rencana tata ruang 

mencakup:
a. rencana struktur ruang; dan
b. rencana pola ruang.
(2) Rencana struktur ruang 

sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a me-
liputi rencana sistem pusat 
permukiman dan rencana 
sistem jaringan prasarana.

(3) Rencana pola ruang se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b meliputi 
peruntukan kawasan lindung 
dan kawasan budi daya.

(4) Peruntukan kawasan lind-
ung dan kawasan budi daya 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) meliputi peruntukan 
ruang untuk kegiatan pele-
starian lingkungan, sosial, 
budaya, ekonomi, pertahan-
an, dan keamanan.

(5) Dalam rangka pelestarian 
lingkungan sebagaimana di-
maksud pada ayat (4), pada 
rencana tata ruang wilayah 
ditetapkan luas kawasan 
hutan dan penutupan hutan 
untuk setiap pulau, Daerah 
Aliran Sungai, provinsi, ka-
bupaten/kota, berdasarkan 
kondisi biogeofisik, iklim, 
penduduk, dan keadaan 
sosial ekonomi masyarakat 
setempat.

(6) Penyusunan rencana tata 
ruang harus memperhatikan 
keterkaitan antarwilayah, 
antarfungsi kawasan, dan 
antarkegiatan kawasan.

•	 Perubahan 
klausal peneta-
pan hutan yang 
semula palingse-
dikit 30 persen 
luas daerah 
aliran sungai 
menjadi “ber-
dasarkan kondisi 
biogeofisik, iklim, 
penduduk dan 
keadilan sosial 
ekonomi mas-
yarakat setem-
pat”
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(7) Ketentuan lebih lanjut men-
genai tata cara penyusunan 
rencana tata ruang yang 
berkaitan dengan fungsi per-
tahanan dan keamanan se-
bagai subsistem rencana tata 
ruang wilayah diatur dengan 
peraturan pemerintah.

(7) Ketentuan lebih lanjut men-
genai tata cara penyusunan 
rencana tata ruang yang 
berkaitan dengan fungsi per-
tahanan dan keamanan se-
bagai subsistem rencana tata 
ruang wilayah diatur dengan 
Peraturan Pemerintah.
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Perencanaan 
Tata Ruang 

Pasal 18 
(1) Penetapan rancangan pera-

turan daerah provinsi ten-
tang rencana tata ruang 
wilayah provinsi dan rencana 
rinci tata ruang terlebih 
dahulu harus mendapat 
persetujuan substansi dari 
Menteri.

(2) Penetapan rancangan pera-
turan daerah kabupaten/kota 
tentang rencana tata ruang 
wilayah kabupaten/kota dan 
rencana rinci tata ruang ter-
lebih dahulu harus mendapat 
persetujuan substansi dari 
Menteri setelah mendapat-
kan rekomendasi Gubernur.

(3) Ketentuan mengenai mua-
tan, pedoman, dan tata 
cara penyusunan rencana 
tata ruang wilayah provinsi 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan penyusunan 
rencana tata ruang wilayah 
kabupaten/kota sebagaima-
na dimaksud pada ayat (2) 
diatur dengan peraturan 
Menteri.

Pasal 18 
(1) Penetapan rencana tata 

ruang wilayah provinsi atau 
kabupaten/kota dan Rencana 
Detail Tata Ruang terlebih 
dahulu harus mendapat 
persetujuan substansi dari 
Pemerintah Pusat.

(2) Sebelum diajukan per-
setujuan substansi kepada 
Pemerintah Pusat, Rencana 
Detail Tata Ruang kabupat-
en/kota yang dituangkan 
dalam rancangan Peraturan 
Kepala Daerah Kabupaten/
Kota terlebih dahulu dilaku-
kan konsultasi publik terma-
suk dengan DPRD.

(3) Bupati/wali kota wajib mene-
tapkan rancangan peraturan 
kepala daerah kabupaten/
kota tentang Rencana 
Detail Tata Ruang paling 
lama 1 (satu) bulan setelah 
mendapat persetujuan sub-
stansi dari Pemerintah Pusat.

(4) Dalam hal bupati/wali kota 
tidak menetapkan Rencana 
Detail Tata Ruang setelah 
jangka waktu sebagaimana 
yang dimaksud pada ayat 
(3), Rencana Detail Tata Ru-
ang ditetapkan oleh Pemer-
intah Pusat.

(5) Ketentuan lebih lanjut men-
genai muatan, pedoman, 
dan tatacara penyusunan 
rencana tata ruang wilayah 
provinsi atau kabupaten/kota 
dan Rencana Detail Tata Ru-
ang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur dengan 
Peraturan Pemerintah.

•	 Penetapan tata 
ruang wilayah 
yang sebelumnya 
harus mendapa-
tkan persetujuan 
meneteri beru-
bah menjadi “Pe-
merintah Pusat” 
(ayat 1) 

•	 Terdapat tam-
bahan tahapan 
sebelum persetu-
juan substansi 
yaitu konsultasi 
publik dengan 
DPRD (Ayat 2)

•	 Penetapan ran-
cangan peraturan 
daerah paling laa 
1 bulan setelah 
mendapat per-
setujuan (ayat 3) 

•	 Persetujuan sub-
stansi tidak lagi 
diberikan oleh 
Menteri melain-
kan oleh Pemer-
intah Pusat (ayat 
3) 

•	 Apabila Ren-
cana Detail Tata 
Ruang ditetapkan 
pemerintah pusat 
apabila pemer-
intah daerah 
tida menetapkan 
(ayat 4)

•	 Ketentuan lebih 
lanjut tidak lagi 
pada Menteri 
melainkan pera-
turan pemerintah 
(ayat 5) 
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Perencanaan 
Tata Ruang 
Wilayah 
Nasional 

Pasal 20 
(1) Rencana Tata Ruang Wilayah 

Nasional memuat:
a. tujuan, kebijakan, dan 

strategi penataan ruang 
wilayah nasional;

b. rencana struktur ruang 
wilayah nasional yang meli-
puti sistem perkotaan na-
sional yang terkait dengan 
kawasan perdesaan dalam 
wilayah pelayanannya dan 
sistem jaringan prasarana 
utama;

c. rencana pola ruang wilayah 
nasional yang meliputi ka-
wasan lindung nasional dan 
kawasan budi daya yang 
memiliki nilai strategis nasi-
onal;

d. penetapan kawasan strategis 
nasional;

e.  arahan pemanfaatan ruang 
yang berisi indikasi program 
utama jangka menengah 
lima tahunan; dan

f. arahan pengendalian peman-
faatan ruang wilayah nasion-
al yang berisi indikasi arahan 
peraturan zonasi sistem 
nasional, arahan perizinan, 
arahan insentif dan disinsen-
tif, serta arahan sanksi.

(2) Rencana Tata Ruang Wilayah 
Nasional menjadi pedoman 
untuk:

a. penyusunan rencana pan-
jang nasional;

Pasal 20 
(1) Rencana Tata Ruang Wilayah 

Nasional memuat:
a. tujuan, kebijakan, dan 

strategi penataan ruang 
wilayah nasional;

b. rencana struktur ruang 
wilayah nasional yang meli-
puti sistem perkotaan na-
sional yang terkait dengan 
kawasan perdesaan dalam 
wilayah pelayanannya dan 
sistem jaringan prasarana 
utama;

c. rencana pola ruang wilayah 
nasional yang meliputi ka-
wasan lindung nasional dan 
kawasan budi daya yang 
memiliki nilai strategis nasi-
onal;

d. penetapan kawasan strategis 
nasional;

e. arahan pemanfaatan ruang 
yang berisi indikasi program 
utama jangka menengah 
lima tahunan; dan

f. arahan pengendalian peman-
faatan ruang wilayah nasion-
al yang berisi indikasi arahan 
peraturan zonasi sistem 
nasional, arahan Kesesuaian 
Kegiatan Pemanfaatan Ru-
ang, arahan insentif dan dis-
insentif, serta arahan sanksi.

(2) Rencana Tata Ruang Wilayah 
Nasional menjadi pedoman 
untuk:

a. tujuan, kebijakan, dan 
strategi penataan ruang 
wilayah nasional;

•	 Perubahan fungsi 
rencana tata 
ruang wilayah 
nasioanl yang 
semula untuk 
Menyusun ren-
cana menengah 
nasional, peman-
faatan ruang, 
pengendalian, 
keterpaduan 
perkembangan 
antar wilayah 
menjadi pe-
doman untuk 

“tujuan dan strategi 
wilayah nasional, 
rencana struktur ru-
ang wilayah nasional, 
rencana pola ruang 
wilayah nasional, 
penetapan Kawasan 
strategis, arahan 
pemanfaatan ruang, 
arahan pengendalian 
pemanfaatan ruang” 
(ayat 2).
•	 Tambahan rincian 

mengenai pen-
injauan kembali 
rencana tata 
ruang (ayat 5) 
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b. penyusunan rencana menen-
gah nasional;

c. pemanfaatan ruaang dan 
pengendalian pemanfaatan 
ruang di wilayah nasional 

d. mewujudkan keterpaduan, 
keterkaitan, dan keseim-
bangan perkembangan 
antarwilayah provinsi, serta 
keserasian antarsektor;

e. penetapan lokasi dan fungsi 
ruang untuk investasi;

f. penataan ruang kawasan 
strategis nasional; dan

g. penataan ruang wilayah 
provinsi dan kabupaten/kota.

(3) Jangka waktu Rencana Tata 
Ruang Wilayah Nasional ada-
lah 20 (dua puluh) tahun.

(4) Rencana Tata Ruang Wilayah 
Nasional sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
ditinjau kembali 1 (satu) kali 
dalam 5 (lima) tahun.

b. rencana struktur ruang 
wilayah nasional yang meli-
puti sistem perkotaan na-
sional yang terkait dengan 
kawasan perdesaan dalam 
wilayah pelayanannya dan 
sistem jaringan prasarana 
utama;

c. rencana pola ruang wilayah 
nasional yang meliputi ka-
wasan lindung nasional dan 
kawasan budi daya yang 
memiliki nilai strategis nasi-
onal;

d. penetapan kawasan strategis 
nasional;

e. arahan pemanfaatan ruang 
yang berisi indikasi program 
utama jangka menengah 
lima tahunan; dan

f. arahan pengendalian peman-
faatan ruang wilayah nasion-
al yang berisi indikasi arahan 
peraturan zonasi sistem 
nasional, arahan Kesesuaian 
Kegiatan Pemanfaatan Ru-
ang, arahan insentif dan dis-
insentif, serta arahan sanksi.

(3) Jangka waktu Rencana Tata 
Ruang Wilayah Nasional ada-
lah 20 (dua puluh) tahun.

(4) Rencana Tata Ruang Wilayah 
Nasional ditinjau kembali 1 
(satu) kali dalam setiap peri-
ode 5 (lima) tahunan.
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(5) Dalam kondisi lingkungan 
strategis tertentu yang ber-
kaitan dengan bencana alam 
skala besar yang ditetapkan 
dengan peraturan perun-
dang-undangan dan/atau 
perubahan batas teritorial 
negara yang ditetapkan 
dengan Undang-Undang, 
Rencana Tata Ruang Wilayah 
Nasional ditinjau kembali 
lebih dari 1 (satu) kali dalam 
5 (lima) tahun.

(6) Rencana Tata Ruang Wilayah 
Nasional diatur dengan pera-
turan pemerintah.

(5) Peninjauan kembali rencana 
tata ruang dapat dilaku-
kan lebih dari 1 (satu) kali 
dalam periode 5 (lima) tahun 
apabila terjadi perubahan 
lingkungan strategis berupa: 

a. bencana alam skala besar 
yang ditetapkan dengan 
peraturan perundang-undan-
gan;

b. perubahan batas teritorial 
negara yang ditetapkan den-
gan Undang-Undang;

c. perubahan batas wilayah 
daerah yang ditetapkan den-
gan Undang-Undang; dan

d. perubahan kebijakan nasion-
al yang bersifat strategis

(6) Rencana Tata Ruang Wilayah 
Nasional ditetapkan dengan 
Peraturan Pemerintah.
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Perencanaan 
Tata Ruang 
Wilayah 
Provinsi 

Pasal 22
(1) Penyusunan rencana tata 

ruang wilayah provinsi men-
gacu pada:
a. Rencana Tata Ruang 
Wilayah Nasional;
b. pedoman bidang penata-
an ruang; dan
c. rencana pembangunan 
jangka panjang daerah.

(2) Penyusunan rencana tata 
ruang wilayah provinsi harus 
memperhatikan:
a. perkembangan perma-
salahan nasional dan hasil 
pengkajian implikasi penata-
an ruang provinsi;
b. upaya pemerataan pem-
bangunan dan pertumbuhan 
ekonomi provinsi;
c. keselarasan aspirasi 
pembangunan provinsi dan 
pembangunan kabupaten/
kota;
d. daya dukung dan daya 
tampung lingkungan hidup;
e. rencana pembangunan 
jangka panjang daerah;
f. rencana tata ruang 
wilayah provinsi yang ber-
batasan;
g. rencana tata ruang ka-
wasan strategis provinsi; dan
h. rencana tata ruang 
wilayah kabupaten/kota.

Pasal 22 
(1) Penyusunan rencana tata 

ruang wilayah provinsi men-
gacu pada: 

a. Rencana Tata Ruang Wilayah 
Nasional  

b. Pedoman bidang penataan 
ruang 

c. Rencana pembangunan 
jangka Panjang daerah 

(2) Penyusunan Rencana Tata 
Ruang Wilayah Provinsi ha-
rus memperhatikan: 

a. Perkembangan permasalah-
an nasional dan hasil peng-
kajian implikasi penataan 
ruang provinsi 

b. Upaya pemerataan pemba-
ngunan dan pertumbuhan 
ekonomi provinsi 

c. Keselarasan aspirasi pemba-
ngunan provinsi dan pemba-
ngunan kabupaten atau kota 

d. Daya dukung dan daya 
tamping lingkungan hidup

e. Rencana pembangunan 
jangka Panjang daerah

f. Rencana tata ruang wilayah 
provinsi yang berbatasan 

g. Rencana tata ruang wilayah 
kabupaten/kota 

•	 Penghapusan 
klausal rencana 
tata ruang ka-
wasan strategis 
provinsi 
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Pasal 23 
(1) Rencana tata ruang wilayah 

provinsi memuat:
a. tujuan, kebijakan, dan 

strategi penataan ruang 
wilayah provinsi;

b. rencana struktur ruang 
wilayah provinsi yang meli-
puti sistem perkotaan dalam 
wilayahnya yang berkaitan 
dengan kawasan perdesaan 
dalam wilayah pelayanannya 
dan sistem jaringan prasara-
na wilayah provinsi;

c. rencana pola ruang wilayah 
provinsi yang meliputi ka-
wasan lindung dan kawasan 
budi daya yang memiliki nilai 
strategis provinsi;

d. penetapan kawasan strategis 
provinsi;

e. arahan pemanfaatan ruang 
wilayah provinsi yang ber-
isi indikasi program utama 
jangka menengah lima tahu-
nan; dan

f. arahan pengendalian peman-
faatan ruang wilayah provin-
si yang berisi indikasi arahan 
peraturan zonasi sistem 
provinsi, arahan perizinan, 
arahan insentif dan disinsen-
tif, serta arahan sanksi.

Pasal 23
(1) Rencana tata ruang wilayah 

provinsi memuat: 
a. tujuan, kebijakan, dan 

strategi penataan ruang 
wilayah provinsi; 

b. rencana struktur ruang 
wilayah provinsi yang meli-
puti sistem perkotaan dalam 
wilayahnya yang berkaitan 
dengan kawasan perdesaan 
dalam wilayah pelayanannya 
dan sistem jaringan prasara-
na wilayah provinsi; 

c. rencana pola ruang wilayah 
provinsi yang meliputi ka-
wasan lindung dan kawasan 
budi daya yang memiliki nilai 
strategis provinsi; 

d. arahan pemanfaatan ruang 
wilayah provinsi yang ber-
isi indikasi program utama 
jangka menengah lima tahu-
nan; dan 

e. arahan pengendalian peman-
faatan ruang wilayah provin-
si yang berisi indikasi arahan 
peraturan zonasi sistem 
provinsi, arahan Kesesuaian 
Kegiatan Pemanfaatan Ru-
ang, arahan insentif dan dis-
insentif, serta arahan sanksi. 

•	 Penghapusan 
klausal pene-
tapan Kawasan 
strategis provinsi 
dalam rencana 
tata ruang 
wilayah provinsi 
(ayat 1) 

•	 Penghapusan 
kalusal Peneta-
pan ruang Ka-
wasan strategis 
provinsi (ayat 2) 

•	 Perubahan frasa 
“mewujudkan” 
menjadi “perwu-
judan” (Ayat 2 
huruf d)

•	 Tambahan 
rincian menge-
nai peninjauan 
kembali ren-
cana tata ruang 
provinsi apabila 
terjadi peruba-
han lingkungan 
strategi (ayat 5)

•	 Batas maksimal 
dikeluarkannya 
Peraturan Daer-
ah 2 bulan sejak 
persetujuan sub-
stansi (ayat 7) 



53
P E D O M A N  M E M A H A M I  R U U  O M N I B U S  L A W

DNT LAWYERS

TOPIK UNDANG-UNDANG NO-
MOR 26 TAHUN 2007 UU CIPTA KERJA RANGKUMAN 

PENJELASAN

(2) Rencana tata ruang wilayah 
provinsi menjadi pedoman 
untuk:

a. Penyusunan rencana pem-
bangunan jangka panjang 
daerah

b. Penyusunan rencana pem-
bangunan jangka menengah 
daerah 

c. Pemanfaatan ruang dan 
pengendalian pemanfaatan 
ruang dalam wilayah provinsi 

d. Mewujudkan keterpaduan, 
keterkaitan, dan keseimban-
gan perkembangan antar-
wilayah kabupaten serta 
keserasian antarsektor 

e. Penetapan lokasi dan fungsi 
ruang untuk investasi 

f. Penetapan ruang Kawasan 
strategis provinsi dan 

g. Penataan ruang wilayah 
kabupaten atau kota 

(3) Jangka waktu rencana tata 
ruang wilayah provinsi ada-
lah 20 (dua puluh) tahun.

(4) Rencana tata ruang wilayah 
provinsi sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) ditinjau 
kembali 1 (satu) kali dalam 5 
(lima) tahun.

(2) Rencana tata ruang wilayah 
provinsi menjadi pedoman 
untuk:

a. penyusunan rencana pem-
bangunan jangka panjang 
daerah;

b. penyusunan rencana pem-
bangunan jangka menengah 
daerah;

c. pemanfaatan ruang dan 
pengendalian pemanfaatan 
ruang dalam wilayah provin-
si;

d. pewujudan keterpaduan, 
keterkaitan, dan keseimban-
gan perkembangan antar-
wilayah kabupaten/kota, 
serta keserasian antarsektor; 

e. penetapan lokasi dan fungsi 
ruang untuk investasi; dan

f. penataan ruang wilayah 
kabupaten/kota.

(3) Jangka waktu rencana tata 
ruang wilayah provinsi ada-
lah 20 (dua puluh) tahun.

(4) Rencana Tata Ruang Wilayah 
Provinsi ditinjau kembali 1 
(satu) kali dalam setiap peri-
ode 5 (lima) tahunan.

•	 Apabila peratur-
an daerah belum 
ditetapkan maka 
gubernur mene-
tapkan Rencana 
Tata Ruang 
Wilayah Provinsi 
dengan Batasan 
3 bulan sejak 
persetujuan sub-
stansi. (Ayat 8)

•	 Apabila lebih dari 
4 bulan maka 
Rencana Tata 
Ruang Wilayah 
Provinsi ditetap-
kan oleh pemer-
intah pusat (Ayat 
9)
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(5) Dalam kondisi lingkungan 
strategis tertentu yang ber-
kaitan dengan bencana alam 
skala besar yang ditetapkan 
dengan peraturan perun-
dang-undangan dan/atau 
perubahan batas teritorial 
negara dan/atau wilayah 
provinsi yang ditetapkan 
dengan Undang-Undang, 
rencana tata ruang wilayah 
provinsi ditinjau kembali 
lebih dari 1 (satu) kali dalam 
5 (lima) tahun.

(6) Rencana tata ruang wilayah 
provinsi ditetapkan dengan 
peraturan daerah provinsi.

(5) Peninjauan kembali Rencana 
Tata Ruang Wilayah Provinsi 
dapat dilakukan lebih dari 1 
(satu) kali dalam periode 5 
(lima) tahun apabila terjadi 
perubahan lingkungan strat-
egis berupa:

a. bencana alam yang ditetap-
kan dengan peraturan pe-
rundang-undangan;

b. perubahan batas teritorial 
negara yang ditetapkan den-
gan Undang-Undang;

c. perubahan batas wilayah 
daerah yang ditetapkan den-
gan Undang-Undang; dan

d. perubahan kebijakan nasion-
al yang bersifat strategis.

(6) Rencana Tata Ruang Wilayah 
Provinsi ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah Provinsi.

(7) Peraturan Daerah Provinsi 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (6) wajib ditetapkan 
paling lama 2 (dua) bulan 
terhitung sejak mendapat 
persetujuan substansi dari 
Pemerintah Pusat.

(8) Dalam hal Peraturan Daerah 
Provinsi sebagaimana di-
maksud pada ayat (7) belum 
ditetapkan, Gubernur mene-
tapkan Rencana Tata Ruang 
Wilayah Provinsi paling lama 
3 (tiga) bulan terhitung sejak 
mendapat persetujuan sub-
stansi dari Pemerintah Pusat.
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Pasal 24 
(1) Rencana rinci tata ruang se-

bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 14 ayat (3) huruf b 
ditetapkan dengan peraturan 
daerah provinsi.

(2) Ketentuan mengenai mua-
tan, pedoman, dan tata cara 
penyusunan rencana rinci 
tata ruang sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) diatur 
dengan peraturan Menteri.

(9) Dalam hal Rencana Tata 
Ruang Wilayah Provinsi 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (8) belum ditetapkan 
oleh Gubernur, Rencana 
Tata Ruang Wilayah Provinsi 
ditetapkan oleh Pemerintah 
Pusat paling lama 4 (em-
pat) bulan terhitung sejak 
mendapat persetujuan sub-
stansi dari Pemerintah Pusat. 
Ketentuan pasal 24 dihapus 
dari 
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Perencanaan 
Tata Ruang 
Wilayah 
Kabupaten 

Pasal 25
(1) Penyusunan rencana tata 

ruang wilayah kabupaten 
mengacu pada:

a. Rencana Tata Ruang Wilayah 
Nasional dan rencana tata 
ruang wilayah provinsi;

b. pedoman dan petunjuk 
pelaksanaan bidang penata-
an ruang; dan

c. rencana pembangunan jang-
ka panjang daerah.

(2) Penyusunan rencana tata ru-
ang wilayah kabupaten harus 
memperhatikan:

a. perkembangan permasalah-
an provinsi dan hasil pengka-
jian implikasi penataan ruang 
kabupaten;

b. upaya pemerataan pemba-
ngunan dan pertumbuhan 
ekonomi kabupaten;

c. keselarasan aspirasi pemba-
ngunan kabupaten;

d. daya dukung dan daya tam-
pung lingkungan hidup;

e. rencana pembangunan jang-
ka panjang daerah;

f. rencana tata ruang wilayah 
kabupaten yang berbatasan; 
dan

g. rencana tata ruang kawasan 
strategis kabupaten.

Pasal 25
(1) Penyusunan rencana tata 

ruang wilayah kabupaten 
mengacu pada:

a. Rencana Tata Ruang Wilayah 
Nasional dan rencana tata 
ruang wilayah provinsi;

b. pedoman dan petunjuk 
pelaksanaan bidang penata-
an ruang; dan

c. rencana pembangunan jang-
ka panjang daerah.

(2) Penyusunan rencana tata ru-
ang wilayah kabupaten harus 
memperhatikan:

a. perkembangan permasalah-
an provinsi dan hasil peng-
kajian implikasi penataan 
ruang kabupaten;

b. upaya pemerataan pemba-
ngunan dan pertumbuhan 
ekonomi kabupaten;

c. keselarasan aspirasi pemba-
ngunan kabupaten;

d. daya dukung dan daya tam-
pung lingkungan hidup;

e. rencana pembangunan jang-
ka panjang daerah; dan

f. rencana tata ruang wilayah 
kabupaten yang berbatasan.

•	 Penghapusan 
klausal rencana 
tata ruang ka-
wasan strategis 
kabupaten. (Ayat 
2)
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Pasal 26 
(1) Rencana tata ruang wilayah 

kabupaten memuat: 
a. tujuan, kebijakan, dan 

strategi penataan ruang 
wilayah kabupaten;

b. rencana struktur ruang 
wilayah kabupaten yang 
meliputi sistem perkotaan 
di wilayahnya yang terkait 
dengan kawasan perdesaan 
dan sistem jaringan prasara-
na wilayah kabupaten;

c. rencana pola ruang wilayah 
kabupaten yang meliputi 
kawasan lindung kabupat-
en dan kawasan budi daya 
kabupaten;

d. penetapan kawasan strategis 
kabupaten;

e. arahan pemanfaatan ruang 
wilayah kabupaten yang 
berisi indikasi program uta-
ma jangka menengah lima 
tahunan; dan

f. ketentuan pengendalian 
pemanfaatan ruang wilayah 
kabupaten yang berisi 
ketentuan umum peraturan 
zonasi, ketentuan perizinan, 
ketentuan insentif dan disin-
sentif, serta arahan sanksi.

Pasal 26
(1) Rencana Tata Ruang Wilayah 

kabupaten memuat:
a. tujuan, kebijakan, dan 

strategi penataan ruang 
wilayah kabupaten;

b. rencana struktur ruang 
wilayah kabupaten yang 
meliputi sistem perkotaan 
di wilayahnya yang terkait 
dengan kawasan perdesaan 
dan sistem jaringan prasara-
na wilayah kabupaten;

c. rencana pola ruang wilayah 
kabupaten yang meliputi 
kawasan lindung kabupat-
en dan kawasan budi daya 
kabupaten;

d. arahan pemanfaatan ruang 
wilayah kabupaten yang 
berisi indikasi program uta-
ma jangka menengah lima 
tahunan; dan

e. ketentuan pengendalian 
pemanfaatan ruang wilayah 
kabupaten yang berisi keten-
tuan umum peraturan zo-
nasi, ketentuan Kesesuaian 
Kegiatan Pemanfaatan 
Ruang, ketentuan insentif 
dan disinsentif, serta arahan 
sanksi.

•	 Penghapusan 
klausal Pene-
tapan kawasan 
strategis kabu-
paten (Ayat 1)

•	 Penghapusan 
kalusal Penataan 
ruang kawasan 
strategis kabu-
paten (Ayat 2) 

•	 Perubahan frasa 
“mewujudkan” 
menjadi “perwu-
judan” (Ayat 2 
huruf d) 

•	 Perubahan fungsi 
Rencana Tata 
Ruang Wilayah 
yang semula 
“dasar untuk 
penerbitan 
perizinan lokasi 
pembangunan 
dan administra-
si pertanahan” 
menjadi “dasar 
untuk Kesesuaian 
Kegiatan Peman-
faatan Ruang 
dan administrasi 
pertanahan. 
(Ayat 3) 

•	 Tambahan 
rincian menge-
nai peninjauan 
kembali rencana 
tata ruang ka-
bupaten apabila 
terjadi peruba-
han lingkungan 
strategi (Ayat 6) 
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(2) Rencana tata ruang wilayah 
kabupaten menjadi pedoman 
untuk:
a. Penyusunan rencana 
pembanguna jangka Panjang 
daerah 
b. Penyusunan rencana 
pembangunan jangka me-
nengah daerah
c. Pemanfaatan ruang dan 
pengendalian pemanfaatan 
ruang di wilayah kabupaten 
d. Mewujudkan keterpad-
uan, keterkaitan dan keseim-
bangan antarsektor
e. Penetapan lokasi dan 
fungsi ruang untuk investasi 
f. Penataan ruang kawasan 
strategis kabupaten

(3) Rencana tata ruang wilayah 
kabupaten menjadi dasar 
untuk penerbitan perizinan 
lokasi pembangunan dan 
administrasi pertanahan 

(4) Jangka waktu rencana tata 
ruang wilayah kabupaten 
adalah 20 tahun 

(5) Rencana tata ruang wilayah 
kabupaten sebagimana di-
maksud pada ayat (1) ditin-
jau kembali 1 kali dalam 5 
tahun

(2) Rencana Tata Ruang Wilayah 
kabupaten menjadi pedoman 
untuk:

a. penyusunan rencana pem-
bangunan jangka panjang 
daerah;

b. penyusunan rencana pem-
bangunan jangka menengah 
daerah;

c. pemanfaatan ruang dan 
pengendalian pemanfaatan 
ruang di wilayah kabupaten;

d. perwujudan keterpaduan, 
keterkaitan, dan keseimban-
gan antarsektor; dan

e. penetapan lokasi dan fungsi 
ruang untuk investasi.

(3) Rencana Tata Ruang Wilayah 
kabupaten menjadi dasar 
untuk Kesesuaian Kegiatan 
Pemanfaatan Ruang dan 
administrasi pertanahan.

(4) Jangka waktu rencana tata 
ruang wilayah kabupaten 
adalah 20 (dua puluh) tahun.

(5) Rencana Tata Ruang Wilayah 
kabupaten ditinjau kem bali 
1 (satu) kali pada setiap 
periode 5 (lima) tahunan.

•	 Batas maksimal 
dikeluarkannya 
Peraturan Daer-
ah 2 bulan sejak 
persetujuan sub-
stansi (ayat 8) 

•	 Apabila peratur-
an daerah belum 
ditetapkan maka 
bupati menetap-
kan RENCANA 
TATA RUANG 
WILAYAH kabu-
paten dengan 
Batasan 3 bulan 
sejak persetu-
juan substansi. 
(Ayat 9)

•	 Apabila lebih dari 
4 bulan maka 
Rencana Tata 
Ruang Wilayah 
Kabupaten 
ditetapkan oleh 
pemerintah pusat 
(Ayat 10)
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(6) Dalam kondisi lingkungan 
strategis tertentu yang ber-
kaitan dengan bencana alam 
skala besar yang ditetapkan 
dengan peraturan perun-
dang-undangan dan/atau 
perubahan batas teritorial 
negara, wilayah provinsi, 
dan/atau wilayah kabupat-
en yang ditetapkan dengan 
Undang-Undang, rencana 
tata ruang wilayah kabupat-
en ditinjau kembali lebih dari 
1 (satu) kali dalam 5 (lima) 
tahun.

(7) Rencana tata ruang wilayah 
kabupaten ditetapkan den-
gan peraturan daerah kabu-
paten.

(6) Peninjauan kembali Rencana 
Tata Ruang Wilayah kabupat-
en dapat dilakukan lebih dari 
1 (satu) kali dalam periode 5 
(lima) tahun apabila terjadi 
perubahan lingkungan strat-
egis berupa:

a. bencana alam yang ditetap-
kan dengan peraturan pe-
rundang-undangan;

b. perubahan batas teritorial 
negara yang ditetapkan den-
gan Undang-Undang;

c. perubahan batas wilayah 
daerah yang ditetapkan den-
gan Undang-Undang; dan

d. perubahan kebijakan nasion-
al yang bersifat strategis

(7) RENCANA TATA RUANG 
WILAYAH kabupaten ditetap-
kan dengan Peraturan Daer-
ah Kabupaten.

(8) Peraturan Daerah Kabupaten 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (6) wajib ditetapkan 
paling lama 2 (dua) bulan 
setelah mendapat persetu-
juan substansi dari Pemerin-
tah Pusat.

(9) Dalam hal Peraturan Daerah 
Kabupaten sebagaimana di-
maksud pada ayat (7) belum 
ditetapkan, Bupati menetap-
kan RENCANA TATA RUANG 
WILAYAH kabupaten paling 
lama 3 (tiga) bulan setelah 
mendapat persetujuan sub-
stansi dari Pemerintah Pusat.
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(10) Dalam hal Rencana Tata 
Ruang Wilayah kabupaten 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (9) belum ditetapkan 
oleh Bupati, Rencana Tata 
Ruang WIlayah kabupaten 
ditetapkan oleh Pemerintah 
Pusat paling lama 4 (empat) 
bulan setelah mendapat 
persetujuan substansi dari 
Pemerintah Pusat.

Wilayah 
Kabupaten 

Pasal 27 
(1) Rencana rinci tata ruang se-

bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 14 ayat (3) huruf c 
ditetapkan dengan peraturan 
daerah kabupaten.

(2) Ketentuan mengenai mua-
tan, pedoman, dan tata cara 
penyusunan rencana rinci 
tata ruang sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) diatur 
dengan peraturan Menteri.

Pasal 27 dihapuskan dalam UU 
Cipta Kerja 

•	 Penghapusan 
ketentuan men-
genai rencana 
rinci tata ruang 

Perencanaan 
Tata Ruang 
Wilayah Kota 

Pasal ini sebelumnya tidak 
ada dalam 

Pasal 34A
(1) Dalam hal terdapat peruba-

han kebijakan nasional yang 
bersifat strategis sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 21 
ayat (5) huruf d, Pasal 23 
ayat (5) huruf d, dan Pasal 
26 ayat (6) huruf d belum 
dimuat dalam rencana tata 
ruang dan/atau rencana 
zonasi, pemanfaatan ruang 
tetap dapat dilaksanakan.

(2) Pelaksanaan kegiatan pe-
manfaatan ruang sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1), 
dapat dilakukan setelah 
mendapat rekomendasi 
kesesuaian kegiatan peman-
faatan ruang dari Pemerintah 
Pusat.

•	 Apabila peruba-
han kebijakan 
nasional bersifat 
strategis belum 
dimuat dalam 
rencana tata ru-
ang tetap dapat 
melaksanakan 
pemanfaatan 
ruang 
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Pemanfaatan 
Ruang 

Pasal 35 
Pengendalian pemanfaatan 
ruang dilakukan melalui 
penetapan peraturan zonasi, 
perizinan, pemberian insentif 
dan disinsentif, serta penge-
naan sanksi.

Pasal 35
Pengendalian pemanfaatan ru-

ang dilakukan melalui:
a. ketentuan Kesesuaian Kegia-

tan Pemanfaatan Ruang;
b. pemberian insentif dan disin-

sentif; dan
c. pengenaan sanksi.

•	 Terdapat peru-
bahan klausal 
yang sebelum-
nya “penetapan 
peraturan zonasi” 
menjadi keten-
tuan kesesuaian 
kegiatan peman-
faatan ruang 

Pasal 37 
(1) Ketentuan perizinan se-

bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 35 diatur oleh Pemer-
intah dan pemerintah daerah 
menurut kewenangan mas-
ing-masing sesuai dengan 
ketentuan peraturan perun-
dang-undangan.

(2) Izin pemanfaatan ruang 
yang tidak sesuai dengan 
rencana tata ruang wilayah 
dibatalkan oleh Pemerin-
tah dan pemerintah daerah 
menurut kewenangan mas-
ing-masing sesuai dengan 
ketentuan peraturan perun-
dang-undangan.

(3) Izin pemanfaatan ruang 
yang dikeluarkan dan/atau 
diperoleh dengan tidak 
melalui prosedur yang benar, 
batal demi hukum.

(4) Izin pemanfaatan ruang 
yang diperoleh melalui 
prosedur yang benar teta-
pi kemudian terbukti tidak 
sesuai dengan rencana tata 
ruang wilayah, dibatalkan 
oleh Pemerintah dan pemer-
intah daerah sesuai dengan 
kewenangannya.

Pasal 37
(1) Persetujuan Kesesuaian Ke-

giatan Pemanfaatan Ruang 
sebagaimana dimaksud da-
lam Pasal 35 diterbitkan oleh 
Pemerintah Pusat.

(2) Persetujuan Kesesuaian Ke-
giatan Pemanfaatan Ruang 
yang tidak sesuai dengan 
rencana tata ruang wilayah 
dibatalkan oleh Pemerintah 
Pusat.

(3) Persetujuan Kesesuaian 
Kegiatan Pemanfaatan Ru-
ang yang dikeluarkan dan/
atau diperoleh dengan tidak 
melalui prosedur yang benar, 
batal demi hukum.

(4) Persetujuan Kesesuaian 
Kegiatan Pemanfaatan Ru-
ang yang diperoleh melalui 
prosedur yang benar tetapi 
kemudian terbukti tidak 
sesuai dengan rencana tata 
ruang wilayah, dibatalkan 
oleh Pemerintah Pusat.

•	 Perubahanizin 
pemanfaatan 
menjadi persetu-
juan kesesuaian
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(5) Terhadap kerugian yang 
ditimbulkan akibat pembata-
lan izin sebagaimana dimak-
sud pada ayat (4), dapat 
dimintakan penggantian 
yang layak kepada instansi 
pemberi izin.

(6) Izin pemanfaatan ruang 
yang tidak sesuai lagi akibat 
adanya perubahan rencana 
tata ruang wilayah dapat 
dibatalkan oleh Pemerin-
tah dan pemerintah daerah 
dengan memberikan ganti 
kerugian yang layak.

(7) Setiap pejabat pemerintah 
yang berwenang menerbit-
kan izin pemanfaatan ruang 
dilarang menerbitkan izin 
yang tidak sesuai dengan 
rencana tata ruang.

(8) Ketentuan lebih lanjut men-
genai prosedur perolehan 
izin dan tata cara penggan-
tian yang layak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) dan 
ayat (5) diatur dengan pera-
turan pemerintah.

(5) Terhadap kerugian yang 
ditimbulkan akibat pembata-
lan persetujuan sebagaima-
na dimaksud pada ayat (2) 
dan ayat (4), dapat dimint-
akan ganti kerugian yang 
layak kepada instansi pem-
beri persetujuan.

(6) Kegiatan pemanfaatan ruang 
yang tidak sesuai lagi akibat 
adanya perubahan rencana 
tata ruang wilayah dapat 
dibatalkan oleh Pemerintah 
Pusat dengan memberikan 
ganti kerugian yang layak.

(7) Setiap pejabat pemerintah 
yang berwenang dilarang 
menerbitkan Persetujuan 
Kesesuaian Kegiatan Peman-
faatan Ruang yang tidak 
sesuai dengan rencana tata 
ruang.

(8) Ketentuan lebih lanjut men-
genai prosedur perolehan 
persetujuan Kesesuaian Ke-
giatan Pemanfaatan Ruang 
dan tata cara pemberian 
ganti kerugian yang layak 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5) dan ayat (6) diatur 
dengan Peraturan Pemerin-
tah.
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Penata-
an Ruang 
Kawasan 
Perdesaan

Pasal 48 
(1) Penataan ruang kawasan 

perdesaan diarahkan untuk:
a. Pemberdayaan masyarakat 

perdesaan;
b. pertahanan kualitas lingkun-

gan setempat dan wilayah 
yang didukungnya;

c. konservasi sumber  daya 
alam;

d. pelestarianwarisanbudayalo-
kal;

e. pertahanan kawasan lahan 
abadi pertanian pangan un-
tuk ketahanan pangan; dan

f. penjagaan keseimbangan 
pembangunan perde-
saan-perkotaan.

(2) Ketentuan lebih lanjut men-
genai pelindungan terhadap 
kawasan lahan abadi perta-
nian pangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
huruf e diatur dengan Un-
dang-Undang.

(3) Penataan ruang kawasan 
perdesaan diselenggarakan 
pada:

a. kawasan perdesaan yang 
merupakan bagian wilayah 
kabupaten; atau

b. kawasan yang secara fung-
sional berciri perdesaan yang 
mencakup 2 (dua) atau lebih 
wilayah kabupaten pada satu 
atau lebih wilayah provinsi.

Pasal 48
(1) Penataan ruang kawasan 

perdesaan diarahkan untuk:
a. pemberdayaan masyarakat 

perdesaan;
b. pertahanan kualitas lingkun-

gan setempat dan wilayah 
yang didukungnya;

c. konservasi sumber daya 
alam;

d. pelestarian warisan budaya 
lokal;

e. pertahanan kawasan lahan 
abadi pertanian pangan un-
tuk ketahanan pangan; dan

f. penjagaan keseimbangan 
pembangunan perdesaan- 
perkotaan.

(2) Ketentuan lebih lanjut men-
genai perlindungan terhadap 
Kawasan lahan abadi perta-
nian pangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
huruf e diatur dengan Un-
dang-Undang 

(3) Penataan ruang Kawasan 
perdesaan diselenggarakan 
pada:

a. kawasan perdesaan yang 
merupakan bagian wilayah 
kabupaten; atau 

b. kawasan yang secara fung-
sional berciri perdesaan yang 
mencakup 2 (dua) atau lebih 
wilayah kabupaten pada satu 
atau lebih wilayah provinsi. 

•	 Penghapusan 
ketentuan men-
genai Kawasan 
perdesaan ber-
bentuk kawasan 
agropolitan.
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(4) Kawasan perdesaan se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat berbentuk 
kawasan agropolitan.

(5) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai penataan ruang 
kawasan agropolitan diatur 
dengan peraturan pemerin-
tah.

(6) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai penataan ruang 
kawasan perdesaan diatur 
dengan peraturan pemerin-
tah.

(4) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai penataan ruang 
Kawasan peredesaan diatur 
dengan Peraturan Pemerin-
tah

Perencanaan 
Tata Ruang 
Kawasan 
Perdesaan

Pasal 49 
Rencana tata ruang kawasan 
perdesaan yang merupakan 
bagian wilayah kabupaten ada-
lah bagian rencana tata ruang 
wilayah kabupaten.

Pasal 49 dihapuskan •	 Penghapusan 
ketentuan men-
genai rencana 
tata ruang Ka-
wasan pedesaan 
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Perencanaan 
Tata Ruang 
Kawasan 
Perdesaan

Pasal 50 
(1) Penataan ruang kawasan 

perdesaan dalam 1 (satu) 
wilayah kabupaten dapat 
dilakukan pada tingkat 
wilayah kecamatan atau 
beberapa wilayah desa atau 
nama lain yang disamakan 
dengan desa yang merupa-
kan bentuk detail dari pena-
taan ruang wilayah kabupat-
en.

(2) Rencana tata ruang kawasan 
perdesaan yang mencakup 
2 (dua) atau lebih wilayah 
kabupaten merupakan alat 
koordinasi dalam pelaksa-
naan pembangunan yang 
bersifat lintas wilayah.

(3) Rencana tata ruang se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (2) berisi struktur ruang 
dan pola ruang yang bersifat 
lintas wilayah administratif.

Pasal 50 dihapuskan •	 Penghapusan 
ketentuan men-
genai rencana 
tata ruang Ka-
wasan pedesaan



66
P E D O M A N  M E M A H A M I  R U U  O M N I B U S  L A W

DNT LAWYERS

TOPIK UNDANG-UNDANG NO-
MOR 26 TAHUN 2007 UU CIPTA KERJA RANGKUMAN 

PENJELASAN

Perencanaan 
Tata Ruang 
Kawasan 
Perdesaan

Pasal 51
(1) Rencana tata ruang kawasan 

agropolitan merupakan 
rencana rinci tata ruang 1 
(satu) atau beberapa wilayah 
kabupaten.

(2) Rencana tata ruang kawasan 
agropolitan memuat:

a. tujuan, kebijakan, dan 
strategi penataan ruang 
kawasan agropolitan;

b. rencana struktur ruang ka-
wasan agropolitan yang meli-
puti sistem pusat kegiatan 
dan sistem jaringan prasara-
na kawasan agropolitan;

c. rencana pola ruang kawasan 
agropolitan yang meliputi ka-
wasan lindung dan kawasan 
budi daya;

d. arahan pemanfaatan ruang 
kawasan agropolitan yang 
berisi indikasi program uta-
ma yang bersifat interdepen-
den antardesa; dan

e. ketentuan pengendalian 
pemanfaatan ruang kawasan 
agropolitan yang berisi arah-
an peraturan zonasi kawasan 
agropolitan, arahan ketentu-
an perizinan, arahan keten-
tuan insentif dan disinsentif, 
serta arahan sanksi.

Pasal 51 dihapuskan •	 Penghapusan 
ketentuan men-
genai rencana 
tata ruang Ka-
wasan agropali-
tan 
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Pemanfaatan 
Ruang 
Kawasan 
Perdesaan

Pasal 52 
(1) Pemanfaatan ruang kawasan 

perdesaan yang merupakan 
bagian wilayah kabupaten 
merupakan bagian peman-
faatan ruang wilayah kabu-
paten.

(2) Pemanfaatan ruang kawasan 
perdesaan yang merupakan 
bagian dari 2 (dua) atau 
lebih wilayah kabupaten 
dilaksanakan melalui peny-
usunan program pembangu-
nan beserta pembiayaannya 
secara terkoordinasi antar-
wilayah kabupaten terkait.

Pasal 52 dihapuskan •	 Penghapusan 
pemanfaatan 
ruang Kawasan 
pedesaan 

Pengenda-
lian Pe-
manfaatan 
Ruang
Kawasan 
Perdesaan

Pasal 53
(1) Pengendalian pemanfaatan 

ruang kawasan perdesaan 
yang merupakan bagian 
wilayah kabupaten merupa-
kan bagian pengendalian 
pemanfaatan ruang wilayah 
kabupaten.

(2) Pengendalian pemanfaatan 
ruang kawasan perdesaan 
yang mencakup 2 (dua) 
atau lebih wilayah kabupat-
en dilaksanakan oleh setiap 
kabupaten.

(3) Untuk kawasan perdesaan 
yang mencakup 2 (dua) atau 
lebih wilayah kabupaten 
yang mempunyai lembaga 
kerja sama antarwilayah 
kabupaten, pengendaliann-
ya dapat dilaksanakan oleh 
lembaga dimaksud.

Pasal 53 dihapuskan •	 Penghapusan 
ketentuan pen-
gendalian pe-
manfaatan ruang 
kawasan pedes-
aan
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Kerja Sama 
Penata-
an Ruang 
Kawasan 
Perdesaan 

Pasal 54 
(1) Penataan ruang kawasan 

perdesaan yang mencakup 
2 (dua) atau lebih wilayah 
kabupaten dilaksanakan 
melalui kerja sama antar-
daerah.

(2) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai penataan ruang 
kawasan perdesaan se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) untuk kawasan 
agropolitan yang berada 
dalam 1 (satu) kabupaten 
diatur dengan peraturan 
daerah kabupaten, untuk 
kawasan agropolitan yang 
berada pada 2 (dua) atau 
lebih wilayah kabupaten 
diatur dengan peraturan 
daerah provinsi, dan untuk 
kawasan agropolitan yang 
berada pada 2 (dua) atau 
lebih wilayah provinsi diatur 
dengan peraturan pemerin-
tah.

(3) Penataan ruang kawasan 
perdesaan diselenggarakan 
secara terintegrasi dengan 
kawasan perkotaan sebagai 
satu kesatuan pemanfaatan 
ruang wilayah kabupaten/
kota.

(4) Penataan ruang kawasan 
agropolitan diselenggarakan 
dalam keterpaduan sistem 
perkotaan wilayah dan nasi-
onal.

Pasal 54 dihapuskan •	 Penghapusan 
ketentuan men-
genai kawasan 
perdesaan

(5) Keterpaduan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) 
mencakup keterpaduan 
sistem permukiman, prasa-
rana, sistem ruang terbuka, 
baik ruang terbuka hijau 
maupun ruang terbuka non-
hijau.
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Hak, Kewa-
jiban, dan 
Peran Mas-
yarakat

Pasal 60 
Dalam penataan ruang, seti-
ap orang berhak untuk:

a. mengetahui rencana tata 
ruang;

b. menikmati pertambahan nilai 
ruang sebagai akibat penata-
an ruang;

c. memperoleh penggantian 
yang layak atas kerugian 
yang timbul akibat pelaksa-
naan kegiatan pembangunan 
yang sesuai dengan rencana 
tata ruang;

d. mengajukan keberatan 
kepada pejabat berwenang 
terhadap pembangunan yang 
tidak sesuai dengan rencana 
tata ruang di wilayahnya;

e. mengajukan tuntutan pem-
batalan izin dan penghentian 
pembangunan yang tidak 
sesuai dengan rencana tata 
ruang kepada pejabat ber-
wenang; dan

f. mengajukan gugatan ganti 
kerugian kepada pemerintah 
dan/atau pemegang izin apa-
bila kegiatan pembangunan 
yang tidak sesuai dengan 
rencana tata ruang menim-
bulkan kerugian.

Pasal 60 
Dalam penataan ruang, setiap 

orang berhak untuk:
a. mengetahui rencana tata 

ruang; 
b. menikmati pertambahan nilai 

ruang sebagai akibat penata-
an ruang; 

c. memperoleh penggantian 
yang layak atas kerugian 
yang timbul akibat pelaksa-
naan kegiatan pembangunan 
yang sesuai dengan rencana 
tata ruang; 

d. mengajukan tuntutan kepa-
da pejabat berwenang ter-
hadap pembangunan yang 
tidak sesuai dengan rencana 
tata ruang di wilayahnya; 

e. mengajukan tuntutan pem-
batalan persetujuan kegiatan 
penataan ruang dan/atau 
penghentian pembangunan 
yang tidak sesuai dengan 
rencana tata ruang kepada 
pejabat berwenang; dan 

f. mengajukan gugatan ganti 
kerugian kepada Pemerintah 
Pusat, Pemerintah Daerah 
dan/atau kepada pelaksana 
kegiatan pemanfaatan ruang 
apabila kegiatan pemba-
ngunan yang tidak sesuai 
dengan rencana tata ruang 
menimbulkan kerugian.

•	 Perubahan frasa 
“keberatan” men-
jadi “tuntutan” 
(Pasal 60 Huruf 
d)

•	 Perubahan frasa 
“izin” menjadi 
“persetujuan” 
(Pasal 60 Huruf 
e) 

•	 Tambahan frasa 
pemerintah 
daerah serta 
perubahan frasa 
“pemegang izin” 
menjadi “pelak-
sana kegiatan 
pemanfaatan 
ruang” 
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Pasal 61
Dalam pemanfaatan ruang, 
setiap orang wajib:

a. menaati rencana tata ruang 
yang telah ditetapkan;

b. memanfaatkan ruang sesuai 
dengan izin pemanfaatan 
ruang dari pejabat yang ber-
wenang;

c.  mematuhi ketentuan yang 
ditetapkan dalam pers-
yaratan izin pemanfaatan 
ruang; dan

d. memberikan akses terhadap 
kawasan yang oleh ketentu-
an peraturan perundang-un-
dangan dinyatakan sebagai 
milik umum.

Pasal 61
Dalam pemanfaatan ruang, seti-

ap orang wajib:
a. menaati rencana tata ruang 

yang telah ditetapkan;
b. memanfaatkan ruang sesuai 

dengan rencana tata ruang;
c. mematuhi ketentuan yang 

ditetapkan dalam pers-
yaratan Kesesuaian Kegiatan 
Pemanfaatan Ruang; dan

d. memberikan akses terhadap 
kawasan yang oleh ketentu-
an peraturan perundang-un-
dangan dinyatakan sebagai 
milik umum.

•	 Merubah frasa 
“izin peman-
faatan ruang” 
menjadi “rencana 
tata ruang” (Pas-
al 61 huruf b)

•	 Merubah frasa 
“izin peman-
faatan ruang” 
menjadi “kese-
suaian kegiatan 
pemanfaatan 
ruang” 

Hak, Kewa-
jiban, dan 
Peran Mas-
yarakat

Pasal 62
Setiap orang yang melang-
gar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 61, 
dikenai sanksi administratif.

Pasal 62
Setiap orang yang tidak menaa-

ti rencana tata ruang yang 
telah ditetapkan yang men-
gakibatkan perubahan fungsi 
ruang sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 61, dikenai 
sanksi administratif.

•	 Terdapat tam-
bahan rincian 
mengenai “tidak 
menaati rencana 
tata ruang yang 
telah ditetapkan”
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TOPIK UNDANG-UNDANG NO-
MOR 26 TAHUN 2007 UU CIPTA KERJA RANGKUMAN 

PENJELASAN

Hak, Kewa-
jiban, dan 
Peran Mas-
yarakat

Pasal 65
(1) Penyelenggaraan penataan 

ruang dilakukan oleh pe-
merintah dengan melibatkan 
peran masyarakat.

(2) Peran masyarakat dalam 
penataan ruang sebagaima-
na dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan, antara lain, 
melalui:

a. partisipasi dalam penyusu-
nan rencana tata ruang;

b. partisipasi dalam peman-
faatan ruang; dan

c. partisipasi dalam pengenda-
lian pemanfaatan ruang.

(3) Ketentuan lebih lanjut men-
genai tata cara dan bentuk 
peran masyarakat dalam 
penataan ruang sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
diatur dengan peraturan 
pemerintah.

Pasal 65
(1) Penyelenggaraan penataan 

ruang dilakukan oleh Pemer-
intah Pusat dan Pemerintah 
Daerah dengan melibatkan 
peran masyarakat. 

(2) Peran masyarakat dalam 
penataan ruang sebagaima-
na dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan, antara lain, 
melalui:

a. partisipasi dalam penyusu-
nan rencana tata ruang; 

b. partisipasi dalam peman-
faatan ruang; dan

c. partisipasi dalam pengenda-
lian pemanfaatan ruang.

(3) Masyarakat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan 
(2) terdiri atas orang perseo-
rangan dan pelaku usaha.

(4) Ketentuan lebih lanjut men-
genai tata cara dan bentuk 
peran masyarakat dalam 
penataan ruang sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
diatur dengan Peraturan 
Pemerintah.

•	 Tambahan klaus-
al “pemerintah 
pusat dan pe-
merintah daer-
ah”sebelumnya 
hanya “pemerin-
tah” (Ayat 1)

•	 Tambahan 
klausal menge-
nai apa yang 
dimaksud den-
gan masyarakat 
yaitu “terdiri atas 
orang dan pelaku 
usaha” (Ayat 3)
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TOPIK UNDANG-UNDANG NO-
MOR 26 TAHUN 2007 UU CIPTA KERJA RANGKUMAN 

PENJELASAN

Ketentuan 
Pidana

Pasal 69 
(1) Setiap orang yang tidak 

menaati rencana tata ruang 
yang telah ditetapkan se-
bagaimana dimaksud da-
lam Pasal 61 huruf a yang 
mengakibatkan perubah-
an fungsi ruang, dipidana 
dengan pidana penjara 
paling lama 3 (tiga) tahun 
dan denda paling banyak 
Rp500.000.000,00 (lima 
ratus juta rupiah).

(2) Jika tindak pidana se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) mengakibatkan 
kerugian terhadap harta 
benda atau kerusakan ba-
rang, pelaku dipidana den-
gan pidana penjara paling 
lama 8 (delapan) tahun 
dan denda paling banyak 
Rp1.500.000.000,00 (satu 
miliar lima ratus juta rupiah).

(3) Jika tindak pidana se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) mengakibatkan 
kematian orang, pelaku dipi-
dana dengan pidana penjara 
paling lama 15 (lima belas) 
tahun dan denda paling 
banyak Rp5.000.000.000,00 
(lima miliar rupiah).

Pasal 69 
(1) Setiap orang yang dalam 

melakukan usaha dan/atau 
kegiatannya memanfaatkan 
ruang yang telah ditetapkan 
tanpa memiliki persetujuan 
kesesuaian pemanfaatan 
ruang sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 61 huruf a 
yang mengakibatkan peru-
bahan fungsi ruang, dipi-
dana dengan pidana penjara 
paling lama 3 (tiga) tahun 
dan denda paling banyak 
Rp1.000.000.000,00 (satu 
miliar rupiah).

(2) Jika tindak pidana se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) mengakibatkan 
kerugian terhadap har-
ta benda atau kerusakan 
barang, pelaku dipidana 
dengan pidana penjara 
paling lama 4 (empat) tahun 
dan denda paling banyak 
Rp2.500.000.000,00 (dua 
miliar lima ratus juta rupiah).

(3) Jika tindak pidana se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) mengakibatkan 
kematian orang, pelaku dipi-
dana dengan pidana penjara 
paling lama 15 (lima belas) 
tahun dan denda paling 
banyak Rp8.000.000.000,00 
(delapan miliar rupiah).

•	 Terdapat tam-
bahan klausal 
mengenai “dalam 
melakukan usaha 
atau kegaiatan 
memanfaatkan 
ruang yang telah 
ditetapkan tanpa 
memiliki persetu-
juan kesesuaian 
ruang” (Ayat 1) 
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TOPIK UNDANG-UNDANG NO-
MOR 26 TAHUN 2007 UU CIPTA KERJA RANGKUMAN 

PENJELASAN

Ketentuan 
Pidana

Pasal 70 
(1) Setiap orang yang meman-

faatkan ruang tidak sesuai 
dengan izin pemanfaatan 
ruang dari pejabat yang ber-
wenang sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 61 huruf 
b, dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 3 (tiga) 
tahun dan denda paling ban-
yak Rp500.000.000,00 (lima 
ratus juta rupiah).

(2) Jika tindak pidana se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) mengakibatkan pe-
rubahan fungsi ruang, pelaku 
dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 5 (lima) 
tahun dan denda paling 
banyak Rp1.000.000.000,00 
(satu miliar rupiah).

(3) Jika tindak pidana se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) mengakibatkan 
kerugian terhadap har-
ta benda atau kerusakan 
barang, pelaku dipidana 
dengan pidana penjara 
paling lama 5 (lima) tahun 
dan denda paling banyak 
Rp1.500.000.000,00 (satu 
miliar lima ratus juta rupiah).

(4) Jika tindak pidana se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) mengakibatkan 
kematian orang, pelaku dipi-
dana dengan pidana penjara 
paling lama 15 (lima belas) 
tahun dan denda paling 
banyak Rp5.000.000.000,00 
(lima miliar rupiah).

Pasal 70
(1) Setiap orang yang meman-

faatkan ruang tidak sesuai 
dengan Persetujuan Kes-
esuaian Tata Ruang dari 
pejabat yang berwenang 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 61 huruf b yang 
mengakibatkan perubah-
an fungsi ruang, dipidana 
dengan pidana penjara 
paling lama 3 (tiga) tahun 
dan denda paling banyak 
Rp1.000.000.000,00 (satu 
miliar rupiah).

(2) Jika tindak pidana se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) mengakibatkan 
kerugian terhadap har-
ta benda atau kerusakan 
barang, pelaku dipidana 
dengan pidana penjara 
paling lama 4 (empat) tahun 
dan denda paling banyak 
Rp2.500.000.000,00 (dua 
miliar lima ratus juta rupiah).

(3) Jika tindak pidana se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) mengakibatkan 
kematian orang, pelaku dipi-
dana dengan pidana penjara 
paling lama 15 (lima belas) 
tahun atau denda paling 
banyak Rp8.000.000.000,00 
(delapan miliar rupiah).

•	 Perubahan frasa 
“izin peman-
faatan ruang” 
menjadi “Per-
setujuan kes-
esuaian Tata 
Ruang” (Ayat 1)

•	 Perubahan 
nominal denda 
yang semula 
pidana penjara 5 
tahun dan denda 
1.500.000.000 
menjadi pidana 
penjara 4 tahun 
dengan denda 
2.500.000.000  
(Ayat 2)

•	 Perubahan nom-
inal denda yang 
semula pidana 
penjara 15 ta-
hun dan denda 
5.000.000.000 
menjadi pidana 
penjara 4 tahun 
dengan denda 
8.000.000.000  
(Ayat 3)

•	 Penghapusan 
ketentuan men-
genai tindak 
pidana mengaki-
batkan perubah-
an fungsi ruang 
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TOPIK UNDANG-UNDANG NO-
MOR 26 TAHUN 2007 UU CIPTA KERJA RANGKUMAN 

PENJELASAN

Ketentuan 
Pidana

Pasal 71 
Setiap orang yang tidak 
mematuhi ketentuan yang 
ditetapkan dalam pers-
yaratan izin pemanfaatan 
ruang sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 61 huruf 
c, dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 3 (tiga) 
tahun dan denda paling ban-
yak Rp500.000.000,00 (lima 
ratus juta rupiah).

Pasal 71
Setiap orang yang tidak me-

matuhi ketentuan yang 
ditetapkan dalam pers-
yaratan Kesesuaian Kegia-
tan Pemanfaatan Ruang 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 61 huruf c yang 
mengakibatkan perubah-
an fungsi ruang, dipidana 
dengan pidana penjara 
paling lama 3 (tiga) tahun 
dan denda paling banyak 
Rp1.000.000.000,00 (satu 
miliar rupiah).

•	 Perubahan frasa 
“izin peman-
faatan ruang” 
menjadi “kese-
suaian kegiatan 
pemanfaatan 
ruang” 

•	 Perubahan 
nominal denda 
yang semula 
500.000.000 
menjadi 
1.000.000.000

Ketentuan 
Pidana

Pasal 72
Setiap orang yang tidak 
memberikan akses terhadap 
kawasan yang oleh peraturan 
perundang-undangan dinya-
takan sebagai milik umum 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 61 huruf d, dipi-
dana dengan pidana penjara 
paling lama 1 (satu) tahun 
dan denda paling banyak 
Rp100.000.000,00 (seratus 
juta rupiah).

Pasal 72 dihapuskan dalam 
ketentuan UU Cipta Kerja 

•	 Penghapusan 
klausal ketentuan 
mengenai orang 
yang tidak mem-
berikan akses 
terhadap Ka-
wasan telah di-
tentukan sebagai 
miliki umum
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TOPIK UNDANG-UNDANG NO-
MOR 26 TAHUN 2007 UU CIPTA KERJA RANGKUMAN 

PENJELASAN

Ketentuan 
Pidana

Pasal 74 
(1) Dalam hal tindak pidana se-

bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 69, Pasal 70, Pasal 
71, dan Pasal 72 dilakukan 
oleh suatu korporasi, selain 
pidana penjara dan denda 
terhadap pengurusnya, pi-
dana yang dapat dijatuhkan 
terhadap korporasi berupa 
pidana denda dengan pem-
beratan 3 (tiga) kali dari 
pidana denda sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 69, 
Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 
72.

(2) Selain pidana denda se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1), korporasi dapat 
dijatuhi pidana tambahan 
berupa:
a. pencabutan izin usaha; 
dan/atau
b. pencabutan status badan 
hukum.

Pasal 74 
(1) Dalam hal tindak pidana se-

bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 69, Pasal 70, dan Pasal 
71 dilakukan oleh suatu kor-
porasi, selain pidana penjara 
dan denda terhadap pengu-
rusnya, pidana yang dapat 
dijatuhkan terhadap kor-
porasi berupa pidana denda 
dengan pemberatan 1/3 
(sepertiga) kali dari pidana 
denda sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 69, Pasal 
70, Pasal 71, atau Pasal 72.

(2) Selain pidana denda se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1), korporasi dapat 
dijatuhi pidana tambahan 
berupa:

a. pencabutan Perizinan Beru-
saha; dan/atau 

b. pencabutan status badan hu-
kum.

•	 Perubahan keten-
tuan mengenai 
pemberatan 
pidana tindak 
pidana korpora-
si yang semula 
pemberatan 3 
kali menjadi 1/3 
kali (Ayat 1) 

•	 Perubahan frasa 
“izin usaha” men-
jadi “izin berusa-
ha”

Ketentuan 
Pidana

Pasal 75 
(1) Setiap orang yang mender-

ita kerugian akibat tindak 
pidana sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 69, Pasal 
70, Pasal 71, dan Pasal 72, 
dapat menuntut ganti keru-
gian secara perdata kepada 
pelaku tindak pidana.

(2) Tuntutan ganti kerugian 
secara perdata sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan sesuai dengan 
hukum acara pidana.

Pasal 75
(1) Setiap orang yang mender-

ita kerugian akibat tindak 
pidana sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 69, Pasal 
70, atau Pasal 71, dapat 
menuntut ganti kerugian se-
cara perdata kepada pelaku 
tindak pidana.

(2) Tuntutan ganti kerugian 
secara perdata sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan hukum acara per-
data.

•	 Perubahan 
ketentuan yang 
semula ganti ker-
ugian berdasar-
kan hukum acara 
pidana menjadi 
hukum acara 
perdata
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2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan 
Pulau-Pulau Kecil

TOPIK UNDANG-UNDANG NO-
MOR 26 TAHUN 2007 UU CIPTA KERJA RANGKUMAN PEN-

JELASAN

Ketentuan 
Umum

Pasal 1
(1) Pengelolaan Wilayah Pesisir 

dan Pulau-Pulau Kecil ada-
lah suatu pengoordinasian 
perencanaan, pemanfaatan, 
pengawasan, dan pengen-
dalian sumber daya pesisir 
dan pulau-pulau kecil yang 
dilakukan oleh Pemerintah 
dan Pemerintah Daerah, an-
tarsektor, antara ekosistem 
darat dan laut, serta antara 
ilmu pengetahuan dan ma-
najemen untuk meningkat-
kan kesejahteraan rakyat. 

(2) Wilayah Pesisir adalah daer-
ah peralihan antara Eko-
sistem darat dan laut yang 
dipengaruhi oleh perubahan 
di darat dan laut. 

(3) Pulau Kecil adalah pulau 
dengan luas lebih kecil atau 
sama dengan 2.000 km2 
(dua ribu kilo meter persegi) 
beserta kesatuan Ekosistem-
nya. 

Pasal 1
(1) Pengelolaan Wilayah Pesisir 

dan Pulau-Pulau Kecil ada-
lah suatu pengoordinasian 
perencanaan, pemanfaatan, 
pengawasan, dan pengen-
dalian sumber daya pesisir 
dan pulau-pulau kecil yang 
dilakukan oleh Pemerintah 
dan Pemerintah Daerah, an-
tarsektor, antara ekosistem 
darat dan laut, serta antara 
ilmu pengetahuan dan ma-
najemen untuk meningkat-
kan kesejahteraan rakyat.

(2) Wilayah Pesisir adalah daer-
ah peralihan antara Eko-
sistem darat dan laut yang 
dipengaruhi oleh perubahan 
di darat dan laut.

(3) Pulau Kecil adalah pulau 
dengan luas lebih kecil atau 
sama dengan 2.000 Km2 
(dua ribu kilo meter persegi) 
beserta kesatuan Ekosistem-
nya.

•	 Terdapat penam-
bahan klausal Ayat 
14A mengenai 
Rencana Zonasi 
Kawasan Strategis 
Nasional Tertentu 

•	 Penghapusan klaus-
al ayat 17 mengenai 
Rencana Zonasi 
Rinci

•	 Penghapusan klaus-
al ayat 18 mengenai 
izin lokasi 

•	 Terdapat penam-
bahan klausal Ayat 
19A mengenai Izin 
Pengelolaan
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TOPIK UNDANG-UNDANG NO-
MOR 26 TAHUN 2007 UU CIPTA KERJA RANGKUMAN PEN-

JELASAN

(4) Sumber Daya Pesisir dan 
Pulau-Pulau Kecil adalah 
sumber daya hayati, sum-
ber daya nonhayati; sumber 
daya buatan, dan jasa-jasa 
lingkungan; sumber daya 
hayati meliputi ikan, terum-
bu karang, padang lamun, 
mangrove dan biota laut 
lain; sumber daya nonhayati 
meliputi pasir, air laut, min-
eral dasar laut; sumber daya 
buatan meliputi infrastruktur 
laut yang terkait dengan 
kelautan dan perikanan, dan 
jasa-jasa lingkungan berupa 
keindahan alam, permukaan 
dasar laut tempat instalasi 
bawah air yang terkait den-
gan kelautan dan perikanan 
serta energi gelombang laut 
yang terdapat di Wilayah 
Pesisir. 

(5) Ekosistem adalah kesatuan 
komunitas tumbuh- tumbu-
han, hewan, organisme dan 
non organisme lain serta 
proses yang menghubung-
kannya dalam membentuk 
keseimbangan, stabilitas, 
dan produktivitas. 

(6) Bioekoregion adalah bentang 
alam yang berada di dalam 
satu hamparan kesatuan 
ekologis yang ditetapkan 
oleh batas-batas alam, 
seperti daerah aliran sungai, 
teluk, dan arus 

(4) Sumber Daya Pesisir dan 
Pulau-Pulau Kecil adalah 
sumber daya hayati, sum-
ber daya nonhayati; sumber 
daya buatan, dan jasa-jasa 
lingkungan; sumber daya 
hayati meliputi ikan, terum-
bu karang, padang lamun, 
mangrove dan biota laut 
lain; sumber daya nonhayati 
meliputi pasir, air laut, min-
eral dasar laut; sumber daya 
buatan meliputi infrastruktur 
laut yang terkait dengan 
kelautan dan perikanan, dan 
jasa-jasa lingkungan berupa 
keindahan alam, permukaan 
dasar laut tempat instalasi 
bawah air yang terkait den-
gan kelautan dan perikanan 
serta energi gelombang laut 
yang terdapat di Wilayah 
Pesisir.

(5) Ekosistem adalah kesatuan 
komunitas tumbuh- tumbu-
han, hewan, organisme dan 
non organisme lain serta 
proses yang menghubung-
kannya dalam membentuk 
keseimbangan, stabilitas, 
dan produktivitas.

(6) Bioekoregion adalah bentang 
alam yang berada di dalam 
satu hamparan kesatuan 
ekologis yang ditetapkan 
oleh batas-batas alam, 
seperti daerah aliran sungai, 
teluk, dan arus.
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TOPIK UNDANG-UNDANG NO-
MOR 26 TAHUN 2007 UU CIPTA KERJA RANGKUMAN PEN-

JELASAN

(7) Perairan Pesisir adalah laut 
yang berbatasan dengan 
daratan meliputi perairan 
sejauh 12 (dua belas) mil 
laut diukur dari garis pantai, 
perairan yang menghubung-
kan pantai dan pulau-pulau, 
estuari, teluk, perairan dang-
kal, rawa payau, dan laguna. 

(8) Kawasan adalah bagian 
Wilayah Pesisir dan Pulau- 
Pulau Kecil yang memiliki 
fungsi tertentu yang ditetap-
kan berdasarkan kriteria 
karakteristik fisik, biologi, 
sosial, dan ekonomi untuk 
dipertahankan keberadaann-
ya. 

(9) Kawasan Pemanfaatan 
Umum adalah bagian dari 
Wilayah Pesisir yang ditetap-
kan peruntukkannya bagi 
berbagai sektor kegiatan. 

(10) Kawasan Strategis Nasional 
Tertentu adalah Kawasan 
yang terkait dengan kedau-
latan negara, pengendalian 
lingkungan hidup, dan/atau 
situs warisan dunia, yang 
pengembangannya diprior-
itaskan bagi kepentingan 
nasional. 

(11) Zona adalah ruang yang 
penggunaannya disepakati 
bersama antara berbagai 
pemangku kepentingan dan 
telah ditetapkan status huk-
umnya. 

(7) Perairan Pesisir adalah laut 
yang berbatasan dengan 
daratan meliputi perairan 
sejauh 12 (dua belas) mil 
laut diukur dari garis pantai, 
perairan yang menghubung-
kan pantai dan pulau-pulau, 
estuari, teluk, perairan dang-
kal, rawa payau, dan laguna.

(8) Kawasan adalah bagian 
Wilayah Pesisir dan Pu-
lau¬Pulau Kecil yang memi-
liki fungsi tertentu yang 
ditetapkan berdasarkan 
kriteria karakteristik fisik, 
biologi, sosial, dan ekonomi 
untuk dipertahankan ke-
beradaannya.

(9) Kawasan Pemanfaatan 
Umum adalah bagian dari 
Wilayah Pesisir yang ditetap-
kan peruntukkannya bagi 
berbagai sektor kegiatan.

(10) Kawasan Strategis Nasional 
Tertentu adalah Kawasan 
yang terkait dengan kedau-
latan negara, pengendalian 
lingkungan hidup, dan/atau 
situs warisan dunia, yang 
pengembangannya diprior-
itaskan bagi kepentingan 
nasional.

(11) Zona adalah ruang yang 
penggunaannya disepakati 
bersama antara berbagai 
pemangku kepentingan dan 
telah ditetapkan status huk-
umnya.



79
P E D O M A N  M E M A H A M I  R U U  O M N I B U S  L A W

DNT LAWYERS

TOPIK UNDANG-UNDANG NO-
MOR 26 TAHUN 2007 UU CIPTA KERJA RANGKUMAN PEN-

JELASAN

(12) Zonasi adalah suatu bentuk 
rekayasa teknik pemanfaatan 
ruang melalui penetapan 
batas-batas fungsional ses-
uai dengan potensi sumber 
daya dan daya dukung serta 
proses-proses ekologis yang 
berlangsung sebagai satu 
kesatuan dalam Ekosistem 
pesisir. 

(13) Rencana Strategis adalah 
rencana yang memuat arah 
kebijakan lintas sektor untuk 
Kawasan perencanaan pem-
bangunan melalui penetapan 
tujuan, sasaran dan strategi 
yang luas, serta target pelak-
sanaan dengan indikator 
yang tepat untuk memantau 
rencana tingkat nasional. 

(14) Rencana Zonasi adalah ren-
cana yang menentukan arah 
penggunaan sumber daya 
tiap-tiap satuan perencanaan 
disertai dengan penetapan 
struktur dan pola ruang pada 
Kawasan perencanaan yang 
memuat kegiatan yang boleh 
dilakukan dan tidak boleh 
dilakukan serta kegiatan 
yang hanya dapat dilakukan 
setelah memperoleh izin. 

(12) Zonasi adalah suatu bentuk 
rekayasa teknik pemanfaatan 
ruang melalui penetapan 
batas-batas fungsional ses-
uai dengan potensi sumber 
daya dan daya dukung serta 
proses-proses ekologis yang 
berlangsung sebagai satu 
kesatuan dalam Ekosistem 
pesisir.

(13) Rencana Strategis adalah 
rencana yang memuat arah 
kebijakan lintas sektor untuk 
Kawasan perencanaan pem-
bangunan melalui penetapan 
tujuan, sasaran dan strategi 
yang luas, serta target pelak-
sanaan dengan indikator 
yang tepat untuk memantau 
rencana tingkat nasional.

(14) Rencana Zonasi yang selan-
jutnya disingkat RZ adalah 
rencana yang menentukan 
arah penggunaan sumber 
daya setiap satuan perenca-
naan disertai dengan peneta-
pan struktur dan pola ruang 
pada Kawasan perencanaan 
yang memuat kegiatan yang 
boleh dilakukan dan tidak 
boleh dilakukan serta kegia-
tan yang hanya dapat dilaku-
kan setelah memperoleh 
Perizinan Berusaha terkait 
Pemanfaatan Laut.

(14A) Rencana Zonasi Kawasan 
Strategis Nasional Tertentu 
yang selanjutnya disingkat 
RZ KSNT adalah rencana 
yang disusun untuk menen-
tukan arahan pemanfaatan 
ruang di kawasan strategis 
nasional tertentu.
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(15) Rencana Pengelolaan ada-
lah rencana yang memuat 
susunan kerangka kebijakan, 
prosedur, dan tanggung 
jawab dalam rangka pen-
goordinasian pengambilan 
keputusan di antara berbagai 
lembaga/instansi pemerin-
tah mengenai kesepakatan 
penggunaan sumber daya 
atau kegiatan pembangunan 
di zona yang ditetapkan. 

(16) Rencana Aksi Pengelolaan 
adalah tindak lanjut rencana 
Pengelolaan Wilayah Pesisir 
dan Pulau- Pulau Kecil yang 
memuat tujuan, sasaran, 
anggaran, dan jadwal untuk 
satu atau beberapa tahun ke 
depan secara terkoordinasi 
untuk melaksanakan berb-
agai kegiatan yang diper-
lukan oleh instansi Pemer-
intah, Pemerintah Daerah, 
dan pemangku kepentingan 
lainnya guna mencapai hasil 
pengelolaan sumber daya 
pesisir dan pulau- pulau kecil 
di setiap Kawasan perenca-
naan. 

(17) Rencana Zonasi Rinci 
adalah rencana detail dalam 
1 (satu) Zona berdasarkan 
arahan pengelolaan di dalam 
Rencana Zonasi dengan 
memperhatikan daya dukung 
lingkungan dan teknologi 
yang diterapkan serta ket-
ersediaan sarana yang pada 
gilirannya menunjukkan jenis 
dan jumlah surat izin yang 
diterbitkan oleh Pemerintah 
dan Pemerintah Daerah. 

(15) Rencana Pengelolaan ada-
lah rencana yang memuat 
susunan kerangka kebijakan, 
prosedur, dan tanggung 
jawab dalam rangka pen-
goordinasian pengambilan 
keputusan di antara berbagai 
lembaga/instansi pemerin-
tah mengenai kesepakatan 
penggunaan sumber daya 
atau kegiatan pembangunan 
di zona yang ditetapkan.

(16) Rencana Aksi Pengelolaan 
adalah tindak lanjut rencana 
Pengelolaan Wilayah Pesisir 
dan PulauPulau Kecil yang 
memuat tujuan, sasaran, 
anggaran, dan jadwal untuk 
satu atau beberapa tahun ke 
depan secara terkoordinasi 
untuk melaksanakan berb-
agai kegiatan yang diper-
lukan oleh instansi Pemer-
intah, Pemerintah Daerah, 
dan pemangku kepentingan 
lainnya guna mencapai hasil 
pengelolaan sumber daya 
pesisir dan pulau-pulau kecil 
di setiap Kawasan perenca-
naan.

(17) Dihapus
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(18) Izin Lokasi adalah izin yang 
diberikan untuk meman-
faatkan ruang dari sebagian 
Perairan Pesisir yang men-
cakup permukaan laut dan 
kolom air sampai dengan 
permukaan dasar laut pada 
batas keluasan tertentu dan/
atau untuk memanfaatkan 
sebagian pulau-pulau kecil. 

(19A)Izin Pengelolaan adalah 
izin yang diberikan untuk 
melakukan kegiatan peman-
faatan sumber daya Perairan 
Pesisir dan perairan pu-
lau-pulau kecil. 

(19) Konservasi Wilayah Pesisir 
dan Pulau-Pulau Kecil adalah 
upaya pelindungan, pele-
starian, dan pemanfaatan 
Wilayah Pesisir dan Pu-
lau-Pulau Kecil serta eko-
sistemnya untuk menjamin 
keberadaan, ketersediaan, 
dan kesinambungan Sumber 
Daya Pesisir dan Pulau-Pulau 
Kecil dengan tetap meme-
lihara dan meningkatkan 
kualitas nilai dan keane-
karagamannya. 

(20) Kawasan Konservasi di 
Wilayah Pesisir dan Pulau- 
Pulau Kecil adalah kawasan 
pesisir dan pulau- pulau kecil 
dengan ciri khas tertentu 
yang dilindungi untuk mewu-
judkan Pengelolaan Wilayah 
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 
secara berkelanjutan. 

(18) Dihapus 
(18A) Dihapus
(19) Konservasi Wilayah Pesisir 

dan Pulau-Pulau Kecil adalah 
upaya pelindungan, pele-
starian, dan pemanfaatan 
Wilayah Pesisir dan Pu-
lau-Pulau Kecil serta eko-
sistemnya untuk menjamin 
keberadaan, ketersediaan, 
dan kesinambungan Sumber 
Daya Pesisir dan Pulau-Pulau 
Kecil dengan tetap meme-
lihara dan meningkatkan 
kualitas nilai dan keane-
karagamannya.

(20) Kawasan Konservasi di 
Wilayah Pesisir dan Pu-
lau-Pulau Kecil adalah 
kawasan pesisir dan pulau-
pulau kecil dengan ciri khas 
tertentu yang dilindungi 
untuk mewujudkan Penge-
lolaan Wilayah Pesisir dan 
Pulau-Pulau Kecil secara 
berkelanjutan.
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(21) Sempadan Pantai adalah 
daratan sepanjang tepian 
yang lebarnya proporsional 
dengan bentuk dan kondisi 
fisik pantai, minimal 100 
(seratus) meter dari titik 
pasang tertinggi ke arah 
darat. 

(22) Rehabilitasi Sumber Daya 
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 
adalah proses pemulihan dan 
perbaikan kondisi Ekosistem 
atau populasi yang telah 
rusak walaupun hasilnya 
berbeda dari kondisi semula. 

(23) Reklamasi adalah kegiatan 
yang dilakukan oleh Setiap 
Orang dalam rangka mening-
katkan manfaat sumber 
daya lahan ditinjau dari 
sudut lingkungan dan sosial 
ekonomi dengan cara pen-
gurugan, pengeringan lahan 
atau drainase. 

(24) Daya Dukung Wilayah 
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 
adalah kemampuan Wilayah 
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 
untuk mendukung perike-
hidupan manusia dan makh-
luk hidup lain. 

(25) Mitigasi Bencana adalah 
upaya untuk mengurangi 
risiko bencana, baik secara 
struktur atau fisik melalui 
pembangunan fisik alami 
dan/atau buatan maupun 
nonstruktur atau nonfisik 
melalui peningkatan kemam-
puan menghadapi ancaman 
bencana di Wilayah Pesisir 
dan Pulau-Pulau Kecil. 

(21) Sempadan Pantai adalah 
daratan sepanjang tepian 
yang lebarnya proporsional 
dengan bentuk dan kondisi 
fisik pantai, minimal 100 
(seratus) meter dari titik 
pasang tertinggi ke arah 
darat.

(22) Rehabilitasi Sumber Daya 
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 
adalah proses pemulihan dan 
perbaikan kondisi Ekosistem 
atau populasi yang telah 
rusak walaupun hasilnya 
berbeda dari kondisi semula.

(23) Reklamasi adalah kegiatan 
yang dilakukan oleh Setiap 
Orang dalam rangka mening-
katkan manfaat sumber 
daya lahan ditinjau dari 
sudut lingkungan dan sosial 
ekonomi dengan cara pen-
gurugan, pengeringan lahan 
atau drainase.

(24) Daya Dukung Wilayah 
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 
adalah kemampuan Wilayah 
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 
untuk mendukung perike-
hidupan manusia dan makh-
luk hidup lain.

(25) Mitigasi Bencana adalah 
upaya untuk mengurangi 
risiko bencana, baik secara 
struktur atau fisik melalui 
pembangunan fisik alami 
dan/atau buatan maupun 
nonstruktur atau nonfisik 
melalui peningkatan kemam-
puan menghadapi ancaman 
bencana di Wilayah Pesisir 
dan Pulau-Pulau Kecil.
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(26) Bencana Pesisir adalah 
kejadian karena peristiwa 
alam atau karena perbuatan 
Setiap Orang yang menim-
bulkan perubahan sifat fisik 
dan/atau hayati Pesisir dan 
mengakibatkan korban jiwa, 
harta, dan/atau kerusakan 
di Wilayah Pesisir dan Pu-
lau-Pulau Kecil. 

(27) Dampak Besar adalah 
terjadinya perubahan nega-
tif fungsi lingkungan dalam 
skala yang luas dan inten-
sitas lama yang diakibatkan 
oleh suatu usaha dan/atau 
kegiatan di Wilayah Pesisir 
dan Pulau-Pulau Kecil. 

27A. Dampak Penting dan 
Cakupan yang Luas serta 
Bernilai Strategis adalah pe-
rubahan yang berpengaruh 
terhadap kondisi biofisik 
seperti perubahan iklim, eko-
sistem, dan dampak sosial 
ekonomi masyarakat bagi 
kehidupan generasi seka-
rang dan generasi yang akan 
datang. 

(28) Pencemaran Pesisir adalah 
masuknya atau dimasuk-
kannya makhluk hidup, zat, 
energi, dan/atau komponen 
lain ke dalam lingkungan 
Pesisir akibat adanya kegia-
tan Setiap Orang sehingga 
kualitas Pesisir turun sampai 
ke tingkat tertentu yang 
menyebabkan lingkungan 
Pesisir tidak dapat berfungsi 
sesuai dengan peruntukann-
ya. 

(26) Bencana Pesisir adalah 
kejadian karena peristiwa 
alam atau karena perbuatan 
Setiap Orang yang menim-
bulkan perubahan sifat fisik 
dan/atau hayati Pesisir dan 
mengakibatkan korban jiwa, 
harta, dan/atau kerusakan 
di Wilayah Pesisir dan Pu-
lau-Pulau Kecil.

(27) Dampak Besar adalah 
terjadinya perubahan nega-
tif fungsi lingkungan dalam 
skala yang luas dan inten-
sitas lama yang diakibatkan 
oleh suatu usaha dan/atau 
kegiatan di Wilayah Pesisir 
dan PulauPulau Kecil.

(27A) Dampak Penting dan 
Cakupan yang Luas serta 
Bernilai Strategis adalah pe-
rubahan yang berpengaruh 
terhadap kondisi biofisik 
seperti perubahan iklim, eko-
sistem, dan dampak sosial 
ekonomi masyarakat bagi 
kehidupan generasi seka-
rang dan generasi yang akan 
datang.

(28) Pencemaran Pesisir adalah 
masuknya atau dimasuk-
kannya makhluk hidup, zat, 
energi, dan/atau komponen 
lain ke dalam lingkungan 
Pesisir akibat adanya kegia-
tan Setiap Orang sehingga 
kualitas Pesisir turun sampai 
ke tingkat tertentu yang 
menyebabkan lingkungan 
Pesisir tidak dapat berfungsi 
sesuai dengan peruntukann-
ya.
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(29) Akreditasi adalah prosedur 
pengakuan suatu kegiatan 
yang secara konsisten telah 
memenuhi standar baku 
sistem Pengelolaan Wilayah 
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 
yang meliputi penilaian, 
penghargaan, dan insentif 
terhadap program penge-
lolaan yang dilakukan oleh 
Masyarakat secara sukarela. 

(30) Pemangku Kepentingan 
Utama adalah para penggu-
na Sumber Daya Pesisir dan 
Pulau-Pulau Kecil yang mem-
punyai kepentingan langsung 
dalam mengoptimalkan 
pemanfaatan Sumber Daya 
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 
seperti nelayan tradisional, 
nelayan modern, pembudi 
daya ikan, pengusaha pari-
wisata, pengusaha peri-
kanan, dan Masyarakat. 

(31) Pemberdayaan Masyarakat 
adalah upaya pemberian 
fasilitas, dorongan, atau 
bantuan kepada Masyarakat 
dan nelayan tradisional agar 
mampu menentukan pilihan 
yang terbaik dalam meman-
faatkan Sumber Daya Pesisir 
dan Pulau- Pulau Kecil secara 
lestari. 

(32) Masyarakat adalah mas-
yarakat yang terdiri atas 
Masyarakat Hukum Adat, 
Masyarakat Lokal, dan 
Masyarakat Tradisional yang 
bermukim di wilayah pesisir 
dan pulau-pulau kecil. 

(29) Akreditasi adalah prosedur 
pengakuan suatu kegiatan 
yang secara konsisten telah 
memenuhi standar baku 
sistem Pengelolaan Wilayah 
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 
yang meliputi penilaian, 
penghargaan, dan insentif 
terhadap program penge-
lolaan yang dilakukan oleh 
Masyarakat secara sukarela.

(30) Pemangku Kepentingan 
Utama adalah para penggu-
na Sumber Daya Pesisir dan 
Pulau-Pulau Kecil yang mem-
punyai kepentingan langsung 
dalam mengoptimalkan 
pemanfaatan Sumber Daya 
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 
seperti nelayan tradisional, 
nelayan modern, pembudi 
daya ikan, pengusaha pari-
wisata, pengusaha peri-
kanan, dan Masyarakat.

(31) Pemberdayaan Masyarakat 
adalah upaya pemberian 
fasilitas, dorongan, atau 
bantuan kepada Masyarakat 
dan nelayan tradisional agar 
mampu menentukan pilihan 
yang terbaik dalam meman-
faatkan Sumber Daya Pesisir 
dan Pulau-Pulau Kecil secara 
lestari.

(32) Masyarakat adalah mas-
yarakat yang terdiri atas 
Masyarakat Hukum Adat, 
Masyarakat Lokal, dan 
Masyarakat Tradisional yang 
bermukim di wilayah pesisir 
dan pulau-pulau kecil.
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(33) Masyarakat Hukum Adat 
adalah sekelompok orang 
yang secara turun-tem-
urun bermukim di wilayah 
geografis tertentu di Negara 
Kesatuan Republik Indonesia 
karena adanya ikatan pada 
asal usul leluhur, hubungan 
yang kuat dengan tanah, 
wilayah, sumber daya alam, 
memiliki pranata pemerin-
tahan adat, dan tatanan hu-
kum adat di wilayah adatnya 
sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undan-
gan. 

(34) Masyarakat Lokal adalah 
kelompok Masyarakat yang 
menjalankan tata kehidupan 
sehari-hari berdasarkan 
kebiasaan yang sudah diter-
ima sebagai nilai-nilai yang 
berlaku umum, tetapi tidak 
sepenuhnya bergantung 
pada Sumber Daya Pesisir 
dan Pulau-Pulau Kecil ter-
tentu. 

(35) Masyarakat Tradisional 
adalah Masyarakat perikanan 
tradisional yang masih diakui 
hak tradisionalnya dalam 
melakukan kegiatan pen-
angkapan ikan atau kegiatan 
lainnya yang sah di daerah 
tertentu yang berada dalam 
perairan kepulauan sesuai 
dengan kaidah hukum laut 
internasional. 

(36) Kearifan Lokal adalah nilai-
nilai luhur yang masih ber-
laku dalam tata kehidupan 
Masyarakat. 

(33) Masyarakat Hukum Adat 
adalah sekelompok orang 
yang secara turun-tem-
urun bermukim di wilayah 
geografis tertentu di Negara 
Kesatuan Republik Indonesia 
karena adanya ikatan pada 
asal usul leluhur, hubungan 
yang kuat dengan tanah, 
wilayah, sumber daya alam, 
memiliki pranata pemerin-
tahan adat, dan tatanan hu-
kum adat di wilayah adatnya 
sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undan-
gan.

(34) Masyarakat Lokal adalah 
kelompok Masyarakat yang 
menjalankan tata kehidupan 
sehari-hari berdasarkan 
kebiasaan yang sudah diter-
ima sebagai nilai-nilai yang 
berlaku umum, tetapi tidak 
sepenuhnya bergantung 
pada Sumber Daya Pesisir 
dan Pulau-Pulau Kecil ter-
tentu.

(35) Masyarakat Tradisional 
adalah Masyarakat perikanan 
tradisional yang masih diakui 
hak tradisionalnya dalam 
melakukan kegiatan pen-
angkapan ikan atau kegiatan 
lainnya yang sah di daerah 
tertentu yang berada dalam 
perairan kepulauan sesuai 
dengan kaidah hukum laut 
internasional.

(36) Kearifan Lokal adalah nilai-
nilai luhur yang masih ber-
laku dalam tata kehidupan 
Masyarakat.
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(37) Gugatan Perwakilan adalah 
gugatan yang berupa hak 
kelompok kecil Masyarakat 
untuk bertindak mewakili 
Masyarakat dalam jumlah 
besar dalam upaya menga-
jukan tuntutan berdasarkan 
kesamaan permasalahan, 
fakta hukum, dan tuntutan 
ganti kerugian. 

(38) Setiap Orang adalah orang 
perseorangan atau korporasi, 
baik yang berbadan hukum 
maupun yang tidak berbadan 
hukum. 

(39) Dewan Perwakilan Rakyat, 
selanjutnya disebut DPR, 
adalah Dewan Perwakilan 
Rakyat sebagaimana dimak-
sud dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indo-
nesia Tahun 1945. 

(40) Pemerintah Pusat, selan-
jutnya disebut Pemerintah, 
adalah Presiden Republik 
Indonesia yang memegang 
kekuasaan pemerintahan 
Negara Kesatuan Repub-
lik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Un-
dang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

(41) Pemerintah Daerah adalah 
gubernur, bupati, atau wali 
kota, dan perangkat daerah 
sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah. 

(37) Gugatan Perwakilan adalah 
gugatan yang berupa hak 
kelompok kecil Masyarakat 
untuk bertindak mewakili 
Masyarakat dalam jumlah 
besar dalam upaya menga-
jukan tuntutan berdasarkan 
kesamaan permasalahan, 
fakta hukum, dan tuntutan 
ganti kerugian.

(38) Setiap Orang adalah orang 
perseorangan atau korporasi, 
baik yang berbadan hukum 
maupun yang tidak berbadan 
hukum.

(39) Dewan Perwakilan Rakyat, 
selanjutnya disebut DPR, 
adalah Dewan Perwakilan 
Rakyat sebagaimana dimak-
sud dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indo-
nesia Tahun 1945.

(40) Pemerintah Pusat, selan-
jutnya disebut Pemerintah, 
adalah Presiden Republik 
Indonesia yang memegang 
kekuasaan pemerintahan 
Negara Kesatuan Republik 
Indonesia sebagaimana di-
maksud dalam Undang- Un-
dang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945.

(41) Pemerintah Daerah adalah 
gubernur, bupati, atau wali 
kota, dan perangkat daerah 
sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah.
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(42) Pemerintahan Daerah ada-
lah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh Pemer-
intah Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah 
menurut asas otonomi dan 
tugas pembantuan dengan 
prinsip otonomi seluas-luasn-
ya dalam sistem dan prinsip 
Negara Kesatuan Republik 
Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Un-
dang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

(43) Mitra Bahari adalah jejaring 
pemangku kepentingan di 
bidang Pengelolaan Wilayah 
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 
dalam penguatan kapasitas 
sumber daya manusia, lem-
baga, pendidikan, penyulu-
han, pendampingan, pelati-
han, penelitian terapan, dan 
pengembangan rekomendasi 
kebijakan. 

(44) Menteri adalah menteri 
yang menyelenggarakan uru-
san pemerintahan di bidang 
kelautan dan perikanan.

(42) Pemerintahan Daerah ada-
lah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh Pemer-
intah Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah 
menurut asas otonomi dan 
tugas pembantuan dengan 
prinsip otonomi seluas- lu-
asnya dalam sistem dan 
prinsip Negara Kesatuan Re-
publik Indonesia sebagaima-
na dimaksud dalam Un-
dang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 
1945.

(43) Mitra Bahari adalah jejaring 
pemangku kepentingan di 
bidang Pengelolaan Wilayah 
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 
dalam penguatan kapasitas 
sumber daya manusia, lem-
baga, pendidikan, penyulu-
han, pendampingan, pelati-
han, penelitian terapan, dan 
pengembangan rekomendasi 
kebijakan.

(44) Menteri adalah menteri 
yang menyelenggarakan uru-
san pemerintahan di bidang 
kelautan dan perikanan.
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Perencanaan 
(Umum)

Pasal 7 
(1) Perencanaan Pengelolaan 

Wilayah Pesisir dan Pu-
lau-Pulau Kecil sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5, 
terdiri atas:

a. Rencana stretagis wilayah 
persisir dan pulau-pulau kecil 
yang selanjutnya disebut 
RSWP-3-K 

b. Rencana Zonasi Wilayah 
Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil 
yang selanjutnya disebut 
RZWP-3- K; 

c. Rencana Pengelolaan 
Wilayah Pesisir dan Pu-
lau-Pulau Kecil yang selan-
jutnya disebut RPWP-3-K; 
dan 

d. Rencana Aksi Pengelolaan 
Wilayah Pesisir dan Pu-
lau-Pulau Kecil yang selan-
jutnya disebut RAPWP-3-K. 

(2) Norma, standar, dan pe-
doman penyusunan peren-
canaan Pengelolaan Wilayah 
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 
diatur dengan Peraturan 
Menteri. 

(3) Pemerintah Daerah wajib 
menyusun semua rencana 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) sesuai dengan ke-
wenangan masing-masing. 

Pasal 7 
(1) Perencanaan Pengelolaan 

Wilayah Pesisir Dan Pulau- 
Pulau Kecil Sebagaimana 
Dimaksud Dalam Pasal 5 
Terdiri Atas:

a. Rencana Zonasi Wilayah 
Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil 
Yang Selanjutnya Disebut 
Dengan RZWP-3-K;

b. Rencana Zonasi Kawasan 
Strategis Nasional Yang Se-
lanjutnya Disebut Dengan RZ 
KSN; Dan

c. Rencana Zonasi Kawasan 
Strategis Nasional Tertentu 
Yang Selanjutnya Disebut 
Dengan RZ KSNT.

(2) Batas Wilayah Perencanaan 
RZWP-3-K Sebagaimana Di-
maksud Pada Ayat (1) Huruf 
A, RZ KSN Sebagaimana Di-
maksud Pada Ayat (1) Huruf 
B, Dan RZ KSNT Sebagaima-
na Dimaksud Pada Ayat (1) 
Huruf C Ditetapkan Oleh 
Pemerintah Pusat.

(3) Jangka Waktu Berlakunya 
Perencanaan Pengelolaan 
Wilayah Pesisir Dan Pu-
lau-Pulau Kecil Sebagaimana 
Dimaksud Pada Ayat (1) Se-
lama 20 (Dua Puluh) Tahun 
Dan Dapat Ditinjau Kembali 
Setiap 5 (Lima) Tahun.

•	 Perubahan peren-
canaan pengelolaan 
wilayah pesisir yang 
semula terdiri dari 
RSWP-3-K, RZWP-
3-K, RPWP-3-K, 
RAPWP-3-K, RAP-
WP-3-K” menjadi 
“RZWP-3-K, RZ 
KSN, RZ KSNT” 
(Ayat 1) 

•	 Perubahan Pera-
turan mengenai 
batas wilayah 
perencanaan saat 
ini ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat 
(Ayat 2) 

•	 Jangka waktu ber-
laku perencanaan 
pengelolaan wilayah 
selama 20 tahun 
dan ditinjau kembali 
5 tahun  (Ayat 3)

•	 Membahas menge-
nai rincian aturan 
peninjauan kembali 
(Ayat 4)

•	 RZ KSN ditetapkan 
dengan peraturan 
presiden (Ayat 5)

•	 Tambahan aturan 
mengenai keterli-
baan masyarakat 
dalam penyusunan 
perencanaan pen-
gelolaan wilayah 
pesisir (Ayat 6)  
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(4) Pemerintah Daerah meny-
usun rencana Pengelo-
laan Wilayah Pesisir dan 
Pulau-Pulau Kecil dengan 
melibatkan masyarakat 
berdasarkan norma, standar, 
dan pedoman sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2). 

(5) Pemerintah Daerah Kabupat-
en/Kota menyusun Ren-
cana Zonasi rinci di setiap 
Zona Kawasan Pesisir dan 
Pulau-Pulau Kecil tertentu 
dalam wilayahnya. 

(4) Peninjauan Kembali Peren-
canaan Pengelolaan Wilayah 
Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil 
Sebagaimana Dimaksud 
Pada Ayat (3) Dapat Dilaku-
kan Lebih Dari 1 (Satu) Kali 
Dalam Periode 5 (Lima) 
Tahun Apabila Terjadi Peru-
bahan Lingkungan Strategis 
Berupa: 

a. Bencana Alam Yang Ditetap-
kan Dengan Peraturan 
Perundang-Undangan; 

b. Perubahan Batas Teritorial 
Negara Yang Ditetapkan 
Dengan Undang-Undang; 

c. Perubahan Batas Wilayah 
Daerah Yang Ditetapkan 
Dengan Undang-Undang; 
Dan 

d. Perubahan Kebijakan Nasion-
al Yang Bersifat Strategis 

(5) RZ KSN Sebagaimana Di-
maksud Pada Ayat (1) Huruf 
B Dan RZ KSNT Sebagaima-
na Dimaksud Pada Ayat (1) 
Huruf C Ditetapkan Dengan 
Peraturan Presiden. 

(6) Perencanaan Pengelolaan 
Wilayah Pesisir Dan Pulau- 
Pulau Kecil Sebagaimana 
Dimaksud Pada Ayat (1) 
Dilakukan Dengan Melibat-
kan Masyarakat.



90
P E D O M A N  M E M A H A M I  R U U  O M N I B U S  L A W

DNT LAWYERS

TOPIK UNDANG-UNDANG NO-
MOR 26 TAHUN 2007 UU CIPTA KERJA RANGKUMAN PEN-

JELASAN

Perencanaan 
(Umum)

Pasal 7A sebelumnya tidak ada 
dalam UU Pengelolaan 
Wilayah Pesisir dan Pu-
lau-Pulau Kecil 

Pasal 7A
(1)  RZWP-3-K sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 ayat 
(1) huruf a diintegrasikan ke 
dalam Rencana Tata Ruang 
Wilayah Provinsi. 

(2) RZ KSN sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 7 ayat 
(1) huruf b diintegrasikan ke 
dalam Rencana Tata Ruang 
Kawasan Strategis Nasional. 

(3) RZ KSNT sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 7 ayat 
(1) huruf c diserasikan, dise-
laraskan, dan diseimbangkan 
dengan rencana tata ruang, 
rencana zonasi kawasan an-
tarwilayah, dan rencana tata 
ruang laut. 

(4) Dalam hal RZWP-3-K se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) sudah ditetapkan, 
pengintegrasian dilakukan 
pada saat peninjauan kem-
bali Rencana Tata Ruang 
Wilayah Provinsi. 

(5) Dalam hal RZ KSN se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (2) sudah ditetapkan, 
pengintegrasian dilakukan 
pada saat peninjauan kem-
bali Rencana Tata Ruang 
Kawasan Strategis Nasional. 

•	 Aturan tambahan 
mengenai Rencana 
Zonasi 
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Perencanaan 
(Umum)

Pasal 7B sebelumnya tidak ada 
dalam UU Pengelolaan 
Wilayah Pesisir dan Pu-
lau-Pulau Kecil

Pasal 7B
Perencanaan Pengelolaan 

Wilayah Pesisir dan Pu-
lau-Pulau Kecil sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7 ayat 
(1) dilakukan dengan mem-
pertimbangkan: 

a. keserasian, keselarasan, 
dan keseimbangan dengan 
daya dukung ekosistem, 
fungsi pemanfaatan dan 
fungsi perlindungan, dimensi 
ruang dan waktu, dimensi 
teknologi dan sosial budaya, 
serta fungsi pertahanan dan 
keamanan; 

b. keterpaduan pemanfaatan 
berbagai jenis sumber daya, 
fungsi, estetika lingkungan, 
dan kualitas ruang perairan 
dan sumber daya pesisir dan 
pulau-pulau kecil; dan 

c. kewajiban untuk menga-
lokasikan ruang dan akses 
Masyarakat dalam peman-
faatan ruang perairan dan  
sumber daya pesisir dan 
pulau-pulau kecil yangmem-
punyai fungsi sosial dan 
ekonomi 

•	 Aturan tambahan 
mengenai Pertim-
bangan kesera-
sian daya dukung, 
keterpaduan pe-
manfaatan sumber 
daya, kewajiban 
alokasi ruang dan 
akses masyarakat 
dalam Perencanaan 
pengelolaan wilayah 
pesisir dan pulau 
kecil 

Perencanaan 
(Umum)

Pasal 7C sebelumnya tidak ada 
dalam UU Pengelolaan 
Wilayah Pesisir dan Pu-
lau-Pulau Kecil

Pasal 7C
Ketentuan lebih lanjut mengenai 

Perencanaan Pengelolaan 
Wilayah Pesisir dan Pu-
lau-Pulau Kecil sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7, 
Pasal 7A, dan Pasal 7B diatur 
dalam Peraturan Pemerintah. 

•	 Aturan tambahan 
mengenai perenca-
naan pengelolaan 
wilayah pesisir dan 
pulau kecil diatur 
dalam Peraturan 
Pemerintah 
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Rencana 
Strategis 
Wilayah 
Pesisir dan 
Pulau-Pulau 
Kecil

Pasal 8 
(1) RSWP-3-K merupakan ba-

gian yang tidak terpisahkan 
dari rencana pembangunan 
jangka panjang setiap Pe-
merintah Daerah.

(2) RSWP-3-K sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
wajib mempertimbangkan 
kepentingan Pemerintah dan 
Pemerintah Daerah.

(3) Jangka waktu RSWP-3-K 
Pemerintah Daerah sela-
ma 20 (dua puluh) tahun 
dan dapat ditinjau kembali 
sekurang-kurangnya 5 (lima) 
tahun sekali.

Pasal 8 dihapuskan dalam UU 
Cipta Kerja

•	 Penghapusan men-
genai aturan RSWP-
3-K 
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Rencana 
Strategis 
Wilayah 
Pesisir dan 
Pulau-Pulau 
Kecil

Pasal 9
(1) RZWP-3-K merupakan ara-

han pemanfaatan sumber 
daya di Wilayah Pesisir dan 
Pulau-Pulau Kecil pemerintah 
provinsi dan/atau pemerin-
tah kabupaten/kota. 

(2) RZWP-3-K diserasikan, dise-
laraskan, dan diseimbangkan 
dengan Rencana Tata Ruang 
Wilayah (RTRW) pemerintah 
provinsi atau pemerintah 
kabupaten/kota. 

(3) Perencanaan RZWP-3-K 
dilakukan dengan memper-
timbangkan: 

a. keserasian,keselarasan,dank-
eseimbangan dengan daya 
dukung ekosistem, fungsi 
pemanfaatan dan fung-
si perlindungan, dimensi 
ruang dan waktu, dimensi 
teknologi dan sosial budaya, 
serta fungsi pertahanan dan 
keamanan; 

b. keterpaduan pemanfaatan 
berbagai jenis sumber daya, 
fungsi, estetika lingkungan, 
dan kualitas lahan pesisir; 
dan 

c. kewajiban untuk menga-
lokasikan ruang dan akses 
Masyarakat dalam peman-
faatan Wilayah Pesisir dan 
Pulau-Pulau Kecil yang 
mempunyai fungsi sosial dan 
ekonomi.

(4) Jangka waktu berlakunya 
RZWP-3-K selama 20 (dua 
puluh) tahun dan dapat dit-
injau kembali setiap 5 (lima) 
tahun. 

(5) RZWP-3-K ditetapkan den-
gan Peraturan Daerah. 

Pasal 9 dihapuskan dalam UU 
Cipta Kerja

•	 Penghapusan men-
genai aturan RSWP-
3-K
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Rencana 
Strategis 
Wilayah 
Pesisir dan 
Pulau-Pulau 
Kecil

Pasal 11
(1) RZWP-3-K Kabupaten/Kota 

berisi arahan tentang: 
a.  alokasi ruang dalam Ren-

cana Kawasan Pemanfaatan 
Umum, rencana Kawasan 
Konservasi, rencana Ka-
wasan Strategis Nasional 
Tertentu, dan rencana alur; 

b. keterkaitan antarekosistem 
Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil 
dalam suatu Bioekoregion. 

(2) Penyusunan RZWP-3-K se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diwajibkan mengiku-
ti dan memadukan rencana 
Pemerintah dan Pemerintah 
Daerah dengan memperha-
tikan Kawasan, Zona, dan/
atau Alur Laut yang telah 
ditetapkan sesuai dengan 
peraturan perundang-undan-
gan. 

Pasal 11 dihapuskan dalam UU 
Cipta Kerja

•	 Penghapusan men-
genai aturan RSWP-
3-K
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Rencana 
Strategis 
Wilayah 
Pesisir dan 
Pulau-Pulau 
Kecil

Pasal 12
(1) RPWP-3-K berisi:
a. kebijakan tentang penga-

turan serta prosedur admin-
istrasi penggunaan sumber 
daya yang diizinkan dan 
yang dilarang; 

b. skala prioritas pemanfaatan 
sumber daya sesuai dengan 
karakteristik Wilayah Pesisir 
dan Pulau-Pulau Kecil; 

c. jaminan terakomodasi kan 
nya pertimbangan-pertim-
bangan hasil konsultasi pub-
lik dalam penetapan tujuan 
pengelolaan Kawasan serta 

d. revisi terhadap penetapan 
tujuan dan perizinan; 

e. mekanisme pelaporan yang 
teratur dan sistematis untuk 
menjamin tersedianya data 
dan informasi yang akurat 
dan dapat diakses; serta 

f. ketersediaan sumber daya 
manusia yang terlatih untuk 
mengimplementasikan kebi-
jakan dan prosedurnya. 

(2) RPWP-3-K berlaku selama 
5 (lima) tahun dan dapat 
ditinjau kembali sekurang- 
kurangnya 1 (satu) kali.

Pasal 12 dihapuskan dalam UU 
Cipta Kerja

•	 Penghapusan men-
genai aturan RSWP-
3-K

Rencana 
Strategis 
Wilayah 
Pesisir dan 
Pulau-Pulau 
Kecil

Pasal 13
(1) RAPWP-3-K dilakukan den-

gan mengarahkan Rencana 
Pengelolaan dan Rencana 
Zonasi sebagai upaya mewu-
judkan rencana strategis. 

(2) RAPWP-3-K berlaku 1 (satu) 
sampai dengan 3 (tiga) ta-
hun. 

Pasal 13 dihapuskan dalam UU 
Cipta Kerja
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Rencana 
Strategis 
Wilayah 
Pesisir dan 
Pulau-Pulau 
Kecil

Pasal 14
(1) Usulan penyusunan RSWP-

3-K, RZWP-3-K, RPWP- 3-K, 
dan RAPWP-3-K dilakukan 
oleh Pemerintah Daerah, 
Masyarakat, dan dunia usa-
ha. 

(2) Mekanisme penyusunan 
RSWP-3-K, RZWP-3-K, 
RPWP-3-K, dan RAPWP-3-K 
pemerintah provinsi dan 
pemerintah kabupaten/kota 
dilakukan dengan melibatkan 
Masyarakat. 

(3) Pemerintah Daerah berkewa-
jiban menyebarluaskan kon-
sep RSWP-3-K, RZWP-3-K, 
RPWP-3-K, dan RAPWP-3-K 
untuk mendapatkan masu-
kan, tanggapan, dan saran 
perbaikan. 

(4) Bupati/wali kota menyam-
paikan dokumen final peren-
canaan Pengelolaan Wilayah 
Pesisir dan Pulau-Pulau 
Kecil kabupaten/kota kepada 
gubernur dan Menteri untuk 
diketahui. 

(5) Gubernur menyampaikan 
dokumen final perencanaan 
Pengelolaan Wilayah Pesi-
sir dan Pulau-Pulau Kecil 
provinsi kepada Menteri dan 
Bupati/wali kota di wilayah 
provinsi yang bersangkutan. 

(6)  Gubernur atau Menteri 
memberikan tanggapan dan/
atau saran terhadap usulan 
dokumen final perencanaan 
Pengelolaan Wilayah Pesisir 
dan Pulau-Pulau Kecil dalam 
jangka waktu 30 (tiga puluh) 
hari kerja. 

Pasal 14 dihapuskan dalam UU 
Cipta Kerja

•	 Penghapusan aturan 
mengenai RSWP-
3-K, RZWP-3-K, 
RPWP- 3-K, dan 
RAPWP-3-K 
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(7) Dalam hal tanggapan dan/
atau saran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (6) 
tidak dipenuhi, dokumen 
final perencanaan Penge-
lolaan Wilayah Pesisir dan 
Pulau-Pulau Kecil dimaksud 
diberlakukan secara definitif.

Izin Pasal 16
(1) Setiap Orang yang melaku-

kan pemanfaatan ruang dari 
sebagian Perairan Pesisir 
dan pemanfaatan sebagian 
pulau-pulau kecil secara 
menetap wajib memiliki Izin 
Lokasi. 

(2) Izin Lokasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
menjadi dasar pemberian 
Izin Pengelolaan.  

Pasal 16 dihapuskan dalam UU 
Cipta Kerja

•	 Penghapusan aturan 
mengenai kewa-
jiban kepemilikan 
izin lokasi terhadap 
pemanfaatan ruang 

Izin Pasal 16A sebelumnya tidak ada 
dalam UU Pengelolaan Wilayah 
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 16A 
Setiap Orang yang memanfaat-
kan ruang dari Perairan Pesisir 
yang tidak memiliki Perizinan 
Berusaha terkait pemanfaatan 
di laut sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 16 ayat (2), dikenai 
sanksi administratif. 

•	 Aturan tambahan 
mengenai sanksi ad-
ministratif terhadap 
pemanfaatan ruang 
tanpa izin berusaha 
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Izin Pasal 17 
(1) Izin Lokasi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 16 
ayat (1) diberikan berdasar-
kan rencana zonasi wilayah 
pesisir dan pulau-pulau kecil. 

(2) Pemberian Izin Lokasi se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) wajib memper-
timbangkan kelestarian 
Ekosistem pesisir dan pu-
lau-pulau kecil, Masyarakat, 
nelayan tradisional, kepent-
ingan nasional, dan hak lin-
tas damai bagi kapal asing. 

(3) Izin Lokasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
diberikan dalam luasan dan 
waktu tertentu. 

(4)  Izin Lokasi tidak dapat 
diberikan pada zona inti di 
kawasan konservasi, alur 
laut, kawasan pelabuhan, 
dan pantai umum. 

Pasal 17
(1) Pemberian Perizinan Beru-

saha terkait pemanfaatan di 
laut sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 16 wajib mem-
pertimbangkan kelestarian 
Ekosistem perairan pesisir, 
Masyarakat, nelayan tra-
disional, kepentingan nasion-
al, dan hak lintas damai bagi 
kapal asing. 

(2) Perizinan Berusaha terkait 
pemanfaatan di laut tidak 
dapat diberikan pada zona 
inti di kawasan konservasi. 

•	 Perubahan aturan 
mengenai izin lokasi 
menjadi perizinan 
berusaha

•	 Aturan tambahan 
mengenai perizinan 
berusaha memper-
timbangkan eko-
sistem, masyarakat, 
nelayan dan hak 
lintas damai kapal 
asing 

•	 Tambahan aturan 
mengenai zona inti 
Kawasan konservasi 
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Izin Pasal 17A sebelumnya tidak ada 
dalam UU Pengelolaan Wilayah 
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 17A
(1) Dalam hal terdapat kebija-

kan nasional yang bersifat 
strategis yang belum ter-
dapat dalam alokasi ruang 
dan/atau pola ruang dalam 
rencana tata ruang dan/atau 
rencana zonasi, Perizinan Be-
rusaha terkait pemanfaatan 
di laut sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 16 ayat (1) 
diberikan oleh Pemerintah 
Pusat berdasarkan rencana 
tata ruang wilayah nasional 
dan/atau rencana tata ruang 
laut. 

(2) Dalam hal terdapat kebija-
kan nasional yang bersifat 
strategis tetapi rencana tata 
ruang dan/atau rencana 
zonasi belum ditetapkan oleh 
Pemerintah atau Pemerintah 
Daerah, Perizinan Berusaha 
terkait pemanfaatan di laut 
sebagaimana dimaksud da-
lam Pasal 16 ayat (1) diber-
ikan oleh Pemerintah Pusat 
berdasarkan rencana tata 
ruang wilayah nasional dan/
atau rencana tata ruang laut. 

•	 Tambahan aturan 
mengenai rencana 
tata ruang apabila 
terdapat kebijakan 
nasional yang belum 
ada dalam alokasi 
ruang (Ayat 1)

•	 Tambahan aturan 
mengenai pembe-
rian izin berusaha 
oleh pemerintah 
pusat apabila pe-
merintah daerah 
belum menetapkan 
rencana tata ruang 
(Ayat 2) 

•	 Tambahan aturan  
mengenai apabila 
terdapat perubah-
an undang-undang 
maka rencana tata 
ruang atau rencana 
zonasi sesuai peru-
bahan undang-un-
dang (Ayat 3)
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(3) Dalam hal terdapat peruba-
han ketentuan peraturan pe-
rundangan-undangan yang 
menjadi acuan dalam pene-
tapan lokasi untuk kebijakan 
nasional yang bersifat strat-
egis sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2), 
lokasi untuk kebijakan nasi-
onal yang bersifat strategis 
tersebut dalam rencana tata 
ruang laut dan/atau rencana 
zonasi dilaksanakan sesuai 
dengan perubahan ketentu-
an peraturan perundang-un-
dangan

Izin Pasal 18 
Dalam hal pemegang Izin Lokasi 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 16 ayat (1) tidak mere-
alisasikan kegiatannya dalam 
jangka waktu paling lama 2 
(dua) tahun sejak izin diterbit-
kan, dikenai sanksi administratif 
berupa pencabutan Izin Lokasi. 

Pasal 18
Dalam hal pemegang Perizinan 
Berusaha terkait pemanfaatan 
di laut sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 16 ayat (2) tidak 
merealisasikan kegiatannya 
dalam jangka waktu paling lama 
2 (dua) tahun sejak Perizinan 
Berusaha terkait pemanfaatan di 
laut diterbitkan, pemegang Per-
izinan Berusaha dikenai sanksi 
administratif berupa pencabutan 
perizinan berusahanya.

•	 Perubahan klausal 
dalam Pasal 18 yang 
semula membahas 
mengenai pencabu-
tan izin lokasi men-
jadi “Pencabutan 
izin berusaha akibat 
tidak merealisasikan 
kegiatan peman-
faatan laut selama 
dua tahun”  
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Izin Pasal 19
(1) Setiap Orang yang melaku-

kan pemanfaatan sumber 
daya Perairan Pesisir dan 
perairan pulau- pulau kecil 
untuk kegiatan: 

a. produksi garam; 
b. biofarmakologi laut; 
c. bioteknologi laut; 
d. pemanfaatan air laut selain 

energi; 
e. wisata bahari; 
f. pemasangan pipa dan kabel 

bawah laut; dan/atau 
g. pengangkatan benda mua-

tan kapal tenggelam, wajib 
memiliki Izin Pengelolaan. 

(2) Izin Pengelolaan untuk 
kegiatan selain sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
diberikan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perun-
dang- undangan. 

(3) Dalam hal terdapat kegiatan 
pemanfaatan sumber daya 
Perairan Pesisir dan perairan 
pulau-pulau kecil yang belum 
diatur berdasarkan ketentu-
an sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2) 
diatur dengan Peraturan 
Pemerintah. 

Pasal 19
(1) Setiap Orang yang melaku-

kan pemanfaatan sumber 
daya Perairan Pesisir dan 
perairan pulau-pulau kecil 
wajib memiliki Perizinan Be-
rusaha untuk kegiatan: 

a. produksi garam; 
b. biofarmakologi laut; 
c. bioteknologi laut; 
d. pemanfaatan air laut selain 

energi; 
e. wisata bahari; 
f. pemasangan pipa dan kabel 

bawah laut; dan/atau 
g. pengangkatan benda muatan 

kapal tenggelam. 
(2) Perizinan Berusaha untuk 

kegiatan selain sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
diberikan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perun-
dang-undangan. 

(3) Dalam hal terdapat kegiatan 
pemanfaatan sumber daya 
Perairan Pesisir dan perai-
ran pulau-pulau kecil  yang 
belum diatur berdasarkan 
ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) diatur dalam Pera-
turan Pemerintah. 

•	 Perubahan frasa 
“Izin pengelolaan” 
menjadi “perizinan 
berusaha”
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Izin Pasal 20 
(1) Pemerintah dan Pemerintah 

Daerah wajib memfasilitasi 
pemberian Izin Lokasi dan 
Izin Pengelolaan kepada 
Masyarakat Lokal dan Mas-
yarakat Tradisional. 

(2) Izin sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diberikan ke-
pada Masyarakat Lokal dan 
Masyarakat Tradisional, yang 
melakukan pemanfaatan 
ruang dan sumber daya 
Perairan Pesisir dan perai-
ran pulau-pulau kecil, untuk 
pemenuhan kebutuhan hidup 
sehari-hari. 

Pasal 20 
(1) Pemerintah Pusat wajib 

memfasilitasi Perizinan Be-
rusaha terkait pemanfaatan 
di laut kepada Masyarakat 
Lokal dan Masyarakat Tra-
disional. 

(2)  Perizinan Berusaha se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diberikan kepada 
Masyarakat Lokal dan Mas-
yarakat Tradisional, yang 
melakukan pemanfaatan 
sumber daya perairan pesisir, 
untuk pemenuhan kebutu-
han hidup sehari-hari. 

•	 Perubahan frasa 
“izin lokasi” menjadi 
“Perizinan Berusa-
ha” 

•	 Perubahan kewa-
jiban memfasilitasi 
masyarakat lokal 
dan masyarakat 
tradisional  semula 
kewajiban pemerin-
tah dan pemerintah 
daerah menjadi 
pemerintah pusat

Izin Pasal 22
1. Kewajiban memiliki izin se-

bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 
19 ayat (1) dikecualikan bagi 
Masyarakat Hukum Adat. 

2. Masyarakat Hukum Adat 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditetapkan pen-
gakuannya sesuai dengan 
ketentuan peraturan perun-
dang-undangan. 

Pasal 22
(1) Kewajiban memenuhi Per-

izinan Berusaha terkait 
pemanfaatan di laut se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 16 ayat (2) dikecual-
ikan bagi Masyarakat Hukum 
Adat di wilayah kelola Mas-
yarakat Hukum Adat. 

(2) Masyarakat Hukum Adat 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditetapkan pen-
gakuannya sesuai dengan 
ketentuan peraturan perun-
dang-undangan. 

•	 Tambahan aturan 
mengenai pengec-
ualian kewajiban 
Perizinan Berusaha 
bagi Masyarakat Hu-
kum Adat di wilayah 
Kelola Masyarakat 
Hukum Adat (Ayat 
1)

•	 Pengakuan mas-
yarakat hukum adat 
sesuai ketentuang 
undang-undang 
(Ayat 2) 
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Izin Pasal 22A 
Izin Lokasi sebagaimana dimak-

sud dalam Pasal 16 ayat (1) 
dan Izin Pengelolaan se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 19 ayat (1) diberikan 
kepada: 

a. orang perseorangan warga 
negara Indonesia; 

b. korporasi yang didirikan ber-
dasarkan hukum Indonesia; 
atau 

c. koperasi yang dibentuk oleh 
Masyarakat. 

Pasal 22A
(1) Perizinan Berusaha se-

bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 16 diberikan kepada: 

a. orang perseorangan warga 
negara Indonesia; 

b. korporasi yang didirikan ber-
dasarkan hukum Indonesia; 

c. koperasi yang dibentuk oleh 
Masyarakat; atau 

d. Masyarakat Lokal. 
(2)  Pemanfaatan ruang perai-

ran pesisir yang dilakukan 
oleh instansi pemerintah dan 
tidak termasuk dalam kebi-
jakan nasional yang bersifat 
strategis diberikan dalam 
bentuk konfirmasi kese-
suaian ruang laut. 

•	 Perubahan frasa 
"izin lokasi" menjadi 
"Perizinan Berusa-
ha" 

•	 Tambahan atur-
an dalam UU CK 
mengenai pihak-pi-
hak yang berhak 
mendapatkan 
Perizinan Berusaha 
dengan tambahan 
untuk masyarakat 
lokal (Ayat 1)

•	 Tambahan aturan 
dalam UU CK men-
genai Pemberian 
konfirmasi kese-
suaian ruang laut 
diberikan kepada 
instansi pemerintah 
yang tidak masuk 
kebijakan nasional 
(Ayat 2)

Pemanfaatan 
Pulau-Pulau 
Kecil dan 
Perairan 
sekitarnya

Pasal 22B
Orang perseorangan warga Neg-

ara Indonesia atau korporasi 
yang didirikan berdasarkan 
hukum Indonesia dan ko-
perasi yang dibentuk oleh 
Masyarakat yang mengaju-
kan Izin Pengelolaan harus 
memenuhi syarat teknis, ad-
ministratif, dan operasional.

Pasal 22B
Orang perseorangan warga Neg-

ara Indonesia atau korporasi 
yang didirikan berdasarkan 
hukum Indonesia dan ko-
perasi yang dibentuk oleh 
Masyarakat yang mengaju-
kan pemanfaatan laut wajib 
memenuhi Perizinan Beru-
saha terkait pemanfaatan di 
laut dari Pemerintah Pusat. 

•	 Aturan tambahan 
mengenai kewajiban 
orang atau kor-
porasi yang untuk 
memenuhi perizinan 
berusaha terkait 
pemanfaatan laut 

•	 Perizinan Berusa-
ha diberikan oleh 
Pemerintah Pusat

Pemanfaatan 
Pulau-Pulau 
Kecil dan 
Perairan 
sekitarnya

Pasal 22C 
Ketentuan lebih lanjut mengenai 

syarat, tata cara pemberian, 
pencabutan, jangka waktu, 
luasan, dan berakhirnya Izin 
Lokasi dan Izin Pengelolaan 
diatur dengan Peraturan 
Pemerintah. 

Pasal 22C
Ketentuan lebih lanjut mengenai 

Perizinan Berusaha terkait 
pemanfaatan di laut diatur 
dalam Peraturan Pemerintah. 

•	 Ketentuan lebih 
lanjut mengenai 
Perizinan Berusaha 
diatur Peraturan 
Pemerintah
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Pemanfaatan 
Pulau-Pulau 
Kecil dan 
Perairan 
sekitarnya

Pasal 26A 
1. Pemanfaatan pulau-pu-

lau kecil dan pemanfaatan 
perairan di sekitarnya dalam 
rangka penanaman modal 
asing harus mendapat izin 
Menteri. 

2. Penanaman modal asing 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) harus menguta-
makan kepentingan nasional. 

3. Izin sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) diberikan 
setelah mendapat rekomen-
dasi dari bupati/wali kota. 

4. Izin sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) harus me-
menuhi persyaratan sebagai 
berikut: 

a. badan hukum yang berben-
tuk perseroan terbatas; 

b. menjamin akses publik; 
c. tidak berpenduduk; 
d. belum ada pemanfaatan oleh 

Masyarakat Lokal; 
e. bekerja sama dengan peser-

ta Indonesia; 
f. melakukan pengalihan sa-

ham secara bertahap kepada 
peserta Indonesia; 

g. melakukan alih teknologi; 
dan 

h. memperhatikan aspek ekolo-
gi, sosial, dan ekonomi pada 
luasan lahan. 

5. Ketentuan lebih lanjut men-
genai pengalihan saham dan 
luasan lahan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) 
huruf f dan huruf h diatur 
dengan Peraturan Presiden. 

Pasal 26A
Dalam rangka penanaman modal 

asing, pemanfaatan pu-
lau-pulau kecil dan peman-
faatan perairan di sekitarnya 
harus memenuhi Perizinan 
Berusaha dari Pemerintah 
Pusat dan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perun-
dang- undangan di bidang 
penanaman modal. 

•	 Penyederhanaan 
aturan mengenai 
pemanfaatan perai-
ran oleh penanaman 
modal asing 

•	 Perubahan aturan 
mengenai Perizinan 
berusaha dikeluar-
kan oleh pemerintah 
pusat yang sebel-
umnya dikeluarkan 
oleh Menteri atas 
rekomendasi kepala 
daerah 

•	 Perubahan frasa 
“izin lokasi” menjadi 
“perizinan berusa-
ha”
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Pemanfaatan 
Pulau-Pulau 
Kecil dan 
Perairan 
sekitarnya

Pasal 26B sebelumnya tidak 
ada dalam UU Pengelolaan 
Wilayah Pesisir dan Pu-
lau-Pulau Kecil

Pasal 26B
Setiap Orang yang tidak memiliki 

Perizinan Berusaha dalam 
memanfaatkan pulau-pu-
lau kecil dan pemanfaatan 
perairan disekitarnya dalam 
rangka penanaman modal 
asing sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 26A dikenai 
sanksi administratif.

•	 Aturan tambahan 
mengenai sanksi 
administratif terh-
adap pemanfaatan 
tanpa izin berusaha 

Kewenangan Pasal 50
(1) Menteri berwenang member-

ikan dan mencabut Izin Lo-
kasi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 16 ayat (1) dan 
Izin Pengelolaan sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 19 
ayat (1) di wilayah Perairan 
Pesisir dan pulau-pulau kecil 
lintas provinsi, Kawasan 
Strategis Nasional, Kawasan 
Strategis Nasional Tertentu, 
dan Kawasan Konservasi 
Nasional. 

(2) Gubernur berwenang mem-
berikan dan mencabut Izin 
Lokasi sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 16 ayat 
(1) dan Izin Pengelolaan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 19 ayat (1) di 
wilayah Perairan Pesisir dan 
pulau-pulau kecil sesuai den-
gan kewenangannya. 

(3) Bupati/wali kota berwenang 
memberikan dan mencabut 
Izin Lokasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 16 
ayat (1) dan Izin Pengelo-
laan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 19 ayat (1) di 
wilayah Perairan Pesisir dan 
pulau-pulau kecil sesuai den-
gan kewenangannya.  

Pasal 50
Pemerintah Pusat atau Pemer-

intah Daerah sesuai dengan 
kewenangannya memberikan 
dan mencabut Perizinan Be-
rusaha terkait pemanfaatan 
di laut di wilayah Perairan 
Pesisir.

•	 Penyederhanaan 
aturan mengenai 
kewenangan pemer-
intah dalam Perizin-
an Berusaha 

•	 Perubahan “izin lo-
kasi” menjadi “Per-
izinan Berusaha” 



106
P E D O M A N  M E M A H A M I  R U U  O M N I B U S  L A W

DNT LAWYERS

TOPIK UNDANG-UNDANG NO-
MOR 26 TAHUN 2007 UU CIPTA KERJA RANGKUMAN PEN-

JELASAN

Pasal 51
1. Menteri berwenang: 
a. menerbitkan dan mencabut 

izin pemanfaatan pulau-pu-
lau kecil dan pemanfaatan 
perairan di sekitarnya yang 
menimbulkan Dampak Pent-
ing dan Cakupan yang Luas 
serta Bernilai Strategis terh-
adap perubahan lingkungan; 
dan 

b. menetapkan perubahan sta-
tus zona inti pada Kawasan 
Konservasi Nasional. 

2. Ketentuan mengenai tata 
cara penerbitan dan pencab-
utan izin serta perubahan 
status zona inti sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dia-
tur dengan Peraturan Ment-
eri. 

 

Pasal 51
(1) Pemerintah Pusat berwenang 

menetapkan perubahan sta-
tus zona inti pada Kawasan 
Konservasi Nasional. 

(2)  Ketentuan lebih lanjut men-
genai perubahan status zona 
inti sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur dalam 
Peraturan Pemerintah. 

•	 Perubahan aturan 
yang sebelumnya 
membahas we-
wenang Menteri 
menjadi wewenang 
pemerintah pusat 
atas status zona inti 
Kawasan konservasi 
nasional 

•	 Perubahan aturan 
mengenai Ketentu-
an lebih lanjut dia-
tur dalam peraturan 
pemerintah 



107
P E D O M A N  M E M A H A M I  R U U  O M N I B U S  L A W

DNT LAWYERS

TOPIK UNDANG-UNDANG NO-
MOR 26 TAHUN 2007 UU CIPTA KERJA RANGKUMAN PEN-

JELASAN

Pasal 60
1. Dalam Pengelolaan Wilayah 

Pesisir dan Pulau- Pulau Ke-
cil, Masyarakat mempunyai 
hak untuk: 

a. memperoleh akses terhadap 
bagian Perairan Pesisir yang 
sudah diberi Izin Lokasi dan 
Izin Pengelolaan; 

b. mengusulkan wilayah pen-
angkapan ikan secara tra-
disional ke dalam RZWP-3-K; 

c. mengusulkan wilayah Mas-
yarakat Hukum Adat ke 
dalam RZWP-3-K; 

d. melakukan kegiatan penge-
lolaan Sumber Daya Pesisir 
dan Pulau-Pulau Kecil ber-
dasarkan hukum adat yang 
berlaku dan tidak bertentan-
gan dengan ketentuan pera-
turan perundang-undangan; 

e. memperoleh manfaat atas 
pelaksanaan Pengelolaan 
Wilayah Pesisir dan Pu-
lau-Pulau Kecil; 

f. memperoleh informasi 
berkenaan dengan Penge-
lolaan Wilayah Pesisir dan 
Pulau-Pulau Kecil; 

g. mengajukan laporan dan 
pengaduan kepada pihak 
yang berwenang atas ker-
ugian yang menimpa dirin-
ya yang berkaitan dengan 
pelaksanaan Pengelolaan 
Wilayah Pesisir dan Pu-
lau-Pulau Kecil; 

h. menyatakan keberatan ter-
hadap rencana pengelolaan 
yang sudah diumumkan da-
lam jangka waktu tertentu; 

Pasal 60
(1) Dalam Pengelolaan Wilayah 

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 
Masyarakat mempunyai hak 
untuk: 

a. memperoleh akses terhadap 
bagian Perairan Pesisir yang 
sudah mendapat Perizinan 
Berusaha terkait peman-
faatan di laut; 

b. mengusulkan wilayah pen-
angkapan ikan secara tra-
disional ke dalam RZWP-3-K; 

c. mengusulkan wilayah kelola 
Masyarakat Hukum Adat ke 
dalam RZWP-3-K; 

d. melakukan kegiatan penge-
lolaan Sumber Daya Pesisir 
dan Pulau-Pulau Kecil ber-
dasarkan hukum adat yang 
berlaku dan tidak bertentan-
gan dengan ketentuan pera-
turan perundang-undangan; 

e. memperoleh manfaat atas 
pelaksanaan Pengelolaan 
Wilayah Pesisir dan Pu-
lau-Pulau Kecil; 

f. memperoleh informasi 
berkenaan dengan Penge-
lolaan Wilayah Pesisir dan 
Pulau-Pulau Kecil; 

g. mengajukan laporan dan 
pengaduan kepada pihak 
yang berwenang atas ker-
ugian yang menimpa dirin-
ya yang berkaitan dengan 
pelaksanaan Pengelolaan 
Wilayah Pesisir dan Pu-
lau-Pulau Kecil; 

h. menyatakan keberatan ter-
hadap rencana pengelolaan 
yang sudah diumumkan da-
lam jangka waktu tertentu; 

•	 Perubahan Izin Lo-
kasi menjadi “Per-
izinan Berusaha” 
(Ayat 1 huruf a)

•	 Memperoleh man-
faat atas pengelo-
laan wilayah pesisir 
(Ayat 1 huruf e) 

•	 Tambahan klausal 
mengenai pen-
dampingan dan 
bantuan hukum ter-
hadap permasala-
han yang dihadapi 
dalam Pengelolaan 
Wilayah Pesisir dan 
Pulau-Pulau Kecil 
(Ayat 1 Huruf g)
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i. melaporkan kepada pen-
egak hukum akibat dugaan 
pencemaran, pencemaran, 
dan/atau perusakan Wilayah 
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 
yang merugikan kehidupann-
ya; 

j. mengajukan gugatan kepada 
pengadilan terhadap berb-
agai masalah Wilayah Pesisir 
dan Pulau-Pulau Kecil yang 
merugikan kehidupannya; 

k. memperoleh ganti rugi; dan 
l. mendapat pendampingan 

dan bantuan hukum terh-
adap permasalahan yang 
dihadapi dalam Pengelo-
laan Wilayah Pesisir dan 
Pulau-Pulau Kecil sesuai 
dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

2. Masyarakat dalam Penge-
lolaan Wilayah Pesisir dan 
Pulau-Pulau Kecil berkewa-
jiban:

a. memberikan informasi 
berkenaan dengan Penge-
lolaan Wilayah Pesisir dan 
Pulau-Pulau Kecil; 

b. menjaga, melindungi, dan 
memelihara kelestarian 
Wilayah Pesisir dan Pu-
lau-Pulau Kecil; 

c. menyampaikan laporan 
terjadinya bahaya, pence-
maran, dan/atau kerusakan 
lingkungan di Wilayah Pesisir 
dan Pulau-Pulau Kecil; 

d. memantau pelaksanaan 
rencana Pengelolaan Wilayah 
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 
dan/atau 

i. melaporkan kepada pen-
egak hukum akibat dugaan 
pencemaran, pencemaran, 
dan/atau perusakan Wilayah 
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 
yang merugikan kehidupann-
ya; 

j. mengajukan gugatan kepada 
pengadilan terhadap berb-
agai masalah Wilayah Pesisir 
dan Pulau-Pulau Kecil yang 
merugikan kehidupannya; 

k. memperoleh ganti rugi; dan 
l. mendapat pendampingan 

dan bantuan hukum terh-
adap permasalahan yang 
dihadapi dalam Pengelo-
laan Wilayah Pesisir dan 
Pulau-Pulau Kecil sesuai 
dengan ketentuan peraturan 
perundang- undangan. 

(2) Masyarakat dalam Penge-
lolaan Wilayah Pesisir dan 
Pulau-Pulau Kecil wajib: 

a. memberikan informasi 
berkenaan dengan Penge-
lolaan Wilayah Pesisir dan 
Pulau-Pulau Kecil; 

b. menjaga, melindungi, dan 
memelihara kelestarian 
Wilayah Pesisir dan Pu-
lau-Pulau Kecil; 

c. menyampaikan laporan 
terjadinya bahaya, pence-
maran, dan/atau kerusakan 
lingkungan di Wilayah Pesisir 
dan Pulau-Pulau Kecil; 

d. memantau pelaksanaan 
rencana Pengelolaan Wilayah 
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 
dan/atau 

e. melaksanakan program 
Pengelolaan Wilayah Pesisir 
dan Pulau-Pulau Kecil yang 
disepakati di tingkat desa. 

e. melaksanakan program 
Pengelolaan Wilayah Pesisir 
dan Pulau-Pulau Kecil yang 
disepakati di tingkat desa.
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TOPIK UNDANG-UNDANG NO-
MOR 26 TAHUN 2007 UU CIPTA KERJA RANGKUMAN PEN-

JELASAN

Sanksi Ad-
ministratif

Pasal 71
(1) Pemanfaatan ruang dari 

sebagian Perairan Pesisir 
dan pemanfaatan sebagian 
pulau-pulau kecil yang tidak 
sesuai dengan Izin Lokasi 
yang diberikan sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 
16 ayat (1) dikenai sanksi 
administratif. 

(2)  Sanksi administratif se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) berupa peringatan, 
pembekuan sementara, dan/
atau pencabutan Izin Lokasi. 

(3)  Pemanfaatan sumber daya 
Perairan Pesisir dan perairan 
pulau-pulau kecil yang tidak 
sesuai dengan Izin Penge-
lolaan yang diberikan se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 19 ayat (1) dikenai 
sanksi administratif. 

(4) Sanksi administratif se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (3) dapat berupa: 

a. peringatan tertulis; 
b. penghentian sementara ke-

giatan; 
c. penutupan lokasi; 
d. pencabutan izin; 
e. pembatalan izin; dan/atau 

denda administratif. 
(5) Ketentuan lebih lanjut men-

genai sanksi administratif 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dan ayat (4) diatur 
dalam Peraturan Pemerintah. 

Pasal 71
Pemanfaatan ruang perairan dan 

sumber daya pesisir dan 
pulau-pulau kecil yang tidak 
memenuhi Perizinan Beru-
saha terkait pemanfaatan 
di laut yang diberikan se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 
19 ayat (1) dikenai sanksi 
administratif. 

•	 Penyederhanaan 
pasal 71 yang 
semula terdiri dari 3 
ayat menjadi 1 ayat

•	 Perubahan frasa 
Izin Lokasi menjadi 
Perizinan Berusaha 

•	 Sanksi administratif 
terhadap peman-
faatan tak berizin
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TOPIK UNDANG-UNDANG NO-
MOR 26 TAHUN 2007 UU CIPTA KERJA RANGKUMAN PEN-

JELASAN

Sanksi Ad-
ministratif

Pasal 71 A sebelumnya tidak 
ada dalam UU Pengelolaan 
Wilayah Pesisir dan Pu-
lau-Pulau Kecil

Pasal 71A
(1) Sanksi administratif se-

bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 16A, Pasal 26B, dan 
Pasal 71 dapat berupa: 

a. peringatan tertulis; 
b. penghentian sementara ke-

giatan; 
c. penutupan lokasi; 
d. pencabutan Perizinan Beru-

saha; 
e. pembatalan Perizinan Beru-

saha; dan/ atau 
f. denda administratif. 
(2) Ketentuan lebih lanjut men-

genai kriteria, jenis, besaran 
denda, dan tata cara pen-
genaan sanksi administratif 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) diatur dalam Pera-
turan Pemerintah. 

•	 Aturan tambahan 
mengenai rincian 
sanksi administratif 

Ketentuan 
Pidana

Pasal 73A sebelumnya tidak 
ada dalam UU Pengelolaan 
Wilayah Pesisir dan Pu-
lau-Pulau Kecil

Pasal 73A
Setiap Orang yang memanfaat-

kan pulau kecil dan perairan 
di sekitarnya dalam rangka 
penanaman modal asing 
yang tidak memiliki Perizin-
an Berusaha sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 26A 
yang mengakibatkan peru-
bahan fungsi ruang dipidana 
dengan pidana penjara 
paling lama 4 (empat) tahun 
dan denda paling banyak 
Rp2.000.000.000,00 (dua 
miliar rupiah). 

•	 Sanksi pidana terh-
adap pemanfaatan 
pulau kecil dan 
perarian oleh PMA 
tidak berizin beru-
pa pidana penjara 
4 tahun dan den-
da paling banyak 
Rp2.000.000.000,00 
(dua miliar rupiah).



111
P E D O M A N  M E M A H A M I  R U U  O M N I B U S  L A W

DNT LAWYERS

TOPIK UNDANG-UNDANG NO-
MOR 26 TAHUN 2007 UU CIPTA KERJA RANGKUMAN PEN-

JELASAN

Ketentuan 
Pidana

Pasal 75
Setiap Orang yang memanfaat-
kan ruang dari sebagian Perairan 
Pesisir dan pemanfaatan seba-
gian pulau-pulau kecil yang tidak 
memiliki Izin Lokasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 16 ayat 
(1) dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 3 (tiga) 
tahun dan denda paling banyak 
Rp500.000.000,00 (lima ratus 
juta rupiah). 

Pasal 75
Setiap Orang yang memanfaat-
kan ruang dari perairan yang 
tidak memiliki Perizinan Berusa-
ha terkait pemanfaatan di laut 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 16 ayat (2) yang men-
gakibatkan perubahan fungsi 
ruang dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 3 (tiga) 
tahun dan denda paling banyak 
Rp500.000.000,00 (lima ratus 
juta rupiah).

•	 Perubahan aturan 
mengenai  Peman-
faatan ruang dari 
perairan tanpa izin 
berusaha dan mer-
ubah fungsi ruang 
pidana penjara 
paling lama 3 (tiga) 
tahun dan den-
da paling banyak 
Rp500.000.000,00

Ketentuan 
Pidana

Pasal 78 A 
Kawasan konservasi di Wilayah 
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 
yang telah ditetapkan melalui 
peraturan perundang-undangan 
sebelum Undang-Undang ini ber-
laku adalah menjadi kewenangan 
Menteri. 

Pasal 78A
Kawasan konservasi di Wilayah 
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 
yang telah ditetapkan melalui 
peraturan perundang- undan-
gan sebelum Undang-Undang 
tentang Cipta Kerja ini berlaku 
adalah menjadi kewenangan 
Pemerintah Pusat.

•	 Tambahan aturan 
mengenai konser-
vasi wilayah pesisir 
dan pulau kecil se-
belum UU CK men-
jadi kewenangan 
Pemerintah Pusat 
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3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

TOPIK UNDANG-UNDANG KELAU-
TAN

UNDANG-UNDANG CIPTA 
KERJA

RANGKUMAN PERU-
BAHAN

Ketentuan 
Umum

Pasal 1
(1) Laut adalah ruang perairan 

di muka bumi yang meng-
hubungkan daratan dengan 
daratan dan bentuk- bentuk 
alamiah lainnya, yang mer-
upakan kesatuan geografis 
dan ekologis beserta se-
genap unsur terkait, dan 
yang batas dan sistemnya 
ditentukan oleh peraturan 
perundang-undangan dan 
hukum internasional. 

(2) Kelautan adalah hal yang 
berhubungan dengan Laut 
dan/atau kegiatan di wilayah 
Laut yang meliputi dasar 
Laut dan tanah di bawahnya, 
kolom air dan permukaan 
Laut, termasuk wilayah pesi-
sir dan pulau-pulau kecil. 

(3) Pulau adalah wilayah daratan 
yang terbentuk secara ala-
miah yang dikelilingi air dan 
berada di atas permukaan 
air pada waktu air pasang. 

(4) Kepulauan adalah suatu 
gugusan pulau, termasuk 
bagian pulau dan perairan 
di antara pulau-pulau terse-
but, dan lain-lain wujud 
alamiah yang hubungannya 
satu sama lain demikian 
erat sehingga pulau-pulau, 
perairan, dan wujud alamiah 
lainnya itu merupakan satu 
kesatuan geografi, ekonomi, 
pertahanan, dan keamanan 
serta politik yang hakiki atau 
yang secara historis diang-
gap sebagai demikian. 

Pasal 1
(1) Laut adalah ruang perairan 

di muka bumi yang meng-
hubungkan daratan dengan 
daratan dan bentuk- bentuk 
alamiah lainnya, yang mer-
upakan kesatuan geografis 
dan ekologis beserta se-
genap unsur terkait, dan 
yang batas dan sistemnya 
ditentukan oleh peraturan 
perundang-undangan dan 
hukum internasional. 

(2) Kelautan adalah hal yang 
berhubungan dengan Laut 
dan/atau kegiatan di wilayah 
Laut yang meliputi dasar 
Laut dan tanah di bawahnya, 
kolom air dan permukaan 
Laut, termasuk wilayah pesi-
sir dan pulau-pulau kecil. 

(3) Pulau adalah wilayah daratan 
yang terbentuk secara ala-
miah yang dikelilingi air dan 
berada di atas permukaan 
air pada waktu air pasang. 

(4) Kepulauan adalah suatu 
gugusan pulau, termasuk 
bagian pulau dan perairan 
di antara pulau-pulau terse-
but, dan lain-lain wujud 
alamiah yang hubungannya 
satu sama lain demikian 
erat sehingga pulau-pulau, 
perairan, dan wujud alamiah 
lainnya itu merupakan satu 
kesatuan geografi, ekonomi, 
pertahanan, dan keamanan 
serta politik yang hakiki atau 
yang secara historis diang-
gap sebagai demikian. 

•	 Terdapat penamba-
han klausal “yang 
merupakan bagian 
integral dari penge-
lolaan tata ruang.” 
(Angka 9)

•	 Perubahan frasa 
“yang selanjutnya 
disebut” menjad 
“adalah” 
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TOPIK UNDANG-UNDANG KELAU-
TAN

UNDANG-UNDANG CIPTA 
KERJA

RANGKUMAN PERU-
BAHAN

(5) Negara Kepulauan adalah 
negara yang seluruhnya 
terdiri atas satu atau lebih 
kepulauan dan dapat men-
cakup pulau-pulau lain. 

(6) Pembangunan Kelautan 
adalah pembangunan yang 
memberi arahan dalam pen-
dayagunaan sumber daya 
Kelautan untuk mewujudkan 
pertumbuhan ekonomi, pem-
erataan kesejahteraan, dan 
keterpeliharaan daya dukung 
ekosistem pesisir dan Laut. 

(7) Sumber Daya Kelautan 
adalah sumber daya Laut, 
baik yang dapat diperbaharui 
maupun yang tidak dapat 
diperbaharui yang memili-
ki keunggulan komparatif 
dan kompetitif serta dapat 
dipertahankan dalam jangka 
panjang. 

(8) Pengelolaan Kelautan adalah 
penyelenggaraan kegiatan, 
penyediaan, pengusahaan, 
dan pemanfaatan Sumber 
Daya Kelautan serta konser-
vasi Laut. 

(9) Pengelolaan Ruang Laut 
adalah perencanaan, peman-
faatan, pengawasan, dan 
pengendalian ruang Laut. 

(5) Negara Kepulauan adalah 
negara yang seluruhnya 
terdiri atas satu atau lebih 
kepulauan dan dapat men-
cakup pulau-pulau lain. 

(6) Pembangunan Kelautan 
adalah pembangunan yang 
memberi arahan dalam pen-
dayagunaan sumber daya 
Kelautan untuk mewujudkan 
pertumbuhan ekonomi, pem-
erataan kesejahteraan, dan 
keterpeliharaan daya dukung 
ekosistem pesisir dan Laut. 

(7) Sumber Daya Kelautan 
adalah sumber daya Laut, 
baik yang dapat diperbaharui 
maupun yang tidak dapat 
diperbaharui yang memili-
ki keunggulan komparatif 
dan kompetitif serta dapat 
dipertahankan dalam jangka 
panjang. 

(8) Pengelolaan Kelautan adalah 
penyelenggaraan kegiatan, 
penyediaan, pengusahaan, 
dan pemanfaatan Sumber 
Daya Kelautan serta konser-
vasi Laut. 

(9) Pengelolaan Ruang Laut 
adalah perencanaan, peman-
faatan, pengawasan, dan 
pengendalian ruang Laut 
yang merupakan bagian in-
tegral dari pengelolaan tata 
ruang. 
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TOPIK UNDANG-UNDANG KELAU-
TAN

UNDANG-UNDANG CIPTA 
KERJA

RANGKUMAN PERU-
BAHAN

(10) Pelindungan Lingkungan 
Laut adalah upaya sistematis 
dan terpadu yang dilakukan 
untuk melestarikan Sumber 
Daya Kelautan dan mence-
gah terjadinya pencemaran 
dan/atau kerusakan lingkun-
gan di Laut yang meliputi 
konservasi Laut, pengen-
dalian pencemaran Laut, 
penanggulangan bencana 
Kelautan, pencegahan dan 
penanggulangan pencema-
ran, serta kerusakan dan 
bencana. 

(11) Pencemaran Laut adalah 
masuk atau dimasukkannya 
makhluk hidup, zat, energi, 
dan/atau komponen lain ke 
dalam lingkungan Laut oleh 
kegiatan manusia sehing-
ga melampaui baku mutu 
lingkungan Laut yang telah 
ditetapkan. 

(12) Pemerintah Pusat yang 
selanjutnya disebut Pemerin-
tah adalah Presiden Republik 
Indonesia yang memegang 
kekuasaan pemerintahan 
negara Republik Indonesia 
yang dibantu oleh Wakil 
Presiden dan menteri se-
bagaimana dimaksud da-
lam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. 

(13) Pemerintah Daerah adalah 
kepala daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintah-
an Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemer-
intahan yang menjadi ke-
wenangan daerah otonom. 

(10) Pelindungan Lingkungan 
Laut adalah upaya sistematis 
dan terpadu yang dilakukan 
untuk melestarikan Sumber 
Daya Kelautan dan mence-
gah terjadinya pencemaran 
dan/atau kerusakan lingkun-
gan di Laut yang meliputi 
konservasi Laut, pengen-
dalian pencemaran Laut, 
penanggulangan bencana 
Kelautan, pencegahan dan 
penanggulangan pencema-
ran, serta kerusakan dan 
bencana. 

(11) Pencemaran Laut adalah 
masuk atau dimasukkannya 
makhluk hidup, zat, energi, 
dan/atau komponen lain ke 
dalam lingkungan Laut oleh 
kegiatan manusia sehing-
ga melampaui baku mutu 
lingkungan Laut yang telah 
ditetapkan. 

(12) Pemerintah Pusat adalah 
Presiden Republik Indonesia 
yang memegang kekuasaan 
pemerintahan negara Repub-
lik Indonesia yang dibantu 
oleh Wakil Presiden dan 
menteri sebagaimana dimak-
sud dalam Undang- Undang 
Dasar Negara Republik Indo-
nesia Tahun 1945. 

(13) Pemerintah Daerah adalah 
kepala daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintah-
an Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemer-
intahan yang menjadi ke-
wenangan daerah otonom. 
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TOPIK UNDANG-UNDANG KELAU-
TAN

UNDANG-UNDANG CIPTA 
KERJA

RANGKUMAN PERU-
BAHAN

(14) Menteri adalah menteri 
yang menyelenggarakan uru-
san pemerintahan di bidang 
Kelautan. 

(14) Menteri adalah menteri 
yang menyelenggarakan uru-
san pemerintahan di bidang 
Kelautan.

Ban-
gunan 
Laut

Pasal 32
(1)  Dalam rangka keselamatan 

pelayaran semua bentuk ba-
ngunan dan instalasi di Laut 
tidak mengganggu, baik Alur 
Pelayaran maupun Alur Laut 
Kepulauan Indonesia. 

(2) Area operasi dari bangunan 
dan instalasi di Laut tidak 
melebihi daerah keselamatan 
yang telah ditentukan. 

(3) Penggunaan area operasion-
al dari bangunan dan insta-
lasi di Laut yang melebihi 
daerah keselamatan yang 
telah ditentukan sebagaima-
na dimaksud pada ayat (2) 
harus mendapatkan izin dari 
pihak yang berwenang. 

(4) Pendirian dan/atau penem-
patan bangunan Laut wajib 
mempertimbangkan kelestar-
ian sumber daya pesisir dan 
pulau-pulau kecil. 

(5) Ketentuan mengenai krite-
ria, persyaratan, dan me-
kanisme pendirian dan/atau 
penempatan bangunan di 
Laut diatur dalam Peraturan 
Pemerintah. 

Pasal 32
(1) Dalam rangka kesela-
matan pelayaran, semua 
bentuk bangunan dan in-
stalasi di Laut tidak meng-
ganggu, baik Alur Pelayaran 
maupun Alur Laut Kepulauan 
Indonesia. 
(2) Area operasi dari ban-
gunan dan instalasi di Laut 
tidak melebihi daerah kese-
lamatan yang telah ditentu-
kan. 
(3) Penggunaan area op-
erasional dari bangunan 
dan instalasi di Laut yang 
melebihi daerah keselamatan 
yang telah ditentukan se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (2) harus mendapatkan 
persetujuan dari pihak yang 
berwenang. 
(4) Pendirian dan/atau pene-
mpatan bangunan Laut wajib 
mempertimbangkan kelestar-
ian sumber daya pesisir dan 
pulau-pulau kecil. 
(5) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai kriteria, pers-
yaratan, dan mekanisme 
pendirian dan/atau pene-
mpatan bangunan di Laut 
diatur dalam Peraturan 
Pemerintah. 

•	 Perubahan frasa 
“izin” menjadi “per-
setujuan” (Ayat 3)
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TOPIK UNDANG-UNDANG KELAU-
TAN

UNDANG-UNDANG CIPTA 
KERJA

RANGKUMAN PERU-
BAHAN

Pengelolaan 
Ruang Laut

Pasal 42
(1)  Pengelolaan ruang Laut 

dilakukan untuk: 
a. melindungi sumber daya 

dan lingkungan den-
gan berdasar pada daya 
dukung lingkungan dan 
kearifan lokal; 

b. memanfaatkan potensi 
sumber daya dan/atau 
kegiatan di wilayah Laut 
yang berskala nasional 
dan internasional; dan 

c. mengembangkan ka-
wasan potensial menjadi 
pusat kegiatan produksi, 
distribusi, dan jasa.

(2)  Pengelolaan ruang Laut 
meliputi perencanaan, pe-
manfaatan, pengawasan, dan 
pengendalian. 

(3)  Pengelolaan ruang Laut 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dilaksanakan dengan 
berdasarkan karakteristik 
Negara Kesatuan Republik 
Indonesia sebagai negara 
kepulauan dan mempertim-
bangkan potensi sumber daya 
dan lingkungan Kelautan. 

Pasal 42
(1) Pengelolaan Ruang Laut 

dilakukan untuk: 
a. melindungi sumber daya 

dan lingkungan den-
gan berdasar pada daya 
dukung lingkungan dan 
kearifan lokal; 

b. memanfaatkan potensi 
sumber daya dan/atau 
kegiatan di wilayah Laut 
yang berskala nasional 
dan internasional; dan 

c. mengembangkan kawasan 
potensial menjadi pusat 
kegiatan produksi, distri-
busi, dan jasa. 

(2) Pengelolaan Ruang Laut 
meliputi perencanaan, 
pemanfaatan, pengawasan, 
dan pengendalian ruang laut 
yang merupakan bagian in-
tegral dari pengelolaan tata 
ruang. 

(3)  Pengelolaan Ruang Laut 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dilaksanakan den-
gan berdasarkan karakteris-
tik Negara Kesatuan Republik 
Indonesia sebagai negara 
kepulauan dan mempertim-
bangkan potensi sumber 
daya dan lingkungan Kelau-
tan.

 

•	 Terdapat tambahan 
klausal mengenai 
pengelolaan ruang 
laut “ruang laut 
yang merupakan 
bagian integral dari 
pengelolaan tata 
ruang.”
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TOPIK UNDANG-UNDANG KELAU-
TAN

UNDANG-UNDANG CIPTA 
KERJA

RANGKUMAN PERU-
BAHAN

Penge-
lolaan 
Ruang 
Laut

Pasal 43
(1) Perencanaan ruang Laut se-

bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 42 ayat (2) meliputi: 

a. perencanaan tata ruang Laut 
nasional; 

b. perencanaan zonasi wilayah 
pesisir dan pulau-pulau kecil; 
dan 

c. perencanaan zonasi kawasan 
Laut. 

(2) Perencanaan tata ruang Laut 
nasional sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) huruf 
a merupakan proses peren-
canaan untuk menghasilkan 
rencana tata ruang Laut 
nasional. 

(3) Perencanaan zonasi wilayah 
pesisir dan pulau-pulau 
kecil sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) huruf b 
dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perun-
dang-undangan. 

(4) Perencanaan zonasi kawasan 
Laut sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf c mer-
upakan perencanaan untuk 
menghasilkan rencana zonasi 
kawasan strategis nasional, 
rencana zonasi kawasan 
strategis nasional tertentu, 
dan rencana zonasi kawasan 
antarwilayah. 

Pasal 43
(1) Perencanaan ruang Laut se-

bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 42 ayat (2) meliputi: 

a. perencanaan tata ruang Laut 
nasional; 

b. perencanaan zonasi wilayah 
pesisir dan pulau-pulau kecil; 
dan 

c. perencanaan zonasi kawasan 
Laut. 

(2) Perencanaan tata ruang Laut 
nasional sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) huruf 
a merupakan perencanaan 
untuk menghasilkan rencana 
tata ruang Laut nasional 
yang diintegrasikan ke dalam 
perencanaan tata ruang 
wilayah nasional. 

(3) Perencanaan zonasi wilayah 
pesisir dan pulau-pulau kecil 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b menghasil-
kan rencana zonasi wilayah 
pesisir dan pulau- pulau kecil 
yang diintegrasikan ke dalam 
perencanaan tata ruang 
wilayah provinsi. 

(4) Perencanaan zonasi kawasan 
Laut sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf c mer-
upakan perencanaan untuk 
menghasilkan rencana zonasi 
kawasan strategis nasional, 
rencana zonasi kawasan 
strategis nasional tertentu, 
dan rencana zonasi kawasan 
antarwilayah. 

•	 Tambahan rincian 
mengenai rencana 
tata ruang laut 
nasional “yang 
diintegrasikan ke 
dalam perencanaan 
tata ruang wilayah 
nasional” (Ayat 2)

•	 Perubahan ayat 3 
yang semula mem-
bahas “pelaksanaan 
sesuai ketentuan 
peraturan perun-
dang-undangan” 
menjadi “menghasil-
kan rencana zonasi 
wilayah pesisir dan 
pulau- pulau kecil 
yang diintegrasikan 
ke dalam peren-
canaan tata ruang 
wilayah provinsi” 
(Ayat 3)

•	 Tambahan aturan 
mengenai pengin-
tegrasian rencana 
zonasi Kawasan 
strategis ke dalam 
rencana tata ruang 
Kawasan strategis 
nasional (Ayat 5)

•	 Tambahan aturan 
apabila Rencana 
tata ruang telah 
ditetapkan maka 
pengintegrasian 
dilakukan saat 
peninjauan kembali 
(Ayat 6) 

•	 Tambahan aturan 
mengenai pengin-
tegrasian rencana 
zonasi (Ayat 7)
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TAN

UNDANG-UNDANG CIPTA 
KERJA

RANGKUMAN PERU-
BAHAN

(5) Ketentuan lebih lanjut men-
genai perencanaan ruang 
Laut sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur dengan 
Peraturan Pemerintah. 

(5) Rencana zonasi kawasan 
strategis nasional diinte-
grasikan ke dalam rencana 
tata ruang kawasan strategis 
nasional. 

(6) Dalam hal perencanaan 
tata ruang Laut nasional 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a sudah 
ditetapkan, pengintegrasian 
dilakukan pada saat penin-
jauan kembali Rencana Tata 
Ruang Wilayah Nasional. 

(7) Dalam hal rencana zonasi 
kawasan strategis nasional 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) sudah ditetapkan, 
pengintegrasian dilakukan 
pada saat peninjauan kem-
bali rencana tata ruang 
kawasan strategis nasional. 

(8) Ketentuan lebih lanjut men-
genai perencanaan ruang 
Laut sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur dalam 
Peraturan Pemerintah.
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TOPIK UNDANG-UNDANG KELAU-
TAN

UNDANG-UNDANG CIPTA 
KERJA

RANGKUMAN PERU-
BAHAN

Pengelolaan 
Ruang Laut

Pasal 43A sebelumnya tidak ada 
dalam UU Kelautan

Pasal 43A
(1) Perencanaan ruang Laut se-

bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 43 ayat (1) dilakukan 
secara berjenjang dan kom-
plementer. 

(2) Penyusunan perencanaan 
ruang Laut yang dilaku-
kan secara berjenjang dan 
komplementer sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) mer-
upakan penyusunan antara: 

(1) rencana tata ruang Laut; 
(2) rencana zonasi kawasan an-

tar wilayah, rencana zonasi 
kawasan strategis nasional, 
dan rencana zonasi kawasan 
strategis nasional tertentu; 
dan 

(3) rencana zonasi wilayah pesi-
sir dan pulau-pulau kecil. 

(3) Perencanaan ruang Laut 
secara berjenjang dilakukan 
dengan cara rencana tata 
ruang laut sebagaimana di-
maksud pada ayat (2) huruf 
a dijadikan acuan dalam 
penyusunan rencana zonasi 
kawasan antar wilayah, ren-
cana zonasi kawasan strate-
gis nasional, rencana zonasi 
kawasan strategis nasional 
tertentu, dan rencana zonasi 
wilayah pesisir dan pulau-pu-
lau kecil. 

•	 Tambahan aturan 
mengenai Peren-
canaan ruang laut 
secara berjenjang 
dan komplementer 
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(4) Rencana zonasi kawasan an-
tar wilayah, rencana zonasi 
kawasan strategis nasional, 
dan rencana zonasi kawasan 
strategis nasional tertentu 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf b menjadi 
acuan bagi penyusunan ren-
cana zonasi wilayah pesisir 
dan pulau- pulau kecil. 

(5) Perencanaan ruang Laut 
secara komplementer se-
bagaimana dimaksucd pada 
ayat (1) merupakan penata-
an rencana tata ruang Laut, 
rencana zonasi kawasan an-
tar wilayah, rencana zonasi 
kawasan strategis nasional, 
rencana zonasi kawasan 
strategis nasional tertentu, 
dan rencana zonasi wilayah 
pesisir dan pulau-pulau 
kecil sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) disusun sal-
ing melengkapi satu sama 
lain dan bersinergi sehingga 
tidak terjadi tumpang tindih 
pengaturan.
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TOPIK UNDANG-UNDANG KELAU-
TAN

UNDANG-UNDANG CIPTA 
KERJA

RANGKUMAN PERU-
BAHAN

Pengelolaan 
Ruang Laut

Pasal 47 
(1) Setiap orang yang melaku-

kan pemanfaatan ruang Laut 
secara menetap di wilayah 
perairan dan wilayah yu-
risdiksi wajib memiliki izin 
lokasi. 

(2) Izin lokasi yang berada di 
wilayah pesisir dan pulau- 
pulau kecil dilakukan sesuai 
dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(3) Setiap orang yang melaku-
kan pemanfaatan ruang Laut 
secara menetap di wilayah 
perairan dan wilayah yu-
risdiksi yang tidak sesuai 
dengan izin yang diberikan 
dikenai sanksi administratif 
berupa: 

a. peringatan tertulis; 
b. penghentian sementara 

kegiatan; 
c. penutupan lokasi; 
d. pencabutan izin; 
e. pembatalan izin; dan/atau 
f. denda administratif. 

(4)  Ketentuan mengenai izin 
lokasi di Laut yang berada di 
wilayah perairan dan wilayah 
yurisdiksi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan 
tata cara pengenaan sanksi 
administratif sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dia-
tur dengan Peraturan Pemer-
intah. 

Pasal 47 
(1) Setiap orang yang melaku-

kan pemanfaatan ruang Laut 
secara menetap di wilayah 
perairan dan wilayah yuris-
diksi wajib memiliki Perizinan 
Berusaha terkait peman-
faatan di Laut. 

(2) Ketentuan sebagamana 
dimaksud pada ayat (1) 
dikecualikan bagi mas-
yarakat yang melakukan 
pemanfaatan di Laut untuk 
memenuhi kebutuhan se-
hari-hari. 

(3) Perizinan Berusaha terkait 
pemanfaatan di Laut dilaku-
kan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undan-
gan. 

(4) Setiap orang yang melaku-
kan pemanfaatan ruang Laut 
secara menetap di wilayah 
perairan dan wilayah yu-
risdiksi yang tidak sesuai 
dengan Perizinan Berusaha 
terkait pemanfaatan di Laut 
yang diberikan dikenai sanksi 
administratif. 

(5) Ketentuan mengenai Per-
izinan Berusaha terkait 
pemanfaatan di Laut yang 
berada di wilayah perairan 
dan wilayah yurisdiksi se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan tata cara pen-
genaan sanksi administratif 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) diatur dalam Pera-
turan Pemerintah. 

•	 Perubahan izin loka-
si menjadi Perizinan 
Berusaha 

•	 Tambahan klausal 
pengecualian izin 
berusaha terhadap 
masyarakat yang 
memanfaatkan laut 
untuk kebutuhan 
sehari-hari (Ayat 2)

•	 Terdapat aturan 
mengenai sanksi 
administratif terh-
adap pemanfaatan 
tidak sesuai izin 
usaha (Ayat 4) 
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TOPIK UNDANG-UNDANG KELAU-
TAN

UNDANG-UNDANG CIPTA 
KERJA

RANGKUMAN PERU-
BAHAN

Pengelolaan 
Ruang Laut

Pasal 47A sebelumnya tidak ada 
dalam UU Kelautan

Pasal 47A
(1) Perizinan Berusaha peman-

faatan di Laut sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 
47 diberikan berdasarkan 
rencana tata ruang dan/atau 
rencana zonasi. 

(2) Perizinan Berusaha peman-
faatan di Laut sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
diberikan untuk kegiatan: 

a. biofarmakologi laut; 
b. bioteknologi laut; 
c. pemanfaatan air laut selain 

energi; 
d. wisata bahari; 
e. pengangkatan benda muatan 

kapal tenggelam; 
f. telekomunikasi; 
g. instalasi ketenagalistrikan; 
h. perikanan; 
i. perhubungan; 
j. kegiatan usaha minyak dan 

gas bumi; 
k. kegiatan usaha pertamban-

gan mineral dan batu bara; 
l. pengumpulan data dan pe-

nelitian; 
m. pertahanan dan keamanan; 
n. penyediaan sumber daya air; 
o. pulau buatan; 
p. dumping; 
q. mitigasi bencana; dan 
r. kegiatan pemanfaatan ruang 

Laut lainnya. 
(3) Ketentuan lebih lanjut men-

genai kegiatan pemanfaatan 
ruang Laut sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (2) 
diatur dalam Peraturan Pe-
merintah. 

Pasal 47 
•	 Penambahan aturan 

mengenai perizinan 
berusaha peman-
faatan di laut ber-
dasarkan rencana 
zonasi 

•	 Ketentuan lebih 
lanjut diatur dalam 
Peraturan Pemerin-
tah 
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TAN

UNDANG-UNDANG CIPTA 
KERJA

RANGKUMAN PERU-
BAHAN

Penge-
lolaan 
Ruang 
Laut

Pasal 48 
Setiap orang yang melaku-
kan pemanfaatan ruang Laut 
sesuai dengan rencana zonasi 
dapat diberi insentif sesuai 
dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

Pasal 48 
Setiap orang yang melaku-
kan pemanfaatan sumber 
daya kelautan sesuai dengan 
rencana tata ruang dan/
atau rencana zonasi dapat 
diberi insentif sesuai dengan 
ketentuan peraturan perun-
dang-undangan. 

•	Tambahan klausal 
“sumber daya kelau-
tan”

Penge-
lolaan 
Ruang 
Laut

Pasal 49
Setiap orang yang melaku-
kan pemanfaatan ruang Laut 
secara menetap yang tidak 
memiliki izin lokasi sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 
47 ayat (1) dipidana den-
gan pidana penjara paling 
lama 6 (enam) tahun dan 
pidana denda paling banyak 
Rp20.000.000.000,00 (dua pu-
luh miliar rupiah).

Pasal 49
Setiap orang yang melaku-
kan pemanfaatan ruang Laut 
secara menetap yang tidak 
memiliki Perizinan Berusaha 
terkait pemanfaatan di Laut 
sebagaimana dimaksud da-
lam Pasal 47 ayat (3) dikenai 
sanksi administratif. 

•	Perubahan sanksi 
pidana menjadi 
sanksi administratif 

•	Perubahan Izin loka-
si menjadi perizinan 
berusaha 
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TAN

UNDANG-UNDANG CIPTA 
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RANGKUMAN PERU-
BAHAN

Penge-
lolaan 
Ruang 
Laut

Pasal 49A sebelumnya tidak 
ada dalam UU Kelautan

Pasal 49A
a. Sanksi administra-

tif sebagaimana 
dimaksud dalam 
Pasal 49 dapat 
berupa: 

a. peringatan tertu-
lis;

b. penghentian se-
mentara kegiatan;

c. penutupan lokasi;
d. pencabutan Per-

izinan Berusaha;
e. pembatalan Per-

izinan Berusaha; 
dan/atau f. denda 
administratif. 

b. Ketentuan lebih 
lanjut mengenai 
kriteria, jenis, 
besaran denda, 
dan tata cara 
pengenaan sank-
si administratif 
sebagaimana di-
maksud pada ayat 
(1) diatur dalam 
Peraturan Pemer-
intah. 

•	Tambahan aturan 
mengenai rincian 
sanksi administratif
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TAN

UNDANG-UNDANG CIPTA 
KERJA

RANGKUMAN PERU-
BAHAN

Penge-
lolaan 
Ruang 
Laut

Pasal 49B sebelumnya tidak 
ada dalam UU Kelautan

Pasal 49B 
Setiap orang yang melaku-
kan pemanfaatan ruang Laut 
secara menetap yang tidak 
memiliki Perizinan Berusa-
ha terkait pemanfaatan di 
Laut sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 47 ayat (1) yang 
mengakibatkan perubahan 
fungsi ruang dipidana den-
gan pidana penjara paling 
lama 6 (enam) tahun dan 
pidana denda paling banyak 
Rp20.000.000.000,00 (dua 
puluh miliar rupiah).

•	Tambahan aturan 
mengenai sanksi 
pidana terhadap 
pemanfaatan ruang 
laut tanpa izin usa-
ha yang berakibat 
perubahan fungsi 
ruang 
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4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial

TOPIK UU INFORMASI GEOSPA-
SIAL

UU CIPTA KERJA RANGKUMAN PEN-
JELASAN

Ketentuan 
Umum

Pasal 1
(1) Spasial adalah aspek keruan-

gan suatu objek atau keja-
dian yang mencakup lokasi, 
letak, dan posisinya. 

(2) Geospasial atau ruang ke-
bumian adalah aspek keru-
angan yang menunjukkan 
lokasi, letak, dan posisi suatu 
objek atau kejadian yang be-
rada di bawah, pada, atau di 
atas permukaan bumi yang 
dinyatakan dalam sistem 
koordinat tertentu. 

(3) Data Geospasial yang selan-
jutnya disingkat DG adalah 
data tentang lokasi geograf-
is, dimensi atau ukuran, dan/
atau karakteristik objek alam 
dan/atau buatan manusia 
yang berada di bawah, pada, 
atau di atas permukaan 
bumi. 

(4) Informasi Geospasial yang 
selanjutnya disingkat IG 
adalah DG yang sudah diolah 
sehingga dapat digunakan 
sebagai alat bantu dalam pe-
rumusan kebijakan, pengam-
bilan keputusan, dan/atau 
pelaksanaan kegiatan yang 
berhubungan dengan ruang 
kebumian. 

Pasal 1 
(1) Spasial adalah aspek keruan-

gan suatu objek atau keja-
dian yang mencakup lokasi, 
letak, dan posisinya. 

(2) Geospasial atau ruang ke-
bumian adalah aspek keru-
angan yang menunjukkan 
lokasi, letak, dan posisi suatu 
objek atau kejadian yang be-
rada di bawah, pada, atau di 
atas permukaan bumi yang 
dinyatakan dalam sistem 
koordinat tertentu. 

(3) Data Geospasial yang selan-
jutnya disingkat DG adalah 
data tentang lokasi geograf-
is, dimensi atau ukuran, dan/
atau karakteristik objek alam 
dan/atau buatan manusia 
yang berada di bawah, pada, 
atau di atas permukaan 
bumi. 

(4) Informasi Geospasial yang 
selanjutnya disingkat IG 
adalah DG yang sudah diolah 
sehingga dapat digunakan 
sebagai alat bantu dalam pe-
rumusan kebijakan, pengam-
bilan keputusan, dan/atau 
pelaksanaan kegiatan yang 
berhubungan dengan ruang 
kebumian. 

•	 Penghapusan angka 
13 mengenai Peta 
Lingkungan 

•	 Perubahan angka 14 
yang semula men-
genai Peta Lingkun-
gan menjadi perihal 
pemerintah pusat
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SIAL

UU CIPTA KERJA RANGKUMAN PEN-
JELASAN

(5) Informasi Geospasial Dasar 
yang selanjutnya disingkat 
IGD adalah IG yang berisi 
tentang objek yang dapat 
dilihat secara langsung atau 
diukur dari kenampakan fisik 
di muka bumi dan yang tidak 
berubah dalam waktu yang 
relatif lama. 

(6) Informasi Geospasial Tematik 
yang selanjutnya disingkat 
IGT adalah IG yang meng-
gambarkan satu atau lebih 
tema tertentu yang dibuat 
mengacu pada IGD. 

(7) Skala adalah angka perband-
ingan antara jarak dalam 
suatu IG dengan jarak sebe-
narnya di muka bumi. 

(8) Titik Kontrol Geodesi adalah 
posisi di muka bumi yang 
ditandai dengan bentuk fisik 
tertentu yang dijadikan se-
bagai kerangka acuan posisi 
untuk IG. 

(9) Jaring Kontrol Horizontal 
Nasional yang selanjutn-
ya disingkat JKHN adalah 
sebaran titik kontrol geodesi 
horizontal yang terhubung 
satu sama lain dalam satu 
kerangka referensi. 

(10) Jaring Kontrol Vertikal Nasi-
onal yang selanjutnya dising-
kat JKVN adalah sebaran titik 
kontrol geodesi vertikal yang 
terhubung satu sama lain 
dalam satu kerangka refer-
ensi. 

(5) Informasi Geospasial Dasar 
yang selanjutnya disingkat 
IGD adalah IG yang berisi 
tentang objek yang dapat 
dilihat secara langsung atau 
diukur dari kenampakan fisik 
di muka bumi dan yang tidak 
berubah dalam waktu yang 
relatif lama. 

(6) Informasi Geospasial Tematik 
yang selanjutnya disingkat 
IGT adalah IG yang meng-
gambarkan satu atau lebih 
tema tertentu yang dibuat 
mengacu pada IGD. 

(7) Skala adalah angka perband-
ingan antara jarak dalam 
suatu IG dengan jarak sebe-
narnya di muka bumi. 

(8) Titik Kontrol Geodesi adalah 
posisi di muka bumi yang 
ditandai dengan bentuk fisik 
tertentu yang dijadikan se-
bagai kerangka acuan posisi 
untuk IG. 

(9) Jaring Kontrol Horizontal 
Nasional yang selanjutn-
ya disingkat JKHN adalah 
sebaran titik kontrol geodesi 
horizontal yang terhubung 
satu sama lain dalam satu 
kerangka referensi. 

(10) Jaring Kontrol Vertikal Nasi-
onal yang selanjutnya dising-
kat JKVN adalah sebaran titik 
kontrol geodesi vertikal yang 
terhubung satu sama lain 
dalam satu kerangka refer-
ensi. 
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SIAL

UU CIPTA KERJA RANGKUMAN PEN-
JELASAN

(11) Jaring Kontrol Gayaberat 
Nasional yang selanjutn-
ya disingkat JKGN adalah 
sebaran titik kontrol geodesi 
gayaberat yang terhubung 
satu sama lain dalam satu 
kerangka referensi. 

(12) Peta Rupabumi Indone-
sia adalah peta dasar yang 
memberikan informasi secara 
khusus untuk wilayah darat. 

(13) Peta Lingkungan Pantai 
Indonesia adalah peta dasar 
yang memberikan informasi 
secara khusus untuk wilayah 
pesisir. 

(14) Peta Lingkungan Laut Nasi-
onal adalah peta dasar yang 
memberikan informasi secara 
khusus untuk wilayah laut. 

(15) Pemerintah adalah Pres-
iden Republik Indonesia 
yang memegang kekuasaan 
pemerintahan negara Repub-
lik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Un-
dang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

(16) Pemerintah daerah adalah 
gubernur, bupati atau wa-
likota, dan perangkat daerah 
sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah. 

(11) Jaring Kontrol Gayaberat 
Nasional yang selanjutn-
ya disingkat JKGN adalah 
sebaran titik kontrol geodesi 
gayaberat yang terhubung 
satu sama lain dalam satu 
kerangka referensi. 

(12) Peta Rupabumi Indone-
sia adalah peta dasar yang 
memberikan informasi yang 
mencakup wilayah darat, 
pantai dan laut. 

(13) Dihapus. 
(14) Pemerintah Pusat adalah 

Presiden Republik Indonesia 
yang memegang kekuasaan 
pemerintahan negara Repub-
lik Indonesia yang dibantu 
oleh Wakil Presiden dan 
Menteri sebagaimana dimak-
sud dalam Undang- Undang 
Dasar Negara Republik Indo-
nesia Tahun 1945. 

(15) Pemerintah Daerah adalah 
kepala daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintah-
an Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemer-
intahan yang menjadi ke-
wenangan daerah otonom. 

(16) Badan adalah lembaga 
pemerintah nonkementeri-
an yang mempunyai tugas, 
fungsi, dan kewenangan 
yang membidangi urusan 
tertentu dalam hal ini bidang 
penyelenggaraan IGD. 
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(17) Badan adalah lembaga 
pemerintah nonkementeri-
an yang mempunyai tugas, 
fungsi, dan kewenangan 
yang membidangi urusan 
tertentu dalam hal ini bidang 
penyelenggaraan IGD. 

(18) Instansi Pemerintah adalah 
kementerian dan lembaga 
pemerintah nonkementerian. 

(19) Setiap orang adalah orang 
perseorangan, kelompok 
orang, atau badan usaha. 

(20) Badan Usaha adalah badan 
usaha milik negara, badan 
usaha milik daerah, atau 
badan usaha yang berbadan 
hukum. 

(17) Instansi Pemerintah adalah 
kementerian dan lembaga 
pemerintah nonkementerian. 

(18) Setiap orang adalah orang 
perseorangan, kelompok 
orang, atau badan usaha. 

(19) Badan Usaha adalah badan 
usaha milik negara, badan 
usaha milik daerah, atau 
badan usaha yang berbadan 
hukum.

Informasi 
Geospasial 
Dasar

Pasal 7 
Peta dasar sebagaimana dimak-

sud dalam Pasal 5 huruf b 
berupa: 

1. Peta Rupabumi Indonesia; 
2. Peta Lingkungan Pantai In-

donesia; dan 
3. Peta Lingkungan Laut Nasi-

onal. 

Pasal 7 
(1)  Peta dasar sebagaimana di-

maksud dalam Pasal 5 huruf 
b terdiri atas: 

a. garis pantai
b. hipsografi;
c. perairan;
d. nama rupabumi;
e. batas wilayah; 
f. transportasi dan utilitas
g. bangunan dan fasilitas 

umum;
h. penutup lahan. 
(2) Peta dasar sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) be-
rupa Peta Rupabumi Indone-
sia. 

(3) Peta Rupabumi Indonesia 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) mencakup wilayah 
darat dan wilayah laut, ter-
masuk wilayah pantai. 

•	 Tambahan aturan 
mengenai rincian 
peta dasar 
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Informasi 
Geospasial 
Dasar

Pasal 12
Peta dasar sebagaimana dimak-

sud dalam Pasal 5 huruf b 
terdiri atas: 

a. garis pantai; 
b. hipsografi; 
c. perairan; 
d. nama rupabumi; 
e. batas wilayah; 
f. transportasi dan utilitas; 
g. bangunan dan fasilitas 

umum; dan 
h. penutup lahan. 

Pasal 12 dihapuskan dalam UU 
Cipta Kerja

•	 Penghapusan aturan 
mengenai Peta 
Dasar

Informasi 
Geospasial 
Dasar

Pasal 13
(1) Garis pantai sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 12 
huruf a merupakan garis 
pertemuan antara daratan 
dengan lautan yang dipen-
garuhi oleh pasang surut air 
laut. 

(2) Garis pantai sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) terdiri 
atas: 

5. garis pantai surut terendah
6. garis pantai pasang terting-

gi; dan
7. garis pantai tinggi muka air 

laut rata-rata. 
(3) Pada Peta Rupabumi Indone-

sia, garis pantai ditetapkan 
berdasarkan garis kedudu-
kan muka air laut rata-rata. 

(4) Pada Peta Lingkungan Pantai 
Indonesia dan Peta Lingkun-
gan Laut Nasional, garis 
pantai ditetapkan berdasar-
kan kedudukan muka air laut 
surut terendah. 

(5) Garis pantai sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) 
ditentukan dengan mengacu 
pada JKVN. 

Pasal 13
(1) Garis pantai sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 ayat 
(1) huruf a merupakan garis 
pertemuan antara daratan 
dengan lautan yang dipen-
garuhi oleh pasang surut air 
laut. 

(2) Garis pantai sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) terdiri 
atas:

1. garis pantai pasang terting-
gi;

2. garis pantai tinggi muka air 
laut rata-rata; dan 

3. garis pantai surut terendah.
(3) Garis pantai sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) 
ditentukan dengan mengacu 
pada JKVN. 

•	 Perubahan letak 
pasal yang dimak-
sud semula 12 huruf 
a menjadi 7 ayat (1) 
huruf a 

•	 Penghapusan aturan 
mengenai Peta Rup-
abumi dalam ayat 3

•	 Penghapusan aturan 
mengenai peta 
lingkungan pantai 
dan laut ayat 4

•	 Pemindahan ayat 
5 menjadi ayat 3 
dalam UU CK 
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Informasi 
Geospasial 
Dasar

Pasal 17
1. IGD diselenggarakan secara 

bertahap dan sistematis un-
tuk seluruh wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia 
dan wilayah yurisdiksinya. 

2.  IGD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dimutakhirkan 
secara periodik dalam jangka 
waktu tertentu. 

3. Dalam hal terjadi bencana 
alam, perang, pemekaran 
atau perubahan wilayah 
administratif, atau kejadi-
an lainnya yang berakibat 
berubahnya unsur IGD se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 sehingga mempen-
garuhi pola dan struktur 
kehidupan masyarakat, 
pemutakhiran IGD harus 
dilakukan tanpa menunggu 
pemutakhiran secara perio-
dik sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2). 

4. Ketentuan lebih lanjut 
mengenai norma, standar, 
prosedur, dan kriteria pemu-
takhiran IGD diatur dengan 
Peraturan Kepala Badan. 

5. Ketentuan lebih lanjut men-
genai jangka waktu pemu-
takhiran IGD diatur dalam 
Peraturan Pemerintah. 

Pasal 17
1. IGD diselenggarakan secara 

bertahap dan sistematis un-
tuk seluruh wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia 
dan wilayah yurisdiksinya. 

2. IGD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dimutakhirkan 
secara periodik dalam jangka 
waktu tertentu atau sewak-
tu-waktu apabila diperlukan. 

3. Pemuktahiran IGD sewak-
tu-waktu apabila diperlukan 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dilakukan dalam 
hal terjadi bencana alam, 
perang, pemekaran atau 
perubahan wilayah adminis-
tratif, atau kejadian lainnya 
yang berakibat berubahnya 
unsur IGD sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 
sehingga mempengaruhi 
pola dan struktur kehidupan 
masyarakat. 

4. IGD ditetapkan oleh Pemer-
intah Pusat. 

5. Ketentuan lebih lanjut 
mengenai norma, stan-
dar, prosedur, kriteria, dan 
jangka waktu pemutakhiran 
IGD diatur dalam Peraturan 
Pemerintah. 

•	 Tambahan klausal 
“sewaktu-waktu 
diperlukan” (Ayat 1)
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Informasi 
Geospasial 
Dasar

Pasal 18
(1) Peta Rupabumi Indonesia se-

bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 7 huruf a diselenggara-
kan pada skala 1:1.000.000, 
1:500.000, 1:250.000, 
1:100.000, 1:50.000, 
1:25.000, 1:10.000, 1:5.000, 
1:2.500, dan 1:1.000. 

(2) Peta Lingkungan Pantai 
Indonesia sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 7 huruf 
b diselenggarakan pada 
skala 1:250.000, 1:50.000, 
1:25.000, dan 1:10.000. 

(3) Peta Lingkungan Laut Na-
sional sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 7 huruf c 
diselenggarakan pada skala 
1:500.000, 1:250.000, dan 
1:50.000. 

Pasal 18 
(1) Peta Rupabumi Indonesia se-

bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 7 ayat (2) diselengga-
rakan pada skala 1:1.000, 
1:5.000, 1:25.000, 1:50.000, 
1:250.000, 1:1.000.000. 

(2) Peta Rupabumi Indonesia 
skala 1:1.000 diselenggara-
kan pada wilayah tertentu 
sesuai dengan kebutuhan. 

(3)  Peta Rupabumi Indonesia 
selain pada skala sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
dapat diselenggarakan pada 
skala lain sesuai dengan 
kebutuhan. 

•	 Perubahan dalam 
ayat 2 yang semula 
membahas peta 
lingkungan pantai 
Indonesia menja-
di peta rupabumi 
Indonesia 

•	 Perubahan dalam 
ayat 3 yang semula 
membahas peta 
lingkungan pantai 
Indonesia menja-
di peta rupabumi 
Indonesia 

Penyeleng-
gara Infor-
masi Geo-
spasial

Pasal 22A sebelumnya tidak ada 
dalam UU Informasi Geospa-
sial 

Pasal 22A
(1) Penyelenggaraan IGD se-

bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 22 ayat (1) dapat 
dilakukan melalui kerja sama 
antara Pemerintah Pusat 
dengan badan usaha milik 
negara. 

(2) Ketentuan lebih lanjut men-
genai kerja sama Pemerintah 
Pusat dengan badan usaha 
milik negara sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) diatur 
dalam Peraturan Presiden. 

•	 Tambahan aturan 
mengenai penye-
lenggaraan IGD

•	 Tambahan aturan 
mengenai ketentuan 
lebih lanjut penye-
lenggaraan IGD 
diatur oleh peratur-
an presiden 
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Penyeleng-
gara Infor-
masi Geo-
spasial 

Pasal 28 
(1) Pengumpulan DG harus 

memperoleh izin apabila: 
a. dilakukan di daerah terla-

rang;
b. berpotensi menimbulkan 

bahaya; atau
c. menggunakan wahana milik 

asing selain satelit. 
(2) Izin sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dimaksudkan 
untuk menjamin kesela-
matan dan keamanan bagi 
pengumpul data dan bagi 
masyarakat. 

(3) Ketentuan lebih lanjut men-
genai tata cara memperoleh 
izin sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur dengan 
Peraturan Pemerintah. 

Pasal 28 
(1) Pengumpulan Data Geo-

spasial harus memperoleh 
persetujuan dari Pemerintah 
Pusat apabila: 

a. dilakukan di daerah terlarang; 
b. berpotensi menimbulkan ba-

haya; atau 
c. menggunakan tenaga asing 

dan wahana milik asing se-
lain satelit. 

(2) Persetujuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) di-
maksudkan untuk menjamin 
keselamatan dan keamanan 
bagi pengumpul data dan 
bagi masyarakat. 

(3) Ketentuan lebih lanjut men-
genai tata cara memperoleh 
persetujuan sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) diatur 
dalam Peraturan Pemerintah. 

•	 Perubahan “izin” 
menjadi “persetu-
juan” 

Pelaksana 
Informasi 
Geospasial

Pasal 55
(1) Pelaksanaan IG sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 54 
yang dilakukan oleh orang 
perseorangan wajib me-
menuhi kualifikasi kompeten-
si yang dikeluarkan oleh lem-
baga yang berwenang sesuai 
dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Pelaksanaan IG yang dilaku-
kan oleh kelompok orang 
wajib memenuhi kualifikasi 
sebagai kelompok yang 
bergerak di bidang IG sesuai 
dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 55 
(1) Pelaksanaan IG sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 54 
yang dilakukan oleh: 

a. orang perseorangan wajib 
memenuhi kualifikasi sebagai 
tenaga profesional yang 
tersertifikasi di bidang IG; 

b. kelompok orang wajib me-
menuhi klasifikasi dan kualifi-
kasi sebagai penyedia jasa 
di bidang IG serta memiliki 
tenaga profesional yang ter-
sertifikasi di bidang IG; atau 

c. badan usaha wajib me-
menuhi persyaratan adminis-
tratif dan persyaratan teknis. 

(2) Ketentuan lebih lanjut men-
genai pelaksanaan IG yang 
dilaksanakan oleh orang 
perseorangan, kelompok 
orang, dan badan usaha 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur dalam Pera-
turan Pemerintah. 

•	 Tambahan pihak 
yang melaksanakan 
informasi geospa-
sial menjadi orang 
perseorangan, 
kelompok orang 
wajib memenuhi 
klasifikasi, dan 
badan usaha (Ayat 
1) 

•	 Peruabahn klausal 
yang semula mem-
bahas pelaksanaan 
IG , menjadi keten-
tuan lebih lanjut 
dalam Peraturan 
Pemerintah
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Pelaksana 
Informasi 
Geospasial

Pasal 56 
(1) Pelaksanaan IG yang dilaku-

kan oleh badan usaha wajib 
memenuhi:

(2) Persyaratan administratif 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a paling sedik-
it meliputi: 

a. akte pendirian badan hukum 
Indonesia; dan 

b. izin usaha sesuai dengan 
ketentuan peraturan perun-
dang-undangan. 

(3) Persyaratan teknis se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b meliputi: 

a. memiliki sertifikat yang me-
menuhi klasifikasi dan kualifi-
kasi sebagai penyedia jasa di 
bidang IG; dan 

b. memiliki tenaga profesional 
yang tersertifikasi di bidang 
IG. 

(4) Sertifikasi sebagaimana di-
maksud pada ayat (3) huruf 
a dilakukan oleh lembaga 
independen yang telah 
mendapat akreditasi dari 
Badan. 

(5) Sertifikat tenaga profesion-
al sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) huruf b diter-
bitkan oleh lembaga yang 
berwenang sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Kepala 
Badan. 

(6) Ketentuan lebih lanjut men-
genai tata cara sertifikasi 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) diatur dengan Pera-
turan Kepala Badan. 

Pasal 56 dihapuskan dalam UU 
Cipta Kerja

•	 Penghapusan aturan 
mengenai pelaksa-
naan informasi geo-
spasial oleh badan 
usaha 
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Ketentuan 
Umum

Pasal 1
1. Lingkungan hidup adalah ke-

satuan ruang dengan semua 
benda, daya, keadaan, dan 
makhluk hidup, termasuk 
manusia dan perilakunya, 
yang mempengaruhi alam 
itu sendiri, kelangsungan 
perikehidupan, dan kese-
jahteraan manusia serta 
makhluk hidup lain. 

2. Perlindungan dan pengelo-
laan lingkungan hidup adalah 
upaya sistematis dan terpa-
du yang dilakukan untuk me-
lestarikan fungsi lingkungan 
hidup dan mencegah terjad-
inya pencemaran dan/atau 
kerusakan lingkungan hidup 
yang meliputi perencanaan, 
pemanfaatan, pengendalian, 
pemeliharaan, pengawasan, 
dan penegakan hukum. 

3. Pembangunan berkelanju-
tan adalah upaya sadar dan 
terencana yang memadukan 
aspek lingkungan hidup, 
sosial, dan ekonomi ke da-
lam strategi pembangunan 
untuk menjamin keutuhan 
lingkungan hidup serta 
keselamatan, kemampuan, 
kesejahteraan, dan mutu 
hidup generasi masa kini dan 
generasi masa depan. 

Pasal 1
1. Lingkungan hidup adalah ke-

satuan ruang dengan semua 
benda, daya, keadaan, dan 
makhluk hidup, termasuk 
manusia dan perilakunya, 
yang mempengaruhi alam 
itu sendiri, kelangsungan 
perikehidupan, dan kese-
jahteraan manusia serta 
makhluk hidup lain. 

2. Perlindungan dan pengelo-
laan lingkungan hidup adalah 
upaya sistematis dan terpa-
du yang dilakukan untuk me-
lestarikan fungsi lingkungan 
hidup dan mencegah terjad-
inya pencemaran dan/atau 
kerusakan lingkungan hidup 
yang meliputi perencanaan, 
pemanfaatan, pengendalian, 
pemeliharaan, pengawasan, 
dan penegakan hukum. 

3. Pembangunan berkelanju-
tan adalah upaya sadar dan 
terencana yang memadukan 
aspek lingkungan hidup, 
sosial, dan ekonomi ke da-
lam strategi pembangunan 
untuk menjamin keutuhan 
lingkungan hidup serta 
keselamatan, kemampuan, 
kesejahteraan, dan mutu 
hidup generasi masa kini dan 
generasi masa depan. 

• Penghapusan 
aturan mengenai 
Izin usaha 

• Perubahan frasa 
izin lingkungan 
menjadi persetu-
juan lingkungan 
(Angka 35) 
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4. Rencana perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan 
hidup yang selanjutnya dis-
ingkat RPPLH adalah peren-
canaan tertulis yang memuat 
potensi, masalah lingkungan 
hidup, serta upaya perlind-
ungan dan pengelolaannya 
dalam kurun waktu tertentu. 

5. Ekosistem adalah tatanan 
unsur lingkungan hidup yang 
merupakan kesatuan utuh- 
menyeluruh dan saling mem-
pengaruhi dalam memben-
tuk keseimbangan, stabilitas, 
dan produktivitas lingkungan 
hidup. 

6. Pelestarian fungsi lingkun-
gan hidup adalah rangkaian 
upaya untuk memelihara 
kelangsungan daya dukung 
dan daya tampung lingkun-
gan hidup. 

7. Daya dukung lingkungan 
hidup adalah kemampuan 
lingkungan hidup untuk 
mendukung perikehidupan 
manusia, makhluk hidup 
lain, dan keseimbangan an-
tarkeduanya. 

8. Daya tampung lingkungan 
hidup adalah kemampuan 
lingkungan hidup untuk 
menyerap zat, energi, dan/
atau komponen lain yang 
masuk atau dimasukkan ke 
dalamnya. 

9. Sumber daya alam adalah 
unsur lingkungan hidup yang 
terdiri atas sumber daya 
hayati dan nonhayati yang 
secara keseluruhan mem-
bentuk kesatuan ekosistem. 

4. Rencana perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan 
hidup yang selanjutnya dis-
ingkat RPPLH adalah peren-
canaan tertulis yang memuat 
potensi, masalah lingkungan 
hidup, serta upaya perlind-
ungan dan pengelolaannya 
dalam kurun waktu tertentu. 

5. Ekosistem adalah tatanan 
unsur lingkungan hidup yang 
merupakan kesatuan utuh-
menyeluruh dan saling mem-
pengaruhi dalam memben-
tuk keseimbangan, stabilitas, 
dan produktivitas lingkungan 
hidup. 

6. Pelestarian fungsi lingkun-
gan hidup adalah rangkaian 
upaya untuk memelihara 
kelangsungan daya dukung 
dan daya tampung lingkun-
gan hidup. 

7. Daya dukung lingkungan 
hidup adalah kemampuan 
lingkungan hidup untuk 
mendukung perikehidupan 
manusia, makhluk hidup 
lain, dan keseimbangan an-
tarkeduanya. 

8. Daya tampung lingkungan 
hidup adalah kemampuan 
lingkungan hidup untuk 
menyerap zat, energi, dan/
atau komponen lain yang 
masuk atau dimasukkan ke 
dalamnya. 

9. Sumber daya alam adalah 
unsur lingkungan hidup yang 
terdiri atas sumber daya 
hayati dan nonhayati yang 
secara keseluruhan mem-
bentuk kesatuan ekosistem. 
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10. Kajian lingkungan hidup 
strategis, yang selanjutnya 
disingkat KLHS, adalah rang-
kaian analisis yang siste-
matis, menyeluruh, dan par-
tisipatif untuk memastikan 
bahwa prinsip pembangunan 
berkelanjutan telah menjadi 
dasar dan terintegrasi dalam 
pembangunan suatu wilayah 
dan/atau kebijakan, rencana, 
dan/atau program. 

11. Analisis mengenai dampak 
lingkungan hidup, yang 
selanjutnya disebut Amdal, 
adalah kajian mengenai 
dampak penting suatu usaha 
dan/atau kegiatan yang 
direncanakan pada lingkun-
gan hidup yang diperlukan 
bagi proses pengambilan 
keputusan tentang penye-
lenggaraan usaha dan/atau 
kegiatan. 

12. Upaya pengelolaan lingkun-
gan hidup dan upaya pe-
mantauan lingkungan hidup, 
yang selanjutnya disebut 
UKL-UPL, adalah pengelolaan 
dan pemantauan terhadap 
usaha dan/atau kegiatan 
yang tidak berdampak 
penting terhadap lingkun-
gan hidup yang diperlukan 
bagi proses pengambilan 
keputusan tentang penye-
lenggaraan usaha dan/atau 
kegiatan. 

10. Kajian lingkungan hidup 
strategis yang selanjutnya 
disingkat KLHS adalah rang-
kaian analisis yang siste-
matis, menyeluruh, dan par-
tisipatif untuk memastikan 
bahwa prinsip pembangunan 
berkelanjutan telah menjadi 
dasar dan terintegrasi dalam 
pembangunan suatu wilayah 
dan/atau kebijakan, rencana, 
dan/atau program. 

11. Analisis mengenai dampak 
lingkungan hidup yang se-
lanjutnya disebut Amdal ada-
lah Kajian mengenai dampak 
penting pada lingkungan 
hidup dari suatu usaha dan/
atau kegiatan yang diren-
canakan, untuk digunakan 
sebagai prasyarat pengam-
bilan keputusan tentang 
penyelenggaraan usaha dan/
atau kegiatan serta termuat 
dalam Perizinan Berusaha, 
atau persetujuan Pemerintah 
Pusat atau Pemerintah Daer-
ah. 

12. Upaya pengelolaan lingkun-
gan hidup dan upaya pe-
mantauan lingkungan hidup 
yang selanjutnya disebut 
UKL-UPL adalah rangkaian 
proses pengelolaan dan pe-
mantauan lingkungan hidup 
yang dituangkan dalam ben-
tuk standar untuk digunakan 
sebagai prasyarat pengambi-
lan keputusan serta termuat 
dalam Perizinan Berusaha, 
atau persetujuan Pemerintah 
Pusat atau Pemerintah Daer-
ah. 
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13. Baku mutu lingkungan hidup 
adalah ukuran batas atau 
kadar makhluk hidup, zat, 
energi, atau komponen yang 
ada atau harus ada dan/
atau unsur pencemar yang 
ditenggang keberadaannya 
dalam suatu sumber daya 
tertentu sebagai unsur 
lingkungan hidup. 

14. Pencemaran lingkungan hid-
up adalah masuk atau dima-
sukkannya makhluk hidup, 
zat, energi, dan/atau kom-
ponen lain ke dalam lingkun-
gan hidup oleh kegiatan ma-
nusia sehingga melampaui 
baku mutu lingkungan hidup 
yang telah ditetapkan. 

15. Kriteria baku kerusakan 
lingkungan hidup adalah 
ukuran batas perubahan sifat 
fisik, kimia, dan/atau hayati 
lingkungan hidup yang dapat 
ditenggang oleh lingkungan 
hidup untuk dapat tetap 
melestarikan fungsinya. 

16. Perusakan lingkungan hid-
up adalah tindakan orang 
yang menimbulkan peru-
bahan langsung atau tidak 
langsung terhadap sifat 
fisik, kimia, dan/atau hayati 
lingkungan hidup sehingga 
melampaui kriteria baku 
kerusakan lingkungan hidup. 

13. Baku mutu lingkungan hidup 
adalah ukuran batas atau 
kadar makhluk hidup, zat, 
energi, atau komponen yang 
ada atau harus ada dan/
atau unsur pencemar yang 
ditenggang keberadaannya 
dalam suatu sumber daya 
tertentu sebagai unsur 
lingkungan hidup. 

14. Pencemaran lingkungan hid-
up adalah masuk atau dima-
sukkannya makhluk hidup, 
zat, energi, dan/atau kom-
ponen lain ke dalam lingkun-
gan hidup oleh kegiatan ma-
nusia sehingga melampaui 
baku mutu lingkungan hidup 
yang telah ditetapkan. 

15. Kriteria baku kerusakan 
lingkungan hidup adalah 
ukuran batas perubahan sifat 
fisik, kimia, dan/atau hayati 
lingkungan hidup yang dapat 
ditenggang oleh lingkungan 
hidup untuk dapat tetap 
melestarikan fungsinya. 

16. Perusakan lingkungan hid-
up adalah tindakan orang 
yang menimbulkan peru-
bahan langsung atau tidak 
langsung terhadap sifat 
fisik, kimia, dan/atau hayati 
lingkungan hidup sehingga 
melampaui kriteria baku 
kerusakan lingkungan hidup. 
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17. Kerusakan lingkungan hidup 
adalah perubahan langsung 
dan/atau tidak langsung ter-
hadap sifat fisik, kimia, dan/
atau hayati lingkungan hidup 
yang melampaui kriteria 
baku kerusakan lingkungan 
hidup. 

18. Konservasi sumber daya 
alam adalah pengelolaan 
sumber daya alam untuk 
menjamin pemanfaatannya 
secara bijaksana serta kes-
inambungan ketersediaannya 
dengan tetap memelihara 
dan meningkatkan kualitas 
nilai serta keanekaragaman-
nya. 

19. Perubahan iklim adalah 
berubahnya iklim yang 
diakibatkan langsung atau 
tidak langsung oleh aktivitas 
manusia sehingga menye-
babkan perubahan kompo-
sisi atmosfir secara global 
dan selain itu juga berupa 
perubahan variabilitas iklim 
alamiah yang teramati pada 
kurun waktu yang dapat 
dibandingkan. 

20. Limbah adalah sisa suatu 
usaha dan/atau kegiatan. 

17. Kerusakan lingkungan hidup 
adalah perubahan langsung 
dan/atau tidak langsung ter-
hadap sifat fisik, kimia, dan/
atau hayati lingkungan hidup 
yang melampaui kriteria 
baku kerusakan lingkungan 
hidup. 

18. Konservasi sumber daya 
alam adalah pengelolaan 
sumber daya alam untuk 
menjamin pemanfaatannya 
secara bijaksana serta kes-
inambungan ketersediaannya 
dengan tetap memelihara 
dan meningkatkan kualitas 
nilai serta keanekaragaman-
nya. 

19. Perubahan iklim adalah 
berubahnya iklim yang 
diakibatkan langsung atau 
tidak langsung oleh aktivitas 
manusia sehingga menye-
babkan perubahan kompo-
sisi atmosfir secara global 
dan selain itu juga berupa 
perubahan variabilitas iklim 
alamiah yang teramati pada 
kurun waktu yang dapat 
dibandingkan 

20. Limbah adalah sisa suatu 
usaha dan/atau kegiatan. 
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21. Bahan berbahaya dan bera-
cun yang selanjutnya dising-
kat B3 adalah zat, energi, 
dan/atau komponen lain 
yang karena sifat, konsentra-
si, dan/atau jumlahnya, baik 
secara langsung maupun ti-
dak langsung, dapat mence-
markan dan/atau merusak 
lingkungan hidup, dan/atau 
membahayakan lingkungan 
hidup, kesehatan, serta 
kelangsungan hidup manusia 
dan makhluk hidup lain. 

22. Limbah bahan berbahaya 
dan beracun, yang selan-
jutnya disebut Limbah B3, 
adalah sisa suatu usaha dan/
atau kegiatan yang men-
gandung B3. 

23. Pengelolaan limbah B3 ada-
lah kegiatan yang meliputi 
pengurangan, penyimpanan, 
pengumpulan, pengangku-
tan, pemanfaatan, pengolah-
an, dan/atau penimbunan. 

24. Dumping (pembuangan) 
adalah kegiatan membuang, 
menempatkan, dan/atau me-
masukkan limbah dan/atau 
bahan dalam jumlah, kon-
sentrasi, waktu, dan lokasi 
tertentu dengan persyaratan 
tertentu ke media lingkun-
gan hidup tertentu. 

25. Sengketa lingkungan hidup 
adalah perselisihan antara 
dua pihak atau lebih yang 
timbul dari kegiatan yang 
berpotensi dan/atau telah 
berdampak pada lingkungan 
hidup. 

21. Bahan berbahaya dan bera-
cun yang selanjutnya dising-
kat B3 adalah zat, energi, 
dan/atau komponen lain 
yang karena sifat, konsentra-
si, dan/atau jumlahnya, baik 
secara langsung maupun ti-
dak langsung, dapat mence-
markan dan/atau merusak 
lingkungan hidup, dan/atau 
membahayakan lingkungan 
hidup, kesehatan, serta 
kelangsungan hidup manusia 
dan makhluk hidup lain. 

22. Limbah bahan berbahaya 
dan beracun yang selanjutn-
ya disebut Limbah B3 adalah 
sisa suatu usaha dan/atau 
kegiatan yang mengandung 
B3. 

23. Pengelolaan limbah B3 ada-
lah kegiatan yang meliputi 
pengurangan, penyimpanan, 
pengumpulan, pengangku-
tan, pemanfaatan, pengolah-
an, dan/atau penimbunan. 

24. Dumping (pembuangan) 
adalah kegiatan membuang, 
menempatkan, dan/atau me-
masukkan limbah dan/atau 
bahan dalam jumlah, kon-
sentrasi, waktu, dan lokasi 
tertentu dengan persyaratan 
tertentu ke media lingkun-
gan hidup tertentu. 

25. Sengketa lingkungan hidup 
adalah perselisihan antara 
dua pihak atau lebih yang 
timbul dari kegiatan yang 
berpotensi dan/atau telah 
berdampak pada lingkungan 
hidup. 
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26. Dampak lingkungan hidup 
adalah pengaruh perubahan 
pada lingkungan hidup yang 
diakibatkan oleh suatu usaha 
dan/atau kegiatan. 

27. Organisasi lingkungan hidup 
adalah kelompok orang yang 
terorganisasi dan terbentuk 
atas kehendak sendiri yang 
tujuan dan kegiatannya 
berkaitan dengan lingkungan 
hidup. 

28. Audit lingkungan hidup 
adalah evaluasi yang dilaku-
kan untuk menilai ketaatan 
penanggung jawab usaha 
dan/atau kegiatan terhadap 
persyaratan hukum dan ke-
bijakan yang ditetapkan oleh 
pemerintah. 

29. Ekoregion adalah wilayah 
geografis yang memiliki 
kesamaan ciri iklim, tanah, 
air, flora, dan fauna asli, 
serta pola interaksi manusia 
dengan alam yang meng-
gambarkan integritas sistem 
alam dan lingkungan hidup. 

30. Kearifan lokal adalah nilai-
nilai luhur yang berlaku 
dalam tata kehidupan mas-
yarakat untuk antara lain 
melindungi dan mengelola 
lingkungan hidup secara 
lestari. 

26. Dampak lingkungan hidup 
adalah pengaruh perubahan 
pada lingkungan hidup yang 
diakibatkan oleh suatu usaha 
dan/atau kegiatan. 

27. Organisasi lingkungan hidup 
adalah kelompok orang yang 
terorganisasi dan terbentuk 
atas kehendak sendiri yang 
tujuan dan kegiatannya 
berkaitan dengan lingkungan 
hidup. 

28. Audit lingkungan hidup 
adalah evaluasi yang dilaku-
kan untuk menilai ketaatan 
penanggung jawab usaha 
dan/atau kegiatan terhadap 
persyaratan hukum dan ke-
bijakan yang ditetapkan oleh 
pemerintah. 

29. Ekoregion adalah wilayah 
geografis yang memiliki 
kesamaan ciri iklim, tanah, 
air, flora, dan fauna asli, 
serta pola interaksi manusia 
dengan alam yang meng-
gambarkan integritas sistem 
alam dan lingkungan hidup. 

30. Kearifan lokal adalah nilai-
nilai luhur yang berlaku 
dalam tata kehidupan mas-
yarakat untuk antara lain 
melindungi dan mengelola 
lingkungan hidup secara 
lestari. 



142
P E D O M A N  M E M A H A M I  R U U  O M N I B U S  L A W

DNT LAWYERS

TOPIK UU NOMOR 32 TAHUN 
2009

UU  CIPTA KERJA RANGKUMAN 
PENJELASAN

31. Masyarakat hukum adat 
adalah kelompok masyarakat 
yang secara turun tem-
urun bermukim di wilayah 
geografis tertentu karena 
adanya ikatan pada asal usul 
leluhur, adanya hubungan 
yang kuat dengan lingkun-
gan hidup, serta adanya 
sistem nilai yang menentu-
kan pranata ekonomi, politik, 
sosial, dan hukum. 

32. Setiap orang adalah orang 
perseorangan atau badan 
usaha, baik yang berbadan 
hukum maupun yang tidak 
berbadan hukum. 

33. Instrumen ekonomi lingkun-
gan hidup adalah seperang-
kat kebijakan ekonomi untuk 
mendorong Pemerintah, pe-
merintah daerah, atau setiap 
orang ke arah pelestarian 
fungsi lingkungan hidup. 

34. Ancaman serius adalah an-
caman yang berdampak luas 
terhadap lingkungan hidup 
dan menimbulkan keresahan 
masyarakat. 

35. Izin lingkungan adalah izin 
yang diberikan kepada setiap 
orang yang melakukan usa-
ha dan/atau kegiatan yang 
wajib amdal atau UKL-UPL 
dalam rangka perlindungan 
dan pengelolaan lingkungan 
hidup sebagai prasyarat un-
tuk memperoleh izin usaha 
dan/atau kegiatan. 

31. Masyarakat hukum adat 
adalah kelompok masyarakat 
yang secara turun tem-
urun bermukim di wilayah 
geografis tertentu karena 
adanya ikatan pada asal usul 
leluhur, adanya hubungan 
yang kuat dengan lingkun-
gan hidup, serta adanya 
sistem nilai yang menentu-
kan pranata ekonomi, politik, 
sosial, dan hukum. 

32. Setiap orang adalah orang 
perseorangan atau badan 
usaha, baik yang berbadan 
hukum maupun yang tidak 
berbadan hukum. 

33. Instrumen ekonomi lingkun-
gan hidup adalah seperang-
kat kebijakan ekonomi untuk 
mendorong Pemerintah, pe-
merintah daerah, atau setiap 
orang ke arah pelestarian 
fungsi lingkungan hidup. 

34. Ancaman serius adalah an-
caman yang berdampak luas 
terhadap lingkungan hidup 
dan menimbulkan keresahan 
masyarakat. 

35. Persetujuan Lingkungan 
adalah Keputusan Kelaya-
kan Lingkungan Hidup atau 
Pernyataan Kesanggupan 
Pengelolaan Lingkungan Hid-
up yang telah mendapatkan 
persetujuan dari Pemerintah 
Pusat atau Pemerintah Daer-
ah. 
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36. Izin usaha dan/atau kegiatan 
adalah izin yang diterbitkan 
oleh instansi teknis untuk 
melakukan usaha dan/atau 
kegiatan. 

37. Pemerintah pusat, yang 
selanjutnya disebut Pe-
merintah, adalah Presiden 
Republik Indonesia yang 
memegang kekuasaan pe-
merintahan Negara Repub-
lik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Un-
dang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

38. Pemerintah daerah adalah 
gubernur, bupati, atau wa-
likota, dan perangkat daerah 
sebagai unsur penyelenggara 
pemerintah daerah. 

39. Menteri adalah menteri yang 
menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang per-
lindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup. 

36. Pemerintah Pusat adalah 
Presiden Republik Indonesia 
yang memegang kekuasaan 
pemerintahan negara Repub-
lik Indonesia yang dibantu 
oleh Wakil Presiden dan 
menteri sebagaimana dimak-
sud dalam Undang- Undang 
Dasar Negara Republik Indo-
nesia Tahun 1945. 

37. Pemerintah Daerah adalah 
kepala daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintah-
an Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemer-
intahan yang menjadi ke-
wenangan daerah otonom. 

38. Menteri adalah menteri yang 
menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang per-
lindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup. 
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Baku Mutu 
Lingkungan 
Hidup

Pasal 20
(1) Penentuan terjadinya pence-

maran lingkungan hidup 
diukur melalui baku mutu 
lingkungan hidup. 

(2) Baku mutu lingkungan hidup 
meliputi:

a. Baku mutu air 
b. Baku mutu air limbah 
c. Baku mutu air laut 
d. Baku mutu udara ambien 
e. Baku mutu emisi 
f. Baku mutu gangguan 
g. Baku mutu lain sesuai 

dengan perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi 

(3) Setiap orang diperbolehkan 
untuk membuang limbah 
ke media lingkungan hidup 
dengan persyaratan:

a. memenuhi baku mutu 
lingkungan hidup; dan 

b. mendapat izin dari Menteri, 
gubernur, atau bupati/wa-
likota sesuai dengan ke-
wenangannya. 

(4) Ketentuan lebih lanjut men-
genai baku mutu lingkungan 
hidup sebagaimana dimak-
sud pada ayat (2) huruf a, 
huruf c, huruf d, dan huruf 
g diatur dalam Peraturan 
Pemerintah. 

(5) Ketentuan lebih lanjut men-
genai baku mutu lingkungan 
hidup sebagaimana dimak-
sud pada ayat (2) huruf b, 
huruf e, dan huruf f diatur 
dalam peraturan menteri. 

Pasal 20
(1) Penentuan terjadinya pence-

maran lingkungan hidup 
diukur melalui baku mutu 
lingkungan hidup. 

(2) Baku mutu lingkungan hidup 
meliputi: 

a. Baku mutu air 
b. Baku mutu air limbah 
c. Baku mutu air laut 
d. Baku mutu udara ambien 
e. Baku mutu emisi 
f. Baku mutu gangguan 
g. Baku mutu lain sesuai 

dengan perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi 

(3) Setiap orang diperbolehkan 
untuk membuang limbah 
ke media lingkungan hidup 
dengan persyaratan: 

a. memenuhi baku mutu 
lingkungan hidup; dan 

b. mendapat persetujuan dari 
Pemerintah Pusat atau Pe-
merintah Daerah. 

(4) Ketentuan lebih lanjut men-
genai baku mutu lingkungan 
hidup sebagaimana dimak-
sud pada ayat (2) diatur 
dalam Peraturan Pemerintah. 

• Penghapusan 
aturan lanjutan 
diatur oleh kepu-
tusan Menteri 
menjadi diatur 
oleh Peraturan 
Pemerintah
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Amdal Pasal 24
Dokumen amdal sebagaiman 

dimaksud dalam Pasal 22 
merupakan dasar peneta-
pan keputusan kelayakan 
lingkungan hidup. 

Pasal 24
(1) Dokumen Amdal merupakan 

dasar uji kelayakan lingkun-
gan hidup untuk rencana 
usaha dan/atau kegiatan. 

(2) Uji kelayakan lingkungan 
hidup sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) dilaku-
kan oleh tim uji kelayakan 
lingkungan hidup yang 
dibentuk oleh lembaga uji 
kelayakan lingkungan hidup 
Pemerintah Pusat. 

(3) Tim uji kelayakan lingkungan 
hidup sebagaimana dimak-
sud pada ayat (2) terdiri atas 
unsur Pemerintah Pusat, 
Pemerintah Daerah, dan ahli 
bersertifikat. 

(4) Pemerintah Pusat atau 
Pemerintah Daerah mene-
tapkan Keputusan Kelayakan 
Lingkungan Hidup ber-
dasarkan hasil uji kelayakan 
lingkungan hidup. 

(5) Keputusan Kelayakan 
Lingkungan Hidup se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (4) digunakan sebagai 
persyaratan penerbitan Per-
izinan Berusaha, atau per-
setujuan Pemerintah Pusat 
atau Pemerintah Daerah. 

(6) Ketentuan lebih lanjut men-
genai tata laksana uji kelaya-
kan lingkungan hidup diatur 
dalam Peraturan Pemerintah. 

• Perubahan 
klausal “dasar 
penetapan kepu-
tusan kelaya-
kan lingkungan 
hidup” menjadi 
“dasar uji kelay-
akan lingkungan 
hidup untuk ren-
cana usaha dan/
atau kegiatan” 
(ayat 1) 

• Tambahan aturan 
mengenai uji ke-
layakan lingkun-
gan hidup (Ayat 
2) 
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Amdal Pasal 25
Dokumen amdal memuat: 
a. pengkajian mengenai 

dampak rencana 
usaha dan/atau kegiatan; 
b. evaluasi kegiatan di sekitar 

lokasi rencana usaha dan/
atau kegiatan; 

c. saran masukan serta tang-
gapan masyarakat terhadap 
rencana usaha dan/atau 
kegiatan; 

d. prakiraan terhadap besaran 
dampak serta sifat penting 
dampak yang terjadi jika 
rencana usaha dan/atau 
kegiatan tersebut dilak-
sanakan; 

e. evaluasi secara holistik ter-
hadap dampak yang terjadi 
untuk menentukan kelay-
akan atau ketidaklayakan 
lingkungan hidup; dan 

f. rencana pengelolaan dan pe-
mantauan lingkungan hidup. 

Pasal 25
Dokumen Amdal memuat:
a. pengkajian mengenai 

dampak rencana usaha dan/
atau kegiatan; 

b. evaluasi kegiatan di sekitar 
lokasi rencana usaha dan/
atau kegiatan; 

c. saran masukan serta tang-
gapan masyarakat terkena 
dampak langsung yang rele-
van terhadap rencana usaha 
dan/atau kegiatan; 

d. prakiraan terhadap besaran 
dampak serta sifat penting 
dampak yang terjadi jika 
rencana usaha dan/atau 
kegiatan tersebut dilak-
sanakan; 

e. evaluasi secara holistik ter-
hadap dampak yang terjadi 
untuk menentukan kelay-
akan atau ketidaklayakan 
lingkungan hidup; dan 

f. rencana pengelolaan dan pe-
mantauan lingkungan hidup. 

• Perubahan klaus-
al “masyarakat 
terhadap rencana 
usaha dan/atau 
kegiatan” men-
jadi “masyarakat 
terkena dampak 
langsung yang 
relevan terhadap 
rencana usaha 
dan/atau kegia-
tan” (Huruf C)
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Amdal Pasal 26
(1) Dokumen amdal sebagaima-

na dimaksud dalam Pasal 
22 disusun oleh pemrakarsa 
dengan melibatkan mas-
yarakat. 

(2) Pelibatan masyarakat ha-
rus dilakukan berdasarkan 
prinsip pemberian informasi 
yang transparan dan lengkap 
serta diberitahukan sebelum 
kegiatan dilaksanakan. 

(3) Masyarakat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) me-
liputi: 

a. yang terkena dampak; 
b. pemerhati lingkungan hidup; 

dan/atau 
c. yang terpengaruh atas segala 

bentuk keputusan dalam 
proses amdal. 

(4) Masyarakat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
dapat mengajukan keberatan 
terhadap dokumen amdal. 

Pasal 26
(1) Dokumen Amdal sebagaima-

na dimaksud dalam Pasal 
22 disusun oleh pemrakarsa 
dengan melibatkan mas-
yarakat. 

(2) Penyusunan dokumen Amdal 
dilakukan dengan melibatkan 
masyarakat yang terkena 
dampak langsung terhadap 
rencana usaha dan/atau 
kegiatan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai proses pelibatan 
masyarakat sebagaimana di-
maksud pada ayat (2) diatur 
dalam Peraturan Pemerintah.

• Penghapusan 
aturan mengenai 
rincian pelibatan 
masyarakat 

• Tambahan aturan 
mengenai keten-
tuan lebih lanjut 
oleh Peraturan 
Pemerintah 

Amdal Pasal 27 
Dalam menyusun dokumen am-

dal, pemrakarsa sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 
26 ayat (1) dapat meminta 
bantuan kepada pihak lain. 

Pasal 27 
Dalam menyusun dokumen Am-

dal, pemrakarsa sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 
26 ayat (1) dapat menunjuk 
pihak lain.

• Perubahan frasa 
“meminta ban-
tuan” menjadi 
“menunjuk” 
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Amdal Pasal 28 
(1) Penyusun amdal sebagaima-

na dimaksud dalam Pasal 26 
ayat (1) dan Pasal 27 wajib 
memiliki sertifikat kompeten-
si penyusun amdal.

(2) Kriteria untuk memperoleh 
sertifikat kompetensi peny-
usun amdal sebagaiman 
dimaksud pada ayat 1 meli-
puti:

a. Penguasaan metodologi 
penyusunan amdal 

b. Kemampuan melakukan 
pelingkupan prakiraan dan 
evaluasi dampak serta pen-
gambilan keputusan 

c. Kemampuan menysuun 
rencana pengelolaan dan pe-
mantauan lingkungan hidup 

(3) Sertifikat kompetensi peny-
usun amdal sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
diterbitkan oleh lembaga 
sertifikasi kompetensi peny-
usun amdal yang ditetapkan 
oleh Menteri sesuai dengan 
ketentuan peraturan perun-
dang-undangan 

(4) Ketentuan lebih lanjut men-
genai sertifikasi dan kriteria 
kompetensi penyusun amdal 
diatur dengan peraturan 
Menteri 

Pasal 28 
(1) Penyusun Amdal sebagaima-

na dimaksud dalam Pasal 26 
ayat (1) dan Pasal 27 wajib 
memiliki sertifikat kompeten-
si penyusun Amdal. 

(2) Ketentuan lebih lanjut men-
genai sertifikasi dan kriteria 
kompetensi penyusun Am-
dal diatur dalam Peraturan 
Pemerintah. 

• Penghapusan 
aturan rincian 
kriteria dan sert-
ifikat penyusun 
amdal 

• Aturan rincian 
kriteria dan sert-
ifikat penyusun 
amdal diatur 
dalam Peraturan 
Pemerintah 

Amdal Pasal 29
(1) Dokumen amdal dinilai oleh 

Komisi Penilai Amdal yang 
dibentuk oleh Menteri, gu-
bernur, atau bupati/walikota 
sesuai dengan kewenangan-
nya.

(2) Komisi Penilai Amdal wajib 
memiliki lisensi dari Menteri, 
bupati/walikota kewenan-
gannya. 

(3) Persyaratan dan 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) diatur dengan Pera-
turan Menteri. 

Pasal 29 dihapuskan dalam UU 
Cipta Kerja

• Penghapusan 
aturan mengenai 
penilaian doku-
men amdal oleh 
komisi penilai 
amdal 
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Amdal Pasal 30 
(1) Keanggotaan Komisi Penilai 

Amdal sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 29 terdiri 
atas wakil dari unsur: 

a. instansi lingkungan hidup; 
b. instansi teknis terkait; 
c. pakar di bidang pengetahuan 

yang terkait dengan jenis us-
aha dan/atau kegiatan yang 
sedang dikaji; 

d. pakar di bidang pengetahuan 
yang terkait dengan dampak 
yang timbul dari suatu usaha 
dan/atau kegiatan yang se-
dang dikaji; 

e. wakil dari masyarakat yang 
berpotensi terkena dampak; 
dan 

f. organisasi lingkungan hidup. 
(2) Dalam melaksanakan tu-

gasnya, Komisi Penilai Amdal 
dibantu oleh tim teknis yang 
terdiri atas pakar indepen-
den yang melakukan kajian 
teknis dan sekretariat yang 
dibentuk untuk itu. 

(3) Pakar independen dan sek-
retariat sebagaimana dimak-
sud pada ayat (3) ditetapkan 
oleh Menteri, gubernur, atau 
bupati/walikota sesuai den-
gan kewenangannya. 

Pasal 30 dihapuskan dalam UU 
Cipta Kerja

• Penghapusan 
aturan mengenai 
Keanggotaan 
Komisi Penilai 
Amdal

Amdal Pasal 31
Berdasarkan hasil penilaian 

Komisi Penilai Amdal, Men-
teri, gubernur, atau bupati/
walikota menetapkan kepu-
tusan kelayakan atau ketida-
klayakan lingkungan hidup 
sesuai dengan kewenangan-
nya. 

Pasal 31 dihapuskan dalam UU 
Cipta Kerja

• Penghapusan 
aturan menge-
nai hasil pe-
nilaian kelayakan 
lingkungan hidup 
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Amdal Pasal 32
(1) Pemerintah dan pemerintah 

daerah membantu peny-
usunan amdal bagi usaha 
dan/atau kegiatan golongan 
ekonomi lemah yang ber-
dampak penting terhadap 
lingkungan hidup. 

(2) Bantuan penyusunan amdal 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) berupa fasilitasi, 
biaya, dan/atau penyusunan 
amdal. 

(3) Kriteria mengenai usaha 
dan/atau kegiatan golon-
gan ekonomi lemah diatur 
dengan peraturan perun-
dang-undangan. 

Pasal 32 
(1) Pemerintah Pusat dan Pe-

merintah Daerah membantu 
penyusunan Amdal bagi 
usaha dan/atau kegiatan 
Usaha Mikro dan Kecil yang 
berdampak penting terhadap 
lingkungan hidup. 

(2) Bantuan penyusunan Amdal 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) berupa fasilitasi, 
biaya, dan/atau penyusunan 
Amdal. 

(3) Penentuan mengenai usaha 
dan/atau kegiatan Usaha 
Mikro dan Kecil sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan berdasarkan krite-
ria sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undan-
gan. 

• Perubahan frasa 
“ekonomi lemah” 
menjadi “kegia-
tan usaha mikro 
dan kecil” (Ayat 1 
dan Ayat 3)
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UKL-UPL Pasal 34
(1) Setiap usaha dan/atau ke-

giatan yang tidak termasuk 
dalam kriteria wajib amdal 
sebagaimana dimaksud da-
lam Pasal 23 ayat (1) wajib 
memiliki UKL- UPL. 

(2) Gubernur atau bupati/wa-
likota menetapkan jenis us-
aha dan/atau kegiatan yang 
wajib dilengkapi dengan 
UKL-UPL. 

Pasal 34
(1) Setiap usaha dan/atau ke-

giatan yang tidak berdampak 
penting terhadap Lingkun-
gan Hidup wajib memenuhi 
standar UKL-UPL. 

(2) Pemenuhan standar UKL-UPL 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dinyatakan dalam 
Pernyataan Kesanggupan 
Pengelolaan Lingkungan 
Hidup. 

(3) Berdasarkan Pernyataan 
Kesanggupan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (2), Pemerintah Pusat 
atau Pemerintah Daerah me-
nerbitkan Perizinan Berusa-
ha, atau persetujuan Pemer-
intah Pusat atau Pemerintah 
Daerah. 

(4) Pemerintah Pusat menetap-
kan jenis usaha dan/atau 
kegiatan yang wajib dileng-
kapi UKL-UPL. 

(5) Ketentuan lebih lanjut men-
genai UKL-UPL diatur dalam 
Peraturan Pemerintah. 

• Perubahan 
ketentuan “ti-
dak termasuk 
kriteria wajib 
amdal” menjadi 
“tidak berdampak 
penting terha-
dap lingkungan 
hidup” (Ayat 1)

• Aturan tambahan 
mengenai pe-
menuhan standar 
UKL-UPL dinya-
takan dalam per-
nyataan kesang-
gupan lingungan 
hidup(Ayat 2)

• Aturan tamba-
han mengenai 
pernyataan 
kesanggupan 
lingkungan hidup 
sebagai dasar 
terbitnya izin 
usaha (Ayat 3)

• Perubahan men-
genai penetapan 
jenis usaha wajib 
UKL-UPL semula 
oleh gubernur 
menjadi oleh 
Pemerintah Pusat 
(Ayat 4)

• Aturan tambahan 
mengenai keten-
tuan lebih lanjut 
dalam Peraturan 
Pemerintah (Ayat 
5) 
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UKL-UPL Pasal 35
(1) Usaha dan/atau kegiatan 

yang tidak wajib dilengkapi 
UKL-UPL sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 34 ayat 
(2) wajib membuat surat 
pernyataan kesanggupan 
pengelolaan dan pemantau-
an lingkungan hidup. 

(2) Penetapan jenis usaha dan/
atau kegiatan sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan berdasarkan krite-
ria: 

a. tidak termasuk dalam kate-
gori berdampak penting se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 23 ayat (1); dan 

b. kegiatan usaha mikro dan 
kecil. 

(3) Ketentuan lebih lanjut men-
genai UKL-UPL dan surat 
pernyataan kesanggupan 
pengelolaan dan pemantau-
an lingkungan hidup diatur 
dengan peraturan Menteri. 

Pasal 35
(1) Usaha dan/atau kegiatan 

yang tidak wajib dilengkapi 
UKL-UPL sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 34 ayat 
(4) wajib membuat surat 
pernyataan kesanggupan 
pengelolaan dan pemantau-
an lingkungan hidup yang di-
integrasikan ke dalam Nomor 
Induk Berusaha. 

(2) Penetapan jenis usaha dan/
atau kegiatan sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan terhadap kegiatan 
yang termasuk dalam kate-
gori berisiko rendah. 

(3) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai surat pernyataan 
kesanggupan pengelolaan 
dan pemantauan lingkungan 
hidup diatur dalam Peraturan 
Pemerintah. 

• Penyederhanaan 
aturan mengenai 
penetaoan jenis 
usaha terhadap 
kegiatan yang 
termasuk dalam 
kategori berisiko 
rendah (Ayat 2) 

• Perubahan 
klausal mengenai 
ketentuan leb-
ih lanjut diatur 
dalam Peraturan 
Pemerintah

UKL-UPL Pasal 36 
(1) Setiap usaha dan/atau ke-

giatan yang wajib memiliki 
amdal atau UKL-UPL wajib 
memiliki izin lingkungan. 

(2) Izin lingkungan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dit-
erbitkan berdasarkan kepu-
tusan kelayakan lingkungan 
hidup sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 31 atau 
rekomendasi UKL-UPL. 

(3) Izin lingkungan sebagaima-
na dimaksud pada ayat 
(1) wajib mencantumkan 
persyaratan yang dimuat 
dalam keputusan kelaya-
kan lingkungan hidup atau 
rekomendasi UKL-UPL. 

(4) Izin lingkungan diterbitkan 
oleh Menteri, gubernur, atau 
bupati/walikota sesuai den-
gan kewenangannya. 

Pasal 36 dihapuskan dalam UU 
Cipta Kerja
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Perizinan Pasal 37
(1) Menteri, gubernur, atau bu-

pati/walikota sesuai dengan 
kewenangannya wajib meno-
lak permohonan izin lingkun-
gan apabila permohonan 
izin tidak dilengkapi dengan 
amdal atau UKL-UPL. 

(2) Izin lingkungan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 36 
ayat (4) dapat dibatalkan 
apabila:

a. persyaratan yang diajukan 
dalam permohonan izin 
mengandung cacat hukum, 
kekeliruan, penyalahgunaan, 
serta ketidakbenaran dan/
atau pemalsuan data, doku-
men, dan/atau informasi; 

b. penerbitannya tanpa me-
menuhi syarat sebagaimana 
tercantum dalam keputusan 
komisi tentang kelayakan 
lingkungan hidup atau re-
komendasi UKL-UPL; atau 

c. kewajiban yang ditetapkan 
dalam dokumen amdal atau 
UKL-UPL tidak dilaksanakan 
oleh penanggung jawab usa-
ha dan/atau kegiatan.

Pasal 37
Perizinan Berusaha dapat di-

batalkan apabila:
a. persyaratan yang diajukan 

dalam permohonan Perizinan 
Berusaha mengandung cacat 
hukum, kekeliruan, peny-
alahgunaan, serta ketidakbe-
naran dan/atau pemalsuan 
data, dokumen, dan/atau 
informasi; 

b. penerbitannya tanpa me-
menuhi syarat sebagaimana 
tercantum dalam Keputusan 
Kelayakan Lingkungan Hidup 
atau Pernyataan Kesanggu-
pan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup; atau 

c. kewajiban yang ditetapkan 
dalam dokumen Amdal atau 
UKL-UPL tidak dilaksanakan 
oleh penanggung jawab usa-
ha dan/atau kegiatan. 

• Perubahan frasa 
“izin lingkungan” 
menjadi “perizin-
an berusaha” 

• Penghapusan 
aturan mengenai 
hak Menteri, gu-
bernur, walikota 
untuk menolak 
permohonan izin

Perizinan Pasal 38
Selain ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 37 
ayat (2), izin lingkungan 
dapat dibatalkan melalui 
keputusan pengadilan tata 
usaha negara.

Pasal 38 dihapuskan dalam UU 
Cipta Kerja

• Penghapusan 
aturan mengenai 
pembatalan izin 
lingkungan sehu-
bungan dengan 
penghapusan izin 
lingkungan 
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Perizinan Pasal 39
(1) Menteri, gubernur, atau 

bupati/walikota sesuai 
dengan kewenangannya 
wajib mengumumkan setiap 
permohonan dan keputusan 
izin lingkungan. 

(2) Pengumuman sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan cara yang 
mudah diketahui oleh mas-
yarakat. 

Pasal 39
(1) Keputusan Kelayakan 

Lingkungan Hidup diumum-
kan kepada masyarakat. 

(2) Pengumuman sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan melalui sistem 
elektronik dan/atau cara lain 
yang ditetapkan oleh Pemer-
intah Pusat.

• Perubahan men-
genai “keputusan 
izin lingkungan” 
menjadi “kepu-
tusan kelayakan 
lingkungan hid-
up” 

• Perubahan “yang 
mudah diketa-
hui masyarakat” 
menjadi “melalui 
sistem elektron-
ik dan cara lain 
yang ditetapkan 
pemerintah pu-
sat”

Perizinan Pasal 40
(1) Izin lingkungan merupakan 

persyaratan untuk mem-
peroleh izin usaha dan/atau 
kegiatan. 

(2) Dalam hal izin lingkungan 
dicabut, izin usaha dan/atau 
kegiatan dibatalkan. 

(3) Dalam hal usaha dan/atau 
kegiatan mengalami peru-
bahan, penanggung jawab 
usaha dan/atau kegiatan wa-
jib memperbarui izin lingkun-
gan. 

(4) 

Pasal 40 dihapuskan dalam UU 
Cipta Kerja

• Penghapusan 
aturan mengenai 
Izin lingkungan 
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Penanggu-
langan

Pasal 55
(1) Pemegang izin lingkungan 

sebagaimana dimaksud da-
lam Pasal 36 ayat (1) wajib 
menyediakan dana penjami-
nan untuk pemulihan fungsi 
lingkungan hidup. 

(2) Dana penjaminan disimpan 
di bank pemerintah yang 
ditunjuk oleh Menteri, gu-
bernur, atau bupati/walikota 
sesuai dengan kewenangan-
nya. 

(3) Menteri, gubernur, atau bu-
pati/walikota sesuai dengan 
kewenangannya dapat men-
etapkan pihak ketiga untuk 
melakukan pemulihan fungsi 
lingkungan hidup dengan 
menggunakan dana penjami-
nan. 

(4) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai dana penjaminan 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) sampai dengan ayat 
(3) diatur dalam Peraturan 
Pemerintah. 

Pasal 55
(1) Pemegang Persetujuan 

Lingkungan wajib menye-
diakan dana penjaminan 
untuk pemulihan fungsi 
lingkungan hidup. 

(2) Dana penjaminan disimpan 
di bank pemerintah yang 
ditunjuk oleh Pemerintah 
Pusat. 

(3) Pemerintah Pusat dapat me-
netapkan pihak ketiga untuk 
melakukan pemulihan fungsi 
lingkungan hidup dengan 
menggunakan dana penjami-
nan. 

(4) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai dana penjaminan 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), ayat (2), dan ayat 
(3) diatur dalam Peraturan 
Pemerintah. 

• Perubahan “izin 
lingkungan” 
menjadi “per-
setujuan lingkun-
gan” 

• Perubahan 
aturan mengenai 
penunjukan bank 
pemerintah poleh 
Pemerintah Pusat

• Penetapan pihak 
ketiga untuk 
pemulihan fungsi 
lingkungan 
dilakukan oleh 
Pemerintah Pusat
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Pengelolaan 
Limbah Ba-
han Berba-
haya dan 
Beracun

Pasal 59
(1) Setiap orang yang meng-

hasilkan limbah B3 wajib 
melakukan pengelolaan lim-
bah B3 yang dihasilkannya. 

(2) (2)  Dalam hal B3 se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 58 ayat (1) telah keda-
luwarsa, pengelolaannya 
mengikuti ketentuan penge-
lolaan limbah B3. 

(3) Dalam hal setiap orang tidak 
mampu melakukan sendi-
ri pengelolaan limbah B3, 
pengelolaannya diserahkan 
kepada pihak lain. 

(4) Pengelolaan limbah B3 wajib 
mendapat izin dari Menteri, 
gubernur, atau bupati/wa-
likota sesuai dengan ke-
wenangannya. 

(5) Menteri, gubernur, atau 
bupati/walikota wajib men-
cantumkan persyaratan 
lingkungan hidup yang harus 
dipenuhi dan kewajiban yang 
harus dipatuhi pengelola 
limbah B3 dalam izin. 

(6) Keputusan pemberian izin 
wajib diumumkan. 

(7) Ketentuan lebih lanjut men-
genai pengelolaan limbah 
B3 diatur dalam Peraturan 
Pemerintah. 

Pasal 59
(1) Setiap orang yang meng-

hasilkan Limbah B3 wajib 
melakukan Pengelolaan Lim-
bah B3 yang dihasilkannya. 

(2) Dalam hal B3 sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 58 
ayat (1) telah kedaluwarsa, 
pengelolaannya mengikuti 
ketentuan Pengelolaan Lim-
bah B3. 

(3) Dalam hal setiap orang 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tidak mampu 
melakukan sendiri Penge-
lolaan Limbah B3, pengelo-
laannya diserahkan kepada 
pihak lain. 

(4) Pengelolaan Limbah B3 wajib 
mendapat Perizinan Berusa-
ha, atau persetujuan Pemer-
intah Pusat atau Pemerintah 
Daerah. 

(5) Pemerintah Pusat atau 
Pemerintah Daerah wajib 
mencantumkan persyaratan 
lingkungan hidup yang harus 
dipenuhi dan kewajiban yang 
harus dipatuhi pengelola 
limbah B3 dalam Perizinan 
Berusaha, atau persetujuan 
Pemerintah Pusat atau Pe-
merintah Daerah. 

(6) Keputusan pemberian Per-
izinan Berusaha wajib diu-
mumkan. 

(7) Ketentuan lebih lanjut men-
genai Pengelolaan Limbah 
B3 diatur dalam Peraturan 
Pemerintah. 

• Perubahan men-
genai perizinan 
pengelolaan lim-
bah dikeluarkan 
oleh Pemerintah 
Pusat

• Perubahan 
mengenai ke-
wenangan yang 
semula berada di 
Menteri, Guber-
nur atau bupati/
walikota menjadi 
berada pada 
Pemerintah Pusat 
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Dumping Pasal 61
(1) Dumping sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 60 ha-
nya dapat dilakukan dengan 
izin dari Menteri, gubernur, 
atau bupati/walikota sesuai 
dengan kewenangannya. 

(2) Dumping sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) hanya 
dapat dilakukan di lokasi 
yang telah ditentukan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai tata cara dan 
persyaratan dumping limbah 
atau bahan diatur dalam 
Peraturan Pemerintah. 

Pasal 61
(1) Dumping sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 60 ha-
nya dapat dilakukan dengan 
persetujuan dari Pemerintah 
Pusat. 

(2) Dumping sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) hanya 
dapat dilakukan di lokasi 
yang telah ditentukan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai tata cara dan 
persyaratan dumping limbah 
atau bahan diatur dalam 
Peraturan Pemerintah. 

• Perubahan men-
genai persetu-
juan dumping 
dikeluarkan oleh 
Pemerintah Pusat 

Dumping Pasal 61A sebelumnya tidak ada 
dalam UU Nomor 32 Tahun 
2009 

Pasal 61A
Dalam hal penanggung jawab 

usaha dan/atau kegiatan:
a. menghasilkan, mengangkut, 

mengedarkan, menyimpan, 
memanfaatkan, dan/atau 
mengolah B3; 

b. menghasilkan, mengangkut, 
menyimpan, mengumpulkan, 
memanfaatkan, mengolah, 
dan/atau menimbun Limbah 
B3; 

c. melakukan pembuangan air 
limbah ke laut; 

d. melakukan pembuangan air 
limbah ke sumber air; 

e. membuang emisi ke udara; 
dan/atau 

f. memanfaatkan air limbah 
untuk aplikasi ke tanah; 

yang merupakan bagian dari 
kegiatan usaha, pengelolaan 
tersebut dinyatakan dalam 
Amdal atau UKL-UPL.



158
P E D O M A N  M E M A H A M I  R U U  O M N I B U S  L A W

DNT LAWYERS

TOPIK UU NOMOR 32 TAHUN 
2009

UU  CIPTA KERJA RANGKUMAN 
PENJELASAN

Tugas dan 
Wewenang 
Pemerintah 
dan Pemer-
intah Daerah

Pasal 63
(1) Dalam perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hid-
up, Pemerintah bertugas dan 
berwenang:

a. menetapkan kebijakan nasi-
onal; 

b. menetapkan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria; 

c. menetapkan dan melak-
sanakan kebijakan mengenai 
RPPLH nasional; 

d. menetapkan dan melak-
sanakan kebijakan mengenai 
KLHS; 

e. menetapkan dan melak-
sanakan kebijakan mengenai 
amdal dan UKL-UPL; 

f. menyelenggarakan inventa-
risasi sumber daya alam na-
sional dan emisi gas rumah 
kaca; 

g. mengembangkan standar 
kerja sama; 

h. mengoordinasikan dan 
melaksanakan pengendalian 
pencemaran dan/atau keru-
sakan lingkungan hidup; 

i. menetapkan dan melak-
sanakan kebijakan mengenai 
sumber daya alam hayati 
dan nonhayati, keanekarag-
aman hayati, sumber daya 
genetik, dan keamanan ha-
yati produk rekayasa gene-
tik; 

j. menetapkan kebijakan dan 
mengenai perubahan melak-
sanakan pengendalian iklim 
dan dampak 
perlindungan lapisan ozon; 

Pasal 63
(1) Dalam pelindungan dan pen-

gelolaan lingkungan hidup, 
Pemerintah Pusat bertugas 
dan berwenang: 

a. menetapkan kebijakan nasi-
onal; 

b. menetapkan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria; 

c. menetapkan dan melak-
sanakan kebijakan mengenai 
RPPLH nasional; 

d. menetapkan dan melak-
sanakan kebijakan mengenai 
KLHS; 

e. menetapkan dan melak-
sanakan kebijakan mengenai 
amdal dan UKL-UPL; 

f. menyelenggarakan inventa-
risasi sumber daya alam na-
sional dan emisi gas rumah 
kaca; 

g. mengembangkan standar 
kerja sama; 

h. mengoordinasikan dan 
melaksanakan pengendalian 
pencemaran dan/atau keru-
sakan lingkungan hidup; 

i.    menetapkan dan melak-
sanakan kebijakan mengenai 
sumber daya alam hayati 
dan nonhayati, keanekarag-
aman hayati, sumber daya 
genetik, dan keamanan ha-
yati produk rekayasa gene-
tik; 

j. menetapkan dan melak-
sanakan kebijakan menge-
nai pengendalian dampak 
perubahan iklim dan perlind-
ungan lapisan ozon; 

• Perubahan 
“menerbitkan 
izin lingkungan” 
menjadi “mener-
bitkan Perizinan 
Berusaha atau 
persetujuan Pe-
merintah Pusat” 
(Ayat 1 huruf y)

• Perubahan “me-
netapkan dan 
melaksanakan 
kebijakan men-
genai amdal dan 
UKL-UPL” menja-
di “melaksanakan 
kebijakan amdal 
dan UKL-UPL” 
(Ayat 2 huruf d) 

• Perubahan 
“terhadap keten-
tuan perizinan 
lingkungan dan 
peraturan pe-
rundang-undan-
gan di bidang 
perlindungan 
dan pengelo-
laan lingkungan 
hidup” menjadi 
“sesuai keten-
tuan peraturan 
perundang-un-
dangan” (Ayat 
2huruf i dan Ayat 
3 huruf i)
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k. menetapkan dan melak-
sanakan kebijakan mengenai 
B3, limbah, serta limbah B3; 

l. Menetapkan dan melak-
sanakn kebijakan mengenai 
perlindungan lingkungan laut 

m. menetapkan dan melak-
sanakan kebijakan menge-
nai pencemaran dan/atau 
kerusakan lingkungan hidup 
lintas batas negara; 

n. melakukan pembinaan dan 
pengawasan terhadap pelak-
sanaan kebijakan nasional, 
peraturan daerah, dan pera-
turan kepala daerah; 

o. melakukan pembinaan dan 
pengawasan ketaatan pen-
anggung jawab usaha dan/
atau kegiatan terhadap 
ketentuan perizinan lingkun-
gan dan peraturan perun-
dang-undangan; 

p. mengembangkan dan men-
erapkan instrumen lingkun-
gan hidup; 

q. mengoordinasikan dan 
memfasilitasi kerja sama dan 
penyelesaian perselisihan an-
tardaerah serta penyelesaian 
sengketa; 

r. mengembangkan dan melak-
sanakan kebijakan pengelo-
laan pengaduan masyarakat; 

s. menetapkan standar pe-
layanan minimal; 

k. menetapkan dan melak-
sanakan kebijakan mengenai 
B3, limbah, serta limbah B3; 

l. menetapkan dan melak-
sanakan kebijakan mengenai 
perlindungan lingkungan 
laut; 

m. menetapkan dan melak-
sanakan kebijakan menge-
nai pencemaran dan/atau 
kerusakan lingkungan hidup 
lintas batas negara; 

n. melakukan pembinaan dan 
pengawasan terhadap pelak-
sanaan kebijakan tingkat na-
sional dan kebijakan tingkat 
provinsi; 

o. melakukan pembinaan 
dan pengawasan ketaatan 
penanggung jawab usaha 
dan/atau kegiatan terha-
dap ketentuan Persetujuan 
Lingkungan dan peraturan 
perundang-undangan; 

p. mengembangkan dan men-
erapkan instrumen lingkun-
gan hidup; 

q. mengoordinasikan dan 
memfasilitasi kerja sama dan 
penyelesaian perselisihan an-
tardaerah serta penyelesaian 
sengketa; 

r. mengembangkan dan melak-
sanakan kebijakan pengelo-
laan pengaduan masyarakat; 

s. menetapkan standar pe-
layanan minimal; 

• Perubahan “me-
netapkan dan 
melaksanakan 
kebijakan men-
genai amdal dan 
UKL-UPL” menja-
di “melaksanakan 
kebijakan amdal 
dan UKL-UPL” 
(Ayat 3 huruf d)

• Perubahan 
mengenai “me-
nerbitkan izin 
lingkungan pada 
tingkat kabupat-
en/kota” menjadi 
“menerbitkan 
perizinan berusa-
ha pada tingkat 
kabupaten/kota” 
sejalan dengan 
pengintegrasian 
izin menjadi satu 
izin yaitu perizin-
an berusaha
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t. menetapkan kebijakan 
mengenai tata cara penga-
kuan keberadaan masyarakat 
hukum adat, kearifan lokal, 
dan hak masyarakat hukum 
adat yang terkait dengan 
perlindungan dan pengelo-
laan lingkungan hidup; 

u. mengelola informasi lingkun-
gan hidup nasional; 

v. mengoordinasikan, mengem-
bangkan, dan menyosial-
isasikan pemanfaatan te-
knologi ramah lingkungan 
hidup; 

w. memberikan pendidikan, 
pelatihan, pembinaan, dan 
penghargaan; 

x. mengembangkan sarana 
dan standar laboratorium 
lingkungan hidup; 

y. menerbitkan izin lingkungan; 
z. menetapkan wilayah ekore-

gion; 
aa. melakukan penegakan hu-

kum lingkungan hidup. 
(2) Dalam perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan 
hidup, pemerintah provinsi 
bertugas dan berwenang: 

a. menetapkan kebijakan ting-
kat provinsi; 

b. menetapkan dan melak-
sanakan KLHS tingkat 
provinsi; 

t. menetapkan kebijakan 
mengenai tata cara penga-
kuan keberadaan masyarakat 
hukum adat, kearifan lokal, 
dan hak masyarakat hukum 
adat yang terkait dengan 
perlindungan dan pengelo-
laan lingkungan hidup; 

u. mengelola informasi lingkun-
gan hidup nasional; 

v. mengoordinasikan, mengem-
bangkan, dan menyosial-
isasikan pemanfaatan te-
knologi ramah lingkungan 
hidup; 

w. memberikan pendidikan, 
pelatihan, pembinaan, dan 
penghargaan; 

x. mengembangkan sarana 
dan standar laboratorium 
lingkungan hidup; 

y. menerbitkan Perizinan 
Berusaha atau persetujuan 
Pemerintah Pusat; 

z. menetapkan wilayah ekore-
gion; dan 

aa. melakukan penegakan hu-
kum lingkungan hidup. 

(2) Dalam pelindungan dan pen-
gelolaan lingkungan hidup, 
pemerintah provinsi sesuai 
dengan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria yang 
ditetapkan oleh Pemerintah 
Pusat bertugas dan ber-
wenang: 

a. menetapkan kebijakan ting-
kat provinsi; 

b. menetapkan dan melak-
sanakan KLHS tingkat 
provinsi; 
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c. menetapkan dan melak-
sanakan kebijakan mengenai 
RPPLH provinsi; 

d. menetapkan dan melak-
sanakan kebijakan mengenai 
amdal dan UKL-UPL; 

e. menyelenggarakan inventa-
risasi sumber daya alam dan 
emisi gas rumah kaca pada 
tingkat provinsi; 

f. mengembangkan dan melak-
sanakan kerja sama dan 
kemitraan; 

g. mengoordinasikan dan 
melaksanakan pengenda-
lian pencemaran dan/atau 
kerusakan lingkungan hidup 
lintas kabupaten/kota; 

h. melakukan pembinaan dan 
pengawasan terhadap pelak-
sanaan kebijakan, peraturan 
daerah, dan peraturan kepa-
la daerah kabupaten/kota;

i. melakukan pembinaan dan 
pengawasan ketaatan pen-
anggung jawab usaha dan/
atau kegiatan terhadap 
ketentuan perizinan lingkun-
gan dan peraturan perun-
dang-undangan di bidang 
perlindungan dan pengelo-
laan lingkungan hidup; 

j. mengembangkan dan men-
erapkan instrumen lingkun-
gan hidup; 

k. mengoordinasikan dan 
memfasilitasi kerja sama dan 
penyelesaian perselisihan an-
tarkabupaten/antarkota serta 
penyelesaian sengketa; 

c. menetapkan dan melak-
sanakan kebijakan mengenai 
RPPLH provinsi; 

d. melaksanakan kebijakan 
mengenai Amdal dan UKL-
UPL; 

e. menyelenggarakan inventa-
risasi sumber daya alam dan 
emisi gas rumah kaca pada 
tingkat provinsi; 

f. mengembangkan dan melak-
sanakan kerja sama dan 
kemitraan; 

g. mengoordinasikan dan 
melaksanakan pengenda-
lian pencemaran dan/atau 
kerusakan lingkungan hidup 
lintas kabupaten/kota; 

h. melakukan pembinaan dan 
pengawasan terhadap pelak-
sanaan kebijakan tingkat 
kabupaten/kota; 

i. melakukan pembinaan 
dan pengawasan ketaatan 
penanggung jawab usaha 
dan/atau kegiatan sesuai 
ketentuan peraturan perun-
dang-undangan; 

j. mengembangkan dan men-
erapkan instrumen lingkun-
gan hidup; 

k. mengoordinasikan dan 
memfasilitasi kerja sama dan 
penyelesaian perselisihan an-
tarkabupaten/antarkota serta 
penyelesaian sengketa; 
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l. melakukan pembinaan, 
bantuan teknis, dan penga-
wasan kepada kabupaten/
kota di bidang program dan 
kegiatan; 

m. melaksanakan standar pe-
layanan minimal; 

n. menetapkan kebijakan 
mengenai tata cara penga-
kuan keberadaan masyarakat 
hukum adat, kearifan lokal, 
dan hak masyarakat hukum 
adat yang terkait dengan 
perlindungan dan pengelo-
laan lingkungan hidup pada 
tingkat provinsi; 

o. mengelola informasi lingkun-
gan hidup tingkat provinsi; 

p. mengembangkan dan men-
yosialisasikan pemanfaatan 
teknologi ramah lingkungan 
hidup; 

q. memberikan pendidikan, 
pelatihan, pembinaan, dan 
penghargaan; 

r. menerbitkan izin lingkungan 
pada tingkat provinsi; dan 

s. melakukan penegakan hu-
kum lingkungan hidup pada 
tingkat provinsi. 

(3) Dalam perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan 
hidup, pemerintah kabupat-
en/kota bertugas dan ber-
wenang: 

a. menetapkan kebijakan ting-
kat kabupaten/kota; 

l. melakukan pembinaan, 
bantuan teknis, dan penga-
wasan kepada kabupaten/
kota di bidang program dan 
kegiatan; 

m. melaksanakan standar pe-
layanan minimal; 

n. menetapkan kebijakan 
mengenai tata cara penga-
kuan keberadaan masyarakat 
hukum adat, kearifan lokal, 
dan hak masyarakat hukum 
adat yang terkait dengan 
perlindungan dan pengelo-
laan lingkungan hidup pada 
tingkat provinsi; 

o. mengelola informasi lingkun-
gan hidup tingkat provinsi; 

p. mengembangkan dan men-
yosialisasikan pemanfaatan 
teknologi ramah lingkungan 
hidup; 

q. memberikan pendidikan, 
pelatihan, pembinaan, dan 
penghargaan; 

r. menerbitkan Perizinan 
Berusaha atau persetujuan 
Pemerintah Daerah pada 
tingkat provinsi; dan 

s. melakukan penegakan hu-
kum lingkungan hidup pada 
tingkat provinsi. 

(3) Dalam pelindungan dan pen-
gelolaan lingkungan hidup, 
pemerintah kabupaten/kota 
sesuai dengan norma, stan-
dar, prosedur, dan kriteria 
yang ditetapkan oleh Pemer-
intah Pusat bertugas dan 
berwenang: 

a. menetapkan kebijakan ting-
kat kabupaten/kota; 
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b. menetapkan dan melak-
sanakan KLHS tingkat kabu-
paten/kota; 

c. menetapkan dan melak-
sanakan kebijakan mengenai 
RPPLH kabupaten/kota; 

d. menetapkan dan melak-
sanakan kebijakan mengenai 
amdal dan UKL-UPL; 

e. menyelenggarakan inventa-
risasi sumber daya alam dan 
emisi gas rumah kaca pada 
tingkat kabupaten/kota; 

f. mengembangkan dan melak-
sanakan kerja sama dan 
kemitraan; 

g. mengembangkan dan men-
erapkan instrumen lingkun-
gan hidup; 

h. memfasilitasi penyelesaian 
sengketa; 

i. melakukan pembinaan dan 
pengawasan ketaatan pen-
anggung jawab usaha dan/
atau kegiatan terhadap 
ketentuan perizinan lingkun-
gan dan peraturan perun-
dang-undangan; 

j. melaksanakan standar pe-
layanan minimal; 

k. melaksanakan kebijakan 
mengenai tata cara penga-
kuan keberadaan masyarakat 
hukum adat, kearifan lokal, 
dan hak masyarakat hukum 
adat yang terkait dengan 
perlindungan dan pengelo-
laan lingkungan hidup pada 
tingkat kabupaten/kota; 

l. mengelola informasi lingkun-
gan hidup tingkat kabupat-
en/kota; 

b. menetapkan dan melak-
sanakan KLHS tingkat kabu-
paten/kota; 

c. menetapkan dan melak-
sanakan kebijakan mengenai 
RPPLH tingkat kabupaten/
kota; 

d. melaksanakan kebijakan 
mengenai Amdal dan UKL-
UPL; 

e. menyelenggarakan inventa-
risasi sumber daya alam dan 
emisi gas rumah kaca pada 
tingkat kabupaten/kota; 

f. mengembangkan dan melak-
sanakan kerja sama dan 
kemitraan; 

g. mengembangkan dan men-
erapkan instrumen lingkun-
gan hidup; 

h. memfasilitasi penyelesaian 
sengketa; 

i. melakukan pembinaan 
dan pengawasan ketaatan 
penanggung jawab usaha 
dan/atau kegiatan sesuai 
ketentuan peraturan perun-
dang-undangan; 

j. melaksanakan standar pe-
layanan minimal; 

k. melaksanakan kebijakan 
mengenai tata cara penga-
kuan keberadaan masyarakat 
hukum adat, kearifan lokal, 
dan hak masyarakat hukum 
adat yang terkait dengan 
perlindungan dan pengelo-
laan lingkungan hidup pada 
tingkat kabupaten/kota; 

l. mengelola informasi lingkun-
gan hidup tingkat kabupat-
en/kota; 
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m. mengembangkan dan melak-
sanakan kebijakan sistem 
informasi lingkungan hidup 
tingkat kabupaten/kota; 

n. memberikan pendidikan, 
pelatihan, pembinaan, dan 
penghargaan; 

o. menerbitkan izin lingkungan 
pada tingkat kabupaten/
kota; dan 

p. melakukan penegakan hu-
kum lingkungan hidup pada 
tingkat kabupaten/kota.

m. mengembangkan dan melak-
sanakan kebijakan sistem 
informasi lingkungan hidup 
tingkat kabupaten/kota; 

n. memberikan pendidikan, 
pelatihan, pembinaan, dan 
penghargaan; 

o. menerbitkan Perizinan 
Berusaha atau persetujuan 
Pemerintah Daerah pada 
tingkat kabupaten/kota; dan 

p. melakukan penegakan hu-
kum lingkungan hidup pada 
tingkat kabupaten/kota.
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Larangan Pasal 69
(1) Setiap orang dilarang:
a. Melakukan perbuatan yang 

mengakibatkan pencemaran 
dan/atau perusakan lingkun-
gan hidup; 

b. memasukkan B3 yang dila-
rang menurut peraturan pe-
rundang-undangan ke dalam 
wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia; 

c. memasukkan limbah yang 
berasal dari luar wilayah 
Negara Kesatuan Republik 
Indonesia ke media lingkun-
gan hidup Negara Kesatuan 
Republik Indonesia; 

d. memasukkan limbah B3 ke 
dalam wilayah Negara Kesat-
uan Republik Indonesia; 

e. membuang limbah ke media 
lingkungan hidup; 

f. membuang B3 dan limbah 
B3 ke media lingkungan hid-
up; 

g. melepaskan produk rekayasa 
genetik ke media lingkungan 
bertentangan dengan pera-
turan perundang-undangan 
atau izin lingkungan

h. melakukan pembukaan lahan 
dengan cara membakar; 

i. menyusun amdal tanpa 
memiliki sertifikat kompeten-
si penyusun amdal; dan/atau 

j. memberikan informasi palsu, 
menyesatkan, menghilan-
gkan informasi, merusak 
informasi, atau memberikan 
keterangan yang tidak benar. 

Pasal 69
(1) Setiap orang dilarang: 
a. melakukan perbuatan yang 

mengakibatkan pencemaran 
dan/atau perusakan lingkun-
gan hidup; 

b. memasukkan B3 yang dila-
rang menurut peraturan pe-
rundang-undangan ke dalam 
wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia; 

c. memasukkan limbah yang 
berasal dari luar wilayah 
Negara Kesatuan Republik 
Indonesia ke media lingkun-
gan hidup Negara Kesatuan 
Republik Indonesia; 

d. memasukkan limbah B3 ke 
dalam wilayah Negara Kesat-
uan Republik Indonesia; 

e. membuang limbah ke media 
lingkungan hidup; 

f. membuang B3 dan limbah 
B3 ke media lingkungan hid-
up; 

g. melepaskan produk rekayasa 
genetik ke media lingkungan 
hidup yang bertentangan 
dengan peraturan perun-
dang-undangan atau per-
setujuan lingkungan; 

h. melakukan pembukaan lahan 
dengan cara membakar; 

i. menyusun Amdal tanpa 
memiliki sertifikat kompeten-
si penyusun Amdal; dan/atau 

j. memberikan informasi palsu, 
menyesatkan, menghilan-
gkan informasi, merusak 
informasi, atau memberikan 
keterangan yang tidak benar.

• Tambahan 
klausal mengenai 
pengecualian 
terhadap pem-
bukaan lahan 
dengan cara 
membakar bagi 
masyarakat yang 
melakukan ke-
giatan dilakukan 
dengan memper-
hatikan sung-
guh-sungguh 
kearifan lokal 
di daerah mas-
ing-masing (Ayat 
4) 

(2) Ketentuan sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) huruf 
h memperhatikan dengan 
sungguh- sungguh kearifan 
lokal di daerah masing- mas-
ing.

(2) Ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
huruf h dikecualikan bagi 
masyarakat yang melakukan 
kegiatan dimaksud den-
gan memperhatikan sung-
guh-sungguh kearifan lokal 
di daerah masing-masing.
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Pengawasan Pasal 71
(1) Menteri, gubernur, atau 

bupati/walikota sesuai den-
gan kewenangannya wajib 
melakukan pengawasan 
terhadap ketaatan penang-
gung jawab usaha dan/
atau kegiatan atas ketentu-
an yang ditetapkan dalam 
peraturan perundang-undan-
gan di bidang perlindungan 
dan pengelolaan lingkungan 
hidup. 

(2) Menteri, gubernur, atau 
bupati/walikota dapat men-
delegasikan kewenangannya 
dalam melakukan penga-
wasan kepada pejabat/
instansi teknis yang bertang-
gung jawab di bidang per-
lindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup. 

(3) Dalam melaksanakan pen-
gawasan, Menteri, gubernur, 
atau bupati/walikota men-
etapkan pejabat pengawas 
lingkungan hidup yang mer-
upakan pejabat fungsional. 

Pasal 71
(1) Pemerintah Pusat atau 

Pemerintah Daerah melaku-
kan pengawasan terhadap 
ketaatan penanggung jawab 
usaha dan/atau kegiatan 
atas ketentuan yang ditetap-
kan dalam peraturan perun-
dang-undangan di bidang 
pelindungan dan pengelo-
laan lingkungan hidup. 

(2) Pemerintah Pusat atau 
Pemerintah Daerah dapat 
mendelegasikan kewenan-
gannya dalam melakukan 
pengawasan kepada pe-
jabat/instansi teknis yang 
bertanggung jawab di bidang 
perlindungan dan pengelo-
laan lingkungan hidup. 

(3) Dalam melaksanakan pen-
gawasan, Pemerintah Pusat 
atau Pemerintah Daerah 
menetapkan pejabat penga-
was lingkungan hidup yang 
merupakan pejabat fung-
sional. 

(4) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai pejabat penga-
was lingkungan hidup diatur 
dalam Peraturan Pemerintah. 

• Perubahan men-
genai kewenan-
gan pengawasan 
terhadap keta-
atan penang-
gung jawab 
usaha yang 
semula berada 
pada “Menteri, 
gubernur, atau 
bupati/walikota 
sesuai dengan 
kewenangannya 
wajib” menjadi 
“Pemerintah Pu-
sat atau Pemer-
intah Daerah” 
(Ayat 1) 

• Perubahan men-
genai “Menteri, 
gubernur, atau 
bupati/walikota” 
menjadi “Pe-
merintah Pusat 
atau Pemerintah 
Daerah” (Ayat 2 
dan 3) 

• Tambahan 
ayat menge-
nai “ketentuan 
lebih lanjut diatur 
dalam Peraturan 
Pemerintah”

Pengawasan Pasal 72
Menteri, gubernur, atau bupati/

walikota sesuai dengan ke-
wenangannya wajib melaku-
kan pengawasan ketaatan 
penanggung jawab usaha 
dan/atau kegiatan terhadap 
izin lingkungan.

Pasal 72
Pemerintah Pusat atau Pemer-

intah Daerah sesuai dengan 
kewenangannya berdasarkan 
norma, standar, prosedur, 
dan kriteria yang ditetapkan 
oleh Pemerintah Pusat wajib 
melakukan pengawasan 
ketaatan penanggung jawab 
usaha dan/atau kegiatan 
terhadap Perizinan Berusaha, 
atau persetujuan Pemerin-
tah Pusat atau Pemerintah 
Daerah.

• Terdapat tam-
bahan klausal 
“berdasarkan 
norma, standar, 
prosedur, dan 
kriteria yang 
ditetapkan oleh 
Pemerintah Pu-
sat” 

• Perubahan frasa 
Menteri, guber-
nur atau bupati/
walikota menjadi 
“Pemerintah Pu-
sat atau Pemer-
intah Daerah”
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Pengawasan Pasal 73
Menteri dapat melakukan pen-

gawasan terhadap ketaatan 
penanggung jawab usaha 
dan/atau kegiatan yang izin 
lingkungannya diterbitkan 
oleh pemerintah daerah jika 
Pemerintah menganggap 
terjadi pelanggaran yang se-
rius di bidang perlindungan 
dan pengelolaan lingkungan 
hidup.

Pasal 73
Menteri dapat melakukan pen-

gawasan terhadap ketaatan 
penanggung jawab usaha 
dan/atau kegiatan yang 
Perizinan Berusaha atau 
persetujuan Pemerintah 
Daerah diterbitkan oleh 
Pemerintah Daerah jika 
Menteri menganggap terjadi 
pelanggaran yang serius di 
bidang pelindungan dan pen-
gelolaan lingkungan hidup 
berdasarkan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria yang 
ditetapkan oleh Pemerintah 
Pusat. 

• Perubahan frasa 
“izin lingkungan” 
menjadi “Perizin-
an Berusaha atau 
Persetujuan pe-
merintah daerah 
yang diterbitkan 
oleh pemerintah 
daerah” 

Sanksi Ad-
ministratif 

Pasal 76
1. Menteri, gubernur, atau 

bupati/walikota menerapkan 
sanksi administratif kepada 
penanggung jawab usaha 
dan/atau kegiatan jika dalam 
pengawasan ditemukan 
pelanggaran terhadap izin 
lingkungan. 

2. Sanksi administratif terdiri 
atas:

bb. teguran tertulis;
cc. paksaan pemerintah;
dd. pembekuan izin lingkungan; 

atau
ee. pencabutan izin lingkungan.

Pasal 76
1. Pemerintah Pusat atau 

Pemerintah Daerah mener-
apkan sanksi administratif 
kepada penanggung jawab 
usaha dan/atau kegiatan jika 
dalam pengawasan ditemu-
kan pelanggaran terhadap 
Perizinan Berusaha, atau 
persetujuan Pemerintah Pu-
sat atau Pemerintah Daerah. 

2. Ketentuan lebih lanjut men-
genai tata cara pengenaan 
sanksi diatur dalam Peratur-
an Pemerintah. 

• Perubahan frasa 
Menteri, guber-
nur atau bupati/
walikota menjadi 
“Pemerintah Pu-
sat atau Pemer-
intah Daerah”

• Penghapusan 
rincian sanksi 
administratif 

• Tambahan aturan 
mengenai aturan 
lanjutan sanksi 
diatur dalam 
Peraturan Pemer-
intah

Sanksi Ad-
ministratif

Pasal 77
Menteri dapat menerapkan 

sanksi administratif terhadap 
penanggung jawab usa-
ha dan/atau kegiatan jika 
Pemerintah menganggap 
pemerintah daerah secara 
sengaja tidak menerapkan 
sanksi administratif terhadap 
pelanggaran yang serius di 
bidang perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan 
hidup. 

Pasal 77
Menteri dapat menerapkan 

sanksi administratif terhadap 
penanggung jawab usaha 
dan/atau kegiatan dalam 
hal Menteri menganggap 
Pemerintah Daerah secara 
sengaja tidak menerapkan 
sanksi administratif terhadap 
pelanggaran yang serius di 
bidang pelindungan dan pen-
gelolaan lingkungan hidup. 

• Perubahan frasa 
“pemerintah 
menganggap” 
menjadi “Menteri 
menganggap” 
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Sanksi Ad-
ministratif

Pasal 79
Pengenaan sanksi administratif 

berupa pembekuan atau 
pencabutan izin lingkungan 
sebagaimana dimaksud da-
lam Pasal 76 ayat (2) huruf 
c dan huruf d dilakukan 
apabila penanggung jawab 
usaha dan/atau kegiatan 
tidak melaksanakan paksaan 
pemerintah. 

Pasal 79 dihapuskan dalam UU 
Cipta Kerja

• Penghapusan 
aturan mengenai 
pengenaan sank-
si administratif 

Sanksi Ad-
ministratif

Pasal 82
(1) Menteri, gubernur, atau 

bupati/walikota berwenang 
untuk memaksa penanggu-
ng jawab usaha dan/atau 
kegiatan untuk melakukan 
pemulihan lingkungan hidup 
akibat pencemaran dan/atau 
perusakan lingkungan hidup 
yang dilakukannya. 

(2) Menteri, gubernur, atau 
bupati/walikota berwenang 
atau dapat menunjuk pihak 
ketiga untuk melakukan 
pemulihan lingkungan hidup 
akibat pencemaran dan/atau 
perusakan lingkungan hidup 
yang dilakukannya atas 
beban biaya penanggung 
jawab kegiatan. 

Pasal 82
(1) Pemerintah Pusat berwenang 

untuk memaksa penanggu-
ng jawab usaha dan/atau 
kegiatan untuk melakukan 
pemulihan lingkungan hidup 
akibat pencemaran dan/atau 
perusakan lingkungan hidup 
yang dilakukannya. 

(2) Pemerintah Pusat berwenang 
atau dapat menunjuk pihak 
ketiga untuk melakukan 
pemulihan lingkungan hidup 
akibat pencemaran dan/
atau perusakan lingkungan 
hidup yang dilakukannya 
atas beban biaya penang-
gung jawab usaha dan/atau 
kegiatan. 

• Perubahan frasa 
“pemerintah 
menganggap” 
menjadi “Menteri 
menganggap” 
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Sanksi Ad-
ministratif

Pasal 82A sebelumnya tidak ada 
dalam UU/32/2009

Pasal 82A
Setiap orang yang melakukan 
usaha dan/atau kegiatan tanpa 
memiliki:
a. Perizinan Berusaha, atau 

persetujuan Pemerintah Pu-
sat atau Pemerintah Daerah 
sebagaimana dimaksud da-
lam Pasal 24 ayat (5), Pasal 
34 ayat (3), Pasal 59 ayat 
(1) atau Pasal 59 ayat (4); 
atau 

b. persetujuan dari Pemerin-
tah Pusat atau Pemerintah 
Daerah sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 20 ayat (3) 
huruf b; 

dikenai sanksi administratif.

• Tambahan aturan 
mengenai sank-
si adminitratif 
terhadap kegia-
tan usaha tanpa 
izin usaha atau 
persetujuan 
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Sanksi Ad-
ministratif

Pasal 82B sebelumnya tidak ada 
dalam UU/32/2009

Pasal 82B
(1) Setiap orang yang melaku-

kan usaha dan/atau kegiatan 
yang memiliki : 

a. Perizinan Berusaha, atau 
persetujuan Pemerintah Pu-
sat atau Pemerintah Daerah 
sebagaimana dimaksud da-
lam Pasal 24 ayat (5), Pasal 
34 ayat (3), Pasal 59 ayat 
(1), atau Pasal 59 ayat (4); 

b. persetujuan dari Pemerin-
tah Pusat atau Pemerintah 
Daerah sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 20 ayat (3) 
huruf b; atau 

c. persetujuan dari Pemerintah 
Pusat sebagaimana dimak-
sud Pasal 61 ayat (1); 

yang tidak sesuai dengan kewa-
jiban dalam Perizinan Berusaha, 
atau persetujuan Pemerintah 
Pusat atau Pemerintah Daerah, 
persetujuan dari Pemerintah 
Pusat atau Pemerintah Daerah, 
dan/atau melanggar ketentuan 
peraturan perundang-undan-
gan di bidang perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup, 
dikenai sanksi administratif. 
(2) Setiap orang yang melaku-

kan pelanggaran larangan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 69, yaitu: 

• Tambahan aturan 
mengenai sank-
si administratif 
terhadap pelak-
sanaan kegiatan 
tidak sesuai 
kewajiban dalam 
perizinan berusa-
ha 

• Tambahan aturan 
mengenai sank-
si administratif 
terhadap pelang-
garan larangan 

• Tambahan aturan 
mengenai sank-
si administratif 
terhadap pelang-
garan baku mutu 
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a. melakukan perbuatan yang 
mengakibatkan pencemaran 
dan/atau perusakan lingkun-
gan hidup sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 69 
huruf a, dimana perbuatan 
tersebut dilakukan karena 
kelalaian dan tidak menga-
kibatkan bahaya kesehatan 
manusia dan/atau luka dan/
atau luka berat, dan/atau 
matinya orang dikenai sanksi 
administratif dan mewajib-
kan kepada Penanggung 
Jawab perbuatan itu untuk 
melakukan pemulihan fungsi 
lingkungan hidup dan/atau 
tindakan lain yang diperlu-
kan; atau 

b. menyusun Amdal tanpa 
memiliki sertifikat kom-
petensi penyusun Amdal 
sebagaimana dimaksud da-
lam Pasal 69 huruf i dikenai 
sanksi administratif. 

(3) Setiap orang yang karena 
kelalaiannya melakukan 
perbuatan yang mengaki-
batkan dilampauinya baku 
mutu udara ambien, baku 
mutu air, baku mutu air laut, 
atau kriteria baku kerusakan 
lingkungan hidup yang tidak 
sesuai dengan Perizinan 
Berusaha yang dimilikinya 
dikenai sanksi administratif.
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Sanksi Ad-
ministratif

Pasal 82C sebelumnya tidak ada 
dalam UU/32/2009

Pasal 82C
(1) Sanksi administratif se-

bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 82A dan Pasal 82B ayat 
(1), ayat (2), dan ayat (3) 
berupa: 

a. teguran tertulis;
b. paksaan pemerintah; 
c. denda administratif; 
d. pembekuan Perizinan Beru-

saha; dan/atau 
e. pencabutan Perizinan Beru-

saha. 
(2) Ketentuan lebih lanjut men-

genai kriteria, jenis, besaran 
denda, dan tata cara pen-
genaan sanksi administratif 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur dalam Pera-
turan Pemerintah. 

• Tambahan aturan 
mengenai rincian 
sanksi admin-
istratif, yang 
aturan lanjutan-
nya diatur dalam 
Peraturan Pemer-
intah 

Tanggung 
Jawab Mut-
lak

Pasal 88
Setiap orang yang tindakannya, 

usahanya, dan/atau kegia-
tannya menggunakan B3, 
menghasilkan dan/atau men-
gelola limbah B3, dan/atau 
yang menimbulkan ancaman 
serius terhadap lingkungan 
hidup bertanggung jawab 
mutlak atas kerugian yang 
terjadi tanpa perlu pembuk-
tian unsur kesalahan.

Pasal 88
Setiap orang yang tindakannya, 

usahanya, dan/atau kegia-
tannya menggunakan B3, 
menghasilkan dan/atau men-
gelola limbah B3, dan/atau 
yang menimbulkan ancaman 
serius terhadap lingkungan 
hidup bertanggung jawab 
mutlak atas kerugian yang 
terjadi dari usaha dan/atau 
kegiatannya.

• Perubahan 
kalimat “tanpa 
perlu pembuktian 
unsur kesalahan” 
menjadi Penam-
bahan kalimat 
“dari usaha dan/
atau kegiatann-
ya.”

Gugatan Ad-
ministratif

Pasal 93
1. Setiap orang dapat men-

gajukan gugatan terhadap 
keputusan tata usaha negara 
apabila:

2. Tata cara pengajuan guga-
tan terhadap keputusan tata 
usaha negara mengacu pada 
Hukum Acara Peradilan Tata 
Usaha Negara.

Pasal 93 dihapuskan dalam UU 
Cipta Kerja

• Penghapusan 
aturan mengenai 
pihak yang dapat 
mengajukan 
gugatan TUN 
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Ketentuan 
Pidana

Pasal 102
Setiap orang yang melakukan 

pengelolaan limbah B3 tanpa 
izin sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 59 ayat (4), dip-
idana dengan pidana penjara 
paling singkat 1 (satu) tahun 
dan paling lama 3 (tiga) ta-
hun dan denda paling sedikit 
Rp1.000.000.000,00 (satu 
miliar rupiah) dan paling 
banyak Rp3.000.000.000,00 
(tiga miliar rupiah).

Pasal 102 dihapuskan dalam UU 
Cipta Kerja

• Penghapusan 
aturan mengenai 
sanksi pidana 
terhadap penge-
lolaan limbah B3 
tanpa izin 

Ketentuan 
Pidana

Pasal 109
Setiap orang yang melakukan 

usaha dan/atau kegiatan 
tanpa memiliki izin lingkun-
gan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 36 ayat (1), dip-
idana dengan pidana penjara 
paling singkat 1 (satu) tahun 
dan paling lama 3 (tiga) ta-
hun dan denda paling sedikit 
Rp1.000.000.000,00 (satu 
miliar rupiah) dan paling 
banyak Rp3.000.000.000,00 
(tiga miliar rupiah).

Pasal 109
Setiap orang yang melakukan us-

aha dan/atau kegiatan tanpa 
memiliki: 

a. Perizinan Berusaha atau per-
setujuan Pemerintah Pusat, 
atau Pemerintah Daerah se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 24 ayat (5), Pasal 34 
ayat (3), Pasal 59 ayat (1), 
atau Pasal 59 ayat (4); 

b. persetujuan dari Pemerin-
tah Pusat atau Pemerintah 
Daerah sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 20 ayat (3) 
huruf b; atau 

c. persetujuan dari Pemerintah 
Pusat sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 61 ayat (1); 

yang mengakibatkan timbulnya 
korban/kerusakan terhadap 
kesehatan, keselamatan, 
dan/atau lingkungan, dipi-
dana dengan pidana penjara 
paling singkat 1 (satu) tahun 
dan paling lama 3 (tiga) ta-
hun dan denda paling sedikit 
Rp1.000.000.000,00 (satu 
miliar rupiah) dan paling 
banyak Rp3.000.000.000,00 
(tiga miliar rupiah. 

• Perubahan atur-
an yang semula 
mengenai “izin 
lingkungan” 
menjadi “Per-
izinan berusaha, 
Persetujuan 
dari pemerintah 
pusat dan daer-
ah, persetujuan 
dari pemerintah 
pusat” 
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TOPIK UU NOMOR 32 TAHUN 
2009

UU  CIPTA KERJA RANGKUMAN 
PENJELASAN

Ketentuan 
Pidana

Pasal 110 
Setiap orang yang menyusun 

amdal tanpa memiliki sert-
ifikat kompetensi peny-
usun amdal sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 69 
ayat (1) huruf i, dipidana 
dengan pidana penjara 
paling lama 3 (tiga) tahun 
dan denda paling banyak 
Rp3.000.000.000,00 (tiga 
miliar rupiah).

Pasal 110 dihapuskan dalam UU 
Cipta Kerja

• Penghapusan 
pasal penyusu-
nan amdal tanpa 
sertifikat kompe-
tensi penyusunan 
amdal 

Ketentuan 
Pidana

Pasal 111
1. Pejabat pemberi izin lingkun-

gan yang menerbitkan izin 
lingkungan tanpa dilengkapi 
dengan amdal atau UKL-UPL 
sebagaimana dimaksud da-
lam Pasal 37 ayat (1) dipi-
dana dengan pidana penjara 
paling lama 3 (tiga) tahun 
dan denda paling banyak 
Rp3.000.000.000,00 (tiga 
miliar rupiah). 

2. (2)  Pejabat pemberi izin us-
aha dan/atau kegiatan yang 
menerbitkan izin usaha dan/
atau kegiatan tanpa dileng-
kapi dengan izin lingkungan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 40 ayat (1) dipi-
dana dengan pidana penjara 
paling lama 3 (tiga) tahun 
dan denda paling banyak 
Rp3.000.000.000,00 (tiga 
miliar rupiah). 

Pasal 111
Pejabat pemberi persetujuan 

lingkungan yang menerbit-
kan persetujuan lingkungan 
tanpa dilengkapi dengan 
Amdal atau UKL-UPL se-
bagaimana dimaksud 
dalam Pasal 37 dipidana 
dengan pidana penjara 
paling lama 3 (tiga) tahun 
dan denda paling banyak 
Rp3.000.000.000,00 (tiga 
miliar rupiah). 

• Penyederhanaan 
aturan mengenai 
izin lingkungan 
dan izin usaha 
menjadi persetu-
juan lingkungan 
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TOPIK UU NOMOR 32 TAHUN 
2009

UU  CIPTA KERJA RANGKUMAN 
PENJELASAN

Ketentuan 
Pidana

Pasal 112
Setiap pejabat berwenang yang 
dengan sengaja tidak melakukan 
pengawasan terhadap ketaatan 
penanggung jawab usaha dan/
atau kegiatan terhadap peratur-
an perundang- undangan dan 
izin lingkungan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 71 dan 
Pasal 72, yang mengakibatkan 
terjadinya pencemaran dan/
atau kerusakan lingkungan yang 
mengakibatkan hilangnya nya-
wa manusia, dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 1 
(satu) tahun atau denda paling 
banyak Rp500.000.000,00 (lima 
ratus juta rupiah).

Pasal 112
Setiap pejabat berwenang yang 
dengan sengaja tidak melakukan 
pengawasan terhadap ketaatan 
penanggung jawab usaha dan/
atau kegiatan terhadap pera-
turan perundang-undangan 
dan Perizinan Berusaha, atau 
persetujuan Pemerintah Pusat 
atau Pemerintah Daerah se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 71 yang mengakibatkan 
terjadinya pencemaran dan/
atau kerusakan lingkungan yang 
mengakibatkan hilangnya nyawa 
manusia dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 1 (satu) 
tahun atau denda paling banyak 
Rp500.000.000,00 (lima ratus 
juta rupiah).

• Perubahan frasa 
“izin lingkungan” 
menjadi “Per-
izinan berusaha 
atau persetujuan 
pemerintah pusat 
atau daerah” 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

TOPIK UNDANG-UNDANG TEN-
TANG BANGUNAN GE-

DUNG

UNDANG-UNDANG CIPTA 
KERJA 

RANGKUMAN 
PENJELASAN

Ketentuan
Umum

Pasal 1
1. Bangunan gedung adalah 

wujud fisik hasil pekerjaan 
konstruksi yang menyatu 
dengan tempat kedudukann-
ya, sebagian atau seluruhn-
ya berada di atas dan/atau 
di dalam tanah dan/atau 
air, yang berfungsi sebagai 
tempat manusia melakukan 
kegiatannya, baik untuk 
hunian atau tempat tinggal, 
kegiatan keagamaan, kegia-
tan usaha, kegiatan sosial, 
budaya, maupun kegiatan 
khusus. 

Pasal 1
1. Bangunan gedung adalah 

wujud fisik hasil pekerjaan 
konstruksi yang menyatu 
dengan tempat kedudukann-
ya, sebagian atau seluruhn-
ya berada di atas dan/atau 
di dalam tanah dan/atau 
air, yang berfungsi sebagai 
tempat manusia melakukan  
kegiatannya, baik untuk 
hunian atau tempat tinggal, 
kegiatan keagamaan, kegia-
tan usaha, kegiatan sosial, 
budaya, maupun kegiatan 
khusus. 

• Tambahan 
Aturan menge-
nai  Penyedia 
Jasa Konstruksi, 
Profesi Ahli, serta 
Penilik Bangunan 
Gedung 
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TOPIK UNDANG-UNDANG TEN-
TANG BANGUNAN GE-

DUNG

UNDANG-UNDANG CIPTA 
KERJA 

RANGKUMAN 
PENJELASAN

2. Penyelenggaraan bangunan 
gedung adalah kegiatan 
pembangunan yang meliputi 
proses perencanaan teknis 
dan pelaksanaan konstruksi, 
serta kegiatan pemanfaatan, 
pelestarian, dan pem-bong-
karan. 

3. Pemanfaatan bangunan 
gedung adalah kegiatan 
memanfaatkan bangunan 
gedung sesuai dengan 
fungsi yang telah ditetapkan, 
termasuk kegiatan peme-
liharaan, perawatan, dan 
pemeriksaan secara berkala. 

4. Pemeliharaan adalah ke-
giatan menjaga keandalan 
bangunan gedung beserta 
prasarana dan sarananya 
agar selalu laik fungsi. 

5. Perawatan adalah kegia-
tan memperbaiki dan/atau 
mengganti bagian bangunan 
gedung, komponen, bahan 
bangunan, dan/atau prasa-
rana dan sarana agar bangu-
nan gedung tetap laik fungsi. 

6. Pemeriksaan berkala ada-
lah kegiatan pemeriksaan 
keandalan seluruh atau 
sebagian bangunan gedung, 
komponen, bahan bangu-
nan, dan/atau prasarana dan 
sarananya dalam tenggang 
waktu tertentu guna menya-
takan kelaikan fungsi bangu-
nan gedung. 

2. Penyelenggaraan bangunan 
gedung adalah kegiatan 
pembangunan yang melipu-
ti perencanaan teknis dan 
pelaksanaan konstruksi, 
serta kegiatan pemanfaatan, 
pelestarian, dan pem-bong-
karan. 

3. Pemanfaatan bangunan 
gedung adalah kegiatan 
memanfaatkan bangunan 
gedung sesuai dengan 
fungsi yang telah ditetapkan, 
termasuk kegiatan peme-
liharaan, perawatan, dan 
pemeriksaan secara berkala. 

4. Pemeliharaan adalah ke-
giatan menjaga keandalan 
bangunan gedung beserta 
prasarana dan sarananya 
agar selalu laik fungsi. 

5. Perawatan adalah kegia-
tan memperbaiki dan/atau 
mengganti bagian bangunan 
gedung, komponen, bahan 
bangunan, dan/atau prasa-
rana dan sarana agar bangu-
nan gedung tetap laik fungsi. 

6. Pemeriksaan berkala ada-
lah kegiatan pemeriksaan 
keandalan seluruh atau 
sebagian bangunan gedung, 
komponen, bahan bangu-
nan, dan/atau prasarana dan 
sarananya dalam tenggang 
waktu tertentu guna menya-
takan kelaikan fungsi bangu-
nan gedung. 
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TOPIK UNDANG-UNDANG TEN-
TANG BANGUNAN GE-

DUNG

UNDANG-UNDANG CIPTA 
KERJA 

RANGKUMAN 
PENJELASAN

7. Pelestarian adalah kegiatan 
perawatan, pemugaran, 
serta pemeliharaan bangu-
nan gedung dan lingkungan-
nya untuk mengembalikan 
keandalan bangunan terse-
but sesuai dengan aslinya 
atau sesuai dengan keadaan 
menurut periode yang dike-
hendaki. 

8. Pembongkaran adalah 
kegiatan membongkar atau 
merobohkan seluruh atau 
sebagian bangunan gedung, 
komponen, bahan bangu-
nan, dan/atau prasarana dan 
sarananya. 

9. Pemilik bangunan gedung 
adalah orang, badan hukum, 
kelompok orang, atau per-
kumpulan, yang menurut 
hukum sah sebagai pemilik 
bangunan gedung. 

10. Pengguna bangunan gedung 
adalah pemilik bangunan ge-
dung dan/atau bukan pemilik 
bangunan gedung berdasar-
kan kesepa-katan dengan 
pemilik bangunan gedung, 
yang menggunakan dan/
atau mengelola bangunan 
gedung atau bagian bangu-
nan gedung sesuai dengan 
fungsi yang ditetapkan. 

7. Pelestarian adalah kegiatan 
perawatan, pemugaran, 
serta pemeliharaan bangu-
nan gedung dan lingkungan-
nya untuk mengembalikan 
keandalan bangunan terse-
but sesuai dengan aslinya 
atau sesuai dengan keadaan 
menurut periode yang dike-
hendaki. 

8. Pembongkaran adalah 
kegiatan membongkar atau 
merobohkan seluruh atau 
sebagian bangunan gedung, 
komponen, bahan bangu-
nan, dan/atau prasarana dan 
sarananya. 

9. Pemilik bangunan gedung 
adalah orang, badan hukum, 
kelompok orang, atau per-
kumpulan, yang menurut 
hukum sah sebagai pemilik 
bangunan gedung. 

10. Pengguna bangunan gedung 
adalah pemilik bangunan ge-
dung dan/atau bukan pemilik 
bangunan gedung berdasar-
kan kesepa-katan dengan 
pemilik bangunan gedung, 
yang menggunakan dan/
atau mengelola bangunan 
gedung atau bagian bangu-
nan gedung sesuai dengan 
fungsi yang ditetapkan. 
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TOPIK UNDANG-UNDANG TEN-
TANG BANGUNAN GE-

DUNG

UNDANG-UNDANG CIPTA 
KERJA 

RANGKUMAN 
PENJELASAN

11. Pengkaji teknis adalah orang 
perorangan, atau badan 
hukum yang mempunyai 
sertifikat keahlian untuk 
melaksanakan pengkajian 
teknis atas kelaikan fungsi 
bangunan gedung sesuai 
dengan ketentuan perun-
dang-undangan yang ber-
laku. 

12. Masyarakat adalah pero-
rangan, kelompok, badan 
hukum atau usaha, dan 
lembaga atau organisasi 
yang kegiatannya di bidang 
bangunan gedung, terma-
suk masyarakat hukum adat 
dan masyarakat ahli, yang 
berkepentingan dengan 
penyelenggaraan bangunan 
gedung. 

13. Prasarana dan sarana bangu-
nan gedung adalah fasilitas 
kelengkapan di dalam dan 
di luar bangunan gedung 
yang mendukung pemenu-
han terselenggaranya fungsi 
bangunan gedung. 

14. Pemerintah Pusat, selan-
jutnya disebut Pemerintah, 
adalah perangkat Negara 
Kesatuan Republik Indonesia 
yang terdiri dari Presiden 
beserta para menteri. 

11. Pengkaji Teknis adalah orang 
perseorangan atau badan 
usaha, baik yang berbadan 
hukum maupun tidak ber-
badan hukum, yang mem-
punyai sertifikat kompetensi 
kerja kualifikasi ahli atau 
sertifikat badan usaha untuk 
melaksanakan pengkajian 
teknis atas kelaikan fungsi 
Bangunan Gedung. 

12. Masyarakat adalah perseo-
rangan, kelompok, badan 
hukum atau usaha, dan 
lembaga atau organisasi 
yang kegiatannya di bidang 
bangunan gedung, terma-
suk masyarakat hukum adat 
dan masyarakat ahli, yang 
berkepentingan dengan 
penyelenggaraan bangunan 
gedung. 

13. Prasarana dan sarana bangu-
nan gedung adalah fasilitas 
kelengkapan di dalam dan 
di luar bangunan gedung  
yang mendukung pemenu-
han terselenggaranya fungsi 
bangunan gedung. 

14. Pemerintah Pusat adalah 
Presiden Republik Indonesia 
yang memegang kekuasaan 
pemerintahan negara Repub-
lik Indonesia yang dibantu 
oleh Wakil Presiden dan 
menteri sebagaimana dimak-
sud dalam Undang- Undang 
Dasar Negara Republik Indo-
nesia Tahun 1945. 
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TOPIK UNDANG-UNDANG TEN-
TANG BANGUNAN GE-

DUNG

UNDANG-UNDANG CIPTA 
KERJA 

RANGKUMAN 
PENJELASAN

15. Pemerintah Daerah adalah 
kepala daerah kabupaten 
atau kota beserta perangkat 
daerah otonom yang lain 
sebagai badan eksekutif 
daerah, kecuali untuk Provin-
si Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta adalah gubernur. 

15. Pemerintah Daerah adalah 
kepala daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintah-
an Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemer-
intahan yang menjadi ke-
wenangan daerah otonom. 

16. Penyedia Jasa Konstruksi 
adalah pemberi layanan Jasa 
Konstruksi. 

17. Profesi Ahli adalah seseorang 
yang telah memenuhi stan-
dar kompetensi dan ditetap-
kan oleh lembaga yang 
diakreditasi oleh Pemerintah 
Pusat. 

18. Penilik Bangunan Gedung 
yang selanjutnya disebut 
Penilik adalah orang perseo-
rangan yang memiliki kom-
petensi, yang diberi tugas 
oleh Pemerintah Pusat atau 
Pemerintah Daerah sesuai 
dengan kewenangannya 
untuk melakukan inspeksi 
terhadap penyelenggaraan 
Bangunan Gedung.
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TOPIK UNDANG-UNDANG TEN-
TANG BANGUNAN GE-

DUNG

UNDANG-UNDANG CIPTA 
KERJA 

RANGKUMAN 
PENJELASAN

Fungsi 
Bangunan 
Gedung

Pasal 5
(1) Fungsi bangunan gedung 

meliputi fungsi hunian, kea-
gamaan, usaha, sosial dan 
budaya, serta fungsi khusus. 

(2) Bangunan gedung fungsi 
hunian sebagaimana dimak-
sud dalam ayat (1) meliputi 
bangunan untuk rumah 
tinggal tunggal, rumah ting-
gal deret, rumah susun, dan 
rumah tinggal sementara. 

(3) Bangunan gedung fungsi 
keagamaan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) 
meliputi masjid, gereja, 
pura, wihara, dan kelenteng. 

(4) Bangunan gedung fungsi 
usaha sebagaimana dimak-
sud dalam ayat (1) meliputi 
bangunan gedung untuk 
perkantoran, perdagangan, 
perindustrian, perhotelan, 
wisata dan rekreasi, termi-
nal, dan penyimpanan. 

(5) Bangunan gedung fung-
si sosial dan budaya se-
bagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) meliputi bangunan 
gedung untuk pendidikan, 
kebudayaan, pelayanan 
kesehatan, laboratorium, dan 
pelayanan umum. 

(6) Bangunan gedung fungsi 
khusus sebagaimana di-
maksud dalam ayat (1) 
meliputi bangunan gedung 
untuk reaktor nuklir, instalasi 
pertahanan dan keamanan, 
dan bangunan sejenis yang 
diputuskan oleh menteri. 

(7) Satu bangunan gedung 
dapat memiliki lebih dari 
satu fungsi. 

Pasal 5
(1) Setiap bangunan gedung 

memiliki fungsi dan klasifika-
si bangunan gedung.

(2) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai fungsi dan kla-
sifikasi bangunan gedung 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur dalam Pera-
turan Pemerintah. 

• Penyederhanaan 
rincian fungsi 
dan klasifikasi 
bangunan Ge-
dung menjadi 
diatur dalam 
Peraturan Pemer-
intah
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TOPIK UNDANG-UNDANG TEN-
TANG BANGUNAN GE-

DUNG

UNDANG-UNDANG CIPTA 
KERJA 

RANGKUMAN 
PENJELASAN

Fungsi 
Bangunan 
Gedung

Pasal 6
(1) Fungsi bangunan gedung se-

bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 harus sesuai dengan 
peruntukan lokasi yang dia-
tur dalam Peraturan Daerah 
tentang Rencana Tata Ruang 
Wilayah Kabupaten/Kota. 

(2) Fungsi bangunan gedung 
sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) ditetapkan 
oleh Pemerintah Daerah 
dan dicantumkan dalam izin 
mendirikan bangunan. 

(3) Perubahan fungsi bangunan 
gedung yang telah ditetap-
kan sebagaimana dimak-
sud dalam ayat (2) harus 
mendapatkan persetujuan 
dan penetapan kembali oleh 
Pemerintah Daerah. 

(4) Ketentuan mengenai tata 
cara penetapan dan peruba-
han fungsi bangunan gedung 
sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (3) diatur leb-
ih lanjut dengan Peraturan 
Pemerintah. 

Pasal 6
(1) Fungsi bangunan gedung 

sebagaimana dimaksud da-
lam Pasal 5 harus digunakan 
sesuai dengan peruntukan 
lokasi yang diatur dalam 
RDTR. 

(2) Fungsi bangunan gedung 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dicantumkan dalam 
Persetujuan Bangunan Ge-
dung. 

(3) Perubahan fungsi bangunan 
gedung harus mendapatkan 
persetujuan kembali dari 
Pemerintah Pusat. 

(4) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai tata cara memper-
oleh Persetujuan Bangunan 
Gedung sebagaimana dimak-
sud pada ayat (2) dan ayat 
(3) diatur dalam Peraturan 
Pemerintah. 

• Perubahan frasa 
“izin mendirikan 
bangunan” men-
jadi “persetujuan 
bangunan Ge-
dung” (Ayat 2)

• Perubahan 
aturan mengenai 
perubahan fungsi 
Gedung yang 
semula persetu-
juan pemerintah 
daerah diahlihkan 
menjadi persetu-
juan kembali dari 
pemerintah pusat 
(Ayat 3) 
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TOPIK UNDANG-UNDANG TEN-
TANG BANGUNAN GE-

DUNG

UNDANG-UNDANG CIPTA 
KERJA 

RANGKUMAN 
PENJELASAN

Persyaratan 
Bangunan 
Gedung

Pasal 7
(1) Setiap bangunan gedung 

harus memenuhi persyaratan 
administratif dan persyaratan 
teknis sesuai dengan fungsi 
bangunan gedung. 

(2)  Persyaratan administra-
tif bangunan gedung se-
bagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) meliputi persyaratan 
status hak atas tanah, sta-
tus kepemilikan bangunan 
gedung, dan izin mendirikan 
bangunan. 

(3) Persyaratan teknis bangunan 
gedung sebagaimana dimak-
sud dalam ayat (1) meliputi 
persyaratan tata bangunan 
dan persyaratan keandalan 
bangunan gedung. 

(4) Penggunaan ruang di atas 
dan/atau di bawah tanah 
dan/atau air untuk bangunan 
gedung harus memiliki izin 
penggunaan sesuai ketentu-
an yang berlaku. 

(5) Persyaratan administratif 
dan teknis untuk bangunan 
gedung adat, bangunan 
gedung semi permanen, 
bangunan gedung darurat, 
dan bangunan gedung yang 
dibangun pada daerah lokasi 
bencana ditetapkan oleh 
Pemerintah Daerah sesuai 
kondisi sosial dan budaya 
setempat. 

Pasal 7
(1) Setiap bangunan gedung ha-

rus memenuhi standar teknis 
bangunan gedung sesuai 
dengan fungsi dan klasifikasi 
bangunan gedung. 

(2) Penggunaan ruang di atas 
dan/atau di bawah tanah 
dan/atau air untuk bangunan 
gedung harus dilakukan ses-
uai dengan ketentuan pera-
turan perundang- undangan. 

(3) Dalam hal bangunan gedung 
merupakan bangunan ge-
dung adat dan cagar budaya, 
bangunan gedung mengikuti 
ketentuan khusus sesuai 
dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(4) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai standar teknis 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur dalam Pera-
turan Pemerintah.

• Perubahan 
aturan mengenai 
syarat bangunan 
Gedung yang 
semula terdi-
ri dari “syarat 
administratif dan 
syarat teknis” 
menjadi “stan-
dar teknis sesuai 
dengan fungsi 
dan klasifikasi 
bangunan ge-
dung” (Ayat 1) 

• Penghapusan 
aturan mengenai 
syarat adminis-
tratif yang sem-
ula tercantum 
dalam Ayat 2 

• Perubahan frasa 
“harus memiliki 
izin penggunaan 
sesuai keten-
tuan yang ber-
laku” menjadi 
“dilakukan sesuai 
peraturan perun-
dang-undangan” 
(Ayat 2) 

• Tambahan aturan 
mengenai ban-
gunan Gedung 
adat dan cagar 
budaya (ayat 3) 

• Tambahan aturan 
mengenai keten-
tuan lebih lanjut 
syarat teknis dia-
tur dalam Pera-
turan Pemerintah 
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TOPIK UNDANG-UNDANG TEN-
TANG BANGUNAN GE-

DUNG
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KERJA 

RANGKUMAN 
PENJELASAN

Persyaratan 
Administratif 
Bangunan 
Gedung

Pasal 8
1. Setiap bangunan gedung 

harus memenuhi persyaratan 
administratif yang meliputi: 

19. status hak atas tanah, dan/
atau izin pemanfaatan dari 
pemegang hak atas tanah; 

20. status kepemilikan bangunan 
gedung; dan

21. izin mendirikan bangunan 
gedung

22. sesuai ketentuan peraturan 
perundang- undangan yang 
berlaku. 

2. Setiap orang atau badan 
hukum dapat memiliki ban-
gunan gedung atau bagian 
bangunan gedung. 

3. Pemerintah Daerah wajib 
mendata bangunan gedung 
untuk keperluan tertib pem-
bangunan dan pemanfaatan. 

4. Ketentuan mengenai izin 
mendirikan bangunan ge-
dung, kepemilikan, dan 
pendataan bangunan ge-
dung sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1), ayat (2), dan 
ayat (3) diatur lebih lanjut 
dengan Peraturan Pemerin-
tah. 

Pasal 8 dihapuskan dalam UU 
Cipta Kerja

• Penghapusan 
aturan mengenai 
syarat adminis-
tratif bangunan 
gedung
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TOPIK UNDANG-UNDANG TEN-
TANG BANGUNAN GE-

DUNG

UNDANG-UNDANG CIPTA 
KERJA 

RANGKUMAN 
PENJELASAN

Persyaratan 
Tata Bangu-
nan

Pasal 9
1. Persyaratan tata bangunan 

sebagaimana dimaksud da-
lam Pasal 7 ayat (3) meliputi 
persyaratan peruntukan dan 
intensitas bangunan gedung, 
arsitektur bangunan gedung, 
dan persyaratan pengenda-
lian dampak lingkungan. 

2. Persyaratan tata bangunan 
sebagaimana dimaksud da-
lam ayat (1) ditetapkan lebih 
lanjut dalam rencana tata 
bangunan dan lingkungan 
oleh Pemerintah Daerah. 

3. Ketentuan mengenai tata 
cara penyusunan rencana 
tata bangunan dan lingkun-
gan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (2) diatur lebih 
lanjut dengan Peraturan 
Pemerintah. 

Pasal 9  dihapuskan dalam UU 
Cipta Kerja

• Penghapusan 
aturan mengenai 
persyaratan tata 
bangunan 

Persyaratan 
Peruntukan 
dan Intensi-
tas Bangu-
nan Gedung 

Pasal 10 
1. Persyaratan peruntukan dan 

intensitas bangunan gedung 
sebagai-mana dimaksud da-
lam Pasal 9 ayat (1) meliputi 
persyaratan peruntukan lo-
kasi, kepadatan, ketinggian, 
dan jarak bebas bangunan 
gedung yang ditetapkan 
untuk lokasi yang ber-sang-
kutan. 

2. Pemerintah Daerah wajib 
menyediakan dan memberi-
kan informasi secara terbuka 
tentang persyaratan perun-
tukan dan intensitas bangu-
nan gedung bagi masyarakat 
yang memerlukannya. 

Pasal 10  dihapuskan dalam UU 
Cipta Kerja

• Penghapusan 
aturan mengenai 
syarat peruntu-
kan dan intensi-
tas Gedung 
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TOPIK UNDANG-UNDANG TEN-
TANG BANGUNAN GE-

DUNG

UNDANG-UNDANG CIPTA 
KERJA 

RANGKUMAN 
PENJELASAN

Persyaratan 
Peruntukan 
dan Intensi-
tas Bangu-
nan Gedung 

Pasal 11
1. Persyaratan peruntukan 

lokasi sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 10 ayat (1) 
dilaksanakan berdasarkan 
ketentuan tentang tata ru-
ang. 

2. Bangunan gedung yang 
dibangun di atas, dan/atau 
di bawah tanah, air, dan/
atau prasarana dan sarana 
umum tidak boleh meng-
ganggu keseimbangan 
lingkungan, fungsi lindung 
kawasan, dan/atau fungsi 
prasarana dan sarana umum 
yang bersangkutan. 

3. Ketentuan mengenai pem-
bangunan bangunan gedung 
sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (2) diatur leb-
ih lanjut dengan Peraturan 
Pemerintah. 

Pasal 11 dihapuskan dalam UU 
Cipta Kerja

• Penghapusan 
aturan mengenai 
persyaratan pe-
runtukan lokasi 
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TOPIK UNDANG-UNDANG TEN-
TANG BANGUNAN GE-

DUNG

UNDANG-UNDANG CIPTA 
KERJA 

RANGKUMAN 
PENJELASAN

Persyaratan 
Peruntukan 
dan Intensi-
tas Bangu-
nan Gedung 

Pasal 12
(1) Persyaratan kepadatan dan 

ketinggian bangunan se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 10 ayat (1) meliputi 
koefisien dasar bangunan, 
koefisien lantai bangunan, 
dan ketinggian bangunan se-
suai dengan ketentuan yang 
ditetapkan untuk lokasi yang 
bersangkutan. 

(2) Persyaratan jumlah lantai 
maksimum bangunan ge-
dung atau bagian bangunan 
gedung yang dibangun di 
bawah permukaan tanah 
harus mempertimbangkan 
keamanan, kesehatan, dan 
daya dukung lingkungan 
yang dipersyaratkan. 

(3) Bangunan gedung tidak 
boleh melebihi ketentuan 
maksimum kepadatan dan 
ketinggian yang ditetapkan 
pada lokasi yang bersangku-
tan. 

(4) Ketentuan mengenai tata 
cara perhitungan dan pene-
tapan kepadatan dan keting-
gian sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (3) diatur lebih 
lanjut dengan Peraturan 
Pemerintah. 

Pasal 12 dihapuskan dalam UU 
Cipta Kerja

• Penghapusan 
aturan mengenai 
syarat kepa-
datan, ketinggian 
serta jumlah 
lantai maksimum 
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TOPIK UNDANG-UNDANG TEN-
TANG BANGUNAN GE-

DUNG

UNDANG-UNDANG CIPTA 
KERJA 

RANGKUMAN 
PENJELASAN

Persyaratan 
Peruntukan 
dan Intensi-
tas Bangu-
nan Gedung 

Pasal 13
(1) Persyaratan jarak bebas ban-

gunan gedung sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 10 
ayat (1) meliputi:

a. garis sempadan bangunan 
gedung dengan as jalan, 
tepi sungai, tepi pantai, jalan 
kereta api, dan/atau jaringan 
tegangan tinggi;

b. jarak antara bangunan 
gedung dengan batas-batas 
persil, dan jarak antara as 
jalan dan pagar halaman 
yang diizinkan pada lokasi 
yang bersangkutan. 

(2) Persyaratan jarak bebas 
bangunan gedung atau ba-
gian bangunan gedung yang 
dibangun di bawah permu-
kaan tanah harus memper-
timbangkan batas-batas 
lokasi, keamanan, dan tidak 
mengganggu fungsi utilitas 
kota, serta pelaksanaan 
pembangunannya. 

(3) Ketentuan mengenai pers-
yaratan jarak bebas bangu-
nan gedung sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (2) 
diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Pemerintah. 

Pasal 13 dihapuskan dalam UU 
Cipta Kerja

• Penghapusan 
aturan mengenai 
persyaratan jarak 
bebas bangunan 
Gedung 
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TOPIK UNDANG-UNDANG TEN-
TANG BANGUNAN GE-

DUNG

UNDANG-UNDANG CIPTA 
KERJA 

RANGKUMAN 
PENJELASAN

Persyaratan 
Arsitektur 
Bangunan 
Gedung

Pasal 14
(1) Persyaratan arsitektur ban-

gunan gedung sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 
ayat meliputi persyaratan 
penampilan bangunan 
gedung, tata ruang dalam, 
keseimbangan, keserasian, 
dan keselarasan bangunan 
gedung dengan lingkungan-
nya, serta pertimbangan 
adanya keseimbangan antara 
nilai-nilai sosial budaya 
setempat terhadap penera-
pan berbagai perkembangan 
arsitektur dan rekayasa. 

(2) Persyaratan penampilan ban-
gunan gedung sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) ha-
rus memperhatikan bentuk 
dan karakteristik arsitektur 
dan lingkungan yang ada di 
sekitarnya. 

(3) Persyaratan tata ruang da-
lam bangunan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) 
harus memperhatikan fungsi 
ruang, arsitektur bangunan 
gedung, dan keandalan ban-
gunan gedung. 

(4) Persyaratan keseimbangan, 
keserasian, dan keselarasan 
bangunan gedung dengan 
lingkungannya sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) 
harus mempertimbangkan 
terciptanya ruang luar ban-
gunan gedung, ruang ter-
buka hijau yang seimbang, 
serasi, dan selaras dengan 
lingkungannya. 

Pasal 14 dihapuskan dalam UU 
Cipta Kerja

• Penghapusan 
aturan mengenai 
persyaratan arsi-
tektu bangunan 
Gedung 

• Penghapusan 
aturan menge-
nai persyaratan 
penampilan ban-
gunan gedung
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TOPIK UNDANG-UNDANG TEN-
TANG BANGUNAN GE-

DUNG

UNDANG-UNDANG CIPTA 
KERJA 

RANGKUMAN 
PENJELASAN

(5) Ketentuan mengenai 
penampilan bangunan ge-
dung, tata ruang dalam, kes-
eimbangan, dan keselarasan 
bangunan gedung dengan 
lingkungannya sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1), 
ayat (2), ayat (3), dan ayat 
(4) diatur lebih lanjut den-
gan Peraturan Pemerintah.

Persyaratan 
Pengenda-
lian Dampak 
Lingkungan

Pasal 15
(1) Penerapan persyaratan 

pengendalian dampak 
lingkungan hanya berlaku 
bagi bangunan gedung yang 
dapat menimbulkan dampak 
penting terhadap lingkun-
gan. 

(2) Persyaratan pengendalian 
dampak lingkungan pada ba-
ngunan gedung sebagaima-
na dimaksud dalam ayat (1) 
sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undan-
gan yang berlaku. 

Pasal 15
(1) Penerapan pengendalian 

dampak lingkungan hanya 
berlaku bagi bangunan ge-
dung yang dapat menimbul-
kan dampak penting terha-
dap lingkungan. 

(2) Pengendalian dampak 
lingkungan pada bangunan 
gedung sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) dilakukan 
sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang- un-
dangan. 

• Penghapusan fra-
sa “persyaratam” 
(Ayat 2) 

Persyaratan 
Keandalan 
Bangunan 
Gedung

Pasal 16
(1) Persyaratan keandalan ban-

gunan gedung sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7 ayat 
(3), meliputi persyaratan 
keselamatan, kesehatan, 
kenyamanan, dan kemuda-
han. 

(2) Persyaratan keandalan ban-
gunan gedung sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) 
ditetapkan berdasarkan 
fungsi bangunan gedung. 

Pasal 16 dihapuskan dalam UU 
Cipta Kerja

• Penghapusan 
aturan menge-
nai persyaratan 
keandalan ban-
gunan Gedung 
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TOPIK UNDANG-UNDANG TEN-
TANG BANGUNAN GE-

DUNG

UNDANG-UNDANG CIPTA 
KERJA 

RANGKUMAN 
PENJELASAN

Persyaratan 
Keselamatan

Pasal 17 
(1) Persyaratan keselamatan 

bangunan gedung se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 16 ayat (1) meliputi 
persyaratan kemampuan 
bangunan gedung untuk 
mendukung beban muatan, 
serta kemampuan bangunan 
gedung dalam mencegah 
dan menanggulangi bahaya 
kebakaran dan bahaya petir. 

(2) Persyaratan kemampuan 
bangunan gedung untuk 
mendukung beban muatan-
nya sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) merupakan 
kemampuan struktur bangu-
nan gedung yang stabil dan 
kukuh dalam mendukung 
beban muatan. 

(3) Persyaratan kemampuan 
bangunan gedung dalam 
mencegah dan menanggu-
langi bahaya kebakaran se-
bagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) merupakan kemam-
puan bangunan gedung un-
tuk melakukan pengamanan 
terhadap bahaya kebakaran 
melalui sistem proteksi pasif 
dan/atau proteksi aktif. 

(4) Persyaratan kemampuan 
bangunan gedung dalam 
mencegah bahaya petir se-
bagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) merupakan kemam-
puan bangunan gedung 
untuk melakukan pengaman-
an terhadap bahaya petir 
melalui sistem penangkal 
petir. 

Pasal 17  dihapuskan dalam UU 
Cipta Kerja

• Penghapusan 
aturan mengenai 
persyaratan kes-
elamatan bangu-
nan Gedung 

• Penghapusan 
aturan mengenai 
persyaratan ke-
mampuan ban-
gunan Gedung 
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TOPIK UNDANG-UNDANG TEN-
TANG BANGUNAN GE-

DUNG

UNDANG-UNDANG CIPTA 
KERJA 

RANGKUMAN 
PENJELASAN

Persyaratan 
Keselamatan

Pasal 18
(1) Persyaratan kemampuan 

struktur bangunan gedung 
yang stabil dan kukuh dalam 
mendukung beban muatan 
sebagaimana dimaksud da-
lam Pasal 17 ayat (2) mer-
upakan kemampuan struktur 
bangunan gedung yang 
stabil dan kukuh sampai 
dengan kondisi pembebanan 
maksimum dalam men-
dukung beban muatan hidup 
dan beban muatan mati, 
serta untuk daerah/zona 
tertentu kemampuan untuk 
mendukung beban muatan 
yang timbul akibat perilaku 
alam. 

(2) Besarnya beban muatan 
dihitung berdasarkan fung-
si bangunan gedung pada 
kondisi pembebanan maksi-
mum dan variasi pembeba-
nan agar bila terjadi kerun-
tuhan pengguna bangunan 
gedung masih dapat menye-
lamatkan diri. 

(3) Ketentuan mengenai pembe-
banan, ketahanan terhadap 
gempa bumi dan/atau angin 
sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) dan ayat (2) 
diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Pemerintah. 

Pasal 18 dihapuskan dalam UU 
Cipta Kerja

• Penghapusan 
aturan mengenai 
persyaratan ke-
mampuan struk-
tur  bangunan 
Gedung 
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TOPIK UNDANG-UNDANG TEN-
TANG BANGUNAN GE-

DUNG

UNDANG-UNDANG CIPTA 
KERJA 

RANGKUMAN 
PENJELASAN

Persyaratan 
Keselamatan

Pasal 19
(1) Pengamanan terhadap 

bahaya kebakaran dilaku-
kan dengan sistem proteksi 
pasif sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 17 ayat 
(3) meliputi kemampuan 
stabilitas struktur dan ele-
mennya, konstruksi tahan 
api, kompartemenisasi dan 
pemisahan, serta proteksi 
pada bukaan yang ada untuk 
menahan dan membatasi 
kecepatan menjalarnya api 
dan asap kebakaran. 

(2) Pengamanan terhadap 
bahaya kebakaran dilaku-
kan dengan sistem proteksi 
aktif sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 17 ayat (3) meli-
puti kemampuan peralatan 
dalam mendeteksi dan me-
madamkan kebakaran, pen-
gendalian asap, dan sarana 
penyelamatan kebakaran. 

(3) Bangunan gedung, selain 
rumah tinggal, harus dileng-
kapi dengan sistem proteksi 
pasif dan aktif. 

(4) Ketentuan mengenai sistem 
pengamanan bahaya keba-
karan sebagaimana dimak-
sud dalam ayat (1), ayat 
(2), dan ayat (3) diatur lebih 
lanjut dengan Peraturan 
Pemerintah. 

Pasal 19 dihapuskan dalam UU 
Cipta Kerja

• Penghapusan 
aturan menge-
nai pengamana 
terhadap bahaya 
kebakaran 
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TOPIK UNDANG-UNDANG TEN-
TANG BANGUNAN GE-

DUNG

UNDANG-UNDANG CIPTA 
KERJA 

RANGKUMAN 
PENJELASAN

Persyaratan 
Keselamatan

Pasal 20 
(1) Pengamanan terhadap baha-

ya petir melalui sistem pen-
angkal petir sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 17 ayat 
(4) merupakan kemampuan 
bangunan gedung untuk 
melindungi semua bagian 
bangunan gedung, termasuk 
manusia di dalamnya terha-
dap bahaya sambaran petir. 

(2)  Sistem penangkal petir se-
bagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) merupakan instalasi 
penangkal petir yang harus 
dipasang pada setiap ban-
gunan gedung yang karena 
letak, sifat geografis, bentuk, 
dan penggunaannya mem-
punyai risiko terkena samba-
ran petir. 

(3) Ketentuan mengenai sistem 
penangkal petir sebagaima-
na dimaksud dalam ayat (2) 
diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Pemerintah. 

Pasal 20  dihapuskan dalam UU 
Cipta Kerja

• Penghapusan 
aturan mengenai 
pengamanan 
terhadap baha-
ya petir melalui 
sistem penangkal 
petir 

Persyaratan 
Kesehatan

Pasal 21
Persyaratan kesehatan bangunan 

gedung sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 16 ayat (1) 
meliputi persyaratan sistem 
penghawaan, pencahayaan, 
sanitasi, dan penggunaan 
bahanbangunan gedung.

Pasal 21  dihapuskan dalam UU 
Cipta Kerja

• Penghapusan 
aturan mengenai 
persyaratan Kes-
ehatan bangunan 
Gedung 
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TOPIK UNDANG-UNDANG TEN-
TANG BANGUNAN GE-

DUNG

UNDANG-UNDANG CIPTA 
KERJA 

RANGKUMAN 
PENJELASAN

Persyaratan 
Kesehatan

Pasal 22
(1) Sistem penghawaan se-

bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 21 merupakan ke-
butuhan sirkulasi dan per-
tukaran udara yang harus 
disediakan pada bangunan 
gedung melalui bukaan dan/
atau ventilasi alami dan/atau 
ventilasi buatan. 

(2) Bangunan gedung tempat 
tinggal, pelayanan keseha-
tan, pendidik-an, dan bangu-
nan pelayanan umum lainnya 
harus mempunyai bukaan 
untuk ventilasi alami. 

(3) Ketentuan mengenai sistem 
penghawaan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) dan 
ayat (2) diatur lebih lanjut 
dengan Peraturan Pemerin-
tah. 

Pasal 22 dihapuskan dalam UU 
Cipta Kerja

• Penghapusan 
aturan mengenai 
sistem pengha-
waan Gedung 
dan ventilasi 

Persyaratan 
Kesehatan

Pasal 23
(1) Sistem pencahayaan se-

bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 21 merupakan kebutu-
han pencahayaan yang harus 
disediakan pada bangunan 
gedung melalui pencahayaan 
alami dan/atau pencahayaan 
buatan, termasuk pencaha-
yaan darurat. 

(2) Bangunan gedung tempat 
tinggal, pelayanan keseha-
tan, pendidikan, dan bangu-
nan pelayanan umum lainnya 
harus mempunyai bukaan 
untuk pencahayaan alami. 

(3) Ketentuan mengenai sistem 
pencahayaan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) dan 
ayat (2) diatur lebih lanjut 
dengan Peraturan Pemerin-
tah. 

Pasal 23 dihapuskan dalam UU 
Cipta Kerja

• Penghapusan 
aturan mengenai 
sistem pencaha-
yaan Gedung 
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TOPIK UNDANG-UNDANG TEN-
TANG BANGUNAN GE-

DUNG

UNDANG-UNDANG CIPTA 
KERJA 

RANGKUMAN 
PENJELASAN

Persyaratan 
Kesehatan

Pasal 24
(1) Sistem sanitasi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 21 
merupakan kebutuhan sani-
tasi yang harus disediakan di 
dalam dan di luar bangunan 
gedung untuk memenuhi 
kebutuhan air bersih, pem-
buangan air kotor dan/
atau air limbah, kotoran dan 
sampah, serta penyaluran air 
hujan. 

(2) Sistem sanitasi pada bangu-
nan gedung dan lingkungan-
nya harus dipasang sehingga 
mudah dalam pengoperasian 
dan pemeliharaannya, tidak 
membahayakan serta tidak 
mengganggu lingkungan. 

(3) Ketentuan mengenai sistem 
sanitasi sebagaimana dimak-
sud dalam ayat (1) dan ayat 
(2) diatur lebih lanjut den-
gan Peraturan Pemerintah. 

Pasal 24 dihapuskan dalam UU 
Cipta Kerja

• Penghapusan 
aturan mengenai 
sistem sanitasi 

Persyaratan 
Kesehatan

Pasal 25
(1) Penggunaan bahan bangu-

nan gedung sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 21 
harus aman bagi kesehatan 
pengguna bangunan gedung 
dan tidak menimbulkan 
dampak negatif terhadap 
lingkungan. 

(2) Ketentuan mengenai peng-
gunaan bahan bangunan 
gedung sebagaimana dimak-
sud dalam ayat (1) diatur 
lebih lanjut dengan Peratur-
an Pemerintah. 

Pasal 25 dihapuskan dalam UU 
Cipta Kerja

• Penghapusan 
aturan mengenai 
keamanan peng-
gunaan bahan 
bangunan 
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TANG BANGUNAN GE-
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KERJA 

RANGKUMAN 
PENJELASAN

Persyaratan 
Kenyamanan

Pasal 26
(1) Persyaratan kenyaman-

an bangunan gedung se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 16 ayat (1) meliputi 
kenyamanan ruang gerak 
dan hubungan antarruang, 
kondisi udara dalam ruang, 
pandangan, serta tingkat ge-
taran dan tingkat kebisingan. 

(2) Kenyamanan ruang gerak se-
bagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) merupakan tingkat 
kenyamanan yang diperoleh 
dari dimensi ruang dan tata 
letak ruang yang member-
ikan kenyamanan bergerak 
dalam ruangan. 

(3)  Kenyamanan hubungan 
antarruang sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) 
merupakan tingkat kenya-
manan yang diperoleh dari 
tata letak ruang dan sirkulasi 
antarruang dalam bangunan 
gedung untuk terseleng-
garanya fungsi bangunan 
gedung. 

(4) Kenyamanan kondisi udara 
dalam ruang sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) 
merupakan tingkat ken-
yamanan yang diperoleh 
dari temperatur dan kelem-
baban di dalam ruang untuk 
terselenggaranya fungsi 
bangunan gedung. 

Pasal 26 dihapuskan dalam UU 
Cipta Kerja

• Penghapusan 
aturan mengenai 
persyaratan ken-
yamanan bangu-
nan Gedung 
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TANG BANGUNAN GE-

DUNG

UNDANG-UNDANG CIPTA 
KERJA 

RANGKUMAN 
PENJELASAN

(5) Kenyamanan pandangan 
sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) merupakan 
kondisi dimana hak pribadi 
orang dalam melaksanakan 
kegiatan di dalam bangunan 
gedungnya tidak terganggu 
dari bangunan gedung lain di 
sekitarnya. 

(6) Kenyamanan tingkat getaran 
dan kebisingan sebagaima-
na dimaksud dalam ayat (1) 
merupakan tingkat kenya-
manan yang ditentukan oleh 
suatu keadaan yang tidak 
mengakibatkan pengguna 
dan fungsi bangunan gedung 
terganggu oleh getaran dan/
atau kebisingan yang timbul 
baik dari dalam bangunan 
gedung maupun lingkungan-
nya. 

(7) Ketentuan mengenai ken-
yamanan ruang gerak, 
tata hubungan antarruang, 
tingkat kondisi udara dalam 
ruangan, pandangan, serta 
tingkat getaran dan kebisin-
gan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (2), ayat (3), 
ayat (4), ayat (5), dan ayat 
(6) diatur lebih lanjut den-
gan Peraturan Pemerintah.
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TANG BANGUNAN GE-

DUNG

UNDANG-UNDANG CIPTA 
KERJA 

RANGKUMAN 
PENJELASAN

Persyaratan 
Kemudahan

Pasal 27
(1) Persyaratan kemudahan se-

bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 16 ayat (1) meliputi 
kemudahan hubungan ke, 
dari, dan di dalam bangunan 
gedung, serta kelengkapan 
prasarana dan sarana da-
lam pemanfaatan bangunan 
gedung. 

(2) Kemudahan hubungan ke, 
dari, dan di dalam bangunan 
gedung sebagaimana dimak-
sud dalam ayat (1) meliputi 
tersedianya fasilitas dan 
aksesibilitas yang mudah, 
aman, dan nyaman termasuk 
bagi penyandang cacat dan 
lanjut usia. 

(3) Kelengkapan prasarana dan 
sarana sebagaimana dimak-
sud dalam ayat (1) pada 
bangunan gedung untuk 
kepentingan umum meliputi 
penyediaan fasilitas yang 
cukup untuk ruang ibadah, 
ruang ganti, ruangan bayi, 
toilet, tempat parkir, tempat 
sampah, serta fasilitas komu-
nikasi dan informasi. 

(4) Ketentuan mengenai kemu-
dahan hubungan ke, dari, 
dan di dalam bangunan 
gedung, serta kelengkapan 
prasarana dan sarana se-
bagaimana dimaksud dalam 
ayat (2) dan ayat (3) diatur 
lebih lanjut dengan Peratur-
an Pemerintah. 

Pasal 27 dihapuskan dalam UU 
Cipta Kerja

• Penghapusan 
aturan menge-
nai persyaratan 
kemudahan

• Penghapusan 
aturan mengenai 
aturan menge-
nai kelengkapan 
prasaran dan 
sarana 
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TANG BANGUNAN GE-

DUNG

UNDANG-UNDANG CIPTA 
KERJA 

RANGKUMAN 
PENJELASAN

Persyaratan 
Kemudahan

Pasal 28
(1) Kemudahan hubungan hori-

zontal antarruang dalam ba-
ngunan gedung sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 27 
ayat (2) merupakan keharu-
san bangunan gedung untuk 
menyediakan pintu dan/atau 
koridor antar ruang. 

(2) Penyediaan mengenai jum-
lah, ukuran dan konstruksi 
teknis pintu dan koridor dise-
suaikan dengan fungsi ruang 
bangunan gedung. 

(3) Ketentuan mengenai kemu-
dahan hubungan horizontal 
antarruang dalam bangunan 
gedung sebagaimana dimak-
sud dalam ayat (1) dan ayat 
(2) diatur lebih lanjut den-
gan Peraturan Pemerintah. 

Pasal 28 dihapuskan dalam UU 
Cipta Kerja

• Penghapusan 
aturan mengenai 
penyediaan pintu 
atau koridor an-
tar ruang
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TOPIK UNDANG-UNDANG TEN-
TANG BANGUNAN GE-

DUNG

UNDANG-UNDANG CIPTA 
KERJA 

RANGKUMAN 
PENJELASAN

Persyaratan 
Kemudahan

Pasal 29
(1) Kemudahan hubungan verti-

kal dalam bangunan gedung, 
termasuk sarana transportasi 
vertikal sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 27 ayat (2) 
berupa penyediaan tangga, 
ram, dan sejenisnya serta 
lift dan/atau tangga berjalan 
dalam bangunan gedung. 

(2) Bangunan gedung yang ber-
tingkat harus menyediakan 
tangga yang menghubung-
kan lantai yang satu dengan 
yang lainnya dengan mem-
pertimbangkan kemudahan, 
keamanan, keselamatan, dan 
kesehatan pengguna. 

(3) Bangunan gedung untuk 
parkir harus menyediakan 
ram dengan kemiringan 
tertentu dan/atau sarana 
akses vertikal lainnya dengan 
mempertimbangkan kemu-
dahan dan keamanan peng-
guna sesuai standar teknis 
yang berlaku. 

(4) Bangunan gedung dengan 
jumlah lantai lebih dari 5 
(lima) harus dilengkapi 
dengan sarana transportasi 
vertikal (lift) yang dipasang 
sesuai dengan kebutuhan 
dan fungsi bangunan ge-
dung. 

(5) Ketentuan mengenai kemu-
dahan hubungan vertikal 
dalam bangunan gedung 
sebagaimana dimaksud da-
lam ayat (1), ayat (2), ayat 
(3), dan ayat (4) diatur lebih 
lanjut dengan Peraturan 
Pemerintah. 

Pasal 29 dihapuskan dalam UU 
Cipta Kerja

• Penghapusan 
aturan mengenai 
Gedung bert-
ingkat dengan 
akses kemiringan 
tertentu 
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TOPIK UNDANG-UNDANG TEN-
TANG BANGUNAN GE-

DUNG

UNDANG-UNDANG CIPTA 
KERJA 

RANGKUMAN 
PENJELASAN

Persyaratan 
Kemudahan

Pasal 30 
(1) Akses evakuasi dalam 

keadaan darurat sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 
27 ayat harus disediakan di 
dalam bangunan gedung 
meliputi sistem peringatan 
bahaya bagi pengguna, 
pintu keluar darurat, dan 
jalur evakuasi apabila terjadi 
bencana kebakaran dan/atau 
bencana lainnya, kecuali 
rumah tinggal. 

(2) Penyediaan akses evakua-
si sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) harus dapat 
dicapai dengan mudah dan 
dilengkapi dengan penunjuk 
arah yang jelas. 

(3) Ketentuan mengenai penye-
diaan akses evakuasi se-
bagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) dan ayat (2) diatur 
lebih lanjut dengan Peratur-
an Pemerintah. 

Pasal 30  dihapuskan dalam UU 
Cipta Kerja

• Penghapusan 
aturan mengenai 
akses evakuasi 
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TANG BANGUNAN GE-

DUNG

UNDANG-UNDANG CIPTA 
KERJA 

RANGKUMAN 
PENJELASAN

Persyaratan 
Kemudahan

Pasal 31
(1) Penyediaan fasilitas dan ak-

sesibilitas bagi penyandang 
cacat dan lanjut usia se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 27 ayat (2) merupa-
kan keharusan bagi semua 
bangunan gedung, kecuali 
rumah tinggal. 

(2) Fasilitas bagi penyandang 
cacat dan lanjut usia se-
bagaimana dimaksud dalam 
ayat (1), termasuk penye-
diaan fasilitas aksesibilitas 
dan fasilitas lainnya dalam 
bangunan gedung dan 
lingkungannya. 

(3) Ketentuan mengenai penye-
diaan aksesibilitas bagi 
penyandang cacat dan lanjut 
usia sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) dan ayat (2) 
diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Pemerintah. 

Pasal 31 dihapuskan dalam UU 
Cipta Kerja

• Penghapusan 
aturan menge-
nai penyesdiaan 
fasilitas dan 
aksesibilitas pen-
yandang cacat

Persyaratan 
Kemudahan

Pasal 32
(1) Kelengkapan prasarana dan 

sarana sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 27 ayat (3) 
merupakan keharusan bagi 
semua bangunan gedung 
untuk kepentingan umum. 

(2) Ketentuan mengenai keleng-
kapan prasarana dan sara-
na sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) diatur lebih 
lanjut dengan Peraturan 
Pemerintah 

Pasal 32 dihapuskan dalam UU 
Cipta Kerja

• Penghapusan 
aturan menge-
nai kelengkapan 
prasarana dan 
saran Gedung 
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TANG BANGUNAN GE-
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UNDANG-UNDANG CIPTA 
KERJA 

RANGKUMAN 
PENJELASAN

Persyaratan 
Bangunan 
Gedung 
Fungsi Khu-
sus

Pasal 33
Persyaratan administratif dan 
teknis untuk bangunan gedung 
fungsi khusus, selain harus me-
menuhi ketentuan dalam Bagian 
Kedua, Bagian Ketiga, dan Ba-
gian Keempat pada Bab ini, juga 
harus memenuhi persyaratan 
administratif dan teknis khusus 
yang dikeluarkan oleh instansi 
yang berwenang. 

Pasal 33 dihapuskan dalam UU 
Cipta Kerja

• Penghapusan 
aturan menge-
nai persyaratan 
administrasi dan 
teknis bangunan 
Gedung  fungsi 
khusus 

Penyeleng-
garaan 
Banguna 
Gedung

Pasal 34
(1) Penyelenggaraan bangunan 

gedung meliputi kegiatan 
pembangun-an, peman-
faatan, pelestarian, dan 
pembongkaran. 

(2) Dalam penyelenggaraan ba-
ngunan gedung sebagaima-
na dimaksud dalam ayat (1) 
penyelenggara berkewajiban 
memenuhi persyaratan ba-
ngunan gedung sebagaima-
na dimaksud dalam Bab IV 
undang-undang ini. 

(3) Penyelenggara bangunan 
gedung terdiri atas pemilik 
bangunan gedung, penyedia 
jasa konstruksi, dan penggu-
na bangunan gedung. 

(4) Pemilik bangunan gedung 
yang belum dapat memenuhi 
persyaratan sebagaimana 
dimaksud dalam Bab IV un-
dang-undang ini, tetap harus 
memenuhi ketentuan terse-
but secara bertahap. 

Pasal 34
(1) Penyelenggaraan bangunan 

gedung meliputi kegiatan 
pembangunan, peman-
faatan, pelestarian, dan 
pembongkaran. 

(2) Dalam penyelenggaraan ba-
ngunan gedung sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1), 
penyelenggara berkewajiban 
memenuhi standar teknis 
bangunan gedung. 

(3) Penyelenggara bangunan 
gedung terdiri atas pemilik 
bangunan gedung, Penyedia 
Jasa Konstruksi, Profesi Ahli, 
Penilik, pengkaji teknis, dan 
pengguna bangunan ge-
dung. 

(4) Dalam hal terdapat perubah-
an standar teknis bangunan 
gedung, pemilik bangu-
nan gedung yang belum 
memenuhi standar teknis 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) tetap harus me-
menuhi ketentuan standar 
teknis secara bertahap. 

• Tambahan aturan 
mengenai penye-
lenggara ban-
gunan Gedung 
termasuk dida-
lamnya  Profesi 
Ahli, Penilik, 
pengkaji teknis
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TANG BANGUNAN GE-
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UNDANG-UNDANG CIPTA 
KERJA 

RANGKUMAN 
PENJELASAN

Pembangu-
nan

Pasal 35
(1) Pembangunan bangunan 

gedung diselenggarakan 
melalui tahapan peren-
canaan dan pelaksanaan 
beserta pengawasannya. 

(2) Pembangunan bangunan ge-
dung dapat dilakukan baik di 
tanah milik sendiri maupun 
di tanah milik pihak lain. 

(3) Pembangunan bangunan 
gedung di atas tanah mi-
lik pihak lain sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (2) 
dilakukan berdasarkan per-
janjian tertulis antara pemilik 
tanah dan pemilik bangunan 
gedung. 

(4) Pembangunan bangunan 
gedung dapat dilaksanakan 
setelah rencana teknis ban-
gunan gedung disetujui oleh 
Pemerintah Daerah dalam 
bentuk izin mendirikan ba-
ngunan, kecuali bangunan 
gedung fungsi khusus. 

Pasal 35
(1) Pembangunan bangunan 

gedung diselenggarakan 
melalui tahapan perenca-
naan, pelaksanaan, dan 
pengawasan. 

(2) Pembangunan bangunan 
gedung dapat dilakukan, 
baik di tanah milik sendiri 
maupun di tanah milik pihak 
lain 

(3) Pembangunan bangunan 
gedung di atas tanah mi-
lik pihak lain sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan berdasarkan per-
janjian tertulis antara pemilik 
tanah dan pemilik bangunan 
gedung. 

(4) Perencanaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ha-
rus dilakukan oleh penyedia 
jasa perencana konstruksi 
yang memenuhi syarat dan 
standar kompetensi sesuai 
dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(5)  Penyedia jasa perencana 
konstruksi sebagaimana di-
maksud pada ayat (4) harus 
merencanakan bangunan ge-
dung dengan acuan standar 
teknis bangunan gedung se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 7 ayat (1). 

• Tambahan aturan 
mengenai Peren-
canaan pemba-
ngunan Gedung 
dilakukan oleh 
penyedia jasa 
konstruksi 
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TOPIK UNDANG-UNDANG TEN-
TANG BANGUNAN GE-
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UNDANG-UNDANG CIPTA 
KERJA 

RANGKUMAN 
PENJELASAN

(6) Dalam hal bangunan gedung 
direncanakan tidak sesuai 
dengan standar teknis se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 7 ayat (1), bangunan 
gedung harus dilengka-
pi hasil pengujian untuk 
mendapatkan persetujuan 
rencana teknis dari Pemerin-
tah Pusat. 

(7) Hasil perencanaan harus 
dikonsultasikan dengan Pe-
merintah Pusat dan Pemer-
intah Daerah sesuai dengan 
kewenangannya berdasarkan 
norma, standar, prosedur, 
dan kriteria yang ditetapkan 
oleh Pemerintah Pusat untuk 
mendapatkan pernyataan 
pemenuhan standar teknis 
bangunan gedung. 

(8) Dalam hal perencanaan 
bangunan gedung yang 
menggunakan prototipe 
yang ditetapkan Pemerintah 
Pusat, perencanaan bangu-
nan gedung tidak memerlu-
kan kewajiban konsultasi dan 
tidak memerlukan pemerik-
saan pemenuhan standar. 
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Pembangu-
nan

Pasal 36
(1) Pengesahan rencana teknis 

bangunan gedung untuk 
kepentingan umum ditetap-
kan oleh Pemerintah Daerah 
setelah mendapat pertim-
bangan teknis dari tim ahli. 

(2) Pengesahan rencana teknis 
bangunan gedung fungsi 
khusus ditetapkan oleh pe-
merintah setelah mendapat 
pertimbangan teknis tim ahli. 

(3) Keanggotaan tim ahli ban-
gunan gedung sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) 
dan ayat (2) bersifat ad hoc 
terdiri atas para ahli yang 
diperlukan sesuai dengan 
kompleksitas bangunan ge-
dung. 

(4) Ketentuan mengenai tata 
cara pengesahan rencana 
teknis bangunan gedung se-
bagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) dan ayat (2) dan 
keanggotaan tim ahli ban-
gunan gedung sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (3) 
diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Pemerintah. 

Pasal 36 dihapuskan dalam UU 
Cipta Kerja

• Penghapusan 
aturan menge-
nai pengesahan 
rencana teknis 
bangunan Ge-
dung 
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RANGKUMAN 
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Pembangu-
nan

Pasal 36A sebelumnya tidak ada 
dalam  tentang Bangunan Ge-
dung

Pasal 36A
(1) Pelaksanaan konstruksi se-

bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 35 ayat (1) dilakukan 
setelah mendapatkan Per-
setujuan Bangunan Gedung. 

(2) Persetujuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
diperoleh setelah mendapat-
kan pernyataan pemenuhan 
standar teknis bangunan 
gedung dari Pemerintah 
Pusat atau Pemerintah Daer-
ah sesuai kewenangannya 
berdasarkan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria yang 
ditetapkan oleh Pemerintah 
Pusat. 

(3) Persetujuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
dimohonkan kepada Pemer-
intah Pusat atau  Pemerin-
tah Daerah sesuai dengan 
kewenangannya berdasarkan 
norma, standar, prosedur, 
dan kriteria yang ditetap-
kan oleh Pemerintah Pusat 
melalui sistem elektronik 
yang diselenggarakan oleh 
Pemerintah Pusat. 

• Tambahan aturan 
mengenai per-
setujuan ban-
gunan Gedung 
atas pelaksanaan 
konstruksi 
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Pembangu-
nan

Pasal 36B  sebelumnya tidak ada 
dalam  tentang Bangunan Ge-
dung

Pasal 36B
(1) Pelaksanaan bangunan ge-

dung dilakukan oleh penye-
dia jasa pelaksana konstruksi 
yang memenuhi syarat dan 
standar kompetensi sesuai 
dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Penyedia jasa pengawasan 
atau manajemen konstruksi 
melakukan kegiatan pen-
gawasan dan bertanggung 
jawab untuk melaporkan 
setiap tahapan pekerjaan. 

(3) Pemerintah Pusat atau 
Pemerintah Daerah sesuai 
dengan kewenangannya 
berdasarkan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria yang 
ditetapkan oleh Pemerintah 
Pusat melakukan inspeksi 
pada setiap tahapan se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (2) sebagai pengawasan 
yang dapat menyatakan lan-
jut atau tidaknya pekerjaan 
konstruksi ke tahap berikutn-
ya. 

(4) Tahapan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) me-
liputi: 

a. pekerjaan struktur bawah; 
b. pekerjaan basemen jika 

ada; 
c. pekerjaan struktur atas; 

dan
d. pengujian. 

• Tambahan aturan 
mengenai penye-
dia jasa pelaksa-
naa konstruksi 
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(5)  Dalam melaksanakan ins-
peksi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) Pemerintah 
Pusat atau Pemerintah Daer-
ah sesuai dengan kewenan-
gannya menugaskan Penilik 
berdasarkan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria yang 
ditetapkan oleh Pemerintah 
Pusat. 

(6) Dalam hal pelaksanaan 
diperlukan adanya peruba-
han dan/atau penyesuaian 
terhadap rencana teknis, 
penyedia jasa perencana 
wajib melaporkan kepa-
da Pemerintah Pusat atau 
Pemerintah Daerah sesuai 
dengan kewenanganya 
untuk mendapatkan persetu-
juan sebelum pelaksanaan 
perubahan dapat dilanjutkan 
berdasarkan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria yang 
ditetapkan oleh Pemerintah 
Pusat.
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Peman-
faatan

Pasal 37
(1) Pemanfaatan bangunan ge-

dung dilakukan oleh pemilik 
atau pengguna bangunan 
gedung setelah bangunan 
gedung tersebut dinyatakan 
memenuhi persyaratan laik 
fungsi. 

(2) Bangunan gedung dinya-
takan memenuhi persyaratan 
laik fungsi apabila telah me-
menuhi persyaratan teknis, 
sebagaimana dimaksud da-
lam Bab IV undang-undang 
ini. 

(3) Pemeliharaan, perawatan, 
dan pemeriksaan secara ber-
kala pada bangunan gedung 
harus dilakukan agar tetap 
memenuhi persyaratan laik 
fungsi. 

(4) Dalam pemanfaatan bangu-
nan gedung, pemilik atau 
pengguna bangunan gedung 
mempunyai hak dan kewa-
jiban sebagaimana diatur 
dalam undang-undang ini. 

(5) Ketentuan mengenai tata 
cara pemeliharaan, per-
awatan, dan pemeriksaan 
secara berkala bangunan 
gedung sebagaimana dimak-
sud dalam ayat (3) diatur 
lebih lanjut dengan Peratur-
an Pemerintah. 

Pasal 37
(1) Pemanfaatan bangunan 

gedung dilakukan oleh 
pemilik dan/atau pengguna 
bangunan gedung setelah 
bangunan gedung tersebut 
mendapatkan sertifikat laik 
fungsi. 

(2) Sertifikat laik fungsi se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diterbitkan oleh 
Pemerintah Pusat atau 
Pemerintah  Daerah sesuai 
kewenangannya berdasarkan 
surat pernyataan kelaikan 
fungsi yang diajukan oleh 
Penyedia Jasa Pengawasan 
atau Manajemen Konstruksi 
kepada Pemerintah Pusat 
atau Pemerintah Daerah se-
suai kewenangannya melalui 
sistem elektronik yang 
diselenggarakan oleh Pe-
merintah Pusat, berdasarkan 
norma, standar, prosedur, 
dan kriteria yang ditetapkan 
oleh Pemerintah Pusat. 

(3) Surat pernyataan kelaikan 
fungsi sebagaimana dimak-
sud pada ayat (2) diterbitkan 
setelah inspeksi tahapan 
terakhir sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 36B ayat (4) 
huruf d yang menyatakan 
bangunan gedung memenuhi 
standar teknis bangunan 
gedung. 

(4) Penerbitan sertifikat laik 
fungsi bangunan gedung 
dilakukan bersamaan den-
gan penerbitan surat bukti 
kepemilikan bangunan ge-
dung. 

• Perubahan frasa 
“persyaratan laik 
fungsi” menjadi 
“sertifikat laik 
fungsi” (Ayat 1) 

• Tambahan aturan 
mengenai pen-
erbitan sertifikat 
laik fungsi (Ayat 
2) 

• Perubahan 
mengenai syarat 
diterbitkannya 
sertifikat laik 
fungsi setelah 
inspeksi tahap 
akhir seperti 
dalam Pasal 36 
B ayat 4 huruf d 
(Ayat 3) 

•   Tambahan 
aturan menge-
nai penerbitan 
sertifikat laik 
fungsi dengan 
penerbitan surat 
bukti kepemilikan 
Gedung (Ayat 4) 
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(5) Pemeliharaan, perawatan, 
dan pemeriksaan secara ber-
kala pada bangunan gedung 
harus dilakukan untuk me-
mastikan bangunan gedung 
tetap memenuhi persyaratan 
laik fungsi. 

(6) Dalam pemanfaatan bangu-
nan gedung, pemilik dan/
atau pengguna bangunan 
gedung mempunyai hak dan 
kewajiban sebagaimana dia-
tur dalam Undang- Undang 
ini.

Peman-
faatan

Pasal 37A sebelumnya tidak ada 
dalam  tentang Bangunan Ge-
dung

Pasal 37A
Ketentuan lebih lanjut menge-
nai perencanaan, pelaksanaan, 
pengawasan dan pemanfaatan 
bangunan gedung diatur dalam 
Peraturan Pemerintah.

• Aturan ini sebel-
umnya ada di 
Pasal 37 ayat (5) 
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Pembong-
karan

Pasal 39
(1) Bangunan gedung dapat 

dibongkar apabila: 
a. tidak laik fungsi dan tidak 

dapat diperbaiki;
b. dapat menimbulkan bahaya 

dalam pemanfaatan ban-
gunan gedung dan/atau 
lingkungannya;

c. tidak memiliki izin mendiri-
kan bangunan. 

(2) Bangunan gedung yang 
dapat dibongkar sebagaima-
na dimaksud dalam ayat (1) 
huruf a dan huruf b ditetap-
kan oleh Pemerintah Daerah 
berdasarkan hasil pengkajian 
teknis. 

(3) Pengkajian teknis bangunan 
gedung sebagaimana dimak-
sud dalam ayat (2), kecuali 
untuk rumah tinggal, dilaku-
kan oleh pengkaji teknis 
dan pengadaannya menjadi 
kewajiban pemilik bangunan 
gedung. 

Pasal 39
(1) Bangunan gedung dapat 

dibongkar apabila: 
a. tidak laik fungsi dan tidak 

dapat diperbaiki; 
b. berpotensi menimbulkan 

bahaya dalam pemanfaatan 
bangunan gedung dan/atau 
lingkungannya; 

c. tidak memiliki Persetujuan 
Bangunan Gedung; atau 

d. ditemukan ketidaksesuaian 
antara pelaksanaan dan 
rencana teknis bangunan ge-
dung yang tercantum dalam 
persetujuan saat dilakukan 
inspeksi bangunan gedung. 

(2) Bangunan gedung yang 
dapat dibongkar sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
huruf a dan huruf b ditetap-
kan oleh Pemerintah Pusat 
atau Pemerintah Daerah se-
suai dengan kewenangannya 
berdasarkan hasil pengkajian 
teknis dan berdasarkan nor-
ma, standar, prosedur, dan 
kriteria yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat.

(3) Pengkajian teknis bangunan 
gedung sebagaimana dimak-
sud pada ayat (2), kecuali 
untuk rumah tinggal, dilaku-
kan oleh pengkaji teknis. 

• Perubahan frasa 
“dapat” menja-
di “berpotensi” 
(Ayat 1 huruf a) 

• Perubahan frasa 
“izin mendirikan 
bangunan” men-
jadi “persetujuan 
bangunan Ge-
dung” (Ayat 1 
huruf b dan c) 

• Tambahan aturan 
mengenai keti-
daksesuaian an-
tara pelaksanaan 
dana rencana 
teknis bangunan 
Gedung (Ayat 1 
huruf c) 

• Perubahan klaus-
al yang semula 
“oleh pemerintah 
daerah” menjadi 
“pemerintah pu-
sat atau daerah 
sesuai kewenan-
gannya” (Ayat 2) 

• Tambahan 
klausal mengenai 
“berdasarkan 
norma, standar, 
prosedur, dan 
kriteria yang 
ditetapkan oleh 
Pemerintah Pu-
sat.”

• Penghapusan 
klausal “pen-
gadaannya men-
jadi kewajiban 
pemilik bangu-
nan Gedung” 
(Ayat 3) 
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(4) Pembongkaran bangunan 
gedung yang mempunyai 
dampak luas terhadap kese-
lamatan umum dan lingkun-
gan harus dilaksanakan 
berdasarkan rencana teknis 
pembongkaran yang telah 
disetujui oleh Pemerintah 
Daerah. 

(5) Ketentuan mengenai tata 
cara pembongkaran bangu-
nan gedung sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1), 
ayat (2), ayat (3), dan ayat 
(4) diatur lebih lanjut den-
gan Peraturan Pemerintah.

(4) Pembongkaran bangunan 
gedung yang mempunyai 
dampak luas terhadap kese-
lamatan umum dan lingkun-
gan harus dilaksanakan 
berdasarkan rencana teknis 
pembongkaran yang telah 
disetujui oleh Pemerintah 
Pusat dan Pemerintah Daer-
ah sesuai dengan kewenan-
gannya berdasarkan nor-
ma, standar, prosedur, dan 
kriteria yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat. 

(5) Ketentuan lebih lanjut men-
genai tata cara pembong-
karan bangunan gedung 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), ayat (2), ayat (3), 
dan ayat (4) diatur dalam 
Peraturan Pemerintah.

• Perubahan klaus-
al yang semula 
“oleh pemerintah 
daerah” menjadi 
“oleh pemerin-
tah pusat atau 
daerah sesuai 
kewenangannya 
(Ayat 4) 

• Tambahan 
klausal men-
genai “dengan 
kewenangannya 
berdasarkan 
norma, standar, 
prosedur, dan 
kriteria yang 
ditetapkan oleh 
Pemerintah Pu-
sat.” (Ayat 4) 
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Hak dan 
Kewajiban 
Pemilik dan 
Pengguna 
Bangunan 
Gedung

Pasal 40 
(1) Dalam penyelenggaraan 

bangunan gedung, pemilik 
bangunan gedung mempu-
nyai hak: 

a. mendapatkan pengesahan 
dari Pemerintah Daerah atas 
rencana teknis bangunan ge-
dung yang telah memenuhi 
persyaratan; 

b. melaksanakan pembangunan 
bangunan gedung sesuai 
dengan perizinan yang telah 
ditetapkan oleh Pemerintah 
Daerah; 

c. mendapatkan surat keteta-
pan bangunan gedung dan/
atau lingkungan yang dilind-
ungi dan dilestarikan dari 
Pemerintah Daerah; 

d. mendapatkan insentif sesuai 
dengan peraturan perun-
dang-undangan dari Pemer-
intah Daerah karena bangu-
nannya ditetapkan sebagai 
bangunan yang harus dilind-
ungi dan dilestarikan; 

e. mengubah fungsi bangunan 
setelah mendapat izin tertu-
lis dari Pemerintah Daerah; 

f. mendapatkan ganti rugi 
sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan apa-
bila bangunannya dibongkar 
oleh Pemerintah Daerah atau 
pihak lain yang bukan diaki-
batkan oleh kesalahannya. 

Pasal 40 
(1) Dalam penyelenggaraan 

bangunan gedung, pemilik 
bangunan gedung mempu-
nyai hak: 

a. mendapatkan pengesahan 
dari Pemerintah Pusat atas 
rencana teknis bangunan ge-
dung yang telah memenuhi 
persyaratan; 

b. melaksanakan pembangunan 
bangunan gedung sesuai 
dengan persetujuan yang 
telah ditetapkan oleh Pemer-
intah Pusat; 

c. mendapatkan surat keteta-
pan bangunan gedung dan/
atau lingkungan yang dilind-
ungi dan dilestarikan dari 
Pemerintah Pusat; 

d. mendapatkan insentif sesuai 
dengan ketentuan peratur-
an perundang-undangan di 
bidang cagar budaya; 

e. mengubah fungsi bangunan 
setelah mendapat persetu-
juan dari Pemerintah Pusat; 
dan 

f. mendapatkan ganti rugi ses-
uai dengan ketentuan pera-
turan perundang-undangan 
dalam hal bangunan gedung 
dibongkar oleh Pemerintah 
Pusat bukan karena kes-
alahan pemilik bangunan 
gedung. 

• Perubahan “pe-
merintah daerah” 
menjadi “pe-
merintah pusat” 
(Ayat 1 huruf a) 

• Perubahan “pe-
merintah daerah” 
menjadi “pe-
merintah pusat” 
(Ayat 1 huruf b) 

• Perubahan frasa 
“perizinan” 
menjadi “per-
setujuan” (Ayat 1 
huruf b”

• Perubahan “pe-
merintah daerah” 
menjadi “pe-
merintah pusat” 
(Ayat 1 huruf c) 

• Penghapusan 
klausal “dari Pe-
merintah Daerah 
karena bangu-
nannya ditetap-
kan sebagai 
bangunan yang 
harus dilindungi 
dan dilestarikan” 
(Ayat 1 huruf d) 

• Perubahan “pe-
merintah daerah” 
menjadi “pe-
merintah pusat” 
(Ayat 1 huruf e) 

• Perubahan “pe-
merintah daerah” 
menjadi “pe-
merintah pusat” 
(Ayat 1 huruf f) 
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(2) Dalam penyelenggaraan 
bangunan gedung, pemilik 
bangunan gedung mempu-
nyai kewajiban: 
a. menyediakan rencana 

teknis bangunan gedung 
yang memenuhi pers-
yaratan yang ditetapkan 
sesuai dengan fungsin-
ya; 

b. memiliki izin mendirikan 
bangunan (IMB); 

c. melaksanakan pemban-
gunan bangunan gedung 
sesuai dengan rencana 
teknis yang telah disah-
kan dan dilakukan dalam 
batas waktu berlakunya 
izin mendirikan bangu-
nan; 

d. meminta pengesahan 
dari Pemerintah Daerah 
atas perubahan rencana 
teknis bangunan gedung 
yang terjadi pada tahap 
pelaksanaan bangunan.

(2) Dalam penyelenggaraan 
bangunan gedung, pemilik 
bangunan gedung mempu-
nyai kewajiban: 
a. menyediakan rencana 

teknis bangunan gedung 
yang memenuhi standar 
teknis bangunan gedung 
yang ditetapkan sesuai 
dengan fungsinya; 

b. memiliki Persetujuan 
Bangunan Gedung; 

c. melaksanakan pemban-
gunan bangunan gedung 
sesuai dengan rencana 
teknis; 

d. mendapat pengesahan 
dari Pemerintah Pusat 
atas perubahan rencana 
teknis bangunan gedung 
yang terjadi pada tahap 
pelaksanaan bangunan; 
dan 

e. menggunakan penyedia 
jasa perencana, pelak-
sana, pengawas, dan 
pengkajian teknis yang 
memenuhi syarat sesuai 
dengan ketentuan pera-
turan perundang-undan-
gan untuk melaksanakan 
pekerjaan terkait bangu-
nan gedung.

• Perubahan “Izin 
mendirikan ban-
gunan” menjadi 
“persetujuan ba-
ngunan Gedung” 
(Ayat 2 huruf b)

• Penghapusan “ 
yang telah disah-
kan dan dilaku-
kan dalam batas 
waktu berlakunya 
izin mendirikan 
bangunan;”

• Perubahan 
“meminta penge-
sahan” menja-
di “mendapat 
pengesahan” 
(Ayat 2 huruf d) 

• Tambahan aturan 
mengenai penye-
dia jasa
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Hak dan 
Kewajiban 
Pemilik dan 
Pengguna 
Bangunan 
Gedung

Pasal 41
(1) Dalam penyelenggaraan ba-

ngunan gedung, pemilik dan 
pengguna bangunan gedung 
mempunyai hak :
f. mengetahui tata cara/

proses penyelenggaraan 
bangunan Gedung

g. mendapatkan keteran-
gan tentang peruntukan 
lokasi dan intensitas 
bangunan pada lokasi 
dan/atau ruang tempat 
bangunan akan diban-
gun;

h. mendapatkan keteran-
gan tentang ketentuan 
persyaratan keandalan 
bangunan gedung;

i. mendapatkan keteran-
gan tentang ketentuan 
bangunan gedung yang 
laik fungsi;

j. mendapatkan keteran-
gan tentang bangu-
nan gedung dan/atau 
lingkungan yang harus 
dilindungi dan dilestari-
kan. 

Pasal 41
(1) Dalam penyelenggaraan 

bangunan gedung, pemilik 
dan/atau pengguna bangu-
nan gedung mempunyai hak: 
a. mengetahui tata cara 

penyelenggaraan bangu-
nan gedung; 

b. mendapatkan keteran-
gan tentang peruntukan 
lokasi dan intensitas 
bangunan pada lokasi 
dan/atau ruang tempat 
bangunan akan diban-
gun; 

c. mendapatkan keteran-
gan mengenai standar 
teknis bangunan ge-
dung; dan/atau 

d. mendapatkan keteran-
gan mengenai bangu-
nan gedung dan/atau 
lingkungan yang harus 
dilindungi dan dilestari-
kan. 

• Penghapusan 
aturan menge-
nai keterangan 
tentang syarat 
keandalan dan 
Ketentuan ban-
gunan Gedung 
laik fungsi 

• Tambahan aturan 
mengenai “ket-
erangan standar 
teknis Gedung”

• Tambahan rincian 
mengenai pem-
bongkaran ban-
gunan Gedung 

• Tambahan aturan 
mengenai kewa-
jiban membong-
kar Gedung 
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(2) Dalam penyelenggaraan ba-
ngunan gedung, pemilik dan 
pengguna bangunan gedung 
mempunyai kewajiban:
a. memanfaatkan ban-

gunan gedung sesuai 
dengan fungsinya;

b. memelihara dan/atau 
merawat bangunan ge-
dung secara berkala;

c. melengkapi pedoman/
petunjuk pelaksanaan 
pemanfaatan dan pe-
meliharaan bangunan 
gedung;

d. melaksanakan pemerik-
saan secara berkala atas 
kelaikan fungsi bangu-
nan gedung.

e. memperbaiki bangu-
nan gedung yang telah 
ditetapkan tidak laik 
fungsi;

f. membongkar ban-
gunan gedung yang 
telah ditetapkan tidak 
laik fungsi dan tidak 
dapat diperbaiki, dapat 
menimbulkan bahaya 
dalam pemanfaatannya, 
atau tidak memiliki izin 
mendirikan bangunan, 
dengan tidak menggang-
gu keselamatan dan 
ketertiban umum. 

(2) (2)  Dalam penyelenggaraan 
bangunan gedung, pemilik 
dan/atau pengguna ban-
gunan gedung mempunyai 
kewajiban: 
a. memanfaatkan ban-

gunan gedung sesuai 
dengan fungsinya; 

b. memelihara dan/atau 
merawat bangunan ge-
dung secara berkala; 

c. melengkapi pedoman/
petunjuk pelaksanaan 
pemanfaatan dan pe-
meliharaan bangunan 
gedung; 

d. melaksanakan pemerik-
saan secara berkala atas 
kelaikan fungsi bangu-
nan gedung; 

e. memperbaiki bangu-
nan gedung yang telah 
ditetapkan tidak laik 
fungsi; dan 

f. membongkar bangunan 
gedung dalam hal: 
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(3) telah ditetapkan tidak laik 
fungsi dan tidak dapat diper-
baiki; 

(4) berpotensi menimbulkan 
bahaya dalam pemanfaatan-
nya; 

(5) tidak memiliki Persetujuan 
Bangunan Gedung; atau 

(6) ditemukan ketidaksesuaian 
antara pelaksanaan dengan 
rencana teknis bangunan ge-
dung yang tercantum dalam 
persetujuan saat dilakukan 
inspeksi bangunan gedung. 

(7) Kewajiban membongkar ba-
ngunan gedung sebagaima-
na dimaksud pada ayat (2) 
huruf f dilaksanakan dengan 
tidak menganggu kesela-
matan dan ketertiban umum.
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Pembinaan Pasal 43
(5) Pemerintah menyelengga-

rakan pembinaan bangunan 
gedung secara nasional un-
tuk meningkatkan pemenu-
han persyaratan dan tertib 
penyelenggaraan bangunan 
gedung. 

(6) Pemerintah Daerah melak-
sanakan pembinaan penye-
lenggaraan bangunan ge-
dung sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) di daerah. 

(7) Sebagian penyelenggaraan 
dan pelaksanaan pembinaan 
sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) dan ayat (2) 
dilakukan bersama-sama 
dengan masyarakat yang 
terkait dengan bangunan 
gedung. 

(8) Pemerintah Daerah dan mas-
yarakat dalam melaksanakan 
pembinaan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (2) 
dan ayat (3) melakukan 
pemberdayaan masyarakat 
yang belum mampu untuk 
memenuhi persyaratan se-
bagaimana dimaksud dalam 
Bab IV. 

(9) Ketentuan mengenai pem-
binaan bangunan gedung 
sebagaimana dimaksud da-
lam ayat (1), ayat (2), ayat 
(3), dan ayat (4) diatur lebih 
lanjut dengan Peraturan 
Pemerintah. 

Pasal 43
(1) Pemerintah Pusat atau 

Pemerintah Daerah sesuai 
dengan kewenangannya 
berdasarkan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria yang 
ditetapkan oleh Pemerintah 
Pusat menyelenggarakan 
pembinaan bangunan ge-
dung secara nasional untuk 
meningkatkan pemenu-
han persyaratan dan tertib 
penyelenggaraan bangunan 
gedung. 

(2) Sebagian penyelenggaraan 
dan pelaksanaan pembinaan 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan bersa-
ma-sama dengan mas-
yarakat yang terkait dengan 
bangunan gedung. 

(3) Ketentuan lebih lanjut men-
genai pembinaan bangunan 
gedung sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) diatur 
dalam Peraturan Pemerintah. 

• Perubahan frasa 
pemerintah 
menjadi pemer-
intah pusat atau 
daerah (Ayat 1) 

• Tambahan 
klausal “dengan 
kewenangann-
ya berdasarkan 
norma, standar, 
prosedur, dan 
kriteria yang 
ditetapkan oleh 
Pemerintah Pu-
sat” (Ayat 1) 

• Penghapusan 
aturan menge-
nai pelaksanaan 
pembinaan oleh 
pemerintah daer-
ah 

• Penghapusan 
aturan mengenai 
pemberdayaan 
masyarakat 
belum mampu 
(Ayat 4) 
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Sanksi Pasal 44
Setiap pemilik dan/atau peng-
guna yang tidak memenuhi 
kewajiban pemenuhan fungsi, 
dan/atau persyaratan, dan/atau 
penyelenggaraan bangunan 
gedung sebagaimana dimaksud 
dalam undang-undang ini dike-
nai sanksi administratif dan/atau 
sanksi pidana. 

Pasal 44
Setiap pemilik bangunan ge-
dung, Penyedia Jasa Konstruksi, 
Profesi Ahli, Penilik, pengkaji 
teknis, dan/atau pengguna ban-
gunan gedung pemilik dan/atau 
pengguna yang tidak memenuhi 
kewajiban pemenuhan fungsi, 
dan/atau persyaratan, dan/atau 
penyelenggaraan bangunan 
gedung sebagaimana dimaksud 
dalam undang-undang ini dikenai 
sanksi administratif. 

• Tambahan klaus-
al “Penyedia Jasa 
Konstruksi, Pro-
fesi Ahli, Penilik, 
pengkaji teknis, 
dan/atau peng-
guna bangunan 
gedung pemilik 
dan/atau peng-
guna” 

• Penghapusan 
klausal “sanksi 
pidana” 
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Sanksi Pasal 45
(1) Sanksi administratif se-

bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 44 dapat berupa: 

a. peringatan tertulis,
b. pembatasan kegiatan pem-

bangunan,
c. penghentian sementara atau 

tetap pada pekerjaan pelak-
sanaan pembangunan, 

d. penghentian sementara atau 
tetap pada pemanfaatan 
bangunan gedung;

e. pembekuan izin mendirikan 
bangunan gedung;

f. pencabutan izin mendirikan 
bangunan gedung;

g. pembekuan sertifikat laik 
fungsi bangunan gedung;

h. pencabutan sertifikat laik 
fungsi bangunan gedung; 
atau

i. perintah pembongkaran ban-
gunan gedung. 

(2) Selain pengenaan sanksi 
administratif sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) 
dapat dikenai sanksi denda 
paling banyak 10% (sepuluh 
per seratus) dari nilai bangu-
nan yang sedang atau telah 
dibangun. 

(3) Jenis pengenaan sanksi 
sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) dan ayat (2) 
ditentukan oleh berat dan 
ringannya pelanggaran yang 
dilakukan. 

(4) Ketentuan mengenai tata 
cara pengenaan sanksi se-
bagaimana dimaksud dalam 
ayat (1), ayat (2), dan ayat 
(3) diatur lebih lanjut den-
gan Peraturan Pemerintah. 

Pasal 45
(1) Sanksi administratif se-

bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 44 dapat berupa: 

a. peringatan tertulis, 
b. pembatasan kegiatan pem-

bangunan, 
c. penghentian sementara atau 

tetap pada pekerjaan pelak-
sanaan pembangunan, 

d. penghentian sementara atau 
tetap pada pemanfaatan 
bangunan gedung; 

e. pembekuan persetujuan 
bangunan gedung; 

f. pencabutan persetujuan 
bangunan gedung; 

g. pembekuan sertifikat laik 
fungsi bangunan gedung; 

h. pencabutan sertifikat laik 
fungsi bangunan gedung; 
atau 

i. perintah pembongkaran ban-
gunan gedung. 

(2) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai kriteria, jenis, 
besaran dan tata cara pen-
genaan sanksi administratif 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur dalam Pera-
turan Pemerintah. 

• Perubahan frasa 
“izin mendirikan 
bangunan Ge-
dung” menjadi 
“persetujuan ba-
ngunan Gedung”

• Penghapusan 
aturan mengenai 
sanksi denda 

• Penghapusan 
aturan mengenai 
jenis pengenaan 
sanksi 
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Sanksi Pasal 46
(1) Setiap pemilik dan/atau 

pengguna bangunan gedung 
yang tidak memenuhi keten-
tuan dalam undang-undang 
ini, diancam dengan pidana 
penjara paling lama 3 (tiga) 
tahun dan/atau denda paling 
banyak 10% (sepuluh per 
seratus) dari nilai bangunan, 
jika karenanya mengakibat-
kan kerugian harta benda 
orang lain. 

(2) Setiap pemilik dan/atau 
pengguna bangunan ge-
dung yang tidak memenuhi 
ketentuan dalam undang-un-
dang ini, diancam dengan 
pidana penjara paling lama 
4 (empat) tahun dan/atau 
denda paling banyak 15% 
(lima belas per seratus) dari 
nilai bangunan gedung, jika 
karenanya mengakibatkan 
kecelakaan bagi orang lain 
yang mengakibatkan cacat 
seumur hidup. 

(3) Setiap pemilik dan/atau 
pengguna bangunan gedung 
yang tidak memenuhi keten-
tuan dalam undang-undang 
ini, diancam dengan pidana 
penjara paling lama 5 (lima) 
tahun dan/atau denda paling 
banyak 20% (dua puluh per 
seratus) dari nilai bangunan 
gedung, jika karenanya men-
gakibatkan hilangnya nyawa 
orang lain. 

Pasal 46
(1)  Setiap pemilik dan/atau 

pengguna bangunan gedung 
yang tidak memenuhi keten-
tuan dalam undang-undang 
ini diancam dengan pidana 
penjara paling lama 3 (tiga) 
tahun atau denda paling 
banyak 10% (sepuluh per 
seratus) dari nilai bangunan 
jika karenanya mengakibat-
kan kerugian harta benda 
orang lain. 

(2) Setiap pemilik dan/atau 
pengguna bangunan gedung 
yang tidak memenuhi keten-
tuan dalam Undang-Undang 
ini diancam dengan pidana 
penjara paling lama 4 (em-
pat) tahun atau denda paling 
banyak 15% (lima belas per 
seratus) dari nilai bangunan 
gedung jika karenanya men-
gakibatkan kecelakaan bagi 
orang lain yang mengakibat-
kan cacat seumur hidup. 

(3) Setiap pemilik dan/atau 
pengguna bangunan gedung 
yang tidak memenuhi keten-
tuan dalam Undang-Undang 
ini diancam dengan pidana 
penjara paling lama 5 (lima) 
tahun dan denda paling 
banyak 20% (dua puluh per 
seratus) dari nilai bangunan 
gedung jika karenanya men-
gakibatkan hilangnya nyawa 
orang lain. 

(4) Dalam proses peradilan 
atas tindakan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), 
ayat (2), dan ayat (3), hakim 
memperhatikan pertimban-
gan dari Profesi Ahli. 

• Perubahan frasa 
“dari tim ahli ba-
ngunan gedung.” 
Menjadi “ahli 
profesi”
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(4) Dalam proses peradilan 
atas tindakan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1), 
ayat (2), dan ayat (3) hakim 
memperhatikan pertimban-
gan dari tim ahli bangunan 
gedung. 

(5) Ketentuan mengenai tata 
cara pengenaan sanksi se-
bagaimana dimaksud dalam 
ayat (1), ayat (2), dan ayat 
(3) diatur lebih lanjut den-
gan Peraturan Pemerintah. 

(5) Ketentuan lebih lanjut men-
genai kriteria, jenis, besaran 
dan tata cara pengenaan 
sanksi sebagaimana dimak-
sud dalam ayat (1), ayat (2), 
dan ayat (3) diatur dalam 
Peraturan Pemerintah.

Sanksi Pasal 47A  sebelumnya tidak ada 
dalam  tentang Bangunan Ge-
dung

Pasal 47A
(1) Pemerintah Pusat mene-

tapkan prototipe bangunan 
gedung sesuai dengan kebu-
tuhan. 

(2)  Prototipe bangunan gedung 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diutamakan untuk 
bangunan gedung sederha-
na yang umum digunakan 
masyarakat. 

(3) Prototipe bangunan gedung 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) ditetapkan paling 
lama 6 bulan sejak Un-
dang-Undang ini diundang-
kan. 

• Tambahan aturan 
mengenai pro-
totipe bangunan 
Gedung 
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Ketentuan 
Umum

Pasal 1
(1) Arsitektur adalah wujud hasil 

penerapan ilmu pengeta-
huan, teknologi, dan seni 
secara utuh dalam menggu-
bah ruang dan lingkungan 
binaan sebagai bagran dari 
kebudayaan dan peradaban 
manusia yang memenuhi 
kaidah fungsi, kaidah kon-
struksi, dan kaidah esteti-
ka serta mencakup faktor 
keselamatan, keamanan, 
kesehatan, kenyamanan, dan 
kemudahan. 

(2) Praktik Arsitek adalah penye-
lenggaraan kegiatan untuk 
menghasilkan karya Arsitek-
tur yang meliputi perenca-
naan, perancangan, penga-
wasan, dan/atau pengkajian 
untuk bangunan gedung dan 
lingkungannya, serta yang 
terkait dengan kawasan dan 
kota. 

(3) Arsitek adalah seseorang 
yang melakukan Praktik Arsi-
tek. 

(4) Arsitek Asing adalah Arsitek 
berkewarganegaraan asing 
yang melakukan Praktik Arsi-
tek di Indonesia. 

(5) Uji Kompetensi adalah pe-
nilaian kompetensi Arsitek 
yang terukur dan objek-
tif untuk menilai capaian 
kompetensi dalam bidang 
Arsitektur dengan mengacu 
pada standar kompetensi 
Arsitek. 

Pasal 1
(1) Arsitektur adalah wujud hasil 

penerapan ilmu pengeta-
huan, teknologi, dan seni 
secara utuh dalam menggu-
bah ruang dan lingkungan 
binaan sebagai bagian dari 
kebudayaan dan peradaban 
manusia yang memenuhi 
kaidah fungsi, kaidah kon-
struksi, dan kaidah esteti-
ka serta mencakup faktor 
keselamatan, keamanan, 
kesehatan, kenyamanan, dan 
kemudahan. 

(2) Praktik Arsitek adalah penye-
lenggaraan kegiatan untuk 
menghasilkan karya Arsitek-
tur yang meliputi perenca-
naan, perancangan, penga-
wasan, dan/atau pengkajian 
untuk bangunan gedung dan 
lingkungannya, serta yang 
terkait dengan kawasan dan 
kota. 

(3) Arsitek adalah seseorang 
yang telah memenuhi syarat 
dan ditetapkan oleh Dewan 
untuk melakukan Praktik 
Arsitek. 

(4) Arsitek Asing adalah Arsitek 
berkewarganegaraan asing 
yang melakukan Praktik Arsi-
tek di Indonesia. 

(5) Uji Kompetensi adalah pe-
nilaian kompetensi Arsitek 
yang terukur dan objek-
tif untuk menilai capaian 
kompetensi dalam bidang 
Arsitektur dengan mengacu 
pada standar kompetensi 
Arsitek. 

•	 Tambahan men-
genai  Dewan 
Arsitek Indonesia
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(6) Surat Tanda Registrasi Arsi-
tek adalah bukti tertulis bagi 
Arsitek untuk melakukan 
Praktik Arsitek. 

(7) Lisensi adalah bukti tertulis 
yang berlaku sebagai surat 
tanda penanggung jawab 
Praktik Arsitek dalam penye-
lenggaraan izin mendirikan 
bangunan dan perizinan lain. 

(8) Pengembangan Keprofesian 
Berkelanjutan adalah upaya 
pemeliharaan kompetensi 
Arsitek untuk menjalah-
kan Praktik Arsitek secara 
berkesinambungan. 

(9) Pengguna Jasa Arsitek 
adalah pihak yang menggu-
nakan jasa Arsitek berdasar-
kan perjanjian kerja. 

(10) lO. Organisasi Profesi ada-
lah Ikatan Arsitek Indonesia, 
11. Pemerintah Pusat adalah 
Fresiden Republik Indonesia 
yang memegang kekuasaan 
pemerintahan 

(11) negara Republik Indone-
sia yang dibantu oleh Wakil 
Presiden dan menteri se-
bagaimana dirnalsud da-
lam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. 

(12) Pemerintah Daerah adalah 
kepala daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintah-
an Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemer-
intahan yang menjadi ke-
wenangan daerah otonom. 

(13) Menteri adalah menteri 
yang menyelenggarakan uru-
san pemerintahan di bidang 
pekerjaan umum.

(6) Surat Tanda Registrasi Arsi-
tek adalah bukti tertulis bagi 
Arsitek untuk melakukan 
Praktik Arsitek. 

(7) Lisensi adalah bukti tertulis 
yang berlaku sebagai surat 
tanda penanggung jawab 
Praktik Arsitek dalam penye-
lenggaraan izin mendirikan 
bangunan dan perizinan lain. 

(8) Pengembangan Keprofesian 
Berkelanjutan adalah upaya 
pemeliharaan kompetensi 
Arsitek untuk menjalank-
an Praktik Arsitek secara 
berkesinambungan. 

(9) Pengguna Jasa Arsitek 
adalah pihak yang menggu-
nakan jasa Arsitek berdasar-
kan perjanjian kerja. 

(10) Organisasi Profesi adalah 
Ikatan Arsitek Indonesia 

(11) Pemerintah Pusat adalah 
Presiden Republik Indonesia 
yang memegang kekuasaan 
pemerintahan negara Repub-
lik Indonesia yang dibantu 
oleh Wakil Presiden dan 
menteri sebagaimana dimak-
sud dalam Undang- Undang 
Dasar Negara Republik Indo-
nesia Tahun 1945. 

(12) Pemerintah Daerah adalah 
kepala daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintah-
an Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemer-
intahan yang menjadi ke-
wenangan daerah otonom. 

(13) Menteri adalah menteri 
yang menyelenggarakan uru-
san pemerintahan di bidang 
pekerjaan umum. 
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(14) Dewan Arsitek Indonesia 
yang selanjutnya disebut 
Dewan adalah dewan yang 
dibentuk oleh Organisasi 
Profesi dengan tugas dan 
fungsi membantu Pemerin-
tah Pusat dalam penyeleng-
garaan keprofesian Arsitek. 

Layanan 
Praktik Arsi-
tek

Pasal 5
(1) Pemberian layanan Praktik 

Arsitek wajib memenuhi 
standar kinerja Arsitek. 

(2) Standar kinerja Arsitek se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (l) mempakan tolok 
ukur yang menjamin elisien-
si, efektivitas, dan syarat 
mutu yang dipergunakan 
sebagai pedoman dalam 
pelaksanaan Praktik Arsitek. 

(3) Standar kinerja Arsitek se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) mencakup kemam-
puan Arsitek dalam menye-
diakan hasil: 

a. dokumen gambar perancan-
gan; 

b. dokumen rencana kerja dan 
syarat-syarat; 

c. dokumen rencana perhitun-
gan volume pekerjaan; dan/
atau 

d. dokumen pengawasan ber-
kala. 

(4) Ketentuan lebih lanjut men-
genai standar kinerja Arsitek 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur dengan Pera-
turan Menteri. 

Pasal 5
(1) Pemberian layanan Praktik 

Arsitek wajib memenuhi 
standar kinerja Arsitek. 

(2) Standar kinerja Arsitek se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (l) merupakan tolok 
ukur yang menjamin efisien-
si, efektivitas, dan syarat 
mutu yang dipergunakan 
sebagai pedoman dalam 
pelaksanaan Praktik Arsitek. 

(3) Ketentuan lebih lanjut men-
genai standar kinerja Arsitek 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur dalam Pera-
turan Pemerintah 

•	 Penghapusan 
aturan mengenai 
standar kinerja 
arsitek 

Persyaratan 
Arsitek

Pasal 6
(1) Untuk menjadi Arsitek, ses-

eorang wajib memiliki Surat 
Tanda Registrasi Arsitek. 

(2) Ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dike-
cualikan untuk seseorang 
yang merErncang bangunan 
gedung sederhana dan ban-
gunan gedung adat, 

Pasal 6
Untuk melakukan Praktik Arsitek, 

seseorang wajib memiliki Su-
rat Tanda Registrasi Arsitek.

•	 Penghapusan 
pengecualian ke-
berlakuan surat 
tanda registrasi 
arsitek 
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Persyaratan 
Arsitek

Pasal 6A tidak ada sebelumnya 
dalam UU Arsitek 

Pasal 6A
Dalam hal penyelenggaraan 

kegiatan untuk menghasil-
kan karya Arsitektur berupa 
bangunan gedung sederhana 
dan bangunan gedung adat, 
penyelenggaraan kegiatan 
tidak wajib dilakukan oleh 
Arsitek.

•	 Klausal ini se-
belumnya ada 
dalam Pasal 6

Registrasi Pasal 13
Ketentuan mengenai tata, cara 

penerbitan dan pencabu-
tan Surat Tanda Registrasi 
Arsitek sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 6, Pasal 7, 
Pasal 9, Pasal lO, dan Pasal 
12 diatur dengan Peraturan 
Menteri.

Pasal 13
Ketentuan lebih lanjut mengenai 

tata cara penerbitan dan 
pencabutan Surat Tanda 
Registrasi Arsitek sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 6, 
Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, 
dan Pasal 12 diatur dalam 
Peraturan Pemerintah.

•	 Tambahan “lebih 
lanjut” 

•	 Perubahan “Pera-
turan Menteri” 
menjadi “Peratur-
an Pemerintah” 

Lisensi Pasal 14
(1) Setiap Arsitek dalam penye-

lenggaraan bangunan ge-
dung wajib memiliki Lisensi. 

(2) Dalam hal Arsitek se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tidak memiliki 
Lisensi, Arsitek wajib bekerja 
sama dengan Arsitek yang 
memiliki Lisensi. 

(3) Lisensi sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) diterbitkan 
oleh pemerintah provinsi. 

(4) Ketentuan mengenai tata 
cara penerbitan Lisensi dia-
tur dengan Peraturan Pemer-
intah. 

Pasal 14
(1) Setiap Arsitek dalam penye-

lenggaraan bangunan ge-
dung wajib memiliki Lisensi. 

(2) Dalam hal Arsitek se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) belum memiliki 
Lisensi, Arsitek wajib bekerja 
sama dengan Arsitek yang 
memiliki Lisensi. 

(3) Lisensi sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) diterbitkan 
oleh Pemerintah Provinsi se-
suai dengan norma, standar, 
kriteria, dan prosedur yang 
ditetapkan oleh Pemerintah 
Pusat. 

(4) Ketentuan lebih lanjut men-
genai tata cara penerbitan 
Lisensi diatur dalam Peratur-
an Pemerintah. 

•	 Tambahan 
“sesuai dengan 
norma, standar, 
kriteria, dan 
prosedur yang 
ditetapkan oleh 
Pemerintah Pu-
sat”

•	 Tambahan “lebih 
lanjut” (Ayat 4)
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Arsitek Asing Pasal 19 
(1) Arsitek Asing harus melaku-

kan alih keahlian dan alih 
pengetahuan. 

(2) Alih keahlian dan alih penge-
tahuan sebagaimana dimak-
sud pada ayat (i) dilakukan 
dengan:

a. mengembangkan dan 
meningkatkan jasa Praktik 
Arsitek pada kantor tempat-
nya bekerja; 

b. mengalihkan pengetahuan 
dan kemampuan profesional-
nya kepada Arsitek; dan

c. memberikan pendidikan dan/
atau pelatihan kepada lem-
baga pendidikan, lembaga 
penelitian, dan/atau lemba-
ga pengembangan dalam 
bidang Arsitektur tanpa 
dipungut biaya. 

(3) Pengawasan terhadap pelak-
sanaan kegiatan alih keah-
lian dan alih pengetahuan 
sebagafunana dimaksud 
pada ayat (1) dilaksanakan 
oleh Menteri. 

(4) Ketentuan lebih lanjut men-
genai tata cara alih keahlian 
dan alih pengetahuan se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (21 dan pengawasan 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) diatur dengan Pera-
turan Menteri. 

Pasal 19 
(1) Arsitek Asing harus melaku-

kan alih keahlian dan alih 
pengetahuan.

(2) Alih keahlian dan alih penge-
tahuan sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) dilakukan 
dengan: 

a. mengembangkan dan 
meningkatkan jasa Praktik 
Arsitek pada kantor tempat-
nya bekerja; 

b. mengalihkan pengetahuan 
dan kemampuan profesio-
nalnya kepada Arsitek; dan/
atau 

c. memberikan pendidikan dan/
atau pelatihan kepada lem-
baga pendidikan, lembaga 
penelitian, dan/atau lemba-
ga pengembangan dalam 
bidang Arsitektur tanpa 
dipungut biaya. 

(3) Pengawasan terhadap pelak-
sanaan kegiatan alih keah-
lian dan alih pengetahuan 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilaksanakan oleh 
Pemerintah Pusat. 

(4) Ketentuan lebih lanjut men-
genai tata cara alih keahlian 
dan alih pengetahuan se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dan pengawasan 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) diatur dalam Pera-
turan Pemerintah. 

•	 Perubahan “Pera-
turan Menteri” 
menjadi “Peratur-
an Pemerintah” 
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Organisasi 
Profesi

Pasal 28
Organisasi Profesi bertugas : 
a. melakukan pembinaan ang-

gota;
b. menetapkan dan menegak-

kan kode etik profesi Arsitek;
c. menyelenggarakan dan 

memantau pelaksanaan 
Pengembangan Keprofesian 
Berkelanjutan; 

d. melakukan komunikasi, pen-
gaturan, dan promosi ten-
tang kegiatan Praktik Arsitek

e. memberikan masukan kepa-
da pendidikan tinggi Arsitek-
tur tentang perkembangan 
Praktik Arsitek;

f. memberikan masukan kepa-
da Menteri mengenai lingkup 
layanan Praktik Arsitek;

g. mengembangkan Arsitektur 
dan melestarikan nilai bu-
daya Indonesia; dan 

h. melindungi Pengguna Jasa 
Arsitek. 

Pasal 28
Organisasi Profesi bertugas: 
a. melakukan pembinaan ang-

gota; 
b. menetapkan dan menegak-

kan kode etik profesi Arsitek; 
c. menyelenggarakan dan 

memantau pelaksanaan 
Pengembangan Keprofesian 
Berkelanjutan; 

d. melakukan komunikasi, 
pengaturan, dan promosi 
tentang kegiatan Praktik 
Arsitek; 

e. memberikan masukan kepa-
da pendidikan tinggi Arsitek-
tur tentang perkembangan 
Praktik Arsitek; 

f. memberikan masukan kepa-
da Pemerintah Pusat menge-
nai lingkup layanan Praktik 
Arsitek; 

g. mengembangkan Arsitektur 
dan melestarikan nilai bu-
daya Indonesia; dan 

h. melindungi Pengguna Jasa 
Arsitek. 

•	 Perubahan “ke-
pada Menteri” 
menjadi “kepada 
pemerintah pu-
sat” 

Organisasi 
Profesi

Pasal 34
(1) Dalam mendukung kepro-

fesian Arsitek, Organisasi 
Profesi membentuk dewan 
yang bersifat mandiri dan 
independen. 

(2) Dewan sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) memiliki 
tugas dan fungsi untuk 
membantu Pemerintah Pusat 
dalam penyelenggaraan 
keprofesian Arsitek. 

(3) Dewan sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) berang-
gotakan 9 (sembilan) orang 
yang terdiri atas unsur:

a. anggota Organisasi Profesi; 
b. Pengguna JasaArsitek; dan 
c. perguruan tinggi.
(4) Dewan sebagiaman dimak-

sud pada ayat (1) dikukuh-
kan oleh menteri

Pasal 34
(1) Dalam mendukung kepro-

fesian Arsitek, Organisasi 
Profesi membentuk Dewan 
yang bersifat mandiri dan 
independen. 

(2) Dewan sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) berang-
gotakan 9 (sembilan) orang 
yang terdiri atas unsur: 

a. anggota Organisasi Profesi; 
b. Pengguna Jasa Arsitek; dan 
c. perguruan tinggi. 
(3) Dewan sebagaimana dimak-

sud pada ayat (1) dikukuh-
kan oleh Pemerintah Pusat. 

•	 Penghapusan 
tugas dan fungsi 
dewan men-
dukung keprofe-
sian arsitek 

•	 Perubahan 
mengnai pengku-
han oleh Menteri 
menjadi oleh 
Pemerintah Pusat
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Organisasi 
Profesi

Pasal 35
(1) Pemerintah Pusat melakukan 

pembinaan terhadap profesi 
Arsitek. 

(2) Dalam melakukan pembi-
naan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Pemerintah 
Pusat bekerja sama dengan 
Organisasi Profesi. 

Pasal 35
(1) Pemerintah Pusat melakukan 

pembinaan terhadap profesi 
Arsitek. 

(2) Pembinaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan: 

a. menetapkan kebijakan 
pengembangan profesi Arsi-
tek dan Praktik Arsitek; 

b. melakukan pemberdayaan 
Arsitek; dan 

c. melakukan pengawasan 
terhadap kepatuhan Arsitek 
dalam pelaksanaan pera-
turan dan standar penataan 
bangunan dan lingkungan. 

(3) Pemerintah Pusat dalam 
melakukan fungsi penga-
turan, pemberdayaan, dan 
pengawasan Praktik Arsitek 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dibantu oleh Dewan. 

(4) Ketentuan lebih lanjut men-
genai pembinaan Arsitek 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), ayat (2), dan ayat 
(3) diatur dalam Peraturan 
Pemerintah. 

•	 Tambahan aturan 
mengenai rincian 
pembinaan 

•	 Tambahn aturan 
mengenai pe-
merintah pusat 
melakukan fungsi 
dibantuk oleh 
dewan 

•	 Tambahan aturan 
ketentuan lanju-
tan dalam Pera-
turan Pemerintah

Organisasi 
Profesi

Pasal 36
Pembinaan Arsitek sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 35 
dilaksanakan dengan:

a. menetapkan kebijakan 
pengembangan profesi Arsi-
tek dan PraktikArsitek; 

b.  melakukan pemberdayaan 
Arsitek; dan 

c. melakukan pengawaszrn 
terhadap kepatuhan Arsitek 
dalam pelaksanaan peratur-
an dan standar p€nataan 
bangunan dan lingkungan. 

Pasal 36 dihapuskan dalam UU 
Cipta Kerja

•	 Aturan pasal 36 
diintegrasikan 
kedalam aturan 
Pasal 35 dalam 
UU Cipta Kerja 



231
P E D O M A N  M E M A H A M I  R U U  O M N I B U S  L A W

DNT LAWYERS

TOPIK UU TENTANG ARSITEK UU CIPTA KERJA RANGKUMAN 
PENJELASAN

Organisasi 
Profesi

Pasal 37
Ketentuan mengenai pembi-

naan Arsitek sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 35 
dan Pasal 36 diatur dengan 
Peraturan Menteri,

Pasal 37 dihapuskan dalam UU 
Cipta Kerja

•	 Aturan ini diinte-
grasikan kedalam 
Pasal 37 dengan 
perubahan diatur 
dengan Peratur-
an Pemerintah

Sanksi Ad-
ministratif

Pasal 38 
Setiap Arsitek yang melanggar 

ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 ayat 
(1) dikenai sanksi adminis-
tratif berupa:

a. peringatantertulis;
b. penghentian sementara 

Praktik Arsitek;
c. pembekuan Surat Tanda 

Registrasi Arsitek; dan/atau
d. pencabutan Surat Tanda 

Registrasi Arsitek. 

Pasal 38 
(1) Setiap Arsitek yang melang-

gar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 ayat 
(1), Pasal 6, Pasal 18 ayat 
(2), Pasal 19 atau Pasal 20 
dikenai sanksi administratif 
berupa: 

a. peringatan tertulis; 
b. penghentian sementara 

Praktik Arsitek; 
c. pembekuan Surat Tanda 

Registrasi Arsitek; dan/atau 
d. pencabutan Surat Tanda 

Registrasi Arsitek. 
(2) Sanksi sebagaimana dimak-

sud pada ayat (1) diberikan 
oleh Organisasi Profesi Arsi-
tek. 

•	 Tambahan keber-
lakuan Pasal 38 
terhadap  Pasal 5 
ayat (1), Pasal 6, 
Pasal 18 ayat (2), 
Pasal 19 atau 
Pasal 20

•	 Tambahan aturan 
mengenai pen-
genaan sanksi 
oleh Organisasi 
Profesi Arsitek

Sanksi Ad-
ministratif

Pasal 39  
Setiap Arsitek yang melanggar 

ketentuan sebegeimana 
dimaksud dalam Pasal 6 
dikenai sanksi administratif 
berupa penghentian Praktik 
Arsitek.

Pasal 39 dihapuskan dalam UU 
Cipta Kerja

•	 Penghapusan 
aturan mengenai 
sanksi adminis-
tratif terhadap 
arsitek 

Sanksi Ad-
ministratif

Pasal 40
Setiap Arsitek Asing yang 

melanggar ketentuan se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 18 ayat (2) dikenai 
sanksi administratif berupa 
penghentian Praktik Arsitek.

Pasal 40 dihapuskan dalam UU 
Cipta Kerja

•	 Penghapusan 
aturan mengenai 
sanksi adminis-
tratif terhadap 
arsitek
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Sanksi Ad-
minisratif

Pasal 41
Setiap Arsitek Asing yang 

melanggar ketentuan 
ssfagaimana dimaksud 
dalam Pasal 19 dan Pasal 20 
dikenai sanksi administratif 
berupa:

a. Peringatan tertulis 
b. Penghetian sementara Prak-

tik Arsitek dan/atau 
c. Pembekuan surat registrasi 

Pasal 41 dihapuskan dalam UU 
Cipta Kerja 

•	 Penghapusan 
aturan mengenai 
sanksi adminis-
tratif terhadap 
arsitek

PENYEDERHANAAN PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR SERTA KEMUDAHAN DAN 
PERSYARATAN INVESTASI

Topik U Cipta Kerja Penjelasan 
Ketentuan 
Umum

Perizinan Berusaha terdiri atas sektor: 
1. kelautan dan perikanan; 
2. pertanian; 
3. kehutanan; 
4. energi dan sumber daya mineral; 
5. ketenaganukliran; 
6. perindustrian; 
7. perdagangan, metrologi legal, jaminan produk halal, 
dan standardisasi penilaian kesesuian; 
8. pekerjaan umum dan perumahan rakyat; 
9. transportasi; 
10. kesehatan, obat dan makanan; 
11. pendidikan dan kebudayaan; 
12. pariwisata; 
13. keagamaan; 
14. pos, telekomunikasi, dan penyiaran; dan 
15. pertahanan dan keamanan. 
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Klaster Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor serta Kemudahan 
dan Persyaratan Investasi

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

TOPIK UU PERIKANAN UU CIPTA KERJA RANGKUMAN PEN-
JELASAN

Pengertian Pasal 1
1. Perikanan adalah semua 

kegiatan yang berhubungan 
dengan pengelolaan dan pe-
manfaatan sumber daya ikan 
dan lingkungannya mulai 
dari praproduksi, produksi, 
pengolahan sampai den-
gan pemasaran yang dilak-
sanakan dalam suatu sistem 
bisnis perikanan. 

2. Sumber daya ikan adalah 
potensi semua jenis ikan. 

3. Lingkungan sumber daya 
ikan adalah perairan tem-
pat kehidupan sumber daya 
ikan, termasuk biota dan 
faktor alamiah sekitarnya. 

4. Ikan adalah segala jenis 
organisme yang seluruh atau 
sebagian dari siklus hidupnya 
berada di dalam lingkungan 
perairan. 

5. Penangkapan ikan adalah 
kegiatan untuk memperoleh 
ikan di perairan yang tidak 
dalam keadaan dibudiday-
akan dengan alat atau cara 
apa pun, termasuk kegiatan 
yang menggunakan kapal 
untuk memuat, mengangkut, 
menyimpan, mendinginkan, 
menangani, mengolah, dan/
atau mengawetkannya. 

Pasal 1
1. Perikanan adalah semua 

kegiatan yang berhubungan 
dengan pengelolaan dan pe-
manfaatan sumber daya ikan 
dan lingkungannya mulai 
dari praproduksi, produksi, 
pengolahan sampai dengan 
pemasaran, yang dilak-
sanakan dalam suatu sistem 
bisnis perikanan. 

2. Sumber daya ikan adalah 
potensi semua jenis ikan. 

3. Lingkungan sumber daya 
ikan adalah perairan tem-
pat kehidupan sumber daya 
ikan, termasuk biota dan 
faktor alamiah sekitarnya. 

4. Ikan adalah segala jenis 
organisme yang seluruh atau 
sebagian dari siklus hidupnya 
berada di dalam lingkungan 
perairan. 

5. Penangkapan ikan adalah 
kegiatan untuk memperoleh 
ikan di perairan yang tidak 
dalam keadaan dibudiday-
akan dengan alat atau cara 
apa pun, termasuk kegiatan 
yang menggunakan kapal 
untuk memuat, mengangkut, 
menyimpan, mendinginkan, 
menangani, mengolah, dan/
atau mengawetkannya. 

•	 Penghapusan aturan “ 
berukuran paling besar 
5 (lima) gross ton 
(GT).”

•	 Penghapusan aturan 
mengenai surat izin 
usaha perikanan (Ayat 
16)

•	 Penghapusan aturan 
mengenai  Surat Izin 
Penangkapan Ikan 
(Ayat 17)

•	 Penghapusan aturan 
mengenai Surat Izin 
Kapal Pengangkut Ikan 
(Ayat 18) 

•	 Tambahan aturan  
Pemerintah Pusat 
adalah Presiden Re-
publik Indonesia yang 
memegang kekuasaan 
pemerintahan (Ayat 
25)
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6. Pembudidayaan ikan adalah 
kegiatan untuk memeli-
hara, membesarkan, dan/
atau membiakkan ikan serta 
memanen hasilnya dalam 
lingkungan yang terkontrol, 
termasuk kegiatan yang 
menggunakan kapal un-
tuk memuat, mengangkut, 
menyimpan, mendinginkan, 
menangani, mengolah, dan/
atau mengawetkannya. 

7. Pengelolaan perikanan 
adalah semua upaya, terma-
suk proses yang terintegrasi 
dalam pengumpulan infor-
masi, analisis, perencanaan, 
konsultasi, pembuatan 
keputusan, alokasi sumber 
daya ikan, dan implementasi 
serta penegakan hukum dari 
peraturan perundang-un-
dangan di bidang perikanan, 
yang dilakukan oleh pemer-
intah atau otoritas lain yang 
diarahkan untuk mencapai 
kelangsungan produktivitas 
sumber daya hayati perai-
ran dan tujuan yang telah 
disepakati. 

8. Konservasi Sumber Daya 
Ikan adalah upaya perlind-
ungan, pelestarian, dan 
pemanfaatan sumber daya 
ikan, termasuk ekosistem, 
jenis, dan genetik untuk 
menjamin keberadaan, 
ketersediaan, dan kesinam-
bungannya dengan tetap 
memelihara dan meningkat-
kan kualitas nilai dan keane-
karagaman sumber daya 
ikan. 

6. Pembudidayaan ikan adalah 
kegiatan untuk memeli-
hara, membesarkan, dan/
atau membiakkan ikan serta 
memanen hasilnya dalam 
lingkungan yang terkontrol, 
termasuk kegiatan yang 
menggunakan kapal un-
tuk memuat, mengangkut, 
menyimpan, mendinginkan, 
menangani, mengolah, dan/
atau mengawetkannya. 

7. Pengelolaan perikanan 
adalah semua upaya, terma-
suk proses yang terintegrasi 
dalam pengumpulan infor-
masi, analisis, perencanaan, 
konsultasi, pembuatan 
keputusan, alokasi sumber 
daya ikan, dan implementasi 
serta penegakan hukum dari 
peraturan perundang- un-
dangan di bidang perikanan, 
yang dilakukan oleh pemer-
intah atau otoritas lain yang 
diarahkan untuk mencapai 
kelangsungan produktivitas 
sumber daya hayati perai-
ran dan tujuan yang telah 
disepakati. 

8. Konservasi Sumber Daya 
Ikan adalah upaya pelind-
ungan, pelestarian, dan 
pemanfaatan sumber daya 
ikan, termasuk ekosistem, 
jenis, dan genetik untuk 
menjamin keberadaan, 
ketersediaan, dan kesinam-
bungannya dengan tetap 
memelihara dan meningkat-
kan kualitas nilai dan keane-
karagaman sumber daya 
ikan. 

•	 Perubahan aturan 
mengenai  pemerintah 
daerah yang semula 
“pemerintah provinsi 
dan/atau pemerin-
tah kabupaten/kota.” 
Menjadi “kepala daerah 
sebagai unsur penye-
lenggara Pemerintahan 
Daerah yang memimp-
in pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang 
menjadi kewenangan 
daerah otonom.”
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9. Kapal Perikanan adalah 
kapal, perahu, atau alat 
apung lain yang digunakan 
untuk melakukan penang-
kapan ikan, mendukung 
operasi penangkapan ikan, 
pembudidayaan ikan, pen-
gangkutan ikan, pengolahan 
ikan, pelatihan perikanan, 
dan penelitian/eksplorasi 
perikanan. 

10. Nelayan adalah orang 
yang mata pencahariannya 
melakukan penangkapan 
ikan. 

11. Nelayan Kecil adalah orang 
yang mata pencahariannya 
melakukan penangkapan 
ikan untuk memenuhi ke-
butuhan hidup sehari-hari 
yang menggunakan kapal 
perikanan berukuran paling 
besar 5 (lima) gross ton 
(GT). 

12. Pembudi Daya Ikan adalah 
orang yang mata pencahari-
annya melakukan pembudi-
dayaan ikan. 

13. Pembudi Daya-Ikan Kecil 
adalah orang yang mata 
pencahariannya melakukan 
pembudidayaan ikan untuk 
memenuhi kebutuhan hidup 
sehari-hari. 

14. Setiap Orang adalah orang 
perseorangan atau korporasi. 

15. Korporasi adalah kumpulan 
orang dan/atau kekayaan 
yang terorganisasi baik mer-
upakan badan hukum mau-
pun bukan badan hukum. 

9. Kapal Perikanan adalah 
kapal, perahu, atau alat 
apung lain yang digunakan 
untuk melakukan penang-
kapan ikan, mendukung 
operasi penangkapan ikan, 
pembudidayaan ikan, pen-
gangkutan ikan, pengolahan 
ikan, pelatihan perikanan, 
dan penelitian/eksplorasi 
perikanan. 

10. Nelayan adalah orang 
yang mata pencahariannya 
melakukan penangkapan 
ikan. 

11. Nelayan Kecil adalah orang 
yang mata pencahariannya 
melakukan penangkapan 
ikan untuk memenuhi kebu-
tuhan hidup sehari-hari, baik 
yang menggunakan kapal 
penangkap Ikan maupun 
yang tidak menggunakan 
kapal penangkap Ikan. 

12. Pembudi Daya Ikan adalah 
orang yang mata pencahari-
annya melakukan pembudi-
dayaan ikan. 

13. Pembudi Daya-Ikan Kecil 
adalah orang yang mata 
pencahariannya melakukan 
pembudidayaan ikan untuk 
memenuhi kebutuhan hidup 
sehari-hari. 

14. Setiap Orang adalah orang 
perseorangan atau korporasi. 

15. Korporasi adalah kumpulan 
orang dan/atau kekayaan 
yang terorganisasi, baik mer-
upakan badan hukum mau-
pun bukan badan hukum 
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JELASAN

16. Surat Izin Usaha Perikanan, 
yang selanjutnya disebut 
SIUP, adalah izin tertulis 
yang harus dimiliki peru-
sahaan perikanan untuk 
melakukan usaha perikanan 
dengan menggunakan sara-
na produksi yang tercantum 
dalam izin tersebut. 

17. Surat Izin Penangkapan 
Ikan, yang selanjutnya 
disebut SIPI, adalah izin 
tertulis yang harus dimiliki 
setiap kapal perikanan untuk 
melakukan penangkapan 
ikan yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari SIUP. 

18. Surat Izin Kapal Pengang-
kut Ikan, yang selanjutnya 
disebut SIKPI, adalah izin 
tertulis yang harus dimiliki 
setiap kapal perikanan untuk 
melakukan pengangkutan 
ikan. 

19. Laut Teritorial Indonesia ada-
lah jalur laut selebar 12 (dua 
belas) mil laut yang diukur 
dari garis pangkal kepulauan 
Indonesia. 

20. Perairan Indonesia adalah 
laut teritorial Indonesia 
beserta perairan kepulauan 
dan perairan pedalamannya. 

16. Dihapus. 
17. Dihapus. 
18. Dihapus. 
19. Laut Teritorial Indonesia ada-

lah jalur laut selebar 12 (dua 
belas) mil laut yang diukur 
dari garis pangkal kepulauan 
Indonesia. 

20. Perairan Indonesia adalah 
laut teritorial Indonesia 
beserta perairan kepulauan 
dan perairan pedalamannya. 
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21. Zona Ekonomi Eksklusif 
Indonesia, yang selanjutnya 
disebut ZEEI, adalah jalur di 
luar dan berbatasan den-
gan laut teritorial Indonesia 
sebagaimana ditetapkan 
berdasarkan undang- un-
dang yang berlaku tentang 
perairan Indonesia yang 
meliputi dasar laut, tanah di 
bawahnya, dan air di atasnya 
dengan batas terluar 200 
(dua ratus) mil laut yang 
diukur dari garis pangkal laut 
teritorial Indonesia. 

22. Laut Lepas adalah bagian 
dari laut yang tidak termasuk 
dalam ZEEI, laut teritorial 
Indonesia, perairan kepulau-
an Indonesia, dan perairan 
pedalaman Indonesia. 

23. Pelabuhan Perikanan ada-
lah tempat yang terdiri atas 
daratan dan perairan di 
sekitarnya dengan batas-ba-
tas tertentu sebagai tem-
pat kegiatan pemerintahan 
dan kegiatan sistem bisnis 
perikanan yang digunakan 
sebagai tempat kapal peri-
kanan bersandar, berlabuh, 
dan/atau bongkar muat ikan 
yang dilengkapi dengan fasil-
itas keselamatan pelayaran 
dan kegiatan penunjang 
perikanan. 

24. Menteri adalah menteri yang 
membidangi urusan peri-
kanan. 

21. Zona Ekonomi Eksklusif 
Indonesia yang selanjutnya 
disingkat ZEEI adalah jalur di 
luar dan berbatasan den-
gan laut teritorial Indonesia 
sebagaimana ditetapkan 
berdasarkan undang-undang 
yang berlaku tentang perai-
ran Indonesia yang meliputi 
dasar laut, tanah di bawahn-
ya, dan air di atasnya den-
gan batas terluar 200 (dua 
ratus) mil laut yang diukur 
dari garis pangkal laut terito-
rial Indonesia. 

22. Laut Lepas adalah bagian 
dari laut yang tidak termasuk 
dalam ZEEI, laut teritorial 
Indonesia, perairan kepulau-
an Indonesia, dan perairan 
pedalaman Indonesia. 

23. Pelabuhan Perikanan ada-
lah tempat yang terdiri atas 
daratan dan perairan di 
sekitarnya dengan batas-ba-
tas tertentu sebagai tem-
pat kegiatan pemerintahan 
dan kegiatan sistem bisnis 
perikanan yang digunakan 
sebagai tempat kapal peri-
kanan bersandar, berlabuh, 
dan/atau bongkar muat ikan 
yang dilengkapi dengan fasil-
itas keselamatan pelayaran 
dan kegiatan penunjang 
perikanan. 

24. Menteri adalah menteri yang 
menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang peri-
kanan. 
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25. Pemerintah adalah Pemerin-
tah Pusat. 

26. Pemerintah Daerah adalah 
pemerintah provinsi dan/
atau pemerintah kabupaten/
kota.

25. Pemerintah Pusat adalah 
Presiden Republik Indonesia 
yang memegang kekuasaan 
pemerintahan negara Repub-
lik Indonesia yang dibantu 
oleh Wakil Presiden dan 
menteri sebagaimana dimak-
sud dalam Undang- Undang 
Dasar Negara Republik Indo-
nesia Tahun 1945. 

26. Pemerintah Daerah adalah 
kepala daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintah-
an Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemer-
intahan yang menjadi ke-
wenangan daerah otonom.

Pengelolaan 
Perikanan

Pasal 7
(1) Dalam rangka mendukung 

kebijakan pengelolaan 
sumber daya ikan, Menteri 
menetapkan: 
a. rencana pengelolaan 

perikanan; 
b. potensi dan alokasi sum-

ber daya ikan di wilayah 
pengelolaan perikanan 
Negara Republik Indone-
sia; 

c. jumlah tangkapan yang 
diperbolehkan di wilayah 
pengelolaan perikanan 
Negara Republik Indone-
sia;

d. potensi dan alokasi lahan 
pembudidayaan ikan di 
wilayah pengelolaan per-
ikanan Negara Republik 
Indonesia;

e. potensi dan alokasi induk 
serta benih ikan tertentu 
di wilayah pengelolaan 
perikanan Negara Re-
publik Indonesia;

Pasal 7
(1) Dalam rangka mendukung 

kebijakan pengelolaan sum-
ber daya ikan, Pemerintah 
Pusat menetapkan: 
a. rencana pengelolaan 

perikanan; 
b. potensi dan alokasi sum-

ber daya ikan di wilayah 
pengelolaan perikanan 
Negara Republik Indone-
sia; 

c. jumlah tangkapan yang 
diperbolehkan di wilayah 
pengelolaan perikanan 
Negara Republik Indone-
sia; 

d. potensi dan alokasi lahan 
pembudidayaan ikan di 
wilayah pengelolaan per-
ikanan Negara Republik 
Indonesia;

e. potensi dan alokasi induk 
serta Benih ikan tertentu 
di wilayah pengelolaan 
perikanan Negara Re-
publik Indonesia;

•	 Perubahan “Menteri” 
menjadi “Pemerintah 
Pusat” (Ayat 1) 

•	 Perubahan “ jenis 
ikan yang dilindungi.” 
Menjadi “jenis ikan 
dan genetik ikan yang 
dilindungi” (Ayat 1)

•	 Penghapusan aturan 
mengenai pembu-
didayaan ikan dan 
perlindungan 

•	 Tambahan aturan 
yang semula ikan yang 
dilindungi menjadi 
“Jenis ikan dan genetik 
ikan yang dilindungi”
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f. jenis, jumlah, dan uku-
ran alat penangkapan 
ikan;

g. jenis, jumlah, ukuran, 
dan penempatan alat 
bantu penangkapan 
ikan;

h. daerah, jalur, dan waktu 
atau musim penangka-
pan ikan;

i. persyaratan atau standar 
prosedur operasional 
penangkapan ikan;

j. pelabuhan perikanan;
k. sistem pemantauan 

kapal perikanan;
l. jenis ikan baru yang 

akan dibudidayakan;
m. jenis ikan dan wilayah 

penebaran kembali serta 
penangkapan ikan ber-
basis budi daya;0

n. pembudidayaan ikan dan 
perlindungannya;

o. pencegahan pencemaran 
dan kerusakan sumber 
daya ikan serta lingkun-
gannya;

p. rehabilitasi dan pening-
katan sumber daya ikan 
serta lingkungannya;

q. ukuran atau berat min-
imum jenis ikan yang 
boleh ditangkap;

r. kawasan konservasi 
perairan;

s. wabah dan wilayah wa-
bah penyakit ikan;

t. jenis ikan yang dilarang 
untuk diperdagang-
kan, dimasukkan, dan 
dikeluarkan ke dan dari 
wilayah Negara Republik 
Indonesia; dan

f. jenis, jumlah, dan uku-
ran alat penangkapan 
ikan; 

g. jenis, jumlah, ukuran, 
dan penempatan alat 
bantu penangkapan 
ikan; 

h. daerah, jalur, dan waktu 
atau musim penangka-
pan ikan; 

i. persyaratan atau standar 
prosedur operasional 
penangkapan ikan; 

j. pelabuhan perikanan; 
k. sistem pemantauan 

kapal perikanan; 
l. jenis ikan baru yang 

akan dibudidayakan; 
m. jenis ikan dan wilayah 

penebaran kembali serta 
penangkapan ikan ber-
basis budi daya; 

n. pembudidayaan ikan dan 
pelindungannya; 

o. pencegahan pencemaran 
dan kerusakan sumber 
daya ikan serta lingkun-
gannya; 

p. rehabilitasi dan pening-
katan sumber daya ikan 
serta lingkungannya; 

q. ukuran atau berat min-
imum jenis ikan yang 
boleh ditangkap; 

r. kawasan konservasi 
perairan; 

s. wabah dan wilayah wa-
bah penyakit ikan; 

t. jenis ikan yang dilarang 
untuk diperdagang-
kan, dimasukkan, dan 
dikeluarkan ke dan dari 
wilayah Negara Republik 
Indonesia; dan 

•	 Perubahan “Menteri” 
menjadi “Pemerintah 
Pusat”

•	 Penghapusan  aturan 
mengenai Komisi nasi-
onal

•	 Penghapusan aturan 
mengenai penetapan 
jenis ikan yang dilind-
ungi oleh Menteri 
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u. jenis ikan yang dilindun-
gi.

(2) Setiap orang yang melaku-
kan usaha dan/atau kegia-
tan pengelolaan perikanan 
wajib mematuhi ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) mengenai:
a. jenis, jumlah, dan uku-

ran alat penangkapan 
ikan; 

b. jenis, jumlah, ukuran, 
dan penempatan alat 
bantu penangkapan 
ikan; 

c. daerah, jalur, dan waktu 
atau musim penangka-
pan ikan; 

d. persyaratan atau standar 
prosedur operasional 
penangkapan ikan; 

e. sistem pemantauan 
kapal perikanan; 

f. jenis ikan baru yang 
akan dibudidayakan; 

g. jenis ikan dan wilayah 
penebaran kembali serta 
penangkapan ikan ber-
basis budi daya; 

h. pembudidayaan ikan dan 
perlindungannya; 

i. pencegahan pencemaran 
dan kerusakan sumber 
daya ikan serta lingkun-
gannya; 

j. ukuran atau berat min-
imum jenis ikan yang 
boleh ditangkap; 

k. kawasan konservasi 
perairan; 

u. jenis ikan dan genetik 
ikan yang dilindungi. 

(2) Setiap orang yang melaku-
kan usaha dan/atau kegia-
tan pengelolaan perikanan 
wajib mematuhi ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) mengenai: 
a. jenis, jumlah, dan uku-

ran alat penangkapan 
ikan; 

b. jenis, jumlah, ukuran, 
dan penempatan alat 
bantu penangkapan 
ikan; 

c. daerah, jalur, dan waktu 
atau musim penangka-
pan ikan; 

d. persyaratan atau standar 
prosedur operasional 
penangkapan ikan; 

e. sistem pemantauan 
kapal perikanan; 

f. jenis ikan baru yang 
akan dibudidayakan; 

g. jenis ikan dan wilayah 
penebaran kembali serta 
penangkapan ikan ber-
basis budi daya; 

h. pencegahan pencemaran 
dan kerusakan sumber 
daya ikan serta lingkun-
gannya; 

i. ukuran atau berat min-
imum jenis ikan yang 
boleh ditangkap; 

j. kawasan konservasi 
perairan; 

k. wabah dan wilayah wa-
bah penyakit ikan; 
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l. wabah dan wilayah wa-
bah penyakit ikan; 

m. jenis ikan yang dilarang 
untuk diperdagang-
kan, dimasukkan, dan 
dikeluarkan ke dan dari 
wilayah Negara Republik 
Indonesia; dan 

n. jenis ikan yang dilindun-
gi. 

(3) Kewajiban mematuhi keten-
tuan mengenai sistem 
pemantauan kapal perikanan 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf e, tidak 
berlaku bagi nelayan kecil 
dan/atau pembudi daya-ikan 
kecil. 

(4) Menteri menetapkan potensi 
dan jumlah tangkapan yang 
diperbolehkan sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
huruf b dan huruf c setelah 
mempertimbangkan re-
komendasi dari komisi nasi-
onal yang mengkaji sumber 
daya ikan. 

(5) Komisi nasional sebagaima-
na dimaksud pada ayat (4) 
dibentuk oleh Menteri dan 
beranggotakan para ahli di 
bidangnya yang berasal dari 
lembaga terkait. 

(6) Menteri menetapkan jenis 
ikan yang dilindungi dan 
kawasan konservasi perai-
ran untuk kepentingan ilmu 
pengetahuan, kebudayaan, 
pariwisata, dan/atau kele-
starian sumber daya ikan 
dan/atau lingkungannya. 

l. jenis ikan yang dilarang 
untuk diperdagang-
kan, dimasukkan, dan 
dikeluarkan ke dan dari 
wilayah Negara Republik 
Indonesia; dan 

m. jenis ikan dan genetik 
ikan yang dilindungi. 

(3) Kewajiban mematuhi keten-
tuan mengenai sistem 
pemantauan kapal perikanan 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf e, tidak 
berlaku bagi Nelayan Kecil 
dan/atau Pembudi Daya-Ikan 
Kecil. 

(4) Pemerintah Pusat mene-
tapkan potensi dan jumlah 
tangkapan yang diperboleh-
kan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b dan 
huruf c. 
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Pengelolaan 
Perikanan

Pasal 20A sebelumnya tidak ada 
dalam UU Kelautan

Pasal 20A 
(1) Setiap orang yang melaku-

kan penanganan dan pen-
golahan ikan yang tidak 
memenuhi dan tidak mener-
apkan persyaratan kelayakan 
pengolahan ikan, sistem ja-
minan mutu, dan keamanan 
hasil perikanan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 20 
ayat (3) dikenai sanksi ad-
ministratif. 

(2) Ketentuan lebih lanjut men-
genai kriteria, jenis, dan tata 
cara pengenaan sanksi ad-
ministratif sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) diatur 
dalam Peraturan Pemerintah. 

•	 Tambahan aturan men-
genai  kriteria, jenis, 
dan tata cara penge-
naan sanksi adminis-
tratif 

Usaha Peri-
kanan

Pasal 25A
(1) Pelaku usaha perikanan 

dalam melaksanakan bisnis 
perikanan harus memper-
hatikan standar mutu hasil 
perikanan. 

(2) Pemerintah dan pemerintah 
daerah membina dan mem-
fasilitasi pengembangan 
usaha perikanan agar me-
menuhi standar mutu hasil 
perikanan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai standar mutu 
hasil perikanan diatur dalam 
Peraturan Menteri. 

Pasal 25A
(1) Pelaku usaha perikanan 

dalam melaksanakan bisnis 
perikanan harus memenuhi 
standar mutu hasil peri-
kanan. 

(2) Pemerintah Pusat dan Pe-
merintah Daerah sesuai ke-
wenangannya membina dan 
memfasilitasi pengembangan 
usaha perikanan agar me-
menuhi standar mutu hasil 
perikanan berdasarkan nor-
ma, standar, prosedur, dan 
kriteria yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat. 

•	 Tambahan aturan  
“berdasarkan norma, 
standar, prosedur, dan 
kriteria yang ditetap-
kan oleh Pemerintah 
Pusat” (Ayat 2) 

•	 Ketentuan lebih lan-
jut mengenai standar 
mutu hasil perikanan 
diatur dalam Peraturan 
Menteri. 
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Usaha Peri-
kanan

Pasal 26 
(1) Setiap orang yang melaku-

kan usaha perikanan di 
bidang penangkapan pem-
budidayaan, pengangkutan, 
pengolahan, pemasaran ikan 
di wilayah pengelolaan per-
ikanan Republik Indonesia 
wajib memiliki SIUP 

(2) Kewajiban memiliki SIUP 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tidak berlaku bagi 
nelayan kecil dan atau pem-
budi daya-ikan kecil 

Pasal 26 
(1) Setiap orang yang melaku-

kan usaha perikanan di 
wilayah pengelolaan per-
ikanan Negara Republik 
Indonesia wajib memenuhi 
Perizinan Berusaha dari Pe-
merintah Pusat atau Pemer-
intah Daerah sesuai dengan 
kewenangannya berdasarkan 
norma, standar, prosedur, 
dan kriteria yang ditetapkan 
oleh Pemerintah Pusat. 

(2)  Jenis usaha Perikanan se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) terdiri dari usaha: 
a. penangkapan Ikan;
b. pembudidayaan Ikan; 
c. pengangkutan Ikan; 
d. pengolahan Ikan; dan
e. pemasaran Ikan. 

•	 Perubahan aturan yang 
sebelumnya “di bidang 
penangkapan, pem-
budidayaan, pengang-
kutan” menjadi “ di 
wilayah pengelolaan 
perikanan” (Ayat 1) 

•	 Penghapusan kewa-
jiban memiliki SIUP 

•	 Tambahan aturan 
mengenai jenis usaha 
perikanan (Ayat 2)



244
P E D O M A N  M E M A H A M I  R U U  O M N I B U S  L A W

DNT LAWYERS

TOPIK UU PERIKANAN UU CIPTA KERJA RANGKUMAN PEN-
JELASAN

Usaha Peri-
kanan

Pasal 27 
(1) Setiap orang yang memiliki 

dan/atau mengoperasikan 
kapal penangkap ikan ber-
bendera Indonesia yang 
digunakan untuk melakukan 
penangkapan ikan di wilayah 
pengelolaan perikanan Neg-
ara Republik Indonesia dan/
atau laut lepas wajib memili-
ki SIPI. 

(2) Setiap orang yang memiliki 
dan/atau mengoperasikan 
kapal penangkap ikan ber-
bendera asing yang digu-
nakan untuk melakukan 
penangkapan ikan di ZEEI 
wajib memiliki SIPI. 

(3) Setiap orang yang mengo-
perasikan kapal penangkap 
ikan berbendera Indone-
sia di wilayah pengelolaan 
perikanan Negara Republik 
Indonesia atau mengoper-
asikan kapal penangkap ikan 
berbendera asing di ZEEI 
wajib membawa SIPI asli. 

Pasal 27 
(1) Setiap orang yang memiliki 

dan/atau mengoperasikan 
kapal penangkap ikan ber-
bendera Indonesia yang 
digunakan untuk melakukan 
penangkapan ikan di wilayah 
pengelolaan perikanan Neg-
ara Republik Indonesia dan/
atau laut lepas wajib me-
menuhi Perizinan Berusaha 
dari Pemerintah Pusat atau 
Pemerintah Daerah sesuai 
dengan kewenangannya 
berdasarkan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria yang 
ditetapkan oleh Pemerintah 
Pusat. 

(2) Setiap orang yang memiliki 
dan/atau mengoperasikan 
kapal penangkap ikan ber-
bendera asing yang digu-
nakan untuk melakukan 
penangkapan ikan di ZEEI 
wajib memenuhi Perizinan 
Berusaha dari Pemerintah 
Pusat. 

(3) Setiap orang yang mengo-
perasikan kapal penangkap 
ikan berbendera Indone-
sia di wilayah pengelolaan 
perikanan Negara Republik 
Indonesia atau mengoper-
asikan kapal penangkap ikan 
berbendera asing di ZEEI 
wajib membawa dokumen 
Perizinan Berusaha. 

•	 Perubahan “SIPI” men-
jadi “Perizinan Berusa-
ha” (Ayat 1) 

•	 Perubahan “SIPI” men-
jadi “Perizinan Berusa-
ha (Ayat 2) 

•	 Perubahan “SIPI Asli” 
menjadi “Perizinan Be-
rusaha dari Pemerintah 
Pusat” (Ayat 3) 

•	 Tambahan klausal “Pe-
merintah Pusat” (Ayat 
4)
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(4) Kapal penangkap ikan 
berbendera Indonesia yang 
melakukan penangkapan 
ikan di wilayah yurisdiksi 
negara lain harus terlebih 
dahulu mendapatkan per-
setujuan dari Pemerintah. 

(5) Kewajiban memiliki SIPI 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan/atau membawa 
SIPI asli sebagaimana di-
maksud pada ayat (3), tidak 
berlaku bagi nelayan kecil. 

(4) Kapal penangkap ikan 
berbendera Indonesia yang 
melakukan penangkapan 
ikan di wilayah yurisdiksi 
negara lain harus terlebih 
dahulu mendapatkan per-
setujuan dari Pemerintah 
Pusat. 

(5) Kewajiban memenuhi Per-
izinan Berusaha sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
dan/atau membawa doku-
men Perizinan Berusaha 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) tidak berlaku bagi 
Nelayan Kecil.

Usaha Peri-
kanan

Pasal 27A sebelumnya tidak ada 
dalam UU Perikanan

Pasal 27A 
(1) Setiap orang yang memi-

liki dan/atau mengoper-
asikan kapal penangkap 
ikan berbendera Indonesia 
melakukan penangkapan 
ikan di wilayah pengelolaan 
perikanan Negara Republik 
Indonesia dan/atau di laut 
lepas, yang tidak memenuhi 
Perizinan Berusaha se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 27 ayat (1), dikenai 
sanksi administratif. 

(2) Setiap orang yang mengo-
perasikan kapal penangkap 
ikan berbendera Indonesia di 
wilayah pengelolaan peri-
kanan Negara Republik Indo-
nesia, yang tidak membawa 
dokumen Perizinan Berusa-
ha sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 27 ayat (3), 
dikenai sanksi administratif. 

•	 Tambahan aturan men-
genai sanksi adminis-
tratif ata pengopera-
sian kapal penangkap 
ikan berbendera Indo-
nesia tanpa dokumen 
perizinan berusaha 
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(3) Setiap orang yang memiliki 
dan/atau mengoperasikan 
kapal penangkap ikan ber-
bendera asing yang digu-
nakan untuk melakukan pen-
angkapan ikan di ZEEI tanpa 
memiliki Perizinan Berusaha 
dari Pemerintah Pusat se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 27 ayat (2) atau tidak 
membawa dokumen Perizin-
an Berusaha sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 27 
ayat (3), dikenai sanksi ad-
ministratif. 

(4) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai kriteria, jenis, dan 
tata cara pengenaan sanksi 
administratif sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), 
ayat (2), dan ayat (3) diatur 
dalam Peraturan Pemerintah.
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Usaha Peri-
kanan

Pasal 28 
(1) Setiap orang yang memiliki 

dan/atau mengoperasikan 
kapal pengangkut ikan ber-
bendera Indonesia di wilayah 
pengelolaan perikanan Neg-
ara Republik Indonesia wajib 
memiliki SIKPI. 

(2) Setiap orang yang memiliki 
dan/atau mengoperasikan 
kapal pengangkut ikan ber-
bendera asing yang digu-
nakan untuk melakukan pen-
gangkutan ikan di wilayah 
pengelolaan perikanan 
Negara Republik Indonesia 
wajib memiliki SIKPI. 

(3) Setiap orang yang mengop-
erasikan kapal pengangkut 
ikan di wilayah pengelolaan 
perikanan Negara Republik 
Indonesia wajib membawa 
SIKPI asli. 

(4) Kewajiban memiliki SIKPI 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan/atau membawa 
SIKPI asli sebagaimana di-
maksud pada ayat (3), tidak 
berlaku bagi nelayan kecil 
dan/atau pembudi daya-ikan 
kecil. 

Pasal 28 
(1) Setiap orang yang memiliki 

dan/atau mengoperasikan 
kapal pengangkut ikan ber-
bendera Indonesia di wilayah 
pengelolaan perikanan Neg-
ara Republik Indonesia wajib 
memenuhi Perizinan Beru-
saha dari Pemerintah Pusat 
atau Pemerintah Daerah se-
suai dengan kewenangannya 
berdasarkan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria yang 
ditetapkan oleh Pemerintah 
Pusat. 

(2) Setiap orang yang memiliki 
dan/atau mengoperasikan 
kapal pengangkut ikan ber-
bendera asing yang digu-
nakan untuk melakukan pen-
gangkutan ikan di wilayah 
pengelolaan perikanan 
Negara Republik Indonesia 
wajib memenuhi Perizinan 
Berusaha dari Pemerintah 
Pusat. 

(3) Setiap orang yang mengop-
erasikan kapal pengangkut 
ikan di wilayah pengelolaan 
perikanan Negara Republik 
Indonesia wajib membawa 
dokumen Perizinan Berusa-
ha. 

(4) Kewajiban memenuhi Per-
izinan Berusaha sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
dan/atau membawa doku-
men Perizinan Berusaha 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) tidak berlaku bagi 
Nelayan Kecil dan/atau Pem-
budi Daya-Ikan Kecil. 

•	 Perubahan frasa “SIK-
PI” menjadi “Perizinan 
Berusaha dari pemerin-
tah pusat atau daerah” 
(Ayat1, Ayat 2, Ayat 3, 
Ayat 4)

•	 Tambahan aturan men-
genai  kewenangannya 
berdasarkan norma, 
standar, prosedur, dan 
kriteria yang ditetap-
kan oleh Pemerintah 
Pusat. 
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Usaha Peri-
kanan

Pasal 28A
Setiap orang dilarang:
a. memalsukan SIUP, SIPI, dan 

SIKPI; dan/atau
b. menggunakan SIUP, SIPI, dan 

SIKPI palsu.

Pasal 28A
Setiap orang dilarang: 
a. memalsukan dokumen Per-

izinan Berusaha; 
b. menggunakan Perizinan Be-

rusaha palsu; 
c. menggunakan Perizinan Be-

rusaha milik kapal lain atau 
orang lain; dan/atau 

d. menggandakan Perizinan Be-
rusaha untuk digunakan oleh 
kapal lain dan/atau kapal 
milik sendiri. 

•	 Tambahan rincian 
pemalsuan dokumen 
perizinan berusaha 

•	 Penggunan perizinan 
berusaha palsu 

•	 Tambahan aturan men-
genai penggandaan 
izin usaha 

•	 Tambahan aturan 
mengenai penggunan 
perizinan berusaha 
milik kapal lain
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Usaha Peri-
kanan

Pasal 30
(1) Pemberian surat izin usaha 

perikanan kepada orang 
dan/atau badan hukum 
asing yang beroperasi di 
ZEEI harus didahului dengan 
perjanjian perikanan, penga-
turan akses, atau pengatur-
an lainnya antara Pemerintah 
Republik Indonesia dan 
pemerintah negara bendera 
kapal.

(2) Perjanjian perikanan yang 
dibuat antara Pemerintah 
Republik Indonesia dan 
pemerintah negara bendera 
kapal sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1), harus 
mencantumkan kewajiban 
pemerintah negara bendera 
kapal untuk bertanggung 
jawab atas kepatuhan orang 
atau badan hukum negara 
bendera kapal untuk me-
matuhi perjanjian perikanan 
tersebut.

(3) Pemerintah menetapkan 
pengaturan mengenai pem-
berian izin usaha perikanan 
kepada orang dan/atau 
badan hukum asing yang 
beroperasi di ZEEI, perjan-
jian perikanan, pengaturan 
akses, atau pengaturan 
lainnya antara Pemerintah 
Republik Indonesia dan 
pemerintah negara bendera 
kapal.

Pasal 30
(1) Pemberian Perizinan Berusa-

ha kepada orang dan/atau 
badan hukum asing yang 
beroperasi di ZEEI harus 
didahului dengan perjanjian 
perikanan, pengaturan ak-
ses, atau pengaturan lainnya 
antara Pemerintah Republik 
Indonesia dan pemerintah 
negara bendera kapal. 

(2) Perjanjian perikanan yang 
dibuat antara Pemerintah 
Republik Indonesia dan 
pemerintah negara bendera 
kapal sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) harus 
mencantumkan kewajiban 
pemerintah negara bendera 
kapal untuk bertanggung 
jawab atas kepatuhan orang 
atau badan hukum negara 
bendera kapal dalam me-
matuhi pelaksanaan perjanji-
an perikanan tersebut. 

(3) Pemerintah Pusat menetap-
kan pengaturan mengenai 
pemberian Perizinan Berusa-
ha kepada orang dan/atau 
badan hukum asing yang 
beroperasi di ZEEI, perjan-
jian perikanan, pengaturan 
akses, atau pengaturan 
lainnya antara Pemerintah 
Republik Indonesia dan 
pemerintah negara bendera 
kapal.

•	 Perubahan frasa “surat 
izin usaha perikana” 
menjadi “perizinan 
berusaha” 
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Usaha Peri-
kanan

Pasal 31
(1) Setiap kapal perikanan 

yang dipergunakan untuk 
menangkap ikan di wilayah 
pengelolaan perikanan 
Republik Indonesia wajib 
melengkapi SIPI.

(2) Setiap kapal perikanan yang 
dipergunakan untuk men-
gangkut ikan di wilayah pen-
gelolaan perikanan Republik 
Indonesia wajib dilengkapi 
SIKPI.

Pasal 31
(1) Setiap kapal perikanan 

yang dipergunakan untuk 
menangkap ikan di wilayah 
pengelolaan perikanan Neg-
ara Republik Indonesia wajib 
memenuhi Perizinan Beru-
saha dari Pemerintah Pusat 
atau Pemerintah Daerah se-
suai dengan kewenangannya 
berdasarkan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria yang 
ditetapkan oleh Pemerintah 
Pusat. 

(2) Setiap kapal perikanan yang 
dipergunakan untuk men-
gangkut ikan di wilayah pen-
gelolaan perikanan Negara 
Republik Indonesia wajib 
memenuhi Perizinan Beru-
saha dari Pemerintah Pusat 
atau Pemerintah Daerah se-
suai dengan kewenangannya 
berdasarkan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria yang 
ditetapkan oleh Pemerintah 
Pusat. 

•	 Perubahan frasa “SIPI” 
menjadi “perizinan 
berusaha”

•	 Tambahan klausal 
pemerintah pusat atau 
pemerintah daerah 

Usaha Peri-
kanan

Pasal 32
Ketentuan lebih lanjut menge-
nai penerbitan, tata cara, dan 
syarat-syarat pemberian SIUP, 
SIPI, dan SIKPI diatur dengan 
Peraturan Menteri.

Pasal 32
Ketentuan lebih lanjut mengenai 
Perizinan Berusaha diatur dalam 
Peraturan Pemerintah.

•	 Penyederhanaan SIUP,-
SIPI, dan SIKPI menja-
di Perizinan Berusaha 

•	 Perubahan ketentu-
an lebih lanjut dalam 
Peraturan Pemerintah 
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JELASAN

Usaha Peri-
kanan

Pasal 33
Ketentuan lebih lanjut menge-
nai penangkapan ikan dan/atau 
pembudidayaan ikan di wilayah 
pengelolaan perikanan Repub-
lik Indonesia yang bukan untuk 
tujuan komersial diatur dengan 
Peraturan Menteri.

Pasal 33
(1) Kegiatan penangkapan ikan 

dan/atau pembudidayaan 
ikan di wilayah pengelolaan 
perikanan Negara Repub-
lik Indonesia yang bukan 
untuk tujuan komersial harus 
mendapatkan persetujuan 
dari Pemerintah Pusat atau 
Pemerintah Daerah sesuai 
dengan kewenangannya 
berdasarkan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria yang 
ditetapkan oleh Pemerintah 
Pusat. 

(2) Kegiatan penangkapan ikan 
dan/atau pembudidayaan 
ikan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan oleh 
Setiap Orang yang meliputi 
kegiatan dalam rangka pen-
didikan, penyuluhan, pene-
litian atau kegiatan ilmiah 
lainnya, serta kesenangan 
dan wisata. 

(3) Persetujuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
dikecualikan bagi seseorang 
yang menangkap ikan dan/
atau membudidayakan ikan 
untuk kebutuhan sehari-hari. 

(4) Persetujuan bagi kegiatan 
penelitian atau kegiatan 
ilmiah lainnya sebagaima-
na dimaksud pada ayat (2) 
dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perun-
dang-undangan. 

•	 Tambahan aturan 
mengenai kegiatan 
penangkapan ikan 

•	 Tambahan aturan 
mengenai pengecual-
ian bagi orang yang 
menangkap ikan untuk 
budidaya sehari-hari 

•	 Tambahan aturan men-
genai kegiatan pen-
angkapan ikan yang 
semula diatur pera-
turan Menteri menjadi 
diatur dalam Peraturan 
Pemerintah

(5) Ketentuan lebih lanjut men-
genai penangkapan ikan 
dan/atau pembudidayaan 
ikan di wilayah pengelolaan 
perikanan Negara Republik 
Indonesia yang bukan untuk 
tujuan komersial diatur da-
lam Peraturan Pemerintah. 
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Usaha Peri-
kanan

Pasal 35
(1) Setiap orang yang mem-

bangun, mengimpor, atau 
memodifikasi kapal peri-
kanan wajib terlebih dahulu 
mendapat persetujuan Ment-
eri.

(2) Pembangunan atau modi-
fikasi kapal perikanan se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat dilakukan, 
baik di dalam maupun di luar 
negeri, setelah mendapat 
pertimbangan teknis laik 
berlayar dari Menteri yang 
bertanggung jawab di bidang 
pelayaran.

Pasal 35
(1) Setiap Orang yang mem-

bangun, mengimpor, atau 
memodifikasi kapal peri-
kanan wajib terlebih dahulu 
mendapat persetujuan Pe-
merintah Pusat atau Pemer-
intah Daerah sesuai dengan 
kewenangannya berdasarkan 
norma, standar, prosedur, 
dan kriteria yang ditetapkan 
oleh Pemerintah Pusat. 

(2) Pembangunan atau modi-
fikasi kapal perikanan se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat dilakukan, 
baik di dalam maupun di luar 
negeri, setelah mendapat 
pertimbangan teknis laik laut 
dari Pemerintah Pusat. 

(3) Setiap orang yang mem-
bangun, mengimpor, atau 
memodifikasi kapal peri-
kanan yang tidak memiliki 
persetujuan Pemerintah Pu-
sat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dikenai sanksi 
administratif. 

(4) Ketentuan lebih lanjut men-
genai kriteria, jenis, besaran 
denda, dan tata cara penge-
naan sanksi administratif 

•	 Perubahan “persetu-
juan Menteri” menjadi 
“Persetujuan Pemerin-
tah pusat atau daerah” 

•	 Perubahan frasa “laik 
berlayar” menjadi “laik 
laut” 

•	 Dari “Menteri” menjadi 
“Pemerintah pusat” 

•	 Tambahan aturan 
mengenai sanksi 
administratif terhadap 
pembangunan kapal 
tak berizin 
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Usaha Peri-
kanan

Pasal 35A
(1) Kapal perikanan berbendera 

Indonesia yang melakukan 
penangkapan ikan di wilayah 
pengelolaan perikanan Neg-
ara Republik Indonesia wajib 
menggunakan nakhoda dan 
anak buah kapal berkewar-
ganegaraan Indonesia. 

(2) Kapal perikanan berbendera 
asing yang melakukan pen-
angkapan ikan di ZEEI wajib 
menggunakan anak buah 
kapal berkewarganegaraan 
Indonesia paling sedikit 70% 
(tujuh puluh persen) dari 
jumlah anak buah kapal. 

(3) Pelanggaran terhadap keten-
tuan penggunaan anak buah 
kapal sebagaimana dimak-
sud pada ayat (2) dikenakan 
sanksi administratif berupa 
peringatan, pembekuan izin, 
atau pencabutan izin. 

(4) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai pengenaan sanksi 
administratif sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dia-
tur dalam Peraturan Menteri. 

Pasal 35A
(1) Kapal perikanan berbendera 

Indonesia yang melakukan 
penangkapan ikan di wilayah 
pengelolaan perikanan Neg-
ara Republik Indonesia wajib 
menggunakan nakhoda dan 
anak buah kapal berkewar-
ganegaraan Indonesia. 

(2) Pelanggaran terhadap keten-
tuan penggunaan anak buah 
kapal sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dikenai sanksi 
administratif berupa perin-
gatan, pembekuan Perizinan 
Berusaha, atau pencabutan 
Perizinan Berusaha. 

(3) Ketentuan mengenai kriteria, 
jenis, dan tata cara penge-
naan sanksi administratif 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) diatur dalam Pera-
turan Pemerintah. 

•	 Penghapusan aturan 
mengenai kapal per-
ikanan berbendera 
asing yang melakukan 
penangkapan ikan 
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Usaha Peri-
kanan

Pasal 36
(1) Kapal perikanan milik orang 

Indonesia yang dioperasikan 
di wilayah pengelolaan per-
ikanan Negara Republik In-
donesia dan laut lepas wajib 
didaftarkan terlebih dahulu 
sebagai kapal perikanan 
Indonesia. 

(2) Pendaftaran kapal perikanan 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilengkapi dengan 
dokumen yang berupa: 

a. Bukti kepemilikan 
b. Identitas pemilik 
c. Surat ukur
(3) Pendaftaran kapal perikanan 

yang dibeli atau diperoleh 
dari luar negeri dan sudah 
terdaftar di negara asal 
untuk didaftar sebagai kapal 
perikanan Indonesia, selain 
dilengkapi dengan dokumen 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) harus dilengkapi 
pula dengan surat keteran-
gan penghapusan dari daftar 
kapal yang diterbitkan oleh 
negara asal. 

(4) Kapal perikanan yang telah 
terdaftar sebagaimana di-
maksud pada ayat (1), diber-
ikan surat tanda kebangsaan 
sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undan-
gan. 

(5) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai pendaftaran se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1), ayat (2), dan ayat 
(3) diatur dengan Peraturan 
Menteri. 

Pasal 36
(1) Kapal perikanan milik orang 

Indonesia yang dioperasikan 
di wilayah pengelolaan 
perikanan Negara Republik 
Indonesia dan/atau laut lep-
as wajib didaftarkan terlebih 
dahulu sebagai kapal peri-
kanan Indonesia. 

(2) Kapal perikanan yang tel-
ah terdaftar sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), 
diberikan Perizinan Berusaha 
dari Pemerintah Pusat atau 
Pemerintah Daerah sesuai 
dengan kewenangannya 
berdasarkan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria yang 
ditetapkan oleh Pemerintah 
Pusat. 

(3) Setiap orang yang mengo-
perasikan kapal perikanan 
di wilayah pengelolaan 
perikanan Republik Indo-
nesia dan/atau laut lepas 
yang tidak mendaftarkan 
kapal perikanannya sebagai 
kapal perikanan Indonesia 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dikenai sanksi 
administratif. 

(4) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai kriteria, jenis, 
besaran dan tata cara pen-
genaan sanksi administratif 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) diatur dalam Pera-
turan Pemerintah. 

•	 Perubahan aturan 
mengenai syarat 
pendaftaran dokumen 
menjadi pemberian 
perizinan berusaha 
sesuai kriteria pemer-
intah pusat

•	 Perubahan “peratur-
an Menteri” menjadi 
“Peraturan Pemerintah” 
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Pasal 38 
(1) Setiap kapal penangkap 

ikan berbendera asing yang 
tidak memiliki izin penang-
kapan ikan selama berada 
di wilayah pengelolaan 
perikanan Republik Indone-
sia wajib menyimpan alat 
penangkapan ikan di dalam 
palka.

(2) Setiap kapal penangkap ikan 
berbendera asing yang telah 
memiliki izin penangkapan 
ikan dengan 1 (satu) jenis 
alat penangkapan ikan ter-
tentu pada bagian tertentu 
di ZEEI dilarang membawa 
alat penangkapan ikan lainn-
ya.

(3) Setiap kapal penangkap ikan 
berbendera asing yang telah 
memiliki izin penangkapan 
ikan wajib menyimpan alat 
penangkapan ikan di dalam 
palka selama berada di luar 
daerah penangkapan ikan 
yang diizinkan di wilayah 
pengelolaan perikanan Re-
publik Indonesia.

Pasal 38 
(1) Setiap kapal penangkap ikan 

berbendera asing yang tidak 
memenuhi Perizinan Berusa-
ha untuk melakukan penang-
kapan ikan selama berada 
di wilayah pengelolaan 
perikanan Negara Republik 
Indonesia wajib menyimpan 
alat penangkapan ikan di 
dalam palka. 

(2) Setiap kapal penangkap ikan 
berbendera asing yang telah 
memenuhi Perizinan Berusa-
ha untuk melakukan penang-
kapan ikan dengan 1 (satu) 
jenis alat penangkapan ikan 
tertentu pada bagian ter-
tentu di ZEEI dilarang mem-
bawa alat penangkapan ikan 
lainnya. 

(3) Setiap kapal penangkap 
ikan berbendera asing yang 
telah memenuhi Perizinan 
Berusaha untuk melakukan 
penangkapan ikan wajib 
menyimpan alat penang-
kapan ikan di dalam palka 
selama berada di luar daerah 
penangkapan ikan yang diiz-
inkan di wilayah pengelolaan 
perikanan Negara Republik 
Indonesia. 

•	 Perubahan “izin pen-
angkapan” menjadi 
“perizinan berusaha” 

Usaha Peri-
kanan

Pasal 40
Ketentuan lebih lanjut mengenai 
membangun, mengimpor, me-
modifikasi kapal, pendaftaran, 
pengukuran kapal perikanan, 
pemberian tanda pengenal kapal 
perikanan, serta penggunaan 2 
(dua) jenis alat penangkapan 
ikan secara bergantian se-
bagaimana dimaksud dalam Pas-
al 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 
38, dan Pasal 39 diatur dengan 
Peraturan Menteri.

Pasal 40
Ketentuan lebih lanjut men-
genai kegiatan membangun, 
mengimpor, memodifikasi kapal, 
pendaftaran, pengukuran kapal 
perikanan, pemberian tanda 
pengenal kapal perikanan, serta 
penggunaan 2 (dua) jenis alat 
penangkapan ikan secara ber-
gantian sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 35, Pasal 36, Pasal 
37, Pasal 38, dan Pasal 39 diatur 
dalam Peraturan Pemerintah. 

•	 Perubahan “Peratur-
an Menteri” menjadi 
“Peraturan Pemerintah” 
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kanan

Pasal 41
(1) Pemerintah menyelenggara-

kan dan melakukan pembi-
naan pengelolaan pelabuhan 
perikanan. 

(2) Penyelenggaraan dan pem-
binaan pengelolaan pelabu-
han perikanan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), 
Menteri menetapkan: 
a. rencana induk pelabuhan 

perikanan secara nasion-
al; 

b. klasifikasi pelabuhan 
perikanan; 

c. pengelolaan pelabuhan 
perikanan; 

d. persyaratan dan/atau 
standar teknis dalam pe-
rencanaan, pembangu-
nan, operasional, pembi-
naan, dan pengawasan 
pelabuhan perikanan; 

e. wilayah kerja dan pen-
goperasian pelabuhan 
perikanan yang meliputi 
bagian perairan dan 
daratan tertentu yang 
menjadi wilayah kerja 
dan pengoperasian pela-
buhan perikanan; dan 

f. pelabuhan perikanan 
yang tidak dibangun oleh 
Pemerintah. 

g. pelaksanaan kegiatan 
operasional kapal peri-
kanan; 

h. tempat pelaksanaan 
pengawasan dan pen-
gendalian sumber daya 
ikan; 

i. pelaksanaan kesyahban-
daran; 

Pasal 41
(1) Pemerintah Pusat menye-

lenggarakan dan melakukan 
pembinaan pengelolaan 
pelabuhan perikanan. 

(2) Pemerintah Pusat dalam 
menyelenggarakan dan 
melakukan pembinaan 
pengelolaan pelabuhan per-
ikanan sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) menetap-
kan: 
a. rencana induk pelabuhan 

perikanan secara nasion-
al; 

b. klasifikasi pelabuhan 
perikanan; 

c. pengelolaan pelabuhan 
perikanan; 

d. persyaratan dan/atau 
standar teknis dalam pe-
rencanaan, pembangu-
nan, operasional, pembi-
naan, dan pengawasan 
pelabuhan perikanan; 

e. wilayah kerja dan pen-
goperasian pelabuhan 
perikanan yang meliputi 
bagian perairan dan 
daratan tertentu yang 
menjadi wilayah kerja 
dan pengoperasian pela-
buhan perikanan; dan 

f. pelabuhan perikanan 
yang tidak dibangun oleh 
Pemerintah 

•	 Perubahan frasa 
“Pemerintah” menjadi 
“Pemerintah Pusat” 
(Ayat 1) 

•	 Penetapan mengenai 
penyelenggaraan dan 
pembinaan pengelo-
laan Pelabuhan peri-
kanan oleh Presiden 

•	 Perubahan mengenai 
“Peraturan Menteri” 
menjadi “Peraturan 
Pemerintah” 
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j. tempat pelaksanaan 
fungsi karantina ikan; 

k. publikasi hasil pelayanan 
sandar dan labuh kapal 
perikanan dan kapal 
pengawas kapal peri-
kanan; 

l. tempat publikasi hasil 
riset kelautan dan peri-
kanan; 

m. pemantauan wilayah pe-
sisir dan wisata bahari; 
dan/atau 

n. pengendalian lingkun-
gan. 

(3) Setiap kapal penangkap ikan 
dan kapal pengangkut ikan 
harus mendaratkan ikan 
tangkapan di pelabuhan 
perikanan yang ditetapkan 
atau pelabuhan lainnya yang 
ditunjuk. 

(4) Setiap orang yang memiliki 
dan/atau mengoperasikan 
kapal penangkap ikan dan/
atau kapal pengangkut ikan 
yang tidak melakukan bong-
kar muat ikan tangkapan di 
pelabuhan perikanan yang 
ditetapkan atau pelabuhan 
lainnya yang ditunjuk se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (3) dikenai sanksi 
administratif berupa perin-
gatan, pembekuan izin, atau 
pencabutan izin. 

(5) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai pengenaan sanksi 
administratif sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) dia-
tur dalam Peraturan Menteri.

(3) Setiap kapal penangkap ikan 
dan kapal pengangkut ikan 
harus mendaratkan ikan 
tangkapan di pelabuhan 
perikanan yang ditetapkan 
atau pelabuhan lainnya yang 
ditunjuk. 

(4) Setiap orang yang memiliki 
dan/atau mengoperasikan 
kapal penangkap ikan dan/
atau kapal pengangkut ikan 
yang tidak melakukan bong-
kar muat ikan tangkapan di 
pelabuhan perikanan yang 
ditetapkan atau pelabuhan 
lainnya yang ditunjuk se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (3) dikenai sanksi 
administratif berupa perin-
gatan, pembekuan Perizinan 
Berusaha, atau pencabutan 
Perizinan Berusaha. 

(5) Ketentuan lebih lanjut men-
genai kriteria, jenis, dan tata 
cara pengenaan sanksi ad-
ministratif sebagaimana di-
maksud pada ayat (4) diatur 
dalam Peraturan Pemerintah.
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Usaha Peri-
kanan

Pasal 42
(1) Dalam rangka keselamatan 

operasional kapal perikanan, 
ditunjuk syahbandar di ela-
buhan perikanan. 

(2) Syahbandar di elabuhan 
perikanan mempunyai tugas 
dan wewenang: 
a. menerbitkan Surat Per-

setujuan Berlayar; 
b. mengatur kedatangan 

dan keberangkatan kapal 
perikanan; 

c. memeriksa ulang keleng-
kapan dokumen kapal 
perikanan; 

d. memeriksa teknis dan 
nautis kapal perikanan 
dan memeriksa alat 
penangkapan ikan, dan 
alat bantu penangkapan 
ikan; 

e. memeriksa dan menge-
sahkan perjanjian kerja 
laut; 

f. memeriksa log book 
penangkapan dan pen-
gangkutan ikan; 

g. mengatur olah gerak 
dan lalu lintas kapal 
perikanan di pelabuhan 
perikanan; 

h. mengawasi pemanduan; 
i. mengawasi pengisian 

bahan bakar; 
j. mengawasi kegiatan 

pembangunan fasilitas 
pelabuhan perikanan; 

k. melaksanakan bantuan 
pencarian dan penyela-
matan; 

Pasal 42
(1) Dalam rangka keselamatan 

operasional kapal perikanan, 
ditunjuk syahbandar di ela-
buhan perikanan. 

(2) Syahbandar di elabuhan 
perikanan mempunyai tugas 
dan wewenang: 
a. menerbitkan persetujuan 

berlayar; 
b. mengatur kedatangan 

dan keberangkatan kapal 
perikanan; 

c. memeriksa ulang keleng-
kapan dokumen kapal 
perikanan; 

d. memeriksa teknis dan 
nautis kapal perikanan 
dan memeriksa alat 
penangkapan ikan, dan 
alat bantu penangkapan 
ikan; 

e. memeriksa dan menge-
sahkan perjanjian kerja 
laut; 

f. memeriksa log book 
penangkapan dan pen-
gangkutan ikan; 

g. mengatur olah gerak 
dan lalu lintas kapal 
perikanan di elabuhan 
perikanan; 

h. mengawasi pemanduan; 
i. mengawasi pengisian 

bahan bakar; 
j. mengawasi kegiatan 

pembangunan fasilitas 
elabuhan perikanan; 

k. melaksanakan bantuan 
pencarian dan penyela-
matan; 

•	 Penghapusan frasa 
“surat” 
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l. memimpin penanggu-
langan pencemaran dan 
pemadaman kebakaran 
di pelabuhan perikanan; 

m. m.mengawasi pelak-
sanaan perlindungan 
lingkungan maritim; 

n. n.memeriksa pemenu-
han persyaratan penga-
wakan kapal perikanan; 

o. menerbitkan Surat Tanda 
Bukti Lapor Kedatan-
gan dan Keberangkatan 
Kapal Perikanan; dan 

p. memeriksa sertifikat ikan 
hasil tangkapan. 

(3) Setiap kapal perikanan yang 
akan berlayar melakukan 
penangkapan ikan dan/
atau pengangkutan ikan dari 
elabuhan perikanan wajib 
memiliki Surat Persetujuan 
Berlayar yang dikeluarkan 
oleh syahbandar di elabuhan 
perikanan. 

(4) Syahbandar di elabuhan per-
ikanan sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) diangkat 
oleh elabuh yang membidan-
gi urusan pelayaran. 

(5) Dalam melaksanakan tu-
gasnya, syahbandar di 
elabuhan perikanan dikoor-
dinasikan oleh pejabat yang 
bertanggung jawab di elabu-
han perikanan setempat. 

(6) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai kesyahbanda-
ran di elabuhan perikanan 
dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perun-
dang-undangan. 

l. memimpin penanggu-
langan pencemaran dan 
pemadaman kebakaran 
di elabuhan perikanan; 

m. mengawasi pelaksanaan 
perlindungan lingkungan 
elabuha; 

n. memeriksa pemenuhan 
persyaratan pengawakan 
kapal perikanan; 

o. menerbitkan Surat Tanda 
Bukti Lapor Kedatan-
gan dan Keberangkatan 
Kapal Perikanan; dan 

p. memeriksa sertifikat ikan 
hasil tangkapan. 

(3) Setiap kapal perikanan yang 
akan berlayar melakukan 
penangkapan ikan dan/
atau pengangkutan ikan 
dari elabuhan perikanan 
wajib memiliki persetujuan 
berlayar yang dikeluarkan 
oleh syahbandar di elabuhan 
perikanan. 

(4) Syahbandar di elabuhan per-
ikanan sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) diangkat 
oleh elabuh yang membidan-
gi urusan pelayaran. 

(5) Dalam melaksanakan tu-
gasnya, syahbandar di 
elabuhan perikanan dikoor-
dinasikan oleh pejabat yang 
bertanggung jawab di elabu-
han perikanan setempat. 

(6) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai kesyahbanda-
ran di elabuhan perikanan 
dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perun-
dang-undangan.
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Usaha Peri-
kanan

Pasal 43
Setiap kapal perikanan yang 

melakukan kegiatan peri-
kanan wajib memiliki surat 
laik operasi kapal perikanan 
dari pengawas perikanan 
tanpa dikenai biaya.

Pasal 43
Setiap kapal perikanan yang 

melakukan kegiatan per-
ikanan wajib memenuhi 
standar laik operasi kapal 
perikanan dari pengawas 
perikanan tanpa dikenai 
biaya.

•	 Perubahan “memili-
ki surat laik operasi” 
menjadi “memenuhi 
standar laik operasi” 

Usaha Peri-
kanan

Pasal 44
(1) Surat Persetujuan Berlayar 

sebagaimana dimaksud da-
lam pasal 42 ayat (2) huruf 
a dikeluarkan oleh syahban-
dar setelah kapal perikanan 
mendapatkan surat laik 
operasi. 

(2) Surat laik operasi se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dikeluarkan oleh 
pengawas perikanan setelah 
dipenuhi persyaratan admin-
istrasi dan kelayakan teknis. 

(3) Ketentuan lebih lanjut men-
genai persyaratan adminis-
trasi dan kelayakan teknis 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) diatur dalam Pera-
turan Menteri. 

Pasal 44
(1) Persetujuan berlayar se-

bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 42 ayat (2) huruf a 
diterbitkan oleh syahbandar 
setelah kapal perikanan me-
menuhi standar laik operasi. 

(2) Pemenuhan standar laik 
operasi sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) diterbitkan 
oleh pengawas perikanan 
setelah dipenuhi persyaratan 
administrasi dan kelayakan 
teknis. 

(3) Ketentuan lebih lanjut men-
genai persyaratan adminis-
trasi dan kelayakan teknis 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) diatur dalam Pera-
turan Pemerintah. 

•	 Penghapusan frasa 
“surat” (Ayat 1) 

•	 Perubahan “Surat laik 
operasi” menjadi “pe-
menuhan standar laik” 
(Ayat 2) 

•	 Perubahan frasa “Pera-
turan Menteri” menjadi 
“Peraturan Pemerintah” 
(Ayat 3) 

Usaha Peri-
kanan

Pasal 45
Dalam hal kapal perikanan be-

rada dan/atau berpangkalan 
di luar pelabuhan perikanan, 
surat izin berlayar diterbitkan 
oleh syahbandar setempat 
setelah diperoleh surat laik 
operasi dari pengawas peri-
kanan yang ditugaskan pada 
pelabuhan setempat.

Pasal 45
Dalam hal kapal perikanan be-

rada dan/atau berpangkalan 
di luar pelabuhan perikanan, 
Persetujuan berlayar dit-
erbitkan oleh syahbandar 
setempat setelah memenuhi 
standar laik operasi dari 
pengawas perikanan yang 
ditugaskan pada pelabuhan 
setempat. 

•	 Perubahan frasa “surat 
izin” menjadi “persetu-
juan”

Pungutan 
Perikanan

Pasal 49
Setiap orang asing yang 

mendapat izin penangkapan 
ikan di ZEEI dikenakan pung-
utan perikanan.

Pasal 49
Setiap orang asing yang 

mendapat Perizinan Berusa-
ha untuk melakukan penang-
kapan ikan di ZEEI dikenai 
pungutan perikanan. 

•	 Perubahan frasa “izin” 
menjadi “Perizinan 
Berusaha” 
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Ketentuan 
Pidana

Pasal 89
Setiap orang yang melakukan 

penanganan dan pengolahan 
ikan yang tidak memenuhi 
dan tidak menerapkan per-
syaratan kelayakan pengo-
lahan ikan, sistem jaminan 
mutu, dan keamanan hasil 
perikanan sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 20 ayat 
(3), dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 1 (satu) 
tahun dan denda paling 
banyak Rp800.000.000,00 
(delapan ratus juta rupiah).

Pasal 89
Setiap orang yang melakukan 

penanganan dan pengolahan 
ikan yang tidak memenuhi 
dan tidak menerapkan per-
syaratan kelayakan pengo-
lahan ikan, sistem jaminan 
mutu, dan keamanan hasil 
perikanan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 20 
ayat (3) yang menimbul-
kan korban terhadap kes-
ehatan manusia dipidana 
dengan pidana penjara 
paling lama 1 (satu) tahun 
dan denda paling banyak 
Rp800.000.000,00 (delapan 
ratus juta rupiah). 

•	 Tambahan klausal “ 
yang menimbulkan 
korban terhadap kese-
hatan manusia”

Ketentuan 
Pidana

Pasal 92
Setiap orang yang dengan 

sengaja di wilayah penge-
lolaan perikanan Republik 
Indonesia melakukan usaha 
perikanan dibidang pen-
angkapan, pembudidayaan, 
pengangkutan, pengolahan, 
dan pemasaran ikan, yang 
tidak memiliki SIUP se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 26 ayat (1), dipidana 
dengan pidana penjara pal-
ing lama 8 (delapan) tahun 
dan denda paling banyak 
Rp1.500.000.000,00 (satu 
miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 92
Setiap orang yang dengan sen-

gaja di wilayah pengelolaan 
perikanan Negara Republik 
Indonesia melakukan usaha 
perikanan yang tidak me-
menuhi Perizinan Berusaha 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 26 ayat (1) 
dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 8 (dela-
pan) tahun dan denda paling 
banyak Rp1.500.000.000,00 
(satu miliar lima ratus juta 
rupiah).

•	 Penghapusan klausal 
“dibidang penangka-
pan, pembudidayaan, 
pengangkutan, pengo-
lahan, dan pemasaran 
ikan” 

•	 Perubahan “SIUP” 
menjadi “perizinan 
berusaha” 
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Ketentuan 
Pidana

Pasal 93
(1) Setiap orang yang memi-

liki dan/atau mengoper-
asikan kapal penangkap 
ikan berbendera Indonesia 
melakukan penangkapan 
ikan di wilayah pengelolaan 
perikanan Negara Republik 
Indonesia dan/atau di laut 
lepas, yang tidak memiliki 
SIPI sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 27 ayat (1), dip-
idana dengan pidana penjara 
paling lama 6 (enam) tahun 
dan denda paling banyak 
Rp2.000.000.000,00 (dua 
miliar rupiah). 

(2) Setiap orang yang memiliki 
dan/atau mengoperasikan 
kapal penangkap ikan ber-
bendera asing melakukan 
penangkapan ikan di ZEEI 
yang tidak memiliki SIPI se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 27 ayat (2), dipidana 
dengan pidana penjara 
paling lama 6 (enam) tahun 
dan denda paling banyak 
Rp20.000.000.000,00 (dua 
puluh miliar rupiah). 

Pasal 93
(1) Setiap orang yang memiliki 

dan/atau mengoperasikan 
kapal penangkap ikan ber-
bendera Indonesia melaku-
kan penangkapan ikan di 
wilayah pengelolaan peri-
kanan Negara Republik Indo-
nesia dan/atau di laut lepas 
tanpa memiliki Perizinan 
Berusaha yang menimbulkan 
kecelaakaan dan/atau me-
nimbulkan korban/kerusakan 
terhadap kesehatan, kesela-
matan, dan/atau lingkungan 
sebagaimana dimaksud da-
lam Pasal 27 ayat (1) dipi-
dana dengan pidana penjara 
paling lama 6 (enam) tahun 
dan denda paling banyak 
Rp2.000.000.000,00 (dua 
miliar rupiah). 

(2) Setiap orang yang memiliki 
dan/atau mengoperasikan 
kapal penangkap ikan ber-
bendera asing yang digu-
nakan untuk melakukan 
penangkapan ikan di ZEEI 
tanpa memiliki Perizinan 
Berusaha yang menimbulkan 
kecelaakaan dan/atau me-
nimbulkan korban/kerusakan 
terhadap kesehatan, kesela-
matan, dan/atau lingkungan 
sebagaimana dimaksud da-
lam Pasal 27 ayat (2) dipi-
dana dengan pidana penjara 
paling lama 6 (enam) tahun 
dan denda paling banyak 
Rp30.000.000.000,00 (tiga 
puluh miliar rupiah). 

•	 Perubahan “SIPI” men-
jadi “Perizinan Berusa-
ha” 

•	 Perubahan nominal 
“Rp20.000.000.000,00 
(dua puluh miliar 
rupiah” menjadi 
“Rp30.000.000.000,00” 
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(3) Setiap orang yang mengo-
perasikan kapal penangkap 
ikan berbendera Indone-
sia di wilayah pengelolaan 
perikanan Negara Republik 
Indonesia, yang tidak mem-
bawa SIPI asli sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 27 
ayat (3), dipidana den-
gan pidana penjara pal-
ing lama 6 (enam) tahun 
dan denda paling banyak 
Rp2.000.000.000,00 (dua 
miliar rupiah). 

(4) Setiap orang yang mengo-
perasikan kapal penangkap 
ikan berbendera asing di 
ZEEI, yang tidak memba-
wa SIPI asli sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 27 
ayat (3), dipidana den-
gan pidana penjara pal-
ing lama 6 (enam) tahun 
dan denda paling banyak 
Rp20.000.000.000,00 (dua 
puluh miliar rupiah). 
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Ketentuan 
Pidana

Pasal 94
Setiap orang yang memiliki dan/

atau mengoperasikan kapal 
pengangkut ikan di wilayah 
pengelolaan perikanan 
Republik Indonesia yang 
melakukan pengangkutan 
ikan atau kegiatan yang 
terkait yang tidak memiliki 
SIKPI sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 28 ayat 
(1), dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 5 (lima) 
tahun dan denda paling 
banyak Rp 1.500.000.000,00 
(satu miliar lima ratus juta 
rupiah).

Pasal 94
Setiap orang yang memiliki 

dan/atau mengoperasikan 
kapal pengangkut ikan yang 
berbendera Indonesia atau 
berbendera asing di wilayah 
pengelolaan perikanan 
Republik Indonesia yang 
melakukan pengangkutan 
ikan atau kegiatan yang 
terkait yang tidak memiliki 
Perizinan Berusaha se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 28 ayat (1) dan ayat 
(2) dipidana  dengan pidana 
penjara paling lama 5 (lima) 
tahun dan denda paling 
banyak Rp1.500.000.000,00 
(satu miliar lima ratus juta 
rupiah).

•	 Perubahan “SIKPI” 
menjadi “Perizinan 
Berusaha”

Ketentuan 
Pidana

Pasal 94A
Setiap orang yang memalsukan 

dan/atau menggunakan 
SIUP, SIPI, dan SIKPI pal-
su sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 28A dipidana 
dengan pidana penjara 
paling lama 7 (tujuh) tahun 
dan denda paling banyak 
Rp3.000.000.000,00 (tiga 
miliar rupiah).

Pasal 94A
Setiap orang yang memalsukan 

dokumen Perizinan Berusa-
ha, menggunakan Perizinan 
Berusaha palsu, menggu-
nakan Perizinan Berusaha 
milik kapal lain atau orang 
lain, dan/atau menggan-
dakan Perizinan Berusaha 
untuk digunakan oleh kapal 
lain dan/atau kapal milik 
sendiri sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 28A dipi-
dana dengan pidana penjara 
paling lama 7 (tujuh) tahun 
dan denda paling banyak 
Rp3.000.000.000,00 (tiga 
miliar rupiah).

•	 Perubahan “SIUP, SIPI, 
SIKPI” menjadi “Per-
izinan Berusaha” 
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Ketentuan 
Pidana

Pasal 95
Setiap orang yang membangun, 

mengimpor, atau memodi-
fikasi kapal perikanan yang 
tidak mendapat persetu-
juan terlebih dahulu se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 35 ayat (1), dipidana 
dengan pidana penjara 
paling lama 1 (satu) tahun 
dan denda paling banyak 
Rp600.000.000,00 (enam 
ratus juta rupiah).

Pasal 95 dihapuskan dalam UU 
Cipta Kerja

•	 Penghapusan aturan 
mengenai impor, mem-
bangun, modifikasi 
kapal tidak berizin 

Ketentuan 
Pidana

Pasal 96
Setiap orang yang mengoper-

asikan kapal perikanan di 
wilayah pengelolaan peri-
kanan Republik Indonesia 
yang tidak mendaftarkan 
kapal perikanannya sebagai 
kapal perikanan Indonesia 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 36 ayat (1), dip-
idana dengan pidana penjara 
paling lama 1 (satu) tahun 
dan denda paling banyak 
Rp800.000.000.00 (delapan 
ratus juta rupiah).

Pasal 96 dihapuskan dalam UU 
Cipta Kerja

•	 Penghapusan aturan 
mengenai pengopera-
sian kapal tanpa daftar
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Ketentuan 
Pidana

Pasal 97
(1) Nakhoda yang mengoper-

asikan kapal penangkap 
ikan berbendera asing yang 
tidak memiliki izin penang-
kapan ikan, yang selama 
berada di wilayah penge-
lolaan perikanan Republik 
Indonesia tidak menyimpan 
alat penangkapan ikan di 
dalam palka sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 38 
ayat (1), dipidana dengan 
pidana denda paling banyak 
Rp500.000.000,00 (lima 
ratus juta rupiah).

(2) Nakhoda yang mengoper-
asikan kapal penangkap 
ikan berbendera asing yang 
telah memiliki izin penang-
kapan ikan dengan 1 (satu) 
jenis alat penangkapan 
ikan tertentu pada bagian 
tertentu di ZEEI yang mem-
bawa alat penangkapan 
ikan lainnya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 38 
ayat (2), dipidana dengan 
pidana denda paling banyak 
Rp1.000.000.000,00 (satu 
miliar rupiah).

Pasal 97
(1) Nakhoda yang mengoper-

asikan kapal penangkap ikan 
berbendera asing yang tidak 
memenuhi Perizinan Berusa-
ha untuk melakukan penang-
kapan ikan selama berada 
di wilayah pengelolaan 
perikanan Negara Republik 
Indonesia tidak menyimpan 
alat penangkapan ikan di 
dalam palka sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 38 
ayat (1) dipidana dengan 
pidana denda paling banyak 
Rp500.000.000,00 (lima 
ratus juta rupiah). 

(2) Nakhoda yang mengoper-
asikan kapal penangkap ikan 
berbendera asing yang telah 
memenuhi Perizinan Berusa-
ha dengan 1 (satu) jenis alat 
penangkapan ikan tertentu 
pada bagian tertentu di ZEEI 
yang membawa alat pen-
angkapan ikan lainnya se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 38 ayat (2) dipidana 
dengan pidana denda paling 
banyak Rp1.000.000.000,00 
(satu miliar rupiah). 

•	 Perubahan “izin pen-
angkapan ikan” menja-
di “perizinan berusaha” 
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(3) Nakhoda yang mengoper-
asikan kapal penangkap 
ikan berbendera asing yang 
telah memiliki izin pen-
angkapan ikan, yang tidak 
menyimpan alat penang-
kapan ikan di dalam palka 
selama berada di luar daer-
ah penangkapan ikan yang 
diizinkan di wilayah penge-
lolaan perikanan Republik 
Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 38 
ayat (3), dipidana dengan 
pidana denda paling banyak 
Rp500.000.000,00 (lima 
ratus juta rupiah).

(3) Nakhoda yang mengoper-
asikan kapal penangkap 
ikan berbendera asing yang 
telah memenuhi Perizinan 
Berusaha, yang tidak meny-
impan alat penangkapan 
ikan di dalam palka selama 
berada di luar daerah pen-
angkapan ikan yang diizink-
an di wilayah pengelolaan 
perikanan Negara Republik 
Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 38 
ayat (3) dipidana dengan 
pidana denda paling banyak 
Rp500.000.000,00 (lima 
ratus juta rupiah). 

Ketentuan 
Pidana

Pasal 98
Nakhoda kapal perikanan yang 
tidak memiliki surat persetujuan 
berlayar sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 42 ayat (3) dipidana 
dengan pidana penjara paling 
lama 1 (satu) tahun dan denda 
paling banyak Rp200.000.000,00 
(dua ratus juta rupiah).

Pasal 98
Nakhoda kapal perikanan yang 
tidak memiliki persetujuan 
berlayar sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 42 ayat (3) dipidana 
dengan pidana penjara paling 
lama 1 (satu) tahun dan denda 
paling banyak Rp200.000.000,00 
(dua ratus juta rupiah).

•	 Penghapusan frasa 
“surat” 

Ketentuan 
Pidana

Pasal 100B
Dalam hal tindak pidana se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 8, Pasal 9, Pasal 12, Pasal 
14 ayat (4), Pasal 16 ayat (1), 
Pasal 20 ayat (3), Pasal 21, Pasal 
23 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), 
Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat 
(3), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28 
ayat (3), Pasal 35 ayat (1), Pasal 
36 ayat (1), Pasal 38, Pasal 42 
ayat (3), atau Pasal 55 ayat (1) 
yang dilakukan oleh nelayan kecil 
dan/atau pembudi daya-ikan 
kecil dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 1 (satu) 
tahun atau denda paling banyak 
Rp250.000.000,00 (dua ratus 
lima puluh juta rupiah).

Pasal 100B
Dalam hal tindak pidana se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 8, Pasal 9, Pasal 12, Pasal 
14 ayat (4), Pasal 16 ayat (1), 
Pasal 21, Pasal 23 ayat (1), Pasal 
26 ayat (1), Pasal 38, Pasal 42 
ayat (3), atau Pasal 55 ayat (1) 
yang dilakukan oleh Nelayan 
Kecil dan/atau Pembudidaya Ikan 
Kecil dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 1 (satu) 
tahun atau denda paling banyak 
Rp250.000.000,00 (dua ratus 
lima puluh juta rupiah).

•	 Penghapusan aturan 
mengenai pasal “Pasal 
20 ayat 3, Pasal 27 
ayat 1, Pasal 27 Ayat 
3, Pasal 28 ayat 3, 
Pasal 35 ayat 1, Pasal 
36 ayat 1” 
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Ketentuan 
Pidana

Pasal 100C
Dalam hal tindak pidana se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 7 ayat (2) dilakukan oleh 
nelayan kecil dan/atau pembudi 
daya-ikan kecil dipidana dengan 
pidana denda paling banyak 
Rp100.000.000,00 (seratus juta 
rupiah).

Pasal 100C
Dalam hal tindak pidana se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, 
huruf c, huruf d, huruf f, huruf 
g, huruf h, huruf I, huruf j, huruf 
k, huruf l, atau huruf m dilaku-
kan oleh Nelayan Kecil dan/atau 
Pembudidaya Ikan Kecil dipidana 
dengan pidana denda paling 
banyak Rp100.000.000,00 (sera-
tus juta rupiah).

•	 Tambahan rincian 
huruf a, huruf b, huruf 
c, huruf d, huruf f, 
huruf g, huruf h, huruf 
I, huruf j, huruf k, 
huruf l, atau huruf m

Ketentuan 
Pidana

Pasal 101
Dalam hal tindak pidana se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 84 ayat (1), Pasal 85, Pasal 
86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 
89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 
92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 
95, dan Pasal 96 dilakukan oleh 
korporasi, tuntutan dan sanksi 
pidananya dijatuhkan terhadap 
pengurusnya dan pidana den-
danya ditambah 1/3 (sepertiga) 
dari pidana yang dijatuhkan.

Pasal 101
Dalam hal tindak pidana se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 84 ayat (1), Pasal 85, Pasal 
86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 90, 
Pasal 91, Pasal 93 atau Pasal 94 
dilakukan oleh korporasi, tuntut-
an dan sanksi pidananya dijatuh-
kan terhadap pengurusnya dan 
terhadap korporasi dipidana den-
da dengan tambahan pember-
atan 1/3 (sepertiga) dari pidana 
denda yang dijatuhkan.

•	 Penghapusan Pasal 92, 
Pasal 95, Pasal 96 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

TOPIK UNDANG-UNDANG NO-
MOR 39 TAHUN 2014

UU CIPTA KERJA RANGKUMAN 
PENJELASAN 

Penggunaan 
Lahan 

Pasal 14
1. Pemerintah Pusat menetap-

kan batasan luas maksimum 
dan luas minimum peng-
gunaan lahan untuk Usaha 
Perkebunan. 

2. Penetapan batasan luas 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) harus mempertim-
bangkan: 
(1) jenis tanaman; 
(2) ketersediaan lahan yang 

sesuai secara agrokli-
mat; 

(3) modal; 

Pasal 14
1. Pemerintah Pusat menetap-

kan batasan luas maksimum 
dan luas minimum peng-
gunaan lahan untuk Usaha 
Perkebunan. 

2. Penetapan batasan luas 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) harus mempertim-
bangkan: 
a. jenis tanaman; dan/atau 
b. ketersediaan lahan yang 

sesuai secara agroklimat. 
3. Ketentuan lebih lanjut 

mengenai penetapan 
batasan luas diatur 
dalam Peraturan Pemer-
intah. 

•	 Penyederhanaan 
pasal mengenai 
pertimbangan 
untuk penetapan 
Batasan luas 
maksimum dan 
luas minimum 
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(4) kapasitas pabrik; 
(5) tingkat kepadatan pen-

duduk; 
(6) pola pengembangan 

usaha; 
(7) kondisi geografis; 
(8) perkembangan teknolo-

gi; dan 
(9) pemanfaatan lahan ber-

dasarkan fungsi ruang 
sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang- 
undangan di bidang tata 
ruang. 

3. Ketentuan lebih lanjut men-
genai penetapan batasan 
luas diatur dalam Peraturan 
Pemerintah.

Pasal 15
Perusahaan Perkebunan dila-

rang memindahkan hak atas 
tanah Usaha Perkebunan 
yang mengakibatkan ter-
jadinya satuan usaha yang 
kurang dari luas minimum 
sebagaimana dimaksud da-
lam Pasal 14.

Pasal 15
Perusahaan Perkebunan yang 

melakukan kegiatan kemi-
traan atau inti plasma dila-
rang memindahkan hak atas 
tanah Usaha Perkebunan 
yang mengakibatkan ter-
jadinya satuan usaha yang 
kurang dari luas minimum 
sebagaimana dimaksud da-
lam Pasal 14.

•	 Tambahan klaus-
al “yang melaku-
kan kegiatan 
kemitraan atau 
inti plasma”
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Penggunaan 
Lahan

Pasal 16 
(1) Perusahaan Perkebunan 

wajib mengusahakan Lahan 
Perkebunan: 

a. paling lambat 3 (tiga) tahun 
setelah pemberian status 
hak atas tanah, Perusahaan 
Perkebunan wajib mengu-
sahakan Lahan Perkebunan 
paling sedikit 30% (tiga 
puluh perseratus) dari luas 
hak atas tanah; dan 

b. paling lambat 6 (enam) 
tahun setelah pemberian 
status hak atas tanah, Pe-
rusahaan Perkebunan wajib 
mengusahakan seluruh luas 
hak atas tanah yang secara 
teknis dapat ditanami Tana-
man Perkebunan. 

(2)  Jika Lahan Perkebunan tidak 
diusahakan sesuai dengan 
ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), 
bidang Tanah Perkebunan 
yang belum diusahakan 
diambil alih oleh negara ses-
uai dengan ketentuan pera-
turan perundang-undangan, 

Pasal 16 
(1) Perusahaan Perkebunan 

wajib mengusahakan Lahan 
Perkebunan paling lambat 2 
(dua) tahun setelah pembe-
rian status hak atas tanah. 

(2) Jika Lahan Perkebunan tidak 
diusahakan sesuai dengan 
ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), La-
han Perkebunan yang belum 
diusahakan diambil alih oleh 
negara sesuai dengan keten-
tuan peraturan perundang- 
undangan 

•	 Perubahan 
ketentuan teng-
gang waktu 
mengusahakan 
lahan perkeb-
nunan semula 
3 tahun dan 6 
tahun menjadi 
2 tahun setelah 
pemberian status 
hak atas tanah 

Penggunaan 
Lahan

Pasal 17 
(1) Pejabat yang berwenang 

dilarang menerbitkan izin 
Usaha Perkebunan di atas 
Tanah Hak Ulayat Mas-
yarakat Hukum Adat. 

(2) Ketentuan larangan se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dikecualikan dalam 
hal telah dicapai persetu-
juan antara Masyarakat 
Hukum Adat dan Pelaku 
Usaha Perkebunan menge-
nai penyerahan Tanah dan 
imbalannya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 12 
ayat (1). 

Pasal 17 
(1) Pejabat yang berwenang 

dilarang menerbitkan Per-
izinan Berusaha Perkebunan 
di atas Tanah Hak Ulayat 
Masyarakat Hukum Adat. 

(2) Ketentuan larangan se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dikecualikan dalam 
hal telah dicapai persetu-
juan antara Masyarakat 
Hukum Adat dan Pelaku 
Usaha Perkebunan menge-
nai penyerahan Tanah dan 
imbalannya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 12 
ayat (1). 

•	 Perubahan “Izin 
Usaha” menjadi 
“Perizinan Beru-
saha” 
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Penggunaan 
Lahan

Pasal 18
(1) Perusahaan Perkebunan 

yang melanggar ketentu-
an sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 15 dan Pasal 16 
dikenai sanksi administratif. 

(2) Sanksi administratif se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) berupa: 

a. denda; 
b. penghentian sementara dari 

kegiatan usaha; dan/atau 
c. pencabutan izin Usaha 

Perkebunan. 
(3) Ketentuan lebih lanjut 

mengenai jenis, besaran 
denda, dan tata cara pen-
genaan sanksi administratif 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2) diatur 
dalam Peraturan Pemerintah. 

Pasal 18
(1) Perusahaan Perkebunan 

yang melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud da-
lam Pasal 14 dikenai sanksi 
administratif. 

(2) Ketentuan mengenai jenis, 
kriteria, besaran, dan tata 
cara pengenaan sanksi ad-
ministratif sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) diatur 
dalam Peraturan Pemerintah. 

•	 Perubahan ke-
berlakuan pasal 
15 dan Pasal 16 
menjadi “Pasal 
14” 

•	 Penghapusan 
aturan  menge-
nai rincian sanksi 
adminsitratif 

Pembenihan Pasal 24
(1) Pemerintah Pusat menetap-

kan jenis benih Tanaman 
Perkebunan yang pengelu-
aran dari dan/atau pema-
sukannya ke dalam wilayah 
Negara Kesatuan Republik 
Indonesia memerlukan izin. 

(2) Pengeluaran benih dari dan/ 
atau pemasukannya ke da-
lam wilayah Negara Kesatu-
an Republik Indonesia wajib 
mendapatkan izin Menteri. 

(3) Pemasukan benih dari luar 
negeri harus memenuhi 
standar mutu atau pers-
yaratan teknis minimal. 

(4) Ketentuan lebih lanjut men-
genai standar mutu atau 
persyaratan teknis minimal 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) diatur dalam Pera-
turan Pemerintah 

Pasal 24
(1) Pemerintah Pusat menetap-

kan jenis benih tanaman 
Perkebunan yang pengelu-
aran dari dan/atau pema-
sukannya ke dalam wilayah 
Negara Kesatuan Republik 
Indonesia memerlukan per-
setujuan. 

(2) Pengeluaran benih dari dan/
atau pemasukannya ke da-
lam wilayah Negara Kesatu-
an Republik Indonesia wajib 
mendapatkan persetujuan 
dari Pemerintah Pusat. 

(3) Pemasukan benih dari luar 
negeri harus memenuhi 
standar mutu atau pers-
yaratan teknis minimal. 

(4) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai standar mutu dan 
persyaratan teknis minimal 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) diatur dalam Pera-
turan Pemerintah.

•	 Perubahan “Izin” 
menjadi “per-
setujuan” 

•	 Perubahan “izin 
Menteri” menjadi 
“persetujuan pe-
merintah pusat” 
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Pembenihan Pasal 30 
(1) Varietas hasil pemuliaan atau 

introduksi dari luar negeri 
sebelum diedarkan terlebih 
dahulu harus dilepas oleh 
Pemerintah Pusat atau dilun-
curkan oleh pemilik varietas. 

(2) Ketentuan lebih lanjut men-
genai syarat-syarat dan tata 
cara pelepasan atau pelun-
curan diatur dengan Peratur-
an Menteri. 

Pasal 30 
(1) Varietas hasil pemuliaan atau 

introduksi dari luar negeri 
sebelum diedarkan terlebih 
dahulu harus dilepas oleh 
Pemerintah Pusat atau dilun-
curkan oleh pemilik varietas.

(2) Varietas yang telah dilepas 
atau diluncurkan sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
dapat diproduksi dan diedar-
kan.

(3) Varietas sebagaimana dimak-
sud pada ayat (2) sebelum 
diedarkan harus memenuhi 
Perizinan Berusaha dari Pe-
merintah Pusat.

(4) Ketentuan lebih lanjut men-
genai syarat-syarat dan tata 
cara pelepasan atau pelun-
curan serta Perizinan Beru-
saha diatur dalam Peraturan 
Pemerintah.

•	 Tambahan aturan 
mengenai pro-
duksi dan edaran 
varietas yang 
telah dilepas 

•	
•	

Pembenihan Pasal 31
(1) Varietas yang telah dilepas 

atau diluncurkan sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 30 
ayat (I) dapat diproduksi dan 
diedarkan. 

(2) Varietas sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) sebelum 
diedarkan harus dilakukan 
sertifikasi dan diberi label. 

(3) Ketentuan lebih lanjut men-
genai produksi, sertifikasi, 
pelabelan, dan peredaran 
diatur dengan Peraturan 
Menteri. 

Pasal 31 dihapuskan dalam UUCK •	 Pasal ini diinte-
grasikan dengan 
Pasal 30 
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Pelindungan 
Tanaman 
Perkebunan

Pasal 35
(1) Dalam rangka pengendalian 

organisme pengganggu tum-
buhan, setiap Pelaku Usaha 
Perkebunan berkewajiban 
memiliki standar minimum 
sarana dan prasarana pen-
gendalian organisme peng-
ganggu tanaman perkebu-
nan

(2) Ketentuan mengenai standar 
minimum sarana dan prasa-
ran sebagimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur dengan 
Peraturan Menteri

Pasal 35 
(1) Dalam rangka pengendalian 

organisme pengganggu tum-
buhan, setiap Pelaku Usaha 
Perkebunan wajib memenuhi 
persyaratan minimum sarana 
dan prasarana pengenda-
lian organisme pengganggu 
Tanaman Perkebunan. 

(2) Ketentuan mengenai pers-
yaratan minimum sarana dan 
prasarana sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) diatur 
dalam Peraturan Pemerintah. 

•	 Perubahan “stan-
dar minimum” 
menjadi “per-
syaratan mini-
mum” 

Pelaku Usa-
ha Perkebu-
nan

Pasal 39
(1) Usaha Perkebunan dapat 

dilakukan di seluruh wilayah 
Negara Kesatuan Republik 
Indonesia oleh Pelaku Usaha 
Perkebunan dalam negeri 
atau penanam modal asing 

(2) Penanam modal asing se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) terdiri atas: 

a. badan hukum asing; atau 
b. perseorangan warga negara 

asing. 
(3) Penanam modal asing se-

bagaimana dimaksud pada 
ayat (2) yang melakukan 
Usaha Perkebunan harus 
bekerja sama dengan Pelaku 
Usaha Perkebunan dalam 
negeri dengan membentuk 
badan hukum Indonesia. 

Pasal 39
Pelaku Usaha Perkebunan dapat 

melakukan Usaha Perke-
bunan di seluruh wilayah 
Negara Kesatuan Republik 
Indonesia sesuai dengan 
ketentuan peraturan perun-
dang- undangan di bidang 
penanaman modal.

•	 Tambahan unsur 
“pelaku” 

•	 Penghapusan 
aturan mengenai 
rincian Penanam 
modal asing 

Pelaku Usa-
ha Perkebu-
nan

Pasal 40 
(1) Pengalihan kepemilikan Peru-

sahaan Perkebunan kepada 
penanam modal asing dapat 
dilakukan setelah memper-
oleh persetujuan Menteri. 

(2) Menteri dalam memberikan 
persetujuan sebagaima-
na dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan berdasarkan 
kepentingan nasional. 

Pasal 40 
Pengalihan kepemilikan Perusa-

haan Perkebunan kepada 
penanam modal asing dapat 
dilakukan setelah memper-
oleh persetujuan Pemerintah 
Pusat.

•	 Perubahan 
persetujuan 
“Menteri” men-
jadi “Pemerintah 
Pusat” 

•	 Penghapusan 
aturan menge-
nai pemberian 
persetujuan oleh 
menteri
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Jenis dan 
Perizinan Us-
aha Perke-
bunan

Pasal 42
Kegiatan usaha budi daya Ta-

naman Perkebunan dan/
atau usaha Pengolahan Hasil 
Perkebunan sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 41 ayat 
(1) hanya dapat dilakukan 
oleh Perusahaan Perkebunan 
apabila telah mendapatkan 
hak atas tanah dan/atau izin 
Usaha Perkebunan.

Pasal 42
(1) Kegiatan usaha budi daya 

Tanaman Perkebunan dan/
atau usaha Pengolahan Hasil 
Perkebunan sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 41 ayat 
(1) hanya dapat dilakukan 
oleh Perusahaan Perkebunan 
apabila telah mendapatkan 
hak atas tanah dan me-
menuhi Perizinan Berusaha 
terkait Perkebunan dari 
Pemerintah Pusat. 

(2) Ketentuan lebih lanjut men-
genai Perizinan Berusaha 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur dalam Pera-
turan Pemerintah. 

•	 Perubahan”izin 
usaha perkebu-
nan” menjadi 
“perizinan be-
rusaha terkait 
perkebunan” 

•	 Tambahan men-
genai ketentuan 
lanjutan diatur 
dalam Peraturan 
Pemerintah 

Jenis dan 
Perizinan Us-
aha Perke-
bunan

Pasal 43
Kegiatan usaha Pengolahan Hasil 

Perkebunan dapat didirikan 
pada wilayah Perkebunan 
swadaya masyarakat yang 
belum ada usaha Pengolah-
an Hasil Perkebunan setelah 
memperoleh a katas tanah 
dan izin Usaha Perkebunan

Pasal 43
Kegiatan usaha Pengolahan Hasil 

Perkebunan dapat didirikan 
pada wilayah Perkebunan 
swadaya masyarakat yang 
belum ada usaha Pengolah-
an Hasil Perkebunan setelah 
memperoleh a katas tanah 
dan Perizinan Berusaha dari 
Pemerintah Pusat.

•	 Perubahan “izin 
usaha” menjadi 
“Perizinan Beru-
saha” 
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Jenis dan 
Perizinan Us-
aha Perke-
bunan

Pasal 45
(1) Untuk mendapatkan izin Us-

aha Perkebunan sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 
42 harus memenuhi pers-
yaratan:

a. izin lingkungan;
b. kesesuaian dengan rencana 

tata ruang wilayah; dan
c. kesesuaian dengan rencana 

Perkebunan.
(2) Selain persyaratan se-

bagaimana dimaksud pada 
ayat (1):

a. usaha budi daya Perkebunan 
harus mempunyai sarana, 
prasarana, sistem, dan sara-
na pengendalian organisme 
pengganggu tumbuhan; dan

b. usaha Pengolahan Hasil 
Perkebunan harus memenuhi 
sekurang-kurangnya 20% 
(dua puluh perseratus) dari 
keseluruhan bahan baku 
yang dibutuhkan berasal 
dari kebun yang diusahakan 
sendiri.

Pasal 45 dihapuskan dalam UU 
Cipta Kerja

•	 Penghapusan 
aturan menge-
nai Persyaratan 
mendapatkan izin 
usaha perkebu-
nan 
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Perizinan Us-
aha Perke-
bunan

Pasal 47
(1) Perusahaan Perkebunan 

yang melakukan usaha budi 
daya Tanaman Perkebunan 
dengan luasan skala tertentu 
dan/atau usaha Pengolahan 
Hasil Perkebunan dengan 
kapasitas pabrik tertentu 
wajib memiliki izin Usaha 
Perkebunan. 

(2) Izin Usaha Perkebunan 
diberikan dengan memper-
timbangkan: 

a. jenis tanaman; 
b. kesesuaian Tanah dan agrok-

limat; 
c. teknologi; 
d. tenaga kerja; dan 
e. modal. 

Pasal 47
(1) Perusahaan Perkebunan 

yang melakukan usaha budi 
daya Tanaman Perkebunan 
dengan luasan skala tertentu 
dan/atau usaha Pengolahan 
Hasil Perkebunan dengan 
kapasitas pabrik tertentu 
wajib memenuhi Perizinan 
Berusaha dari Pemerintah 
Pusat. 

(2) Setiap Perusahaan Perkebu-
nan yang melakukan usaha 
budi daya Tanaman Perke-
bunan dengan luasan skala 
tertentu dan/atau usaha 
Pengolahan Hasil Perke-
bunan dengan kapasitas 
pabrik tertentu yang tidak 
memiliki Perizinan Berusa-
ha sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dikenai sanksi 
administratif berupa: 

a. penghentian sementara ke-
giatan; 

b. pengenaan denda; dan/atau 
c. paksaan Pemerintah Pusat. 
(3) Ketentuan lebih lanjut men-

genai Perizinan Berusaha 
sebagaimana pada ayat (1) 
dan kriteria, jenis, besaran 
denda, dan tata cara pen-
genaan sanksi administratif 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) diatur dalam Pera-
turan Pemerintah. 

•	 Perubahan 
“memiliki izin 
usaha perkebu-
nan” menjadi 
“memenuhi per-
izinan berusaha 
dari Pemerintah 
pusat” 

•	 Tambahan aturan 
mengenai sank-
si administratif 
mengenai perke-
bunan tidak 
memiliki perizin-
an berusaha 

•	 Tambahan men-
genai ketentuan 
lanjutan diatur 
dalam Peraturan 
Pemerintah
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Jenis dan 
Perizinan Us-
aha Perke-
bunan

Pasal 48 
(1) Izin Usaha Perkebunan se-

bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 47 ayat (1) diberikan 
oleh: 

a. gubernur untuk wilayah lin-
tas kabupaten/kota; dan 

b. bupati/wali kota untuk 
wilayah dalam suatu kabu-
paten/kota. 

(2) Dalam hal lahan Usaha 
Perkebunan berada pada 
wilayah lintas provinsi, izin 
diberikan oleh Menteri. 

(3) Perusahaan Perkebunan 
yang telah mendapat izin Us-
aha Perkebunan wajib men-
yampaikan laporan perkem-
bangan usahanya secara 
berkala sekurang-kurangnya 
1 (satu) tahun sekali kepada 
pemberi izin sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2). 

(4) Laporan perkembangan 
usaha secara berkala se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (3) juga disampaikan 
kepada Menteri. 

Pasal 48 
(1) Perizinan Berusaha Perkebu-

nan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 47 ayat (1) 
diberikan oleh: 

a. gubernur untuk wilayah lintas 
kabupaten/kota; dan 

b. bupati/wali kota untuk wilayah 
dalam suatu kabupaten/kota, 
berdasarkan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria yang 
ditetapkan oleh Pemerintah 
Pusat. 

(2) Dalam hal lahan Usaha 
Perkebunan berada pada 
wilayah lintas provinsi, izin 
diberikan oleh Pemerintah 
Pusat. 

(3) Perusahaan Perkebunan 
yang telah mendapat Perizin-
an Berusaha wajib menyam-
paikan laporan perkemban-
gan usahanya secara berkala 
sekurang-kurangnya 1 (satu) 
tahun sekali kepada pemberi 
izin sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) atau ayat (2). 

(4) Laporan perkembangan 
usaha secara berkala se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (3) juga disampaikan 
kepada Pemerintah Pusat. 

•	 Perubahan “Izin 
Usaha” menjadi 
“Perizinan Beru-
saha” 

•	 Tambahan 
“berdasarkan 
norma, standar, 
prosedur, dan 
kriteria yang 
ditetapkan oleh 
Pemerintah Pu-
sat”

•	 Perubahan izin 
diberikan oleh 
Pemerintah Pusat 

Jenis dan 
Perizinan Us-
aha Perke-
bunan

Pasal 49
Ketentuan lebih lanjut mengenai 

syarat dan tata cara pembe-
rian izin Usaha Perkebunan, 
luasan lahan tertentu untuk 
usaha budi daya Tanaman 
Perkebunan, dan kapasitas 
pabrik tertentu untuk usaha 
Pengolahan Hasil Perkebu-
nan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 41 sampai den-
gan Pasal 48 diatur dalam 
Peraturan Pemerintah.

Pasal 49 dihapuskan dalam UU 
Cipta Kerja

•	 Penghapusan 
ketentuan men-
genai syarat dan 
tata cara pem-
berian izin usaha 
perkebunan 
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Jenis dan 
Perizinan Us-
aha Perke-
bunan

Pasal 50
Menteri, gubernur, dan bupati/

wali kota yang berwenang 
menerbitkan izin Usaha 
Perkebunan dilarang:

a. menerbitkan izin yang tidak 
sesuai peruntukkan; dan/ 
atau

b. menerbitkan izin yang tidak 
sesuai dengan syarat dan 
ketentuan peraturan perun-
dang-undangan.

Pasal 50 dihapuskan dalam UU 
Cipta Kerja

•	 Penghapusan 
aturan mengenai 
larangan perner-
bitan izin usaha 
tidak sesuai 
peruntukan 

Kemitraan 
Usaha 
Perkebunan

Pasal 58
(1) Perusahaan Perkebunan 

yang memiliki izin Usaha 
Perkebunan atau izin Usaha 
Perkebunan untuk budi daya 
wajib memfasilitasi pemba-
ngunan kebun masyarakat 
sekitar paling rendah seluas 
20% (dua puluh perseratus) 
dari total luas areal kebun 
yang diusahakan oleh Peru-
sahaan Perkebunan. 

(2) Fasilitasi pembangunan ke-
bun masyarakat sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
dapat dilakukan melalui 
pola kredit, bagi hasil, atau 
bentuk pendanaan lain yang 
disepakati sesuai dengan 
ketentuan peraturan perun-
dang-undangan. 

(3) (Kewajiban memfasilitasi 
pembangunan kebun se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) harus dilaksanakan 
dalam jangka waktu paling 
lambat 3 (tiga) tahun sejak 
hak guna usaha diberikan. 

(4) Fasilitasi pembangunan ke-
bun masyarakat sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
harus dilaporkan kepada Pe-
merintah Pusat dan Pemer-
intah Daerah sesuai dengan 
kewenangannya. 

Pasal 58 
(1) Perusahaan Perkebunan 

yang mendapatkan Perizinan 
Berusaha untuk budi daya 
yang seluruh atau sebagian 
lahannya berasal dari: 

a. area penggunaan lain yang 
berada di luar hak guna usa-
ha; dan/atau 

b. areal yang berasal dari pele-
pasan kawasan hutan, wajib 
memfasilitasi pembangunan 
kebun masyarakat sekitar 
seluas 20% (dua puluh pers-
en) dari luas lahan tersebut. 

(2) Fasilitasi pembangunan ke-
bun masyarakat sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
dapat dilakukan melalui pola 
kredit, bagi hasil, bentuk ke-
mitraan lainnya, atau bentuk 
pendanaan lain yang disepa-
kati sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang- un-
dangan. 

(3) Kewajiban memfasilitasi 
pembangunan kebun se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) harus dilaksanakan 
dalam jangka waktu paling 
lambat 3 (tiga) tahun sejak 
hak guna usaha diberikan. 

•	 Perubahan 
aturan menge-
nai “izin usaha 
perkebunan” 
menjadi “perizin-
an berusaha” 

•	 Tambahan rincian 
mengenai asal 
lahan 

•	 Penghapusan 
aturan mengenai 
pelaporan fasili-
tasi pembangu-
nan kebun 
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Kemitraan 
Usaha 
Perkebunan

Pasal 60
1. Perusahaan Perkebunan 

yang melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud da-
lam Pasal 58 dikenai sanksi 
administratif. 

2. Sanksi administratif se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) berupa: 

a. denda; 
b. pemberhentian sementara 

dari kegiatan Usaha Perke-
bunan; dan/ atau 

c. pencabutan izin Usaha 
Perkebunan. 

3. Ketentuan lebih lanjut men-
genai jenis, besaran denda, 
dan tata cara pengenaan 
sanksi sebagaimana dimak-
sud pada ayat (2) diatur 
dalam Peraturan Pemerintah. 

Pasal 60
1. Perusahaan Perkebunan 

yang melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud da-
lam Pasal 58 dikenai sanksi 
administratif. 

2. (2)  Sanksi administratif 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) berupa: 

a. denda; 
b. pemberhentian sementara dari 

kegiatan Usaha Perkebunan; 
dan/atau c. pencabutan Per-
izinan Berusaha Perkebunan.

3. Kentuan lebih lanjut menge-
nai kriteria, jenis, besaran 
denda, dan tata cara pen-
genaan sanksi administratif 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) diatur dalam Pera-
turan Pemerintah 

•	 Perubahan “izin 
usaha” menjadi 
“perizinan beru-
saha perkebu-
nan” 
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Pelestari-
an Fungsi 
Lingkungan 
Hidup

Pasal 67
(1) Setiap Pelaku Usaha Perke-

bunan wajib memelihara 
kelestarian fungsi lingkungan 
hidup. 

(2) Kewajiban memelihara ke-
lestarian fungsi lingkungan 
hidup sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) dilakukan 
sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undan-
gan. 

(3) Untuk memelihara kelestar-
ian fungsi lingkungan hidup 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), sebelum memper-
oleh izin Usaha Perkebunan, 
Perusahaan Perkebunan 
harus: 

a. membuat analisis mengenai 
dampak lingkungan hidup 
atau upaya pengelolaan 
lingkungan hidup dan upa-
ya pemantauan lingkungan 
hidup; 

b. memiliki analisis dan ma-
najemen risiko bagi yang 
menggunakan hasil rekayasa 
genetik; dan 

c. membuat pernyataan ke-
sanggupan untuk menye-
diakan sarana, prasarana, 
dan sistem tanggap daru-
rat yang memadai untuk 
menanggulangi terjadinya 
kebakaran. 

(4) Setiap Perusahaan Perkebu-
nan yang tidak memenuhi 
persyaratan sebagaimana di-
maksud pada ayat (3) ditolak 
permohonan izin usahanya. 

Pasal 67
(1) Setiap Pelaku Usaha Perke-

bunan wajib memelihara 
kelestarian fungsi lingkungan 
hidup. 

(2) Ketentuan lebih lanjut men-
genai kewajiban memelihara 
kelestarian fungsi lingkungan 
hidup sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) diatur 
dalam Peraturan Pemerintah. 

•	 Penghapusan 
rincian kewajiabn 
memelihara kele-
starian lingkun-
gan hidup

•	 Rincian diatur 
dalam peraturan 
pemerintah 
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an Fungsi 
Lingkungan 
Hidup

Pasal 68
Setelah memperoleh izin usaha 

perkebunan sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 67 ayat 
(3), Pelaku Usaha Perkebu-
nan wajib menerapkan: 

a. analisis mengenai dampak 
lingkungan hidup atau upaya 
pengelolaan lingkungan hid-
up dan upaya pemantauan 
lingkungan hidup; 

b. analisis risiko lingkungan 
hidup; dan 

c. pemantauan lingkungan 
hidup. 

Pasal 68 dihapuskan dalam UU 
CK

•	 Penghapusan 
aturan analisis 
oleh pelaku usa-
ha

Pelestari-
an Fungsi 
Lingkungan 
Hidup

Pasal 70
(1) Setiap Perusahaan Perkebu-

nan yang melanggar keten-
tuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 69 dikenai 
sanksi administratif. 

(2) Sanksi administratif se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) berupa: 

a. denda; 
b. pemberhentian sementara 

dari kegiatan Usaha Perke-
bunan; dan / atau 

c. pencabutan izin usaha 
perkebunan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut men-
genai jenis, besaran denda, 
dan tata cara pengenaan 
sanksi sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) diatur 
dalam Peraturan Pemerintah. 

Pasal 70
(1) Setiap Perusahaan Perkebu-

nan yang melanggar keten-
tuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 69 dikenai 
sanksi administratif. 

(2) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai jenis, besaran 
denda, dan tata cara pen-
genaan sanksi administratif 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur dalam Pera-
turan Pemerintah. 

•	 Penghapusan 
mengenai rincian 
sanksi adminitra-
tif 
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Pengolahan 
Hasil Perke-
bunan

Pasal 74
(1) Setiap unit Pengolahan Hasil 

Perkebunan tertentu yang 
berbahan baku impor wajib 
membangun kebun dalam 
jangka waktu paling lambat 
3 (tiga) tahun setelah unit 
pengolahannya beroperasi. 

(2) Ketentuan mengenai jenis 
Pengolahan Hasil Perkebu-
nan tertentu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dia-
tur dengan Peraturan Pemer-
intah. 

Pasal 74
(1) Setiap unit Pengolahan Hasil 

Perkebunan tertentu yang 
berbahan baku impor wajib 
membangun kebun da-
lam  jangka waktu tertentu 
setelah unit pengolahannya 
beroperasi.

(2) Kebun yang dibangun se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) wajib terintegrasi 
dengan unit pengolahan ha-
sil perkebunan setelah unit 
pengolahan tersebut berop-
erasi. 

(3) Ketentuan mengenai jenis 
Pengolahan Hasil Perkebu-
nan tertentu dan jangka 
waktu tertentu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dia-
tur dalam Peraturan Pemer-
intah. 

•	 Penghapusan 
aturan mengenai 
kewajiban terin-
tegrasi dengan 
unit pengolahan

Pengolahan 
Hasil Perke-
bunan

Pasal 75
(1) Setiap Pelaku Usaha Perke-

bunan yang melanggar 
ketentuan sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 74 ayat 
(1) dikenai sanksi adminis-
tratif. 

(2) Sanksi administratif se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) berupa: 

a. denda; 
b. pemberhentian sementara 

dari kegiatan, produksi, dan/ 
atau peredaran hasil usaha 
industri; 

c. ganti rugi; dan/atau 
d. pencabutan izin usaha. 
(3) Ketentuan lebih lanjut men-

genai jenis, besaran denda, 
dan testa cara pengenaan 
sanksi sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) diatur 
dalam Peraturan Pemerintah. 

Pasal 75
(1) Setiap Pelaku Usaha Perke-

bunan yang melanggar 
ketentuan sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 74 ayat 
(1) dikenai sanksi adminis-
tratif. 

(2) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai jenis, besaran 
denda, dan tata cara pen-
genaan sanksi administratif 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur dalam Pera-
turan Pemerintah 

•	 Penghapusan 
mengenai rincian 
apa yang di-
maksud dengan 
sanksi adminis-
tratif



283
P E D O M A N  M E M A H A M I  R U U  O M N I B U S  L A W

DNT LAWYERS

TOPIK UNDANG-UNDANG NO-
MOR 39 TAHUN 2014

UU CIPTA KERJA RANGKUMAN 
PENJELASAN 

Pembiayaan 
Usaha 
Perkebunan

Pasal 93
(1) Pembiayaan Usaha Perke-

bunan yang dilakukan oleh 
Pemerintah Pusat bersumber 
dari anggaran pendapatan 
dan belanja negara. 

(2) Pembiayaan penyeleng-
garaan Perkebunan yang 
dilakukan oleh Pemerin-
tah Daerah sesuai dengan 
kewenangannya bersumber 
dari anggaran pendapatan 
dan belanja daerah. 

(3) Pembiayaan Usaha Perke-
bunan yang dilakukan oleh 
Pelaku Usaha Perkebunan 
bersumber dari penghim-
punan dana Pelaku Usaha 
Perkebunan, dana lembaga 
pembiayaan, dana mas-
yarakat, dan dana lain yang 
sah. 

(4) Penghimpunan dana dari 
Pelaku Usaha Perkebunan 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) digunakan untuk 
pengembangan sumber daya 
manusia, penelitian dan 
pengembangan, promosi 
Perkebunan, peremajaan. 
Tanaman Perkebunan, dan/
atau sarana dan prasarana 
Perkebunan. 

Pasal 93
(1) Pembiayaan Usaha Perke-

bunan yang dilakukan oleh 
Pemerintah Pusat bersumber 
dari anggaran pendapatan 
dan belanja negara. 

(2) Pembiayaan penyeleng-
garaan Perkebunan yang 
dilakukan oleh Pemerin-
tah Daerah sesuai dengan 
kewenangannya bersumber 
dari anggaran pendapatan 
dan belanja daerah. 

(3) Pembiayaan Usaha Perke-
bunan yang dilakukan oleh 
Pelaku Usaha Perkebunan 
bersumber dari penghim-
punan dana Pelaku Usaha 
Perkebunan, dana lembaga 
pembiayaan, dana mas-
yarakat, dan dana lain yang 
sah. 

(4) Penghimpunan dana se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (3) digunakan untuk 
pengembangan sumber daya 
manusia, penelitian dan 
pengembangan, promosi 
Perkebunan, peremajaan Ta-
naman Perkebunan, sarana 
dan prasarana Perkebunan, 
pengembangan Perkebunan, 
dan/atau pemenuhan hasil 
Perkebunan untuk kebutu-
han pangan, bahan bakar 
nabati, dan hilirisasi industri 
Perkebunan. 

•	 Tambahan aturan 
mengenai pen-
gelolaan  Dana 
yang dihimpun 
oleh Pelaku Usa-
ha Perkebunan
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(5) Ketentuan lebih lanjut men-
genai penghimpunan dana 
dari Pelaku Usaha Perkebu-
nan, lembaga pembiayaan, 
dan masyarakat sebagaima-
na dimaksud pada ayat 
(4) diatur dalam Peraturan 
Pemerintah. 

(5) Dana yang dihimpun oleh 
Pelaku Usaha Perkebunan 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) dikelola oleh badan 
pengelola dana perkebu-
nan, yang berwenang untuk 
menghimpun, mengadminis-
trasikan, mengelola, meny-
impan, dan menyalurkan 
dana tersebut. 

(6) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai penghimpunan 
dana sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) dan badan 
pengelola dana perkebunan 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5) diatur dalam Pera-
turan Pemerintah. 

Penanaman 
Modal

Pasal 95 
(1) Pemerintah Pusat mengem-

bangkan Usaha Perkebunan 
melalui penanaman modal 
dalam negeri dan penana-
man modal asing. 

(2) Pengembangan Usaha Perke-
bunan sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) diuta-
makan melalui penanaman 
modal dalam negeri. 

(3) Besaran penanaman modal 
asing sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) wajib dibata-
si dengan memperhatikan 
kepentingan nasional dan 
Pekebun. 

(4) Pembatasan penanaman 
modal asing sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) 
dilakukan berdasarkan jenis 
Tanaman Perkebunan, skala 
usaha, dan kondisi wilayah 
tertentu. 

(5) Ketentuan mengenai besaran 
penanaman modal asing, 
jenis Tanaman Perkebunan, 
skala usaha, dan kondisi 
wilayah tertentu diatur den-
gan Peraturan Pemerintah. 

Pasal 95 
(1) Pemerintah Pusat mengem-

bangkan Usaha Perkebunan 
melalui penanaman modal. 

(2) Pelaksanaan penanaman 
modal sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) dilakukan 
sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undan-
gan di bidang penanaman 
modal, dengan memperhati-
kan kepentingan Pekebun. 

•	 Penghapusan 
rincian pelaksa-
naan penanaman 
modal 
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Pembinaan Pasal 96
(1) Pembinaan Usaha Perkebu-

nan dilakukan oleh Pemer-
intah Pusat dan Pemerin-
tah Daerah sesuai dengan 
kewenangannya. 

(2) Pembinaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) me-
liputi: 
a. perencanaan; 
b. pelaksanaan Usaha 

Perkebunan; 
c. pengolahan dan pe-

masaran Hasil Perkebu-
nan; 

d. penelitian dan pengem-
bangan; 

e. pengembangan sumber 
daya manusia; 

f. pembiayaan Usaha 
Perkebunan; dan 

g. pemberian rekomendasi 
penanaman modal. 

Pasal 96
(1) Pembinaan Usaha Perkebu-

nan dilakukan oleh Pemer-
intah Pusat dan Pemerin-
tah Daerah sesuai dengan 
kewenangannya berdasarkan 
norma, standar, prosedur, 
dan kriteria yang ditetapkan 
oleh Pemerintah Pusat. 

(2) Pembinaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) me-
liputi: 
a. perencanaan; 
b. pelaksanaan Usaha 

Perkebunan; 
c. pengolahan dan pe-

masaran Hasil Perkebu-
nan; 

d. penelitian dan pengem-
bangan; 

e. pengembangan sumber 
daya manusia; 

f. pembiayaaan Usaha 
Perkebunan; dan 

g. pemberian rekomendasi 
penanaman modal. 

(3) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai pembinaan se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur dalam Pera-
turan Pemerintah. 

•	 Tambahan klaus-
al “berdasarkan 
norma, standar, 
prosedur, dan 
kriteria yang 
ditetapkan oleh 
Pemerintah Pu-
sat”

•	 Tambahan 
klausal ketentuan 
lebih lanjut diatur 
dalam peraturan 
pemerintah

Pembinaan Pasal 97
(1) Pembinaan teknis untuk 

Perusahaan Perkebunan 
milik negara, swasta dan/
atau Pekebun dilakukan oleh 
Menteri. 

(2) Evaluasi atas kinerja Perusa-
haan Perkebunan milik neg-
ara dan/atau swasta dilak-
sanakan melalui penilaian 
Usaha Perkebunan secara 
rutin dan/atau sewaktu-wak-
tu. 

(3) Ketentuan lebih lanjut men-
genai pembinaan teknis dan 
penilaian Usaha Perkebunan 
diatur dalam Peraturan Pe-
merintah. 

Pasal 97
(1) Pembinaan teknis untuk 

Perusahaan Perkebunan 
milik negara, swasta, dan/
atau Pekebun dilakukan oleh 
Pemerintah Pusat. 

(2) Evaluasi atas kinerja Peru-
sahaan Perkebunan milik 
negara dan/atau swasta 
dilaksanakan melalui pe-
nilaian Usaha Perkebunan 
secara rutin dan/atau sewak-
tu- waktu. 

(3)  Ketentuan lebih lanjut men-
genai pembinaan teknis dan 
penilaian Usaha Perkebunan 
diatur dalam Peraturan Pe-
merintah. 

•	 Perubahan frasa 
“dilakukan oleh 
Pemerintah Pu-
sat.”
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Pengawasan Pasal 99
(1) Pengawasan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 98 
dilakukan melalui: 

a. pelaporan dari Pelaku Usaha 
Perkebunan; dan/atau 

b. pemantauan dan evaluasi 
terhadap pelaksanaan dan 
hasil Usaha Perkebunan. 

(2) Dalam hal tertentu pen-
gawasan dapat dilakukan 
melalui pemeriksaan terha-
dap proses dan Hasil Perke-
bunan. 

(3) Pelaporan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
huruf a merupakan informasi 
publik yang diumumkan dan 
dapat diakses secara terbu-
ka oleh masyarakat sesuai 
dengan ketentuan peraturan 
perundang- undangan. 

(4) Pemantauan dan evaluasi 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b dilakukan 
dengan mengamati dan 
memeriksa kesesuaian lapo-
ran dengan pelaksanaan di 
lapangan. 

(5) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai persyaratan dan 
tata cara pengawasan diatur 
dengan Peraturan Menteri. 

Pasal 99
(1) Pengawasan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 98 
dilakukan melalui: 

a. pelaporan dari Pelaku Usaha 
Perkebunan; dan/atau 

b. pemantauan dan evaluasi ter-
hadap pelaksanaan dan hasil 
Usaha Perkebunan. 

(2) Dalam hal tertentu, pen-
gawasan dapat dilakukan 
melalui pemeriksaan terha-
dap proses dan Hasil Perke-
bunan. 

(3) Pelaporan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
huruf a merupakan informasi 
publik yang diumumkan dan 
dapat diakses secara terbu-
ka oleh masyarakat sesuai 
dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(4) Pemantauan dan evaluasi 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b dilakukan 
dengan mengamati dan 
memeriksa kesesuaian lapo-
ran dengan pelaksanaan di 
lapangan. 

(5) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai persyaratan dan 
tata cara pengawasan diatur 
dalam Peraturan Pemerintah. 

•	 Perubahan “Pera-
turan Menteri” 
menjadi “Peratur-
an Pemerintah”

Ketentuan 
Pidana

Pasal 103
Setiap pejabat yang menerbitkan 
izin Usaha Perkebunan di atas 
Tanah Hak Ulayat Masyarakat 
Hukum Adat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 17 ayat 
(1) dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 5 (lima) 
tahun atau denda paling banyak 
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar 
rupiah).

Pasal 103
Setiap pejabat yang menerbit-
kan Perizinan Berusaha terkait 
Perkebunan di atas Tanah Hak 
Ulayat Masyarakat Hukum Adat 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 17 ayat (1) dipidana den-
gan pidana penjara paling lama 
5 (lima) tahun atau denda paling 
banyak Rp5.000.000.000,00 
(lima miliar rupiah).

•	 Perubahan frasa 
“Izin usaha” 
menjadi “Perizin-
an Berusaha” 
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Ketentuan 
Pidana

Pasal 105
Setiap Perusahaan Perkebunan 
yang melakukan usaha budi daya 
Tanaman Perkebunan dengan 
luasan skala tertentu dan/atau 
usaha Pengolahan Hasil Perke-
bunan dengan kapasitas pabrik 
tertentu yang tidak memiliki izin 
Usaha Perkebunan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 47 ayat 
(1) dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 5 (lima) 
tahun dan denda paling banyak 
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh 
miliar rupiah).

Pasal 105 dihapuskan dalam UU 
Cipta Kerja

•	 Penghapusan 
klausal Perusa-
haan Perkebunan 
yang melakukan 
usaha budi daya 
Tanaman Perke-
bunan dengan 
luasan skala  ti-
dak memiliki  izin 
usaha 

Ketentuan 
Pidana

Pasal 109 
Pelaku Usaha Perkebunan yang 
tidak menerapkan: 
a. analisis mengenai dampak 

lingkungan hidup atau upaya 
pengelolaan lingkungan hid-
up dan upaya pemantauan 
lingkungan hidup; 

b. analisis risiko lingkungan 
hidup; dan 

c. pemantauan lingkungan 
hidup; 

sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 68 dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 3 (tiga) 
tahun dan denda paling banyak 
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar 
rupiah). 

Pasal 109 dihapuskan dalam UU 
Cipta Kerja

•	 Penghapusan 
aturan sanksi 
pidana terhadap 
pelaku usaha 
yang tidak men-
erapkan peman-
tauan dan anali-
sis
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Permohonan 
Hak Perlind-
ungan Varie-
tas Tanaman 

Pasal 11
(1) Permohonan hak PVT dia-

jukan kepada Kantor PVT 
secara tertulis dalam bahasa 
Indonesia dengan membayar 
biaya yang besarnya ditetap-
kan oleh Menteri.

(2) Surat permohonan hak PVT 
harus memuat:
a. tanggal, bulan, dan ta-

hun surat permohonan;
b. nama dan alamat leng-

kap pemohon; 
c. nama, alamat lengkap, 

dan kewarganegaraan 
pemulia serta nama ahli 
waris yang ditunjuk;

d. nama varietas;
e. deskripsi varietas yang 

mencakup asal-usul atau 
silsilah, ciri-ciri morfolo-
gi, dan sifat-sifat penting 
lainnya;

f. gambar dan/atau foto 
yang disebut dalam 
deskripsi, yang diperlu-
kan untuk memperjelas 
deskripsinya. 

(3) Dalam hal permohonan hak 
PVT diajukan oleh:
a. orang atau badan hukum 

selaku kuasa pemohon 
harus disertai surat 
kuasa khusus dengan 
mencantumkan nama 
dan alamat lengkap kua-
sa yang berhak; 

b. ahli waris harus diser-
tai dokumen bukti ahli 
waris. 

Pasal 11
(1) Permohonan hak PVT dia-

jukan kepada Kantor PVT 
secara tertulis dalam bahasa 
Indonesia dengan membayar 
biaya yang besarnya ditetap-
kan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undan-
gan di bidang Penerimaan 
Negara Bukan Pajak.

(2) Dalam hal permohonan hak 
PVT diajukan oleh:
a. orang atau badan hukum 

selaku kuasa pemohon 
harus disertai surat 
kuasa khusus dengan 
mencantumkan nama 
dan alamat lengkap kua-
sa yang berhak; atau

b. ahli waris harus diser-
tai dokumen bukti ahli 
waris.

(3) Ketentuan lebih lanjut men-
genai tata cara pengajuan 
permohonan hak PVT diatur 
dalam Peraturan Pemerintah.

•	 Perubahan yang 
semula biaya 
permohonan hak 
PVT ditetapkan 
oleh Menteri 
menjadi  sesuai 
dengan keten-
tuan peraturan 
perundang-un-
dangan di bidang 
Penerimaan Neg-
ara Bukan Pajak.

•	 Penghapusan 
ayat mengenai 
syarat permo-
honan Hak PVT 
menjadi diatur 
dalam Peraturan 
Pemerintah

•	 Penghapusan rin-
cian penjelasan 
mengenai varie-
tas transgenik
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(4) Dalam hal varietas trans-
genik, maka deskripsin-
ya harus juga mencakup 
uraian mengenai penjelasan 
molekuler varietas yang 
bersangkutan dan stabili-
tas genetik dari sifat yang 
diusulkan, sistem reproduksi 
tetuanya, keberadaan ker-
abat liarnya, kandungan 
senyawa yang dapat meng-
ganggu lingkungan, dan 
kesehatan manusia serta 
cara pemusnahannya apabila 
terjadi penyimpangan; den-
gan disertai surat pernyataan 
aman bagi lingkungan dan 
kesehatan manusia dari 
instansi yang berwenang. 
Ketentuan mengenai permo-
honan hak PVT diatur lebih 
lanjut oleh Pemerintah

Pemeriksaan Pasal 29
(1) Permohonan pemeriksaan 

substantif atas permohonan 
hak PVT harus diajukan ke 
Kantor PVT secara tertulis 
selambat-lambatnya satu 
bulan setelah berakhirnya 
masa pengumuman dengan 
membayar biaya pemerik-
saan tersebut.

(2) Besarnya biaya pemeriksaan 
substantif ditetapkan oleh 
Menteri

Pasal 29
(6) Permohonan pemeriksaan 

substantif atas permohonan 
hak PVT harus diajukan ke 
Kantor PVT secara tertulis 
selambat-lambatnya 1 (satu) 
bulan setelah berakhirnya 
masa pengumuman dengan 
membayar biaya pemerik-
saan tersebut. 

(7) Besarnya biaya pemeriksaan 
substantif ditetapkan sesuai 
dengan ketentuan peratur-
an perundang- undangan di 
bidang Penerimaan Negara 
Bukan Pajak. 

•	 Perubahan yang 
semula “biaya 
permohonan hak 
PVT ditetapkan 
oleh Menteri” 
menjadi  “sesuai 
dengan keten-
tuan peraturan 
perundang-un-
dangan di bidang 
Penerimaan Neg-
ara Bukan Pajak.”
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Pengalihan 
Hak Perlind-
ungan Varie-
tas Tanaman

Pasal 40
(1) Hak PVT dapat beralih atau 

dialihkan karena:
a. pewarisan;
b. hibah;
c. wasiat;
d. perjanjian dalam bentuk akta 

notaris; atau
e. sebab lain yang dibenarkan 

oleh undang-undang.
(2) Pengalihan hak PVT se-

bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) butir a, b, dan c ha-
rus disertai dengan dokumen 
PVT berikut hak lain yang 
berkaitan dengan itu.

(3) Setiap pengalihan hak PVT 
wajib dicatatkan pada Kantor 
PVT dan dicatat dalam Daft-
ar Umum PVT dengan mem-
bayar biaya yang besarnya 
ditetapkan oleh Menteri.

(4) Syarat dan tata cara penga-
lihan hak PVT diatur lebih 
lanjut oleh Pemerintah.

Pasal 40 
(1) Hak PVT dapat beralih atau 

dialihkan karena: 
a. pewarisan; 
b. hibah; 
c. wasiat; 
d. perjanjian dalam bentuk akta 

notaris; atau 
e. sebab lain yang dibenarkan 

oleh undang-undang. 
(2) Pengalihan hak PVT se-

bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a, huruf b, 
dan huruf c harus disertai 
dengan dokumen PVT beri-
kut hak lain yang berkaitan 
dengan itu. 

(3) Setiap pengalihan hak PVT 
wajib dicatatkan pada Kan-
tor PVT dan dicatat dalam 
Daftar Umum PVT den-
gan membayar biaya yang 
besarnya ditetapkan sesuai 
dengan ketentuan peratur-
an perundang- undangan di 
bidang Penerimaan Negara 
Bukan Pajak 

(4) Ketentuan lebih lanjut men-
genai syarat dan tata cara 
pengalihan hak PVT diatur 
dalam Peraturan Pemerintah. 

•	 Perubahan yang 
semula “biaya 
permohonan hak 
PVT ditetapkan 
oleh Menteri” 
menjadi  “sesuai 
dengan keten-
tuan peraturan 
perundang-un-
dangan di bidang 
Penerimaan Neg-
ara Bukan Pajak.”
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Lisensi Pasal 43
(1) Perjanjian lisensi harus 

dicatatkan pada Kantor PVT 
dan dimuat dalam Daftar 
Umum PVT dengan mem-
bayar biaya yang besarnya 
ditetapkan oleh Menteri.

(2) Dalam hal perjanjian lisensi 
tidak dicatatkan di Kantor 
PVT sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), maka per-
janjian lisensi tersebut tidak 
mempunyai akibat hukum 
terhadap pihak ketiga.

(3) Ketentuan mengenai perjan-
jian lisensi diatur lebih lanjut 
dengan Peraturan Pemerin-
tah

Pasal 43
(1) Perjanjian lisensi harus 

dicatatkan pada Kantor PVT 
dan dimuat dalam Daftar 
Umum PVT dengan mem-
bayar biaya yang besarnya 
ditetapkan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perun-
dang-undangan di bidang 
Penerimaan Negara Bukan 
Pajak.

(2) Dalam hal perjanjian lisensi 
tidak dicatatkan di Kantor 
PVT sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), perjanjian li-
sensi tersebut tidak mempu-
nyai akibat hukum terhadap 
pihak ketiga. 

(3) Ketentuan lebih lanjut men-
genai perjanjian lisensi diatur 
dalam Peraturan Pemerintah. 

•	 Perubahan yang 
semula “biaya 
permohonan hak 
PVT ditetapkan 
oleh Menteri” 
menjadi  “sesuai 
dengan keten-
tuan peraturan 
perundang-un-
dangan di bidang 
Penerimaan Neg-
ara Bukan Pajak.”

Biaya Pasal 63
(1) Untuk kelangsungan ber-

lakunya hak PVT, pemegang 
hak PVT wajib membayar 
biaya tahunan.

(2) Untuk setiap pengajuan per-
mohonan hak PVT, permint-
aan pemeriksaan, petikan 
Daftar Umum PVT, salinan 
surat PVT, salinan dokumen 
PVT, pencatatan pengalihan 
hak PVT, pencatatan surat 
perjanjian lisensi, pencatatan 
Lisensi Wajib, serta lain-lain-
nya yang ditentukan ber-
dasarkan undang-undang ini 
wajib membayar biaya.

(3) Ketentuan mengenai be-
sar biaya, persyaratan dan 
tata cara pembayaran biaya 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2)  diatur 
lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 63
1. Untuk kelangsungan ber-

lakunya hak PVT, pemegang 
hak PVT wajib membayar 
biaya tahunan. 

2. Untuk setiap pengajuan per-
mohonan hak PVT, permint-
aan pemeriksaan, petikan 
Daftar Umum PVT, salinan 
surat PVT, salinan dokumen 
PVT, pencatatan pengalihan 
hak PVT, pencatatan surat 
perjanjian lisensi, pencatatan 
Lisensi Wajib, serta lain-lain-
nya yang ditentukan ber-
dasarkan undang-undang ini 
wajib membayar biaya. 

3. Ketentuan mengenai be-
sar biaya, persyaratan dan 
tata cara pembayaran biaya 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2) diatur 
sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undan-
gan di bidang Penerimaan 
Negara Bukan Pajak. 

•	 Perubahan men-
genai ketentuan 
besar biaya, per-
syaratan dan tata 
cara pembayaran 
biaya diatur lebih 
oleh Menteri 
menjdi “sesuai 
dengan keten-
tuan peraturan 
perundang-un-
dangan di bidang 
Penerimaan Neg-
ara Bukan Pajak.” 
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Penggunaan 
Lahan

Pasal 19
(1) Setiap Orang dilarang men-

galihfungsikan Lahan yang 
sudah ditetapkan sebagai 
Lahan budi daya Pertanian. 

(2) Dalam hal untuk kepent-
ingan umum, Lahan budi 
daya Pertanian sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
dapat dialihfungsikan dan 
dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perun-
dang-undangan. 

(3) Pengalihfungsian Lahan 
budi daya Pertanian untuk 
kepentingan umum se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (2) hanya dapat dilaku-
kan dengan syarat: 
1. dilakukan kajian strate-

gis; 
2. disusun rencana alih 

fungsi lahan; 
3. dibebaskan kepemilikan 

haknya dari pemilik; dan 
4. disediakan Lahan peng-

ganti terhadap Lahan 
budi daya Pertanian. 

(4) Alih fungsi Lahan budi daya 
Pertanian untuk kepentingan 
umum sebagaimana dimak-
sud pada ayat (2) dikecua-
likan pada Lahan Pertanian 
yang telah memiliki jaringan 
pengairan lengkap. 

Pasal 19
(1) Setiap Orang dilarang men-

galihfungsikan Lahan yang 
sudah ditetapkan sebagai 
Lahan budi daya Pertanian. 

(2) Dalam hal untuk kepentin-
gan umum dan/atau proyek 
strategis nasional, Lahan 
budi daya Pertanian se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat dialihfung-
sikan dan dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undan-
gan. 

(3) Pengalihfungsian Lahan 
budi daya Pertanian untuk 
kepentingan umum se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (2) hanya dapat dilaku-
kan dengan syarat:
a. dilakukan kajian strate-

gis; 
b. disusun rencana alih 

fungsi lahan; 
c. dibebaskan kepemilikan 

haknya dari pemilik; 
dan/atau 

d. disediakan Lahan peng-
ganti terhadap Lahan 
budi daya Pertanian. 

(4) Alih fungsi Lahan budi daya 
Pertanian untuk kepent-
ingan umum dan/atau 
proyek strategis nasional 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) yang dilaksanakan 
pada Lahan Pertanian yang 
telah memiliki jaringan pen-
gairan lengkap wajib menja-
ga fungsi jaringan pengairan 
lengkap. 

•	 Tambahan ayat 
5 mengenai  
“Ketentuan lebih 
lanjut mengenai 
Pengalihfungsian 
Lahan budi daya 
Pertanian diatur 
dalam Peraturan 
Pemerintah.”
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PENJELASAN 

(5) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai Pengalihfungsian 
Lahan budi daya Pertanian 
diatur dalam Peraturan Pe-
merintah.

Penggunaan 
Lahan

Pasal 22
Dalam hal penggunaan Lah-
an dalam luasan tertentu se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 21 ayat (1) dilakukan oleh 
Pelaku Usaha di atas Lahan 
hak ulayat, Pelaku Usaha wajib 
melakukan musyawarah dengan 
masyarakat hukum adat peme-
gang hak ulayat untuk memper-
oleh persetujuan. 

Pasal 22
(1) Pelaku Usaha yang meng-

gunakan Lahan hak ulayat 
yang tidak melakukan musy-
awarah dengan masyarakat 
hukum adat pemegang hak 
ulayat untuk memperoleh 
persetujuan dikenai sanksi 
administratif berupa: 
a. penghentian sementara 

kegiatan;
b. pengenaan denda ad-

ministratif;
c. paksaan Pemerintah;
d. pembekuan Perizinan 

Berusaha; dan/atau 
e. pencabutan Perizinan 

Berusaha. 
(2) Ketentuan lebih lanjut men-

genai kriteria, jenis, besaran 
denda, dan tata cara pen-
genaan sanksi administratif 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur dalam Pera-
turan Pemerintah. 

•	 Perubahan klaus-
al yang semu-
la membahas 
mengenai kewa-
jiban musyawar-
ah bagi pelaku 
usaha yang 
menggunakan 
tanah hak ulayat 
diubah menjadi 
perihal sanksi 
administratif 
terhadap pelaku 
usaha yang tidak 
melakukan musy-
warah 

•	 Tambahan aturan 
mengenai keten-
tuan lebih lanjut 
sanksi adminis-
tratif dalam Pera-
turan Pemerintah 
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Perbenihan 
dan Perbibi-
tan

Pasal 32
(1) Pengadaan benih unggul 

melalui pemasukan dari luar 
negeri sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 31 ayat (1) 
dilakukan setelah mendapat 
izin dari Menteri. 

(2) Pengeluaran benih unggul 
dari wilayah negara Republik 
Indonesia dapat dilakukan 
oleh instansi pemerintah, 
Petani, atau Pelaku Usaha 
berdasarkan izin. 

(3) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai izin pemasukan 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan izin pengelu-
aran sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) diatur dengan 
Peraturan Menteri. 

Pasal 32
(1) Pengadaan benih unggul 

melalui pemasukan dari luar 
negeri sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 31 ayat (1) 
dilakukan setelah mendapat 
Perizinan Berusaha dari Pe-
merintah Pusat. 

(2) Pengeluaran benih unggul 
dari wilayah Negara Republik 
Indonesia dapat dilakukan 
oleh Pelaku Usaha berdasar-
kan Perizinan Berusaha dari 
Pemerintah Pusat. 

(3) Dalam hal pemasukan dari 
luar negeri sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan 
pengeluaran benih unggul 
dari wilayah Negara Repub-
lik Indonesia sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan oleh instansi pe-
merintah, pemasukan dan 
pengeluaran Benih harus 
mendapatkan persetujuan 
dari Pemerintah Pusat. 

(4) Ketentuan lebih lanjut men-
genai Perizinan Berusaha 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2) diatur 
dalam Peraturan Pemerintah. 

•	 Perubahan men-
genai “izin dari 
Menteri” menjadi 
“Perizinan Beru-
saha dari Pemer-
intah Pusat.”

•	 Tambahan “ber-
dasarkan per-
izinan berusaha 
dari Pemerintah 
pusat” (Ayat 2)

•	 Tambahan ayat 
mengenai pe-
masukan dari 
luar negeri dan 
pengeluaran 
benih unggul 
dilakukan oleh 
instansi pe-
merintah harus 
mendapat per-
setujuan Pemer-
intah pusat (Ayat 
3) 

•	 Perubahan keten-
tuan lebih lanjut 
menjadi diatur 
dengan Peratur-
an Pemerintah

Pengelu-
aran dan 
Pemasukan 
Tanaman, 
Benih,Bibit, 
dan Hewan

Pasal 43
Pengeluaran Tanaman, Benih 

Tanaman, Benih Hewan, 
Bibit Hewan, dan hewan 
dari wilayah negara Republik 
Indonesia oleh Setiap Orang 
dapat dilakukan jika keperlu-
an dalam negeri telah ter-
penuhi dengan memperoleh 
izin dari Menteri. 

Pasal 43
Pengeluaran Tanaman, Benih 

Tanaman, Benih Hewan, 
Bibit Hewan, dan hewan 
dari wilayah Negara Repub-
lik Indonesia oleh Setiap 
Orang dapat dilakukan jika 
keperluan dalam negeri telah 
terpenuhi setelah mendapat 
Perizinan Berusaha dari Pe-
merintah Pusat.

•	 Perubahan 
“Memperoleh 
izin dari Men-
teri” menjadi 
“Mendapat Per-
izinan Berusaha 
dari Pemerintah 
Pusat” 
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Pengelu-
aran dan 
Pemasukan 
Tanaman, 
Benih,Bibit, 
dan Hewan

Pasal 44
(1) Pemasukan Tanaman, Benih 

Tanaman, Benih Hewan, 
Bibit Hewan, dan hewan dari 
luar negeri dapat dilakukan 
untuk: 

a. meningkatkan mutu dan 
keragaman genetik; 

b. mengembangkan ilmu peng-
etahuan dan teknologi; dan/
atau 

c. memenuhi keperluan di da-
lam negeri. 

(2) Pemasukan sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) wajib 
memenuhi standar mutu. 

(3) Setiap Orang yang melaku-
kan pemasukan sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
wajib memperoleh izin dari 
Menteri. 

Pasal 44
(1) Pemasukan Tanaman, Benih 

Tanaman, Benih Hewan, 
Bibit Hewan, dan hewan dari 
luar negeri dapat dilakukan 
untuk: 

a. meningkatkan mutu dan 
keragaman genetik; 

b. mengembangkan ilmu peng-
etahuan dan teknologi; dan/
atau 

c. memenuhi keperluan di da-
lam negeri.

(2) Pemasukan sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) wajib 
memenuhi persyaratan. 

(3) Setiap Orang yang melaku-
kan pemasukan sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
wajib memenuhi Perizinan 
Berusaha dari Pemerintah 
Pusat. 

(4) Dalam hal pemasukan se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan oleh 
instansi pemerintah, pema-
sukan harus mendapatkan 
persetujuan dari Pemerintah 
Pusat. 

•	 Tambahan frasa 
“dapat” (ayat 1)

•	 Perubahan 
“standar mutu” 
menjadi “pers-
yaratan” (Ayat 2)

•	 Perubahan 
“memeproleh 
izin dari Menteri” 
menjadi “Per-
izinan Berusaha 
dari Pemerintah 
Pusat” (Ayat 3) 

•	 Tambahan aturan 
mengenai pe-
masukan yang 
dilakukan oleh 
instansi pe-
merintah harus 
mendapatkan 
persetujuan dari 
Pemerintah Pu-
sat.



296
P E D O M A N  M E M A H A M I  R U U  O M N I B U S  L A W

DNT LAWYERS

TOPIK UNDANG-UNDANG NO-
MOR 22 TAHUN 2019

UU CIPTA KERJA RANGKUMAN 
PENJELASAN 

Usaha Budi 
Daya Perta-
nian

Pasal 86
(1) Setiap Orang sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 84 
ayat (1) yang melakukan 
Usaha Budi Daya Pertanian 
di atas skala tertentu wajib 
memiliki izin. 

(2) Pemerintah Pusat dan Pe-
merintah Daerah sesuai den-
gan kewenangannya dilarang 
memberikan izin Usaha Budi 
Daya Pertanian sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) di 
atas tanah hak ulayat mas-
yarakat hukum adat. 

(3) Ketentuan larangan se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dikecualikan dalam 
hal telah dicapai persetujuan 
antara masyarakat hukum 
adat dan Pelaku Usaha. 

Pasal 86
(1) Setiap Orang sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 84 
ayat (1) yang melakukan 
Usaha Budi Daya Pertanian 
di atas skala tertentu wajib 
memenuhi Perizinan Berusa-
ha dari Pemerintah Pusat. 

(2) Pemerintah Pusat dilarang 
memberikan Perizinan Be-
rusaha terkait Usaha Budi 
Daya Pertanian sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) di 
atas tanah hak ulayat mas-
yarakat hukum adat. 

(3) Ketentuan larangan se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dikecualikan dalam 
hal telah dicapai persetujuan 
antara masyarakat hukum 
adat dan Pelaku Usaha. 

•	 Perubahan “wajib 
memiliki izin” 
menjadi “ wajib 
memenuhi Per-
izinan Berusaha 
dari Pemerintah 
Pusat.”

•	 Penghapusan 
“Pemerintah 
daerah” (Ayat 2) 
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Sistem In-
formasi

Pasal 102
(1) Sistem informasi Pertanian 

mencakup pengumpulan, 
pengolahan, penganalisi-
san, penyimpanan, penya-
jian, serta penyebaran data 
Sistem Budi Daya Pertanian 
Berkelanjutan. 

(2) Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah sesuai 
dengan kewenangannya 
berkewajiban membangun, 
menyusun, dan mengem-
bangkan sistem informasi 
Pertanian yang terintegrasi. 

(3) Sistem informasi sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
paling sedikit digunakan 
untuk keperluan: 
(1) perencanaan; 
(2) pemantauan dan evalua-

si; 
(3) pengelolaan pasokan 

dan permintaan produk 
Pertanian; dan 

(4) pertimbangan penana-
man modal. 

(4) Kewajiban Pemerintah Pusat 
dan Pemerintah Daerah 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dilaksanakan oleh 
pusat data dan informasi. 

(5) Pusat data dan informa-
si sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) berkewajiban 
melakukan pemutakhiran 
data dan informasi Sistem 
Budi Daya Pertanian Berke-
lanjutan secara akurat dan 
dapat 

Pasal 102
(1) Sistem informasi Pertanian 

mencakup pengumpulan, 
pengolahan, penganalisi-
san, penyimpanan, penya-
jian, serta penyebaran data 
Sistem Budi Daya Pertanian 
Berkelanjutan. 

(2) Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah sesuai 
dengan kewenangannya wa-
jib membangun, menyusun, 
dan mengembangkan sistem 
informasi Pertanian yang 
terintegrasi

(3) Sistem informasi sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
paling sedikit digunakan 
untuk keperluan: 
a. perencanaan 
b. pemantauan dan evalua-

si; 
c. pengelolaan pasokan 

dan permintaan produk 
Pertanian; dan 

d. pertimbangan penana-
man modal. 

(4) Kewajiban Pemerintah Pusat 
dan Pemerintah Daerah ses-
uai dengan kewenangannya 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dilaksanakan oleh 
pusat data dan informasi. 

(5) Pusat data dan informasi 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) wajib melakukan 
pemutakhiran data dan infor-
masi Sistem Budi Daya Per-
tanian Berkelanjutan secara 
akurat dan dapat diakses 
oleh masyarakat. 

•	 Tambahan aturan 
mengenai  data 
dan informasi 
dapat diakses 
dengan mudah 
dan cepat oleh 
Pelaku Usaha 
dan masyarakat. 
(Ayat 6)

•	 Tambahan aturan 
mengenai Keten-
tuan lebih lanjut 
mengenai diatur 
dalam Peratur-
an Pemerintah. 
(Ayat 7)
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(6) Data dan informasi se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (5) dapat diakses 
dengan mudah dan cepat 
oleh Pelaku Usaha dan mas-
yarakat. 

(7) Ketentuan lebih lanjut men-
genai sistem informasi Perta-
nian sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur dalam 
Peraturan Pemerintah.

Sanksi Ad-
ministratif

Pasal 108
(1) Sanksi administratif dike-

nakan kepada: 
a. Setiap Orang yang 

melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 20 ayat (3), 
Pasal 28 ayat (3), Pasal 
43, Pasal 44 ayat (2), 
Pasal 44 ayat (3), Pasal 
66 ayat (2), Pasal 71 
ayat (3), Pasal 76 ayat 
(3), dan Pasal 79;

b. Petani dan/atau Pelaku 
Usaha yang melanggar 
ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 
15 ayat (2), Pasal 18 
ayat (2), Pasal 32 ayat 
(1), dan Pasal 32 ayat 
(2); dan 

c. Produsen dan/atau dis-
tributor yang melanggar 
ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 
78 ayat (1).

Pasal 108
(1) Sanksi administratif dike-

nakan kepada: 
a. Setiap Orang yang 

melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 20 ayat (3), 
Pasal 28 ayat (3), Pasal 
43, Pasal 44 ayat (2) 
atau ayat (3), Pasal 66 
ayat (2), Pasal 7l ayat 
(3), Pasal 76 ayat (3), 
atau Pasal 79; 

b. Pelaku Usaha dan/atau 
instansi pemerintah yang 
melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 15 ayat (2), 
Pasal 18 ayat (2), Pasal 
32 ayat (1), ayat (2) 
atau ayat (3); atau 

c. Produsen dan/atau dis-
tributor yang melanggar 
ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 
78 ayat (1). 

•	 Tambahan ke-
berlakuan sanksi 
administratif 
terhadap Pasal 
32 ayat 3 (Ayat 1 
huruf b) 
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(2) Sanksi administratif se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat berupa: 
a. teguran tertulis; 
b. denda administratif; 
c. penghentian sementara 

kegiatan usaha; 
d. penarikan produk dari 

peredaran; 
e. pencabutan izin; dan/

atau 
f. penutupan usaha. 

(3) Ketentuan lebih lanjut men-
genai tata cara pengenaan 
sanksi dan besarnya denda 
administratif sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dia-
tur dalam Peraturan Pemer-
intah. 

(2) Sanksi administratif se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat berupa: 
a. teguran tertulis; 
b. denda administratif; 
c. penghentian sementara 

kegiatan usaha; 
d. penarikan produk dari 

peredaran; 
e. pencabutan izin; dan/

atau 
f. penutupan usaha. 

(3) Ketentuan lebih lanjut men-
genai kriteria, jenis, besaran 
denda dan tata cara pen-
genaan sanksi administratif 
sebagimana dimaksud pada 
ayat (2) diatur dalam Pera-
turan Pemerintah

Sanksi Pi-
dana

Pasal 111
Pelaku Usaha yang menggu-
nakan Lahan hak ulayat yang 
tidak melakukan musyawarah 
dengan masyarakat hukum adat 
pemegang hak ulayat untuk 
memperoleh persetujuan se-
bagaimana dimaksud dalam Pas-
al 22, dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 7 (tujuh) 
tahun dan pidana denda paling 
banyak Rp5.000.000.000,00 
(lima miliar rupiah).

Pasal 111 dihapus dalam UU 
Cipta Kerja 

•	 Penghapusan 
aturan mengenai 
sanksi pidana 
terhadap peng-
gunaan lahan 
hak ulayat tanpa 
musyawarah 
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UU CIPTA KERJA RANGKUMAN 

PENJELASAN 

Perlindungan 
Petani

Pasal 15
(1) Pemerintah berkewajiban 

mengutamakan produk-
si Pertanian dalam negeri 
untuk memenuhi kebutuhan 
pangan nasional. 

Pasal 15
(1) Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah sesuai 
dengan kewenangannya 
wajib meningkatkan produksi 
Pertanian. 

•	 Tambahan “Pe-
merintah Daer-
ah” (Ayat 1)

(2) Kewajiban mengutamakan 
produksi Pertanian dalam 
negeri sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) dilakukan 
melalui pengaturan impor 
Komoditas Pertanian sesuai 
dengan musim panen dan/
atau kebutuhan konsumsi 
dalam negeri. 

(3) Dalam hal impor Komoditas 
Pertanian, menteri terkait 
harus melakukan koordinasi 
dengan Menteri. 

(2) Kewajiban peningkatan pro-
duksi Pertanian dalam negeri 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan melalui 
strategi perlindungan Petani 
sebagaimana dimaksud da-
lam Pasal 7 ayat (2).

•	 Perubahan 
“mengutamakan 
produksi pertani-
an dalam negeri 
untuk memenuhi 
kebutuhan pan-
gan nasional” 
menjadi “wajib 
meningkatkan 
produksi pertani-
an” (Ayat 1) 

•	 Perubahan men-
genai kewajiban 
produksi yang 
semula “dilaku-
kan  melalui 
pengaturan 
impor Komoditas 
Pertanian sesuai 
dengan musim 
panen dan/
atau kebutuhan 
konsumsi dalam 
negeri.” Menjadi 
“melalui strategi 
perlindungan 
Petani”

•	 Penghapusan 
aturan mengenai 
koordinasi Men-
teri terkait atas 
impor komoditas 
pertanian
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Tempat 
Pemasukan 
Komoditas 
Pertanian

Pasal 30 
(1) Setiap Orang dilarang 

mengimpor Komoditas Perta-
nian pada saat ketersediaan 
Komoditas Pertanian dalam 
negeri sudah mencukupi ke-
butuhan konsumsi dan/atau 
cadangan pangan Pemerin-
tah. 

(2)  Kecukupan kebutuhan kon-
sumsi dan cadangan pangan 
Pemerintah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan oleh Menteri. 

Pasal 30
(1) Kecukupan kebutuhan kon-

sumsi dan/atau cadangan 
pangan Pemerintah berasal 
dari produksi dalam negeri 
dan impor dengan tetap me-
lindungi kepentingan Petani. 

(2) Impor komoditas Pertanian 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan sesuai 
dengan instrumen perdagan-
gan berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undan-
gan. 

(3) Kecukupan kebutuhan 
konsumsi dan/atau cadan-
gan pangan Pemerintah 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat. 

•	 Penghapusan 
ayat mengenai 
larangan impor 
pada saat keter-
sediaan komod-
itas pertanian 
dalam negeri 
telah cukup 

•	 Tambahan aturan 
mengenai “ 
cadangan pan-
gan Pemerintah 
berasal dari 
produksi dalam 
negeri dan im-
por” (ayat 1)

•	 Tambahan ayat 
mengenai pelak-
sanaan impor 
sesuai dengan in-
strument perda-
ganagn berdasar-
kan ketentuan 
peraturan perun-
dang-undangan 
(Ayat 2) 

•	 Penetapan ke-
cukupan kebu-
tuhan konsumsi 
dan cadangan 
yang semu-
la ditetapkan 
Menteri menjadi 
ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat 
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Ketentuan 
Pidana

Pasal 101  
Setiap Orang yang mengimpor 

Komoditas Pertanian pada 
saat ketersediaan Komodi-
tas Pertanian dalam negeri 
sudah mencukupi kebutuhan 
konsumsi dan/atau cadan-
gan pangan Pemerintah 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 30 ayat (1) dipi-
dana dengan pidana penjara 
paling lama 2 (dua) tahun 
dan denda paling banyak 
Rp2.000.000.000,00 (dua 
miliar rupiah).

Pasal 101 dihapuskan dalam UU 
Cipta Kerja 

•	 Penghapusan 
aturan mengenai 
sanksi pidana 
terhadap orang 
yang mengimpor 
saat keterdiaan 
komoditas sudah 
mencukupi 

6. Undang-undang nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura

TOPIK UNDANG-UNDANG NO-
MOR 13 TAHUN 2010 

HORTIKULTURA

UU CIPTA KERJA RANGKUMAN 
PENJELASAN 

Sumber 
Daya Manu-
sia

Pasal 15
(1) Pelaku usaha wajib meng-

utamakan pemanfaatan 
sumber daya manusia dalam 
negeri. 

(2)  Sumber daya manusia dari 
luar negeri dapat diman-
faatkan dalam hal tidak 
tersedianya sumber daya 
manusia dalam negeri yang 
mempunyai keahlian dan ke-
mampuan tertentu di bidang 
hortikultura. 

(3) Sumber daya manusia dari 
luar negeri sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) 
dimanfaatkan sesuai dengan 
ketentuan peraturan pe-
rundang-undangan setelah 
mendapatkan rekomendasi 
dari asosiasi pelaku usaha. 

Pasal 15
(1) Pelaku usaha wajib meng-

utamakan pemanfaatan 
sumber daya manusia dalam 
negeri. 

(2) Pemanfaatan Sumber daya 
manusia sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) dilaku-
kan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undan-
gan.

•	 Penghapusan 
aturan mengenai 
pemanfaatan 
SDM luar negeri 
dalam hal tidak 
tersedia SDM 
dalam negeri 
dengan keahlian 
tertentu 

•	 Penghapusan 
aturan mengenai 
“ketentuan lebih 
lanjut diatur den-
gan Peraturan 
Menteri” 

•	 Tambahan aturan 
mengenai pe-
manfaatan SDM 
dilakukan sesuai 
ketentuan perun-
dang-undangan 
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MOR 13 TAHUN 2010 

HORTIKULTURA

UU CIPTA KERJA RANGKUMAN 
PENJELASAN 

(4) Ketentuan lebih lanjut men-
genai kualifikasi keahlian 
dan kemampuan tertentu 
di bidang hortikultura se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (2) diatur dengan Pera-
turan Menteri. 

Prasarana 
Hortikultura

Pasal 33
(1) Usaha hortikultura dilak-

sanakan dengan menguta-
makan penggunaan sarana 
hortikultura dalam negeri. 

(2) Dalam hal sarana hortikultu-
ra dalam negeri tidak men-
cukupi atau tidak tersedia, 
dapat digunakan sarana 
hortikultura yang berasal dari 
luar negeri. 

(3) Sarana hortikultura yang 
berasal dari luar negeri 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) harus: 
a. lebih efisien; 
b. ramah lingkungan; dan 
c. diutamakan yang men-

gandung komponen hasil 
produksi dalam negeri. 

Pasal 33
(1) Usaha hortikultura dilak-

sanakan dengan menguta-
makan penggunaan sarana 
hortikultura dalam negeri. 

(2) Dalam hal sarana hortikultu-
ra dalam negeri tidak men-
cukupi atau tidak tersedia, 
dapat digunakan sarana 
hortikultura yang berasal 
dari luar negeri dengan me-
menuhi Perizinan Berusaha 
dari Pemerintah Pusat. 

(3) Sarana hortikultura yang 
berasal dari luar negeri 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) harus: 
a. lebih efisien; 
b. ramah lingkungan; dan 
c. diutamakan yang men-

gandung komponen hasil 
produksi dalam negeri. 

(4) Ketentuan lebih lanjut men-
genai Perizinan Berusaha 
terkait sarana hortikultura 
diatur dalam Peraturan Pe-
merintah. 

•	 Tambahan 
klausal “dengan 
memenuhi Per-
izinan Berusaha 
dari Pemerintah 
Pusat” (Ayat 2) 

•	 Tambahan ayat 
mengenai keten-
tuan lebih lanjut 
diatur dalam 
Peraturan Pemer-
intah
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MOR 13 TAHUN 2010 

HORTIKULTURA

UU CIPTA KERJA RANGKUMAN 
PENJELASAN 

Sarana Hor-
tikultura

Pasal 35
(1) Sarana hortikultura yang 

diedarkan wajib memenuhi 
standar mutu dan terdaftar. 

(2) Dalam hal sarana horti-
kultura merupakan atau 
mengandung hasil rekayasa 
genetik, selain memenuhi 
ketentuan ayat (1), pere-
darannya wajib mengikuti 
ketentuan peraturan perun-
dang-undangan di bidang 
keamanan hayati. 

(3) Apabila standar mutu se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) belum ditetapkan, 
Menteri menetapkan pers-
yaratan teknis minimal. 

(4) Ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (3) dikecualikan untuk 
sarana hortikultura produksi 
lokal yang diedarkan secara 
terbatas dalam satu kelom-
pok. 

(5) Ketentuan lebih lanjut men-
genai tata cara uji mutu dan 
pendaftaran diatur dengan 
Peraturan Menteri. 

Pasal 35
(1) Sarana hortikultura yang 

diedarkan wajib memenuhi 
standar mutu dan Perizinan 
Berusaha. 

(2) Dalam hal sarana horti-
kultura merupakan atau 
mengandung hasil rekayasa 
genetik, selain memenuhi 
ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), 
peredarannya wajib mengi-
kuti ketentuan peraturan pe-
rundang-undangan di bidang 
keamanan hayati. 

(3) Apabila standar mutu se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) belum ditetapkan, 
Pemerintah Pusat mene-
tapkan persyaratan teknis 
minimal. 

(4) Ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (3) dikecualikan untuk 
sarana hortikultura produksi 
lokal yang diedarkan secara 
terbatas dalam satu kelom-
pok. 

(5) Ketentuan lebih lanjut men-
genai tata cara uji mutu dan 
Perizinan Berusaha diatur 
dalam Peraturan Pemerintah. 

•	 Perubahan “ter-
daftar” menjadi 
“Perizinan Beru-
saha” (Ayat 1)

•	 Perubahan 
“Menteri” men-
jadi “Pemerintah 
Pusat” mengenai 
penetapan stan-
dar mutu (Ayat 
3)

•	 Perubahan 
“pendaftaran: 
menjadi “Peri-
inan Berusaha” 
dan “Peraturan 
Menteri” menjadi 
“Peraturan Pe-
merintah” (Ayat 
5) 
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PENJELASAN 

Sarana Hor-
tikultura

Pasal 35A sebelumnya tidak ada 
dalam UU Hortikultura

Pasal 35A
(1) Setiap orang yang menge-

darkan sarana hortikultura 
yang tidak memenuhi stan-
dar mutu, tidak memenuhi 
persyaratan teknis minimal, 
dan/atau tidak terdaftar 
sebagaimana dimaksud da-
lam Pasal 35 dikenai sanksi 
administratif. 

(2) Sanksi administratif se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat berupa: 

d. penghentian kegiatan usaha; 
e. penarikan produk yang di-

pasarkan; 
f. denda administratif, paksaan 

pemerintah; dan/atau 
g. pencabutan Perizinan Beru-

saha. 
(3) Ketentuan lebih lanjut men-

genai kriteria, jenis, besaran 
denda, dan tata cara pen-
genaan sanksi administrtatif 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) diatur dalam Pera-
turan Pemerintah. 

•	 Tambahan aturan 
mengenai sanksi 
administratif atas 
pengedaran sara-
na hortikulturan 
tidak memenuhi 
standar dan tidak 
terdaftar 

Unit Usaha 
Budidaya 
Hortikultura

Pasal 48
(1) Klasifikasi unit usaha budi-

daya hortikultura terdiri atas: 
a. unit usaha budidaya hortikul-

tura mikro; 
b. unit usaha budidaya hortikul-

tura kecil; 
c. unit usaha budidaya hortikul-

tura menengah; dan 
d. unit usaha budidaya hortikul-

tura besar; 
(2) Ketentuan lebih lanjut 

mengenai klasifikasi unit 
usaha budidaya hortikultu-
ra sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur dengan 
Peraturan Menteri. 

Pasal 48 dihapuskan dalam UU 
Cipta Kerja

•	 Penghapusan 
aturan mengenai 
klasifikasi budi-
daya hortikultura
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Unit Usaha 
Budidaya 
Hortikultura

Pasal 49
(1) Unit usaha budidaya horti-

kultura mikro dan kecil se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 48 ayat (1) huruf a dan 
huruf b wajib didata oleh 
pemerintah daerah. 

(2) Unit usaha budidaya hor-
tikultura menengah se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 48 ayat (1) huruf c dan 
unit usaha budidaya hortikul-
tura besar sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 48 ayat 
(1) huruf d harus dilengkapi 
izin usaha yang diterbitkan 
oleh Pemerintah dan pemer-
intah daerah sesuai dengan 
kewenangannya. 

(3)  Selain harus dilengkapi izin 
usaha sebagaimana di-
maksud pada ayat (2), unit 
usaha budidaya hortikultura 
menengah dan besar yang 
menggunakan lahan yang 
dikuasai oleh negara harus 
dilengkapi hak guna usaha 
sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undan-
gan. 

(4) Ketentuan lebih lanjut men-
genai pendataan dan per-
izinan unit usaha budidaya 
hortikultura diatur dengan 
Peraturan Menteri. 

Pasal 49
(1) Unit usaha budi daya horti-

kultura mikro dan kecil wajib 
didata oleh Pemerintah. 

(2) Unit usaha budi daya horti-
kultura menengah dan unit 
usaha budi daya hortikultura 
besar harus memenuhi Per-
izinan Berusaha dari Pemer-
intah Pusat. 

•	 Perubahan 
pendataan yang 
semula dilaku-
kan “pemerintah 
daerah” menjad-
i“Pemerintah” 

•	 Perubahan “izin 
usaha pemerin-
tah dan pemer-
intah daerah” 
menjadi “per-
izinan berusaha 
dari pemerintah 
pusat” 

•	 Penghapusan 
ayat mengenai 
hak guna usaha 
atas tanah neg-
ara untuk budi-
daya hortukultura 

Usaha Horti-
kultura

Pasal 51
(1) Usaha hortikultura dibeda-

kan atas usaha mikro, usaha 
kecil, usaha menengah, dan 
usaha besar. 

(2) Ketentuan lebih lanjut men-
genai kriteria usaha mikro, 
usaha kecil, usaha menen-
gah, dan usaha besar diatur 
dengan Peraturan Menteri. 

Pasal 51 dihapuskan dalam UU 
Cipta Kerja 

•	 Penghapusan 
aturan mengenai 
klasifikasi usaha 
hortikultura dan 
kriterianya
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Usaha Horti-
kultura

Pasal 52
(1) Usaha hortikultura se-

bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 50 wajib didaftar. 

(2) Pendaftaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan oleh Pemerintah 
dan/atau pemerintah daerah. 

(3) Ketentuan lebih lanjut men-
genai pendaftaran usaha 
hortikultura diatur dengan 
Peraturan Menteri. 

Pasal 52
(1) Usaha hortikultura se-

bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 50 wajib memenuhi 
Perizinan Berusaha dari Pe-
merintah Pusat. 

(2) Ketentuan lebih lanjut men-
genai Perizinan Berusaha 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur dalam Pera-
turan Pemerintah. 

•	 Perubahan “wajib 
didaftar” menjadi 
“wajib meemnuhi 
Perizinan berusa-
ha dari pemerin-
tah Pusat” 

•	 Penghapusan 
aturan mengenai 
pendaftaran 

•	 Perubahan 
“diatur dengan 
Peraturan Men-
teri” menjadi 
“dalam peraturan 
Pemerintah”
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Usaha Horti-
kultura

Pasal 54
(1) Pelaku usaha dalam melak-

sanakan usaha hortikultura 
wajib memenuhi standar 
proses atau persyaratan 
teknis minimal. 

(2) Pelaku usaha dalam mem-
produksi produk hortikultura 
wajib memenuhi standar 
mutu dan keamanan pangan 
produk hortikultura. 

(3)  Pemerintah dan/atau pe-
merintah daerah membina 
dan memfasilitasi pengem-
bangan usaha hortikultura 
agar memenuhi standar 
proses dan persyaratan 
teknis minimal, standar 
mutu, dan keamanan pan-
gan produk hortikultura. 

(4) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai penerapan stan-
dar proses dan persyaratan 
teknis minimal sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), 
standar mutu dan keamanan 
pangan produk hortikultura 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), dan pembinaan dan 
fasilitasi pengembangan us-
aha hortikultura sebagaima-
na dimaksud pada ayat (3) 
diatur dengan Peraturan 
Menteri. 

Pasal 54
(1) Pelaku usaha dalam melak-

sanakan usaha hortikultura 
wajib memenuhi standar 
proses atau persyaratan 
teknis minimal. 

(2) Pelaku usaha dalam mem-
produksi produk hortikultura 
wajib memenuhi standar 
mutu dan keamanan pangan 
produk hortikultura. 

(3) Pemerintah Pusat dan/atau 
Pemerintah Daerah sesuai 
dengan kewenangannya 
berdasarkan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria yang 
ditetapkan oleh Pemerintah 
Pusat membina dan mem-
fasilitasi pengembangan 
usaha hortikultura untuk 
memenuhi standar mutu dan 
keamanan pangan produk. 

(4) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai standar mutu dan 
keamanan pangan produk 
hortikultura sebagaimana di-
maksud pada ayat (2) diatur 
dalam Peraturan Pemerintah. 

•	 Tambahan 
klausal “ sesuai 
dengan ke-
wenangannya 
berdasarkan 
norma, standar, 
prosedur, dan 
kriteria yang 
ditetapkan oleh 
Pemerintah Pu-
sat” (ayat 3) 

•	 Perubahan diatur 
dengan peaturan 
Menteri menjadi 
Peraturan Pemer-
intah (Ayat 4) 
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Usaha Horti-
kultura

Pasal 56
(1) Usaha hortikultura dapat 

dilakukan dengan pola kemi-
traan. 

(2)  Pola kemitraan sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
melibatkan pelaku usaha 
hortikultura mikro, kecil, 
menengah, dan besar. 

(3) Pelaku usaha besar se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (2) wajib melakukan 
kemitraan dengan pelaku 
usaha mikro, kecil, dan me-
nengah. 

(4) Kemitraan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) 
dilaksanakan dengan pola: 
(1) inti-plasma; 
(2) sub kontrak; 
(3) waralaba; 
(4) perdagangan umum; 
(5) distribusi dan keagenan; 

dan 
(6) bentuk-bentuk kemitraan 

lain. 
(5) Ketentuan lebih lanjut 

mengenai pola kemitraan 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur dengan Pera-
turan Menteri. 

Pasal 56
(1) Usaha hortikultura dapat 

dilakukan dengan pola kemi-
traan. 

(2) Pola kemitraan sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
melibatkan pelaku usaha 
hortikultura mikro, kecil, 
menengah, dan besar. 

(3) Kemitraan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) 
dilaksanakan dengan pola: 
a. inti-plasma;
b. subkontrak;
c. waralaba;
d. perdagangan umum;
e. distribusi dan keagenan; 
f. bentuk kemitraan lainn-

ya. 
(4) Ketentuan lebih lanjut 

mengenai pola kemitraan 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur dalam Pera-
turan Pemerintah. 

•	 Penghapusan 
ayat menge-
nai kewajiban 
pelaku usaha 
besar melakukan 
kemitraan den-
gan pelaku usaha 
mikro 

•	 Perubahan 
ketentuan lebih 
lanjut diatur den-
gan peraturan 
Menteri menjadi 
diatur dalam 
Peraturan Pemer-
intah
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Usaha Per-
benihan

Pasal 57
(1) Usaha perbenihan meliputi 

pemuliaan, produksi benih, 
sertifikasi, peredaran benih, 
serta pengeluaran dan 
pemasukan benih dari dan 
ke wilayah negara Republik 
Indonesia. 

(2) Dalam hal pemuliaan se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1), dapat dilakukan 
introduksi dalam bentuk 
benih atau materi induk yang 
belum ada di wilayah negara 
Republik Indonesia. 

(3) Usaha perbenihan hanya 
dapat dilakukan oleh pelaku 
usaha yang memiliki serti-
fikat kompetensi atau badan 
usaha yang bersertifikat 
dalam bidang perbenihan 
dengan wajib menerapkan 
jaminan mutu benih melalui 
penerapan sertifikasi. 

(4) Ketentuan sertifikat kompe-
tensi atau badan usaha yang 
bersertifikat dan kewajiban 
menerapkan jaminan mutu 
benih sebagaimana dimak-
sud pada ayat (3), dikec-
ualikan bagi pelaku usaha 
perseorangan atau 

Pasal 57
(1) Usaha perbenihan meliputi 

pemuliaan, produksi benih, 
sertifikasi, peredaran benih, 
serta pengeluaran benih dari 
dan pemasukan benih ke da-
lam wilayah Negara Republik 
Indonesia. 

(2) Dalam hal pemuliaan se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat dilakukan 
introduksi dalam bentuk 
benih atau materi induk yang 
belum ada di wilayah Negara 
Republik Indonesia. 

(3) Usaha perbenihan hanya 
dapat dilakukan oleh pelaku 
usaha yang memiliki serti-
fikat kompetensi atau badan 
usaha yang bersertifikat 
dalam bidang perbenihan 
dengan wajib menerapkan 
jaminan mutu benih melalui 
penerapan sertifikasi. 

(4) Ketentuan sertifikat kompe-
tensi atau badan usaha yang 
bersertifikat dan kewajiban 
menerapkan jaminan mutu 
benih sebagaimana dimak-
sud pada ayat (3) dikec-
ualikan bagi pelaku usaha 
perseorangan atau kelompok 
yang melakukan usaha per-
benihan untuk dipergunakan 
sendiri dan/atau terbatas 
dalam 1 (satu) kelompok. 

•	 Tambahan  “atau 
kelompok yang 
melakukan usaha 
perbenihan untuk 
dipergunakan 
sendiri dan/atau 
terbatas dalam 1 
(satu) kelompok” 
(Ayat 4)

•	 Tambahan men-
genai ketentuan 
lebih lanjut diatur 
dalam Peraturan 
Pemerintah 
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(5) Ketentuan lebih lanjut men-
genai produksi benih, sertifi-
kasi, peredaran benih, serta 
pengeluaran dan pemasukan 
benih sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1), introduksi 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), sertifikasi kom-
petensi, sertifikasi badan 
usaha dan jaminan mutu 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3), serta pengecualian 
kewajiban penerapan se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (4) diatur dalam Pera-
turan Pemerintah.

Usaha Per-
benihan

Pasal 63
(1) Pemasukan dan pengeluaran 

benih ke dan dari wilayah 
negara Republik Indonesia 
wajib mendapatkan izin. 

(2) Pemasukan benih ke dalam 
wilayah negara Republik 
Indonesia untuk kepentingan 
komersial harus memenuhi 
persyaratan mutu yang 
ditetapkan. 

(3) Pemasukan benih ke dalam 
wilayah negara Republik 
Indonesia untuk kepentin-
gan komersial hanya diper-
bolehkan bila tidak dapat 
diproduksi dalam negeri atau 
kebutuhan dalam negeri 
belum tercukupi. 

(4) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai pemasukan dan 
pengeluaran benih ke dan 
dari wilayah negara Repub-
lik Indonesia sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), 
ayat (2), dan ayat (3) diatur 
dengan Peraturan Menteri. 

Pasal 63 dihapus dalam UU Cipta 
Kerja

•	 Penghapusan 
pasal mengenai 
Pemasukan dan 
Pengeluaran 
benih 
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Usaha Budi-
daya

Pasal 68
Ketentuan lebih lanjut mengenai 
usaha budidaya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 65, tata 
cara pendataan dan pelaporan 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 66, dan persyaratan izin 
khusus sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 67 ayat (2) diatur 
dengan Peraturan Menteri.

Pasal 68
Ketentuan lebih lanjut mengenai 
usaha budi daya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 65, tata 
cara pendataan dan pelaporan 
sebagaimana dimaksud da-
lam Pasal 66, serta izin khusus 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 67 ayat (2) diatur dalam 
Peraturan Pemerintah.

•	 Perubahan “dia-
tur dalam Pera-
turan Menteri” 
menjadi “diatur 
dalam Peraturan 
Pemerintah” 

Usaha Distri-
busi, Perda-
gangan, dan 
Pemasaran

Pasal 73
(1) Usaha perdagangan produk 

hortikultura mengatur proses 
jual beli antara pedagang 
dengan pedagang, dan ped-
agang dengan konsumen. 

(2) Dalam hal proses jual beli 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), pelaku usaha 
perdagangan produk horti-
kultura pasar modern wajib 
memperdagangkan produk 
hortikultura dalam negeri. 

(3) Pelaku usaha perdagangan 
produk hortikultura harus 
menerapkan sistem pengke-
lasan produk berdasarkan 
standar mutu dan standar 
harga secara transparan. 

(4) Ketentuan lebih lanjut men-
genai kewajiban memperda-
gangkan produk hortikultura 
dalam negeri sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), dan 
kewajiban sistem pengke-
lasan produk berdasarkan 
standar mutu dan standar 
harga secara transparan 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) diatur dengan Pera-
turan Menteri. 

Pasal 73
(1) Usaha perdagangan produk 

hortikultura mengatur proses 
jual beli antarpedagang serta 
antara pedagang dan kon-
sumen. 

(2) Pelaku usaha perdagangan 
produk hortikultura harus 
menerapkan sistem kelas 
produk berdasarkan standar 
mutu dan standar harga 
secara transparan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai kewajiban sistem 
kelas produk berdasarkan 
standar mutu dan standar 
harga secara transparan 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) diatur dalam Pera-
turan Pemerintah. 

•	 Penghapusan 
ayat mengenai 
pengkelasan 
produk 

•	 Penghapusan 
klausal  “ke-
wajiban sistem 
pengkelasan 
produk ber-
dasarkan stan-
dar mutu dan 
standar harga 
secara transpar-
an sebagaimana 
dimaksud pada 
ayat” (Ayat 3)
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Perdagan-
gan

Pasal 88
(1) Impor produk hortikultura 

wajib memperhatikan aspek:
a. keamanan pangan pro-

duk hortikultura; 
b. ketersediaan produk hor-

tikultura dalam negeri; 
c. penetapan sasaran 

produksi dan konsumsi 
produk hortikultura; 

d. persyaratan kemasan 
dan pelabelan; 

e. standar mutu; dan 
f. ketentuan keamanan 

dan perlindungan terha-
dap kesehatan manusia, 
hewan, tumbuhan, dan 

(2) Impor produk hortikultu-
ra dapat dilakukan setelah 
mendapat izin dari menteri 
yang bertanggung jawab di 
bidang perdagangan setelah 
mendapat rekomendasi dari 
Menteri. 

(3) Impor produk hortikultura 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan melalui 
pintu masuk yang ditetap-
kan. 

(4) Setiap orang dilarang 
mengedarkan produk segar 
hortikultura impor tertentu 
yang tidak memenuhi stan-
dar mutu dan/atau keaman-
an pangan. 

Pasal 88
(1) Impor produk hortikultura 

wajib memperhatikan aspek: 
a. keamanan pangan pro-

duk hortikultura; 
b. persyaratan kemasan 

dan pelabelan; 
c. standar mutu; dan 
d. ketentuan keamanan 

dan pelindungan terha-
dap kesehatan manusia, 
hewan, tumbuhan, dan 
lingkungan. 

(2) Impor produk hortikultura 
dapat dilakukan setelah me-
menuhi Perizinan Berusaha 
dari Pemerintah Pusat. 

(3) Impor produk hortikultura 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan melalui 
pintu masuk yang ditetap-
kan. 

(4) Ketentuan lebih lanjut men-
genai pemberian Perizinan 
Berusaha sebagaimana di-
maksud pada ayat (2) diatur 
dalam Peraturan Pemerintah.

•	 Penghapusan 
“ketentuan  ket-
ersediaan pro-
duk hortikultura 
dalam negeri 
dan penetapan 
sasaran produksi 
dan konsumsi 
produk hortikul-
tura;” mengenai 
aspek yang harus 
dipenuhi untuk 
impor produk 
hortikultura  
(Ayat 1) 

•	 Perubahan “izin 
dari Menteri” 
menjadi “Perizin-
an Berusaha Pe-
merintah Pusat”

•	 Penghapusan 
ayat mengenai 
larangan penge-
daran produk 
yang tidak me-
menuhi standar 
impor 

•	 Penghapusan 
klausal  “tata 
cara penetapan 
pintu masuk 
sebagaimana 
dimaksud pada 
ayat (3), dan 
produk segar 
hortikultura 
impor tertentu 
sebagaimana 
dimaksud pada 
ayat (4)” (Ayat 4)

•	 Perubahan “Pera-
turan Menteri” 
menjadi “Peratur-
an Pemerintah
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(5) Ketentuan lebih lanjut men-
genai tata cara pemberian 
rekomendasi dari Menteri 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), tata cara penetapan 
pintu masuk sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), dan 
produk segar hortikultura 
impor tertentu sebagaima-
na dimaksud pada ayat (4) 
diatur dengan Peraturan 
Menteri. 

Pemasaran Pasal 90
Pemerintah dan/atau pemerintah 
daerah bersama pelaku usaha 
menjaga keseimbangan pasokan 
dan kebutuhan produk hortikul-
tura setiap saat sampai di tingkat 
lokal dengan: 
a. memberikan informasi pro-

duksi dan konsumsi yang 
akurat; atau 

b. mengendalikan impor dan 
ekspor. 

Pasal 90
Pemerintah Pusat dan Pemer-
intah Daerah sesuai dengan 
kewenangannya dalam mening-
katkan pemasaran hortikultura 
memberikan informasi pasar.

•	 Perubahan “Per-
merintah” men-
jadi “pemerintah 
pusat” 

•	 Penghapusan 
klausal “Bersama 
pelaku usaha” 

•	 Perubahan 
“keseimbangan 
pasokan dan ke-
butuhan” menja-
di “meningkatkan 
pemasaran” 

•	 Penghapusan 
aturan mengenai 
pengendalian 
ekspor impor 

Pemasaran Pasal 92
(1) Penyelenggara pasar dan 

tempat lain untuk perdagan-
gan produk hortikultura wa-
jib mengutamakan penjualan 
produk hortikultura lokal. 

(2) Penyelenggara pasar dan 
tempat lain untuk perdagan-
gan produk hortikultura se-
bagaimana dimaksud  pada 
ayat (1), wajib menyediakan 
fasilitas pemasaran yang 
memadai. 

Pasal 92
(1) Penyelenggara pasar dan 

tempat lain untuk perda-
gangan produk hortikultura 
dapat menyelenggarakan 
penjualan produk hortikultu-
ra lokal dan asal impor. 

(2) Penyelenggara pasar dan 
tempat lain untuk perda-
gangan produk hortikultura 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) wajib menyediakan 
fasilitas pemasaran yang 
memadai. 

•	 Perubahan “wajib 
mengutamakan 
penjualan produk 
lokal” menjadi 
“dapat menye-
langgarakan 
penjual produk 
hortikultura lokal 
dan asal impor” 
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Penanaman 
Modal

Pasal 100
(1) Pemerintah mendorong 

penanaman modal dengan 
mengutamakan penanaman 
modal dalam negeri. 

(2) Penanaman modal asing 
hanya dapat dilakukan dalam 
usaha besar hortikultura. 

(3) Besarnya penanaman modal 
asing dibatasi paling banyak 
30% (tiga puluh persen). 

(4) Penanam modal asing se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dan ayat (3) wa-
jib menempatkan dana di 
bank dalam negeri sebesar 
kepemilikan modalnya. 

(5) Penanam modal asing se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dilarang menggu-
nakan kredit dari bank atau 
lembaga keuangan milik 
Pemerintah dan/atau pemer-
intah daerah. 

Pasal 100
(1) Pemerintah Pusat men-

dorong penanaman modal 
dalam usaha hortikultura. 

(2) Pelaksanaan penanaman 
modal sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) dilakukan 
sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undan-
gan di bidang penanaman 
modal 

•	 Penghapusan 
klausal “meng-
utamakan pena-
naman modal 
dalam negeri” 
(Ayat 1)

•	 Tambahan klaus-
al “dalam usaha 
hortikultura” 
(Ayat 1) 

•	 Penghapusan 
rincian besaran 
PMA 

•	 Tambahan men-
genai pelaksa-
naan dilakukan 
sesuai dengan 
peraturan perun-
dang-undangan 
di bidang pena-
naman modal 

Penanaman 
Modal

Pasal 101
Penanam modal asing dalam 

usaha hortikultura wajib 
memberikan kesempatan 
pemagangan dan melakukan 
alih teknologi bagi pelaku 
usaha dalam negeri.

Pasal 101
Pelaku usaha hortikultura me-

nengah dan besar wajib 
memberikan kesempatan 
pemagangan dan alih te-
knologi.

•	 Perubahan 
“penanam modal 
asing” menjadi 
“pelaku usaha 
hortikulturan 
menengan dan 
besar” 

•	 Penghapusan 
“bagi pelaku usa-
ha dalam negeri” 
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Peran Serta 
Masyarakat

Pasal 122 
(1) Setiap orang yang melang-

gar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 15 
ayat (1), Pasal 36 ayat (1) 
dan ayat (2), Pasal 37, Pasal 
38, Pasal 54 ayat (1) dan 
ayat (2), Pasal 56 ayat (3), 
Pasal 60 ayat (2), Pasal 71, 
Pasal 73 ayat (2) dan ayat 
(3), Pasal 81 ayat (4), Pasal 
84 ayat (1), Pasal 88 ayat 
(1), Pasal 92 ayat (2), Pasal 
100 ayat (4), Pasal 101, Pas-
al 108 ayat (2), atau Pasal 
109 ayat (2) dikenai sanksi 
administratif. 

(2) Sanksi administratif se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) berupa: 

a. peringatan secara tertulis; 
b. denda administratif; 
c. penghentian sementara ke-

giatan; 
d. penarikan produk dari pere-

daran oleh pelaku usaha; 
e. pencabutan izin; dan/atau 
f. penutupan usaha. 
(3) Ketentuan lebih lanjut men-

genai tata cara pengenaan 
sanksi, besarnya denda, dan 
mekanisme pengenaan sank-
si administratif sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) diatur dengan Pera-
turan Menteri. 

Pasal 122
(1) Setiap orang yang melang-

gar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 15 
ayat (1), Pasal 33, Pasal 36 
ayat (1) atau ayat (2), Pasal 
37, Pasal 38, Pasal 54 ayat 
(1) atau ayat (2), Pasal 60 
ayat (2), Pasal 71, Pasal 73 
ayat (2), Pasal 81 ayat (4), 
Pasal 84 ayat (1), Pasal 88 
ayat (1), Pasal 92 ayat (2), 
Pasal 101, Pasal 108 ayat 
(2), atau Pasal 109 ayat (2) 
dikenai sanksi administratif. 

(2) Sanksi administratif se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) berupa: 

a. peringatan secara tertulis; 
b. denda administratif; 
c. penghentian sementara ke-

giatan; 
d. penarikan produk dari pere-

daran oleh pelaku usaha; 
e. pencabutan izin; dan/atau 
f. penutupan usaha. 

•	 Penghapusan 
ayat mengenai 
ketentuan lebih 
lanjut mengenai 
sanksi admin-
istratif diatur 
dalam Peraturan 
Menteri 
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Ketentuan 
Pidana

Pasal 126
(1) Setiap orang yang menge-

darkan sarana hortikultura 
yang tidak memenuhi stan-
dar mutu, tidak memenuhi 
persyaratan teknis minimal, 
dan/atau tidak terdaftar 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 35, dipidana 
dengan pidana penjara 
paling lama 2 (dua) tahun 
atau denda paling banyak 
Rp2.000.000.000,00 (dua 
miliar rupiah). 

(2) Dalam hal perbuatan se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) mengakibatkan 
rusaknya fungsi lingkungan 
atau membahayakan nyawa 
orang, maka pelaku dipi-
dana dengan pidana penjara 
paling lama 3 (tiga) tahun 
atau denda paling banyak 
Rp3.000.000.000,00 (tiga 
miliar rupiah). 

Pasal 126 dihapuskan dalam UU 
Cipta Kerja

•	 Penghapusan 
aturan mengenai 
sanksi pidana 
atas pengeder-
an sarana hor-
tikultura tidak 
terdaftar dan tak 
memenuhi stan-
dar mutu
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Ketentuan 
Peralihan

Pasal 131 
(1) Pada saat Undang-Undang 

ini mulai berlaku, persetu-
juan penanaman modal 
asing untuk usaha horti-
kultura yang izin pelaksa-
naannya telah diberikan 
oleh Pemerintah dinyatakan 
tetap berlaku, kecuali untuk 
penambahan modal baru dis-
esuaikan dengan ketentuan 
dalam Undang-Undang ini. 

(2) Dalam jangka waktu 4 (em-
pat) tahun sesudah Undang- 
Undang ini mulai berlaku, 
penanam modal asing yang 
sudah melakukan penana-
man modal dan mendapa-
tkan izin usaha wajib me-
menuhi ketentuan dalam 
Pasal 100 ayat (2), ayat (3), 
ayat (4), dan ayat (5). 

Pasal 131 dihapuskan dalam UU 
Cipta Kerja 

•	 Penghapusan 
aturan mengenai 
jangka waktu 
persetujuan PMA 
untuk usaha hor-
tikultura 

7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan He-
wan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 ten-
tang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan 
dan Kesehatan Hewan

TOPIK UNDANG-UNDANG NO-
MOR 18 TAHUN 2009 

PETERNAKAN DAN KESE-
HATAN HEWAN 

UU CIPTA KERJA RANGKUMAN PEN-
JELASAN 

Sumber 
Daya 

Pasal 6
(1) Lahan yang telah ditetapkan 

sebagai kawasan peng-
gembalaan umum harus 
dipertahankan keberadaan 
dan kemanfaatannya secara 
berkelanjutan. 

Pasal 6
(1) Lahan yang telah ditetapkan 

sebagai kawasan peng-
gembalaan umum harus 
dipertahankan keberadaan 
dan kemanfaatannya secara 
berkelanjutan. 

•	 Perubahan “ pera-
turan daerah ka-
bupaten/kota.” 
Menjadi “peraturan 
pemerintah (Ayat 6) 



319
P E D O M A N  M E M A H A M I  R U U  O M N I B U S  L A W

DNT LAWYERS

TOPIK UNDANG-UNDANG NO-
MOR 18 TAHUN 2009 

PETERNAKAN DAN KESE-
HATAN HEWAN 

UU CIPTA KERJA RANGKUMAN PEN-
JELASAN 

(2) Kawasan penggembalaan 
umum sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) berfungsi 
sebagai: 
(1) penghasil tumbuhan 

pakan; 
(2) tempat perkawinan ala-

mi, seleksi, kastrasi, dan 
pelayanan inseminasi 
buatan; 

(3) tempat pelayanan kese-
hatan hewan; dan/atau 

(4) tempat atau objek 
penelitian dan pengem-
bangan teknologi peter-
nakan dan kesehatan 
hewan. 

(3) Pemerintah daerah kabupat-
en/kota yang di daerahnya 
mempunyai persediaan lahan 
yang memungkinkan dan 
memprioritaskan budi daya 
ternak skala kecil diwajibkan 
menetapkan lahan sebagai 
kawasan penggembalaan 
umum. 

(4) Pemerintah daerah kabu-
paten/kota membina bentuk 
kerja sama antara pengusa-
haan peternakan dan pen-
gusahaan tanaman pangan, 
hortikultura, perikanan, 
perkebunan, dan kehutanan 
serta bidang lainnya dalam 
memanfaatkan lahan di 
kawasan tersebut sebagai 
sumber pakan ternak murah. 

(2) Kawasan penggembalaan 
umum sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) berfungsi 
sebagai: 
a. penghasil tumbuhan 

pakan; 
b. tempat perkawinan ala-

mi, pelayanan inseminasi 
buatan; seleksi, kastrasi, 
dan 

c. tempat pelayanan kese-
hatan hewan; dan/atau 

d. tempat atau objek 
penelitian dan pengem-
bangan teknologi peter-
nakan dan kesehatan 
hewan. 

(3) Pemerintah daerah kabupat-
en/kota yang di daerahnya 
mempunyai persediaan 
lahan yang memungkinkan 
dan memprioritaskan budi 
daya Ternak skala kecil wajib 
menetapkan lahan sebagai 
kawasan penggembalaan 
umum. 

(4) Pemerintah daerah kabu-
paten/kota membina bentuk 
kerja sama antara pengusa-
haan peternakan dan pen-
gusahaan tanaman pangan, 
hortikultura, perikanan, 
perkebunan, dan kehutanan 
serta bidang lainnya dalam 
memanfaatkan lahan di ka-
wasan tersebut sebagai sum-
ber pakan Ternak murah. 

•	 Tambahan aturan 
mengenai dalam hal 
pemerintah pusat 
tidak menetap-
kan  lahan sebagai 
kawasan penggem-
balaan umum lahan 
sebagai kawasan 
penggembalaan 
umum
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(5) Ketentuan lebih lanjut men-
genai penyediaan dan pen-
gelolaan kawasan penggem-
balaan umum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) 
ditetapkan dengan peraturan 
daerah kabupaten/kota. 

(5) Dalam hal pemerintah 
daerah kabupaten/kota tidak 
menetapkan lahan sebagai 
kawasan penggembalaan 
umum sebagaimana dimak-
sud pada ayat (3),  Pemer-
intah Pusat dapat menetap-
kan lahan sebagai kawasan 
penggembalaan umum. 

(6) Ketentuan lebih lanjut men-
genai penyediaan dan pen-
gelolaan kawasan penggem-
balaan umum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) 
ditetapkan dengan Peraturan 
Pemerintah. 

Benih, Bibit, 
dan Bakalan

Pasal 13
(1)  Penyediaan dan pengem-

bangan Benih dan/atau Bibit 
dilakukan dengan meng-
utamakan produksi dalam 
negeri. 

(2) Pemerintah dan/atau Pemer-
intah Daerah sesuai dengan 
kewenangannya berke-
wajiban untuk melakukan 
Pemuliaan, pengembangan 
usaha pembenihan dan/atau 
pembibitan dengan melibat-
kan peran serta masyarakat 
untuk menjamin keterse-
diaan Benih dan/atau Bibit. 

Pasal 13
(1) Penyediaan dan pengem-

bangan Benih dan/atau 
Bibit dilakukan dengan 
memperhatikan keberlanju-
tan pengembangan usaha 
Peternak mikro, kecil, dan 
menengah. 

(2) Pemerintah Pusat dan Pe-
merintah Daerah sesuai den-
gan kewenangannya wajib 
untuk melakukan pengem-
bangan usaha pembenihan 
dan/atau pembibitan den-
gan melibatkan peran serta 
masyarakat untuk menjamin 
ketersediaan Benih, Bibit, 
dan/atau bakalan. 

•	 Perubahan “meng-
utamakan produk-
si dalam negeri 
dan kemampuan 
ekonomi ker-
akyatan” menjadi 
“ memperhatikan 
keberlanjutan 
pengembangan us-
aha Peternak mikro, 
kecil, dan menen-
gah” (Ayat 1) 
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(3) Kewajiban Pemerintah dan/
atau Pemerintah Daerah se-
suai dengan kewenangannya 
untuk melakukan pengem-
bangan usaha pembenihan 
dan/atau pembibitan se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dilakukan dengan 
mendorong penerapan te-
knologi reproduksi. 

(4) Dalam hal usaha pembeni-
han dan/atau pembibitan 
oleh masyarakat belum 
berkembang, Pemerintah 
dan/atau Pemerintah Daerah 
sesuai dengan kewenangan-
nya membentuk unit pem-
benihan dan/atau pembibi-
tan. 

(5) Pembentukan unit pembeni-
han sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) ditujukan 
untuk pemurnian Ternak ter-
tentu atau untuk produksi. 

(6) Setiap Benih atau Bibit 
yang beredar wajib memiliki 
sertifikat Benih atau Bibit 
yang memuat keterangan 
mengenai silsilah dan ciri-ciri 
keunggulannya. 

(7) Sertifikat Benih atau Bibit 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (6) dikeluarkan oleh 
lembaga sertifikasi Benih 
atau Bibit yang terakredita-
si atau yang ditunjuk oleh 
Menteri. 

(8) Setiap Orang dilarang 
mengedarkan Benih atau Bi-
bit yang tidak memiliki serti-
fikat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (6) 

(3) Dalam hal usaha pembeni-
han dan/atau pembibitan 
oleh masyarakat belum 
berkembang, Pemerintah Pu-
sat dan Pemerintah Daerah 
membentuk unit pembeni-
han dan/atau pembibitan. 

(4) Setiap Benih atau Bibit yang 
beredar wajib memiliki sert-
ifikat layak Benih atau Bibit 
yang memuat keterangan 
mengenai silsilah dan ciri-ciri 
keunggulan tertentu. 

(5) Sertifikat layak Benih atau 
Bibit sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) dikeluarkan 
oleh lembaga sertifikasi 
Benih atau Bibit yang ter-
akreditasi. 

(6) Setiap orang dilarang 
mengedarkan Benih atau 
Bibit yang tidak memenuhi 
kewajiban sertifikat Layak 
Benih atau Bibit sebagaima-
na dimaksud pada ayat (5). 

•	 Perubahan “Pe-
merintah dan atau 
pemerintah daerah” 
menjadi “Pemer-
intah Pusat dan 
Pemerintah Daerah” 
(Ayat 2 dan Ayat 3) 

•	 Perubahan “lemba-
ga sertifikasi benih 
atau bibit yang 
terakreditasi atau 
yang ditunjuk oleh 
Menteri” menjadi 
“lembaga sertifika-
si Benih atau Bibit 
yang terakreditasi.” 
(Ayat 5) 

•	 Perubahan aturan 
mengenai sertifikat 
benih atau bibit 
menjadi “sertifikat 
layak benih atau 
bibit” (Ayat 5)

•	 Penghapusan aturan 
mengenai pemben-
tukan unit pembeni-
han atau pembibi-
tan

•	 Penghapusan 
larangan mengenai 
pengederan benih 
atau bibit tanpa 
sertifikat
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Benih, Bibit, 
dan Bakalan

Pasal 15
(1) Pemasukan Benih dan/atau 

Bibit dari luar negeri ke da-
lam wilayah Negara Kesatu-
an Republik Indonesia dapat 
dilakukan untuk: 
a. meningkatkan mutu dan 

keragaman genetik; 
b. mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan te-
knologi; 

c. mengatasi kekurangan 
Benih dan/atau Bibit di 
dalam negeri; dan/atau 

d. memenuhi keperluan 
penelitian dan pengem-
bangan. 

(2) Pemasukan Benih dan/atau 
Bibit dari luar negeri se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) harus:
a. memenuhi persyaratan 

mutu; 
b. memenuhi persyaratan 

teknis Kesehatan Hewan; 
c. bebas dari Penyakit He-

wan Menular yang diper-
syaratkan oleh otoritas 
veteriner; 

d. memenuhi ketentuan 
peraturan perundang-un-
dangan di bidang karan-
tina Hewan; dan 

e. memerhatikan kebijakan 
pewilayahan sumber Bi-
bit sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 14. 

Pasal 15
(1) Pemasukan Benih dan/atau 

Bibit dari luar negeri ke da-
lam wilayah Negara Kesatu-
an Republik Indonesia dapat 
dilakukan untuk: 
a. meningkatkan mutu dan 

keragaman genetik; 
b. mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan te-
knologi; 

c. mengatasi kekurangan 
Benih dan/atau Bibit di 
dalam negeri; dan/atau 

d. memenuhi keperluan 
penelitian dan pengem-
bangan. 

•	 Penghapusan aturan 
mengenai pers-
yaratan pemasukan 
benih dari luar neg-
eri (Ayat 2)



323
P E D O M A N  M E M A H A M I  R U U  O M N I B U S  L A W

DNT LAWYERS

TOPIK UNDANG-UNDANG NO-
MOR 18 TAHUN 2009 

PETERNAKAN DAN KESE-
HATAN HEWAN 

UU CIPTA KERJA RANGKUMAN PEN-
JELASAN 

(3) Setiap Orang yang melaku-
kan pemasukan Benih dan/
atau Bibit sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) wajib 
memperoleh izin dari Ment-
eri. 

(4) Ketentuan lebih lanjut men-
genai persyaratan mutu dan 
persyaratan teknis Keseha-
tan Hewan sebagaimana di-
maksud pada ayat (2) huruf 
a dan huruf b diatur dengan 
Peraturan Menteri. 

(3) Setiap Orang yang melaku-
kan pemasukan Benih dan/
atau Bibit sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) wajib 
memenuhi Perizinan Berusa-
ha dari Pemerintah Pusat. 

(4) Ketentuan lebih lanjut men-
genai Perizinan Berusaha 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) diatur dalam Pera-
turan Pemerintah.

Benih, Bibit, 
dan Bakalan

Pasal 16
(1) Pengeluaran Benih dan/atau 

Bibit dari wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indo-
nesia ke luar negeri dapat 
dilakukan apabila kebutuhan 
dalam negeri telah terpenuhi 
dan kelestarian Ternak lokal 
terjamin. 

(2) Pengeluaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
dilarang dilakukan terhadap 
Benih dan/atau Bibit yang 
terbaik di dalam negeri. 

(3) Setiap Orang yang melaku-
kan kegiatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
wajib memperoleh izin dari 
Menteri. 

Pasal 16
(1) Pengeluaran Benih dan/ atau 

Bibit dari wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indo-
nesia ke luar negeri dapat 
dilakukan apabila kebutuhan 
dalam negeri telah terpenuhi 
dan kelestarian Ternak lokal 
terjamin. 

(2) Pengeluaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
dilarang dilakukan terhadap 
Benih dan/atau Bibit yang 
terbaik di dalam negeri. 

(3) Setiap Orang yang melaku-
kan kegiatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
wajib memenuhi Perizinan 
Berusaha dari Pemerintah 
Pusat. 

(4) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai Peizinan Berusaha 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) diatur dalam Pera-
turan Pemerintah. 

•	 Perubahan “wa-
jib memperoleh 
izin dari Menteri” 
menjadi “ wajib 
memenuhi Perizin-
an Berusaha dari 
Pemerintah Pusat.”

•	 Tambahan aturan 
mengenai ketentuan 
lebih lanjut menge-
nai Perizinan Beru-
saha diatur dalam 
Peraturan Pemerin-
tah
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Pakan Pasal 22
(1)	 Setiap orang yang mem-

produksi pakan dan/atau 
bahan pakan untuk diedar-
kan secara komersial wajib 
memperoleh izin usaha. 

(2)	 Pakan yang dibuat untuk 
diedarkan secara komersial 
harus memenuhi standar 
atau persyaratan teknis min-
imal dan keamanan pakan 
serta memenuhi ketentuan 
cara pembuatan pakan yang 
baik yang ditetapkan dengan 
Peraturan Menteri. 

(3)	 Pakan sebagaimana dimak-
sud pada ayat (2) harus 
berlabel sesuai dengan pera-
turan perundang-undangan. 

(4)	 Setiap orang dilarang: 
a. mengedarkan pakan 

yang tidak layak dikon-
sumsi; 

b. menggunakan dan/atau 
mengedarkan pakan ru-
minansia yang mengand-
ung bahan pakan yang 
berupa darah, daging, 
dan/atau tulang; dan/
atau 

c. menggunakan pakan 
yang dicampur hormon 
tertentu dan/atau antibi-
otik imbuhan pakan. 

(5)	 Ketentuan lebih lanjut se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (4) huruf c ditetapkan 
dengan Peraturan Menteri. 

Pasal 22
(1) Setiap orang yang mempro-

duksi pakan dan/atau bahan 
pakan untuk diedarkan se-
cara komersial wajib me-
menuhi Perizinan Berusaha 
dari Pemerintah Pusat. 

(2) Pakan yang dibuat untuk 
diedarkan secara komersial 
harus memenuhi standar 
atau persyaratan teknis min-
imal dan keamanan pakan 
serta memenuhi ketentuan 
cara pembuatan pakan yang 
baik yang ditetapkan dengan 
Peraturan Pemerintah. 

(3) Pakan sebagaimana dimak-
sud pada ayat (2) harus 
berlabel sesuai dengan 
ketentuan peraturan perun-
dang- undangan. 

(4) Setiap orang dilarang: 
a. mengedarkan pakan 

yang tidak layak dikon-
sumsi; 

b. menggunakan dan/atau 
mengedarkan pakan Ru-
minansia yang mengand-
ung bahan pakan yang 
berupa darah, daging, 
dan/atau tulang; dan/
atau 

c. menggunakan pakan 
yang dicampur hormon 
tertentu dan/atau antibi-
otik imbuhan pakan. 

(5) Ketentuan lebih lanjut men-
genai penggunaan pakan 
yang dicampur hormone 
tertentu dan/atau antibiotic 
imbuhan pakan sebagaima-
na dimaksud pada ayat (4) 
huruf c diatur dalam Peratur-
an Pemerintah. 

•	 Perubahan “wajib 
memperoleh izin 
usaha” menjadi 
“memenuhi Perizin-
an Berusaha dari 
Pemerintah Pusat”

•	 Perubahan “ditetap-
kan dengan Peratur-
an Menteri” menjadi 
“ditetapkan dengan 
Peraturan Pemerin-
tah” 

•	 Perubahan “ditetap-
kan dengan Peratur-
an Menteri” menjadi 
“diatur dalam Pera-
turan Pemerintah” 
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Budi daya Pasal 29
(1) Budi daya ternak hanya 

dapat dilakukan oleh peter-
nak, perusahaan peternakan, 
serta pihak tertentu untuk 
kepentingan khusus. 

(2) Peternak yang melakukan 
budi daya ternak dengan 
jenis dan jumlah ternak di 
bawah skala usaha tertentu 
diberikan tanda daftar usaha 
peternakan oleh pemerintah 
daerah kabupaten/kota. 

(3) Perusahaan peternakan yang 
melakukan budi daya ternak 
dengan jenis dan jumlah 
ternak di atas skala usaha 
tertentu wajib memiliki izin 
usaha peternakan dari pe-
merintah daerah kabupaten/
kota. 

(4) Peternak, perusahaan peter-
nakan, dan pihak tertentu 
yang mengusahakan ternak 
dengan skala usaha tertentu 
wajib mengikuti tata cara 
budi daya ternak yang baik 
dengan tidak mengganggu 
ketertiban umum sesuai den-
gan pedoman yang ditetap-
kan oleh Menteri. 

(5) Pemerintah berkewajiban 
untuk melindungi usaha 
peternakan dalam negeri 
dari persaingan tidak sehat 
di antara pelaku pasar. 

Pasal 29
(1) Budi Daya Ternak hanya 

dapat dilakukan oleh peter-
nak, perusahaan peternakan, 
serta pihak tertentu untuk 
kepentingan khusus. 

(2) Peternak yang melakukan 
budi daya Ternak dengan 
jenis dan jumlah Ternak di 
bawah skala usaha tertentu 
diberikan Perizinan Berusaha 
oleh Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah kabu-
paten/kota sesuai dengan 
kewenangannya berdasarkan 
norma, standar, prosedur, 
dan kriteria yang ditetapkan 
oleh Pemerintah Pusat. 

(3) Perusahaan peternakan yang 
melakukan budi daya ternak 
dengan jenis dan jumlah 
Ternak di atas skala usaha 
tertentu wajib memenuhi 
Perizinan Berusaha oleh 
Pemerintah Pusat. 

(4) Peternak, perusahaan peter-
nakan, dan pihak tertentu 
yang mengusahakan Ternak 
dengan skala usaha tertentu 
wajib mengikuti tata cara 
budi daya Ternak yang baik 
dengan tidak mengganggu 
ketertiban umum sesuai den-
gan pedoman yang ditetap-
kan oleh Pemerintah Pusat. 

(5) Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah sesuai 
dengan kewenangannya wa-
jib untuk melindungi usaha 
peternakan dalam negeri 
dari persaingan tidak sehat 
diantara pelaku usaha. 

•	 Perubahan “diberi-
kan tanda daftar us-
aha peternakan oleh 
pemerintah daerah 
kabupaten/kota.” 
Menjadi “diberikan 
Perizinan Berusaha 
oleh Pemerintah Pu-
sat dan Pemerintah 
Daerah kabupaten/
kota sesuai dengan 
kewenangannya 
berdasarkan norma, 
standar, prosedur, 
dan kriteria yang 
ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat”  
(Ayat 2)

•	 Perubahan “wajib 
memiliki izin usaha 
peternakan dari 
pemerintah daerah 
kabupaten/kota” 
menjadi “wajib 
memenuhi Perizin-
an Berusaha oleh 
Pemerintah Pusat” 
(Ayat 3)  

•	 Perubahan “sesuai 
dengan pedoman 
yang ditetapkan 
oleh Menteri.” Men-
jadi “sesuai dengan 
pedoman yang 
ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat” 

•	 Perubahan “Pemer-
intah” menjadi “Pe-
merintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah” 
(Ayat 5)
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Budi Daya Pasal 30
(1) Budi daya hanya dapat 

diselenggarakan oleh per-
orangan warga negara 
Indonesia atau korporasi, 
baik yang berbadan hukum 
maupun yang tidak berbadan 
hukum Indonesia. 

(2) Perorangan warga negara 
Indonesia atau badan hu-
kum Indonesia sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
dapat melakukan kerja sama 
dengan pihak asing sesuai 
dengan peraturan perun-
dang- undangan di bidang 
penanaman modal dan pera-
turan perundang-undangan 
lainnya yang terkait. 

Pasal 30
(1) Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah sesuai 
dengan kewenangannya 
berdasarkan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria yang 
ditetapkan oleh Pemerin-
tah Pusat mengembangkan 
Usaha Budi Daya melalui 
penanaman modal oleh 
perseorangan warga negara 
Indonesia atau korporasi 
yang berbadan hukum. 

(2) Pelaksanaan penanaman 
modal sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) dilakukan 
sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undan-
gan di bidang penanaman 
modal. 

•	 Perubahan isi pasal 
30 yang semula 
membahas men-
genai penyeleng-
garaan budi daya 
hanya dapat dilaku-
kan oleh peroran-
gan warga negara 
Indonesia atau 
korporasi menjadi 
pengembangan 
dilakukan oleh Pe-
merintah Pusat dan 
Pemerintah daerah 
melalui perseoran-
gan warga negara 
atau korporasi yang 
berbadan hukum 

•	 Penghapusan aturan 
mengenai kerja 
sama dengan pihak 
asing 

•	 Tambahan aturan 
mengenai pelaksa-
naan penanaman 
modal dilakukan 
sesuai dengan 
peraturan perun-
dang-undangan 
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Panen, 
Pascapanen, 
Pemasaran, 
dan Industri 
Pengolahan 
hasil peter-
nakan

Pasal 36B
(1) Pemasukan Ternak dan Pro-

duk Hewan dari luar negeri 
ke dalam wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia 
dilakukan apabila produksi 
dan pasokan Ternak dan Pro-
duk Hewan di dalam negeri 
belum mencukupi kebutuhan 
konsumsi masyarakat. 

(2) Pemasukan Ternak se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) harus berupa Baka-
lan. 

(3) Pemasukan Ternak ruminan-
sia besar Bakalan tidak boleh 
melebihi berat tertentu. 

(4) Setiap Orang yang melaku-
kan pemasukan Bakalan 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) wajib memperoleh 
izin dari Menteri. 

Pasal 36B
(1) Pemasukan Ternak dan Pro-

duk Hewan dari luar negeri 
ke dalam wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia 
dilakukan untuk memenuhi 
kebutuhan dengan memper-
hatikan kepentingan peter-
nak. 

(2) Setiap Orang yang melaku-
kan pemasukan Ternak 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) wajib memenuhi 
Perizinan Berusaha dari Pe-
merintah Pusat. 

(3) Pemasukan Ternak dari luar 
negeri harus: 
a. memenuhi persyaratan 

teknis Kesehatan Hewan; 
b. bebas dari Penyakit He-

wan Menular yang diper-
syaratkan oleh Otoritas 
Veteriner; dan 

c. memenuhi ketentuan 
peraturan perundang- 
undangan di bidang 
Karantina Hewan.

(4) Ketentuan lebih lanjut men-
genai pemasukan Ternak dan 
Produk Hewan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dia-
tur dalam Peraturan Pemer-
intah. 

•	 Perubahan menge-
nai pemasukan ter-
nak hewan dari luar 
negeri yang semula 
“apabila produksi 
dan pasokan Ternak 
dan Produk Hewan 
di dalam negeri 
belum mencukupi 
kebutuhan kon-
sumsi masyarakat” 
menjadi  “dilakukan 
untuk memenuhi 
kebutuhan dengan 
memperhatikan 
kepentingan peter-
nak” (Ayat 1)

•	 Tambahan aturan 
mengenai kewajiban 
memenuhi Perizin-
an Berusaha dari 
Pemerintah pusat 
terkait pemasukan 
ternak (Ayat 2)

•	  Perubahan aturan 
yang semula keten-
tuan lebih lanjut 
diatur dalam Pera-
turan Menteri men-
jadi diatur dengan 
Peraturan Pemerin-
tah

•	 Penghapusan aturan 
mengenai Bakalan 

•	 Penghapusan aturan 
mengenai pemasu-
kan ternak ruminan-
sia besar bakalan 

•	 Penghapusan aturan 
mengenai kewajiban 
penggemukan di 
dalam negeri 
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(5) Setiap Orang yang mema-
sukkan Bakalan dari luar 
negeri sebagaimana dimak-
sud pada ayat (2) wajib 
melakukan penggemukan di 
dalam negeri untuk mem-
peroleh nilai tambah dalam 
jangka waktu paling cepat 4 
(empat) bulan sejak dilaku-
kan tindakan karantina beru-
pa pelepasan. 

(6) Pemasukan Ternak dari luar 
negeri sebagaimana dimak-
sud pada ayat (2) dan ayat 
(3) harus: 
a. memenuhi persyaratan 

teknis Kesehatan Hewan; 
b. bebas dari Penyakit He-

wan Menular yang diper-
syaratkan oleh Otoritas 
Veteriner;dan 

c. memenuhi ketentuan 
peraturan perundang-un-
dangan di bidang karan-
tina Hewan. 

(7) Pemasukan Ternak dari luar 
negeri untuk dikembang-
biakan di Indonesia harus: 
a. memenuhi persyaratan 

teknis Kesehatan Hewan; 
b. bebas dari Penyakit He-

wan Menular yang diper-
syaratkan oleh Otoritas 
Veteriner; dan 

c. memenuhi ketentuan 
peraturan perundang-un-
dangan di bidang karan-
tina Hewan. 

•	 Penyederhanaan 
aturan pemasukan 
ternak baik untuk 
bakaln maupun ru-
minasia dan dikem-
bangbiakan menjadi 
satu aturan yaitu 
“pemasukan ternak 
dari luar negeri”

(8) Ketentuan lebih lanjut men-
genai pemasukan Ternak, 
dan Produk Hewan se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) serta berat tertentu 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) diatur dengan Pera-
turan Menteri. 
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Panen, 
Pascapanen, 
Pemasaran, 
dan Industri 
Pengolahan 
Hasil Peter-
nakan

Pasal 36C
(1) Pemasukan Ternak Rumi-

nansia Indukan ke dalam 
wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia dapat 
berasal dari suatu nega-
ra atau zona dalam suatu 
negara yang telah memenuhi 
persyaratan dan tata cara 
pemasukannya. 

(2) Persyaratan dan tata cara 
pemasukan Ternak Ruminan-
sia Indukan dari luar negeri 
ke dalam wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indone-
sia ditetapkan berdasarkan 
analisis risiko di bidang Kes-
ehatan Hewan oleh Otoritas 
Veteriner dengan menguta-
makan kepentingan nasional. 

(3) Pemasukan Ternak Rumi-
nansia Indukan yang berasal 
dari zona sebagaimana di-
maksud pada ayat (1), selain 
harus memenuhi ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) juga harus terlebih 
dahulu: 
a. dinyatakan bebas Pen-

yakit Hewan Menular di 
negara asal oleh otoritas 
veteriner negara asal 
sesuai dengan ketentuan 
yang ditetapkan badan 
kesehatan hewan dunia 
dan diakui oleh Otoritas 
Veteriner Indonesia; 

b. dilakukan penguatan 
sistem dan pelaksanaan 
surveilan di dalam neg-
eri; dan 

c. ditetapkan tempat pe-
masukan tertentu. 

Pasal 36C
(1) Pemasukan Ternak Rumi-

nansia Indukan ke dalam 
wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia dapat be-
rasal dari suatu negara yang 
telah memenuhi persyaratan 
dan tata cara pemasukann-
ya. 

(2) Persyaratan dan tata cara 
pemasukan Ternak Ruminan-
sia Indukan dari luar negeri 
ke dalam wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indone-
sia ditetapkan berdasarkan 
analisis risiko di bidang Kes-
ehatan Hewan oleh Otoritas 
Veteriner. 

(3) Pemasukan Ternak Ru-
minansia Indukan yang 
berasal dari suatu negara 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), selain harus 
memenuhi ketentuan se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (2) juga harus terlebih 
dahulu: 
a. dinyatakan bebas Pen-

yakit Hewan Menular di 
negara asal oleh otoritas 
veteriner negara asal 
sesuai dengan ketentuan 
yang ditetapkan badan 
kesehatan hewan dunia 
dan diakui oleh Otoritas 
Veteriner Indonesia; 

b. dilakukan penguatan 
sistem dan pelaksanaan 
surveilan di dalam neg-
eri; dan 

c. ditetapkan tempat pe-
masukan tertentu. 

•	 Penghapusan 
klausal “zona dalam 
suatu negara” (Ayat 
1)

•	 Penghapusan klaus-
al “mengutamakan 
kepentingan nasion-
al” (Ayat 2) 

•	 Perubahan keten-
tuan lebih lanjut 
menegnai Ternak 
Ruminansia yang 
semula “diatur den-
gan Peraturan Men-
teri” menjadi “diatur 
dengan Peraturan 
Pemerintah”
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(4) Setiap Orang yang melaku-
kan pemasukan Ternak 
Ruminansia Indukan se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) wajib memperoleh 
izin dari Menteri. 

(5) Ketentuan lebih lanjut men-
genai pemasukan Ternak Ru-
minansia Indukan ke dalam 
wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia diatur 
dengan Peraturan Menteri. 

(4) Setiap Orang yang melaku-
kan pemasukan Ternak 
Ruminansia Indukan se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (l) wajib memenuhi 
Perizinan Berusaha dari Pe-
merintah Pusat. 

(5) Ketentuan lebih lanjut men-
genai pemasukan Ternak Ru-
minansia Indukan ke dalam 
wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia dan Per-
izinan Berusaha diatur dalam 
Peraturan Pemerintah.

Panen, 
Pascapanen, 
Pemasaran, 
dan Industri 
Pengolahan 
Hasil Peter-
nakan

Pasal 37 
(1) Pemerintah membina dan 

memfasilitasi berkemban-
gnya industri pengolahan 
Produk Hewan dengan 
mengutamakan penggunaan 
bahan baku dari dalam neg-
eri. 

(2) Pemerintah membina 
terselenggaranya kemitraan 
yang sehat antara industri 
pengolahan dan Peternak 
dan/atau koperasi yang 
menghasilkan Produk Hewan 
yang digunakan sebagai 
bahan baku industri. 

(2a) Kemitraan sebagaimana di-
maksud pada ayat (2) dapat 
berupa kerja sama: 
1. Permodalan atau pem-

biayaan; 
2. pengolahan; 
3. pemasaran; 
4. pendistribusian; dan/

atau 
5. rantai pasok.

Pasal 37 
Pemerintah Pusat dan Pemer-
intah Daerah sesuai dengan 
kewenangannya berdasarkan 
norma, standar, prosedur, dan 
kriteria yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat membina dan 
memfasilitasi berkembangn-
ya industri pengolahan Produk 
Hewan.

•	 Penghapusan klaus-
al “dengan meng-
utamakan penggu-
naan bahan baku 
dari dalam negeri” 
(Ayat 1) 

•	 Penghapusan ayat 
mengenai pembi-
naan pemerintah 
atas terselenggaran-
ya kemitraan antara 
industry pengolahan 
dan peternak 

•	 Penghapusan ayat 
mengenai Kemitraan 

•	 Penghapusan ayat 
mengenai ketentuan 
lebih Lanjut 

•	 Perubahan “Pemer-
intah” menjadi “Pe-
merintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah 
sesuai kewenan-
gannya berdasarkan  
norma, standar, 
prosedur, dan krite-
ria yang ditetapkan 
oleh Pemerintah 
Pusat”
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(3) Ketentuan lebih lanjut men-
genai pembinaan dan fasili-
tasi berkembangnya industri 
pengolahan Produk Hewan 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan sesuai 
dengan peraturan perun-
dang-undangan di bidang 
industri, kecuali untuk hal-
hal yang diatur dalam Un-
dang-Undang ini. 

•	 Penyederhanaan 
pasal 37 menjadi 
membina dan mem-
fasilitasi berkem-
bangnya industri 
pengolahan Produk 
Hewan

Obat Hewan Pasal 52
(1) Setiap orang yang berusa-

ha di bidang pembuatan, 
penyediaan, dan/atau pere-
daran obat hewan wajib 
memiliki izin usaha sesuai 
dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Setiap orang dilarang mem-
buat, menyediakan, dan/
atau mengedarkan obat 
hewan yang: 

a. berupa sediaan biologik yang 
penyakitnya tidak ada di 
Indonesia; 

b. tidak memiliki nomor 
pendaftaran; 

c. tidak diberi label dan tanda; 
dan 

d. tidak memenuhi standar 
mutu. 

Pasal 52
(1) Setiap orang yang berusa-

ha di bidang pembuatan, 
penyediaan, dan/atau pere-
daran obat hewan wajib me-
menuhi Perizinan Berusaha 
dari Pemerintah Pusat atau 
Pemerintah Daerah sesuai 
dengan kewenangannya 
berdasarkan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria yang 
ditetapkan oleh Pemerintah 
Pusat. 

(2) Setiap orang dilarang mem-
buat, menyediakan, dan/
atau mengedarkan obat 
hewan yang: 

a. berupa sediaan biologi yang 
penyakitnya tidak ada di 
Indonesia; 

b. tidak memiliki nomor 
pendaftaran; 

c. tidak diberi label dan tanda; 
dan 

d. tidak memenuhi standar 
mutu. 

(3) Ketentuan lebih lanjut men-
genai Perizinan Berusaha 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur dalam Pera-
turan Pemerintah. 

•	 Perubahan “izin usa-
ha  sesuai dengan 
ketentuan peraturan 
perundang-un-
dangan” menjadi  
“memenuhi Perizin-
an Berusaha dari 
Pemerintah Pusat 
atau Pemerintah 
Daerah sesuai den-
gan kewenangannya 
berdasarkan norma, 
standar, prosedur, 
dan kriteria yang 
ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat” 
(Ayat 1)

•	 Tambahan aturan 
mengenai ketentuan 
lebih lanjut perizin-
an berusaha diatur 
dalam Peraturan 
Pemerintah 
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Obat Hewan Pasal 54
(1) Penyediaan obat hewan 

dilakukan dengan meng-
utamakan produksi dalam 
negeri. 

(2) Dalam hal obat hewan 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) belum dapat 
diproduksi atau belum 
mencukupi kebutuhan dalam 
negeri, penyediaannya dapat 
dipenuhi melalui produk luar 
negeri. 

(3) Pemasukan obat hewan 
untuk diedarkan ke dalam 
wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia harus 
memenuhi persyaratan 
peredaran obat hewan se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 50 ayat (1) dan pera-
turan perundang-undangan 
di bidang karantina. 

(4) Pengeluaran obat hewan 
produksi dalam negeri ke 
luar negeri harus menguta-
makan kepentingan nasional. 

(5) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai pemasukan dan 
pengeluaran dari dan ke luar 
negeri sebagaimana dimak-
sud pada ayat (2), ayat (3) 
dan ayat (4) diatur dengan 
Peraturan Menteri. 

Pasal 54
(1) Penyediaan obat hewan 

dapat berasal dari produksi 
dalam negeri atau dari luar 
negeri. 

(2) Ketentuan lebih lanjut men-
genai penyediaan obat he-
wan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur dalam 
Peraturan Pemerintah. 

•	 Perubahan ketentu-
an mengenai peng-
utamaan produksi 
dalam negeri atas 
penyediaan obat 
hewan menjadi 
“penyediaan obat 
hewan dapat be-
rasal dari dalam 
negeri atau dari luar 
negeri” 

•	 Penghapusan aturan 
mengenai meng-
utamakan produksi 
dalam negeri dalam 
penyediaan obat 

•	 Penghapusan aturan 
mengenai pema-
sukan obat hewan 
untuk diedarkan ke 
dalam Indonesia 

•	 Penghapusan aturan 
mengenai  Penge-
luaran obat hewan 
produksi dalam 
negeri ke luar neg-
eri harus menguta-
makan kepentingan 
nasional. 

•	 Perubahan ketentu-
an lebih lanjut me-
negnai pemasukan 
dan pengeluaran 
dari dan ke luar 
negeri  yang sem-
ula “diatur dengan 
Peraturan Menteri” 
menjadi “diatur 
dengan Peraturan 
Pemerintah”



333
P E D O M A N  M E M A H A M I  R U U  O M N I B U S  L A W

DNT LAWYERS

TOPIK UNDANG-UNDANG NO-
MOR 18 TAHUN 2009 

PETERNAKAN DAN KESE-
HATAN HEWAN 

UU CIPTA KERJA RANGKUMAN PEN-
JELASAN 

Kesehatan 
Masyarakat 
Veteriner

Pasal 59
(1) Setiap Orang yang akan 

memasukkan Produk Hewan 
ke dalam wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia 
wajib memperoleh izin pe-
masukan dari menteri yang 
menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang 
perdagangan setelah mem-
peroleh rekomendasi dari: 

a. Menteri untuk Produk Hewan 
segar; atau

b. Pimpinan lembaga bidang 
pengawasan obat dan 
makanan untuk produk pan-
gan olahan asal Hewan. 

(2) Produk Hewan segar yang 
dimasukkan ke dalam 
wilayah Negara Kesatuan Re-
publik Indonesia sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
huruf a harus berasal dari 
unit usaha Produk Hewan 
pada suatu negara yang 
telah memenuhi persyaratan 
dan tata cara pemasukan 
Produk Hewan. 

Pasal 59
(1) Setiap Orang yang akan 

memasukkan Produk Hewan 
ke dalam wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia 
wajib memenuhi Perizinan 
Berusaha dari Pemerintah 
Pusat. 

(2) Persyaratan dan tata cara 
pemasukan Produk Hewan 
dari luar negeri ke dalam 
wilayah Negara Kesatuan Re-
publik Indonesia sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
mengacu pada ketentuan 
yang berbasis analisis risiko 
di bidang Kesehatan Hewan 
dan Kesehatan Masyarakat 
Veteriner. 

(3) Ketentuan lebih lanjut men-
genai Perizinan Berusaha 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur dalam Pera-
turan Pemerintah. 

•	 Perubahan menge-
nai ketentuan orang 
yang memasukan 
produk hewan ke 
wilayah Indonesia 
yang semula “wajib 
memperoleh izin 
pemasukan dari 
Menteri” menjadi 
“wajib memenuhi 
Perizinan Berusaha 
dari Pemerintah 
Pusat” (Ayat 1) 

•	 Penghapusan klaus-
al  “serta menguta-
makan kepentingan 
nasional” (Ayat 2) 

•	 Tambahan aturan 
mengenai ketentuan 
lebih perizinan beru-
sah lanjut diatur 
dalam Peraturan 
Pemerintah

•	 Penghapusan ayat 
mengenai produk 
hewan segar yang 
dimasukkan ke 
wilayah Indonesia 

•	 Penghapusan ayat 
mengenai produk 
pangan olahan  
yang dimasukkan ke 
wilayah Indonesia 
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(3) Dalam hal produk pangan 
olahan asal Hewan yang 
akan dimasukkan ke dalam 
wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b yang mem-
punyai risiko penyebaran 
Zoonosis yang dapat men-
gancam kesehatan manusia, 
Hewan, dan lingkungan budi 
daya, sebelum diterbitkan 
rekomendasi oleh pimpinan 
lembaga pemerintah yang 
melaksanakan tugas pemer-
intahan di bidang penga-
wasan obat dan makanan 
harus mendapatkan persetu-
juan teknis dari Menteri. 

(4) Persyaratan dan tata cara 
pemasukan Produk Hewan 
dari luar negeri ke dalam 
wilayah Negara Kesatuan Re-
publik Indonesia sebagaima-
na dimaksud pada ayat (2) 
dan ayat (3) mengacu pada 
ketentuan yang berbasis 
analisis risiko di bidang Kese-
hatan Hewan dan Kesehatan 
Masyarakat Veteriner serta 
mengutamakan kepentingan 
nasional. 
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Kesehatan 
Masyarakat 
Veteriner

Pasal 60
(1) Setiap orang yang mem-

punyai unit usaha produk 
hewan wajib mengajukan 
permohonan untuk memper-
oleh nomor kontrol veteriner 
kepada pemerintah daerah 
provinsi berdasarkan pe-
doman yang ditetapkan oleh 
Menteri. 

(2) Pemerintah daerah ka-
bupaten/kota melakukan 
pembinaan unit usaha yang 
memproduksi dan/atau 
mengedarkan produk hewan 
yang dihasilkan oleh unit 
usaha skala rumah tang-
ga yang belum memenuhi 
persyaratan nomor kontrol 
veteriner.

 

Pasal 60
(4) Setiap orang yang mem-

punyai unit usaha Produk 
Hewan wajib memenuhi 
Perizinan Berusaha berupa 
nomor kontrol veteriner dari 
Pemerintah Daerah Provinsi 
sesuai dengan kewenang-
anya berdasarkan norma, 
standar, prosedur, dan 
kriteria yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat. 

(5) Pemerintah daerah ka-
bupaten/kota melakukan 
pembinaan unit usaha yang 
memproduksi dan/atau 
mengedarkan produk hewan 
yang dihasilkan oleh unit 
usaha skala rumah tang-
ga yang belum memenuhi 
persyaratan nomor kontrol 
veteriner. 

(6) Ketentuan lebih lanjut men-
genai Perizinan Berusaha 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur dalam Pera-
turan Pemerintah. 

•	 Perubahan aturan 
mengenai setiap 
orang yang mem-
punyai unit usaha 
produk hewan yang 
semula “wajib men-
gajukan permohon-
an” menjadi “wajib 
memenuhi Perizinan 
Berusaha” (Ayat 1) 

•	 Perubahan aturan 
mengenai pene-
taoan izin yang 
semula “ yang dima-
sukkan ke wilayah 
Indonesia”

•	 Menjadi “ditetapkan 
oleh Pemerintah 
Pusat” (Ayat 2)

•	 Tambahan aturan 
mengenai ketentuan 
lebih lanjut perizin-
an berusah diatur 
dalam Peraturan 
Pemerintah
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Kesehatan 
Masyarakat 
Veteriner

Pasal 62
(1) Pemerintah daerah kabu-

paten/kota wajib memiliki 
rumah potong hewan yang 
memenuhi persyaratan 
teknis. 

(2) Rumah potong hewan se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat diusahakan 
oleh setiap orang setelah 
memiliki izin usaha dari bu-
pati/walikota. 

(3) Usaha rumah potong hewan 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) harus dilakukan di 
bawah pengawasan dokter 
hewan berwenang di bidang 
pengawasan kesehatan mas-
yarakat veteriner. 

Pasal 62
(1) Pemerintah daerah kabu-

paten/kota wajib memiliki 
rumah potong hewan yang 
memenuhi persyaratan 
teknis. 

(2) Rumah potong hewan se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat diusahakan 
oleh setiap orang setelah 
memenuhi Perizinan Berusa-
ha dari Pemerintah Pusat. 

(3) Usaha rumah potong hewan 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) harus dilakukan di 
bawah pengawasan dokter 
hewan berwenang di bidang 
pengawasan Kesehatan Mas-
yarakat Veteriner. 

(4) Ketentuan lebih lanjut men-
genai Perizinan Berusaha 
rumah potong sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dia-
tur dalam Peraturan Pemer-
intah. 

•	 Perubahan “izin 
usaha dari bupati/
walikota” menjadi 
“Perizinan berusa-
ha dari Pemerintah 
Pusat” (Ayat 2)

•	 Tambahan aturan 
mengenai ketentuan 
lebih lanjut perizin-
an berusaha rumah 
potong diatur dalam 
Peraturan Pemerin-
tah
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Otoritas 
Veteriner

Pasal 69
(1) Pelayanan kesehatan he-

wan meliputi pelayanan 
jasa laboratorium veteriner, 
pelayanan jasa laboratorium 
pemeriksaan dan pengu-
jian veteriner, pelayanan 
jasa medik veteriner, dan/
atau pelayanan jasa di pusat 
kesehatan hewan atau pos 
kesehatan hewan. 

(2) Setiap orang yang berusaha 
di bidang pelayanan kese-
hatan hewan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
wajib memiliki izin usaha dari 
bupati/walikota. 

Pasal 69
(1) Pelayanan kesehatan he-

wan meliputi pelayanan 
jasa laboratorium veteriner, 
pelayanan jasa laboratorium 
pemeriksaan dan pengu-
jian veteriner, pelayanan 
jasa medik veteriner, dan/
atau pelayanan jasa di pusat 
kesehatan hewan atau pos 
kesehatan hewan. 

(2) Setiap orang yang berusaha 
di bidang pelayanan keseha-
tan hewan sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) wajib 
memenuhi Perizinan Berusa-
ha dari Pemerintah Pusat. 

(3) Ketentuan lebih lanjut men-
genai Perizinan Berusaha 
pelayanan kesehatan hewan 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) diatur dalam Pera-
turan Pemerintah. 

•	 Perubahan men-
genai pelayanan 
Kesehatan hewan 
yang semula “ wajib 
memiliki izin usaha 
dari bupati/waliko-
ta” menjadi “ wajib 
memenuhi Perizin-
an Berusaha dari 
Pemerintah Pusat” 
(Ayat 2) 

•	 Tambahan aturan 
mengenai keten-
tuan lebih lanjut 
perizinan berusaha 
pelayana Kesehatan 
hewan diatur dalam 
Peraturan Pemerin-
tah
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Pasal 72
(1) Tenaga kesehatan hewan 

yang melakukan pelayanan 
kesehatan hewan wajib 
memiliki surat izin praktik 
kesehatan hewan yang dikel-
uarkan oleh bupati/walikota. 

(2) Untuk mendapatkan surat 
izin praktik kesehatan hewan 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), tenaga kesehatan 
hewan yang bersangkutan 
mengajukan surat permo-
honan memperoleh surat 
izin praktik bupati/walikota 
disertai dengan 
kompetensi dari organisasi 
profesi kedokteran hewan. 

(3) Tenaga asing kesehatan 
hewan dapat melakukan 
praktik pelayanan kesehatan 
hewan di wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia 
berdasarkan perjanjian bilat-
eral atau multilateral antara 
pihak Indonesia dan negara 
atau lembaga asing sesuai 
dengan ketentuan peraturan 
perundang- undangan. 

Pasal 72
(1) Tenaga kesehatan hewan 

yang melakukan pelayanan 
kesehatan hewan wajib me-
menuhi Perizinan Berusaha 
dari Pemerintah Pusat. 

(2) Tenaga asing kesehatan 
hewan dapat melakukan 
praktik pelayanan kesehatan 
hewan di wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia 
berdasarkan perjanjian bilat-
eral atau multilateral antara 
pihak Indonesia dan negara 
atau lembaga asing sesuai 
dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut men-
genai Perizinan Berusaha 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur dalam Pera-
turan Pemerintah. 

•	 Perubahan menge-
nai tenaga Kese-
hatan hewan yang 
semula “ wajib 
memiliki surat izin 
praktik kesehatan 
hewan yang dikelu-
arkan oleh bupati/
walikota” menjadi 
“ wajib memenuhi 
Perizinan Berusaha 
dari Pemerintah 
Pusat” (Ayat 1) 

•	 Penghapusan aturan 
mengenai rincian 
surat izin praktik 
Kesehatan hewan 

•	 Tambahan aturan 
mengenai ketentuan 
lebih lanjut perizin-
an berusaha diatur 
dalam Peraturan 
Pemerintah



339
P E D O M A N  M E M A H A M I  R U U  O M N I B U S  L A W

DNT LAWYERS

TOPIK UNDANG-UNDANG NO-
MOR 18 TAHUN 2009 

PETERNAKAN DAN KESE-
HATAN HEWAN 

UU CIPTA KERJA RANGKUMAN PEN-
JELASAN 

Sanksi Ad-
ministratif

Pasal 85
(1) Setiap Orang yang melang-

gar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 
ayat (1), Pasal 11 ayat (1), 
Pasal 13 ayat (8), Pasal 15 
ayat (3), Pasal 16 ayat (2), 
Pasal 16 ayat (3), Pasal 18 
ayat (4), Pasal 19 ayat (1), 
Pasal 22 ayat (1), Pasal 24 
ayat (3), Pasal 25 ayat (1), 
Pasal 29 ayat (3), Pasal 29 
ayat (4), Pasal 36B ayat (4), 
Pasal 36B ayat (5), Pasal 36C 
ayat (4), Pasal 42 ayat (5), 
Pasal 43 ayat (4), Pasal 45 
ayat (1), Pasal 47 ayat (2), 
Pasal 47 ayat (3), Pasal 50 
ayat (1), Pasal 50 ayat (3), 
Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 
ayat (1), Pasal 54 ayat (3), 
Pasal 55 ayat (3), Pasal 58 
ayat (5), Pasal 59 ayat (1), 
Pasal 60 ayat (1), Pasal 61 
ayat (1), Pasal 61 ayat (2), 
Pasal 62 ayat (2), Pasal 62 
ayat (3), Pasal 69 ayat (2), 
Pasal 72 ayat (1), atau Pasal 
80 ayat (1) dikenai sanksi 
administratif.

Pasal 85
(1) Setiap orang yang melang-

gar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 ayat 
(1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 
13 ayat (4), Pasal 15 ayat 
(2), Pasal 18 ayat (4), Pasal 
19 ayat (1), Pasal 22 ayat 
(1) atau ayat (2), Pasal 23, 
Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 
ayat (1), Pasal 29 ayat (3), 
Pasal 42 ayat (5), Pasal 45 
ayat (1), Pasal 47 ayat (2) 
atau ayat (3), Pasal 50 ayat 
(3), Pasal 51 ayat (2), Pasal 
52 ayat (1), Pasal 53 ayat 
(2), Pasal 58 ayat (5), Pasal 
59 ayat (1), Pasal 61 ayat 
(1) atau ayat (2), Pasal 62 
ayat (2) atau ayat (3), Pasal 
69 ayat (2), Pasal 72 ayat 
(1), atau Pasal 80 ayat (1) 
dikenai sanksi administratif

•	 Perubahan keber-
lakuan pasal 85 
menjadi terhadap: 
- 9 ayat (1) 
- Pasal 11 ayat (1)
- Pasal 13 ayat (4)
-  Pasal 15 ayat (2)
- Pasal 18 ayat (4)
- Pasal 19 ayat (1)
- Pasal 22 ayat (1) 

atau ayat (2) 
Pasal 23

- Pasal 24 ayat (3)
- Pasal 25 ayat (1)
- Pasal 29 ayat (3)
- Pasal 42 ayat (5)
- Pasal 45 ayat (1)
- Pasal 47 ayat (2) 

atau ayat (3)
- Pasal 50 ayat (3)
- Pasal 51 ayat (2)
- Pasal 52 ayat (1)
- Pasal 53 ayat (2)
- Pasal 58 ayat (5) 
- Pasal 59 ayat (1)
- Pasal 61 ayat (1) 

atau ayat (2)
- Pasal 62 ayat (2) 

atau ayat (3),
- Pasal 69 ayat (2)
- Pasal 72 ayat (1)
- Pasal 80 ayat (1)
- Pasal 13 Ayat (4)
- Pasal 15 (Ayat 2)
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(2) Sanksi administratif se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat berupa: 
a. peringatan secara tertu-

lis;
b. pengenaan denda;
c. penghentian sementara 

dari kegiatan, produksi, 
dan/atau peredaran

d. pencabutan nomor 
pendaftaran dan pe-
narikan Obat Hewan, 
Pakan, alat dan mesin, 
atau Produk Hewan dari 
peredaran; atau 

e. pencabutan izin. 
(3) Ketentuan lebih lanjut 

mengenai tata cara penge-
naan sanksi administratif 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) diatur dalam Pera-
turan Pemerintah.

(2) Sanksi admistratif se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat berupa:
a. peringatan secara tertu-

lis;
a. penghentian sementara 

dari kegiatan, produksi, 
dan/atau peredaran;

b. pencabutan Perizinan 
Berusaha dan penarikan 
obat hewan, pakan, alat 
dan mesin, atau produk 
hewan dari peredaran;

c. pencabutan Perizinan 
Berusaha; dan/atau

d. pengenaan denda.
(3) Ketentuan lebih lanjut men-

genai kriteria, jenis, besaran 
denda, dan tata cara pen-
genaan sanksi administratif 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) diatur dalam Pera-
turan Pemerintah.

•	 Perubahan menge-
nai rincian sanksi 
administartif yang 
semula “pencabutan 
nomor pendaftaran 
dan penarikan Obat 
Hewan, Pakan, alat 
dan mesin, atau 
Produk Hewan dari 
peredaran” men-
jadi “pencabutan 
Perizinan Berusaha 
dan penarikan obat 
hewan, pakan, alat 
dan mesin, atau 
produk hewan dari 
peredaran”

•	 Perubahan menge-
nai rincian sanksi 
adminsitratif yang 
semula “pencabu-
tan Izin” menjadi 
“Pencabutan Izin 
Berusaha”

Ketentuan 
PIdana

Pasal 88
Setiap orang yang memproduksi 
dan/atau mengedarkan alat dan 
mesin tanpa mengutamakan 
keselamatan dan keamanan bagi 
pemakai sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 24 ayat (2) dan/
atau belum diuji berdasarkan 
ketentuan sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 24 ayat (3) 
dipidana dengan pidana kurun-
gan paling singkat 3 (tiga) bulan 
dan paling lama 11 (sebelas) 
bulan dan denda paling sedikit 
Rp50.000.000,00 (lima puluh 
juta rupiah) dan paling banyak 
Rp500.000.000,00 (lima ratus 
juta rupiah). 

Pasal 88
Setiap orang yang memproduk-
si dan/atau mengedarkan alat 
dan mesin yang belum diuji 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 24 ayat (3) yang men-
gakibatkan kerusakan fungsi 
lingkungan atau membahayakan 
nyawa orang, dipidana dengan 
pidana kurungan paling singkat 3 
(tiga) bulan dan paling lama 11 
(sebelas) bulan dan denda paling 
sedikit Rp50.000.000,00 (lima 
puluh juta rupiah) dan paling 
banyak Rp500.000.000,00 (lima 
ratus juta rupiah).

•	 Penghapusan 
ketentuan mengenai  
Setiap orang yang 
memproduksi dan/
atau mengedark-
an alat dan mesin 
tanpa menguta-
makan keselamatan 
dan keamanan bagi 
pemakai

•	 Tambahan ketentu-
an “yang mengaki-
batkan kerusakan 
fungsi lingkungan 
atau membahaya-
kan nyawa orang” 
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8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah 
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TOPIK UNDANG-UNDANG NO-
MOR 41 TAHUN 1999 KE-

HUTANAN

UU CIPTA KERJA RANGKUMAN PEN-
JELASAN 

Pengku-
han 
Kawasan 
Hutan 

Pasal 15
(1) Pengukuhan kawasan hutan 

sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 14 dilakukan 
melalui proses sebagai beri-
kut: 
a. penunjukan kawasan 

hutan, 
b. penataan batas kawasan 

hutan, 
c. pemetaan kawasan 

hutan, dan 
d. penetapan kawasan 

hutan. 
(2) Pengukuhan kawasan hutan 

sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan dengan 
memperhatikan rencana tata 
ruang wilayah. 

Pasal 15
(1) Pengukuhan kawasan hutan 

sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 14 dilakukan 
melalui: 
a. penunjukan kawasan 

hutan;
b. penataan batas kawasan 

hutan;
c. pemetaan kawasan 

hutan; dan
d. penetapan kawasan 

hutan. 
(2) Pengukuhan kawasan hutan 

sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan dengan 
memperhatikan rencana tata 
ruang wilayah. 

(3) Pengukuhan kawasan hutan 
dilakukan dengan meman-
faatkan teknologi informasi 
dan koordinat geografis atau 
satelit. 

(4) Pemerintah Pusat mempri-
oritaskan percepatan pen-
gukuhan kawasan hutan 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) pada daerah yang 
strategis. 

(5) Ketentuan lebih lanjut men-
genai prioritas percepatan 
pengukuhan kawasan hutan 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) diatur dalam Pera-
turan Pemerintah 

•	 Penghapusan frasa 
“proses sebagai 
berikut” (Ayat 1)

•	 Tambahan ayat 
mengenai peman-
faatan teknologi 
informasi, koordinat 
untuk pengkuhan 
kawasan hutan 

•	 Tambahan ayat 
mengenai prioritas 
pemerintah pusat 
dalam percepatan 
pengkuhan kawasan 
hutan pada daerah 
strategis (Ayat 4)

•	 Tambahan aturan 
mengenai prioritas 
percepatan pen-
gukuhan kawasan 
hutan diatur dalam 
Peraturan Pemerin-
tah
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MOR 41 TAHUN 1999 KE-

HUTANAN

UU CIPTA KERJA RANGKUMAN PEN-
JELASAN 

Pemben-
tukan 
Wilayah 
Penge-
lolaan 
Hutan 

Pasal 18
(1) Pemerintah menetapkan dan 

mempertahankan kecuk-
upan luas kawasan hutan 
dan penutupan hutan untuk 
setiap daerah aliran sungai 
dan atau pulau, guna opti-
malisasi manfaat lingkungan, 
manfaat sosial, dan manfaat 
ekonomi masyarakat setem-
pat. 

(2) Luas kawasan hutan yang 
harus dipertahankan se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) minimal 30 % (tiga 
puluh persen) dari luas daer-
ah aliran sungai dan atau 
pulau dengan sebaran yang 
proporsional. 

Pasal 18
(1) Pemerintah Pusat menetap-

kan dan mempertahankan 
kecukupan luas kawasan 
hutan dan penutupan hutan 
untuk setiap daerah aliran 
sungai, dan/atau pulau guna 
pengoptimalan manfaat 
lingkungan, manfaat sosial, 
dan manfaat ekonomi mas-
yarakat setempat. 

(2) Pemerintah Pusat mengatur 
luas kawasan yang harus 
dipertahankan sesuai dengan 
kondisi fisik dan geografis 
daerah aliran sungai dan/
atau pulau. 

(3) Ketentuan lebih lanjut men-
genai luas kawasan hutan 
yang harus dipertahankan 
ialah termasuk pada wilayah 
yang terdapat proyek strat-
egis nasional diatur dalam 
Peraturan Pemerintah. 

•	 Penghapusan aturan 
mengenai luas 
kawsan hutan harus 
dipertahankan mini-
mal 30% luas DAS 

•	 Tambahan aturan 
mengenai pemerin-
tah pusat mengatur 
luas hutan sesuai 
dengan kondifisi 
fisik 

•	 Tambahan aturan 
mengenai ketentuan 
lebih lanjut diatur 
dalam Peraturan 
Pemerintah

Pemben-
tukan 
Wilayah 
Penge-
lolaan 
Hutan

Pasal 19
(1) Perubahan peruntukan 

dan fungsi kawasan hutan 
ditetapkan oleh Pemerintah 
dengan didasarkan pada 
hasil penelitian terpadu. 

(2) Perubahan peruntukan 
kawasan hutan sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
yang berdampak penting 
dan cakupan yang luas serta 
bernilai strategis, ditetapkan 
oleh Pemerintah dengan per-
setujuan Dewan Perwakilan 
Rakyat. 

(3) Ketentuan tentang tata 
cara perubahan peruntukan 
kawasan hutan dan peruba-
han fungsi kawasan hutan 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2) diatur 
dengan Peraturan Pemerin-
tah. 

Pasal 19
(1) Perubahan peruntukan dan 

perubahan fungsi kawasan 
hutan ditetapkan oleh Pe-
merintah Pusat dengan 
mempertimbangkan hasil 
penelitian terpadu. 

(2) Ketentuan mengenai tata 
cara perubahan peruntukan 
dan perubahan fungsi ka-
wasan hutan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dia-
tur dalam Peraturan Pemer-
intah. 

•	 Perubahan semula 
“didasarkan pada 
hasil penelitian 
terpadu” menjadi 
“dengan memper-
timbangkan hasil 
penelitian terpadu” 

•	 Penghapusan aturan 
mengenai diperlu-
kannya persetujuan 
DPR atas perubahan 
peruntukan ka-
wasan hutan yang 
berdampak penting 
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TOPIK UNDANG-UNDANG NO-
MOR 41 TAHUN 1999 KE-

HUTANAN

UU CIPTA KERJA RANGKUMAN PEN-
JELASAN 

Peman-
faatan 
Hutan 
dan 
Peng-
gunaan 
Kawasan 
Hutan

Pasal 26
(1) Pemanfaatan hutan lindung 

dapat berupa pemanfaatan 
kawasan, pemanfaatan jasa 
lingkungan, dan pemungutan 
hasil hutan bukan kayu. 

(2) Pemanfaatan hutan lindung 
dilaksanakan melalui pembe-
rian izin usaha pemanfaatan 
kawasan, izin usaha peman-
faatan jasa lingkungan, dan 
izin pemungutan hasil hutan 
bukan kayu. 

Pasal 26
(1) Pemanfaatan Hutan Lindung 

dapat berupa pemanfaatan 
kawasan, pemanfaatan jasa 
lingkungan, dan pemungutan 
hasil hutan bukan kayu. 

(2) Pemanfaatan hutan lindung 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan dengan 
pemberian Perizinan Berusa-
ha dari Pemerintah Pusat. 

•	 Perubahan “izin 
usaha pemanfaatan 
jasa lingkungan dan 
izin pemungutan 
hasil hutan bukan 
kayu” menjadi “per-
izinan berusaha dari 
pemerintah pusat” 

Peman-
faatan 
Hutan 
dan 
Peng-
gunaan 
Kawasan 
Hutan

Pasal 27
(1) Izin usaha pemanfaatan ka-

wasan sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 26 ayat (2) 
dapat diberikan kepada: 

a. perorangan, 
b. koperasi. 
(2) Izin usaha pemanfaatan jasa 

lingkungan sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 26 ayat 
(2), dapat diberikan kepada: 

a. perorangan, 
b. koperasi, 
c. badan usaha milik swasta 

Indonesia, 
d. badan usaha milik negara 

atau badan usaha milik daer-
ah. 

(3) Izin pemungutan hasil hutan 
bukan kayu sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 26 ayat 
(2), dapat diberikan kepada: 

a. perorangan, 
b. koperasi. 

Pasal 27
Perizinan Berusaha sebagaima-

na dimaksud dalam Pasal 
26 ayat (2) dapat diberikan 
kepada: 

a. perseorangan; 
b. koperasi; 
c. badan usaha milik negara; 
d. badan usaha milik daerah; 

atau
e. badan usaha milik swasta 

•	 Penyederhanaan 
izin usaha menjadi 
“Perizinan berusa-
ha” yang berlaku 
bagi 

- perseorangan; 
- koperasi; 
- badan usaha milik 

negara; 
- badan usaha milik 

daerah; atau
- badan usaha milik 

swasta
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TOPIK UNDANG-UNDANG NO-
MOR 41 TAHUN 1999 KE-

HUTANAN

UU CIPTA KERJA RANGKUMAN PEN-
JELASAN 

Peman-
faatan 
Hutan 
dan 
Peng-
gunaan 
Kawasan 
Hutan

Pasal 28
(1) Pemanfaatan hutan produksi 

dapat berupa pemanfaatan 
kawasan, pemanfaatan jasa 
lingkungan, pemanfaatan 
hasil hutan kayu dan bukan 
kayu, serta pemungutan 
hasil hutan kayu dan bukan 
kayu. 

(2) Pemanfaatan hutan produksi 
dilaksanakan melalui pembe-
rian izin usaha pemanfaatan 
kawasan, izin usaha peman-
faatan jasa lingkungan, izin 
usaha pemanfaatan hasil 
hutan kayu, izin usaha pe-
manfaatan hasil hutan bukan 
kayu, izin pemungutan hasil 
hutan kayu, dan izin pemu-
ngutan hasil hutan bukan 
kayu. 

Pasal 28 
(1) Pemanfaatan hutan produksi 

dapat berupa pemanfaatan 
kawasan, pemanfaatan jasa 
lingkungan, pemanfaatan 
hasil hutan kayu dan bukan 
kayu, serta pemungutan 
hasil hutan kayu dan bukan 
kayu. 

(2) Pemanfaatan hutan produksi 
sebagaimana dimaksud ayat 
(1) dilakukan dengan pem-
berian Perizinan Berusaha 
dari Pemerintah Pusat. 

•	 Perubahan izin 
usaha pemanfaatan 
kawasan, izin usaha 
pemanfaatan jasa 
lingkungan, izin 
usaha pemanfaatan 
hasil hutan kayu, 
izin usaha peman-
faatan hasil hutan 
bukan kayu, izin 
pemungutan hasil 
hutan kayu, dan izin 
pemungutan hasil 
hutan bukan kayu 
menjadi “Perizina 
Berusaha dari Pe-
merintah Pusat”

Peman-
faatan 
Hutan 
dan 
Peng-
gunaan 
Kawasan 
Hutan

Pasal 29
(1) Izin usaha pemanfaatan ka-

wasan sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 28 ayat (2) 
dapat diberikan kepada: 
a. perorangan, 
b. koperasi. 

(2) Izin usaha pemanfaatan jasa 
lingkungan sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 28 ayat 
(2) dapat diberikan kepada: 
a. perorangan, 
b. koperasi, 
c. badan usaha milik swas-

ta Indonesia, 
d. badan usaha milik neg-

ara atau badan usaha 
milik daerah. 

Pasal 29 
Perizinan Berusaha sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 28 ayat 
(2) dapat diberikan kepada: 
1. perseorangan; 
2. koperasi; 
3. badan usaha milik negara; 
4. badan usaha milik daerah; 

atau 
5. badan usaha milik swasta. 

•	 Penyederhanaan 
izin usaha menjadi 
“Perizinan berusa-
ha” yang berlaku 
bagi 

- perseorangan; 
- koperasi; 
- badan usaha milik 

negara; 
- badan usaha milik 

daerah; atau
- badan usaha milik 

swasta
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(3) Izin usaha pemanfaatan 
hasil hutan bukan kayu se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 28 ayat (2) dapat 
diberikan kepada: 
a. perorangan, 
b. koperasi, 
c. badan usaha milik swas-

ta Indonesia 
d. badan usaha milik neg-

ara atau badan usaha 
milik daerah 

(4) Izin usaha pemanfaatan hasil 
hutan kayu sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 28 ayat 
(2) dapat diberikan kepada: 
a. perorangan, 
b. koperasi, 
c. badan usaha milik swas-

ta Indonesia, 
d. badan usaha milik neg-

ara atau badan usaha 
milik daerah. 

(5) Izin pemungutan hasil hutan 
kayu dan bukan kayu se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 28 ayat (2) dapat 
diberikan kepada: 
a. perorangan, 
b. koperasi.

Peman-
faatan 
Hutan 
dan 
Peng-
gunaan 
Kawasan 
Hutan

Sisipan antara pasal 29 dan 30 Pasal 29A
(1) Pemanfaatan hutan lindung 

dan hutan produksi se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 26 dan Pasal 28 dapat 
dilakukan kegiatan Perhutan-
an sosial. 

(2) Perhutanan sosial se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat diberikan 
kepada: 
a. perseorangan;
b. kelompok tani hutan; 
c. koperasi. 

•	 Tambahan aturan 
mengenai peman-
faatan hutan lind-
ung dan produksi 
melalui kegiatan 
perhutanan sosial 
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Peman-
faatan 
Hutan 
dan 
Peng-
gunaan 
Kawasan 
Hutan

Sisipan antara pasal 29 dan 30 Pasal 29B
Ketentuan lebih lanjut mengenai 

Perizinan Berusaha peman-
faatan hutan dan kegiatan 
perhutanan sosial diatur 
dalam Peraturan Pemerintah.

•	 Tambahan aturan 
mengenai peman-
faatan hutan lind-
ung dan produksi 
melalui kegiatan 
perhutanan sosial 
yang ricniannya dia-
tur dalam Peraturan 
pemerintah

Peman-
faatan 
Hutan 
dan 
Peng-
gunaan 
Kawasan 
Hutan

Pasal 30
Dalam rangka pemberdayaan 

ekonomi masyarakat, setiap 
badan usaha milik negara, 
badan usaha milik daerah, 
dan badan usaha milik swas-
ta Indonesia yang memper-
oleh izin usaha pemanfaatan 
jasa lingkungan, izin usaha 
pemanfaatan hasil hutan 
kayu dan bukan kayu, diwa-
jibkan bekerja sama dengan 
koperasi masyarakat setem-
pat.

Pasal 30
Dalam rangka pemberdayaan 

ekonomi masyarakat, setiap 
badan usaha milik negara, 
badan usaha milik daerah, 
dan badan usaha milik swas-
ta yang memperoleh Perizin-
an Berusaha pemanfaatan 
hutan, wajib bekerja sama 
dengan koperasi masyarakat 
setempat.

•	 Perubahan izin 
usaha pemanfaatan 
jasa lingkungan, izin 
usaha pemanfaatan 
hasil hutan kayu 
dan bukan kayu 
menjadi “Perizinan 
Berusaha”

Peman-
faatan 
Hutan 
dan 
Peng-
gunaan 
Kawasan 
Hutan

Pasal 31
(1) Untuk menjamin asas 

keadilan, pemerataan, dan 
lestari, maka izin usaha 
pemanfaatan hutan dibatasi 
dengan mempertimbangkan 
aspek kelestarian hutan dan 
aspek kepastian usaha. 

(2) Pembatasan sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) diatur 
dengan Peraturan Pemerin-
tah. 

Pasal 31
(1) Untuk menjamin asas 

keadilan, pemerataan, dan 
kelestarian, Perizinan Beru-
saha terkait pemanfaatan 
hutan dibatasi dengan 
mempertimbangkan aspek 
kelestarian hutan dan aspek 
kepastian usaha. 

(2) Ketentuan mengenai Pem-
batasan sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) diatur 
dalam Peraturan Pemerintah. 

•	 Perubahan izin 
usaha pemanfaatan 
hutan menjadi “Per-
izinan Berusaha” 

Peman-
faatan 
Hutan 
dan 
Peng-
gunaan 
Kawasan 
Hutan

Pasal 32
Pemegang izin sebagaimana 

diatur dalam Pasal 27 dan 
Pasal 29 berkewajiban untuk 
menjaga, memelihara, dan 
melestarikan hutan tempat 
usahanya. 

Pasal 32
Pemegang Perizinan Berusaha 

wajib untuk menjaga, me-
melihara, dan melestarikan 
hutan yang dikelolanya.

•	 Perubahan izin 
usaha pemanfaatan 
hutan menjadi “Per-
izinan Berusaha”

•	 Perubahan “hutan 
tempat usaha” men-
jadi “hutan yang 
dikelolanya” 
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Peman-
faatan 
Hutan 
dan 
Peng-
gunaan 
Kawasan 
Hutan

Pasal 33
(1) Usaha pemanfaatan hasil 

hutan meliputi kegiatan 
penanaman, pemeliharaan, 
pemanenan, pengolahan, 
dan pemasaran hasil hutan. 

(2) Pemanenan dan pengolahan 
hasil hutan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tidak 
boleh melebihi daya dukung 
hutan secara lestari. 

(3) Pengaturan, pembinaan dan 
pengembangan pengolahan 
hasil hutan sebagaimana di-
maksud pada ayat (2) diatur 
oleh Menteri. 

Pasal 33
(1) Usaha pemanfaatan hasil 

hutan meliputi kegiatan 
penanaman, pemeliharaan, 
pemanenan, pengolahan, 
dan pemasaran hasil hutan. 

(2) Pemanenan dan pengolahan 
hasil hutan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tidak 
boleh melebihi daya dukung 
hutan. 

(3) Ketentuan mengenai pem-
binaan dan pengembangan 
pengolahan hasil hutan 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) diatur dalam Pera-
turan Pemerintah. 

•	 Penghapusan klaus-
al “secara lestari” 
(Ayat 2) 

•	 Pengaturan yang 
semula diatur “Men-
teri” menjadi diatur 
dalam “Peraturan 
Pemerintah” 

Peman-
faatan 
Hutan 
dan 
Peng-
gunaan 
Kawasan 
Hutan

Pasal 35
(1) Setiap pemegang izin us-

aha pemanfaatan hutan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 27 dan Pasal 29, 
dikenakan iuran izin usaha, 
provisi, dana reboisasi, dan 
dana jaminan kinerja. 

(2) Setiap pemegang izin usaha 
pemanfaatan hutan se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 27 dan Pasal 29 wajib 
menyediakan dana investa-
si untuk biaya pelestarian 
hutan. 

(3) Setiap pemegang izin pe-
mungutan hasil hutan se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 27 dan Pasal 29 hanya 
dikenakan provisi. 

(4) Ketentuan lebih lanjut se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1), ayat (2), dan ayat 
(3) diatur dengan Peraturan 
Pemerintah. 

Pasal 35
(1) Setiap pemegang Perizinan 

Berusaha terkait peman-
faatan hutan dikenakan 
penerimaan negara bukan 
pajak di bidang kehutanan. 

(2) Penerimaan negara bukan 
pajak di bidang kehutan-
an sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) yang berasal 
dari dana reboisasi hanya 
dipergunakan untuk kegiatan 
rehabilitasi hutan dan lahan. 

(3) Setiap pemegang Perizinan 
Berusaha terkait peman-
faatan hutan wajib menye-
diakan dana investasi untuk 
biaya pelestarian hutan. 

(4) Setiap pemegang Perizinan 
Berusaha terkait pemung-
utan hasil hutan hanya dike-
nakan penerimaan negara 
bukan pajak berupa provisi 
di bidang kehutanan. 

•	 Perubahan “Izin 
usaha Pemanfaatan 
Hutan” menjadi 
“Perizinan Berusa-
ha” 

•	 Tambahan ayat 
mengenai penggu-
naan dana reboisasi 
hanya untuk ke-
giatan rehabiltasi 
hutan dan lahan 
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Peman-
faatan 
Hutan 
dan 
Peng-
gunaan 
Kawasan 
Hutan

Pasal 38
(1) Penggunaan kawasan hutan 

untuk kepentingan pem-
bangunan di luar kegiatan 
kehutanan hanya dapat 
dilakukan di dalam kawasan 
hutan produksi dan kawasan 
hutan lindung. 

(2) Penggunaan kawasan hutan 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat dilakukan tan-
pa mengubah fungsi pokok 
kawasan hutan. 

(3) Penggunaan kawasan hutan 
untuk kepentingan pertam-
bangan dilakukan melalui 
pemberian izin pinjam pakai 
oleh Menteri dengan mem-
pertimbangkan batasan luas 
dan jangka waktu tertentu 
serta kelestarian lingkungan. 

(4) Pada kawasan hutan lindung 
dilarang melakukan penam-
bangan dengan pola pertam-
bangan terbuka. 

(5) Pemberian izin pinjam pakai 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) yang berdampak 
penting dan cakupan yang 
luas serta bernilai strategis 
dilakukan oleh Menteri atas 
persetujuan Dewan Per-
wakilan Rakyat. 

Pasal 38
(1) Penggunaan kawasan hutan 

untuk kepentingan pem-
bangunan di luar kegiatan 
kehutanan hanya dapat 
dilakukan di dalam kawasan 
hutan produksi dan kawasan 
hutan lindung. 

(2) Penggunaan kawasan hutan 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat dilakukan tan-
pa mengubah fungsi pokok 
kawasan hutan. 

(3) Penggunaan kawasan hutan 
dilakukan melalui pinjam 
pakai oleh Pemerintah Pusat 
dengan mempertimbangkan 
batasan luas dan jangka 
waktu tertentu serta kele-
starian lingkungan. 

(4) Pada kawasan hutan lindung 
dilarang dilakukan penam-
bangan dengan pola pertam-
bangan terbuka. 

•	 Penghapusan rin-
cian penggunaan 
kawasan pinjam 
pakai yang semula 
terdapat klausal 
“untuk kepentingan 
pertambangan” 

•	 Penghapusan rin-
cian pemerian izin 
pinjam pakai harus 
atas persetujuan 
DPR
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Perlind-
ungan 
Hutan 
dan Kon-
servasi 
Alam

Pasal 48
(1) Pemerintah mengatur per-

lindungan hutan, baik di da-
lam maupun di luar kawasan 
hutan. 

(2) Perlindungan hutan pada 
hutan negara dilaksanakan 
oleh Pemerintah.

(3) Pemegang izin usaha 
pemanfaatan hutan se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 27 dan Pasal 29, serta 
pihak-pihak yang meneri-
ma wewenang pengelolaan 
hutan sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 34, diwajib-
kan melindungi hutan dalam 
areal kerjanya. 

(4) Perlindungan hutan pada 
hutan hak dilakukan oleh 
pemegang haknya. 

(5) Untuk menjamin pelaksa-
naan perlindungan hutan 
yang sebaik-baiknya, mas-
yarakat diikutsertakan dalam 
upaya perlindungan hutan. 

(6) Ketentuan lebih lanjut se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1), ayat (2), ayat (3), 
ayat (4), dan ayat (5) diatur 
dengan Peraturan Pemerin-
tah. 

Pasal 48
(1) Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah sesuai 
dengan kewenangannya 
berdasarkan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria yang 
ditetapkan oleh Pemerintah 
Pusat mengatur pelindungan 
hutan, baik di dalam maupun 
di luar kawasan hutan. 

(2) Pelindungan hutan pada 
hutan negara dilaksanakan 
oleh Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah sesuai 
dengan kewenangannya 
berdasarkan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria yang 
ditetapkan oleh Pemerintah 
Pusat. 

(3) Pemegang Perizinan Beru-
saha terkait pemanfaatan 
hutan serta pihak-pihak yang 
menerima wewenang pen-
gelolaan hutan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 34 
wajib melindungi hutan da-
lam areal kerjanya. 

(4) Pelindungan hutan pada 
hutan hak dilakukan oleh 
pemegang haknya. 

(5) Untuk menjamin pelaksa-
naan pelindungan hutan 
yang sebaik-baiknya, mas-
yarakat diikutsertakan dalam 
upaya pelindungan hutan. 

(6) Ketentuan lebih lanjut se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1), ayat (2), ayat (3), 
ayat (4), dan ayat (5) diatur 
dalam Peraturan Pemerintah. 

•	 Tambahan klausal 
Pemerintah Daer-
ah sesuai dengan 
kewenangannya 
berdasarkan norma, 
standar, prosedur, 
dan kriteria yang 
ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat 
(Ayat 1 dan Ayat 2)

•	 Perubahan “Izin 
usaha pemanfaatan 
hutan” menjadi 
“Perizinan berusa-
ha” 
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Perlind-
ungan 
Hutan 
dan Kon-
servasi 
Alam

Pasal 49
Pemegang hak atau izin bertang-
gung jawab atas terjadinya keba-
karan hutan di areal kerjanya.

Pasal 49
(1) Pemegang hak atau Perizin-

an Berusaha wajib melaku-
kan upaya pencegahan 
kebakaran hutan di areal 
kerjanya. 

(2) Pemegang hak atau Perizin-
an Berusaha bertanggung 
jawab atas terjadinya keba-
karan hutan di areal kerjan-
ya. 

•	 Tambahan aturan 
mengenai kewa-
jiabn pemegang 
haka tau izin untuk 
mencegah keba-
karan hutan di areal 
kerjanya 

Perlind-
ungan 
Hutan 
dan Kon-
servasi 
Alam

Pasal 50
(1) Setiap orang dilarang mer-

usak prasarana dan sarana 
perlindungan hutan. 

(2) Setiap orang yang diberi-
kan izin usaha pemanfaatan 
kawasan, izin usaha peman-
faatan jasa lingkungan, izin 
usaha pemanfaatan hasil 
hutan kayu dan bukan kayu, 
serta izin pemungutan hasil 
hutan kayu dan bukan kayu, 
dilarang melakukan kegiatan 
yang menimbulkan keru-
sakan hutan.

Pasal 50
(1) Setiap orang yang diberi Per-

izinan Berusaha di kawasan 
hutan dilarang melakukan 
kegiatan yang menimbulkan 
kerusakan hutan. 

(2) dihapus

•	 Penghapusan ayat 
mengenai setiap 
orang dilarang mer-
usak prasarana dan 
sarana perlindungan 
hutan



351
P E D O M A N  M E M A H A M I  R U U  O M N I B U S  L A W

DNT LAWYERS

TOPIK UNDANG-UNDANG NO-
MOR 41 TAHUN 1999 KE-

HUTANAN

UU CIPTA KERJA RANGKUMAN PEN-
JELASAN 

(3) Setiap orang dilarang: 
a. mengerjakan dan atau 

menggunakan dan atau 
menduduki kawasan 
hutan secara tidak sah; 

b. merambah kawasan 
hutan; 

c. melakukan penebangan 
pohon dalam kawasan 
hutan dengan radius 
atau jarak sampai den-
gan: 
1. 500 (lima ratus) me-

ter dari tepi waduk 
atau danau; 

2. 200 (dua ratus) me-
ter dari tepi mata air 
dan kiri kanan sungai 
di daerah rawa; 

3. 100 (seratus) meter 
dari kiri kanan tepi 
sungai; 

4. 50 (lima puluh) 
meter dari kiri kanan 
tepi anak sungai; 

5. 2 (dua) kali kedala-
man jurang dari tepi 
jurang; 

6. 130 (seratus tiga 
puluh) kali selisih 
pasang tertinggi dan 
pasang terendah dari 
tepi pantai. 

d. membakar hutan; 
e. menebang pohon atau 

memanen atau me-
mungut hasil hutan 
di dalam hutan tanpa 
memiliki hak atau izin 
dari pejabat yang ber-
wenang; 

(3) Setiap orang dilarang: 
a. mengerjakan, menggu-

nakan, dan/atau men-
duduki kawasan hutan 
secara tidak sah; 

b. membakar hutan; 
c. memanen atau me-

mungut hasil hutan 
di dalam hutan tanpa 
memiliki hak atau per-
setujuan dari pejabat 
yang berwenang; 

d. menyimpan hasil hutan 
yang diketahui atau 
patut diduga berasal dari 
kawasan hutan yang 
diambil atau dipungut 
secara tidak sah; 

e. menggembalakan ternak 
di dalam kawasan hutan 
yang tidak ditunjuk se-
cara khusus untuk mak-
sud tersebut oleh peja-
bat yang berwenang; 

f. membuang benda-benda 
yang dapat menyebab-
kan kebakaran dan ker-
usakan serta membaha-
yakan keberadaan atau 
kelangsungan fungsi 
hutan ke dalam kawasan 
hutan; dan 

g. mengeluarkan, mem-
bawa, dan mengangkut 
tumbuh-tumbuhan dan 
satwa liar yang tidak 
dilindungi undang-un-
dang yang berasal dari 
kawasan hutan tanpa 
persetujuan pejabat 
yang berwenang. 

•	 Penghapusan poin-
poin penting seper-
ti: 

- merambah ka-
wasan hutan; 

- melakukan pene-
bangan pohon da-
lam kawasan hutan 
dengan radius atau 
jarak sampai den-
gan

- melakukan kegiatan 
penyelidikan umum 
atau eksplorasi 
atau eksploitasi 
bahan tambang 
di dalam kawasan 
hutan, tanpa izin 
Menteri

- mengangkut, 
menguasai, atau 
memiliki hasil hutan 
yang tidak dileng-
kapi bersama-sa-
ma dengan surat 
keterangan sahnya 
hasil hutan

- membawa alat-alat 
berat

•	 Penghapusan frasa 
menebang pohon 
pada Ayat 2 huruf C
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f. menerima, membeli 
atau menjual, menerima 
tukar, menerima titi-
pan, menyimpan, atau 
memiliki hasil hutan 
yang diketahui atau 
patut diduga berasal dari 
kawasan hutan yang 
diambil atau dipungut 
secara tidak sah; 

g. melakukan kegiatan 
penyelidikan umum atau 
eksplorasi atau eksploi-
tasi bahan tambang di 
dalam kawasan hutan, 
tanpa izin Menteri; 

h. mengangkut, mengua-
sai, atau memiliki hasil 
hutan yang tidak dileng-
kapi bersama-sama 
dengan surat keterangan 
sahnya hasil hutan; 

i. menggembalakan ternak 
di dalam kawasan hutan 
yang tidak ditunjuk se-
cara khusus untuk mak-
sud tersebut oleh peja-
bat yang berwenang; 

j. membawa alat-alat berat 
dan atau alat-alat lainn-
ya yang lazim atau patut 
diduga akan digunakan 
untuk mengangkut hasil 
hutan di dalam kawasan 
hutan, tanpa izin pejabat 
yang berwenang; 

k. membawa alat-alat yang 
lazim digunakan untuk 
menebang, memotong, 
atau membelah pohon 
di dalam kawasan hutan 
tanpa izin pejabat yang 
berwenang; 
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l. membuang benda-benda 
yang dapat menyebab-
kan kebakaran dan ker-
usakan serta membaha-
yakan keberadaan atau 
kelangsungan fungsi 
hutan ke dalam kawasan 
hutan; dan 

m. mengeluarkan, mem-
bawa, dan mengangkut 
tumbuh-tumbuhan dan 
satwa liar yang tidak 
dilindungi undang-un-
dang yang berasal dari 
kawasan hutan tanpa 
izin pejabat yang ber-
wenang. 

(4) Ketentuan tentang mengelu-
arkan, membawa, dan atau 
mengangkut tumbuhan dan 
atau satwa yang dilindungi, 
diatur sesuai dengan pera-
turan perundang-undangan 
yang berlaku.

(4) Ketentuan tentang mengelu-
arkan, membawa, dan/atau 
mengangkut tumbuhan dan/
atau satwa yang dilindungi 
diatur sesuai dengan keten-
tuan peraturan perundang- 
undangan.
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Perlind-
ungan 
Hutan 
dan Kon-
servasi 
Alam

Pasal 50A sebelumnya tidak ada 
dalam UU Kehutanan

Pasal 50A
(1) Dalam hal pelanggaran 

sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 50 ayat (2) 
huruf c, huruf d dan/atau 
huruf e dilakukan oleh orang 
perseorangan atau kelompok 
masyarakat yang bertempat 
tinggal di dalam dan/atau di 
sekitar kawasan hutan paling 
singkat 5 (lima) tahun secara 
terus menerus dikenai sanksi 
administratif. 

(2) Pengenaan sanksi adminis-
tratif sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dikecualikan 
terhadap: 
a. orang perseorangan atau 

kelompok masyarakat 
yang bertempat tinggal 
di dalam dan/atau di 
sekitar kawasan hutan 
paling singkat 5 (lima) 
tahun secara terus-me-
nerus dan terdaftar da-
lam kebijakan penataan 
Kawasan Hutan; atau 

b. orang perseorangan 
yang telah mendapatkan 
sanksi sosial atau sanksi 
adat. 

•	 Tambahan aturan 
mengenai sanksi ad-
ministratif terhadap 
pelanggaran pada 
pasal sebelumnya 
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Ketentu-
an Pidana

Pasal 78
(1) Barang siapa dengan sen-

gaja melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 50 ayat (1) atau 
Pasal 50 ayat (2), diancam 
dengan pidana penjara pal-
ing lama 10 (sepuluh) tahun 
dan denda paling banyak 
Rp 5.000.000.000,00 (lima 
miliar rupiah). 

(2) Barang siapa dengan senga-
ja melanggar ketentuan se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 50 ayat (3) huruf a, 
huruf b, atau huruf c, dian-
cam dengan pidana penjara 
paling lama 10 (sepuluh) 
tahun dan denda paling 
banyak Rp5.000.000.000,00 
(lima miliar rupiah). 

(3) Barang siapa dengan senga-
ja melanggar ketentuan se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 50 ayat (3) huruf d, 
diancam dengan pidana pen-
jara paling lama 15 (lima be-
las) tahun dan denda paling 
banyak Rp5.000.000.000,00 
(lima miliar rupiah). 

(4) Barang siapa karena ke-
lalaiannya melanggar 
ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 50 
ayat (3) huruf d, diancam 
dengan pidana penjara 
paling lama 5 (lima) tahun 
dan denda paling banyak 
Rp1.500.000.000,00 (satu 
miliar lima ratus juta rupiah). 

Pasal 78
(1) Setiap orang yang dengan 

sengaja melanggar ketentu-
an sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 50 ayat (1) 
diancam dengan pidana pen-
jara paling lama 10 (sepu-
luh) tahun dan denda paling 
banyak Rp5.000.000.000,00 
(lima miliar rupiah). 

(2) Setiap orang yang dengan 
sengaja melanggar keten-
tuan sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 50 ayat 
(2) huruf a diancam den-
gan pidana penjara paling 
lama 10 (sepuluh) tahun 
dan denda paling banyak 
Rp7.500.000.000,00 (tujuh 
miliar lima ratus juta rupiah). 

(3) Setiap orang yang dengan 
sengaja melanggar keten-
tuan sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 50 ayat 
(2) huruf b diancam den-
gan pidana penjara paling 
lama 15 (lima belas) tahun 
dan denda paling banyak 
Rp7.500.000.000,00 (tujuh 
miliar lima ratus juta rupiah). 

(4) Setiap orang yang karena 
kelalaiannya melanggar 
ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 50 
ayat (2) huruf b diancam 
dengan pidana penjara 
paling lama 5 (lima) tahun 
dan denda paling banyak 
Rp3.500.000.000,00 (tiga 
miliar lima ratus juta rupiah). 

•	 Perubahan “Barang 
siapa” menjadi “Se-
tiap orang” 

•	 Perubahan nominal 
denda yang semula 
Rp5.000.000.000,00 
(lima miliar ru-
piah) menjadi 
Rp7.500.000.000,00 
(tujuh miliar lima 
ratus juta rupiah) 
(Ayat 2 dan ayat 3)

•	 Perubahan nominal 
denda yang semula 
Rp1.500.000.000,00 
(satu miliar lima 
ratus juta ru-
piah menjadi 
Rp3.500.000.000,00 
(tiga miliar lima 
ratus juta rupiah) 
(Ayat 4)

•	 Perubahan nominal 
denda yang semula 
Rp5.000.000.000,00 
(lima miliar ru-
piah) menjadi 
Rp3.500.000.000,00 
(tiga miliar lima 
ratus juta rupiah) 
(Ayat 5) 

•	 Perubahan pidana 
penjara yang se-
belumnya 10 tahun 
menjadi 5 tahun 
(Ayat 5)
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(5) Barang siapa dengan sen-
gaja melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud da-
lam Pasal 50 ayat (3) huruf e 
atau huruf f, diancam den-
gan pidana penjara paling 
lama 10 (sepuluh) tahun 
dan denda paling banyak 
Rp5.000.000.000,00 (lima 
miliar rupiah). 

(6) Barang siapa dengan senga-
ja melanggar ketentuan se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 38 ayat (4) atau Pasal 
50 ayat (3) huruf g, diancam 
dengan pidana penjara pal-
ing lama 10 (sepuluh) tahun 
dan denda paling banyak 
Rp5.000.000.000,00 (lima 
miliar rupiah). 

(7) Barang siapa dengan sen-
gaja melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud da-
lam Pasal 50 ayat (3) huruf 
h, diancam dengan pidana 
penjara paling lama 5 (lima) 
tahun dan denda paling 
banyak Rp10.000.000.000,00 
(sepuluh miliar rupiah). 

(8) Barang siapa yang melang-
gar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 50 
ayat (3) huruf i, diancam 
dengan pidana penjara 
paling lama 3 (tiga) bulan 
dan denda paling banyak 
Rp10.000.000,00 (sepuluh 
juta rupiah). 

(5) Setiap orang yang den-
gan sengaja melanggar 
ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 50 
ayat (2) huruf c diancam 
dengan pidana penjara 
paling lama 5 (lima) tahun 
dan denda paling banyak 
Rp3.500.000.000,00 (tiga 
miliar lima ratus juta rupiah). 

(6) Setiap orang yang den-
gan sengaja melanggar 
ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 50 
ayat (2) huruf d diancam 
dengan pidana penjara 
paling lama 5 (lima) tahun 
dan denda paling banyak 
Rp3.500.000.000,00 (tiga 
miliar lima ratus juta rupiah). 

(7) Setiap orang yang dengan 
sengaja melanggar ketentu-
an sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 38 ayat (4) 
diancam dengan pidana pen-
jara paling lama 10 (sepu-
luh) tahun dan denda paling 
banyak Rp7.500.000.000,00 
(tujuh miliar lima ratus juta 
rupiah). 

(8) Setiap orang yang dengan 
sengaja melanggar ketentu-
an sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 50 ayat (2) 
huruf e diancam dengan 
pidana penjara paling lama 3 
(tiga) bulan dan denda pal-
ing banyak Rp10.000.000,00 
(sepuluh juta rupiah). 
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(9) Barang siapa dengan sen-
gaja melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud da-
lam Pasal 50 ayat (3) huruf 
j, diancam dengan pidana 
penjara paling lama 5 (lima) 
tahun dan denda paling 
banyak Rp5.000.000.000,00 
(lima miliar rupiah). 

(10) Barang siapa dengan sen-
gaja melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud da-
lam Pasal 50 ayat (3) huruf 
k, diancam dengan pidana 
penjara paling lama 3 (tiga) 
tahun dan denda paling 
banyak Rp1.000.000.000,00 
(satu miliar rupiah). 

(11) Barang siapa dengan sen-
gaja melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud da-
lam Pasal 50 ayat (3) huruf 
l, diancam dengan pidana 
penjara paling lama 3 (tiga) 
tahun dan denda paling 
banyak Rp1.000.000.000,00 
(satu miliar rupiah). 

(12) Barang siapa dengan sen-
gaja melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud da-
lam Pasal 50 ayat (3) huruf 
m, diancam dengan pidana 
penjara paling lama 1 (satu) 
tahun dan denda paling ban-
yak Rp50.000.000,00 (lima 
puluh juta rupiah). 

(9) Setiap orang yang den-
gan sengaja melanggar 
ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 50 
ayat (2) huruf f diancam 
dengan pidana penjara 
paling lama 3 (tiga) tahun 
dan denda paling banyak 
Rp2.000.000.000,00 (dua 
miliar rupiah). 

(10) Setiap orang yang den-
gan sengaja melanggar 
ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 50 
ayat (2) huruf g diancam 
dengan pidana penjara 
paling lama 1 (satu) tahun 
dan denda paling banyak 
Rp100.000.000,00 (seratus 
juta rupiah). 

(11) Tindak pidana sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 50 
ayat (1) dan ayat (2) apabi-
la dilakukan oleh korporasi 
dan/atau atas nama korpora-
si, korporasi dan pengurus-
nya dikenai pidana dengan 
pemberatan 1/3 (sepertiga) 
dari denda pidana pokok. 

(12) Semua hasil hutan dari hasil 
kejahatan dan pelanggaran 
dan/atau alat-alat termasuk 
alat angkutnya yang diper-
gunakan untuk melakukan 
kejahatan dan atau pelang-
garan sebagaimana dimak-
sud dalam pasal ini dirampas 
untuk negara.
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(13) Tindak pidana sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), ayat 
(2), ayat (3), ayat (4), ayat 
(5), ayat (6), ayat (7), ayat 
(9), ayat (10), dan ayat (11) 
adalah kejahatan, dan tindak 
pidana sebagaimana dimak-
sud pada ayat (8) dan ayat 
(12) adalah pelanggaran. 

(14) Tindak pidana sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 50 
ayat (1), ayat (2), dan ayat 
(3) apabila dilakukan oleh 
dan atau atas nama badan 
hukum atau badan usaha, 
tuntutan dan sanksi pidanan-
ya dijatuhkan terhadap pen-
gurusnya, baik sendiri-sendiri 
maupun bersama-sama, 
dikenakan pidana sesuai 
dengan ancaman pidana 
masing-masing ditambah 
dengan 1/3 (sepertiga) dari 
pidana yang dijatuhkan. 

(15) Semua hasil hutan dari hasil 
kejahatan dan pelanggaran 
dan atau alat-alat termasuk 
alat angkutnya yang diper-
gunakan untuk melakukan 
kejahatan dan atau pelang-
garan sebagaimana dimak-
sud dalam pasal ini dirampas 
untuk Negara.
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Ketentu-
an Pidana

Pasal 80
(1) Setiap perbuatan melanggar 

hukum yang diatur dalam 
undang-undang ini, dengan 
tidak mengurangi sanksi 
pidana sebagaimana diatur 
dalam Pasal 78, mewajib-
kan kepada penanggung 
jawab perbuatan itu untuk 
membayar ganti rugi sesuai 
dengan tingkat kerusakan 
atau akibat yang ditimbul-
kan kepada Negara, untuk 
biaya rehabilitasi, pemulihan 
kondisi hutan, atau tindakan 
lain yang diperlukan. 

(2) Setiap pemegang izin usa-
ha pemanfaatan kawasan, 
izin usaha pemanfaatan 
jasa lingkungan, izin usaha 
pemanfaatan hasil hutan, 
atau izin pemungutan hasil 
hutan yang diatur dalam 
undang-undang ini, apa-
bila melanggar ketentuan 
di luar ketentuan pidana 
sebagaimana diatur dalam 
Pasal 78 dikenakan sanksi 
administratif. 

(3) Ketentuan lebih lanjut se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1), dan ayat (2) diatur 
dengan Peraturan Pemerin-
tah. 

Pasal 80
(1) Setiap perbuatan melanggar 

hukum yang diatur dalam 
Undang-Undang ini, dengan 
tidak mengurangi sanksi 
pidana sebagaimana diatur 
dalam Pasal 78, mewajib-
kan kepada penanggung 
jawab perbuatan itu untuk 
membayar ganti rugi sesuai 
dengan tingkat kerusakan 
atau akibat yang ditimbul-
kan kepada negara untuk 
biaya rehabilitasi, pemulihan 
kondisi hutan, atau tindakan 
lain yang diperlukan. 

(2) Setiap pemegang Perizin-
an Berusaha pemanfaatan 
hutan yang diatur dalam 
Undang-Undang ini apa-
bila melanggar ketentuan 
di luar ketentuan pidana 
sebagaimana diatur dalam 
Pasal 78 dikenai sanksi ad-
ministratif. 

(3) Ketentuan lebih lanjut men-
genai tata cara ganti rugi 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan tata cara pen-
genaan sanksi administratif 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) diatur dalam Pera-
turan Pemerintah.

•	 Perubahan “izin usa-
ha” menjadi “Per-
izinan Berusaha” 



360
P E D O M A N  M E M A H A M I  R U U  O M N I B U S  L A W

DNT LAWYERS

9.  Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 
Perusakan Hutan

TOPIK UNDANG-UNDANG NO-
MOR 18 TAHUN 2013 TEN-
TANG PENCEGAHAN DAN 
PEMBERANTASAN PERU-

SAKAN HUTAN

UU CIPTA KERJA RANGKUMAN PEN-
JELASAN 

Ketentu-
an Umum

Pasal 1
(1) Hutan adalah suatu kesatuan 

ekosistem berupa hamparan 
lahan berisi sumber daya 
alam hayati yang didominasi 
pepohonan dalam komunitas 
alam lingkungannya yang ti-
dak dapat dipisahkan antara 
yang satu dan yang lainnya. 

(2) Kawasan hutan adalah 
wilayah tertentu yang 
ditetapkan oleh Pemerintah 
untuk dipertahankan ke-
beradaannya sebagai hutan 
tetap. 

(3) Perusakan hutan adalah 
proses, cara, atau perbua-
tan merusak hutan melalui 
kegiatan pembalakan liar, 
penggunaan kawasan hutan 
tanpa izin atau penggunaan 
izin yang bertentangan 
dengan maksud dan tujuan 
pemberian izin di dalam 
kawasan hutan yang telah 
ditetapkan, yang telah ditun-
juk, ataupun yang sedang 
diproses penetapannya oleh 
Pemerintah. 

(4) Pembalakan liar adalah 
semua kegiatan peman-
faatan hasil hutan kayu 
secara tidak sah yang teror-
ganisasi. 

(5) Penggunaan kawasan hutan 
secara tidak sah adalah 
kegiatan terorganisasi yang 
dilakukan di dalam kawasan 
hutan untuk perkebunan 
dan/atau pertambangan 
tanpa izin Menteri. 

Pasal 1
(1)  Hutan adalah suatu kesatu-

an ekosistem berupa ham-
paran lahan berisi sumber 
daya alam hayati yang 
didominasi pepohonan dalam 
komunitas alam lingkungan-
nya yang tidak dapat dipi-
sahkan antara yang satu dan 
yang lainnya. 

(2) Kawasan hutan adalah 
wilayah tertentu yang 
ditetapkan oleh Pemerintah 
untuk dipertahankan ke-
beradaannya sebagai hutan 
tetap. 

(3) Perusakan hutan adalah 
proses, cara, atau perbua-
tan merusak hutan melalui 
kegiatan pembalakan liar, 
penggunaan kawasan hutan 
tanpa Perizinan Berusaha 
atau penggunaan Perizinan 
Berusaha yang bertentangan 
dengan maksud dan tujuan 
pemberian Perizinan Berusa-
ha di dalam kawasan hutan 
yang telah ditetapkan, yang 
telah ditunjuk, ataupun yang 
sedang diproses penetapan-
nya oleh Pemerintah Pusat. 

(4) Pembalakan liar adalah 
semua kegiatan peman-
faatan hasil hutan kayu 
secara tidak sah yang teror-
ganisasi. 

(5) Penggunaan kawasan hutan 
secara tidak sah adalah 
kegiatan terorganisasi yang 
dilakukan di dalam kawasan 
hutan untuk perkebunan 
dan/atau pertambangan tan-
pa Perizinan Berusaha dari 
Pemerintah Pusat. 

•	 Perubahan “Pe-
merintah” menjadi 
“Pemerintah Pusat” 
(Ayat 3) 

•	 Perubahan “Izin 
Menteri” menjadi 
“Perizinan Berusa-
ha dari Pemerintah 
Pusat” (Ayat 5) 

•	 Perubahan “pertam-
bangan tanpa izin 
Menteri” menjadi 
“tanpa Perizinan Be-
rusaha dari Pemer-
intah Pusat” (Ayat 
6) 

•	 Perubahan “Izin 
Pemanfaatan Hasil 
Hutan Kayu adalah 
izin usaha” menjadi 
“Perizinan Berusaha 
terkait pemanfaatan 
hasil hutan” (Ayat 
11) 
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(6) Terorganisasi adalah ke-
giatan yang dilakukan oleh 
suatu kelompok yang ter-
struktur, yang terdiri atas 
2 (dua) orang atau lebih, 
dan yang bertindak secara 
bersama- sama pada wak-
tu tertentu dengan tujuan 
melakukan perusakan hutan, 
tidak termasuk kelompok 
masyarakat yang tinggal di 
dalam atau di sekitar ka-
wasan hutan yang melaku-
kan perladangan tradisional 
dan/atau melakukan pene-
bangan kayu untuk keper-
luan sendiri dan tidak untuk 
tujuan komersial. 

(7) Pencegahan perusakan 
hutan adalah segala upa-
ya yang dilakukan untuk 
menghilangkan kesempatan 
terjadinya perusakan hutan. 

(8) Pemberantasan perusakan 
hutan adalah segala upaya 
yang dilakukan untuk menin-
dak secara hukum terhadap 
pelaku perusakan hutan baik 
langsung, tidak langsung, 
maupun yang terkait lainnya. 

(9) Pemanfaatan hutan adalah 
kegiatan untuk memanfaat-
kan kawasan hutan, jasa 
lingkungan, hasil hutan kayu 
dan bukan kayu, serta me-
mungut hasil hutan kayu dan 
bukan kayu secara optimal 
dan adil untuk kesejahteraan 
masyarakat dengan tetap 
menjaga kelestariannya. 

(6) Terorganisasi adalah ke-
giatan yang dilakukan oleh 
suatu kelompok yang ter-
struktur, yang terdiri atas 
2 (dua) orang atau lebih, 
dan yang bertindak secara 
bersamasama pada wak-
tu tertentu dengan tujuan 
melakukan perusakan hutan, 
tidak termasuk kelompok 
masyarakat yang tinggal di 
dalam atau di sekitar ka-
wasan hutan yang melaku-
kan perladangan tradisional 
dan/atau melakukan pene-
bangan kayu untuk keper-
luan sendiri dan tidak untuk 
tujuan komersial. 

(7) Pencegahan perusakan 
hutan adalah segala upa-
ya yang dilakukan untuk 
menghilangkan kesempatan 
terjadinya perusakan hutan. 

(8) Pemberantasan perusakan 
hutan adalah segala upaya 
yang dilakukan untuk menin-
dak secara hukum terhadap 
pelaku perusakan hutan baik 
langsung, tidak langsung, 
maupun yang terkait lainnya. 

(9) Pemanfaatan hutan adalah 
kegiatan untuk memanfaat-
kan kawasan hutan, jasa 
lingkungan, hasil hutan kayu 
dan bukan kayu, serta me-
mungut hasil hutan kayu dan 
bukan kayu secara optimal 
dan adil untuk kesejahteraan 
masyarakat dengan tetap 
menjaga kelestariannya. 
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(10) Pemanfaatan hasil hutan 
kayu adalah kegiatan untuk 
memanfaatkan dan mengu-
sahakan hasil hutan beru-
pa kayu melalui kegiatan 
penebangan, permudaan, 
pengangkutan, pengolah-
an dan pemasaran dengan 
tidak merusak lingkungan 
dan tidak mengurangi fungsi 
pokoknya. 

(11) Izin Pemanfaatan Hasil 
Hutan Kayu adalah izin 
usaha yang diberikan oleh 
Menteri untuk memanfaat-
kan hasil hutan berupa kayu 
pada hutan produksi melalui 
kegiatan pemanenan atau 
penebangan, pengayaan, pe-
meliharaan, dan pemasaran. 

(12) .Surat keterangan sahnya 
hasil hutan adalah dokumen- 
dokumen yang merupakan 
bukti legalitas hasil hutan 
pada setiap segmen kegiatan 
dalam penatausahaan hasil 
hutan. 

(13) Hasil hutan kayu adalah ha-
sil hutan berupa kayu bulat, 
kayu bulat kecil, kayu olah-
an, atau kayu pacakan yang 
berasal dari kawasan hutan. 

(14) Pohon adalah tumbuhan 
yang batangnya berkayu 
dan dapat mencapai ukuran 
diameter 10 (sepuluh) senti-
meter atau lebih yang diukur 
pada ketinggian 1,50 (satu 
koma lima puluh) meter di 
atas permukaan tanah. 

(10) Pemanfaatan hasil hutan 
kayu adalah kegiatan untuk 
memanfaatkan dan mengu-
sahakan hasil hutan beru-
pa kayu melalui kegiatan 
penebangan, permudaan, 
pengangkutan, pengolah-
an dan pemasaran dengan 
tidak merusak lingkungan 
dan tidak mengurangi fungsi 
pokoknya. 

(11) Perizinan Berusaha terkait 
pemanfaatan hasil hutan 
adalah Perizinan Berusa-
ha dari Pemerintah untuk 
memanfaatkan hasil hutan 
berupa kayu pada hutan pro-
duksi melalui kegiatan pe-
manenan atau penebangan, 
pengayaan, pemeliharaan, 
dan pemasaran. 

(12) Surat keterangan sahnya 
hasil hutan adalah dokumen- 
dokumen yang merupakan 
bukti legalitas hasil hutan 
pada setiap segmen kegiatan 
dalam penatausahaan hasil 
hutan. 

(13) Hasil hutan kayu adalah ha-
sil hutan berupa kayu bulat, 
kayu bulat kecil, kayu olah-
an, atau kayu pacakan yang 
berasal dari kawasan hutan. 

(14) Pohon adalah tumbuhan 
yang batangnya berkayu 
dan dapat mencapai ukuran 
diameter 10 (sepuluh) senti-
meter atau lebih yang diukur 
pada ketinggian 1,50 (satu 
koma lima puluh) meter di 
atas permukaan tanah. 
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(15) Polisi Kehutanan adalah pe-
jabat tertentu dalam lingkup 
instansi kehutanan pusat 
dan/atau daerah yang sesuai 
dengan sifat pekerjaannya 
menyelenggarakan dan/
atau melaksanakan usaha 
pelindungan hutan yang oleh 
kuasa undang-undang diber-
ikan wewenang kepolisian 
khusus di bidang kehutanan 
dan konservasi sumber daya 
alam hayati dan ekosistem-
nya yang berada dalam satu 
kesatuan komando. 

(16) Pejabat adalah orang yang 
diperintahkan atau orang 
yang karena jabatannya 
memiliki kewenangan den-
gan suatu tugas dan tanggu-
ng jawab tertentu. 

(17) Pejabat Penyidik Pegawai 
Negeri Sipil, yang selanjut-
nya disingkat PPNS adalah 
pejabat pegawai negeri 
sipil tertentu dalam lingkup 
instansi kehutanan pusat 
dan daerah yang oleh un-
dang-undang diberi we-
wenang khusus dalam peny-
idikan di bidang kehutanan 
dan konservasi sumber daya 
alam hayati dan ekosistemn-
ya. 

(18) Saksi adalah orang yang 
dapat memberikan ket-
erangan guna kepentingan 
penyelidikan, penyidikan, 
penuntutan, dan peradilan 
tentang suatu perkara pi-
dana yang didengar, dilihat, 
dan dialami sendiri. 

(15) Polisi Kehutanan adalah pe-
jabat tertentu dalam lingkup 
instansi kehutanan pusat 
dan/atau daerah yang sesuai 
dengan sifat pekerjaannya 
menyelenggarakan dan/
atau melaksanakan usaha 
pelindungan hutan yang oleh 
kuasa Undang-Undang diber-
ikan wewenang kepolisian 
khusus di bidang kehutanan 
dan konservasi sumber daya 
alam hayati dan ekosistem-
nya yang berada dalam satu 
kesatuan komando. 

(16) Pejabat adalah orang yang 
diperintahkan atau orang 
yang karena jabatannya 
memiliki kewenangan den-
gan suatu tugas dan tanggu-
ng jawab tertentu. 

(17) Pejabat Penyidik Pegawai 
Negeri Sipil yang selanjutnya 
disingkat PPNS adalah peja-
bat pegawai negeri sipil ter-
tentu dalam lingkup instansi 
kehutanan pusat dan daerah 
yang oleh Undang-Undang 
diberi wewenang khusus 
dalam penyidikan di bidang 
kehutanan dan konservasi 
sumber daya alam hayati 
dan ekosistemnya. 

(18) Saksi adalah orang yang 
dapat memberikan ket-
erangan guna kepentingan 
penyelidikan, penyidikan, 
penuntutan, dan peradilan 
tentang suatu perkara pi-
dana yang didengar, dilihat, 
dan dialami sendiri. 
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(19) Pelapor adalah orang yang 
memberitahukan adanya 
dugaan, sedang, atau telah 
terjadinya perusakan hutan 
kepada pejabat yang ber-
wenang. 

(20) Informan adalah orang 
yang menginformasikan se-
cara rahasia adanya dugaan, 
sedang, atau telah terjadinya 
perusakan hutan kepada 
pejabat yang berwenang. 

(21) Setiap orang adalah orang 
perseorangan dan/atau 
korporasi yang melaku-
kan perbuatan perusakan 
hutan secara terorganisasi 
di wilayah hukum Indonesia 
dan/atau berakibat hukum di 
wilayah hukum Indonesia. 

(22) Korporasi adalah kumpulan 
orang dan/atau kekayaan 
yang teroganisasi, baik be-
rupa badan hukum maupun 
bukan badan hukum. 

(23) Pemerintah Pusat, yang 
selanjutnya disebut Pemerin-
tah adalah Presiden Republik 
Indonesia yang memegang 
kekuasaan Pemerintahan 
Negara Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud da-
lam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. 

(24) Pemerintah Daerah adalah 
gubernur, bupati atau wa-
likota dan perangkat daerah 
sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah. 

(19) Pelapor adalah orang yang 
memberitahukan adanya 
dugaan, sedang, atau telah 
terjadinya perusakan hutan 
kepada pejabat yang ber-
wenang. 

(20) Informan adalah orang 
yang menginformasikan se-
cara rahasia adanya dugaan, 
sedang, atau telah terjadinya 
perusakan hutan kepada 
pejabat yang berwenang. 

(21) Setiap orang adalah orang 
perseorangan dan/atau 
korporasi yang melaku-
kan perbuatan perusakan 
hutan secara terorganisasi 
di wilayah hukum Indonesia 
dan/atau berakibat hukum di 
wilayah hukum Indonesia. 

(22) Korporasi adalah kumpulan 
orang dan/atau kekayaan 
yang teroganisasi, baik be-
rupa badan hukum maupun 
bukan badan hukum. 

(23) Pemerintah Pusat adalah 
Presiden Republik Indonesia 
yang memegang kekua-
saan pemerintahan negara 
Republik Indonesia yang 
dibantu oleh wakil Presiden 
dan menteri sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Un-
dang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

(24) Pemerintah Daerah adalah 
kepala daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintah-
an Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemer-
intahan yang menjadi ke-
wenangan daerah otonom. 
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(25) Menteri adalah menteri 
yang menyelenggarakan uru-
san pemerintahan di bidang 
kehutanan. 

(25) Menteri adalah menteri 
yang menyelenggarakan uru-
san pemerintahan di bidang 
kehutanan.

Pencega-
han Pe-
rusakan 
Hutan

Pasal 7
Pencegahan perusakan hutan 
dilakukan oleh masyarakat, 
badan hukum, dan/atau korpora-
si yang memperoleh izin peman-
faatan hutan.

Pasal 7
Pencegahan perusakan hutan 
dilakukan oleh masyarakat, 
badan hukum, dan/atau korpora-
si yang memperoleh Perizinan 
Berusaha terkait pemanfaatan 
hutan.

•	 Perubahan “Izin 
pemanfaatan hutan” 
menjadi “Perizinan 
berusaha terkait 
pemanfaatan hutan” 

Ketentu-
an per-
buatan 
Peru-
sakan 
Hutan

Pasal 12
Setiap orang dilarang: 
a. melakukan penebangan 

pohon dalam kawasan hutan 
yang tidak sesuai dengan 
izin pemanfaatan hutan; 

b. melakukan penebangan 
pohon dalam kawasan hutan 
tanpa memiliki izin yang 
dikeluarkan oleh pejabat 
yang berwenang; 

c. melakukan penebangan 
pohon dalam kawasan hutan 
secara tidak sah; 

d. memuat, membongkar, 
mengeluarkan, mengang-
kut, menguasai, dan/atau 
memiliki hasil penebangan di 
kawasan hutan tanpa izin; 

e. mengangkut, menguasai, 
atau memiliki hasil hutan 
kayu yang tidak dilengkapi 
secara bersama surat ket-
erangan sahnya hasil hutan; 

Pasal 12
Setiap orang dilarang
a. melakukan penebangan 

pohon dalam kawasan hutan 
yang tidak sesuai dengan 
Perizinan Berusaha terkait 
pemanfaatan hutan; 

b. melakukan penebangan 
pohon dalam kawasan hutan 
tanpa memiliki Perizinan 
Berusaha dari Pemerintah 
Pusat. 

c. melakukan penebangan 
pohon dalam kawasan hutan 
secara tidak sah; 

d. memuat, membongkar, 
mengeluarkan, mengangkut, 
menguasai, dan/atau memi-
liki hasil penebangan di ka-
wasan hutan tanpa Perizinan 
Berusaha dari Pemerintah 
Pusat; 

e. mengangkut, menguasai, 
atau memiliki hasil hutan 
kayu yang tidak dilengkapi 
secara bersama surat ket-
erangan sahnya hasil hutan; 

•	 Perubahan “Izin 
pemanfaatan hutan” 
menjadi “Perizinan 
berusaha terkait 
pemanfaatan hutan”
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f. membawa alat-alat yang 
lazim digunakan untuk 
menebang, memotong, atau 
membelah pohon di dalam 
kawasan hutan tanpa izin 
pejabat yang berwenang; 

g. membawa alat-alat berat 
dan/atau alat-alat lainnya 
yang lazim atau patut diduga 
akan digunakan untuk men-
gangkut hasil hutan di dalam 
kawasan hutan tanpa izin 
pejabat yang berwenang; 

h. memanfaatkan hasil hutan 
kayu yang diduga berasal 
dari hasil pembalakan liar;

i. mengedarkan kayu hasil 
pembalakan liar melalui da-
rat, perairan, atau udara; 

j. menyelundupkan kayu yang 
berasal dari atau masuk ke 
wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia melalui 
sungai, darat, laut, atau uda-
ra; 

k. menerima, membeli, men-
jual, menerima tukar, mener-
ima titipan, dan/atau memili-
ki hasil hutan yang diketahui 
berasal dari pembalakan liar; 

l. membeli, memasarkan, dan/
atau mengolah hasil hutan 
kayu yang berasal dari ka-
wasan hutan yang diambil 
atau dipungut secara tidak 
sah; dan/atau 

m. menerima, menjual, mener-
ima tukar, menerima titipan, 
menyimpan, dan/atau memi-
liki hasil hutan kayu yang 
berasal dari kawasan hutan 
yang diambil atau dipungut 
secara tidak sah. 

f. membawa alat-alat yang 
lazim digunakan untuk 
menebang, memotong, atau 
membelah pohon di dalam 
kawasan hutan tanpa Per-
izinan Berusaha dari Pemer-
intah Pusat; 

g. membawa alat-alat berat 
dan/atau alat-alat lainnya 
yang lazim atau patut didu-
ga akan digunakan untuk 
mengangkut hasil hutan di 
dalam kawasan hutan tan-
pa Perizinan Berusaha dari 
Pemerintah Pusat; 

h. memanfaatkan hasil hutan 
kayu yang diduga berasal 
dari hasil pembalakan liar; 

i. mengedarkan kayu hasil 
pembalakan liar melalui da-
rat, perairan, atau udara; 

j. menyelundupkan kayu yang 
berasal dari atau masuk ke 
wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia melalui 
sungai, darat, laut, atau uda-
ra; 

k. menerima, membeli, men-
jual, menerima tukar, mener-
ima titipan, dan/atau memili-
ki hasil hutan yang diketahui 
berasal dari pembalakan liar; 

l. membeli, memasarkan, dan/
atau mengolah hasil hutan 
kayu yang berasal dari ka-
wasan hutan yang diambil 
atau dipungut secara tidak 
sah; dan/atau 

m. menerima, menjual, mener-
ima tukar, menerima titipan, 
menyimpan, dan/atau memi-
liki hasil hutan kayu yang 
berasal dari kawasan hutan 
yang diambil atau dipungut 
secara tidak sah. 
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Ketentu-
an per-
buatan 
Peru-
sakan 
Hutan

Pasal 12A Pasal 12A
(1) Orang perseorangan yang 

bertempat tinggal di dalam 
dan/atau di sekitar kawasan 
hutan paling singkat 5 (lima) 
tahun secara terus menerus 
yang melakukan pelanggaran 
terhadap ketentuan Pasal 12 
huruf a sampai dengan huruf 
f dan/atau huruf h dikenai 
sanksi administratif. 

(2) Pengenaan sanksi adminis-
tratif sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dikecualikan 
terhadap: 

a. orang perseorangan atau 
kelompok masyarakat yang 
bertempat tinggal di dalam 
dan/atau di sekitar kawasan 
hutan paling singkat 5 (lima) 
tahun secara terus-menerus 
dan terdaftar dalam kebi-
jakan penataan kawasan 
hutan; atau 

b. orang perseorangan yang 
telah mendapatkan sanksi 
sosial atau sanksi adat. 

•	 Tambahan aturan 
mengenai penge-
naan sanksi admin-
istratif atas keten-
tuan Pasal 12 huruf 
a terhadap orang 
perseorangan yang 
bertempat tinggal 
dikawasan hutan 5 
tahun terus me-
nerus

Ketentu-
an per-
buatan 
Peru-
sakan 
Hutan

Pasal 17
Setiap orang dilarang: 
a. membawa alat-alat berat 

dan/atau alat-alat lain yang 
lazim atau patut diduga akan 
digunakan untuk melaku-
kan kegiatan penambangan 
dan/atau mengangkut hasil 
tambang di dalam kawasan 
hutan tanpa izin Menteri; 

b. melakukan kegiatan penam-
bangan di dalam kawasan 
hutan tanpa izin Menteri; 

Pasal 17
Setiap orang dilarang 
a. membawa alat-alat berat 

dan/atau alat-alat lain yang 
lazim atau patut diduga akan 
digunakan untuk melaku-
kan kegiatan penambangan 
dan/atau mengangkut hasil 
tambang di dalam kawasan 
hutan tanpa Perizinan Beru-
saha dari Pemerintah Pusat; 

b. melakukan kegiatan penam-
bangan di dalam kawasan 
hutan tanpa Perizinan Beru-
saha dari Pemerintah Pusat; 

•	 Perubahan “men-
gangkut hasil 
tambang di dalam 
kawasan hutan 
tanpa izin Menteri” 
menjadi “Perizin-
an Berusaha dari 
Pemerintah Pusat” 
(Huruf a) 

•	 Perubahan “tanpa 
izin Menteri” men-
jadi “tanpa Perizin-
an Berusaha dari 
Pemerintah Pusat” 
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c. mengangkut dan/atau me-
nerima titipan hasil tambang 
yang berasal dari kegiatan 
penambangan di dalam ka-
wasan hutan tanpa izin; 

d. menjual, menguasai, memi-
liki, dan/atau menyimpan 
hasil tambang yang berasal 
dari kegiatan penambangan 
di dalam kawasan hutan 
tanpa izin; dan/atau 

e. membeli, memasarkan, dan/
atau mengolah hasil tam-
bang dari kegiatan penam-
bangan di dalam kawasan 
hutan tanpa izin. 

Setiap orang dilarang:
a. membawa alat-alat berat 

dan/atau alat-alat lainnya 
yang lazim atau patut didu-
ga akan digunakan untuk 
melakukan kegiatan perke-
bunan dan/atau mengang-
kut hasil kebun di dalam 
kawasan hutan tanpa izin 
Menteri; 

b. melakukan kegiatan perke-
bunan tanpa izin Menteri di 
dalam kawasan hutan; 

c. mengangkut dan/atau me-
nerima titipan hasil perkebu-
nan yang berasal dari ke-
giatan perkebunan di dalam 
kawasan hutan tanpa izin; 

c. mengangkut dan/atau me-
nerima titipan hasil tambang 
yang berasal dari kegiatan 
penambangan di dalam ka-
wasan hutan tanpa Perizinan 
Berusaha dari Pemerintah 
Pusat; 

g. menjual, menguasai, memi-
liki, dan/atau menyimpan 
hasil tambang yang berasal 
dari kegiatan penambangan 
di dalam kawasan hutan tan-
pa Perizinan Berusaha dari 
Pemerintah Pusat; dan/atau 

d. membeli, memasarkan, dan/
atau mengolah hasil tam-
bang dari kegiatan penam-
bangan di dalam kawasan 
hutan tanpa Perizinan Beru-
saha dari Pemerintah Pusat. 

Setiap orang dilarang
a. membawa alat-alat berat 

dan/atau alat-alat lainnya 
yang lazim atau patut didu-
ga akan digunakan untuk 
melakukan kegiatan perke-
bunan dan/atau mengangkut 
hasil kebun di dalam ka-
wasan hutan tanpa Perizinan 
Berusaha dari Pemerintah 
Pusat; 

b. melakukan kegiatan perke-
bunan tanpa Perizinan Beru-
saha dari Pemerintah Pusat 
di dalam kawasan hutan; 

c. mengangkut dan/atau 
menerima titipan hasil 
perkebunan yang berasal 
dari kegiatan perkebunan di 
dalam kawasan hutan tan-
pa Perizinan Berusaha dari 
Pemerintah Pusat; 

•	 Perubahan “Tanpa 
Izin” menjadi “tanpa 
perizinan berusaha 
dari pemerintah 
pusat”

•	 Perubahan “Tanpa 
Izin Menteri” men-
jadi “tanpa perizin-
an berusaha dari 
pemerintah pusat”
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d. menjual, menguasai, memili-
ki, dan/atau menyimpan ha-
sil perkebunan yang berasal 
dari kegiatan perkebunan di 
dalam kawasan hutan tanpa 
izin; dan/atau 

e. membeli, memasarkan, dan/
atau mengolah hasil kebun 
dari perkebunan yang beras-
al dari kegiatan perkebunan 
di dalam kawasan hutan 
tanpa izin. 

d. menjual, menguasai, memili-
ki, dan/atau menyimpan ha-
sil perkebunan yang berasal 
dari kegiatan perkebunan di 
dalam kawasan hutan tan-
pa Perizinan Berusaha dari 
Pemerintah Pusat; dan/atau 

e. membeli, memasarkan, dan/
atau mengolah hasil kebun 
dari perkebunan yang beras-
al dari kegiatan perkebunan 
di dalam kawasan hutan 
tanpa Perizinan Berusaha 
dari Pemerintah Pusat.

Ketentu-
an per-
buatan 
Peru-
sakan 
Hutan

Pasal 17A Pasal 17A
1. Orang perseorangan yang 

bertempat tinggal di dalam 
dan/atau di sekitar kawasan 
hutan paling singkat 5 (lima) 
tahun secara terus menerus 
yang melakukan pelangga-
ran terhadap Pasal 17 ayat 
(2) huruf b, huruf c, dan/
atau huruf d dikenai sanksi 
administratif. 

2. Pengenaan sanksi adminis-
tratif sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dikecualikan 
terhadap: 
a. orang perseorangan atau 

kelompok masyarakat 
yang bertempat tinggal 
di dalam dan/atau di 
sekitar kawasan hutan 
paling singkat 5 (lima) 
tahun secara terus-me-
nerus dan terdaftar da-
lam kebijakan penataan 
kawasan hutan; atau 

b. orang perseorangan 
yang telah mendapatkan 
sanksi sosial atau sanksi 
adat. 

•	 Tambahan aturan 
mengenai sanksi 
adminsitartif terh-
adap pelanggaran 
yang dilakukan 
orang yang bertem-
pat tinggal paling 
singkat 5 tahun di 
sekitar kawasan 
hutan
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Ketentu-
an per-
buatan 
Peru-
sakan 
Hutan

Pasal 18
1. Selain dikenai sanksi pidana, 

pelanggaran terhadap keten-
tuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 12 huruf a, 
huruf b, huruf c, Pasal 17 
ayat (1) huruf b, huruf c, 
huruf e, dan Pasal 17 ayat 
(2) huruf b, huruf c, dan 
huruf e yang dilakukan oleh 
badan hukum atau korporasi 
dikenai sanksi administratif 
berupa: 
a. paksaan pemerintah; 
b. uang paksa; dan/atau 
c. pencabutan izin. 

2. Ketentuan mengenai me-
kanisme dan tata cara 
penerapan sanksi adminis-
tratif sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur dengan 
Peraturan Pemerintah. 

Pasal 18 
1. Selain dikenai sanksi pi-

dana, pelanggaran terhadap 
ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 12 
huruf a, huruf b, huruf c, 
Pasal 17 ayat (1) huruf b, 
huruf c, huruf e, atau Pasal 
17 ayat (2) huruf b, huruf c, 
atau huruf e serta kegiatan 
lain di kawasan hutan tan-
pa Perizinan Berusaha yang 
dilakukan oleh badan hukum 
atau korporasi dikenai sanksi 
administratif berupa: 
a. teguran tertulis:
b. paksaan pemerintah;
c. denda administratif;
d. pembekuan Perizinan 

Berusaha; dan/atau 
e. pencabutan Perizinan 

Berusaha. 
2. Ketentuan lebih lanjut men-

genai kriteria, jenis, besaran 
denda, dan tata cara pen-
genaan sanksi administratif 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur dalam Pera-
turan Pemerintah. 

•	 Tambahan sanksi 
administratif berupa 
“denda administrat-
if” 
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Ketentu-
an per-
buatan 
Peru-
sakan 
Hutan

Pasal 24
Setiap orang dilarang: 
a. memalsukan surat izin 

pemanfaatan hasil hutan 
kayu dan/atau penggunaan 
kawasan hutan; 

b. menggunakan surat izin pal-
su pemanfaatan hasil hutan 
kayu dan/atau penggunaan 
kawasan hutan; dan/atau 

c. memindahtangankan atau 
menjual izin yang dikelu-
arkan oleh pejabat yang 
berwenang kecuali dengan 
persetujuan Menteri. 

Pasal 24
Setiap orang dilarang: 
a. memalsukan Perizinan Be-

rusaha terkait pemanfaatan 
hasil hutan kayu dan/atau 
penggunaan kawasan hutan; 

b. menggunakan Perizinan Be-
rusaha palsu terkait peman-
faatan hasil hutan kayu dan/
atau penggunaan kawasan 
hutan; dan/atau 

c. memindahtangankan atau 
menjual Perizinan Berusaha 
terkait pemanfaatan hasil 
hutan kecuali dengan per-
setujuan dari Pemerintah 
Pusat. 

•	 Perubahan “izin 
yang dikeluarkan 
oleh pejabat yang 
berwenang kecuali 
dengan persetujuan 
Menteri” menjadi 
“Perizinan Berusaha 
terkait pemanfaatan 
hasil hutan kecuali 
dengan persetujuan 
dari Pemerintah 
Pusat” 
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Ketentu-
an per-
buatan 
Peru-
sakan 
Hutan

Pasal 28
Setiap pejabat dilarang:
a. menerbitkan izin peman-

faatan hasil hutan kayu dan/
atau penggunaan kawasan 
hutan di dalam kawasan 
hutan yang tidak sesuai den-
gan kewenangannya; 

b. menerbitkan izin peman-
faatan di dalam kawasan 
hutan dan/atau izin penggu-
naan kawasan hutan yang 
tidak sesuai dengan ketentu-
an peraturan perundang-un-
dangan; 

c. melindungi pelaku pembal-
akan liar dan/atau penggu-
naan kawasan hutan secara 
tidak sah; 

d. ikut serta atau memban-
tu kegiatan pembalakan 
liar dan/atau penggunaan 
kawasan hutan secara tidak 
sah; 

e. melakukan permufakatan 
untuk terjadinya pembalakan 
liar dan/atau penggunaan 
kawasan hutan secara tidak 
sah; 

f. menerbitkan surat keteran-
gan sahnya hasil hutan 
tanpa hak; 

g. dengan sengaja melakukan 
pembiaran dalam melak-
sanakan tugas; dan/atau 

h. lalai dalam melaksanakan 
tugas. 

Pasal 28
Setiap pejabat dilarang: 
a. menerbitkan Perizinan Be-

rusaha terkait pemanfaatan 
hasil hutan kayu dan/atau 
penggunaan kawasan hutan 
di dalam kawasan hutan 
yang tidak sesuai dengan 
kewenangannya; 

b. menerbitkan Perizinan Be-
rusaha di dalam kawasan 
hutan dan/atau Perizinan Be-
rusaha terkait penggunaan 
kawasan hutan yang tidak 
sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undan-
gan; 

c. melindungi pelaku pembal-
akan liar dan/atau penggu-
naan kawasan hutan secara 
tidak sah; 

d. ikut serta atau memban-
tu kegiatan pembalakan 
liar dan/atau penggunaan 
kawasan hutan secara tidak 
sah; 

e. melakukan permufakatan 
untuk terjadinya pembalakan 
liar dan/atau penggunaan 
kawasan hutan secara tidak 
sah; 

f. menerbitkan surat keteran-
gan sahnya hasil hutan 
tanpa hak; 

g. melakukan pembiaran dalam 
melaksanakan tugas dengan 
sengaja; dan/atau 

h. lalai dalam melaksanakan 
tugas. 

•	 Perubahan “izin 
pemanfaatan hasil 
hutan kayu” menja-
di “Perizinan beru-
saha terkait peman-
faatan hasil hutan 
kayu” 

•	 Perubahan “dengan 
sengaja melakukan 
pembiaran dalam 
melaksanakan 
tugas” menja-
di “melakukan 
pembiaran dalam 
melaksanakan tugas 
dengan sengaja”
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Pemerik-
saan di 
Sidang 
Penga-
dilan

Pasal 53
1. Pemeriksaan perkara peru-

sakan hutan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 52 
ayat (1), pada pengadilan 
negeri, dilakukan oleh ma-
jelis hakim yang berjumlah 
3 (tiga) orang yang terdiri 
dari satu orang hakim karier 
di pengadilan negeri setem-
pat dan dua orang hakim ad 
hoc. 

2. Pengangkatan hakim ad 
hoc sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan oleh 
Presiden atas usulan Ketua 
Mahkamah Agung Republik 
Indonesia. 

3. Setelah berlakunya Un-
dang-Undang ini ketua 
Mahkamah Agung Republik 
Indonesia harus mengusul-
kan calon hakim ad hoc yang 
diangkat melalui Keputusan 
Presiden untuk memeriksa 
perkara perusakan hutan. 

4. Dalam mengusulkan calon 
hakim ad hoc sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), 
Ketua Mahkamah Agung wa-
jib mengumumkan kepada 
masyarakat. 

5. Untuk dapat diangkat men-
jadi hakim ad hoc, harus 
terpenuhi syarat sebagai 
berikut: 
a. Warga negara Indonesia
b. bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa; 
c. berusia paling rendah 

40 (empat puluh) tahun 
pada saat pengangka-
tan; 

Pasal 53 dihapus •	 Penghapusan aturan 
mengenai pemerik-
saan perkara per-
sukana hutan pada 
pengadilan negeri 
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d. berijazah sarjana hukum 
atau sarjana lain yang 
memiliki keahlian dan 
pengalaman sekurang- 
kurangnya 10 (sepuluh) 
tahun dalam bidang 
kehutanan; 

e. tidak pernah dijatuhi 
hukuman pidana penjara 
berdasarkan putusan 
pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan 
hukum tetap karena 
melakukan tindak pidana 
yang diancam pidana 5 
(lima) tahun atau lebih; 

f. tidak pernah melakukan 
perbuatan tercela; 

g. cakap, jujur, serta 
memiliki integritas moral 
yang tinggi dan memiliki 
reputasi yang baik; 

h. tidak menjadi pengurus 
salah satu partai politik; 
dan 

i. melepaskan jabatan 
struktural dan jabatan 
lainnya selama menjadi 
hakim ad hoc.
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Lembaga 
Pencega-
han dan 
Pember-
antasan 
Peru-
sakan 
Hutan

Pasal 54
1. Dalam rangka pelaksanaan 

pencegahan dan pember-
antasan perusakan hutan, 
Presiden membentuk lemba-
ga yang menangani pence-
gahan dan pemberantasan 
perusakan hutan. 

2. Lembaga sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada 
Presiden. 

3. Lembaga sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) terdiri 
atas: 
a. unsur Kementerian Ke-

hutanan; 
b. unsur Kepolisian Repub-

lik Indonesia; 
c. unsur Kejaksaan Repub-

lik Indonesia; dan 
d. unsur lain yang terkait. 

4. Pelaksanaan tugas lembaga 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan berdasar-
kan ketentuan dalam Un-
dang-Undang ini. 

Pasal 54 dihapus •	 Penghapusan aturan 
mengenai Lembaga 
yang menangani 
pencegahan dan 
pemberantasan 
perusakan 

Ketentu-
an Pidana

Pasal 82
(1) Orang perseorangan yang 

dengan sengaja: 
a. melakukan penebangan 

pohon dalam kawasan 
hutan yang tidak sesuai 
dengan izin pemanfaatan 
hutan sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 12 
huruf a; 

Pasal 82
(1) Orang perseorangan yang 

dengan sengaja: 
a. melakukan penebangan 

pohon dalam kawasan 
hutan yang tidak sesuai 
dengan Perizinan Be-
rusaha terkait peman-
faatan hutan sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 
12 huruf a; 

•	 Perubahan “Izin 
pemanfaatan hutan” 
menjadi “perizinan 
berusaha terkait 
pemanfaatan lahan” 

•	 Tambahan klausal 
mengenai korporasi 
dikenai pemberatan 
1/3 dari denda pi-
dana yang dijatuh-
kan. 
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b. melakukan penebangan 
pohon dalam kawasan 
hutan tanpa memiliki izin 
yang dikeluarkan oleh 
pejabat yang berwenang 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 12 huruf b; 
dan/atau 

c. melakukan penebangan 
pohon dalam kawasan 
hutan secara tidak sah 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 12 huruf c 
dipidana dengan pidana 
penjara paling sing-
kat 1 (satu) tahun dan 
paling lama 5 (lima) 
tahun serta pidana 
denda paling sedik-
it Rp500.000.000,00 
(lima ratus juta rupi-
ah) dan paling banyak 
Rp2.500.000.000,00 
(dua miliar lima ratus 
juta rupiah). 

(2) Dalam hal tindak pidana 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan 
oleh orang perseorangan 
yang bertempat tinggal di 
dalam dan/atau di sekitar 
kawasan hutan, pelaku 
dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 3 
(tiga) bulan dan paling lama 
2 (dua) tahun dan/atau 
pidana denda paling sedikit 
Rp500.000,00 (lima ratus 
ribu rupiah) dan paling ban-
yak Rp500.000.000,00 (lima 
ratus juta rupiah). 

b. melakukan penebangan 
pohon dalam kawasan 
hutan tanpa memili-
ki Perizinan Berusaha 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 12 huruf b; 
dan/atau 

c. melakukan penebangan 
pohon dalam kawasan 
hutan secara tidak sah 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 12 huruf 
dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 1 
(satu) tahun dan paling 
lama 5 (lima) tahun dan 
pidana denda paling se-
dikit Rp500.000.000,00 
(lima ratus juta rupi-
ah) dan paling banyak 
Rp2.500.000.000,00 
(dua miliar lima ratus 
juta rupiah

(2) Dalam hal tindakan se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan oleh 
orang perseorangan yang 
bertempat tinggal di da-
lam dan/atau di sekitar 
kawasan hutan kurang dari 
5 (lima) tahun dan tidak 
terus menerus, pelaku 
dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 3 
(tiga) bulan dan paling lama 
2 (dua) tahun dan/atau 
pidana denda paling sedikit 
Rp500.000,00 (lima ratus 
ribu rupiah) dan paling ban-
yak Rp500.000.000,00 (lima 
ratus juta rupiah). 
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(3) Korporasi yang: 
a. melakukan penebangan 

pohon dalam kawasan 
hutan yang tidak sesuai 
dengan izin pemanfaatan 
hutan sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 12 
huruf a; 

b. melakukan penebangan 
pohon dalam kawasan 
hutan tanpa memiliki izin 
yang dikeluarkan oleh 
pejabat yang berwenang 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 12 huruf b; 
dan/atau 

c. melakukan penebangan 
pohon dalam kawasan 
hutan secara tidak sah 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 12 huruf c 
dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 5 
(lima) tahun dan paling 
lama 15 (lima belas) 
tahun serta pidana 
denda paling sedikit 
Rp5.000.000.000,00 
(lima miliar rupiah) 
dan paling banyak 
Rp15.000.000.000,00 
(lima belas miliar rupi-
ah).

(3) Korporasi yang: 
a. melakukan penebangan 

pohon dalam kawasan 
hutan yang tidak sesuai 
dengan Perizinan Be-
rusaha terkait peman-
faatan hutan sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 
12 huruf a; 

b. melakukan penebangan 
pohon dalam kawasan 
hutan tanpa memili-
ki Perizinan Berusaha 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 12 huruf b; 
dan/atau 

c. melakukan penebangan 
pohon dalam kawasan 
hutan secara tidak sah 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 12 huruf c; 
dipidana bagi: 
1. pengurusnya dengan 

pidana penjara paling 
singkat 5 (lima) 
tahun dan paling 
lama 15 (lima belas) 
tahun dan pidana 
denda paling sedikit 
Rp5.000.000.000,00 
(lima miliar rupiah) 
dan paling banyak 
Rp15.000.000.000,00 
(lima belas miliar 
rupiah); dan/atau 

2. korporasi dikenai 
pemberatan 1/3 dari 
denda pidana yang 
dijatuhkan. 
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Ketentu-
an Pidana 

Pasal 83
(1) Orang perseorangan yang 

dengan sengaja: 
a. memuat, membongkar, 

mengeluarkan, men-
gangkut, menguasai, 
dan/atau memiliki hasil 
penebangan di kawasan 
hutan tanpa izin se-
bagaimana dimaksud 
dalam Pasal 12 huruf d; 

b. mengangkut, men-
guasai, atau memiliki 
hasil hutan kayu yang 
tidak dilengkapi secara 
bersama surat keteran-
gan sahnya hasil hutan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 12 huruf e; 
dan/atau 

c. memanfaatkan hasil 
hutan kayu yang diduga 
berasal dari hasil pem-
balakan liar sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 
12 huruf h dipidana 
dengan pidana penjara 
paling singkat 1 (satu) 
tahun dan paling lama 
5 (lima) tahun serta 
pidana denda paling se-
dikit Rp500.000.000,00 
(lima ratus juta rupi-
ah) dan paling banyak 
Rp2.500.000.000,00 
(dua miliar lima ratus 
juta rupiah). 

Pasal 83
1. Orang perseorangan yang 

dengan sengaja: 
a. memuat, membongkar, 

mengeluarkan, men-
gangkut, menguasai, 
dan/atau memiliki hasil 
penebangan di kawasan 
hutan tanpa perizinan 
berusaha sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 
12 huruf d 

b. mengangkut, men-
guasai, atau memiliki 
hasil hutan kayu yang 
tidak dilengkapi secara 
Bersama surat keteran-
gan sahnya hasil hutan 
sebagimana dimaksud 
dalam Pasal 12 huruf e 
dan atau 

c. memanfaatkan hasil 
hutan kayu yang diduga 
berasal dari hasil pem-
balakan liar sebagimana 
dimaksud dalama Pasal 
12 huruf h dipidana  
dengan pidana penjara 
paling singkat 1 (satu) 
tahun dan paling lama 
5 (lima) tahun serta 
pidana denda paling se-
dikit Rp500.000.000,00 
(lima ratus juta rupi-
ah) dan paling banyak 
Rp2.500.000.000,00 
(dua miliar lima ratus 
juta rupiah). 

•	 Tambahan aturan 
mengenai sanksi 
pidana terhadap 
pelaku tidak melak-
sanakan kewajiban 
pemenuhan sanksi 
sebagaimana 
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(2) Orang perseorangan yang 
karena kelalaiannya:
a. memuat, membongkar, 

mengeluarkan, men-
gangkut, menguasai, 
dan/atau memiliki hasil 
penebangan di kawasan 
hutan tanpa izin se-
bagaimana dimaksud 
dalam Pasal 12 huruf d; 

b. mengangkut, menguasai 
atau memiliki hasil hutan 
kayu yang tidak dileng-
kapi secara bersama 
surat keterangan sahnya 
hasil hutan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 
12 huruf e; dan/atau 

c. memanfaatkan hasil 
hutan kayu yang diduga 
berasal dari hasil pem-
balakan liar sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 
12 huruf h dipidana 
dengan pidana penjara 
paling singkat 8 (dela-
pan) bulan dan paling 
lama 3 (tiga) tahun serta 
pidana denda paling 
sedikit Rp10.000.000,00 
(sepuluh juta rupiah) 
dan paling banyak 
Rp1.000.000.000,00 
(satu miliar rupiah). 

2. Orang perseorangan yang 
karena kelalaiannya:
a. memuat, membongkar, 

mengeluarkan, men-
gangkut, menguasai, 
dan/atau memiliki hasil 
penebangan di kawasan 
hutan tanpa Perizinan 
Berusaha sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 
12 huruf d; 

b. mengangkut, men-
guasai, atau memiliki 
hasil hutan kayu yang 
tidak dilengkapi secara 
bersama surat keteran-
gan sahnya hasil hutan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 12 huruf e; 
dan/atau 

c. memanfaatkan hasil 
hutan kayu yang diduga 
berasal dari hasil pem-
balakan liar sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 
12 huruf h, dipidana 
dengan pidana penjara 
paling singkat 8 (dela-
pan) bulan dan paling 
lama 3 (tiga) tahun serta 
pidana denda paling 
sedikit Rp10.000.000,00 
(sepuluh juta rupiah) 
dan paling banyak 
Rp1.000.000.000,00 
(satu miliar rupiah). 
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(3) Dalam hal tindak pidana 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf c dan 
ayat (2) huruf c dilakukan 
oleh orang perseorangan 
yang bertempat tinggal di 
dalam dan/atau di sekitar 
kawasan hutan, pelaku 
dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 3 
(tiga) bulan dan paling lama 
2 (dua) tahun dan/atau 
pidana denda paling sedikit 
Rp500.000,00 (lima ratus 
ribu rupiah) dan paling ban-
yak Rp500.000.000,00 (lima 
ratus juta rupiah). 

(4) Korporasi yang: 
a. memuat, membongkar, 

mengeluarkan, men-
gangkut, menguasai, 
dan/atau memiliki hasil 
penebangan di kawasan 
hutan tanpa izin se-
bagaimana dimaksud 
dalam Pasal 12 huruf d; 

b. mengangkut, men-
guasai, atau memiliki 
hasil hutan kayu yang 
tidak dilengkapi secara 
bersama surat keteran-
gan sahnya hasil hutan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 12 huruf e; 
dan/atau 

3. Dalam hal tindakan se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf c dan ayat 
(2) huruf c dilakukan oleh 
orang perseorangan yang 
bertempat tinggal di da-
lam dan/atau di sekitar 
kawasan hutan kurang dari 
5 (lima) tahun dan tidak 
secara terus menerus, 
pelaku dipidana dengan 
pidana penjara paling sing-
kat 3 (tiga) bulan dan paling 
lama 2 (dua) tahun atau 
pidana denda paling sedikit 
Rp500.000,00 (lima ratus 
ribu rupiah) dan paling ban-
yak Rp500.000.000,00 (lima 
ratus juta rupiah).

4. Korporasi yang:
a. memuat, membongkar, 

mengeluarkan, men-
gangkut, menguasai, 
dan/atau memiliki hasil 
penebangan di kawasan 
hutan tanpa Perizinan 
Berusaha sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 
12 huruf d; 

b. mengangkut, men-
guasai, atau memiliki 
hasil hutan kayu yang 
tidak dilengkapi secara 
bersama surat keteran-
gan sahnya hasil hutan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 12 huruf e; 
dan/atau 
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c. memanfaatkan hasil 
hutan kayu yang diduga 
berasal dari hasil pem-
balakan liar sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 
12 huruf h dipidana den-
gan pidana penjara pal-
ing singkat 5 (lima) ta-
hun dan paling lama 15 
(lima belas) tahun serta 
pidana denda paling se-
dikit Rp5.000.000.000,00 
(lima miliar rupiah) 
dan paling banyak 
Rp15.000.000.000,00 
(lima belas miliar rupi-
ah). 

c. memanfaatkan hasil 
hutan kayu yang diduga 
berasal dari hasil pem-
balakan liar sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 
12 huruf h, 

5. Dalam hal pelaku tidak 
melaksanakan kewajiban pe-
menuhan sanksi sebagaima-
na dimaksud pada ayat (4), 
pelaku dipidana dengan 
pidana penjara paling sing-
kat 5 (lima) tahun dan paling 
lama 15 (lima belas) tahun 
serta pidana denda.

Ketentu-
an Pidana

Pasal 84
(1) Orang perseorangan yang 

dengan sengaja membawa 
alat-alat yang lazim digu-
nakan untuk menebang, 
memotong, atau membelah 
pohon di dalam kawasan 
hutan tanpa izin pejabat 
yang berwenang sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 
12 huruf f dipidana dengan 
pidana penjara paling sing-
kat 1 (tahun) tahun dan 
paling lama 5 (lima) tahun 
serta pidana denda paling 
sedikit Rp250.000.000,00 
(dua ratus lima puluh juta 
rupiah) dan paling banyak 
Rp5.000.000.000,00 (lima 
miliar rupiah). 

Pasal 84
(1) Orang perseorangan yang 

dengan sengaja membawa 
alat-alat yang lazim digu-
nakan untuk menebang, 
memotong, atau membelah 
pohon di dalam kawasan 
hutan tanpa Perizinan Be-
rusaha sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 12 
huruf f dipidana dengan 
pidana penjara paling sing-
kat 1 (tahun) tahun dan 
paling lama 5 (lima) tahun 
atau pidana denda paling 
sedikit Rp250.000.000,00 
(dua ratus lima puluh juta 
rupiah) dan paling banyak 
Rp5.000.000.000,00 (lima 
miliar rupiah). 

•	 Perubahan “tanpa 
izin pejabat yang 
berwenang” menja-
di “tanpa Perizinan 
Berusaha”

•	 Penghapusan aturan 
mengenai sanksi 
pidana terhadap 
tindak pidana yang 
dilakukan perseo-
rang yang tinggal di 
kawasan hutan 
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(2) Orang perseorangan yang 
karena kelalaiannya mem-
bawa alat-alat yang lazim 
digunakan untuk menebang, 
memotong, atau membelah 
pohon di dalam kawasan 
hutan tanpa izin pejabat 
yang berwenang sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 12 
huruf f dipidana dengan pi-
dana penjara paling singkat 
8 (delapan) bulan dan paling 
lama 2 (dua) tahun serta 
pidana denda paling sedikit 
Rp10.000.000,00 (sepu-
luh juta rupiah) dan paling 
banyak Rp1.000.000.000,00 
(satu miliar rupiah). 

(3) Dalam hal tindak pidana 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2) 
dilakukan oleh orang perseo-
rangan yang bertempat 
tinggal di dalam dan/atau 
di sekitar kawasan hutan 
dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 3 
(tiga) bulan serta paling 
lama 2 (dua) tahun dan/atau 
pidana denda paling sedikit 
Rp500.000,00 (lima ratus 
ribu rupiah) dan paling ban-
yak Rp500.000.000,00 (lima 
ratus juta rupiah). 

(2) Orang perseorangan yang 
karena kelalaiannya mem-
bawa alat-alat yang lazim 
digunakan untuk menebang, 
memotong, atau membelah 
pohon di dalam kawasan 
hutan tanpa perizinan beru-
saha sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 12 huruf 
f dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 8 
(delapan) bulan dan paling 
lama 2 (dua) tahun serta 
pidana denda paling sedikit 
Rp10.000.000,00 (sepu-
luh juta rupiah) dan paling 
banyak Rp1.000.000.000,00 
(satu miliar rupiah). 

(3) Korporasi yang membawa 
alat-alat yang lazim digu-
nakan untuk menebang, 
memotong, atau membelah 
pohon di dalam kawasan 
hutan tanpa Perizinan Beru-
saha sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 12 huruf f 
dipidana bagi: 

a. pengurusnya dengan pidana 
penjara paling singkat 2 
(dua) tahun dan paling lama 
15 (lima belas) tahun dan 
pidana denda paling sedikit 
Rp2.000.000.000,00 (dua 
miliar rupiah) dan paling 
banyak Rp15.000.000.000,00 
(lima belas miliar rupiah); 
dan/atau 

b. korporasi dikenai pember-
atan 1/3 dari denda pidana 
yang dijatuhkan.
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(4) Korporasi yang memba-
wa alat-alat yang lazim 
digunakan untuk mene-
bang, memotong, atau 
membelah pohon di dalam 
kawasan hutan tanpa izin 
pejabat yang berwenang 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 12 huruf f 
dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 2 
(dua) tahun dan paling lama 
15 (lima belas) tahun dan 
pidana denda paling sedikit 
Rp2.000.000.000,00 (dua 
miliar rupiah) dan paling 
banyak Rp15.000.000.000,00 
(lima belas miliar rupiah).

Ketentu-
an Pidana

Pasal 85
(1) Orang perseorangan yang 

dengan sengaja membawa 
alat-alat berat dan/atau alat-
alat lainnya yang lazim atau 
patut diduga akan digunakan 
untuk mengangkut hasil 
hutan di dalam kawasan 
hutan tanpa izin pejabat 
yang berwenang sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 
12 huruf g dipidana dengan 
pidana penjara paling sing-
kat 2 (dua) tahun dan paling 
lama 10 (sepuluh) tahun dan 
pidana denda paling sedikit 
Rp2.000.000.000,00 (dua 
miliar rupiah) dan paling 
banyak Rp10.000.000.000,00 
(sepuluh miliar rupiah). 

Pasal 85
6. Orang perseorangan yang 

dengan sengaja membawa 
alat-alat berat dan/atau alat-
alat lainnya yang lazim atau 
patut diduga akan digunakan 
untuk mengangkut hasil 
hutan di dalam kawasan 
hutan tanpa Perizinan Beru-
saha sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 12 huruf 
g dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 2 
(dua) tahun dan paling lama 
10 (sepuluh) tahun atau 
pidana denda paling sedikit 
Rp2.000.000.000,00 (dua 
miliar rupiah) dan paling 
banyak Rp10.000.000.000,00 
(sepuluh miliar rupiah). 

•	 Perubahan "tanpa 
izin pejabat yang 
berwenang" menja-
di "tanpa Perizinan 
Berusaha"

•	 Tambahan aturan 
mengenai penge-
naan sanksi terha-
dap korporasi dike-
nai pemberatan 1/3 
dari dendan pidana 
yang dijatuhkan 
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(2) Korporasi yang membawa 
alat-alat berat dan/atau 
alat-alat lainnya yang laz-
im atau patut diduga akan 
digunakan untuk mengang-
kut hasil hutan di dalam 
kawasan hutan tanpa izin 
pejabat yang berwenang 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 12 huruf g 
dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 5 
(lima) tahun dan paling lama 
15 (lima belas) tahun serta 
pidana denda paling sedikit 
Rp5.000.000.000,00 (lima 
miliar rupiah) dan paling 
banyak Rp15.000.000.000,00 
(lima belas miliar rupiah). 

7. Korporasi yang membawa 
alat-alat berat dan/atau alat- 
alat lainnya yang lazim atau 
patut diduga akan digunakan 
untuk mengangkut hasil 
hutan di dalam kawasan 
hutan tanpa Perizinan Beru-
saha sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 12 huruf g 
dipidana bagi: 
a. pengurusnya pidana 

penjara paling sing-
kat 5 (lima) tahun dan 
paling lama 15 (lima 
belas) tahun dan pidana 
denda paling sedikit 
Rp5.000.000.000,00 
(lima miliar rupiah) 
dan paling banyak 
Rp15.000.000.000,00 
(lima belas miliar rupi-
ah); dan/atau 

b. korporasi dikenai pem-
beratan 1/3 dari denda 
pidana yang dijatuhkan.

Ketentu-
an Pidana

Pasal 92
(1) Orang perseorangan yang 

dengan sengaja: 
a. melakukan kegiatan 

perkebunan tanpa izin 
Menteri di dalam ka-
wasan hutan sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 
17 ayat (2) huruf b; dan/
atau 

Pasal 92
(1) Orang perseorangan yang 

dengan sengaja: 
a. melakukan kegiatan 

perkebunan tanpa 
Perizinan Berusaha di 
dalam kawasan hutan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 17 ayat (2) 
huruf b; dan/atau 

•	 Perubahan “Tanpa 
izin Menteri” menja-
di “tanpa perizinan 
berusaha” 

•	 Tambahan aturan 
mengenai penge-
naan sanksi terha-
dap korporasi dike-
nai pemberatan 1/3 
dari dendan pidana 
yang dijatuhkan
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b. membawa alat-alat berat 
dan/atau alat-alat lainn-
ya yang lazim atau patut 
diduga akan digunakan 
untuk melakukan kegia-
tan perkebunan dan/
atau mengangkut hasil 
kebun di dalam kawasan 
hutan tanpa izin Menteri 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 17 ayat 
(2) huruf a dipidana 
dengan pidana penjara 
paling singkat 3 (tiga) 
tahun dan paling lama 
10 (sepuluh) tahun serta 
pidana denda paling se-
dikit Rp1.500.000.000,00 
(satu miliar lima 
ratus juta rupiah) 
dan paling banyak 
Rp5.000.000.000,00 
(lima miliar rupiah). 

(2) Korporasi yang: 
a. melakukan kegiatan 

perkebunan tanpa izin 
Menteri di dalam ka-
wasan hutan sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 
17 ayat (2) huruf b; dan/
atau 

b. membawa alat-alat berat 
dan/atau alat-alat lainn-
ya yang lazim atau patut 
diduga akan digunakan 
untuk melakukan kegia-
tan perkebunan dan/
atau mengangkut hasil 
kebun di dalam kawasan 
hutan tanpa Perizinan 
Berusaha sebagaimana 
dimaksud dalam Pas-
al 17 ayat (2) huruf a; 
dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 3 
(tiga) tahun dan pal-
ing lama 10 (sepuluh) 
tahun dan/atau pidana 
denda paling sedikit 
Rp1.500.000.000,00 
(satu miliar lima ra-
tus juta rupiah) 
dan paling banyak 
Rp5.000.000.000,00 
(lima miliar rupiah). 

(2) Korporasi yang: 
a. melakukan kegiatan 

perkebunan tanpa 
Perizinan Berusaha di 
dalam kawasan hutan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 17 ayat (2) 
huruf b; dan/atau 
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b. membawa alat-alat berat 
dan atau alat lain yang 
lazim atau patut diduga 
akan digunakan untuk 
melakukan kegiatan 
perkebunan dan atau 
mengangkut hasil ke-
bun di dalam kawasan 
hutan tanpa Izin Menteri 
sebagimana diamksud 
dalam Pasal 17 ayat 
(2) huruf a dipidana 
dengan pidana penjara 
paling singkat 8 (dela-
pan) tahun dan paling 
lama 20 (dua puluh) 
tahun serta pidana 
denda paling sedikit 
Rp20.000.000.000,00 
(dua puluh miliar rupi-
ah) dan paling banyak 
Rp50.000.000.000,00 
(lima puluh miliar rupi-
ah). 

b. membawa alat-alat berat 
dan/atau alat-alat lainn-
ya yang lazim atau patut 
diduga akan digunakan 
untuk melakukan kegia-
tan perkebunan dan/
atau mengangkut hasil 
kebun di dalam kawasan 
hutan tanpa Perizinan 
Berusaha sebagaimana 
dimaksud dalam Pas-
al 17 ayat (2) huruf a; 
dipidana dengan pidana 
penjara bagi pengu-
rusnya paling singkat 
8 (delapan) tahun dan 
paling lama 20 (dua pu-
luh) tahun serta pidana 
denda paling sedikit 
Rp20.000.000.000,00 
(dua puluh miliar rupi-
ah) dan paling banyak 
Rp50.000.000.000,00 
(lima puluh miliar ru-
piah) dan/atau bagi 
korporasi dikenai pem-
beratan 1/3 dari denda 
pokoknya. 
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Ketentu-
an Pidana

Pasal 93
(1) Orang perseorangan yang 

dengan sengaja: 
a. mengangkut dan/atau me-

nerima titipan hasil perkebu-
nan yang berasal dari ke-
giatan perkebunan di dalam 
kawasan hutan tanpa izin 
sebagaimana dimaksud da-
lam Pasal 17 ayat (2) huruf 
c; 

b. menjual, menguasai, memili-
ki, dan/atau menyimpan ha-
sil perkebunan yang berasal 
dari kegiatan perkebunan di 
dalam kawasan hutan tanpa 
izin sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 17 ayat (2) 
huruf d; dan/atau 

c. membeli, memasarkan, dan/
atau mengolah hasil kebun 
dari perkebunan yang beras-
al dari kegiatan perkebunan 
di dalam kawasan hutan 
tanpa izin sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 17 ayat 
(2) huruf e dipidana dengan 
pidana penjara paling sing-
kat 3 (tiga) tahun dan paling 
lama 10 (sepuluh) tahun 
serta pidana denda paling 
sedikit Rp1.500.000.000,00 
(satu miliar lima ratus juta 
rupiah) dan paling banyak 
Rp5.000.000.000,00 (lima 
miliar rupiah). 

Pasal 93
(1) Orang perseorangan yang 

dengan sengaja: 
a. mengangkut dan/atau me-

nerima titipan hasil perkebu-
nan yang berasal dari ke-
giatan perkebunan di dalam 
kawasan hutan tanpa Per-
izinan Berusaha sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 17 
ayat (2) huruf c; 

b. menjual, menguasai, memili-
ki, dan/atau menyimpan ha-
sil perkebunan yang berasal 
dari kegiatan perkebunan di 
dalam kawasan hutan tanpa 
Perizinan Berusaha se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 17 ayat (2) huruf d; 
dan/atau 

c. membeli, memasarkan, dan/
atau mengolah hasil kebun 
dari perkebunan yang beras-
al dari kegiatan perkebunan 
di dalam kawasan hutan 
tanpa Perizinan Berusaha 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 17 ayat (2) 
huruf e, dipidana dengan 
pidana penjara paling sing-
kat 3 (tiga) tahun dan paling 
lama 10 (sepuluh) tahun 
atau pidana denda paling 
sedikit Rp1.500.000.000,00 
(satu miliar lima ratus juta 
rupiah) dan paling banyak 
Rp5.000.000.000,00 (lima 
miliar rupiah). 

•	 Perubahan “Tanpa 
izin Menteri” menja-
di “tanpa perizinan 
berusaha” 

•	 Tambahan aturan 
mengenai penge-
naan sanksi terha-
dap korporasi dike-
nai pemberatan 1/3 
dari dendan pidana 
yang dijatuhkan
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(2) Orang perseorangan yang 
karena kelalaiannya: 

a. mengangkut dan/atau mener-
ima titipan hasil perkebunan 
yang berasal dari kegiatan 
perkebunan di dalam ka-
wasan hutan tanpa izin se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 17 ayat (2) huruf c; 

a. menjual, menguasai, memili-
ki dan/atau menyimpan hasil 
perkebunan yang berasal 
dari kegiatan perkebunan di 
dalam kawasan hutan tanpa 
izin sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 17 ayat (2) 
huruf d; dan/atau 

b. membeli, memasarkan dan/
atau mengolah hasil kebun 
dari perkebunan yang beras-
al dari kegiatan perkebunan 
di dalam kawasan hutan 
tanpa izin sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 17 ayat 
(2) huruf e 

dipidana dengan pidana penja-
ra paling singkat 1 (satu) 
tahun dan paling lama 
3 (tiga) tahun dan pi-
dana denda paling sedikit 
Rp100.000.000,00 (sera-
tus juta rupiah) dan paling 
banyak Rp1.000.000.000,00 
(satu miliar rupiah). 

(2) Orang perseorangan yang 
karena kelalaiannya: 

a. mengangkut dan/atau mener-
ima titipan hasil perkebunan 
yang berasal dari kegiatan 
perkebunan di dalam ka-
wasan hutan tanpa Perizinan 
Berusaha sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 17 ayat 
(2) huruf c; 

a. menjual, menguasai, memili-
ki, dan/atau menyimpan ha-
sil perkebunan yang berasal 
dari kegiatan perkebunan di 
dalam kawasan hutan tanpa 
Perizinan Berusaha se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 17 ayat (2) huruf d; 
dan/atau 

b. membeli, memasarkan, dan/
atau mengolah hasil kebun 
dari perkebunan yang beras-
al dari kegiatan perkebunan 
di dalam kawasan hutan 
tanpa Perizinan Berusaha se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 17 ayat (2) huruf e. 

dipidana dengan pidana penja-
ra paling singkat 1 (satu) 
tahun dan paling lama 
3 (tiga) tahun atau pi-
dana denda paling sedikit 
Rp100.000.000,00 (sera-
tus juta rupiah) dan paling 
banyak Rp1.000.000.000,00 
(satu miliar rupiah). 
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(4) Korporasi yang: 
a. mengangkut dan/atau me-

nerima titipan hasil perkebu-
nan yang berasal dari ke-
giatan perkebunan di dalam 
kawasan hutan tanpa izin 
sebagaimana dimaksud da-
lam Pasal 17 ayat (2) huruf 
c; 

b. menjual, menguasai, memili-
ki dan/atau menyimpan hasil 
perkebunan yang berasal 
dari kegiatan perkebunan di 
dalam kawasan hutan tanpa 
izin sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 17 ayat (2) 
huruf d; dan/atau 

c. membeli, memasarkan dan/
atau mengolah hasil kebun 
dari perkebunan yang beras-
al dari kegiatan perkebunan 
di dalam kawasan hutan 
tanpa izin sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 17 ayat 
(2) huruf e 

dipidana dengan pidana pen-
jara paling singkat 5 (lima) 
tahun dan paling lama 15 
(lima belas) tahun serta 
pidana denda paling sedikit 
Rp5.000.000.000,00 (lima 
miliar rupiah) dan paling 
banyak Rp15.000.000.000,00 
(lima belas miliar rupiah).

(3) Korporasi yang: 
a. mengangkut dan/atau me-

nerima titipan hasil perkebu-
nan yang berasal dari ke-
giatan perkebunan di dalam 
kawasan hutan tanpa Per-
izinan Berusaha sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 17 
ayat (2) huruf c; 

b. menjual, menguasai, memili-
ki, dan/atau menyimpan ha-
sil perkebunan yang berasal 
dari kegiatan perkebunan di 
dalam kawasan hutan tanpa 
Perizinan Berusaha se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 17 ayat (2) huruf d; 
dan/atau 

c. membeli, memasarkan, dan/
atau mengolah hasil kebun 
dari perkebunan yang beras-
al dari kegiatan perkebunan 
di dalam kawasan hutan 
tanpa Perizinan Berusaha se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 17 ayat (2) huruf e, 

dipidana dengan pidana penja-
ra bagi pengurusnya paling 
singkat 5 (lima) tahun dan 
paling lama 15 (lima be-
las) tahun dan/atau pi-
dana denda paling sedikit 
Rp5.000.000.000,00 (lima 
miliar rupiah) dan paling 
banyak Rp15.000.000.000,00 
(lima belas miliar rupiah) 
dan/atau korporasi dikenai 
pemberatan 1/3 dari denda 
pidana yang dijatuhkan.
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Ketentu-
an Pidana

Pasal 96
1. Orang perseorangan yang 

dengan sengaja: 
a. memalsukan surat izin 

pemanfaatan hasil hutan 
kayu dan/atau penggunaan 
kawasan hutan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 24 
huruf a; 

b. menggunakan surat izin pal-
su pemanfaatan hasil hutan 
kayu dan/atau penggunaan 
kawasan hutan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 24 
huruf b; dan/atau 

c. memindahtangankan atau 
menjual izin yang dikelu-
arkan oleh pejabat yang 
berwenang kecuali dengan 
persetujuan Menteri se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 24 huruf c 

dipidana dengan pidana penja-
ra paling singkat 1 (satu) 
tahun dan paling lama 
5 (lima) tahun serta pi-
dana denda paling sedikit 
Rp500.000.000,00 (lima 
ratus juta rupiah) dan paling 
banyak Rp2.500.000.000,00 
(dua miliar lima ratus juta 
rupiah). 

2. Korporasi yang: 
a. memalsukan surat izin 

pemanfaatan hasil hutan 
kayu dan/atau penggunaan 
kawasan hutan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 24 
huruf a; 

Pasal 96
1. Orang perseorangan yang 

dengan sengaja: 
a. memalsukan Perizinan Be-

rusaha terkait pemanfaatan 
hasil hutan kayu dan/atau 
penggunaan kawasan hutan 
sebagaimana dimaksud da-
lam Pasal 24 huruf a; 

b. menggunakan Perizinan Be-
rusaha palsu terkait peman-
faatan hasil hutan kayu dan/
atau penggunaan kawasan 
hutan sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 24 huruf b; 
dan/atau 

c. memindahtangankan atau 
menjual Perizinan Berusa-
ha sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 24 huruf c, 

dipidana dengan pidana penja-
ra paling singkat 1 (satu) 
tahun dan paling lama 
5 (lima) tahun serta pi-
dana denda paling sedikit 
Rp500.000.000,00 (lima 
ratus juta rupiah) dan paling 
banyak Rp2.500.000.000,00 
(dua miliar lima ratus juta 
rupiah). 

2. Korporasi yang: 
a. memalsukan Perizinan Be-

rusaha terkait pemanfaatan 
hasil hutan kayu dan/atau 
penggunaan kawasan hutan 
sebagaimana dimaksud da-
lam Pasal 24 huruf a; 

•	 Perubahan men-
genai “surat izin 
pemanfaatan hasil 
hutan kayu” menja-
di “Perizinan Beru-
saha” 

•	 Tambahan aturan 
mengenai penge-
naan sanksi terha-
dap korporasi dike-
nai pemberatan 1/3 
dari dendan pidana 
yang dijatuhkan
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b. menggunakan surat izin pal-
su pemanfaatan hasil hutan 
kayu dan/atau penggunaan 
kawasan hutan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 24 
huruf b; dan/atau 

c. memindahtangankan atau 
menjual izin yang dikelu-
arkan oleh pejabat yang 
berwenang kecuali dengan 
persetujuan Menteri se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 24 huruf c 

dipidana dengan pidana pen-
jara paling singkat 5 (lima) 
tahun dan paling lama 15 
(lima belas) tahun serta 
pidana denda paling sedikit 
Rp5.000.000.000,00 (lima 
miliar rupiah) dan paling 
banyak Rp15.000.000.000,00 
(lima belas miliar rupiah). 

b. menggunakan Perizinan Be-
rusaha palsu terkait peman-
faatan hasil hutan kayu dan/
atau penggunaan kawasan 
hutan sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 24 huruf b; 
dan/atau 

c. memindahtangankan atau 
menjual Perizinan Berusa-
ha sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 24 huruf c, 

dipidana bagi: 
c. pengurusnya dipidana 

dengan pidana penja-
ra paling singkat 5 (lima) 
tahun dan paling lama 15 
(lima belas) tahun serta 
pidana denda paling sedikit 
Rp5.000.000.000,00 (lima 
miliar rupiah) dan paling 
banyak Rp15.000.000.000,00 
(lima belas miliar rupiah). 

d. korporasi dikenai pember-
atan 1/3 dari denda pidana 
yang dijatuhkan.

Ketentu-
an Pidana

Pasal 105
Setiap pejabat yang: 
a. menerbitkan izin peman-

faatan hasil hutan kayu dan/
atau penggunaan kawasan 
hutan di dalam kawasan 
hutan yang tidak sesuai 
dengan kewenangannya se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 28 huruf a; 

Pasal 105
Setiap pejabat yang: 
a. menerbitkan Perizinan Be-

rusaha terkait pemanfaatan 
hasil hutan kayu dan/atau 
penggunaan kawasan hutan 
di dalam kawasan hutan 
yang tidak sesuai dengan 
kewenangannya sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 28 
huruf a; 

•	 Perubahan “izin 
pemanfaatan hasil 
hutan kayu” men-
jadi “peneribtan 
berusaha terkaita 
pemanfaatan hasil 
hutan kayu”
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b. menerbitkan izin peman-
faatan hasil hutan kayu 
dan/atau izin penggunaan 
kawasan hutan di dalam 
kawasan hutan yang tidak 
sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undan-
gan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 28 huruf b; 

c. melindungi pelaku pembal-
akan liar dan/atau penggu-
naan kawasan hutan secara 
tidak sah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 28 
huruf c; 

d. ikut serta atau memban-
tu kegiatan pembalakan 
liar dan/atau penggunaan 
kawasan hutan secara tidak 
sah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 28 huruf d; 

e. melakukan permufakatan 
untuk terjadinya pembalakan 
liar dan/atau penggunaan 
kawasan hutan secara tidak 
sah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 28 huruf e; 

f. menerbitkan surat keteran-
gan sahnya hasil hutan tan-
pa hak sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 28 huruf f; 
dan/atau 

g. dengan sengaja melaku-
kan pembiaran dalam 
melaksanakan tugas seh-
ingga terjadi tindak pidana 
pembalakan liar dan/atau 
penggunaan kawasan hutan 
secara tidak sah sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 28 
huruf g 

b. menerbitkan Perizinan Be-
rusaha di dalam Kawasan 
Hutan dan/atau Perizinan 
Berusaha terkait penggu-
naan kawasan hutan di 
dalam kawasan hutan yang 
tidak sesuai dengan ketentu-
an peraturan perundang- un-
dangan sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 28 huruf b; 

c. melindungi pelaku pembal-
akan liar dan/atau penggu-
naan kawasan hutan secara 
tidak sah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 28 
huruf c; 

d. ikut serta atau memban-
tu kegiatan pembalakan 
liar dan/atau penggunaan 
kawasan hutan secara tidak 
sah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 28 huruf d; 

e. melakukan permufakatan 
untuk terjadinya pembalakan 
liar dan/atau penggunaan 
kawasan hutan secara tidak 
sah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 28 huruf e; 

f. menerbitkan surat keteran-
gan sahnya hasil hutan tan-
pa hak sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 28 huruf f; 
dan/atau 

g. dengan sengaja melaku-
kan pembiaran dalam 
melaksanakan tugas seh-
ingga terjadi tindak pidana 
pembalakan liar dan/atau 
penggunaan kawasan hutan 
secara tidak sah sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 28 
huruf g, 
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dipidana dengan pidana penjara 
paling singkat 1 (satu) tahun dan 
paling lama 10 (sepuluh) tahun 
serta pidana denda paling se-
dikit Rp1.000.000.000,00 (satu 
miliar rupiah) dan paling banyak 
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh 
miliar rupiah). 

dipidana dengan pidana penjara 
paling singkat 1 (satu) tahun dan 
paling lama 10 (sepuluh) tahun 
serta pidana denda paling se-
dikit Rp1.000.000.000,00 (satu 
miliar rupiah) dan paling banyak 
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh 
miliar rupiah). 

Ketentu-
an Perali-
han

Pasal 110A Pasal 110A
i. Setiap orang yang melaku-

kan kegiatan usaha yang 
telah terbangun dan memiliki 
Perizinan Berusaha di dalam 
kawasan hutan sebelum 
berlakunya Undang- Undang 
ini yang belum memenuhi 
persyaratan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perun-
dang-undangan di bidang 
kehutanan, wajib menyele-
saikan persyaratan paling 
lambat 3 (tiga) tahun sejak 
Undang-Undang ini berlaku. 

ii. Jika setelah lewat 3 (tiga) 
tahun sejak berlakunya 
undang-undang ini tidak 
menyelesaikan persyaratan 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), pelaku dikenai 
sanksi administratif, berupa: 

a. pembayaran denda adminis-
tratif; dan/atau 

b. pencabutan Perizinan Beru-
saha. 

iii. Ketentuan lebih lanjut men-
genai tata cara pengenaan 
sanksi administratif dan tata 
cara penerimaan negara 
bukan pajak yang berasal 
dari denda administratif 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) diatur dalam Pera-
turan Pemerintah. 

•	 Tambahan atur-
an mengenai (1) 
kwajiban memenuhi 
persyaratan paling 
lambat 3 tahun 
sejak uu berlaku 
terhadap setiap 
orag yang melaku-
kan kegiatan usaha 
yang telah terba-
ngun yang belum 
memenuhi pers-
yaratan 

•	 Tambahan aturan 
mengenai sanksi 
administartif akibat 
tidak menyelesaikan 
persyaratan 

•	 Tamabahan peratur-
an mengenai keten-
tuan lebih lanjut 
menegnai tata cara 
penegnaan sanksi 
diatur dalam Pera-
turan Pemerintah
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Ketentu-
an Perali-
han

Pasal 110B Pasal 110B
(1) Setiap orang yang melaku-

kan pelanggaran sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 
17 ayat (1) huruf b, huruf c, 
dan/atau huruf e, dan/atau 
Pasal 17 ayat (2) huruf b, 
huruf c, dan/atau huruf e, 
atau kegiatan lain di ka-
wasan hutan tanpa memiliki 
Perizinan Berusaha yang 
dilakukan sebelum ber-
lakunya Undang- Undang ini 
dikenai sanksi administratif, 
berupa: 

a. penghentian sementara ke-
giatan usaha;

b. pembayaran denda admini-
statif; dan/atau 

c. paksaan pemerintah 
(2) Dalam hal pelanggaran 

sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan oleh 
orang perseorangan yang 
bertempat tinggal di dalam 
dan/atau di sekitar kawasan 
hutan paling singkat 5 (lima) 
tahun secara terus menerus 
dengan luasan paling banyak 
5 (lima) hektar, dikecualikan 
dari sanksi administratif dan 
diselesaikan melalui penata-
an kawasan hutan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut men-
genai tata cara pengenaan 
sanksi administratif dan tata 
cara penerimaan negara 
bukan pajak yang berasal 
dari denda administratif 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur dalam Pera-
turan Pemerintah. 

•	 Tambahan aturan 
mengenai sanksi 
administratif atas 
setiap orang yang 
melakukan pelang-
garan tanpa memi-
liki Perizinan Beru-
saha yang dilakukan 
sebelum berlakunya 
undang-undang ini 

•	 Tambahan aturan 
mengenai ketentu-
an lebih lanjut atas 
sanksi administratif 
diatur dalam Pera-
turan Pemerintah
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Ketentu-
an Penu-
tup

Pasal 111
1. Lembaga pencegahan dan 

pemberantasan perusakan 
hutan sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 53 harus 
telah terbentuk paling lama 
2 (dua) tahun terhitung 
sejak Undang-Undang ini 
diundangkan. 

2.  Sejak terbentuknya lembaga 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), penanganan semua 
tindak pidana perusakan 
hutan yang terorganisasi 
sebagaimana diatur dalam 
Undang- Undang ini menjadi 
kewenangan lembaga pence-
gahan dan pemberantasan 
perusakan hutan. 

Pasal 111 dihapus •	 Penghapusan aturan 
mengenai lembaga 
pencegahan dan 
pemberantasan 
perusakan hutan 
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Ketentu-
an Penu-
tup

Pasal 112
Pada saat Undang-Undang ini 

mulai berlaku: 
c. ketentuan Pasal 50 ayat (1) 

dan ayat (3) huruf a, huruf 
f, huruf g, huruf h, huruf j, 
serta huruf k; dan 

d. ketentuan Pasal 78 ayat (1) 
mengenai ketentuan pidana 
terhadap Pasal 50 ayat (1) 
serta ayat (2) mengenai 
ketentuan pidana terhadap 
Pasal 50 ayat (3) huruf a dan 
huruf b, ayat (6), ayat (7), 
ayat (9), dan ayat (10) 

dalam Undang-Undang Nomor 
41 Tahun 1999 tentang Ke-
hutanan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 167, Tambahan 
Lembaran Negara Repub-
lik Indonesia Nomor 3888) 
sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang No-
mor 19 Tahun 2004 tentang 
Penetapan Peraturan Pemer-
intah Pengganti Undang-Un-
dang Nomor 1 Tahun 2004 
tentang Perubahan atas Un-
dang- Undang Nomor 41 Ta-
hun 1999 tentang Kehutanan 
menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 No-
mor 86, Tambahan Lemba-
ran Negara Republik Indone-
sia Nomor 4412) dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 112 dihapus •	 Penghapusan 
aturan mengenai 
keberlakuan undang 
undang nomor 41 
Tahun 1999 
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10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan 
Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pertam-
bangan Mineral dan Batubara

TOPIK UU MINERBA UU CIPTA KERJA RANGKUMAN 
PENJELASAN 

Pendapatan 
Negara dan 
Daerah

Pasal 128A sebelumnya tidak ada 
dalam UU MInerba

Pasal 128A
1. Pelaku usaha yang melaku-

kan peningkatan nilai tam-
bah batu bara sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 102 
ayat (2), dapat diberikan 
perlakuan tertentu terhadap 
kewajiban penerimaan neg-
ara sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 128. 

2. Pemberian perlakuan ter-
tentu terhadap kewajiban 
penerimaan negara se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) untuk kegiatan pen-
ingkatan nilai tambah batu 
bara dapat berupa penge-
naan royalti sebesar 0% (nol 
persen). 

3. Ketentuan lebih lanjut men-
genai perlakuan tertentu 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur dalam Pera-
turan Pemerintah. 

•	 Tambahan aturan 
mengenai per-
lakuan tertentu 
terhadap kewaji-
abn penerimaan 
negara atas 
pelaku usaha 
yang melakukan 
peningkatan nilai 
tambah 

•	 Tambahan aturan 
mengenai pen-
genaan royalty 
sebesar 0%

Ketentuan 
Pidana

Pasal 162
Setiap orang yang merintangi 
atau mengganggu kegiatan Usa-
ha Pertambangan dari pemegang 
IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang 
telah memenuhi syarat-syarat 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 136 ayat (2) dipidana 
dengan pidana kurungan paling 
lama 1 (satu) tahun atau denda 
paling banyak Rp100.000.000,00 
(seratus juta rupiah).”

Pasal 162
Setiap orang yang merintangi 
atau mengganggu kegiatan usa-
ha pertambangan dari pemegang 
IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang 
telah memenuhi syarat-syarat 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 86F huruf b dan Pasal 136 
ayat (2) dipidana dengan pidana 
kurungan paling lama 1 (satu) 
tahun atau denda paling banyak 
Rp100.000.000,00 (seratus juta 
rupiah). 

•	 Penghapusan ke-
berlakuan sanksi 
pidana terhadapa 
Pasal 86F huruf b 
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TOPIK UU MINYAK DAN GAS UU CIPTA KERJA RANGKUMAN PEN-
JELASAN 

Ketentu-
an Umum 

Pasal 1
(1) Minyak Bumi adalah hasil 

proses alami berupa hidro-
karbon yang dalam kondisi 
tekanan dan temperatur at-
mosfer berupa fasa cair atau 
padat, termasuk aspal, lilin 
mineral atau ozokerit, dan 
bitumen yang diperoleh dan 
proses penambangan, tetapi 
tidak termasuk batubara 
atau endapan hidrokanbon 
lain yang berbentuk padat 
yang diperoleh dari kegiatan 
yang tidak berkaitan dengan 
kegiatan usaha minyak dan 
gas bumi. 

(2) Gas Bumi adalah hasil proses 
alami berupa hidrokarbon 
yang dalam kondisi tekanan 
dan temperatur atmosfer be-
rupa fasa gas yang diperoleh 
dan proses penambangan 
minyak dan gas bumi. 

(3) Minyak dan Gas Bumi adalah 
Minyak Bumi dan Ga s Bumi. 

(4) Bahan Bakar Minyak adalah 
bahan bakar yang berasal 
dan/atau diolah dari Minyak 
Bumi. 

(5) Kuasa Pertambangan adalah 
wewenang yang diberikan 
Negara kepada Pemerintah 
untuk menyelenggarakan 
kegiatan Eksplorasi dan Ek-
sploitasi. 

Pasal 1
(1) Minyak Bumi adalah hasil 

proses alami berupa hidro-
karbon yang dalam kondisi 
tekanan dan temperatur at-
mosfer berupa fasa cair atau 
padat, termasuk aspal, lilin 
mineral atau ozokerit, dan 
bitumen yang diperoleh dari 
proses penambangan, tetapi 
tidak termasuk batubara 
atau endapan hidrokarbon 
lain yang berbentuk padat 
yang diperoleh dari kegiatan 
yang tidak berkaitan dengan 
kegiatan usaha Minyak dan 
Gas Bumi. 

(2) Gas Bumi adalah hasil proses 
alami berupa hidrokarbon 
yang dalam kondisi tekanan 
dan temperatur atmosfer be-
rupa fasa gas yang diperoleh 
dari proses penambangan 
Minyak dan Gas Bumi. 

(3) Minyak dan Gas Bumi adalah 
Minyak Bumi dan Gas Bumi. 

(4) Bahan Bakar Minyak adalah 
bahan bakar yang berasal 
dan/atau diolah dari Minyak 
Bumi; 

(5) Kuasa Pertambangan adalah 
wewenang yang diberikan 
Negara kepada Pemerintah 
untuk menyelenggarakan 
kegiatan Eksplorasi dan Ek-
sploitasi. 

•	 Penghapusan 
“Badan Pelaksana 
adalah suatu Badan 
yang dibentuk untuk 
melakukan pengen-
dalian Kegiatan Us-
aha Hulu di bidang 
Minyak dan Gas 
Bumi” (Angka 23)
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JELASAN 

(6) Survei Umum adalah kegia-
tan lapangan yang meliputi 
pengumpulan, analisis, dan 
penyajian data yang ber-
hubungan dengan informasi 
kondisi geologi untuk mem-
perkirakan letak dan potensi 
sumber daya Minyak dan Gas 
Bumi di luar Wilayah Kerja. 

(7) Kegiatan Usaha Hulu adalah 
kegiatan usaha yang berin-
tikan atau bertumpu pada 
kegiatan usaha Eksplorasi 
dan Eksploitasi. 

(8) Eksplorasi adalah kegiatan 
yang bertujuan memperoleh 
informasi mengenai kondisi 
geologi untuk menemukan 
dan memperoleh perkiraan 
cadangan Minyak dan Gas 
Bumi di Wilayah Kerja yang 
ditentukan. 

(9) Eksploitasi adalah rangkaian 
kegiatan yang bertujuan 
untuk menghasilkan Minyak 
dan Gas Bumi dan Wilayah 
Kerja yang ditentukan, yang 
terdiri atas pengeboran dan 
penyelesaian sumur, pem-
bangunan sarana pengang-
kutan, penyimpanan, dan 
pengolahan untuk pemisa-
han dan pemurnian minyak 
dan gas bumi di lapangan 
serta kegiatan lain yang 
mendukungnya. 

(10) Kegiatan Usaha Hilir adalah 
kegiatan usaha yang berin-
tikan atau bertumpu pada 
kegiatan usaha Pengolahan, 
Pengangkutan, Penyim-
panan, dan/atau Niaga. 

(6) Survei Umum adalah kegia-
tan lapangan yang meliputi 
pengumpulan, analisis, dan 
penyajian data yang ber-
hubungan dengan informasi 
kondisi geologi untuk mem-
perkirakan letak dan potensi 
sumber daya Minyak dan Gas 
Bumi di luar Wilayah Kerja. 

(7) Kegiatan Usaha Hulu adalah 
kegiatan usaha yang berin-
tikan atau bertumpu pada 
kegiatan usaha Eksplorasi 
dan Eksploitasi. 

(8) Eksplorasi adalah kegiatan 
yang bertujuan memperoleh 
informasi mengenai kondisi 
geologi untuk menemukan 
dan memperoleh perkiraan 
cadangan Minyak dan Gas 
Bumi di Wilayah Kerja yang 
ditentukan. 

(9) Eksploitasi adalah rangkaian 
kegiatan yang bertujuan 
untuk menghasilkan Minyak 
dan Gas Bumi dari Wilayah 
Kerja yang ditentukan, yang 
terdiri atas pengeboran dan 
penyelesaian sumur, pem-
bangunan sarana pengang-
kutan, penyimpanan, dan 
pengolahan untuk pemisa-
han dan pemurnian Minyak 
dan Gas Bumi di lapangan 
serta kegiatan lain yang 
mendukungnya. 

(10) Kegiatan Usaha Hilir adalah 
kegiatan usaha yang berin-
tikan atau bertumpu pada 
kegiatan usaha Pengolahan, 
Pengangkutan, Penyim-
panan, dan/atau Niaga. 
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(11) Pengolahan adalah kegiatan 
memurnikan, memperoleh 
bagian-bagian, memperting-
gi mutu, dan mempertinggi 
nilai tambah Minyak Bumi 
dan/atau Gas Bumi, tetapi 
tidak termasuk pengolahan 
lapangan. 

(12) Pengangkutan adalah ke-
giatan pemindahan Minyak 
Bumi, Gas bumi, dan/atau 
hasil olahannya dari Wilayah 
Kerja atau dari tempat 
penampungan dan Pengola-
han, termasuk pengangku-
tan Gas Bumi melalui pipa 
transmisi dan distribusi. 

(13) Penyimpanan adalah kegia-
tan penerimaan, pengum-
pulan, penampungan, dan 
pengeluaran Minyak Bumi 
dan/atau Gas Bumi. 

(14) Niaga adalah kegiatan pem-
belian, penjualan, ekspor, 
impor Minyak Bumi dan/atau 
hasil olahannya, termasuk 
Niaga Gas Bumi melalui pipa. 

(15) Wilayah Hukum Pertam-
bangan Indonesia adalah 
seluruh wilayah daratan, 
perairan, dan landas kontin-
en Indonesia. 

(16) Wilayah Kerja adalah daer-
ah tertentu di dalam Wilayah 
Hukum Pertambangan 
Indonesia untuk pelaksanaan 
Eksplorasi dan Eksploitasi. 

(11) Pengolahan adalah kegiatan 
memurnikan, memperoleh 
bagian-bagian, memperting-
gi mutu, dan mempertinggi 
nilai tambah Minyak Bumi 
dan/atau Gas Bumi, tetapi 
tidak termasuk pengolahan 
lapangan. 

(12) Pengangkutan adalah ke-
giatan pemindahan Minyak 
Bumi, Gas Bumi, dan/atau 
hasil olahannya dari Wilayah 
Kerja atau dari tempat 
penampungan dan Pengola-
han, termasuk pengangku-
tan Gas Bumi melalui pipa 
transmisi dan distribusi. 

(13) Penyimpanan adalah kegia-
tan penerimaan, pengum-
pulan, penampungan, dan 
pengeluaran Minyak Bumi 
dan/atau Gas Bumi. 

(14) Niaga adalah kegiatan pem-
belian, penjualan, ekspor, 
impor Minyak Bumi dan/atau 
hasil olahannya, termasuk 
Niaga Gas Bumi melalui pipa. 

(15) Wilayah Hukum Pertam-
bangan Indonesia adalah 
seluruh wilayah daratan, 
perairan, dan landas kontin-
en Indonesia. 

(16) Wilayah Kerja adalah daer-
ah tertentu di dalam Wilayah 
Hukum Pertambangan 
Indonesia untuk pelaksanaan 
Eksplorasi dan Eksploitasi. 
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(17) Badan Usaha adalah Pe-
rusahaan berbentuk badan 
hukum yang menjalankan 
jenis usaha bersifat tetap, 
terus-menerus dan didirikan 
sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang 
berlaku serta bekerja dan 
berkedudukan dalam wilayah 
Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 

(18) Bentuk Usaha Tetap adalah 
badan usaha yang didirikan 
dan berbadan hukum di 
luar wilayah Negara Ke-
satuan Republik Indonesia 
yang melakukan kegiatan di 
wilayah Negara Kesatuan Re-
publik Indonesia dan wajib 
mematuhi peratunan perun-
dang-undangan yang berlaku 
di Republik Indonesia. 

(19) Kontrak Kerja Sama ada-
lah Kontrak Bagi Hasil atau 
bentuk kontrak kerja sama 
lain dalam kegiatan Eksplor-
asi dan Eksploitasi yang lebih 
menguntungkan Negara dan 
hasilnya dipergunakan untuk 
sebesar-besar kemakmuran 
rakyat. 

(20) Izin Usaha adalah izin yang 
diberikan kepada Badan 
Usaha untuk melaksanakan 
Pengolahan, Pengangkutan, 
Penyimpanan dan/atau Nia-
ga dengan tujuan memper-
oleh keuntungan dan/atau 
laba. 

(17) Badan Usaha adalah pe-
rusahaan berbentuk badan 
hukum yang menjalankan 
jenis usaha bersifat tetap, 
terus-menerus dan didirikan 
sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang 
berlaku serta bekerja dan 
berkedudukan dalam wilayah 
Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 

(18) Bentuk Usaha Tetap adalah 
badan usaha yang didirikan 
dan berbadan hukum di 
luar wilayah Negara Ke-
satuan Republik Indonesia 
yang melakukan kegiatan di 
wilayah Negara Kesatuan Re-
publik Indonesia dan wajib 
mematuhi peraturan perun-
dang-undangan yang berlaku 
di Republik Indonesia. 

(19) Kontrak Kerja Sama ada-
lah Kontrak Bagi Hasil atau 
bentuk kontrak kerja sama 
lain dalam kegiatan Eksplor-
asi dan Eksploitasi yang lebih 
menguntungkan Negara dan 
hasilnya dipergunakan untuk 
sebesar-besar kemakmuran 
rakyat. 

(20) Izin Usaha adalah izin yang 
diberikan kepada Badan 
Usaha untuk melaksanakan 
Pengolahan, Pengangkutan, 
Penyimpanan, dan/atau Nia-
ga dengan tujuan memper-
oleh keuntungan dan/atau 
laba; 
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(21) Pemerintah Pusat, selan-
jutnya disebut Pemerintah, 
adalah perangkat Negara 
Kesatuan Republik Indonesia 
yang terdiri dan Presiden 
beserta para Menteri. 

(22) Pemerintah Daerah ada-
lah Kepala Daerah beserta 
perangkat Daerah Otonom 
yang lain sebagai Badan 
Eksekutif Daerah. 

(23) Badan Pelaksana adalah 
suatu Badan yang dibentuk 
untuk melakukan pengen-
dalian Kegiatan Usaha Hulu 
di bidang Minyak dan Gas 
Bumi. 

(24) Badan Pengatur adalah 
suatu Badan yang dibentuk 
untuk melakukan pengaturan 
dan pengawasan terhadap 
penyediaan dan pendistri-
busian Bahan Bakar Minyak 
dan Gas Bumi pada Kegiatan 
Usaha Hilir. 

(25) Menteri adalah Menteri 
yang bidang tugas dan 
tanggung jawabnya meliputi 
kegiatan usaha Minyak dan 
Gas Bumi. 

(21) Pemerintah Pusat adalah 
Presiden Republik Indonesia 
yang memegang kekuasaan 
pemerintahan negara Repub-
lik Indonesia yang dibantu 
oleh Wakil Presiden dan 
menteri sebagaimana dimak-
sud dalam Undang- Undang 
Dasar Negara Republik Indo-
nesia Tahun 1945. 

(22) Pemerintah Daerah adalah 
kepala daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintah-
an Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemer-
intahan yang menjadi ke-
wenangan daerah otonom. 

(23) Dihapus. 
(24) Badan Pengatur adalah 

suatu badan yang dibentuk 
untuk melakukan pengaturan 
dan pengawasan terhadap 
penyediaan dan pendistri-
busian Bahan Bakar Minyak 
dan Gas Bumi pada Kegiatan 
Usaha Hilir. 

(25) Menteri adalah menteri 
yang bidang tugas dan 
tanggung jawabnya meliputi 
kegiatan usaha Minyak dan 
Gas Bumi.
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Pengua-
saan dan 
Pengusa-
haan 

Pasal 4
(1) Minyak dan Gas Bumi se-

bagai sumber daya alam 
strategis tak terbarukan yang 
terkandung di dalam Wilayah 
Hukum Pertambangan Indo-
nesia merupakan kekayaan 
nasional yang dikuasai oleh 
negara. 

(2) Penguasaan oleh negara 
sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) diselenggara-
kan oleh Pemerintah sebagai 
pemegang Kuasa Pertam-
bangan. 

(3) Pemerintah sebagai peme-
gang Kuasa Pertambangan 
membentuk Badan Pelaksa-
na sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 angka 23. 

Pasal 4 
(1) Minyak dan Gas Bumi se-

bagai sumber daya alam 
strategis tak terbarukan yang 
terkandung di dalam Wilayah 
Hukum Pertambangan Indo-
nesia merupakan kekayaan 
nasional yang dikuasai oleh 
negara. 

(2) Penguasaan oleh negara 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diselenggara-
kan oleh Pemerintah Pusat 
melalui kegiatan usaha Min-
yak dan Gas Bumi. 

(3) Kegiatan usaha Minyak dan 
Gas Bumi sebagaimana di-
maksud pada ayat (2) terdiri 
atas Kegiatan Usaha Hulu 
dan Kegiatan Usaha Hilir. 

•	 Perubahan “Pemer-
intah sebagai peme-
gang Kuasa Pertam-
bangan” menjadi 
“Pemerintah pusat 
melalui kegiatan 
usaha Minyak dan 
gas Bumi” 

Pengua-
saan dan 
Pengusa-
haan

Pasal 5
(1) Minyak dan Gas Bumi se-

bagai sumber daya alam 
strategis tak terbarukan yang 
terkandung di dalam Wilayah 
Hukum Pertambangan Indo-
nesia merupakan kekayaan 
nasional yang dikuasai oleh 
negara. 

(2) Penguasaan oleh negara 
sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) diselenggara-
kan oleh Pemerintah sebagai 
pemegang Kuasa Pertam-
bangan. 

(3) Pemerintah sebagai peme-
gang Kuasa Pertambangan 
membentuk Badan Pelaksa-
na sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 angka 23. 

Pasal 5
(1) Kegiatan usaha Minyak dan 

Gas Bumi dilaksanakan ber-
dasarkan Perizinan Berusaha 
dari Pemerintah Pusat. 

(2) Kegiatan usaha Minyak dan 
Gas Bumi terdiri atas: 
a. Kegiatan Usaha Hulu; 

dan 
b. Kegiatan Usaha Hilir. 

(3) Kegiatan Usaha Hulu se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf a terdiri atas: 
a. Eksplorasi; dan 
b. Eksploitasi.

(4) Kegiatan Usaha Hilir se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf b terdiri atas: 
a. Pengolahan; 
b. Pengangkutan; 
c. Penyimpanan; dan 
d. Niaga. 

•	 Perubahan isi 
pasal 5 yang semula 
membahas menge-
nai minyak dan gas 
sebagai SDA strat-
egis yang pengua-
saannya diseleng-
garakan oleh 
Pemerintah sebagai 
pemegang kua-
sa pertambangan 
dengan membentuk 
Badan Pelaksana 
menjadi rincian 
mengenai kegiatan 
usaha minyak dan 
gas 

•	 Peraturan baru 
mengenai kegiatan 
usaha minyak dan 
gas bumi berdasar-
kan “Perizinan Beru-
saha dari Pemerin-
tah Pusat” 

•	 Rinian kegiatan 
usaha hulu dan 
kegiatan usaha hilir 
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Kegiatan 
Usaha 
Hilir 

Pasal 23
(1) Kegiatan Usaha Hilir se-

bagaimana di maksud dalam 
Pasal 5 angka 2, dapat dilak-
sanakan oleh Badan Usaha 
setelah mendapat Izin Usaha 
dari Pemerintah. 

(2) lzin Usaha yang diperlukan 
untuk kegiatan usaha Minyak 
Bumi dan kegiatan usaha 
Gas Bumi sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) 
dibedakan atas: 

a. Izin Usaha Pengolahan; 
b. Izin Usaha Pengangkutan; 
c. Izin Usaha Penyimpanan; 
d. lzin Usaha Niaga. 
(3) Setiap Badan Usaha dapat 

diberi lebih dari 1 (satu) lzin 
Usaha sepanjang tidak ber-
tentangan dengan ketentuan 
peraturan perundang-undan-
gan yang berlaku. 

Pasal 23
(1) Kegiatan Usaha Hilir se-

bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 ayat (2) huruf b, 
dapat dilaksanakan oleh 
Badan Usaha setelah me-
menuhi Perizinan Berusaha 
dari Pemerintah Pusat. 

(2) Badan Usaha yang me-
menuhi Perizinan Berusaha 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat melakukan 
kegiatan usaha: 

a. Pengolahan; 
b. Pengangkuatan; 
c. Penyimpanan; dan/atau 
d. Niaga. 
e. 
(3) Perizinan Berusaha yang 

telah diberikan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ha-
nya dapat digunakan sesuai 
dengan peruntukan kegiatan 
usahanya. 

(4) Permohonan Perizinan Beru-
saha sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) wajib dilaku-
kan dengan menggunakan 
sistem Perizinan Berusaha 
secara elektronik yang dike-
lola oleh Pemerintah Pusat. 

•	 Perubahan “Izin 
usaha dari pemerin-
tah” menjadi “Me-
memenuhi perizin-
an berusaha dari 
Pemerintah Pusat” 
(Ayat 1) 

•	 Penyederhanaan 
izin usaha yang 
semula dibedakan 
menjadi izin usaha 
pengolahan, izin 
pengangkutan, izin 
penyimpanan, dan 
izin niaga menja-
di diintegrasikan 
menjadi satu yaitu 
“Perizinan Berusa-
ha” 

•	 Keberlakuan perizin-
an berusaha hanya 
dapat digunakan 
sesuai peruntukan 
kegiatan 

•	 Tambahan aturan 
mengenai Permo-
honan perizina 
dilakukan secara 
elektronik 

Kegiatan 
Usaha 
Hilir

Pasal 23A sebelum nya tidak ada 
dalam UU Minyak dan Gas 
Bumi 

Pasal 23A
(1) Setiap orang yang melaku-

kan Kegiatan Usaha Hilir 
tanpa Perizinan Berusaha 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 23, dikenai 
sanksi administratif berupa 
penghentian usaha dan/atau 
kegiatan, denda, dan/atau 
paksaan Pemerintah Pusat. 

(2) Ketentuan lebih lanjut men-
genai kriteria, jenis, besaran 
denda, dan tata cara pen-
genaan sanksi administra-
tif diatur dalam Peraturan 
Pemerintah. 

•	 Tambahan aturan 
mengenai sanksi 
administratif atas 
kegiatan usaha hilir 
tanpa Perizinan Be-
rusaha
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Kegiatan 
Usaha 
Hilir

Pasal 25
(1) Pemerintah dapat men-

yampaikan teguran tertulis, 
menangguhkan kegiatan, 
membekukan kegiatan, atau 
mencabut Izin Usaha se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 23 berdasarkan:

a. pelanggaran terhadap salah 
satu persyaratan yang ten-
cantum dalam Izin Usaha;

b. pengulangan pelanggaran 
atas persyaratan Izin Usaha;

c. tidak memenuhi persyaratan 
yang ditetapkan berdasarkan 
Undang-undang ini. 

(2) Sebelum melaksanakan 
pencabutan Izin Usaha se-
bagaimana dimaksud dalam 
ayat (1), Pemerintah terlebih 
dahulu memberikan kesem-
patan selama jangka wak-
tu tertentu kepada Badan 
Usaha untuk meniadakan 
pelanggaran yang telah 
dilakukan atau pemenuhan 
persyaratan yang ditetapkan. 

Pasal 25
(1) Pemerintah Pusat dapat 

memberikan sanksi adminis-
tratif terhadap: 

a. pelanggaran salah satu 
persyaratan yang tercantum 
dalam Perizinan Berusaha; 
dan/atau 

b. ketidakterpenuhinya per-
syaratan yang ditetapkan 
berdasarkan Undang-Undang 
ini. 

(2) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai tata cara penge-
naan Sanksi administratif 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur dalam Pera-
turan Pemerintah. 

•	 Penghapusan 
rincian sanksi 
administratif beru-
pa teguran tertulis, 
menangguhkan 
kegiatan, mem-
bekukan kegiatan, 
atau mencabut Izin 
Usaha 

•	 Tambahan aturan 
mengenai ketentuan 
lebih lanjut peneg-
naan sanksi admin-
istratif diatur dalam 
Peraturan Pemerin-
tah
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Badan 
Pelaksa-
na dan 
Badan 
Pengatur

Pasal 46
(1) Pengawasan terhadap pelak-

sanaan penyediaan Bahan 
Bakar Minyak dan Pengang-
kutan Gas Bumi melalui pipa 
dilakukan oleh Badan Penga-
tur sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 8 ayat (4). 

(2) Fungsi Badan Pengatur se-
bagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) melakukan pen-
gaturan agar ketersediaan 
Bahan Bakar Minyak dan 
Gas Bumi yang ditetapkan 
Pemerintah dapat terjamin 
di seluruh wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia 
serta meningkatkan peman-
faatan Gas Bumi di dalam 
negeri. 

(3) Tugas Badan Pengatur se-
bagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) meliputi pengaturan 
dan penetapan mengenai: 

a. ketersediaan Bahan Bakar 
Minyak; 

b. cadangan Bahan Bakar Min-
yak nasional; 

c. pemanfaatan fasilitas Pen-
gangkutan dan Penyimpanan 
Bahan Bakar Minyak; 

d. tarif pengangkutan Gas Bumi 
melalui pipa; 

e. harga Gas Bumi untuk ru-
mah tangga dan pelanggan 
kecil; 

f. pengusahaan transmisi dan 
distribusi Gas Bumi. 

(4) Tugas Badan Pengatur se-
bagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) mencakup juga 
tugas pengawasan dalam 
bidang-bidang sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (3). 

Pasal 46
(1) Pengawasan terhadap 

pelaksanaan penyediaan 
dan pendistribusian Bahan 
Bakar Minyak dan Pengang-
kutan Gas Bumi melalui pipa 
dilakukan oleh Badan Penga-
tur sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 8 ayat (4). 

(2) Fungsi Badan Pengatur 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) melakukan pen-
gaturan agar ketersediaan 
dan distribusi Bahan Bakar 
Minyak dan Gas Bumi yang 
ditetapkan Pemerintah Pusat 
dapat terjamin di seluruh 
wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia serta 
meningkatkan pemanfaatan 
Gas Bumi di dalam negeri. 

(3) Tugas Badan Pengatur se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) meliputi pengaturan 
dan penetapan mengenai:

a. ketersediaan dan distribusi 
Bahan Bakar Minyak; 

b. cadangan Bahan Bakar Min-
yak nasional; 

c. pemanfaatan fasilitas Pen-
gangkutan dan Penyimpanan 
Bahan Bakar Minyak; 

d. tarif pengangkutan Gas Bumi 
melalui pipa; 

e. harga Gas Bumi untuk ru-
mah tangga dan pelanggan 
kecil; dan 

f. pengusahaan transmisi dan 
distribusi Gas Bumi. 

(4) Tugas Badan Pengatur se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) mencakup tugas 
pengawasan dalam bidang- 
bidang sebagaimana dimak-
sud pada ayat (3). 

•	 Tambahan klausal 
“pendistribusian” 
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Ketentu-
an Pidana

Pasal 52
Setiap orang yang melakukan 

Eksplorasi dan/atau Eksploi-
tasi tanpa mempunyai Kon-
trak Kerja Sama sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 
11 ayat (1) dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 6 
(enam) tahun

dan denda paling tinggi Rp. 
60.000.000.000,00 (enam 
puluh miliar rupiah).

Pasal 52 
Setiap orang yang melakukan 

Eksplorasi dan/atau Ek-
sploitasi tanpa memiliki 
Perizinan Berusaha atau 
Kontrak Kerja Sama dipi-
dana dengan pidana penjara 
paling lama 6 (enam) tahun 
dan denda paling tinggi 
Rp60.000.000.000,00 (enam 
puluh miliar rupiah).

•	 Semula keberlakuan 
sanksi apda Pasal 
52 berlaku bagi 
“eksplorasi tanpa 
kontrak kerja sama” 
diubah menjadi 
“Eksplorasi tanpa 
memiliki Perizinan 
berusaha atau kon-
trak kerja sama” 

Ketentu-
an Pidana

Pasal 53
Setiap orang yang melakukan: 
a. Pengolahan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 23 
tanpa lzin Usaha Pengolah-
an dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 5 (lima) 
tahun dan denda paling 
tinggi Rp. 50.000.000.000,00 
(lima puluh milyar rupiah); 

b. Pengangkutan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasai 23 
tanpa Izin Usaha Pengangku-
tan dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 4 (em-
pat) tahun dan denda paling 
tinggi Rp. 40.000.000.000,00 
(empat puluh miliar rupiah); 

c. Penyimpanan sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 
23 tanpa lzin Usaha Peny-
impanan dipidana den-
gan pidana penjara paling 
lama 3 (tiga) tahun dan 
denda paling tinggi Rp. 
30.000.000.000,00 (tiga 
puluh miliar rupiah); 

d. Niaga sebagaimana dimak-
sud dalam Pasai 23 tanpa 
lzin Usaha Niaga dipidana 
dengan pidana penjara 
paling lama 3 (tiga) tahun 
dan denda paling tinggi Rp. 
30.000.000.000,00 (tiga 
puluh miliar rupiah). 

Pasal 53
Jika tindakan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 23A 
mengakibatkan timbulnya 
korban/kerusakan terhadap 
kesehatan, keselamatan, 
dan/atau lingkungan, pelaku 
dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 5 (lima) 
tahun atau denda paling 
tinggi Rp50.000.000.000,00 
(lima puluh miliar rupiah).

•	 Penyederhanaan 
peraturan Pasal 53 
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Ketentu-
an Pidana

Pasal 55
Setiap orang yang menyalahgu-
nakan Pengangkutan dan/atau 
Niaga Bahan Bakar Minyak yang 
disubsidi Pemerintah dipidana 
dengan pidana penjara paling 
lama 6 (enam) tahun dan denda 
paling tinggi Rp. 
60.000.000.000,00 (enam puluh 
miliar rupiah). 

Pasal 55
Setiap orang yang menyalahgu-
nakan Pengangkutan dan/atau 
Niaga Bahan Bakar Minyak, bah-
an bakar gas, dan/atau liquefied 
petroleum gas yang disubsidi 
Pemerintah dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 6 
(enam) tahun dan denda pal-
ing tinggi Rp60.000.000.000,00 
(enam puluh miliar rupiah).

•	 Tambahan keber-
lakuan Pasal 55 ter-
hadap penyalahgua-
naan pengangkutan 
atau niaga “Bahan 
bakar minyak, ba-
han bakar ga atau 
liquefied petroleum 
gas” 

12. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi

TOPIK UU PANAS BUMI UU CIPTA KERJA RANGKUMAN 
PENJELASAN 

Ketentuan 
Umum

Pasal 4
(1) Panas Bumi merupakan 

kekayaan nasional yang 
dikuasai oleh negara dan 
dipergunakan untuk sebesar- 
besar kemakmuran rakyat. 

(2) Penguasaan Panas Bumi oleh 
negara sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) diseleng-
garakan oleh Pemerintah, 
pemerintah provinsi, dan 
pemerintah kabupaten/kota 
sesuai dengan kewenangan-
nya dan berdasarkan prinsip 
pemanfaatan. 

Pasal 4
(1) Panas Bumi merupakan 

kekayaan nasional yang 
dikuasai oleh negara dan 
dipergunakan untuk sebesar- 
besar kemakmuran rakyat. 

(2) Penguasaan Panas Bumi 
oleh negara sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
diselenggarakan oleh Pe-
merintah Pusat, Pemerintah 
Daerah provinsi, dan Pemer-
intah Daerah kabupaten/kota 
sesuai dengan kewenangan-
nya dan berdasarkan prinsip 
pemanfaatan. 

•	 Perubahan “Pe-
merintah” men-
jadi “Pemerintah 
pusat”

Kewenangan 
Penyeleng-
araan Panas 
Bumi 

Pasal 5
(1) Penyelenggaraan Panas Bumi 

oleh Pemerintah sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 4 
ayat (2) dilakukan terhadap: 
a. Panas Bumi untuk 

Pemanfaatan Langsung 
yang berada pada: 

Pasal 5
(1) Penyelenggaraan Panas Bumi 

oleh Pemerintah Pusat se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 ayat (2) dilakukan 
terhadap: 
a. Panas Bumi untuk 

Pemanfaatan Langsung 
yang berada pada: 

•	 Perubahan 
mengenai “Pe-
merintah” men-
jadi “Pemerintah 
Pusat’ (Ayat 1)
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1. lintas wilayah provin-
si termasuk Kawasan 
Hutan produksi dan 
Kawasan Hutan lind-
ung; 

2. Kawasan Hutan kon-
servasi; 

3. kawasan konservasi 
di perairan; dan 

4. wilayah laut lebih 
dari 12 (dua belas) 
mil diukur dan garis 
pantai ke arah laut 
lepas di seluruh In-
donesia. 

b. Panas Bumi untuk 
Pemanfaatan Tidak 
Langsung yang berada di 
seluruh wilayah Indone-
sia, termasuk Kawasan 
Hutan produksi, Ka-
wasan Hutan lindung, 
Kawasan Hutan konser-
vasi, dan wilayah laut. 

(2) Penyelenggaraan Panas Bumi 
oleh pemerintah provinsi 
sebagaimana dimaksud da-
lam Pasal 4 ayat (2) dilaku-
kan untuk Pemanfaatan 
Langsung yang berada pada: 
a. lintas wilayah kabu-

paten/kota dalam satu 
provinsi termasuk Ka-
wasan Hutan produksi 
dan Kawasan Hutan 
lindung; dan 

1. lintas wilayah provin-
si termasuk Kawasan 
Hutan produksi dan 
Kawasan Hutan lind-
ung; 

2. Kawasan Hutan kon-
servasi; 

3. kawasan konservasi 
di perairan; dan 

4. wilayah laut lebih 
dari 12 (dua belas) 
mil diukur dari garis 
pantai ke arah laut 
lepas di seluruh In-
donesia. 

b. Panas Bumi untuk 
Pemanfaatan Tidak 
Langsung yang berada di 
seluruh wilayah Indone-
sia, termasuk Kawasan 
Hutan produksi, Ka-
wasan Hutan lindung, 
Kawasan Hutan konser-
vasi, dan wilayah laut. 

(2) Penyelenggaraan Panas Bumi 
oleh Pemerintah Daerah 
kabupaten/kota sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 4 
ayat (2) sesuai dengan nor-
ma, standar, prosedur, dan 
kriteria yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat, dilaku-
kan untuk Pemanfaatan 
Langsung yang berada pada:
1. lintas wilayah kabu-

paten/kota dalam satu 
provinsi, termasuk 
Kawasan Hutan produk-
si dan Kawasan Hutan 
lindung; dan 

•	 Perubahan men-
genai “Pemer-
intah Provinsi” 
Menjadi “Pemer-
intah Daerah 
Kabupaten/Kota” 
(Ayat 2) 

•	 Tambahan 
“sesuai dengan 
norma, standar, 
prosedur, dan 
kriteria yang 
ditetapkan oleh 
Pemerintah Pu-
sat” (Ayat 2 dan 
3)
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PENJELASAN 

b. wilayah laut paling jauh 
12 (dua belas) mil diukur 
dari garis pantai ke arah 
laut lepas dan/atau ke 
arah perairan kepulauan. 

(3) Penyelenggaraan Panas 
Bumi oleh pemerintah 
kabupaten/kota sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 
4 ayat (2) dilakukan untuk 
Pemanfaatan Langsung yang 
berada pada: 
a. wilayah kabupaten/

kota termasuk Kawasan 
Hutan produksi dan 
Kawasan Hutan lindung; 
dan 

b. wilayah laut paling jauh 
1/3 (satu per tiga) dari 
wilayah laut kewenangan 
provinsi. 

2. wilayah laut paling jauh 
12 (dua belas) mil diukur 
dari garis pantai ke arah 
laut lepas dan/atau ke 
arah perairan kepulauan. 

(3) Penyelenggaraan Panas Bumi 
oleh Pemerintah Daerah 
kabupaten/kota sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 4 
ayat (2) sesuai dengan nor-
ma, standar, prosedur, dan 
kriteria yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat, dilaku-
kan untuk Pemanfaatan 
Langsung yang berada pada: 
a. wilayah kabupaten/

kota, termasuk Kawasan 
Hutan produksi dan 
Kawasan Hutan lindung; 
dan 

b. wilayah laut paling jauh 
1/3 (satu per tiga) dari 
wilayah laut kewenangan 
provinsi.
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Kewenangan 
Penyeleng-
araan Panas 
Bumi

Pasal 6
(1) Kewenangan Pemerintah da-

lam penyelenggaraan Panas 
Bumi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 ayat (1) meli-
puti: 
a. pembuatan kebijakan 

nasional; 
b. pengaturan di bidang 

Panas Bumi; 
c. pemberian Izin Panas 

Bumi; 
d. pemberian Izin Peman-

faatan Langsung pada 
wilayah yang menjadi 
kewenangannya; 

e. pembinaan dan penga-
wasan; 

f. pengelolaan data dan 
informasi geologi serta 
potensi Panas Bumi; 

g. inventarisasi dan peny-
usunan neraca sumber 
daya dan cadangan 
Panas Bumi; 

h. pelaksanaan Eksplorasi, 
Eksploitasi, dan/atau pe-
manfaatan Panas Bumi; 
dan 

i. pendorongan kegiatan 
penelitian, pengemban-
gan dan kemampuan 
perekayasaan. 

(2) Kewenangan Pemerintah da-
lam penyelenggaraan Panas 
Bumi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilaksanakan 
dan/atau dikoordinasikan 
oleh Menteri. 

Pasal 6
Kewenangan Pemerintah Pusat 

dalam penyelenggaraan 
Panas Bumi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 ayat 
(1) meliputi: 
a. pembuatan kebijakan 

nasional; 
b. pengaturan di bidang 

Panas Bumi; 
c. Perizinan Berusaha di 

bidang Panas Bumi; 
d. pembuatan norma, 

standar, pedoman, dan 
kriteria untuk kegiatan 
pengusahaan Panas 
Bumi untuk pemanfaatan 
langsung; 

e. pembinaan dan penga-
wasan; 

f. pengelolaan data dan 
informasi geologi serta 
potensi Panas Bumi; 

g. inventarisasi dan peny-
usunan neraca sumber 
daya dan cadangan 
Panas Bumi; 

h. pelaksanaan Eksplorasi, 
Eksploitasi, dan/atau pe-
manfaatan Panas Bumi; 
dan 

i. pendorongan kegiatan 
penelitian, pengemban-
gan, dan kemampuan 
perekayasaan. 

•	 Perubahan “pem-
berian izin panas 
bumi” menjadi 
“Perizinan Beru-
saha di bidang 
panas bumi” 

•	 Perubahan “Pe-
merintah” men-
jadi “Pemerintah 
Pusat” 

•	 Penghapusan 
ayat mengenai 
kewenangan 
pemerintah dilak-
sanakan oleh 
Menteri 
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PENJELASAN 

Kewenangan 
Penyeleng-
araan Panas 
Bumi

Pasal 7
Kewenangan pemerintah provin-

si dalam penyelenggaraan 
Panas Bumi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 ayat 
(2) meliputi: 

a. pembentukan peraturan 
perundang-undangan daer-
ah provinsi di bidang Panas 
Bumi untuk Pemanfaatan 
Langsung; 

b. pemberian Izin Pemanfaatan 
Langsung pada wilayah yang 
menjadi kewenangannya; 

c. pembinaan dan penga-
wasan; 

d. pengelolaan data dan infor-
masi geologi serta potensi 
Panas Bumi pada wilayah 
provinsi; dan 

e. inventarisasi dan penyusu-
nan neraca sumber daya dan 
cadangan Panas Bumi pada 
wilayah provinsi. 

Pasal 7 
Kewenangan Pemerintah Daerah 

provinsi dalam penyelengga-
raan Panas Bumi sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 5 
ayat (2) dilaksanakan sesuai 
dengan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria yang 
ditetapkan oleh Pemerintah 
Pusat meliputi: 

a. pembentukan peraturan 
perundang-undangan daer-
ah provinsi di bidang Panas 
Bumi untuk Pemanfaatan 
Langsung; 

b. pemberian Perizinan Beru-
saha terkait pemanfaatan 
langsung pada wilayah yang 
menjadi kewenangannya; 

c. pembinaan dan penga-
wasan; 

d. pengelolaan data dan infor-
masi geologi serta potensi 
Panas Bumi pada wilayah 
provinsi; dan 

e. inventarisasi dan penyusu-
nan neraca sumber daya dan 
cadangan Panas Bumi pada 
wilayah provinsi. 

•	 Perubahan 
“pemerintah 
provinsi” menja-
di “pemerintah 
daerah provinsi” 

•	 Tambahan klaus-
al “dilaksanakan 
sesuai dengan 
norma, standar, 
prosedur, dan 
kriteria yang 
ditetapkan oleh 
Pemerintah Pu-
sat” 
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PENJELASAN 

Kewenangan 
Penyeleng-
araan Panas 
Bumi

Pasal 8
Kewenangan pemerintah kabu-
paten/kota dalam penyelengga-
raan Panas Bumi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) 
meliputi: 
a. pembentukan peraturan 

perundang-undangan daerah 
kabupaten/ kota di bidang 
Panas Bumi untuk Peman-
faatan Langsung; 

b. pemberian Izin Pemanfaatan 
Langsung pada wilayah yang 
menjadi kewenangannya; 

c. pembinaan dan penga-
wasan; 

d. pengelolaan data dan infor-
masi geologi serta potensi 
Panas Bumi pada wilayah 
kabupaten/kota; dan 

e. inventarisasi dan penyusu-
nan neraca sumber daya dan 
cadangan Panas Bumi pada 
wilayah kabupaten/kota. 

Pasal 8
Kewenangan Pemerintah Daer-
ah kabupaten/kota dalam 
penyelenggaraan Panas Bumi 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 ayat (3) dilaksanakan 
sesuai dengan norma, stan-
dar, prosedur, dan kriteria yang 
ditetapkan oleh Pemerintah 
Pusat, meliputi: 
d. Kewenangan Pemerintah 

Daerah kabupaten/kota da-
lam penyelenggaraan Panas 
Bumi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 ayat (3) dilak-
sanakan sesuai dengan nor-
ma, standar, prosedur, dan 
kriteria yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat, meliputi: 

e. pemberian Perizinan Beru-
saha terkait pemanfaatan 
langsung pada wilayah yang 
menjadi kewenangannya; 

f. pembinaan dan penga-
wasan; 

g. pengelolaan data dan infor-
masi geologi serta potensi 
Panas Bumi pada wilayah 
kabupaten/kota; dan 

h. inventarisasi dan penyusu-
nan neraca sumber daya dan 
cadangan Panas Bumi pada 
wilayah kabupaten/kota. 

•	 Perubahan 
“pemerintah 
kabupaten/kota” 
menjadi “pe-
merintah daerah 
kabupaten/kota” 

•	 Penghapusan 
ayat mengenai 
pembentukan 
epraturan perun-
dang-undangan 
daeraha kabu-
paten/kota dalam 
penyelenggaraan 
panas bumi 

•	 Tambahan 
mengenai 
kewenangan 
pemerintah daer-
ah dilaksanakn 
sesuai dengan 
norma, standar, 
prosedur, dan 
kriteria yang 
ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat
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Pengusa-
haan Panas 
Bumi

Pasal 11
(1) Setiap Orang yang melaku-

kan pengusahaan Panas 
Bumi untuk Pemanfaatan 
Langsung sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 ayat 
(1) huruf a wajib terlebih 
dahulu memiliki Izin Peman-
faatan Langsung. 

(2) Izin Pemanfaatan Langsung 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diberikan oleh 
Menteri untuk Pemanfaatan 
Langsung yang berada pada: 
a. lintas wilayah provin-

si termasuk Kawasan 
Hutan produksi dan 
Kawasan Hutan lindung; 

b. Kawasan Hutan konser-
vasi; 

c. kawasan konservasi di 
perairan; dan 

d. wilayah laut lebih dari 12 
(dua belas) mil diukur 
dari garis pantai ke arah 
laut lepas di seluruh 
Indonesia. 

Pasal 11
(1) Setiap Orang yang melaku-

kan pengusahaan Panas 
Bumi untuk Pemanfaatan 
Langsung sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 ayat 
(1) huruf a wajib terlebih 
dahulu memiliki Perizinan 
Berusaha terkait Peman-
faatan Langsung. 

(2) Perizinan Berusaha terkait 
pemanfaatan langsung 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diberikan oleh 
Pemerintah Pusat untuk 
Pemanfaatan Langsung yang 
berada pada: 
i. lintas wilayah provin-

si, termasuk Kawasan 
Hutan produksi dan 
Kawasan Hutan lindung; 

ii. Kawasan Hutan konser-
vasi; 

iii. kawasan konservasi di 
perairan; dan 

iv. wilayah laut lebih dari 12 
(dua belas) mil diukur 
dari garis pantai ke arah 
laut lepas di seluruh 
Indonesia. 

•	 Perubahan “izin 
pemanfaatan 
langsung” men-
jadi “Perizinan 
berusaha tekait 
pemanfaatan 
langsung” (Ayat 
1,2,3,4,5,6) 

•	 Perubahan men-
genai pemberian 
perizinan berusa-
ha yang semula 
diberikan oleh 
Menteri menjadi 
oleh Pemerintah 
Pusat (Ayat 2) 

•	 Tambahan 
klausal “dengan 
norma, standar, 
prosedur, dan 
kriteria yang 
ditetapkan oleh 
Pemerintah Pu-
sat” (Ayat 3 dan 
4) 

•	 Penghapusan 
aturan menge-
nai koordinasi 
menteri terkait 
pemanfaatan 
langsung di ka-
wasan hutan
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(3) Izin Pemanfaatan Langsung 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diberikan oleh 
gubernur untuk Pemanfaatan 
Langsung yang berada pada: 
a. lintas wilayah kabu-

paten/kota dalam satu 
provinsi termasuk Ka-
wasan Hutan produksi 
dan Kawasan Hutan 
lindung; dan 

b. wilayah laut paling jauh 
12 (dua belas) mil diukur 
dan garis pantai ke arah 
laut lepas dan/atau ke 
arah perairan kepulauan. 

(4) Izin Pemanfaatan Langsung 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diberikan 
oleh bupati/wali kota untuk 
Pemanfaatan Langsung yang 
berada pada: 
a. wilayah kabupaten/

kota termasuk Kawasan 
Hutan produksi dan 
Kawasan Hutan lindung; 
dan 

b. wilayah laut paling jauh 
1/3 (satu per tiga) dari 
wilayah laut kewenangan 
provinsi. 

(3) Perizinan Berusaha terkait 
Pemanfaatan Langsung 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diberikan oleh 
gubernur sesuai dengan 
norma, standar, prosedur, 
dan kriteria yang ditetapkan 
oleh Pemerintah Pusat untuk 
Pemanfaatan Langsung yang 
berada pada: 
a. lintas wilayah kabu-

paten/kota dalam satu 
provinsi, termasuk 
Kawasan Hutan produk-
si dan Kawasan Hutan 
lindung; dan 

b. wilayah laut paling jauh 
12 (dua belas) mil diukur 
dari garis pantai ke arah 
laut lepas dan/atau ke 
arah perairan kepulauan. 

(4) Perizinan Berusaha terkait 
Pemanfaatan Langsung 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diberikan oleh bu-
pati/wali kota sesuai dengan 
norma, standar, prosedur, 
dan kriteria yang ditetapkan 
oleh Pemerintah Pusat untuk 
Pemanfaatan Langsung yang 
berada pada: 
a. wilayah kabupaten/

kota, termasuk Kawasan 
Hutan produksi dan 
Kawasan Hutan lindung; 
dan 

b. wilayah laut paling jauh 
1/3 (satu per tiga) dari 
wilayah laut kewenangan 
provinsi. 
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(5) Izin Pemanfaatan Langsung 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), ayat (3), dan ayat 
(4) diberikan berdasarkan 
permohonan dari Setiap 
Orang. 

(6) Izin Pemanfaatan Langsung 
diberikan setelah Setiap 
Orang sebagaimana dimak-
sud pada ayat (5) mendapat 
izin lingkungan sesuai den-
gan ketentuan peraturan pe-
rundang-undangan di bidang 
perlindungan dan pengelo-
laan lingkungan hidup. 

(7) Dalam hal kegiatan pengu-
sahaan Panas Bumi untuk 
Pemanfaatan Langsung 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), ayat (3), 
dan ayat (4) berada di 
Kawasan Hutan, pemegang 
Izin Pemanfaatan Langsung 
wajib mendapatkan izin dari 
menteri yang menyelengga-
rakan urusan pemerintahan 
di bidang kehutanan. 

(5) Perizinan Berusaha terkait 
Pemanfaatan Langsung 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), ayat (3), dan ayat 
(4) diberikan berdasarkan 
permohonan dari Setiap 
Orang. 

(6) Perizinan Berusaha terkait 
Pemanfaatan Langsung 
diberikan setelah Setiap 
Orang sebagaimana dimak-
sud pada ayat (5) mendapat 
persetujuan lingkungan 
sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undan-
gan di bidang pelindungan 
dan pengelolaan lingkungan 
hidup.
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Pengusa-
haan Panas 
Bumi untuk 
Pemanfaatan 
Langsung

Pasal 12
(1) Dalam hal pengusahaan 

Panas Bumi untuk Peman-
faatan Langsung dilakukan 
pada wilayah yang ditetap-
kan sebagai Wilayah Kerja, 
gubernur atau bupati/wali 
kota sebelum memberikan 
Izin Pemanfaatan Langsung 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 11 ayat (3) dan 
ayat (4) wajib mendapatkan 
persetujuan Menteri. 

(2) Dalam hal akan dilak-
sanakan pengusahaan Panas 
Bumi untuk Pemanfaatan 
Langsung pada wilayah yang 
belum ditetapkan sebagai 
Wilayah Kerja, gubernur atau 
bupati/wali kota sebelum 
memberikan Izin Peman-
faatan Langsung sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 11 
ayat (3) dan ayat (4) harus 
berkoordinasi dengan Ment-
eri. 

Pasal 12 dihapus •	 Penghapusan 
klausal mengenai 
koorddinasi kepa-
la daerah dengan 
menteri atas 
pemanfaatan 
langsung pada 
wilayah kerja 

Pengusa-
haan Panas 
Bumi untuk 
Pemanfaatan 
Langsung

Pasal 13
(1) Setiap Orang yang me-

megang Izin Pemanfaatan 
Langsung wajib melaku-
kan pengusahaan Panas 
Bumi untuk Pemanfaatan 
Langsung pada lokasi yang 
ditetapkan dalam izin. 

(2) Setiap Orang yang me-
megang Izin Pemanfaatan 
Langsung wajib melakukan 
pengusahaan Panas Bumi 
sesuai dengan peruntukann-
ya. 

Pasal 13 dihapus •	 Penghapusan 
ketentuan men-
genai peman-
faatan langsung 
pada lokasi yang 
ditetapkan dalam 
izin 

Pengusa-
haan Panas 
Bumi untuk 
Pemanfaatan 
Langsung

Pasal 14
Harga energi Panas Bumi untuk 

Pemanfaatan Langsung dia-
tur oleh Pemerintah.

Pasal 14 dihapus •	 Penghapusan 
aturan mengenai 
harga energi 
panas bumi dia-
tur oleh pemerin-
tah
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Pengusa-
haan Panas 
Bumi untuk 
Pemanfaatan 
Langsung

Pasal 15
Ketentuan lebih lanjut men-

genai pengusahaan Panas 
Bumi untuk Pemanfaatan 
Langsung sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 11 
dan Pasal 12 serta penga-
turan harga energi Panas 
Bumi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 14 diatur dalam 
Peraturan Pemerintah.

Pasal 15
Ketentuan lebih lanjut mengenai 

norma, standar, prosedur 
dan kriteria pengusahaan 
Panas Bumi untuk Peman-
faatan Langsung sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 11, 
termasuk harga energi Panas 
Bumi, diatur dalam Peraturan 
Pemerintah.

•	 Tambahan 
klausal “dengan 
norma, standar, 
prosedur, dan 
kriteria yang 
ditetapkan oleh 
Pemerintah Pu-
sat”

Izin Panas 
Bumi

Pasal 23
(1) Badan Usaha yang melaku-

kan pengusahaan Panas 
Bumi untuk Pemanfaatan Ti-
dak Langsung sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 ayat 
(1) huruf b wajib terlebih 
dahulu memiliki Izin Panas 
Bumi. 

(2) Izin Panas Bumi sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
diberikan oleh Menteri kepa-
da Badan Usaha berdasarkan 
hasil penawaran Wilayah 
Kerja. 

Pasal 23
(1) Badan Usaha yang melaku-

kan pengusahaan Panas 
Bumi untuk Pemanfaatan Ti-
dak Langsung sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 ayat 
(1) huruf b wajib terlebih 
dahulu memenuhi Perizinan 
Berusaha di bidang Panas 
Bumi. 

(2) Perizinan Berusaha di bidang 
Panas Bumi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
diberikan oleh Pemerintah 
Pusat kepada Badan Usaha 
berdasarkan hasil penawaran 
Wilayah Kerja. 

(3) Ketentuan lebih lanjut men-
genai pemberian Perizinan 
Berusaha di bidang Panas 
Bumi untuk Pemanfaatan 
Tidak Langsung diatur dalam 
Peraturan Pemerintah. 

•	 Perubahan “Izin 
Panas Bumi” 
menjadi “Per-
izinan Berusaha 
di bidang Panas 
Bumi” 

•	 Tambahan aturan 
mengenai keten-
tuan lebih lanjut 
diatur dalam 
Peraturan Pemer-
intah 
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Izin Panas 
Bumi

Pasal 24
(1) Izin Panas Bumi sebagaima-

na dimaksud dalam Pasal 
23 ayat (2) harus memuat 
ketentuan paling sedikit: 

a. nama Badan Usaha; 
b. nomor pokok wajib pajak 

Badan Usaha; 
c. jenis kegiatan pengusahaan; 
d. jangka waktu berlakunya Izin 

Panas Bumi; 
e. hak dan kewajiban peme-

gang Izin Panas Bumi; 
f. Wilayah Kerja; dan 
g. tahapan pengembalian 

Wilayah Kerja. 
(2) Dalam hal kegiatan pengusa-

haan Panas Bumi untuk Pe-
manfaatan Tidak Langsung 
berada di Kawasan Hutan, 
pemegang Izin Panas Bumi 
wajib: 

a. mendapatkan: 
1. izin pinjam pakai untuk 

menggunakan Kawasan 
Hutan produksi atau Ka-
wasan Hutan lindung; atau 

2. izin untuk memanfaatkan Ka-
wasan Hutan konservasi, dari 
menteri yang menyelengga-
rakan urusan pemerintahan 
di bidang kehutanan; dan 

b. melaksanakan kegiatan 
pengusahaan Panas Bumi 
dengan memperhatikan 
tujuan utama pengelolaan 
hutan lestari sesuai dengan 
ketentuan peraturan perun-
dang-undangan. 

(3) Izin memanfaatkan kawasan 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf a angka 2 
dilakukan melalui izin pe-
manfaatan jasa lingkungan. 

Pasal 24 
Dalam hal kegiatan pengusahaan 

Panas Bumi untuk Peman-
faatan Tidak Langsung bera-
da di Kawasan Hutan, pe-
megang Perizinan Berusaha 
terkait Panas Bumi wajib me-
menuhi Perizinan Berusaha 
di bidang kehutanan sesuai 
dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

•	 Penghapusan 
aturan mengenai 
persyaratan pen-
gajuan izin panas 
bumi 

•	 Penyederhanaan 
aturan mengenai 
pemanfaatan ti-
dak langsung be-
rada di Kawasan 
Hutan menjadi 
wajib memenuhi 
perizinan beru-
saha di bidang 
kehutanan 
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Izin Panas 
Bumi

Pasal 25
Dalam hal kegiatan pengusahaan 

Panas Bumi untuk Peman-
faatan Tidak Langsung bera-
da pada wilayah konservasi 
di perairan, pemegang Izin 
Panas Bumi wajib mendapa-
tkan izin dari menteri yang 
menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang 
kelautan.

Pasal 25 dihapus

Izin Panas 
Bumi

Pasal 36
(1) Menteri dapat mencabut Izin 

Panas Bumi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 33 
huruf c jika pemegang Izin 
Panas Bumi: 

1. melakukan pelanggaran ter-
hadap salah satu ketentuan 
yang tercantum dalam Izin 
Panas Bumi; dan/atau 

2. tidak memenuhi ketentuan 
peraturan perundang-undan-
gan. 

(2) Sebelum melaksanakan 
pencabutan Izin Panas Bumi 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Menteri terlebih 
dahulu memberikan kesem-
patan dalam jangka waktu 6 
(enam) bulan kepada peme-
gang Izin Panas Bumi untuk 
memenuhi ketentuan yang 
ditetapkan

Pasal 36
1. Pemerintah Pusat dapat 

mencabut Perizinan Berusa-
ha di bidang Panas Bumi se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 33 huruf c jika pelaku 
usaha di bidang Panas Bumi: 

a. melakukan pelanggaran 
terhadap salah satu keten-
tuan yang tercantum dalam 
Perizinan Berusaha di bidang 
Panas Bumi; dan/atau 

b. tidak memenuhi ketentuan 
peraturan perundang- un-
dangan. 

2. Sebelum melaksanakan 
pencabutan Perizinan Beru-
saha di bidang Panas Bumi 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Pemerintah Pusat 
terlebih dahulu memberikan 
kesempatan dalam jangka 
waktu 6 (enam) bulan kepa-
da pelaku usaha di bidang 
Panas Bumi untuk memenuhi 
kewajiban sesuai dengan 
ketentuan yang diatur dalam 
Undang-Undang ini. 

•	 Perubahan 
“Menteri” men-
jadi “Pemerintah 
Pusat” 

•	 Perubahan 
“Ketentuan yang 
ditetapkna” men-
jadi “ketentuan 
yang diatur da-
lam Undang-un-
dang”
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Izin Panas 
Bumi

Pasal 37
Menteri dapat membatalkan Izin 

Panas Bumi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 33 
huruf d jika: 

a. pemegang Izin Panas Bumi 
memberikan data, informasi, 
atau keterangan yang tidak 
benar dalam permohonan; 
atau 

b. Izin Panas Bumi dinyatakan 
batal berdasarkan putusan 
pengadilan. 

Pasal 37
Pemerintah Pusat dapat mem-

batalkan Perizinan Berusaha 
di bidang Panas Bumi se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 33 huruf d jika:

a. Pelaku usaha di bidang 
Panas Bumi memberikan 
data, informasi, atau ket-
erangan yang tidak benar 
dalam permohonan; atau

b. Perizinan Berusaha di bidang 
Panas Bumi dinyatakan batal 
berdasarkan putusan penga-
dilan.

•	 Perubahan 
pembatalan 
perizinan beru-
saha yang sem-
ula wewenang 
“Menteri” men-
jadi “Pemerintah 
Pusat” 

Izin Panas 
Bumi

Pasal 38
(1) Dalam hal Izin Panas Bumi 

berakhir karena alasan se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 33, pemegang Izin 
Panas Bumi wajib memenuhi 
dan menyelesaikan segala 
kewajibannya sesuai dengan 
ketentuan peraturan perun-
dang-undangan. 

(2) Kewajiban pemegang Izin 
Panas Bumi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
dinyatakan telah terpenuhi 
setelah mendapatkan per-
setujuan dari Menteri. 

(3) Menteri menetapkan per-
setujuan pengakhiran Izin 
Panas Bumi setelah pe-
megang Izin Panas Bumi 
melaksanakan pemulihan 
fungsi lingkungan di Wilayah 
Kerjanya serta kewajiban 
lainnya sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1). 

Pasal 38
(1) Dalam hal Perizinan Beru-

saha di bidang Panas Bumi 
berakhir karena alasan se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 33, pelaku usaha di 
bidang Panas Bumi wajib 
memenuhi dan menyele-
saikan segala kewajibannya 
sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang- un-
dangan. 

(2) Kewajiban pelaku usaha 
di bidang Panas Bumi se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dinyatakan telah ter-
penuhi setelah mendapatkan 
persetujuan dari Pemerintah 
Pusat. 

(3) Pemerintah Pusat menetap-
kan persetujuan pengakhiran 
Perizinan Berusaha di bidang 
Panas Bumi setelah pelaku 
usaha di bidang Panas Bumi 
melaksanakan pemulihan 
fungsi lingkungan di Wilayah 
Kerjanya serta kewajiban 
lainnya sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1). 

•	 Perubahan “Izin 
Panas Bumi” 
menjadi “Per-
izinan Berusaha 
di bidang Panas 
Bumi” (Ayat 1) 

•	 Perubahan men-
genai penetapan 
persetujuan 
pengakhiran 
izin panas bumi 
yang semu-
la wewenang 
“Menteri” men-
jadi “Pemerintah 
Pusat”
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Sanksi Ad-
ministratif

Pasal 40
(1) Badan Usaha pemegang 

Izin Panas Bumi yang tidak 
memenuhi atau melanggar 
ketentuan sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 26 ayat 
(2), Pasal 27 ayat (1) dan 
ayat (3), Pasal 31 ayat (3), 
dan/atau Pasal 32 ayat (2) 
dikenai sanksi administratif. 

(2) Sanksi administratif se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) berupa: 
a. peringatan tertulis; 
b. penghentian sementara 

seluruh kegiatan Ek-
splorasi, Eksploitasi, atau 
pemanfaatan; dan/atau 

c. pencabutan Izin Panas 
Bumi. 

(3) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai tata cara penge-
naan sanksi administratif 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2) diatur 
dalam Peraturan Pemerintah. 

Pasal 40
(1) Badan Usaha pemegang 

Perizinan Berusaha di bidang 
Panas Bumi yang melanggar 
atau tidak memenuhi keten-
tuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 11, Pasal 20 
ayat (2), Pasal 23 ayat (1), 
Pasal 26 ayat (1) atau ayat 
(2), Pasal 27 ayat (1) atau 
ayat (3), Pasal 31 ayat (3), 
atau Pasal 32 ayat (2) dike-
nai sanksi administratif. 

8. Sanksi administratif se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) berupa: 
a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara 

seluruh kegiatan; 
c. denda administrasi; dan/

atau
d. pencabutan Perizinan 

Berusaha. 
9. Ketentuan lebih lanjut men-

genai kriteria, jenis, besaran 
denda, dan tata cara pen-
genaan sanksi administratif 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) diatur dalam Pera-
turan Pemerintah. 

•	 Perubahan “Izin 
Panas Bumi” 
menjadi “Per-
izinan Berusaha 
di bidang Panas 
Bumi”

•	 Tambahan aturan 
mengenai sanksi 
administratif 
berupa denda 
administrasi 
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Penggunaan 
Lahan

Pasal 42
(1) Dalam hal akan menggu-

nakan bidang-bidang tanah 
negara, hak atas tanah, 
tanah ulayat, dan/atau 
Kawasan Hutan di dalam 
Wilayah Kerja, pemegang 
Izin Pemanfaatan Langsung 
atau pemegang Izin Panas 
Bumi harus terlebih dahulu 
melakukan penyelesaian 
penggunaan lahan dengan 
pemakai tanah di atas tanah 
negara atau pemegang hak 
atau izin di bidang kehutan-
an sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undan-
gan. 

(2) Dalam hal Menteri melaku-
kan Eksplorasi untuk mene-
tapkan Wilayah Kerja se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 17 ayat (1), sebelum 
melakukan Eksplorasi, Men-
teri melakukan penyelesaian 
penggunaan lahan dengan 
pemakai tanah di atas tanah 
negara atau pemegang hak 
atau izin di bidang kehutan-
an sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undan-
gan. 

Pasal 42
(1) Dalam hal akan menggu-

nakan bidang-bidang tanah 
negara, hak atas tanah, 
tanah ulayat, dan/atau 
Kawasan Hutan di dalam 
Wilayah Kerja, pemegang 
Perizinan Berusaha terkait 
pemanfaatan langsung atau 
pemegang Perizinan Berusa-
ha terkait panas bumi harus 
terlebih dahulu melakukan 
penyelesaian penggunaan 
lahan dengan pemakai tanah 
di atas tanah negara atau 
pemegang hak atau Per-
izinan Berusaha di bidang 
kehutanan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perun-
dang-undangan. 

(2) Dalam hal Pemerintah Pusat 
melakukan Eksplorasi untuk 
menetapkan Wilayah Ker-
ja sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 17 ayat (1), se-
belum melakukan Eksplorasi, 
Menteri melakukan penyele-
saian penggunaan lahan 
dengan pemakai tanah di 
atas tanah negara atau pe-
megang hak atau Perizinan 
Berusaha di bidang kehutan-
an sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undan-
gan. 

•	 Perubahan “Izin 
pemanfaatan 
langsung atau 
izin Panas Bumi” 
menjadi “Per-
izinan Berusaha 
terkait peman-
faatan langsung 
atau pemegang 
Perizinan Berusa-
ha terkait panas 
bumi”

•	 Perubahan 
‘Menteri” men-
jadi “Pemerintah 
Pusat” (Ayat 2) 
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(3) Penyelesaian sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) dilakukan secara 
musyawarah dan mufakat 
dengan cara jual beli, tukar 
menukar, ganti rugi yang 
layak, pengakuan atau ben-
tuk penggantian lain kepada 
pemakai tanah di atas tanah 
negara atau pemegang hak. 

(4) Dalam hal kegiatan pen-
gusahaan Panas Bumi 
dilakukan oleh badan usaha 
milik negara yang mendapat 
penugasan khusus dari Pe-
merintah, penyediaan tanah 
dilakukan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perun-
dang-undangan. 

(3) Penyelesaian sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) dilakukan secara 
musyawarah dan mufakat 
dengan cara jual beli, tu-
kar-menukar, ganti rugi yang 
layak, pengakuan, atau ben-
tuk penggantian lain kepada 
pemakai tanah di atau tanah 
negara atau pemegang hak. 

(4) Dalam hal kegiatan pen-
gusahaan Panas Bumi 
dilakukan oleh badan usaha 
milik negara yang mendapat 
penugasan khusus dari Pe-
merintah, penyediaan tanah 
dilakukan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perun-
dang-undangan.

Penggunaan 
Lahan

Pasal 43
(1) Pemegang Izin Pemanfaatan 

Langsung atau Pemegang 
Izin Panas Bumi sebelum 
melakukan pengusahaan 
Panas Bumi di atas tanah 
negara, hak atas tanah, 
tanah ulayat, dan/atau Ka-
wasan Hutan harus: 
a. memperlihatkan: 

1. Izin Pemanfaatan 
Langsung atau sali-
nan yang sah; atau 

2. Izin Panas Bumi atau 
salinan yang sah; 

b. memberitahukan mak-
sud dan tempat kegiatan 
yang akan dilakukan; 
dan 

Pasal 43
(1) Pemegang Perizinan Beru-

saha terkait Pemanfaatan 
Langsung atau Pemegang 
Perizinan Berusaha terkait 
Panas Bumi sebelum melaku-
kan pengusahaan Panas 
Bumi di atas tanah negara, 
hak atas tanah, tanah ulayat, 
dan/atau Kawasan Hutan 
harus: 
a. memperlihatkan: 

a. Perizinan Berusaha 
terkait Pemanfaatan 
Langsung atau sali-
nan yang sah; atau 

b. Perizinan Berusaha 
terkait Panas Bumi 
atau salinan yang 
sah; 

•	 Perubahan “Izin 
Pemanfaatan” 
menjadi “Per-
izinan Berusaha 
terkait Peman-
faatan Langsung 
atau Pemegang 
Perizinan Berusa-
ha terkait Panas 
Bumi” 
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c. melakukan penyelesaian 
atau jaminan penyele-
saian yang disetujui 
oleh pemakai tanah di 
atas tanah negara dan/
atau pemegang hak 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 42. 

(2) Jika pemegang Izin Pe-
manfaatan Langsung atau 
pemegang Izin Panas Bumi 
telah memenuhi ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), pemakai tanah 
di atas tanah negara dan/
atau pemegang hak wajib 
mengizinkan pemegang Izin 
Pemanfaatan Langsung atau 
pemegang Izin Panas Bumi 
untuk melaksanakan pengu-
sahaan Panas Bumi di atas 
tanah yang bersangkutan. 

b. memberitahukan mak-
sud dan tempat kegiatan 
yang akan dilakukan; 
dan 

c. melakukan penyelesaian 
atau jaminan penyele-
saian yang disetujui 
oleh pemakai tanah di 
atas tanah negara dan/
atau pemegang hak 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 42. 

(2) Jika pemegang Perizinan Be-
rusaha terkait Pemanfaatan 
Langsung atau pemegang 
Perizinan Berusaha terkait 
Panas Bumi telah memenuhi 
ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), 
pemakai tanah di atas tanah 
negara dan/atau pemegang 
hak wajib mengizinkan 
pemegang Perizinan Beru-
saha terkait Pemanfaatan 
Langsung atau pemegang 
Perizinan Berusaha terkait 
Panas Bumi untuk melak-
sanakan pengusahaan Panas 
Bumi di atas tanah yang 
bersangkutan. 

Penggunaan 
Lahan

Pasal 46
Setiap Orang dilarang mengha-
langi atau merintangi pengu-
sahaan Panas Bumi yang telah 
memegang: 
1. Izin Pemanfaatan Langsung; 

atau 
2. Izin Panas Bumi,  dan telah 

menyelesaikan kewajiban se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 42. 

Pasal 46
Setiap Orang dilarang mengha-
langi atau merintangi pengu-
sahaan Panas Bumi yang telah 
memegang Perizinan Berusaha 
terkait Panas Bumi dan telah 
menyelesaikan kewajiban se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 42.

•	 Penyederhanaan 
izin yang semula 
Izin Pemanfaatan 
Langsung dan 
Izin Panas Bumi 
menjadi “Perizin-
an Berusaha ter-
kait Panas Bumi” 
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Hak dan 
Kewajiban

Pasal 47
Pemegang Izin Pemanfaatan 
Langsung berhak melakukan 
pengusahaan Panas Bumi sesuai 
dengan izin yang diberikan.

Pasal 47
Pelaku usaha Pemanfaatan 
Langsung berhak melakukan 
pengusahaan Panas Bumi sesuai 
dengan Perizinan Berusaha yang 
diberikan.

•	 Perubahan 
“Pemegang Izin” 
menjadi “Pelaku 
Usaha” 

Hak dan 
Kewajiban

Pasal 48
Pemegang Izin Pemanfaatan 
Langsung wajib: 
a. memahami dan menaati 

peraturan perundang-undan-
gan di bidang keselamatan 
dan kesehatan kerja serta 
perlindungan dan pengelo-
laan lingkungan hidup dan 
memenuhi standar yang 
berlaku; 

b. melakukan pengendalian 
pencemaran dan/atau keru-
sakan lingkungan hidup yang 
meliputi kegiatan pencega-
han, penanggulangan, dan 
pemulihan fungsi lingkungan 
hidup; 

c. menyampaikan rencana 
kerja dan rencana anggaran 
kepada Menteri, gubernur, 
atau bupati/wali kota sesuai 
dengan kewenangannya; 
dan 

d. menyampaikan laporan 
tertulis secara berkala atas 
pelaksanaan rencana kerja 
dan rencana anggaran serta 
kegiatan pengusahaan Panas 
Bumi untuk Pemanfaatan 
Langsung kepada Menteri, 
gubernur, atau bupati/wali 
kota sesuai dengan ke-
wenangannya. 

Pasal 48
Pelaku usaha Pemanfaatan 
Langsung wajib: 
a. memahami dan menaati 

peraturan perundang- un-
dangan di bidang kesela-
matan dan kesehatan kerja 
serta pelindungan dan pen-
gelolaan lingkungan hidup 
dan memenuhi standar yang 
berlaku; 

b. melakukan pengendalian 
pencemaran dan/atau keru-
sakan lingkungan hidup yang 
meliputi kegiatan pencega-
han, penanggulangan, dan 
pemulihan fungsi lingkungan 
hidup. 

•	 Penghapusan 
aturan mengenai 
kewajiban pelaku 
usaha terkait 
penyampaian 
rencana kerja 
dan anggaran ke-
pada Menteri ser-
ta penyampaian 
laporan tertulis 
berkala 
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Kewajiban 
Pemegang 
Izin Pe-
manfaatan 
Langsung

Pasal 49
(1) Pemegang Izin Pemanfaatan 

Langsung wajib memenuhi 
kewajiban berupa: 

a. Iuran produksi
b. Pajak daerah
c. Retribusi daerah
(2) Kewajiban pemenuhan pajak 

daerah sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) huruf b 
dan retribusi daerah se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf c dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undan-
gan. 

Pasal 49
Pelaku usaha Pemanfaatan 

Langsung wajib memenuhi 
kewajiban berupa:

a. pajak daerah; dan
b. retribusi daerah.

•	 Perubahan 
“pemegang izin” 
menjadi “pelaku 
usaha” 

•	 Hilangnya ke-
wajiban pelaku 
usaha atas Iuran 
Produksi

•	 Penghapusan 
aturan menge-
nai kewajiban 
pemenuhan 
dilaksanakan 
sesuai ketentuan 
peraturan perun-
dang-undangan

Kewajiban 
Pemegang 
Izin Pe-
manfaatan 
Langsung

Pasal 50 
(1) Setiap Orang pemegang 

Izin Pemanfaatan Langsung 
yang tidak memenuhi atau 
melanggar ketentuan se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 48 huruf b, huruf c, 
huruf d, dan/atau Pasal 49 
ayat (1) dikenai sanksi ad-
ministratif. 

(2) Sanksi administratif se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) berupa: 

a. peringatan tertulis; 
b. penghentian sementara 

seluruh kegiatan pengusa-
haan Panas Bumi untuk Pe-
manfaatan Langsung; dan/
atau 

c. pencabutan Izin Peman-
faatan Langsung. 

(3) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai tata cara penge-
naan sanksi administratif 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2) diatur 
dalam Peraturan Pemerintah. 

Pasal 50 
(1) Setiap Orang yang melaku-

kan pengusahaan Panas 
Bumi untuk Pemanfaatan 
Langsung yang tidak me-
menuhi atau melanggar 
ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 48 
huruf a atau huruf b atau 
Pasal 49 dikenai sanksi ad-
ministratif. 

(2) Sanksi administratif se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) berupa: 

a. peringatan tertulis; 
b. penghentian sementara 

seluruh kegiatan pengusa-
haan Panas Bumi untuk Pe-
manfaatan Langsung; dan/
atau 

c. pencabutan Perizinan Beru-
saha. 

(3) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai tata cara penge-
naan sanksi administratif 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2) diatur 
dalam Peraturan Pemerintah. 

•	 Perubahan 
“pemegang izin 
pemanfaatan 
langsung” menja-
di “yang melaku-
kan pengusahaan 
Panas Bumi” 
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Kewajiban 
Pemegang 
Izin Panas 
Bumi

Pasal 56
(1) Badan Usaha pemegang 

Izin Panas Bumi yang tidak 
memenuhi atau melanggar 
ketentuan sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 52 ayat 
(1) huruf b, huruf c, huruf d, 
huruf g, huruf h, huruf i, dan 
huruf j, Pasal 53 ayat (1), 
dan/atau Pasal 54 ayat (1) 
dan ayat (4) dikenai sanksi 
administratif. 

(2) Sanksi administratif se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) berupa: 

a. peringatan tertulis; 
b. penghentian sementara 

seluruh kegiatan Eksplorasi, 
Eksploitasi, dan peman-
faatan; dan/atau 

c. pencabutan Izin Panas Bumi. 
(3) Ketentuan lebih lanjut 

mengenai tata cara penge-
naan sanksi administratif 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2) diatur 
dalam Peraturan Pemerintah. 

Pasal 56
(1) Badan Usaha pemegang 

Perizinan Berusaha di bidang 
Panas Bumi yang melanggar 
atau tidak memenuhi keten-
tuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 52 ayat (1) 
huruf b, huruf c, huruf d, 
huruf g, huruf h, huruf i, 
atau huruf j, Pasal 53 ayat 
(1), atau Pasal 54 ayat (1) 
atau ayat (4) dikenai sanksi 
administratif. 

(2) Sanksi administratif se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) berupa: 

1. peringatan tertulis; 
2. penghentian sementara 

seluruh kegiatan Eksplorasi, 
3. Eksploitasi, dan peman-

faatan; dan/atau 
4. pencabutan Perizinan Beru-

saha. 
(3) Ketentuan lebih lanjut men-

genai kriteria, jenis, besaran 
denda, dan tata cara pen-
genaan sanksi administratif 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) diatur dalam Pera-
turan Pemerintah. 

•	 Perubahan 
“pemegang izin 
panas bumi” 
menjadi “yang 
melakukan pen-
gusahaan Panas 
Bumi”

Pembinaan 
dan Penga-
wasan

Pasal 59
(1) Menteri melakukan pembi-

naan dan pengawasan terh-
adap penyelenggaraan Panas 
Bumi untuk Pemanfaatan 
Langsung yang dilaksanakan 
oleh pemerintah provinsi dan 
pemerintah kabupaten/kota. 

(2) Menteri dapat melimpah-
kan kepada gubernur untuk 
melakukan pembinaan dan 
pengawasan penyeleng-
garaan Panas Bumi untuk 
Pemanfaatan Langsung yang 
dilaksanakan oleh pemerin-
tah kabupaten/kota. 

Pasal 59 
(1) Pemerintah Pusat melakukan 

pembinaan dan pengawasan 
terhadap penyelenggaraan 
Panas Bumi untuk Peman-
faatan Langsung. 

(2) Ketentuan lebih lanjut men-
genai pembinaan dan pen-
gawasan penyelenggaraan 
Panas Bumi untuk Peman-
faatan Langsung diatur 
dalam Peraturan Pemerintah. 

•	 Perubahan men-
genai pembinaan 
dan pengawasan 
yang semula 
dilakukan oleh 
Menteri menjadi 
Pemerintah Pusat 
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Pembinaan 
dan Penga-
wasan

Pasal 60
(1) Menteri, gubernur atau bu-

pati/wali kota sesuai dengan 
kewenangannya melakukan 
pembinaan dan pengawasan 
atas pelaksanaan pengu-
sahaan Panas Bumi untuk 
Pemanfaatan Langsung yang 
dilakukan oleh pemegang 
Izin Pemanfaatan Langsung. 

(2) Gubernur dan bupati/
wali kota sesuai dengan 
kewenangannya wajib 
melaporkan pelaksanaan 
penyelenggaraan Panas 
Bumi untuk Pemanfaatan 
Langsung setiap tahun kepa-
da Menteri. 

Pasal 60 dihapus •	 Penghapusan 
aturan mengenai 
pembinaan oleh 
Menteri, guber-
nur atau bupati/
walikota 

Ketentuan 
Pidana

Pasal 67
Setiap Orang yang dengan sen-
gaja melakukan pengusahaan 
Panas Bumi untuk Pemanfaatan 
Langsung tanpa Izin Peman-
faatan Langsung sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 11 ayat 
(1) dipidana dengan pidana pen-
jara paling lama 2 (dua) tahun 
atau pidana denda paling ban-
yak Rp6.000.000.000,00 (enam 
miliar rupiah).

Pasal 67
Setiap Orang yang dengan sen-
gaja melakukan pengusahaan 
Panas Bumi untuk Pemanfaatan 
Langsung tanpa Perizinan Be-
rusaha sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 11 ayat (1) yang 
mengakibatkan timbulnya kor-
ban/kerusakan kesehatan, kes-
elamatan, dan/atau lingkungan 
dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 2 (dua) tahun atau 
pidana denda paling banyak 
Rp6.000.000.000,00 (enam mil-
iar rupiah).

•	 Perubahan 
mengenai 
pemanfaatan 
langsung yang 
semula “Tanpa 
Izin pemanfaatan 
langsung” menja-
di “Tanpa Perizin-
an Berusaha”
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Ketentuan 
Pidana

Pasal 68
Setiap Orang yang memegang 
Izin Pemanfaatan Langsung yang 
dengan sengaja melakukan pen-
gusahaan Panas Bumi untuk Pe-
manfaatan Langsung tidak pada 
lokasi yang ditetapkan dalam Izin 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 13 ayat (1) dipidana den-
gan pidana penjara paling lama 
2 (dua) tahun 6 (enam) bulan 
atau pidana denda paling banyak 
Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar 
rupiah).

Pasal 68
Setiap Orang yang memili-
ki Perizinan Berusaha terkait 
Pemanfaatan Langsung se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 11 ayat (1) yang dengan 
sengaja melakukan pengusahaan 
Panas Bumi untuk Pemanfaatan 
Langsung tidak pada lokasi 
yang ditetapkan dalam Perizinan 
Berusaha yang mengakibatkan 
timbulnya korban/kerusakan 
kesehatan, keselamatan, dan/
atau lingkungan, dipidana den-
gan pidana penjara paling lama 
2 (dua) tahun 6 (enam) bulan 
atau pidana denda paling banyak 
Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar 
rupiah).

•	 Perubahan men-
genai peman-
faatan langsung 
tidak pada lokasi 
yang ditetapkan 
yang semu-
la “pada izin” 
menjadi “dalam 
perizinan berusa-
ha” 

Ketentuan 
Pidana

Pasal 69
Setiap Orang yang memegang 
Izin Pemanfaatan Langsung 
yang dengan sengaja melakukan 
pengusahaan Panas Bumi yang 
tidak sesuai dengan peruntu-
kannya sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 13 ayat (2) dipi-
dana dengan pidana penjara 
paling lama 3 (tiga) tahun atau 
pidana denda paling banyak 
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh 
miliar rupiah).

Pasal 69
Setiap Orang yang dengan sen-
gaja melakukan pengusahaan 
Panas Bumi untuk Pemanfaatan 
Langsung yang tidak sesuai den-
gan peruntukannya, yang men-
gakibatkan timbulnya korban/
kerusakan terhadap kesehatan, 
keselamatan, dan/atau lingkun-
gan dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 3 (tiga) 
tahun atau pidana denda paling 
banyak Rp10.000.000.000,00 
(sepuluh miliar rupiah).

•	 Penghapusan 
klausal “meme-
gang izin peman-
faatan” 

Ketentuan 
Pidana

Pasal 70
Badan Usaha pemegang Izin 
Panas Bumi yang dengan sen-
gaja melakukan Eksplorasi, 
Eksploitasi, dan/atau peman-
faatan bukan pada Wilayah 
Kerja sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 20 ayat (2) dipi-
dana dengan pidana penjara 
paling lama 7 (tujuh) tahun atau 
pidana denda paling banyak 
Rp70.000.000.000,00 (tujuh 
puluh miliar rupiah).

Pasal 70
Badan Usaha pemilik Perizinan 
Berusaha di bidang Panas Bumi 
yang dengan sengaja melaku-
kan Eksplorasi, Eksploitasi, dan/
atau pemanfaatan bukan pada 
Wilayah Kerja sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 20 ayat (2) 
dipidana dengan denda paling 
banyak Rp70.000.000.000,00 
(tujuh puluh miliar rupiah).

•	 Perubahan men-
genai “pemegang 
izin panas bumi” 
menjadi “pemilik 
Perizinan Berusa-
ha” 

•	 Penghapusan 
aturan pidana 
penjara atas 
eksplorasi, 
eksploitasi dan 
pemanfaatan bu-
kan pada wilayah 
kerja 
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Ketentuan 
Pidana

Pasal 71
Badan Usaha yang dengan sen-
gaja melakukan pengusahaan 
Panas Bumi untuk Pemanfaatan 
Tidak Langsung tanpa Izin Panas 
Bumi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 23 ayat (1) dipi-
dana dengan pidana penjara 
paling lama 6 (enam) tahun 
atau pidana denda paling ban-
yak Rp50.000.000.000,00 (lima 
puluh miliar rupiah).

Pasal 71
Badan Usaha yang dengan sen-
gaja melakukan pengusahaan 
Panas Bumi untuk Pemanfaatan 
Tidak Langsung tanpa Perizin-
an Berusaha di bidang Panas 
Bumi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 23 ayat (1) yang 
mengakibatkan timbulnya kor-
ban/kerusakan terhadap kese-
hatan, keselamatan, dan/atau 
lingkungan dipidana dengan 
pidana denda paling banyak 
Rp50.000.000.000,00 (lima pu-
luh miliar rupiah).

•	 Perubahan frasa 
“tanpa izin Panas 
Bumi” menjadi 
“tanpa Perizin-
an Berusaha di 
bidang panas 
bumo”

Ketentuan 
Pidana

Pasal 72
Badan Usaha pemegang Izin 
Panas Bumi yang dengan sen-
gaja menggunakan Izin Panas 
Bumi tidak sesuai dengan perun-
tukannya sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana 
dengan pidana penjara paling 
lama 10 (sepuluh) tahun atau 
pidana denda paling banyak 
Rp100.000.000.000,00 (seratus 
miliar rupiah).

Pasal 72
Badan Usaha pemilik Perizinan 
Berusaha di bidang Panas Bumi 
yang dengan sengaja meng-
gunakan Perizinan Berusaha 
di bidang Panas Bumi tidak 
sesuai dengan peruntukannya 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 26 ayat (1) dipidana den-
gan pidana denda paling banyak 
Rp100.000.000.000,00 (seratus 
dua puluh miliar rupiah).

•	 Perubahan frasa 
“menggunakan 
Izin Panas Bumi” 
menjadi “meng-
gunakan Perizin-
an berusaha” 

Ketentuan 
Pidana

Pasal 73
Setiap Orang yang dengan sen-
gaja menghalangi atau merin-
tangi pengusahaan Panas Bumi 
untuk Pemanfaatan Langsung 
terhadap pemegang Izin Peman-
faatan Langsung sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 46 huruf 
a dipidana dengan pidana pen-
jara paling lama 1 (satu) tahun 
atau pidana denda paling banyak 
Rp100.000.000,00 (seratus juta 
rupiah).

Pasal 73 
Setiap Orang yang dengan sen-
gaja menghalangi atau merin-
tangi pengusahaan Panas Bumi 
terhadap pemegang Perizinan 
Berusaha di bidang Panas Bumi 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 46 dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 7 (tujuh) 
tahun atau pidana denda paling 
banyak Rp70.000.000.000,00 
(tujuh puluh miliar rupiah).

•	 Perubahan 
“pemegang izin 
pemanfaatan 
langsung” men-
jadi “pemegang 
perizinan berusa-
ha” 
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Ketentuan 
Pidana

Pasal 74
Setiap Orang yang dengan 
sengaja menghalangi atau 
merintangi pengusahaan Panas 
Bumi untuk Pemanfaatan Tidak 
Langsung terhadap pemegang 
Izin Panas Bumi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 46 huruf 
b dipidana dengan pidana pen-
jara paling lama 7 (tujuh) tahun 
atau pidana denda paling banyak 
Rp70.000.000.000,00 (tujuh 
puluh miliar rupiah).

Pasal 74 dihapus •	 Penghapusan 
aturan mengenai 
sanksi pidana 
atas menghalan-
gi pemanfatan 
tidak langsung 
terhadap peme-
gang izin panas 
bumi 

13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

TOPIK UU KETENAGALISTRIKAN UU CIPTA KERJA RANGKUMAN PEN-
JELASAN

Ketentuan 
Umum 

Pasal 1 
Dalam Undang-Undang ini yang 

dimaksud dengan: 
1. Ketenagalistrikan adalah 

segala sesuatu yang men-
yangkut penyediaan dan 
pemanfaatan tenaga listrik 
serta usaha penunjang tena-
ga listrik. 

2. Tenaga listrik adalah suatu 
bentuk energi sekunder yang 
dibangkitkan, ditransmisikan, 
dan didistribusikan untuk se-
gala macam keperluan, teta-
pi tidak meliputi listrik yang 
dipakai untuk komunikasi, 
elektronika, atau isyarat. 

3. Usaha penyediaan tenaga 
listrik adalah pengadaan 
tenaga listrik meliputi pem-
bangkitan, transmisi, distri-
busi, dan penjualan tenaga 
listrik kepada konsumen. 

4. Pembangkitan tenaga listrik 
adalah kegiatan memproduk-
si tenaga listrik. 

Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang 

dimaksud dengan: 
1. Ketenagalistrikan adalah 

segala sesuatu yang men-
yangkut penyediaan dan 
pemanfaatan tenaga listrik 
serta usaha penunjang tena-
ga listrik. 

2. Tenaga listrik adalah suatu 
bentuk energi sekunder yang 
dibangkitkan, ditransmisikan, 
dan didistribusikan untuk se-
gala macam keperluan, teta-
pi tidak meliputi listrik yang 
dipakai untuk komunikasi, 
elektronika, atau isyarat. 

3. Usaha penyediaan tenaga 
listrik adalah pengadaan 
tenaga listrik meliputi pem-
bangkitan, transmisi, distri-
busi, dan penjualan tenaga 
listrik kepada konsumen. 

4. Pembangkitan tenaga listrik 
adalah kegiatan memproduk-
si tenaga listrik. 

•	 Perubahan keten-
tuan “izin usaha” 
menjadi “Perizinan 
berusaha terkait 
ketenagalistrikan” 
(Angka 10) 

•	 Perubahan keten-
tuan mengenai 
perizina berusaha 
yang semula untuk 
penyediaan tenaga 
listrik untuk kepent-
ingan umum, 

•	 Menjadi “untuk 
penyediaan tenaga 
listrik untuk kepent-
ingan umum, usaha 
penyediaan tenaga 
listrik untuk kepent-
ingan sendiri, dan/
atau usaha jasa 
penunjang tenaga 
listrik” (angka 10)



433
P E D O M A N  M E M A H A M I  R U U  O M N I B U S  L A W

DNT LAWYERS

TOPIK UU KETENAGALISTRIKAN UU CIPTA KERJA RANGKUMAN PEN-
JELASAN

5. Transmisi tenaga listrik ada-
lah penyaluran tenaga listrik 
dari pembangkitan ke sistem 
distribusi atau ke konsumen, 
atau penyaluran tenaga listr-
ik antarsistem. 

6. Distribusi tenaga listrik ada-
lah penyaluran tenaga listrik 
dari sistem transmisi atau 
dari pembangkitan ke kon-
sumen. 

7. Konsumen adalah setiap 
orang atau badan yang 
membeli tenaga listrik dari 
pemegang izin usaha penye-
diaan tenaga listrik. 

8. Usaha penjualan tenaga 
listrik adalah kegiatan usa-
ha penjualan tenaga listrik 
kepada konsumen. 

9. Rencana umum ketenag-
alistrikan adalah rencana 
pengembangan sistem 
penyediaan tenaga listrik 
yang meliputi bidang pem-
bangkitan, transmisi, dan 
distribusi tenaga listrik yang 
diperlukan untuk memenuhi 
kebutuhan tenaga listrik. 

10. Izin usaha penyediaan tena-
ga listrik adalah izin untuk 
melakukan usaha penye-
diaan tenaga listrik untuk 
kepentingan umum. 

11. Izin operasi adalah izin untuk 
melakukan penyediaan tena-
ga listrik untuk kepentingan 
sendiri. 

5. Transmisi tenaga listrik ada-
lah penyaluran tenaga listrik 
dari pembangkitan ke sistem 
distribusi atau ke konsumen, 
atau penyaluran tenaga listr-
ik antarsistem. 

6. Distribusi tenaga listrik ada-
lah penyaluran tenaga listrik 
dari sistem transmisi atau 
dari pembangkitan ke kon-
sumen. 

7. Konsumen adalah setiap 
orang atau badan yang 
membeli tenaga listrik dari 
pemegang izin usaha penye-
diaan tenaga listrik. 

8. Usaha penjualan tenaga 
listrik adalah kegiatan usa-
ha penjualan tenaga listrik 
kepada konsumen. 

9. Rencana umum ketenag-
alistrikan adalah rencana 
pengembangan sistem 
penyediaan tenaga listrik 
yang meliputi bidang pem-
bangkitan, transmisi, dan 
distribusi tenaga listrik yang 
diperlukan untuk memenuhi 
kebutuhan tenaga listrik. 

10. Perizinan Berusaha terkait 
ketenagalistrikan adalah 
perizinan untuk melakukan 
kegiatan usaha penyediaan 
tenaga listrik untuk kepent-
ingan umum, usaha penye-
diaan tenaga listrik untuk 
kepentingan sendiri, dan/
atau usaha jasa penunjang 
tenaga listrik. 

11. Dihapus. 

•	 Penghapusan aturan 
mengenai izin oper-
asi
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12. Wilayah usaha adalah 
wilayah yang ditetapkan 
Pemerintah sebagai tempat 
badan usaha distribusi dan/
atau penjualan tenaga listrik 
melakukan usaha penye-
diaan tenaga listrik. 

13. Ganti rugi hak atas tanah 
adalah penggantian atas 
pelepasan atau penyerahan 
hak atas tanah berikut ban-
gunan, tanaman, dan/atau 
benda lain yang terdapat di 
atas tanah tersebut. 

14. Kompensasi adalah pembe-
rian sejumlah uang kepada 
pemegang hak atas tanah 
berikut bangunan, tana-
man, dan/atau benda lain 
yang terdapat di atas tanah 
tersebut karena tanah terse-
but digunakan secara tidak 
langsung untuk pembangu-
nan ketenagalistrikan tanpa 
dilakukan pelepasan atau 
penyerahan hak atas tanah. 

15. Pemerintah Pusat, yang 
selanjutnya disebut Pemerin-
tah, adalah Presiden Repub-
lik Indonesia yang meme-
gang kekuasaan pemerintah 
negara Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud da-
lam Undang- Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. 

16. Pemerintah daerah adalah 
gubernur, bupati, atau wa-
likota, dan perangkat daerah 
sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah. 

12. Wilayah usaha adalah 
wilayah yang ditetapkan 
Pemerintah Pusat sebagai 
tempat badan usaha melaku-
kan usaha distribusi dan/
atau penjualan tenaga listrik. 

13. Ganti rugi hak atas tanah 
adalah penggantian atas 
pelepasan atau penyerahan 
hak atas tanah berikut ban-
gunan, tanaman, dan/atau 
benda lain yang terdapat di 
atas tanah tersebut. 

14. Kompensasi adalah pembe-
rian sejumlah uang kepada 
pemegang hak atas tanah 
berikut bangunan, tana-
man, dan/atau benda lain 
yang terdapat di atas tanah 
tersebut karena tanah terse-
but digunakan secara tidak 
langsung untuk pembangu-
nan ketenagalistrikan tanpa 
dilakukan pelepasan atau 
penyerahan hak atas tanah. 

15. Pemerintah Pusat adalah 
Presiden Republik Indonesia 
yang memegang kekuasaan 
pemerintah negara Republik 
Indonesia yang dibantu oleh 
Wakil Presiden dan menteri 
sebagaimana dimaksud da-
lam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. 

16. Pemerintah Daerah adalah 
kepala daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintah-
an Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemer-
intahan yang menjadi ke-
wenangan daerah otonom. 
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17. Menteri adalah menteri yang 
membidangi urusan ketenag-
alistrikan. 

18. Setiap orang adalah orang 
perorangan atau badan baik 
yang berbadan hukum mau-
pun yang bukan berbadan 
hukum. 

17. Menteri adalah menteri yang 
membidangi urusan ketenag-
alistrikan. 

18. Setiap orang adalah orang 
perseorangan atau badan, 
baik yang berbadan hukum 
maupun yang bukan ber-
badan hukum.

Pengua-
saan 

Pasal 3
(1) Penyediaan tenaga listrik 

dikuasai oleh negara yang 
penyelenggaraannya dilaku-
kan oleh Pemerintah dan pe-
merintah daerah berlandas-
kan prinsip otonomi daerah. 

(2) Untuk penyelenggaraan 
penyediaan tenaga listrik 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Pemerintah dan 
pemerintah daerah sesuai 
dengan kewenangannya 
menetapkan kebijakan, pen-
gaturan, pengawasan, dan 
melaksanakan usaha penye-
diaan tenaga listrik. 

Pasal 3
(1) Penyediaan tenaga listrik 

dikuasai oleh negara yang 
penyelenggaraannya dilaku-
kan oleh Pemerintah Pusat 
dan Pemerintah Daerah 
berlandaskan prinsip oto-
nomi daerah sesuai dengan 
norma, standar, prosedur, 
dan kriteria yang ditetapkan 
oleh Pemerintah Pusat. 

(2) Untuk penyelenggaraan 
penyediaan tenaga listrik 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Pemerintah Pusat 
dan Pemerintah Daerah 
sesuai dengan kewenangan-
nya menetapkan kebijakan, 
pengaturan, pengawasan, 
dan melaksanakan usaha 
penyediaan tenaga listrik. 

•	 Perubahan “Pe-
merintah” menjadi 
“Pemerintah Pusat” 

•	 Tambahan klaus-
al “sesuai dengan 
norma, standar, 
prosedur, dan krite-
ria yang ditetapkan 
oleh Pemerintah 
Pusat” (Ayat 1) 
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Pengusa-
haan 

Pasal 4
(1) Pelaksanaan usaha penye-

diaan tenaga listrik oleh 
Pemerintah dan pemerintah 
daerah dilakukan oleh badan 
usaha milik negara dan 
badan usaha milik daerah. 

(2) Badan usaha swasta, koper-
asi, dan swadaya masyarakat 
dapat berpartisipasi dalam 
usaha penyediaan tenaga 
listrik. 

(3) Untuk penyediaan tenaga 
listrik sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 3 ayat (1), 
Pemerintah dan pemerintah 
daerah menyediakan dana 
untuk: 
a. kelompok masyarakat 

tidak mampu; 
b. pembangunan sarana 

penyediaan tenaga listrik 
di daerah yang belum 
berkembang; 

c. pembangunan tenaga 
listrik di daerah terpencil 
dan perbatasan; dan 

d. pembangunan listrik 
perdesaan. 

Pasal 4
(1) Pelaksanaan usaha penye-

diaan tenaga listrik oleh Pe-
merintah Pusat dan Pemer-
intah Daerah sesuai dengan 
kewenangannya berdasarkan 
norma, standar, prosedur, 
dan kriteria yang ditetap-
kan oleh Pemerintah Pusat 
dilakukan oleh badan usaha 
milik negara dan badan usa-
ha milik daerah. 

(2) Badan usaha swasta, koper-
asi, dan swadaya masyarakat 
dapat berpartisipasi dalam 
usaha penyediaan tenaga 
listrik. 

(3) Untuk penyediaan tenaga 
listrik sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 3 ayat 
(1), Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah menye-
diakan dana untuk: 
a. kelompok masyarakat 

tidak mampu; 
b. pembangunan sarana 

penyediaan tenaga listrik 
di daerah yang belum 
berkembang; 

c. pembangunan tenaga 
listrik di daerah terpencil 
dan perbatasan; dan 

d. pembangunan listrik 
perdesaan. 

(4) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai penyediaan dana 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) diatur dalam Pera-
turan Pemerintah. 

•	 Perubahan “Pe-
merintah” menjadi 
“Pemerintah Pu-
sat”(Ayat 1) 

•	 Tambahan sesuai 
dengan kewenan-
gannya dan ber-
dasarkan norma, 
standar, prosedur, 
dan kriteria yang 
ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat 
(Ayat 1)

•	 Tambahan aturan 
ketentuan lebih 
lanjut menegnai 
penyediaan dana 
diatur dalam Pera-
turan Pemerintah 
(Ayat 4) 
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Kewenan-
gan Penge-
lolaan 

Pasal 5
(1) Kewenangan Pemerintah 

di bidang ketenagalistrikan 
meliputi: 
a. penetapan kebijakan 

ketenagalistrikan nasion-
al; 

b. penetapan peraturan 
perundang-undangan di 
bidang ketenagalistrikan; 

c. penetapan pedoman, 
standar, dan kriteria di 
bidang ketenagalistrikan; 

d. penetapan pedoman 
penetapan tarif tenaga 
listrik untuk konsumen; 

e. penetapan rencana 
umum ketenagalistrikan 
nasional; 

f. penetapan wilayah usa-
ha; 

g. penetapan izin jual beli 
tenaga listrik lintas nega-
ra; 

h. penetapan izin usa-
ha penyediaan tenaga 
listrik untuk badan usaha 
yang: 
1. wilayah usahanya 

lintas provinsi; 
2. dilakukan oleh badan 

usaha milik negara; 
dan 

3. menjual tenaga listrik 
dan/atau menye-
wakan jaringan 
tenaga listrik kepada 
pemegang izin usaha 
penyediaan tenaga 
listrik yang ditetap-
kan oleh Pemerintah; 

i. penetapan izin operasi 
yang fasilitas instalasinya 
mencakup lintas provin-
si; 

Pasal 5
(1) Kewenangan Pemerintah 

Pusat di bidang ketenagalis-
trikan meliputi: 
a. penetapan kebijakan 

ketenagalistrikan nasion-
al; 

b. penetapan peraturan 
perundang-undangan di 
bidang ketenagalistrikan; 

c. penetapan standar, 
pedoman, dan kriteria di 
bidang ketenagalistrikan; 

d. penetapan pedoman 
penetapan tarif tenaga 
listrik untuk konsumen; 

e. penetapan rencana 
umum ketenagalistrikan 
nasional;

f. penetapan wilayah usa-
ha; 

g. penetapan Perizinan 
Berusaha terkait jual beli 
tenaga listrik lintas nega-
ra; 

h. Penetapan Perizinan 
Berusaha penyediaan 
tenaga listrik; 

i. penetapan tarif tenaga 
listrik untuk konsumen 
dari pemegang Perizinan 
Berusaha penyediaan 
tenaga listrik untuk 
kepentingan umum; 

•	 Perubahan “Pe-
merintah” menjadi 
“Pemerintah Pusat” 

•	 Perubahan “izin usa-
ha” menjadi “per-
izinan berusaha” 

•	 Keberlakuan izin 
usaha yang semula 
untuk badan usaha 
yang wilayah usah-
anya lintas provin-
si, dilakukan oleh 
badan usaha milik 
negara, menjual 
tenaga listrik dan/
atau menyewakan 
jaringan tenaga 
listrik kepada pe-
megang izin usaha 
penyediaan tenaga 
listrik yang ditetap-
kan oleh Pemerin-
tah berlaku untuk 
penyediaan tenaga 
listrik 

•	 Perubahan men-
genai izin jual beli 
tenaga listrik lintas 
negara terintegrasi 
dalam Perizinan 
berusaha (Ayat 1 
huruf g)

•	 Perubahan izin 
operasi menjadi 
terintegrasi dengan 
Perizinan Berusaha 
(Ayat 1 huruf i) 

•	 Tambahan aturan 
mengenai peneta-
pan perizinan Beru-
saha untuk kegiatan 
jasa penunjang 
tenaga listrik (Ayat 
1 huruf i) 
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j. penetapan tarif tenaga 
listrik untuk konsumen 
dari pemegang izin us-
aha penyediaan tenaga 
listrik yang ditetapkan 
oleh Pemerintah; 

k. penetapan persetujuan 
harga jual tenaga lis-
trik dan sewa jaringan 
tenaga listrik dari peme-
gang izin usaha penye-
diaan tenaga listrik yang 
ditetapkan oleh Pemerin-
tah; 

l. penetapan persetujuan 
penjualan kelebihan 
tenaga listrik dari peme-
gang izin operasi yang 
ditetapkan oleh Pemer-
intah; 

m. penetapan izin usaha 
jasa penunjang tenaga 
listrik yang dilakukan 
oleh badan usaha milik 
negara atau penanam 
modal asing/mayoritas 
sahamnya dimiliki oleh 
penanam modal asing; 

n. penetapan izin peman-
faatan jaringan tenaga 
listrik untuk kepentingan 
telekomunikasi, multi-
media, dan informatika 
pada jaringan milik 
pemegang izin usaha 
penyediaan tenaga listrik 
atau izin operasi yang 
ditetapkan oleh Pemerin-
tah; 

j. penetapan persetujuan 
harga jual tenaga lis-
trik dan sewa jaringan 
tenaga listrik dari peme-
gang Perizinan Berusa-
ha penyediaan tenaga 
listrik untuk kepentingan 
umum; 

k. penetapan persetujuan 
penjualan kelebihan 
tenaga listrik dari peme-
gang Perizinan Berusa-
ha penyediaan tenaga 
listrik untuk kepentingan 
sendiri; 

l. penetapan Perizinan 
Berusaha untuk kegiatan 
jasa penunjang tenaga 
listrik; 

m. penetapan Perizinan 
Berusaha terkait usaha 
jasa penunjang tenaga 
listrik yang dilakukan 
oleh badan usaha milik 
negara atau penanam 
modal asing/mayoritas 
sahamnya dimiliki oleh 
penanam modal asing; 

n. penetapan Perizinan 
Berusaha terkait peman-
faatan jaringan tenaga 
listrik untuk kepentingan 
telekomunikasi, multi-
media, dan informatika 
pada jaringan milik pe-
megang Perizinan Beru-
saha terkait penyediaan 
tenaga listrik atau Per-
izinan Berusaha terkait 
operasi yang ditetapkan 
oleh Pemerintah Pusat; 

•	 Perubahan izin. Usa-
ha jasa penunjang 
menjadi perizina 
berusaha untuk ke-
giatan jasa penun-
jang (Ayat 1 huruf 
m) 

•	 Perubahan “pene-
tapan izin peman-
faatan jaringan 
tenaga listrik” 
menjadi “penetapan 
Perizinan Berusaha 
terkait pemanfaatan 
jaringan tenaga 
listrik” (Ayat 1 huruf 
n)

•	 Perubahan men-
genai penetapan 
sanksi administratif 
yang semula “izinn-
ya ditetapkan oleh 
Pemerintah” menja-
di “Perizinan beru-
sahanya ditetapkan 
oleh Pemerintah Pu-
sat” (Ayat 1 Huruf r)

•	 Perubahan “pe-
merintah Provinsi” 
menjadi “Pemerin-
tah Daerah Provinsi” 
(Ayat 2) 
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o. pembinaan dan pen-
gawasan kepada 
badan usaha di bidang 
ketenagalistrikan yang 
izinnya ditetapkan oleh 
Pemerintah; 

p. pengangkatan inspektur 
ketenagalistrikan; 

q. pembinaan jabatan fung-
sional inspektur ketenag-
alistrikan untuk seluruh 
tingkat pemerintahan; 
dan 

r. penetapan sanksi admin-
istratif kepada badan us-
aha yang izinnya ditetap-
kan oleh Pemerintah. 

(2) Kewenangan pemerintah 
provinsi di bidang ketenag-
alistrikan meliputi: 
a. penetapan peraturan 

daerah provinsi di bidang 
ketenagalistrikan; 

b. penetapan rencana 
umum ketenagalistrikan 
daerah provinsi; 

c. penetapan izin usaha 
penyediaan tenaga listrik 
untuk badan usaha yang 
wilayah usahanya lintas 
kabupaten/kota; 

d. penetapan izin operasi 
yang fasilitas instalasinya 
mencakup lintas kabu-
paten/kota; 

o. pembinaan dan penga-
wasan kepada badan us-
aha di bidang ketenag-
alistrikan; 

p. pengangkatan inspektur 
ketenagalistrikan; 

q. pembinaan jabatan fung-
sional inspektur ketenag-
alistrikan untuk seluruh 
tingkat pemerintahan; 
dan 

r. penetapan sanksi ad-
ministratif kepada badan 
usaha yang Perizinan 
Berusahanya ditetapkan 
oleh Pemerintah Pusat. 

(2) Kewenangan Pemerintah 
Daerah provinsi di bidang 
ketenagalistrikan meliputi: 
a. penetapan peraturan 

daerah provinsi di bidang 
ketenagalistrikan; 

b. penetapan rencana 
umum ketenagalistrikan 
daerah provinsi; 

c. pembinaan dan pen-
gawasan kepada 
badan usaha di bidang 
ketenagalistrikan yang 
Perizinan Berusahanya 
ditetapkan oleh Pemer-
intah Daerah provinsi 
sesuai dengan norma, 
standar, prosedur, dan 
kriteria yang ditetapkan 
oleh Pemerintah Pusat; 

d. pengangkatan inspektur 
ketenagalistrikan untuk 
provinsi; dan 

•	 Penghapusan 
kewenangan pen-
etapan izin dan 
penetapan persetu-
juan dari pemerin-
tah daerah seiring 
dengan penye-
derhanaan segala 
perizinan menjadi 
Perizinan Berusaha 
yang kewenangan-
nya berada pada 
Pemerintah Pusat 

•	 Perubahan izin usa-
ha menjadi “Perizin-
an berusaha” (Ayat 
2 huruf e” 

•	 Tambahan klaus-
al “sesuai dengan 
norma, standar, 
prosedur, dan krite-
ria yang ditetapkan 
oleh Pemerintah 
Pusat” (Ayat 2 huruf 
e)

•	 Penghapusan aturan 
mengenai kewenan-
gan Kewenangan 
pemerintah ka-
bupaten/kota di 
bidang ketenagalis-
trikan
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e. penetapan tarif tenaga 
listrik untuk konsumen 
dari pemegang izin us-
aha penyediaan tenaga 
listrik yang ditetapkan 
oleh pemerintah provin-
si; 

f. penetapan persetujuan 
harga jual tenaga listrik 
dan sewa jaringan tena-
ga listrik untuk badan 
usaha yang menjual 
tenaga listrik dan/atau 
menyewakan jaringan 
tenaga listrik kepa-
da badan usaha yang 
izinnya ditetapkan oleh 
pemerintah provinsi; 

g. penetapan persetujuan 
penjualan kelebihan 
tenaga listrik dari peme-
gang izin operasi yang 
izinnya ditetapkan oleh 
pemerintah provinsi; 

h. penetapan izin peman-
faatan jaringan tenaga 
listrik untuk kepentingan 
telekomunikasi, multi-
media, dan informatika 
pada jaringan milik 
pemegang izin usaha 
penyediaan tenaga listrik 
atau izin operasi yang 
ditetapkan oleh pemerin-
tah provinsi; 

i. pembinaan dan pen-
gawasan kepada 
badan usaha di bidang 
ketenagalistrikan yang 
izinnya ditetapkan oleh 
pemerintah provinsi; 

j. pengangkatan inspektur 
ketenagalistrikan untuk 
provinsi; dan 

e. penetapan sanksi ad-
ministratif kepada badan 
usaha yang Perizinan 
Berusahanya ditetap-
kan oleh Pemerintah 
Daerah provinsi sesuai 
dengan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria 
yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat.
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k. penetapan sanksi ad-
ministratif kepada badan 
usaha yang izinnya 
ditetapkan oleh pemerin-
tah provinsi. 

(3) Kewenangan pemerintah 
kabupaten/kota di bidang 
ketenagalistrikan meliputi: 
a. penetapan peraturan 

daerah kabupaten/kota 
di bidang ketenagalistri-
kan; 

b. penetapan rencana 
umum ketenagalistrikan 
daerah kabupaten/kota; 

c. penetapan izin usaha 
penyediaan tenaga listrik 
untuk badan usaha yang 
wilayah usahanya dalam 
kabupaten/kota; 

d. penetapan izin operasi 
yang fasilitas instalasinya 
dalam kabupaten/kota; 

e. penetapan tarif tenaga 
listrik untuk konsumen 
dari pemegang izin us-
aha penyediaan tenaga 
listrik yang ditetapkan 
oleh pemerintah kabu-
paten/kota; 

f. penetapan persetujuan 
harga jual tenaga listrik 
dan sewa jaringan tena-
ga listrik untuk badan 
usaha yang menjual 
tenaga listrik dan/atau 
menyewakan jaringan 
tenaga listrik kepa-
da badan usaha yang 
izinnya ditetapkan oleh 
pemerintah kabupaten/
kota; 
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g. penetapan izin usaha 
jasa penunjang tenaga 
listrik bagi badan usaha 
yang mayoritas sahamn-
ya dimiliki oleh penanam 
modal dalam negeri; 

h. penetapan persetujuan 
penjualan kelebihan 
tenaga listrik dari peme-
gang izin operasi yang 
izinnya ditetapkan oleh 
pemerintah kabupaten/
kota; 

i. penetapan izin peman-
faatan jaringan tenaga 
listrik untuk kepentingan 
telekomunikasi, multi-
media, dan informatika 
pada jaringan milik 
pemegang izin usaha 
penyediaan tenaga listrik 
atau izin operasi yang 
ditetapkan oleh pemerin-
tah kabupaten/kota; 

j. pembinaan dan penga-
wasan kepada badan us-
aha di bidang ketenag-
alistrikan yang izinnya 
ditetapkan oleh pemerin-
tah kabupaten/kota; 

k. pengangkatan inspektur 
ketenagalistrikan untuk 
kabupaten/kota; dan 

l. penetapan sanksi ad-
ministratif kepada badan 
usaha yang izinnya 
ditetapkan oleh pemerin-
tah kabupaten/kota.
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Rencana 
Umum 
Ketenaga-
kalistrikan

Pasal 7
(1) Rencana umum ketenag-

alistrikan nasional disusun 
berdasarkan pada kebijakan 
energi nasional dan ditetap-
kan oleh Pemerintah setelah 
berkonsultasi dengan Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia. 

(2) Rencana umum ketenagalis-
trikan nasional sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
disusun dengan mengikut-
sertakan pemerintah daerah. 

(3) Rencana umum ketenag-
alistrikan daerah disusun 
berdasarkan pada rencana 
umum ketenagalistrikan 
nasional dan ditetapkan oleh 
pemerintah daerah setelah 
berkonsultasi dengan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah. 

(4) Pedoman penyusunan ren-
cana umum ketenagalistri-
kan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (3) 
ditetapkan oleh Menteri. 

Pasal 7
(1) Rencana umum ketenagalis-

trikan nasional disusun ber-
dasarkan kebijakan energi 
nasional dan ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat. 

(2) Rencana umum ketenagalis-
trikan nasional sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
disusun dengan mengikut-
sertakan Pemerintah Daerah. 

(3) Ketentuan mengenai pe-
doman penyusunan rencana 
umum ketenagalistrikan 
nasional sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) diatur 
dalam Peraturan Pemerintah. 

•	 Perubahan “Pe-
merintah” menjadi 
“Pemerintah Pusat” 
(Ayat 1) 

•	 Penghapusan 
ketentuan men-
genai penyusunan 
rencana umum 
ketenagalistrikan 
nasional yang sem-
ula harus dikon-
sultasikan dengan 
Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik 
Indonesia. (Ayat 1)

•	 Penghapusan ayat 
mengenai Rencana 
umum ketenag-
alistrikan daerah 
disusun berdasar-
kan pada rencana 
umum ketenagalis-
trikan nasional 

•	 Perubahan atas 
pedomana peny-
usunan rencana 
umum yang semula 
“ditetapkan oleh 
Menteri” menjadi 
“diatur dalam Pera-
turan Pemerintah” 
(Ayat 3) 
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Usaha 
Penyediaan 
Tenaga 
Listrik

Pasal 10
(1) Usaha penyediaan tenaga 

listrik untuk kepentingan 
umum sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 9 huruf a 
meliputi jenis usaha: 

1. pembangkitan tenaga listrik; 
2. transmisi tenaga listrik; 
3. distribusi tenaga listrik; dan/

atau 
4. penjualan tenaga listrik. 
(2) Usaha penyediaan tenaga 

listrik untuk kepentingan 
umum sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) dapat 
dilakukan secara terintegrasi. 

(3) Usaha penyediaan tenaga 
listrik untuk kepentingan 
umum sebagaimana dimak-
sud pada ayat (2) dilakukan 
oleh 1 (satu) badan usaha 
dalam 1 (satu) wilayah usa-
ha. 

(4) Pembatasan wilayah usaha 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) juga berlaku untuk 
usaha penyediaan tenaga 
listrik untuk kepentingan 
umum yang hanya meliputi 
distribusi tenaga listrik dan/
atau penjualan tenaga listrik. 

(5) Wilayah usaha sebagaima-
na dimaksud pada ayat (3) 
dan ayat (4) ditetapkan oleh 
Pemerintah. 

Pasal 10
(1) Usaha penyediaan tenaga 

listrik untuk kepentingan 
umum sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 9 huruf a 
meliputi jenis usaha: 

1. pembangkitan tenaga listrik; 
2. transmisi tenaga listrik; 
3. distribusi tenaga listrik; dan/

atau 
4. penjualan tenaga listrik. 
(2) Usaha penyediaan tenaga 

listrik untuk kepentingan 
umum sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) dapat 
dilakukan secara terintegrasi. 

(3) Usaha penyediaan tenaga 
listrik untuk kepentingan 
umum secara terintegrasi 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dilakukan oleh 1 
(satu) badan usaha dalam 1 
(satu) Wilayah Usaha. 

(4) Dalam hal usaha pembangki-
tan, transmisi, distribusi, dan 
penjualan dilakukan secara 
terintegrasi, usaha pem-
bangkitan dan/atau trans-
misi dapat dilakukan di luar 
Wilayah Usahanya. 

(5) Usaha penyediaan tenaga 
listrik untuk kepentingan 
umum dengan jenis usa-
ha distribusi tenaga listrik 
dan/atau penjualan tenaga 
listrik dilakukan oleh 1 (satu) 
badan usaha dalam 1 (satu) 
Wilayah Usaha.

(6) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai Wilayah Usaha 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3), ayat (4), dan ayat 
(5) diatur dalam Peraturan 
Pemerintah.  

•	 Tambahan ayat 
mengenai usaha 
pembangkitan, 
transmisi, distribu-
si, dan penjualan 
dilakukan secara 
terintegrasi, usaha 
pembangkitan dan/
atau transmisi dapat 
dilakukan di luar 
wilayah usaha

•	 Tambahan aturan 
mengenai ketentuan 
lebih lanjut diatur 
dalam Peraturan 
Pemerintah
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Usaha 
Penyediaan 
Tenaga 
Listrik

Pasal 11
(1) Usaha penyediaan tenaga 

listrik untuk kepentingan 
umum sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 10 ayat (1) 
dilaksanakan oleh badan 
usaha milik negara, badan 
usaha milik daerah, badan 
usaha swasta, koperasi, dan 
swadaya masyarakat yang 
berusaha di bidang penye-
diaan tenaga listrik. 

(2) Badan usaha milik nega-
ra sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diberi prioritas 
pertama melakukan usaha 
penyediaan tenaga listrik 
untuk kepentingan umum. 

(3) Untuk wilayah yang belum 
mendapatkan pelayanan 
tenaga listrik, Pemerintah 
atau pemerintah daerah ses-
uai kewenangannya memberi 
kesempatan kepada badan 
usaha milik daerah, badan 
usaha swasta, atau koperasi 
sebagai penyelenggara usa-
ha penyediaan tenaga listrik 
terintegrasi. 

(4) Dalam hal tidak ada badan 
usaha milik daerah, badan 
usaha swasta, atau koperasi 
yang dapat menyediakan 
tenaga listrik di wilayah 
tersebut, Pemerintah wajib 
menugasi badan usaha milik 
negara untuk menyediakan 
tenaga listrik. 

Pasal 11
(1) Usaha penyediaan tenaga 

listrik untuk kepentingan 
umum sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 10 ayat (1) 
dilaksanakan oleh badan 
usaha milik negara, badan 
usaha milik daerah, badan 
usaha swasta, koperasi, dan 
swadaya masyarakat yang 
berusaha di bidang penye-
diaan tenaga listrik. 

(2) Badan usaha milik nega-
ra sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diberi prioritas 
pertama melakukan usaha 
penyediaan tenaga listrik 
untuk kepentingan umum. 

(3) Badan usaha milik negara, 
badan usaha milik daerah, 
badan usaha swasta, koper-
asi, dan swadaya masyarakat 
dalam melakukan usaha 
penyediaan tenaga listrik un-
tuk kepentingan umum wajib 
mengutamakan produk dan 
potensi dalam negeri. 

(4) Untuk wilayah yang belum 
mendapatkan pelayanan 
tenaga listrik, Pemerintah 
Pusat atau Pemerintah Daer-
ah provinsi sesuai kewenan-
gannya memberi kesem-
patan kepada badan usaha 
milik daerah, badan usaha 
milik swasta, atau koperasi 
sebagai penyelenggara usa-
ha penyediaan tenaga listrik 
terintegrasi. 

•	 Tambahan aturan 
mengenai peng-
utamaan produk 
dan potensi dalam 
negeri bagi pelaku 
usaha penyedia 
tenaga listrik untuk 
kepentingan umum 
(Ayat 3) 

(5) Dalam hal tidak ada badan 
usaha milik daerah, badan 
usaha swasta, atau koperasi 
yang dapat menyediakan 
tenaga listrik di wilayah 
tersebut, Pemerintah Pusat 
wajib menugasi badan usaha 
milik negara untuk menye-
diakan tenaga listrik.
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Usaha 
Penyediaan 
Tenaga 
Listrik

Pasal 13
Usaha penyediaan tenaga lis-
trik untuk kepentingan sendiri 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 12 dapat dilaksanakan oleh 
instansi pemerintah, pemerintah 
daerah, badan usaha milik neg-
ara, badan usaha milik daerah, 
badan usaha swasta, koperasi, 
perseorangan, dan lembaga/
badan usaha lainnya.

Pasal 13
(1) Usaha penyediaan tenaga 

listrik untuk kepentingan 
sendiri sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 12 
dilaksanakan hanya untuk 
pemakaian sendiri. 

(2) Usaha penyediaan tenaga 
listrik untuk kepentingan 
sendiri dapat dilaksanakan 
oleh instansi Pemerintah 
Pusat, instansi Pemerintah 
Daerah, badan usaha milik 
negara, badan usaha milik 
daerah, badan usaha swas-
ta, koperasi, perseorangan, 
dan lembaga/badan usaha 
lainnya. 

(3) Instansi Pemerintah Pusat, 
instansi Pemerintah Daerah, 
badan usaha milik negara, 
badan usaha milik daerah, 
badan usaha swasta, kopera-
si, perseorangan, dan lem-
baga/badan usaha lainnya 
dalam melaksanakan usaha 
penyediaan tenaga listrik 
untuk kepentingan sendiri 
wajib mengutamakan produk 
dan potensi dalam negeri. 

•	 Tambahan aturan 
yang menjelaskan 
mengenai untuk 
kepentingan sendiri 
dilaksanakan hanya 
untuk pemakaian 
sendiri (Ayat 1) 

•	 Tambahan aturan 
mengenai peng-
utamaan produk 
dan potensi dalam 
negeri bagi pelaku 
usaha penyedia 
tenaga listrik untuk 
kepentingan sendiri 
(Ayat 3)

Usaha 
Penunjang 
Tenaga 
Listrik

Pasal 16
(2) Usaha jasa penunjang 

tenaga listrik sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 15 
huruf a meliputi: 
3. konsultansi dalam 

bidang instalasi penye-
diaan tenaga listrik; 

4. pembangunan dan 
pemasangan instalasi 
penyediaan tenaga listr-
ik; 

5. pemeriksaan dan pen-
gujian instalasi tenaga 
listrik;

6. pengoperasian instalasi 
tenaga listrik;

7. pemeliharaan instalasi 
tenaga listrik;

Pasal 16
(1) Usaha jasa penunjang 

tenaga listrik sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 15 
huruf a meliputi: 
a. konsultansi dalam 

bidang instalasi tenaga 
listrik; 

b. pembangunan dan 
pemasangan instalasi 
tenaga listrik; 

c. pemeriksaan dan pen-
gujian instalasi tenaga 
listrik;

d. pengoperasian instalasi 
tenaga listrik;

e. pemeliharaan instalasi 
tenaga listrik;

•	 Tambahan daftar 
usaha jasa penun-
jang tenaga listrik 
yaitu sertifikasi 
badan usaha jasa 
penunjang tenaga 
listrik (Ayat 1) 

•	 Penghapusan klaus-
al “sesuai dengan 
ketentuan peraturan 
perundang-undan-
gan” (Ayat 2)

•	 Penghapusan ayat 
menegnai kewajiban 
mengutamakan 
produk dan potensi 
dalam negeri (Ayat 
3)
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8. penelitian dan pengem-
bangan; 

9. pendidikan dan pelati-
han; 

10. laboratorium pengujian 
peralatan dan pemanfaat 
tenaga listrik; 

11. sertifikasi peralatan dan 
pemanfaat tenaga listrik; 

12. sertifikasi kompetensi 
tenaga teknik ketenag-
alistrikan; atau 

13. usaha jasa lain yang 
secara langsung berkai-
tan dengan penyediaan 
tenaga listrik. 

(3) Usaha jasa penunjang 
tenaga listrik sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan oleh badan 
usaha milik negara, badan 
usaha milik daerah, badan 
usaha swasta, dan koperasi 
yang memiliki sertifikasi, kla-
sifikasi, dan kualifikasi sesuai 
dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(4) Badan usaha milik negara, 
badan usaha milik daerah, 
badan usaha swasta, dan ko-
perasi dalam melakukan us-
aha jasa penunjang tenaga 
listrik wajib mengutamakan 
produk dan potensi dalam 
negeri. 

(5) Ketentuan lebih lanjut men-
genai sertifikasi, klasifikasi, 
dan kualifikasi usaha jasa 
penunjang tenaga listrik dia-
tur dengan Peraturan Pemer-
intah. 

f. penelitian dan pengem-
bangan; 

g. pendidikan dan pelati-
han; 

h. laboratorium pengujian 
peralatan dan pemanfaat 
tenaga listrik; 

i. sertifikasi peralatan dan 
pemanfaat tenaga listrik; 

j. sertifikasi kompetensi 
tenaga teknik ketenag-
alistrikan; 

k. sertifikasi badan usaha 
jasa penunjang tenaga 
listrik; dan 

l. usaha jasa lain yang 
secara langsung berkai-
tan dengan penyediaan 
tenaga listrik. 

(2) Usaha jasa penunjang 
tenaga listrik sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan oleh badan 
usaha milik negara, badan 
usaha milik daerah, badan 
usaha swasta, badan 
layanan umum, dan koper-
asi yang memiliki sertifikasi, 
klasifikasi, dan kualifikasi. 

(3) Ketentuan lebih lanjut men-
genai sertifikasi, klasifikasi, 
dan kualifikasi usaha jasa 
penunjang tenaga listrik dia-
tur dalam Peraturan Pemer-
intah.
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Perizinan 
Umum

Pasal 18
Usaha penyediaan tenaga listrik 

dan usaha penunjang tenaga 
listrik sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 8 dilaksanakan 
setelah mendapatkan izin 
usaha.

Pasal 18
Usaha penyediaan tenaga listrik 

dan usaha penunjang tenaga 
listrik sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 8 dilaksanakan 
setelah mendapatkan Per-
izinan Berusaha. 

•	 Perubahan izin usa-
ha menjadi Perizin-
an Berusaha 

Izin Usaha 
Penyediaan 
Tenaga 
Listrik dan 
Izin Oper-
asi

Pasal 19
(1) Izin usaha untuk menye-

diakan tenaga listrik terdiri 
atas: 

a. Izin usaha penyediaan tena-
ga listrik; dan 

b. Izin operasi. 
(2) Setiap orang yang menye-

lenggarakan penyediaan 
tenaga listrik untuk kepent-
ingan umum wajib memiliki 
izin usaha penyediaan tena-
ga listrik 

Pasal 19
Perizinan Berusaha sebagaima-

na dimaksud dalam Pasal 
18 diberikan kepada badan 
usaha untuk kegiatan: 

a. usaha penyediaan tenaga 
listrik untuk kepentingan 
umum; 

b. usaha penyediaan tenaga 
listrik untuk kepentingan 
sendiri; dan 

c. usaha jasa penunjang tena-
ga listrik. 

•	 Penghapusan aturan 
mengenai macam 
izin usaha penye-
diaan tenaga listrik 
dan kewajiban 
kepemilikan izin 
usaha peneydiaan 
tenaga listrik

•	 Tambahan aturan 
mengenai daft-
ar kegiatan yang 
diberikan perizinan 
berusaha 

Izin Usaha 
Penyediaan 
Tenaga 
Listrik dan 
Izin Oper-
asi

Pasal 20 
Izin usaha penyediaan tenaga 

listrik sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 19 ayat (1) 
huruf a ditetapkan sesuai 
dengan jenis usahanya se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 10 ayat (1).

Pasal 20 dihapuskan dalam UU 
Cipta Kerja

•	 Penghapusan aturan 
mengenai pene-
tapan Izin Usaha 
penyediaan tenaga 
listrik

Izin Usaha 
Penyediaan 
Tenaga 
Listrik dan 
Izin Oper-
asi

Pasal 21
Pemerintah atau pemerintah 

daerah sesuai dengan ke-
wenangannya menetapkan 
izin usaha penyediaan tena-
ga listrik.

Pasal 21
(1) Pemerintah Pusat atau Pe-

merintah Daerah sesuai den-
gan kewenangannya mene-
tapkan Perizinan Berusaha. 

(2) Pemerintah Pusat men-
etapkan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria berkai-
tan dengan Perizinan Beru-
saha. 

•	 Perubahan “izin 
usaha penyediaan 
tenaga listrik” 
menjadi “Perizinan 
Berusaha”

•	 Tambahan aturan 
mengenai peneta-
pan norma, standar, 
prosedur dan krite-
ria oleh Pemerintah 
Pusat
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Izin Usaha 
Penyediaan 
Tenaga 
Listrik dan 
Izin Oper-
asi

Pasal 22
Izin operasi sebagaimana dimak-

sud dalam Pasal 19 ayat (1) 
huruf b diwajibkan untuk 
pembangkit tenaga listrik 
dengan kapasitas tertentu 
yang diatur dengan Peratur-
an Menteri.

Pasal 22
Perizinan Berusaha penyediaan 

tenaga listrik untuk kepentin-
gan sendiri sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 19 ayat 
(1) huruf b diwajibkan untuk 
pembangkit tenaga listrik 
dengan kapasitas tertentu 
yang diatur dalam Peraturan 
Pemerintah. 

•	 Pengintegrasian 
izin operasi atas 
pembangkit listrik 
menjadi Perizinan 
Berusaha

•	 Perubahan “kap-
asitas tertentu 
yang diatur dengan 
Peraturan Menteri” 
menjadi “dengan 
kapasitas tertentu 
yang diatur dalam 
Peraturan Pemerin-
tah”
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Izin Usaha 
Penyediaan 
Tenaga 
Listrik dan 
Izin Oper-
asi

Pasal 23
(1) Izin operasi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 22 
ditetapkan oleh Pemerintah 
atau pemerintah daerah ses-
uai dengan kewenangannya. 

(2) Izin operasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan setelah me-
menuhi persyaratan adminis-
tratif, teknis, dan lingkungan. 

(3) Pemegang izin operasi dapat 
menjual kelebihan tenaga lis-
trik untuk dimanfaatkan bagi 
kepentingan umum setelah 
mendapat persetujuan dari 
Pemerintah atau pemerin-
tah daerah sesuai dengan 
kewenangannya. 

Pasal 23
(1) Pemegang Perizinan Beru-

saha untuk kegiatan penye-
diaan tenaga listrik untuk 
kepentingan sendiri dapat 
menjual kelebihan tenaga 
listrik untuk dimanfaatkan 
bagi kepentingan umum 
setelah mendapat persetu-
juan dari Pemerintah Pusat 
atau Pemerintah Daerah se-
suai dengan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria yang 
ditetapkan oleh Pemerintah 
Pusat. 

(2) Penjualan kelebihan tenaga 
listrik untuk kepentingan 
umum sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) dapat 
dilakukan dalam hal wilayah 
tersebut belum terjangkau 
oleh pemegang Perizinan 
Berusaha untuk kegiatan 
penyediaan tenaga listrik. 

•	 Pengintegrasian 
izin operasi menjadi 
Perizinan Berusaha

•	 Penghapusan aturan 
mengenai peneta-
pan izin operasi

•	 Penghapusan aturan 
mengenai pers-
yaratan penetapan 
izin operasi

•	 Perubahan men-
genai penjualan 
kelebihan tenaga 
listrik untuk kepent-
ingan umum yang 
semula “mendapat 
persetujuan dari 
Pemerintah atau 
pemerintah daer-
ah sesuai dengan 
kewenangannya” 
menjadi  “mendapat 
persetujuan dari 
Pemerintah Pusat 
atau Pemerintah 
Daerah sesuai den-
gan norma, standar, 
prosedur, dan krite-
ria yang ditetapkan 
oleh Pemerintah 
Pusat” 

•	 Tambahan aturan 
mengenai penjualan 
kelebihan tenaga 
listrik hanay dilaku-
kan apabila wilayah 
tersebut belum 
terjangkau oleh 
pemegang Perizinan 
Berusaha untuk ke-
giatan penyediaan 
tenaga listrik
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Izin Usaha 
Penyediaan 
Tenaga 
Listrik dan 
Izin Oper-
asi

Pasal 24
Ketentuan lebih lanjut menge-

nai izin usaha penyediaan 
tenaga listrik dan izin oper-
asi diatur dengan Peraturan 
Pemerintah.

Pasal 24
Ketentuan lebih lanjut mengenai 

Perizinan Berusaha untuk 
kegiatan usaha penyediaan 
tenaga listrik untuk kepentin-
gan umum dan usaha penye-
diaan tenaga listrik untuk 
kepentingan sendiri diatur 
dalam Peraturan Pemerintah. 

•	 Perubahan “izin usa-
ha” menjadi “Per-
izinan Berusaha” 

•	 Penghapusan klaus-
al izin operasi 

Izin Usaha 
Penunjang 
Tenaga 
Listrik

Pasal 25
(1) Usaha jasa penunjang 

tenaga listrik sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 15 
huruf a dan Pasal 16 ayat 
(2) dilaksanakan setelah 
mendapatkan izin usaha jasa 
penunjang tenaga listrik dari 
Pemerintah atau pemerin-
tah daerah sesuai dengan 
kewenangannya. 

(2) Penetapan izin usaha jasa 
penunjang tenaga listrik dan 
izin usaha industri penunjang 
tenaga listrik dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undan-
gan. 

Pasal 25
Penetapan Perizinan Berusaha 

industri penunjang tenaga 
listrik untuk industri dilak-
sanakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perun-
dang-undangan di bidang 
perindustrian. 

•	 Penghapusan aturan 
mengenai izin usaha 
jasa penunjang 
tenaga listrik pada 
ayat 1 sebelum UU 
Cipta Kerja 

•	 Perubahan “izin usa-
ha jasa oenunjang 
tenaga listrik dan 
izin usaha industri 
penunjang tenaga 
listrik” menjadi “per-
izinan berusaha”
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Hak dan 
Kewajiban 
Pemegang 
Izin Usaha 
Penyediaan 
Tenaga 
Listrik

Pasal 27
(1) Untuk kepentingan umum, 

pemegang izin usaha penye-
diaan tenaga listrik dalam 
melaksanakan usaha penye-
diaan tenaga listrik se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 10 ayat (1) berhak 
untuk: 

a. melintasi sungai atau da-
nau baik di atas maupun di 
bawah permukaan; 

b. melintasi laut baik di atas 
maupun di bawah permu-
kaan; 

c. melintasi jalan umum dan 
jalan kereta api; 

d. masuk ke tempat umum 
atau perorangan dan meng-
gunakannya Peuntuk semen-
tara waktu; 

e. menggunakan tanah dan 
melintas di atas atau di 
bawah tanah; 

f. melintas di atas atau di 
bawah bangunan yang diba-
ngun di atas atau di bawah 
tanah; dan 

g. memotong dan/atau men-
ebang tanaman yang men-
ghalanginya. 

(2) Dalam pelaksanaan kegiatan 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), pemegang izin 
usaha penyediaan tenaga 
listrik harus melaksanakan-
nya berdasarkan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 27
(1) Pemegang Perizinan Be-

rusaha untuk kegiatan 
penyediaan tenaga listrik 
untuk kepentingan umum 
dalam melaksanakan usaha 
penyediaan tenaga listrik 
sebagaimana dimaksud da-
lam Pasal 10 ayat (1) berhak 
untuk: 

a. melintasi sungai atau da-
nau, baik di atas maupun di 
bawah permukaan; 

b. melintasi laut, baik di atas 
maupun di bawah permu-
kaan; 

c. melintasi jalan umum dan 
jalan kereta api; 

d. masuk ke tempat umum 
atau perseorangan dan 
menggunakannya untuk 
sementara waktu; 

e. menggunakan tanah dan 
melintas di atas atau di 
bawah tanah; 

f. melintas di atas atau di 
bawah bangunan yang diba-
ngun di atas atau di bawah 
tanah; dan 

g. memotong dan/atau men-
ebang tanaman yang men-
ghalanginya. 

(2) Dalam pelaksanaan kegiatan 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), pemegang Perizin-
an Berusaha untuk kegiatan 
penyediaan tenaga listrik 
harus melaksanakannya ber-
dasarkan ketentuan peratur-
an perundang-undangan. 

•	 Perubahan “izin 
usaha usaha penye-
diaan tenaga listrik” 
menjadi “Perizinan 
Berusaha untuk ke-
giatan penyediaan 
tenaga listrik” (Ayat 
1)

•	 Perubahan “izin 
usaha penyediaan 
tenaga listrik” 
menjadi “Perizinan 
Berusaha”
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Hak dan 
Kewajiban 
Pemegang 
Izin Usaha 
Penyediaan 
Tenaga 
Listrik

Pasal 28
Pemegang izin usaha penyediaan 
tenaga listrik wajib: 
a. menyediakan tenaga listrik 

yang memenuhi standar 
mutu dan keandalan yang 
berlaku; 

b. memberikan pelayanan yang 
sebaik-baiknya kepada kon-
sumen dan masyarakat; 

c. memenuhi ketentuan kesela-
matan ketenagalistrikan; dan 

d. mengutamakan produk dan 
potensi dalam negeri. 

Pasal 28
Pemegang Perizinan Berusa-
ha untuk kegiatan penyediaan 
tenaga listrik untuk kepentingan 
umum wajib: 
a. menyediakan tenaga listrik 

yang memenuhi standar 
mutu dan keandalan yang 
berlaku; 

b. memberikan pelayanan yang 
sebaik-baiknya kepada kon-
sumen dan masyarakat; 

c. memenuhi ketentuan kesela-
matan ketenagalistrikan; dan 

d. mengutamakan produk dan 
potensi dalam negeri. 

•	 Perubahan men-
genai “izin usaha” 
menjadi “perizinan 
berusaha”

•	 Perubahan atas ke-
berlakuan apsal 28 
yang semula hanya 
untuk “penyediaan 
usaha listrik” men-
jadi “penyediaan 
tenaga listrik untuk 
kepentingan umum 
wajib” 

Hak dan 
Kewajiban 
Konsumen

Pasal 29
(1) Konsumen berhak untuk: 

a. mendapat pelayanan 
yang baik; 

b. mendapat tenaga listrik 
secara terus-menerus 
dengan mutu dan kean-
dalan yang baik; 

c. memperoleh tenaga 
listrik yang menjadi hak-
nya dengan harga yang 
wajar; 

d. mendapat pelayanan 
untuk perbaikan apabila 
ada gangguan tenaga 
listrik; dan 

e. mendapat ganti rugi 
apabila terjadi pemad-
aman yang diakibatkan 
kesalahan dan/atau 
kelalaian pengoperasian 
oleh pemegang izin us-
aha penyediaan tenaga 
listrik sesuai syarat yang 
diatur dalam perjanjian 
jual beli tenaga listrik. 

Pasal 29
(1) Konsumen berhak untuk: 

a. mendapat pelayanan 
yang baik; 

b. mendapat tenaga listrik 
secara terus-menerus 
dengan mutu dan kean-
dalan yang baik; 

c. memperoleh tenaga 
listrik yang menjadi hak-
nya dengan harga yang 
wajar; 

d. mendapat pelayanan 
untuk perbaikan apabila 
ada gangguan tenaga 
listrik; dan 

e. mendapat ganti rugi 
apabila terjadi pemad-
aman yang diakibatkan 
kesalahan dan/atau 
kelalaian pengoperasian 
oleh pemegang Perizinan 
Berusaha untuk penye-
diaan tenaga listrik un-
tuk kepentingan umum 
sesuai syarat yang diatur 
dalam perjanjian jual beli 
tenaga listrik. 

•	 Perubahan men-
genai “izin usaha” 
menjadi “perizinan 
berusaha”

•	 Perubahan ketentu-
an lebih lanjut yang 
semula “diatur den-
gan Peraturan Men-
teri” menjadi “diatur 
dengan Peraturan 
Pemerintah”
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(2) Konsumen wajib: 
a. melaksanakan pen-

gamanan terhadap 
bahaya yang mungkin 
timbul akibat peman-
faatan tenaga listrik; 

b. menjaga keamanan in-
stalasi tenaga listrik milik 
konsumen; 

c. memanfaatkan tenaga 
listrik sesuai dengan 
peruntukannya; 

d. membayar tagihan pe-
makaian tenaga listrik; 
dan 

e. menaati persyaratan 
teknis di bidang ketenag-
alistrikan. 

(3) Konsumen bertanggung 
jawab apabila karena ke-
lalaiannya mengakibatkan 
kerugian pemegang izin usa-
ha penyediaan tenaga listrik. 

(4) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai tanggung jawab 
konsumen sebagaimana di-
maksud pada ayat (3) diatur 
dengan Peraturan Menteri. 

(2) Konsumen wajib: 
a. melaksanakan pen-

gamanan terhadap 
bahaya yang mungkin 
timbul akibat peman-
faatan tenaga listrik; 

b. menjaga keamanan in-
stalasi tenaga listrik milik 
konsumen; 

c. memanfaatkan tenaga 
listrik sesuai dengan 
peruntukannya; 

d. membayar tagihan pe-
makaian tenaga listrik; 
dan 

e. menaati persyaratan 
teknis di bidang ketenag-
alistrikan. 

(3) Konsumen bertanggung 
jawab apabila karena ke-
lalaiannya mengakibatkan 
kerugian pemegang Perizin-
an Berusaha untuk kegiatan 
penyediaan tenaga listrik. 

(4) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai tanggung jawab 
konsumen sebagaimana di-
maksud pada ayat (3) diatur 
dalam Peraturan Pemerintah.

Penggu-
naan Tanah

Pasal 30
(1) Penggunaan tanah oleh 

pemegang izin usaha penye-
diaan tenaga listrik untuk 
melaksanakan haknya se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 27 dilakukan dengan 
memberikan ganti rugi hak 
atas tanah atau kompensasi 
kepada pemegang hak atas 
tanah, bangunan, dan tana-
man sesuai dengan ketentu-
an peraturan perundang-un-
dangan. 

Pasal 30
(1) Penggunaan tanah oleh pe-

megang Perizinan Berusaha 
untuk kegiatan penyediaan 
tenaga listrik untuk melak-
sanakan haknya sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 27 
dilakukan dengan memberi-
kan ganti rugi hak atas tanah 
atau kompensasi kepada 
pemegang hak atas tanah, 
bangunan, dan tanaman ses-
uai dengan ketentuan pera-
turan perundang-undangan. 

•	 Perubahan men-
genai "izin usaha" 
menjadi "perizinan 
berusaha"

•	 Tambahan klaus-
al “sesuai dengan 
ketentuan peraturan 
perundang-un-
dangan di bidang 
pertanahan” (ayat 
5)

•	 Tambahan ayat 
mengenai tanah 
ulayat 
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(2) Ganti rugi hak atas tanah 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diberikan untuk 
tanah yang dipergunakan 
secara langsung oleh peme-
gang izin usaha penyediaan 
tenaga listrik dan bangunan 
serta tanaman di atas tanah. 

(3) Kompensasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
diberikan untuk penggunaan 
tanah secara tidak langsung 
oleh pemegang izin usaha 
penyediaan tenaga listrik 
yang mengakibatkan berku-
rangnya nilai ekonomis atas 
tanah, bangunan, dan tana-
man yang dilintasi transmisi 
tenaga listrik. 

(4) Ketentuan lebih lanjut men-
genai perhitungan kompen-
sasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) diatur dengan 
Peraturan Pemerintah. 

(5) Dalam hal tanah yang 
digunakan pemegang izin 
usaha penyediaan tenaga 
listrik terdapat bagian-bagian 
tanah yang dikuasai oleh 
pemegang hak atas tanah 
atau pemakai tanah negara, 
sebelum memulai kegiatan, 
pemegang izin usaha penye-
diaan tenaga listrik wajib 
menyelesaikan masalah 
tanah tersebut 

(2) Ganti rugi hak atas tanah 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diberikan untuk 
tanah yang dipergunakan 
secara langsung oleh pe-
megang Perizinan Berusaha 
untuk kegiatan penyediaan 
tenaga listrik dan bangunan 
serta tanaman di atas tanah. 

(3) Kompensasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
diberikan untuk penggunaan 
tanah secara tidak langsung 
oleh pemegang Perizinan 
Berusaha untuk kegiatan 
penyediaan tenaga listrik 
yang mengakibatkan berku-
rangnya nilai ekonomis atas 
tanah, bangunan, dan tana-
man yang dilintasi transmisi 
tenaga listrik. 

(4) Ketentuan lebih lanjut men-
genai perhitungan kompen-
sasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) diatur dalam 
Peraturan Pemerintah. 

(5) Dalam hal tanah yang di-
gunakan pelau usaha untuk 
kegiatan penyediaan tenaga 
listrik terdapat bagian tanah 
yang dikuasai oleh peme-
gang hak atas tanah atau 
pemakai tanah negara, se-
belum memulai kegiatan, pe-
megang Perizinan Berusaha 
untuk kegiatan penyediaan 
tenaga listrik wajib menyele-
saikan masalah tanah terse-
but sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undan-
gan di bidang pertanahan. 
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(6) Dalam hal tanah yang digu-
nakan pemegang Perizinan 
Berusaha untuk kegiatan 
penyediaan tenaga listrik ter-
dapat tanah ulayat, penyele-
saiannya dilakukan berdasar-
kan ketentuan peraturan 
perundang-undangan di 
bidang pertanahan dengan 
memperhatikan ketentuan 
hukum adat setempat.

Penggu-
naan Tanah

Pasal 32
(1) Penetapan dan tata cara 

pembayaran ganti rugi hak 
atas tanah atau kompensa-
si sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 30 dilakukan 
sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undan-
gan. 

(2) Ganti rugi hak atas tanah 
atau kompensasi sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 30 
dibebankan kepada peme-
gang izin usaha penyediaan 
tenaga listrik. 

Pasal 32
(1) Penetapan dan tata cara 

pembayaran ganti rugi hak 
atas tanah atau kompensa-
si sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 30 dilakukan 
sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undan-
gan. 

(2) Ganti rugi hak atas tanah 
atau kompensasi sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 30 
dibebankan kepada peme-
gang Perizinan Berusaha 
untuk kegiatan penyediaan 
tenaga listrik 

•	 Perubahan men-
genai "izin usaha" 
menjadi "perizinan 
berusaha"

Harga Jual 
Tenaga 
Listrik dan 
Sewa Jarin-
gan Tenaga 
Listrik

Pasal 33
(1) Harga jual tenaga listrik dan 

sewa jaringan tenaga listrik 
ditetapkan berdasarkan prin-
sip usaha yang sehat. 

(2) Pemerintah atau pemerin-
tah daerah sesuai dengan 
kewenangannya memberikan 
persetujuan atas harga jual 
tenaga listrik dan sewa jarin-
gan tenaga listrik. 

(3) Pemegang izin usaha 
penyediaan tenaga listrik 
dilarang menerapkan harga 
jual tenaga listrik dan sewa 
jaringan tenaga listrik tanpa 
persetujuan Pemerintah atau 
pemerintah daerah. 

Pasal 33
(1) Harga jual tenaga listrik dan 

sewa jaringan tenaga listrik 
ditetapkan berdasarkan prin-
sip usaha yang sehat. 

(2) Pemerintah Pusat atau Pe-
merintah Daerah sesuai den-
gan kewenangannya mem-
berikan persetujuan atas 
harga jual tenaga listrik dan 
sewa jaringan tenaga listrik 
berdasarkan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria yang 
ditetapkan oleh Pemerintah 
Pusat 

•	 Tambahan klausal 
berdasarkan norma, 
standar, prosedur, 
dan kriteria yang 
ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat

•	 Penghapusan aturan 
mengenai larangan 
menerapkan harga 
jual bagi pemegang 
izin 
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Tarif Tena-
ga Listrik

Pasal 34
(1) Pemerintah sesuai dengan 

kewenangannya menetapkan 
tarif tenaga listrik untuk kon-
sumen dengan persetujuan 
Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia. 

(2) Pemerintah daerah sesuai 
dengan kewenangannya 
menetapkan tarif tena-
ga listrik untuk konsumen 
dengan persetujuan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah 
berdasarkan pedoman yang 
ditetapkan oleh Pemerintah. 

(3) Dalam hal pemerintah 
daerah tidak dapat mene-
tapkan tarif tenaga listrik 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), Pemerintah 
menetapkan tarif tenaga 
listrik untuk daerah tersebut 
dengan persetujuan Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia. 

(4) Tarif tenaga listrik untuk 
konsumen sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), ayat 
(2), dan ayat (3) ditetap-
kan dengan memperhatikan 
keseimbangan kepentingan 
nasional, daerah, konsumen, 
dan pelaku usaha penye-
diaan tenaga listrik. 

(5) Tarif tenaga listrik untuk 
konsumen sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) dapat ditetapkan 
secara berbeda di setiap 
daerah dalam suatu wilayah 
usaha. 

Pasal 34
(1) Pemerintah Pusat menetap-

kan tarif tenaga listrik untuk 
konsumen dengan persetu-
juan Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia. 

(2) Tarif tenaga listrik untuk kon-
sumen sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) ditetapkan 
dengan memperhatikan 
keseimbangan kepentingan 
nasional, daerah, konsumen, 
dan pemegang Perizinan 
Berusaha penyediaan tenaga 
listrik. 

(3) Tarif tenaga listrik untuk 
konsumen sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) dapat 
ditetapkan secara berbeda 
di setiap daerah dalam suatu 
wilayah usaha 

•	 Penghapusan aturan 
mengenai pene-
tapan tarif tenaga 
listrik oleh Pemerin-
tah Daerah 
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Tarif Tena-
ga Listrik

Pasal 35
Pemegang izin usaha penyediaan 
tenaga listrik dilarang mener-
apkan tarif tenaga listrik untuk 
konsumen yang tidak sesuai den-
gan penetapan Pemerintah atau 
pemerintah daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 34.

Pasal 35
Pemegang Perizinan Berusaha 
untuk kegiatan penyediaan tena-
ga listrik dilarang menerapkan 
tarif tenaga listrik untuk kon-
sumen yang tidak sesuai dengan 
penetapan Pemerintah Pusat 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 34. 

•	 Perubahan “Izin 
Usaha” menjadi 
“Perizinan Berusa-
ha” 

•	 Perubahan “Pene-
tapan Pemerintah 
atau pemerintah 
daerah” menjadi 
“penetapan Pemer-
intah Pusat”

Jual Beli 
Tenaga Lis-
trik Lintas 
Negara

Pasal 37
Jual beli tenaga listrik lintas 
negara dilakukan oleh pemegang 
izin usaha penyediaan tenaga lis-
trik berdasarkan izin Pemerintah.

Pasal 37
Jual beli tenaga listrik lintas 
negara dilakukan oleh pemegang 
Perizinan Berusaha untuk ke-
giatan penyediaan tenaga listrik 
untuk kepentingan umum ber-
dasarkan Perizinan Berusaha 

•	 Tambahan klausal 
“untuk kepentingan 
umum” 

•	 Perubahan izin 
pemerintah menjadi 
Perizinan Berusaha 

Keteknikan Pasal 44
(1) Setiap kegiatan usaha 

ketenagalistrikan wajib 
memenuhi ketentuan kesela-
matan ketenagalistrikan. 

(2) Ketentuan keselamatan 
ketenagalistrikan sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
bertujuan untuk mewujud-
kan kondisi: 
a. andal dan aman bagi 

instalasi; 
b. aman dari bahaya bagi 

manusia dan makhluk 
hidup lainnya; dan 

c. ramah lingkungan. 
(3) Ketentuan keselamatan 

ketenagalistrikan sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 
a. pemenuhan standardisa-

si peralatan dan peman-
faat tenaga listrik; 

b. pengamanan instalasi 
tenaga listrik; dan 

c. pengamanan pemanfaat 
tenaga listrik.

Pasal 44
(1) Setiap kegiatan usaha 

ketenagalistrikan wajib 
memenuhi ketentuan kesela-
matan ketenagalistrikan. 

(2) Ketentuan keselamatan 
ketenagalistrikan sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
bertujuan untuk mewujud-
kan kondisi: 
a. andal dan aman bagi 

instalasi; 
b. aman dari bahaya bagi 

manusia dan makhluk 
hidup lainnya dari baha-
ya; dan 

c. ramah lingkungan. 
(3) Ketentuan keselamatan 

ketenagalistrikan sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 
a. pemenuhan standardisa-

si peralatan dan peman-
faat tenaga listrik; 

b. pengamanan instalasi 
tenaga listrik; dan 

c. pengamanan pemanfaat 
tenaga listrik.

• 
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(4) Setiap instalasi tenaga listrik 
yang beroperasi wajib memi-
liki sertifikat laik operasi. 

(5) Setiap peralatan dan pe-
manfaat tenaga listrik wajib 
memenuhi ketentuan stan-
dar nasional Indonesia. 

(6) Setiap tenaga teknik dalam 
usaha ketenagalistrikan wa-
jib memiliki sertifikat kompe-
tensi. 

(7) Ketentuan mengenai kese-
lamatan ketenagalistrikan, 
sertifikat laik operasi, stan-
dar nasional Indonesia, dan 
sertifikat kompetensi se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) sampai dengan ayat 
(6) diatur dengan Peraturan 
Pemerintah. 

(4) Setiap instalasi tenaga listrik 
yang beroperasi wajib memi-
liki sertifikat laik operasi. 

(5) Setiap peralatan dan pe-
manfaat tenaga listrik wajib 
memenuhi ketentuan stan-
dar nasional Indonesia.

(6)  Setiap tenaga teknik dalam 
usaha ketenagalistrikan wa-
jib memiliki sertifikat kompe-
tensi. 

(7) Ketentuan mengenai kese-
lamatan ketenagalistrikan, 
sertifikat laik operasi, stan-
dar nasional Indonesia, dan 
sertifikat kompetensi se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) sampai dengan ayat 
(6) diatur dalam Peraturan 
Pemerintah.

Keteknikan Pasal 45
(1) Pemanfaatan jaringan tena-

ga listrik untuk kepentingan 
telekomunikasi, multimedia, 
dan informatika hanya dapat 
dilakukan sepanjang tidak 
mengganggu kelangsungan 
penyediaan tenaga listrik. 

(2) Pemanfaatan jaringan 
tenaga listrik sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ha-
nya dapat dilakukan dengan 
persetujuan pemilik jaringan. 

(3) Pemanfaatan jaringan 
tenaga listrik sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan berdasarkan izin 
pemanfaatan jaringan yang 
diberikan oleh Pemerintah 
atau pemerintah daerah ses-
uai dengan kewenangannya. 

(4) Ketentuan lebih lanjut men-
genai pemanfaatan jaringan 
tenaga listrik sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) diatur dengan Pera-
turan Pemerintah. 

Pasal 45
(1) Pemanfaatan jaringan tena-

ga listrik untuk kepentingan 
telekomunikasi, multimedia, 
dan informatika hanya dapat 
dilakukan sepanjang tidak 
mengganggu kelangsungan 
penyediaan tenaga listrik. 

(2) Pemanfaatan jaringan 
tenaga listrik sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ha-
nya dapat dilakukan dengan 
persetujuan pemilik jaringan. 

(3) Pemilik jaringan sebagaima-
na dimaksud pada ayat (2) 
menyampaikan laporan 
kepada Pemerintah Pusat. 

(4) Ketentuan lebih lanjut men-
genai pemanfaatan jaringan 
tenaga listrik sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), 
ayat (2), dan ayat (3) diatur 
dalam Peraturan Pemerintah. 

•	 Tambahan aturan 
mengenai penyam-
paian laporan oleh 
pemilik jaringan 
kepada Pemerintah 
Pusat

•	 Penghapusan aturan 
mengenai peman-
faatan jaringan 
tenaga listrik dilaku-
kan berdasarkan 
izin pemanfaatan 
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Pembinaan 
dan Penga-
wasan

Pasal 46
(1) Pemerintah atau pemerin-

tah daerah sesuai dengan 
kewenangannya melakukan 
pembinaan dan pengawasan 
terhadap usaha penyediaan 
tenaga listrik dalam hal: 
a. penyediaan dan peman-

faatan sumber energi 
untuk pembangkit tena-
ga listrik; 

b. pemenuhan kecukupan 
pasokan tenaga listrik; 

c. pemenuhan persyaratan 
keteknikan; 

d. pemenuhan aspek per-
lindungan lingkungan 
hidup; 

e. pengutamaan peman-
faatan barang dan jasa 
dalam negeri; 

f. penggunaan tenaga ker-
ja asing; 

g. pemenuhan tingkat mutu 
dan keandalan penye-
diaan tenaga listrik; 

h. pemenuhan persyaratan 
perizinan; 

i. penerapan tarif tenaga 
listrik; dan 

j. pemenuhan mutu jasa 
yang diberikan oleh 
usaha penunjang tenaga 
listrik. 

Pasal 46
(1) Pemerintah Pusat atau 

Pemerintah Daerah ber-
dasarkan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria yang 
ditetapkan oleh Pemerintah 
Pusat melakukan pembinaan 
dan pengawasan terhadap 
usaha penyediaan tenaga 
listrik dalam hal: 
a. penyediaan dan peman-

faatan sumber energi 
untuk pembangkit tena-
ga listrik; 

b. pemanfaatan jaringan 
tenaga listrik untuk 
kepentingan telekomu-
nikasi, multimedia, dan 
informatika; 

c. pemenuhan kecukupan 
pasokan tenaga listrik; 

d. pemenuhan persyaratan 
keteknikan; 

e. pemenuhan aspek 
pelindungan lingkungan 
hidup; 

f. pengutamaan peman-
faatan barang dan jasa 
dalam negeri; 

g. penggunaan tenaga ker-
ja asing; 

h. pemenuhan tingkat mutu 
dan keandalan penye-
diaan tenaga listrik; 

i. pemenuhan persyaratan 
perizinan; 

j. penerapan tarif tenaga 
listrik; dan 

k. pemenuhan mutu jasa 
yang diberikan oleh 
usaha penunjang tenaga 
listrik. 

•	 Tambahan klausal 
standar, prosedur, 
dan kriteria yang 
ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat 
(Ayat 1)

•	 Tambahan daftar 
usaha penyediaan 
tenaga listrik yaitu 
pemanfaatan jar-
ingan tenaga listrik 
untuk kepentingan 
telekomunikasi, 
multimedia, dan 
informatika; 

•	 Perubahan “Perizin-
an” menjadi “Per-
izinan Berusaha” 

•	 Tambahan aturan 
mengenai we-
wenang Pemerin-
tah Pusat untuk 
mendelegasikan 
wewenang pen-
gawasan keapada 
Pemerintah Daerah
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(2) (Dalam melakukan penga-
wasan sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1), Pemerin-
tah dan pemerintah 
daerah dapat: 
a. melakukan inspeksi pen-

gawasan di lapangan; 
b. meminta laporan pelak-

sanaan usaha di bidang 
ketenagalistrikan; 

c. melakukan penelitian 
dan evaluasi atas lapo-
ran pelaksanaan usaha 
di bidang ketenagalistri-
kan; dan 

d. memberikan sanksi 
administratif terhadap 
pelanggaran ketentuan 
perizinan. 

(3) Dalam melaksanakan pen-
gawasan keteknikan se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Pemerintah dan 
pemerintah daerah dibantu 
oleh inspektur ketenagalis-
trikan dan/atau Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil. 

(4) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai pembinaan dan 
pengawasan diatur dengan 
Peraturan Pemerintah. 

(2) Dalam melakukan penga-
wasan sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1), Pemerin-
tah Pusat atau Pemerintah 
Daerah sesuai kewenan-
gannya berdasarkan nor-
ma, standar, prosedur, dan 
kriteria yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat dapat: 
a. melakukan inspeksi pen-

gawasan di lapangan; 
b. meminta laporan pelak-

sanaan usaha di bidang 
ketenagalistrikan; 

c. melakukan penelitian 
dan evaluasi atas lapo-
ran pelaksanaan usaha 
di bidang ketenagalistri-
kan; dan 

d. memberikan sanksi 
administratif terhadap 
pelanggaran ketentuan 
Perizinan Berusaha. 

(3) Dalam melaksanakan pen-
gawasan keteknikan se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Pemerintah Pusat 
dan/atau Pemerintah Daer-
ah dibantu oleh inspektur 
ketenagalistrikan dan/atau 
Penyidik Pegawai Negeri 
Sipil. 

(4) Pemerintah Pusat dapat 
mendelegasikan kewenangan 
pembinaan dan pengawasan 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) kepada Pemerintah 
Daerah. 

(5) Ketentuan lebih lanjut men-
genai pembinaan dan penga-
wasan diatur dalam Peratur-
an Pemerintah. 
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Sanksi Ad-
ministratif

Pasal 48
(1) Setiap orang yang melang-

gar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 16 
ayat (3), Pasal 17 ayat (3), 
Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, 
Pasal 33 ayat (3), Pasal 35, 
Pasal 37, Pasal 42, atau Pas-
al 45 ayat (3) dikenai sanksi 
administratif berupa: 
a. teguran tertulis; 
b. pembekuan kegiatan 

sementara; dan/atau 
c. pencabutan izin usaha. 

(2) Sanksi administratif se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditetapkan oleh 
Menteri, gubernur, atau bu-
pati/walikota sesuai dengan 
kewenangannya. 

Pasal 48
(1) Setiap orang yang melang-

gar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 17 
ayat (3), Pasal 19 ayat (3), 
Pasal 22, Pasal 23 ayat (1), 
Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, 
Pasal 30 ayat (1), Pasal 33 
ayat (2), Pasal 35, Pasal 37, 
Pasal 42, Pasal 44 ayat (4) 
atau ayat (5), atau Pasal 
45 ayat (3) dikenai sanksi 
administratif berupa:
a. teguran tertulis;
b. pembekuan kegiatan 

sementara
c. denda dan/atau
d. pencabutan Perizinan 

Berusaha. 
(2) Setiap orang yang mendiri-

kan bangunan atau membi-
arkan bangunan dan/atau 
menanam kembali tanaman 
yang: 
a. telah diberi ganti rugi 

sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 30 ayat (2) 
dan/atau kompensasi 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 30 ayat (3); 

b. berpotensi masuk ke 
ruang bebas atau jarak 
bebas minimum jaringan 
tenaga listrik; atau 

c. berpotensi membahay-
akan keselamatan dan/
atau mengganggu kean-
dalan penyediaan tenaga 
listrik, dikenai sanksi 
administratif. 

•	 Tambahan jenis 
sanksi administratif 
berupa denda 

•	 Perubahan “izin 
usaha” menjadi 
“Perizina Berusaha” 
(Ayat 1) 

•	 Tambahan aturan 
mengenai penge-
naan sanksi admin-
istratif bagi orang 
yang mendirikan ba-
ngunan atau mem-
biarkan bangunan 
dan/atau menanam 
kembali tanaman 
(ayat 2)

•	  Penghapusan ayat 
mengenai peneta-
pan sanksi adminis-
tratif oleh Menteri 

(3) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai tata cara penge-
naan sanksi administratif 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur dengan Pera-
turan Pemerintah.

(3) Ketentuan lebih lanjut men-
genai kriteria, jenis, besaran 
denda, dan tata cara pen-
genaan sanksi administratif 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) diatur dalam Pera-
turan Pemerintah.
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Ketentuan 
Pidana

Pasal 49
(1) Setiap orang yang melaku-

kan usaha penyediaan 
tenaga listrik untuk kepentin-
gan umum tanpa izin se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 19 ayat (2) dipidana 
dengan pidana penjara 
paling lama 3 (tiga) tahun 
dan denda paling banyak 
Rp2.000.000.000,00 (dua 
miliar rupiah). 

(2) Setiap orang yang melaku-
kan usaha penyediaan 
tenaga listrik tanpa izin 
operasi sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 22 dipidana 
dengan pidana penjara 
paling lama 5 (lima) tahun 
dan denda paling banyak 
Rp4.000.000.000,00 (empat 
miliar rupiah). 

Pasal 49
(1) Setiap orang yang melaku-

kan usaha penyediaan 
tenaga listrik untuk kepent-
ingan umum tanpa Perizin-
an Berusaha sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 19 
ayat (2) yang mengakibatkan 
timbulnya korban/kerusakan 
kesehatan, keselamatan, 
dan/atau lingkungan dipi-
dana dengan pidana penjara 
paling lama 3 (tiga) tahun 
dan denda paling banyak 
Rp3.000.000.000,00 (tiga 
miliar rupiah). 

(2) Setiap orang yang melaku-
kan usaha penyediaan 
tenaga listrik untuk kepent-
ingan sendiri tanpa Perizinan 
Berusaha sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 22 yang 
mengakibatkan timbulnya 
korban/kerusakan keseha-
tan, keselamatan, dan/atau 
lingkungan dipidana dengan 
pidana denda paling banyak 
Rp4.000.000.000,00 (empat 
miliar rupiah). 

•	 Perubahan “izin” 
menjadi “perizinan 
berusaha”

•	 Tambahan klausal 
“mengakibatkan 
timbulnya korban/
kerusakan keseha-
tan, keselamatan, 
dan/atau lingkun-
gan” (Ayat 1)

•	 Peningkatan nomi-
nal denda menjadi 
Rp3.000.000.000,00 
(tiga miliar rupiah) 
terhadap pelaku 
usaha peneydiaan 
tenaga listrik untuk 
kepentingan umum 
tanpa perizinan 
berusaha

•	 Penghapusan ayat 
mengenai  sanksi 
terhadap orang 
yang melakukan 
usaha penyediaan 
tenaga listrik tanpa 
izin operasi

(3) Setiap orang yang menjual 
kelebihan tenaga listrik 
untuk dimanfaatkan bagi 
kepentingan umum tanpa 
persetujuan dari Pemerintah 
atau pemerintah daerah se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 23 ayat (3) dipidana 
dengan pidana penjara 
paling lama 2 (dua) tahun 
dan denda paling banyak 
Rp2.000.000.000,00 (dua 
miliar rupiah). 

(3)  Setiap orang yang men-
jual kelebihan tenaga listrik 
untuk dimanfaatkan bagi 
kepentingan umum tanpa 
persetujuan dari Pemerin-
tah Pusat atau Pemerintah 
Daerah sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 23 ayat 
(1) yang mengakibatkan 
timbulnya korban/kerusakan 
kesehatan, keselamatan, 
dan/atau lingkungan dipi-
dana dengan pidana penjara 
paling lama 2 (dua) tahun 
dan denda paling banyak 
Rp2.000.000.000,00 (dua 
miliar rupiah). 

•	 Tambahan ayat 
mengenai sanksi 
pidana terhadap 
orang yang melaku-
kan usaha penye-
diaan tenaga listrik 
untuk kepentingan 
sendiri tanpa Per-
izinan Berusaha

•	 Perubahan Pemerin-
tah atau pemerintah 
daerah menjadi “Pe-
merintah Pusat atau 
Pemerintah Daerah” 
(Ayat 3)
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Ketentuan 
Pidana

Pasal 50
(1) Setiap orang yang tidak 

memenuhi keselamatan 
ketenagalistrikan sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 
44 ayat (1) yang mengaki-
batkan matinya seseorang 
karena tenaga listrik dipi-
dana dengan pidana penjara 
paling lama 10 (sepuluh) 
tahun dan denda paling ban-
yak Rp500.000.000,00 (lima 
ratus juta rupiah). 

(2) Apabila perbuatan se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan oleh 
pemegang izin usaha penye-
diaan tenaga listrik atau 
pemegang izin operasi dipi-
dana dengan pidana penjara 
paling lama 10 (sepuluh) 
tahun dan denda paling 
banyak Rp1.000.000.000,00 
(satu miliar rupiah). 

(3) Selain pidana sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), 
pemegang izin usaha penye-
diaan tenaga listrik atau 
pemegang izin operasi juga 
diwajibkan untuk memberi 
ganti rugi kepada korban. 

(4) Penetapan dan tata cara 
pembayaran ganti rugi se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (3) dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 50
(1) Setiap orang yang tidak 

memenuhi keselamatan 
ketenagalistrikan sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 44 
ayat (1) yang mengakibatkan 
kematian seseorang karena 
tenaga listrik dipidana den-
gan pidana penjara paling 
lama 10 (sepuluh) tahun 
dan denda paling banyak 
Rp1.000.000.000,00 (satu 
miliar rupiah). 

(2) Apabila perbuatan se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan oleh 
pemegang Perizinan Beru-
saha penyediaan tenaga 
listrik, pelaku dipidana den-
gan pidana penjara paling 
lama 10 (sepuluh) tahun 
dan denda paling banyak 
Rp1.500.000.000,00 (satu 
miliar lima ratus juta rupiah). 

(3) Selain pidana sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), 
pemegang Perizinan Berusa-
ha penyediaan tenaga listrik 
wajib memberi ganti rugi 
kepada korban. 

(4) Penetapan dan tata cara 
pembayaran ganti rugi se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (3) dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan peraturan 
perundang- undangan. 

•	 Perubahan “izin 
usaha penyediaan 
tenaga listrik atau 
pemegang izin oper-
asi” menjadi “Per-
izinan Berusaha”

•	 Peningkatan nomi-
nal denda terhadap 
orang yang tidak 
memenuhi kese-
lamatan ketenag-
alistrikan yang 
mengakibatkan 
kematian seseo-
rang menjadi denda 
paling banyak 
Rp1.000.000.000,00 
(satu miliar rupiah)

•	 Peningkatan denda 
apabila tindakan 
dilakukan oleh 
pemegang perizina 
berusaha menjadi 
Rp1.500.000.000,00 
(satu miliar lima 
ratus juta rupiah)
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Ketentuan 
Pidana

Pasal 51A Pasal 51A
Setiap orang yang mendirikan 

bangunan atau membiarkan 
bangunan dan/atau mena-
nam kembali tanaman yang 
telah: 

a. diberi ganti rugi sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 30 
ayat (2) dan/atau kompen-
sasi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 30 ayat (3); 

b. masuk ke ruang bebas atau 
jarak bebas minimum jarin-
gan tenaga listrik; dan/atau 

c. membahayakan keselamatan 
dan/atau mengganggu ke-
andalan penyediaan tenaga 
listrik, 

dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 3 (tiga) tahun 
dan denda paling banyak 
Rp1.000.000.000,00 (satu 
miliar rupiah). 

•	 Tambahan aturan 
mengenai sanksi 
pidana terhadap 
orang yang mendiri-
kan bangunan atau 
membiarkan ban-
gunan yang telah 
diberi ganti rugi, 
masuk ke ruang 
bebas, membahaya-
kan keselamatan 

Ketentuan 
Pidana

Pasal 52 
(1) Setiap orang yang melaku-

kan usaha penyediaan 
tenaga listrik yang tidak 
memenuhi kewajiban terha-
dap yang berhak atas tanah, 
bangunan, dan tanaman 
sebagaimana dimaksud da-
lam Pasal 30 ayat (1) dipi-
dana dengan pidana penjara 
paling lama 5 (lima) tahun 
dan denda paling banyak 
Rp3.000.000.000,00 (tiga 
miliar rupiah). 

(2) Selain pidana sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
dapat dikenai sanksi tamba-
han berupa pencabutan izin 
usaha penyediaan tenaga 
listrik atau izin operasi. 

Pasal 52 dihapuskan dalam UU 
Cipta Kerja

•	 Penghapusan aturan 
mengenai orang 
yang melakukan 
usaha penyediaan 
tenaga listrik yang 
tidak memenuhi 
kewajiban terhadap 
yang berhak atas 
tanah, bangunan, 
dan tanaman
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Ketentuan 
Pidana

Pasal 54
(1) Setiap orang yang mengo-

perasikan instalasi tenaga 
listrik tanpa sertifikat laik 
operasi sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 44 ayat 
(4) dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 5 (lima) 
tahun dan denda paling ban-
yak Rp500.000.000,00 (lima 

(2) Setiap orang yang mempro-
duksi, mengedarkan, atau 
memperjualbelikan peralatan 
dan pemanfaat tenaga listrik 
yang tidak sesuai dengan 
standar nasional Indonesia 
sebagaimana dimaksud da-
lam Pasal 44 ayat (5) dipi-
dana dengan pidana penjara 
paling lama 5 (lima) tahun 
dan denda paling banyak 
Rp5.000.000.000,00 (lima 
miliar rupiah). 

Pasal 54
(1) Setiap orang yang mengo-

perasikan instalasi tenaga 
listrik tanpa sertifikat laik 
operasi sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 44 ayat 
(4) yang mengakibatkan 
timbulnya korban dipidana 
dengan pidana penjara 
paling lama 5 (lima) tahun 
dan denda paling banyak 
Rp500.000.000,00 (lima 
ratus juta rupiah). 

(2) Dalam hal instalasi listrik 
rumah tangga masyarakat 
dioperasikan tanpa sertifikat 
laik operasi, dampak yang 
timbul akibat ketiadaan 
sertifikat laik operasi menjadi 
tanggung jawab penyedia 
tenaga listrik. 

•	 Tambahan klausal 
yang mengaki-
batkan timbulnya 
korban

•	 Penghapusan ayat 
mengenai sanksi 
pidana atas Se-
tiap orang yang 
memproduksi, 
mengedarkan, atau 
memperjualbe-
likan peralatan dan 
pemanfaat tenaga 
listrik yang tidak se-
suai dengan standar

•	 Tambahan ayat 
mengenai tanggu-
ng jawab penyedia 
tenaga listrik terkait  
dampak yang timbul 
akibat ketiadaan 
sertifikat laik operasi

14. UU Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran 

TOPIK UNDANG-UNDANG NO-
MOR 10 TAHUN 1997 
KETENAGANUKLIRAN

UU CIPTA KERJA RANGKUMAN PEN-
JELASAN 

Kelem-
bagaan

Sisipan antara Pasal 2 dan Pasal 
3

Pasal 2A
Pemerintah Pusat berwenang 
memberikan Perizinan Berusaha 
terkait ketenaganukliran. 

•	 Tambahan aturan 
mengenai we-
wenang pemerintah 
pusat atas pem-
berian Perizinan 
berusaha terkait 
ketenaganukliran
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MOR 10 TAHUN 1997 
KETENAGANUKLIRAN

UU CIPTA KERJA RANGKUMAN PEN-
JELASAN 

Kelem-
bagaan

Pasal 4
(1) Pemerintah membentuk 

Badan Pengawas yang bera-
da di bawah dan bertanggu-
ng jawab langsung kepada 
Presiden, yang bertugas 
melaksanakan pengawasan 
terhadap segala kegiatan 
pemanfaatan tenaga nuklir. 

(2) Untuk melaksanakan tugas 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Badan Pengawas 
menyelenggarakan peratur-
an, perizinan, dan inspeksi. 

Pasal 4
(1) Pemerintah Pusat memben-

tuk Badan Pengawas yang 
berada di bawah dan ber-
tanggung jawab langsung 
kepada Presiden yang 
bertugas melaksanakan 
pengawasan terhadap segala 
kegiatan pemanfaatan tena-
ga nuklir. 

(2) Untuk melaksanakan tugas 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Badan Pengawas 
menyelenggarakan peratur-
an, perizinan, dan inspeksi. 

•	 Perubahan “Pe-
merintah” menjadi 
“Pemerintah Pusat” 

Pengusa-
haan

Pasal 9
(1) Penyelidikan umum, eksplor-

asi, dan eksploitasi bahan 
galian nuklir hanya dilak-
sanakan oleh Badan Pelaksa-
na. 

(2) Badan Pelaksana sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
dapat bekerja sama dengan 
Badan Usaha Milik Negara, 
koperasi, badan swasta, dan/
atau badan lain. 

Pasal 9 
(1) Bahan Galian Nuklir dikuasai 

oleh negara. 
(2) Pemerintah Pusat menetap-

kan wilayah usaha pertam-
bangan Bahan Galian Nuklir 
sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undan-
gan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut men-
genai Bahan Galian Nuklir 
diatur dalam Peraturan Pe-
merintah. 

•	 Perubahan isi pasal 
9 yang semula 
membahas aturan 
mengenai pelaksa-
naan penyelidikan 
umum ekspolrasi 
dan galian oleh 
badan pelaksana 
menjadi membahas 
mengenai pengua-
saan bahan galian 
oleh negara

•	 Tambahan aturan 
mengenai peneta-
pan wilayah usaha 
pertambangan 
bahan galian nuklir 
oleh pemerintah 
pusat sesuai un-
dang-undang 

•	 Tambahan aturan 
mengenai ketentu-
an lebih lanjut dia-
tur dalam Peraturan 
Pemerintah
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TOPIK UNDANG-UNDANG NO-
MOR 10 TAHUN 1997 
KETENAGANUKLIRAN

UU CIPTA KERJA RANGKUMAN PEN-
JELASAN 

Pengusa-
haan

Sisipan antara Pasal 9 dan 10 Pasal 9A
(1) Pemerintah Pusat dapat 

menetapkan badan usaha 
yang melakukan kegiatan 
pertambangan Bahan Galian 
Nuklir sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 9. 

(2) Kegiatan pertambangan 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat dilakukan oleh 
badan usaha milik negara 
yang bekerja sama dengan 
badan usaha milik swasta. 

(3) Badan usaha sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
wajib memenuhi Perizinan 
Berusaha dari Pemerintah 
Pusat. 

(4) Pertambangan Bahan Galian 
Nuklir sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) termasuk 
pertambangan yang meng-
hasilkan mineral ikutan 
radioaktif. 

(5) Badan usaha terkait per-
tambangan mineral dan 
batubara yang menghasilkan 
mineral ikutan radioaktif 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) wajib memiliki Per-
izinan Berusaha dari Pemer-
intah Pusat. 

(6) Dalam hal orang perseoran-
gan ataupun badan usaha 
menemukan mineral ikutan 
radioaktif, pelaku wajib men-
galihkan kepada Negara atau 
badan usaha milik negara 
sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang- un-
dangan. 

•	 Tambahan aturan 
mengenai we-
wenang Pemerintah 
Pusat untuk mene-
tapkan badan usa-
ha yang melakukan 
kegiatan pertam-
bangan (Semula 
hanya diperbole-
hkan bagi badan 
Pelaksana) 

•	 Kegiatan pertam-
bangan dapat 
dilakukan oleh 
BUMN yang beker-
jasama dengan 
BUMS ((Semula ha-
nya diperbolehkan 
bagi badan Pelaksa-
na dan bekerjasa-
ma dengan BUMN) 

•	 Badan Usaha 
memiliki Kewajiban 
memiliki Perizinan 
Berusaha dari Pe-
merintah Pusat

(7) (Ketentuan lebih lanjut men-
genai pertambangan Bahan 
Galian Nuklir dan mineral 
ikutan radioaktif diatur da-
lam Peraturan Pemerintah. 
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MOR 10 TAHUN 1997 
KETENAGANUKLIRAN

UU CIPTA KERJA RANGKUMAN PEN-
JELASAN 

Pengusa-
haan

Pasal 10 
(1) Produksi dan/atau pen-

gadaan bahan baku untuk 
pembuatan bahan bakar 
nuklir hanya dilaksanakan 
oleh Badan Pelaksana. 

(2) Badan Pelaksana sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
dapat bekerja sama dengan 
Badan Usaha Milik Negara, 
koperasi, dan/atau badan 
swasta

Pasal 10 Dihapuskan dalam UU 
Cipta Kerja

•	 Penghapusan 
ketentuan menge-
nai produksi dan 
pengadaan bahan 
baku oleh badan 
pelaksana 

Penga-
wasan

Pasal 17
(1) Setiap pemanfaatan tenaga 

nuklir wajib memiliki izin, ke-
cuali dalam hal-hal tertentu 
yang diatur lebih lanjut den-
gan Peraturan Pemerintah. 

(2) Pembangunan dan pengo-
perasian reaktor nuklir dan 
instalasi nuklir lainnya serta 
dekomisioning reaktor nuklir 
wajib memiliki izin. 

(3) Syarat-syarat dan tata cara 
perizinan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) diatur lebih lanjut 
dengan Peraturan Pemerin-
tah. 

Pasal 17
(1) Setiap kegiatan peman-

faatan tenaga nuklir wajib 
memenuhi Perizinan Beru-
saha dari Pemerintah Pusat, 
kecuali dalam hal tertentu 
yang diatur dalam Peraturan 
Pemerintah. 

(2) Pembangunan dan pengo-
perasian reaktor nuklir dan 
instalasi nuklir lainnya serta 
dekomisioning reaktor nuklir 
wajib memenuhi Perizinan 
Berusaha dari Pemerintah 
Pusat. 

(3) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai syarat dan tata 
cara Perizinan Berusaha 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2) diatur 
dalam Peraturan Pemerintah. 

•	 Perubahan “wa-
jib memiliki izin” 
menjadi “wajib 
memenuhi perizin-
an berusaha dari 
Pemerintah Pusat” 
(Ayat 1 dan 2) 

Penga-
wasan

Pasal 18
a. Setiap izin sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 17 
dikenakan biaya. 

b. Besar biaya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dengan Keputu-
san Menteri Keuangan. 

Pasal 18 Dihapuskan dalam UU 
Cipta Kerja

•	 Penghapusan 
aturan mengenai 
pengenaan biaya 
terhadap setiap 
izin ditetapkan oleh 
Menteri keuangan 
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MOR 10 TAHUN 1997 
KETENAGANUKLIRAN

UU CIPTA KERJA RANGKUMAN PEN-
JELASAN 

Penga-
wasan

Pasal 20
1.  Inspeksi terhadap instalasi 

nuklir dan instalasi yang me-
manfaatkan radiasi pengion 
dilaksanakan oleh Badan 
Pengawas dalam rangka 
pengawasan terhadap dita-
atinya syarat-syarat dalam 
perizinan dan peraturan pe-
rundang-undangan di bidang 
keselamatan nuklir. 

2. Inspeksi sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) dilak-
sanakan oleh inspektur yang 
diangkat dan diberhentikan 
oleh Badan Pengawas. 

3. Inspeksi sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) dilak-
sanakan secara berkala dan 
sewaktu-waktu. 

Pasal 20
1. Inspeksi terhadap instalasi 

nuklir dan instalasi yang me-
manfaatkan radiasi pengion 
dilaksanakan oleh Pemerin-
tah Pusat. 

2. Ketentuan lebih lanjut men-
genai inspeksi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dia-
tur dalam Peraturan Pemer-
intah. 

•	 Inspeksi yang 
semula dilaksanakn 
oleh “Badan Penga-
was dalam rangka 
pengawasan ter-
hadap ditaatinya 
syarat-syarat dalam 
perizinan dan 
peraturan perun-
dang-undangan di 
bidang keselamatan 
nuklir” menjadi 
“dilaksanakan oleh 
Pemerintah Pusat”

•	 Tambahan aturan 
mengenai keten-
tuan lebih lanjut 
atas inspeksi diatur 
dalam Peraturan 
Pemerintah

Penge-
lolaan 
Limbah 
Radioaktif

Pasal 25
(1) Badan Pelaksana menye-

diakan tempat penyimpanan 
lestari limbah radioaktif 
tingkat tinggi. 

(2) Penentuan tempat penyim-
panan lestari sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan oleh Pemerintah 
setelah mendapat persetu-
juan Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia. 

Pasal 25
(1) Pemerintah Pusat menye-

diakan tempat penyimpanan 
lestari limbah radioaktif 
tingkat tinggi. 

(2) Penentuan tempat penyim-
panan lestari sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan oleh Pemerintah 
Pusat setelah mendapat per-
setujuan Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia. 

•	 Karena semua 
pelaksanaan men-
genai ketenag-
amukliran yang 
semula dilakukan 
badan pelaksana 
menjadi dilakukan 
pemerintah pusat 
maka terdapat pe-
rubahan mengenai 
penyediaan tempat 
penyimpanan lestari 
limbah radioaktif 
tingkat tinggi men-
jadi dilakukan oleh 
Pemerintah Pusat
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UU CIPTA KERJA RANGKUMAN PEN-
JELASAN 

Ketentu-
an Pidana

Pasal 41
(1) Barangsiapa membangun, 

mengoperasikan, atau 
melakukan dekomisioning 
reaktor nuklir tanpa izin se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 17 ayat (2) dipidana 
dengan pidana penjara 
paling lama 15 (lima belas) 
tahun dan denda paling 
banyak Rp 1.000.000.000,00 
(satu miliar rupiah). 

(2) Barangsiapa melakukan 
perbuatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
yang menimbulkan keru-
gian nuklir dipidana dengan 
pidana penjara seumur hidup 
atau pidana penjara paling 
lama 20 (dua puluh) tahun 
dan denda paling banyak 
Rp 1.000.000.000,00 (satu 
miliar rupiah). 

(3) Dalam hal tidak mam-
pu membayar denda se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2), terp-
idana dipidana dengan ku-
rungan paling lama 1 (satu) 
tahun. 

Pasal 41
(1) Setiap orang yang mem-

bangun, mengoperasikan, 
dan/atau melakukan de-
komisioning reaktor nuklir 
tanpa Perizinan Berusaha se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 17 ayat (2) dipidana 
dengan pidana penjara pal-
ing lama 10 (sepuluh) tahun 
dan denda paling banyak 
Rp10.000.000.000,00 (sepu-
luh miliar rupiah). 

(2) Setiap orang yang melaku-
kan perbuatan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 17 
ayat (2) yang menimbulkan 
kerugian nuklir dipidana den-
gan pidana penjara seumur 
hidup atau pidana penjara 
paling lama 15 (lima belas) 
tahun dan denda paling 
banyak Rp20.000.000.000,00 
(dua puluh miliar rupiah). 

(3) Dalam hal terpidana tidak 
mampu membayar denda 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) atau ayat (2), 
dipidana dengan kurungan 
paling lama 1 (satu) tahun. 

•	Perubahan sanksi 
pidana terhadap 
pembangunan, 
pengoperasian dan 
dekomisoning reactor 
nuklir tanpa Perizinan 
berusaha yang sem-
ula  “dipidana den-
gan pidana penjara 
paling lama 15 (lima 
belas) tahun dan 
denda paling banyak 
Rp 1.000.000.000,00 
(satu miliar rupiah” 
menjadi “dipidana 
dengan pidana pen-
jara paling lama 10 
(sepuluh) tahun dan 
denda paling banyak 
Rp10.000.000.000,00 
(sepuluh miliar rupi-
ah)” 

•	Perubahan frasa 
“barangsiapa” menjadi 
“setiap orang” 
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UU CIPTA KERJA RANGKUMAN PEN-
JELASAN 

•	Peningkatan sanksi 
pidana terhadap 
pelanggaran yang 
menimbulkan ker-
ugian nuklir yang 
semula “ dipidana 
dengan pidana pen-
jara seumur hidup 
atau pidana penjara 
paling lama 20 (dua 
puluh) tahun dan 
denda paling banyak 
Rp 1.000.000.000,00 
(satu miliar rupiah)” 
menjadi  pidana 
penjara seumur hidup 
atau pidana penjara 
paling lama 15 (lima 
belas) tahun dan 
denda paling banyak 
Rp20.000.000.000,00 
(dua puluh miliar rupi-
ah)

15. UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

TOPIK
UNDANG-UNDANG NO-

MOR 3 TAHUN 2014 
KETENAGAKERJAAN 

UU CIPTA KERJA RANGKUMAN PEN-
JELASAN 

Pemba-
ngunan 
Sumber 
Daya 
Industri

Pasal 15
Pembangunan sumber daya In-
dustri meliputi: 
a. pembangunan sumber daya 

manusia; 
b. pemanfaatan sumber daya 

alam; 
c. pengembangan dan peman-

faatan Teknologi Industri; 
d. pengembangan dan peman-

faatan kreativitas dan inova-
si; dan 

e. penyediaan sumber pem-
biayaan. 

Pasal 15
Pembangunan sumber daya In-
dustri meliputi: 
a. pembangunan sumber daya 

manusia; 
b. pemanfaatan sumber daya 

alam; 
c. pengembangan dan peman-

faatan Teknologi Industri; 
d. pengembangan dan peman-

faatan kreativitas dan inova-
si; 

e. penyediaan sumber pem-
biayaan; dan penyediaan 
bahan baku dan/atau bahan 
penolong bagi industri. 

•	 Tambahan aturan 
mengenai pemban-
gunan sumber daya 
industri meliputi 
“penyediaan bahan 
baku dan/atau ba-
han penolong bagi 
industri.”
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UU CIPTA KERJA RANGKUMAN PEN-
JELASAN 

Penye-
diaan 
Sumber 
Pem-
biayaan 

Sisipan antara Pasal 48 dan Pasal 
49

Pasal 48A
(1) Untuk menjaga kelangsun-

gan proses produksi dan/
atau pengembangan indus-
tri, Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah sesuai 
dengan kewenangannya 
memberikan kemudahan 
untuk mendapatkan bahan 
baku dan/atau bahan peno-
long sesuai dengan rencana 
kebutuhan industri. 

(2) Kemudahan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
termasuk kemudahan dalam 
mengimpor bahan baku dan/
atau bahan penolong untuk 
industri sesuai dengan ren-
cana kebutuhan industri. 

(3) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai kemudahan untuk 
mendapatkan bahan baku 
dan/atau bahan penolong 
diatur dalam Peraturan Pe-
merintah. 

•	 Tambahan aturan 
mengenai pembeian 
kemudahan untuk 
mendapat bahan 
baku oleh pemer-
intah pusat dan 
daerah 

•	 Termasuk didalam-
nya kemudahan  
dalam mengimpor 
bahan baku dan/
atau bahan peno-
long untuk indus-
tri sesuai dengan 
rencana kebutuhan 
industry

•	 Tambahan aturan 
lebih lanjut diatur 
dalam Peraturan 
Pemerintah

Stan-
dardisasi 
Industri

Pasal 50
(1) Menteri melakukan perenca-

naan, pembinaan, pengem-
bangan, dan pengawasan 
Standardisasi Industri. 

(2) Standardisasi Industri 
diselenggarakan dalam 
wujud SNI, spesifikasi teknis, 
dan/atau pedoman tata cara. 

(3) SNI, spesifikasi teknis, dan/
atau pedoman tata cara 
berlaku di seluruh wilayah 
Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 

Pasal 50
(1) Pemerintah Pusat melakukan 

perencanaan, pembinaan, 
pengembangan, dan penga-
wasan Standardisasi Indus-
tri. 

(2) Standardisasi Industri 
diselenggarakan dalam 
wujud SNI, spesifikasi teknis, 
dan/atau pedoman tata cara. 

(3) SNI, spesifikasi teknis, dan/
atau pedoman tata cara 
berlaku di seluruh wilayah 
Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 

•	 Perubahan men-
genai perenca-
naan, pengawasan 
stardardisasi indus-
try yang semula 
dilakukan ”Menteri” 
menjadi “Pemerin-
tah Pusat” (Ayat 1)
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Stan-
dardisasi 
Industri

Pasal 53
(1)  Setiap Orang dilarang: 
a. membubuhkan tanda SNI 

atau tanda kesesuaian pada 
barang dan/atau Jasa In-
dustri yang tidak memenuhi 
ketentuan SNI, spesifikasi 
teknis, dan/atau pedoman 
tata cara; atau 

b. memproduksi, mengimpor, 
dan/atau mengedarkan ba-
rang dan/atau Jasa Industri 
yang tidak memenuhi SNI, 
spesifikasi teknis, dan/atau 
pedoman tata cara yang 
diberlakukan secara wajib. 

(2) Menteri dapat menetap-
kan pengecualian atas SNI, 
spesifikasi teknis, dan/atau 
pedoman tata cara yang 
diberlakukan secara wajib 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b untuk impor 
barang tertentu. 

Pasal 53
(1) Setiap Orang dilarang: 
a. membubuhkan tanda SNI 

atau tanda kesesuaian pada 
barang dan/atau Jasa In-
dustri yang tidak memenuhi 
ketentuan SNI, spesifikasi 
teknis, dan/atau pedoman 
tata cara; atau 

b. memproduksi, mengimpor, 
dan/atau mengedarkan ba-
rang dan/atau Jasa Industri 
yang tidak memenuhi SNI, 
spesifikasi teknis, dan/atau 
pedoman tata cara yang 
diberlakukan secara wajib. 

(2) Pemerintah Pusat dapat 
menetapkan pengecualian 
atas SNI, spesifikasi teknis, 
dan/atau pedoman tata cara 
yang diberlakukan secara 
wajib sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) huruf b 
untuk impor barang tertentu. 

•	 Perubahan “Men-
teri” menjadi “Pe-
merintah Pusat” 
(Ayat 2) 
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Stan-
dardisasi 
Industri

Pasal 57
(1) Penerapan SNI secara su-

karela sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 51 dan 
pemberlakuan SNI, spesifika-
si teknis, dan/atau pedoman 
tata cara secara wajib se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 52 dilakukan melalui 
penilaian kesesuaian. 

(2) Penilaian kesesuaian SNI 
yang diterapkan secara su-
karela sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) dilakukan 
oleh lembaga penilaian kese-
suaian yang telah terakredi-
tasi. 

(3) Penilaian kesesuaian SNI, 
spesifikasi teknis, dan/atau 
pedoman tata cara yang 
diberlakukan secara wajib 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan oleh lem-
baga penilaian kesesuaian 
yang telah terakreditasi dan 
ditunjuk oleh Menteri. 

(4) Pembinaan dan pengawasan 
terhadap lembaga penilaian 
kesesuaian sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) 
dilakukan oleh Menteri. 

Pasal 57
(1) Penerapan SNI secara su-

karela sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 51 dan 
pemberlakuan SNI, spesifika-
si teknis, dan/atau pedoman 
tata cara secara wajib se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 52 dilakukan melalui 
penilaian kesesuaian. 

(2) Penilaian kesesuaian SNI 
yang diterapkan secara su-
karela sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) dilakukan 
oleh lembaga penilaian kese-
suaian yang telah terakredi-
tasi. 

(3) Penilaian kesesuaian SNI, 
spesifikasi teknis, dan/atau 
pedoman tata cara yang 
diberlakukan secara wajib 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan oleh lem-
baga penilaian kesesuaian 
yang telah terakreditasi dan 
ditunjuk oleh Pemerintah 
Pusat. 

(4) Ketentuan lebih lanjut men-
genai pembinaan dan pen-
gawasan terhadap lembaga 
penilaian kesesuaian diatur 
dalam Peraturan Pemerintah. 

•	 Pelaksanaan pe-
nilaian kesesuain 
SNI yang semula 
dilakukan oleh  
lembaga penilaian 
kesesuaian yang 
telah terakreditasi 
dan ditunjuk oleh 
Menteri menjadi  
lembaga penilaian 
kesesuaian yang 
telah terakreditasi 
dan ditunjuk oleh 
Pemerintah Pusat 

•	 Penghapusan aturan 
mengenai penga-
wasan Lembaga pe-
nilaian oleh Menteri 

•	 Tambahan aturan 
mengenai ketentuan 
lebih lanjut diatur 
dalam Peraturan 
pemerintah 
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Stan-
dardisasi 
Industri

Pasal 59
Menteri mengawasi pelaksanaan 
seluruh rangkaian penerapan 
SNI sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 51 ayat (2) dan 
ayat (3) dan pemberlakuan 
SNI, spesifikasi teknis, dan/atau 
pedoman tata cara secara wajib 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 52. 

Pasal 59
(1) Pemerintah Pusat menga-

wasi pelaksanaan seluruh 
rangkaian penerapan SNI se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 51 ayat (2) dan ayat 
(3) dan pemberlakuan SNI, 
spesifikasi teknis, dan/atau 
pedoman tata cara secara 
wajib sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 52. 

(2) Dalam melaksanakan ke-
wenangan pengawasan 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Pemerintah Pusat 
dapat menunjuk lembaga 
terakreditasi. 

•	 Perubahan “Men-
teri” menjadi “pe-
merintah Pusat” 

•	 Tambahan aturan 
mengenai penunju-
kan Lembaga akred-
itasi dalam pelaksa-
naan kewenangan 
pengawasan Pemer-
intah Pusat (Ayat 2) 

Industri 
Strategis

Pasal 84
(1) Industri Strategis dikuasai 

oleh negara. 
(2) Industri Strategis se-

bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) terdiri atas Industri 
yang: 
a. memenuhi kebutuhan 

yang penting bagi kes-
ejahteraan rakyat atau 
menguasai hajat hidup 
orang banyak; 

b. meningkatkan atau 
menghasilkan nilai tam-
bah sumber daya alam 
strategis; dan/atau 

c. mempunyai kaitan den-
gan kepentingan pertah-
anan serta keamanan 
negara. 

(3) Penguasaan Industri Strate-
gis oleh negara sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan melalui: 
a. pengaturan kepemilikan; 
b. penetapan kebijakan; 
c. pengaturan perizinan; 

Pasal 84
(1) Industri Strategis dikuasai 

oleh negara. 
(2) Industri Strategis se-

bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) terdiri atas Industri 
yang: 
a. memenuhi kebutuhan 

yang penting bagi kes-
ejahteraan rakyat atau 
menguasai hajat hidup 
orang banyak; 

b. meningkatkan atau 
menghasilkan nilai tam-
bah sumber daya alam 
strategis; dan/atau 

c. mempunyai kaitan den-
gan kepentingan pertah-
anan serta keamanan 
negara. 

(3) Penguasaan Industri Strate-
gis oleh negara sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan melalui: 
a. pengaturan kepemilikan; 
b. penetapan kebijakan; 
c. pengaturan Perizinan 

Berusaha; 

•	 Perubahan Pemerin-
tah menjadi Pemer-
intah Pusat (Ayat 4)

•	 Tambahan klausal 
“ sesuai dengan 
ketentuan peraturan 
perundang- undan-
gan” (Ayat 4)

•	 Perubahan “Izin 
Usaha” menjadi 
“Perizinan berusa-
ha” (Ayat 6)

•	 Wewenang mem-
berikan Perizinan 
Berusaha yang 
semula dipegang 
Menteri menjadi 
Pemerintah pusat 
(Ayat 6) 
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d. pengaturan produksi, 
distribusi, dan harga; 
dan 

e. pengawasan. 
(4) Pengaturan kepemilikan In-

dustri Strategis sebagaima-
na dimaksud pada ayat (3) 
huruf a dilakukan melalui: 
a. penyertaan modal 

seluruhnya oleh Pemer-
intah; 

b. pembentukan usaha 
patungan antara Pemer-
intah dan swasta; atau 

c. pembatasan kepemilikan 
oleh penanam modal 
asing. 

(5) Penetapan kebijakan Industri 
Strategis sebagaimana di-
maksud pada ayat (3) huruf 
b paling sedikit meliputi: 
a. penetapan jenis Industri 

Strategis; 
b. pemberian fasilitas; dan 
c. pemberian kompensasi 

kerugian. 
(6) Izin usaha Industri Strategis 

sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) huruf c diberikan 
oleh Menteri. 

(7) Pengaturan produksi, distri-
busi, dan harga sebagaima-
na dimaksud pada ayat (3) 
huruf d dilakukan paling 
sedikit dengan menetapkan 
jumlah produksi, distribusi, 
dan harga produk. 

d. pengaturan produksi, 
distribusi, dan harga; 
dan 

e. pengawasan. 
(4) Pengaturan kepemilikan In-

dustri Strategis sebagaima-
na dimaksud pada ayat (3) 
huruf a dilakukan melalui: 
a. penyertaan modal 

seluruhnya oleh Pemer-
intah Pusat; 

b. pembentukan usaha 
patungan antara Pemer-
intah Pusat dan swasta; 
atau 

c. pembatasan kepemilikan 
oleh penanam modal 
asing sesuai dengan 
ketentuan peraturan 
perundang- undangan. 

(5) Penetapan kebijakan Industri 
Strategis sebagaimana di-
maksud pada ayat (3) huruf 
b paling sedikit meliputi: 
a. penetapan jenis Industri 

Strategis; 
b. pemberian fasilitas; dan 
c. pemberian kompensasi 

kerugian. 
(6) Perizinan Berusaha ter-

kait Industri Strategis se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (3) huruf c diberikan 
oleh Pemerintah Pusat. 

(7) Pengaturan produksi, distri-
busi, dan harga sebagaima-
na dimaksud pada ayat (3) 
huruf d dilakukan paling 
sedikit dengan menetapkan 
jumlah produksi, distribusi, 
dan harga produk. 
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(8) Pengawasan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) 
huruf e meliputi penetapan 
Industri Strategis sebagai 
objek vital nasional dan pen-
gawasan distribusi. 

(9) (Ketentuan lebih lanjut 
mengenai Industri Strategis 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur dengan Pera-
turan Pemerintah. 

(8) Pengawasan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) 
huruf e meliputi penetapan 
Industri Strategis sebagai 
objek vital nasional dan pen-
gawasan distribusi. 

(9)  Ketentuan lebih lanjut 
mengenai Industri Strategis 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur dalam Pera-
turan Pemerintah. 

Izin 
Usaha 
Industri 
dan Izin 
Usaha 
Kawasan 
Industri

Pasal 101
(1) Setiap kegiatan usaha Indus-

tri wajib memiliki izin usaha 
Industri. 

(2) Kegiatan usaha Industri 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) meliputi: 
a. Industri kecil; 
b. Industri menengah; dan 
c. Industri besar. 

(3) Izin usaha Industri se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diberikan oleh Ment-
eri. 

(4) Menteri dapat melimpahkan 
sebagian kewenangan pem-
berian izin usaha Industri 
kepada gubernur dan bupati/
walikota. 

(5) Izin usaha Industri se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) meliputi: 
a. Izin Usaha Industri Kecil; 
b. Izin Usaha Industri Me-

nengah; dan 
c. Izin Usaha Industri Be-

sar. 

Pasal 101 
(1) Setiap kegiatan usaha Indus-

tri wajib memenuhi Perizinan 
Berusaha dari Pemerintah 
Pusat. 

(2) Kegiatan usaha Industri 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) meliputi: 
a. Industri kecil; 
b. Industri menengah; dan 
c. Industri besar. 

(3) Perusahaan Industri yang 
telah memperoleh Perizinan 
Berusaha sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) wajib: 
a. melaksanakan kegiatan 

usaha Industri sesuai 
dengan Perizinan Beru-
saha yang dimiliki; dan 

b. menjamin keamanan 
dan keselamatan alat, 
proses, hasil produksi, 
penyimpanan, serta pen-
gangkutan. 

•	 Wewenang mem-
berikan Perizinan 
Berusaha yang 
semula dipegang 
Menteri menjadi 
Pemerintah pusat

•	 Penghapusan aturan 
mengenai izin usaha 
dari Menteri 
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(6) Perusahaan Industri yang 
telah memperoleh izin se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (5) wajib: 
a. melaksanakan kegiatan 

usaha Industri sesuai 
dengan izin yang dimili-
ki; dan 

b. menjamin keamanan 
dan keselamatan alat, 
proses, hasil produksi, 
penyimpanan, serta pen-
gangkutan. 

Izin 
Usaha 
Industri 
dan Izin 
Usaha 
Kawasan 
Industri

Pasal 102
(1) Industri kecil sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 101 
ayat (2) huruf a ditetapkan 
berdasarkan jumlah tenaga 
kerja dan nilai investasi tidak 
termasuk tanah dan bangu-
nan tempat usaha. 

(2) Industri menengah se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 101 ayat (2) huruf b 
ditetapkan berdasarkan jum-
lah tenaga kerja dan/atau 
nilai investasi. 

(3) Industri besar sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 101 
ayat (2) huruf c ditetapkan 
berdasarkan jumlah tenaga 
kerja dan/atau nilai investasi. 

(4) Besaran jumlah tenaga kerja 
dan nilai investasi untuk 
Industri kecil, Industri me-
nengah, dan Industri besar 
ditetapkan oleh Menteri. 

Pasal 102 Dihapus •	 Penghapusan aturan 
mengenai rincian 
industri kecil dan 
industri menengah 
serta industri besar 
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Izin 
Usaha 
Industri 
dan Izin 
Usaha 
Kawasan 
Industri

Pasal 104
(1) Setiap Perusahaan Industri 

yang memiliki izin usaha 
Industri sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 101 ayat (6) 
dapat melakukan perluasan. 

(2) Perusahaan Industri yang 
melakukan perluasan den-
gan menggunakan sumber 
daya alam yang diwajibkan 
memiliki Analisis Mengenai 
Dampak Lingkungan wajib 
memiliki izin perluasan. 

Pasal 104
Setiap Perusahaan Industri yang 

memenuhi Perizinan Berusa-
ha sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 101 ayat (3) 
dapat melakukan perluasan 
sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undan-
gan. 

•	 Penyderhanaan 
aturan mengenai 
perluasan industri 

Izin 
Usaha 
Industri 
dan Izin 
Usaha 
Kawasan 
Industri

Pasal 105
(1) Setiap kegiatan usaha Ka-

wasan Industri wajib memili-
ki izin usaha Kawasan Indus-
tri. 

(2) Izin usaha Kawasan Industri 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diberikan oleh Ment-
eri. 

(3) Menteri dapat melimpahkan 
sebagian kewenangan pem-
berian izin usaha Kawasan 
Industri kepada gubernur 
dan bupati/walikota. 

(4) Perusahaan Kawasan Indus-
tri wajib memenuhi stan-
dar Kawasan Industri yang 
ditetapkan oleh Menteri. 

(5) Setiap Perusahaan Kawasan 
Industri yang melakukan 
perluasan wajib memiliki izin 
perluasan Kawasan Industri. 

Pasal 105
(1) Setiap kegiatan usaha Ka-

wasan Industri wajib me-
menuhi Perizinan Berusaha 
dari Pemerintah Pusat. 

(2) Perusahaan Kawasan Indus-
tri wajib memenuhi stan-
dar Kawasan Industri yang 
ditetapkan oleh Pemerintah 
Pusat. 

(3) Setiap Perusahaan Kawasan 
Industri yang melakukan 
perluasan wajib memiliki Per-
izinan Berusaha dari Pemer-
intah Pusat. 

•	 Perubahan “izin usa-
ha kawasan indus-
try” menjadi “Per-
izinan Berusaha dari 
Pemerintah Pusat” 
(Ayat 1) 

•	 Penetapan standar 
kawasan indus-
try yang semula 
ditetapkan oleh 
Menteri menjadi 
oleh pemerintah 
pusat 

•	 Perubahan “izin 
perluasan kawasan 
industri” menjadi 
“Perizinan Berusa-
ha dari Pemerintah 
Pusat”

•	 Penghapusan aturan 
mengenai izin usaha 
kawasan oleh Ment-
eri 

Izin 
Usaha 
Industri 
dan Izin 
Usaha 
Kawasan 
Industri

Sisipan antara Pasal 105 dan 
Pasal 106

Pasal 105A
Perizinan Berusaha untuk ke-
giatan usaha Kawasan Industri 
yang berada di kawasan ekonomi 
khusus dilakukan sesuai den-
gan norma, standar, prosedur, 
dan kriteria di bidang kawasan 
ekonomi khusus yang ditetapkan 
oleh Pemerintah Pusat. 

•	 Tambahan pasal 
mengenai perizinan 
berusaha kegiatan 
usaha kawasan 
industry di kawasan 
ekonomi khsusu 
ditetapkan oleh 
pemerintah pusat
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Izin 
Usaha 
Industri 
dan Izin 
Usaha 
Kawasan 
Industri

Pasal 106
(1) Perusahaan Industri yang 

akan menjalankan Industri 
wajib berlokasi di Kawasan 
Industri. 

(2) Kewajiban berlokasi di Ka-
wasan Industri sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dike-
cualikan bagi Perusahaan 
Industri yang akan men-
jalankan Industri dan ber-
lokasi di daerah kabupaten/
kota yang: 
a. belum memiliki Kawasan 

Industri; 
b. telah memiliki Kawasan 

Industri tetapi seluruh 
kaveling Industri dalam 
Kawasan Industrinya 
telah habis; 

(3) Pengecualian terhadap ke-
wajiban berlokasi di Kawasan 
Industri sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) juga 
berlaku bagi: 
a. Industri kecil dan Indus-

tri menengah yang tidak 
berpotensi menimbulkan 
pencemaran lingkungan 
hidup yang berdampak 
luas; atau 

b. Industri yang meng-
gunakan Bahan Baku 
khusus dan/atau proses 
produksinya memerlukan 
lokasi khusus. 

Pasal 106
(1) Perusahaan Industri yang 

akan menjalankan Industri 
wajib berlokasi di Kawasan 
Industri. 

(2) Kewajiban berlokasi di Ka-
wasan Industri sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dike-
cualikan bagi Perusahaan 
Industri yang akan men-
jalankan Industri dan ber-
lokasi di daerah kabupaten/
kota yang: 
a. belum memiliki Kawasan 

Industri; 
b. telah memiliki Kawasan 

Industri tetapi seluruh 
kaveling Industri dalam 
Kawasan Industrinya 
telah habis; atau 

c. terdapat Kawasan 
Ekonomi Khusus yang 
memiliki zona industri. 

(3) Pengecualian terhadap ke-
wajiban berlokasi di Kawasan 
Industri sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) juga 
berlaku bagi: 
a. Industri kecil dan Indus-

tri menengah yang tidak 
berpotensi menimbulkan 
pencemaran lingkungan 
hidup yang berdampak 
luas; atau 

b. Industri yang meng-
gunakan Bahan Baku 
khusus dan/atau proses 
produksinya memerlukan 
lokasi khusus. 

•	 Tambahan klausal 
mengenai “ terdapat 
Kawasan Ekonomi 
Khusus yang memi-
liki zona industri.” 
(Ayat 2) 

•	 Perubahan men-
genai penetapan 
industry yang sem-
ula “ditetapkan oleh 
Menteri” menjadi 
“ditetapkan oleh 
pemerintah pusat” 
(Ayat 5)
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(4) Perusahaan Industri yang 
dikecualikan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dan 
Perusahaan Industri menen-
gah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) huruf a wajib 
berlokasi di kawasan perun-
tukan Industri. 

(5) Industri sebagaimana dimak-
sud pada ayat (3) ditetapkan 
oleh Menteri. 

(4) Perusahaan Industri yang 
dikecualikan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dan 
Perusahaan Industri menen-
gah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) huruf a wajib 
berlokasi di kawasan perun-
tukan Industri. 

(5) Industri sebagaimana dimak-
sud pada ayat (3) ditetapkan 
oleh Pemerintah Pusat. 

Izin 
Usaha 
Industri 
dan Izin 
Usaha 
Kawasan 
Industri

Pasal 108
Ketentuan lebih lanjut mengenai 
pemberian izin usaha Industri 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 101, izin perluasan se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 104, izin usaha Kawasan 
Industri sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 105 dan kewajiban 
berlokasi di Kawasan Industri se-
bagaimana dimaksud dalam Pas-
al 106 serta tata cara pengenaan 
sanksi administratif dan besaran 
denda administratif sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 107 diatur 
dalam Peraturan Pemerintah. 

Pasal 108
Ketentuan lebih lanjut mengenai 
Perizinan Berusaha sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 101, Pasal 
104, Pasal 105 dan kewajiban 
berlokasi di Kawasan Industri se-
bagaimana dimaksud dalam Pas-
al 106 serta tata cara pengenaan 
sanksi administratif dan besaran 
denda administratif sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 107 diatur 
dalam Peraturan Pemerintah. 

•	 Perubahan menge-
nai penyederhanaan 
izin usaha industry, 
izin perluasan, izin 
usaha kawasan in-
dustry menjadi satu 
“Perizina Berusaha”  

Peran 
Serta 
Mas-
yarakat

Pasal 115
(1) Masyarakat dapat berperan 

serta dalam perencanaan, 
pelaksanaan, dan penga-
wasan pembangunan Indus-
tri. 

(2) Peran serta masyarakat 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diwujudkan dalam 
bentuk: 

a. pemberian saran, pendapat, 
dan usul; dan/atau 

b. penyampaian informasi dan/
atau laporan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai peran serta mas-
yarakat dalam pembangunan 
Industri sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) diatur 
dengan Peraturan Menteri. 

Pasal 115
(1) Masyarakat dapat berperan 

serta dalam perencanaan, 
pelaksanaan, dan penga-
wasan pembangunan Indus-
tri. 

(2) Peran serta masyarakat 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diwujudkan dalam 
bentuk: 

a. pemberian saran, pendapat, 
dan usul; dan/atau 

b. penyampaian informasi dan/
atau laporan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai peran serta mas-
yarakat dalam pembangunan 
Industri sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) diatur 
dalam Peraturan Pemerintah. 

•	 Perubahan menge-
nai ketentuan lebih 
lanjut mengenai 
peran serta mas-
yarakat yang sem-
ula diatur dengan 
Peraturan Menteri 
menjadi Peraturan 
Pemerintah
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Penga-
wasan 
dan Pen-
gendalian

Pasal 117
(1) Menteri melaksanakan pen-

gawasan dan pengendalian 
terhadap kegiatan usaha 
Industri dan kegiatan usaha 
Kawasan Industri. 

(2) Pengawasan dan pengenda-
lian sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan 
untuk mengetahui pemenu-
han dan kepatuhan terhadap 
peraturan di bidang Perin-
dustrian yang dilaksanakan 
oleh Perusahaan Industri 
dan Perusahaan Kawasan 
Industri. 

(3) Pemenuhan dan kepatuhan 
terhadap peraturan di bidang 
Perindustrian yang dilak-
sanakan oleh Perusahaan 
Industri dan Perusahaan Ka-
wasan Industri sebagaima-
na dimaksud pada ayat (2) 
paling sedikit meliputi:  

a. sumber daya manusia 
Industri; 

b. pemanfaatan sumber 
daya alam; 

c. manajemen energi; 
d. manajemen air; 
e. SNI, spesifikasi teknis, 

dan/atau pedoman tata 
cara; 

f. Data Industri dan Data 
Kawasan Industri; 

g. standar Industri Hijau; 
h. standar Kawasan Indus-

tri; 

Pasal 117
(1) Pemerintah Pusat melak-

sanakan pengawasan dan 
pengendalian terhadap 
kegiatan usaha Industri dan 
kegiatan usaha Kawasan 
Industri. 

(2) Pengawasan dan pengenda-
lian sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan 
untuk mengetahui pemenu-
han dan kepatuhan terhadap 
peraturan di bidang Perin-
dustrian yang dilaksanakan 
oleh Perusahaan Industri 
dan Perusahaan Kawasan 
Industri.

(3) Pemenuhan dan kepatuhan 
terhadap peraturan di bidang 
Perindustrian yang dilak-
sanakan oleh Perusahaan 
Industri dan Perusahaan Ka-
wasan Industri sebagaima-
na dimaksud pada ayat (2) 
paling sedikit meliputi: 
a. sumber daya manusia 

Industri; 
b. pemanfaatan sumber 

daya alam; 
c. manajemen energi; 
d. manajemen air; 
e. SNI, spesifikasi teknis, 

dan/atau pedoman tata 
cara; 

f. Data Industri dan Data 
Kawasan Industri; 

g. standar Industri Hijau; 
h. standar Kawasan Indus-

tri; 

•	 Perubahan “Men-
teri” menjadi “Pe-
merintah Pusat” 

•	 Perubahan men-
genai  perizinan 
Industri dan perizin-
an Kawasan Industri 
menjadi Perizinan 
berusaha

•	 Perubahan men-
genai pelaksanaan 
pengawasan dan 
pengendalian yang 
semula  “dilakukan 
oleh pejabat dari 
unit kerja di bawah 
Menteri dan/atau 
lembaga terakred-
itasi yang ditunjuk 
oleh Menteri” men-
jadi dilakukan oleh 
“Pemerintah Pusat” 

•	 Perubahan menge-
nai ketentuan lebih 
lanjut semula diatur 
“Peraturan Menteri” 
menjadi “Peraturan 
Pemerintah”
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i. perizinan Industri dan 
perizinan Kawasan In-
dustri; dan 

j. keamanan dan kesela-
matan alat, proses, hasil 
produksi, penyimpanan, 
dan pengangkutan. 

(4) Pelaksanaan pengawasan 
dan pengendalian se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan oleh peja-
bat dari unit kerja di bawah 
Menteri dan/atau lembaga 
terakreditasi yang ditunjuk 
oleh Menteri. 

(5) Pemerintah, Pemerintah 
Daerah provinsi, dan Pemer-
intah Daerah kabupaten/kota 
secara bersama-sama atau 
sesuai dengan kewenan-
gan masing-masing melak-
sanakan pengawasan dan 
pengendalian sesuai dengan 
ketentuan peraturan perun-
dang-undangan. 

(6) Ketentuan lebih lanjut men-
genai tata cara pengawasan 
dan pengendalian usaha 
Industri dan usaha  Kawasan 
Industri diatur dengan Pera-
turan Menteri.

i. Perizinan Berusaha 
untuk kegiatan usaha 
Industri dan Perizinan 
Berusaha untuk kegiatan 
usaha Kawasan Industri; 
dan 

j. keamanan dan kesela-
matan alat, proses, hasil 
produksi, penyimpanan, 
dan pengangkutan. 

(4) Dalam pelaksanaan penga-
wasan dan pengendalian 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Pemerintah Pusat 
dapat menunjuk lembaga 
terakreditasi. 

(5) Ketentuan lebih lanjut men-
genai tata cara pengawasan 
dan pengendalian usaha 
Industri dan usaha Kawasan 
Industri diatur dalam Pera-
turan Pemerintah. 

16. UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

TOPIK UNDANG-UNDANG PERD-
AGANGAN UU CIPTA KERJA RANGKUMAN PEN-

JELASAN 
Perda-
gangan 
Dalam 
Negeri 
(Umum)

Pasal 6
(1) Setiap Pelaku Usaha wajib 

menggunakan atau meleng-
kapi label berbahasa Indone-
sia pada Barang yang diper-
dagangkan di dalam negeri. 

Pasal 6
(1) Setiap Pelaku Usaha wajib 

menggunakan atau meleng-
kapi label berbahasa Indone-
sia pada Barang yang diper-
dagangkan di dalam negeri. 

•	 Tambahan aturan men-
genai sanksi adminis-
tratif atas pelaku suaha 
yang tidak melengkapi 
label berbahasa Indo-
nesia (Ayat 2)
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(2) Ketentuan lebih lanjut 

mengenai penggunaan atau 
kelengkapan label berbaha-
sa Indonesia diatur dengan 
Peraturan Menteri.

(2) Setiap Pelaku Usaha yang 
tidak memenuhi ketentu-
an sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dikenai sanksi 
administratif. 

(3) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai penggunaan atau 
kelengkapan label berbahasa 
Indonesia diatur dalam Pera-
turan Pemerintah. 

•	 Perubahan ketentuan 
yang semula “diatur 
dengan Peraturan 
Menteri” menjadi “dia-
tur dalam Peraturan 
Pemerintah” (Ayat 3)

Distribusi 
Barang

Pasal 11
Ketentuan lebih lanjut mengenai 

Distribusi Barang diatur den-
gan Peraturan Menteri. 

Pasal 11
Ketentuan lebih lanjut mengenai 

Distribusi Barang diatur da-
lam Peraturan Pemerintah. 

•	 Perubahan ketentuan 
yang semula “diatur 
dengan Peraturan 
Menteri” menjadi “dia-
tur dalam Peraturan 
Pemerintah”

Sarana 
Perda-
gangan

Pasal 14
(1) Pemerintah dan/atau Pemer-

intah Daerah sesuai dengan 
kewenangannya melaku-
kan pengaturan tentang 
pengembangan, penataan 
dan pembinaan yang setara 
dan berkeadilan terhadap 
Pasar rakyat, pusat perbel-
anjaan, toko swalayan, dan 
perkulakan untuk mencip-
takan kepastian berusaha 
dan hubungan kerja sama 
yang seimbang antara pe-
masok dan pengecer dengan 
tetap memperhatikan ke-
berpihakan kepada koperasi 
serta usaha mikro, kecil, dan 
menengah. 

(2) Pengembangan, penataan, 
dan pembinaan sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan melalui pengatur-
an perizinan, tata ruang, zo-
nasi dengan memperhatikan 
jarak dan lokasi pendirian, 
kemitraan, dan kerja sama 
usaha. 

Pasal 14
(1) Pemerintah Pusat melaku-

kan pengaturan tentang 
pengembangan, penataan, 
dan pembinaan yang setara 
dan berkeadilan terhadap 
Pasar rakyat, pusat perbel-
anjaan, toko swalayan, dan 
perkulakan untuk mencip-
takan kepastian berusaha 
dan hubungan kerja sama 
yang seimbang antara pe-
masok dan pengecer dengan 
tetap memperhatikan ke-
berpihakan kepada koperasi 
dan usaha mikro, kecil, dan 
menengah. 

(2) Pengembangan, penataan, 
dan pembinaan sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan melalui pengatur-
an Perizinan Berusaha, tata 
ruang, zonasi dengan mem-
perhatikan jarak dan lokasi 
pendirian, kemitraan, dan 
kerja sama usaha. 

•	 Perubahan “Pemerin-
tah dan/atau Pemer-
intah daerah” menjadi 
“Pemerintah Pusat” 
(Ayat 1)

•	 Perubahan “Perizinan” 
menjadi “Perizinan 
Berusaha” (Ayat 2) 

•	 Perubahan ketentuan 
yang semula “diatur 
dengan Peraturan 
Menteri” menjadi “dia-
tur dalam Peraturan 
Pemerintah” (Ayat 3)
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JELASAN 
(3) Ketentuan lebih lanjut men-

genai pengaturan perizin-
an, tata ruang, dan zonasi 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) diatur dengan atau 
berdasarkan Peraturan Presi-
den. 

(3) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai Perizinan Berusa-
ha, tata ruang, dan zonasi 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) diatur dalam Pera-
turan Pemerintah. 

Sarana 
Perda-
gangan

Pasal 15
(1) Gudang sebagaimana dimak-

sud dalam Pasal 12 ayat (1) 
huruf d merupakan salah 
satu sarana Perdagangan 
untuk mendorong kelancaran 
Distribusi Barang yang diper-
dagangkan di dalam negeri 
dan ke luar negeri. 

(2) Gudang sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) 
wajib didaftarkan oleh setiap 
pemilik Gudang sesuai den-
gan penggolongan Gudang 
menurut luas dan kapasitas 
penyimpanannya. 

(3) Setiap pemilik Gudang yang 
tidak melakukan pendaftaran 
Gudang sebagaimana dimak-
sud pada ayat (2) dikenai 
sanksi administratif berupa 
penutupan Gudang untuk 
jangka waktu tertentu dan/
atau denda paling banyak 
Rp2.000.000.000,00 (dua 
miliar rupiah). 

Pasal 15 
(1) Gudang sebagaimana dimak-

sud dalam Pasal 12 ayat (1) 
huruf d merupakan salah 
satu sarana Perdagangan 
untuk mendorong kelancaran 
Distribusi Barang yang diper-
dagangkan di dalam negeri 
dan ke luar negeri. 

(2) Setiap pemilik gudang wajib 
memenuhi Perizinan Berusa-
ha dari Pemerintah Pusat. 

(3) Setiap pemilik gudang yang 
tidak memiliki Perizinan Be-
rusaha sebagaimana dimak-
sud pada ayat (2) dikenai 
sanksi administratif. 

(4) Ketentuan lebih lanjut men-
genai Perizinan Berusaha 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) diatur dalam Pera-
turan Pemerintah. 

•	 Perubahan “wajib 
didaftarkan” menja-
di “wajib memenuhi 
Perizinan Berusaha 
dari Pemerintah Pusat” 
(Ayat 2) 

•	 Penghapusan aturan 
mengenai rincian nom-
inal sanksi administratif 
(Ayat 3)

•	 Tambahan aturan men-
genai “Ketentuan lebih 
lanjut diatur dalam 
Peraturan Pemerintah” 
(Ayat 4)

Sarana 
Perda-
gangan

Pasal 17
(1) Setiap pemilik, pengelola, 

atau penyewa Gudang yang 
melakukan penyimpanan 
Barang yang ditujukan un-
tuk diperdagangkan harus 
menyelenggarakan pen-
catatan administrasi paling 
sedikit berupa jumlah Barang 
yang disimpan dan jumlah 
Barang yang masuk dan 
yang keluar dari Gudang. 

Pasal 17
(1) Setiap pemilik, pengelola, 

atau penyewa Gudang yang 
melakukan penyimpanan 
Barang yang ditujukan un-
tuk diperdagangkan harus 
menyelenggarakan pen-
catatan administrasi paling 
sedikit berupa jumlah Barang 
yang disimpan dan jumlah 
Barang yang masuk dan 
yang keluar dari Gudang. 

•	 Penghapusan frasa 
“pencabutan perizinan 
di bidang perdagan-
gan” (Ayat 2)

•	 Perubahan ketentuan 
yang semula “diatur 
dengan Peraturan 
Menteri” menjadi “dia-
tur dalam Peraturan 
Pemerintah” (Ayat 3)
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(2) Setiap pemilik, pengelola, 

atau penyewa Gudang yang 
tidak menyelenggarakan 
pencatatan administrasi 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dikenai sanksi 
administratif berupa pen-
cabutan perizinan di bidang 
Perdagangan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut men-
genai pencatatan administra-
si Barang sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) diatur 
dalam Peraturan Menteri.

(2) Setiap pemilik, pengelola, 
atau penyewa Gudang yang 
tidak menyelenggarakan 
pencatatan administrat-
if sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dikenai sanksi 
administratif. 

(3) Ketentuan lebih lanjut men-
genai pencatatan administra-
tif Barang sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) diatur 
dalam Peraturan Pemerintah. 

Perizinan Pasal 24

(1) Pelaku Usaha yang melaku-
kan kegiatan usaha Per-
dagangan wajib memiliki 
perizinan di bidang Perda-
gangan yang diberikan oleh 
Menteri. 

(2) Menteri dapat melimpah-
kan atau mendelegasikan 
pemberian perizinan kepada 
Pemerintah Daerah atau 
instansi teknis tertentu. 

(3) Menteri dapat memberi-
kan pengecualian terhadap 
kewajiban memiliki perizin-
an di bidang Perdagangan 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1). 

(4) Ketentuan lebih lanjut men-
genai perizinan di bidang 
Perdagangan sebagaimana 
pada ayat (1) dan pengec-
ualiannya sebagaimana di-
maksud pada ayat (3) diatur 
dengan Peraturan Menteri. 

Pasal 24

(1) Setiap Pelaku Usaha yang 
melakukan kegiatan usaha 
Perdagangan wajib me-
menuhi Perizinan Berusaha 
dari Pemerintah Pusat. 

(2) Pemerintah Pusat dapat 
memberikan pengecualian 
terhadap kewajiban pe-
menuhan Perizinan Berusaha 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1). 

(3) Setiap Pelaku Usaha yang 
tidak melakukan pemenu-
han Perizinan Berusaha 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dikenai sanksi ad-
ministratif. 

(4) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai Perizinan Berusa-
ha di bidang Perdagangan 
sebagaimana pada ayat (1) 
dan ayat (2) diatur dalam 
Peraturan Pemerintah. 

•	 Perubahan ketentuan 
yang semula “Perizinan 
di bidang Perdagangan 
yang diberikan Menteri 
”Perizinan Berusaha 
dari Pemerintah Pusat” 
(Ayat 1) 

•	 Penghapusan aturan 
mengenai wewenang 
Menteri atas perizinan 
di bidang perdagangan

•	 Tambahan aturan men-
genai pengecualian 
terhadapa kewajiban 
pemenuhan perizinan 
berusaha 
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JELASAN 
•	 Tambahan aturan atas 

sanksi administrat-
if bagi pelaku usah 
yang tidak melakukan 
pemenuhan Perizinan 
Berusaha 

•	 Perubahan “perizinan” 
menjadi “perizinan 
berusaha” (Ayat 4) 

•	 Perubahan ketentuan 
yang semula “diatur 
dengan Peraturan 
Menteri” menjadi “dia-
tur dalam Peraturan 
Pemerintah” (Ayat 4)

Pengen-
dalian 
Barang 
Kebu-
tuhan 
Pokok 
dan/atau 
Barang 
Penting

Pasal 30
(1) Menteri dapat meminta data 

dan/atau informasi kepada 
Pelaku Usaha mengenai 
persediaan Barang kebutu-
han pokok dan/atau Barang 
penting. 

(2) Pelaku Usaha dilarang 
melakukan manipulasi data 
dan/atau informasi mengenai 
persediaan Barang kebutu-
han pokok dan/atau Barang 
penting. 

Pasal 30
(1) Pemerintah Pusat dapat me-

minta data dan/atau infor-
masi kepada Pelaku Usaha 
mengenai persediaan Barang 
kebutuhan pokok dan/atau 
Barang penting. 

(2) Pelaku Usaha dilarang 
melakukan manipulasi data 
dan/atau informasi mengenai 
persediaan Barang kebutu-
han pokok dan/atau Barang 
penting. 

•	 Perubahan “Menteri” 
menjadi “Pemerintah 
Pusat” (Ayat 1) 
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Pengen-
dalian 
Barang 
Kebu-
tuhan 
Pokok 
dan atau 
Barang 
Penting

Pasal 33
(1) Produsen atau Importir yang 

tidak memenuhi ketentuan 
pendaftaran Barang se-
bagaimana dimaksud da-
lam Pasal 32 ayat (1) wajib 
menghentikan kegiatan 
Perdagangan Barang dan 
menarik Barang dari: 

a. distributor; 
b. agen; 
c. grosir; 
d. pengecer; dan/atau 
e. konsumen. 
(2) Perintah penghentian kegia-

tan Perdagangan dan penari-
kan dari Distribusi terhadap 
Barang sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) dilakukan 
oleh Menteri. 

(3) Produsen atau Importir yang 
tidak memenuhi ketentu-
an sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dikenai sanksi 
administratif berupa pencab-
utan izin usaha. 

Pasal 33
(1)  Produsen atau Importir 

yang tidak memenuhi keten-
tuan pendaftaran Barang 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 32 ayat (1) 
wajib menghentikan kegia-
tan Perdagangan Barang dan 
menarik Barang dari: 

a. distributor; 
b. agen; 
c. grosir; 
d. pengecer; dan/atau 
e. konsumen. 
(2) Perintah penghentian kegia-

tan Perdagangan dan penari-
kan dari Distribusi terhadap 
Barang sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) dilakukan 
oleh Pemerintah Pusat. 

(3) Produsen atau Importir yang 
tidak memenuhi ketentu-
an sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dikenai sanksi 
administratif. 

•	 Perubahan mengenai 
perintah penghentian 
perdagangan yang 
semula “dilakukan 
oleh Menteri” menjadi 
“dilakukan oleh Pemer-
intah Pusat” (Ayat 2) 

•	 Penghapusan  men-
genai rincian sanksi 
administrati “berupa 
pencabutan izin”  (Ayat 
3) 

Larangan 
dan Pem-
batasan 
Perda-
gangan 
Barang 
dan/atau 
Jasa

Pasal 37
(1) Setiap Pelaku Usaha wajib 

memenuhi ketentuan pene-
tapan Barang dan/atau Jasa 
yang ditetapkan sebagai 
Barang dan/atau Jasa yang 
dibatasi Perdagangannya se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 35 ayat (2). 

(2) Setiap Pelaku Usaha yang 
melanggar ketentuan pen-
etapan Barang dan/atau 
Jasa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dikenai sanksi 
administratif berupa pen-
cabutan perizinan di bidang 
Perdagangan. 

Pasal 37
(1) Setiap Pelaku Usaha wajib 

memenuhi ketentuan pene-
tapan Barang dan/atau Jasa 
yang ditetapkan sebagai 
Barang dan/atau Jasa yang 
dibatasi Perdagangannya se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 35 ayat (2). 

(2)  Setiap Pelaku Usaha yang 
melanggar ketentuan pen-
etapan Barang dan/atau 
Jasa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dikenai sanksi 
administratif. 

•	 Penghapusan rincian 
mengenai sanksi ad-
ministratif “pencabutan 
perizinan di bidang 
perdagangan”

•	 Perubahan ketentuan 
yang semula “diatur 
dengan Peraturan 
Menteri” menjadi “dia-
tur dalam Peraturan 
Pemerintah”
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Perda-
gangan 
Luar 
Neger

Pasal 38
(1) Pemerintah mengatur kegia-

tan Perdagangan Luar Negeri 
melalui kebijakan dan pen-
gendalian di bidang Ekspor 
dan Impor. 

(2) Kebijakan dan pengendalian 
Perdagangan Luar Negeri 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diarahkan untuk: 
a. peningkatan daya saing 

produk Ekspor Indone-
sia; 

b. peningkatan dan perlu-
asan akses Pasar di luar 
negeri; dan 

c. peningkatan kemampuan 
Eksportir dan Importir 
sehingga menjadi Pelaku 
Usaha yang andal. 

(3) Kebijakan Perdagangan Luar 
Negeri paling sedikit melipu-
ti: 
a. peningkatan jumlah dan 

jenis serta nilai tambah 
produk ekspor; 

b. pengharmonisasian 
Standar dan prosedur 
kegiatan Perdagangan 
dengan negara mitra 
dagang; 

c. penguatan kelembagaan 
di sektor Perdagangan 
Luar Negeri; 

d. pengembangan sarana 
dan prasarana penun-
jang Perdagangan Luar 
Negeri; dan 

Pasal 38
(1) Pemerintah Pusat mengatur 

kegiatan Perdagangan Luar 
Negeri melalui kebijakan 
dan pengendalian di bidang 
Ekspor dan Impor. 

(2) Kebijakan dan pengendalian 
Perdagangan Luar Negeri 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diarahkan untuk: 
a. peningkatan daya saing 

produk Ekspor Indone-
sia; 

b. peningkatan dan perlu-
asan akses Pasar di luar 
negeri; 

c. peningkatan kemampuan 
Eksportir dan Importir 
sehingga menjadi Pelaku 
Usaha yang andal; dan 

d. peningkatan dan 
pengembangan produk 
invensi dan inovasi na-
sional yang diekspor ke 
luar negeri. 

(3) Kebijakan Perdagangan Luar 
Negeri paling sedikit melipu-
ti: 
a. peningkatan jumlah dan 

jenis serta nilai tambah 
produk ekspor; 

b. pengharmonisasian 
Standar dan prosedur 
kegiatan Perdagangan 
dengan negara mitra 
dagang; 

c. penguatan kelembagaan 
di sektor Perdagangan 
Luar Negeri; 

d. pengembangan sarana 
dan prasarana penun-
jang Perdagangan Luar 
Negeri; dan 

•	 Tambahan klausal 
“peningkatan dan 
pengembangan produk 
invensi dan inovasi 
nasional yang diekspor 
ke luar negeri” (Ayat 2 
huruf d) 

•	 Perubahan “Perizinan” 
menjadi “Perizinan 
berusaha” (Ayat 4)
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e. pelindungan dan pen-

gamanan kepentingan 
nasional dari dampak 
negatif Perdagangan 
Luar Negeri. 

(4) Pengendalian Perdagangan 
Luar Negeri meliputi: 
a. perizinan;
b. Standar; dan 
c. pelarangan dan pem-

batasan. 

e. pelindungan dan pen-
gamanan kepentingan 
nasional dari dampak 
negatif Perdagangan 
Luar Negeri. 

(4) Pengendalian Perdagangan 
Luar Negeri meliputi: 
a. Perizinan Berusaha/per-

setujuan; 
b. standar; dan 
c. pelarangan dan pem-

batasan.
Ekspor Pasal 42

(1) Ekspor Barang dilakukan 
oleh Pelaku Usaha yang tel-
ah terdaftar dan ditetapkan 
sebagai Eksportir, kecuali 
ditentukan lain oleh Menteri. 

(2) Ketentuan mengenai pen-
etapan sebagai Eksportir 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur dengan Pera-
turan Menteri. 

Pasal 42
(1) Ekspor Barang dilakukan 

oleh Pelaku Usaha yang 
telah memenuhi Perizinan 
Berusaha dari Pemerintah 
Pusat. 

(2) Ketentuan lebih lanjut men-
genai Perizinan Berusaha 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur dalam Pera-
turan Pemerintah. 

•	 Perubahan “yang telah 
terdaftar dan ditetap-
kan sebagai Eksportir, 
kecuali ditentukan lain 
oleh Menteri” menjadi 
“yang telah memenuhi 
Perizinan Berusaha dari 
Pemerintah Pusat

Ekspor Pasal 43
(1) Eksportir bertanggung jawab 

sepenuhnya terhadap Barang 
yang diekspor. 

(2) Eksportir yang tidak bertang-
gung jawab terhadap Barang 
yang diekspor sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
dikenai sanksi administratif 
berupa pencabutan perizin-
an, persetujuan, pengakuan, 
dan/atau penetapan di 
bidang Perdagangan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai tata cara penge-
naan sanksi administratif 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) diatur dalam Pera-
turan Menteri. 

Pasal 43
(1) Eksportir bertanggung jawab 

sepenuhnya terhadap Barang 
yang diekspor.

(2) Eksportir yang tidak bertang-
gung jawab terhadap Barang 
yang diekspor sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dike-
nai sanksi administratif. 

•	 Penghapusan rincian 
atas sanksi administra-
tif “berupa pencabutan 
perizinan, persetujuan, 
pengakuan, dan/atau 
penetapan di bidang 
Perdagangan” 

•	 Penghapusan aturan 
mengenai keterangan 
lebih lanjut tata cara 
pengenaan sanksi 
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Impor Pasal 45

(1) Impor Barang hanya dapat 
dilakukan oleh Importir yang 
memiliki pengenal sebagai 
Importir berdasarkan pene-
tapan Menteri. 

(2) Dalam hal tertentu, Impor 
Barang dapat dilakukan oleh 
Importir yang tidak memiliki 
pengenal sebagai Importir. 

(3) Ketentuan mengenai pen-
genal sebagai Importir 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur dalam Pera-
turan Menteri. 

Pasal 45
(1) Impor Barang hanya dapat 

dilakukan oleh Importir yang 
memenuhi Perizinan Berusa-
ha dari Pemerintah Pusat. 

(2) Dalam hal Impor tidak 
dilakukan untuk kegiatan 
usaha, importir tidak memer-
lukan Perizinan Berusaha. 

(3) Ketentuan lebih lanjut men-
genai Perizinan Berusaha 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur dalam Pera-
turan Pemerintah. 

•	 Perubahan “memili-
ki  pengenal sebagai 
Importir berdasarkan 
penetapan Menteri” 
menjadi “memenuhi 
Perizinan Berusaha dari 
Pemerintah Pusat” 

•	 Perubahan ketentuan 
yang semula “diatur 
dengan Peraturan 
Menteri” menjadi “dia-
tur dalam Peraturan 
Pemerintah”

Impor Pasal 46
(1) Importir bertanggung jawab 

sepenuhnya terhadap Barang 
yang diimpor. 

(2) Importir yang tidak bertang-
gung jawab atas Barang 
yang diimpor sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
dikenai sanksi administratif 
berupa pencabutan perizin-
an, persetujuan, pengakuan, 
dan/atau penetapan di 
bidang Perdagangan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai tata cara penge-
naan sanksi administratif 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) diatur dalam Pera-
turan Menteri. 

Pasal 46
(1) Importir bertanggung jawab 

sepenuhnya terhadap Barang 
yang diimpor. 

(2) Importir yang tidak bertang-
gung jawab atas Barang 
yang diimpor sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dike-
nai sanksi administratif. 

•	 Penghapusan rincian 
mengenai sanksi 
administratif “ berupa 
pencabutan perizinan, 
persetujuan, penga-
kuan, dan/atau pene-
tapan di bidang Perda-
gangan” (Ayat 2) 

•	 Penghapusan aturan 
mengenai ketentuan 
lebih lanjut tata cara 
penegnaan sanksi 
(Ayat 3) 
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Impor Pasal 47

(1) Setiap Importir wajib 
mengimpor Barang dalam 
keadaan baru. 

(2) Dalam hal tertentu Menteri 
dapat menetapkan Barang 
yang diimpor dalam keadaan 
tidak baru. 

(3) Penetapan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) 
disampaikan kepada menteri 
yang menyelenggarakan uru-
san pemerintahan di bidang 
keuangan. 

(4) Ketentuan lebih lanjut men-
genai penetapan Barang 
yang diimpor dalam keadaan 
tidak baru sebagaimana di-
maksud pada ayat (2) diatur 
dengan Peraturan Menteri. 

Pasal 47
(1) Setiap Importir wajib 

mengimpor Barang dalam 
keadaan baru. 

(2) Dalam hal tertentu, Pemerin-
tah Pusat dapat menetapkan 
Barang yang diimpor dalam 
keadaan tidak baru. 

(3) Ketentuan lebih lanjut men-
genai penetapan Barang 
yang diimpor dalam keadaan 
tidak baru sebagaimana di-
maksud pada ayat (2) diatur 
dalam Peraturan Pemerintah. 

•	 Perubahan mengenai 
penetapan barang 
impor keadaan yang 
tidak baru yang semula 
“Menteri dapat men-
etapkan Barang yang 
diimpor dalam keadaan 
tidak baru” menjadi 
“Pemerintah Pusat 
dapat menetapkan 
Barang yang diimpor 
dalam keadaan tidak 
baru.”

•	 Penghapusan aturan 
mengenai penetapan 
Menteri yang menye-
lenggarakan urusan 
pemerintahan di 
bidang keuangan 

•	 Perubahan ketentuan 
yang semula “diatur 
dengan Peraturan 
Menteri” menjadi “dia-
tur dalam Peraturan 
Pemerintah
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Perizinan 
Ekspor 
dan Im-
por

Pasal 49
(1) Untuk kegiatan Ekspor dan 

Impor, Menteri mewajibkan 
Eksportir dan Importir untuk 
memiliki perizinan yang 
dapat berupa persetujuan, 
pendaftaran, penetapan, 
dan/atau pengakuan. 

(2) Menteri mewajibkan Ekspor-
tir dan Importir untuk memi-
liki perizinan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
dalam melakukan Ekspor 
sementara dan Impor se-
mentara. 

(3) Menteri dapat melimpahkan 
atau mendelegasikan pem-
berian perizinan sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
kepada Pemerintah Daerah 
atau instansi teknis tertentu. 

(4) Dalam rangka peningkatan 
daya saing nasional Menteri 
dapat mengusulkan kerin-
ganan atau penambahan 
pembebanan bea masuk 
terhadap Barang Impor se-
mentara. 

(5) Ketentuan lebih lanjut men-
genai perizinan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) diatur dengan Pera-
turan Menteri. 

Pasal 49 Dihapuskan dalam UU 
Cipta Kerja

•	 Penghapusan aturan 
mengenai kewajiban, 
kewenangan serta 
hak Menteri mengenai 
eskpor dan impor

Larangan 
dan Pem-
batsan 
Ekspor 
dan Im-
por

Pasal 51
(1) Eksportir dilarang mengek-

spor Barang yang ditetapkan 
sebagai Barang yang dila-
rang untuk diekspor. 

(2) Importir dilarang mengimpor 
Barang yang ditetapkan se-
bagai Barang yang dilarang 
untuk diimpor. 

(3) Barang yang dilarang se-
bagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2) 
ditetapkan dengan Peraturan 
Menteri. 

Pasal 51
(1) Eksportir dilarang mengek-

spor Barang yang ditetapkan 
sebagai Barang yang dila-
rang untuk diekspor. 

(2) Importir dilarang mengimpor 
Barang yang ditetapkan se-
bagai Barang yang dilarang 
untuk diimpor. 

(3) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai kriteria barang 
yang dilarang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) ditetapkan dengan 
Peraturan Pemerintah. 

•	 Perubahan ketentuan 
yang semula “diatur 
dengan Peraturan 
Menteri” menjadi “dia-
tur dalam Peraturan 
Pemerintah
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Larangan 
dan Pem-
batasan 
Ekspor 
dan Im-
por

Pasal 52
(1) Eksportir dilarang mengek-

spor Barang yang tidak 
sesuai dengan ketentuan 
pembatasan Barang untuk 
diekspor. 

(2) Importir dilarang mengim-
por Barang yang tidak 
sesuai dengan ketentuan 
pembatasan Barang untuk 
diimpor. 

(3) Barang yang dibatasi se-
bagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2) 
ditetapkan dengan Peraturan 
Menteri. 

(4) Setiap Eksportir yang 
mengekspor Barang yang 
tidak sesuai dengan keten-
tuan pembatasan Barang 
untuk diekspor sebagaima-
na dimaksud pada ayat (3) 
dikenai sanksi administratif 
dan/atau sanksi lainnya yang 
diatur dalam peraturan pe-
rundang-undangan. 

(5) Setiap Importir yang 
mengimpor Barang yang ti-
dak sesuai dengan ketentuan 
pembatasan Barang untuk 
diimpor sebagaimana dimak-
sud pada ayat (3) dikenai 
sanksi administratif dan/atau 
sanksi lainnya yang diatur 
dalam peraturan perun-
dang-undangan. 

(6) Ketentuan mengenai pen-
genaan sanksi administratif 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) dan ayat (5) diatur 
dengan Peraturan Menteri. 

Pasal 52
(1) Eksportir dilarang mengek-

spor Barang yang tidak 
sesuai dengan ketentuan 
pembatasan Barang untuk 
diekspor. 

(2) Importir dilarang mengim-
por Barang yang tidak 
sesuai dengan ketentuan 
pembatasan Barang untuk 
diimpor. 

(3) Setiap Eksportir dan/atau 
Importir yang melakukan 
pelanggaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) dikenai sanksi ad-
ministratif. 

(4) Ketentuan mengenai kriteria 
barang yang dibatasi se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2) diatur 
dalam Peraturan Pemerintah. 

•	 Penghapusan ayat 
mengenai penetapan 
barang yang dibatasi 
diatur dengan Peratur-
an Menteri 

•	 Penghapusan klausal 
“sanksi lainnya yang 
diatur dalam Peraturan 
Perundang-undangan” 
(Ayat 4)

•	 Perubahan ketentuan 
yang semula “diatur 
dengan Peraturan 
Menteri” menjadi “dia-
tur dalam Peraturan 
Pemerintah
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Larangan 
dan Pem-
batasan 
Ekspor 
dan Im-
por

Pasal 53
(1) Eksportir yang dikenai sanksi 

administratif sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 52 
ayat (4) terhadap Barang 
ekspornya dikuasai oleh neg-
ara sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undan-
gan. 

(2) Importir yang dikenai sanksi 
administratif sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 52 
ayat (5) terhadap Barang 
impornya wajib diekspor 
kembali, dimusnahkan oleh 
Importir, atau ditentukan lain 
oleh Menteri. 

Pasal 53
(1) Eksportir yang dikenai sanksi 

administratif sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 52 
ayat (3) terhadap Barang 
ekspornya dikuasai oleh neg-
ara sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undan-
gan. 

(2)  Importir yang dikenai sanksi 
administratif sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 52 
ayat (3) terhadap Barang 
impornya wajib diekspor 
kembali, dimusnahkan oleh 
Importir, atau ditentukan lain 
oleh Pemerintah Pusat. 

•	 Perubahan ketentuan 
yang semula “ditentu-
kan lain oleh Menteri” 
menjadi “ditentukan 
lain oleh Peraturan 
Pemerintah”

Stan-
dardisasi 
Barang

Pasal 57
(1) Barang yang diperdagangkan 

di dalam negeri harus me-
menuhi: 
a. SNI yang telah diber-

lakukan secara wajib; 
atau 

b. persyaratan teknis yang 
telah diberlakukan se-
cara wajib. 

(2) Pelaku Usaha dilarang 
memperdagangkan Barang 
di dalam negeri yang tidak 
memenuhi SNI yang telah 
diberlakukan secara wajib 
atau persyaratan teknis yang 
telah diberlakukan secara 
wajib. 

(3) Pemberlakuan SNI atau per-
syaratan teknis sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan oleh Menteri 
atau menteri sesuai dengan 
urusan pemerintahan yang 
menjadi tugas dan tanggung 
jawabnya. 

Pasal 57
(1) Barang yang diperdagangkan 

di dalam negeri harus me-
menuhi: 
a. SNI yang telah diber-

lakukan secara wajib; 
atau 

b. persyaratan teknis yang 
telah diberlakukan se-
cara wajib. 

(2) Pelaku Usaha dilarang 
memperdagangkan Barang 
di dalam negeri yang tidak 
memenuhi SNI yang telah 
diberlakukan secara wajib 
atau persyaratan teknis yang 
telah diberlakukan secara 
wajib. 

(3) Pemberlakuan SNI atau per-
syaratan teknis sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan oleh Pemerintah 
Pusat. 

•	 Perubahan “ditetap-
kan oleh Menteri atau 
menteri sesuai dengan 
urusan pemerintahan 
yang menjadi tugas 
dan tanggung jawab-
nya” menjadi “ditetap-
kan oleh Pemerintah 
Pusat” (Ayat 3)

•	 Penghapusan rincian 
mngenai sanksi ad-
ministratif “berupa 
penarikan Barang dari 
Distribusi”
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JELASAN 
(4) Pemberlakuan SNI atau per-

syaratan teknis sebagaima-
na dimaksud pada ayat (3) 
dilakukan dengan memper-
timbangkan aspek: 
a. keamanan, keselamatan, 

kesehatan, dan lingkun-
gan hidup; 

b. daya saing produsen 
nasional dan persaingan 
usaha yang sehat; 

c. kemampuan dan kesia-
pan dunia usaha nasion-
al; dan/atau 

d. kesiapan infrastruktur 
lembaga penilaian kese-
suaian. 

(5) Barang yang telah diberlaku-
kan SNI atau persyaratan 
teknis secara wajib se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) wajib dibubuhi 
tanda SNI atau tanda kese-
suaian atau dilengkapi serti-
fikat kesesuaian yang diakui 
oleh Pemerintah. 

(6) Barang yang diperdagangkan 
dan belum diberlakukan SNI 
secara wajib dapat dibubuhi 
tanda SNI atau tanda kes-
esuaian sepanjang telah 
dibuktikan dengan sertifikat 
produk penggunaan tanda 
SNI atau sertifikat kese-
suaian. 

(4) Pemberlakuan SNI atau per-
syaratan teknis sebagaima-
na dimaksud pada ayat (3) 
dilakukan dengan memper-
timbangkan aspek: 
a. keamanan, keselamatan, 

kesehatan, dan lingkun-
gan hidup; 

b. daya saing produsen 
nasional dan persaingan 
usaha yang sehat; 

c. kemampuan dan kesia-
pan dunia usaha nasion-
al; dan/atau 

d. kesiapan infrastruktur 
lembaga penilaian kese-
suaian. 

(5) Barang yang telah diberlaku-
kan SNI atau persyaratan 
teknis secara wajib se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) wajib dibubuhi 
tanda SNI atau tanda kese-
suaian atau dilengkapi serti-
fikat kesesuaian yang diakui 
oleh Pemerintah Pusat. 

(6) Barang yang diperdagangkan 
dan belum diberlakukan SNI 
secara wajib dapat dibubuhi 
tanda SNI atau tanda kes-
esuaian sepanjang telah 
dibuktikan dengan sertifikat 
produk penggunaan tanda 
SNI atau sertifikat kese-
suaian. 

(7) Pelaku Usaha yang mem-
perdagangkan Barang yang 
telah diberlakukan SNI atau 
persyaratan teknis secara 
wajib, tetapi tidak mem-
bubuhi tanda SNI, tanda 
kesesuaian, atau tidak me-
lengkapi sertifikat kesesuaian 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5) dikenai sanksi ad-
ministratif berupa penarikan 
Barang dari Distribusi.

(7) Pelaku Usaha yang mem-
perdagangkan Barang yang 
telah diberlakukan SNI atau 
persyaratan teknis secara 
wajib, tetapi tidak mem-
bubuhi tanda SNI, tanda 
kesesuaian atau tidak me-
lengkapi sertifikat kesesuaian 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5) dikenai sanksi ad-
ministratif. 
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Standard-
isasi Jasa

Pasal 60
(1) Penyedia Jasa dilarang mem-

perdagangkan Jasa di dalam 
negeri yang tidak memenuhi 
SNI, persyaratan teknis, atau 
kualifikasi yang telah diber-
lakukan secara wajib. 

(2) Pemberlakuan SNI, pers-
yaratan teknis, atau kualifi-
kasi secara wajib sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan oleh Menteri 
atau menteri sesuai dengan 
urusan pemerintahan yang 
menjadi tugas dan tanggung 
jawabnya. 

(3)  Pemberlakuan SNI, pers-
yaratan teknis, atau kualifi-
kasi secara wajib sebagaima-
na dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan dengan memper-
timbangkan aspek: 
a. keamanan, keselamatan, 

kesehatan, dan lingkun-
gan hidup; 

b. daya saing produsen 
nasional dan persaingan 
usaha yang sehat; 

c. kemampuan dan kesia-
pan dunia usaha nasion-
al; 

d. kesiapan infrastruktur 
lembaga penilaian kese-
suaian; dan/atau 

e. budaya, adat istiadat, 
atau tradisi berdasarkan 
kearifan lokal. 

(4) Jasa yang telah diberlaku-
kan SNI, persyaratan teknis, 
atau kualifikasi secara wajib 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) wajib dilengkapi 
dengan sertifikat kesesuaian 
yang diakui oleh Pemerintah. 

Pasal 60
(1) Penyedia Jasa dilarang mem-

perdagangkan Jasa di dalam 
negeri yang tidak memenuhi 
SNI, persyaratan teknis, atau 
kualifikasi yang telah diber-
lakukan secara wajib. 

(2) Pemberlakuan SNI, pers-
yaratan teknis, atau kualifi-
kasi secara wajib sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan oleh Pemerintah 
Pusat. 

(3) Pemberlakuan SNI, pers-
yaratan teknis, atau kualifi-
kasi secara wajib sebagaima-
na dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan dengan memper-
timbangkan aspek: 
a. keamanan, keselamatan, 

kesehatan, dan lingkun-
gan hidup; 

b. daya saing produsen 
nasional dan persaingan 
usaha yang sehat; 

c. kemampuan dan kesia-
pan dunia usaha nasion-
al; 

d. kesiapan infrastruktur 
lembaga penilaian kese-
suaian; dan/atau 

e. budaya, adat istiadat, 
atau tradisi berdasarkan 
kearifan lokal. 

(4) Jasa yang telah diberlaku-
kan SNI, persyaratan teknis, 
atau kualifikasi secara wajib 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) wajib dilengkapi 
dengan sertifikat kesesuaian 
yang diakui oleh Pemerintah 
Pusat. 

•	 Perubahan “ditetap-
kan oleh Menteri atau 
menteri sesuai dengan 
urusan pemerintahan 
yang menjadi tugas 
dan tanggung jawab-
nya” menjadi “ditetap-
kan oleh Pemerintah 
Pusat” (ayat 2)

•	 Perubahan mengenai 
sertifikat kesesuai yang 
semula “diakui pemer-
intah” menjadi “diakui 
pemerintah pusat.” 
(Ayat 4) 

•	 Penghapusan menge-
nai rincian sanksi ad-
ministratif atas “berupa 
penghentian kegiatan 
usaha.” (Ayat 6)
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JELASAN 
(5) Jasa yang diperdagangkan 

dan memenuhi SNI, pers-
yaratan teknis, atau kual-
ifikasi yang belum diber-
lakukan secara wajib dapat 
menggunakan sertifikat 
kesesuaian sesuai dengan 
ketentuan peraturan perun-
dang-undangan. 

(6) Penyedia Jasa yang memper-
dagangkan Jasa yang telah 
diberlakukan SNI, pers-
yaratan teknis, atau kual-
ifikasi secara wajib, tetapi 
tidak dilengkapi sertifikat 
kesesuaian sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) 
dikenai sanksi administratif 
berupa penghentian kegiatan 
usaha. 

(5) Jasa yang diperdagangkan 
dan memenuhi SNI, pers-
yaratan teknis, atau kual-
ifikasi yang belum diber-
lakukan secara wajib dapat 
menggunakan sertifikat 
kesesuaian sesuai dengan 
ketentuan peraturan perun-
dang-undangan. 

(6) Penyedia Jasa yang memper-
dagangkan Jasa yang telah 
diberlakukan SNI, pers-
yaratan teknis, atau kual-
ifikasi secara wajib, tetapi 
tidak dilengkapi sertifikat 
kesesuaian sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) dike-
nai sanksi administratif. 

Standard-
isasi Jasa

Pasal 61
(1) Tanda SNI, tanda kese-

suaian, atau sertifikat kese-
suaian sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 60 ayat (4) 
diterbitkan oleh lembaga 
penilaian kesesuaian yang 
terakreditasi oleh lembaga 
akreditasi sesuai dengan 
ketentuan peraturan perun-
dang-undangan. 

(2) Dalam hal lembaga penilaian 
kesesuaian sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) be-
lum ada yang terakreditasi, 
Menteri atau menteri sesuai 
dengan urusan pemerintah-
an yang menjadi tugas dan 
tanggung jawabnya dapat 
menunjuk lembaga penilaian 
kesesuaian dengan pers-
yaratan dan dalam jangka 
waktu tertentu. 

(3) Lembaga penilaian kese-
suaian sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) dan ayat 
(2) harus terdaftar di lem-
baga yang ditetapkan oleh 
Menteri. 

Pasal 61
(1) Tanda SNI, tanda kese-

suaian, atau sertifikat kese-
suaian sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 60 ayat (4) 
diterbitkan oleh lembaga 
penilaian kesesuaian yang 
terakreditasi sesuai dengan 
ketentuan peraturan perun-
dang-undangan. 

(2) Dalam hal lembaga penilaian 
kesesuaian sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
belum ada yang terakredita-
si, Pemerintah Pusat dapat 
menunjuk lembaga penilaian 
kesesuaian dengan pers-
yaratan dan dalam jangka 
waktu tertentu. 

(3) Lembaga penilaian kese-
suaian sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) dan ayat 
(2) harus terdaftar di lem-
baga yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat. 

•	 perubahan mengenai 
Lembaga penilaian 
kesesuaian yang 
semula “Menteri atau 
menteri sesuai dengan 
urusan pemerintahan 
yang menjadi tugas 
dan tanggung jawab-
nya”menjadi “Pemerin-
tah pusat”(Ayat 2)

•	 Perubahan mengenai 
Lembaga penilaian 
kesesuaian yang sem-
ula “ harus terdaftar di 
lembaga yang ditetap-
kan oleh Menteri” 
menjadi “terdaftar di 
lembaga yang ditetap-
kan oleh Pemerintah 
Pusat” (Ayat 3)
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JELASAN 
Standard-
isasi Jasa

Pasal 63
Penyedia Jasa yang memperda-
gangkan Jasa yang tidak dileng-
kapi dengan sertifikat kesesuaian 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 60 ayat (4) dikenai sanksi 
administratif berupa penghentian 
kegiatan Perdagangan Jasa. 

Pasal 63 
Penyedia Jasa yang memperda-
gangkan Jasa yang tidak dileng-
kapi dengan sertifikat kesesuaian 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 60 ayat (4) dikenai sanksi 
administratif. 

•	 Penghapusan men-
genai rincian sanksi 
administratif “berupa 
penghentian kegiatan 
Perdagangan Jasa.” 

Perda-
gangan 
Melalui 
Sistem 
Elektronik

Pasal 65
(1) Setiap Pelaku Usaha yang 

memperdagangkan Barang 
dan/atau Jasa dengan meng-
gunakan sistem elektronik 
wajib menyediakan data 
dan/atau informasi secara 
lengkap dan benar. 

(2) Setiap Pelaku Usaha dilarang 
memperdagangkan Barang 
dan/atau Jasa dengan meng-
gunakan sistem elektronik 
yang tidak sesuai dengan 
data dan/atau informasi 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1). 

(3) Penggunaan sistem elek-
tronik sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) wajib 
memenuhi ketentuan yang 
diatur dalam Undang-Un-
dang Informasi dan Transak-
si Elektronik. 

Pasal 65
(1) Setiap Pelaku Usaha yang 

memperdagangkan Barang 
dan/atau Jasa dengan meng-
gunakan sistem elektronik 
wajib menyediakan data 
dan/atau informasi secara 
lengkap dan benar. 

(2) Setiap Pelaku Usaha dilarang 
memperdagangkan Barang 
dan/atau Jasa dengan meng-
gunakan sistem elektronik 
yang tidak sesuai dengan 
data dan/atau informasi 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1). 

(3) Penggunaan sistem elek-
tronik sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) wajib 
memenuhi ketentuan yang 
diatur dalam Undang-Un-
dang Informasi dan Transak-
si Elektronik. 

•	 Penghapusan men-
genai rincian sanksi 
administratif “berupa 
pencabutan izin.” 
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(4) Data dan/atau informa-

si sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) paling sedikit 
memuat: 
a. identitas dan legalitas 

Pelaku Usaha sebagai 
produsen atau Pelaku 
Usaha Distribusi; 

b. persyaratan teknis Ba-
rang yang ditawarkan; 

c. persyaratan teknis atau 
kualifikasi Jasa yang 
ditawarkan; 

d. harga dan cara pemba-
yaran Barang dan/atau 
Jasa; dan 

e. cara penyerahan Barang. 
(5) Dalam hal terjadi sengketa 

terkait dengan transak-
si dagang melalui sistem 
elektronik, orang atau badan 
usaha yang mengalami 
sengketa dapat menyele-
saikan sengketa tersebut 
melalui pengadilan atau 
melalui mekanisme penyele-
saian sengketa lainnya. 

(6) Setiap Pelaku Usaha yang 
memperdagangkan Barang 
dan/atau Jasa dengan meng-
gunakan sistem elektronik 
yang tidak menyediakan 
data dan/atau informasi 
secara lengkap dan benar 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dikenai sanksi 
administratif berupa pencab-
utan izin. 

(4) Data dan/atau informa-
si sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) paling sedikit 
memuat: 
a. identitas dan legalitas 

Pelaku Usaha sebagai 
produsen atau Pelaku 
Usaha Distribusi; 

b. persyaratan teknis Ba-
rang yang ditawarkan; 

c. persyaratan teknis atau 
kualifikasi Jasa yang 
ditawarkan; 

d. harga dan cara pemba-
yaran Barang dan/atau 
Jasa; dan 

e. cara penyerahan Barang. 
(5) Dalam hal terjadi sengketa 

terkait dengan transak-
si dagang melalui sistem 
elektronik, orang atau 
badan usaha yang sedang 
bersengketa dapat menyele-
saikan sengketa tersebut 
melalui pengadilan atau 
melalui mekanisme penyele-
saian sengketa lainnya. 

(6) Setiap Pelaku Usaha yang 
memperdagangkan Barang 
dan/atau Jasa dengan meng-
gunakan sistem elektronik 
yang tidak menyediakan 
data dan/atau informasi 
secara lengkap dan benar 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dikenai sanksi ad-
ministratif. 
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Pem-
binaan 
Ekspor

Pasal 74
(1) Pemerintah melakukan 

pembinaan terhadap 
Pelaku Usaha dalam rangka 
pengembangan Ekspor untuk 
perluasan akses Pasar bagi 
Barang dan Jasa produksi 
dalam negeri. 

(2) Pembinaan sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) dapat 
berupa pemberian insentif, 
fasilitas, informasi peluang 
Pasar, bimbingan teknis, 
serta bantuan promosi dan 
pemasaran untuk pengem-
bangan Ekspor. 

(3) Menteri dapat mengusul-
kan insentif sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) 
berupa insentif fiskal dan/
atau nonfiskal dalam upaya 
meningkatkan daya saing 
Ekspor Barang dan/atau Jasa 
produksi dalam negeri. 

(4) Pemerintah dalam melaku-
kan pembinaan sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
dapat bekerja sama dengan 
pihak lain. 

(5) Ketentuan lebih lanjut men-
genai pelaksanaan pembi-
naan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur dengan 
Peraturan Menteri. 

Pasal 74
(1) Pemerintah Pusat melaku-

kan pembinaan terhadap 
Pelaku Usaha dalam rangka 
pengembangan Ekspor untuk 
perluasan akses Pasar bagi 
Barang dan Jasa produksi 
dalam negeri. 

(2) Pembinaan sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) dapat 
berupa pemberian insentif, 
fasilitas, informasi peluang 
Pasar, bimbingan teknis, 
serta bantuan promosi dan 
pemasaran untuk pengem-
bangan Ekspor. 

(3) Pemerintah Pusat dapat 
mengusulkan insentif se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (2) berupa insentif fiskal 
dan/atau nonfiskal dalam 
upaya meningkatkan daya 
saing Ekspor Barang dan/
atau Jasa produksi dalam 
negeri. 

(4) Pemerintah Pusat dalam 
melakukan pembinaan se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat bekerja sama 
dengan pihak lain. 

(5) Ketentuan lebih lanjut men-
genai pelaksanaan pembi-
naan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur dalam 
Peraturan Pemerintah. 

•	 Perubahan “Pemerin-
tah” menjadi “Pemerin-
tah Pusat” (Ayat 1)

•	 Perubahan pengusulan 
insentif yang semula 
dapat diusulkan oleh 
“Menteri” menjadi “Pe-
merintah Pusat” (Ayat 
3)

•	 Perubahan mengenai 
ketentuan lebih lanjut 
semula “diatur dengan 
Peraturan Menteri” 
menjadi “diatur dalam 
Peraturan Pemerintah” 
(Ayat 5) 
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Promosi 
Dagang

Pasal 77
(1) Setiap Pelaku Usaha yang 

menyelenggarakan pameran 
dagang dan peserta pamer-
an dagang wajib memenuhi 
Standar penyelenggaraan 
dan keikutsertaan dalam 
pameran dagang. 

(2) Setiap Pelaku Usaha yang 
menyelenggarakan pameran 
dagang dengan mengikut-
sertakan peserta 
dan/atau produk yang dipro-
mosikan berasal dari luar 
negeri wajib mendapatkan 
izin dari Menteri. 

(3) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai Standar penye-
lenggaraan dan keikutserta-
an dalam pameran dagang 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur dengan Pera-
turan Menteri. 

(4) Setiap Pelaku Usaha yang 
menyelenggarakan pam-
eran dagang dan peserta 
pameran dagang yang tidak 
memenuhi Standar penye-
lenggaraan dan keikutserta-
an dalam pameran dagang 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dikenai sanksi 
administratif berupa peng-
hentian kegiatan. 

Pasal 77
(1) Setiap Pelaku Usaha yang 

menyelenggarakan pameran 
dagang dan peserta pamer-
an dagang wajib memenuhi 
Perizinan Berusaha dari 
Pemerintah Pusat. 

(2) Setiap Pelaku Usaha yang 
menyelenggarakan pameran 
dagang dengan mengikut-
sertakan peserta dan/atau 
produk yang dipromosikan 
berasal dari luar negeri wajib 
memperoleh persetujuan 
dari Pemerintah Pusat. 

(3) Setiap Pelaku Usaha yang 
menyelenggarakan pam-
eran dagang dan peserta 
pameran dagang yang tidak 
memenuhi Perizinan Berusa-
ha sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dikenai sanksi 
administratif. 

(4) Ketentuan lebih lanjut men-
genai Perizinan Berusaha 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur dalam Pera-
turan Pemerintah. 

•	 Perubahan “Standar 
penyelenggaraan dan 
keikutsertaan dalam 
pameran dagang” 
menjadi “Perizinan Be-
rusaha dari Pemerintah 
Pusat.”
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Sisipan antara pasal 77 dan Pasal 
78

Pasal 77A
(1) (1) Pengenaan Sanksi ad-

ministratif sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 ayat 
(2), Pasal 15 ayat (3), Pasal 
17 ayat (2), Pasal 24 ayat 
(3), Pasal 33 ayat (3), Pasal 
37 ayat (2), Pasal 43 ayat 
(2), Pasal 46 ayat (2), Pasal 
52 ayat (3), Pasal 57 ayat 
(7), Pasal 60 ayat (6), Pasal 
63, Pasal 65 ayat (6), atau 
Pasal 77 ayat (3) dapat beru-
pa: 

a. teguran tertulis;
b. penarikan Barang dari distri-

busi;
c. penghentian sementara kegia-

tan usaha;
d. penutupan Gudang;
e. denda; dan/atau
f. pencabutan Perizinan Berusa-

ha.

(2) (2)   Ketentuan lebih lanjut 
mengenai kriteria, jenis, 
besaran denda, dan tata cara 
pengenaan sanksi adminis-
tratif sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur dalam 
Peraturan Pemerintah.

•	 Tambahan aturan un-
tuk melengkapi rincian 
mengenai pengenaan 
sanksi administratif 
yang dihapus di pas-
al-pasal sebelumnya 

Promosi 
Dagang

Pasal 81
Ketentuan lebih lanjut mengenai 

tata cara penyelenggaraan, 
kemudahan, dan keikutser-
taan dalam Promosi Dagang 
dalam rangka kegiatan 
pencitraan Indonesia diatur 
dengan Peraturan Menteri. 

Pasal 81
Ketentuan lebih lanjut mengenai 

tata cara penyelenggaraan, 
kemudahan dan keikutser-
taan dalam Promosi Dagang 
dalam rangka kegiatan 
pencitraan Indonesia diatur 
dalam Peraturan Pemerintah 

•	 Perubahan mengenai 
ketentuan lebih lanjut 
tata cara penyeleng-
garaan kemudahan 
promosi dagang yang 
semula “diatur dengan 
Peraturan Menteri” 
menjadi “diatur dalam 
Peraturan Pemerintah” 
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Penga-
wasan

Pasal 98
(3) Pemerintah dan Pemerintah 

Daerah mempunyai we-
wenang melakukan penga-
wasan terhadap kegiatan 
Perdagangan. 

(4) Dalam melaksanakan penga-
wasan sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) Pemerin-
tah menetapkan kebijakan 
pengawasan di bidang 
Perdagangan. 

Pasal 98
(1) Pemerintah Pusat dan Pe-

merintah Daerah mempunyai 
wewenang melakukan pen-
gawasan terhadap kegiatan 
Perdagangan. 

(2) Pengawasan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan sesuai dengan nor-
ma, standar, prosedur, dan 
kriteria yang diatur dalam 
Peraturan Pemerintah. 

•	 Tambahan aturan 
mengenai pengawasan 
dilakukan sesuai den-
gan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria 
yang diatur dalam 
Peraturan Pemerintah

Penga-
wasan

Pasal 99
(1) Pengawasan oleh Pemerin-

tah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 98 dilakukan 
oleh Menteri. 

(2) Menteri dalam melakukan 
pengawasan sebagaima-
na dimaksud pada ayat 
(1) mempunyai wewenang 
melakukan: 

a. pelarangan mengedarkan 
untuk sementara waktu dan/
atau perintah untuk menarik 
Barang dari Distribusi atau 
menghentikan kegiatan Jasa 
yang diperdagangkan tidak 
sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undan-
gan di bidang Perdagangan; 
dan/atau 

b. pencabutan perizinan di 
bidang Perdagangan. 

Pasal 99
Pemerintah Pusat dan Pemerin-

tah Daerah sesuai dengan 
kewenangannya dalam 
melakukan pengawasan se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 98 ayat (1) mempunyai 
wewenang melakukan: 

a. pelarangan mengedarkan 
untuk sementara waktu dan/
atau perintah untuk menarik 
Barang dari Distribusi atau 
menghentikan kegiatan Jasa 
yang diperdagangkan yang 
tidak sesuai dengan ketentu-
an peraturan perundang- un-
dangan di bidang Perdagan-
gan; dan/atau 

b. pencabutan Perizinan Beru-
saha

•	 Penghapusan aturan 
mengenai penga-
wasan oleh pemerintah 
dilakukan oleh Menteri 

Penga-
wasab

Pasal 100
(1) Dalam melaksanakan penga-

wasan sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 99 ayat (1), 
Menteri menunjuk petugas 
pengawas di bidang Perda-
gangan. 

Pasal 100
(1) Dalam melaksanakan penga-

wasan sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 98 ayat (1), 
Pemerintah Pusat menunjuk 
petugas pengawas di bidang 
Perdagangan. 

•	 Perubahan “Menteri” 
menjadi “Pemerin-
tah Pusat” mengenai 
penunjukan petugas 
pengawas dalam 
melaksanakan penga-
wasan (Ayat 1)
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(2) Petugas pengawas di bidang 

Perdagangan dalam melak-
sanakan pengawasan harus 
membawa surat tugas yang 
sah dan resmi. 

(3) Petugas Pengawas se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dalam melak-
sanakan kewenangannya 
paling sedikit melakukan 
pengawasan terhadap: 
a. perizinan di bidang Perd-

agangan; 
b. Perdagangan Barang 

yang diawasi, dilarang, 
dan/atau diatur; 

c. Distribusi Barang dan/
atau Jasa; 

d. pendaftaran Barang Pro-
duk Dalam Negeri dan 
asal Impor yang terkait 
dengan keamanan, kese-
lamatan, kesehatan, dan 
lingkungan hidup; 

e. pemberlakuan SNI, 
persyaratan teknis, atau 
kualifikasi secara wajib; 

f. pendaftaran Gudang; 
dan 

g. penyimpanan Barang 
kebutuhan pokok dan/
atau Barang penting. 

(4) Petugas Pengawas se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (3) dalam hal mene-
mukan dugaan pelanggaran 
kegiatan di bidang Perdagan-
gan dapat: 
a. merekomendasikan 

penarikan Barang dari 
Distribusi dan/atau 
pemusnahan Barang; 

(2) Petugas pengawas di bidang 
Perdagangan dalam melak-
sanakan pengawasan harus 
membawa surat tugas yang 
sah dan resmi. 

(3) Petugas Pengawas se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dalam melak-
sanakan kewenangannya 
paling sedikit melakukan 
pengawasan terhadap: 
a. Perizinan Berusaha di 

bidang Perdagangan; 
b. Perdagangan Barang 

yang diawasi, dilarang, 
dan/atau diatur; 

c. Distribusi Barang dan/
atau Jasa; 

d. pendaftaran Barang Pro-
duk Dalam Negeri dan 
asal Impor yang terkait 
dengan keamanan, kese-
lamatan, kesehatan, dan 
lingkungan hidup; 

e. pemberlakuan SNI, 
persyaratan teknis, atau 
kualifikasi secara wajib; 

f. Perizinan Berusaha ter-
kait gudang; dan 

g. penyimpanan Barang 
kebutuhan pokok dan/
atau Barang penting. 

(4) Petugas Pengawas se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dalam hal mene-
mukan dugaan pelanggaran 
kegiatan di bidang Perdagan-
gan dapat: 
a. merekomendasikan 

penarikan Barang dari 
Distribusi dan/atau 
pemusnahan Barang; 

•	  Perubahan mengenai 
perizinan di Bidang 
perdagangan menjadi 
“Perizinan berusaha di 
bidang perdagangan” 
(Ayat 4)
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JELASAN 
b. merekomendasikan 

penghentian kegiatan 
usaha Perdagangan; 
atau 

c. merekomendasikan 
pencabutan perizinan di 
bidang Perdagangan. 

(5) Dalam hal melaksanakan 
pengawasan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) 
ditemukan bukti awal du-
gaan terjadi tindak pidana di 
bidang Perdagangan, petu-
gas pengawas melaporkan-
nya kepada penyidik untuk 
ditindaklanjuti. 

(6) Petugas Pengawas se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dalam melak-
sanakan kewenangannya 
dapat berkoordinasi dengan 
instansi terkait. 

b. merekomendasikan 
penghentian kegiatan 
usaha Perdagangan; 
atau 

c. merekomendasikan 
pencabutan Perizinan 
Berusaha di bidang Perd-
agangan. 

(5) Dalam hal melaksanakan 
pengawasan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) 
ditemukan bukti awal du-
gaan terjadi tindak pidana di 
bidang Perdagangan, petu-
gas pengawas melaporkan-
nya kepada penyidik untuk 
ditindaklanjuti. 

(6) Petugas Pengawas se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dalam melak-
sanakan kewenangannya 
dapat berkoordinasi dengan 
instansi terkait. 

Penga-
wasan

Pasal 102
Ketentuan lebih lanjut mengenai 
pelaksanaan pengawasan ke-
giatan Perdagangan dan pen-
gawasan terhadap Barang yang 
ditetapkan sebagai Barang dalam 
pengawasan diatur dengan Pera-
turan Menteri. 

Pasal 102
Ketentuan lebih lanjut mengenai 
pelaksanaan pengawasan ke-
giatan Perdagangan dan pen-
gawasan terhadap Barang yang 
ditetapkan sebagai Barang dalam 
pengawasan diatur dalam Pera-
turan Pemerintah. 

•	 Perubahan mengenai 
ketentuan lebih lanjut 
terkait pelaksanaan 
pengawasan kegiatan 
perdagangan yang 
semula “diatur dengan 
peraturan Menteri” 
menjadi “diatur dalam 
Peraturan Pemerintah” 
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Ketentu-
an Pidana

Pasal 104
Setiap Pelaku Usaha yang ti-
dak menggunakan atau tidak 
melengkapi label berbahasa 
Indonesia pada Barang yang 
diperdagangkan di dalam negeri 
sebagaimana dimaksud da-
lam Pasal 6 ayat (1) dipidana 
dengan pidana penjara paling 
lama 5 (lima) tahun dan/atau 
pidana denda paling banyak 
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar 
rupiah). 

Pasal 104
(1) Setiap Pelaku Usaha yang 

tidak menggunakan atau 
tidak melengkapi label 
berbahasa Indonesia pada 
Barang yang diperdagangkan 
di dalam negeri sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 
6 ayat (1) dipidana den-
gan pidana penjara paling 
lama 5 (lima) tahun atau 
pidana denda paling banyak 
Rp10.000.000.000,00 (sepu-
luh miliar rupiah). 

(2) Ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
dikecualikan dari pengenaan 
sanksi pidana sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
terhadap pelanggaran yang 
dilakukan oleh Pelaku Usaha 
dan/atau kegiatan berisiko 
rendah atau menengah. 

(3) Bagi Pelaku Usaha dan/atau 
kegiatan berisiko rendah 
atau menengah sebagaima-
na dimaksud pada ayat (2) 
dikenai sanksi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 77A 
ayat (1). 

•	 Peningkatan nominal 
denda pidana bagi 
pelaku usaha yang 
tidak melengkapi label 
berbahasa Indonesia 
yang semula  pidana 
denda paling banyak 
Rp5.000.000.000,00 
(lima miliar rupi-
ah) menjadi  pidana 
denda paling banyak 
Rp10.000.000.000,00 
(sepuluh miliar rupiah) 
(Ayat 1)

•	 Tambahan aturan men-
genai pengecualian 
pengenaan sanksi pi-
dana terhadap pelaku 
usaha berisiko rendah 
dan menengah 

•	 Tambahan aturan 
mengenai pelanggaran 
yang dilakukan oleh 
Pelaku usaha berisiko 
rendah dikenai sanksi 
administratif 
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Ketentu-
an Pidana

Pasal 106
Pelaku Usaha yang melakukan 
kegiatan usaha Perdagangan 
tidak memiliki perizinan di bidang 
Perdagangan yang diberikan oleh 
Menteri sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 24 ayat (1) dipi-
dana dengan pidana penjara 
paling lama 4 (empat) tahun 
atau pidana denda paling banyak 
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh 
miliar rupiah). 

Pasal 106
(1) Pelaku Usaha yang melaku-

kan kegiatan usaha Per-
dagangan tidak memiliki 
Perizinan Berusaha di bidang 
Perdagangan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 24 
ayat (1) dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 
4 (empat) tahun atau pi-
dana denda paling banyak 
Rp10.000.000.000,00 (sepu-
luh miliar rupiah). 

(2) Dikecualikan dari pengenaan 
sanksi pidana sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
terhadap pelanggaran yang 
dilakukan oleh Pelaku Usaha 
dan/atau kegiatan berisiko 
rendah atau menengah. 

(3) Bagi Pelaku Usaha dan/atau 
kegiatan berisiko rendah 
atau menengah sebagaima-
na dimaksud pada ayat (2) 
dikenai sanksi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 77A 
ayat (1). 

•	 Tambahan aturan men-
genai pengecualian 
pengenaan sanksi pi-
dana terhadap pelaku 
usaha berisiko rendah 
dan menengah 

•	 Tambahan aturan 
mengenai pelanggaran 
yang dilakukan oleh 
Pelaku usaha berisiko 
rendah dikenai sanksi 
administratif

Ketentu-
an Pidana

Pasal 109
Produsen atau Importir yang 
memperdagangkan Barang ter-
kait dengan keamanan, kesela-
matan, kesehatan, dan lingkun-
gan hidup yang tidak didaftarkan 
kepada Menteri sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 32 ayat (1) 
huruf a dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 1 (satu) ta-
hun dan/atau pidana denda pal-
ing banyak Rp5.000.000.000,00 
(lima miliar rupiah). 

Pasal 109
Produsen atau Importir yang 
memperdagangkan Barang 
terkait dengan keamanan, 
keselamatan, kesehatan, dan/
atau lingkungan hidup yang 
tidak didaftarkan kepada Pe-
merintah Pusat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 32 ayat 
(1) yang mengakibatkan timbul-
nya korban/kerusakan terhadap 
keamanan, keselamatan, keseha-
tan, dan/atau lingkungan hidup 
dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 1 (satu) tahun dan/
atau pidana denda paling banyak 
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar 
rupiah). 

•	 Perubahan perdagan-
gan barang terkait  
keamanan, kesela-
matan, kesehatan, 
dan/atau lingkungan 
hidup yang tidak 
didaftarkan semula 
“kepada Menteri” men-
jadi “kepada pemerin-
tah pusat”
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Ketentu-
an Pidana

Pasal 116
Setiap Pelaku Usaha yang 

menyelenggarakan pameran 
dagang dengan mengikut-
sertakan peserta dan/atau 
produk yang dipromosikan 
berasal dari luar negeri yang 
tidak mendapatkan izin 
dari Menteri sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 77 
ayat (2) dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 
3 (tiga) tahun dan/atau 
pidana denda paling banyak 
Rp5.000.000.000,00 (lima 
miliar rupiah). 

Pasal 116
Setiap Pelaku Usaha yang 

menyelenggarakan pameran 
dagang dengan mengikut-
sertakan peserta dan/atau 
produk yang dipromosikan 
berasal dari luar negeri yang 
tidak mendapatkan Perizin-
an Berusaha dari Pemer-
intah Pusat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 77 
ayat (2) dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 
3 (tiga) tahun dan/atau 
pidana denda paling banyak 
Rp5.000.000.000,00 (lima 
miliar rupiah). 

•	 Perubahan izin dari 
Menteri” menjadi 
“perizinan berusah dari 
Pemerintah Pusat” 

17. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

TOPIK NOMOR PASAL UU CIPTA KERJA RANGKUMAN PEN-
JELASAN

Ketentu-
an Umum

Pasal ini tidak ada sebelumnya Pasal 4A
(1) Untuk Pelaku Usaha Mikro 

dan Kecil, kewajiban ber-
sertifikat halal sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 
didasarkan atas pernyata-
an pelaku usaha Mikro dan 
Kecil. 

(2) Pernyataan Pelaku Usaha 
Mikro dan Kecil sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan berdasarkan stan-
dar halal yang ditetapkan 
oleh BPJPH.

• Menambahkan 
ketentuan bahwa 
Pelaku UMK harus 
mempunyai setifikat 
halal.



511
P E D O M A N  M E M A H A M I  R U U  O M N I B U S  L A W

DNT LAWYERS

TOPIK NOMOR PASAL UU CIPTA KERJA RANGKUMAN PEN-
JELASAN

Penye-
lenggara
Jaminan 
Produk 
Halal

Pasal 10
(1) Kerja sama BPJPH dengan 

MUI sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 7 huruf c dilaku-
kan dalam bentuk:

a. sertifikasi Auditor Halal;
b. penetapan kehalalan Produk; 

dan
c. akreditasi LPH.
(2) Penetapan kehalalan Produk 

sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b dikeluarkan 
MUI dalam bentuk Keputu-
san Penetapan Halal Produk.

Pasal 10
(1) Kerja sama BPJPH dengan 

MUI sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 7 huruf c dilaku-
kan dalam hal penetapan 
kehalalan Produk.

(2)  Penetapan kehalalan Produk 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diterbitkan MUI 
dalam bentuk Keputusan 
Penetapan Halal Produk.

• Mengubah kenten-
tuan kerja sama an-
tara BPJPH dan MUI 
ke dalam bentuk 
yang lebih sederha-
na yakni dalam hal 
penetap kehalalan 
produk.

Pasal 13
(1) Untuk mendirikan LPH se-

bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 12, harus dipenuhi 
persyaratan: 

a. memiliki kantor sendiri dan 
perlengkapannya;

b. memiliki akreditasi dari BP-
JPH; 

c. memiliki Auditor Halal paling 
sedikit 3 (tiga) orang; dan 

d. memiliki laboratorium atau 
kesepakatan kerja sama 
dengan lembaga lain yang 
memiliki laboratorium.

(2) Dalam hal LPH sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) didi-
rikan oleh masyarakat, LPH 
harus diajukan oleh lembaga 
keagamaan Islam berbadan 
hukum.

Pasal 13
(1) Untuk mendirikan LPH se-

bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 12, harus dipenuhi 
persyaratan;

a. memiliki kantor sendiri dan 
perlengkapannya;

b. memiliki Auditor Halal paling 
sedikit 3 (tiga) orang; dan

c. memiliki laboratorium atau 
kesepakatan kerja sama 
dengan lembaga lain yang 
memiliki laboratorium.

(2) Dalam hal LPH sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) didi-
rikan oleh masyarakat, LPH 
harus diajukan oleh lembaga 
keagamaan Islam berbadan 
hukum, dan perguruan 
tinggi swasta yang berada 
di bawah naungan lembaga 
keagamaan Islam berbadan 
hukum atau yayasan Islam 
berbadan hukum.

• Merubah pers-
yaratan dalam 
pembentukan LPH, 
dengan mengha-
puskan ketentuan 
kepemilikan akredi-
tas dari BPJPH.

• Menambahkan 
ketentuan pendi-
rian LPH oleh 
masyarakat, di-
mana tidak hanya 
harus diajukan 
kepada lembaga 
keagamaan islam 
berbadan hukum 
namun juga harus 
kepada perguruan 
tinggi swasta yang 
berada di bawah 
naungan lembaga 
keagamaan Islam 
berbadan hukum 
atau yayasan Islam 
berbadan hukum.
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(3) Dalam hal suatu daerah tidak 
terdapat LPH yang didirikan 
oleh masyarakat sebagaima-
na dimaksud pada ayat (2), 
lembaga keagamaan Islam 
berbadan hukum dan per-
guruan tinggi swasta yang 
berada di bawah naungan 
lembaga keagamaan Is-
lam berbadan hukum atau 
yayasan Islam berbadan 
hukum dapat bekerja sama 
dengan badan usaha milik 
negara atau Badan Penga-
was Obat dan Makanan.

• Menambahkan 
ketentuan apabila 
tidak terdapat LPH 
oleh masyarakat 
maka lembaga 
keagamaan Islam 
berbadan hukum 
dan perguruan 
tinggi swasta yang 
berada di bawah 
naungan lembaga 
keagamaan Islam 
berbadan hukum 
atau yayasan Islam 
berbadan hukum 
dapat bekerja sama 
dengan badan usa-
ha milik negara atau 
Badan Pengawas 
Obat dan Makanan.

Pasal 14
(1) Auditor Halal sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 13 
huruf c diangkat dan diber-
hentikan oleh LPH. 

(2) Pengangkatan Auditor Halal 
oleh LPH sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) harus 
memenuhi persyaratan:

a. warga negara Indonesia; 
b. beragama Islam; 
c. berpendidikan paling rendah 

sarjana strata 1 (satu) di 
bidang pangan, kimia, bio-
kimia, teknik industri, biolo-
gi, atau farmasi;

d.  memahami dan memiliki 
wawasan luas mengenai 
kehalalan produk menurut 
syariat Islam;

e. mendahulukan kepentingan 
umat di atas kepentingan 
pribadi dan/atau golongan; 
dan 

f. memperoleh sertifikat dari 
MUI.

Pasal 14
(1) Auditor Halal sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 13 
huruf c diangkat dan diber-
hentikan oleh LPH.

(2) Pengangkatan Auditor Halal 
oleh LPH sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) harus 
memenuhi persyaratan:

a. warga negara Indonesia;
b. beragama Islam; 
c. berpendidikan paling rendah 

sarjana strata 1 (satu) di 
bidang pangan, kimia, bio-
kimia, teknik industri, biolo-
gi, farmasi, kedokteran, tata 
boga, atau pertanian;

d. memahami dan memiliki wa-
wasan luas mengenai keha-
lalan produk menurut syariat 
Islam; dan 

e. mendahulukan kepentingan 
umat di atas kepentingan 
pribadi dan/atau golongan.

• Menambahkan pada 
peryaratan terkait 
kriteria Pendidikan 
sarjana strata 1 
(satu) pada bidang 
yakni kedokteran, 
tata boga, dan per-
tanian.

• Menghapuskan 
persyaratan terkait 
kepemilikan serti-
fikat dari MUI.



513
P E D O M A N  M E M A H A M I  R U U  O M N I B U S  L A W

DNT LAWYERS

TOPIK NOMOR PASAL UU CIPTA KERJA RANGKUMAN PEN-
JELASAN

Pasal 16
Ketentuan lebih lanjut menge-
nai LPH diatur dalam Peraturan 
Pemerintah.

Pasal 16
Ketentuan lebih lanjut menge-
nai LPH dan auditor halal diatur 
dalam Peraturan Pemerintah.

• Menambahkan 
ruang lingkup pen-
gaturan lebih lanjut 
yakni terhadap 
auditor halal.

Bahan 
dan Pros-
es Produk 
Halal

Pasal 22 
(1) Pelaku Usaha yang tidak 

memisahkan lokasi, tempat, 
dan alat PPH sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 21 
ayat (1) dan ayat (2) dikenai 
sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis; atau 
b. denda administratif.

(2) Ketentuan lebih lanjut men-
genai tata cara pengenaan 
sanksi administratif diatur 
dalam Peraturan Menteri.

Pasal 22 
(1) Pelaku Usaha yang tidak 

memisahkan lokasi, tempat, 
dan alat PPH sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 21 
ayat (1) atau ayat (2) dike-
nai sanksi administratif. 

(2) Ketentuan lebih lanjut men-
genai kriteria, jenis, besaran 
denda, dan tata cara pen-
genaan sanksi administratif 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur dalam Pera-
turan Pemerintah.

• Menghapus klasifi-
kasi sanksi adminis-
trasi dalam pelang-
garan pada pasal 
ini.

• Mengubah letak 
pengaturan lebih 
lanjut ke dalam 
Peraturan Pemerin-
tah yang sebelum-
nya diatur dalam 
Peraturan Menteri.

Pelaku 
Usaha

Pasal 27
(1) Pelaku Usaha yang tidak 

melakukan kewajiban se-
bagaimana dimaksud da-
lam Pasal 25 dikenai sanksi 
administratif berupa:

a. peringatan tertulis; 
b. denda administratif; ata
c. pencabutan Sertifikat Halal.
(2) Pelaku Usaha yang tidak 

melakukan kewajiban se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 26 ayat (2) dikenai 
sanksi administratif berupa:
a. teguran lisan; 
b. peringatan tertulis; atau 
c. denda administratif.

(3) Ketentuan lebih lanjut men-
genai tata cara pengenaan 
sanksi administratif diatur 
dalam Peraturan Menteri.

Pasal 27
(1) Pelaku Usaha yang tidak 

melakukan kewajiban se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 25 atau Pasal 26 ayat 
(2) dikenai sanksi adminis-
tratif.

(2) Ketentuan lebih lanjut men-
genai, kriteria, jenis, besaran 
denda, dan tata cara pen-
genaan sanksi administra-
tif diatur dalam Peraturan 
Pemerintah.

• Mengubah bentuk 
pasal secara lebih 
sederhana den-
gan mengapuskan 
klasifikasi spesifik 
mengenai sanksi 
administrasi yang 
dikenakan.

• Mengubah letak 
pengaturan lebih 
lanjut ke dalam 
Peraturan Pemerin-
tah yang sebelum-
nya diatur dalam 
Peraturan Menteri.
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Pasal 28 
(1) Penyelia Halal sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 24 
huruf c bertugas:
a. mengawasi PPH di peru-

sahaan; 
b. menentukan tindakan 

perbaikan dan pencega-
han; 

c. mengoordinasikan PPH; 
dan 

d. mendampingi Auditor 
Halal LPH pada saat 
pemeriksaan.

(2) Penyelia Halal harus me-
menuhi persyaratan:

a. beragama Islam; dan 
b. memiliki wawasan luas dan 

memahami syariat tentang 
kehalalan.

(3) Penyelia Halal ditetapkan 
oleh pimpinan perusahaan 
dan dilaporkan kepada BP-
JPH. 

(4) Ketentuan lebih lanjut men-
genai Penyelia Halal diatur 
dalam Peraturan Menteri.

Pasal 28
(1) Penyelia Halal sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 24 
huruf c bertugas:

a. mengawasi PPH di perusa-
haan; 

b. menentukan tindakan per-
baikan dan pencegahan; 

c. mengoordinasikan PPH; dan
d. mendampingi Auditor Halal 

LPH pada saat pemeriksaan.
(2) Penyelia Halal harus me-

menuhi persyaratan:
a. beragama Islam; dan
b. memiliki wawasan luas dan 

memahami syariat tentang 
kehalalan.

(3) Penyelia Halal ditetapkan 
oleh pimpinan perusahaan 
dan dilaporkan kepada BP-
JPH. 

(4) Dalam hal kegiatan usaha 
dilakukan oleh Pelaku Usaha 
mikro dan kecil, Penyelia Ha-
lal dapat berasal dari Organi-
sasi Kemasyarakatan. 

(5) Ketentuan lebih lanjut men-
genai Penyelia Halal diatur 
dalam Peraturan Pemerintah.

• Menambahkan 
pengecualian 
terhadap Pelaku 
UMK agar dapat 
mendapatkan 
Penyelia Halal dari 
Organisasi Kemas-
yarakatan

• Mengubah letak 
pengaturan lebih 
lanjut ke dalam 
Peraturan Pemerin-
tah yang sebelum-
nya diatur dalam 
Peraturan Menteri.

Tata Cara 
Mem-
peroleh 
Sertifikat 
Halal

Pasal 29
(1) Permohonan Sertifikat Halal 

diajukan oleh Pelaku Usaha 
secara tertulis kepada BP-
JPH.

(2) Permohonan Sertifikat Halal 
harus dilengkapi dengan 
dokumen:

a. data Pelaku Usaha; 
b. nama dan jenis Produk; 
c. daftar Produk dan Bahan 

yang digunakan; dan 
d. proses pengolahan Produk.
(3) Ketentuan lebih lanjut men-

genai tata cara pengajuan 
permohonan Sertifikat Halal 
diatur dalam Peraturan Men-
teri.

Pasal 29
(1) Permohonan Sertifikat Halal 

diajukan oleh Pelaku Usaha 
kepada BPJPH.

(2) Permohonan Sertifikat Halal 
harus dilengkapi dengan 
dokumen:

a. data Pelaku Usaha
b. nama dan jenis Produk;
c. daftar Produk dan Bahan 

yang digunakan; dan
d. pengolahan Produk.
(3) Jangka waktu verifikasi 

permohonan sertifikat halal 
dilaksanakan paling lama 1 
(satu) hari kerja. 

(4) Ketentuan lebih lanjut men-
genai tata cara pengajuan 
permohonan Sertifikat Halal 
diatur dalam Peraturan Pe-
merintah.

• Menambahkan 
ketentuan mene-
genai jangka waktu 
verifikasi setifikat 
halal paling lama 1 
(satu) hari kerja.

• Mengubah letak 
pengaturan lebih 
lanjut ke dalam 
Peraturan Pemerin-
tah yang sebelum-
nya diatur dalam 
Peraturan Menteri
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Pasal 30
(1) BPJPH menetapkan LPH un-

tuk melakukan pemeriksaan 
dan/atau pengujian keha-
lalan Produk.

(2) Penetapan LPH sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dalam jangka 
waktu paling lama 5 (lima) 
hari kerja terhitung sejak 
dokumen permohonan se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 29 ayat (2) dinyatakan 
lengkap. 

(3) Ketentuan lebih lanjut men-
genai tata cara penetapan 
LPH diatur dalam Peraturan 
Menteri.

Pasal 30
(1) BPJPH menetapkan LPH un-

tuk melakukan pemeriksaan 
dan/atau pengujian keha-
lalan Produk berdasarkan 
permohonan Pelaku Usaha. 

(2) Penetapan LPH sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dalam jangka 
waktu paling lama 1 (satu) 
hari kerja terhitung sejak 
dokumen permohonan se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 29 ayat (2) dinyatakan 
lengkap.

• Menambahkan 
penegasan terha-
dap pemeriksaan 
terhadap kehalalan 
produk berdasarkan 
permohonan pelaku 
usaha.

• Mengubah jangka 
waktu penetapan 
LPH menjadi 1 
(satu) hari, di mana 
sebelumnya 5 (lima) 
hari.

Pasal 31
(1) Pemeriksaan dan/atau pen-

gujian kehalalan Produk se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 30 ayat (1) dilakukan 
oleh Auditor Halal. 

(2) Pemeriksaan terhadap Pro-
duk dilakukan di lokasi usaha 
pada saat proses produksi. 

(3) Dalam hal pemeriksaan 
Produk sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) terdapat 
Bahan yang diragukan ke-
halalannya, dapat dilakukan 
pengujian di laboratorium. 

(4) Dalam pelaksanaan pemer-
iksaan di lokasi usaha se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (2), Pelaku Usaha wajib 
memberikan informasi kepa-
da Auditor Halal.

Pasal 31
(1) Pemeriksaan dan/atau pen-

gujian kehalalan Produk se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 30 ayat (1) dilakukan 
oleh Auditor Halal paling 
lama 15 (lima belas) hari 
kerja.

(2) Pemeriksaan terhadap Pro-
duk dilakukan di lokasi usaha 
pada saat proses produksi. 

(3) Dalam hal pemeriksaan 
Produk sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) terdapat 
Bahan yang diragukan ke-
halalannya, dapat dilakukan 
pengujian di laboratorium. 

(4) Dalam hal pemeriksaan pro-
duk sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) memerlukan 
tambahan waktu pemerik-
saan, LPH dapat mengajukan 
perpanjangan waktu kepada 
BPJPH. 

• Menambahkan 
ketentuan jangka 
waktu pemeriksaan 
dan/atau pengujian 
oleh Auditor Halal 
maksimal 15 (lima 
belas) hari.

• Menambahkan 
ketentuan mengenai 
lokasi pemeriksaan 
produk halal.

• Menambahkan 
ketentuan per-
panjangan waktu 
apabila dirasa perlu 
akibat adanya ker-
aguan dan harus 
diperiksa melalui 
laboratorium yang 
diajukan kepada 
BPJPH.
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(5) Dalam pelaksanaan pemer-
iksaan di lokasi usaha se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (2), Pelaku Usaha wajib 
memberikan informasi kepa-
da Auditor Halal. 

(6) Ketentuan lebih lanjut men-
genai tata cara pemeriksaan 
dan/atau pengujian keha-
lalan produk diatur dalam 
Peraturan Pemerintah.

• Menambahkan 
kewajiban pelaku 
usaha untuk mem-
beritahukan kepada 
Auditor Halal lokasi 
produksi usahanya 
untuk kepentingan 
pemeriksaan.

• Menambahkan 
ketentuan lebih 
lanjut mengenai 
pengaturannya ke 
dalam Peraturan 
Pemerintah.

Pasal 32
(1) LPH menyerahkan hasil pe-

meriksaan dan/atau penguji-
an kehalalan Produk kepada 
BPJPH. 

(2) BPJPH menyampaikan hasil 
pemeriksaan dan/atau pen-
gujian kehalalan Produk ke-
pada MUI untuk memperoleh 
penetapan kehalalan Produk.

Pasal 32
(1) LPH menyerahkan hasil pe-

meriksaan dan/atau penguji-
an kehalalan Produk kepada 
MUI dengan tembusan yang 
dikirimkan kepada BPJPH.

(2) Dalam hal hasil pemeriksaan 
dan/atau pengujian keha-
lalan Produk tidak sesuai 
dengan standar yang dimiliki 
oleh BPJPH, BPJPH menyam-
paikan pertimbangan kepada 
MUI untuk mengeluarkan 
fatwa.

• Mengubah ketentu-
an penyerahan hasil 
pemeriksaan LPH 
yang diserahkan ke 
MUI dengan tembu-
san kepada BPJPH.

• Menambahkan 
ketentuan apabila 
terjadi ketidak-
sesuaian produk 
dengan standar BP-
JPH, di mana BPJPH 
menyampaikan per-
timbangan kepada 
MUI yang nantinya 
MUI menindaklanju-
ti dengan mengelu-
arkan fatwa.
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Pasal 33
(1) Penetapan kehalalan Produk 

dilakukan oleh MUI.
(2) Penetapan kehalalan Produk 

sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan dalam 
Sidang Fatwa Halal.

(3) Sidang Fatwa Halal MUI 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) mengikutsertakan 
pakar, unsur kementerian/
lembaga, dan/atau instansi 
terkait.

(4) Sidang Fatwa Halal se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (3) memutuskan keha-
lalan Produk paling lama 30 
(tiga puluh) hari kerja sejak 
MUI menerima hasil pemer-
iksaan dan/atau pengujian 
Produk dari BPJPH. 

(5) Keputusan Penetapan Halal 
Produk sebagaimana dimak-
sud pada ayat (4) ditan-
datangani oleh MUI. 

(6) Keputusan Penetapan Halal 
Produk sebagaimana dimak-
sud pada ayat (5) disam-
paikan kepada BPJPH untuk 
menjadi dasar penerbitan 
Sertifikat Halal.

Pasal 33
(1) Penetapan kehalalan Produk 

dilakukan oleh MUI.
(2) Penetapan kehalalan Produk 

sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan dalam 
Sidang Fatwa Halal.

(3) Sidang Fatwa Halal se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (2) memutuskan keha-
lalan produk paling lama 3 
(tiga)hari kerja sejak MUI 
menerima hasil pemeriksaan 
dan/atau pengujian produk 
dari LPH.

(4)  Penetapan kehalalan Produk 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) disampaikan oleh 
MUI kepada BPJPH sebagai 
dasar penerbitan Sertifikat 
Halal.

• Mengubah keten-
tuan sidang fatwa 
MUI, di mana tidak 
ditentukan lagi 
untuk mengikut-
sertakan pakar, 
unsur kementerian/
Lembaga dan/atau 
instansi terkait.

• Mengubah keten-
tuan batas waktu 3 
(tiga) hari terhadap 
pemutusan dalam 
sidang fatwa halal 
untuk menentukan 
kehalalan produk, di 
mana sebelumnya 
30 (tiga puluh) hari.

• Mengubah ketentu-
an pasal ini secara 
lebih sederhana 
dengan menghil-
angkan ketentuan 
mengenai pihak 
penandatanganan 
yang sebelumnya 
dinyatakan adalah 
MUI.

Pasal 35
Sertifikat Halal sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 34 
ayat (1) diterbitkan oleh 
BPJPH paling lama 7 (tujuh) 
hari kerja terhitung sejak 
keputusan kehalalan Produk 
diterima dari MUI.

Pasal 35
Sertifikat Halal sebagaimana di-

maksud dalam Pasal 34 ayat 
(1) dan Pasal 34A diterbitkan 
oleh BPJPH paling lama 1 
(satu) hari kerja terhitung 
sejak fatwa kehalalan Pro-
duk.

• Menambahkan 
rujukan pasal yakni 
Pasal 34A ke dalam 
ketentuan pasal.

• Mengubah batas 
waktu penerbitan 
menjadi 1 (satu) 
hari kerja, di mana 
sebelumnya dinya-
takan 7 (tujuh) hari 
kerja.
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Pasal ini sebelumnya tidak ada Pasal 35A
Apabila LPH tidak dapat me-

menuhi batas waktu yang 
telah ditetapkan dalam 
proses sertifikasi halal, LPH 
tersebut akan dievaluasi 
dan/atau dikenai sanksi ad-
ministrasi.

• Menambahkan 
ketentuan sanksi 
terhadap LPH yang 
melanggar batas 
waktu dalam proses 
sertifikat halal.

Pasal 40
Ketentuan lebih lanjut menge-

nai Label Halal diatur dalam 
Peraturan Menteri.

Pasal 40
Ketentuan lebih lanjut menge-

nai Label Halal diatur dalam 
Peraturan Pemerintah.

• Mengubah letak 
pengaturan lebih 
lanjut mengenai 
label halal pada 
Peraturan Pemerin-
tah, di mana sebel-
umnya diatur dalam 
Peraturan Menteri.

Pasal 41
(1) Pelaku Usaha yang men-

cantumkan Label Halal tidak 
sesuai dengan ketentuan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 38 dan Pasal 39 
dikenai sanksi administratif 
berupa:

a. teguran lisan;
b. peringatan tertulis; atau 
c. pencabutan Sertifikat Halal.
(2) Ketentuan mengenai tata 

cara pengenaan sanksi 
administratif diatur dalam 
Peraturan Menteri.

Pasal 41
(1) Pelaku Usaha yang men-

cantumkan Label Halal tidak 
sesuai dengan ketentuan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 38 atau Pasal 39 
dikenai sanksi administratif. 

(2) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai tata cara penge-
naan sanksi administratif 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur dalam Pera-
turan Pemerintah.

• Mengubah kenten-
tuan pasal menjadi 
lebih sederhana 
dengan tidak men-
cantumkan sank-
si-sanksi admin-
istrasi yang dapat 
dikenakan.

• Mengubah letak 
pengaturan lebih 
lanjut mengenai 
tata cara pengenaan 
sanksi pada Peratur-
an Pemerintah, di 
mana sebelumnya 
diatur dalam Pera-
turan Menteri.



519
P E D O M A N  M E M A H A M I  R U U  O M N I B U S  L A W

DNT LAWYERS

TOPIK NOMOR PASAL UU CIPTA KERJA RANGKUMAN PEN-
JELASAN

Pasal 42
(1) Sertifikat Halal berlaku 

selama 4 (empat) tahun 
sejak diterbitkan oleh BPJPH, 
kecuali terdapat perubahan 
komposisi Bahan. 

(2) Sertifikat Halal wajib diper-
panjang oleh Pelaku Usaha 
dengan mengajukan pemba-
ruan Sertifikat Halal paling 
lambat 3 (tiga) bulan sebe-
lum masa berlaku Sertifikat 
Halal berakhir. 

(3) Ketentuan lebih lanjut men-
genai pembaruan Sertifikat 
Halal diatur dalam Peraturan 
Menteri.

Pasal 42
(1) Sertifikat Halal berlaku 

selama 4 (empat) tahun 
sejak diterbitkan oleh BPJPH, 
kecuali terdapat perubahan 
komposisi Bahan. 

(2) Sertifikat Halal wajib diper-
panjang oleh Pelaku Usaha 
dengan mengajukan perpan-
jangan Sertifikat Halal paling 
lambat 3 (tiga) bulan sebe-
lum masa berlaku Sertifikat 
Halal berakhir. 

(3) Apabila dalam pengajuan 
perpanjangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), 
Pelaku Usaha mencantum-
kan pernyataan memenuhi 
proses produksi halal dan 
tidak mengubah komposi-
si, BPJPH dapat langsung 
menerbitkan perpanjangan 
sertifikat halal. 

(4) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai tata cara perpan-
jangan Sertifikat Halal diatur 
dalam Peraturan Pemerintah

• Menambahkan 
ketentuan yang 
menyatakan bahwa 
apabila tidak ter-
dapat perubahan 
komposisi pada 
produk sertifikat ha-
lal dapat langsung 
diperpanjang.

• Mengubah letak 
pengaturan lebih 
lanjut mengenai 
tata cara perpanjan-
gan sertifikat halal 
pada Peraturan Pe-
merintah, di mana 
sebelumnya diatur 
dalam Peraturan 
Menteri.

Pasal 44
(1) Biaya Sertifikasi Halal dibe-

bankan kepada Pelaku Usaha 
yang mengajukan permo-
honan Sertifikat Halal. 

(2) Dalam hal Pelaku Usaha 
merupakan usaha mikro dan 
kecil, biaya Sertifikasi Halal 
dapat difasilitasi oleh pihak 
lain. 

(3) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai biaya sertifikasi 
halal diatur dalam Peraturan 
Pemerintah.

Pasal 44
(1) Biaya Sertifikasi Halal dibe-

bankan kepada Pelaku Usaha 
yang mengajukan permo-
honan Sertifikat Halal. 

(2) Dalam hal permohonan 
Sertifikasi Halal sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
diajukan oleh Pelaku Usaha 
Mikro dan Kecil, tidak dikenai 
biaya.

• Mengubah keten-
tuan pembebanan 
biaya sertifikat 
halal bagi pelaku 
UMK menjadi tidak 
dikenakan biaya, di 
mana sebelumnya 
ditentukan difasilita-
si oleh pihak lain
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Kerja 
Sama 
Interna-
tional

Pasal 48
(1) Pelaku Usaha yang tidak 

melakukan registrasi se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 47 ayat (3) dikenai 
sanksi administratif berupa 
penarikan barang dari pere-
daran. 

(2) Ketentuan mengenai tata 
cara pengenaan sanksi 
administratif diatur dalam 
Peraturan Menteri.

Pasal 48
(1) Pelaku Usaha yang tidak 

melakukan registrasi se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 47 ayat (3) dikenai 
sanksi administratif. 

(2) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai tata cara penge-
naan sanksi administratif 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur dalam Pera-
turan Pemerintah.

• menjadi lebih 
sederhana dengan 
tidak mencantum-
kan sanksi-sanksi 
administrasi yang 
dapat dikenakan.

• Mengubah letak 
pengaturan lebih 
lanjut mengenai 
tata cara pengenaan 
sanksi pada Peratur-
an Pemerintah, di 
mana sebelumnya 
diatur dalam Pera-
turan Menteri.

Peran 
Serta 
Mas-
yarakat

Pasal 53
(1) Masyarakat dapat berperan 

serta dalam penyelengga-
raan JPH. 

(2) Peran serta masyarakat 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat berupa:

a. melakukan sosialisasi men-
genai JPH; dan

b. mengawas Produk dan Pro-
duk Halal yang beredar.

(3) Peran serta masyarakat 
berupa pengawasan Pro-
duk dan Produk Halal yang 
beredar sebagaimana dimak-
sud pada ayat (2) huruf b 
berbentuk pengaduan atau 
pelaporan ke BPJPH.

Pasal 53
(1) Masyarakat dapat berperan 

serta dalam penyelengga-
raan JPH. 

(2) Peran serta masyarakat 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat berupa:

a. sosialisasi dan edukasi men-
genai JPH; 

b. pendampingan dalam proses 
produk halal; 

c. publikasi bahwa produk be-
rada dalam pendampingan; 

d. pemasaran dalam jejaring 
ormas Islam berbadan hu-
kum; dan 

e. pengawasan Produk Halal 
yang beredar.

(3) Peran serta masyarakat 
berupa pengawasan Produk 
Halal yang beredar se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf e berbentuk 
pengaduan atau pelaporan 
ke BPJPH.

• Menambahkan kla-
sifikasi peran serta 
masyarakat dalam 
penyelenggaraan 
JPH.

• Mengubah ketentu-
an pengaduan atau 
pelaporan hanya 
dapat dilakukan ter-
hadap pengawasan 
produk halal yang 
beredar
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Pasal 55
Ketentuan lebih lanjut mengenai 
tata cara peran serta masyarakat 
dan pemberian penghargaan 
diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 55
Ketentuan lebih lanjut mengenai 
tata cara peran serta masyarakat 
dan pemberian penghargaan dia-
tur dalam Peraturan Pemerintah.

• Mengubah letak 
pengaturan lebih 
lanjut mengenai 
tata cara tata cara 
peran serta mas-
yarakat dan pem-
berian penghargaan 
pada Peraturan Pe-
merintah, di mana 
sebelumnya diatur 
dalam Peraturan 
Menteri.

Pasal 56
Pelaku Usaha yang tidak men-
jaga kehalalan Produk yang 
telah memperoleh Sertifikat 
Halal sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 25 huruf b dipi-
dana dengan pidana penjara 
paling lama 5 (lima) tahun atau 
pidana denda paling banyak 
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar 
rupiah).

Pasal 56
Pelaku Usaha yang tidak men-
jaga kehalalan Produk yang 
telah memperoleh Sertifikat 
Halal sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 25 huruf b dipi-
dana dengan pidana penjara 
paling lama 5 (lima) tahun atau 
pidana denda paling banyak 
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar 
rupiah).

• -
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TOPIK NOMOR PASAL UU CIPTA KERJA RANGKUMAN PEN-
JELASAN

Penyele-
Nggaraan
Peruma-
han

Pasal 26
(1) Hasil perencanaan dan per-

ancangan rumah harus me-
menuhi persyaratan teknis, 
administratif, tata ruang, dan 
ekologis. 

(2) Persyaratan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
merupakan syarat bagi dit-
erbitkannya izin mendirikan 
bangunan. 

(3) Perencanaan dan perancan-
gan rumah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) mer-
upakan bagian dari perenca-
naan perumahan dan/atau 
permukiman.

Pasal 26
(1) Hasil perencanaan dan 

perancangan rumah harus 
memenuhi standar. 

(2) Standar sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) diatur 
dalam Peraturan Pemerintah.

•	 Mengubah keten-
tuan perencanaan 
dan perancangan 
secara lebih seder-
hana menjadi harus 
memenuhi standar.

•	 Menghapuskan 
ketentuan hasil 
perencanaan dan 
perancangan rumah 
sebagai syarat diter-
bitkan izin mendiri-
kan bangunan.

•	 Menghapus keten-
tuan mengenai 
perencanaan dan 
perancangan rumah 
sebagai bagian dari 
perencanaan pe-
rumahan dan/atau 
permukiman

•	 Menambahkan 
ketentuan yang 
menyatakan men-
gatur lebih lanjut 
standar izin dalam 
Peraturan Pemerin-
tah.

Pasal 29
(1) Perencanaan prasarana, sa-

rana, dan utilitas umum se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 28 harus memenuhi 
persyaratan administratif, 
teknis, dan ekologis. 

(2) Perencanaan prasarana, sa-
rana, dan utilitas umum yang 
telah memenuhi persyaratan 
wajib mendapat pengesahan 
dari pemerintah daerah.

Pasal 29
(1) Perencanaan prasarana, sa-

rana, dan utilitas umum se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 28 harus memenuhi 
standar.

(2) Ketentuan lebih lanjut men-
genai standar sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dia-
tur dalam Peraturan Pemer-
intah.

•	 Mengubah keten-
tuan perencanaan 
prasarana, sarana, 
dan utilitas umum 
secara lebih seder-
hana menjadi harus 
memenuhi standar.

•	 Mengubah letak 
pengaturan lebih 
lanjut mengenai 
standar pada Pera-
turan Pemerintah, di 
mana sebelumnya 
diatur dalam Pera-
turan Daerah.
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Pasal 33
(1) Pemerintah daerah wajib 

memberikan kemudahan 
perizinan bagi badan hukum 
yang mengajukan rencana 
pembangunan perumahan 
untuk MBR. 

(2) Pemerintah daerah ber-
wenang mencabut izin 
pembangunan perumahan 
terhadap badan hukum yang 
tidak memenuhi kewajibann-
ya. 

(3) Ketentuan lebih lanjut men-
genai bentuk kemudahan 
perizinan dan tata cara pen-
cabutan izin pembangunan 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2) diatur 
dengan Peraturan Menteri

Pasal 33
(1) Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah wajib 
memberikan kemudahan 
Perizinan Berusaha bagi 
badan hukum yang menga-
jukan rencana pembangunan 
perumahan untuk MBR. 

(2) Ketentuan lebih lanjut men-
genai kemudahan Perizinan 
Berusaha sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) diatur 
dalam Peraturan Pemerintah

•	 Menambahkan 
Pemerintah Pusat 
sebagai pihak yang 
juga berkewajiban 
untuk memberi 
kemudahan dalam 
hal pengajuan ren-
cana pembangunan 
perumahan untuk 
MBR.

•	 Menghapus keten-
tuan terkait we-
wenang Pemerintah 
Daerah untuk men-
cabut izin pemban-
gunan perumahan.

•	 Mengubah letak 
pengaturan lebih 
lanjut mengenai 
bentuk kemudahan 
perizinan dan tata 
cara pencabutan 
izin pembangunan 
pada Peraturan Pe-
merintah, di mana 
sebelumnya diatur 
dalam Peraturan 
Menteri.

Pasal 35
(1) Pembangunan perumahan 

skala besar dengan hunian 
berimbang meliputi rumah 
sederhana, rumah menen-
gah, dan rumah mewah. 

(2) Ketentuan mengenai hunian 
berimbang diatur dengan 
Peraturan Menteri.

Pasal 35
Pembangunan perumahan skala 

besar dengan hunian berim-
bang meliputi rumah seder-
hana, rumah menengah, dan 
rumah mewah.

•	 Menghapus letak 
pengaturan lebih 
lanjut mengenai 
hunian berimbang.
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Pasal 36
(1) Dalam hal pembangunan 

perumahan dengan hunian 
berimbang tidak dalam satu 
hamparan, pembangunan 
rumah umum harus dilak-
sanakan dalam satu daerah 
kabupaten/kota. 

(2) Pembangunan rumah umum 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) harus mempunyai 
akses menuju pusat pe-
layanan atau tempat kerja. 

(3) Kemudahan akses se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (2) diatur dengan pera-
turan daerah. 

(4) Pembangunan perumahan 
dengan hunian berimbang 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan oleh 
badan hukum yang sama.

Pasal 36
(1) berimbang tidak dalam 1 

(satu) hamparan, pemban-
gunan rumah umum harus 
dilaksanakan dalam 1 (satu) 
daerah kabupaten/kota. 

(2) Dalam hal rumah sederhana 
tidak dapat dibangun dalam 
bentuk rumah tunggal atau 
rumah deret, dapat dikon-
versi dalam: 

a. bentuk rumah susun umum 
yang dibangun dalam satu 
hamparan yang sama; atau 

b. bentuk dana untuk pemban-
gunan rumah umum.

(3) Pengelolaan dana dari kon-
versi sebagaimana dimak-
sud pada ayat (2) huruf b 
dilaksanakan oleh badan 
percepatan penyelenggaraan 
perumahan. 

(4) Dalam hal rumah sederhana 
tidak dapat dibangun dalam 
bentuk rumah tunggal atau 
rumah deret, dapat dikon-
versi dalam bentuk rumah 
susun umum. 

(5) Pembangunan rumah umum 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) harus mempunyai 
akses menuju pusat pe-
layanan atau tempat kerja.

(6) Pembangunan perumahan 
dengan hunian berimbang 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan oleh 
badan hukum yang sama. 

(7) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai pembangunan 
perumahan dengan hunian 
berimbang diatur dalam 
Peraturan Pemerintah.

•	 Menghapuskan 
ketentuan mengenai 
ketentuan pemban-
gunan rumah umum 
yang harus memiliki 
akses menuju pusat 
pelayanan atau 
tempat kerja.

•	 Menambahkan 
pengecualian terha-
dap rumah sederha-
na tidak dapat diba-
ngun dalam bentuk 
rumah tunggal atau 
rumah deret dapat 
dikonversikan ke 
dalam beberapa 
bentuk

•	 Menambahkan 
ketentuan men-
genai  pihak yang 
berwenang pen-
gelolaan dana dari 
konversi yakni 
badan percepatan 
penyelenggaraan 
perumahan.

•	 Menambahkan 
pilihan alternatif 
terhadap bentuk 
rumah sederhana 
yakni rumah susun 
umum.

•	 Menambahkan 
ketentuan pengatur-
an lebih lanjut terh-
adap pembangunan 
perumahan dengan 
hunian berimbang 
dalam Peraturan 
Pemerintah.
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Pasal 40
(1) Dalam melaksanakan tang-

gung jawab sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 39 ayat 
(1), Pemerintah dan/atau 
pemerintah daerah menugasi 
dan/atau membentuk lemba-
ga atau badan yang menan-
gani pembangunan peruma-
han dan permukiman sesuai 
dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Lembaga atau badan se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) bertanggung jawab:

a. membangun rumah umum, 
rumah khusus, dan rumah 
negara;

b. menyediakan tanah bagi 
perumahan; dan 

c. melakukan koordinasi dalam 
proses perizinan dan pemas-
tian kelayakan hunian.

Pasal 40
(1) Dalam melaksanakan tang-

gung jawab sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 39 ayat 
(1), Pemerintah dan/atau 
Pemerintah Daerah menu-
gasi dan/atau membentuk 
lembaga atau badan yang 
menangani pembangunan 
perumahan dan permukiman 
sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undan-
gan. 

(2) Lembaga atau badan se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) bertanggung jawab: 

a. menyediakan tanah bagi 
perumahan; dan 

b. melakukan koordinasi dalam 
proses perizinan dan pemas-
tian kelayakan hunian.

•	 Menambahkan tang-
gung jawab Lemba-
ga atau badan yakni 
menghapuskan 
kewajiban  memba-
ngun rumah umum, 
rumah khusus, dan 
rumah negara.
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Pasal 42
(1) Rumah tunggal, rumah 

deret, dan/atau rumah susun 
yang masih dalam tahap 
proses pembangunan dapat 
dipasarkan melalui sistem 
perjanjian pendahuluan jual 
beli sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undan-
gan. 

(2) Perjanjian pendahuluan jual 
beli sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan 
setelah memenuhi pers-
yaratan kepastian atas:

a. status pemilikan tanah;
b. hal yang diperjanjikan; 
c. kepemilikan izin mendirikan 

bangunan induk; 
d. ketersediaan prasarana, sa-

rana, dan utilitas umum; dan
e. keterbangunan perumah-

an paling sedikit 20% (dua 
puluh persen).

(3) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai sistem perjanjian 
pendahuluan jual beli se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur dengan Pera-
turan Menteri.

Pasal 42
(1) Rumah tunggal, rumah 

deret, dan/atau rumah 
susun yang masih dalam 
tahap pembangunan dapat 
dipasarkan melalui sistem 
perjanjian pendahuluan jual 
beli sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundangundan-
gan. 

(2) Perjanjian pendahuluan jual 
beli sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan 
setelah memenuhi pers-
yaratan kepastian atas:

a. status pemilikan tanah; 
b. hal yang diperjanjikan; 
c. Persetujuan Bangunan Ge-

dung; 
d. ketersediaan prasarana, sa-

rana, dan utilitas umum; dan 
e. keterbangunan perumah-

an paling sedikit 20% (dua 
puluh persen).

(3) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai sistem perjanjian 
pendahuluan jual beli se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan keterbangunan 
perumahan sebagaimana di-
maksud pada ayat (2) huruf 
d diatur dalam Peraturan 
Pemerintah.

•	 Mengganti salah 
satu persyaratan 
kepastian yakni 
kepemilikan izin 
mendirikan bangu-
nan induk menjadi 
persetujuan bangu-
nan Gedung.

•	 Menambahkan 
klasifiksi pengaturan 
yang diatur lebih 
lanjut yakni keterba-
ngunan perumahan, 
yang diatur dalam 
Peraturan Pemerin-
tah.
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Pasal 53
(1) Pengendalian perumahan 

dimulai dari tahap:
a. perencanaan;
b. pembangunan; dan 
c. pemanfaatan.
(2) Pengendalian perumahan 

sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilaksanakan oleh 
Pemerintah dan/atau pemer-
intah daerah dalam bentuk:

a. perizinan;
b. penertiban; dan/atau 
c. penataan.
(3) Ketentuan lebih lanjut men-

genai pengendalian peruma-
han sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2) 
diatur dengan Peraturan 
Pemerintah.

Pasal 53
(1) Pengendalian perumahan 

dilakukan mulai dari tahap:
a. perencanaan; 
b. pembangunan; dan 
c. pemanfaatan.
(2) Pengendalian perumahan 

sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilaksanakan oleh 
Pemerintah Pusat dan/atau 
Pemerintah Daerah sesuai 
dengan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria yang 
ditetapkan oleh Pemerintah 
Pusat dalam bentuk: 

a. Perizinan Berusaha atau 
persetujuan;

b. penertiban; dan/atau 
c. penataan.
(3) Ketentuan lebih lanjut men-

genai pengendalian peruma-
han sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2) 
diatur dalam Peraturan Pe-
merintah.

•	 Menambahkan 
pernyataan norma, 
standar, prosedur, 
dan kriteria yang 
ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat 
dalam ketentu-
an pengendalian 
perumahan yang 
jadi ditentukan oleh 
Pemerintah Pusat, 
di mana sebelumn-
ya ditentukan oleh 
Pemerintah Daerah.

•	 Mengubah frasa 
dalam salah satu 
bentuk izin yakni 
“Perizinan Berusaha 
atau Persetujuan” 
dari sebelumnya 
“Perizinan”



528
P E D O M A N  M E M A H A M I  R U U  O M N I B U S  L A W

DNT LAWYERS

TOPIK NOMOR PASAL UU CIPTA KERJA RANGKUMAN PEN-
JELASAN

Pasal 55
(1) Orang perseorangan yang 

memiliki rumah umum 
dengan kemudahan yang 
diberikan Pemerintah atau 
pemerintah daerah hanya 
dapat menyewakan dan/atau 
mengalihkan kepemilikannya 
atas rumah kepada pihak 
lain, dalam hal:

a. pewarisan;
b. penghunian setelah jangka 

waktu paling sedikit 5 (lima) 
tahun; atau

c. pindah tempat tinggal kare-
na tingkat sosial ekonomi 
yang lebih baik.

(2) Dalam hal dilakukan pengali-
han kepemilikan sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
huruf b dan huruf c, penga-
lihannya wajib dilaksanakan 
oleh lembaga yang ditunjuk 
atau dibentuk oleh Pemerin-
tah atau pemerintah daerah 
dalam bidang perumahan 
dan permukiman. 

(3) Jika pemilik meninggalkan 
rumah secara terus-menerus 
dalam waktu paling lama 
1 (satu) tahun tanpa me-
menuhi kewajiban berdasar-
kan perjanjian, Pemerintah 
atau pemerintah daerah 
berwenang mengambil alih 
kepemilikan rumah tersebut. 

(4) Rumah yang telah diambil 
alih oleh Pemerintah atau 
pemerintah daerah se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (3) wajib didistribusikan 
kembali kepada MBR. 

Pasal 55
(1) Orang perseorangan yang 

memiliki rumah umum den-
gan kemudahan yang diber-
ikan Pemerintah Pusat atau 
Pemerintah Daerah hanya 
dapat menyewakan dan/atau 
mengalihkan kepemilikannya 
atas rumah kepada pihak 
lain dalam hal:

a. pewarisan; atau 
b. penghunian setelah jangka 

waktu paling sedikit 5 (lima) 
tahun.

(2) Dalam hal dilakukan pengali-
han kepemilikan sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
huruf b, pengalihannya wajib 
dilaksanakan oleh lembaga 
yang ditunjuk atau dibentuk 
oleh Pemerintah Pusat atau 
Pemerintah Daerah dalam 
bidang perumahan dan per-
mukiman. 

(3) Jika pemilik meninggalkan 
rumah secara terus-me-
nerus dalam waktu paling 
lama 1 (satu) tahun tanpa 
memenuhi kewajiban ber-
dasarkan perjanjian, Pemer-
intah Pusat atau Pemerintah 
Daerah berwenang mengam-
bil alih kepemilikan rumah 
tersebut. 

(4) Rumah yang telah diambil 
alih oleh Pemerintah Pusat 
atau Pemerintah Daerah 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) wajib didistribusikan 
kembali kepada MBR. 

•	 Menghapukan 
klasifikasi pindah 
tempat tinggal 
karena tingkat 
sosial ekonomi yang 
lebih baik sebagai 
orang perseorangan 
yang memiliki hak 
menyewakan dan/
atau mengalihkan 
kepemilikan atas 
rumah.

•	 Merubah acuan Ayat 
(4) yang sebelum-
nya mengacu pada 
Ayat (3) menjadi 
Ayat (2).

•	 Mengubah letak 
pengaturan lebih 
lanjut mengenai 
penunjukan dan 
pembentukan Lem-
baga, kemudahan, 
dan/atau bantuan 
pembangunan dan 
perolehan rumah 
MBR dalam Peratur-
an Presiden yang 
sebelumnya diatur 
dalam Peraturan 
Pemerintah.

•	 Menghapuskan 
ketentuan kemu-
dahan dan/atau 
bantuan pembangu-
nan dan perolehan 
rumah bagi MBR 
sebagaimana yang 
dinyatakan diatur 
lebih lanjut dalam 
Peraturan Pemerin-
tah 
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(5) Ketentuan mengenai penun-
jukkan dan pembentukan 
lembaga oleh Pemerintah 
atau pemerintah daerah 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) diatur dengan Pera-
turan Pemerintah. 

(6) Ketentuan lebih lanjut men-
genai kemudahan dan/atau 
bantuan pembangunan dan 
perolehan rumah bagi MBR 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur dengan Pera-
turan Pemerintah.

(5) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai penunjukkan 
dan pembentukan lemba-
ga, kemudahan, dan/atau 
bantuan pembangunan dan 
perolehan rumah MBR diatur 
dalam Peraturan Presiden



530
P E D O M A N  M E M A H A M I  R U U  O M N I B U S  L A W

DNT LAWYERS

TOPIK NOMOR PASAL UU CIPTA KERJA RANGKUMAN PEN-
JELASAN

Penye-
diaan 
Tanah

Pasal 107
(1) Tanah yang langsung dikua-

sai oleh negara sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 106 
huruf a yang digunakan 
untuk pembangunan ru-
mah, perumahan, dan/
atau kawasan permukiman 
diserahkan melalui pembe-
rian hak atas tanah kepada 
setiap orang yang melaku-
kan pembangunan rumah, 
perumahan, dan kawasan 
permukiman. 

(2) Pemberian hak atas tanah 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) didasarkan pada 
keputusan gubernur atau bu-
pati/walikota tentang pene-
tapan lokasi atau izin lokasi. 

(3) Dalam hal tanah yang 
langsung dikuasai Negara 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) terdapat garapan 
masyarakat, hak atas tanah 
diberikan setelah pelaku 
pembangunan perumahan 
dan permukiman selaku 
pemohon hak atas tanah 
menyelesaikan ganti rugi 
atas seluruh garapan mas-
yarakat berdasarkan kesepa-
katan. 

(4) Dalam hal tidak ada kese-
pakatan tentang ganti rugi 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3), penyelesaiannya 
dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perun-
dang-undangan.

Pasal 107
(1) Tanah yang langsung dikua-

sai oleh negara sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 106 
huruf a yang digunakan 
untuk pembangunan ru-
mah, perumahan, dan/
atau kawasan permukiman 
diserahkan melalui pembe-
rian hak atas tanah kepada 
setiap orang yang melaku-
kan pembangunan rumah, 
perumahan, dan kawasan 
permukiman. 

(2) Pemberian hak atas tanah 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) didasarkan pada 
penetapan lokasi atau per-
setujuan kesesuaian Kegia-
tan Pemanfaatan Ruang. 

(3) Dalam hal tanah yang 
langsung dikuasai negara 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) terdapat garapan 
masyarakat, hak atas tanah 
diberikan setelah pelaku 
pembangunan perumahan 
dan permukiman selaku 
pemohon hak atas tanah 
menyelesaikan ganti rugi 
atas seluruh garapan mas-
yarakat berdasarkan kesepa-
katan.

(4) Dalam hal tidak ada kese-
pakatan tentang ganti rugi 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3), penyelesaiannya 
dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perun-
dang-undangan.

•	 Mengubah keten-
tuan mengenai 
pemberian hak atas 
tanah yang sebel-
umnya didasarkan 
pada Keputusan Gu-
bernur atau Bupati/
Walikota.
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Pasal 109
(1) Konsolidasi tanah se-

bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 106 huruf b dapat 
dilaksanakan bagi pem-
bangunan rumah tunggal, 
rumah deret, atau rumah 
susun. 

(2) Penetapan lokasi konsolidasi 
tanah dilakukan oleh bupati/
walikota. 

(3) Khusus untuk DKI Jakarta, 
penetapan lokasi konsolidasi 
tanah ditetapkan oleh guber-
nur. 

(4) Lokasi konsolidasi tanah 
yang sudah ditetapkan se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dan ayat (3) tidak 
memerlukan izin lokasi.

Pasal 109
(1) Konsolidasi tanah se-

bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 106 huruf b dapat 
dilaksanakan bagi pem-
bangunan rumah tunggal, 
rumah deret, atau rumah 
susun. 

(2) Penetapan lokasi konsolidasi 
tanah dilakukan oleh bupati/
wali kota. 

(3) Khusus untuk Provinsi Daer-
ah Khusus Ibukota Jakarta, 
penetapan lokasi konsolidasi 
tanah ditetapkan oleh guber-
nur. 

(4) Lokasi konsolidasi tanah 
yang sudah ditetapkan se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dan ayat (3) tidak 
memerlukan persetujuan 
Kesesuaian Kegiatan Peman-
faatan Ruang.

•	 Mengubah frasa 
“DKI Jakarta” men-
jadi “Provinsi Daer-
ah Khusus Ibukota 
Jakarta”.

•	 Mengubah frasa 
“izin lokasi” menjadi 
“persetujuan Kese-
suaian Kegiatan Pe-
manfaatan Ruang.”.

Pasal 114
(1) Peralihan atau pelepasan 

hak atas tanah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 106 
huruf c dilakukan setelah 
badan hukum memperoleh 
izin lokasi. 

(2) Peralihan hak atas tanah 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dibuat di hadapan 
pejabat pembuat akta tanah 
setelah ada kesepakatan 
bersama.

(3) Pelepasan hak atas tanah 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan di 
hadapan pejabat yang ber-
wenang.

(4) Peralihan hak atau pelepasan 
hak atas tanah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dan 
ayat (3) wajib didaftarkan 
pada kantor pertanahan ka-
bupaten/kota sesuai dengan 
ketentuan peraturan perun-
dangundangan.

Pasal 114
(1) Peralihan atau pelepasan 

hak atas tanah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 106 
huruf c dilakukan setelah 
badan hukum memperoleh 
persetujuan Kesesuaian Ke-
giatan Pemanfaatan Ruang 

(2) Peralihan hak atas tanah 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dibuat di hadapan 
pejabat pembuat akta tanah 
setelah tercapai kesepakatan 
bersama. 

(3) Pelepasan hak atas tanah 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan di 
hadapan pejabat yang ber-
wenang. 

(4) Peralihan hak atau pelepasan 
hak atas tanah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dan 
ayat (3) wajib didaftarkan 
pada kantor pertanahan ka-
bupaten/kota sesuai dengan 
ketentuan peraturan perun-
dangundangan.

•	 Mengubah frasa 
“izin lokasi” menjadi 
“persetujuan Kese-
suaian Kegiatan Pe-
manfaatan Ruang.”.
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Pasal ini sebelumnya tidak ada Pasal 117A
(1) Untuk mewujudkan penye-

diaan rumah umum yang 
layak dan terjangkau bagi 
MBR, Pemerintah Pusat 
membentuk badan percepa-
tan penyelenggaraan peru-
mahan. 

(2) Pembentukan badan per-
cepatan penyelenggaraan 
perumahan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ber-
tujuan untuk: 
a. mempercepat penye-

diaan rumah umum; 
b. menjamin bahwa rumah 

umum hanya dimiliki dan 
dihuni oleh MBR; 

c. menjamin tercapainya 
asas manfaat rumah 
umum; dan 

d. melaksanakan berbagai 
kebijakan di bidang 
rumah umum dan rumah 
khusus.

(3) Badan percepatan penye-
lenggaraan perumahan 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) mempunyai fungsi 
mempercepat penyelengga-
raan perumahan dan ka-
wasan permukiman. 

•	 Menambahkan pen-
gaturan mengenai 
percepatan penye-
lenggaraan peruma-
han yang dilakukan 
Pemerintah Pusat.

•	 Mengatur ketentuan 
mengenai tujuan 
diberlakukannya 
percepatan penye-
lenggara perumah-
an.

•	 Menambahkan men-
genai tugas badan 
percepatan penye-
lenggara perumah-
an.
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(4) Untuk melaksanakan fungsi 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3), badan percepatan 
penyelenggaraan perumahan 
bertugas:
a. melakukan upaya per-

cepatan pembangunan 
perumahan; 

b. melaksanakan pengelo-
laan dana konversi dan 
pembangunan rumah 
sederhana serta rumah 
susun umum; 

c. melakukan koordinasi 
dalam proses perizinan 
dan pemastian kelayakan 
hunian; 

d. melaksanakan penye-
diaan tanah bagi peru-
mahan; 

e. melaksanakan pengelo-
laan rumah susun umum 
dan rumah susun khusus 
serta memfasilitasi peng-
hunian, pengalihan, dan 
pemanfaatan; 

f. melaksanakan pengali-
han kepemilikan rumah 
umum dengan kemuda-
han yang diberikan oleh 
pemerintah; 

g. menyelenggarakan koor-
dinasi operasional lintas 
sektor, termasuk dalam 
penyediaan prasara-
na, sarana, dan utilitas 
umum; dan 

h. melakukan pengem-
bangan hubungan kerja 
sama di bidang rumah 
susun dengan berbagai 
instansi di dalam dan di 
luar negeri.
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Pasal ini sebelumnya tidak ada Pasal 117B
(1) Badan percepatan penye-

lenggaraan perumahan se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 117A terdiri atas:

a. unsur pembina; 
b. unsur pelaksana; dan 
c. unsur pengawas. 
(2) Unsur pengawas sebagaima-

na dimaksud pada ayat (2) 
huruf c berjumlah 5 (lima) 
orang yang proses seleksi 
dan pemilihannya dilakukan 
oleh DPR. 

(3) Pembentukan badan per-
cepatan penyelenggaraan 
perumahan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dengan Peraturan 
Presiden. 

(4) Unsur pembina, unsur pelak-
sana, dan unsur pengawas 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditetapkan dengan 
Keputusan Presiden.

•	 Menambahkan klas-
ifikasi badan perce-
patan penyelengga-
ra perumahan.

•	 Menambahkan 
ketentuan terhadap 
pembentukan badan 
percepatan penye-
lenggara peruma-
han berdasarkan 
Peraturan Presiden.

Larangan Pasal 134
Setiap orang dilarang menye-

lenggarakan pembangunan 
perumahan, yang tidak 
membangun perumahan 
sesuai dengan kriteria, spesi-
fikasi, persyaratan, prasana, 
sarana, dan utilitas umum 
yang diperjanjikan.

Pasal 134
Setiap orang dilarang menye-

lenggarakan pembangunan 
perumahan yang tidak sesuai 
dengan kriteria, spesifikasi, 
persyaratan, prasana, sa-
rana, utilitas umum yang 
diperjanjikan, dan standar.

•	 Menambahkan ru-
ang lingkup pelang-
garan yakni juga 
terhadap standar,
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Sanksi 
Adminis-
tratif

Pasal 150
(1) Setiap orang yang menye-

lenggarakan perumahan dan 
kawasan permukiman yang 
tidak memenuhi ketentu-
an sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 26 ayat (1), 29 
ayat (1), Pasal 30 ayat (2), 
Pasal 34 ayat (1) dan ayat 
(2), Pasal 36 ayat (1) dan 
ayat (2), Pasal 38 ayat (4), 
Pasal 45, Pasal 47 ayat (2), 
ayat (3) dan ayat (4), Pasal 
49 ayat (2), Pasal 63, Pasal 
71 ayat (1), Pasal 126 ayat 
(2), Pasal 134, Pasal 135, 
Pasal 136, Pasal 137, Pasal 
138, Pasal 139, Pasal 140, 
Pasal 141, Pasal 142, Pasal 
143, Pasal 144, Pasal 145, 
atau Pasal 146 ayat (1) dike-
nai sanksi administratif..

(2) Sanksi Administratif se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat berupa:
a. peringatan tertulis; 
b. pembatasan kegiatan 

pembangunan; 
c. penghentian sementara 

atau tetap pada peker-
jaan pelaksanaan pem-
bangunan; 

d. penghentian sementara 
atau penghentian tetap 
pada pengelolaan peru-
mahan; 

e. penguasaan sementara 
oleh pemerintah (dise-
gel); 

f. kewajiban membongkar 
sendiri bangunan dalam 
jangka waktu tertentu; 

Pasal 150
(1) Setiap orang yang menye-

lenggarakan perumahan dan 
kawasan permukiman yang 
tidak memenuhi ketentuan 
sebagaimana dimaksud da-
lam Pasal 26 ayat (1), Pasal 
29 ayat (1), Pasal 30 ayat 
(2), Pasal 34 ayat (1) atau 
ayat (2), Pasal 36 ayat (1) 
atau ayat (2), Pasal 38 ayat 
(4), Pasal 45, Pasal 47 ayat 
(2), ayat (3), atau ayat (4), 
Pasal 49 ayat (2), Pasal 63, 
Pasal 71 ayat (1), Pasal 126 
ayat (2), Pasal 134, Pasal 
135, Pasal 136, Pasal 137, 
Pasal 138, Pasal 139, Pasal 
140, Pasal 141, Pasal 142, 
Pasal 143, Pasal 144, Pasal 
145, atau Pasal 146 ayat (1) 
dikenai sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat berupa:
a. peringatan tertulis; 
b. pembatasan kegiatan 

pembangunan; 
c. penghentian sementara 

atau tetap pada peker-
jaan pelaksanaan pem-
bangunan; 

d. penghentian sementara 
atau penghentian tetap 
pada pengelolaan peru-
mahan; 

e. penguasaan sementara 
oleh pemerintah (dise-
gel); 

f. kewajiban membongkar 
sendiri bangunan dalam 
jangka waktu tertentu; 

•	 Mengubah ketentu-
an sanksi administa-
trif bagi pelangga-
ran dalam pasal ini.
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g. pembatasan kegiatan 
usaha;

h. pembekuan izin mendiri-
kan bangunan;

i. pencabutan izin mendiri-
kan bangunan; 

j. pembekuan/pencabutan 
surat bukti kepemilikan 
rumah; 

k. perintah pembongkaran 
bangunan rumah; 

l. pembekuan izin usaha; 
m. pencabutan izin usaha; 
n. pengawasan; 
o. pembatalan izin;
p. kewajiban pemulihan 

fungsi lahan dalam jang-
ka waktu tertentu; 

q. pencabutan insentif; 
r. pengenaan denda ad-

ministratif; dan/atau 
s. penutupan lokasi

(3) Ketentuan lebih lanjut men-
genai jenis, besaran denda, 
tata cara, dan mekanisme 
pengenaan sanksi adminis-
tratif sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) diatur dengan 
Peraturan Pemerintah.

g. membangun kembali 
perumahan sesuai den-
gan kriteria, spesifikasi, 
persyaratan, prasarana, 
sarana, utilitas umum 
yang diperjanjikan, dan 
standar; 

h. pembatasan kegiatan 
usaha; 

i. pembekuan Persetujuan 
Bangunan Gedung; 

j. pencabutan Persetujuan 
Bangunan Gedung; 

k. pembekuan/pencabutan 
surat bukti kepemilikan 
rumah; 

l. perintah pembongkaran 
bangunan rumah; 

m. pembekuan Perizinan 
Berusaha; 

n. pencabutan Perizinan 
Berusaha; 

o. pengawasan; 
p. pembatalan Perizinan 

Berusaha; 
q. kewajiban pemulihan 

fungsi lahan dalam jang-
ka waktu tertentu; 

r. pencabutan insentif; 
s. pengenaan denda ad-

ministratif; dan/atau 
t. penutupan lokasi.

(3) Ketentuan lebih lanjut men-
genai kriteria, jenis, besaran 
denda, dan tata cara pen-
genaan sanksi administratif 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) diatur dalam Pera-
turan Pemerintah.
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Ketentu-
an Pidana

Pasal 151
(1) Setiap orang yang menye-

lenggarakan pembangunan 
perumahan, yang tidak 
membangun perumahan se-
suai dengan kriteria, spesifi-
kasi, persyaratan, prasarana, 
sarana, dan utilitas umum 
yang diperjanjikan se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 134, dipidana dengan 
pidana denda paling banyak 
Rp5.000.000.000,00 (lima 
miliar rupiah). 

(2) Selain pidana sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
pelaku dapat dijatuhi pidana 
tambahan berupa memban-
gun kembali perumahan se-
suai dengan kriteria, spesifi-
kasi, persyaratan, prasarana, 
sarana, dan utilitas umum 
yang diperjanjikan.

Pasal 151
Setiap orang yang menyeleng-

garakan pembangunan 
perumahan yang memban-
gun perumahan tidak sesuai 
dengan kriteria, spesifikasi, 
persyaratan, prasarana, 
sarana, dan utilitas umum 
yang diperjanjikan se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 134 yang mengaki-
batkan timbulnya korban/
kerusakan terhadap keseha-
tan, keselamatan, dan/atau 
lingkungan dipidana dengan 
pidana denda paling banyak 
Rp5.000.000.000,00 (lima 
miliar rupiah).

•	 Menghapus ketentu-
an pidana tambahan 
dalam pasal ini

Pasal 153
(1) Setiap orang yang menye-

lenggaraan lingkungan 
hunian atau Kasiba yang 
tidak memisahkan lingkun-
gan hunian atau Kasiba 
menjadi satuan lingkungan 
perumahan atau Lisiba se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 136, dipidana dengan 
pidana denda paling banyak 
Rp5.000.000.000,00 (lima 
miliar rupiah). 

(2) Selain pidana sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), 
pelaku dapat dijatuhi pidana 
tambahan berupa pencabu-
tan izin.

Pasal 153
(1) Setiap orang yang menye-

lenggaraan lingkungan huni-
an atau Kasiba yang tidak 
memisahkan lingkungan 
hunian atau Kasiba menjadi 
satuan lingkungan perumah-
an atau Lisiba sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 136 
dikenai sanksi administratif. 

(2) Ketentuan lebih lanjut men-
genai tata cara pengenaan 
sanksi administratif diatur 
dalam Peraturan Pemerintah.

•	 Mengubah sanksi 
pidana dalam pasal 
ini menjadi sanksi 
administratif yang 
diatur lebih lanjut 
dalam Peraturan 
Pemerintah.
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Pemban-
gun
-an

Pasal 16
(1) Pembangunan rumah susun 

komersial sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 13 ayat 
(2) dapat dilaksanakan oleh 
setiap orang. 

(2) Pelaku pembangunan rumah 
susun komersial sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
wajib menyediakan rumah 
susun umum sekurang-ku-
rangnya 20% (dua puluh 
persen) dari total luas lantai 
rumah susun komersial yang 
dibangun. 

(3) Kewajiban sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) 
dapat dilakukan di luar 
lokasi kawasan rumah susun 
komersial pada kabupaten/
kota yang sama. 

(4) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai kewajiban menye-
diakan rumah susun umum 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dan ayat (3) diatur 
dalam peraturan pemerintah.

Pasal 16
(1) Pembangunan rumah susun 

komersial sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 13 ayat 
(2) dapat dilaksanakan oleh 
setiap orang. 

(2) Pelaku pembangunan rumah 
susun komersial sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
wajib menyediakan rumah 
susun umum paling sedikit 
20% (dua puluh persen) dari 
total luas lantai rumah susun 
komersial yang dibangun. 

(3) Dalam hal pembangunan 
rumah susun umum se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (2) tidak dalam 1 (satu) 
lokasi kawasan rumah susun 
komersial pembangunan 
rumah susun umum dapat 
dilaksanakan dalam 1 (satu) 
daerah kabupaten/kota yang 
sama. 

(4) Kewajiban menyediakan 
rumah susun umum paling 
sedikit 20% (dua puluh pers-
en) sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dapat dikon-
versi dalam bentuk dana 
untuk pembangunan rumah 
susun umum. 

(5) Pengelolaan dana se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (4) dilaksanakan oleh 
badan percepatan penye-
lenggaraan perumahan. 

(6) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai kewajiban menye-
diakan rumah susun umum 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), ayat (3), dan ayat 
(4) diatur dalam Peraturan 
Pemerintah.

•	 Mengubah frasa 
“sekurang-kurangn-
ya” menjadi “paling 
sedikit”

•	 Menambahkan 
ketentuan klasifikasi 
konversi terhadap 
penyediaan 20% 
penyediaan rumah 
susun.
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Pasal 24
Persyaratan pembangunan ru-

mah susun meliputi:
a. persyaratan administratif; 
b. persyaratan teknis; dan 
c. persyaratan ekologis.

Pasal 25
(1) Standar pembangunan ru-

mah susun meliputi: 
a. persyaratan administratif; 
b. persyaratan teknis; dan 
c. persyaratan ekologis. 
(2) Ketentuan lebih lanjut men-

genai standar pembangunan 
rumah susun sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dia-
tur dalam Peraturan Pemer-
intah.

•	 Menambahkan 
ketentuan mengenai 
pengaturan lebih 
lanjut terkait stan-
dar dalam Peraturan 
Pemerintah.

Pasal 26
(1) Pemisahan rumah susun 

sebagaimana dimaksud da-
lam Pasal 25 ayat (1) wajib 
dituangkan dalam bentuk 
gambar dan uraian. 

(2) Gambar dan uraian se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) menjadi dasar 
untuk menetapkan NPP, SHM 
sarusun atau SKBG sarusun, 
dan perjanjian pengikatan 
jual beli. 

(3) Gambar dan uraian se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dibuat sebelum 
pelaksanaan pembangunan 
rumah susun. 

(4) Gambar dan uraian se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dituangkan dalam 
bentuk akta pemisahan yang 
disahkan oleh bupati/waliko-
ta. 

(5) Khusus untuk Provinsi DKI 
Jakarta, akta pemisahan 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) disahkan oleh Gu-
bernur.

Pasal 26
(1) Pemisahan rumah susun 

sebagaimana dimaksud da-
lam Pasal 25 ayat (1) wajib 
dituangkan dalam bentuk 
gambar dan uraian. 

(2) Gambar dan uraian se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dibuat sebelum 
pelaksanaan pembangunan 
rumah susun. 

(3) Gambar dan uraian se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dituangkan dalam 
bentuk akta pemisahan yang 
disahkan oleh bupati/wali 
kota sesuai dengan nor-
ma, standar, prosedur, dan 
kriteria yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat. 

(4) Khusus untuk Provinsi Daer-
ah Khusus Ibukota Jakarta, 
akta pemisahan sebagaima-
na dimaksud pada ayat (3) 
disahkan oleh Gubernur se-
suai dengan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria yang 
ditetapkan oleh Pemerintah 
Pusat.

•	 Menghapus ketentu-
an terhadap gambar 
dan uraian yang 
menjadi dasar me-
netapkan NPP, SHM 
sarusun atau SKBG 
sarusun, dan per-
janjian pengikatan 
jual beli.

•	 Mengubah ketentu-
an pengaturan lebih 
lanjut terhadap akta 
pemisahan kepada 
Pemerintah Pusat, 
di mana sebelum-
nya diatur oleh 
Gubernur.
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Pasal 28
Dalam melakukan pembangunan 

rumah susun, pelaku pem-
bangunan harus memenuhi 
ketentuan administratif yang 
meliputi:

a. status hak atas tanah; dan
b. izin mendirikan bangunan 

(IMB).

Pasal 28
Dalam melakukan pembangunan 

rumah susun, pelaku pem-
bangunan harus memenuhi 
ketentuan administratif yang 
meliputi:

a. status hak atas tanah; dan
b. Persetujuan Bangunan Ge-

dung

•	 Mengubah pers-
yaratan yang sebel-
umnya memerlukan 
izin mendirikan 
bangunan menjadi 
persetujuan bangu-
nan.
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Pasal 29
(1) Pelaku pembangunan harus 

membangun rumah susun 
dan lingkungannya sesuai 
dengan rencana fungsi dan 
pemanfaatannya.

(2) Rencana fungsi dan pe-
manfaatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
harus mendapatkan izin dari 
bupati/walikota.

(3) Khusus untuk Provinsi DKI 
Jakarta, rencana fungsi dan 
pemanfaatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) ha-
rus mendapatkan izin Guber-
nur. 

(4) Permohonan izin sebagaima-
na dimaksud pada ayat 
(2) dan ayat (3) diajukan 
oleh pelaku pembangunan 
dengan melampirkan pers-
yaratan sebagai berikut:
a. sertifikat hak atas tanah; 
b. surat keterangan ren-

cana kabupaten/kota; 
c. gambar rencana tapak; 
d. gambar rencana arsitek-

tur yang memuat denah, 
tampak, dan potongan 
rumah susun yang 
menunjukkan dengan 
jelas batasan secara ver-
tikal dan horizontal dari 
sarusun; 

e. gambar rencana struktur 
beserta perhitungannya; 

f. gambar rencana yang 
menunjukkan dengan 
jelas bagian bersama, 
benda bersama, dan 
tanah bersama; dan 

Pasal 29
(1) Pelaku pembangunan harus 

membangun rumah susun 
dan lingkungannya sesuai 
dengan rencana fungsi dan 
pemanfaatannya. 

(2) Rencana fungsi dan pe-
manfaatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
harus mendapatkan Perizin-
an Berusaha dari bupati/wali 
kota sesuai dengan nor-
ma, standar, prosedur, dan 
kriteria yang ditetapkan oleh 
Pemerintah. 

(3) Khusus untuk Provinsi 
Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta, rencana fungsi dan 
pemanfaatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ha-
rus mendapatkan Perizinan 
Berusaha dari Gubernur se-
suai dengan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria yang 
ditetapkan oleh Pemerintah.

(4) Ketentuan lebih lanjut men-
genai rencana fungsi dan 
pemanfaatan pembangunan 
Rumah Susun diatur dalam 
Peraturan Pemerintah.

•	 Mengubah keten-
tuan perizininan di 
mana harus sesuai 
dengan norma, 
standar, prosedur, 
dan kriteria yang 
ditetapkan pemerin-
tah.

•	 Menghapus ketentu-
an lampiran per-
mohonan izin dan 
perjanjian pemban-
gunan rumah susun 
atas tanah sewa.

•	 Menambahkan 
ketentuan pengatur-
an lebih lanjut yakni 
pada Peraturan 
Pemerintah.
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g. gambar rencana utili-
tas umum dan instalasi 
beserta perlengkapann-
ya. 

(5) Dalam hal rumah susun 
dibangun di atas tanah 
sewa, pelaku pembangunan 
harus melampirkan perjanji-
an tertulis pemanfaatan dan 
pendayagunaan tanah se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 21 ayat (1).

Pasal 30
Pelaku pembangunan setelah 
mendapatkan izin sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 29 ayat 
(2) dan ayat (3) wajib meminta 
pengesahan dari pemerintah 
daerah tentang pertelaan yang 
menunjukkan batas yang jelas 
dari setiap sarusun, bagian 
bersama, benda bersama, dan 
tanah bersama berserta uraian 
NPP.

Pasal 30
DIHAPUSKAN

•	 Menghapus keten-
tuan pengesahan 
oleh kepala daerah 
dalam hal telah 
mendapatkan izin 
pembangunan.

Pasal 31
(1) Pengubahan rencana fungsi 

dan pemanfaatan rumah 
susun sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 29 ayat (2) 
harus mendapatkan izin dari 
bupati/walikota. 

(2) Khusus untuk Provinsi DKI 
Jakarta, pengubahan ren-
cana fungsi dan peman-
faatan rumah susun se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) harus mendapatkan 
izin dari Gubernur. 

Pasal 31
(1) Pengubahan rencana fungsi 

dan pemanfaatan rumah 
susun sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 29 ayat (2) 
harus memenuhi Perizinan 
Berusaha dari bupati/wali 
kota sesuai dengan nor-
ma, standar, prosedur, dan 
kriteria yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat. 

(2) Khusus untuk Provinsi Daer-
ah Khusus Ibukota Jakarta, 
pengubahan rencana fungsi 
dan pemanfaatan rumah 
susun sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) harus me-
menuhi Perizinan Berusaha 
dari Gubernur sesuai dengan 
norma, standar, prosedur, 
dan kriteria yang ditetapkan 
oleh Pemerintah Pusat.

•	 Menambahkan 
ketentuan atas izin 
untuk pengubahan 
rencana fungsi dan 
pemanfaatan rumah 
susun, di mana 
harus sesuai den-
gan norma, standar, 
prosedur, dan krite-
ria yang ditetapkan 
oleh Pemerintah 
Pusat.

•	 Menghapuskan 
kriteria dan pers-
yaratan atas pen-
gubahan rencana 
pengubahan fungsi 
dan pemanfaatan 
rumah susun
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(3) Pengubahan rencana fungsi 
dan pemanfaatan rumah 
susun sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) tidak 
mengurangi fungsi bagian 
bersama, benda bersama, 
dan fungsi hunian. 

(4) Dalam hal pengubahan 
rencana fungsi dan peman-
faatan rumah susun se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) mengakibatkan pen-
gubahan NPP, pertelaannya 
harus mendapatkan penge-
sahan kembali dari bupati/
walikota. 

(5) Khusus Provinsi DKI Jakarta 
pengubahan rencana fungsi 
dan pemanfaatan rumah 
susun sebagaimana dimak-
sud pada ayat (4) mendapa-
tkan pengesahan dari Guber-
nur. 

(6) Untuk mendapatkan izin 
pengubahan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), 
pelaku pembangunan ha-
rus mengajukan alasan dan 
usulan pengubahan dengan 
melampirkan:
a. gambar rencana tapak 

beserta pengubahannya; 
b. gambar rencana arsitek-

tur beserta pengubahan-
nya; 

c. gambar rencana struktur 
dan penghitungannya 
beserta pengubahannya; 

d. gambar rencana yang 
menunjukkan dengan 
jelas bagian bersama, 
benda bersama, dan 
tanah bersama beserta 
pengubahannya; dan 

(3) Pengubahan rencana fungsi 
dan pemanfaatan rumah 
susun sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) tidak 
mengurangi fungsi bagian 
bersama, benda bersama, 
dan fungsi hunian.
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e. gambar rencana utilitas 
umum dan instalasi serta 
perlengkapannya beserta 
pengubahannya. 

(7) Pengajuan izin pengubahan 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) dan ayat (5) dikenai 
retribusi.

Pasal 32
Pedoman permohonan izin ren-
cana fungsi dan pemanfaatan 
serta pengubahannya diatur 
dengan peraturan Menteri.

Pasal 32
Pedoman permohonan izin ren-
cana fungsi dan pemanfaatan 
serta pengubahannya diatur 
dengan peraturan Menteri.

•	 Mengubah letak 
pengaturan leb-
ih lanjut terkait 
permohonan izin 
rencana fungsi dan 
pemanfaatan serta 
pengubahannya ke 
dalam Peraturan Pe-
merintah, di mana 
sebelumnya diatur 
dalam Peraturan 
Menteri.

Pasal 33
Ketentuan lebih lanjut mengenai 
permohonan izin rencana fungsi 
dan pemanfaatan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 29 serta 
permohonan izin pengubahan 
rencana fungsi dan pemanfaatan 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 31 diatur dengan peraturan 
daerah.

Pasal 33
DIHAPUSKAN

•	 Menghapuskan 
ketentuan mengenai 
letak pengaturan 
lebih lanjut terha-
dap ketentuan Pasal 
29.
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Pasal 39
(1) Pelaku pembangunan wajib 

mengajukan permohonan 
sertifikat laik fungsi kepa-
da bupati/walikota setelah 
menyelesaikan seluruh atau 
sebagian pembangunan ru-
mah susun sepanjang tidak 
bertentangan dengan IMB. 

(2) Khusus untuk Provinsi DKI 
Jakarta, permohonan serti-
fikat laik fungsi sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
diajukan kepada Gubernur. 

(3) Pemerintah daerah mener-
bitkan sertifikat laik fungsi 
setelah melakukan pemer-
iksaan kelaikan fungsi ban-
gunan rumah susun sesuai 
dengan ketentuan peraturan 
perundangundangan.

Pasal 39 
(1) Pelaku pembangunan wajib 

mengajukan permohonan 
sertifikat laik fungsi kepa-
da bupati/wali kota setelah 
menyelesaikan seluruh atau 
sebagian pembangunan ru-
mah susun sepanjang tidak 
bertentangan dengan Per-
setujuan Bangunan Gedung 
sesuai dengan norma, stan-
dar, prosedur, dan kriteria 
yang ditetapkan oleh Pemer-
intah Pusat. 

(2) Khusus untuk Provinsi Daer-
ah Khusus Ibukota Jakarta, 
permohonan sertifikat laik 
fungsi sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) diajukan 
kepada Gubernur sesuai 
dengan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria yang 
ditetapkan oleh Pemerintah 
Pusat. 

(3) Pemerintah Daerah mener-
bitkan sertifikat laik fungsi 
setelah melakukan pemer-
iksaan kelaikan fungsi ban-
gunan rumah susun sesuai 
dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

•	 Mengubah keten-
tuan permohonan 
setifikat laik, yakni 
harus sesuai den-
gan persetujuan 
bangunan Gedung 
dan norma, standar, 
prosedur, dan krite-
ria yang ditetapkan 
oleh Pemerintah 
Pusat.
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Pasal 40
(1) Pelaku pembangunan wa-

jib melengkapi lingkungan 
rumah susun dengan prasa-
rana, sarana, dan utilitas 
umum.

(2) Prasarana, sarana, dan 
utilitas umum sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
harus mempertimbangkan: 

a. kemudahan dan keserasian 
hubungan dalam kegiatan 
sehari-hari;

b. pengamanan jika terjadi hal-
hal yang membahayakan; 
dan 

c. struktur, ukuran, dan kekua-
tan sesuai dengan fungsi 
dan penggunaannya. 

(3) Prasarana, sarana, dan 
utilitas umum sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
harus memenuhi standar 
pelayanan minimal. 

(4) Ketentuan lebih lanjut men-
genai standar pelayanan 
minimal prasarana, sarana, 
dan utilitas umum diatur 
dengan Peraturan Menteri.

Pasal 40
(1) Pelaku pembangunan wa-

jib melengkapi lingkungan 
rumah susun dengan prasa-
rana, sarana, dan utilitas 
umum.

(2) Prasarana, sarana, dan 
utilitas umum sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
harus mempertimbangkan

a. kemudahan dan keserasian 
hubungan dalam kegiatan 
sehari-hari;

b. pengamanan jika terjadi hal 
yang membahayakan; dan 

c. struktur, ukuran, dan kekua-
tan sesuai dengan fungsi 
dan penggunaannya. 

(3) Prasarana, sarana, dan 
utilitas umum sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
harus memenuhi standar 
pelayanan minimal.

(4) Ketentuan lebih lanjut men-
genai standar pelayanan 
minimal prasarana, sarana, 
dan utilitas umum diatur 
dalam Peraturan Pemerintah

•	 Mengubah ketentu-
an pengaturan lebih 
lanjut mengenai ke 
dalam Peraturan 
Pemerintah yang se-
belumnya Peraturan 
Menteri. 

Pasal 43
(1) Proses jual beli sarusun se-

belum pembangunan rumah 
susun selesai dapat dilaku-
kan melalui PPJB yang dibuat 
di hadapan notaris. 

(2) PPJB sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) dilakukan 
setelah memenuhi pers-
yaratan kepastian atas:

a. status kepemilikan tanah; 
b. kepemilikan IMB; 
c. ketersediaan prasarana, 

sarana, dan utilitas umum; 
d. keterbangunan paling sedikit 

20% (dua puluh persen); 
dan 

e. hal yang diperjanjikan.

Pasal 43
(1) Proses jual beli sarusun se-

belum pembangunan rumah 
susun selesai dapat dilaku-
kan melalui PPJB yang dibuat 
di hadapan notaris. 

(2) PPJB sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) dilakukan 
setelah memenuhi pers-
yaratan kepastian atas:

a. status kepemilikan tanah; 
b. Persetujuan Bangunan Ge-

dung; 
c. ketersediaan prasarana, 

sarana, dan utilitas umum; 
d. keterbangunan paling sedikit 

20% (dua puluh persen); 
dan 

e. hal yang diperjanjikan

•	 Mengubah salah 
satu persyaratan, 
yakni kepemilikan 
IMB menjadi Per-
setujuan Bangunan 
Gedung.
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Pengua-
saan, 
Pemi-
likan, dan 
Peman-
faat
-an

Pasal 54
(1) Sarusun umum yang mem-

peroleh kemudahan dari 
pemerintah hanya dapat di-
miliki atau disewa oleh MBR. 

(2) Setiap orang yang memiliki 
sarusun umum sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
hanya dapat mengalihkan 
kepemilikannya kepada pihak 
lain dalam hal: 

a. pewarisan; 
b. perikatan kepemilikan rumah 

susun setelah jangka waktu 
20 (dua puluh) tahun; atau 

c. pindah tempat tinggal yang 
dibuktikan dengan surat 
keterangan pindah dari yang 
berwenang. 

(3) Pengalihan sebagaimana di-
maksud pada ayat (2) huruf 
b dan huruf c hanya dapat 
dilakukan kepada badan 
pelaksana. 

(4) Ketentuan lebih lanjut men-
genai pengalihan sebagaima-
na dimaksud pada ayat (2) 
dan (3) diatur dalam pera-
turan pemerintah. 

(5) Ketentuan mengenai krite-
ria dan tata cara pemberian 
kemudahan kepemilikan 
sarusun umum sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
diatur dengan peraturan 
Menteri.

Pasal 54
(6) Sarusun umum yang mem-

peroleh kemudahan dari 
pemerintah hanya dapat di-
miliki atau disewa oleh MBR. 

(7) Setiap orang yang memiliki 
sarusun umum sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
hanya dapat mengalihkan 
kepemilikannya kepada pihak 
lain dalam hal: 

a. pewarisan; atau 
b. perikatan kepemilikan rumah 

susun setelah jangka waktu 
20 (dua puluh) tahun.

(8) Pengalihan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) 
huruf b hanya dapat dilaku-
kan oleh badan percepatan 
penyelenggaraan perumah-
an. 

(9) Ketentuan lebih lanjut men-
genai pengalihan sebagaima-
na dimaksud pada ayat (2) 
dan ayat (3) dan kriteria dan 
tata cara pemberian kemu-
dahan kepemilikan sarusun 
umum sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) diatur 
dalam Peraturan Presiden.

•	 Menghapus salah 
satu klasifikasi pen-
galihan pihak yakni 
dalam hal pindah 
tempat tinggal yang 
dibuktikan dengan 
surat keterangan 
pindah dari yang 
berwenang.

•	 Menganti badan 
yang berwenang 
melakukan penga-
lihan dari badan 
pelaksana menjadi 
badan percepatan 
penyelenggara pe-
rumahan.

•	 Mengubah secara 
lebih sederhana 
terkait pegaturan 
lebih lanjut yang 
seluruhnya diatur 
dalam Peraturan 
Pemerintah.
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Pengelo-
laan

Pasal 56
(1) Pengelolaan rumah susun 

meliputi kegiatan opera-
sional, pemeliharaan, dan 
perawatan bagian bersama, 
benda bersama, dan tanah 
bersama. 

(2) Pengelolaan rumah susun 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) harus dilaksanakan 
oleh pengelola yang ber-
badan hukum, kecuali rumah 
susun umum sewa, rumah 
susun khusus, dan rumah 
susun negara. 

(3) Badan hukum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) ha-
rus mendaftar dan mendapa-
tkan izin usaha dari bupati/
walikota. 

(4) Khusus untuk Provinsi DKI 
Jakarta, badan hukum se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (3) harus mendaftar 
dan mendapatkan izin usaha 
dari Gubernur.

Pasal 56
(1) Pengelolaan rumah susun 

meliputi kegiatan opera-
sional, pemeliharaan, dan 
perawatan bagian bersama, 
benda bersama, dan tanah 
bersama. 

(2) Pengelolaan rumah susun 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) harus dilaksanakan 
oleh pengelola yang ber-
badan hukum, kecuali rumah 
susun umum sewa, rumah 
susun khusus, dan rumah 
susun negara.

(3) Badan hukum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) ha-
rus mendaftar dan mendapa-
tkan Perizinan Berusaha 
dari bupati/wali kota sesuai 
dengan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria yang 
ditetapkan oleh Pemerintah 
Pusat. 

(4) Khusus untuk Provinsi Daer-
ah Khusus Ibukota Jakarta, 
badan hukum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) ha-
rus mendaftar dan mendapa-
tkan Perizinan Berusaha dari 
Gubernur sesuai dengan 
norma, standar, prosedur, 
dan kriteria yang ditetapkan 
oleh Pemerintah Pusat. 

(5) Ketentuan lebih lanjut men-
genai Perizinan Berusaha 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) dan ayat (4) diatur 
dalam Peraturan Pemerintah.

•	 Mengubah ketentu-
an perizinan badan 
hukum yang ber-
wenang harus ses-
uai dengan standar, 
prosedur, dan krite-
ria yang ditetapkan 
oleh Pemerintah 
Pusat

•	 Menambahkan pen-
gaturan lebih lanjut 
dalam pasal ini pada 
Peraturan Pemerin-
tah.
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Peningka-
tan
Kualitas

Pasal 67
(1) Dalam pelaksanaan pening-

katan kualitas rumah susun 
sebagaimana dimaksud da-
lam Pasal 65 ayat (1) huruf 
a, PPPSRS dapat bekerja 
sama dengan pelaku pemba-
ngunan rumah susun. 

(2) Kerja sama sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan berdasarkan per-
janjian tertulis yang dibuat di 
hadapan pejabat yang ber-
wenang berdasarkan prinsip 
kesetaraan. 

(3) Pelaksanaan peningkatan 
kualitas rumah susun umum 
dan rumah susun khusus 
dilaksanakan oleh badan 
pelaksana.

Pasal 67
(1) Dalam pelaksanaan pening-

katan kualitas rumah susun 
sebagaimana dimaksud da-
lam Pasal 65 ayat (1) huruf 
a, PPPSRS dapat bekerja 
sama dengan pelaku pemba-
ngunan rumah susun. 

(2) Kerja sama sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan berdasarkan per-
janjian tertulis yang dibuat di 
hadapan pejabat yang ber-
wenang berdasarkan prinsip 
kesetaraan. 

(3) Pelaksanaan peningkatan 
kualitas rumah susun umum 
dan rumah susun khusus 
dilaksanakan oleh badan 
percepatan penyelenggaraan 
perumahan.

•	 Mengubah badan 
pelaksana peningka-
tan kualitas rumah 
susun dan rumah 
susun khusus men-
jadi badan percepa-
tan penyelenggara 
perumahan.

Kelemba-
ga
-an

Pasal 72
(1) Untuk mewujudkan penye-

diaan rumah susun yang lay-
ak dan terjangkau bagi MBR, 
Pemerintah menugasi atau 
membentuk badan pelaksa-
na. 

(2) Penugasan atau pembentu-
kan badan pelaksana se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) bertujuan untuk: 
a. mempercepat penye-

diaan rumah susun 
umum dan rumah susun 
khusus, terutama di 
perkotaan; 

b. menjamin bahwa rumah 
susun umum hanya dimi-
liki dan dihuni oleh MBR; 

c. menjamin tercapainya 
asas manfaat rumah 
susun; dan 

d. melaksanakan berbagai 
kebijakan di bidang 
rumah susun umum dan 
rumah susun khusus.

Pasal 72
DIHAPUSKAN

•	 Mengahpuskan 
ketentuan mengenai 
badan pelaksana 
serta fungsinya.



550
P E D O M A N  M E M A H A M I  R U U  O M N I B U S  L A W

DNT LAWYERS

TOPIK NOMOR PASAL UU CIPTA KERJA RANGKUMAN PEN-
JELASAN

(3) Badan pelaksana sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
mempunyai fungsi pelaksa-
naan pembangunan, pengali-
han kepemilikan, dan distri-
busi rumah susun umum dan 
rumah susun khusus secara 
terkoordinasi dan terintegra-
si. 

(4) Untuk melaksanakan fungsi 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3), badan pelaksana 
bertugas: 
a. melaksanakan pemba-

ngunan rumah susun 
umum dan rumah susun 
khusus; 

b. menyelenggarakan koor-
dinasi operasional lintas 
sektor, termasuk dalam 
penyediaan prasara-
na, sarana, dan utilitas 
umum; 

c. melaksanakan peningka-
tan kualitas rumah susun 
umum dan rumah susun 
khusus; 

d. memfasilitasi penyediaan 
tanah untuk pembangu-
nan rumah susun umum 
dan rumah susun khu-
sus; 

e. memfasilitasi penghuni-
an, pengalihan, peman-
faatan, serta pengelo-
laan rumah susun umum 
dan rumah susun khu-
sus; 
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f. melaksanakan verifikasi 
pemenuhan persyaratan 
terhadap calon pemi-
lik dan/atau penghuni 
rumah susun umum dan 
rumah susun khusus; 
dan 

g. melakukan pengem-
bangan hubungan kerja 
sama di bidang rumah 
susun dengan berbagai 
instansi di dalam dan di 
luar negeri.

Pasal 73
Ketentuan lebih lanjut mengenai 
penugasan atau pembentukan 
badan pelaksana sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 72 diatur 
dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 73
DIHAPUSKAN

•	 Menghapuskan pen-
gaturan lebih lanjut 
dalam pasal ini pada 
Peraturan Pemerin-
tah.

Sanksi
Admini
-stratif

Pasal 107
Setiap orang yang menyelengga-
rakan rumah susun tidak me-
menuhi ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 16 ayat 
(2), Pasal 22 ayat (3), Pasal 25 
ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 
30, Pasal 39 ayat (1), Pasal 40 
ayat (1), Pasal 51 ayat (3), Pasal 
52, Pasal 59 ayat (1), Pasal 61 
ayat (1), Pasal 66, Pasal 74 ayat 
(1) dikenai sanksi administratif.

Pasal 107
Setiap orang yang menyelengga-
rakan rumah susun tidak me-
menuhi ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 16 ayat 
(2), Pasal 22 ayat (3), Pasal 25 
ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 
39 ayat (1), Pasal 40 ayat (1), 
Pasal 51 ayat (3), Pasal 52, Pasal 
59 ayat (1), Pasal 61 ayat (1), 
Pasal 66, Pasal 74 ayat (1), Pasal 
98, Pasal 100, atau Pasal 101 
dikenai sanksi administratif.

•	 Merubah klasifikasi 
Pasal, antara lain:

1. Menghapus Pasal 
30;

2. Menambahkan Pasal 
98;

3. Menambahkan Pasal 
100;

4. Menambahkan Pasal 
101.
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Pasal 108
(1) Sanksi administratif se-

bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 107 dapat berupa: 

a. peringatan tertulis; 
b. pembatasan kegiatan pem-

bangunan dan/atau kegiatan 
usaha; 

c. penghentian sementara pada 
pekerjaan pelaksanaan pem-
bangunan; 

d. penghentian sementara atau 
penghentian tetap pada pen-
gelolaan rumah susun;

e. pengenaan denda adminis-
tratif; 

f. pencabutan IMB; 
g. pencabutan sertifikat laik 

fungsi; 
h. pencabutan SHM sarusun 

atau SKBG sarusun; 
i. perintah pembongkaran ban-

gunan rumah susun; atau 
j. pencabutan izin usaha.
(2) Pengenaan sanksi adminis-

tratif sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tidak meng-
hilangkan tanggung jawab 
pemulihan dan pidana. 

(3) Ketentuan lebih lanjut men-
genai sanksi administratif, 
tata cara, dan besaran den-
da administratif diatur dalam 
peraturan pemerintah.

Pasal 108
(1) Sanksi administratif se-

bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 107 dapat berupa:

a. peringatan tertulis; 
b. pembatasan kegiatan pem-

bangunan dan/atau kegiatan 
usaha; 

c. penghentian sementara pada 
pekerjaan pelaksanaan pem-
bangunan; 

d. penghentian sementara atau 
penghentian tetap pada pen-
gelolaan rumah susun; 

e. pencabutan Persetujuan 
Bangunan Gedung;  

f. pencabutan sertifikat laik 
fungsi; 

g. pencabutan SHM sarusun 
atau SKBG sarusun;

h. perintah pembongkaran ban-
gunan rumah susun; 

i. denda administratif; dan/
atau 

j. pencabutan Perizinan Beru-
saha.

(2) Ketentuan lebih lanjut men-
genai kriteria, jenis, besaran 
denda, dan tata cara pen-
genaan sanksi administratif 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur dalam Pera-
turan Pemerintah. 

(3) Pengenaan sanksi adminis-
tratif sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) tidak meng-
hilangkan tanggung jawab 
pemulihan

•	 Mengubah salah 
satu ketentuan 
sanksi administratif 
yakni pencabutan 
IMB menjadi pen-
cabutan persetujuan 
bangunan gedung.

•	 Mengubah dengan 
menghapuskan 
ketentuan pertang-
gungan pidana.
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Ketentu-
an Pidana

Pasal 110
Pelaku pembangunan yang 

membuat PPJB:
a. yang tidak sesuai dengan 

yang dipasarkan; atau
b. sebelum memenuhi per-

syaratan kepastian se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 43 ayat (2);

sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 98, dipidana den-
gan pidana penjara pal-
ing lama 4 (empat) tahun 
atau denda paling banyak 
Rp4.000.000.000,00 (empat 
miliar rupiah).

Pasal 110
DIHAPUSKAN

•	 Menghapus ketentu-
an pidana terhadap 
pelanggaran pem-
buatan PPJB se-
bagaimana dimak-
sud Pasal 98.

Pasal 112
Setiap orang yang membangun 

rumah susun di luar lokasi 
yang ditetapkan sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 
100 dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 2 (dua) 
tahun atau denda paling 
banyak Rp2.000.000.000,00 
(dua miliar rupiah).

Pasal 112
DIHAPUSKAN

•	 Menghapuskan 
ketentuan pidana 
mengenai pelang-
garan dalam Pasal 
110.

Pasal 113
(1) Setiap orang yang:
a. mengubah peruntukan lokasi 

rumah susun yang sudah 
ditetapkan; atau 

b. mengubah fungsi dan pe-
manfaatan rumah susun se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 101 dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 1 
(satu) tahun atau denda pal-
ing banyak Rp50.000.000,00 
(lima puluh juta rupiah). 

(2) Dalam hal perbuatan se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) mengakibatkan 
bahaya bagi nyawa orang 
atau barang, pelaku dipi-
dana dengan pidana penjara 
paling lama 5 (lima) tahun 
atau denda paling banyak 
Rp250.000.000,00 (dua ratus 
lima puluh juta rupiah).

Pasal 113
Setiap orang yang: 
a. mengubah peruntukan lokasi 

rumah susun yang sudah 
ditetapkan; atau 

b. mengubah fungsi dan pe-
manfaatan rumah susun

sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 101 menimbulkan kor-
ban terhadap manusia atau 
kerusakan barang, pelaku 
dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 1 (satu) 
tahun atau denda paling 
banyak Rp250.000.000,00 
(dua ratus lima puluh juta 
rupiah).

•	 Mengubah ketentu-
an pasal ini menjadi 
satu kesatuan sank-
si pidana bagi setiap 
pelanggaran yang 
dilakukan dalam 
pasal ini.



554
P E D O M A N  M E M A H A M I  R U U  O M N I B U S  L A W

DNT LAWYERS

TOPIK NOMOR PASAL UU CIPTA KERJA RANGKUMAN PEN-
JELASAN

Pasal 114
Setiap pejabat yang: 
a. menetapkan lokasi yang ber-

potensi menimbulkan bahaya 
untuk pembangunan rumah 
susun; atau 

b. mengeluarkan izin mendiri-
kan bangunan rumah susun 
yang tidak sesuai dengan 
lokasi peruntukan 

sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 102 dipidana den-
gan pidana penjara pal-
ing lama 5 (lima) tahun 
atau denda paling banyak 
Rp5.000.000.000,00 (lima 
miliar rupiah).

Pasal 114
Setiap pejabat yang:
a. menetapkan lokasi yang ber-

potensi menimbulkan bahaya 
untuk pembangunan rumah 
susun; atau 

b. mengeluarkan Persetujuan 
Bangunan Gedung rumah 
susun yang tidak sesuai den-
gan lokasi peruntukan

sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 102 dipidana den-
gan pidana penjara pal-
ing lama 5 (lima) tahun 
atau denda paling banyak 
Rp5.000.000.000,00 (lima 
miliar rupiah).

•	 Mengubah ketentu-
an akan pelangga-
ran yang sebelum-
nya terhadap IMB 
menjadi persetujuan 
bangunan Gedung.

Pasal 117
(1) Dalam hal perbuatan se-

bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 109 sampai dengan 
Pasal 116 dilakukan oleh 
badan hukum, maka selain 
pidana penjara dan den-
da terhadap pengurusnya, 
pidana dapat dijatuhkan 
terhadap badan hukum 
berupa pidana denda den-
gan pemberatan 3 (tiga) kali 
dari pidana denda terhadap 
orang. 

(2) Selain pidana denda se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1), badan hukum dapat 
dijatuhi pidana tambahan 
berupa:

a. pencabutan izin usaha; atau 
b. pencabutan status badan 

hukum.

Pasal 117
(1) Dalam hal perbuatan se-

bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 109, Pasal 111, Pasal 
115 atau Pasal 116 dilakukan 
oleh badan hukum, selain pi-
dana penjara dan denda ter-
hadap pengurusnya, pidana 
dapat dijatuhkan terhadap 
badan hukum berupa pidana 
denda dengan pemberatan 3 
(tiga) kali dari pidana denda 
terhadap orang. 

(2) Selain pidana denda se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1), badan hukum dapat 
dijatuhi pidana tambahan 
berupa: 

a. pencabutan Perizinan Beru-
saha; atau 

b. pencabutan status badan 
hukum.

•	 Merubah klasifikasi 
Pasal, antara lain:

1. Menambahkan Pasal 
111;

2. Menambahkan Pasal 
115;
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Tanggung 
Jawab dan 
Kewenang
-an

Pasal 5
(1) Untuk mencapai tujuan Pasal 

4 ayat (1) huruf a Pemerin-
tah Pusat memiliki kewenan-
gan:
a. mengembangkan struk-

tur usaha Jasa Konstruk-
si; 

b. mengembangkan sistem 
persyaratan usaha Jasa 
Konstruksi; 

c. menyelenggarakan reg-
istrasi badan usaha Jasa 
Konstruksi; 

d. menyelenggarakan 
akreditasi bagi asosiasi 
perusahaan Jasa Kon-
struksi dan asosiasi yang 
terkait dengan rantai 
pasok Jasa Konstruksi; 

e. menyelenggarakan 
pemberian lisensi bagi 
lernbaga yang melak-
sanakan sertifikasi badan 
usaha; 

f. mengembangkan sistem 
rantai pasok Jasa Konstr-
trksi; 

g. mengembangkan sistem 
permodalan dan sistem 
penjaminan usaha Jasa 
Konstruksi; 

h. memberikan dukungan 
dan pelindungan bagi 
pelaku usaha Jasa Kon-
struksi nasional dalam 
mengakses pasar Jasa 
Konstruksi internasional; 

i. mengembangkan sistem 
pengawasan tertib usaha 
Jasa Konstruksi; 

Pasal 5
(1) Untuk mencapai tujuan se-

bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 ayat (1) huruf a, 
Pemerintah Pusat memiliki 
kewenangan: 
a. mengembangkan struk-

tur usaha Jasa Konstruk-
si; 

b. mengembangkan sistem 
persyaratan usaha Jasa 
Konstruksi; 

c. menyelenggarakan Per-
izinan Berusaha dalam 
rangka registrasi badan 
usaha Jasa Konstruksi; 

d. menyelenggarakan Per-
izinan Berusaha terkait 
Jasa Konstruksi;

e. menyelenggarakan 
pemberian lisensi bagi 
lembaga yang melak-
sanakan sertifikasi badan 
usaha; 

f. mengembangkan sistem 
rantai pasok Jasa Kon-
struksi; 

g. mengembangkan sistem 
permodalan dan sistem 
penjaminan usaha Jasa 
Konstruksi; 

h. memberikan dukungan 
dan pelindungan bagi 
pelaku usaha Jasa Kon-
struksi nasional dalam 
mengakses pasar Jasa 
Konstruksi internasional; 

i. mengembangkan sistem 
pengawasan tertib usaha 
Jasa Konstruksi; 

•	 Menghapuskan 
ketentuan pembe-
rian akreditas.

•	 Menambahkan 
ketentuan penye-
lenggaran pem-
berian perizinan 
berusaha terkait 
jasa konstruksi

•	 Menghapuskan 
ketetuan pemberi-
an izin perwakilan 
badan usaha asing.

•	 Mengubah keten-
tuan dalam regis-
trasi pengalaman 
menjadi kepada 
badan usaha.
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j. menyelenggarakan pe-
nerbitan izin perwakilan 
badan usaha asing dan 
lzin Usaha dalam rangka 
penanaman modal asing; 

k. menyelenggarakan 
pengawasan tertib usaha 
Jasa Konstruksi asing 
dan Jasa Konstruksi 
kualifikasi besar; 

l. menyelenggarakan 
pengembangan layanan 
usaha Jasa Konstruksi; 

m. mengumpulkan dan 
mengembangkan sistem 
informasi yang terkait 
dengan pasar Jasa Kon-
struksi di negara yang 
potensial untuk pelaku 
usaha Jasa Konstruksi 
nasional; 

n. mengembangkan sistem 
kemitraan antara usaha 
Jasa Konstruksi nasional 
dan internasional; 

o. menjamin terciptanya 
persaingan yang sehat 
dalam pasar Jasa Kon-
struksi; 

p. mengembangkan seg-
mentasi pasar Jasa 
Konstruksi nasional; 

q. memberikan pelindun-
gan hukum bagi pelaku 
usaha Jasa Konstruksi 
nasional yang mengak-
ses pasar Jasa Konstruk-
si internasional; dan 

r. menyelenggarakan regis-
trasi pengalaman badan 
usaha Jasa Konstruksi.

j. menyelenggarakan pen-
erbitan Perizinan Berusa-
ha dalam rangka pena-
naman modal asing; 

k. menyelenggarakan 
pengawasan tertib usaha 
Jasa Konstruksi asing 
dan Jasa Konstruksi 
kualifikasi besar; 

l. menyelenggarakan 
pengembangan layanan 
usaha Jasa Konstruksi; 

m. mengumpulkan dan 
mengembangkan sistem 
informasi yang terkait 
dengan pasar Jasa Kon-
struksi di negara yang 
potensial untuk pelaku 
usaha Jasa Konstruksi 
nasional; 

n. mengembangkan sistem 
kemitraan antara usaha 
Jasa Konstruksi nasional 
dan internasional; 

o. menjamin terciptanya 
persaingan yang sehat 
dalam pasar Jasa Kon-
struksi; 

p. mengembangkan seg-
mentasi pasar Jasa 
Konstruksi nasional; 

q. memberikan pelindun-
gan hukum bagi pelaku 
usaha Jasa Konstruksi 
nasional yang mengak-
ses pasar Jasa Konstruk-
si internasional; dan 

r. menyelenggarakan regis-
trasi pengalaman badan 
usaha.
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(2) untuk mencapai tujuan se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 ayat (1) huruf b, 
pemerintah pusat memiliki 
kewenangan:
a. mengembangkan sistem 

pemilihan penyedia Jasa 
dalam penyelenggaraan 
Jasa Konstruksi; 

b. mengembangkan Kon-
trak Kerja Konstruksi 
yang menjamin kese-
taraan hak dan kewa-
jiban .antara. Pengguna 
Jasa dan penyedia Jasa; 

c. mendorong digunakann-
ya alternatif penyelesa-
ian sengketa penyeleng-
garaan Jasa Konstruksi 
di luar pengadilan; dan 

d. mengembangkan sistem 
kinerja penyedia Jasa 
dalam penyelenggaraan 
Jasa Konstruksi.

(3) Untuk mencapai tujuan se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 ayat (1) huruf c, 
pemerintah pusat memiliki 
kewenangan: 
a. mengembangkan stan-

dar Keamanan, Kesela-
matan, Kesehatan, dan 
Keberranjutan daram 
penyelenggaraan Jasa 
Konstruksi; 

b. menyelenggarakan 
pengawasan penerapan 
Standar Keamanan, 
Keselamatan, Kesehatarr, 
dan keberranjutan dalam 
penyelenggaraan dan 
pemanfaatan Jasa Kon-
struksi oleh badan usaha 
Jasa Konstruksi; 

(2) Untuk mencapai tujuan se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 ayat (1) huruf b, 
Pemerintah Pusat memiliki 
kewenangan: 
a. mengembangkan sistem 

pemilihan Penyedia Jasa 
dalam penyelenggaraan 
Jasa Konstruksi; 

b. mengembangkan Kon-
trak Kerja Konstruksi 
yang menjamin kese-
taraan hak dan kewa-
jiban antara Pengguna 
Jasa dan Penyedia Jasa; 

c. mendorong digunakann-
ya alternatif penyelesa-
ian sengketa penyeleng-
garaan Jasa Konstruksi 
di luar pengadilan; dan 

d. mengembangkan sistem 
kinerja Penyedia Jasa 
dalam penyelenggaraan 
Jasa Konstruksi.

(3) Untuk mencapai tujuan se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 ayat (1) huruf c, 
Pemerintah Pusat memiliki 
kewenangan: 
a. mengembangkan Stan-

dar Keamanan, Kesela-
matan, Kesehatan, dan 
Keberlanjutan dalam 
penyelenggaraan Jasa 
Konstruksi; 

b. menyelenggarakan 
pengawasan penerapan 
Standar Keamanan, 
Keselamatan, Kesehatan, 
dan Keberlanjutan dalam 
penyelenggaraan dan 
pemanfaatan Jasa Kon-
struksi oleh badan usaha 
Jasa Konstruksi; 
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c. menyelenggarakan regis-
trasi penilai ahli; dan

d. menetapkan penilai ahli 
yang teregistrasi dalam 
hal terjadi Kegagalan 
Bangunan. 

(4) Untuk mencapai tujuan se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 ayat (1) huruf d, 
pEmerintah pusat memiliki 
kewenangan:
a. mengembangkan stan-

dar kompetensi kerja 
dan pelatihan Jasa Kon-
struksi; 

b. memberdayakan rem-
baga pendidikan dan 
pelatihan kerja konstruk-
si nasional; 

c. menyelenggarakan 
pelatihan tenaga kerja 
konstruksi strategis dan 
percontohan; 

d. mengembangkan sistem 
sertifikasi kompetensi 
tenaga kerja konstruksi; 

e. menetapkan standar re-
munerasi minimal kerja 
konstruksi; 

f. menyelenggarakan pen-
gawasan sistem pelati-
han, dan standar re-
munerasi minimal kerja 
konstruksi; 

g. menyelenggarakan 
akreditasi bagi asosia-
si lisensi bagi lembaga 
sertifikasi profesi; 

h. menyelenggarakan regis-
trasi tenaga keda konst-
mksi; 

c. menyelenggarakan regis-
trasi penilai ahli; dan 

d. menetapkan penilai ahli 
yang teregistrasi dalam 
hal terjadi Kegagalan 
Bangunan.

(4) Untuk mencapai tujuan se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 ayat (1) huruf d, 
Pemerintah Pusat memiliki 
kewenangan: 
a. mengembangkan stan-

dar kompetensi kerja 
dan pelatihan Jasa Kon-
struksi; 

b. memberdayakan lem-
baga pendidikan dan 
pelatihan kerja konstruk-
si nasional; 

c. menyelenggarakan 
pelatihan tenaga kerja 
konstruksi strategis dan 
percontohan; 

d. mengembangkan sistem 
sertifikasi kompetensi 
tenaga kerja konstruksi; 

e. menetapkan standar 
remunerasi minimal bagi 
tenaga kerja konstruksi; 

f. menyelenggarakan 
pengawasan sistem 
sertifikasi, pelatihan, dan 
standar remunerasi min-
imal bagi tenaga kerja 
konstruksi; 

g. menyelenggarakan 
akreditasi bagi asosiasi 
profesi dan lisensi bagi 
lembaga sertifikasi pro-
fesi; 

h. menyelenggarakan 
registrasi tenaga kerja 
konstruksi; 
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i. menyelenggarakan 
registrasi pengalaman 
profesional tenaga kerja 
konstruksi serta lembaga 
pendidikan dan pelatihan 
kerja di bidang konstruk-
si; 

j. menyelenggarakan 
penyetaraan tenaga ker-
ja konstruksi asing; dan 

k. membentuk lembaga 
sertifikasi profesi untuk 
melaksanakan tugas 
sertifikasi Kompetensi 
Kerja yang belum dapat 
dilakukan lembaga serti-
fikasi profLsi yang diben-
tuk oleh asosiasi profesi 
atau lembaga pendidikai 
dan pelatihan. 

(5) Untuk mencapai tujuan se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 ayat (1) huruf e, 
pemerintah pusat memiliki 
kewenangan:
a. mengembangkan stan-

dar material dan pera-
latan konstruksi, serta 
inovasi teknologi kon-
struksi; 

b. mengembangkan ske-
ma kerja sama antara 
institusi penelitian dan 
pengembangan dan 
seluruh pemangku 
kepentingan Jasa Kon-
struksi; 

c. menetapkan pengem-
bangan teknologi priori-
tas; 

i. menyelenggarakan 
registrasi pengalaman 
profesional tenaga kerja 
konstruksi serta lembaga 
pendidikan dan pelatihan 
kerja di bidang konstruk-
si; 

j. menyelenggarakan 
penyetaraan tenaga ker-
ja konstruksi asing; dan 

k. membentuk lembaga 
sertifikasi profesi untuk 
melaksanakan tugas 
sertifikasi kompetensi 
kerja yang belum dapat 
dilakukan lembaga serti-
fikasi profesi yang diben-
tuk oleh asosiasi profesi 
atau lembaga pendidikan 
dan pelatihan. 

(5) Untuk mencapai tujuan se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 ayat (1) huruf e, 
Pemerintah Pusat memiliki 
kewenangan: 
a. mengembangkan stan-

dar material dan pera-
latan konstruksi, serta 
inovasi teknologi kon-
struksi; 

b. mengembangkan ske-
ma kerja sama antara 
institusi penelitian dan 
pengembangan dan 
seluruh pemangku 
kepentingan Jasa Kon-
struksi; 

c. menetapkan pengem-
bangan teknologi priori-
tas; 
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d. memublikasikan material 
dan serta teknologi kon-
struksi dalam pemangku 
kepentingan, baik inter-
nasional; bagi tenaga 
sertifikasi, bagi tenaga 
profesi dan peralatan 
konstruksi negeri kepada 
seluruh nasional maupun 

e. menetapkan dan 
meningkatkan peng-
gunaan standar mutu 
material dan peralatan 
sesuai dengan standar 
Nasional Indonesia; 

f. melindungi kekayaan 
intelektuar atas material 
dan peialatan konstruksi 
serta teknorogi konstruk-
si hasil penelitian dan 
pengembangan dalam 
negeri; dan 

g. membangun sistem 
rantai pasok material, 
peralatan, dan teknologi 
konstruksi.

(6) Untuk mencapai tujuan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat (1) huruf 
f, Pemerintah Pusat memiliki 
kewenangan: 
a. meningkatkan partisi-

pasi masyarakat yang 
berkualitas dan ber-
tanggung jawab dalam 
pengawasan penyeleng-
garaan Jasa Konstruksi; 

b. meningkatkan kapasi-
tas kelembagaan mas-
yarakat Jasa Konstruksi; 

d. memublikasikan material 
dan peralatan konstruksi 
serta teknologi konstruk-
si dalam negeri kepa-
da seluruh pemangku 
kepentingan, baik nasi-
onal maupun internasi-
onal; 

e. menetapkan dan 
meningkatkan peng-
gunaan standar mutu 
material dan peralatan 
sesuai dengan Standar 
Nasional Indonesia; 

f. melindungi kekayaan 
intelektual atas material 
dan peralatan konstruksi 
serta teknologi konstruk-
si hasil penelitian dan 
pengembangan dalam 
negeri; dan 

g. membangun sistem 
rantai pasok material, 
peralatan, dan teknologi 
konstruksi.

(6) Untuk mencapai tujuan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat (1) huruf 
f, Pemerintah Pusat memiliki 
kewenangan: 
a. meningkatkan partisi-

pasi masyarakat yang 
berkualitas dan ber-
tanggung jawab dalam 
pengawasan penyeleng-
garaan Jasa Konstruksi; 

b. meningkatkan kapasi-
tas kelembagaan mas-
yarakat Jasa Konstruksi; 
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c. memfasilitasi penyeleng-
garaan forum Jasa Kon-
struksi sebagai media 
aspirasi masyarakat Jasa 
Konstruksi; 

d. memberikan dukungan 
pembiayaan terhadap 
penyelenggaraan Serti-
fikasi Kompetensi Kerja; 
dan 

e. meningkatkan partisi-
pasi masyarakat yang 
berkualitas dan bertang-
gung jawab dalam Usaha 
Penyediaan Bangunan.

(7) Dukungan pembiayaan se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (6) huruf d dilakukan 
dengan mempertimbangkan 
kemampuan keuangan nega-
ra. 

(8) Untuk mencapai tujuan se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 ayat (1) huruf g, 
Pemerintah Pusat memiliki 
kewenangan:
a. mengembangkan sistem 

informasi Jasa Konstruksi 
nasional; dan 

b. mengumpulkan data dan 
i nformasi Jasa Konstruk-
si nasional dan internasi-
onal.

c. memfasilitasi penyeleng-
garaan forum Jasa Kon-
struksi sebagai media 
aspirasi masyarakat Jasa 
Konstruksi; 

d. memberikan dukungan 
pembiayaan terhadap 
penyelenggaraan Serti-
fikasi Kompetensi Kerja; 
dan 

e. meningkatkan partisi-
pasi masyarakat yang 
berkualitas dan bertang-
gung jawab dalam Usaha 
Penyediaan Bangunan.

(7) Dukungan pembiayaan se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (6) huruf d dilakukan 
dengan mempertimbangkan 
kemampuan keuangan nega-
ra

(8) Untuk mencapai tujuan se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 ayat (1) huruf g, 
Pemerintah Pusat memiliki 
kewenangan: 
a. mengembangkan sistem 

informasi Jasa Konstruksi 
nasional; dan 

b. mengumpulkan data dan 
i nformasi Jasa Konstruk-
si nasional dan internasi-
onal.

Pasal 6
(1) Untuk mencapai tujuan 

sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat (1) huruf 
a, gubernur sebagai wakil 
pemerintah Pusat di daerah 
memiliki kewenangan: 
a. memberdayakan badan 

usaha Jasa Konstruksi; 
b. menyelenggarakan pen-

gawasan proses pembe-
rian lzin Usaha nasional;

Pasal 6
(1) Untuk mencapai tujuan se-

bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 ayat (1) huruf a, gu-
bernur sebagai wakil Pemer-
intah Pusat di daerah sesuai 
dengan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria yang 
ditetapkan oleh Pemerintah 
Pusat memiliki kewenangan:
a. memberdayakan badan 

usaha Jasa Konstruksi; 
b. menyelenggarakan 

pengawasan pemberian 
Perizinan Berusaha;

•	 Menambahkan 
ketentuan perizin-
an harus sesuai 
dengan norma, 
standar, prosedur, 
dan kriteria yang 
ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat

•	 Menghapuskan 
ketentuan pen-
gawasan yang 
mengacu terhadap 
kontrak kerja me-
lainkan mengacu 
kepada konstruksi
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c. menyelenggarakan 
pengawasan tertib us-
aha Jasa Konstruksi di 
provinsi; 

d. menyelenggarakan pen-
gawasan sistem rantai 
pasok konstruksi di 
provinsi; dan

e. memfasilitasi kemitraan 
antara badan usaha Jasa 
Konstruksi di provinsi 
dengan badan usaha 
dari luar provinsi. 

(2) Untuk mencapai tujuan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat (1) huruf 
b, gubernur sebagai wakil 
Pemerintah Pusat di daerah 
memiliki kewenangan:
a. menyelenggarakan 

pengawasan pemilihan 
penyedia Jasa dalam 
penyelenggaraan Jasa 
Konstruksi:

b. menyelenggarakan pen-
gawasan Konstruksi; dan 
Kontrak Keqja 

c. menyelenggarakan 
pengawasan tertib 
penyelenggaraan dan 
tertib pemanfaatan Jasa 
Konstruksi di provinsi. 

c. menyelenggarakan 
pengawasan tertib us-
aha Jasa Konstruksi di 
provinsi; 

d. menyelenggarakan pen-
gawasan sistem rantai 
pasok konstruksi di 
provinsi; dan 

e. memfasilitasi kemitraan 
antara badan usaha Jasa 
Konstruksi di provinsi 
dengan badan usaha 
dari luar provinsi. 

(2) Untuk mencapai tujuan se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 ayat (1) huruf b, gu-
bernur sebagai wakil Pemer-
intah Pusat di daerah sesuai 
dengan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria yang 
ditetapkan oleh Pemerintah 
Pusat memiliki kewenangan:
a. menyelenggarakan 

pengawasan pemilihan 
penyedia Jasa dalam 
penyelenggaraan Jasa 
Konstruksi; 

b. menyelenggarakan pen-
gawasan Konstruksi; dan 

c. menyelenggarakan 
pengawasan tertib 
penyelenggaraan dan 
tertib pemanfaatan Jasa 
Konstruksi di provinsi. 
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(3) Untuk mencapai tujuan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat (1) huruf 
c, gubernur sebagai wakil 
pemerintah Pusat di daer-
ah memiliki kewenangan 
menyelenggarakan penga-
wasan penerapan Standar 
Keamanan, Keselamatan, 
Kesehatan, dan Keberlan-
jutan dalam penyelengga-
raan dan pemanfaatan Jasa 
Konstruksi oleh badan usaha 
Jasa Konstruksi kualifikasi 
kecil dan menengah. 

(4) Untuk mencapai tujuan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat (1) huruf 
d, gubernur sebagai wakil 
pemerintah Pusat di daer-
ah memiliki kewenangan 
menyelenggarakan penga-
wasan:
a. sistem Sertifikasi Kompe-

tensi Kerja; 
b. pelatihan tenaga kerja 

konstruksi; dan 
c. upah tenaga kerja kon-

struksi. 

(3) Untuk mencapai tujuan se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 ayat (1) huruf c, gu-
bernur sebagai wakil Pemer-
intah Pusat di daerah sesuai 
dengan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria yang 
ditetapkan oleh Pemerintah 
Pusat memiliki kewenangan 
menyelenggarakan penga-
wasan penerapan Standar 
Keamanan, Keselamatan, 
Kesehatan, dan Keberlan-
jutan dalam penyelengga-
raan dan pemanfaatan Jasa 
Konstruksi oleh badan usaha 
Jasa Konstruksi kualifikasi 
kecil dan menengah. 

(4) Untuk mencapai tujuan se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 ayat (1) huruf d, gu-
bernur sebagai wakil Pemer-
intah Pusat di daerah sesuai 
dengan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria yang 
ditetapkan oleh Pemerintah 
Pusat memiliki kewenangan 
menyelenggarakan penga-
wasan:
a. Sistem Sertifikasi Kom-

petensi Kerja; 
b. pelatihan tenaga kerja 

konstruksi; dan 
c. upah tenaga kerja kon-

struksi. 
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(5) untuk mencapai tujuan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat (1) huruf 
e, gubernur sebagai wakil 
pemerintah Pusat di daerah 
memiliki kewenangan:
a. menyelenggarakan pen-

gawasan penggunaan 
material, peralatan, dan 
teknologi konstruksi; 

b. memfasilitasi keda sama 
antara institusi peneli-
tian dan pengembangan 
Jasa Konstruksi den-
gan seluruh pemangku 
kepentingan Jasa Kon-
struksi; 

c. memfasilitasi pengem-
bangan teknologi priori-
tas; 

d. menyelenggarakan 
pengawasan pengelolaan 
dan pemanfaatan sum-
ber material konstruksi; 
dan 

e. meningkatkan peng-
gunaan standar mutu 
material dan peralatan 
sesuai dengan Standar 
Nasional Indonesia. 

(5) Untuk mencapai tujuan se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 ayat (1) huruf e, gu-
bernur sebagai wakil Pemer-
intah Pusat di daerah sesuai 
dengan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria yang 
ditetapkan oleh Pemerintah 
Pusat memiliki kewenangan:
a. menyelenggarakan pen-

gawasan penggunaan 
material, peralatan, dan 
teknologi konstruksi; 

b. memfasilitasi kerja sama 
antara institusi peneli-
tian dan pengembangan 
Jasa Konstruksi den-
gan seluruh pemangku 
kepentingan Jasa Kon-
struksi; 

c. memfasilitasi pengem-
bangan teknologi priori-
tas; 

d. menyelenggarakan 
pengawasan pengelolaan 
dan pemanfaatan sum-
ber material konstruksi; 
dan 

e. meningkatkan peng-
gunaan standar mutu 
material dan peralatan 
sesuai dengan Standar 
Nasional Indonesia. 
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(6) Untuk mencapai tujuan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat (1) huruf 
f, gubernur sebagai wakil 
Pemerintah Pusat di daerah 
memiliki kewenangan:
a. memperkuat kapasitas 

kelembagaan mas-
yarakat Jasa Konstruksi 
provinsi; 

b. meningkatkan partisipasi 
masyarakat Jasa Kon-
struksi yang berkualitas 
dan bertanggung jawab 
dalam pengawasan 
penyelenggaraan usaha 
Jasa Konstruksi; dan 

c. meningkatkan partisipasi 
masyarakat Jasa Kon-
struksi yang berkualitas 
dan bertanggung jawab 
dalam Usaha Penyediaan 
Bangunan.

(7) Untuk mencapai tujuan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat (1) huruf 
g, gubernur sebagai wakil 
Pemerintah Pusat di daerah 
memiliki kewenangan meng-
umpulkan data dan informasi 
Jasa Iionstruksi di provinsi.

(6) Untuk mencapai tujuan se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 ayat (1) huruf f, gu-
bernur sebagai wakil Pemer-
intah Pusat di daerah sesuai 
dengan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria yang 
ditetapkan oleh Pemerintah 
Pusat memiliki kewenangan: 
a. memperkuat kapasitas 

kelembagaan mas-
yarakat Jasa Konstruksi 
provinsi; 

b. meningkatkan partisipasi 
masyarakat Jasa Kon-
struksi yang berkualitas 
dan bertanggung jawab 
dalam pengawasan 
penyelenggaraan usaha 
Jasa Konstruksi; dan 

c. meningkatkan partisipasi 
masyarakat Jasa Kon-
struksi yang berkualitas 
dan bertanggung jawab 
dalam usaha penyediaan 
bangunan. 

(7) Untuk mencapai tujuan se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 ayat (1) huruf g, gu-
bernur sebagai wakil Pemer-
intah Pusat di daerah sesuai 
dengan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria yang 
ditetapkan oleh Pemerintah 
Pusat memiliki kewenangan 
mengumpulkan data dan 
informasi Jasa Konstruksi di 
provinsi.
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Pasal 8
Kewenangan Pemerintah Daer-

ah kabupaten/kota pada 
suburansan Jasa Konstruksi 
meliputi: 

a. penyelenggaraan pelatihan 
tenaga terampil konstruksi; 

b. penyelenggaraan sistem 
informasi Jasa Konstruksi 
cakupan daerah kabupaten/ 
kota; 

c. penerbitan rzin usaha nasi-
onal kualifikasi kecil, menen-
gah, dan besar; dan 

d. pengawasan tertib usaha, 
tertib penyelenggaraan, dan 
tertib pemanfaatan Jasa 
Konstruksi.

Pasal 8
Kewenangan Pemerintah Daerah 

kabupaten/kota dilaksanakan 
sesuai dengan norma, stan-
dar, prosedur, dan kriteria 
yang ditetapkan oleh Pemer-
intah Pusat pada suburusan 
Jasa Konstruksi meliputi: 

a. penyelenggaraan pelatihan 
tenaga terampil konstruksi; 

b. penyelenggaraan sistem 
informasi Jasa Konstruksi 
cakupan daerah kabupaten/
kota; 

c. penerbitan Perizinan Berusa-
ha kualifikasi kecil, menen-
gah, dan besar; dan 

d. pengawasan tertib usaha, 
tertib penyelenggaraan, dan 
tertib pemanfaatan Jasa 
Konstruksi.

•	 Mengubah keten-
tuan wewenang 
Pemerintah Daer-
ah harus sesuai 
dengan norma, 
standar, prosedur, 
dan kriteria yang 
ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat

Pasal 9
Dalam melaksanakan kewenan-

gan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 sampai den-
gan pasal 8, pemerintah 
pusat dan/atau Pemerintah 
Daerah dapat melibatkan 
masyarakat Jasa Konstruksi.

Pasal 9
Dalam melaksanakan kewenan-

gan sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 5 sampai 
dengan Pasal 8, Pemerintah 
Pusat dan/atau Pemerin-
tah Daerah sesuai dengan 
norma, standar, prosedur, 
dan kriteria yang ditetapkan 
oleh Pemerintah Pusat dapat 
melibatkan masyarakat Jasa 
Konstruksi.

•	 Mengubah keten-
tuan kegiatan 
untuk melibat-
kan masyarakat 
agar harus sesuai 
dengan norma, 
standar, prosedur, 
dan kriteria yang 
ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat

Pasal 10
Ketentuan lebih lanjut mengenai 

kewenangan sebagaimana 
dimaksud dengan Pasal 9 
diatur dalam Peraturan tang-
gung jawab dan dalam Pasal 
4 sampai Pemerintah..

Pasal 10
Ketentuan lebih lanjut menge-

nai tanggung jawab dan 
kewenangan serta Perizinan 
Berusaha sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 4 sam-
pai dengan Pasal 9 diatur 
dalam Peraturan Pemerintah

•	 Mengubah secara 
lebih jelas acuan 
pengaturan yakni 
kepada Perizinan 
Berusaha.
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Usaha Jasa 
Konstruksi

Pasal 20
(1) Kualifikasi usaha bagi badan 

usaha sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 19 terdiri 
atas:

a. kecil; 
b. menengah; dan 
c. besar. 
(2) Penetapan kualifikasi usaha 

sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilaksanakan melalui 
penilaian terhadap: 

a. penjualan tahunan; 
b. kemampuan keuangan; 
c. ketersediaan tenaga kerja 

konstrrrksi; dan 
d. kemampuan dalam penye-

diaan peralatan konstruksi. 
(3) Kualifikasi usaha sebagaima-

na dimaksud pada ayat (1) 
menentukan batasan ke-
mampuan usaha dan seg-
mentasi pasar usaha Jasa 
Konstruksi. 

(4) Ketentuan lebih lanjut men-
genai penetapan kualifikasi 
usaha sebagaimana dimak-
sud pada ayat {2) diatur 
dalam Peraturan Menteri.

Pasal 20 
(1) Kualifikasi usaha bagi badan 

usaha sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 19 terdiri 
atas: 

a. kecil; 
b. menengah; dan  
c. besar. 
(2) Penetapan kualifikasi usaha 

sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilaksanakan melalui 
penilaian terhadap: 

a. penjualan tahunan; 
b. kemampuan keuangan; 
c. ketersediaan tenaga kerja 

konstruksi; dan 
d. kemampuan dalam penye-

diaan peralatan konstruksi.
(3) Kualifikasi usaha sebagaima-

na dimaksud pada ayat (1) 
menentukan batasan ke-
mampuan usaha dan seg-
mentasi pasar usaha Jasa 
Konstruksi. 

(4) Ketentuan lebih lanjut men-
genai penetapan kualifikasi 
usaha sebagaimana dimak-
sud pada ayat (2) diatur 
dalam Peraturan Pemerintah.

•	 Mengubah keten-
tuan mengenai 
pengaturan lebih 
lanjut mengenai ke 
dalam Peraturan 
Pemerintah yang 
sebelumnya Pera-
turan Menteri.

Pasal 26
(1) Setiap usaha orang perseo-

rangan sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 19 yang 
akan memberilian layanan 
Jasa Konstruksi wajib memi-
liki Tanda Dafiar Usaha 
Perseorangan. 

(2) setiap badan usaha Jasa 
Konstruksi sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 19 yang 
akan memberikan layanan 
Jasa Konstruksi wajib memi-
liki Izin Usaha.

Pasal 26
(1) Setiap usaha orang perseo-

rangan dan badan usaha 
jasa konstruksi sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 
19 yang akan memberikan 
layanan Jasa Konstruksi 
wajib memenuhi Perizinan 
Berusaha. 

(2) Ketentuan lebih lanjut men-
genai Perizinan Berusaha 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur dalam Pera-
turan Pemerintah.

•	 Mengubah secara 
implisit syarat 
sebagai pelayanan 
jasa konstruksi 
yakni wajib memili-
ki perizinan usaha.

•	 Menambahkan 
pengaturan keten-
tuan lebih lanjut 
mengenai Perizin-
an Berusaha pada 
Peraturan Pemerin-
tah.
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Pasal 27
Tanda Daftar Usaha Perseoran-

gan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 26 ayat (1) 
diberikan oleh pemerintah 
Daerah kabupaten/kota 
kepada usaha orang perseo-
rangan yang berdomisili di 
wilayahnya sesuai dengan 
ketentuan peraturan perun-
dang-undangan.

Pasal 27
Perizinan Berusaha sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 26 
ayat (1) diberikan oleh Pe-
merintah Daerah kabupaten/
kota sesuai dengan nor-
ma, standar, prosedur, dan 
kriteria yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat kepada 
usaha orang perseorangan 
yang berdomisili di wilayahny

•	 Mengubah keten-
tuan perizinan 
menjadi perizinan 
berusaha.

•	 Mengubah keten-
tuan perizinan 
harus sesuai 
dengan norma, 
standar, prosedur, 
dan kriteria yang 
ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat

Pasal 28
izin Usaha sebagaimana dimak-

sud dalam pasal 26 diberikan 
oleh Pemerintah Daerah 
kabupaten/kota badan usaha 
yang berdomisili di wilayahn-
ya sesuai ketentuan pera-
turan perundang-undangan. 
ayat (2) kepada dengan

Pasal 28
Perizinan Berusaha sebagaimana 

dimasud dalam Pasal 26 ayat 
(1) diberikan oleh Pemerin-
tah Daerah kabupaten/kota 
sesuai dengan norma, stan-
dar, prosedur, dan kriteria 
yang ditetapkan oleh Pemer-
intah Pusat kepada badan 
usaha yang berdomisili di 
wilayahnya sesuai dengan 
ketentuan peraturan perun-
dang-undangan.

•	 Mengubah keten-
tuan perizinan 
harus sesuai 
dengan norma, 
standar, prosedur, 
dan kriteria yang 
ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat

Pasal 29
(1) Izin Usaha dan Tanda Daftar 

Usaha Perseorangan berlaku 
untuk melaksanakan kegia-
tan usaha Jasa Konstruksi 
di seluruh wilayah Republik 
Indonesia. 

(2) Pemerintah Daerah kabupat-
en/kota sebagaimana di-
maksud dalam Fasal 27 dan 
Pasal 28 membentuk pera-
turan di daerah mengenai 
lzin Usaha dan Tanda Daftar 
Usaha Perseorangan.

Pasal 29
(1) Perizinan Berusaha berlaku 

untuk melaksanakan kegia-
tan usaha Jasa Konstruksi 
di seluruh wilayah Republik 
Indonesia. 

(2) Pemerintah Daerah kabu-
paten/kota sesuai dengan 
norma, standar, prosedur, 
dan kriteria yang ditetapkan 
oleh Pemerintah Pusat se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 27 dan Pasal 28 mem-
bentuk peraturan di daerah 
mengenai Perizinan Berusa-
ha.

•	 Mengubah keten-
tuan perizinan 
menjadi perizinan 
berusaha.

•	 Mengubah keten-
tuan perizinan 
harus sesuai 
dengan norma, 
standar, prosedur, 
dan kriteria yang 
ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat
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Pasal 30
(1) Setiap badan usaha yang 

mengerjakan Jasa Konstruk-
si wajib memiliki Sertifikat 
Badan Usaha. 

(2) Sertifikat Badan Usaha se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diterbitkan melalui 
suatu proses sertifikasi dan 
registrasi oleh Menteri. 

(3) Sertifikat Badan Usaha 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) paling sedikit 
memuat: 
a. jenis usaha; 
b. sifat usaha; 
c. klasifikasi usaha; dan 
d. kualifikasi usaha. 

(4) Untuk mendapatkan Sert-
ifikat Badan Usaha se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1), badan usaha Jasa 
Konstruksi mengajukan 
permohonan kepada Menteri 
melalui lembaga Sertifikasi 
Badan Usaha yang dibentuk 
oleh asosiasi badan usaha 
terakreditasi. 

(5) Akreditasi sebagaimana di-
maksud pada ayat (4) diber-
ikan oleh Menteri kepada 
asosiasi badan usaha yang 
memenuhi persyaratan: 
a. jumlah dan sebaran ang-

gota; 
b. pemberdayaan kepada 

anggota; 
c. pemilihan pengurus se-

cara demokratis;
d. sarana dan prasarana di 

tingkat pusat dan daer-
ah; dan 

Pasal 30
(1) Setiap badan usaha yang 

mengerjakan Jasa Konstruk-
si wajib memiliki Sertifikat 
Badan Usaha. 

(2) Sertifikat Badan Usaha se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diterbitkan melalui 
suatu proses sertifikasi dan 
registrasi oleh Pemerintah 
Pusat.

(3) Ketentuan lebih lanjut men-
genai sertifikasi dan registra-
si badan usaha sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) 
diatur dalam Peraturan Pe-
merintah.

•	 Menghapuskan 
pengaturan men-
genai kriteria dan 
ketentuan akredi-
tasi.

•	 Mengubah keten-
tuan pengaturan 
lebih lanjut men-
genai ke dalam 
Peraturan Pemer-
intah yang sebel-
umnya Peraturan 
Menteri.
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e. pelaksanaan kewajiban 
sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundan-
gan-undangan. 

(6) setiap asosiasi badan usaha 
yang mendapatkan akred-
itasi wajib menjalankan 
kewajiban yang diatur dalam 
peraturan Menteri. 

(7) Ketentuan lebih lanjut men-
genai sertifikasi dan registra-
si badan usaha sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dan 
akreditasi asosiasi badan us-
aha sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) diatur dalam 
Peraturan Menteri.

Pasal 31
(1) Untuk mendapatkan pen-

gakuan pengalaman usaha, 
setiap badan usaha Jasa 
Konstruksi kualifikasi menen-
gah dan besar harus melaku-
kan registrasi pengalaman 
kepada Menteri. 

(2) Registrasi pengalaman se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dibuktikan dengan 
tanda daftar pengalaman. 

(3) Tanda daftar pengalaman 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) paling sedikit 
memuat:
a. nama paket pekerjaan; 
b. PenggunaJasa; 
c. tahun pelaksanaan 

pekerjaan; 
d. nilai pekerjaan; dan 
e. kinerja Penyedia Jasa. 

(4) Pengalaman yang diregis-
trasi ke dalam tanda daftar 
pengalaman sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) mer-
upakan pengalaman menye-
lenggarakan Jasa Konstruksi 
yang sudah melalui proses 
serah terima.

Pasal 31
DIHAPUSKAN

•	 Menghapuskan 
ketentuan men-
genai pendaftaran 
pengakuan pen-
galaman usaha.
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(5) Ketentuan lebih lanjut men-
genai registrasi pengalaman 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur dalam Pera-
turan Menteri.

Pasal 33
(1) Kantor perwakilan se-

bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 32 huruf a wajib:
a. berbentuk badan usaha 

dengan kualifikasi yang 
setara dengan kualifikasi 
besar;

b. memiliki izin perwakilan 
badan usaha Jasa Kon-
struksi asing; 

c. membentuk kerja sama 
operasi dengan badan 
usaha Jasa Konstruksi 
nasional berkualifikasi 
besar yang memiliki 
Izin Usaha dalam seti-
ap kegiatan usaha Jasa 
Konstruksi di Indonesia; 

d. mempekerjakan lebih 
banyak tenaga kerja In-
donesia daripada tenaga 
kerja asing; 

e. menempatkan warga 
negara Indonesia se-
bagai pimpinan tertinggi 
kantor perwakilan; 

f. mengutamakan peng-
gunaan material dan te-
knologi konstruksi dalam 
negeri; 

g. memiliki teknologi tinggi, 
mutakhir, efisien, berwa-
wasan lingkungan, serta 
memperhatikan kearifan 
lokal; 

h. melaksanakan proses 
alih teknologi; dan 

i. melaksanakan kewa-
jiban lain sesuai dengan 
ketentuan peraturan 
perundan - undangan. 

Pasal 33
(1) Kantor perwakilan se-

bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 32 huruf a wajib: 
a. berbentuk badan usaha 

dengan kualifikasi yang 
setara dengan kualifikasi 
besar; 

b. memenuhi Perizinan 
Berusaha; 

c. membentuk kerja sama 
operasi dengan badan 
usaha Jasa Konstruksi 
nasional berkualifikasi 
besar yang memenuhi 
Perizinan Berusaha; 

d. mempekerjakan lebih 
banyak tenaga kerja In-
donesia daripada tenaga 
kerja asing; 

e. menempatkan warga 
negara Indonesia se-
bagai pimpinan tertinggi 
kantor perwakilan; 

f. mengutamakan peng-
gunaan material dan te-
knologi konstruksi dalam 
negeri; 

g. memiliki teknologi tinggi, 
mutakhir, efisien, berwa-
wasan lingkungan, serta 
memperhatikan kearifan 
lokal; 

h. melaksanakan proses 
alih teknologi; dan 

i. melaksanakan kewa-
jiban lain sesuai dengan 
ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

•	 Mengubah keten-
tuan dalam pers-
yaratan dinyatakan 
menjadi hanya 
perizinan usaha.
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(2) lzin perwakilan sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
huruf b diberikan oleh Ment-
eri sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undan-
gan.

(3) Kerja sama operasi se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf c dilakukan 
dengan prinsip kesetaraan 
kualifikasi, kesamaan 
layanan, dan tanggung rent-
eng.

(2) Perizinan Berusaha se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b diberikan 
oleh Pemerintah Pusat sesuai 
dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(3) Kerja sama operasi se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf c dilakukan 
dengan prinsip kesetaraan 
kualifikasi, kesamaan 
layanan, dan tanggung rent-
eng.

Pasal 34
(1) Ketentuan mengenai kerja 

sama modal sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 32 
huruf b dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Badan usaha Jasa Kon-
struksi yang dibentuk dalam 
rangka kerja sama modal 
sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 32 huruf b 
harus memenuhi persyaratan 
kualifikasi besar sebagaima-
na dimaksud dalam pasal 20 
ayat (l) huruf c. 

(3) Badan usaha Jasa Kon-
struksi yang dibentuk dalam 
rangka kerja sama modal 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) wajib memiliki Izin 
Usaha. 

(4) Izin Usaha sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) 
diberikan oleh Menteri sesuai 
dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

Pasal 34
(1) Ketentuan mengenai kerja 

sama modal sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 32 
huruf b dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Badan usaha Jasa Kon-
struksi yang dibentuk dalam 
rangka kerja sama modal 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 32 huruf b 
harus memenuhi persyaratan 
kualifikasi besar sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 20 
ayat (1) huruf c. 

(3) Badan usaha Jasa Kon-
struksi yang dibentuk dalam 
rangka kerja sama modal 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) wajib memenuhi 
Perizinan Berusaha. 

(4) Perizinan Berusaha se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (3) diberikan oleh 
Pemerintah Pusat sesuai 
dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

•	 Mengubah keten-
tuan dalam hal 
perizinan, di mana 
badan usaha jasa 
konstruksi harus 
memenuhi Per-
izinana Usaha.

•	 Mengubah keten-
tuan pengaturan 
perizinan yang 
sebelumnya diatur 
lebih lanjut dalam 
Peraturan Menteri 
menjadi Peraturan 
Pemerintah.
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Pasal 35
Ketentuan lebih lanjut mengenai 

pemberian izin perwakilan, 
tata gara kerja sama operasi, 
dan penggunaan lebitr- ban-
yak tenaga kerja Indonesia, 
sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 33 ayat (1) 
huruf b, huruf c, huruf d, 
dan pemberian rzin usaha 
sebagaimana dimaksud da-
lam pasal 34 ayat (4) diatur 
dalam Peraturan Menteri.

Pasal 35
Ketentuan lebih lanjut mengenai 

pemberian Perizinan Beru-
saha, tata cara kerja sama 
operasi, dan penggunaan 
lebih banyak tenaga kerja 
Indonesia, sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 33 ayat 
(1) huruf b, huruf c, huruf 
d, dan pemberian Perizinan 
Berusaha sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 34 ayat 
(4) diatur dalam Peraturan 
Pemerintah.

•	 Mengubah keten-
tuan dalam hal 
pemberian izin per-
wakilan di mana 
badan usaha jasa 
konstruksi harus 
memenuhi Perizin-
an Usaha.

•	 Mengubah keten-
tuan pengaturan 
perizinan yang 
sebelumnya diatur 
lebih lanjut dalam 
Peraturan Menteri 
menjadi Peraturan 
Pemerintah.

Pasal 36
(1) Pengembangan jenis usaha 

Jasa Konstruksi sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 12 
dapat dilakukan melalui Usa-
ha Penyediaan Bangunan.

(2) Usaha Penyediaan Bangunan 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) terdiri atas Usaha 
Penyediaan Bangunan ge-
dung dan Usaha Penyediaan 
Bangunan sipil. 

(3) Usaha Penyediaan Bangunan 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dibiayai melalui in-
vestasi yang bersumber dari: 
a. Pemerintah Pusat; 
b. Pemerintah Daerah; 
c. badan usaha; dan/atau 
d. masyarakat.

(4) Perizinan Usaha Penyediaan 
Bangunan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perun-
dang-undangan. 

(5) Ketentuan lebih lanjut men-
genai Usaha Penyediaan Ba-
ngunan sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) sampai 
dengan ayat (3) diatur dalam 
Peraturan Presiden.

Pasal 36
DIHAPUSKAN

•	 Menghapuskan 
ketentuan tentang 
Usaha Penyedia 
Bangunan sebagai 
pengembang jenis 
usaha jasa kon-
struksi.
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Penyelen-
ga
-raan
Jasa Kon-
strusi

Pasal 38
(1) Penyelenggaraan penyeleng-

garaan Jasa Konstruksi terdi-
ri atas usaha Jasa Konstruksi 
dan penyelenggaraan Usaha 
Penyediaan Bangunan. 

(2) Penyelenggaraan usaha 
Jasa Konstruksi sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
dapat dikerjakan sendiri atau 
melalui pengikatan Jasa Kon-
truksi. 

(3) Penyelenggaraan Usaha 
Penyediaan Bangunan se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat dikerjakan 
sendiri atau melalui perjanji-
an penyediaan bangunan. 

(4) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai penyelengga-
raan usaha Jasa Konstruksi 
yang dikerjakan sendiri 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dan penyeleng-
garaan Usaha Penyediaan 
Bangunan sebagaimana di-
maksud pada ayat (3) diatur 
dalam Peraturan Presiden.

Pasal 38
(1) Penyelenggaraan Jasa 

Konstruksi dilakukan melalui 
penyelenggaraan usaha Jasa 
Konstruksi. 

(2) Penyelenggaraan Usaha 
Jasa Konstruksi sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
dapat dikerjakan sendiri atau 
melalui pengikatan Jasa Kon-
truksi. 

(3) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai penyelengga-
raan usaha Jasa Konstruksi 
yang dikerjakan sendiri atau 
melalui pengikatan Jasa 
Konstruksi sebagaimana di-
maksud pada ayat (2) diatur 
dalam Peraturan Pemerintah.

•	 Menghapuskan 
Usaha Jasa Kon-
struksi dari klasifi-
kasi penyelenggara 
jasa konstruksi.

•	 Mengubah keten-
tuan pengaturan 
penyelenggaraan 
usaha Jasa Kon-
struksi yang diker-
jakan sendiri atau 
melalui pengikatan 
Jasa Konstruksi 
yang sebelumnya 
diatur lebih lanjut 
dalam Peraturan 
Presiden menjadi 
Peraturan Pemerin-
tah.

Pasal 42
(1) Pemilihan Penyedia Jasa se-

bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 41 yang menggunakan 
sumber pembiayaan dari 
keuangan Negara dilakukan 
dengan cara tender atau 
seleksi, pengadaan secara 
elektronik, penunjukan 
langsung, dan pengadaan 
langsung sesuai dengan 
ketentuan peraturan perun-
dang-undangan. 

(2) Tender atau seleksi se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat dilakukan 
melalui prakualifikasi, pas-
cakualifikasi, atau tender 
cepat. 

Pasal 42
DIHAPUSKAN

•	 Menghapuskan 
ketentuan men-
genai Pemilihan 
Penyedia Jasa
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(3) Pengadaan secara elektronik 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) merupakan metode 
pemilihan Penyedia Jasa 
yang sudah tercantum dalam 
katalog. 

(4) Penunjukan langsung se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat dilakukan 
dalam hal: 
a. penanganan darurat 

untuk kearnanan dan ke-
selamatan masyarakat; 

b. pekerjaan yang kom-
pleks yang hanya dapat 
dilaksanakan oleh Penye-
dia Jasa yang sangat 
terbatas atau hanya 
dapat dilakukan oleh 
pemegang hak;

c. pekerjaan yang perlu 
dirahasiakan yang men-
yangkut keamanan dan 
keselamatan negara; 

d. pekerjaan yang berskala 
kecil; 

e. dan/atau kondisi ter-
tentu.

(5) Pengadaan langsung se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan untuk 
paket dengan nilai tertentu. 

(6) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai kondisi tertentu 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) huruf e dan nilai ter-
tentu sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5) diatur dalam 
Peraturan Pemerintah

Pasal 44
Pengguna Jasa sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 39 ayat (2) 
dilarang menggunakan Penyedia 
Jasa yang terafiliasi pada pem-
bangunan untuk kepentingan 
umum tanpa melalui tender atau 
seleksi, atau pengadaan secara 
elektronik.

Pasal 44
Pengguna Jasa sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 39 ayat (2) 
dilarang menggunakan Penyedia 
Jasa yang terafiliasi pada pem-
bangunan untuk kepentingan 
umum tanpa melalui tender, 
seleksi, atau katalog elektronik.

•	 -
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Pasal 57
(1) Dalam pemilihan Penyedia 

Jasa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 42, Penyedia 
Jasa menyerahkan jaminan 
kepada Pengguna Jasa untuk 
memenuhi kewajiban se-
bagaimana dipersyaratkan 
dalam dokumen pemilihan 
Penyedia Jasa. 

(2) Jaminan sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) terdiri 
atas: 
a. jaminan penawaran;
b. jaminan pelaksanaan; 
c. jaminan uang muka; 
d. jaminan pemeliharaan; 

dan/atau 
e. jaminan sanggah band-

ing. 
(3) Jaminan sebagaimana di-

maksud pada ayat (2) harus 
dapat dicairkan tanpa syarat 
sebesar nilai yang dijamink-
an dan dalam batas waktu 
tertentu setelah pernyataan 
Pengguna Jasa atas wan-
prestasi yang dilakukan oleh 
Penyedia Jasa

(4) Jaminan sebagaimana di-
maksud pada ayat (3) dapat 
dikeluarkan oleh lembaga 
perbankan, perusahaan 
asuransi, dan/atau peru-
sahaan penjaminan dalam 
bentuk bank garansi dan/
atau perjanjian terikat sesuai 
dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 57
DIHAPUSKAN

•	 Menghapuskan 
ketentuan menge-
nai jaminan yang 
diberikan kepada 
penyedia jasa.



577
P E D O M A N  M E M A H A M I  R U U  O M N I B U S  L A W

DNT LAWYERS

TOPIK NOMOR PASAL UU CIPTA KERJA RANGKUMAN PEN-
JELASAN

(5) Perubahan atas jaminan 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dilakukan dengan 
memperhatikan dinamika 
perkembangan penyeleng-
garaan Jasa Konstruksi baik 
nasional maupun internasi-
onal. 

(6) Ketentuan lebih lanjut men-
genai jaminan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan 
perrrbahan atas jaminan 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5) diatur dalam Pera-
turan Presiden.

Pasal 58
(1) Usaha Penyediaan Bangunan 

sebagaimana dimaksud da-
lam Pasal 36 ayat (1) dapat 
dikerjakan sendiri atau oleh 
pihak lain. 

(2) Dalam hal dikerjakan oleh 
pihak lain sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), 
penyelenggaraan Usa-
ha Penyediaan Bangunan 
dilakukan melalui perjanjian 
penyediaan bangunan. 

(3) Para pihak dalam perjanji-
an penyediaan bangunan 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (21terdiri atas:
a. pihak pertama sebagai 

pemilik bangunan; dan 
b. pihak kedua sebagai 

penyedia bangunan. 
(4) Para pihak sebagaimana di-

maksud pada ayat (3) terdiri 
atas:
a. orang perseorangan; 

atau 
b. badan.

(5) Usaha Penyediaan Bangunan 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat dilakukan 
melalui kerja sama Pemerin-
tah Pusat dan/atau Pemer-
intah Daerah dengan badan 
usaha dan/atau masyarakat.

Pasal 58
DIHAPUSKAN

•	 Menghapuskan 
ketentuan men-
genai pihak usaha 
penyediaan bangu-
nan yang dikerja-
kan.
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(6) Dalam perjanjian penyediaan 
bangunan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), 
penyelenggaraan Jasa Kon-
struksi harus dilakukan oleh 
Penyedia Jasa. 

(7) Ketentuan lebih lanjut men-
genai perjanjian penyediaan 
bangunan sebagaimana di-
maksud pada ayat (2) diatur 
dalam Peraturan Presiden.

Keamanan, 
Keselamat
-an, Kese-
hatan, dan 
Keberlan-
jut
-an Kon-
struksi 

Pasal 59
(1) Dalam setiap penyelengga-

raan Jasa Konstruksi, peng-
guna Jasa dan Penyedia Jasa 
wajib memenuhi Standar 
Keamanan, Keselamatan, 
Kesehatan, dan Keberlanju-
tan. 

(2) Dalam memenuhi Standar 
Keamanan, Keselamatan, 
Kesehatan, dan Keberlanju-
tan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) Pengguna Jasa 
dan/atau penyedia Jasa ha-
rus memberikan pengesahan 
atau persetujuan atas: 
a. hasil pengkajian, peren-

canaan, dan/atau peran-
cangan; 

b. rencana teknis proses 
pembangunan, pemeli-
haraan, pembongkaran, 
dan/atau pembangunan 
kembali; 

c. pelaksanaan suatu pros-
es pembangunan, peme-
liharaan, pembongkaran, 
dan/ atau pembangunan 
kembali; 

d. penggunaan material, 
peralatan dan/atau te-
knologi; dan/atau 

e. hasil layanan Jasa Kon-
struksi.

Pasal 59
(1) Dalam setiap penyelengga-

raan Jasa Konstruksi, Peng-
guna Jasa dan Penyedia Jasa 
wajib memenuhi Standar 
Keamanan, Keselamatan, 
Kesehatan, dan Keberlanju-
tan. 

(2) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai penyelenggaraan 
Jasa Konstruksi, Pengguna 
Jasa, dan Penyedia Jasa 
wajib memenuhi standar 
Keamanan, Keselamatan, 
Kesehatan, dan Keberlanju-
tan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur dalam 
Peraturan Pemerintah

•	 Mengubah keten-
tuan mengenai 
penyelenggaraan 
jasa konstruksi, 
di mana penye-
lenggara harus 
memenuhi standar 
Keamanan, Kesela-
matan, Kesehatan, 
dan Keberlanjutan 
sebagaimana dia-
tur dalam Peratur-
an Pemerintah.
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Tenaga 
Kerja Kon-
struksi

Pasal 69
(1) Pelatihan tenaga keqia 

konstruksi diselenggarakan 
dengan metode pelatihan 
kerja yang relevan, erJltfi 
dan efisien sesuai dengan 
Standar Kompetensi Kerja. 

(2) Pelatihan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) di-
tujukan untuk meningkatkan 
produktivitas kerja. 

(3) Standar Kompetensi Kerja 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditetapkan sesuai 
dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(4) Pelatihan tenaga kerja 
konstruksi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
diselenggarakan oleh remba-
ga pendidikan dan pelatihan 
kerja sesuai dengan ketentr-
lan peraturan perundang-un-
dangan. 

(5) Lembaga pendidikan dan 
pelatihan kerja sebagaima-
na dimaksud pada ayat (4) 
diregistrasi oleh Menteri. 

(6) Menteri sebagaimana dimak-
sud pada ayat (5) melakukan 
registrasi terhadap lembaga 
pendidikan d”r, pelatihan 
kerja yang telah memiliki iiin 
dan/atau terakreditasi sesuai 
dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(7) Ketentuan lebih. lanjut 
mengenai tata cara registra-
si lembaga pendidikan dan 
p.r.tihu”r, kerja sebagiimana 
dimaksud pada ayat (5) dia-
tur dalam peraiuran Menteri.

Pasal 69
(1) Pelatihan tenaga kerja 

konstruksi diselenggarakan 
dengan metode pelatihan 
kerja yang relevan, efektif, 
dan efisien sesuai dengan 
Standar Kompetensi Kerja.

(2) Pelatihan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) di-
tujukan untuk meningkatkan 
produktivitas kerja. 

(3) Standar Kompetensi Kerja 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditetapkan sesuai 
dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(4) Pelatihan tenaga kerja 
konstruksi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
diselenggarakan oleh lemba-
ga pendidikan dan pelatihan 
kerja sesuai dengan ketentu-
an peraturan perundang-un-
dangan. 

(5) Lembaga pendidikan dan 
pelatihan kerja sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) me-
menuhi Perizinan Berusaha 
dari Pemerintah Pusat. 

(6) Ketentuan lebih lanjut men-
genai tata cara Perizinan 
Berusaha sebagaimana di-
maksud pada ayat (5) diatur 
dalam Peraturan Pemerintah

•	 Mengubah keten-
tuan perizinan 
Lembaga Pendi-
dikan dan pelati-
han kerja menjadi 
atas perizinan dari 
Pemerintah Pusat.

•	 Mengubah letak 
pengaturan lebih 
lanjut ke dalam 
Peraturan Pemerin-
tah.
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Pasal 72
(1) Untuk mendapatkan pen-

gakuan pengalaman profe-
sional, setiap tenaga kerja 
konstruksi harus melakukan 
registrasi kepada Menteri. 

(2) Registrasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dib-
uktikan dengan tanda daftar 
pengalaman profesional. 

(3) Tanda daftar pengalaman 
profesional sebagaimana di-
maksud pada ayat (2) paling 
sedikit memuat:
a. jenis layanan profesional 

yang diberikan; 
b. nilai pekerjaan konstruk-

si yang terkait dengan 
hasil layanan profesion-
al; 

c. tahun pelaksanaan 
pekerjaan; dan 

d. nama Pengguna Jasa.
(4) Ketentuan lebih lanjut 

mengenai registrasi dan tata 
cara pemberian tanda daft-
ar pengalaman profesional 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayai (2) diatur 
dalam Peraturan Menteri.

Pasal 72
(1) Untuk mendapatkan pen-

gakuan pengalaman profe-
sional, setiap tenaga kerja 
konstruksi harus melakukan 
registrasi kepada Pemerintah 
Pusat. 

(2) Registrasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dib-
uktikan dengan tanda daftar 
pengalaman profesional. 

(3) Ketentuan lebih lanjut men-
genai registrasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dia-
tur dalam Peraturan Pemer-
intah.

•	 Mengubah secara 
implisit ketentuan 
registrasi yang 
sebelumnya kepa-
da Menteri menjadi 
Pemerintah Pusat.

•	 Menghapuskan 
ketentuan muatan 
dalam pendaft-
aran.

•	 Mengubah letak 
pengaturan lebih 
lanjut kepada Pera-
turan Pemerintah.

Pasal 74 
(1) Pemberi kerja tenaga kerja 

konstruksi asing wajib memi-
liki rencana penggunaan 
tenaga kerja asing dan izin 
mempekerjakan tenaga kerja 
asing. 

(2) Tenaga keda konstruksi as-
ing dapat melakukan peker-
jaan di bidang Jasa Kon-
struksi di Indonesia hanya 
pada jabatan tertentu sesuai 
dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 74 
DIHAPUSKAN

•	 Menghapuskan 
mengenai penga-
turan akan pembe-
rian tenaga kerja 
konstruksi asing.
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(3) Tenaga kerja konstruksi 
asing pada jabatan ahli di 
bidang Jasa Konstruksi yang 
akan dipekerjakan oleh 
pemberi kerja harus memiliki 
surat tanda registrasi dari 
Menteri. 

(4) Surat tanda registrasi se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (3) diberikan berdasar-
kan sertifikat kompetensi 
tenaga kerja konstruksi asing 
menurut hukum negaranya. 

(5) Tenaga kerja konstruksi 
asing pada jabatan ahli 
wajib melaksanakan alih 
pengetahuan dan alih te-
knologi kepada tenaga kerja 
pendamping sesuai dengan 
ketentuan peraturan perun-
dang-undangan.

(6) Pengawasan penggunaan 
tenaga kerja konstruksi asing 
dilakukan oleh pengawas 
ketenagakerjaan sesuai 
dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(7) Ketentuan lebih lanjut men-
genai tata cara registrasi 
bagi tenaga kerja konstruksi 
asing sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) diatur dalam 
Peraturan Menter

Partisipasi 
Masyarakat

Pasal 84
(1) Penyelenggaraan sebagian 

kewenangan Pemerintah 
Pusat sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 5 mengikut-
sertakan masyarakat Jasa 
Konstruksi. 

(2) Keikutsertaan masyarakat 
Jasa Konstruksi sebagaima-
na dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan melalui satu 
lembaga yang dibentuk oleh 
Menteri. 

Pasal 84
(1) Penyelenggaraan sebagian 

kewenangan Pemerintah 
Pusat sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 5 mengikut-
sertakan masyarakat Jasa 
Konstruksi. 

(2) Keikutsertaan masyarakat 
Jasa Konstruksi sebagaima-
na dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan melalui satu 
lembaga yang dibentuk oleh 
Pemerintah Pusat. 

•	 Mengubah keten-
tuan pihak yang 
membentuk 
Keikutsertaan 
masyarakat Jasa 
Konstruksi menjadi 
Pemerintah Pusat.

•	 Menambahkan 
ketentuan dalam 
hal kriteria pen-
gurus Lembaga 
yakni asosiasi 
terkait rantai pasok 
konstruksi yang 
terakreditasi
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(3) Unsur pengurus lembaga 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dapat diusulkan 
dari: 
a. asosiasi perusahaan 

yang terakreditasi; 
b. asosiasi profesi yang 

terakreditasi; 
c. institusi pengguna Jasa 

Konstruksi yang me-
menuhi kriteria; dan 

d. perguruan tinggi atau 
pakar yang memenuhi 
kriteria. 

(4) Selain unsu.r sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), 
pengurus lembaga dapat di-
usulkan dari asosiasi terkait 
rantai pasok konstruksi yang 
terakreditasi.

(5) Pengurus lembaga se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (3) ditetapkan oleh 
Menteri setelah mendapat-
kan pr.””tqru.r, dari Dewan 
Perwakilan Ralryat. 

(3) Unsur pengurus lembaga 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dapat diusulkan 
dari: 
a. asosiasi perusahaan 

yang terakreditasi;
b. asosiasi profesi yang 

terakreditasi; 
c. institusi pengguna Jasa 

Konstruksi yang me-
menuhi kriteria; 

d. Perguruan tinggi atau 
pakar yang memenuhi 
kriteria; dan 

e. asosiasi terkait rantai 
pasok konstruksi yang 
terakreditasi. 

(4) Pengurus lembaga se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (3) ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat setelah 
mendapatkan persetujuan 
dari Dewan Perwakilan 
Rakyat.

(5) Penyelenggaraan sebagian 
kewenangan yang dilakukan 
oleh lembaga sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
dibiayai dengan anggaran 
pendapatan dan belanja 
negara dan/atau sumber 
lain yang sah sesuai dengan 
ketentuan peraturan perun-
dang-undangan. 

•	 Mengubah keten-
tuan penetapan 
pengurus menjadi 
ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat.

•	 Menghapuskan 
ketentuan dalam 
hal pemilihan 
pengurus terkait 
dengan usulan dari 
asosiasi terkait.

•	 Mengubah letak 
pengaturan lebih 
lanjut kepada Pera-
turan Pemerintah.



583
P E D O M A N  M E M A H A M I  R U U  O M N I B U S  L A W

DNT LAWYERS

TOPIK NOMOR PASAL UU CIPTA KERJA RANGKUMAN PEN-
JELASAN

(6) Asosiasi yang terakreditasi 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) diberikan oleh Men-
teri kepada yang memenuhi 
persyaratan: 
a. jumlah dan sebaran ang-

gota; 
b. pemberdayaan kepada 

anggota;
c. pemilihan pengurus se-

cara demokratis;
d. sarana dan prasarana di 

tingkat pusat dan daer-
ah; dan 

e. pelaksanaan kewajiban 
sesuai dengan keten-
tuan peraturan perun-
dang-undangan.

(7) Penyelenggaraan sebagian 
kewenangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
yang dilakukan oleh lembaga 
dibiayai dengan anggaran 
pendapatan dan belanja 
negara dan/atau sumber 
lain yang sah sesuai dengan 
ketentuan peraturan perun-
dang-undangan. 

(8) Biaya yang diperoleh dari 
masyarakat atas layanan 
dalam penyelenggaraan 
sebagian kewenangan yang 
dilakukan lembaga se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (3) merupakan pener-
imaan negara bukan pajak 
sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undan-
gan. 

(6) Biaya yang diperoleh dari 
masyarakat atas layanan 
dalam penyelenggaraan 
sebagian kewenangan yang 
dilakukan lembaga se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (3) merupakan pener-
imaan negara bukan pajak 
sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undan-
gan. 

(7) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai penyelenggaraan 
sebagian kewenangan Pe-
merintah Pusat yang mengi-
kutsertakan masyarakat Jasa 
Konstruksi dan pembentukan 
lembaga diatur dalam Pera-
turan Pemerintah.

(9) Ketentuan mengenai penye-
lenggaraan sebagian ke-
wenangan Pemerintah Pusat 
yang mengikutsertakan 
masyarakat Jasa Konstrrrksi 
dan pembentukan lembaga 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2) diatur 
dengan Peraturan Menteri.
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Sanksi Ad-
ministra
-si

Pasal 89
(1) setiap usaha orang perseo-

rangan yang tidak memiliki 
Tanda Daftar usaha Perseo-
rangan sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 26 ayat (1) 
dikenai sanksi administratif 
berupa:

a. peringatantertulis;
b. denda administratif; dan/

atau 
c. penghentian sementara 

kegiatan layanan Jasa Kon-
struksi. 

(2) Setiap badan usaha dan 
badan usaha asing yang 
tidak memenuhi kewajiban 
memiliki lzin Usaha yang 
masih berlaku sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 26 
ayat (2) dan Pasal34 ayat 
(3), dikenai sanksi adminis-
tratif berupa: 

a. peringatan tertulis; 
b. denda administratif; dan/

atau 
c. penghentian sementara 

kegiatan layanan Jasa Kon-
struksi.

Pasal 89
Setiap usaha orang perseoran-

gan dan badan usaha yang 
tidak memiliki Perizinan Be-
rusaha sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 26 ayat (1) 
dikenai sanksi administratif 
berupa: 

a. peringatan tertulis; 
b. denda administratif; dan/

atau 
c. penghentian sementara 

kegiatan layanan Jasa Kon-
struksi.

•	 Menghapuskan 
ketentuan pelang-
garan administratif 
terhadap kepemi-
likan tanda daftar.

•	 Menghapuskan 
unsur badan usaha 
asing.

Pasal 92
setiap kantor perwakilan badan 

usaha asing yang tidak 
menjalankan kewajiban se-
bagaimana dimaksua aatam 
iasal 33 ayat (1) dikenai 
sanksi administratif bempa: 

a. peringatantertulis; 
b. denda administratif; 
c. penghentian sementara 

kegiatan layanan Jasa Kon-
struksi; 

d. pencantuman dalam daftar 
hitam; 

e. pembekuan izin; dan/atau 
f. pencabutan izin. 

Pasal 92 
DIHAPUSKAN

•	 Menghapuskan 
ketentuan menge-
nai badan usaha 
asing yang tidak 
menjalankan ke-
wajibannya
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Pasal 96
(1) Setiap Penyedia Jasa dan/

atau Pengguna Jasa yang 
tidak memenuhi Standar 
Keamanan, Keselamatan, 
Kesehatan, dan Keberlanju-
tan dalam penyelenggaraan 
Jasa Konstruksi sebagaima-
na dimaksud dalam pasal 
59 ayat (1) dikenai sanksi 
administratif berupa: 
a. peringatantertulis; 
b. denda administratif; 
c. penghentian sementa-

ra Konstruksi; kegiatan 
layanan Jasa 

d. pencantuman dalam 
daftar hitam; 

e. pembekuan izin; dan/
atau 

f. pencabutan izin. 
(2) Setiap Pengguna Jasa dan/

atau Penyedia Jasa yang da-
lam memberikan pengesah-
an atau persetujuan melang-
gar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 59 
ayat (2) dikenai sanksi ad-
ministratif berupa:
a. peringatantertulis; 
b. denda administratif; 
c. penghentian sementara 

kegiatan layanan Jasa 
Konstruksi; 

d. pencantuman dalam 
daftar hitam; 

e. pembekuan izin; dan/
atau 

f. pencabutan izin.

Pasal 96
(1) Setiap Penyedia Jasa dan/

atau Pengguna Jasa yang 
tidak memenuhi Standar 
Keamanan, Keselamatan, 
Kesehatan, dan Keberlanju-
tan dalam penyelenggaraan 
Jasa Konstruksi sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 
59 ayat (1) dikenai sanksi 
administratif berupa: 
a. peringatan tertulis; 
b. denda administratif; 
c. penghentian sementara 

kegiatan Konstruksi; 
d. layanan Jasa pencantu-

man dalam daftar hitam; 
e. pembekuan Perizinan 

Berusaha; dan/ atau
f. pencabutan Perizinan 

Berusaha. 
(2) Setiap Pengguna Jasa dan/ 

atau Penyedia Jasa yang da-
lam memberikan pengesah-
an atau persetujuan melang-
gar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 59 
ayat (1) dikenai sanksi ad-
ministratif berupa: 
a. peringatan tertulis; 
b. denda administratif; 
c. penghentian sementara 

kegiatan layanan Jasa 
Konstruksi; 

d. pencantuman dalam 
daftar hitam; 

e. pembekuan Perizinan 
Berusaha;

f. pencabutan Perizinan 
Berusaha; dan/ atau 

g. pencabutan Sertifikat 
Badan Usaha untuk 
Penyedia Jasa Konstruk-
si.

•	 Mengubah acuan 
pasal pada keten-
tuan pelanggaran 
pemberian penge-
sahan atau per-
setujuan.

•	 Menambahkan 
ketentuan sanksi 
administratif yang 
dikenakan.
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Pasal 99
(1) s_etiap tenaga kerja kon-

struksi yang bekeda di 
bidang Jasa Konstruksi tidak 
memiliki sertifikat Ktmpe-
tensi -Kerja sebagaimana 
dimaksud dalam pasar zo 
ayit (1) dikenli sanksi admin-
istratif berupa pemberhen-
tia-n aaii tempat kerja. 

(2) Setiap Pengguna Jasa dan/
atau penyedia Jasa yang 
mempekerjakan ^.-tenaga 
kerja konstmksi yang tidak 
memiliki sertifikat Kompe-
tensi Kerja dimaksud daram 
pasal io ayat (2i dikenai 
“Lb”!”i*”.r” sanksi adminis-
tratif berupa:
a. denda administratif; 

dan/atau 
b. penghentian sementara 

kegiatan layanan Jasa 
Konstruksi. 

(3) setiap lembaga sertifikasi 
profesi yang tidak mengikuti 
ketentuan pelaksanaan uji 
kompetensi sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 70 ayat 
(3) dikenai sanksi adminis-
tratif berupa: 
a. peringatan tertulis; 
b. denda administratif; 
c. pembekuan lisensi; dan/

atau 
d. pencabutan lisensi.

Pasal 99
(1) Setiap tenaga kerja kon-

struksi yang bekerja di 
bidang Jasa Konstruksi tidak 
memiliki Sertifikat Kompeten-
si Kerja sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 70 ayat (1) 
dikenai sanksi administratif 
berupa pemberhentian dari 
tempat kerja. 

(2) Setiap Pengguna Jasa dan/
atau Penyedia Jasa yang 
mempekerjakan tenaga kerja 
konstruksi yang tidak memili-
ki Sertifikat Kompetensi Kerja 
sebagaimana dimaksud da-
lam Pasal 70 ayat (2) dikenai 
sanksi administratif berupa: 
a. denda administratif; 

dan/atau 
b. penghentian sementara 

kegiatan layanan Jasa 
Konstruksi. 

(3) Setiap tenaga kerja kon-
struksi yang bekerja di 
bidang Jasa Konstruksi yang 
memiliki Sertifikat Kompeten-
si Kerja sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 70 ayat (1) 
yang tidak berpraktik sesuai 
dengan standar kompetensi 
kerja nasional Indonesia, 
standar internasional, dan 
atau standar khusus dikenai 
sanksi berupa:
a. peringatan tertulis;
b. denda administratif; 
c. pembekuan sertifikat 

kompetensi kerja; dan/
atau 

d. pencabutan sertifikat 
kompetensi kerja. 

•	 Menambahkan kla-
sifikasi pengaturan 
mengenai tenaga 
kerja konstruksi 
yang bekerja di 
bidang jasa kon-
struksi bersertifikat 
tetapi tidak sesuai 
dengan standar 
kompentesi nasi-
onal
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(4) Setiap lembaga sertifikasi 
profesi yang tidak mengikuti 
ketentuan pelaksanaan uji 
kompetensi sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 70 ayat 
(3) dikenai sanksi berupa: 
a. peringatan tertulis; 
b. denda administratif; 
c. pembekuan lisensi; dan/

atau 
d. pencabutan lisensi.

Pasal 101
(1) Setiap pemberi kerja tena-

ga kerja konstruksi asing 
yang tidak memiliki rencana 
penggunaan tenaga kerja 
konstruksi asing dan izin 
mempekerjakan tenaga kerja 
konstruksi asing sebagaima-
na dimaksud dalam pasal T4 
ayat (1) dan mempekerjakan 
tenaga kerja konstruksi asing 
yang tidak memiliki registrasi 
dari Menteri sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 74 ayat 
(3), dikenai sanksi adminis-
tratif berupa:
a. peringatantertulis; 
b. denda administratif; 
c. penghentian sementara 

Konstruksi; dan/atau 
kegiatan layanan Jasa 

d. pencantuman dalam 
daftar hitam. 

(2) Setiap tenaga kerja kon-
struksi asing pada jabatan 
ahli yang tidak melak-
sanakan kewajiban alih pen-
getahuan dan alih teknologi 
sebagaimana dimaksud da-
lam pasal T4 ayat (5) dikenai 
sanksi administratif berupa:

Pasal 101
DIHAPUSKAN

•	 Menghapuskan 
ketentuan pelang-
garan yang dilaku-
kan tenaga kerja 
asing.
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Pasal 102
Ketentuan lebih lanjut menge-
nai tata cara pengenaan sank-
si administratif sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 89 sampai  
dengan Pasal 101 diatur dalam 
peraturan pemerintah.

Pasal 102
Ketentuan lebih lanjut mengenai 
kriteria, jenis, besaran denda, 
dan tata cara pengenaan sank-
si administratif sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 89, Pasal 
90, Pasal 91, Pasal 93, Pasal 
94, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, 
Pasal 98, Pasal 99, dan Pasal 100 
diatur dalam Peraturan Pemerin-
tah.

•	 Mengubah klasifi-
kasi pasal, yakni:

1. Menghapuskan 
Pasal 101

21. Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air

TOPIK NOMOR PASAL UU CIPTA KERJA RANGKUMAN PEN-
JELASAN

Pengua-
saan 
Negara 
dan Hak 
Rakyat 
Atas Air

Pasal 8
(1) Hak rakyat atas Air yang 

dijamin pemenuhannya oleh 
negara sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 6 merupa-
kan kebutuhan pokok mini-
mal sehari-hari. 

(2) Selain hak rakyat atas Air 
yang dijamin pemenuhannya 
oleh negara sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
negara memprioritaskan hak 
rakyat atas Air sebagai beri-
kut: 
a. kebutuhan pokok sehari 

hari; 
b. pertanian ralryat; dan 
c. penggunaan Sumber 

Daya Air untuk ke-
butuhan usaha guna 
memenuhi kebutuhan 
pokok sehari-hari melalui 
Sistem Penyediaan Air 
Minum. 

(3) Dalam hal ketersediaan Air 
tidak mencukupi untuk prior-
itas pemenuhan sebagaima-
na dimaksud pada ayat (2) 
pemenuhan Air untuk ke-
butuhan pokok sehari-hari 
lebih diprioritaskan dari yang 
lainnya. 

Pasal 8
(1) Hak rakyat atas Air yang 

dijamin pemenuhannya oleh 
negara sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 6 merupa-
kan kebutuhan pokok mini-
mal sehari-hari. 

(2) Selain hak rakyat atas Air 
yang dijamin pemenuhannya 
oleh negara sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
negara memprioritaskan hak 
rakyat atas Air sebagai beri-
kut: 
a. kebutuhan pokok sehari 

hari; 
b. pertanian rakyat; dan 
c. penggunaan Sumber 

Daya Air untuk ke-
butuhan usaha guna 
memenuhi kebutuhan 
pokok sehari-hari melalui 
Sistem Penyediaan Air 
Minum. 

(3) Dalam hal ketersediaan Air 
tidak mencukupi untuk prior-
itas pemenuhan sebagaima-
na dimaksud pada ayat 
(2), pemenuhan Air untuk 
kebutuhan pokok sehari-hari 
lebih diprioritaskan dari yang 
lainnya.

•	 Menghapukan 
ketentuan penga-
turan lebih lanjut 
mengenai penggu-
naan air terhadap 
kebutuhan usaha 
lainnya.
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(4) Dalam hal ketersediaan Air 
mencukupi, setelah urutan 
prioritas pemenuhan se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (2) urutan prioritas 
selanjutnya adalah: 
a. penggunaan Sumber 

Daya Air guna memenuhi 
kegiatan bukan usaha 
untuk kepentingan pub-
lik; dan 

b. penggunaan Sumber 
Daya Air untuk kebutu-
han usaha lainnya yang 
telah ditetapkan izinnya. 

(5) Pemerintah Pusat atau Pe-
merintah Daerah menetap-
kan urutan prioritas pemenu-
han Air pada Wilayah Sungai 
sesuai dengan kewenangan-
nya berdasarkan ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (21, ayat (3), dan ayat 
(4). 

(6) Dalam menetapkan prioritas 
pemenuhan Air sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) Pe-
merintah Pusat atau Pemer-
intah Daerah terlebih dahulu 
memperhitungkan keperlu-
an Air untuk pemeliharaan 
Sumber Arr dan lingkungan 
hidup. 

(4) Dalam hal ketersediaan Air 
mencukupi, setelah urutan 
prioritas pemenuhan se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (2), urutan prioritas 
selanjutnya adalah: 
a. penggunaan Sumber 

Daya Air guna memenuhi 
kegiatan bukan usaha 
untuk kepentingan pub-
lik; dan

b. penggunaan Sumber 
Daya Air untuk kebutu-
han usaha lainnya yang 
telah ditetapkan Perizin-
an Berusaha. 

(5) Pemerintah Pusat atau 
Pemerintah Daerah sesuai 
dengan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria yang 
ditetapkan oleh Pemerintah 
Pusat menetapkan urutan 
prioritas pemenuhan Air 
pada Wilayah Sungai ses-
uai dengan kewenangann-
ya berdasarkan ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), ayat (3), dan ayat 
(4). 

(6) Dalam menetapkan prioritas 
pemenuhan Air sebagaima-
na dimaksud pada ayat 
(5), Pemerintah Pusat atau 
Pemerintah Daerah sesuai 
dengan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria yang 
ditetapkan oleh Pemerintah 
Pusat terlebih dahulu mem-
perhitungkan keperluan Air 
untuk pemeliharaan Sumber 
Air dan lingkungan hidup. 
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(7) Hak rakyat atas Air bukan 
merupakan hak kepemilikan 
atas Air, tetapi hanya terba-
tas pada hak untuk mem-
peroleh dan menggunakan 
sejumlah kuota Air sesuai 
dengan alokasi yang peneta-
pannya diatur dengan Pera-
turan Pemerintah. 

(8) Ketentuan lebih lanjut men-
genai penggunaErn Sumber 
Daya Air untuk memenuhi 
kebutuhan pokok sehari-hari, 
pertanian rakyat, dan kebu-
tuhan usaha guna memenuhi 
kebutuhan pokok sehari-hari 
melalui Sistem Penyediaan 
Air Minum, sebagaimana di-
maksud pada ayat (2), serta 
untuk memenuhi kegiatan 
bukan usaha untuk kepent-
ingan publik dan kebutuhan 
usaha lainnya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) dia-
tur dengan Peraturan Pemer-
intah.

(7) Hak rakyat atas Air bukan 
merupakan hak kepemilikan 
atas Air, melainkan hanya 
terbatas pada hak untuk 
memperoleh dan menggu-
nakan sejumlah kuota Air 
sesuai dengan alokasi yang 
penetapannya diatur dalam 
Peraturan Pemerintah. 

(8) Ketentuan lebih lanjut men-
genai penggunaan Sumber 
Daya Air untuk memenuhi 
kebutuhan pokok seharihari, 
pertanian rakyat, dan kebu-
tuhan usaha guna memenuhi 
kebutuhan pokok sehari-hari 
melalui Sistem Penyediaan 
Air Minum, sebagaimana di-
maksud pada ayat (2), serta 
untuk memenuhi kegiatan 
bukan usaha
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Tugas dan 
Wewenang

Pasal 9
(1) Atas dasar penguasaan neg-

ara terhadap Sumber Daya 
Air sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 Pemerintah 
Pusat dan/atau Pemerintah 
Daerah diberi tugas dan we-
wenang untuk mengatur dan 
mengelola Sumber Daya Air. 

(2) Penguasaan Sumber Daya 
Air sebagaimana dimaksud 
pada ayat (l) diselenggaralan 
oleh Pemerintah Pusat dan/
atau Pemerintah Daerah 
dengan tetap mengakui 
Hak Ulayat Masyarakat Adat 
setempat dan hak yang se-
rupa dengan itu, sepanjang 
tidak bertentangan dengan 
kepentingan nasional dan 
ketentuan peraturan perun-
dang-undangan.

(3) Hak Ulayat dari Masyarakat 
Adat atas Sumber Daya Air 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) tetap diakui sepan-
jang kenyataannya masih 
ada dan telah diatur dengan 
Peraturan Daerah.

Pasal 9
(1) Atas dasar penguasaan neg-

ara terhadap Sumber Daya 
Air sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 Pemerintah 
Pusat dan/atau Pemerin-
tah Daerah sesuai dengan 
norma, standar, prosedur, 
dan kriteria yang ditetapkan 
oleh Pemerintah Pusat diberi 
tugas dan wewenang untuk 
mengatur dan mengelola 
Sumber Daya Air. 

(2) Penguasaan Sumber Daya 
Air sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diselenggara-
kan oleh Pemerintah Pusat 
dan/atau Pemerintah Daerah 
sesuai dengan norma, stan-
dar, prosedur, dan kriteria 
yang ditetapkan oleh Pemer-
intah Pusat dengan tetap 
mengakui Hak Ulayat Mas-
yarakat Adat setempat dan 
hak yang serupa dengan itu 
sepanjang tidak bertentan-
gan dengan kepentingan 
nasional dan ketentuan pera-
turan perundangundangan. 

(3) Hak Ulayat dari Masyarakat 
Adat atas Sumber Daya Air 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) tetap diakui sepan-
jang kenyataannya masih 
ada dan telah diatur dalam 
Peraturan Daerah.

•	 Menambahkan 
ketentuan penga-
turan dalam pasal 
ini yang harus ses-
uai dengan norma, 
standar, prosedur, 
dan kriteria yang 
ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat

Pasal 12
Turgas dan wewenang Pemer-
intah Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) 
meliputi tugas dan wewenang 
Pemerintah Daerah provinsi dan/
atau Pemerintah Daerah kabu-
paten/ kota.

Pasal 12
Tugas dan wewenang Pemerin-
tah Daerah sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 9 ayat (1) 
meliputi tugas dan wewenang 
Pemerintah Daerah provinsi 
dan/atau Pemerintah Daerah 
kabupaten/ kota sesuai dengan 
norma, standar, prosedur, dan 
kriteria yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat.

•	 Menambahkan 
ketentuan penga-
turan dalam pasal 
ini yang harus 
sesuai dengan  
norma, standar, 
prosedur, dan kri-
teria yang ditetap-
kan oleh Pemerin-
tah Pusat
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Pasal 17
Pemerintah desa atau yang dise-
but dengan nama lain memiliki 
tugas meliputi: 
a. membantu Pemerintah Pusat 

dan/ atau Pemerintah Daer-
ah dalam mengelola Sumber 
Daya Air di wilayah desa 
berdasarkan asas keman-
faatan umum dan dengan 
memperhatikan kepentingan 
desa lain; 

b. mendorong prakarsa dan.. 
partisipasi masyarakat desa 
dalam Pengelolaan Sumber 
Daya Air di wilayahnya;

c. ikut serta dalam menjaga 
efektivitas, efisiensi, kualitas, 
dan ketertiban pelaksanaan 
Pengelolaan Sumber Daya 
Air; darr 

d. membantu Pemerintah Daer-
ah kabupaten/kota dalam 
memenuhi kebutuhan pokok 
minimal sehari-hari atas Air 
bagi warga desa.

Pasal 17
Pemerintah desa atau yang 
disebut dengan nama lain se-
suai dengan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria yang 
ditetapkan oleh Pemerintah Pu-
sat memiliki tugas: 
a. membantu Pemerintah Pusat 

dan/ atau Pemerintah Daer-
ah dalam mengelola Sumber 
Daya Air di wilayah desa 
berdasarkan asas keman-
faatan umum dan dengan 
memperhatikan kepentingan 
desa lain; 

b. mendorong prakarsa dan 
partisipasi masyarakat desa 
dalam Pengelolaan Sumber 
Daya Air di wilayahnya; 

c. ikut serta dalam menjaga 
efektivitas, efisiensi, kualitas, 
dan ketertiban pelaksanaan 
Pengelolaan Sumber Daya 
Air; dan 

d. membantu Pemerintah Daer-
ah kabupaten/kota dalam 
memenuhi kebutuhan pokok 
minimal sehari-hari atas

•	 Menambahkan 
ketentuan penga-
turan dalam pasal 
ini yang harus 
sesuai dengan  
norma, standar, 
prosedur, dan kri-
teria yang ditetap-
kan oleh Pemerin-
tah Pusat.

•	 Menghapuskan 
klasifikasi terkhu-
sus terhadap bagi 
warga desa dalam 
hal upaya pemer-
intah memenuhi 
kebutuhan pokok.

Pasal 19
(1) Sebagian tugas dan we-

wenang Pemerintah Pusat 
dan/atau Pemerintah Daer-
ah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 10, Pasal 11, 
Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, 
dan Pasal 16 dalam menge-
lola Sumber Daya Air yang 
meliputi satu Wilayah Sungai 
dapat ditugaskan kepada 
Pengelola Sumber Daya Air. 

(2) Pengelola Sumber Daya Air 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat berupa unit 
pelaksana teknis kemente-
rian/unit pelaksana teknis 
daerah atau badan usaha 
milik negara/ badan usaha 
milik daerah di bidang Pen-
gelolaan Sumber Daya Air. 

Pasal 19
(1) Sebagian tugas dan we-

wenang Pemerintah Pusat 
dan/atau Pemerintah Daer-
ah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 10, Pasal 11, 
Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, 
dan Pasal 16 dalam menge-
lola Sumber Daya Air yang 
meliputi satu Wilayah Sungai 
dapat ditugaskan kepada 
Pengelola Sumber Daya Air. 

(2) Pengelola Sumber Daya Air 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat berupa unit 
pelaksana teknis kemente-
rian/unit pelaksana teknis 
daerah atau badan usaha 
milik negara/badan usaha 
milik daerah di bidang Pen-
gelolaan Sumber Daya Air. 

•	 Menghapuskan 
ketenuan menge-
nai BUMN yang 
mengelola SDA Air.

•	 Mengatur lebih 
lanjut ketentuan 
BUMN sebagai 
pengelola Air 
dalam Peraturan 
Pemerintah.
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(3) Sebagian tugas dan we-
wenang sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) tidak 
termasuk: 

a. menetapkankebijakan; 
b. menetapkan Pola Penge-

lolaan Sumber Daya Air;
c.  menetapkan Rencana 

Pengelolaan Sumber 
Daya Air; 

d. menetapkan kawasan 
lindung Sumber Air; 

e. menetapkan izin;
f. nrembentuk wadah 

kooordinasi; 
g. menetapkan norma, 

standar, prosedur, dan 
kriteria; 

h. membentuk Pengelola 
Sumber Daya Air; dan 

i. menetapkan.nilai satuan 
BJPSDA.

(4) Badan usaha milik negara/ 
badan usaha milik daerah di 
bidang Pengelolaan Sum-
ber Daya Air sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) 
harus memenuhi ketentuan 
sebagai berikut: 
a. memiliki tugas menye-

lenggarakan sebagian 
fungsi Pengelolaan 
Sumber Daya Air, yaitu 
pembangunan, pengo-
perasian, dan pemeli-
haraan; 

b. memiliki tugas penggu-
naan Sumber Daya Air 
untuk kebutuhan usaha 
hanya pada wilayah ker-
janya; 

(3) Sebagian tugas dan we-
wenang sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) tidak 
termasuk:
a. menetapkan kebijakan; 
b. menetapkan Pola Penge-

lolaan Sumber Daya Air;
c. menetapkan Rencana 

Pengelolaan Sumber 
Daya Air; 

d. menetapkan kawasan 
lindung Sumber Air;

e. menerbitkan Perizinan 
Berusaha atau Persetu-
juan; 

f. membentuk wadah 
kooordinasi; 

g. menetapkan norma, 
standar, prosedur, dan 
kriteria; 

h. membentuk Pengelola 
Sumber Daya Air; dan 

i. menetapkan nilai satuan 
BJPSDA. 

(4) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai badan usaha milik 
negara/badan usaha milik 
daerah di bidang Pengelo-
laan Sumber Daya Air se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (2) diatur dalam Pera-
turan Pemerintah.
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c. melakukan pelayanan 
yang berkualitas den-
gan prinsip pengelolaan 
perusahaan yang sehat; 

d. memiliki tugas memu-
ngut, menerima, dan 
menggunakan BJPSDA; 

e. mendapat tugas khusus 
yang diberikan oleh Pe-
merintah Pusat dan/atau 
Pemerintah Daerah; dan

f. tidak semata-mata ber-
orientasi untuk mengejar 
keuntungan. 

(5) Penugasan Pemerintah 
Pusat kepada badan usa-
ha milik negara di bidang 
Pengelolaan Sumber Daya 
Air sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) diatur dengan 
Peraturan Pemerintah. 

(6) Penugasan Pemerintah 
Daerah kepada badan us-
aha milik daerah di bidang 
Pengelolaan Sumber Daya 
Air sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) diatur dengan 
peraturan kepala daerah.

Pengelo-
laan Sum-
ber Daya 
Air

Pasal 40
(1) Pelaksanaan konstruksi 

Prasarana Sumber Daya Air 
dan pelaksanaan nonkon-
struksi dilakukan oleh Pe-
merintah Pusat dan/ atau 
Pemerintah Daerah sesuai 
dengan kewenangannya 
berdasarkan program dan 
rencana kegiatan. 

(2) Pelaksanaan konstruksi 
Prasarana Sumber Daya Air 
dan pelaksanaan nonkon-
struksi sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) dapat 
dilakukan dengan melibatkan 
peran serta masyarakat.

Pasal 40 
(1) Pelaksanaan konstruksi 

Prasarana Sumber Daya Air 
dan pelaksanaan nonkon-
struksi dilakukan oleh Pe-
merintah Pusat dan/atau 
Pemerintah Daerah sesuai 
dengan kewenangannya 
berdasarkan program dan 
rencana kegiatan.

(2) Pelaksanaan konstruksi 
Prasarana Sumber Daya Air 
dan pelaksanaan nonkon-
struksi sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) dapat 
dilakukan dengan melibatkan 
peran serta masyarakat. 

•	 Menambahkan 
ketentuan terha-
dap pelaksanaan 
nonkonstruksi 
prasarana sumber 
daya air untuk 
kepentingan sendi-
ri untuk mendapa-
tkan persetujuan 
terlebih dahulu dan 
sesuai dengan ke-
wenangannya ber-
dasarkan norma, 
standar, prosedur, 
dan kriteria
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(3) Setiap Orang atau kelompok 
masyarakat atas prakarsa 
sendiri dapat melaksanakan 
kegiatan konstruksi Prasa-
rana Sumber Daya Air dan 
pelaksanaan nonkonstruksi 
untuk kepentingan sendiri 
berdasarkan izin dari Pemer-
intah Pusat dan/atau Pemer-
intah Daerah sesuai dengan 
kewenangannya. 

(4) Pelaksanaan konstruksi 
Prasarana Sumber Daya Air 
dan pelaksanaan nonkon-
struksi dilakukan dengan: 
a. mengikuti norma, stan-

dar, prosedur, dan krite-
ria; 

b. memanfaatkan teknologi 
dan sumber daya lokal; 
dan 

c. mengutamakan kesela-
matan, kgamanan kerja, 
dan keberlanjutan fungsi 
ekologis sesuai dengan 
ketentuan peraturan 
perundangundangan. 

(5) Kewajiban memperoleh izin 
sebagaimana dimaksud’pada 
ayat (3) dikecualikan bagi 
kegiatan nonkonstruksi yang 
tidak mengakibatkan peruba-
han fisik pada Sumber Air. 

(3) Setiap Orang atau kelompok 
masyarakat atas prakarsa 
sendiri dapat melaksanakan 
kegiatan konstruksi Prasa-
rana Sumber Daya Air dan 
pelaksanaan nonkonstruksi 
untuk kepentingan sendiri 
berdasarkan Persetujuan 
atau Perizinan Berusaha dari 
Pemerintah Pusat dan/atau 
Pemerintah Daerah sesuai 
dengan kewenangannya 
berdasarkan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria yang 
ditetapkan oleh Pemerintah 
Pusat. 

(4) Pelaksanaan konstruksi 
Prasarana Sumber Daya Air 
dan pelaksanaan nonkon-
struksi dilakukan dengan: 
a. mengikuti norma, stan-

dar, prosedur, dan krite-
ria; 

b. memanfaatkan teknologi 
dan sumber daya lokal; 
dan 

c. mengutamakan kesela-
matan, keamanan kerja, 
dan keberlanjutan fungsi 
ekologis, sesuai dengan 
ketentuan peraturan 
perundangundangan.

(5) Kewajiban memperoleh 
persetujuan atau Perizin-
an Berusaha sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) 
dikecualikan bagi kegiatan 
nonkonstruksi yang tidak 
mengakibatkan perubahan 
fisik pada Sumber Air. 

(6) Ketntuan lebih lanjut menge-
nai izin sebagaimana dimak-
sud pada ayat (3) diatur 
dengan Peraturan Pemerin-
tah.

(6) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai persetujuan atau 
Perizinan Berusaha se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (3) diatur dalam Pera-
turan Pemerintah.
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Pasal 43
(1) Pemantauan Pengelolaan 

Sumber Daya Air dilakukan 
terhadap:

a. Perencanaan Pengelolaan 
Sumber Daya Air; 

b. pelaksanaan konstruksi 
Prasarana Sumber Daya Air 
dan pelaksanaan nonkon-
struksi; dan 

c. pelaksanaan Operasi dan 
Pemeliharaan Sumber Daya 
Air. 

(2) Evaluasi Pengelolaan Sumber 
Daya Air dilakukan ber-
dasarkan hasil pemantauan 
Sumber Daya Air sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
terhadap tujuan Pengelolaan 
Sumber Daya Air. 

(3) Hasil evaluasi Pengelolaan 
Sumber Daya Air digunakan 
sebagai bahan pertimbangan 
dalam melakukan perbaikan 
penyelenggaraan Pengelo-
laan Sumber Daya Air. 

(4) Pelaksanaan pemantauan 
dan evaluasi Pengelolaan 
Sumber Daya Air sebagaima-
na dimaksud pada ayat (l) 
dan ayat (2) dilakukan oleh 
Pemerintah Pusat dan/atau 
Pemerintah Daerah sesuai 
dengan kewenangannya. 

(5) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai pemantauan dan 
evaluasi Pengelolaan Sum-
ber Daya Air diatur dengan 
Peraturan Pemerintah.

Pasal 43
(1) Pemantauan Pengelolaan 

Sumber Daya Air dilakukan 
terhadap:

a. Perencanaan Pengelolaan 
Sumber Daya Air; 

b. pelaksanaan konstruksi 
Prasarana Sumber Daya Air 
dan pelaksanaan nonkon-
struksi; dan 

c. pelaksanaan Operasi dan 
Pemeliharaan Sumber Daya 
Air. 

(2) Evaluasi Pengelolaan Sumber 
Daya Air dilakukan ber-
dasarkan hasil pemantauan 
Sumber Daya Air sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
terhadap tujuan Pengelolaan 
Sumber Daya Air. 

(3) Hasil evaluasi Pengelolaan 
Sumber Daya Air digunakan 
sebagai bahan pertimbangan 
dalam melakukan perbaikan 
penyelenggaraan Pengelo-
laan Sumber Daya Air. 

(4) Pelaksanaan pemantauan 
dan evaluasi Pengelolaan 
Sumber Daya Air sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2) dilakukan oleh 
Pemerintah Pusat dan/atau 
Pemerintah Daerah sesuai 
dengan kewenangannya 
berdasarkan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria yang 
ditetapkan oleh Pemerintah 
Pusat. 

(5) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai pemantauan dan 
evaluasi Pengelolaan Sumber 
Daya Air diatur dalam Pera-
turan Pemerintah.

•	 Menambahkan 
ketentuan penga-
turan dalam pasal 
ini yang harus ses-
uai dengan norma, 
standar, prosedur, 
dan kriteria yang 
ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat.
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Perizinan Pasal 44
(1) Penggunaan Sumber Daya 

Air sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 29 ayat (2) 
huruf c untuk kebutuhan 
usaha dan kebutuhan bukan 
usaha dilakukan berdasarkan 
izin. 

(2) Izin penggunaan Sumber 
Daya Air sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) diber-
ikan dengan memperhatikan 
fungsi kawasan dan kelestar-
ian lingkungan hidup. 

(3) Izin penggunaan Sumber 
Daya Air sebagaimana dimal-
sud pada ayat (l) diberikan 
oleh Pemerintah Pusat dan/
atau Pemerintah Daerah ses-
uai dengan kewenangannya. 

(4) Izin penggunaan Sumber 
Daya Air sebagaimana di-
maksud pada ayat (2) tidak 
dapat disewakan atau dipin-
dahtangankan, baik sebagian 
maupun seluruhnya.

Pasal 44
(1) Penggunaan Sumber Daya 

Air sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 29 ayat (2) 
huruf c untuk kebutuhan 
usaha dan kebutuhan bukan 
usaha dilakukan setelah me-
menuhi Perizinan Berusaha 
atau persetujuan penggu-
naan sumber daya air. 

(2) Perizinan Berusaha atau 
persetujuan penggunaan 
Sumber Daya Air sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
diberikan dengan memper-
hatikan fungsi kawasan dan 
kelestarian lingkungan hidup. 

(3) Perizinan Berusaha atau 
persetujuan penggunaan 
Sumber Daya Air sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
diberikan oleh Pemerintah 
Pusat dan/atau Pemerin-
tah Daerah sesuai dengan 
kewenangannya berdasarkan 
norma, standar, prosedur, 
dan kriteria yang ditetapkan 
oleh Pemerintah Pusat. 

(4) Perizinan Berusaha atau per-
setujuan penggunaan Sum-
ber Daya Air sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) tidak 
dapat disewakan atau dipin-
dahtangankan, baik sebagian 
maupun seluruhnya.

•	 Mengubah keten-
tuan penggunaan 
sumber daya 
air sebagaiman 
dimaksud pada 
Pasal 29 Ayat (2) 
Huruf c, dapat 
dilakukan ketika 
telah mendapatkan 
perizinan atau per-
setujuan penggu-
naan sumber daya 
air.

•	 Menambahkan 
ketentuan bahwa 
perizinan yang 
dilakukan ha-
rus telah sesuai 
dengan norma, 
standar, prosedur, 
dan kriteria yang 
ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat
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Pasal 45
Izin penggunaan Sumber Daya 
Air untuk kebutuhan bukan usa-
ha terdiri atas: 
a. izin penggunaan Sumber 

Daya Air untuk pemenuhan 
kebutuhan pokok seharihari 
diperlukan jika:
1) cara penggunaannya 

dilakukan dengan men-
gubah kondisi alami 
Sumber Air; dan/atau 

2) penggunaannya ditq-
jukan untuk keperluan 
kelompok yang memer-
lukan Air dalam jumlah 
yang besar. 

b. izin penggunaan Sumber 
Daya Air untuk pemenuhan 
kebutuhan pertanian ralryat 
diperlukan jika:
1) cara penggunannya 

dilakukan dengan men-
gubah kondisi alami 
Sumber Air; dan/atau

2) penggunaa.nnya untuk 
pertanian ralqrat di luar 
sistem irigasi yang sudah 
ada. 

c. izin penggunaan Sumber 
Daya Air untuk pemenuhan 
kebutuhan bagi kegiatan se-
lain untuk memenuhi kebu-
tuhan pokok sehari-hari dan 
pertanian ralqrat yang bukan 
merupakan kegiatan usaha.

Pasal 45
(1) Persetujuan penggunaan 

Sumber Daya Air untuk ke-
butuhan bukan usaha terdiri 
atas:

a. persetujuan penggunaan 
Sumber Daya Air untuk pe-
menuhan kebutuhan pokok 
sehari-hari diperlukan jika:
1. cara penggunaannya 

dilakukan dengan men-
gubah kondisi alami 
Sumber Air; dan/atau 

2. penggunaannya diajukan 
untuk keperluan kelom-
pok yang memerlukan 
Air dalam jumlah yang 
besar. 

b. persetujuan penggunaan 
Sumber Daya Air untuk pe-
menuhan kebutuhan pertani-
an rakyat diperlukan jika: 
1. cara penggunaannya 

dilakukan dengan men-
gubah kondisi alami 
Sumber Air; dan/atau 

2. penggunaannya untuk 
pertanian rakyat di luar 
sistem irigasi yang sudah 
ada. 

c. persetujuan penggunaan 
Sumber Daya Air untuk 
pemenuhan kebutuhan bagi 
kegiatan selain untuk me-
menuhi kebutuhan pokok 
sehari-hari dan pertanian 
rakyat yang bukan merupa-
kan kegiatan usaha

•	 Mengubah frasa 
“izin” menjadi 
“persetujuan”.

Pasal 49
(1) Penggunaan Sumber Daya 

Air untuk kebutuhan usa-
ha sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 47 dapat berupa 
penggunaan:
a. Sumber Daya Air sebagai 

media; 
b. Air dan Daya Air sebagai 

materi; 

Pasal 49
(1) Penggunaan Sumber Daya 

Air untuk kebutuhan usa-
ha sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 47 dapat berupa 
penggunaan: 
a. Sumber Daya Air sebagai 

media; 
b. Air dan Daya Air sebagai 

materi 

•	 Mengubah frasa 
“memiliki izin” 
menjadi “Perizinan 
Berusaha”
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c. Sumber Air sebagai me-
dia; dan/atau 

d. Air, Sumber Air, dan/atau 
Daya Air sebagai media 
dan materi. 

(2) Penggunaan Sumber Daya 
Air untuk kebutuhan usaha 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) wajib memiliki izin. 

(3) Pemberian izin dilakukan 
secara ketat dengan urutan 
prioritas: 
a. pemenuhan kebutuhan 

pokok sehari-hari bag 
kelompok yang memer-
lukan Air dalam jumlah 
yang besar; 

b. pemenuhan kebutuhan 
pokok sehari-hari yang 
mengubah kondisi alami 
Sumber Air;

c. pertanian ralryat di luar 
sistem irigasi yang sudah 
ada;

d. penggunaan Sumber 
Daya Air untuk ke-
butuhan usaha guna 
memenuhi kebutuhan 
pokok sehari-hari melalui 
Sistem Penyediaan Air 
Minum; 

e. kegiatan bukan usaha 
untuk kepentingan pub-
lik; 

f. penggunaan Sumber 
Daya Air untuk kebutu-
han usaha oleh badan 
usaha milik negara, 
badan usaha milik daer-
ah, atau badan usaha 
milik desa; dan 

c. Sumber Air sebagai me-
dia; dan/atau 

d. Air, Sumber Air, dan/atau 
Daya Air sebagai media 
dan materi. 

(2) Penggunaan Sumber Daya 
Air untuk kebutuhan usaha 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) wajib memenuhi 
Perizinan Berusaha. 

(3) Pemberian Perizinan Beru-
saha dilakukan secara ketat 
dengan urutan prioritas:
a. pemenuhan kebutuhan 

pokok sehari-hari bagi 
kelompok yang memer-
lukan Air dalam jumlah 
yang besar; 

b. pemenuhan kebutuhan 
pokok sehari-hari yang 
mengubah kondisi alami 
Sumber Air; 

c. pertanian rakyat di luar 
sistem irigasi yang sudah 
ada; 

d. penggunaan Sumber 
Daya Air untuk ke-
butuhan usaha guna 
memenuhi kebutuhan 
pokok sehari-hari melalui 
Sistem Penyediaan Air 
Minum; 

e. kegiatan bukan usaha 
untuk kepentingan pub-
lik; 

f. penggunaan Sumber 
Daya Air untuk kebutu-
han usaha oleh badan 
usaha milik negara, 
badan usaha milik daer-
ah, atau badan usaha 
milik desa; dan 
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g. penggunaan Sumber 
Daya Air untuk kebutu-
han usaha oleh badan 
usaha swasta atau 
perseorangan.

(4) Izin penggunaan Sumber 
Daya Air untuk kebutuhan 
usaha sebagaimana dimak-
sud pada ayat (2) dapat 
diberikan untuk: 
a. titik atau tempat tertentu 

pada Sumber Air;
b. ruas tertentu pada Sum-

ber Air; atau 
c. bagran tertentu dari 

Sumber Air. 
(5) Izin penggunaan Sumber 

Daya Air untuk kebutuhan 
usaha sebagaimana dimak-
sud pada ayat (4) dapat 
diberikan kepada: 
a. badan usaha milik nega-

ra; 
b. badan usaha milik daer-

ah; 
c. badan usaha milik desa; 
d. koperasi; 
e. badan usaha swasta; 

atau 
f. perseorangan.

g. penggunaan Sumber 
Daya Air untuk kebutu-
han usaha oleh badan 
usaha swasta atau 
perseorangan. 

(4) Perizinan Berusaha peng-
gunaan Sumber Daya Air 
untuk kebutuhan usaha 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dapat diberikan 
untuk: 
a. titik atau tempat tertentu 

pada Sumber Air; 
b. ruas tertentu pada Sum-

ber Air; atau
c. bagian tertentu dari 

Sumber Air. 
(5) Perizinan Berusaha peng-

gunaan Sumber Daya Air 
untuk kebutuhan usaha 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) dapat diberikan 
kepada: 
a. badan usaha milik nega-

ra; 
b. badan usaha milik daer-

ah; 
c. badan usaha milik desa; 
d. koperasi; 
e. badan usaha swasta; 

atau 
f. perseorangan.

Pasal 50
Izin penggunaan Sumber Daya 
Air untuk kebutuhan usaha den-
gan menggunakan Air dan Daya 
Air sebagai materi sebagaimana, 
dimaksud dalam Pasal 49 ayat 
(1) huruf b yang menghasilkan 
produk berupa Air minum untuk 
kebutuhan pokok sehari-hari 
diberikan kepada badan usaha 
milik negara, badan usaha milik 
daerah, atau badan usaha milik 
desa penyelenggara Sistem 
Penyediaan Air Minum.

Pasal 50
Perizinan Berusaha penggunaan 
Sumber Daya Air untuk kebutu-
han usaha dengan menggunakan 
Air dan Daya Air sebagai materi 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 49 ayat (1) huruf b yang 
menghasilkan produk berupa Air 
minum untuk kebutuhan pokok 
sehari-hari diberikan kepada 
badan usaha milik negara, badan 
usaha milik daerah, atau badan

•	 Mengubah frasa 
“memiliki izin” 
menjadi “Perizinan 
Berusaha”

•	 Mengubah keten-
tuan badan-badan 
yang diberikan 
perizinan dengan 
menghapuskan 
keterangan lebih 
lanjut yakni badan 
yang merupakan 
penyelenggara 
sistem penyedia air 
minum.
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Pasal 51
lzin penggunaan Sumber Daya 

Air untuk kebutuhan usa-
ha dapat diberikan kepada 
pihak swasta setelah me-
menuhi syarat tertentu dan 
ketat sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 46 ayat (1) 
huruf f paling sedikit: 

a. sesuai dengan Pola Penge-
lolaan Sumber Daya Air dan 
Rencana Pengelolaan Sum-
ber Daya Air; 

b. memenuhi persyaratan 
teknis administratif; 

c. mendapat persetqjuan dari 
para pemangku kepentingan 
di kawasan Sumber Daya 
Air; dan 

d. memenuhi kewajiban biaya 
Konservasi Sumber Daya 
Air yang merupakan kom-
ponen dalam BJPSDA dan 
kewajiban keuangan lainnya 
sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undan-
gan.

Pasal 51
(1) Perizinan Berusaha penggu-

naan Sumber Daya Air untuk 
kebutuhan usaha dapat 
diberikan kepada pihak 
swasta setelah memenuhi 
syarat tertentu dan ketat 
sebagaimana dimaksud da-
lam Pasal 46 ayat (1) huruf f 
paling sedikit: 

a. sesuai dengan Pola Penge-
lolaan Sumber Daya Air dan 
Rencana Pengelolaan Sum-
ber Daya Air; 

b. memenuhi persyaratan 
teknis administratif; 

c. mendapat persetujuan dari 
para pemangku kepentingan 
di kawasan Sumber Daya 
Air; dan 

d. memenuhi kewajiban biaya 
Konservasi Sumber Daya 
Air yang merupakan kom-
ponen dalam BJPSDA dan 
kewajiban keuangan lainnya 
sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undan-
gan. 

(2) Ketentuan lebih lanjut men-
genai Perizinan Berusaha 
untuk menggunakan Sumber 
Daya Air sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) diatur 
dalam Peraturan Pemerintah.

•	 Mengubah frasa 
“izin” menjadi 
“Perizinan Berusa-
ha”

•	 Menambahkan 
ketentuan penga-
turan lebih lanjut 
kepada Peraturan 
Pemerintah.
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Pasal 52
(1) Penggunaan Sumber Daya 

Air untuk negara lain dila-
rang, kecuali untuk tujuan 
kemanusiaan. 

(2) Pengecualian sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
harus memenuhi persyaratan 
telah dapat terpenuhinya 
kebutuhan penggunaan 
Sumber Daya Air di Wilayah 
Sungai yang bersangkutan 
serta daerah sekitarnya. 

(3) Penggunaan Sumber Daya 
Air untuk negara lain se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) harus didasarkan 
pada Pola Pengelolaan Sum-
ber Daya Air dan Rencana 
Pengelolaan Sumber Daya 
Air pada Wilayah Sungai 
yang bersangkutan dan 
memperhatikan kepentingan 
daerah di sekitarnya. 

(4) Rencana penggunaan Sum-
ber Daya Air untuk negara 
lain dilakukan melalui proses 
konsultasi publik oleh Pemer-
intah Pusat dan/atau Pemer-
intah Daerah sesuai dengan 
kewenangannya. 

(5) Penggunaan Sumber Daya 
Air untuk negara lain se-
bagairnana dimaksud pada 
ayat (3) dan ayat (4) wajib 
mendapat izin dari Pemer-
intah Pusat berdasarkan 
rekomendasi dari Pemerintah 
Daerah dan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perun-
dang-undangan.

Pasal 52
(1) Penggunaan Sumber Daya 

Air untuk negara lain dila-
rang, kecuali untuk tujuan 
kemanusiaan. 

(2) Pengecualian sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
harus memenuhi persyaratan 
telah dapat terpenuhinya 
kebutuhan penggunaan 
Sumber Daya Air di Wilayah 
Sungai yang bersangkutan 
serta daerah sekitarnya. 

(3) Penggunaan Sumber Daya 
Air untuk negara lain se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) harus didasarkan 
pada Pola Pengelolaan Sum-
ber Daya Air dan Rencana 
Pengelolaan Sumber Daya 
Air pada Wilayah Sungai 
yang bersangkutan dan 
memperhatikan kepentingan 
daerah di sekitarnya. 

(4) Rencana penggunaan Sum-
ber Daya Air untuk negara 
lain dilakukan melalui proses 
konsultasi publik oleh Pemer-
intah Pusat dan/atau Pemer-
intah Daerah sesuai dengan 
kewenangannya berdasarkan 
norma, standar, prosedur, 
dan kriteria yang ditetapkan 
oleh Pemerintah Pusat. 

(5) Penggunaan Sumber Daya 
Air untuk negara lain se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (3) dan ayat (4) wajib 
mendapat Persetujuan dari 
Pemerintah Pusat berdasar-
kan rekomendasi dari Pe-
merintah Daerah dan sesuai 
dengan ketentuan peraturan 
perundangundangan.

•	 Menambahkan 
ketentuan pengec-
ualian penggunaan 
sumber daya air 
untuk negara lain 
harus sesuai den-
gan kewenangan-
nya berdasarkan 
norma, standar, 
prosedur, dan kri-
teria yang ditetap-
kan oleh Pemerin-
tah Pusat.

•	 Mengubah frasa 
“izin” menjadi 
“Persetujuan”
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Pemberda
-yaan dan 
Pengawas
-an

Pasal 56
(1) Pengawasan Pengelolaan 

Sumber Daya Air dilakukan 
oleh Pemerintah Pusat dan/ 
atau Pemerintah Daerah se-
suai dengan kewenangannya 
terhadap Pengelolaan Sum-
ber Daya Air. 

(2) Pengawasan Pengelolaan 
Sumber Daya Air sebagaima-
na dimaksud pada ayat (l) 
dapat dilakukan dengan mel-
ibatkan peran masyarakat. 

(3) Ketentuan lebih lanjut men-
genai pengawasan Pengelo-
laan Sumber Daya Air diatur 
dengan Peraturan Pemerin-
tah.

Pasal 56
(1) Pengawasan Pengelolaan 

Sumber Daya Air dilakukan 
oleh Pemerintah Pusat dan/
atau Pemerintah Daerah se-
suai dengan kewenangannya 
terhadap Pengelolaan Sum-
ber Daya Air berdasarkan 
norma, standar, prosedur, 
dan kriteria yang ditetapkan 
oleh Pemerintah Pusat. 

(2) Pengawasan Pengelolaan 
Sumber Daya Air sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
dapat dilakukan dengan mel-
ibatkan peran masyarakat. 

(3) Ketentuan lebih lanjut men-
genai pengawasan Pengelo-
laan Sumber Daya Air diatur 
dalam Peraturan Pemerintah.

•	 Menambahkan 
ketentuan terha-
dap pengawasan 
pengelolaan sum-
ber daya air harus 
berdasarkan ber-
dasarkan norma, 
standar, prosedur, 
dan kriteria yang 
ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat.
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Pasal 70
Setiap Orang yang dengan sen-

gaja:
a. melakukan kegiatan pelak-

sanaan konstruksi Prasa-
rana Sumber Daya Air dan 
nonkonstruksi pada Sumber 
Air tanpa memperoleh izin 
dari Pemerintah Pusat atau 
Pemerintah Daerah se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 40 ayat (3); 

b. menyewakan atau me-
mindahtangankan, baik 
sebagian maupun keseluru-
han izin penggunaan Sumber 
Daya Air untuk kebutuhan 
bukan usaha atau izin peng-
gunaan Sumber Daya Air 
untuk kebutuhan usaha se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 44 ayat (4); atau 

c. melakukan penggunaan 
Sumber Daya Air untuk 
kebutuhan usaha tanpa izin 
sebagaimana dimaksud da-
lam Pasal 49 ayat(2)

 dipidana dengan pidana penjara 
paling singkat 1 (satu) tahun 
dan paling lama 3 (tiga) ta-
hun dan denda paling sedikit 
Rp1.000.000.000,00 (satu 
miliar rupiah) dan paling 
banyak Rp5.0O0.000.00O,O0 
(lima miliar rupiah).

Pasal 70
(1) Setiap Orang yang dengan 

sengaja: 
a. melakukan kegiatan pelak-

sanaan konstruksi Prasa-
rana Sumber Daya Air dan 
nonkonstruksi pada Sumber 
Air tanpa memperoleh Per-
izinan Berusaha dari Pemer-
intah Pusat atau Pemerintah 
Daerah sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 40 ayat (3); 

b. menyewakan atau me-
mindahtangankan, baik 
sebagian maupun keseluru-
han Perizinan Berusaha atau 
persetujuan penggunaan 
Sumber Daya Air untuk 
kebutuhan bukan usaha se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 44; atau 

c. melakukan penggunaan 
Sumber Daya Air tanpa 
Perizinan Berusaha untuk 
kebutuhan usaha atau per-
setujuan penggunaan Sum-
ber Daya Air sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 49, 

dipidana dengan pidana penjara 
paling singkat 1 (satu) tahun 
dan paling lama 3 (tiga) ta-
hun dan denda paling sedikit 
Rp1.000.000.000,00 (satu 
miliar rupiah) dan paling 
banyak Rp5.000.000.000,00 
(lima miliar rupiah)

•	 Mengubah acuan 
pasal dalam huruf 
b dan c kepada 
pasal secara kes-
eluruhan.
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Pasal 73
Setiap Orang yang karena ke-

lalaiannya:
a. melakukan kegiatan pelak-

sanaan konstruksi Prasa-
rana Sumber Daya Air dan 
nonkonstruksi pada Sumber 
Air tanpa izin dari Pemerin-
tah Pusat atau Pemerintah 
Daerah sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 4O ayat (3); 
atau 

b. menggunakan Sumber Daya 
Air untuk kebutuhan usaha 
tanpa izin sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 49 ayat 
(2)

dipidana dengan pidana penjara 
paling singkat 3 (tiga) bulan 
dan paling lama 6 (enam) ta-
hun dan denda paling sedikit 
Rp30O.00O.00O,00 (tiga 
ratus juta rupiah) dan paling 
banyak Rpl.000.000.000,00 
(satu miliar rupiah).

Pasal 73
Setiap Orang yang karena ke-

lalaiannya:
a. melakukan kegiatan pelak-

sanaan konstruksi Prasa-
rana Sumber Daya Air dan 
nonkonstruksi pada Sumber 
Air tidak memenuhi ketentu-
an sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 40 ayat (3) dan 
ayat (4); atau 

b. menggunakan Sumber Daya 
Air untuk kebutuhan usaha 
tanpa Perizinan Berusaha se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 49 ayat (2)

dipidana dengan pidana penjara 
paling singkat 3 (tiga) bulan 
dan paling lama 6 (enam) 
tahun dan denda paling se-
dikit Rp300.000.000,00 (tiga 
ratus juta rupiah) dan paling 
banyak Rpl.000.000.000,00 
(satu miliar rupiah).

•	 Menambahkan 
acuan pasal dalam 
huruf a yakni Pasal 
40 Ayat (4).

22. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan

TOPIK NOMOR PASAL UU CIPTA KERJA RANGKUMAN PEN-
JELASAN

Penyeleng
-garaan

Pasal 19
(1) Jalan dikelompokkan dalam 

beberapa kelas berdasarkan: 
a. fungsi dan intensitas 

Lalu Lintas guna kepent-
ingan pengaturan peng-
gunaan Jalan dan Ke-
lancaran Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan; dan 

b. daya dukung untuk me-
nerima muatan sumbu 
terberat dan dimensi 
Kendaraan Bermotor. 

Pasal 19
(1) Jalan dikelompokkan dalam 

beberapa kelas berdasarkan: 
a. fungsi dan intensitas 

Lalu Lintas guna kepent-
ingan pengaturan peng-
gunaan Jalan dan Ke-
lancaran Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan; dan 

b. daya dukung untuk me-
nerima muatan sumbu 
terberat dan dimensi 
Kendaraan Bermotor. 

•	 Menghapus keten-
tuan mengenai 
pengelompokan 
jalan menurut 
kelas jalan dalam 
untuk diatur lebih 
lanjut dalam Pera-
turan Pemerintah
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(2) Pengelompokan Jalan 
menurut kelas Jalan se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) terdiri atas: 
a. jalan kelas I, yaitu jalan 

arteri dan kolektor yang 
dapat dilalui Kendaraan 
Bermotor dengan uku-
ran lebar tidak melebihi 
2.500 (dua ribu lima 
ratus) milimeter, ukuran 
panjang tidak melebihi 
18.000 (delapan belas 
ribu) milimeter, uku-
ran paling tinggi 4.200 
(empat ribu dua ratus) 
milimeter, dan muatan 
sumbu terberat 10 (sep-
uluh) ton; 

b. jalan kelas II, yaitu jalan 
arteri, kolektor, lokal, 
dan lingkungan yang 
dapat dilalui Kendaraan 
Bermotor dengan uku-
ran lebar tidak melebihi 
2.500 (dua ribu lima 
ratus) milimeter, ukuran 
panjang tidak melebihi 
12.000 (dua belas ribu) 
milimeter, ukuran paling 
tinggi 4.200 (empat ribu 
dua ratus) milimeter, dan 
muatan sumbu terberat 
8 (delapan) ton; 

(2) Ketentuan lebih lanjut men-
genai pengelompokan jalan 
menurut kelas jalan diatur 
dalam Peraturan Pemerintah.
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c. jalan kelas III, yaitu 
jalan arteri, kolektor, 
lokal, dan lingkungan 
yang dapat dilalui Kend-
araan Bermotor den-
gan ukuran lebar tidak 
melebihi 2.100 (dua 
ribu seratus) milimeter, 
ukuran panjang tidak 
melebihi 9.000 (sembilan 
ribu) milimeter, ukuran 
paling tinggi 3.500 (tiga 
ribu lima ratus) milime-
ter, dan muatan sumbu 
terberat 8 (delapan) ton; 
dan

d. jalan kelas khusus, yaitu 
jalan arteri yang dapat 
dilalui Kendaraan Bermo-
tor dengan ukuran lebar 
melebihi 2.500 (dua ribu 
lima ratus) milimeter, 
ukuran panjang melebihi 
18.000 (delapan belas 
ribu) milimeter, uku-
ran paling tinggi 4.200 
(empat ribu dua ratus) 
milimeter, dan muatan 
sumbu terberat lebih 
dari 10 (sepuluh) ton. 

(3) Dalam keadaan tertentu 
daya dukung jalan kelas 
III sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf c dapat 
ditetapkan muatan sumbu 
terberat kurang dari 8 (dela-
pan) ton. 

(4) Kelas jalan berdasarkan spe-
sifikasi penyediaan prasarana 
jalan diatur sesuai dengan 
ketentuan peraturan perun-
dang-undangan di bidang 
Jalan. 

(5) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai jalan kelas khusus 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf d diatur den-
gan peraturan pemerintah.
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Pasal 36
Setiap Kendaraan Bermotor 
Umum dalam trayek wajib 
singgah di Terminal yang sudah 
ditentukan, kecuali ditetapkan 
lain dalam izin trayek.

Pasal 36 
Setiap Kendaraan Bermotor 
Umum dalam trayek wajib sing-
gah di Terminal yang sudah di-
tentukan, kecuali ditetapkan lain 
dalam trayek yang telah disetujui 
dalam Perizinan Berusaha.

•	 Menambahkan 
ketentuan dalam 
pengecualian 
kendaraan bermo-
tor yakni dalam 
hal telah disetujui 
pada persetujuan 
berusaha.

Pasal 38
(1) Setiap penyelenggara Termi-

nal wajib menyediakan fasili-
tas Terminal yang memenuhi 
persyaratan keselamatan 
dan keamanan. 

(2) Fasilitas Terminal sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
meliputi fasilitas utama dan 
fasilitas penunjang. 

(3) Untuk menjaga kondisi 
fasilitas Terminal sebagaima-
na dimaksud pada ayat (2), 
penyelenggara Terminal wa-
jib melakukan pemeliharaan.

Pasal 38
(1) Setiap penyelenggara Termi-

nal wajib menyediakan fasili-
tas Terminal yang memenuhi 
persyaratan keselamatan 
dan keamanan. 

(2) Fasilitas Terminal sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
meliputi fasilitas utama dan 
fasilitas penunjang. 

(3) Untuk menjaga kondisi 
fasilitas Terminal sebagaima-
na dimaksud pada ayat (2), 
penyelenggara Terminal wa-
jib melakukan pemeliharaan 
yang bekerja sama dengan 
usaha mikro dan kecil. 

(4) Fasilitas Terminal harus 
menyediakan tempat untuk 
kegiatan usaha mikro dan 
kecil paling sedikit 30% (tiga 
puluh persen).

•	 Menambahkan 
ketentuan dalam 
hal menjaga kondi-
si fasilitas umum, 
pemeliharannya 
dilakukan dengan 
berkerjasama den-
gan UMK.

•	 Menambahkan 
ketentuan bahwa  
Fasilitas Terminal 
harus menyediakan 
30% tempat untuk 
UMK.
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Pasal 39
(1) Lingkungan kerja Terminal 

merupakan daerah yang 
diperuntukkan bagi fasilitas 
Terminal. 

(2) Lingkungan kerja Terminal 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dikelola oleh penye-
lenggara Terminal dan di-
gunakan untuk pelaksanaan 
pembangunan, pengem-
bangan, dan pengoperasian 
fasilitas Terminal. 

(3) Lingkungan kerja Terminal 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditetapkan dengan C

Pasal 39
(1) Lingkungan kerja Terminal 

merupakan daerah yang 
diperuntukkan fasilitas Ter-
minal. 

(2) Lingkungan kerja Terminal 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dikelola oleh penye-
lenggara Terminal dan di-
gunakan untuk pelaksanaan 
pembangunan, pengem-
bangan, dan pengoperasian 
fasilitas Terminal. 

(3) Dalam hal Pemerintah 
Pusat sebagai penyeleng-
gara Terminal sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), 
pelaksanaannya dapat diker-
jasamakan dengan badan 
usaha milik negara, badan 
usaha milik daerah, badan 
usaha milik desa, dan swas-
ta.

•	 Menambahkan 
ketentuan men-
genai penye-
lenggaraan oleh 
Pemerintah Pusat 
yang dapat diker-
jsamakan dengan 
badan usaha milik 
negara, badan us-
aha milik daerah, 
badan usaha milik 
desa, dan swasta.

•	 Menghapuskan 
ketentuan bahwa 
lingkungan kerja 
ditentukan ber-
dasarkan badan 
usaha milik neg-
ara, badan usa-
ha milik daerah, 
badan usaha milik 
desa, dan swasta.
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Pasal 40
(1) Pembangunan Terminal ha-

rus dilengkapi dengan:
a. rancang bangun; 
b. buku kerja rancang bangun; 
c. eencana induk Terminal; 
d. analisis dampak Lalu Lintas; 

dan 
e. analisis mengenai dampak 

lingkungan. 
(2) Pengoperasian Terminal me-

liputi kegiatan:
a. perencanaan; 
b. pelaksanaan; dan 
c. pengawasan operasional 

Terminal.

Pasal 40
(1) Pembangunan Terminal ha-

rus dilengkapi dengan: 
a. rancang bangun; 
b. buku kerja rancang bangun; 
c. rencana induk Terminal; dan 
d. dokumen Amdal atau upaya 

pengelolaan lingkungan hid-
up dan upaya pemantauan 
lingkungan hidup yang telah 
mencakup analisis mengenai 
dampak lalu lintas. 

(2) Pembangunan Terminal 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat dikerjasa-
makan dengan badan usaha 
milik negara, badan usaha 
milik daerah, badan usaha 
milik desa, dan swasta ses-
uai dengan ketentuan pera-
turan perundang-undangan. 

(3) Pengoperasian Terminal me-
liputi kegiatan: 

a. perencanaan; 
b. pelaksanaan; dan 
c. pengawasan operasional 

Terminal. 
(4) Pembangunan Terminal 

sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) serta perencanaan 
dan pelaksanaan dalam 
pengoperasian Terminal 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) huruf a dan huruf 
b dapat dikerjasamakan 
dengan badan usaha milik 
negara, badan usaha milik 
daerah, badan usaha mi-
lik desa dan swasta sesuai 
dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

•	 Menambahkan 
ketentuan pemba-
ngunan terminal 
yakni upaya pe-
mantauan lingkun-
gan hidup yang 
telah mencakup 
analisis mengenai 
dampak lalu lintas.

•	 Menambahkan 
ketentuan bahwa 
pembangunan 
terminal dapat 
berkerjasama 
dengan badan us-
aha milik negara, 
badan usaha milik 
daerah, badan 
usaha milik desa, 
dan swasta sesuai 
dengan ketentuan 
peraturan perun-
dang-undangan. 

•	 Menambahkan 
ketentuan bahwa 
perencanaan dan 
pelaksanaan dapat 
berkerjasama 
dengan badan us-
aha milik negara, 
badan usaha milik 
daerah, badan 
usaha milik desa, 
dan swasta sesuai 
dengan ketentuan 
peraturan perun-
dang-undangan.
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Pasal 43
(1) Penyediaan fasilitas Parkir 

untuk umum hanya dapat 
diselenggarakan di luar Ru-
ang Milik Jalan sesuai den-
gan izin yang diberikan. 

(2) Penyelenggaraan fasilitas 
Parkir di luar Ruang Milik 
Jalan sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) dapat 
dilakukan oleh perseorangan 
warga negara Indonesia atau 
badan hukum Indonesia 
berupa: 

a. usaha khusus perparkiran; 
atau 

b. penunjang usaha pokok.
(3) Fasilitas Parkir di dalam Ru-

ang Milik Jalan hanya dapat 
diselenggarakan di tempat 
tertentu pada jalan kabu-
paten, jalan desa, atau jalan 
kota yang harus dinyatakan 
dengan Rambu Lalu Lintas, 
dan/atau Marka Jalan. 

(4) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai Pengguna Jasa 
fasilitas Parkir, perizinan, 
persyaratan, dan tata cara 
penyelenggaraan fasilitas 
dan Parkir untuk umum dia-
tur dengan peraturan pemer-
intah.

Pasal 43
(1) Penyediaan fasilitas Parkir 

untuk umum hanya dapat 
diselenggarakan di luar 
Ruang Milik Jalan setelah 
memenuhi Perizinan Beru-
saha dari Pemerintah Pusat 
atau Pemerintah Daerah se-
suai dengan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria yang 
ditetapkan oleh Pemerintah 
Pusat. 

(2) Penyelenggaraan fasilitas 
Parkir di luar Ruang Milik 
Jalan sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) dapat 
dilakukan oleh perseorangan 
warga negara Indonesia atau 
badan hukum Indonesia 
berupa: 

a. usaha khusus perparkiran; 
atau 

b. penunjang usaha pokok. 
(3) Fasilitas Parkir di dalam Ru-

ang Milik Jalan hanya dapat 
diselenggarakan di tempat 
tertentu pada jalan kabu-
paten, jalan desa, atau jalan 
kota yang harus dinyatakan 
dengan Rambu Lalu Lintas 
dan/atau Marka Jalan. 

(4) Ketentuan lebih lanjut men-
genai Pengguna Jasa fasilitas 
Parkir, Perizinan Berusaha, 
persyaratan, dan tata cara 
penyelenggaraan fasilitas 
dan Parkir untuk umum dia-
tur dalam Peraturan Pemer-
intah.

•	 Menambahkan 
ketentuan penye-
diaan fasilitas 
parkir yakni  harus 
sesuai dengan 
norma, standar, 
prosedur, dan kri-
teria yang ditetap-
kan oleh Pemerin-
tah Pusat.
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Kendaraan Pasal 50
(1) Uji tipe sebagaimana dimak-

sud dalam Pasal 49 ayat (2) 
huruf a wajib dilakukan bagi 
setiap Kendaraan Bermotor, 
kereta gandengan, dan kere-
ta tempelan, yang diimpor, 
dibuat dan/atau dirakit di 
dalam negeri, serta modifika-
si Kendaraan Bermotor yang 
menyebabkan perubahan 
tipe. 

(2) Uji tipe sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) terdiri 
atas: 

a. pengujian fisik untuk pe-
menuhan persyaratan teknis 
dan laik jalan yang dilaku-
kan terhadap landasan 
Kendaraan Bermotor dan 
Kendaraan Bermotor dalam 
keadaan lengkap; dan

b. penelitian rancang bangun 
dan rekayasa Kendaraan 
Bermotor yang dilakukan 
terhadap rumah-rumah, bak 
muatan, kereta gandengan, 
kereta tempelan, dan Kenda-
raan Bermotor yang dimodi-
fikasi tipenya.

(3) Uji tipe sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) dilak-
sanakan oleh unit pelaksana 
uji tipe Pemerintah. 

(4) Ketentuan lebih lanjut men-
genai uji tipe dan unit pelak-
sana sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (3) 
diatur dengan peraturan 
pemerintah.

Pasal 50
(1) Uji tipe sebagaimana dimak-

sud dalam Pasal 49 ayat (2) 
huruf a wajib dilakukan bagi 
setiap Kendaraan Bermotor, 
kereta gandengan, dan kere-
ta tempelan, yang diimpor, 
dibuat dan/atau dirakit di 
dalam negeri, serta modifika-
si Kendaraan Bermotor yang 
menyebabkan perubahan 
tipe.

(2) Uji tipe sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) dilak-
sanakan oleh Pemerintah 
Pusat yang pelaksanaann-
ya dapat dikerjasamakan 
dengan badan usaha milik 
negara, badan usaha milik 
daerah, badan usaha milik 
desa, dan swasta. 

(3) Ketentuan lebih lanjut men-
genai uji tipe sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan 
pelaksanaan uji tipe se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (2) diatur dalam Pera-
turan Pemerintah.

•	 Menambahkan 
ketentuan menge-
nai Uji tipe yang 
dapat dikerjasa-
makan dengan 
badan usaha milik 
negara, badan us-
aha milik daerah, 
badan usaha milik 
desa, dan swasta.

•	 Menghapuskan 
ketentuan uji tipe 
dan mengatur 
lebih lanjut dalam 
Peraturan Pemerin-
tah.
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Pasal 53
(1) Uji berkala sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 49 
ayat (2) huruf b diwajibkan 
untuk mobil penumpang 
umum, mobil bus, mobil 
barang, kereta gandengan, 
dan kereta tempelan yang 
dioperasikan di Jalan. 

(2) Pengujian berkala se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) meliputi kegiatan:

a. pemeriksaan dan pengujian 
fisik Kendaraan Bermotor; 
dan 

b. pengesahan hasil uji. 
(3) Kegiatan pemeriksaan dan 

pengujian fisik Kendaraan 
Bermotor sebagaimana di-
maksud pada ayat (2) huruf 
a dilaksanakan oleh: 

a. unit pelaksana pengujian 
pemerintah kabupaten/kota; 

b. unit pelaksana agen tung-
gal pemegang merek yang 
mendapat izin dari Pemerin-
tah; atau

c. unit pelaksana pengujian 
swasta yang mendapatkan 
izin dari Pemerintah.

Pasal 53
(1) Uji berkala sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 49 
ayat (2) huruf b wajib dilaku-
kan bagi mobil penumpang 
umum, mobil bus, mobil 
barang, kereta gandengan, 
dan kereta tempelan yang 
dioperasikan di Jalan. 

(2) Pengujian berkala se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) meliputi kegiatan: 

a. pemeriksaan dan pengujian 
fisik Kendaraan Bermotor; 
dan 

b. pengesahan hasil uji. 
(3) Kegiatan pemeriksaan dan 

pengujian fisik Kendaraan 
Bermotor sebagaimana di-
maksud pada ayat (2) huruf 
a dilaksanakan oleh: 

a. unit pelaksana pengujian pe-
merintah kabupaten/kota se-
suai dengan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria yang 
ditetapkan oleh Pemerintah 
Pusat; 

b. unit pelaksana agen tung-
gal pemegang merek yang 
mendapat Perizinan Berusa-
ha dari Pemerintah; atau

c. unit pelaksana pengujian 
swasta yang mendapatkan 
Perizinan Berusaha dari Pe-
merintah.

•	 Menambahkan 
ketentuan dalam 
hal pelaksanaan uji 
pelaksana harus 
sesuai dengan 
norma, standar, 
prosedur, dan kri-
teria yang ditetap-
kan oleh Pemerin-
tah Pusat
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Pasal 60
(1) Bengkel umum Kendaraan 

Bermotor berfungsi untuk 
memperbaiki dan merawat 
Kendaraan Bermotor, wa-
jib memenuhi persyaratan 
teknis dan laik jalan. 

(2) Bengkel umum yang mem-
punyai akreditasi dan kual-
itas tertentu dapat melaku-
kan pengujian berkala 
Kendaraan Bermotor. 

(3) Penyelenggaraan bengkel 
umum sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) wajib 
memenuhi persyaratan yang 
ditetapkan oleh Menteri yang 
bertanggung jawab di bidang 
industri. 

(4) Penyelenggaraan bengkel 
umum sebagaimana di-
maksud pada ayat (2) 
harus mendapatkan izin dari 
pemerintah kabupaten/kota 
berdasarkan rekomendasi 
dari Kepolisian Negara Re-
publik Indonesia. 

(5) Pengawasan terhadap 
bengkel umum Kendaraan 
Bermotor sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan oleh pemerin-
tah kabupaten/kota. 

(6) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai persyaratan dan 
tata cara penyelenggaraan 
bengkel umum diatur den-
gan peraturan pemerintah.

Pasal 60
(1) Bengkel umum Kendaraan 

Bermotor yang berfungsi 
untuk memperbaiki dan mer-
awat Kendaraan Bermotor, 
wajib memenuhi persyaratan 
teknis dan laik jalan. 

(2) Bengkel umum yang mem-
punyai akreditasi dan kual-
itas tertentu dapat melaku-
kan pengujian berkala 
Kendaraan Bermotor. 

(3) Penyelenggaraan bengkel 
umum sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) wajib 
memenuhi persyaratan yang 
ditetapkan oleh Pemerintah 
Pusat. 

(4) Penyelenggaraan bengkel 
umum sebagaimana dimak-
sud pada ayat (2) harus me-
menuhi Perizinan Berusaha 
dari Pemerintah Pusat. 

(5) Pengawasan terhadap 
bengkel umum Kendaraan 
Bermotor sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan oleh pemerin-
tah kabupaten/kota sesuai 
dengan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria yang 
ditetapkan oleh Pemerintah 
Pusat. 

(6) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai persyaratan dan 
tata cara penyelenggaraan 
bengkel umum diatur dalam 
Peraturan Pemerintah.

•	 Merubah keten-
tuan persyaratan 
menjadi ditetapkan 
oleh Pemerintah 
Pusat.

•	 Menambahkan 
ketentuan dalam 
pengawasan harus 
sesuai dengan  
norma, standar, 
prosedur, dan kri-
teria yang ditetap-
kan oleh Pemerin-
tah Pusat.
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Pengemudi Pasal 78
(1) Pendidikan dan pelatihan 

mengemudi diselengga-
rakan oleh lembaga yang 
mendapat izin dan terakredi-
tasi dari Pemerintah. 

(2) Izin penyelenggaraan pendi-
dikan dan pelatihan menge-
mudi yang diberikan oleh 
Pemerintah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan oleh Pemerin-
tah Daerah. 

(3) Izin penyelenggaraan 
pendidikan dan pelatihan 
mengemudi yang diberikan 
oleh Pemerintah Daerah 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dilaksanakan ber-
dasarkan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria yang 
ditetapkan oleh Menteri yang 
membidangi sarana dan 
Prasarana Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan serta Kepala 
Kepolisian Negara Republik 
Indonesia. 

(4) Akreditasi sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) dilaku-
kan oleh Pemerintah sesuai 
dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

Pasal 78
(1) Pendidikan dan pelatihan 

mengemudi diselengga-
rakan oleh lembaga yang 
mendapat Perizinan Beru-
saha dari Pemerintah Pusat 
atau Pemerintah Daerah se-
suai dengan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria yang 
ditetapkan oleh Pemerintah 
Pusat. 

(2) Ketentuan lebih lanjut men-
genai Perizinan Berusaha 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur dalam Pera-
turan Pemerintah

•	 Menghapuskan 
ketentuan menge-
nai pengaturan izin 
penyelenggaraan 
dan mengatur 
ketentuan tersebut 
secara lebih lanjut 
pada Peraturan 
Pemerintah.
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Lalu Lintas Pasal 99
(1) Setiap rencana pembangu-

nan pusat kegiatan, per-
mukiman, dan infrastruktur 
yang akan menimbulkan 
gangguan Keamanan, Kes-
elamatan, Ketertiban, dan 
Kelancaran Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan wajib dilaku-
kan analisis dampak Lalu 
Lintas. 

(2) Analisis dampak Lalu Lintas 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) sekurang-kurangnya 
memuat: 

a. analisis bangkitan dan tari-
kan Lalu Lintas dan Angku-
tan Jalan; 

b. simulasi kinerja Lalu Lintas 
tanpa dan dengan adanya 
pengembangan; 

c. rekomendasi dan rencana 
implementasi penanganan 
dampak;

d. tanggung jawab Pemerintah 
dan pengembang atau pem-
bangun dalam penanganan 
dampak; dan

e. rencana pemantauan dan 
evaluasi. 

(3) Hasil analisis dampak Lalu 
Lintas sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) mer-
upakan salah satu syarat 
bagi pengembang untuk 
mendapatkan izin Pemer-
intah dan/atau Pemerintah 
Daerah menurut peraturan 
perundang-undangan.

Pasal 99
(1) Setiap rencana pembangu-

nan pusat kegiatan, per-
mukiman, dan infrastruktur 
yang akan menimbulkan 
gangguan Keamanan, Kese-
lamatan, Ketertiban, dan Ke-
lancaran Lalu Lintas dan An-
gkutan Jalan wajib dilakukan 
analisis mengenai dampak 
Lalu Lintas yang terintegrasi 
dengan analisis mengenai 
dampak lingkungan hidup 
atau upaya pengelolaan 
lingkungan hidup dan upaya 
pemantauan lingkungan hid-
up sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundangundan-
gan mengenai lingkungan 
hidup. 

(2) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai dokumen analisis 
mengenai dampak lingkun-
gan hidup atau upaya pen-
gelolaan lingkungan hidup 
dan upaya pemantauan 
lingkungan hidup yang telah 
mencakup analisis menge-
nai dampak lalu lintas se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur dalam Pera-
turan Pemerintah.

•	 Mengubah keten-
tuan analisis 
secara lebih seder-
hana antara lain 
menjadi  analisis 
mengenai dampak 
Lalu Lintas yang 
terintegrasi dengan 
analisis mengenai 
dampak lingkun-
gan hidup atau 
upaya pengelolaan 
lingkungan hidup 
dan upaya peman-
tauan lingkungan 
hidup.

•	 Menambahkan 
pengaturan lebih 
lanjut terhadap 
dokumen analisis 
mengenai dampak 
lingkungan hidup 
atau upaya penge-
lolaan lingkungan 
hidup dan upa-
ya pemantauan 
lingkungan hidup 
yang telah men-
cakup analisis 
mengenai dampak 
lalu lintas dalam 
Peraturan Pemerin-
tah.
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Pasal 100
(1) Analisis dampak Lalu Lintas 

sebagaimana dimaksud da-
lam Pasal 99 ayat (1) dilaku-
kan oleh lembaga konsultan 
yang memiliki tenaga ahli 
bersertifikat.

(2) Hasil analisis dampak Lalu 
Lintas sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 99 ayat (3) 
harus mendapatkan per-
setujuan dari instansi yang 
terkait di bidang Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan.

Pasal 100
DIHAPUSKAN

•	 Menghapuskan 
ketentuan lanjutan 
mengenai analisis 
dampak lalu lintas.

Pasal 101
Ketentuan lebih lanjut mengenai 

pelaksanaan analisis dampak 
Lalu Lintas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 99 
dan Pasal 100 diatur dengan 
peraturan pemerintah.

Pasal 101
DIHAPUSKAN

•	 Menghapuskan 
ketentuan lanjutan 
mengenai analisis 
dampak lalu lintas.

Pasal 126
Pengemudi Kendaraan Bermo-

tor Umum angkutan orang 
dilarang:

a. memberhentikan Kendaraan 
selain di tempat yang telah 
ditentukan; 

b. mengetem selain di tempat 
yang telah ditentukan; 

c. menurunkan Penumpang 
selain di tempat pemberhen-
tian dan/atau di tempat tu-
juan tanpa alasan yang patut 
dan mendesak; dan/atau 

d. melewati jaringan jalan 
selain yang ditentukan dalam 
izin trayek.

Pasal 126
Pengemudi Kendaraan Bermo-

tor Umum angkutan orang 
dilarang:

a. memberhentikan Kendaraan 
selain di tempat yang telah 
ditentukan; 

b. mengetem selain di tempat 
yang telah ditentukan; 

c. menurunkan Penumpang 
selain di tempat pemberhen-
tian dan/atau di tempat tu-
juan tanpa alasan yang patut 
dan mendesak; dan/atau

d. melewati jaringan jalan 
selain yang ditentukan dalam 
trayek yang telah disetujui 
dalam Perizinan Berusaha.

•	 Mengubah keten-
tuan kendaraan 
bermotor melewa-
ti jaringan jalan 
dengan ketentuan 
yang telah disetu-
jui dalam Perizinan 
Berusaha.
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Angkutan Pasal 162
(1) Kendaraan Bermotor yang 

mengangkut barang khusus 
wajib: 

a. memenuhi persyaratan 
keselamatan sesuai dengan 
sifat dan bentuk barang yang 
diangkut; 

b. diberi tanda tertentu sesuai 
dengan barang yang diang-
kut; 

c. memarkir Kendaraan di tem-
pat yang ditetapkan;

d. membongkar dan memuat 
barang di tempat yang 
ditetapkan dan dengan 
menggunakan alat sesuai 
dengan sifat dan bentuk 
barang yang diangkut; 

e. beroperasi pada waktu yang 
tidak mengganggu Keaman-
an, Keselamatan, Kelan-
caran, dan Ketertiban Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan; 
dan 

f. mendapat rekomendasi dari 
instansi terkait.

(2) Kendaraan Bermotor Umum 
yang mengangkut alat 
berat dengan dimensi yang 
melebihi dimensi yang 
ditetapkan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 19 
harus mendapat pengawalan 
dari Kepolisian Negara Re-
publik Indonesia. 

(3) Pengemudi dan pemban-
tu Pengemudi Kendaraan 
Bermotor Umum yang 
mengangkut barang khusus 
wajib memiliki kompetensi 
tertentu sesuai dengan sifat 
dan bentuk barang khusus 
yang diangkut.

Pasal 162
(1) Kendaraan Bermotor yang 

mengangkut barang khusus 
wajib: 

a. memenuhi persyaratan 
keselamatan sesuai dengan 
sifat dan bentuk barang yang 
diangkut; 

b. memiliki tanda tertentu 
sesuai dengan barang yang 
diangkut; 

c. memarkir Kendaraan di tem-
pat yang ditetapkan; 

d. membongkar dan memuat 
barang di tempat yang 
ditetapkan dan dengan 
menggunakan alat sesuai 
dengan sifat dan bentuk 
barang yang diangkut; dan 

e. beroperasi pada waktu yang 
tidak mengganggu Keaman-
an, Keselamatan, Kelan-
caran, dan Ketertiban Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan; 

(2) Kendaraan Bermotor Umum 
yang mengangkut alat berat 
dengan dimensi yang melebi-
hi dimensi yang ditetapkan 
oleh Pemerintah Pusat harus 
mendapat pengawalan dari 
Kepolisian Negara Republik 
Indonesia. 

(3) Pengemudi dan pemban-
tu Pengemudi Kendaraan 
Bermotor Umum yang 
mengangkut barang khusus 
wajib memiliki kompetensi 
tertentu sesuai dengan sifat 
dan bentuk barang khusus 
yang diangkut.

•	 Menghapuskan 
ketentuan bagi 
kendaraan bermo-
tor pengangkut un-
tuk harus memiliki 
rekomendasi dari 
instansi terkait.

•	 Menghapus acuan 
pasal pada Ayat 
(2)
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Pasal 165
(1) Angkutan umum di Jalan 

yang merupakan bagian 
angkutan multimoda dilak-
sanakan oleh badan hukum 
angkutan multimoda. 

(2) Kegiatan angkutan umum 
dalam angkutan multimoda 
dilaksanakan berdasarkan 
perjanjian yang dibuat an-
tara badan hukum angkutan 
Jalan dan badan hukum an-
gkutan multimoda dan/atau 
badan hukum moda lain. 

(3) Pelayanan angkutan multi-
moda harus terpadu secara 
sistem dan mendapat izin 
dari Pemerintah. 

(4) Ketentuan lebih lanjut men-
genai angkutan multimoda, 
persyaratan, dan tata cara 
memperoleh izin sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
diatur dengan peraturan 
pemerintah.

Pasal 165
(1) Angkutan umum di Jalan 

yang merupakan bagian 
angkutan multimoda dilak-
sanakan oleh badan hukum 
angkutan multimoda. 

(2) Kegiatan angkutan umum 
dalam angkutan multimoda 
dilaksanakan berdasarkan 
perjanjian yang dibuat an-
tara badan hukum angkutan 
Jalan dan badan hukum an-
gkutan multimoda dan/atau 
badan hukum moda lain. 

(3) Pelayanan angkutan multi-
moda harus terpadu secara 
sistem dan memenuhi Per-
izinan Berusaha dari Pemer-
intah Pusat. 

(4) Ketentuan mengenai angku-
tan multimoda, persyaratan, 
dan tata cara memperoleh 
Perizinan Berusaha se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur dalam Pera-
turan Pemerintah.

•	 Menambahkan 
ketentuan yang 
lebih spesifik terh-
adap pemberi izin 
pelayanan ang-
kutan multimoda 
yakni Pemerintah 
Pusat.
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Pasal 170
(1) Alat penimbangan yang 

dipasang secara tetap se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 169 ayat (4) huruf a 
dipasang pada lokasi ter-
tentu. 

(2) Penetapan lokasi, pengop-
erasian, dan penutupan alat 
penimbangan yang dipas-
ang secara tetap pada Jalan 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan oleh Pe-
merintah. 

(3) Pengoperasian dan per-
awatan alat penimbangan 
yang dipasang secara tetap 
dilakukan oleh unit pelak-
sana penimbangan yang 
ditunjuk oleh Pemerintah. 

(4) Petugas alat penimbangan 
yang dipasang secara tetap 
wajib mendata jenis barang 
yang diangkut, berat angku-
tan, dan asal tujuan.

Pasal 170
(1) Alat penimbangan yang 

dipasang secara tetap se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 169 ayat (4) huruf a 
dipasang pada lokasi ter-
tentu. 

(2) Penetapan lokasi, pengop-
erasian, dan penutupan alat 
penimbangan yang dipas-
ang secara tetap pada Jalan 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan oleh Pe-
merintah Pusat. 

(3) Pengoperasian dan per-
awatan alat penimbangan 
yang dipasang secara tetap 
serta sistem informasi 
manajemen dilakukan oleh 
Pemerintah Pusat dan dapat 
dikerjasamakan dengan 
badan usaha milik negara, 
badan usaha milik daerah, 
dan swasta sesuai dengan 
ketentuan peraturan perun-
dang-undangan. 

(4) Petugas alat penimbangan 
yang dipasang secara tetap 
wajib mendata jenis barang 
yang diangkut, berat angku-
tan, dan asal tujuan.

•	 Menambahkan 
ketentuan yang 
lebih spesifik 
terhadap pemberi 
penetapan terh-
adap lokasi pen-
goperasian yakni 
Pemerintah Pusat.

•	 Menambahkan 
ketentuan untuk 
memungkinkan 
Pengoperasian 
dan perawatan 
alat penimbangan  
dilakukan oleh 
Pemerintah Pusat 
dan dapat diker-
jasamakan dengan 
badan usaha milik 
negara, badan us-
aha milik daerah, 
dan swasta sesuai 
dengan ketentuan 
peraturan perun-
dang-undangan. 
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Pasaln 173
(1) Perusahaan Angkutan Umum 

yang menyelenggarakan 
angkutan orang dan/atau 
barang wajib memiliki: 

a. izin penyelenggaraan angku-
tan orang dalam trayek;

b. izin penyelenggaraan an-
gkutan orang tidak dalam 
trayek; dan/atau 

c. izin penyelenggaraan angku-
tan barang khusus atau alat 
berat. 

(2) Kewajiban memiliki izin 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tidak berlaku untuk: 

a. pengangkutan orang sakit 
dengan menggunakan am-
bulans; atau 

b. pengangkutan jenazah.

Pasal 173
(1) Perusahaan Angkutan Umum 

yang menyelenggarakan 
angkutan orang dan/atau 
barang wajib memenuhi Per-
izinan Berusaha dari Pemer-
intah Pusat atau Pemerintah 
Daerah sesuai norma, stan-
dar, prosedur, dan kriteria 
yang ditetapkan oleh Pemer-
intah Pusat. 

(2) Kewajiban memenuhi Per-
izinan Berusaha sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
tidak berlaku untuk: 

a. pengangkutan orang sakit 
dengan menggunakan am-
bulans; atau 

b. pengangkutan jenazah. 
(3) Ketentuan lebih lanjut men-

genai Perizinan Berusaha 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur dalam Pera-
turan Pemerintah.

•	 Menambahkan 
ketentuan penye-
lenggaran bagi 
perusahaan ang-
kutan umum untuk 
memenuhi  norma, 
standar, prosedur, 
dan kriteria yang 
ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat.

•	 Menambahkan 
ketentuan penga-
turan lebih lanjut 
dalam Peraturan 
Pemerintah.

Pasal 174
(1) Izin sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 173 ayat (1) be-
rupa dokumen kontrak dan/
atau kartu elektronik yang 
terdiri atas surat keputusan, 
surat pernyataan, dan kartu 
pengawasan. 

(2) Pemberian izin sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan melalui selek-
si atau pelelangan sesuai 
dengan ketentuan peraturan 
perundangan-undangan. 

(3) Izin sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat berupa 
izin pada 1 (satu) trayek 
atau pada beberapa trayek 
dalam satu kawasan.

Pasal 174
DIHAPUSKAN

•	 Menghapus keten-
tuan mengenai izin 
penyelenggaran 
bagi perusahaan 
angkutan umum.
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Pasal 175
(1) Izin penyelenggaraan ang-

kutan umum berlaku untuk 
jangka waktu tertentu.

(2) Perpanjangan izin harus 
melalui proses seleksi atau 
pelelangan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 174 
ayat (2).

Pasal 176
DIHAPUSKAN

•	 Menghapus keten-
tuan mengenai izin 
penyelenggaran 
bagi perusahaan 
angkutan umum.

Pasal 176
Izin penyelenggaraan angkutan 
orang dalam trayek sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 173 ayat 
(1) huruf a diberikan oleh:
a. Menteri yang bertanggung 

jawab di bidang sarana dan 
Prasarana Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan untuk penye-
lenggaraan angkutan orang 
yang melayani: 
1. trayek lintas batas nega-

ra sesuai dengan perjan-
jian antarnegara; 

2. trayek antarkabupaten/
kota yang melampaui 
wilayah 1 (satu) provin-
si; 

3. trayek angkutan perko-
taan yang melampaui 
wilayah 1 (satu) provin-
si; dan

4. trayek perdesaan yang 
melewati wilayah 1 
(satu) provinsi. 

b. gubernur untuk penyeleng-
garaan angkutan orang yang 
melayani: 
1. trayek antarkota yang 

melampaui wilayah 1 
(satu) kabupaten/kota 
dalam 1 (satu) provinsi; 

2. trayek angkutan perko-
taan yang melampaui 
wilayah 1 (satu) kabu-
paten/kota dalam satu 
provinsi; dan 

Pasal 176
DIHAPUSKAN

•	 Menghapuskan 
ketentuan men-
genai izin penye-
lenggaraan angku-
tan orang dalam 
trayek.



623
P E D O M A N  M E M A H A M I  R U U  O M N I B U S  L A W

DNT LAWYERS

TOPIK NOMOR PASAL UU CIPTA KERJA RANGKUMAN PEN-
JELASAN

3. trayek perdesaan yang 
melampaui wilayah 1 
(satu) kabupaten dalam 
satu provinsi.

c. Gubernur Daerah Khu-
sus Ibukota Jakarta untuk 
penyelenggaraan angkutan 
orang yang melayani trayek 
yang seluruhnya berada da-
lam wilayah Provinsi Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta. 

d. bupati untuk penyelengga-
raan angkutan orang yang 
melayani:
1. trayek perdesaan yang 

berada dalam 1 (satu) 
wilayah kabupaten; dan 

2. trayek perkotaan yang 
berada dalam 1 (satu) 
wilayah kabupaten.

e. walikota untuk penyelengga-
raan angkutan orang yang 
melayani trayek perkotaan 
yang berada dalam 1 (satu) 
wilayah kota.

Pasal 177
Pemegang izin penyelenggaraan 
angkutan orang dalam trayek 
wajib: 
a. melaksanakan ketentuan 

yang ditetapkan dalam izin 
yang diberikan; dan 

b. mengoperasikan Kendaraan 
Bermotor Umum sesuai den-
gan standar pelayanan min-
imal sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 141 ayat (1).

Pasal 177
DIHAPUSKAN

•	 Menghapuskan 
ketentuan men-
genai izin penye-
lenggaraan angku-
tan orang dalam 
trayek.

Pasal 178
Ketentuan lebih lanjut mengenai 
izin penyelenggaraan angku-
tan orang dalam trayek diatur 
dengan peraturan Menteri yang 
bertanggung jawab di bidang 
sarana dan Prasarana Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan.

Pasal 178
DIHAPUSKAN

•	 Menghapuskan 
ketentuan men-
genai izin penye-
lenggaraan angku-
tan orang dalam 
trayek.
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Pasal 179
(1) Izin penyelenggaraan angku-

tan orang tidak dalam trayek 
sebagaimana dimaksud da-
lam Pasal 173 ayat (1) huruf 
b diberikan oleh: 
a. Menteri yang bertanggu-

ng jawab di bidang sa-
rana dan Prasarana Lalu 
Lintas dan Angkutan 
Jalan untuk angkutan 
orang yang melayani: 
1. angkutan taksi yang 

wilayah operasinya 
melampaui 1 (satu) 
daerah provinsi; 

2. angkutan dengan 
tujuan tertentu; atau 

3. angkutan pariwisata. 
b. gubernur untuk angku-

tan taksi yang wilayah 
operasinya melampaui 
lebih dari 1 (satu) 
daerah kabupaten/kota 
dalam 1 (satu) provinsi; 

c. Gubernur Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta untuk 
angkutan taksi dan ang-
kutan kawasan tertentu 
yang wilayah operasinya 
berada dalam wilayah 
Provinsi Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta; dan

Pasal 179
(1) Perizinan Berusaha terkait 

penyelenggaraan angkutan 
orang tidak dalam trayek se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 173 ayat (1) diberikan 
oleh:
a. Pemerintah Pusat yang 

bertanggung jawab 
di bidang sarana dan 
Prasarana Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan un-
tuk angkutan orang yang 
melayani:
1. angkutan taksi yang 

wilayah operasinya 
melampaui 1 (satu) 
daerah provinsi; 

2. angkutan dengan 
tujuan tertentu; atau 

3. angkutan pariwisata.
b. gubernur untuk angku-

tan taksi yang wilayah 
operasinya melampaui 
lebih dari 1 (satu) 
daerah kabupaten/kota 
dalam 1 (satu) provinsi 
sesuai dengan norma, 
standar, prosedur, dan 
kriteria yang ditetapkan 
oleh Pemerintah Pusat; 

c. Gubernur Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta untuk 
angkutan taksi dan ang-
kutan kawasan tertentu 
yang wilayah operasinya 
berada dalam wilayah 
Provinsi Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta sesuai 
dengan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria 
yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat; dan 

•	 Mengubah frasa 
“izin” menjadi 
“Perizinan Usaha”.

•	 Mengubah acuan 
Ayat (1) menjadi 
kepada Pasal 173 
Ayat (1).

•	 Mengubah pihak 
yang bertanggu-
ngjawab secara 
implisit menjadi 
Pemerintah Pusat.

•	 Menambahkan 
ketentuan dalam 
hal pelaksanaan 
bagi Gubernur 
harus sesuai 
dengan norma, 
standar, prosedur, 
dan kriteria yang 
ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat;  

•	 Menambahkan 
ketentuan terkait 
pengaturan lebih 
lanjut mengenai 
tata cara dan pers-
yaratan pemberian 
Perizinan Berusa-
ha.
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d. bupati/walikota untuk 
taksi dan angkutan 
kawasan tertentu yang 
wilayah operasinya bera-
da dalam wilayah kabu-
paten/kota. 

(2) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai tata cara dan 
persyaratan pemberian izin 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur dengan pera-
turan Menteri yang bertang-
gung jawab di bidang sarana 
dan Prasarana Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan.

d. bupati/wali kota un-
tuk taksi dan angkutan 
kawasan tertentu yang 
wilayah operasinya 
berada dalam wilayah 
kabupaten/kota sesuai 
dengan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria 
yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat. 

(2) Ketentuan lebih lanjut men-
genai tata cara dan pers-
yaratan pemberian Perizinan 
Berusaha sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) diatur 
dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 180 
(1) Izin penyelenggaraan ang-

kutan barang khusus se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 173 ayat (1) huruf c 
diberikan oleh Menteri yang 
bertanggung jawab di bidang 
sarana dan Prasarana Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan 
dengan rekomendasi dari 
instansi terkait. 

(2) Izin penyelenggaraan angku-
tan alat berat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 173 
ayat (1) huruf c diberikan 
oleh Menteri yang bertang-
gung jawab di bidang sarana 
dan Prasarana Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai tata cara dan 
persyaratan pemberian izin 
penyelenggaraan angkutan 
barang khusus dan alat berat 
diatur dengan peraturan 
Menteri yang bertanggung 
jawab di bidang sarana dan 
Prasarana Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan.

Pasal 180 
DIHAPUSKAN

•	 Menghapuskan 
ketentuan men-
genai  Izin penye-
lenggaraan angku-
tan barang khusus.
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Pasal 185
(1) Angkutan penumpang umum 

dengan tarif kelas ekonomi 
pada trayek tertentu dapat 
diberi subsidi oleh Pemer-
intah dan/atau Pemerintah 
Daerah. 

(2) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai pemberian subsidi 
angkutan Penumpang umum 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur dengan pera-
turan pemerintah.

Pasal 185
(1) Pemerintah Pusat dan/atau 

Pemerintah Daerah dapat 
memberikan subsidi angku-
tan pada trayek atau lintas 
tertentu. 

(2) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai pemberian subsidi 
angkutan sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) diatur 
dalam Peraturan Pemerintah.

•	 Mengubah keten-
tuan pemberian 
subsidi menjadi 
lebih luas yakni 
pada trayek atau 
lintas tertentu.

Pasal 199
(1) Setiap orang yang melang-

gar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 167, 
Pasal 168, Pasal 173, Pasal 
177, Pasal 186, Pasal 187, 
Pasal 189, Pasal 192, dan 
Pasal 193 dikenai sanksi 
administratif berupa: 
a. peringatan tertulis; 
b. denda administratif; 
c. pembekuan izin; dan/

atau 
d. pencabutan izin.

(2) Ketentuan lebih lanjut men-
genai kriteria dan tata cara 
pengenaan sanksi adminis-
tratif sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur dengan 
peraturan Menteri yang 
bertanggung jawab di bidang 
sarana dan Prasarana Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 199  
(1) Setiap orang yang melang-

gar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 167, 
Pasal 168, Pasal 173, Pasal 
186, Pasal 187, Pasal 189, 
Pasal 192, atau Pasal 193 
dikenai sanksi administratif 
berupa: 
a. peringatan tertulis; 
b. denda administratif; 
c. pembekuan Perizinan 

Berusaha; dan/atau 
d. pencabutan Perizinan 

Berusaha.
(2) Ketentuan lebih lanjut men-

genai kriteria, jenis, besaran 
denda, dan tata cara pen-
genaan sanksi administratif 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur dalam Pera-
turan Pemerintah.

•	 Menghapuskan 
salah satu klasifi-
kasi pada Ayat (1) 
yakni Pasal 177.

•	 Mengatur lebih 
lanjut kriteria, 
jenis, besaran den-
da, dan tata cara 
pengenaan sanksi 
administratif pada 
Peraturan Pemerin-
tah.
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Pengem
-bangan
Industri 
dan Te-
knologi Sa-
rana dan 
Prasarana
Lalu Lintas 
dan An-
gkutan 
Umum 
Jalan

Pasal 220
(1) Pengembangan rancang 

bangun Kendaraan Bermotor 
sebagaimana dimaksud da-
lam Pasal 219 ayat (1) huruf 
a dan pengembangan riset 
rancang bangun sebagaima-
na dimaksud pada ayat (2) 
huruf a dilakukan oleh:
a. Pemerintah; 
b. Pemerintah Daerah; 
c. badan hukum; 
d. lembaga penelitian; dan/

atau 
e. perguruan tinggi. 

(2) Pengembangan rancang 
bangun Kendaraan Bermotor 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) wajib memperhati-
kan: 

a. dimensi utama dan konstruk-
si Kendaraan Bermotor; 

b. kesesuaian material; 
c. kesesuaian motor pengger-

ak; 
d. kesesuaian daya dukung 

jalan; 
e. bentuk fisik Kendaraan Ber-

motor;
f. dimensi, konstruksi, posisi, 

dan jarak tempat duduk; 
g. posisi lampu; h. jumlah tem-

pat duduk;
h. dimensi dan konstruksi bak 

muatan/volume tangki; 
i. peruntukan Kendaraan Ber-

motor; dan k. fasilitas keluar 
darurat.

(3) Rancang bangun sebagaima-
na dimaksud pada ayat (2) 
harus mendapatkan penge-
sahan dari Menteri yang 
bertanggung jawab di bidang 
sarana dan Prasarana Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 220
(1) Rancang bangun Kenda-

raan Bermotor sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 
219 ayat (1) huruf a dan 
pengembangan riset dan 
rancang bangun Kendaraan 
Bermotor sebagaimana di-
maksud pada ayat (2) huruf 
a dilakukan oleh:
a. Pemerintah Pusat; 
b. Pemerintah Daerah; 
c. badan hukum; 
d. lembaga penelitian; dan/

atau 
e. perguruan tinggi. 

(2) Rancang bangun sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
harus mendapatkan penge-
sahan dari Pemerintah Pusat.

•	 Menghapuskan 
kata “Pengemban-
gan” pada Ayat 
(1).

•	  Mengatur lebih 
lanjut mengenai  
Rancang bangun 
dalam Peraturan 
Pemerintah.
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Pasal 222
(1) Pemerintah wajib mengem-

bangkan industri dan te-
knologi prasarana yang 
menjamin Keamanan, Kes-
elamatan, Ketertiban, dan 
Kelancaran Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan. 

(2) Pengembangan industri dan 
teknologi Prasarana Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan 
dilakukan secara terpadu 
dengan dukungan semua 
sektor terkait. 

(3) Pengembangan industri 
dan teknologi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) me-
liputi modernisasi fasilitas: 
a. pengatur Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan; 
b. penegakan hukum; 
c. uji kelaikan Kendaraan;
d. Keamanan, Keselamatan, 

Ketertiban, serta Kelan-
caran Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan; 

e. pengawasan Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan;

f.  egistrasi dan identifikasi 
Kendaraan Bermotor dan 
Pengemudi; 

g. Sistem Informasi dan 
Komunikasi Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan; dan 

h. keselamatan Pengemudi 
dan/atau Penumpang. 

(4) Metode pengembangan in-
dustri dan teknologi meliputi: 
a. pemahaman teknologi; 
b. pengalihan teknologi; 

dan 
c. fasilitasi riset teknologi. 

Pasal 222
(1) Pemerintah Pusat wajib 

mengembangkan industri 
dan teknologi prasarana 
yang menjamin Keamanan, 
Keselamatan, Ketertiban, 
dan Kelancaran Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan. 

(2) Pengembangan industri dan 
teknologi Prasarana Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan 
dilakukan secara terpadu 
dengan dukungan semua 
sektor terkait 

(3) Pengembangan industri dan 
teknologi sebagaimana di-
maksud pada ayat (2) harus 
mendapatkan pengesahan 
dari Pemerintah Pusat.

•	 Menghapus keten-
tuan mengenai 
kriteria, metode, 
dan pengesahan 
Pengembangan in-
dustri dan teknolo-
gi dan mengatur 
ketentuan lebih 
lanjutnya pada 
Peraturan Pemerin-
tah.

(5) Pengembangan industri dan 
teknologi sebagaimana di-
maksud pada ayat (3) harus 
mendapatkan pengesahan 
dari instansi terkait.
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Penyidikan  
dan Pen-
indakan, 
Pelangga-
ran Lalu 
Lintas dan 
Angkutan 
Jalan

Pasal 308
Dipidana dengan pidana ku-
rungan paling lama 2 (dua) 
bulan atau denda paling ban-
yak Rp500.000,00 (lima ratus 
ribu rupiah), setiap orang yang 
mengemudikan Kendaraan Ber-
motor Umum yang: 
a. tidak memiliki izin menye-

lenggarakan angkutan orang 
dalam trayek sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 173 
ayat (1) huruf a; 

b. tidak memiliki izin menye-
lenggarakan angkutan orang 
tidak dalam trayek se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 173 ayat (1) huruf b;

c. tidak memiliki izin menye-
lenggarakan angkutan 
barang khusus dan alat berat 
sebagaimana dimaksud da-
lam Pasal 173 ayat (1) huruf 
c; atau

Pasal 308
DIHAPUSKAN

•	 Menghapuskan 
ketentuan pidana 
terhadap pen-
gendara motor 
dalam hal melang-
gar Pasal 173 Ayat 
(1) Huruf a, b, dan 
c.

23. Undang-Undang No. 23 Tahun 2007 tentang Perkretaapian

TOPIK NOMOR PASAL UU CIPTA KERJA RANGKUMAN PEN-
JELASAN

Pasal 24
(1) Badan Usaha yang menye-

lenggarakan prasarana 
perkeretaapian umum 
sebagaimana dimaksud da-
lam Pasal 23 ayat (1) wajib 
memiliki: 
a. zizin usaha; 
b. izin pembangunan; dan 
c. izin operasi. 

Pasal 24
(1) Badan Usaha yang menye-

lenggarakan prasarana 
perkeretaapian umum 
sebagaimana dimaksud da-
lam Pasal 23 ayat (1) wajib 
memenuhi Perizinan Berusa-
ha terkait prasarana perkere-
tapian umum.

•	 Mengubah secara 
lebih sederhana 
bahwa Badan Usaha 
penyelenggara ha-
rus memiliki Perizin-
an Berusaha.

•	 Menambahkan 
ketentuan mengenai 
pengaturan lebih 
lanjut terkait pasal 
ini dalam Peraturan 
Pemerintah.
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(2) Izin usaha penyelenggaraan 
prasarana perkeretaapian 
umum sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) huruf a 
diterbitkan oleh pemerintah.

(3) Izin pembangunan prasa-
rana perkeretaapian umum 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b diterbitkan 
setelah dipenuhinya per-
syaratan teknis prasarana 
perkeretaapian. 

(4) Izin operasi prasarana 
perkeretaapian umum se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf c diterbitkan 
setelah dipenuhinya per-
syaratan kelaikan operasi 
prasarana perkeretaapian. 

(5) Izin sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b dan 
huruf c diberikan oleh: 
a. Pemerintah untuk penye-

lenggaraan prasarana 
perkeretaapian umum 
yang jaringan jalurnya 
melintasi batas wilayah 
provinsi; 

b. pemerintah provinsi 
untuk penyelenggaraan 
prasarana perkeretaapi-
an umum yang jaringan 
jalurnya melintasi batas 
wilayah kabupaten/
kota dalam satu provin-
si setelah mendapat 
persetujuan dari Pemer-
intah; dan 

(2) Perizinan Berusaha se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diberikan ber-
dasarkan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria yang 
ditetapkan oleh Pemerintah 
Pusat meliputi: 
a. Pemerintah Pusat untuk 

penyelenggaraan prasa-
rana perkeretaapian 
umum yang jaringan 
jalurnya melintasi batas 
wilayah provinsi; 

b. pemerintah provinsi 
untuk penyelenggaraan 
prasarana perkeretaapi-
an umum yang jaringan 
jalurnya melintasi batas 
wilayah kabupaten/
kota dalam satu provinsi 
setelah mendapat per-
setujuan dari Pemerintah 
Pusat; dan 

c. pemerintah kabupaten/
kota untuk penyeleng-
garaan perkeretaapian 
umum yang jaringan 
jalurnya dalam wilayah 
kabupaten/kota setelah 
mendapat rekomendasi 
pemerintah provinsi dan 
persetujuan Pemerintah 
Pusat.

(3) Ketentuan lebih lanjut 
tentang Perizinan Berusaha 
terkait prasarana perkere-
taapian umum diatur dalam 
Peraturan Pemerintah.

c. pemerintah kabupaten/
kota untuk penyeleng-
garaan perkeretaapian 
umum yang jaringan 
jalurnya dalam wilayah 
kabupaten/kota setelah 
mendapat rekomendasi 
pemerintah provinsi dan 
persetujuan Pemerintah.
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Pasal ini tidak ada sebelumnya Pasal 24A
Badan Usaha yang menyeleng-

garakan prasarana perkere-
taapian umum yang tidak 
memenuhi Perizinan Berusa-
ha sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 24 ayat (1) 
dikenai sanksi administratif.

•	 Menambahkan 
ketentuan mengenai 
pengenaan sanksi 
bagi Badan Usaha 
yang menyeleng-
garakan prasarana 
perkeretaapian 
umum yang tidak 
memenuhi Perizinan 
Berusaha.

Pasal 28
Penyelenggara Sarana Perkereta-

apian yang mengoperasikan 
sarana perkeretaapian tidak 
memenuhi standar kelaikan 
operasi sarana perkereta-
apian sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 27, dikenai 
sanksi administratif berupa 
teguran tertulis, pembekuan 
izin, dan pencabutan izin 
operasi.

Pasal 28
Penyelenggara Sarana Perkereta-

apian yang mengoperasikan 
sarana perkeretaapian tidak 
memenuhi standar kelaikan 
operasi sarana perkeretaapi-
an sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 27 dikenai sank-
si Administratif

•	 Menghapuskan 
ketentuan penge-
naan sanksi admin-
istratif dalam pasal 
ini.
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Pasal 32
(1) Badan Usaha yang menye-

lenggarakan sarana perkere-
taapian umum sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 25 
wajib memiliki: 

a. izin usaha; dan 
b. izin operasi. 
(2) Izin usaha penyelenggara 

sarana perkeretaapian umum 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a diterbitkan 
oleh Pemerintah.

(3) Izin operasi sarana perkere-
taapian umum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
huruf b diterbitkan oleh: 

a. Pemerintah untuk pengoper-
asian sarana perkeretaapian 
umum yang jaringan jalurn-
ya melintasi batas wilayah 
provinsi dan batas wilayah 
negara; 

b. pemerintah provinsi un-
tuk pengoperasian sarana 
perkeretaapian umum yang 
jaringan jalurnya melintasi 
batas wilayah kabupaten/
kota dalam satu provinsi; 
dan

c. pemerintah kabupaten/kota 
untuk pengoperasian sarana 
perkeretaapian umum yang 
jaringan jalurnya dalam 
wilayah kabupaten/kota;

Pasal 32
(1) Badan Usaha yang menye-

lenggarakan sarana perkere-
taapian umum wajib me-
menuhi Perizinan Berusaha. 

(2) Perizinan Berusaha se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diterbitkan ber-
dasarkan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria yang 
ditetapkan oleh Pemerintah 
Pusat meliputi: 

a. Pemerintah Pusat untuk pen-
goperasian sarana perkere-
taapian umum yang jaringan 
jalurnya melintasi batas 
wilayah provinsi dan batas 
wilayah negara;

b. pemerintah provinsi un-
tuk pengoperasian sarana 
perkeretaapian umum yang 
jaringan jalurnya melintasi 
batas wilayah kabupaten/
kota dalam satu provinsi; 
dan 

c. pemerintah kabupaten/kota 
untuk pengoperasian sarana 
perkeretaapian umum yang 
jaringan jalurnya dalam 
wilayah kabupaten/kota. 

(3) Ketentuan lebih lanjut men-
genai Perizinan Berusaha 
terkait penyelenggaraan 
sarana perkeretaapian umum 
diatur dalam Peraturan Pe-
merintah

•	 Mengubah secara 
lebih sederhana 
bahwa Badan Usaha 
penyelenggara ha-
rus memiliki Perizin-
an Berusaha.

•	 Menambahkan 
ketetuan mengenai 
izin yakni dikeluar-
kan oleh Pemerintah 
Pusat dan harus 
memenuhi norma, 
standar, prosedur, 
dan kriteria yang 
ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat.

•	 Menambahkan pen-
gaturan lebih lanjut 
yang diatur dalam 
Peraturan Pemerin-
tah

Pasal ini sebelumnya tidak ada Pasal 32A
Badan Usaha yang menyeleng-
garakan sarana perkeretaapian 
umum yang tidak memenuhi 
Perizinan Berusaha sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 32 ayat 
(1) dikenai sanksi administratif.

•	 Menambahkan 
ketentuan sanksi 
administratif terh-
adap Badan Usaha 
yang menyeleng-
garakan sarana 
perkeretaapian 
umum yang tidak 
memenuhi Perizinan 
Berusaha
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Pasal 33
(1) Penyelenggaraan perkere-

taapian khusus sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 
17 ayat (2) dilakukan oleh 
badan usaha untuk menun-
jang kegiatan pokoknya. 

(2) Badan usaha sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) wa-
jib memiliki: 
a. izin pengadaan atau 

pembangunan; dan 
b. izin operasi. 

(3) Perkeretaapian khusus se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) wajib memenuhi 
persyaratan teknis prasarana 
dan sarana perkeretaapian. 

(4) Izin sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) diberikan oleh: 
a. Pemerintah untuk penye-

lenggaraan perkeretaapi-
an khusus yang jaringan 
jalurnya melintasi batas 
wilayah provinsi dan 
batas wilayah negara; 

b. pemerintah provinsi 
untuk penyelenggaraan 
perkeretaapian khusus 
yang jaringan jalurnya 
melintasi batas wilayah 
kabupaten/kota dalam 
satu provinsi setelah 
mendapat persetujuan 
dari Pemerintah; dan 

Pasal 33
(1) Penyelenggaraan perkere-

taapian khusus sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 
17 ayat (2) dilakukan oleh 
badan usaha untuk menun-
jang kegiatan pokoknya. 

(2) Badan usaha sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
wajib memenuhi Perizinan 
Berusaha. 

(3) Perizinan Berusaha se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (2) diberikan ber-
dasarkan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria yang 
ditetapkan oleh Pemerintah 
Pusat meliputi: 
a. Pemerintah Pusat un-

tuk penyelenggaraan 
perkeretaapian khusus 
yang jaringan jalurnya 
melintasi batas wilayah 
provinsi dan batas 
wilayah negara; 

b. pemerintah provinsi 
untuk penyelenggaraan 
perkeretaapian khusus 
yang jaringan jalurnya 
melintasi batas wilayah 
kabupaten/kota dalam 
satu provinsi setelah 
mendapat persetujuan 
dari Pemerintah Pusat; 
dan 

•	 Mengubah keten-
tuan mengenai izin 
badan usaha men-
jadi lebih sederhana 
dengan memenuhi 
Perizinan Berusaha.

•	 Mengubah secara 
lebih spesifik men-
genai Pemerintah 
Pusat sebagai pihak 
yang berwenang.

•	 Menambahkan 
ketentuan lebih 
lanjut mengenai 
pengaturan pasal 
ini dalam Peraturan 
Pemerintah.
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c. pemerintah kabupaten/
kota untuk penyeleng-
garaan perkeretaapian 
khusus yang jaringan 
jalurnya dalam wilayah 
kabupaten/kota setelah 
mendapat rekomendasi 
pemerintah provinsi dan 
persetujuan Pemerintah.

c. pemerintah kabupaten/
kota untuk penyeleng-
garaan perkeretaapian 
khusus yang jaringan 
jalurnya dalam wilayah 
kabupaten/kota setelah 
mendapat rekomendasi 
pemerintah provinsi dan 
persetujuan Pemerintah 
Pusat.

(4) Ketentuan lebih lanjut men-
genai Perizinan Berusaha 
terkait perkeretaapian khu-
sus diatur dalam Peraturan 
Pemerintah.

Pasal tidak ada sebelumnya Pasal 33A
Penyelenggara perkeretaapian 
khusus yang tidak memenuhi 
Perizinan Berusaha sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 33 ayat 
(2), dikenai sanksi administratif.

•	 Menambahkan 
sanksi administratif 
bagi pelanggaran 
dalam perkereta-
apian khusus yang 
tidak memenuhi 
Perizinan Berusaha.

Prasarana 
Perkerta-
api
-an

Pasal 77
Setiap badan hukum atau lem-
baga yang melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 76 dikenai sanksi admin-
istratif berupa teguran tertulis, 
pembekuan izin, atau pencabu-
tan izin operasi.

Pasal 77
Setiap badan hukum atau lem-
baga yang melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 76 dikenai sanksi adminis-
tratif.

•	 Mengubah secara 
lebih sederhana 
ketentuan sanksi 
administratif pasal 
ini dengan tidak 
mencantumkan 
klasifikasi sanksi 
administratif yang 
dikenakan

Pasal ini tidak ada sebelumnya Pasal 80A
Petugas prasarana perkereta-
apian yang mengoperasikan 
Prasarana Perkeretaapian tidak 
memiliki sertifikat kecakapan 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 80 ayat (1) dikenai sanksi 
administratif.

•	 Menambahkan 
ketentuan sanksi 
administratif terh-
adap pelanggaran 
Petugas prasarana 
perkeretaapian yang 
mengoperasikan 
Prasarana Perkere-
taapian tidak memi-
liki sertifikat kecaka-
pan.
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Pasal 82
Penyelenggara Prasarana Perk-
eretaapian wajib menempatkan 
tanda larangan di jalur kereta api 
secara lengkap dan jelas.

Pasal 82
Penyelenggara Prasarana Perk-
eretaapian yang melanggar 
ketentuan sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 81 dikenai 
sanksi administratif.

•	 Menambahkan 
ketentuan sanksi 
administratif dalam 
pasal ini.

•	 Menambahkan ac-
uan pasal terhadap 
pelanggaran yang 
menjadi klasifikasi 
pasal ini.

Sarana 
Perkera-
tapi
-an

Pasal 107
Setiap badan hukum atau lem-
baga yang melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 106, dikenai sanksi admin-
istratif berupa teguran tertulis, 
pembekuan izin, atau pencabu-
tan izin operasi.

Pasal 107
Setiap badan hukum atau lem-
baga yang melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 106 dikenai sanksi admin-
istratif.

•	 Menambahkan 
ketentuan sanksi 
administratif terh-
adap pelanggaran 
Setiap badan hukum 
atau lembaga yang 
melakukan pelang-
garan.

Pasal 112
Apabila penyelenggara sarana 
perkeretaapian dalam melak-
sanakan pemeriksaan tidak 
menggunakan tenaga yang 
memiliki kualifikasi keahlian dan 
tidak sesuai dengan tata cara 
yang ditetapkan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 111, dike-
nai sanksi administratif berupa 
teguran tertulis, pembekuan izin 
operasi, atau pencabutan izin 
operasi.

Pasal 112
Apabila penyelenggara sarana 
perkeretaapian dalam melak-
sanakan pemeriksaan tidak 
menggunakan tenaga yang 
memiliki kualifikasi keahlian dan 
tidak sesuai dengan tata cara 
yang ditetapkan sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 111, dikenai 
sanksi administratif.

•	 Menambahkan 
ketentuan sanksi 
administratif terh-
adap  penyeleng-
gara sarana perk-
eretaapian dalam 
melaksanakan 
pemeriksaan tidak 
menggunakan tena-
ga yang memiliki 
kualifikasi keahlian 
dan tidak sesuai 
dengan tata cara 
yang ditetapkan

Pasal ini tidak ada sebelumnya Pasal 116A
Awak Sarana Perkeretaapian 
yang mengoperasikan sarana 
Perkeretaapian tidak memiliki 
sertifikat kecakapan sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 116 
ayat (1) dikenai sanksi adminis-
tratif.

•	 Menambahkan 
ketentuan pen-
genaan sanksi 
administratif terh-
adap Awak Sarana 
Perkeretaapian yang 
mengoperasikan 
sarana Perkereta-
apian tidak memiliki 
sertifikat kecakapan.
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Pasal ini tidak ada sebelumnya Pasal 11B
Penyelenggara Sarana Perkere-
taapian yang mengoperasikan 
Sarana Perkeretaapian dengan 
Awak Sarana Perkeretaapian 
yang tidak memiliki sertifikat 
tanda kecakapan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 116 ayat 
(1) dikenai sanksi administratif.

•	 Menambahkan 
ketentuan penge-
naan sanksi admin-
istratif terhadap 
Penyelenggara 
Sarana Perkereta-
apian yang mengo-
perasikan Sarana 
Perkeretaapian 
dengan Awak Sara-
na Perkeretaapian 
yang tidak memiliki 
sertifikat tanda ke-
cakapan.

Angkutan Pasal 135
Penyelenggara Sarana Perkere-
taapian yang tidak menyediakan 
angkutan dengan kereta api 
lain atau moda transportasi lain 
sampai stasiun tujuan atau tidak 
memberi ganti kerugian senilai 
harga karcis sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 134 ayat 
(4) dikenai sanksi administratif 
berupa pembekuan izin operasi 
atau pencabutan izin operasi.

Pasal 135
Penyelenggara Sarana Perkere-
taapian yang tidak menyediakan 
angkutan dengan kereta api 
lain atau moda transportasi lain 
sampai stasiun tujuan atau tidak 
memberi ganti rugi senilai harga 
karcis sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 134 ayat (4) dikenai 
sanksi administratif

•	 Mengubah ketentu-
an sanksi adminis-
tratif dalam pasal ini 
yakni menghilang-
kan klasifikasi sanksi 
tersebut.

Pasal 168
Penyelenggara Sarana Perkere-
taapian yang tidak mengasu-
ransikan tanggung jawabnya 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 167 ayat (1), dikenai sanksi 
administratif berupa pembekuan 
izin operasi atau pencabutan izin 
operasi.

Pasal 168
Penyelenggara Sarana Perkere-
taapian yang tidak mengasu-
ransikan tanggung jawabnya 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 167 ayat (1) dikenai sanksi 
administratif.

•	 Mengubah ketentu-
an sanksi adminis-
tratif dalam pasal ini 
yakni menghilang-
kan klasifikasi sanksi 
tersebut.
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Pasal ini tidak ada sebelumya Pasal 185A
(1) Pelanggaran terhadap keten-

tuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 24A, Pasal 28, 
Pasal 32A, Pasal 33A, Pas-
al 77, Pasal 80A, Pasal 82, 
Pasal 107, Pasal 112, Pasal 
116A, Pasal 116B, Pasal 135, 
atau Pasal 168 dikenai sanksi 
administratif. 

(2) Ketentuan lebih lanjut men-
genai kriteria, jenis, besaran 
denda, dan tata cara penge-
naan sanksi sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) diatur 
dalam Peraturan Pemerintah.

•	 Menambahkan 
ketentuan terkait 
sanksi administratif 
terhadap beberapa 
pasal dalam un-
dang-undang ini.

•	 Menambahkan 
ketentuan penga-
turan lebih lanjut 
dalam hal kriteria, 
jenis, besaran den-
da, dan tata cara 
pengenaan sanksi 
pada Peraturan 
Pemerintah.

Ketentu-
an Pidana

Pasal 188
Badan Usaha yang menyelengga-
rakan prasarana perkeretaapian 
umum yang tidak memiliki izin 
usaha, izin pembangunan, dan 
izin operasi sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 24 ayat (1), 
dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 6 (enam) tahun dan 
pidana denda paling banyak 
Rp2.000.000.000,00 (dua milyar 
rupiah)

Pasal 188 
Badan Usaha yang menyeleng-
garakan prasarana perkereta-
apian umum yang tidak memiliki 
Perizinan Berusaha sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 24 ayat 
(1) yang mengakibatkan timbul-
nya korban terhadap manusia 
dan/atau kerusakan terhadap 
kesehatan, keselamatan, dan/
atau lingkungan dipidana 
dengan pidana penjara pal-
ing lama 6 (enam) tahun atau 
pidana denda paling banyak 
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar 
rupiah).

•	 Mengubah frasa 
“izin usaha” menjadi 
“Perizinan Berusa-
ha”.

•	 Menambahkan 
ketentuan penge-
naan sanksi dengan 
ketentuan adanya 
dampak yang men-
gakibatkan timbuln-
ya korban terhadap 
manusia dan/atau 
kerusakan terhadap 
kesehatan, kese-
lamatan, dan/atau 
lingkungan.

Pasal 190
Badan Usaha yang menyeleng-
garakan sarana perkeretaapi-
an umum yang tidak memiliki 
izin usaha dan izin operasi 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 32 ayat (1), dipidana 
dengan pidana penjara pal-
ing lama 6 (enam) tahun dan 
pidana denda paling banyak 
Rp2.000.000.000,00 (dua milyar 
rupiah).

Pasal 190
Badan Usaha yang menyeleng-
garakan sarana perkeretaapian 
umum yang tidak memenuhi 
Perizinan Berusaha sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 32 
ayat (1) yang mengakibatkan 
timbulnya korban terhadap 
manusia dan/atau kerusakan 
terhadap kesehatan, kesela-
matan, dan/atau lingkungan 
dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 6 (enam) tahun atau 
pidana denda paling banyak 
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar 
rupiah).

•	 Menambahkan 
ketentuan penge-
naan sanksi dengan 
ketentuan adanya 
dampak yang men-
gakibatkan timbuln-
ya korban terhadap 
manusia dan/atau 
kerusakan terhadap 
kesehatan, kese-
lamatan, dan/atau 
lingkungan.

•	 Menambahkan 
sanksi pidana dalam 
hal denda menjadi 
Rp3.000.000.000.
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Pasal 191
(1) Penyelenggara perkereta-

apian khusus yang tidak 
memiliki izin pengadaan atau 
pembangunan dan izin oper-
asi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 33 ayat (2), dip-
idana dengan pidana penjara 
paling lama 6 (enam) bulan 
dan pidana denda paling 
banyak Rp250.000.000,00 
(dua ratus lima puluh juta 
rupiah). 

(2) Dalam hal tindak pidana 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) mengakibatkan 
kecelakaan kereta api dan 
kerugian bagi harta benda, 
dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 1 (satu) 
tahun 6 (enam) bulan dan 
pidana denda paling banyak 
Rp500.000.000,00 (lima 
ratus juta rupiah).

Pasal 191
Jika tindakan pelanggaran 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 33A mengakibatkan tim-
bulnya kecelakaan kereta api 
dan/atau kerugian bagi harta 
benda, pelaku dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 1 
(satu) tahun dan 6 (enam) bulan 
dan pidana denda paling banyak 
Rp500.000.000,00 (lima ratus 
juta rupiah).

•	 Mengubah secara 
lebih sederhana 
ketentuan pasal 
ini yakni terhadap 
pelanggaran pada 
Pasal 33A yang 
mengakibatkan tim-
bulnya kecelakaan 
kereta api dan/atau 
kerugian bagi harta 
benda.

Pasal 195
Petugas prasarana perkereta-
apian yang mengoperasikan 
Prasarana Perkeretaapian tidak 
memiliki sertifikat kecakapan 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 80 ayat (1), dipidana den-
gan pidana penjara paling lama 
1 (satu) tahun.

Pasal 195
Petugas prasarana perkereta-
apian yang mengoperasikan 
Prasarana Perkeretaapian tidak 
memiliki sertifikat kecakapan 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 80 ayat (1) yang menga-
kibatkan terjadinya kecelakaan 
dan/atau menimbulkan korban 
dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 1 (satu) tahun

•	 Menambahkan 
ketentuan penge-
naan sanksi dengan 
ketentuan adanya 
dampak yang men-
gakibatkan terjadin-
ya kecelakaan dan/
atau menimbulkan 
korban 
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Pasal 196
Penyelenggara Prasarana Perk-
eretaapian yang mengoperasikan 
prasarana perkeretaapian den-
gan petugas yang tidak memiliki 
sertifikat kecakapan sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 80 
ayat (1), dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 1 (satu) 
tahun dan pidana denda paling 
banyak Rp500.000.000,00 (lima 
ratus juta rupiah).

Pasal 196
(1) Penyelenggara Prasarana 

Perkeretaapian yang mengo-
perasikan prasarana perk-
eretaapian dengan petugas 
yang tidak memiliki sertifikat 
kecakapan sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 80 ayat 
(1) yang mengakibatkan ter-
jadinya kecelakaan dan/atau 
menimbulkan korban dipi-
dana dengan pidana penjara 
paling lama 1 (satu) tahun 
dan pidana denda paling 
banyak Rp500.000.000,00 
(lima ratus juta rupiah). 

(2) Jika tindakan sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
mengakibatkan luka berat 
bagi orang, pelaku penyelen-
gara dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 3 (tiga) 
tahun. 

(3) Jika tindakan sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
mengakibatkan matinya 
orang, pelaku penyelengga-
ra dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 5 (lima) 
tahun.

•	 Menambahkan 
klasifikasi pelangga-
ran yakni dalam hal 
menimbulkan luka 
berat bagi orang 
dan matinya orang.
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Pasal 203
(1) Awak Sarana Perkeretaapian 

yang mengoperasikan sarana 
perkeretaapian tidak memi-
liki sertifikat kecakapan se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 116 ayat (1), dipidana 
dengan pidana penjara pal-
ing lama 1 (satu) tahun. 

(2) Dalam hal tindak pidana 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) mengakibatkan 
kecelakaan kereta api dan 
kerugian bagi harta benda, 
dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 2 (dua) 
tahun.

(3) Dalam hal tindak pidana 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) mengakibatkan luka 
berat bagi orang, dipidana 
dengan pidana penjara pal-
ing lama 3 (tiga) tahun.

(4) Dalam hal tindak pidana 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) mengakibatkan mat-
inya orang, dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 5 
(lima) tahun.

Pasal 203
(1) Awak Sarana Perkeretaapi-

an yang mengoperasikan 
sarana perkeretaapian tidak 
memiliki sertifikat kecakapan 
sebagaimana dimaksud da-
lam Pasal 116 ayat (1) yang 
mengakibatkan kecelakaan 
kereta api dan/atau kerugian 
bagi harta benda dipidana 
dengan pidana penjara pal-
ing lama 2 (dua) tahun. 

(2) Jika tindakan sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
mengakibatkan luka berat 
bagi orang, Awak Sarana 
Perkeretaapian dipidana den-
gan pidana penjara paling 
lama 3 (tiga) tahun.  

(3) Jika tindakan sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
mengakibatkan kematian 
orang, Awak Sarana Perk-
eretaapian dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 5 
(lima) tahun.

•	 Menambahkan 
ketentuan klasifikasi 
sanksi pidana yakni 
terhadap pelangga-
ran yang mengaki-
batkan kecelakaan 
kereta api dan/atau 
kerugian bagi harta 
benda.



641
P E D O M A N  M E M A H A M I  R U U  O M N I B U S  L A W

DNT LAWYERS

TOPIK NOMOR PASAL UU CIPTA KERJA RANGKUMAN PEN-
JELASAN

Pasal 210
(1) Tindak pidana sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 189, 
Pasal 191, dan Pasal 193 
yang mengakibatkan luka 
berat bagi orang, dipidana 
dengan pidana penjara pal-
ing lama 3 (tiga) tahun dan 
pidana denda paling banyak 
Rp1.000.000.000,00 (satu 
milyar rupiah). 

(2) Tindak pidana sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 189, 
Pasal 191 dan Pasal 193 
yang mengakibatkan mat-
inya orang, dipidana den-
gan pidana penjara paling 
lama 6 (enam) tahun dan 
pidana denda paling banyak 
Rp2.000.000.000,00 (dua 
milyar rupiah).

Pasal 210
(1) Dalam hal tindakan se-

bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 189, Pasal 191, dan 
Pasal 193 mengakibatkan 
luka berat bagi orang, pelaku 
dipidana dengan pidana pen-
jara paling lama 3 (tiga) ta-
hun dan pidana denda paling 
banyak Rp1.000.000.000,00 
(satu miliar rupiah). 

(2) Dalam hal tindakan se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 193 mengakibatkan 
kematian orang, pelaku dipi-
dana dengan pidana penjara 
paling lama 6 (enam) tahun 
dan pidana denda paling 
banyak Rp2.000.000.000,00 
(dua miliar rupiah). 

(3) Dalam hal tindakan se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 189, Pasal 191, dan 
Pasal 193 dilakukan oleh 
Badan Usaha Penyeleng-
gara yang mengakibatkan 
luka berat bagi orang, 
pelaku dipidana dengan 
pidana denda paling banyak 
Rp3.000.000.000,00 (tiga 
miliar rupiah).

(4) Dalam hal tindakan se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 189, Pasal 191, dan 
Pasal 193, dilakukan oleh 
Badan Usaha Penyelenggara 
yang mengakibatkan mat-
inya orang, pelaku dipidana 
dengan pidana denda paling 
banyak Rp3.000.000.000,00 
(tiga miliar rupiah).

•	 Menghapuskan Ayat 
191 pada Ayat (2) 
sebagai salah satu 
klasifikasi pelangga-
ran.

•	 Menambahkan klas-
ifikasi tindak pidana 
dalam sanksi baru 
pada Ayat (3) dan 
(4).



642
P E D O M A N  M E M A H A M I  R U U  O M N I B U S  L A W

DNT LAWYERS

24. Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

TOPIK NOMOR PASAL UU CIPTA KERJA RANGKUMAN PEN-
JELASAN

Ruang 
Lingkup 
dan Ber-
lakunya 
Un-
dang-Un-
dang

Pasal 5
(1) Pelayaran dikuasai oleh 

negara dan pembinaannya 
dilakukan oleh Pemerintah. 

(2) Pembinaan pelayaran se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) meliputi: 
a. pengaturan; 
b. pengendalian; dan 
c. pengawasan. 

(3) Pengaturan sebagaimana di-
maksud pada ayat (2) huruf 
a meliputi penetapan kebi-
jakan umum dan teknis, an-
tara lain, penentuan norma, 
standar, pedoman, kriteria, 
perencanaan, dan prosedur 
termasuk persyaratan ke-
selamatan dan keamanan 
pelayaran serta perizinan. 

(4) Pengendalian sebagaima-
na dimaksud pada ayat (2) 
huruf b meliputi pemberian 
arahan, bimbingan, pelati-
han, perizinan, sertifikasi, 
serta bantuan teknis di 
bidang pembangunan dan 
pengoperasian. 

(5) Pengawasan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) 
huruf c meliputi kegiatan 
pengawasan pembangunan 
dan pengoperasian agar 
sesuai dengan peraturan pe-
rundangundangan termasuk 
melakukan tindakan korektif 
dan penegakan hukum. 

(6) Pembinaan pelayaran se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dilakukan dengan 
memperhatikan seluruh 
aspek kehidupan masyarakat 
dan diarahkan untuk : 

Pasal 5
(1) Pelayaran dikuasai oleh 

negara dan pembinaannya 
dilakukan oleh Pemerintah 
Pusat. 

(2) Pembinaan Pelayaran se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) meliputi: 
a. pengaturan; 
b. pengendalian; dan 
c. pengawasan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut men-
genai pembinaan Pelayaran 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf a, huruf b, 
dan huruf c diatur dalam 
Peraturan Pemerintah.

•	 Menghapuskan 
ketentuan lebih 
lanjut mengenai 
unsur-unsur dalam 
Pembinaan ke 
dalam Peraturan 
Pemerintah.
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a. memperlancar arus per-
pindahan orang dan/atau 
barang secara massal 
melalui perairan dengan 
selamat, aman, cepat, 
lancar, tertib dan teratur, 
nyaman, dan berdaya 
guna, dengan biaya yang 
terjangkau oleh daya beli 
masyarakat; 

b. meningkatkan penye-
lenggaraan kegiatan 
angkutan di perairan, 
kepelabuhanan, kese-
lamatan dan keaman-
an, serta perlindungan 
lingkungan maritim 
sebagai bagian dari ke-
seluruhan moda trans-
portasi secara terpadu 
dengan memanfaatkan 
perkembangan ilmu pen-
getahuan dan teknologi; 

c. mengembangkan ke-
mampuan armada 
angkutan nasional yang 
tangguh di perairan 
serta didukung industri 
perkapalan yang an-
dal sehingga mampu 
memenuhi kebutuhan 
angkutan, baik di dalam 
negeri maupun dari dan 
ke luar negeri; 
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d. mengembangkan usaha 
jasa angkutan di perai-
ran nasional yang andal 
dan berdaya saing serta 
didukung kemudahan 
memperoleh pendanaan, 
keringanan perpajakan, 
dan industri perkapalan 
yang tangguh sehing-
ga mampu mandiri dan 
bersaing; 

e. meningkatkan kemam-
puan dan peranan ke-
pelabuhanan serta kese-
lamatan dan keamanan 
pelayaran dengan men-
jamin tersedianya alur-
pelayaran, kolam pelabu-
han, dan Sarana Bantu 
Navigasi-Pelayaran yang 
memadai dalam rangka 
menunjang angkutan di 
perairan;

f. mewujudkan sumber 
daya manusia yang ber-
jiwa bahari, profesional, 
dan mampu mengikuti 
perkembangan kebutu-
han penyelenggaraan 
pelayaran; dan 

g. memenuhi perlindun-
gan lingkungan maritim 
dengan upaya pencega-
han dan penanggulan-
gan pencemaran yang 
bersumber dari kegiatan 
angkutan di perairan, ke-
pelabuhanan, serta kese-
lamatan dan keamanan. 

(7) Pemerintah daerah melaku-
kan pembinaan pelayaran 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (6) sesuai dengan ke-
wenangannya.
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Angkutan 
di Perairan

Pasal 9
(1) Kegiatan angkutan laut 

dalam negeri disusun dan 
dilaksanakan secara terpadu, 
baik intra-maupun antar-
moda yang merupakan satu 
kesatuan sistem transportasi 
nasional. 

(2) Kegiatan angkutan laut 
dalam negeri sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan dengan trayek 
tetap dan teratur (liner) ser-
ta dapat dilengkapi dengan 
trayek tidak tetap dan tidak 
teratur (tramper). 

(3) Kegiatan angkutan laut 
dalam negeri yang melayani 
trayek tetap dan teratur 
dilakukan dalam jaringan 
trayek.

(4) Jaringan trayek tetap dan 
teratur angkutan laut dalam 
negeri disusun dengan mem-
perhatikan: 
a. pengembangan pusat 

industri, perdagangan, 
dan pariwisata;

b. pengembangan wilayah 
dan/atau daerah; 

c. rencana umum tata ru-
ang; 

d. keterpaduan intra-dan 
antarmoda transportasi; 
dan 

e. perwujudan Wawasan 
Nusantara. 

Pasal 9
(1) Kegiatan angkutan laut 

dalam negeri disusun dan 
dilaksanakan secara terpa-
du, baik intramoda maupun 
antarmoda yang merupakan 
satu kesatuan sistem trans-
portasi nasional. 

(2) Kegiatan angkutan laut 
dalam negeri sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan dengan trayek 
tetap dan teratur (liner) ser-
ta dapat dilengkapi dengan 
trayek tidak tetap dan tidak 
teratur (tramper). 

(3) Kegiatan angkutan laut 
dalam negeri yang melayani 
trayek tetap dan teratur 
dilakukan dalam jaringan 
trayek. 

(4) Jaringan trayek tetap dan 
teratur sebagaimana dimak-
sud pada ayat (3) ditetapkan 
oleh Pemerintah Pusat. 

•	 Menghapuskan 
ketentuan yang 
mengenai hal-hal 
yang harus diper-
hatikan dalam Jar-
ingan trayek tetap 
dan teratur ang-
kutan laut dalam 
negeri untuk diatur 
lebih lanjut dalam 
Peraturan Pemerin-
tah.

•	 Mengubah keten-
tuan peran serta 
pemerintah daer-
ah, dan asosiasi 
perusahaan ang-
kutan laut nasional 
dengan memper-
hatikan masukan 
asosiasi pengguna 
jasa angkutan laut 
dan juga Peneta-
pan oleh Menteri 
dengan dinyatakan 
untuk melakukan 
melaporkan ke-
pada Pemerintah 
Pusat
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(5) Penyusunan jaringan trayek 
tetap dan teratur sebagaima-
na dimaksud pada ayat (4) 
dilakukan bersama oleh 
Pemerintah, pemerintah 
daerah, dan asosiasi peru-
sahaan angkutan laut nasi-
onal dengan memperhatikan 
masukan asosiasi pengguna 
jasa angkutan laut. 

(6) Jaringan trayek tetap dan 
teratur sebagaimana dimak-
sud pada ayat (5) ditetapkan 
oleh Menteri. 

(7) Pengoperasian kapal pada 
jaringan trayek tetap dan 
teratur sebagaimana dimak-
sud pada ayat (5) dilakukan 
oleh perusahaan angkutan 
laut nasional dengan mem-
pertimbangkan: 
a. kelaiklautan kapal; 
b. menggunakan kapal 

berbendera Indonesia 
dan diawaki oleh warga 
negara Indonesia; 

c. keseimbangan permint-
aan dan tersedianya 
ruangan; 

d. kondisi alur dan fasilitas 
pelabuhan yang dising-
gahi; dan 

e. tipe dan ukuran kapal 
sesuai dengan kebutu-
han. 

(5) Pengoperasian kapal pada 
trayek tidak tetap dan tidak 
teratur sebagaimana dimak-
sud pada ayat (2) dilakukan 
oleh perusahaan angkutan 
laut nasional dan wajib dil-
aporkan kepada Pemerintah 
Pusat.

(8) Pengoperasian kapal pada 
trayek tidak tetap dan tidak 
teratur sebagaimana dimak-
sud pada ayat (2) dilakukan 
oleh perusahaan angkutan 
laut nasional dan wajib dil-
aporkan kepada Pemerintah.
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Pasal 13
(1) Kegiatan angkutan laut 

khusus dilakukan oleh badan 
usaha untuk menunjang 
usaha pokok untuk kepent-
ingan sendiri dengan meng-
gunakan kapal berbendera 
Indonesia yang memenuhi 
persyaratan kelaiklautan 
kapal dan diawaki oleh Awak 
Kapal berkewarganegaraan 
Indonesia. 

(2) Kegiatan angkutan laut 
khusus sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) dilakukan 
berdasarkan izin operasi dari 
Pemerintah. 

(3) Kegiatan angkutan laut khu-
sus sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diselenggara-
kan dengan menggunakan 
kapal berbendera Indonesia 
yang laik laut dengan kondisi 
dan persyaratan kapal sesuai 
dengan jenis kegiatan usaha 
pokoknya. 

(4) Kegiatan angkutan laut 
khusus sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) dilarang 
mengangkut muatan atau 
barang milik pihak lain dan/
atau mengangkut muatan 
atau barang umum kecuali 
dalam hal keadaan tertentu 
berdasarkan izin Pemerintah. 

(5) Keadaan tertentu se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (4) berupa: 
a. tidak tersedianya kapal; 

dan 

Pasal 13
(1) Kegiatan angkutan laut 

khusus dilakukan oleh Badan 
Usaha untuk menunjang 
usaha pokok untuk kepent-
ingan sendiri dengan meng-
gunakan kapal berbendera 
Indonesia yang memenuhi 
persyaratan kelaiklautan 
kapal dan diawaki oleh Awak 
Kapal berkewarganegaraan 
Indonesia. 

(2) Kegiatan angkutan laut khu-
sus sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) wajib me-
menuhi Perizinan Berusaha 
dari Pemerintah Pusat.

•	 Menghapuskan 
ketentuan terkait 
dengan perizinan 
dan penyelengga-
raan Kegiatan ang-
kutan laut khusus.

•	 Mengubah keten-
tuan Perizinan 
menjadi Perizinan 
Berusaha dari 
Pemerintah Pusat.
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b. belum adanya perusa-
haan angkutan yang 
mampu melayani seba-
gian atau seluruh per-
mintaan jasa angkutan 
yang ada. 

(6) Pelaksana kegiatan angku-
tan laut asing yang melaku-
kan kegiatan angkutan laut 
khusus ke pelabuhan In-
donesia yang terbuka bagi 
perdagangan luar negeri 
wajib menunjuk perusahaan 
angkutan laut nasional atau 
pelaksana kegiatan angkutan 
laut khusus sebagai agen 
umum.

(7) Pelaksana kegiatan angku-
tan laut khusus hanya dapat 
menjadi agen bagi kapal 
yang melakukan kegiatan 
yang sejenis dengan usaha 
pokoknya.

Pasal ini tidak ada sebelumnya Pasal 14A
(1) Sepanjang kapal berbendera 

Indonesia belum tersedia, 
Kapal Asing dapat melaku-
kan kegiatan khusus di 
wilayah perairan Indonesia 
yang tidak termasuk kegia-
tan mengangkut penumpang 
dan/atau barang. 

(2) Ketentuan lebih lanjut men-
genai kegiatan khusus yang 
dilakukan oleh kapal asing 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur dalam Pera-
turan Pemerintah.

•	 Menambahkan 
ketentuan menge-
nai pengecualian 
terhadap negara 
berbendera asing 
untuk memasuki 
wilayah periaran 
Indonesia.

Pasal 27
Untuk melakukan kegiatan ang-
kutan di perairan orang perseo-
rangan warga negara Indonesia 
atau badan usaha wajib memiliki 
izin usaha.

Pasal 27
Untuk melakukan kegiatan ang-
kutan di perairan, orang perseo-
rangan warga negara Indonesia 
atau Badan Usaha wajib me-
menuhi Perizinan Berusaha.

•	 Mengubah frasa 
“ Izin Usaha” 
menjadi “Perizinan 
Berusaha”
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Pasal 28
(1) Izin usaha angkutan laut 

diberikan oleh: 
a. bupati/walikota yang 

bersangkutan bagi 
badan usaha yang ber-
domisili dalam wilayah 
kabupaten/kota dan 
beroperasi pada lin-
tas pelabuhan dalam 
wilayah kabupaten/kota; 

b. gubernur provinsi yang 
bersangkutan bagi 
badan usaha yang ber-
domisili dalam wilayah 
provinsi dan beroperasi 
pada lintas pelabuhan 
antarkabupaten/kota 
dalam wilayah provinsi; 
atau

c. Menteri bagi badan 
usaha yang melakukan 
kegiatan pada lintas 
pelabuhan antarprovinsi 
dan internasional.

(2) Izin usaha angkutan laut 
pelayaran-rakyat diberikan 
oleh: 

Pasal 28
(1) Berdasarkan norma, standar, 

prosedur, dan kriteria yang 
ditetapkan oleh Pemerintah 
Pusat, Perizinan Berusaha 
untuk angkutan laut diberi-
kan oleh: 
a. bupati/wali kota yang 

bersangkutan bagi 
Badan Usaha yang ber-
domisili dalam wilayah 
kabupaten/kota dan 
beroperasi pada lin-
tas pelabuhan dalam 
wilayah kabupaten/kota; 

b. gubernur provinsi yang 
bersangkutan bagi 
Badan Usaha yang ber-
domisili dalam wilayah 
provinsi dan beroperasi 
pada lintas pelabuhan 
antarkabupaten/kota 
dalam wilayah provinsi; 
atau 

c. Pemerintah Pusat bagi 
Badan Usaha yang 
melakukan kegiatan 
pada lintas pelabuhan 
antarprovinsi dan inter-
nasional. 

(2) Berdasarkan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria yang 
ditetapkan oleh Pemerintah 
Pusat, Perizinan Berusaha 
untuk angkutan laut pela-
yaran-rakyat diberikan oleh:

•	 Mengubah frasa 
“izin usaha” men-
jadi “Perizinan 
Berusaha”.

•	 Menambahkan 
ketentuan perizin-
an harus sesuai 
dengan  norma, 
standar, prosedur, 
dan kriteria yang 
ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat.
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a. bupati/walikota yang 
bersangkutan bagi 
orang perseorangan 
warga negara Indone-
sia atau badan usaha 
yang berdomisili dalam 
wilayah kabupaten/kota 
dan beroperasi pada 
lintas pelabuhan dalam 
wilayah kabupaten/kota; 
atau

b. gubernur yang bersang-
kutan bagi orang perseo-
rangan warga negara 
Indonesia atau badan 
usaha yang berdomisili 
dan beroperasi pada 
lintas pelabuhan antark-
abupaten/kota dalam 
wilayah provinsi, pelabu-
han antarprovinsi, dan 
pelabuhan internasional. 

(3) Izin usaha angkutan sungai 
dan danau diberikan oleh: 
a. bupati/walikota sesuai 

dengan domisili orang 
perseorangan warga 
negara Indonesia atau 
badan usaha; atau 

b. Gubernur Provinsi 
Daerah Khusus Ibuko-
ta Jakarta untuk orang 
perseorangan warga 
negara Indonesia atau 
badan usaha yang 
berdomisili di Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta. 

a. bupati/wali kota yang 
bersangkutan bagi 
orang perseorangan 
warga negara Indone-
sia atau Badan Usaha 
yang berdomisili dalam 
wilayah kabupaten/kota 
dan beroperasi pada 
lintas pelabuhan dalam 
wilayah kabupaten/kota; 
atau

b. gubernur yang bersang-
kutan bagi orang perseo-
rangan warga negara 
Indonesia atau Badan 
Usaha yang berdomis-
ili dan beroperasi pada 
lintas pelabuhan antark-
abupaten/kota dalam 
wilayah provinsi, pelabu-
han antarprovinsi, dan 
pelabuhan internasional. 

(3) Berdasarkan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria yang 
ditetapkan oleh Pemerintah 
Pusat, Perizinan Usaha untuk 
angkutan sungai dan danau 
diberikan oleh: 
a. bupati/wali kota sesuai 

dengan domisili orang 
perseorangan warga 
negara Indonesia atau 
Badan Usaha; atau 

b. Gubernur Provinsi 
Daerah Khusus Ibuko-
ta Jakarta untuk orang 
perseorangan warga 
negara Indonesia atau 
Badan Usaha yang 
berdomisili di Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta. 
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(4) Selain memiliki izin usaha 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) untuk angkutan 
sungai dan danau kapal yang 
dioperasikan wajib memiliki 
izin trayek yang diberikan 
oleh: 
a. bupati/walikota yang 

bersangkutan bagi kapal 
yang melayani trayek da-
lam wilayah kabupaten/
kota; 

b. gubernur provinsi yang 
bersangkutan bagi kapal 
yang melayani trayek an-
tarkabupaten/kota dalam 
wilayah provinsi; atau 

c. Menteri bagi kapal yang 
melayani trayek antar-
provinsi dan/atau antar-
negara. 

(5) Izin usaha angkutan penye-
berangan diberikan oleh: 
a. bupati/walikota sesuai 

dengan domisili badan 
usaha; atau 

b. Gubernur Provinsi 
Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta untuk badan us-
aha yang berdomisili di 
Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta.

(4) Selain memiliki Perizinan 
Berusaha sebagaimana di-
maksud pada ayat (3) untuk 
angkutan sungai dan danau 
kapal yang dioperasikan 
wajib memenuhi Perizinan 
Berusaha untuk trayek yang 
diberikan oleh: 
a. bupati/wali kota yang 

bersangkutan bagi kapal 
yang melayani trayek da-
lam wilayah kabupaten/
kota; 

b. gubernur provinsi yang 
bersangkutan bagi kapal 
yang melayani trayek an-
tarkabupaten/kota dalam 
wilayah provinsi; atau 

c. Pemerintah Pusat bagi 
kapal yang melayani 
trayek antarprovinsi 
dan/atau antarnegara, 
berdasarkan norma, 
standar, prosedur, dan 
kriteria yang ditetapkan 
oleh Pemerintah Pusat. 

(5) Berdasarkan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria yang 
ditetapkan oleh Pemerintah 
Pusat, Perizinan Berusaha 
untuk angkutan penyeberan-
gan diberikan oleh:
a. bupati/wali kota sesuai 

dengan domisili Badan 
Usaha; atau 

b. Gubernur Provinsi 
Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta untuk Badan Us-
aha yang berdomisili di 
Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta. 
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(6) Selain memilik izin usaha 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5) untuk angkutan 
penyeberangan, kapal yang 
dioperasikan wajib memiliki 
persetujuan pengoperasian 
kapal yang diberikan oleh: 
a. bupati/walikota yang 

bersangkutan bagi 
kapal yang melayani 
lintas pelabuhan dalam 
wilayah kabupaten/kota; 

b. gubernur provinsi yang 
bersangkutan bagi kapal 
yang melayani lintas 
pelabuhan antarkabupat-
en/kota dalam provinsi; 
dan 

c. Menteri bagi kapal yang 
melayani lintas pelabu-
han antarprovinsi dan/
atau antarnegara.

(6) Selain memiliki Perizinan 
Berusaha sebagaimana di-
maksud pada ayat (5) untuk 
angkutan penyeberangan, 
kapal yang dioperasikan 
wajib memenuhi Perizinan 
Berusaha untuk persetujuan 
pengoperasian kapal yang 
diberikan oleh
a. bupati/wali kota yang 

bersangkutan bagi 
kapal yang melayani 
lintas pelabuhan dalam 
wilayah kabupaten/kota;

b. gubernur provinsi yang 
bersangkutan bagi kapal 
yang melayani lintas 
pelabuhan antarkabupat-
en/kota dalam provinsi; 
dan 

c. Pemerintah Pusat bagi 
kapal yang melayani lin-
tas pelabuhan antarpro-
vinsi dan/atau antarneg-
ara, berdasarkan norma, 
standar, prosedur, dan 
kriteria yang ditetapkan 
oleh Pemerintah Pusat. 
257 (7) Ketentuan lebih 
lanjut mengenai Perizin-
an Berusaha sebagaima-
na dimaksud pada ayat 
(1), ayat (2), ayat (3), 
ayat (4), ayat (5), dan 
ayat (6) diatur dalam 
Peraturan Pemerintah.

Pasal 30
Ketentuan lebih lanjut menge-
nai tata cara dan persyaratan 
perizinan angkutan di perairan 
diatur dengan Peraturan Pemer-
intah.

Pasal 30 
DIHAPUSKAN

•	 Menghapuskan 
ketentuan penga-
turan lebih lanjut 
tata cara dan per-
syaratan perizinan 
angkutan di perai-
ran.
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Pasal 31
(1) Untuk kelancaran kegiatan 

angkutan di perairan se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6 dapat diselenggara-
kan usaha jasa terkait den-
gan angkutan di perairan.

(2) Usaha jasa terkait se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat berupa: 

a. bongkar muat barang;
b. jasa pengurusan transporta-

si; 
c. angkutan perairan pelabu-

han; 
d. penyewaan peralatan an-

gkutan laut atau peralatan 
jasa terkait dengan angkutan 
laut; 

e. tally mandiri; 
f. depo peti kemas; 
g. pengelolaan kapal (ship 

management);
h. perantara jual beli dan/atau 

sewa kapal (ship broker); 
i. keagenan Awak Kapal (ship 

manning agency); 
j. keagenan kapal; dan 
k. perawatan dan perbaikan 

kapal (ship repairing and 
maintenance).

Pasal 31
(1) Untuk kelancaran kegiatan 

angkutan di perairan se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6 dapat diselenggara-
kan usaha jasa terkait den-
gan angkutan di perairan. 

(2) Usaha jasa terkait dengan 
angkutan di perairan se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat berupa: 

a. bongkar muat barang; 
b. jasa pengurusan transporta-

si; 
c. angkutan perairan pelabu-

han; 
d. penyewaan peralatan an-

gkutan laut atau peralatan 
jasa terkait dengan angkutan 
laut; 

e. tally mandiri; 
f. depo peti kemas; 
g. pengelolaan kapal (ship 

management); 
h. perantara jual beli dan/atau 

sewa kapal; 
i. keagenan Awak Kapal (ship 

manning agency); 
j. keagenan kapal; dan 
k. perawatan dan perbaikan 

kapal (ship repairing and 
maintenance). 

(3) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai usaha jasa terkait 
dengan angkutan di perai-
ran diatur dalam Peraturan 
Pemerintah.

•	 Menambahkan 
ketentuan men-
genai pengaturan 
lebih lanjut dalam 
Peraturan Pemerin-
tah.
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Pasal 32
(1) Usaha jasa terkait se-

bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 31 ayat (2) dilakukan 
oleh badan usaha yang didi-
rikan khusus untuk itu. 

(2) Selain badan usaha yang 
didirikan khusus untuk itu 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) kegiatan bongkar 
muat dapat dilakukan oleh 
perusahaan angkutan laut 
nasional hanya untuk kegia-
tan bongkar muat barang 
tertentu untuk kapal yang 
dioperasikannya. 

(3) Selain badan usaha yang 
didirikan khusus untuk itu 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) kegiatan angkutan 
perairan pelabuhan dapat 
dilakukan oleh perusahaan 
angkutan laut nasional.

Pasal 32
(1) Usaha jasa terkait se-

bagaimana dimaksud dalam 
Pasal31 ayat (2) dilakukan 
oleh Badan Usaha yang 
didirikan khusus untuk 
penyelenggaraan usaha jasa 
terkait dengan angkutan di 
perairan. 

(2) Ketentuan mengenai penye-
lenggaraan usaha jasa 
terkait dengan angkutan 
di perairan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan sesuai dengan 
peraturan perundang-undan-
gan di bidang penanaman 
modal. 

(3) Selain Badan Usaha yang 
didirikan khusus untuk itu 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) kegiatan angkutan 
perairan pelabuhan dapat 
dilakukan oleh perusahaan 
angkutan laut nasional.

•	 Menambahkan 
penjelasan terkait 
dengan tujuan 
pendirian didiri-
kan khusus untuk 
penyelenggaraan 
usaha jasa terkait 
dengan angkutan 
di perairan.

•	 Mengatur lebih 
lanjut ketentuan 
pengangkutan.

Pasal 33
Setiap badan usaha yang didiri-

kan khusus untuk usaha jasa 
terkait sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 32 ayat (1) 
wajib memiliki izin usaha.

Pasal 33
Badan Usaha yang didirikan khu-

sus untuk usaha jasa terkait 
dengan angkutan di perai-
ran sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 32 ayat (1), 
wajib memenuhi Perizinan 
Berusaha dari Pemerintah 
Pusat atau Pemerintah Daer-
ah sesuai kewenangannya 
berdasarkan norma, standar, 
prosedur dan kriteria yang 
ditetapkan oleh Pemerintah 
Pusat.

•	 Menambahkan 
ketentuan perizin-
an dari Pemerintah 
Pusat atau Pemer-
intah Daerah ses-
uai kewenangan-
nya berdasarkan 
norma, standar, 
prosedur dan krite-
ria yang ditetapkan 
oleh Pemerintah 
Pusat

Pasal 34
Ketentuan lebih lanjut mengenai 

tata cara dan persyaratan 
perizinan usaha jasa terkait 
dengan angkutan di perai-
ran diatur dengan Peraturan 
Pemerintah.

Pasal 34
Ketentuan lebih lanjut mengenai 

tata cara dan persyaratan 
Perizinan Berusaha jasa 
terkait dengan angkutan di p 
erairan diatur dalam Peratur-
an Pemerintah.

•	 Mengubah frasa 
“perizinan usaha” 
menjadi “perizinan 
berusaha”
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Pasal 51 
(1) Angkutan multimoda dilaku-

kan oleh badan usaha yang 
telah mendapat izin khusus 
untuk melakukan angkutan 
multimoda dari Pemerintah. 

(2) Badan usaha sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
bertanggung jawab (liabil-
ity) terhadap barang sejak 
diterimanya barang sampai 
diserahkan kepada penerima 
barang.

Pasal 51
(1) Angkutan multimoda dilaku-

kan oleh Badan Usaha yang 
telah memenuhi Perizinan 
Berusaha untuk melakukan 
angkutan multimoda dari 
Pemerintah Pusat. 

(2) Badan Usaha sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
bertanggung jawab terhadap 
barang sejak diterimanya 
barang sampai diserahkan 
kepada penerima barang.

•	 Mengubah keten-
tuan pasal secara 
lebih spesifik 
terhadap perizinan 
di mana Perizinan 
Berusaha diberikan 
oleh Pemerintah 
Pusat.

Pasal 52
Pelaksanaan angkutan multi-
moda dilakukan berdasarkan 1 
(satu) dokumen yang diterbitkan 
oleh penyedia jasa angkutan 
multimoda.

Pasal 52
(1) Pelaksanaan angkutan multi-

moda dilakukan berdasarkan 
dokumen yang diterbitkan 
oleh penyedia jasa angkutan 
multimoda. 

(2) Dokumen sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) dapat 
berupa dokumen elektronik.

•	 Menambahkan 
ketentuan bahwa 
dokumen yang 
dimaksud berupa 
dokumen elektron-
ik.
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Pasal 59
(1) Setiap orang yang melang-

gar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8 ayat 
(2), Pasal 9 ayat (8), Pasal 
28 ayat (4) atau ayat (6), 
atau Pasal 33 dapat dike-
nakan sanksi administratif 
berupa: 
a. peringatan;
b. denda administratif;
c. pembekuan izin atau 

pembekuan sertifikat; 
atau 

d. pencabutan izin atau 
pencabutan sertifikat. 

(2) Setiap orang yang melang-
gar ketentuan Pasal 11 ayat 
(4) atau Pasal 13 ayat (6) 
dapat dikenakan sanksi 
administratif berupa tidak 
diberikan pelayanan jasa 
kepelabuhanan.

(3) Ketentuan lebih lanjut men-
genai tata cara dan prosedur 
pengenaan sanksi adminis-
tratif sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2) 
diatur dengan Peraturan 
Pemerintah.

Pasal 59
(1) Setiap orang yang melang-

gar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8 ayat 
(2), Pasal 9 ayat (5), Pasal 
11 ayat (4), Pasal 13 ayat 
(2), Pasal 19 ayat (2), Pasal 
27, Pasal 28 ayat (4) atau 
ayat (6), Pasal 33, Pasal 38 
ayat (1), Pasal 41 ayat (3), 
Pasal 42 ayat (1), Pasal 46, 
Pasal 47, atau Pasal 54 dike-
nai sanksi administratif. 

(2) Ketentuan lebih lanjut men-
genai kriteria, jenis, besaran 
denda, dan tata cara pen-
genaan sanksi administratif 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur dalam Pera-
turan Pemerintah.

•	 Menghapuskan 
ketentuan spesifik 
mengenai penge-
naan sanksi aki-
bat pelanggaran 
administratif dalam 
pasal ini.

•	 Mengubah klas-
ifikasifikasi dalam 
ketentuan penge-
naan sanksi pasal 
ini, yakni:

- Mengubah menjadi 
Pasal 9 Ayat (5);

- Menambahkan 
Pasal 11 Ayat (4);

- Menambahkan 
Pasal 13 Ayat (2);

- Menambahkan 
Pasal 19 Ayat (2);

- Menambahkan 
Pasal 27;

- Menambahkan 
Pasal 38 Ayat (1);

- Menambahkan 
Pasal 41 Ayat (3)

- Menambahkan 
Pasal 42 Ayat (1);

- Menambahkan 
Pasal 46;

- Menambahkan 
Pasal 47;

- Menambahkan 
Pasal 54. 
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Pasal 90
(1) Kegiatan pengusahaan di 

pelabuhan terdiri atas penye-
diaan dan/atau pelayanan 
jasa kepelabuhanan dan jasa 
terkait dengan kepelabu-
hanan. 

(2) Penyediaan dan/atau pe-
layanan jasa kepelabuhanan 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) meliputi penyediaan 
dan/atau pelayanan jasa 
kapal, penumpang, dan ba-
rang. 

(3) Penyediaan dan/atau pe-
layanan jasa kapal, penump-
ang, dan barang sebagaima-
na dimaksud pada ayat (2) 
terdiri atas: 
a. penyediaan dan/atau 

pelayanan jasa dermaga 
untuk bertambat; 

b. penyediaan dan/atau pe-
layanan pengisian bahan 
bakar dan pelayanan air 
bersih;

c. penyediaan dan/atau 
pelayanan fasilitas naik 
turun penumpang dan/
atau kendaraan; 

d. penyediaan dan/atau 
pelayanan jasa derma-
ga untuk pelaksanaan 
kegiatan bongkar muat 
barang dan peti kemas; 

e. penyediaan dan/atau 
pelayanan jasa gudang 
dan tempat penimbunan 
barang, alat bongkar 
muat, serta peralatan 
pelabuhan; 

Pasal 90
(1) Kegiatan pengusahaan di 

pelabuhan terdiri atas penye-
diaan dan/atau pelayanan 
jasa kepelabuhanan dan jasa 
terkait dengan kepelabu-
hanan. 

(2) Penyediaan dan/atau pe-
layanan jasa kepelabuhanan 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) meliputi penyediaan 
dan/atau pelayanan jasa 
kapal, penumpang, dan ba-
rang. 

(3) Penyediaan dan/atau pe-
layanan jasa kapal, penump-
ang, dan barang sebagaima-
na dimaksud pada ayat (2) 
terdiri atas:
a. penyediaan dan/atau 

pelayanan jasa dermaga 
untuk bertambat; 

b. penyediaan dan/atau pe-
layanan pengisian bahan 
bakar dan pelayanan air 
bersih; 

c. penyediaan dan/atau 
pelayanan fasilitas naik 
turun penumpang dan/
atau kendaraan; 

d. penyediaan dan/atau 
pelayanan jasa derma-
ga untuk pelaksanaan 
kegiatan bongkar muat 
barang dan peti kemas; 

e. penyediaan dan/atau 
pelayanan jasa gudang 
dan tempat penimbunan 
barang, alat bongkar 
muat, serta peralatan 
pelabuhan; 

•	 Menambahakan 
pengaturan ter-
hadap ketentuan 
lebih lanjut pada 
Peraturan Pemerin-
tah.
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f. penyediaan dan/atau 
pelayanan jasa terminal 
peti kemas, curah cair, 
curah kering, dan Ro-Ro;

g. penyediaan dan/atau 
pelayanan jasa bongkar 
muat barang; 

h. penyediaan dan/atau pe-
layanan pusat distribusi 
dan konsolidasi barang; 
dan/atau 

i. penyediaan dan/atau pe-
layanan jasa penundaan 
kapal. 

(4) Kegiatan jasa terkait dengan 
kepelabuhanan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) me-
liputi kegiatan yang menun-
jang kelancaran operasional 
dan memberikan nilai tam-
bah bagi pelabuhan.

f. penyediaan dan/atau 
pelayanan jasa terminal 
peti kemas, curah cair, 
curah kering, dan Ro-Ro; 

g. penyediaan dan/atau 
pelayanan jasa bongkar 
muat barang; 

h. penyediaan dan/atau pe-
layanan pusat distribusi 
dan konsolidasi barang; 
dan/atau 

i. penyediaan dan/atau pe-
layanan jasa penundaan 
kapal.

(4) Kegiatan jasa terkait dengan 
kepelabuhanan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) me-
liputi kegiatan yang menun-
jang kelancaran operasional 
dan memberikan nilai tam-
bah bagi pelabuhan. 

(5) Ketentuan lebih lanjut men-
genai kegiatan pengusahaan 
di pelabuhan diatur dalam 
Peraturan Pemerintah.

Pasal 91
(1) Kegiatan penyediaan dan/

atau pelayanan jasa kepela-
buhanan sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 90 ayat 
(1) pada pelabuhan yang 
diusahakan secara komersial 
dilaksanakan oleh Badan 
Usaha Pelabuhan sesuai 
dengan jenis izin usaha yang 
dimilikinya. 

Pasal 91
(1) Kegiatan penyediaan dan/

atau pelayanan jasa kepela-
buhanan sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 90 ayat 
(1) pada pelabuhan yang 
diusahakan secara komersial 
dilaksanakan oleh Badan 
Usaha Pelabuhan setelah 
memenuhi Perizinan Beru-
saha dari Pemerintah Pusat 
atau Pemerintah Daerah se-
suai dengan kewenangannya 
berdasarkan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria yang 
ditetapkan oleh Pemerintah 
Pusat.

•	 Menambahkan 
ketentuan perizin-
an yang dikeluar-
kan oleh Pemerin-
tah Pusat ataupun 
Daerah harus ber-
dasarkan norma, 
standar, prosedur, 
dan kriteria yang 
ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat.
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(2) Kegiatan pengusahaan yang 
dilakukan oleh Badan Usaha 
Pelabuhan sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) dapat 
dilakukan untuk lebih dari 
satu terminal. 

(3) Kegiatan penyediaan dan/
atau pelayanan jasa kepela-
buhanan sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 90 ayat 
(1) pada pelabuhan yang 
belumdiusahakan secara 
komersial dilaksanakan oleh 
Unit Penyelenggara Pelabu-
han.

(4) Dalam keadaan tertentu, 
terminal dan fasilitas pelabu-
han lainnya pada pelabuhan 
yang diusahakan Unit Penye-
lenggara Pelabuhan dapat 
dilaksanakan oleh Badan 
Usaha Pelabuhan berdasar-
kan perjanjian. 

(5) Kegiatan jasa terkait dengan 
kepelabuhanan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 90 
ayat (1) dapat dilakukan oleh 
orang perseorangan warga 
negara Indonesia dan/atau 
badan usaha.

(2) Kegiatan pengusahaan yang 
dilakukan oleh Badan Usaha 
Pelabuhan sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) dapat 
dilakukan untuk lebih dari 
satu terminal. 

(3) Kegiatan penyediaan dan/
atau pelayanan jasa kepela-
buhanan sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 90 ayat 
(1) pada pelabuhan yang 
belum diusahakan secara 
komersial dilaksanakan oleh 
Unit Penyelenggara Pelabu-
han.  

(4) Dalam keadaan tertentu, 
terminal dan fasilitas pelabu-
han lainnya pada pelabuhan 
yang diusahakan Unit Penye-
lenggara Pelabuhan dapat 
dilaksanakan oleh Badan 
Usaha Pelabuhan berdasar-
kan perjanjian. 

(5) Kegiatan jasa terkait dengan 
kepelabuhanan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 90 
ayat (1) dapat dilakukan oleh 
orang perseorangan warga 
negara Indonesia dan/atau 
Badan Usaha.

Pasal 96
(1) Pembangunan pelabuhan 

laut dilaksanakan berdasar-
kan izin dari:

a. Menteri untuk pelabuhan 
utama dan pelabuhan peng-
umpul; dan 

b. gubernur atau bupati/waliko-
ta untuk pelabuhan peng-
umpan. 

(2) Pembangunan pelabuhan 
laut sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) harus me-
menuhi persyaratan teknis 
kepelabuhanan, kelestarian 
lingkungan, dan memperha-
tikan keterpaduan intradan 
antarmoda transportasi.

Pasal 96
(1) Pembangunan pelabuhan 

laut wajib memenuhi Perizin-
an Berusaha dari: 

a. Pemerintah Pusat untuk 
pelabuhan utama dan pela-
buhan pengumpul; dan 

b. gubernur atau bupati/wali 
kota untuk pelabuhan peng-
umpan 

berdasarkan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria yang 
ditetapkan oleh Pemerintah 
Pusat. 

(2) Pembangunan dan pengop-
erasian pelabuhan laut yang 
dilaksanakan oleh instansi 
pemerintah harus mendapat-
kan persetujuan dari Pemer-
intah Pusat.

•	 Menambah-
kan ketentuan 
perizinan yang 
dikeluarkan oleh 
Pemerintah Pusat 
harus berdasarkan 
norma, standar, 
prosedur, dan kri-
teria yang ditetap-
kan oleh Pemerin-
tah Pusat
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Pasal 97
(1) Pelabuhan laut hanya dapat 

dioperasikan setelah selesai 
dibangun dan memenuhi 
persyaratan operasional ser-
ta memperoleh izin. 

(2) Izin mengoperasikan pelabu-
han laut diberikan oleh:
a. Menteri untuk pelabuhan 

utama dan pelabuhan 
pengumpul; dan 

b. gubernur atau bupati/
walikota untuk pelabu-
han pengumpan.

Pasal 97
(1) dibangun dan memenuhi 

persyaratan operasional ser-
ta wajib memenuhi Perizinan 
Berusaha.

(2) Perizinan Berusaha terkait 
pengoperasian pelabuhan 
laut diberikan oleh: 
a. Pemerintah Pusat untuk 

pelabuhan utama dan 
pelabuhan pengumpul; 
dan 

b. gubernur atau bupati/
wali kota untuk pelabu-
han pengumpan.

sesuai dengan norma, stan-
dar, prosedur, dan kriteria yang 
ditetapkan oleh Pemerintah 
Pusat.

•	 Menambah-
kan ketentuan 
perizinan yang 
dikeluarkan oleh 
Pemerintah Pusat 
harus berdasarkan 
norma, standar, 
prosedur, dan kri-
teria yang ditetap-
kan oleh Pemerin-
tah Pusat

Pasal 98 
(1) Pembangunan pelabuhan 

sungai dan danau wajib 
memperoleh izin dari bupati/
walikota.

(2) Pembangunan pelabuhan 
sungai dan danau se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilaksanakan ber-
dasarkan persyaratan teknis 
kepelabuhanan, kelestarian 
lingkungan, dengan mem-
perhatikan keterpaduan 
intra- dan antarmoda trans-
portasi. 

(3) Pelabuhan sungai dan danau 
hanya dapat dioperasikan 
setelah selesai dibangun dan 
memenuhi persyaratan op-
erasional serta memperoleh 
izin. 

(4) Izin mengoperasikan pelabu-
han sungai dan danau diberi-
kan oleh bupati/walikota.

Pasal 98
(1) Pembangunan pelabuhan 

sungai dan danau wajib me-
menuhi Perizinan Berusaha 
dari bupati/wali kota sesuai 
dengan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria yang 
ditetapkan oleh Pemerintah 
Pusat. 

(2) Pembangunan dan pengo-
perasian pelabuhan sungai 
dan danau yang dilakukan 
oleh instansi pemerintah 
harus mendapatkan persetu-
juan dari Pemerintah Pusat. 

(3) Perizinan Berusaha untuk 
mengoperasikan pelabuhan 
sungai dan danau diberikan 
oleh bupati/wali kota ses-
uai dengan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria yang 
ditetapkan oleh Pemerintah 
Pusat.

•	 Menambah-
kan ketentuan 
perizinan yang 
dikeluarkan oleh 
Pemerintah Pusat 
harus berdasarkan 
norma, standar, 
prosedur, dan kri-
teria yang ditetap-
kan oleh Pemerin-
tah Pusat

•	 Mengubah keten-
tuan pemban-
gunan dan pen-
goperasian yang 
harus berdasarkan 
persetujuan dari 
Pemerintah Pusat.
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Pasal 99
Ketentuan lebih lanjut mengenai 

perizinan pembangunan dan 
pengoperasian pelabuhan 
diatur dengan Peraturan 
Pemerintah.

Pasal 99
Ketentuan lebih lanjut mengenai 

jenis kegiatan pengusahaan 
di pelabuhan serta Perizinan 
Berusaha terkait pemban-
gunan dan pengoperasian 
pelabuhan diatur dalam 
Peraturan Pemerintah.

•	 Menambah-
kan ketentuan 
perizinan yang 
dikeluarkan oleh 
Pemerintah Pusat 
harus berdasarkan 
norma, standar, 
prosedur, dan kri-
teria yang ditetap-
kan oleh Pemerin-
tah Pusat

Pasal 103
Terminal khusus sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 102 
ayat (1):

a. ditetapkan menjadi bagian 
dari pelabuhan terdekat;

b. wajib memiliki Daerah 
Lingkungan Kerja dan Daer-
ah Lingkungan Kepentingan 
tertentu; dan

c. ditempatkan instansi Pemer-
intah yang melaksanakan 
fungsi keselamatan dan 
keamanan pelayaran, serta 
instansi yang melaksanakan 
fungsi pemerintahan sesuai 
dengan kebutuhan.

Pasal 103
DIHAPUSKAN

•	 Menghapuskan 
ketentuan men-
genai Terminal 
Khusus.
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Pasal 104
(1) Terminal khusus sebagaima-

na dimaksud dalam Pasal 
102 ayat (1) hanya dapat 
dibangun dan dioperasikan 
dalam hal: 

a. pelabuhan terdekat tidak 
dapat menampung kegiatan 
pokok tersebut; dan 

b. berdasarkan pertimbangan 
ekonomis dan teknis opera-
sional akan lebih efektif dan 
efisien serta lebih menjamin 
keselamatan dan keamanan 
pelayaran apabila memba-
ngun dan mengoperasikan 
terminal khusus.

(2) Untuk membangun dan 
mengoperasikan terminal 
khusus sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) wajib 
dipenuhi persyaratan teknis 
kepelabuhanan, keselamatan 
dan keamanan pelayaran, 
dan kelestarian lingkungan 
dengan izin dari Menteri.

(3) Izin pengoperasian terminal 
khusus diberikan untuk jang-
ka waktu maksimal 5 (lima) 
tahun dan dapat diperpan-
jang selama memenuhi 
persyaratan berdasarkan 
Undang-Undang ini.

Pasal 104
(1) Terminal khusus sebagaima-

na dimaksud dalam Pasal 
102 ayat (1) hanya dapat 
dibangun dan dioperasikan 
dalam hal: 

a. pelabuhan terdekat tidak 
dapat menampung kegiatan 
pokok tersebut; atau 

b. berdasarkan pertimbangan 
ekonomis dan teknis opera-
sional akan lebih efektif dan 
efisien serta lebih menjamin 
keselamatan dan keamanan 
pelayaran apabila memba-
ngun dan mengoperasikan 
terminal khusus. 

(2) Pembangunan dan pengo-
perasian terminal khusus 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) wajib memenuhi 
Perizinan Berusaha dari Pe-
merintah Pusat.

•	 Menambah-
kan ketentuan 
perizinan yang 
dikeluarkan oleh 
Pemerintah Pusat 
harus berdasarkan 
norma, standar, 
prosedur, dan kri-
teria yang ditetap-
kan oleh Pemerin-
tah Pusat

Pasal 106
Terminal khusus yang sudah 
tidak dioperasikan sesuai dengan 
izin yang telah diberikan dapat 
diserahkan kepada Pemerin-
tah atau dikembalikan seperti 
keadaan semula atau diusulkan 
untuk perubahan status menjadi 
terminal khusus untuk menun-
jang usaha pokok yang lain atau 
menjadi pelabuhan.

Pasal 106
Terminal khusus yang sudah 
tidak dioperasikan sesuai dengan 
Perizinan Berusaha yang telah 
diberikan dapat diserahkan kepa-
da Pemerintah Pusat atau dikem-
balikan seperti keadaan semula 
atau diusulkan untuk perubahan 
status menjadi terminal khusus 
untuk menunjang usaha pokok 
yang lain atau menjadi pelabu-
han.

•	 Mengubah keten-
tuan penyerahan 
terminal khusus 
yang tidak terpakai 
secara lebih spesi-
fik kepada Pemer-
intah Pusat.
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Pasal 107
(1) Terminal khusus sebagaima-

na dimaksud dalam Pasal 
106 yang diserahkan kepada 
Pemerintah dapat berubah 
statusnya menjadi pelabuhan 
setelah memenuhi pers-
yaratan:
a. sesuai dengan Rencana 

Induk Pelabuhan Nasion-
al;

b. layak secara ekonomis 
dan teknis operasional; 

c. membentuk atau mendi-
rikan Badan Usaha Pela-
buhan; 

d. mendapat konsesi dari 
Otoritas Pelabuhan;

e. keamanan, ketertiban, 
dan keselamatan pela-
yaran; dan 

f. kelestarian lingkungan. 
(2) Dalam hal terminal khusus 

berubah status menjadi 
pelabuhan, tanah daratan 
dan/atau perairan, fasilitas 
penahan gelombang, kolam 
pelabuhan, alur-pelayaran, 
dan Sarana Bantu Navi-
gasi-Pelayaran yang dikuasai 
dan dimiliki oleh pengelola 
terminal khusus sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
diserahkan dan dikuasai oleh 
negara

Pasal 107
DIHAPUSKAN

•	 Menghapuskan 
ketentuan penyer-
ahan terminal 
khusus kepada 
pemerintah.

Pasal 111
(1) Kegiatan pelabuhan untuk 

menunjang kelancaran per-
dagangan yang terbuka bagi 
perdagangan luar negeri 
dilakukan oleh pelabuhan 
utama. 

Pasal 111
(1) Kegiatan pelabuhan untuk 

menunjang kelancaran per-
dagangan yang terbuka bagi 
perdagangan luar negeri 
dilakukan oleh pelabuhan 
utama. 

•	 Mengubah keten-
tuan pengaturan 
lebih lanjut dalam 
Peraturan Pemerit-
nah.
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(2) Penetapan pelabuhan se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan berdasar-
kan pertimbangan: 
a. pertumbuhan dan 

pengembangan ekonomi 
nasional; 

b. kepentingan perdagan-
gan internasional;

c. kepentingan pengem-
bangan kemampuan 
angkutan laut nasional; 

d. posisi geografis yang 
terletak pada lintasan 
pelayaran internasional; 

e. Tatanan Kepelabuhanan 
Nasional; 

f. fasilitas pelabuhan; 
g. keamanan dan kedaula-

tan negara; dan 
h. kepentingan nasional 

lainnya. 
(3) Terminal khusus tertentu 

dapat digunakan untuk 
melakukan kegiatan perda-
gangan luar negeri. 

(4) Terminal khusus tertentu 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) wajib memenuhi 
persyaratan: 
a. aspek administrasi;
b. aspek ekonomi;
c. aspek keselamatan dan 

keamanan pelayaran; 
d. aspek teknis fasilitas 

kepelabuhanan; 
e. fasilitas kantor dan 

peralatan penunjang 
bagi instansi pemegang 
fungsi keselamatan dan 
keamanan pelayaran, 
instansi bea cukai, imi-
grasi, dan karantina; dan

f. jenis komoditas khusus.

(2) Penetapan pelabuhan se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan berdasar-
kan pertimbangan:
a. pertumbuhan dan 

pengembangan ekonomi 
nasional; 

b. kepentingan perdagan-
gan internasional; 

c. kepentingan pengem-
bangan kemampuan 
angkutan laut nasional;

d. posisi geografis yang 
terletak pada lintasan 
pelayaran internasional; 

e. Tatanan Kepelabuhanan 
Nasional; 

f. fasilitas pelabuhan; 
g. keamanan dan kedaula-

tan negara; dan 
h. kepentingan nasional 

lainnya. 
(3) Terminal khusus tertentu 

dapat digunakan untuk 
melakukan kegiatan perda-
gangan luar negeri. 

(4) Terminal khusus tertentu 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) wajib memenuhi 
persyaratan: 
a. aspek administrasi; 
b. aspek ekonomi; 
c. aspek keselamatan dan 

keamanan pelayaran; 
d. aspek teknis fasilitas 

kepelabuhanan; 
e. fasilitas kantor dan 

peralatan penunjang 
bagi instansi pemegang 
fungsi keselamatan dan 
keamanan pelayaran, 
instansi bea cukai, imi-
grasi, dan Karantina; dan 

f. jenis komoditas khusus. 
(5) Pelabuhan dan terminal 

khusus yang terbuka bagi 
perdagangan luar negeri 
ditetapkan oleh Menteri.

(5) Pelabuhan dan terminal 
khusus yang terbuka bagi 
perdagangan luar negeri 
ditetapkan oleh Pemerintah 
Pusat.
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Kelaiklaut
-an Kepal

Pasal 124
(1) Setiap pengadaan, pemban-

gunan, dan pengerjaan kapal 
termasuk perlengkapannya 
serta pengoperasian kapal 
di perairan Indonesia harus 
memenuhi persyaratan kese-
lamatan kapal. 

(2) Persyaratan keselamatan 
kapal sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) meliputi: 

a. material;
b. konstruksi; 
c. bangunan; 
d. permesinan dan perlistrikan;
e. stabilitas; 
f. tata susunan serta perleng-

kapan termasuk perlengka-
pan alat penolong dan radio; 
dan 

g. elektronika kapal.

Pasal 124
Setiap pengadaan, pembangu-

nan, dan pengerjaan kapal 
termasuk perlengkapannya 
serta pengoperasian kapal 
di perairan Indonesia harus 
memenuhi persyaratan kes-
elamatan kapal yang sesuai 
dengan ketentuan standar 
internasional.

•	 Menghapuskan 
ketentuan pers-
yaraatan dalam hal 
keselamatan kapal 
dengan mengikuti 
standar interna-
tional

Pasal 125
(1) Sebelum pembangunan dan 

pengerjaan kapal termasuk 
perlengkapannya, pemilik 
atau galangan kapal wajib 
membuat perhitungan dan 
gambar rancang bangun 
serta data kelengkapannya. 

(2) Pembangunan atau penger-
jaan kapal yang merupakan 
perombakan harus sesuai 
dengan gambar rancang 
bangun dan data yang telah 
mendapat pengesahan dari 
Menteri. 

(3) Pengawasan terhadap pem-
bangunan dan pengerjaan 
perombakan kapal dilakukan 
oleh Menteri.

Pasal 125
(1) Sebelum pembangunan dan 

pengerjaan kapal termasuk 
perlengkapannya, pemilik 
atau galangan kapal wajib 
membuat perhitungan dan 
gambar rancang bangun 
serta data kelengkapannya. 

(2) Pembangunan atau penger-
jaan kapal yang merupakan 
perombakan harus dilakukan 
sesuai dengan gambar ran-
cang bangun dan data yang 
telah memenuhi Perizinan 
Berusaha dari Pemerintah 
Pusat. 

(3) Pengawasan terhadap pem-
bangunan dan pengerjaan 
perombakan kapal dilakukan 
oleh Pemerintah Pusat.

•	 Mengubah keten-
tuan perizinan dan 
wewenang dalam 
pasal ini kepada 
Pemerintah Pusat.
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Pasal 126
(1) Kapal yang dinyatakan me-

menuhi persyaratan kesela-
matan kapal diberi sertifikat 
keselamatan oleh Menteri.

(2) Sertifikat keselamatan se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) terdiri atas:
a. sertifikat keselamatan 

kapal penumpang; 
b. sertifikat keselamatan 

kapal barang; dan 
c. sertifikat kelaikan dan 

pengawakan kapal pen-
angkap ikan. 

(3) Keselamatan kapal ditentu-
kan melalui pemeriksaan dan 
pengujian. 

(4) Terhadap kapal yang telah 
memperoleh sertifikat se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan penilikan 
secara terus-menerus sam-
pai kapal tidak digunakan 
lagi. 

(5) Pemeriksaan dan pengujian 
serta penilikan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dan 
ayat (4) wajib dilakukan oleh 
pejabat pemerintah yang 
diberi wewenang dan memi-
liki kompetensi.

Pasal 126
(1) Kapal yang dinyatakan me-

menuhi persyaratan kesela-
matan kapal diberi sertifikat 
keselamatan oleh Pemerin-
tah Pusat. 

(2) Sertifikat keselamatan se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) terdiri atas: 
a. sertifikat keselamatan 

kapal penumpang; 
b. sertifikat keselamatan 

kapal barang; dan 
c. sertifikat kelaikan dan 

pengawakan kapal pen-
angkap ikan.

•	 Mengubah keten-
tuan pemenuhan 
persyaratan men-
jadi kepada Pemer-
intah Pusat.

•	 Menghapuskan 
ketentuan standar 
klasifikasi kesela-
matan berdasarkan 
pemeriksaan dan 
pengujian.

•	 Menghapuskan 
ketentuan terha-
dap penggunaan 
sertifikat yang 
digunakan hingga 
kapal tidak digu-
nakan lagi.
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Pasal 127
(1) Sertifikat kapal tidak berlaku 

apabila: 
a. masa berlaku sudah 

berakhir; 
b. tidak melaksanakan 

pengukuhan sertifikat 
(endorsement); 

c. kapal rusak dan dinya-
takan tidak memenuhi 
persyaratan keselamatan 
kapal;

d. kapal berubah nama; 
e. kapal berganti bendera; 
f. kapal tidak sesuai lagi 

dengan data teknis 
dalam sertifikat kesela-
matan kapal;

g. kapal mengalami perom-
bakan yang mengakibat-
kan perubahan kon-
struksi kapal, perubahan 
ukuran utama kapal, 
perubahan fungsi atau 
jenis kapal; 

h. kapal tenggelam atau 
hilang; atau 

i. kapal ditutuh (scrap-
ping). 

(2) Sertifikat kapal dibatalkan 
apabila:
a. keterangan dalam doku-

men kapal yang digu-
nakan untuk penerbitan 
sertifikat ternyata tidak 
sesuai dengan keadaan 
sebenarnya; 

b. kapal sudah tidak me-
menuhi persyaratan 
keselamatan kapal; atau 

c. sertifikat diperoleh se-
cara tidak sah.

Pasal 127
(1) Sertifikat kapal tidak berlaku 

apabila: 
a. masa berlaku sudah 

berakhir; 
b. tidak melaksanakan 

pengukuhan sertifikat 
(endorsement); 

c. kapal rusak dan dinya-
takan tidak memenuhi 
persyaratan keselamatan 
kapal;

d. kapal berubah nama; 
e. kapal berganti bendera; 
f. kapal tidak sesuai den-

gan data-data teknis 
dalam sertifikat kesela-
matan kapal;

g. kapal mengalami perom-
bakan yang mengakibat-
kan perubahan kon-
struksi kapal, perubahan 
ukuran utama kapal, dan 
perubahan fungsi, atau 
jenis kapal; 

h. kapal tenggelam atau 
hilang; atau i. kapal ditu-
tuh (scrapping).

(2) Sertifikat kapal dibatalkan 
apabila: 
a. keterangan dalam doku-

men kapal yang digu-
nakan untuk penerbitan 
sertifikat ternyata tidak 
sesuai dengan keadaan 
sebenarnya; 

b. kapal sudah tidak me-
menuhi persyaratan 
keselamatan kapal; atau 

c. sertifikat diperoleh se-
cara tidak sah.  

•	 Menambhkan 
klasifikasi ketidak-
berlakuan setifikat 
kapal terhadap 
kapal ditutuh.

•	 Menambahkan 
ketentuan setifikasi 
yang didasarkan 
pada ketentuan 
international.

•	 Menambahkan 
ketentuan terha-
dap pengaturan 
lebih lanjut terkait 
tata cara pembata-
lan pada Peraturan 
Pemeritnah.
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(3) Ketentuan lebih lanjut men-
genai tata cara pembatalan 
sertifikat sebagaimana di-
maksud pada ayat (2) diatur 
dengan Peraturan Menteri.

(3) Persyaratan sertifikat kapal 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2) dapat 
disesuaikan berdasarkan 
ketentuan standar internasi-
onal. 

(4) Ketentuan lebih lanjut men-
genai tata cara pembatalan 
sertifikat sebagaimana di-
maksud pada ayat (2) diatur 
dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 129
(1) Kapal berdasarkan jenis dan 

ukuran tertentu wajib diklas-
ifikasikan pada badan klasifi-
kasi untuk keperluan pers-
yaratan keselamatan kapal. 

(2) Badan klasifikasi nasional 
atau badan klasifikasi asing 
yang diakui dapat ditunjuk 
melaksanakan pemeriksaan 
dan pengujian terhadap 
kapal untuk memenuhi pers-
yaratan keselamatan kapal. 

(3) Pengakuan dan penunjukan 
badan klasifikasi sebagaima-
na dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan oleh Menteri. 

(4) Badan klasifikasi yang ditun-
juk sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) wajib mel-
aporkan kegiatannya kepada 
Menteri.

Pasal 129
(1) Kapal berdasarkan jenis dan 

ukuran tertentu wajib diklas-
ifikasikan pada badan klasifi-
kasi untuk keperluan pers-
yaratan keselamatan kapal. 

(2) Badan klasifikasi nasional 
atau badan klasifikasi asing 
yang diakui dapat ditunjuk 
melaksanakan pemeriksaan 
dan pengujian terhadap 
kapal untuk memenuhi pers-
yaratan keselamatan kapal. 

(3) Pengakuan dan penunjukan 
badan klasifikasi sebagaima-
na dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan oleh Pemerintah 
Pusat. 

(4) Badan klasifikasi yang ditun-
juk sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) wajib mel-
aporkan kegiatannya kepada 
Pemerintah Pusat.

•	 Mengubah kentet-
uan yang diatur 
oleh Menteri men-
jadi oleh Pemerin-
tah Pusat.
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Pasal 130 
(1) Setiap kapal yang memper-

oleh sertifikat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 126 
ayat (1) wajib dipelihara 
sehingga tetap memenuhi 
persyaratan keselamatan 
kapal. 

(2) Pemeliharaan kapal se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan secara 
berkala dan sewaktu-waktu. 

(3) Dalam keadaan tertentu 
Menteri dapat memberi-
kan pembebasan sebagian 
persyaratan yang ditetapkan 
dengan tetap memperhati-
kan keselamatan kapal.

Pasal 130
(1) Setiap kapal yang memper-

oleh sertifikat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 126 
ayat (1) wajib dipelihara 
sehingga tetap memenuhi 
persyaratan keselamatan 
kapal. 

(2) Dalam keadaan tertentu 
Pemerintah Pusat dapat 
memberikan pembebasan 
sebagian persyaratan yang 
ditetapkan dengan tetap 
memperhatikan keselamatan 
kapal 

(3) Pemeliharaan kapal se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan secara 
berkala dan sewaktu-waktu.

•	 Mengubah kentet-
uan yang diatur 
oleh Menteri men-
jadi oleh Pemerin-
tah Pusat.

•	 Menambahkan 
ketentuan pemeli-
haran kapal yang 
dapat dilakukan 
secara berkala dan 
sewaktu-waktu.

Pasal 133
Ketentuan lebih lanjut menge-

nai tata cara pengesahan 
gambar dan pengawasan 
pembangunan kapal, serta 
pemeriksaan dan sertifikasi 
keselamatan kapal diatur 
dengan Peraturan Menteri.

Pasal 133
Ketentuan lebih lanjut menge-

nai tata cara pengesahan 
gambar dan pembangunan 
kapal serta pemeriksaan 
dan sertifikasi keselamatan 
kapal diatur dalam Peraturan 
Pemerintah.

•	 Mengubah keten-
tuan pengaturan 
lebih lanjut pada 
Peraturan Pemerin-
tah.
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Pasal 155
(1) Setiap kapal sebelum dioper-

asikan wajib dilakukan pen-
gukuran oleh pejabat pemer-
intah yang diberi wewenang 
oleh Menteri. 

(2) Pengukuran kapal se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat dilakukan 
menurut 3 (tiga) metode, 
yaitu: 

a. pengukuran dalam negeri 
untuk kapal yang berukuran 
panjang kurang dari 24 (dua 
puluh empat) meter; 

b. pengukuran internasional 
untuk kapal yang berukuran 
panjang 24 (dua puluh em-
pat) meter atau lebih; dan 

c. pengukuran khusus untuk 
kapal yang akan melalui 
terusan tertentu. 

(3) Berdasarkan pengukuran 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diterbitkan Surat 
Ukur untuk kapal dengan 
ukuran tonase kotor seku-
rang-kurangnya GT 7 (tujuh) 
Gross Tonnage). 

(4) Surat Ukur sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) 
diterbitkan oleh Menteri dan 
dapat dilimpahkan kepada 
pejabat yang ditunjuk.

Pasal 155
(1) Setiap kapal sebelum dioper-

asikan wajib dilakukan pen-
gukuran oleh pejabat pemer-
intah yang diberi wewenang 
oleh Pemerintah Pusat. 

(2) Pengukuran kapal se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat dilakukan 
menurut 3 (tiga) metode, 
yaitu sebagai berikut:

a. pengukuran dalam negeri 
untuk kapal yang berukuran 
panjang kurang dari 24 (dua 
puluh empat) meter; 

b. pengukuran internasional 
untuk kapal yang berukuran 
panjang 24 (dua puluh em-
pat) meter atau lebih; dan 

c. pengukuran khusus untuk 
kapal yang akan melalui 
terusan tertentu. 

(3) Berdasarkan pengukuran 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diterbitkan Surat 
Ukur untuk kapal dengan 
ukuran tonase kotor seku-
rang-kurangnya GT 7 (tujuh 
gross tonnage). 

(4) Surat Ukur sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) 
diterbitkan oleh Pemerintah 
Pusat dan dapat dilimpahkan 
kepada pejabat yang ditun-
juk.

•	 Mengubah keten-
tuan pengaturan 
lebih lanjut oleh 
Menteri menjadi 
Pemerintah Pusat.

Pasal 157
(1) Pemilik, operator kapal, 

atau Nakhoda harus segera 
melaporkan secara tertulis 
kepada Menteri apabila ter-
jadi perombakan kapal yang 
menyebabkan perubahan 
data yang ada dalam Surat 
Ukur. 

(2) Apabila terjadi perubahan 
data sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), pengukuran 
ulang kapal harus segera 
dilakukan.

Pasal 157
(1) Pemilik, operator kapal, atau 

Nakhoda melaporkan kepada 
Pemerintah Pusat dalam hal 
terjadi perombakan kapal 
yang menyebabkan peru-
bahan data yang ada dalam 
Surat Ukur. 

(2) Pelaporan sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) dapat 
dilakukan secara elektronik.

•	 Mengubah keten-
tuan pelaporan 
menjadi secara 
elektronik.
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Pasal 158
(1) Kapal yang telah diukur dan 

mendapat Surat Ukur dapat 
didaftarkan di Indonesia 
oleh pemilik kepada Pejabat 
Pendaftar dan Pencatat Balik 
Nama Kapal yang ditetapkan 
oleh Menteri. 

(2) Kapal yang dapat didaftar di 
Indonesia yaitu: 

a. kapal dengan ukuran tonase 
kotor sekurangkurangnya GT 
7 (tujuh Gross Tonnage); 

b. kapal milik warga negara 
Indonesia atau badan hukum 
yang didirikan berdasar-
kan hukum Indonesia dan 
berkedudukan di Indonesia; 
dan 

c. kapal milik badan hukum 
Indonesia yang merupakan 
usaha patungan yang may-
oritas sahamnya dimiliki oleh 
warga negara Indonesia. 

(3) Pendaftaran kapal dilakukan 
dengan pembuatan akta 
pendaftaran dan dicatat da-
lam daftar kapal Indonesia. 

(4) Sebagai bukti kapal telah 
terdaftar, kepada pemi-
lik diberikan grosse akta 
pendaftaran kapal yang ber-
fungsi pula sebagai bukti hak 
milik atas kapal yang telah 
didaftar.  

(5) Pada kapal yang telah didaft-
ar wajib dipasang Tanda 
Pendaftaran.

Pasal 158
(1) Kapal yang telah diukur dan 

mendapat Surat Ukur dapat 
didaftarkan di Indonesia 
oleh pemilik kepada Pejabat 
Pendaftar dan Pencatat Balik 
Nama Kapal yang ditetapkan 
oleh Pemerintah Pusat. 

(2) Kapal yang dapat didaftar di 
Indonesia yaitu: 

a. kapal dengan ukuran tonase 
kotor sekurangkurangnya GT 
7 (tujuh gross tonnage); 

b. kapal milik warga negara 
Indonesia atau badan hukum 
yang didirikan berdasar-
kan hukum Indonesia dan 
berkedudukan di Indonesia; 
dan 

c. kapal milik badan hukum 
Indonesia yang merupakan 
usaha patungan yang may-
oritas sahamnya dimiliki oleh 
warga negara Indonesia. 

(3) Pendaftaran kapal dilakukan 
dengan pembuatan akta 
pendaftaran dan dicatat da-
lam daftar kapal Indonesia.

(4) Sebagai bukti kapal telah 
terdaftar, kepada pemilik 
diberi grosse akta pendaft-
aran kapal yang berfungsi 
sebagai bukti hak milik atas 
kapal yang telah didaftar. 

(5) Kapal yang telah didaft-
ar wajib dipasang Tanda 
Pendaftaran.

•	 Mengubah keten-
tuan pengaturan 
lebih lanjut oleh 
Menteri menjadi 
Pemerintah Pusat.

Pasal 159
(1) Pendaftaran kapal dilakukan 

di tempat yang ditetapkan 
oleh Menteri. 

(2) Pemilik kapal bebas memilih 
salah satu tempat pendaft-
aran kapal sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) untuk 
mendaftarkan kapalnya.

Pasal 159
(1) Pendaftaran kapal dilakukan 

di tempat yang ditetapkan 
oleh Pemerintah Pusat. 

(2) Pemilik kapal bebas memilih 
salah satu tempat pendaft-
aran kapal sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) untuk 
mendaftarkan kapalnya.

•	 Mengubah keten-
tuan pengaturan 
lebih lanjut oleh 
Menteri menjadi 
Pemerintah Pusat.
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Pasal 163
(1) Kapal yang didaftar di In-

donesia dan berlayar di laut 
diberikan Surat Tanda Ke-
bangsaan Kapal Indonesia 
oleh Menteri. 

(2) Surat Tanda Kebangsaan 
Kapal Indonesia sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
diberikan dalam bentuk: 
a. Surat Laut untuk kapal 

berukuran GT 175 (ser-
atus tujuh puluh lima 
Gross Tonnage) atau 
lebih; 

b. Pas Besar untuk kapal 
berukuran GT 7 (tujuh 
Gross Tonnage) sampai 
dengan ukuran kurang 
dari GT 175 (seratus 
tujuh puluh lima Gross 
Tonnage); atau 

c. Pas Kecil untuk kapal be-
rukuran kurang dari GT 
7 (tujuh Gross Tonnage). 

(3) Kapal yang hanya berlayar di 
perairan sungai dan danau 
diberikan pas sungai dan 
danau. 

Pasal 163
(1) Kapal yang didaftar di In-

donesia dan berlayar di laut 
diberi Surat Tanda Kebang-
saan Kapal Indonesia oleh 
Pemerintah Pusat.

(2) Surat Tanda Kebangsaan 
Kapal Indonesia sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
diberikan dalam bentuk: 
a. Surat Laut untuk kapal 

berukuran GT 175 (ser-
atus tujuh puluh lima 
gross tonnage) atau 
lebih; 

b. Pas Besar untuk kapal 
berukuran GT 7 (tujuh 
gross tonnage) sampai 
dengan ukuran kurang 
dari GT 175 (seratus 
tujuh puluh lima gross 
tonnag ); atau 

c. Pas Kecil untuk kapal be-
rukuran kurang dari GT 
7 (tujuh gross tonnage). 

(3) Kapal yang hanya berlayar di 
perairan sungai dan danau 
diberi pas sungai dan danau.

•	 Mengubah keten-
tuan pengaturan 
lebih lanjut oleh 
Menteri menjadi 
Pemerintah Pusat.

Pasal 168
Ketentuan lebih lanjut menge-
nai tata cara pengukuran dan 
penerbitan surat ukur, tata cara, 
persyaratan, dan dokumentasi 
pendaftaran kapal, serta tata 
cara dan persyaratan penerbitan 
Surat Tanda Kebangsaan Kapal 
diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 168
Ketentuan lebih lanjut menge-
nai tata cara pengukuran dan 
penerbitan surat ukur, tata cara, 
persyaratan, dan dokumentasi 
pendaftaran kapal serta tata 
cara dan persyaratan penerbitan 
Surat Tanda Kebangsaan Kapal 
diatur dalam Peraturan Pemerin-
tah.

•	 Mengubah keten-
tuan pengaturan 
lebih lanjut oleh 
Menteri menjadi 
Pemerintah Pusat.
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Pasal 169
(1) Pemilik atau operator kapal 

yang mengoperasikan kapal 
untuk jenis dan ukuran 
tertentu harus memenuhi 
persyaratan manajemen ke-
selamatan dan pencegahan 
pencemaran dari kapal. 

(2) Kapal yang telah memenuhi 
persyaratan manajemen 
keselamatan dan pencega-
han pencemaran dari kapal 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diberi sertifikat. 

(3) Sertifikat manajemen kes-
elamatan dan pencegahan 
pencemaran dari kapal 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) berupa Dokumen 
Penyesuaian Manajemen 
Keselamatan (Document 
of Compliance/DOC) untuk 
perusahaan dan Sertifikat 
Manajemen Keselamatan 
(Safety Management Certifi-
cate/SMC) untuk kapal. 

(4) Sertifikat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) 
diterbitkan setelah dilakukan 
audit eksternal oleh pejabat 
pemerintah yang memiliki 
kompetensi atau lembaga 
yang diberikan kewenangan 
oleh Pemerintah. 

(5) Sertifikat Manajemen Kes-
elamatan dan Pencegahan 
Pencemaran diterbitkan oleh 
pejabat yang ditunjuk oleh 
Menteri. 

Pasal 169
(1) Pemilik atau operator kapal 

yang mengoperasikan kapal 
untuk jenis dan ukuran 
tertentu harus memenuhi 
persyaratan manajemen ke-
selamatan dan pencegahan 
pencemaran dari kapal. 

(2) Kapal yang telah memenuhi 
persyaratan manajemen 
keselamatan dan pencega-
han pencemaran dari kapal 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diberi sertifikat. 

(3) Sertifikat manajemen kes-
elamatan dan pencegahan 
pencemaran dari kapal 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) berupa Dokumen 
Penyesuaian Manajemen 
Keselamatan (Document of 
Compliance) untuk perusa-
haan dan Sertifikat Mana-
jemen Keselamatan (Safety 
Management Certificate) 
untuk kapal. 

(4) Sertifikat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) 
diterbitkan setelah dilakukan 
audit eksternal oleh pejabat 
pemerintah yang memiliki 
kompetensi atau lembaga 
yang diberikan kewenangan 
oleh Pemerintah Pusat.

(5) Sertifikat Manajemen Kes-
elamatan dan Pencegahan 
Pencemaran diterbitkan oleh 
pejabat yang ditunjuk oleh 
Pemerintah Pusat. 

•	 Mengubah keten-
tuan pengaturan 
lebih lanjut oleh 
Menteri menjadi 
Pemerintah Pusat.

(6) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai tata cara audit 
dan penerbitan sertifikat 
manajemen keselamatan 
dan pencegahan pencema-
ran dari kapal diatur dengan 
Peraturan Menteri.

(6) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai tata cara audit 
dan penerbitan sertifikat 
manajemen keselamatan 
dan pencegahan pencema-
ran diatur dalam Peraturan 
Pemerintah.
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Pasal 170 
(1) Pemilik atau operator kapal 

yang mengoperasikan kapal 
untuk ukuran tertentu harus 
memenuhi persyaratan ma-
najemen keamanan kapal. 

(2) Kapal yang telah memenuhi 
persyaratan manajemen 
keamanan kapal sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
diberi sertifikat.

(3) Sertifikat Manajemen Kea-
manan Kapal sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) 
berupa Sertifikat Keamanan 
Kapal Internasional (Interna-
tional Ship Security Certifi-
cate/ISSC).

(4)  Sertifikat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) 
diterbitkan setelah dilakukan 
audit eksternal oleh pejabat 
pemerintah yang memiliki 
kompetensi atau lembaga 
yang diberikan kewenangan 
oleh Pemerintah. 

(5) Sertifikat Manajemen Kea-
manan Kapal diterbitkan oleh 
pejabat berwenang yang 
ditunjuk oleh Menteri. 

(6) Ketentuan lebih lanjut men-
genai tata cara audit dan 
penerbitan sertifikat manaje-
men keamanan kapal diatur 
dengan Peraturan Menteri.

Pasal 170
(1) Pemilik atau operator kapal 

yang mengoperasikan kapal 
untuk ukuran tertentu harus 
memenuhi persyaratan ma-
najemen keamanan kapal. 

(2) Kapal yang telah memenuhi 
persyaratan manajemen 
keamanan kapal sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
diberi sertifikat. 

(3) Sertifikat Manajemen Kea-
manan Kapal sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) 
berupa Sertifikat Keamanan 
Kapal Internasional (Interna-
tional Ship Security Certifi-
cate). 

(4) Sertifikat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) 
diterbitkan setelah dilakukan 
audit eksternal oleh pejabat 
pemerintah yang memiliki 
kompetensi atau lembaga 
yang diberikan kewenangan 
oleh Pemerintah Pusat.

(5) Sertifikat Manajemen Kea-
manan Kapal diterbitkan oleh 
pejabat berwenang yang 
ditunjuk oleh Pemerintah 
Pusat. 

(6) Ketentuan lebih lanjut men-
genai tata cara audit dan 
penerbitan sertifikat manaje-
men keamanan kapal diatur 
dalam Peraturan Pemerintah

•	 Mengubah keten-
tuan pengaturan 
lebih lanjut oleh 
Menteri menjadi 
Pemerintah Pusat.
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Pasal 171
(1) Setiap orang yang melang-

gar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 125 
ayat (1), Pasal 129 ayat (1) 
atau ayat (4), Pasal 130 ayat 
(1), Pasal 132 ayat (1) atau 
ayat (2), Pasal 137 ayat (1) 
atau ayat (2), Pasal 138 ayat 
(1) atau ayat (2), Pasal 141 
ayat (1) atau ayat (2), Pasal 
152 ayat (1), Pasal 156 ayat 
(1), Pasal 160 ayat (1), Pasal 
162 ayat (1), atau Pasal 165 
ayat (1) dikenakan sanksi 
administratif, berupa

a. peringatan;
b. denda administratif; 
c. pembekuan izin atau pem-

bekuan sertifikat;
d. pencabutan izin atau pen-

cabutan sertifikat; 
e. tidak diberikan sertifikat; 

atau 
f. tidak diberikan Surat Per-

setujuan Berlayar.
(2) Pejabat pemerintah yang 

melanggar ketentuan se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 126 ayat (5) dikenakan 
sanksi administratif sesuai 
dengan ketentuan peratur-
an perundang-undangan di 
bidang kepegawaian. 

(3) Ketentuan lebih lanjut men-
genai tata cara dan prosedur 
pengenaan sanksi adminis-
tratif sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2) 
diatur dengan Peraturan 
Pemerintah.

Pasal 171
(1) Setiap orang yang melang-

gar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 96 
ayat (1), Pasal 97 ayat (1), 
Pasal 98 ayat (1), Pasal 100 
ayat (3), Pasal 104 ayat (2), 
268 Pasal 106, Pasal 125 
ayat (1), Pasal 130 ayat (1), 
131 ayat (2), Pasal 132 ayat 
(1) atau ayat (2), Pasal 135, 
Pasal 137 ayat (1) atau ayat 
(2), Pasal 138 ayat (1) atau 
ayat (2), Pasal 141 ayat (1) 
atau ayat (2), Pasal 149 ayat 
(1), Pasal 152 ayat (1), Pasal 
156 ayat (1), Pasal 158 ayat 
(5), Pasal 160 ayat (1), Pasal 
162 ayat (1), atau Pasal 
165 ayat (1) dikenai sanksi 
Administratif

(2) Pejabat pemerintah yang 
melanggar ketentuan se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 126 dikenai sanksi 
administratif sesuai dengan 
ketentuan peraturan perun-
dang-undangan di bidang 
kepegawaian. 

(3) Ketentuan lebih lanjut men-
genai kriteria, jenis, besaran 
denda, dan tata cara pen-
genaan sanksi administratif 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur dalam Pera-
turan Pemerintah.

•	 Mengubah klas-
ifikasi-klasifikasi 
pasal yang terma-
suk dalam ketentu-
an pasal ini.

•	 Menghapuskan kla-
sifikasi sanksi yang 
diberikan.
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JELASAN

Kenaviga
-sian

Pasal 197
(1) Untuk kepentingan kesela-

matan dan keamanan pela-
yaran, desain dan pekerjaan 
pengerukan alurpelayaran 
dan kolam pelabuhan, serta 
reklamasi wajib mendapat 
izin Pemerintah. 

(2) Pekerjaan pengerukan 
alur-pelayaran dan kolam 
pelabuhan serta reklamasi 
dilakukan oleh perusahaan 
yang mempunyai kemam-
puan dan kompetensi dan 
dibuktikan dengan sertifikat 
yang diterbitkan oleh instan-
si yang berwenang sesuai 
dengan ketentuan peraturan 
perundangundangan.

Pasal 197
(1) Untuk kepentingan kesela-

matan dan keamanan pela-
yaran, desain dan pekerjaan 
pengerukan alurpelayaran 
dan kolam pelabuhan, serta 
reklamasi wajib memenuhi 
Perizinan Berusaha dari Pe-
merintah Pusat atau Pemer-
intah Daerah sesuai dengan 
kewenangannya berdasarkan 
norma, standar, prosedur, 
dan kriteria yang ditetapkan 
oleh Pemerintah Pusat. 

(2) Pekerjaan pengerukan 
alur-pelayaran dan kolam 
pelabuhan serta reklamasi 
dilakukan oleh perusahaan 
yang mempunyai kemam-
puan dan kompetensi dan 
dibuktikan dengan sertifikat 
yang diterbitkan oleh instan-
si yang berwenang sesuai 
dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut men-
genai desain dan pekerjaan 
pengerukan alur-pelayaran, 
kolam pelabuhan, dan rekla-
masi serta sertifikasi pelak-
sana pekerjaan diatur dalam 
Peraturan Pemerintah.

•	 Mengubah ken-
tentuan perizinan 
yang harus di-
dasarkan oleh 
norma, standar, 
prosedur, dan kri-
teria yang ditetap-
kan oleh Pemerin-
tah Pusat.

•	 Mengatur lebih 
lanjut ketentuan 
pasal ini dalam 
peraturan pemerit-
nah 

Pasal 204
(1) Kegiatan salvage dilakukan 

terhadap kerangka kapal 
dan/atau muatannya yang 
mengalami kecelakaan atau 
tenggelam. 

(2) Setiap kegiatan salvage dan 
pekerjaan bawah air harus 
memperoleh izin dan me-
menuhi persyaratan teknis 
keselamatan dan keamanan 
pelayaran dari Menteri.

Pasal 204
(1) Kegiatan salvage dilakukan 

terhadap kerangka kapal 
dan/atau muatannya yang 
mengalami kecelakaan atau 
tenggelam. 

(2) Setiap kegiatan salvage dan 
pekerjaan bawah air wajib 
memenuhi Perizinan Berusa-
ha dari Pemerintah Pusat.

•	 Mengubah keten-
tuan perizinan 
menjadi kepada 
Pemerintah Pusat
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TOPIK NOMOR PASAL UU CIPTA KERJA RANGKUMAN PEN-
JELASAN

Syahban-
dar

Pasal 213
(1) Pemilik, Operator Kapal, atau 

Nakhoda wajib memberita-
hukan kedatangan kapalnya 
di pelabuhan kepada Syah-
bandar. 

(2) Setiap kapal yang memasuki 
pelabuhan wajib menyer-
ahkan surat, dokumen, dan 
warta kapal kepada Syah-
bandar seketika pada saat 
kapal tiba di pelabuhan un-
tuk dilakukan pemeriksaan.  

(3) Setelah dilakukan pemerik-
saan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) surat, doku-
men, dan warta kapal disim-
pan oleh Syahbandar untuk 
diserahkan kembali bersa-
maan dengan diterbitkannya 
Surat Persetujuan Berlayar. 

(4) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai tata cara pember-
itahuan kedatangan kapal, 
pemeriksaan, penyerahan, 
serta penyimpanan surat, 
dokumen, dan warta kapal 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), ayat (2), dan ayat 
(3) diatur dengan Peraturan 
Menteri.

Pasal 213
(1) Pemilik, Operator Kapal, atau 

Nakhoda wajib memberita-
hukan kedatangan kapalnya 
di pelabuhan kepada Syah-
bandar. 

(2) Setiap kapal yang memasuki 
pelabuhan wajib menyer-
ahkan surat, dokumen, dan 
warta Kapal kepada Syah-
bandar seketika pada saat 
kapal tiba di pelabuhan dan/
atau menyampaikan secara 
elektronik sebelum kapal tiba 
untuk dilakukan pemerik-
saan. 

(3) Setelah dilakukan pemerik-
saan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), surat, doku-
men, dan warta kapal disim-
pan oleh Syahbandar untuk 
diserahkan kembali bersa-
maan dengan diterbitkannya 
Surat Persetujuan Berlayar. 

(4) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai tata cara pember-
itahuan kedatangan kapal, 
pemeriksaan, penyerahan, 
serta penyimpanan surat, 
dokumen, dan warta kapal 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), ayat (2), dan ayat 
(3) diatur dalam Peraturan 
Pemerintah.

•	 Menambahkan 
ketentuan penyer-
ahan dokumen 
dan warta dalam 
bentuk dokumen

•	 Mengaturan lebih 
lanjut dalam Pera-
turan Pemerintah
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TOPIK NOMOR PASAL UU CIPTA KERJA RANGKUMAN PEN-
JELASAN

Pasal 225
(1) Setiap orang yang melang-

gar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 213 
ayat (1) atau ayat (2), Pasal 
214, atau Pasal 215 dike-
nakan sanksi administratif, 
berupa: 

a. peringatan; 
b. pembekuan izin atau pem-

bekuan sertifikat; atau 
c. pencabutan izin. 
(2) Ketentuan lebih lanjut men-

genai tata cara dan prosedur 
pengenaan sanksi adminis-
tratif sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur dengan 
Peraturan Pemerintah.

Pasal 225
(1) Setiap orang yang melang-

gar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 203 
ayat (1), Pasal 204 ayat (2), 
Pasal 213 ayat (1) atau ayat 
(2), Pasal 214, Pasal 215, 
atau Pasal 216 ayat (1) dike-
nai sanksi administratif. 

(2) Ketentuan lebih lanjut men-
genai kriteria, jenis, besaran 
denda, dan tata cara pen-
genaan sanksi administratif 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur dalam Pera-
turan Pemerintah.

•	 Mengubah klasifi-
kasi pasal dalam 
pengenaan sanksi 
Administratif

•	 Menghapuskan 
klasifikasi sanksi 
Administratif yang 
dapat dikenakan.

Perlindung
-an 
Lingkun-
gan
Maritim

Pasal 243
(1) Setiap orang yang melang-

gar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 230 
ayat (2), Pasal 233 ayat (3), 
Pasal 234, Pasal 235, atau 
Pasal 239 ayat (2) dikenakan 
sanksi administratif berupa: 

a. peringatan; 
b. denda administratif; 
c. pembekuan izin; atau 
d. pencabutan izin. 
(2) Ketentuan lebih lanjut men-

genai tata cara dan prosedur 
pengenaan sanksi adminis-
tratif sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur dengan 
Peraturan Pemerintah.

Pasal 243
(1) Setiap orang yang melang-

gar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 230 
ayat (2), Pasal 233 ayat (3), 
Pasal 234, Pasal 235, atau 
Pasal 239 ayat (2) dikenai 
sanksi administratif. 

(2) Ketentuan lebih lanjut men-
genai kriteria, jenis, besaran 
denda, dan tata cara pen-
genaan sanksi administratif 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur dalam Pera-
turan Pemerintah.

•	 Menghapuskan 
klasifikasi sanksi 
Administratif yang 
dapat dikenakan.
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TOPIK NOMOR PASAL UU CIPTA KERJA RANGKUMAN PEN-
JELASAN

Sumber 
Daya Ma-
nusia

Pasal 273
(1) Setiap orang yang melang-

gar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 272 
ayat (1) dapat dikenakan 
sanksi administratif, berupa: 

a. peringatan; 
b. pembekuan izin; atau 
c. pencabutan izin. 
(2) Ketentuan lebih lanjut men-

genai tata cara dan prosedur 
pengenaan sanksi adminis-
tratif serta besarnya denda 
administratif sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dia-
tur dengan Peraturan Pemer-
intah.

Pasal 273
(1) Setiap orang yang melang-

gar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 272 
ayat (1) dapat dikenai sanksi 
administratif. 

(2) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai kriteria, jenis, 
besaran dan tata cara pen-
genaan sanksi administratif 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur dalam Pera-
turan Pemerintah.

•	 Menghapuskan 
klasifikasi sanksi 
Administratif yang 
dapat dikenakan.

Ketentuan 
Pidana

Pasal 288
Setiap orang yang mengoper-

asikan kapal pada angkutan 
sungai dan danau tanpa izin 
trayek sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 28 ayat 
(4) dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 1 (satu) 
tahun atau denda paling 
banyak Rp200.000.000,00 
(dua ratus juta rupiah).

Pasal 288
Setiap orang yang mengoper-

asikan kapal pada angkutan 
sungai dan danau tanpa 
memenuhi Perizinan Be-
rusaha untuk trayek se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 28 ayat (4) yang 
menimbulkan kecelakaan 
kapal, korban manusia, atau 
kerugian harta benda dipi-
dana dengan pidana penjara 
paling lama 1 (satu) tahun 
atau denda paling banyak 
Rp300.000.000,00 (tiga ratus 
juta rupiah).

•	 Menambahkan 
sanksi denda yang 
dikenakan terh-
adap klasifikasi 
pasal ini.

•	 Menambahkan 
unsur akibat dalam 
pasal ini
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TOPIK NOMOR PASAL UU CIPTA KERJA RANGKUMAN PEN-
JELASAN

Pasal 289
Setiap orang yang mengoper-

asikan kapal pada angkutan 
penyeberangan tanpa memi-
liki persetujuan pengopera-
sian kapal sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 28 ayat 
(6) dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 1 (satu) 
tahun atau denda paling 
banyak Rp200.000.000,00 
(dua ratus juta rupiah).

Pasal 289
Setiap orang yang mengoper-

asikan kapal pada angkutan 
penyeberangan tanpa me-
menuhi Perizinan Berusaha 
terkait persetujuan pengop-
erasian kapal sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 28 
ayat (6) yang menimbulkan 
kecelakaan kapal, korban 
manusia, atau kerugian 
harta benda dipidana den-
gan pidana penjara pal-
ing lama 1 (satu) tahun 
atau denda paling banyak 
Rp300.000.000,00 (tiga ratus 
juta rupiah).

•	 Menambahkan 
sanksi denda yang 
dikenakan terh-
adap klasifikasi 
pasal ini.

•	 Menambahkan 
unsur akibat dalam 
pasal ini

Pasal 290
Setiap orang yang menyeleng-

garakan usaha jasa terkait 
tanpa memiliki izin usaha 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 33 dipidana 
dengan pidana penjara 
paling lama 1 (satu) tahun 
atau denda paling banyak 
Rp200.000.000,00 (dua ratus 
juta rupiah).

Pasal 290
Setiap orang yang menyeleng-

garakan usaha jasa terkait 
dengan angkutan di perairan 
tanpa memenuhi Perizinan 
Berusaha sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 33 yang 
menimbulkan korban manu-
sia atau kerugian harta ben-
da dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 1 (satu) 
tahun atau denda paling 
banyak Rp300.000.000,00 
(tiga ratus juta rupiah).

•	 Menambahkan 
sanksi denda yang 
dikenakan terh-
adap klasifikasi 
pasal ini.

•	 Menambahkan 
unsur akibat dalam 
pasal ini

Pasal 291
Setiap orang yang tidak melak-

sanakan kewajibannya untuk 
mengangkut penumpang 
dan/atau barang terutama 
angkutan pos sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 
38 ayat (1) dipidana den-
gan pidana penjara pal-
ing lama 1 (satu) tahun 
atau denda paling banyak 
Rp200.000.000,00 (dua ratus 
juta rupiah).

Pasal 291
Setiap orang yang tidak melak-

sanakan kewajibannya untuk 
mengangkut penumpang 
dan/atau barang terutama 
angkutan pos sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 38 
ayat (1) yang mengakibatkan 
timbulnya kerugian pihak 
lain dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 1 (satu) 
tahun dan denda paling ban-
yak Rp350.000.000,00 (tiga 
ratus lima puluh juta rupiah).

•	 Menambahkan 
sanksi denda yang 
dikenakan terh-
adap klasifikasi 
pasal ini.

•	 Menambahkan 
unsur akibat dalam 
pasal ini
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Pasal 292
Setiap orang yang tidak menga-

suransikan tanggung jawab-
nya sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 41 ayat (3) dipi-
dana dengan pidana penjara 
paling lama 6 (enam) bulan 
dan denda paling banyak 
Rp100.000.000,00 (seratus 
juta rupiah).

Pasal 292
Setiap orang yang tidak menga-

suransikan tanggung jawab-
nya sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 41 ayat (3) yang 
mengakibatkan timbulnya 
kerugian pihak lain dipidana 
dengan pidana penjara 
paling lama 6 (enam) bulan 
dan denda paling banyak 
Rp100.000.000,00 (seratus 
juta rupiah).

•	 Menambahkan 
unsur akibat dalam 
pasal ini.

Pasal 293
Setiap orang yang tidak mem-

berikan fasilitas khusus dan 
kemudahan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 42 
ayat (1) dipidana den-
gan pidana penjara pal-
ing lama 6 (enam) bulan 
dan denda paling banyak 
Rp100.000.000,00 (seratus 
juta rupiah).

Pasal 293
Setiap orang yang tidak mem-

berikan fasilitas khusus dan 
kemudahan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 42 
ayat (1) yang menimbulkan 
kecelakaan dan/atau korban 
manusia dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 
6 (enam) bulan dan denda 
paling banyak paling banyak 
Rp200.000.000,00 (dua ratus 
juta rupiah).

•	 Menambahkan 
sanksi denda yang 
dikenakan terh-
adap klasifikasi 
pasal ini.

•	 Menambahkan 
unsur akibat dalam 
pasal ini
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Pasal 294
(1) Setiap orang yang men-

gangkut barang khusus dan 
barang berbahaya tidak 
sesuai dengan persyaratan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 46 dipidana 
dengan pidana penjara 
paling lama 3 (tiga) tahun 
atau denda paling banyak 
Rp400.000.000,00 (empat 
ratus juta rupiah). 

(2) Jika perbuatan sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
mengakibatkan kerugian 
harta benda dipidana den-
gan pidana penjara pal-
ing lama 4 (empat) tahun 
dan denda paling banyak 
Rp500.000.000,00 (lima 
ratus juta rupiah). 

(3) Jika perbuatan sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
mengakibatkan kematian 
seseorang dan kerugian 
harta benda dipidana den-
gan pidana penjara paling 
lama 10 (sepuluh) tahun 
dan denda paling banyak 
Rp1.500.000.000,00 (satu 
milyar lima ratus juta rupi-
ah).

Pasal 294
(1) Setiap orang yang men-

gangkut barang khusus dan 
barang berbahaya tidak 
sesuai dengan persyaratan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 46 yang men-
gakibatkan timbulnya korban 
manusia atau kerusakan 
terhadap kesehatan, kesela-
matan, dan/atau lingkungan 
dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 3 (tiga) 
tahun atau denda paling 
banyak Rp400.000.000,00 
(empat ratus juta rupiah). 

(2) Jika perbuatan sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
mengakibatkan kerugian 
harta benda, pelaku dipi-
dana dengan pidana penjara 
paling lama 4 (empat) tahun 
dan denda paling banyak 
Rp500.000.000,00 (lima 
ratus juta rupiah). 

(3) Jika perbuatan sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
mengakibatkan kematian 
seseorang dan/atau kerugian 
harta benda, pelaku dipidana 
dengan pidana penjara pal-
ing lama 10 (sepuluh) tahun 
dan denda paling banyak 
Rp1.500.000.000,00 (satu 
miliar lima ratus juta rupiah).

•	 Menambahkan 
unsur akibat dalam 
pasal ini

Pasal 295
Setiap orang yang mengang-

kut barang berbahaya dan 
barang khusus yang tidak 
menyampaikan pemberita-
huan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 47 dipidana 
dengan pidana penjara 
paling lama 6 (enam) bulan 
dan denda paling banyak 
Rp100.000.000,00 (seratus 
juta rupiah).

Pasal 295
Setiap orang yang mengang-

kut barang berbahaya dan 
barang khusus yang tidak 
menyampaikan pemberita-
huan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 47 yang men-
gakibatkan timbulnya korban 
dipidana dengan pidana pen-
jara paling lama 6 (enam) 
bulan dan denda paling 
banyak Rp100.000.000,00 
(seratus juta rupiah).

•	 Menambahkan 
unsur akibat dalam 
pasal ini
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Pasal 296
Setiap orang yang tidak menga-

suransikan tanggung jawab-
nya sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 54 dipidana 
dengan pidana kurungan 
paling lama 6 (enam) bulan 
atau denda paling banyak 
Rp100.000.000,00 (seratus 
juta rupiah).

Pasal 296
Setiap orang yang tidak menga-

suransikan tanggung jawab-
nya sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 54 yang menga-
kibatkan timbulnya kerugian 
pihak lain dipidana dengan 
pidana kurungan paling 
lama 6 (enam) bulan atau 
pidana denda paling banyak 
Rp150.000.000,00 (seratus 
lima puluh juta rupiah).

•	 Menambahkan 
sanksi denda yang 
dikenakan terh-
adap klasifikasi 
pasal ini.

•	 Menambahkan 
unsur akibat dalam 
pasal ini

Pasal 297
(1) Setiap orang yang memba-

ngun dan mengoperasikan 
pelabuhan sungai dan danau 
tanpa izin sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 98 ayat 
(1) dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 2 (dua) 
tahun atau denda paling 
banyak Rp300.000.000,00 
(tiga ratus juta rupiah). 

(2) Setiap orang yang meman-
faatkan garis pantai untuk 
melakukan kegiatan tambat 
kapal dan bongkar muat 
barang atau menaikkan dan 
menurunkan penumpang 
untuk kepentingan sendiri di 
luar kegiatan di pelabuhan, 
terminal khusus dan terminal 
untuk kepentingan sendi-
ri tanpa izin sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 339 
dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 2 (dua) 
tahun dan denda paling ban-
yak Rp300.000.000,00 (tiga 
ratus juta rupiah).

Pasal 297 
(1) Setiap orang yang memba-

ngun dan mengoperasikan 
pelabuhan sungai dan danau 
yang tidak memenuhi Per-
izinan Berusaha sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 98 
ayat (1) yang mengakibatkan 
timbulnya korban/kerusakan 
kesehatan, keselamatan, 
dan/atau lingkungan dipi-
dana dengan pidana penjara 
paling lama 2 (dua) tahun 
atau denda paling banyak 
Rp300.000.000,00 (tiga ratus 
juta rupiah). 

(2) Setiap orang yang meman-
faatkan garis pantai untuk 
melakukan kegiatan tambat 
kapal dan bongkar muat 
barang atau menaikkan dan 
menurunkan penumpang 
untuk kepentingan sendiri 
di luar kegiatan di pelabu-
han, terminal khusus dan 
terminal untuk kepentingan 
sendiri tanpa memenuhi 
Perizinan Berusaha atau 
Persetujuan dari Pemerintah 
Pusat sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 339 dipi-
dana dengan pidana penjara 
paling lama 2 (dua) tahun 
dan denda paling banyak 
Rp500.000.000,00 (lima 
ratus juta rupiah).

•	 Menambahkan 
sanksi denda yang 
dikenakan terh-
adap klasifikasi 
pasal ini.

•	 Menambahkan 
unsur akibat dalam 
pasal ini
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Pasal 298
Setiap orang yang tidak member-

ikan jaminan atas pelaksa-
naan tanggung jawab ganti 
rugi dalam melaksanakan 
kegiatan di pelabuhan se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 100 ayat (3) dipidana 
dengan pidana penjara 
paling lama 6 (enam) bulan 
dan denda paling banyak 
Rp100.000.000,00 (seratus 
juta rupiah).

Pasal 298
Setiap orang yang tidak mem-

berikan jaminan atas 
pelaksanaan tanggung 
jawab ganti rugi dalam 
melaksanakan kegiatan di 
pelabuhan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 100 
ayat (3) yang mengakibat-
kan timbulnya korban dipi-
dana dengan pidana penjara 
paling lama 6 (enam) bulan 
dan denda paling banyak 
Rp100.000.000,00 (seratus 
juta rupiah).

•	 Menambahkan 
unsur akibat dalam 
pasal ini

Pasal 299
Setiap orang yang membangun 

dan mengoperasikan termi-
nal khusus tanpa izin dari 
Menteri sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 104 ayat 
(2) dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 2 (dua) 
tahun atau denda paling 
banyak Rp300.000.000,00 
(tiga ratus juta rupiah).

Pasal 299
Setiap orang yang membangun 

dan mengoperasikan termi-
nal khusus tanpa memenuhi 
Perizinan Berusaha dari Pe-
merintah Pusat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 104 
ayat (2) yang mengakibatkan 
timbulnya korban/kerusakan 
kesehatan, keselamatan, 
dan/atau lingkungan dipi-
dana dengan pidana penjara 
paling lama 2 (dua) tahun 
atau denda paling banyak 
Rp300.000.000,00 (tiga ratus 
juta rupiah).

•	 Menambahkan 
unsur akibat dalam 
pasal ini

Pasal 307
Setiap orang yang mengo-

perasikan kapal tanpa 
dilengkapi dengan perang-
kat komunikasi radio dan 
kelengkapannya sebagaima-
na dimaksud dalam Pas-
al 131 ayat (2) dipidana 
dengan pidana penjara 
paling lama 2 (dua) tahun 
dan denda paling banyak 
Rp300.000.000,00 (tiga ratus 
juta rupiah).

Pasal 307
Setiap orang yang mengoper-

asikan kapal tanpa dileng-
kapi dengan perangkat 
komunikasi radio dan keleng-
kapannya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 131 
ayat (2) yang mengakibatkan 
timbulnya kecelakaan kapal, 
korban manusia, atau keru-
gian barang dan harta benda 
dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 2 (dua) 
tahun dan denda paling ban-
yak Rp300.000.000,00 (tiga 
ratus juta rupiah).

•	 Menambahkan 
unsur akibat dalam 
pasal ini
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Pasal 308
Setiap orang yang mengoper-

asikan kapal tidak dilengkapi 
dengan peralatan meteo-
rologi sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 132 ayat 
(1) dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 2 (dua) 
tahun dan denda paling ban-
yak Rp300.000.000,00 (tiga 
ratus juta rupiah).

Pasal 308
Setiap orang yang mengoper-

asikan kapal tidak dilengkapi 
dengan peralatan meteorolo-
gi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 132 ayat (1) 
yang mengakibatkan tim-
bulnya kecelakaan kapal, 
korban manusia, atau keru-
gian barang dan harta benda 
dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 2 (dua) 
tahun dan denda paling ban-
yak Rp300.000.000,00 (tiga 
ratus juta rupiah).

•	 Menambahkan 
unsur akibat dalam 
pasal ini

Pasal 310
Setiap orang yang mempeker-

jakan Awak Kapal tanpa 
memenuhi persyaratan 
kualifikasi dan kompeten-
si sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 135 dipidana 
dengan pidana penjara 
paling lama 2 (dua) tahun 
dan denda paling banyak 
Rp300.000.000,00 (tiga ratus 
juta rupiah).

Pasal 310
Setiap orang yang mempeker-

jakan Awak Kapal tanpa 
memenuhi persyaratan 
kualifikasi dan kompeten-
si sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 135 yang men-
gakibatkan timbulnya korban 
atau kerugian harta benda 
dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 2 (dua) 
tahun dan denda paling ban-
yak Rp300.000.000,00 (tiga 
ratus juta rupiah).

•	 Menambahkan 
unsur akibat dalam 
pasal ini

Pasal 313
Setiap orang yang menggu-

nakan peti kemas sebagai 
bagian dari alat angkut 
tanpa memenuhi persyaratan 
kelaikan peti kemas se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 149 ayat (1) dipidana 
dengan pidana kurungan 
paling lama 2 (dua) tahun 
dan denda paling banyak 
Rp300.000.000,00 (tiga ratus 
juta rupiah).

Pasal 313
Setiap orang yang menggunakan 

peti kemas sebagai bagian 
dari alat angkut tanpa me-
menuhi persyaratan kelaikan 
peti kemas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 149 
ayat (1) yang mengakibatkan 
timbulnya korban atau ker-
ugian harta benda dipidana 
dengan pidana kurungan 
paling lama 2 (dua) tahun 
dan denda paling banyak 
Rp300.000.000,00 (tiga ratus 
juta rupiah).

•	 Menambahkan 
unsur akibat dalam 
pasal ini
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Pasal 314
Setiap orang yang tidak me-

masang tanda pendaftaran 
pada kapal yang telah ter-
daftar sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 158 ayat (5) 
dipidana dengan pidana pen-
jara paling lama 6 (enam) 
bulan atau denda paling 
banyak Rp100.000.000,00 
(seratus juta rupiah).

Pasal 314
Pemilik kapal yang tidak menyin-

gkirkan kerangka kapal dan/
atau muatannya yang meng-
ganggu keselamatan dan 
keamanan pelayaran dalam 
batas waktu yang ditetapkan 
pemerintah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 203 
ayat (1) yang mengaki-
batkan timbulnya korban/
kecelakaan kapal dipidana 
dengan pidana penjara 
paling lama 1 (satu) tahun 
dan denda paling banyak 
Rp10.000.000.000,00 (sepu-
luh miliar rupiah).

•	 Menambahkan 
unsur akibat dalam 
pasal ini

Pasal 322
Nakhoda yang melakukan ke-

giatan perbaikan, perco-
baan berlayar, kegiatan alih 
muat di kolam pelabuhan, 
menunda, dan bongkar muat 
barang berbahaya tanpa 
persetujuan dari Syahbandar 
sebagaimana dimaksud da-
lam Pasal 216 ayat (1) dipi-
dana dengan pidana penjara 
paling lama 6 (enam) bulan 
atau denda paling banyak 
Rp100.000.000,00 (seratus 
juta rupiah).

Pasal 322
Nakhoda yang melakukan ke-

giatan perbaikan, perco-
baan berlayar, kegiatan alih 
muat di kolam pelabuhan, 
menunda, dan bongkar muat 
barang berbahaya tanpa 
persetujuan dari Syahban-
dar sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 216 ayat (1) 
yang mengakibatkan timbul-
nya korban atau terjadinya 
kecelakaan kapal dipidana 
dengan pidana penjara 
paling lama 6 (enam) bulan 
atau denda paling banyak 
Rp100.000.000,00 (seratus 
juta rupiah).

•	 Menambahkan 
unsur akibat dalam 
pasal ini
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Pasal 336
(1) Setiap pejabat yang me-

langgar suatu kewajiban 
khusus dari jabatannya 
atau pada waktu melakukan 
tindak pidana menggunakan 
kekuasaan, kesempatan, 
atau sarana yang diberikan 
kepadanya karena jabatan 
dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 1 (satu) 
tahun dan denda paling 
banyak Rp100.000.000,00 
(seratus juta rupiah).

(2) Selain pidana sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
pelaku dapat dikenai pidana 
tambahan berupa pember-
hentian secara tidak dengan 
hormat dari jabatannya.

Pasal 336
(1) Setiap pejabat yang melang-

gar suatu kewajiban khusus 
dari jabatannya atau pada 
waktu melakukan tindak 
pidana melakukan kekua-
saan, dan menggunakan 
kesempatan, atau sarana 
yang diberikan kepadanya 
karena jabatan dipidana 
dengan pidana penjara 
paling lama 1 (satu) tahun 
dan denda paling banyak 
Rp100.000.000,00 (seratus 
juta rupiah) 

(2) Selain pidana sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
pelaku dapat dikenai pidana 
tambahan berupa pember-
hentian secara tidak hormat 
dari jabatannya. 

(3) Setiap pejabat yang karena 
melaksanakan tugas sesuai 
dengan jabatan dan ke-
wenangannya menyebabkan 
kerugian harta benda dan/
atau hilangnya nyawa seseo-
rang di luar kekuasaannya, 
pejabat tersebut tidak dapat 
dikenai sanksi.

•	 Menambahkan 
unsur akibat dalam 
pasal ini

•	 Menambahkan kla-
sifikasi ketentuan 
yang melanggar.

25. Undang-Undang No. 01 Tahun 2009 tentang Penerbangan

TOPIK NOMOR PASAL UU CIPTA KERJA RANGKUMAN PEN-
JELASAN

Rancangan 
Bangu-
nan dan 
Produksi 
Pesawat 
Udara

Pasal 13
(1) Pesawat udara, mesin pe-

sawat udara, dan baling-bal-
ing pesawat terbang yang 
akan dibuat untuk digunakan 
secara sah (eligible) harus 
memiliki rancang bangun. 

Pasal 13
(1) Pesawat udara, mesin pe-

sawat udara, dan baling-bal-
ing pesawat terbang yang 
akan dibuat untuk digunakan 
secara sah (eligible) harus 
memiliki rancang bangun. 

•	 Mengubah penga-
turan persetujuan 
kepada Pemerintah 
Pusat.

•	 Menghapuskan 
ketentuan penga-
turan lebih dalam 
terkait pemeriksaan 
dan pengujian.
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(2) Rancang bangun pesawat 
udara, mesin pesawat udara, 
dan baling-baling pesawat 
terbang sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) harus 
mendapat surat persetujuan 
setelah dilakukan pemerik-
saan dan pengujian sesuai 
dengan standar kelaikuda-
raan. 

(3) Pemeriksaan dan pengujian 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) harus memenuhi 
standar kelaikudaraan dan 
ketentuan perundang-un-
dangan.

(2) Rancang bangun pesawat 
udara, mesin pesawat udara, 
dan baling-baling pesawat 
terbang sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) harus 
mendapat persetujuan dari 
Pemerintah Pusat.

Pasal 14
Setiap orang yang melakukan ke-
giatan rancang bangun pesawat 
udara, mesin pesawat udara, dan 
baling-baling pesawat terbang 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 13 harus mendapat surat 
persetujuan.

Pasal 14
DIHAPUSKAN

•	 Menghapuskan 
ketentuan terkait 
persetujuan terh-
adap setiap orang 
dalam pasal ini.

Pasal 15
(1) Pesawat udara, mesin pe-

sawat udara, atau baling-bal-
ing pesawat terbang yang 
dibuat berdasarkan rancang 
bangun sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 13 untuk 
diproduksi harus memiliki 
sertifikat tipe. 

(2) Sertifikat tipe sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
diberikan setelah dilakukan 
pemeriksaan kesesuaian 
terhadap standar kelaikuda-
raan rancang bangun (initial 
airworthiness) dan telah 
memenuhi uji tipe.

Pasal 15
Pesawat udara, mesin pesawat 
udara, atau baling-baling pe-
sawat terbang yang dibuat 
berdasarkan rancang bangun 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 13 untuk diproduksi harus 
memiliki sertifikat tipe.

•	 Menghapuskan 
ketentuan Pemerik-
saan.
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Pasal 16
(1) Setiap pesawat udara, mesin 

pesawat udara, dan baling-
baling pesawat terbang yang 
dirancang dan diproduksi di 
luar negeri dan diimpor ke 
Indonesia harus mendapat 
sertifikat validasi tipe. 

(2) Sertifikasi validasi tipe se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilaksanakan ber-
dasarkan perjanjian antar-
negara di bidang kelaikuda-
raan. 

(3) Sertifikat validasi tipe se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diberikan setelah 
lulus pemeriksaan dan pen-
gujian.

Pasal 16
(1) Setiap pesawat udara, mesin 

pesawat udara, dan baling-
baling pesawat terbang yang 
dirancang dan diproduksi di 
luar negeri dan diimpor ke 
Indonesia harus mendapat 
sertifikat validasi tipe. 

(2) Sertifikat validasi tipe se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilaksanakan ber-
dasarkan perjanjian antar-
negara di bidang kelaikuda-
raan.

•	 Menghapuskan 
ketentuan lulus pe-
meriksaan sebagai 
syarat pemberian 
sertifikasi.

Pasal 17
(1) Setiap perubahan terhadap 

rancang bangun pesawat 
udara, mesin pesawat 
udara, atau baling-baling 
pesawat terbang yang telah 
mendapat sertifikat tipe se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 15 harus mendapat 
surat persetujuan.

(2) Persetujuan perubahan 
rancang bangun sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
diberikan setelah dilakukan 
pemeriksaan kesesuaian 
rancang bangun dan uji tipe 
sebagaimana dimaksud da-
lam Pasal 15 ayat (2). 

(3) Persetujuan perubahan 
rancang bangun sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
berupa:
a. persetujuan perubahan 

(modification); 
b. sertifikat tipe tambahan 

(supplement); atau 
c. amendemen sertifikat 

tipe (amendment)

Pasal 17
Setiap perubahan terhadap 
rancang bangun pesawat udara, 
mesin pesawat udara, atau bal-
ing-baling pesawat terbang yang 
telah mendapat sertifikat tipe 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 15 harus mendapat per-
setujuan dari Pemerintah Pusat.

•	 Menghapuskan 
ketentuan  pemer-
iksaan kesesuaian 
rancang bangun 
dan uji tipe sebagai 
syarat pemberian 
sertifikat.

•	 Mengapuskan klas-
ifikasi persetujuan.
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Pasal 18
Ketentuan lebih lanjut men-
genai tata cara dan prosedur 
mendapatkan surat persetu-
juan rancang bangun, kegiatan 
rancang bangun, dan perubahan 
rancang bangun pesawat udara, 
sertifikat tipe, serta sertifikat val-
idasi tipe diatur dengan Peratur-
an Menteri.

Pasal 18
Ketentuan lebih lanjut men-
genai tata cara dan prosedur 
mendapatkan persetujuan ran-
cang bangun, kegiatan rancang 
bangun, perubahan rancang 
bangun pesawat udara, sertifikat 
validasi tip e, dan sertifikat tipe 
diatur dalam Peraturan Pemerin-
tah.

•	 Mengubah ketentu-
an lebih lanjut pada 
Peraturan Pemerin-
tah

Pasal 19 
(1) Setiap badan hukum Indone-

sia yang melakukan kegiatan 
produksi dan/atau peraki-
tan pesawat udara, mesin 
pesawat udara, dan/atau 
baling-baling pesawat ter-
bang wajib memiliki sertifikat 
produksi. 

(2) Untuk memperoleh serti-
fikat produksi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), 
badan hukum Indonesia ha-
rus memenuhi persyaratan: 
a. memiliki sertifikat tipe 

(type certificate) atau 
memiliki lisensi produksi 
pembuatan berdasarkan 
perjanjian dengan pihak 
lain; 

b. fasilitas dan peralatan 
produksi;

c. struktur organisasi seku-
rang-kurangnya memi-
liki bidang produksi dan 
kendali mutu; 

d. personel produksi dan 
kendali mutu yang kom-
peten; 

e. sistem jaminan kendali 
mutu; dan 

f. aistem pemeriksaan 
produk dan pengujian 
produksi. 

Pasal 19
(1) Setiap badan hukum Indone-

sia yang melakukan kegiatan 
produksi dan/atau peraki-
tan pesawat udara, mesin 
pesawat udara, dan/atau 
baling-baling pesawat ter-
bang wajib memiliki sertifikat 
produksi. 

(2) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai sertifikat produksi 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur dalam Pera-
turan Pemerintah.

•	 Menghapuskan kla-
sifikasi persyaratan 
dalma pasal ini.

•	 Menghapuskan 
pemeriksaan dan 
pengujian sebagai 
persyaratan.
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(3) Sertifikat produksi se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diberikan setelah 
dilakukan pemeriksaan dan 
pengujian yang hasilnya me-
menuhi standar kelaikuda-
raan.

Pasal 20 
Ketentuan lebih lanjut mengenai 
tata cara dan prosedur memper-
oleh sertifikat produksi pesawat 
udara diatur dalam Peraturan 
Menteri.

Pasal 20
DIHAPUSKAN

•	 Menghapuskan pen-
gaturan lebih lanjut 
terhadap acuan 
pasal ini

Pasal 21
Proses sertifikasi pesawat uda-
ra, mesin pesawat udara, dan 
baling-baling pesawat terbang 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, dan 
Pasal 19 dilaksanakan oleh lem-
baga penyelenggara pelayanan 
umum.

Pasal 21 
DIHAPUSKAN

•	 Menghapuskan 
ketentuan proses 
seritifikasi oleh Lem-
baga penyelenggara 
pelayanan umum

Pasal 22
Proses sertifikasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 21 dike-
nakan biaya.

Pasal 22 
DIHAPUSKAN

•	 Menghapuskan 
ketentuan biaya 
proses sertifikasi
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Pendaft-
aran
Dan Ke-
bangsaan 
Pesawat 
Udara

Pasal 26
(1) Pendaftaran pesawat uda-

ra sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 25 diajukan 
oleh pemilik atau yang diberi 
kuasa dengan persyaratan: 

a. menunjukkan bukti kepemi-
likan atau penguasaan 
pesawat udara;

b. menunjukkan bukti peng-
hapusan pendaftaran atau 
tidak didaftarkan di negara 
lain; 

c. memenuhi ketentuan pers-
yaratan batas usia pesawat 
udara yang ditetapkan oleh 
Menteri; 

d. bukti asuransi pesawat uda-
ra; dan 

e. bukti terpenuhinya pers-
yaratan pengadaan pesawat 
udara. 

(2) Pesawat udara yang tel-
ah memenuhi persyaratan 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diberi sertifikat 
pendaftaran. 

(3) Sertifikat pendaftaran se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (2) berlaku selama 3 
(tiga) tahun.

Pasal 26
Pesawat udara yang telah 

didaftarkan dan memenuhi 
persyaratan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 25 
diterbitkan sertifikat pendaft-
aran.

•	 Menghapuskan kla-
sifikasi persyaratan 
dalam pasal ini

Pasal 30
Ketentuan lebih lanjut menge-

nai tata cara dan prosedur 
pendaftaran dan penghapu-
san tanda pendaftaran dan 
tanda kebangsaan Indone-
sia serta pemberian sanksi 
administratif diatur dengan 
Peraturan Menteri.

Pasal 30
Ketentuan lebih lanjut menge-

nai tata cara dan prosedur 
pendaftaran dan penghapu-
san tanda pendaftaran dan 
tanda kebangsaan Indonesia 
serta kriteria, jenis, besaran 
denda, dan tata cara pen-
genaan sanksi administra-
tif diatur dalam Peraturan 
Pemerintah.

•	 Mengubah keten-
tuan penggunaan 
peraturan menjadi 
Peraturan Pemerin-
tah
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Pasal 31
Proses sertifikasi pendaftaran 
pesawat udara sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 26 ayat (2) 
dan penghapusan tanda pendaft-
aran sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 29 dilaksanakan 
oleh lembaga penyelenggara 
pelayanan umum.

Pasal 31 
DIHAPUSKAN

•	 Menghapuskan 
ketentuan Proses 
sertifikasi pendaft-
aran pesawat udara

Pasal 32
Proses sertifikasi pendaftaran 
pesawat udara sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 31 dike-
nakan biaya.

Pasal 32
DIHAPUSKAN

•	 Menghapuskan 
biaya pendaftaran

Pasal 33
Ketentuan lebih lanjut men-
genai lembaga penyelenggara 
pelayanan umum, serta proses 
dan biaya sertifikasi diatur dalam 
Peraturan Menteri.

Pasal 33
DIHAPUSKAN

•	 Menghapuskan 
ketentuan lebih lan-
jut terkait pendaft-
aran

Kelaikuda-
ra
-an dan 
Penoperasi
-an Pe-
sawat 
Udara

Pasal 37
(1) Sertifikat kelaikudaraan stan-

dar sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 36 terdiri atas: 
a. sertifikat kelaikudaraan 

standar pertama (initial 
airworthiness certificate) 
yang diberikan untuk 
pesawat udara pertama 
kali dioperasikan oleh 
setiap orang; dan 

b. sertifikat kelaikudaraan 
standar lanjutan (con-
tinous airworthiness 
certificate) yang diber-
ikan untuk pesawat 
udara setelah sertifikat 
kelaikudaraan standar 
pertama dan akan di-
operasikan secara terus 
menerus. 

Pasal 37
Sertifikat kelaikudaraan standar 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 36 terdiri atas:

a. sertifikat kelaikudaraan 
standar pertama (initial 
airworthiness certificate) 
yang diberikan untuk 
pesawat udara pertama 
kali dioperasikan oleh 
setiap orang; dan 

b. sertifikat kelaikudaraan 
standar lanjutan (con-
tinous airworthiness 
certificate) yang diber-
ikan untuk pesawat 
udara setelah sertifikat 
kelaikudaraan standar 
pertama dan akan di-
operasikan secara terus 
menerus.

•	 Menghapuskan 
ketentuan mengenai 
standar pesawat 
udara.
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(2) Untuk memperoleh sertifikat 
kelaikudaraan standar per-
tama sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) huruf a, 
pesawat udara harus: 
a. memiliki sertifikat 

pendaftaran yang ber-
laku; 

b. melaksanakan proses 
produksi dari rancang 
bangun, pembuatan 
komponen, pengetesan 
komponen, perakitan, 
pemeriksaan kualitas, 
dan pengujian terbang 
yang memenuhi standar 
dan sesuai dengan kate-
gori tipe pesawat udara; 

c. telah diperiksa dan 
dinyatakan sesuai den-
gan sertifikat tipe atau 
sertifikat validasi tipe 
atau sertifikat tambahan 
validasi Indonesia; dan 

d. memenuhi persyaratan 
standar kebisingan dan 
standar emisi gas buang. 

(3) Untuk memperoleh sertifikat 
kelaikudaraan standar lan-
jutan sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) huruf b, 
pesawat udara harus: 
a. memiliki sertifikat 

pendaftaran yang masih 
berlaku; 

b. memiliki sertifikat kelai-
kudaraan yang masih 
berlaku; 

c. melaksanakan per-
awatan sesuai dengan 
standar perawatan yang 
telah ditetapkan; 
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d. telah memenuhi instruksi 
kelaikudaraan yang di-
wajibkan (airworthiness 
directive); 

e. memiliki sertifikat tipe 
tambahan apabila 
terdapat penambahan 
kemampuan pesawat 
udara; 

f. memenuhi ketentuan 
pengoperasian; dan 

g. memenuhi ketentuan 
standar kebisingan dan 
standar emisi gas buang.

Pasal 40
Ketentuan lebih lanjut mengenai 
tata cara dan prosedur untuk 
memperoleh sertifikat kelai-
kudaraan dan pemberian sanksi 
administratif diatur dengan Pera-
turan Menteri.

Pasal 40
Ketentuan lebih lanjut mengenai 
tata cara dan prosedur untuk 
memperoleh sertifikat kelaikuda-
raan dan kriteria, jenis, besaran 
denda, dan tata cara pengenaan 
sanksi administratif diatur dalam 
Peraturan Pemerintah.

•	 Ketentuan lebih 
lanjut diatur dalam 
Peraturan Pemerit-
nah
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Pasal 41
(1) Setiap orang yang mengop-

erasikan pesawat udara un-
tuk kegiatan angkutan udara 
wajib memiliki sertifikat. 

(2) Sertifikat sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) terdiri 
atas: 
a. sertifikat operator pe-

sawat udara (air oper-
ator certificate), yang 
diberikan kepada badan 
hukum Indonesia yang 
mengoperasikan pe-
sawat udara sipil untuk 
angkutan udara niaga; 
atau 

b. sertifikat pengoperasian 
pesawat udara (oper-
ating certificate), yang 
diberikan kepada orang 
atau badan hukum 
Indonesia yang mengo-
perasikan pesawat udara 
sipil untuk angkutan 
udara bukan niaga. 

(3) Sertifikat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) 
diberikan setelah lulus 
pemeriksaan dan pen-
gujian serta pemohon 
mendemonstrasikan 
kemampuan pengopera-
sian pesawat udara.

Pasal 41
(1) Setiap orang yang mengop-

erasikan pesawat udara un-
tuk kegiatan angkutan udara 
wajib memiliki sertifikat. 

(2) Sertifikat sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) terdiri 
atas: 
a. sertifikat operator pe-

sawat udara (air oper-
ator certificate) yang 
diberikan kepada badan 
hukum Indonesia yang 
mengoperasikan pe-
sawat udara sipil untuk 
angkutan udara niaga; 
atau

b. sertifikat pengoperasian 
pesawat udara (oper-
ating certificate) yang 
diberikan kepada orang 
atau badan hukum 
Indonesia yang mengo-
perasikan pesawat udara 
sipil untuk angkutan 
udara bukan niaga.

•	 Menghapuskan 
ketentuan setifikasi 
dalam pasal ini.
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Pasal 42
Untuk mendapatkan sertifikat 
operator pesawat udara se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 41 ayat (2) huruf a opera-
tor harus: 
a. memiliki izin usaha angkutan 

udara niaga; 
b. memiliki dan menguasai pe-

sawat udara sesuai dengan 
izin usaha yang dimiliki; 

c. memiliki dan/atau men-
guasai personel pesawat 
udara yang kompeten dalam 
jumlah rasio yang mema-
dai untuk mengoperasikan 
dan melakukan perawatan 
pesawat udara; 

d. memiliki struktur organisasi 
paling sedikit di bidang oper-
asi, perawatan, keselamatan, 
dan jaminan kendali mutu; 

e. memiliki personel manaje-
men yang kompeten dengan 
jumlah memadai; 

f. memiliki dan/atau mengua-
sai fasilitas pengoperasian 
pesawat udara; 

g. memiliki dan/atau mengua-
sai persediaan suku cadang 
yang memadai; 

h. memiliki pedoman organisasi 
pengoperasian (company 
operation manual) dan pe-
doman organisasi perawatan 
(company maintenance man-
ual); 

i. memiliki standar keandalan 
pengoperasian pesawat uda-
ra (aircraft operating proce-
dures); 

j. memiliki standar perawatan 
pesawat udara; 

Pasal 42
DIHAPUSKAN

•	 Menghapuskan 
ketentuan setifikasi 
operator
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k. memiliki fasilitas dan pe-
doman pendidikan dan/atau 
pelatihan personel pesawat 
udara (company training 
manuals); 

l. memiliki sistem jaminan ken-
dali mutu (company quality 
assurance manuals) untuk 
mempertahankan kinerja op-
erasi dan teknik secara terus 
menerus; dan 

m. memiliki pedoman sistem 
manajemen keselamatan 
(safety management system 
manual).

Pasal 43
Untuk memperoleh sertifikat 
pengoperasian pesawat udara 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 41 ayat (2) huruf b, op-
erator harus memenuhi pers-
yaratan: 
a. memiliki izin kegiatan angku-

tan udara bukan niaga; 
b. memiliki dan menguasai pe-

sawat udara sesuai dengan 
izin kegiatan yang dimiliki; 

c. memiliki dan/atau mengua-
sai personel operasi pesawat 
udara dan personel ahli 
perawatan pesawat udara; 

d. memiliki standar pengopera-
sian pesawat udara; dan 

e. memiliki standar perawatan 
pesawat udara.

Pasal 43
DIHAPUSKAN

•	 Menghapuskan 
ketentuan mengenai 
setifikasi pengoper-
asian pesawat udara 
terhadap operator.

Pasal 45
 Ketentuan lebih lanjut mengenai 
tata cara dan prosedur memper-
oleh sertifikat operator pesawat 
udara atau sertifikat pengoper-
asian pesawat udara dan pem-
berian sanksi administratif diatur 
dengan Peraturan Menteri.

Pasal 45
Ketentuan lebih lanjut mengenai 
tata cara dan prosedur memper-
oleh sertifikat operator pesawat 
udara atau sertifikat pengopera-
sian pesawat udara dan kriteria, 
jenis, besaran denda, dan tata 
cara pengenaan sanksi admin-
istratif diatur dalam Peraturan 
Pemerintah.

•	 Mengatur lebih lan-
jut dalam Peraturan 
Pemerintah.
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Pasal 46
(1) Setiap orang yang mengo-

perasikan pesawat udara 
wajib merawat pesawat 
udara, mesin pesawat udara, 
balingbaling pesawat ter-
bang, dan komponennya 
untuk mempertahankan 
keandalan dan kelaikudaraan 
secara berkelanjutan. 

(2) Dalam perawatan pesawat 
udara, mesin pesawat udara, 
baling-baling pesawat ter-
bang, dan komponennya 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) setiap orang harus 
membuat program per-
awatan pesawat udara yang 
disahkan oleh Menteri.

Pasal 46
(1) Setiap orang yang mengo-

perasikan pesawat udara 
wajib merawat pesawat 
udara, mesin pesawat udara, 
balingbaling pesawat ter-
bang, dan komponennya 
untuk mempertahankan 
keandalan dan kelaikudaraan 
secara berkelanjutan. 

(2) Dalam perawatan pesawat 
udara, mesin pesawat udara, 
baling-baling pesawat ter-
bang, dan komponennya 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), setiap orang harus 
membuat program per-
awatan pesawat udara yang 
disahkan oleh Pemerintah 
Pusat.

•	 Mengubah keten-
tuan pengaturan 
kepada Pemerintah 
Pusat.
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Pasal 47
(1) Perawatan pesawat udara, 

mesin pesawat udara, bal-
ingbaling pesawat terbang 
dan komponennya se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 46 hanya dapat dilaku-
kan oleh: 

a. perusahaan angkutan udara 
yang telah memiliki sertifikat 
operator pesawat udara; 

b. badan hukum organisasi 
perawatan pesawat udara 
yang telah memiliki serti-
fikat organisasi perawatan 
pesawat udara (approved 
maintenance organization); 
atau  

c. personel ahli perawatan 
pesawat udara yang telah 
memiliki lisensi ahli per-
awatan pesawat udara (air-
craft maintenance engineer 
license). 

(2) Sertifikat organisasi per-
awatan pesawat udara 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b dan lisensi 
ahli perawatan pesawat uda-
ra sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf c diber-
ikan setelah lulus pemerik-
saan dan pengujian.

Pasal 47
Perawatan pesawat udara, mesin 

pesawat udara, serta bal-
ing-baling pesawat terbang 
dan komponennya se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 46 hanya dapat dilaku-
kan oleh: 

a. perusahaan angkutan udara 
yang telah memiliki sertifikat 
operator pesawat udara; 

b. badan hukum organisasi 
perawatan pesawat udara 
yang telah memiliki serti-
fikat organisasi perawatan 
pesawat udara (approved 
maintenance organization); 
atau 

c. personel ahli perawatan 
pesawat udara yang telah 
memiliki lisensi ahli per-
awatan pesawat udara (air-
craft maintenance engineer 
license).

•	 Menghapuskan 
ketentuan sertifika-
si.

Pasal 48
Untuk mendapatkan sertifikat or-

ganisasi perawatan pesawat 
udara sebagaimana dimak-
sud dalam pasal 47 ayat (1) 
huruf b harus memenuhi 
persyaratan:

Pasal 48
DIHAPUSKAN

•	 Menghapuskan 
ketentuan pers-
yaratan seritifkasi.
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Pasal 49
 Sertifikat organisasi perawatan 

pesawat udara sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 
47 ayat (1) huruf b dapat 
diberikan kepada organisasi 
perawatan pesawat udara di 
luar negeri yang memenuhi 
persyaratan setelah memiliki 
sertifikat organisasi per-
awatan pesawat udara yang 
diterbitkan oleh otoritas 
penerbangan negara yang 
bersangkutan.

Pasal 49 
Sertifikat organisasi perawatan 

pesawat udara sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 
47 huruf b dapat diberikan 
kepada organisasi perawatan 
pesawat udara di luar negeri 
yang memenuhi persyaratan 
setelah memiliki sertifikat or-
ganisasi perawatan pesawat 
udara yang diterbitkan oleh 
otoritas penerbangan negara 
yang bersangkutan.

Pasal 50
Setiap orang yang melanggar 

ketentuan perawatan pe-
sawat udara sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 47 
ayat (1) dikenakan sanksi 
administratif berupa:

a. pembekuan sertifikat; dan/
atau 

b. pencabutan sertifikat.

Pasal 50
Setiap orang yang melanggar 

ketentuan perawatan pe-
sawat udara sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 47 
dikenai sanksi administratif.

•	 Menghapuskan 
klasifikasi sanksi 
administratif

Pasal 51Ketentuan lebih lan-
jut mengenai tata cara, 
prosedur, dan pemberian 
sertifikat organisasi per-
awatan pesawat udara dan 
lisensi ahli perawatan pe-
sawat udara dan pemberian 
sanksi administratif diatur 
dengan Peraturan Menteri

Pasal 51
Ketentuan lebih lanjut menge-

nai tata cara, prosedur, dan 
pemberian sertifikat organi-
sasi perawatan pesawat uda-
ra dan lisensi ahli perawatan 
pesawat udara dan kriteria, 
jenis, besaran denda, dan 
tata cara pengenaan sanksi 
administratif diatur dalam 
Peraturan Pemerintah.

•	 Menentukan lebih 
lanjut pada Peratur-
an pemerintah



702
P E D O M A N  M E M A H A M I  R U U  O M N I B U S  L A W

DNT LAWYERS

TOPIK NOMOR PASAL UU CIPTA KERJA RANGKUMAN PEN-
JELASAN

Pasal 58
(1) Setiap personel pesawat 

udara wajib memiliki lisensi 
atau sertifikat kompetensi. 

(2) Personel pesawat udara yang 
terkait langsung dengan 
pelaksanaan pengoperasian 
pesawat udara wajib memili-
ki lisensi yang sah dan masih 
berlaku.

(3) Lisensi sebagaimana dimak-
sud pada ayat (2) diberikan 
oleh Menteri setelah me-
menuhi persyaratan: 

a. Administratif
b. sehat jasmani dan rohani; 
c. memiliki sertifikat kompeten-

si di bidangnya; dan 
d. lulus ujian. 
(4) Sertifikat kompetensi se-

bagaimana dimaksud pada 
ayat (3) huruf c diperoleh 
melalui pendidikan dan/atau 
pelatihan yang diselengga-
rakan lembaga yang telah 
diakreditasi.

Pasal 58
(1) Setiap personel pesawat 

udara wajib memiliki lisensi 
atau sertifikat kompetensi. 

(2) Personel pesawat udara yang 
terkait langsung dengan 
pelaksanaan pengoperasian 
pesawat udara wajib memili-
ki lisensi yang sah dan masih 
berlaku.

•	 Mengapuskan per-
syartan lisensi

Pasal 60
Lisensi personel pesawat udara 

yang diberikan oleh negara 
lain dapat diakui melalui 
proses pengesahan oleh 
Menteri.

Pasal 60
Lisensi personel pesawat udara 

yang diberikan oleh negara 
lain dapat diakui melalui 
pengesahan oleh Pemerintah 
Pusat.

•	 Pengesahan dilaku-
kan oleh Pemerintah 
Pusat

Pasal 61
Ketentuan lebih lanjut mengenai 

persyaratan, tata cara dan 
prosedur memperoleh lisen-
si, atau sertifikat kompetensi 
dan lembaga pendidikan 
dan/atau pelatihan diatur 
dengan Peraturan Menteri

Pasal 61
Ketentuan lebih lanjut mengenai 

persyaratan, tata cara dan 
prosedur memperoleh lisen-
si, atau sertifikat kompetensi 
dan lembaga pendidikan 
dan/atau sertifikat pelati-
han diatur dalam Peraturan 
Pemerintah.

•	 Kettntuan lebih lan-
jut dalam Peraturan 
Pemerintah
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Pasal 63
(1) Pesawat udara yang dapat 

dioperasikan di wilayah 
Negara Kesatuan Republik 
Indonesia hanya pesawat 
udara Indonesia. 

(2) Dalam keadaan tertentu dan 
dalam waktu terbatas pe-
sawat udara asing dapat di-
operasikan setelah mendapat 
izin dari Menteri.

(3) Pesawat udara sipil asing 
dapat dioperasikan oleh 
perusahaan angkutan udara 
nasional untuk penerban-
gan ke dan dari luar negeri 
setelah adanya perjanjian 
antarnegara.

(4) Pesawat udara sipil asing 
yang akan dioperasikan 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2) harus 
memenuhi persyaratan kelai-
kudaraan.

(5) Setiap orang yang melang-
gar ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), ayat 
(2), ayat (3), dan ayat (4) 
dikenakan sanksi administra-
tif berupa: 

a. peringatan; 
b. pembekuan sertifikat; dan/

atau
c. pencabutan sertifikat. 
(6) Ketentuan lebih lanjut 

mengenai pengoperasian 
pesawat udara sipil dan 
pemberian sanksi adminis-
tratif sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5) diatur dengan 
Peraturan Menteri.

Pasal 63
(1) Pesawat udara yang dapat 

dioperasikan di wilayah 
Negara Kesatuan Republik 
Indonesia hanya pesawat 
udara Indonesia. 

(2) Dalam keadaan tertentu dan 
dalam waktu terbatas pe-
sawat udara asing dapat di-
operasikan setelah mendapat 
persetujuan dari Pemerintah 
Pusat. 

(3) Pesawat udara sipil asing 
dapat dioperasikan oleh 
perusahaan angkutan udara 
nasional untuk penerban-
gan ke dan dari luar negeri 
setelah adanya perjanjian 
antarnegara. 

(4) Pesawat udara sipil asing 
yang akan dioperasikan 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2) harus 
memenuhi persyaratan ke-
laikudaraan yang ditetapkan 
oleh Pemerintah Pusat. 

(5) Setiap orang yang melang-
gar ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), ayat 
(2), ayat (3), dan ayat (4) 
dikenai sanksi administratif. 

(6) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai pengoperasian 
pesawat udara sipil ser-
ta kriteria, jenis, besaran 
denda, dan tata cara pen-
genaan sanksi administratif 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5) diatur dalam Pera-
turan Pemerintah.

•	 Ketentuan Lebih 
lanjut pada Peratur-
an Pemerintah 

•	 Menghapuskan 
klasifikasi sanksi 
administratif

Pasal 65
Proses sertifikasi dan lisensi se-

bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 64 dikenakan biaya.

Pasal 65
DIHAPUSKAN

•	 Menghapus biaya 
setifikasi
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Pasal 66
Ketentuan lebih lanjut mengenai 

lembaga penyelenggara pe-
layanan umum, serta proses 
dan biaya sertifikasi diatur 
dalam Peraturan Menteri.

Pasal 66
Ketentuan lebih lanjut mengenai 

proses dan biaya sertifikasi 
diatur dalam Peraturan Pe-
merintah.

•	 ketentuan lebih lan-
jut pada Peraturan 
Pemerintah

Pasal 67
(1) Setiap pesawat udara neg-

ara yang dibuat dan diop-
erasikan harus memenuhi 
standar rancang bangun, 
produksi, dan kelaikudaraan. 

(2) Pesawat udara negara se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) wajib memiliki tanda 
identitas.

Pasal 67
(1) Setiap pesawat udara neg-

ara yang dibuat dan diop-
erasikan harus memenuhi 
standar rancang bangun, 
produksi, dan kelaikudaraan 
yang ditetapkan oleh Pemer-
intah Pusat. 

(2) Pesawat udara negara se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) wajib memiliki tanda 
identitas.

•	 Produksi Pesawat 
ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat

Pasal 84
Angkutan udara niaga dalam 

negeri hanya dapat dilaku-
kan oleh badan usaha ang-
kutan udara nasional yang 
telah mendapat izin usaha 
angkutan udara niaga.

Pasal 84
Angkutan udara niaga dalam 

negeri hanya dapat dilaku-
kan oleh badan usaha ang-
kutan udara nasional yang 
telah memenuhi Perizinan 
Berusaha dari Pemerintah 
Pusat.

•	 Perizinan ditetapkan 
oleh Pemerintah 
Pusat.
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Pasal 85
(1) Angkutan udara niaga ber-

jadwal dalam negeri hanya 
dapat dilakukan oleh badan 
usaha angkutan udara na-
sional yang telah mendapat 
izin usaha angkutan udara 
niaga berjadwal. 

(2) Badan usaha angkutan udara 
niaga berjadwal sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
dalam keadaan tertentu dan 
bersifat sementara dapat 
melakukan kegiatan an-
gkutan udara niaga tidak 
berjadwal setelah mendapat 
persetujuan dari Menteri. 

(3) Kegiatan angkutan udara 
niaga tidak berjadwal yang 
bersifat sementara se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dapat dilakukan atas 
inisiatif instansi Pemerintah 
dan/atau atas permintaan 
badan usaha angkutan udara 
niaga nasional. 

(4) Kegiatan angkutan udara 
niaga tidak berjadwal yang 
dilaksanakan oleh badan 
usaha angkutan udara niaga 
berjadwal sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) tidak 
menyebabkan terganggunya 
pelayanan pada rute yang 
menjadi tanggung jawabnya 
dan pada rute yang masih 
dilayani oleh badan usaha 
angkutan udara niaga ber-
jadwal lainnya

Pasal 85
(1) Angkutan udara niaga ber-

jadwal dalam negeri hanya 
dapat dilakukan oleh badan 
usaha angkutan udara nasi-
onal yang telah memenuhi 
Perizinan Berusaha terkait 
angkutan udara niaga ber-
jadwal. 

(2) Badan usaha angkutan udara 
niaga berjadwal sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
dalam keadaan tertentu dan 
bersifat sementara dapat 
melakukan kegiatan an-
gkutan udara niaga tidak 
berjadwal setelah mendapat 
persetujuan dari Pemerintah 
Pusat. 

(3) Kegiatan angkutan udara 
niaga tidak berjadwal yang 
bersifat sementara se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dapat dilakukan atas 
inisiatif instansi Pemerintah 
dan/atau atas permintaan 
badan usaha angkutan udara 
niaga nasional. 

(4) Kegiatan angkutan udara 
niaga tidak berjadwal yang 
dilaksanakan oleh badan 
usaha angkutan udara niaga 
berjadwal sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) tidak 
menyebabkan terganggunya 
pelayanan pada rute yang 
menjadi tanggung jawabnya 
dan pada rute yang masih 
dilayani oleh badan usaha 
angkutan udara niaga ber-
jadwal lainnya.

•	 Dilakukan atas 
persetujuan Pemer-
intah Pusat
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Pasal 91
(1) Angkutan udara niaga tidak 

berjadwal dalam negeri 
hanya dapat dilakukan oleh 
badan usaha angkutan 
udara nasional yang telah 
mendapat izin usaha angku-
tan udara niaga tidak berjad-
wal.

(2) Angkutan udara niaga tidak 
berjadwal dalam negeri 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilaksanakan ber-
dasarkan persetujuan ter-
bang (flight approval). 

(3) Badan usaha angkutan udara 
niaga tidak berjadwal dalam 
negeri dalam keadaan ter-
tentu dan bersifat sementara 
dapat melakukan kegiatan 
angkutan udara niaga ber-
jadwal setelah mendapat 
persetujuan Menteri.

(4) Kegiatan angkutan udara 
niaga berjadwal yang bersi-
fat sementara sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) 
dapat dilakukan atas inisiatif 
instansi Pemerintah, pemer-
intah daerah dan/atau badan 
usaha angkutan udara niaga 
nasional. 

(5) Kegiatan angkutan udara 
niaga berjadwal sebagaima-
na dimaksud pada ayat (3) 
tidak menyebabkan tergang-
gunya pelayanan angkutan 
udara pada rute yang masih 
dilayani oleh badan usaha 
angkutan udara niaga ber-
jadwal lainnya.

Pasal 91
(1) Angkutan udara niaga tidak 

berjadwal dalam negeri 
hanya dapat dilakukan oleh 
badan usaha angkutan udara 
nasional yang telah me-
menuhi Perizinan Berusaha 
dari Pemerintah Pusat. 

(2) Angkutan udara niaga tidak 
berjadwal dalam negeri 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilaksanakan ber-
dasarkan persetujuan ter-
bang (flight approval). 

(3) Badan usaha angkutan udara 
niaga tidak berjadwal dalam 
negeri dalam keadaan ter-
tentu dan bersifat sementara 
dapat melakukan kegiatan 
angkutan udara niaga ber-
jadwal setelah mendapat 
persetujuan dari Pemerintah 
Pusat. 

(4) Kegiatan angkutan udara 
niaga berjadwal yang bersi-
fat sementara sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) 
dapat dilakukan atas inisiatif 
instansi Pemerintah, pemer-
intah daerah dan/atau badan 
usaha angkutan udara niaga 
nasional.

(5) Kegiatan angkutan udara 
niaga berjadwal sebagaima-
na dimaksud pada ayat (3) 
tidak menyebabkan tergang-
gunya pelayanan angkutan 
udara pada rute yang masih 
dilayani oleh badan usaha 
angkutan udara niaga ber-
jadwal lainnya.

•	 Menambahkan 
ketentuan pelaksa-
naan berdasarkan 
persetujuan Pemer-
intah Pusat

•	 Perizinan diberikan 
oleh Pemerintah 
Pusat
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Pasal 93
(1) Kegiatan angkutan udara 

niaga tidak berjadwal luar 
negeri yang dilakukan oleh 
badan usaha angkutan 
udara niaga nasional wajib 
mendapatkan persetujuan 
terbang dari Menteri. 

(2) Kegiatan angkutan udara 
niaga tidak berjadwal luar 
negeri yang dilakukan oleh 
perusahaan angkutan udara 
niaga asing wajib mendapat-
kan persetujuan terbang dari 
Menteri setelah mendapat 
persetujuan dari menteri 
terkait.

Pasal 93
(1) Kegiatan angkutan udara 

niaga tidak berjadwal luar 
negeri yang dilakukan oleh 
badan usaha angkutan 
udara niaga nasional wajib 
mendapatkan persetujuan 
terbang dari Pemerintah 
Pusat. 

(2) Kegiatan angkutan udara 
niaga tidak berjadwal luar 
negeri yang dilakukan oleh 
perusahaan angkutan udara 
niaga asing wajib mendapat-
kan persetujuan terbang dari 
Pemerintah Pusat.

•	 Persetujuan diberi-
kan oleh Pemerintah 
Pusat

Pasal 94
(1) Perusahaan angkutan udara 

niaga tidak berjadwal asing 
yang melayani rute ke Indo-
nesia dilarang mengangkut 
penumpang dari wilayah In-
donesia, kecuali penumpan-
gnya sendiri yang diturunkan 
pada penerbangan sebelum-
nya (in-bound traffic).

(2) Perusahaan angkutan udara 
niaga tidak berjadwal asing 
yang melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dikenakan sanksi 
administratif berupa denda 
administratif. 

(3) Prosedur dan tata cara pen-
genaan sanksi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dia-
tur dalam Peraturan Pemer-
intah mengenai penerimaan 
negara bukan pajak.

Pasal 94
(1) Kegiatan angkutan udara 

niaga tidak berjadwal oleh 
perusahaan angkutan udara 
asing yang melayani rute ke 
Indonesia dilarang mengang-
kut penumpang dari wilayah 
Indonesia, kecuali penump-
ang sendiri yang diturunkan 
pada penerbangan sebelum-
nya. 

(2) Perusahaan angkutan udara 
niaga tidak berjadwal oleh 
perusahaan angkutan udara 
asing yang melanggar keten-
tuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dikenai sanksi 
administratif. 

(3) Ketentuan lebih lanjut men-
genai kriteria, jenis, besaran 
denda, dan tata cara pen-
genaan sanksi administratif 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) diatur dalam Pera-
turan Pemerintah.

•	 Menambahkan 
pengaturan lebih 
lanjut dalam Peatur-
an Pemerintah
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Pasal 95
(1) Perusahaan angkutan udara 

niaga tidak berjadwal asing 
khusus pengangkut kargo 
yang melayani rute ke Indo-
nesia dilarang mengangkut 
kargo dari wilayah Indo-
nesia, kecuali dengan izin 
Menteri. 

(2) Perusahaan angkutan udara 
niaga tidak berjadwal asing 
khusus pengangkut kargo 
yang melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dikenakan sanksi 
administratif berupa denda 
administratif. 

(3) Besaran denda administratif 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) diatur dalam Pera-
turan Pemerintah mengenai 
penerimaan negara bukan 
pajak.

Pasal 95
(1) Perusahaan angkutan udara 

niaga tidak berjadwal asing 
khusus pengangkut kargo 
yang melayani rute ke Indo-
nesia dilarang mengangkut 
kargo dari wilayah Indone-
sia, kecuali dengan persetu-
juan Pemerintah Pusat. 

(2) Perusahaan angkutan udara 
niaga tidak berjadwal asing 
khusus pengangkut kargo 
yang melanggar ketentu-
an sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dikenai sanksi 
administratif. 

(3) Ketentuan lebih lanjut men-
genai kriteria, jenis, besaran 
denda, dan tata cara pen-
genaan sanksi administratif 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) diatur dalam Pera-
turan Pemerintah.

•	 Perizinan diberikan 
oleh Pemerintah 
Pusat

•	 Terdapat penga-
turan lebih lanjut 
dalam Peraturan 
Pemerintah.

Pasal 96
Ketentuan lebih lanjut mengenai 

angkutan udara niaga, kerja 
sama angkutan udara dan 
prosedur peng

Pasal 96
Ketentuan lebih lanjut mengenai 

angkutan udara niaga, kerja 
sama angkutan udara, dan 
sanksi administratif terma-
suk prosedur dan tata cara 
pengenaan, diatur dalam 
Peraturan Pemerintah.

•	 Ketentuan lebih lan-
jut pada Peraturan 
Pemerintah
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Pasal 97
(1) Pelayanan yang diberikan 

badan usaha angkutan udara 
niaga berjadwal dalam men-
jalankan kegiatannya dapat 
dikelompokkan paling sedikit 
dalam: 

a. pelayanan dengan standar 
maksimum (full services); 

b. pelayanan dengan standar 
menengah (medium ser-
vices); atau

c. pelayanan dengan standar 
minimum (no frills).

(2) Pelayanan sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) huruf 
a adalah bentuk pelayanan 
maksimum yang diberikan 
kepada penumpang selama 
penerbangan sesuai dengan 
jenis kelas pelayanan pener-
bangan. 

(3) Pelayanan sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) huruf 
b adalah bentuk pelayanan 
sederhana yang diberikan 
kepada penumpang selama 
penerbangan. 

(4) Pelayanan sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) huruf 
c adalah bentuk pelayanan 
minimum yang diberikan 
kepada penumpang selama 
penerbangan. 

(5) Badan usaha angkutan 
udara niaga berjadwal dalam 
menetapkan kelas pelayanan 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) harus memberitahu-
kan kepada pengguna jasa 
tentang kondisi dan spesi-
fikasi pelayanan yang dise-
diakan.

Pasal 97
(1) Pelayanan yang diberikan 

badan usaha angkutan udara 
niaga berjadwal dalam men-
jalankan kegiatannya dapat 
dikelompokkan paling sedikit 
dalam: 

a. pelayanan dengan standar 
maksimum; 

b. pelayanan dengan standar 
menengah; atau 

c. pelayanan dengan standar 
minimum. 

(2) Badan usaha angkutan 
udara niaga berjadwal dalam 
menyediakan pelayanan 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) harus memberitahu-
kan kepada pengguna jasa 
tentang kondisi dan spesi-
fikasi pelayanan yang dise-
diakan.

•	 Menghapuskan be-
berapa kententuan 
pelayanan sederha-
na
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Pasal 99
(1) Badan usaha angkutan udara 

niaga berjadwal yang berba-
sis biaya operasi rendah se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 98 harus mengajukan 
permohonan izin kepada 
Menteri. 

(2) Menteri menetapkan badan 
usaha angkutan udara niaga 
berjadwal sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
setelah memenuhi pers-
yaratan yang ditetapkan. 

(3) Terhadap badan usaha ang-
kutan udara niaga berjadwal 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) harus dilakukan 
evaluasi secara periodik.

Pasal 99
DIHAPUSKAN

•	 Menghapuskan 
ketentuan jadwal 
badan usaha angku-
tan udara niaga

Pasal 100
Ketentuan lebih lanjut mengenai 

pelayanan badan usaha ang-
kutan udara niaga berjadwal 
diatur dengan Peraturan 
Menteri.

Pasal 100
Ketentuan lebih lanjut mengenai 

pelayanan badan usaha an-
gkutan udara niaga berjad-
wal diatur dalam Peraturan 
Pemerintah.

•	 Pengatruan lebih 
lanjut pada Peratur-
an Pemerintah
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Pasal 109
(1) Untuk mendapatkan izin 

usaha angkutan udara niaga 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 108, paling se-
dikit harus memenuhi pers-
yaratan:

a. akta pendirian badan usaha 
Indonesia yang usahanya 
bergerak di bidang angkutan 
udara niaga berjadwal atau 
angkutan udara niaga tidak 
berjadwal dan disahkan oleh 
Menteri yang berwenang; 

b. nomor pokok wajib pajak 
(NPWP); 

c. surat keterangan domisili 
yang diterbitkan oleh instansi 
yang berwenang; 

d. surat persetujuan dari 
instansi yang bertanggung 
jawab di bidang penanaman 
modal apabila yang bersang-
kutan menggunakan fasilitas 
penanaman modal; 

e. tanda bukti modal yang 
disetor; 

f. garansi/jaminan bank; dan 
g. rencana bisnis untuk kurun 

waktu paling singkat 5 (lima) 
tahun. 

(2) Dokumen sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) huruf 
a, huruf b, huruf c, huruf 
d, dan huruf e diserahkan 
dalam bentuk salinan yang 
telah dilegalisasi oleh instan-
si yang mengeluarkan, dan 
dokumen aslinya ditunjukkan 
kepada Menteri.

Pasal 109
Kegiatan angkutan udara niaga 

sebagaimana dimaksud da-
lam Pasal 108 dilakukan oleh 
badan usaha di bidang ang-
kutan udara niaga nasional 
setelah memenuhi Perizinan 
Berusaha dari Pemerintah 
Pusat.

•	 Menghapuskan klas-
ifikasi persyaratan

•	 Pemerintah Pusat 
Berwenang atas 
perizinan.
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Pasal 110
(1) Rencana bisnis sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 109 
ayat (1) huruf g paling sedik-
it memuat: 

a. jenis dan jumlah pesawat 
udara yang akan dioper-
asikan; 

b. rencana pusat kegiatan oper-
asi penerbangan dan rute 
penerbangan bagi badan 
usaha angkutan udara niaga 
berjadwal; 

c. rencana pusat kegiatan oper-
asi penerbangan bagi badan 
usaha angkutan udara niaga 
tidak berjadwal; 

d. aspek pemasaran dalam 
bentuk potensi permintaan 
pasar angkutan udara; 

e. aumber daya manusia yang 
terdiri dari manajemen, 
teknisi, dan personel pe-
sawat udara;

f. kesiapan atau kelayakan 
operasi; dan

g. analisis dan evaluasi aspek 
ekonomi dan keuangan.

(2) Penentuan dan penetapan 
lokasi pusat kegiatan operasi 
penerbangan sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
huruf b dilakukan oleh Men-
teri paling sedikit dengan 
mempertimbangkan: 

a. rencana tata ruang nasional; 
b. pertumbuhan kegiatan 

ekonomi; dan 
c. keseimbangan jaringan dan 

rute penerbangan nasional.

Pasal 110
DIHAPUSKAN

•	 Menghapuskan 
klasifikasi muatan 
rencana bisnis



713
P E D O M A N  M E M A H A M I  R U U  O M N I B U S  L A W

DNT LAWYERS

TOPIK NOMOR PASAL UU CIPTA KERJA RANGKUMAN PEN-
JELASAN

Pasal 111
(1) Orang perseorangan dapat 

diangkat menjadi direksi 
badan usaha angkutan udara 
niaga, dengan memenuhi 
persyaratan:

a. memiliki kemampuan operasi 
dan manajerial pengelolaan 
usaha angkutan udara niaga; 

b. telah dinyatakan lulus uji 
kepatutan dan uji kelayakan 
oleh Menteri; 

c. tidak pernah terlibat tindak 
pidana berdasarkan putusan 
pengadilan yang mempunyai 
kekuatan hukum tetap yang 
terkait dengan penyelengga-
raan angkutan udara; dan 

d. pada saat memimpin badan 
usaha angkutan udara niaga, 
badan usahanya tidak per-
nah dinyatakan pailit sesuai 
dengan peraturan perun-
dang-undangan. 

(2) Persyaratan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tidak 
berlaku bagi direktur utama 
badan usaha angkutan udara 
niaga.

Pasal 111
DIHAPUSKAN

•	 Menghapukan 
ketentuan pengang-
katan direksi badan 
usaha penerbangan

Pasal 112
(1) Izin usaha angkutan udara 

niaga sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 109 ayat (1) 
berlaku selama pemegang 
izin masih menjalankan 
kegiatan angkutan udara 
secara nyata dengan terus 
menerus mengoperasikan 
pesawat udara sesuai den-
gan izin yang diberikan. 

(2) Izin sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dievaluasi seti-
ap tahun. 

(3) Hasil evaluasi sebagaima-
na dimaksud pada ayat (2) 
digunakan sebagai pertim-
bangan untuk tetap diperbo-
lehkan menjalankan kegiatan 
usahanya.

Pasal 112
Perizinan Berusaha sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 109 
berlaku selama pemegang 
Perizinan Berusaha masih 
menjalankan kegiatan an-
gkutan udara secara nyata 
dengan terus menerus men-
goperasikan pesawat udara 
sesuai dengan Perizinan 
Berusaha yang diberikan.

•	 Mengatur perizinan 
secara lebih seder-
hana.
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Pasal 113
(1) Izin usaha angkutan udara 

niaga sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 109 ayat (1) 
dilarang dipindahtangankan 
kepada pihak lain sebelum 
melakukan kegiatan usaha 
angkutan udara secara nyata 
dengan mengoperasikan pe-
sawat udara sesuai dengan 
izin usaha yang diberikan. 

(2) Pemindahtanganan izin 
usaha angkutan udara nia-
ga hanya dapat dilakukan 
setelah pemegang izin usaha 
beroperasi dan mendapatkan 
persetujuan Menteri. 

(3) Pemegang Izin usaha an-
gkutan udara niaga yang 
melanggar ketentuan se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dikenakan sanksi 
administratif berupa pencab-
utan izin.

Pasal 113
(1) Perizinan Berusaha se-

bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 109 dilarang dipin-
dahtangankan kepada pihak 
lain sebelum melakukan 
kegiatan usaha angkutan 
udara secara nyata dengan 
mengoperasikan pesawat 
udara sesuai dengan Perizin-
an Berusaha yang diberikan. 

(2) Pemegang Perizinan Berusa-
ha yang melanggar ketentu-
an sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dikenai sanksi 
administratif berupa pencab-
utan Perizinan Berusaha

•	 Menghapus ketentu-
an persetujuan oleh 
Menteri menajdi 
Perizinan Berusaha.

Pasal 114
Ketentuan lebih lanjut menge-
nai persyaratan, tata cara, dan 
prosedur memperoleh izin usaha 
angkutan udara niaga dan pen-
gangkatan direksi perusahaan 
angkutan udara niaga diatur 
dengan Peraturan Menteri.

Pasal 114
Ketentuan lebih lanjut menge-
nai persyaratan, tata cara, dan 
prosedur memperoleh Perizinan 
Berusaha terkait angkutan udara 
niaga diatur dalam Peraturan 
Pemerintah.

•	 Pengaturan lebih 
lanjut dalam Pera-
turan Pemerintah
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Pasal 118
(1) Pemegang izin usaha angku-

tan udara niaga wajib: 
a. melakukan kegiatan 

angkutan udara secara 
nyata paling lambat 12 
(dua belas) bulan sejak 
izin diterbitkan dengan 
mengoperasikan minimal 
jumlah pesawat udara 
yang dimiliki dan dikua-
sai sesuai dengan lingk-
up usaha atau kegiatan-
nya; 

b. memiliki dan menguasai 
pesawat udara dengan 
jumlah tertentu; 

c. mematuhi ketentuan wa-
jib angkut, penerbangan 
sipil, dan ketentuan lain 
sesuai dengan peraturan 
perundang–undangan; 

d. menutup asuransi tang-
gung jawab pengangkut 
dengan nilai pertanggu-
ngan sebesar santunan 
penumpang angkutan 
udara niaga yang dibuk-
tikan dengan perjanjian 
penutupan asuransi; 

e. melayani calon penump-
ang secara adil tanpa 
diskriminasi atas dasar 
suku, agama, ras, antar-
golongan, serta strata 
ekonomi dan sosial; 

Pasal 118
(1) Pemegang Perizinan Beru-

saha angkutan udara niaga 
wajib: 
a. melakukan kegiatan 

angkutan udara secara 
nyata paling lambat 12 
(dua belas) bulan sejak 
Perizinan Berusaha diter-
bitkan dengan mengop-
erasikan minimal jumlah 
pesawat udara yang di-
miliki dan dikuasai sesuai 
dengan lingkup usaha 
atau kegiatannya;

b. memiliki dan menguasai 
pesawat udara dengan 
jumlah tertentu;

c. mematuhi ketentuan wa-
jib angkut, penerbangan 
sipil, dan ketentuan lain 
sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan; 

d. menutup asuransi tang-
gung jawab pengangkut 
dengan nilai pertanggu-
ngan sebesar santunan 
penumpang angkutan 
udara niaga yang dibuk-
tikan dengan perjanjian 
penutupan asuransi; 

e. melayani calon penump-
ang secara adil tanpa 
diskriminasi atas dasar 
suku, agama, ras, antar-
golongan, serta strata 
ekonomi dan sosial; 

•	 Menghapskan 
ketentuan peme-
gang izin.

•	 Pemegang izin 
kegiatan merupakan 
Pemerintah Pusat.

•	 Menhapuskan 
ketentuan  Peme-
gang izin kegiatan 
angkutan udara 
bukan niaga yang 
dilakukan oleh 
Pemerintah, pemer-
intah daerah, badan 
usaha, dan Lemba-
ga tertentu
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f. menyerahkan laporan 
kegiatan angkutan uda-
ra, termasuk keterlam-
batan dan pembatalan 
penerbangan, setiap 
bulan paling lambat 
tanggal 10 (sepuluh) 
bulan berikutnya kepada 
Menteri; 

g. menyerahkan laporan 
kinerja keuangan yang 
telah diaudit oleh kantor 
akuntan publik terdaftar 
yang sekurang-kuran-
gnya memuat neraca, 
laporan rugi laba, arus 
kas, dan rincian biaya, 
setiap tahun paling 
lambat akhir bulan April 
tahun berikutnya kepada 
Menteri; 

h. melaporkan apabila ter-
jadi perubahan penang-
gung jawab atau pemilik 
badan usaha angkutan 
udara niaga, domisili 
badan usaha angkutan 
udara niaga dan pemi-
likan pesawat udara 
kepada Menteri; dan

i. memenuhi standar pe-
layanan yang ditetapkan.

f. menyerahkan lapo-
ran kegiatan angkutan 
udara, termasuk keter-
lambatan dan pembata-
lan penerbangan setiap 
jangka waktu tertentu 
kepada Pemerintah Pu-
sat; 

g. menyerahkan laporan 
kinerja keuangan yang 
telah diaudit oleh kantor 
akuntan publik terdaftar 
yang sekurang-kuran-
gnya memuat neraca, 
laporan rugi laba, arus 
kas, dan perincian biaya, 
setiap tahun paling 
lambat akhir bulan April 
tahun berikutnya kepada 
Pemerintah Pusat; 

h. melaporkan apabila ter-
jadi perubahan penang-
gung jawab atau pemilik 
badan usaha angkutan 
udara niaga, domisili 
badan usaha angkutan 
udara niaga, dan pemi-
likan pesawat udara ke-
pada Pemerintah Pusat; 
dan 

i. memenuhi standar pe-
layanan yang ditetapkan.
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(2) Pesawat udara dengan 
jumlah tertentu sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
huruf b, untuk: 
a. angkutan udara nia-

ga berjadwal memiliki 
paling sedikit 5 (lima) 
unit pesawat udara dan 
menguasai paling sedikit 
5 (lima) unit pesawat 
udara dengan jenis yang 
mendukung kelangsun-
gan usaha sesuai den-
gan rute yang dilayani; 

b. angkutan udara niaga 
tidak berjadwal memiliki 
paling sedikit 1 (satu) 
unit pesawat udara dan 
menguasai paling sedikit 
2 (dua) unit pesawat 
udara dengan jenis yang 
mendukung kelangsun-
gan usaha sesuai den-
gan daerah operasi yang 
dilayani; dan 

c. angkutan udara niaga 
khusus mengangkut kar-
go memiliki paling sedikit 
1 (satu) unit pesawat 
udara dan menguasai 
paling sedikit 2 (dua) 
unit pesawat udara 
dengan jenis yang men-
dukung kelangsungan 
usaha sesuai dengan 
rute atau daerah operasi 
yang dilayani. 

(2) Pemegang izin kegiatan 
angkutan udara bukan niaga 
yang dilakukan oleh Pemer-
intah Pusat, pemerintah 
daerah, badan usaha, dan 
lembaga tertentu wajib: 
a. mengoperasikan pe-

sawat udara paling 
lambat 12 (dua belas) 
bulan setelah izin kegia-
tan diterbitkan; 

b. mematuhi peraturan 
perundang-undangan di 
bidang penerbangan sipil 
dan peraturan perunda-
ngundangan lain yang 
berlaku; 

c. menyerahkan laporan 
kegiatan angkutan udara 
setiap bulan paling lam-
bat tanggal 10 (sepuluh) 
bulan berikutnya kepada 
Pemerintah Pusat; dan 

d. melaporkan apabila ter-
jadi perubahan penang-
gung jawab, kepemilikan 
pesawat udara, dan/atau 
domisili kantor pusat 
kegiatan kepada Pemer-
intah Pusat. 
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(3) Pemegang izin kegiatan 
angkutan udara bukan niaga 
yang dilakukan oleh Pemer-
intah, pemerintah daerah, 
badan usaha, dan lembaga 
tertentu diwajibkan: 
a. mengoperasikan pe-

sawat udara paling 
lambat 12 (dua belas) 
bulan setelah izin kegia-
tan diterbitkan; 

b. mematuhi peraturan 
perundang-undangan 
di bidang penerbangan 
sipil dan peraturan pe-
rundang-undangan lain 
yang berlaku; 

c. menyerahkan laporan 
kegiatan angkutan udara 
setiap bulan paling lam-
bat tanggal 10 (sepuluh) 
bulan berikutnya kepada 
Menteri; dan 

d. melaporkan apabila ter-
jadi perubahan penang-
gung jawab, kepemilikan 
pesawat udara, dan/atau 
domisili kantor pusat ke-
giatan kepada Menteri. 

(4) Pemegang izin kegiatan 
angkutan udara bukan niaga 
yang dilakukan oleh orang 
perseorangan diwajibkan: 
a. mengoperasikan pe-

sawat udara paling 
lambat 12 (dua belas) 
bulan setelah izin kegia-
tan diterbitkan; 

b. mematuhi peraturan 
perundang-undangan di 
bidang penerbangan sipil 
dan peraturan perun-
dang-undangan lain;

(3) Pemegang izin kegiatan 
angkutan udara bukan niaga 
yang dilakukan oleh orang 
perseorangan wajib:
a. mengoperasikan pe-

sawat udara paling lam-
bat 12 (dua belas) bulan 
setelah izin diterbitkan; 

b. mematuhi peraturan 
perundang-undangan di 
bidang penerbangan sipil 
dan peraturan perundan-
gundangan lain; 

c. menyerahkan laporan 
kegiatan angkutan udara 
setiap bulan paling lam-
bat tanggal 10 (sepuluh) 
bulan berikutnya kepada 
Pemerintah Pusat; dan 

d. melaporkan apabila ter-
jadi perubahan penang-
gung jawab, kepemilikan 
pesawat udara, dan/
atau domisili pemegang 
izin kepada Pemerintah 
Pusat.
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c. menyerahkan laporan 
kegiatan angkutan udara 
setiap bulan paling lam-
bat tanggal 10 (sepuluh) 
bulan berikutnya kepada 
Menteri; dan

d. melaporkan apabila ter-
jadi perubahan penang-
gung jawab, kepemilikan 
pesawat udara, dan/atau 
domisili pemegang izin 
kegiatan kepada Menteri.

Pasal 119
(1) Pemegang izin usaha angku-

tan udara niaga dan peme-
gang izin kegiatan angkutan 
udara bukan niaga yang 
tidak melakukan kegiatan 
angkutan udara secara nyata 
dengan mengoperasikan pe-
sawat udara selama 12 (dua 
belas) bulan berturut-turut 
sebagaimana dimaksud da-
lam Pasal 118 ayat (1) huruf 
a, ayat (3) huruf a, dan 
ayat (4) huruf a, izin usaha 
angkutan udara niaga atau 
izin kegiatan angkutan udara 
bukan niaga yang diterbitkan 
tidak berlaku dengan sendir-
inya. 

(2) Pemegang izin usaha an-
gkutan udara niaga yang 
melanggar ketentuan se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 118 ayat (1) huruf c 
dikenakan sanksi administra-
tif berupa peringatan dan/
atau pencabutan izin serta 
denda. 

Pasal 119
(1) Dalam hal Pemegang Per-

izinan Berusaha angkutan 
udara niaga dan pemegang 
izin kegiatan angkutan udara 
bukan niaga tidak melakukan 
kegiatan angkutan udara 
secara nyata dengan men-
goperasikan pesawat udara 
selama 12 (dua belas) bulan 
berturut-turut sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 118 
ayat (1) huruf a, ayat (2) 
huruf a dan ayat (3) huruf a, 
Perizinan Berusaha angkutan 
udara niaga atau izin kegia-
tan angkutan udara bukan 
niaga yang diterbitkan tidak 
berlaku dengan sendirinya.

(2) Pemegang Perizinan Beru-
saha angkutan udara niaga 
yang melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud da-
lam Pasal 118 ayat (1) huruf 
c dikenai sanksi administratif. 

•	 Mengatur Perizinan 
Berusaha dalam 
Peratran Pemerintah 
secara lebih lanjut
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(3) Pemegang izin usaha angku-
tan udara niaga dan peme-
gang izin kegiatan angkutan 
udara bukan niaga yang 
melanggar ketentuan se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 118 ayat (1) huruf d 
dikenakan sanksi administra-
tif berupa peringatan dan/
atau pencabutan izin. 

(4) Pemegang izin kegiatan 
angkutan udara bukan niaga 
yang melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud da-
lam Pasal 118 ayat (3) huruf 
b dan ayat (4) huruf b dike-
nakan sanksi administratif 
berupa peringatan dan/atau 
pencabutan izin serta denda.

(3) Pemegang Perizinan Beru-
saha angkutan udara niaga 
dan pemegang izin kegiatan 
angkutan udara bukan niaga 
yang melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud da-
lam Pasal 118 dikenai sanksi 
administratif. 

(4) Ketentuan lebih lanjut men-
genai kriteria, jenis, besaran 
denda, dan tata cara pen-
genaan sanksi administratif 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dan ayat (3) diatur 
dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 120
Ketentuan lebih lanjut mengenai 
kewajiban pemegang izin ang-
kutan udara, persyaratan, tata 
cara, dan prosedur pengenaan 
sanksi diatur dengan Peraturan 
Menteri.

Pasal 120
Ketentuan lebih lanjut mengenai 
kewajiban pemegang Perizin-
an Berusaha, persyaratan, dan 
sanksi administratif termasuk 
prosedur dan tata cara penge-
naan sanksi diatur, dalam Pera-
turan Pemerintah.

•	 Ketentuan lebih lan-
jut dalam Peraturan 
Pemerintah

Pasal 130
Ketentuan lebih lanjut menge-
nai tarif angkutan udara niaga 
berjadwal dalam negeri kelas 
ekonomi dan angkutan uda-
ra perintis serta tata cara dan 
prosedur pengenaan sanksi ad-
ministratif diatur dengan Peratur-
an Menteri.

Pasal 130
Ketentuan lebih lanjut menge-
nai tarif angkutan udara niaga 
berjadwal dalam negeri kelas 
ekonomi dan angkutan udara 
perintis serta sanksi administratif, 
termasuk prosedur dan tata cara 
pengenaan sanksi diatur dalam 
Peraturan Pemerintah.

•	 Ketentuan lebih lan-
jut dalam Peraturan 
Pemerintah

Pasal 131
(1) Untuk menunjang kegiatan 

angkutan udara niaga, dapat 
dilaksanakan kegiatan usaha 
penunjang angkutan udara. 

(2) Kegiatan usaha penunjang 
angkutan udara sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
harus mendapat izin dari 
Menteri.

Pasal 131
DIHAPUSKAN

•	 Menghapuskan 
ketentuan terkait 
kegiatan penunjang
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Pasal 132
Untuk mendapatkan izin usaha 
penunjang angkutan udara se-
bagaimana dimaksud dalam Pas-
al 131 ayat (2) wajib memenuhi 
persyaratan memiliki: 
a. akta pendirian badan usaha 

yang telah disahkan oleh 
menteri yang berwenang 
dan salah satu usahanya 
bergerak di bidang penun-
jang angkutan udara; 

b. nomor pokok wajib pajak 
(NPWP); 

c. surat keterangan domisili 
yang diterbitkan oleh instansi 
yang berwenang; 

d.  surat persetujuan dari 
badan koordinasi pena-
naman modal atau badan 
koordinasi penanaman 
modal daerah apabila meng-
gunakan fasilitas penanaman 
modal; 

e. tanda bukti modal yang 
disetor; 

f. garansi/jaminan bank; serta 
g. kelayakan teknis dan opera-

si.

Pasal 132
DIHAPUSKAN 

•	 Menghapuskan 
ketentuan perizinan 
perihal kegiatan 
penunjang

Pasal 133 
Ketentuan lebih lanjut menge-
nai persyaratan, tata cara, dan 
prosedur pemberian izin kegia-
tan usaha penunjang angkutan 
udara diatur dengan Peraturan 
Menteri.

Pasla 133 
DIHAPUSKAN

•	 Menghapuskan 
ketentuan lebih 
lanjut kegiatan 
penunjang

Pasal 137
Ketentuan lebih lanjut men-
genai prosedur dan tata cara 
pengenaan sanksi administratif 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 136 ayat (5) diatur dengan 
Peraturan Menteri.

Pasal 137
Ketentuan lebih lanjut mengenai 
kriteria, jenis, besaran denda, 
dan tata cara pengenaan sanksi 
administratif sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 136 ayat (5) 
diatur dalam Peraturan Pemerin-
tah.

•	 Ketentuan lebih lan-
jut dalam Peraturan 
pemerintah



722
P E D O M A N  M E M A H A M I  R U U  O M N I B U S  L A W

DNT LAWYERS

TOPIK NOMOR PASAL UU CIPTA KERJA RANGKUMAN PEN-
JELASAN

Pasal 138
(1) Pemilik, agen ekspedisi 

muatan pesawat udara, atau 
pengirim yang menyerahkan 
barang khusus dan/atau ber-
bahaya wajib menyampaikan 
pemberitahuan kepada 
pengelola pergudangan dan/
atau badan usaha angkutan 
udara sebelum dimuat ke da-
lam pesawat udara. 

(2) Badan usaha bandar udara, 
unit penyelenggara bandar 
udara, badan usaha pergu-
dangan, atau badan usaha 
angkutan udara niaga yang 
melakukan kegiatan pen-
gangkutan barang khusus 
dan/atau barang berbahaya 
wajib menyediakan tempat 
penyimpanan atau penum-
pukan serta bertanggung 
jawab terhadap penyusunan 
sistem dan prosedur penan-
ganan barang khusus dan/
atau berbahaya selama ba-
rang tersebut belum dimuat 
ke dalam pesawat udara.

Pasal 138
(1) Pemilik, agen ekspedisi 

muatan pesawat udara, atau 
pengirim yang menyerahkan 
barang khusus dan/atau ber-
bahaya wajib menyampaikan 
pemberitahuan kepada 
pengelola pergudangan dan/
atau badan usaha angkutan 
udara sebelum dimuat ke da-
lam pesawat udara.

(2) Badan usaha bandar udara, 
unit penyelenggara bandar 
udara, badan usaha pergu-
dangan, atau badan usaha 
angkutan udara niaga yang 
melakukan kegiatan pen-
gangkutan barang khusus 
dan/atau barang berbahaya 
wajib menyediakan tempat 
penyimpanan atau penum-
pukan serta bertanggung 
jawab terhadap penyusunan 
sistem dan prosedur penan-
ganan barang khusus dan/
atau berbahaya selama ba-
rang tersebut belum dimuat 
ke dalam pesawat udara. 

•	 Pemberian perizinan 
berusaha dilakukan 
oleh pemerintah Pu-
sat dengan mengi-
kuti norma dan 
standar pemerintah 
Pusat

(3) Pemilik, agen ekspedisi 
muatan pesawat udara, atau 
pengirim, badan usaha ban-
dar udara, unit penyelengga-
ra bandar udara, badan usa-
ha pergudangan, atau badan 
usaha angkutan udara niaga 
yang melanggar ketentuan 
pengangkutan barang berba-
haya sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2) 
dikenakan sanksi administra-
tif berupa peringatan dan/
atau pencabutan izin.

(3) Pemilik, agen ekspedisi 
muatan pesawat udara, atau 
pengirim, badan usaha ban-
dar udara, unit penyelengga-
ra bandar udara, badan usa-
ha pergudangan, atau badan 
usaha angkutan udara niaga 
yang melanggar ketentuan 
pengangkutan barang berba-
haya sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2) 
dikenai sanksi administratif. 
(4) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai kriteria, jenis, 
besaran denda, dan tata cara 
pengenaan sanksi adminis-
tratif sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) diatur dalam 
Peraturan Pemerintah.
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Pasal 139
Ketentuan lebih lanjut mengenai 

tata cara prosedur pengang-
kutan barang khusus dan 
barang berbahaya serta pen-
genaan sanksi administratif 
diatur dengan Peraturan 
Menteri.

Pasal 139
Ketentuan lebih lanjut mengenai 

pengangkutan barang khu-
sus dan barang berbahaya 
serta kriteria, jenis, besaran 
denda, dan tata cara pen-
genaan sanksi administra-
tif diatur dalam Peraturan 
Pemerintah.

•	 Ketentuan lebih lan-
jut dalam Peraturan 
Pemerintah

Pasal 206
(1) Kawasan keselamatan opera-

si penerbangan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 202 
huruf h terdiri atas: 

a. kawasan ancangan penda-
ratan dan lepas landas; 

b. kawasan kemungkinan baha-
ya kecelakaan; 

c. kawasan di bawah permu-
kaan transisi; 

d. kawasan di bawah permu-
kaan horizontal-dalam;

e. kawasan di bawah permu-
kaan kerucut; dan

f. kawasan di bawah permu-
kaan horizontal-luar.

Pasal 206
(1) Daerah lingkungan kepent-

ingan bandar udara se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 202 huruf g merupa-
kan daerah di luar lingkun-
gan kerja bandar udara yang 
digunakan untuk menjamin 
keselamatan dan keamanan 
penerbangan serta kelanca-
ran aksesibilitas penumpang 
dan kargo. 

(2) Pemanfaatan daerah lingkun-
gan kepentingan bandar 
udara harus mendapatkan 
persetujuan dari Pemerintah 
Pusat.

•	 Menghapuskan 
klasfikasi Kawasan 
keselamatan.

•	 Kawasan kesela-
matan dibentuk 
berdasarkan per-
setujuan Pemerin-
tah Pusat.
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Pasal 215
(1) Izin mendirikan bangunan 

bandar udara ditetapkan 
oleh Pemerintah setelah 
berkoordinasi dengan pe-
merintah daerah. 

(2) Izin mendirikan bangunan 
bandar udara sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dit-
erbitkan setelah memenuhi 
persyaratan: 

a. bukti kepemilikan dan/atau 
penguasaan lahan; 

b. rekomendasi yang diberikan 
oleh instansi terkait terhadap 
utilitas dan aksesibilitas da-
lam penyelenggaraan bandar 
udara; 

c. bukti penetapan lokasi ban-
dar udara; 

d. rancangan teknik terinci 
fasilitas pokok bandar udara; 
dan 

e. kelestarian lingkungan.

Pasal 215
DIHAPUSKAN

•	 Menghapuskan 
ketentuan perizinan 
bangunan bandara 
udara

Pasal 218
Ketentuan lebih lanjut mengenai 

keselamatan dan keamanan 
penerbangan, pelayanan 
jasa bandar udara, serta tata 
cara dan prosedur untuk 
memperoleh sertifikat ban-
dar udara atau register ban-
dar udara dan pengenaan 
sanksi administratif diatur 
dengan Peraturan Menteri.

Pasal 218
Ketentuan lebih lanjut mengenai 

keselamatan dan keamanan 
penerbangan, pelayanan 
jasa bandar udara, ser-
ta tata cara dan prosedur 
untuk memperoleh sertifikat 
bandar udara atau register 
bandar udara dan kriteria, 
jenis, besaran denda, serta 
tata cara pengenaan sanksi 
administratif diatur dalam 
Peraturan Pemerintah.

•	 Ketentuan lebih lan-
jut dalam Peraturan 
Pemerintah
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Pasal 219
(1) Setiap badan usaha bandar 

udara atau unit penyeleng-
gara bandar udara wajib 
menyediakan fasilitas ban-
dar udara yang memenuhi 
persyaratan keselamatan 
dan keamanan penerbangan, 
serta pelayanan jasa bandar 
udara sesuai dengan standar 
pelayanan yang ditetapkan. 

(2) Setiap fasilitas bandar udara 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diberi sertifikat ke-
laikan oleh Menteri. 

(3) Untuk mempertahankan kes-
iapan fasilitas bandar udara, 
badan usaha bandar udara, 
atau unit penyelenggara 
bandar udara wajib melaku-
kan perawatan dalam jangka 
waktu tertentu dengan cara 
pengecekan, tes, verifikasi, 
dan/atau kalibrasi. 

(4) Untuk menjaga dan mening-
katkan kinerja fasilitas, 
prosedur, dan personel, 
badan usaha bandar udara 
atau unit penyelenggara 
bandar udara wajib melaku-
kan pelatihan penanggulan-
gan keadaan darurat secara 
berkala. 

(5) Setiap orang yang melang-
gar ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), ayat 
(3), dan ayat (4) dikenakan 
sanksi administratif berupa:

a. peringatan; 
b. pembekuan sertifikat; dan/

atau 
c. pencabutan sertifikat.

Pasal 219
(1) Setiap badan usaha bandar 

udara atau unit penyeleng-
gara bandar udara wajib 
menyediakan fasilitas ban-
dar udara yang memenuhi 
persyaratan keselamatan 
dan keamanan penerbangan 
serta pelayanan jasa bandar 
udara sesuai dengan standar 
pelayanan yang ditetapkan. 

(2) Setiap badan usaha bandar 
udara atau unit penyeleng-
gara bandar udara yang 
melanggar ketentuan se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dikenai sanksi 
administratif. 

(3) Ketentuan lebih lanjut men-
genai kriteria, jenis, besaran 
denda, dan tata cara pen-
genaan sanksi administratif 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) diatur dalam Pera-
turan Pemerintah.

•	 Mengatur lebih lan-
jut dalam Peraturan 
Pemerintah

•	 Manghapus klas-
ifikasi pengenaan 
sanksi Administratif

•	 Menghapus ketentu-
an pelatihan berkala

Pasal 221
Ketentuan lebih lanjut mengenai 

pengoperasian fasilitas ban-
dar udara serta tata cara dan 
prosedur pengenaan sanksi 
administratif diatur dengan 
Peraturan Menteri.

Pasal 221
Ketentuan lebih lanjut menge-

nai pengoperasian fasilitas 
bandar udara serta kriteria, 
jenis, besaran denda, dan 
tata cara pengenaan sanksi 
administratif diatur dalam 
Peraturan Pemerintah.

•	 ketentuan lebih lan-
jut dalam Peraturan 
Pemerintah
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Pasal 222
(1) Setiap personel bandar uda-

ra wajib memiliki lisensi atau 
sertifikat kompetensi. 

(2) Personel bandar udara yang 
terkait langsung dengan 
pelaksanaan pengopera-
sian dan/atau pemeliharaan 
fasilitas bandar udara wajib 
memiliki lisensi yang sah dan 
masih berlaku. 

(3) Lisensi sebagaimana dimak-
sud pada ayat (2) diberikan 
oleh Menteri setelah me-
menuhi persyaratan: 

a. administratif;
b. sehat jasmani dan rohani; 
c. memiliki sertifikat kompeten-

si di bidangnya; dan d. lulus 
ujian.

(4) Sertifikat kompetensi se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (3) huruf c diperoleh 
melalui pendidikan dan/
atau pelatihan yang diseleng 
garakan lembaga yang telah 
diakreditasi oleh Menteri.

Pasal 222
(1) Setiap personel bandar uda-

ra wajib memiliki lisensi atau 
sertifikat kompetensi. 

(2) Sertifikat kompetensi se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diperoleh melalui 
pendidikan dan/atau pela-
tihan yang diselenggarakan 
lembaga yang telah diakredi-
tasi oleh Pemerintah Pusat.

•	 Menghapuskan 
klasifikasi sanksi 
Administratif

•	 setifikasi diseleng-
garakan oleh pe-
merintah pusat.

•	 Menghapuskan 
ketentuan perolehan 
melalui Pendidikan 
dan/atau pelatihan 

Pasal 224
Lisensi personel bandar udara 

yang diberikan oleh negara 
lain dinyatakan sah melalui 
proses pengesahan atau 
validasi oleh Menteri.

Pasal 224
Lisensi personel bandar udara 

yang diberikan oleh negara 
lain dinyatakan sah melalui 
pengesahan atau validasi 
oleh Pemerintah Pusat

•	 ketentuan lebh lan-
jut dalam Peraturan 
Pemerintah

Pasal 225
Ketentuan lebih lanjut mengenai 

persyaratan, tata cara dan 
prosedur memperoleh lisen-
si, lembaga pendidikan dan/
atau pelatihan, serta pen-
genaan sanksi administratif 
diatur dengan Peraturan 
Menteri.

Pasal 225
Ketentuan lebih lanjut mengenai 

persyaratan, tata cara dan 
prosedur memperoleh lisen-
si, lembaga pendidikan dan/
atau pelatihan, serta kriteria, 
jenis, besaran denda, dan 
tata cara pengenaan sanksi 
administratif diatur dalam 
Peraturan Pemerintah.

•	 ketentuan lebh lan-
jut dalam Peraturan 
Pemerintah
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Pasal 233
(1) Pelayanan jasa kebandaruda-

raan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 232 ayat (2) 
dapat diselenggarakan oleh: 

a. badan usaha bandar udara 
untuk bandar udara yang 
diusahakan secara komersial 
setelah memperoleh izin dari 
Menteri; atau 

b. unit penyelenggara bandar 
udara untuk bandar udara 
yang belum diusahakan se-
cara komersial yang dibentuk 
oleh dan bertanggung jawab 
kepada pemerintah dan/atau 
pemerintah daerah. 

(2) Izin Menteri sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
huruf a diberikan setelah 
memenuhi persyaratan 
administrasi, keuangan, dan 
manajemen. 

(3) Izin Menteri sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) huruf 
a tidak dapat dipindahtan-
gankan. 

(4) Pelayanan jasa terkait 
dengan bandar udara se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 232 ayat (3) dapat 
diselenggarakan oleh orang 
perseorangan warga negara 
Indonesia dan/atau badan 
hukum Indonesia. 

(5) Badan usaha bandar udara 
yang memindahtangankan 
izin sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) dikenakan 
sanksi administratif berupa 
pencabutan izin.

Pasal 233
(1) Pelayanan jasa kebandaruda-

raan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 232 ayat (2) 
dapat diselenggarakan oleh: 

a. badan usaha bandar udara 
untuk bandar udara yang 
diusahakan secara komersial 
setelah memenuhi Perizinan 
Berusaha dari Pemerintah 
Pusat; atau 

b. unit penyelenggara bandar 
udara untuk bandar udara 
yang belum diusahakan se-
cara komersial yang dibentuk 
oleh dan bertanggung jawab 
kepada Pemerintah Pusat 
dan/atau Pemerintah Daerah 
sesuai kewenangan. 

(2) Perizinan Berusaha se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tidak dapat dipin-
dahtangankan. 

(3) Pelayanan jasa terkait 
bandar udara sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 232 
ayat (3) dapat diselenggara-
kan oleh orang perseorangan 
warga negara Indonesia 
dan/atau badan hukum In-
donesia. 

(4) Badan usaha bandar udara 
yang memindahtangankan 
Perizinan Berusaha se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dikenai sanksi 
administratif berupa pencab-
utan Perizinan Berusahanya

•	 Perizinan berusaha 
dikeluarkan oleh 
Pemerintah Pusat.
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Pasal 237
(1) Pengusahaan bandar uda-

ra sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 232 ayat (1) 
yang dilakukan oleh badan 
usaha bandar udara, seluruh 
atau sebagian besar modaln-
ya harus dimiliki oleh badan 
hukum Indonesia atau warga 
negara Indonesia. 

(2) Dalam hal modal badan 
usaha bandar udara yang 
dimiliki oleh badan hukum 
Indonesia atau warga neg-
ara Indonesia sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
terbagi atas beberapa pemi-
lik modal, salah satu pemilik 
modal nasional harus tetap 
lebih besar dari keseluruhan 
pemegang modal asing.

Pasal 237
Pemerintah Pusat mengembang-

kan usaha kebandarudaraan 
melalui penanaman modal 
sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undan-
gan di bidang penanaman 
modal.

•	 Pemerintah Pusat 
sebagai pengem-
bang Penanaman 
Modal

Pasal 238
Ketentuan lebih lanjut mengenai 

kegiatan pengusahaan di 
bandar udara, serta tata cara 
dan prosedur pengenaan 
sanksi administratif diatur 
dengan Peraturan Menteri.

Pasal 238
Ketentuan lebih lanjut mengenai 

kegiatan pengusahaan di 
bandar udara, serta kriteria, 
jenis, besaran denda, dan 
tata cara pengenaan sanksi 
administratif diatur dalam 
Peraturan Pemerintah.

•	 ketentuan lebih lan-
jut dalam Peraturan 
Pemerintah

Pasal 242
Ketentuan lebih lanjut mengenai 

tanggung jawab atas ker-
ugian serta tata cara dan 
prosedur pengenaan sanksi 
administratif diatur dengan 
Peraturan Menteri.

Pasal 242
Ketentuan lebih lanjut mengenai 

tanggung jawab atas ker-
ugian serta kriteria, jenis, 
besaran denda, dan tata cara 
pengenaan sanksi adminis-
tratif diatur dalam Peraturan 
Pemerintah.

•	 ketentuan lebih lan-
jut dalam Peraturan 
Pemerintah



729
P E D O M A N  M E M A H A M I  R U U  O M N I B U S  L A W

DNT LAWYERS

TOPIK NOMOR PASAL UU CIPTA KERJA RANGKUMAN PEN-
JELASAN

Pasal 247
(1) Dalam rangka menunjang 

kegiatan tertentu, Pemer-
intah, pemerintah daerah, 
dan/atau badan hukum 
Indonesia dapat membangun 
bandar udara khusus setelah 
mendapat izin pembangunan 
dari Menteri. 

(2) Izin pembangunan bandar 
udara khusus sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ha-
rus memenuhi persyaratan: 

a. bukti kepemilikan dan/atau 
penguasaan lahan; 

b. rekomendasi yang diberikan 
oleh pemerintah daerah 
setempat; 

c. rancangan teknik terinci 
fasilitas pokok; dan 

d. kelestarian lingkungan. 
(3) Ketentuan keselamatan dan 

keamanan penerbangan 
pada bandar udara khusus 
berlaku sebagaimana keten-
tuan pada bandar udara.

Pasal 247
(1) Dalam rangka menunjang 

kegiatan tertentu, instansi 
Pemerintah Pusat, Pemerin-
tah Daerah, dan/atau badan 
hukum Indonesia dapat 
membangun bandar udara 
khusus setelah mendapat 
persetujuan dari Pemerintah 
Pusat. 

(2) Ketentuan keselamatan dan 
keamanan penerbangan 
pada bandar udara khusus 
berlaku sebagaimana keten-
tuan pada bandar udara.

•	 Menghapuskan klas-
ifikasi persyaratan

•	 Pemberian persetu-
juan dilakukan oleh 
pemerintah Pusat.

Pasal 249
Bandar udara khusus dilarang 

melayani penerbangan 
langsung dari dan/atau ke 
luar negeri kecuali dalam 
keadaan tertentu dan bersi-
fat sementara, setelah mem-
peroleh izin dari Menteri.

Pasal 249
Bandar udara khusus dilarang 

melayani penerbangan 
langsung dari dan/atau ke 
luar negeri kecuali dalam 
keadaan tertentu dan bersi-
fat sementara setelah mem-
peroleh persetujuan dari 
Pemerintah Pusat.

•	 Ketentuan Lebih 
lanjut diatur dari 
Persetujuan Pemer-
intah Pusat

Pasal 250
Bandar udara khusus dilarang 

digunakan untuk kepentin-
gan umum kecuali dalam 
keadaan tertentu dengan izin 
Menteri, dan bersifat semen-
tara.

Pasal 250
Bandar udara khusus dilarang 

digunakan untuk kepentin-
gan umum, kecuali dalam 
keadaan tertentu dengan 
persetujuan dari Pemerintah 
Pusat.

•	 Ketentuan Lebih 
lanjut diatur dari 
Persetujuan Pemer-
intah Pusat
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Pasal 252
Ketentuan lebih lanjut menge-

nai izin pembangunan dan 
pengoperasian bandar udara 
khusus, serta perubahan 
status menjadi bandar udara 
yang dapat melayani kepent-
ingan umum diatur dengan 
Peraturan Menteri.

Pasal 252
Ketentuan lebih lanjut mengenai 

persetujuan pembangunan 
dan pengoperasian bandar 
udara khusus serta peruba-
han status menjadi bandar 
udara yang dapat melayani 
kepentingan umum diatur 
dalam Peraturan Pemerintah.

•	 Ketentuan lebih lan-
jut dalam Peraturan 
Pemerintah

Pasal 253
(1) Tempat pendaratan dan 

lepas landas helikopter (heli-
port) terdiri atas: 

a. tempat pendaratan dan 
lepas landas helikopter di da-
ratan (surface level heliport);

b. tempat pendaratan dan lep-
as landas helikopter di atas 
gedung (elevated heliport); 
dan 

c. tempat pendaratan dan 
lepas landas helikopter di 
perairan (helideck). 

(2) Izin mendirikan bangunan 
tempat pendaratan dan 
lepas landas helikopter 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diberikan oleh 
pemerintah daerah setempat 
setelah memperoleh pertim-
bangan teknis dari Menteri.

(3) Pertimbangan teknis se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (2) meliputi aspek: 

a. penggunaan ruang udara; 
b. rencana jalur penerbangan 

ke dan dari tempat penda-
ratan dan lepas landas 
helikopter; serta 

c. standar teknis operasional 
keselamatan dan keamanan 
penerbangan

Pasal 253
Tempat pendaratan dan lepas 

landas helikopter terdiri atas: 
a. tempat pendaratan dan 

lepas landas helikopter di da-
ratan (surface level heliport); 

b. tempat pendaratan dan lep-
as landas helikopter di atas 
gedung (elevated heliport); 
dan 

c. tempat pendaratan dan 
lepas landas helikopter di 
perairan (helideck).

•	 Menghapuskan klas-
ifikasi pertimbangan 
teknis

•	 Mengapuskan 
ketentuan Menteri 
sebagai yang ber-
wenang.
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Pasal 254
(1) Setiap tempat pendaratan 

dan lepas landas helikopter 
yang dioperasikan wajib 
memenuhi ketentuan kesela-
matan dan keamanan pener-
bangan. 

(2) Tempat pendaratan dan 
lepas landas helikopter yang 
telah memenuhi ketentuan 
keselamatan penerbangan 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diberikan register 
oleh Menteri.

Pasal 254
(1) Setiap tempat pendaratan 

dan lepas landas helikopter 
yang dioperasikan wajib 
memenuhi ketentuan kesela-
matan dan keamanan pener-
bangan.

(2) Tempat pendaratan dan 
lepas landas helikopter yang 
telah memenuhi ketentuan 
keselamatan penerbangan 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diberikan tanda 
pendaftaran (register) oleh 
Pemerintah Pusat.

•	 Register dilakukan 
oleh Pemerintah 
Pusat

Pasal 255
Ketentuan lebih lanjut mengenai 

tata cara dan prosedur pem-
berian izin pembangunan 
dan pengoperasian tempat 
pendaratan dan lepas landas 
helikopter diatur dengan 
Peraturan Menteri.

Pasal 255
Ketentuan lebih lanjut mengenai 

tata cara dan prosedur pem-
berian persetujuan pemba-
ngunan dan pengoperasian 
tempat pendaratan dan 
lepas landas helikopter (heli-
port) diatur dalam Peraturan 
Pemerintah.

•	 Ketentuan lebih lan-
jut dalam Peraturan 
Pemerintah

Pasal 275
(1) Lembaga penyelenggara 

pelayanan navigasi pener-
bangan sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 271 ayat 
(2) wajib memiliki sertifikat 
pelayanan navigasi pener-
bangan yang ditetapkan oleh 
Menteri. 

(2) Sertifikat sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) diber-
ikan kepada masing-masing 
unit pelayanan penyelengga-
ra navigasi penerbangan. 

(3) Unit pelayanan penyeleng-
gara navigasi penerbangan 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) terdiri atas:

a. unit pelayanan navigasi pen-
erbangan di bandar udara; 

b. unit pelayanan navigasi 
pendekatan; dan 

c. unit pelayanan navigasi pen-
erbangan jelajah.

Pasal 275
(1) Lembaga penyelenggara 

pelayanan navigasi pener-
bangan sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 271 ayat 
(2) wajib memiliki sertifikat 
pelayanan navigasi pener-
bangan yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat.  

(2) Sertifikat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
diberikan kepada setiap unit 
pelayanan penyelenggara 
navigasi penerbangan. 

(3) Unit pelayanan penyeleng-
gara navigasi penerbangan 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) terdiri atas: 

a. unit pelayanan navigasi pen-
erbangan di bandar udara; 

b. unit pelayanan navigasi 
pendekatan; dan 

c. unit pelayanan navigasi pen-
erbangan jelajah.

•	 setifikasi pelayanan 
navigasi penerban-
gan yang ditetapkan 
Pemerintah Pusat
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Pasal 277
Ketentuan lebih lanjut menge-

nai tata cara dan prosedur 
pembentukan dan sertifikasi 
lembaga penyelenggara pe-
layanan navigasi penerban-
gan, serta biaya pelayanan 
jasa navigasi penerbangan 
diatur dengan Peraturan 
Menteri.

Pasal 277
Ketentuan lebih lanjut menge-

nai tata cara dan prosedur 
pembentukan dan sertifikasi 
lembaga penyelenggara pe-
layanan navigasi penerban-
gan serta biaya pelayanan 
jasa navigasi penerbangan 
diatur dalam Peraturan Pe-
merintah.

•	 Ketentuan lebih lan-
jut dalam Peraturan 
Pemerintah

Pasal 292
(1) Setiap personel navigasi 

penerbangan wajib memiliki 
lisensi atau sertifikat kompe-
tensi.

(2) Personel navigasi penerban-
gan yang terkait langsung 
dengan pelaksanaan pen-
goperasian dan/atau peme-
liharaan fasilitas navigasi 
penerbangan wajib memiliki 
lisensi yang sah dan masih 
berlaku. 

(3) Lisensi sebagaimana dimak-
sud pada ayat (2) diberikan 
oleh Menteri setelah me-
menuhi persyaratan: 

a. administratif; 
b. sehat jasmani dan rohani; 
c. memiliki sertifikat kompeten-

si di bidangnya; dan 
d. lulus ujian. 
(4) Sertifikat kompetensi se-

bagaimana dimaksud pada 
ayat (3) huruf c diperoleh 
melalui pendidikan dan/atau 
pelatihan yang diselengga-
rakan lembaga yang telah 
diakreditasi oleh Menteri.

Pasal 292
(1) Setiap personel navigasi 

penerbangan wajib memiliki 
lisensi atau sertifikat kompe-
tensi. 

(2) Personel navigasi penerban-
gan yang terkait langsung 
dengan pelaksanaan pen-
goperasian dan/atau peme-
liharaan fasilitas navigasi 
penerbangan wajib memiliki 
lisensi yang sah dan masih 
berlaku.

•	 Menghapuskan kla-
sifikasi persyaratan 
lisensi.

•	 Menghapuskan 
ketentuan sertifikat  
kompetensi oleh 
Menteri

Pasla 294
Lisensi personel navigasi pener-

bangan yang diberikan oleh 
negara lain dinyatakan sah 
melalui proses pengesahan 
atau validasi oleh Menteri.

Pasal 294
Lisensi personel navigasi pener-

bangan yang diberikan oleh 
negara lain dinyatakan sah 
melalui pengesahan atau val-
idasi oleh Pemerintah Pusat.

•	 Pengesahan oleh 
Pemerintah Pusat
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Psal 295
Ketentuan lebih lanjut menge-

nai persyaratan, tata cara 
dan prosedur memperoleh 
lisensi, lembaga pendidikan 
dan/atau pelatihan, dan pen-
genaan sanksi administratif 
diatur dengan Peraturan 
Menteri.

Pasal 295
Ketentuan lebih lanjut menge-

nai persyaratan, tata cara 
dan prosedur memperoleh 
lisensi, kriteria, jenis, besa-
ran denda, dan tata cara 
pengenaan sanksi adminis-
tratif diatur dalam Peraturan 
Pemerintah.

•	 Pengaturan lebih 
lanjut dalam Pera-
turan Pemerintah

Pasal 317
Ketentuan lebih lanjut men-

genai sistem manajemen 
keselamatan penyedia jasa 
penerbangan, tata cara, dan 
prosedur pengenaan sanksi 
administratif diatur dengan 
Peraturan Menteri.

Pasal 317
Ketentuan lebih lanjut men-

genai sistem manajemen 
keselamatan penyedia jasa 
penerbangan, kriteria, jenis, 
besaran denda, dan tata cara 
pengenaan sanksi admin-
istratif diatur diatur dalam 
Peraturan Pemerintah.

•	 Pengaturan lebih 
lanjut dalam Pera-
turan Pemerintah

Pasal 389
Setiap personel di bidang pener-

bangan yang telah memiliki 
sertifikat kompetensi se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 388 dapat diberi lisensi 
oleh Menteri setelah me-
menuhi persyaratan.

Pasal 389
Setiap personel di bidang pener-

bangan yang telah memiliki 
sertifikat kompetensi se-
bagaimana dimaksud da-
lam Pasal 388 dapat diberi 
lisensi oleh Pemerintah Pusat 
setelah memenuhi pers-
yaratan.

•	 Pemberian Lisensi 
oleh Pemerintah 
Pusat

Pasal 392
Ketentuan lebih lanjut mengenai 

sertifikat kompetensi dan 
lisensi serta penyusunan pro-
gram pelatihan diatur den-
gan Peraturan Menteri.

Pasal 392
Ketentuan lebih lanjut mengenai 

sertifikat kompetensi dan 
lisensi serta penyusunan pro-
gram pelatihan diatur dalam 
Peraturan Pemerintah.

•	 Pengaturan lebih 
lanjut dalam Pera-
turan Pemerintah

Pasal 418
Setiap orang yang melakukan 

kegiatan angkutan udara ni-
aga berjadwal dalam negeri 
tanpa izin usaha angkutan 
udara niaga berjadwal se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 85 ayat (1) dipidana 
dengan pidana penjara 
paling lama 1 (satu) tahun 
atau denda paling banyak 
Rp500.000.000,00 (lima 
ratus juta rupiah).

Pasal 418
Setiap orang yang melakukan ke-

giatan angkutan udara niaga 
tidak berjadwal luar negeri 
tanpa persetujuan terbang 
dari Pemerintah Pusat se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 93 ayat (1) dipidana 
dengan pidana penjara 
paling lama 1 (satu) tahun 
atau denda paling banyak 
Rp350.000.000,00 (tiga ratus 
lima puluh juta rupiah).

•	 Menambahkan nilai 
denda 

•	 Mengubah acuan 
pasal pada Pasal 93 
Ayat (1)
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Pasal 423
(1) Personel bandar udara yang 

mengoperasikan dan/atau 
memelihara fasilitas bandar 
udara tanpa memiliki lisensi 
atau sertifikat kompetensi 
sebagaimana dimaksud da-
lam Pasal 222 ayat (1) dipi-
dana dengan pidana penjara 
paling lama 1 (satu) tahun 
atau denda paling banyak 
Rp200.000.000,00 (dua ratus 
juta rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) mengakibatkan mat-
inya orang, dipidana den-
gan pidana penjara paling 
lama 15 (lima belas) tahun 
dan denda paling banyak 
Rp1.000.000.000,00 (satu 
miliar rupiah).

Pasal 423
(1) Personel bandar udara yang 

mengoperasikan dan/atau 
memelihara fasilitas bandar 
udara tanpa memiliki lisensi 
atau sertifikat kompeten-
si sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 222 yang men-
gakibatkan timbulnya korban 
dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 1 (satu) 
tahun dan denda paling ban-
yak Rp200.000.000,00 (dua 
ratus juta rupiah).  

(2) Dalam hal perbuatan se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) mengakibatkan 
kematian orang, pelaku dipi-
dana dengan pidana penjara 
paling lama 15 (lima belas) 
tahun dan denda paling 
banyak Rp1.000.000.000,00 
(satu miliar rupiah).

•	 Mengubah acuan 
pasal menjadi Pasal 
222

•	 mengubah frasa 
“Menteri” menjadi 
Pemerintah Pusat

Pasal 428
(1) Setiap orang yang mengop-

erasikan bandar udara khu-
sus yang digunakan untuk 
kepentingan umum tanpa 
izin dari Menteri sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 
250 dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 3 (tiga) 
tahun atau denda paling 
banyak Rp3.000.000.000,00 
(tiga miliar rupiah). 

(2) Dalam hal tindak pidana 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) mengakibatkan 
matinya orang dipidana den-
gan pidana penjara paling 
lama 15 (lima belas) tahun 
dan denda paling banyak 
Rp15.000.000.000,00 (lima 
belas miliar rupiah).

Pasal 428
(1) Setiap orang yang men-

goperasikan bandar udara 
khusus yang digunakan 
untuk kepentingan umum 
tanpa Persetujuan dari Pe-
merintah Pusat sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 
250 yang mengakibatkan 
timbulnya korban dipidana 
dengan pidana penjara 
paling lama 3 (tiga) tahun 
atau denda paling banyak 
Rp3.000.000.000,00 (tiga 
miliar rupiah). 

(2) Dalam hal tindak pidana 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) mengakibatkan 
kematian orang, pelaku dipi-
dana dengan pidana penjara 
paling lama 15 (lima belas) 
tahun dan denda paling 
banyak Rp15.000.000.000,00 
(lima belas miliar rupiah).

•	 mengubah frasa 
“Menteri” menjadi 
Pemerintah Pusat
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TOPIK NOMOR PASAL UU CIPTA KERJA RANGKUMAN PEN-
JELASAN

Pasal 30 
(1) Fasilitas pelayanan kese-

hatan, menurut jenis pe-
layanannya terdiri atas: 
a. pelayanan kesehatan 

perseorangan; dan 
b. pelayanan kesehatan 

masyarakat. 
(2) Fasilitas pelayanan keseha-

tan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) meliputi: 
a. pelayanan kesehatan 

tingkat pertama; 
b. pelayanan kesehatan 

tingkat kedua; dan 
c. pelayanan kesehatan 

tingkat ketiga. 
(3) Fasilitas pelayanan keseha-

tan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilaksanakan 
oleh pihak Pemerintah, pe-
merintah daerah, dan swas-
ta. 

(4) Ketentuan persyaratan 
fasilitas pelayanan kesehatan 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dan ayat (3) ditetap-
kan oleh Pemerintah sesuai 
ketentuan yang berlaku. 

(5) Ketentuan perizinan fasil-
itas pelayanan kesehatan 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dan ayat (3) 
ditetapkan oleh Pemerintah 
dan pemerintah daerah.

Pasal 30
(1) Fasilitas pelayanan kese-

hatan menurut jenis pe-
layanannya terdiri atas: 
a. pelayanan kesehatan 

perseorangan; dan 
b. pelayanan kesehatan 

masyarakat. 
(2) Fasilitas pelayanan keseha-

tan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) meliputi: 
a. pelayanan kesehatan 

tingkat pertama; 
b. pelayanan kesehatan 

tingkat kedua; dan
c. pelayanan kesehatan 

tingkat ketiga. 
(3) Fasilitas pelayanan keseha-

tan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilaksanakan 
oleh pihak Pemerintah Pusat, 
Pemerintah Daerah, dan 
swasta. 

(4) Setiap fasilitas pelayanan 
kesehatan wajib memenuhi 
Perizinan Berusaha dari Pe-
merintah Pusat atau Pemer-
intah Daerah sesuai dengan 
kewenangannya berdasarkan 
norma, standar, prosedur, 
dan kriteria yang ditetapkan 
oleh Pemerintah Pusat

•	 Perizinan hanya 
dilakukan oleh 
Pemerintah Pusat
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Pasal 35
(1) Pemerintah daerah dapat 

menentukan jumlah dan 
jenis fasilitas pelayanan kes-
ehatan serta pemberian izin 
beroperasi di daerahnya.

(2) Penentuan jumlah dan jenis 
fasilitas pelayanan keseha-
tan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan oleh 
pemerintah daerah dengan 
mempertimbangkan:

a. luas wilayah; 
b. kebutuhan kesehatan; 
c. jumlah dan persebaran pen-

duduk;
d. pola penyakit; 
e. pemanfaatannya; 
f. fungsi sosial; dan 
g. kemampuan dalam meman-

faatkan teknologi. 
(3) Ketentuan mengenai jumlah 

dan jenis fasilitas pelayanan 
kesehatan serta pemberian 
izin beroperasi sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
berlaku juga untuk fasilitas 
pelayanan kesehatan asing. 

(4) Ketentuan mengenai jumlah 
dan jenis fasilitas pelayanan 
kesehatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) tidak 
berlaku untuk jenis rumah 
sakit khusus karantina, pe-
nelitian, dan asilum. 

(5) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai penyelenggaraan 
fasilitas pelayanan kesehatan 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2) diatur 
dengan Peraturan Pemerin-
tah.

Pasal 35
Ketentuan lebih lanjut mengenai 

fasilitas pelayanan kesehatan 
dan Perizinan Berusaha dia-
tur dalam Peraturan Pemer-
intah.

•	 Menghapuskan 
ketentuan terhadap 
fasilitas pelayanan 
Kesehatan men-
gatur lebih lanjut 
mengenainya dalam 
Peraturan Pemerin-
tah
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Pasal 60
(1) Setiap orang yang melaku-

kan pelayanan kesehatan tr-
adisional yang menggunakan 
alat dan teknologi harus 
mendapat izin dari lembaga 
kesehatan yang berwenang. 

(2) Penggunaan alat dan te-
knologi sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) harus 
dapat dipertanggungjawab-
kan manfaat dan keamanan-
nya serta tidak bertentangan 
dengan norma agama dan 
kebudayaan masyarakat.

Pasal 60
(1) Setiap orang yang melaku-

kan pelayanan kesehatan tr-
adisional yang menggunakan 
alat dan teknologi wajib me-
menuhi Perizinan Berusaha 
dari Pemerintah Pusat atau 
Pemerintah Daerah sesuai 
dengan kewenangannya 
berdasarkan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria yang 
ditetapkan oleh Pemerintah 
Pusat. 

(2) Ketentuan lebih lanjut men-
genai Perizinan Berusaha 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur dalam Pera-
turan Pemerintah.

•	 Ketentuan men-
genai Perizinan 
Berusaha dari 
Pemerintah Pusat 
atau Pemerintah 
Daerah sesuai den-
gan kewenangannya 
berdasarkan norma, 
standar, prosedur, 
dan kriteria yang 
ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat

Pasal 106
(1) Sediaan farmasi dan alat 

kesehatan hanya dapat 
diedarkan setelah mendapat 
izin edar. 

(2) Penandaan dan informasi 
sediaan farmasi dan alat 
kesehatan harus memenuhi 
persyaratan objektivitas dan 
kelengkapan serta tidak 
menyesatkan. 

Pasal 106
(1) Setiap orang yang mempro-

duksi dan/atau mengedarkan 
sediaan farmasi dan alat 
kesehatan harus memenuhi 
Perizinan Berusaha dari Pe-
merintah Pusat atau Pemer-
intah Daerah sesuai dengan 
kewenangannya berdasarkan 
norma, standar, prosedur, 
dan kriteria yang ditetapkan 
oleh Pemerintah Pusat. 

(2) Sediaan farmasi dan alat 
kesehatan hanya dapat 
diedarkan setelah memenuhi 
Perizinan Berusaha dari Pe-
merintah Pusat atau Pemer-
intah Daerah sesuai dengan 
kewenangannya berdasarkan 
norma, standar, prosedur, 
dan kriteria yang ditetapkan 
oleh Pemerintah Pusat. 

•	 Ketentuan men-
genai Perizinan 
Berusaha dari 
Pemerintah Pusat 
atau Pemerintah 
Daerah sesuai den-
gan kewenangannya 
berdasarkan norma, 
standar, prosedur, 
dan kriteria yang 
ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat
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(3) Pemerintah berwenang 
mencabut izin edar dan me-
merintahkan penarikan dari 
peredaran sediaan farmasi 
dan alat kesehatan yang 
telah memperoleh izin edar, 
yang kemudian terbukti tidak 
memenuhi persyaratan mutu 
dan/atau keamanan dan/
atau kemanfaatan, dapat 
disita dan dimusnahkan ses-
uai dengan ketentuan pera-
turan perundang-undangan.

(3) Pemerintah Pusat atau 
Pemerintah Daerah sesuai 
dengan kewenangannya 
berdasarkan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria yang 
ditetapkan oleh Pemerintah 
Pusat berwenang mencabut 
Perizinan Berusaha dan me-
merintahkan penarikan dari 
peredaran sediaan farmasi 
dan alat kesehatan yang 
telah memperoleh Perizin-
an Berusaha, yang terbukti 
tidak memenuhi persyaratan 
mutu dan/atau keamanan 
dan/atau kemanfaatan, dan 
alat kesehatan tersebut 
dapat disita dan dimusnah-
kan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undan-
gan. 

(4) Ketentuan lebih lanjut men-
genai Perizinan Berusaha 
terkait sediaan farmasi dan 
alat kesehatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) diatur dalam Pera-
turan Pemerintah.
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Pasal 111
(1) Makanan dan minuman 

yang dipergunakan untuk 
masyarakat harus didasar-
kan pada standar dan/atau 
persyaratan kesehatan. 

(2) Makanan dan minuman ha-
nya dapat diedarkan setelah 
mendapat izin edar sesuai 
dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(3) Setiap makanan dan minu-
man yang dikemas wajib 
diberi tanda atau label yang 
berisi: 
a. Nama produk; 
b. Daftar bahan yang digu-

nakan;
c.  Berat bersih atau isi 

bersih;

Pasal 111
(1) Makanan dan minuman 

yang dipergunakan untuk 
masyarakat harus didasar-
kan pada standar dan/atau 
persyaratan kesehatan. 

(2) Makanan dan minuman ha-
nya dapat diedarkan setelah 
memenuhi Perizinan Beru-
saha dari Pemerintah Pusat 
atau Pemerintah Daerah se-
suai dengan kewenangannya 
berdasarkan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria yang 
ditetapkan oleh Pemerintah 
Pusat. 

(3) Makanan dan minuman yang 
tidak memenuhi ketentuan 
standar, persyaratan keseha-
tan, dan/atau membahaya-
kan kesehatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dila-
rang untuk diedarkan, serta 
harus ditarik dari peredaran, 
dicabut Perizinan Berusaha, 
dan diamankan/disita untuk 
dimusnahkan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perun-
dang-undangan. 

(4) Ketentuan lebih lanjut men-
genai Perizinan Berusaha 
terkait makanan dan minu-
man sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dan ayat (3) 
diatur dalam Peraturan Pe-
merintah.

•	 Menambahkan 
ketentuan standar 
makanan dan min-
imum yang diatur 
lebih lanjut dalam 
Peraturan Pemerin-
tah

•	 Menghapuskaen 
ketentuan kemasan 
makanan dan minu-
man
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Pasal 182
(1) Menteri melakukan penga-

wasan terhadap masyarakat 
dan setiap penyelenggara 
kegiatan yang berhubun-
gan dengan sumber daya di 
bidang kesehatan dan upaya 
kesehatan. 

(2) Menteri dalam melakukan 
pengawasan dapat mem-
berikan izin terhadap setiap 
penyelengaraan upaya kese-
hatan. 

(3) Menteri dalam melaksanakan 
pengawasan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2) dapat mende-
legasikan kepada lembaga 
pemerintah non kementeri-
an, kepala dinas di provinsi, 
dan kabupaten/kota yang 
tugas pokok dan fungsinya di 
bidang kesehatan. 

(4) Menteri dalam melaksanakan 
pengawasan mengikutser-
takan masyarakat.

Pasal 182
(1) ) Pemerintah Pusat atau 

Pemerintah Daerah sesuai 
dengan kewenangannya 
melakukan pengawasan 
terhadap masyarakat dan se-
tiap penyelenggara kegiatan 
yang berhubungan dengan 
sumber daya di bidang kese-
hatan dan upaya kesehatan 
berdasarkan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria yang 
ditetapkan oleh Pemerintah 
Pusat. 

(2) Pemerintah Pusat atau 
Pemerintah Daerah sesuai 
dengan kewenangannya da-
lam melakukan pengawasan 
dapat memberikan Perizinan 
Berusaha terhadap setiap 
penyelenggaraan upaya 
kesehatan berdasarkan nor-
ma, standar, prosedur, dan 
kriteria yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat. 

(3) Pemerintah Pusat dalam 
melaksanakan pengawasan 
dapat mendelegasikan pen-
gawasan kepada Pemerintah 
Daerah dan mengikutser-
takan masyarakat.

•	 Menganti frasa 
“menteri” menjadi 
“Pemerintah Pusat”

•	 ketentuan mengenai 
perizinan  berdasar-
kan norma, standar, 
prosedur, dan krite-
ria yang ditetapkan 
oleh Pemerintah 
Pusat

Pasal 183
Menteri atau kepala dinas se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 182 dalam melaksanakan 
tugasnya dapat mengangkat 
tenaga pengawas dengan tugas 
pokok untuk melakukan penga-
wasan terhadap segala sesuatu 
yang berhubungan dengan sum-
ber daya di bidang kesehatan 
dan upaya kesehatan.

Pasal 183
Pemerintah Pusat atau Pemer-
intah Daerah sesuai dengan 
kewenangan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 182 dalam 
melaksanakan tugasnya dapat 
mengangkat tenaga penga-
was dengan tugas pokok untuk 
melakukan pengawasan terh-
adap segala sesuatu yang ber-
hubungan dengan sumber daya 
di bidang kesehatan dan upaya 
kesehatan.

•	 Menganti frasa 
“menteri” menjadi 
“Pemerintah Pusat”
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Pasal 187
Ketentuan lebih lanjut tentang 
pengawasan diatur dengan Pera-
turan Menteri.

Pasal 187
Ketentuan lebih lanjut mengenai 
pengawasan dalam penyelengga-
raan upaya di bidang kesehatan 
diatur dalam Peraturan Pemerin-
tah.

•	 ketentuan lebih lan-
jut dalam Peraturan 
Pemerintah

Pasal 188
(1) Menteri dapat mengambil 

tindakan administratif terh-
adap tenaga kesehatan dan 
fasilitas pelayanan kesehatan 
yang melanggar ketentuan 
sebagaimana diatur dalam 
Undang-Undang ini. 

(2) Menteri dapat mendele-
gasikan kewenangan se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) kepada lembaga 
pemerintah nonkementeri-
an, kepala dinas provinsi, 
atau kabupaten/kota yang 
tugas pokok dan fungsinya di 
bidang kesehatan. 

(3) Tindakan administratif se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat berupa: 
a. peringatan secara tertu-

lis; 
b. pencabutan izin semen-

tara atau izin tetap. 
(4) Ketentuan lebih lanjut men-

genai tata cara pengambilan 
tindakan administratif se-
bagaimana dimaksud pasal 
ini diatur oleh Menteri.

Pasal 188
Pemerintah Pusat atau Pemer-
intah Daerah sesuai dengan 
kewenangannya berdasarkan 
norma, standar, prosedur, dan 
kriteria yang ditetapkan oleh Pe-
merintah Pusat dapat mengambil 
tindakan administratif terhadap 
tenaga kesehatan dan fasilitas 
pelayanan kesehatan yang me-
langgar ketentuan sebagaimana 
diatur dalam Undang-Undang ini.

•	 Menyederhakan 
ketentuan peninda-
kan secara Admin-
istratif terhadap  
tenaga kesehatan 
dan fasilitas pe-
layanan kesehatan 
yang melanggar 
ketentuan se-
bagaimana diatur 
dalam Undang-Un-
dang ini.

Pasal 197
Setiap orang yang dengan sen-
gaja memproduksi atau menge-
darkan sediaan farmasi dan/
atau alat kesehatan yang tidak 
memiliki izin edar sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 106 ayat 
(1) dipidana dengan pidana pen-
jara paling lama 15 (lima belas) 
tahun dan denda paling banyak 
Rp1.500.000.000,00 (satu miliar 
lima ratus juta rupiah).

Pasal 197
Setiap Orang yang dengan sen-
gaja memproduksi atau menge-
darkan sediaan farmasi dan/
atau alat kesehatan yang tidak 
memiliki Perizinan Berusaha 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 106 ayat (1), dan ayat (2), 
dipidana dengan pidana penja-
ra paling lama 15 (lima belas) 
tahun dan denda paling banyak 
Rp1.500.000.000,00 (satu miliar 
lima ratus juta rupiah).

•	 Mengganti frasa 
“izin” menjadi “per-
izinan berusaha”
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TOPIK NOMOR PASAL UU CIPTA KERJA RANGKUMAN PEN-
JELASAN

Pasal 17
(1) Rumah Sakit yang tidak 

memenuhi persyaratan se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, 
Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, 
Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, 
dan Pasal 16 tidak diberikan 
izin mendirikan, dicabut atau 
tidak diperpanjang izin oper-
asional Rumah Sakit.

Pasal 17
(1) Rumah Sakit yang tidak 

memenuhi persyaratan se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, 
Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, 
Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, 
atau Pasal 16 dikenai sanksi 
administratif berupa: 
a. peringatan tertulis; 
b. penghentian sementara 

kegiatan;
c. denda administratif; 
d. pembekuan perizinan 

berusaha; dan/atau 
e. pencabutan perizinan 

berusaha.
(2) Ketentuan lebih lanjut men-

genai kriteria, jenis, besaran 
denda, dan tata cara pen-
genaan sanksi administratif 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) diatur dalam Pera-
turan Pemerintah.

•	 Menambahkan 
ketentuan lebih 
lanjut yang diatur 
dalam Peraturan 
Pemerintah

•	 Menambahkan 
klasifikasi sanksi 
Administratif

Pasal 24
(1) Dalam rangka penyelengga-

raan pelayanan kesehatan 
secara berjenjang dan fungsi 
rujukan, rumah sakit umum 
dan rumah sakit khusus 
diklasifikasikan berdasarkan 
fasilitas dan kemampuan 
pelayanan Rumah Sakit. 

(2) Klasifikasi Rumah Sakit 
umum sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) terdiri atas 
: 
a. Rumah Sakit umum ke-

las A; 
b. Rumah Sakit umum ke-

las B 
c. Rumah Sakit umum ke-

las C; 
d. Rumah Sakit umum ke-

las D. 

Pasal 24
(1) Pemerintah menetapkan kla-

sifikasi rumah sakit berdasar-
kan kemampuan pelayanan, 
fasilitas kesehatan, sarana 
penunjang, dan sumber daya 
manusia. 

(2) Ketentuan lebih lanjut men-
genai klasifikasi rumah sakit 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur dalam Pera-
turan Pemerintah

•	 Menghapuskan 
klasifikasi rumah 
sakit baik umum 
dan khusus

•	 mengatur lebih lan-
jut pada Peraturan 
Pemerintah



743
P E D O M A N  M E M A H A M I  R U U  O M N I B U S  L A W

DNT LAWYERS

TOPIK NOMOR PASAL UU CIPTA KERJA RANGKUMAN PEN-
JELASAN

(3) Klasifikasi Rumah Sakit khu-
sus sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) terdiri atas : 
a. Rumah Sakit khusus 

kelas A; 
b. Rumah Sakit khusus 

kelas B; 
c. Rumah Sakit khusus 

kelas C. 
(4) Ketentuan lebih lanjut men-

genai klasifikasi sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
diatur dengan Peraturan 
Menteri.

Pasal 25
(1) Setiap penyelenggara Rumah 

Sakit wajib memiliki izin.  
(2) Izin sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) terdiri dari izin 
mendirikan dan izin opera-
sional.  

(3) Izin mendirikan sebagaima-
na dimaksud pada ayat (2) 
diberikan untuk jangka wak-
tu 2 (dua) tahun dan dapat 
diperpanjang untuk 1 (satu) 
tahun. 

(4) Izin operasional sebagaima-
na dimaksud pada ayat (2) 
diberikan untuk jangka wak-
tu 5 (lima) tahun dan dapat 
diperpanjang kembali selama 
memenuhi persyaratan. 

(5) Izin sebagaimana dimak-
sud pada ayat (2) diberikan 
setelah memenuhi pers-
yaratan sebagaimana diatur 
dalam Undang-Undang ini.

Pasal 25
(1) Setiap penyelenggara Ru-

mah Sakit wajib memenuhi 
Perizinan Berusaha. 

(2) Setiap penyelenggara Rumah 
Sakit yang tidak memenuhi 
kewajiban sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dike-
nai sanksi administratif. 

(3) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai tata cara penge-
naan sanksi administratif 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) diatur dalam Pera-
turan Pemerintah

•	 Menyederhanankan 
ketentuan perizinan.

•	 Mengatur lebih lan-
jut dalam Peraturan 
Pemerintah
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Pasal 26
(1) Izin Rumah Sakit kelas A 

dan Rumah Sakit pena-
naman modal asing atau 
penanaman modal dalam 
negeri diberikan oleh Men-
teri setelah mendapatkan 
rekomendasi dari pejabat 
yang berwenang di bidang 
kesehatan pada Pemerintah 
Daerah Provinsi. 

(2) Izin Rumah Sakit penana-
man modal asing atau pena-
naman modal dalam negeri 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diberikan setelah 
mendapat rekomendasi dari 
instansi yang melaksanakan 
urusan penanaman modal 
asing atau penanaman mod-
al dalam negeri. 

(3) Izin Rumah Sakit kelas B 
diberikan oleh Pemerintah 
Daerah Provinsi setelah 
mendapatkan rekomendasi 
dari pejabat yang berwenang 
di bidang kesehatan pada 
Pemerintah Daerah Kabupat-
en/Kota. 

(4) Izin Rumah Sakit kelas C 
dan kelas D diberikan oleh 
Pemerintah Daerah Kabupat-
en/Kota setelah mendapat 
rekomendasi dari pejabat 
yang berwenang di bidang 
kesehatan pada Pemerintah 
Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 26
(1) Perizinan Berusaha terkait 

Rumah Sakit sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 25 
diberikan oleh Pemerin-
tah Pusat dan Pemerintah 
Daerah sesuai dengan 
kewenangannya berdasarkan 
klasifikasi Rumah Sakit se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 24. 

(2) Pelaksanaan Perizinan Be-
rusaha terkait Rumah Sakit 
oleh Pemerintah Daerah 
dilaksanakan sesuai dengan 
norma, standar, prosedur, 
dan kriteria yang ditetapkan 
oleh Pemerintah Pusat.

•	 Perizinan dilaku-
kan berdasarkan  
norma, standar, 
prosedur, dan krite-
ria yang ditetapkan 
oleh Pemerintah 
Pusat.
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Pasal 27
Izin Rumah Sakit dapat dicabut 
jika: 
a. habis masa berlakunya; 
b. tidak lagi memenuhi pers-

yaratan dan standar;
c. terbukti melakukan pelang-

garan terhadap peraturan 
perundang-undangan; dan/
atau 

d. atas perintah pengadilan 
dalam rangka penegakan 
hukum.

Pasal 27
Perizinan Berusaha terkait 
Rumah Sakit sebagaimana di-
maksud dengan Pasal 25 dapat 
dicabut jika:
a. habis masa berlakunya; 
b. tidak lagi memenuhi pers-

yaratan dan standar; 
c. terbukti melakukan pelang-

garan terhadap ketentuan 
peraturan perundang-undan-
gan; dan/atau 

d. atas perintah pengadilan 
dalam rangka penegakan 
hukum.

•	 Menambahkan 
acuan Pasal pada 
Pasal 25.

•	 mengubah frasa 
“izin” menjadi “Per-
izinan Berusaha”

Pasal 28
Ketentuan lebih lanjut mengenai 
perizinan diatur dengan Peratur-
an Menteri.

Pasal 28
Ketentuan lebih lanjut menge-
nai Perizinan Berusaha terkait 
Rumah Sakit diatur dalam Pera-
turan Pemerintah.

•	 ketentuan lebih lan-
jut dalam Peraturan  
Pemerintah

Pasal 29
(1) Setiap Rumah Sakit mempu-

nyai kewajiban:
a. memberikan informa-

si yang benar tentang 
pelayanan Rumah Sakit 
kepada masyarakat;

b. memberi pelayanan 
kesehatan yang aman, 
bermutu, antidiskrimi-
nasi, dan efektif dengan 
mengutamakan kepent-
ingan pasien sesuai den-
gan standar pelayanan 
Rumah Sakit; 

c. memberikan pelayanan 
gawat darurat kepada 
pasien sesuai dengan 
kemampuan pelayanann-
ya; 

d.  berperan aktif dalam 
memberikan pelayanan 
kesehatan pada ben-
cana, sesuai dengan ke-
mampuan pelayanannya;

Pasal 29
(1) Setiap Rumah Sakit mempu-

nyai kewajiban: 
a. memberikan informa-

si yang benar tentang 
pelayanan Rumah Sakit 
kepada masyarakat; 

b. memberi pelayanan 
kesehatan yang aman, 
bermutu, anti diskrimi-
nasi, dan efektif dengan 
mengutamakan kepent-
ingan pasien sesuai den-
gan standar pelayanan 
Rumah Sakit; 

c. memberikan pelayanan 
gawat darurat kepada 
pasien sesuai dengan 
kemampuan pelayanann-
ya; 

d. berperan aktif dalam 
memberikan pelayanan 
kesehatan pada bencana 
sesuai dengan kemam-
puan pelayanannya;

•	 Menambahkan 
beberapa klasifikasi 
kewajiban rumah 
sakit

•	 Mengatur lebih lan-
jut dalam peraturan 
pemerintah

•	 Menambahkan 
klasifikasi sanksi Ad-
ministratif berupak 
teguran tertulis
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 e. menyediakan sarana dan 
pelayanan bagi mas-
yarakat tidak mampu 
atau miskin; 

f. melaksanakan fungsi 
sosial antara lain dengan 
memberikan fasilitas 
pelayanan pasien tidak 
mampu/miskin, pe-
layanan gawat darurat 
tanpa uang muka, am-
bulan gratis, pelayanan 
korban bencana dan 
kejadian luar biasa, atau 
bakti sosial bagi misi 
kemanusiaan; 

g. membuat, melak-
sanakan, dan menjaga 
standar mutu pelayanan 
kesehatan di Rumah 
Sakit sebagai acuan 
dalam melayani pasien; 

h. menyelenggarakan 
rekam medis; 

i. menyediakan sarana dan 
prasarana umum yang 
layak antara lain sarana 
ibadah, parkir, ruang 
tunggu, sarana untuk 
orang cacat, wanita 
menyusui, anak-anak, 
lanjut usia; 

j. melaksanakan sistem 
rujukan; 

k. menolak keinginan pa-
sien yang bertentangan 
dengan standar profesi 
dan etika serta peraturan 
perundang-undangan; 

e. menyediakan sarana dan 
pelayanan bagi mas-
yarakat tidak mampu 
atau miskin; 

f. melaksanakan fungsi 
sosial antara lain dengan 
memberikan fasilitas 
pelayanan pasien tidak 
mampu/miskin, pe-
layanan gawat darurat 
tanpa uang muka, am-
bulan gratis, pelayanan 
korban bencana dan 
kejadian luar biasa, atau 
bakti sosial bagi misi 
kemanusiaan; 

g. membuat, melak-
sanakan, dan menjaga 
standar mutu pelayanan 
kesehatan di Rumah 
Sakit sebagai acuan 
dalam melayani pasien; 

h. menyelenggarakan 
rekam medis; 

i. menyediakan sarana dan 
prasarana umum yang 
layak antara lain sarana 
ibadah, parkir, ruang 
tunggu, sarana untuk 
orang cacat, wanita 
menyusui, anak-anak, 
dan lanjut usia; 

j. melaksanakan sistem 
rujukan; 

k. menolak keinginan pa-
sien yang bertentangan 
dengan standar profesi 
dan etika serta keten-
tuan peraturan perun-
dang-undangan; 
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l. memberikan informasi 
yang benar, jelas dan 
jujur mengenai hak dan 
kewajiban pasien; m. 
menghormati dan me-
lindungi hak-hak pasien; 
n. melaksanakan etika 
Rumah Sakit; memili-
ki sistem pencegahan 
kecelakaan dan penang-
gulangan bencana; 

m. melaksanakan program 
pemerintah di bidang 
kesehatan baik secara 
regional maupun na-
sional; q. membuat 
daftar tenaga medis 
yang melakukan praktik 
kedokteran atau kedok-
teran gigi dan tenaga 
kesehatan lainnya; 

n. menyusun dan melak-
sanakan peraturan 
internal Rumah Sakit 
(hospital by laws); 

o. melindungi dan mem-
berikan bantuan hukum 
bagi semua petugas Ru-
mah Sakit dalam melak-
sanakan tugas; dan 

p. memberlakukan seluruh 
lingkungan rumah sakit 
sebagai kawasan tanpa 
rokok. 

l. memberikan informasi 
yang benar, jelas, dan 
jujur mengenai hak dan 
kewajiban pasien; 

m. menghormati dan me-
lindungi hak pasien; 

n. melaksanakan etika Ru-
mah Sakit; 

o. memiliki sistem pencega-
han kecelakaan dan pen-
anggulangan bencana; 

p. melaksanakan program 
pemerintah di bidang 
kesehatan, baik secara 
regional maupun nasion-
al; 

q. membuat daftar tenaga 
medis yang melakukan 
praktik kedokteran atau 
kedokteran gigi dan 
tenaga kesehatan lainn-
ya; 

r. menyusun dan melak-
sanakan peraturan inter-
nal Rumah Sakit; 

s. melindungi dan mem-
berikan bantuan hukum 
bagi semua petugas Ru-
mah Sakit dalam melak-
sanakan tugas; dan 

t. memberlakukan seluruh 
lingkungan rumah sakit 
sebagai kawasan tanpa 
rokok. 
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(2) Pelanggaran atas kewajiban 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dikenakan sanksi 
admisnistratif berupa: 
a. teguran; 
b. teguran tertulis; atau 
c. denda dan pencabutan 

izin Rumah Sakit. (3) 
Ketentuan lebih lanjut 
mengenai kewajiban Ru-
mah Sakit sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
diatur dengan Peraturan 
Menteri.

(2) Pelanggaran atas kewajiban 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dikenai sanksi ad-
misnistratif berupa: 
a. teguran; 
b. teguran tertulis; 
c. denda; dan/atau 
d. pencabutan Perizinan 

Rumah Sakit. 
(3) Ketentuan lebih lanjut 

mengenai kewajiban Rumah 
Sakit sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan penge-
naan sanksi administratif 
sebagaimana pada ayat (2) 
diatur dalam Peraturan Pe-
merintah.

Pasal 40
(1) Dalam upaya peningkatan 

mutu pelayanan Rumah Sakit 
wajib dilakukan akreditasi 
secara berkala menimal 3 
(tiga) tahun sekali. 

(2) Akreditasi Rumah Sakit 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan oleh suatu 
lembaga independen baik 
dari dalam maupun dari luar 
negeri berdasarkan standar 
akreditasi yang berlaku. 

(3) Lembaga independen se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (2) ditetapkan oleh 
Menteri. 

(4) Ketentuan lebih lanjut men-
genai akreditasi Rumah Sakit 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), dan ayat (2) diatur 
dengan Peraturan Menteri.

Pasal 40
(1) Dalam upaya peningkatan 

mutu pelayanan Rumah 
Sakit, wajib dilakukan akredi-
tasi secara berkala minimal 3 
(tiga) tahun sekali. 

(2) Akreditasi Rumah Sakit 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan oleh suatu 
lembaga independen, baik 
dari dalam maupun dari luar 
negeri berdasarkan standar 
akreditasi yang berlaku. 

(3) Lembaga independen se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (2) ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat. 

(4) Ketentuan lebih lanjut men-
genai akreditasi Rumah Sakit 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2) diatur 
dalam Peraturan Pemerintah.

•	 Penetapan dilaku-
kan oleh Pemerintah 
Pusat

•	 ketentuan lebih lan-
jut dalam Peraturan 
Pemerintah
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Pasal 54
(1) Pemerintah dan Pemerintah 

Daerah melakukan pembi-
naan dan pengawasan ter-
hadap Rumah Sakit dengan 
melibatkan organisasi profe-
si, asosiasi perumahsakitan, 
dan organisasi kemasyaratan 
lainnya sesuai dengan tugas 
dan fungsi masingmasing. 

(2) Pembinaan dan pengawasan 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diarahkan untuk : 
a. pemenuhan kebutuhan 

pelayanan kesehatan 
yang terjangkau oleh 
masyarakat; 

b. peningkatan mutu pe-
layanan kesehatan; 

c. keselamatan pasien ; 
d. pengembangan jangkau-

an pelayanan; dan 
e. peningkatan kemampuan 

kemandirian Rumah 
Sakit. 

(3) Dalam melaksanakan tugas 
pengawasan, Pemerintah 
dan Pemerintah Daerah 
mengangkat tenaga penga-
was sesuai kompetensi dan 
keahliannya. 

(4) Tenaga pengawas se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (3) melaksanakan pen-
gawasan yang bersifat teknis 
medis dan teknis perumah-
sakitan. 

Pasla 54
(1) Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah dengan 
norma, standar, prosedur, 
dan kriteria yang ditetap-
kan oleh Pemerintah Pusat 
melakukan pembinaan dan 
pengawasan terhadap Ru-
mah Sakit dengan melibat-
kan organisasi profesi, aso-
siasi perumahsakitan, dan 
organisasi kemasyarakatan 
lainnya sesuai dengan tugas 
dan fungsi masing-masing. 

(2) Pembinaan dan pengawasan 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diarahkan untuk: 
a. pemenuhan kebutuhan 

pelayanan kesehatan 
yang terjangkau oleh 
masyarakat; 

b. peningkatan mutu pe-
layanan kesehatan;

c. keselamatan pasien; 
d. pengembangan jangkau-

an pelayanan; dan 
e. peningkatan kemampuan 

kemandirian Rumah 
Sakit. 

(3) Dalam melaksanakan tugas 
pengawasan, Pemerintah 
Pusat dan Pemerintah Daer-
ah sesuai dengan kewenan-
gannya mengangkat tenaga 
pengawas sesuai kompetensi 
dan keahliannya. 

(4) Tenaga pengawas se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (3) melaksanakan pen-
gawasan yang bersifat teknis 
medis dan teknis perumah-
sakitan. 

•	 melakukan pembi-
naan dan penga-
wasan dengan ber-
dasarkan  norma, 
standar, prosedur, 
dan kriteria yang 
ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat

•	 Pengaturan lebih 
lanjut dalam Pera-
turan pemerintah
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(5) Dalam rangka pembinaan 
dan pengawasan sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2) Pemerintah dan 
Pemerintah Daerah dapat 
mengambil tindakan admin-
istratif berupa: 
a. teguran; 
b. teguran tertulis; dan/

atau 
c. denda dan pencabutan 

izin. 
(6) Ketentuan lebih lanjut men-

genai pembinaan dan penga-
wasan sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1), ayat (2), 
ayat (3), ayat (4), dan ayat 
(5) diatur dengan Peraturan 
Menteri.

(5) Dalam rangka pembinaan 
dan pengawasan, Pemer-
intah Pusat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) dapat mengenakan 
sanksi administratif berupa: 
a. teguran;
b. teguran tertulis; 
c. denda; dan/atau 
d. encabutan Perizinan 

Rumah Sakit. 
(6) Ketentuan lebih lanjut 

mengenai pembinaan dan 
pengawasan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), ayat 
(2), ayat (3), ayat (4), serta 
kriteria, jenis, dan tata cara 
pengenaan sanksi adminis-
tratif sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5) diatur dalam 
Peraturan Pemerintah.

Pasal 62
Setiap orang yang dengan 
sengaja menyelenggarakan 
Rumah Sakit tidak memiliki izin 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 25 ayat (1) dipidana den-
gan pidana penjara paling lama 
2 (dua) tahun dan denda paling 
banyak Rp. 5.000.000.000,00- 
(lima milyar rupiah).

Pasal 62
Setiap orang yang dengan sen-
gaja menyelenggarakan Rumah 
Sakit tidak memiliki Perizinan 
Berusaha sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 25 ayat (1) yang 
mengakibatkan timbulnya kor-
ban/kerusakan terhadap kese-
hatan, keselamatan, dan/atau 
lingkungan dipidana dengan pi-
dana penjara paling lama 2 (dua) 
tahun dan denda paling banyak 
Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar 
rupiah).

•	 Menambahkan 
jumlah denda yang 
dikenakan

•	 Menambahkan 
unsur akibat

28. Undang-Undang No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika 

TOPIK NOMOR PASAL UU CIPTA KERJA RANGKUMAN PEN-
JELASAN

Pasal 5
Psikotropika hanya dapat dipro-
duksi oleh pabrik obat yang 
telah memiliki izin sesuai dengan 
ketentuan peraturan perun-
dang-undangan yang berlaku.

Pasal 5
Psikotropika hanya dapat dipro-
duksi oleh industri farmasi yang 
telah memenuhi Perizinan Beru-
saha dari Pemerintah Pusat.

•	 Diperlukan Perizin-
an Berusaha dari 
Pemerintah Pusat
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Pasal 9
(1) Psikotropika yang berupa 

obat hanya dapat diedarkan 
setelah terdaftar pada de-
partemen yang bertanggung 
jawab di bidang kesehatan. 

(2) Menteri menetapkan per-
syaratan dan tata cara 
pendaftaran psikotropika 
yang berupa obat

Pasal 9
(1) Psikotropika dalam bentuk 

obat jadi hanya dapat die-
darkan setelah memenuhi 
Perizinan Berusaha dari 
Pemerintah Pusat 

(2) Ketentuan lebih lanjut men-
genai Perizinan Berusaha 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur dalam Pera-
turan Pemerintah.

•	 Pengaturan lebih 
lanjut dalam Pera-
turan Pemerintah

Pasal 16
(1) Ekspor psikotropika hanya 

dapat dilakukan oleh pabrik 
obat atau pedagang besar 
farmasi yang telah memiliki 
izin sebagai eksportir sesuai 
dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang 
berlaku. 

(2) Impor psikotropika hanya 
dapat dilakukan oleh pabrik 
obat atau pedagang besar 
farmasi yang telah memiliki 
izin sebagai importir sesuai 
dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang 
berlaku, serta lembaga pe-
nelitian atau lembaga pendi-
dikan. 

(3) Lembaga penelitian dan/
atau lembaga pendidikan 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dilarang untuk 
mengedarkan psikotropika 
yang diimpornya.

Pasal 16
(1) Ekspor Psikotropika hanya 

dapat dilakukan oleh industri 
farmasi atau pedagang besar 
farmasi yang telah me-
menuhi Perizinan Berusaha 
dari Pemerintah Pusat 

(2) Impor Psikotropika hanya 
dapat dilakukan oleh:

a. Industri farmasi atau ped-
agang besar farmasi yang 
telah memenuhi Perizinan 
Berusaha dari Pemerintah 
Pusat; 

b. Lembaga penelitian atau 
lembaga pendidikan. 

(3) Lembaga penelitian dan/
atau lembaga pendidikan 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf b dilarang 
mengedarkan psikotropika 
yang diimpornya. 

(4) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai Perizinan Berusa-
ha diatur dalam Peraturan 
Pemerintah.

•	 Menambahkan kla-
sifikasi pihak yang 
berwenang melaku-
kan impor

•	 Ketentuan lebih lan-
jut dalam Peraturan 
Pemerintah
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Pasal 18
(1) Untuk dapat memperoleh 

surat persetujuan ekspor 
atau surat persetujuan 
impor psikotropika, eksportir 
atau importir sebagai-mana 
dimaksud dalam Pasal 17 
mengajukan permohonan 
secara tertulis kepada Ment-
eri. 

(2) Permohonan secara ter-
tulis untuk memperoleh 
surat persetujuan ekspor 
psikotropika dilampiri den-
gan surat persetujuan impor 
psikotropika yang telah 
mendapat persetujuan dari 
dan/atau dikeluarkan oleh 
pemerintah negara pengim-
por psikotropika. 

(3) Menteri menetapkan pers-
yaratan yang wajib dican-
tumkan dalam permohonan 
tertulis untuk memperoleh 
surat persetujuan ekspor 
atau surat persetujuan impor 
psikotropika.

Pasal 18
(1) Untuk dapat memperoleh 

surat persetujuan ekspor 
atau surat persetujuan 
impor, eksportir atau impor-
tir sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 17 mengajukan 
permohonan kepada Pemer-
intah Pusat. 

(2) Permohonan untuk mem-
peroleh surat persetujuan 
ekspor psikotropika dilampiri 
dengan surat persetujuan 
impor psikotropika yang 
telah mendapat persetujuan 
impor psikotropika dari dan/
atau dikeluarkan oleh pe-
merintah negara pengimpor 
psikotropika. (3) Ketentuan 
lebih lanjut mengenai surat 
persetujuan ekspor dan surat 
persetujuan impor diatur 
dalam Peraturan Pemerintah.

•	 Permohonan diaju-
kan kepada Pemer-
intah Pusat

•	 ketentuan lebih lan-
jut dalam Peraturan 
Pemeirntah

Pasal 19 
Bagian Kedua Menteri menyam-

paikan salinan surat per-
setujuan impor psikotropika 
kepada pemerintah negara 
pengekspor psikotropika

Pasal 19
Pemerintah Pusat menyampaikan 

surat persetujuan impor 
terkait impor psikotropika 
kepada pemerintah negara 
pengekspor psikotropika.

•	 Penyampaian 
dilakukan oleh 
Pemerintah Pusast

Pasal 20 
Ketentuan lebih lanjut yang 

diperlukan bagi kegiatan ek-
spor atau impor psikotropika 
diatur oleh Menteri. Pen-
gangkutan

Pasal 20
Ketentuan lebih lanjut mengenai 

kegiatan ekspor atau impor 
psikotropika diatur dalam 
Peraturan Pemerintah.

•	 Ketentuan lebih lan-
jut dalam Peraturan 
Pemerintah
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Pasal 21
(1) Setiap pengangkutan ekspor 

psikotropika wajib dilengkapi 
dengan surat persetujuan 
ekspor psikotropika yang 
dikeluarkan oleh Menteri. 

(2) Setiap pengangkutan impor 
psikotropika wajib dilengkapi 
dengan surat persetujuan 
ekspor psikotropika yang 
dikeluarkan oleh pemerintah 
negara pengekspor.

Pasal 21
(1) Setiap pengangkutan ekspor 

psikotropika wajib dilengkapi 
dengan surat persetujuan 
ekspor psikotropika yang 
dikeluarkan oleh Pemerintah 
Pusat. 

(2) Setiap pengangkutan impor 
psikotropika wajib dilengkapi 
dengan Surat Persetujuan 
Ekspor Psikotropika yang 
dikeluarkan oleh pemerintah 
negara pengekspor.

•	 Persetujuan diberi-
kan oleh Pemerintah 
Pusat

Pasal 22
(1) Eksportir psikotropika wajib 

memberikan surat persetu-
juan ekspor psikotropika dari 
Menteri dan surat persetu-
juan impor psikotropika dari 
pemerintah negara pengim-
por kepada orang yang ber-
tanggung jawab atas perusa-
haan pengangkutan ekspor. 

(2) Orang yang bertanggung 
jawab atas perusahaan 
pengangkutan ekspor wajib 
memberikan surat persetu-
juan ekspor psikotropika dari 
Menteri dan surat persetu-
juan impor psikotropika dari 
peme-rintah negara pengim-
por kepada penanggung 
jawab pengangkut. 

Pasal 22
(1) Eksportir psikotropika wajib 

memberikan surat persetu-
juan ekspor psikotropika 
yang diterbitkan oleh Pemer-
intah Pusat dan surat per-
setujuan impor psikotropika 
yang diterbitkan oleh pe-
merintah negara pengimpor 
kepada orang yang bertang-
gung jawab atas perusahaan 
pengangkutan ekspor. 

(2) Orang yang bertanggung 
jawab atas perusahaan 
pengangkutan ekspor wajib 
memberikan surat persetu-
juan ekspor psikotropika 
yang diterbitkan oleh Pemer-
intah Pusat dan surat per-
setujuan impor psikotropika 
yang diterbitkan oleh pe-
merintah negara pengimpor 
kepada penanggung jawab 
pengangkut. 

•	 Persetujuan diberi-
kan oleh Pemerintah 
Pusat
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(3) Penanggung jawab pengang-
kut ekspor psikotropika wajib 
membawa dan bertanggung 
jawab atas kelengkapan 
surat persetujuan ekspor 
psikotropika dari Menteri 
dan surat persetujuan impor 
psikotropika dari pemerintah 
negara pengimpor. 

(4) Penanggung jawab pengang-
kut impor psikotropika yang 
mema-suki wilayah Republik 
Indonesia wajib membawa 
dan bertang-gung jawab 
atas kelengkapan surat per-
setujuan impor psikotro-pika 
dari Menteri dan surat per-
setujuan ekspor psikotropi-
ka dari pemerintah negara 
pengekspor.

(3) Penanggung jawab pengang-
kut ekspor psikotropika wajib 
membawa dan bertanggung 
jawab atas kelengkapan 
surat persetujuan ekspor 
psikotropika yang diterbit-
kan oleh Pemerintah Pusat 
dan surat persetujuan impor 
psikotropika yang diterbit-
kan oleh pemerintah negara 
pengimpor. 

(4) Penanggung jawab pengang-
kut impor psikotropika yang 
memasuki wilayah Republik 
Indonesia wajib membawa 
dan bertanggung jawab atas 
kelengkapan surat persetu-
juan impor psikotropika yang 
diterbitkan oleh Pemerintah 
Pusat dan surat persetujuan 
ekspor psikotropika yang 
diterbitkan oleh pemerintah 
negara pengekspor.

29. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Topik Nomor Pasal UU Cipta Kerja Rangkuman Penjelasan
Pasal 11
(1) Menteri memberi izin khusus 

untuk memproduksi Narko-
tika kepada Industri Farmasi 
tertentu yang telah memiliki 
izin sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undan-
gan setelah dilakukan audit 
oleh Badan Pengawas Obat 
dan Makanan.

(2) Menteri melakukan pengen-
dalian terhadap produksi 
Narkotika sesuai dengan 
rencana kebutuhan tahu-
nan Narkotika sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9

Pasal 11
(1) Industri farmasi tertentu 

dapat memproduksi narkoti-
ka setelah memenuhi Per-
izinan Berusaha dari Pemer-
intah Pusat. 

(2) Pemerintah Pusat melaku-
kan pengendalian terhadap 
produksi Narkotika sesuai 
dengan rencana kebutuhan 
tahunan Narkotika se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9. 

•	 Menghapuskan 
ketentuan badan 
pengawas obat dan 
makanan

•	 Mengatur lebih lan-
jut dalam Peraturan 
Pemerintah
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(3) Badan Pengawas Obat dan 

Makanan melakukan penga-
wasan terhadap bahan baku, 
proses produksi, dan hasil 
akhir dari produksi Narkoti-
ka sesuai dengan rencana 
kebutuhan tahunan Narko-
tika sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 9. 

(4) Ketentuan lebih lanjut men-
genai tata cara pemberian 
izin dan pengendalian se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2) diatur 
dengan Peraturan Menteri. 

(5) Ketentuan lebih lanjut men-
genai tata cara pengawasan 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) diatur dengan Pera-
turan Kepala Badan Penga-
was Obat dan Makanan.

(3) Pemerintah Pusat melakukan 
pengawasan terhadap bahan 
baku, proses produksi, dan 
hasil akhir dari produksi 
Narkotika sesuai dengan 
rencana kebutuhan tahu-
nan Narkotika sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9. 

(4) Ketentuan lebih lanjut men-
genai tata cara pemberian 
Perizinan Berusaha, pen-
gendalian, dan pengawasan 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), ayat (2), dan ayat 
(3) diatur dalam Peraturan 
Pemerintah.

Pasal 15
(1) Menteri memberi izin kepada 

1 (satu) perusahaan ped-
agang besar farmasi milik 
negara yang telah memiliki 
izin sebagai importir sesuai 
dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan untuk 
melaksanakan impor Narkoti-
ka. 

(2) Dalam keadaan tertentu, 
Menteri dapat memberi izin 
kepada perusahaan lain 
dari perusahaan milik neg-
ara sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) yang memiliki 
izin sebagai importir sesuai 
dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan untuk 
melaksanakan impor Narkoti-
ka.

Pasal 15
(1) Industri farmasi atau pe-

rusahaan Pedagang Besar 
Farmasi milik negara dapat 
melaksanakan impor narkoti-
ka setelah memenuhi Per-
izinan Berusaha dari Pemer-
intah Pusat. 

(2) Dalam keadaan tertentu, 
Pemerintah Pusat dapat 
memberi Perizinan Berusaha 
kepada perusahaan selain 
perusahaan milik negara 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) yang memenuhi 
Perizinan Berusaha. 

(3) Ketentuan lebih lanjut men-
genai Perizinan Berusaha 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2) diatur 
dalam Peraturan Pemerintah

•	 Perizinan Berusaha 
dikeluarkan oleh 
Pemerintah Pusat

•	 Ketentuan lebih 
lanjut diatur dalam 
Peraturan Pemerin-
tah
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Pasal 16
(1) Importir Narkotika harus 

memiliki Surat Persetujuan 
Impor dari Menteri untuk 
setiap kali melakukan impor 
Narkotika. 

(2) Surat Persetujuan Impor 
Narkotika sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
diberikan berdasarkan hasil 
audit Kepala Badan Pen-
gawas Obat dan Makanan 
terhadap rencana kebutuhan 
dan realisasi produksi dan/
atau penggunaan Narkotika. 

(3) Surat Persetujuan Impor 
Narkotika Golongan I dalam 
jumlah yang sangat terbatas 
hanya dapat diberikan untuk 
kepentingan pengemban-
gan ilmu pengetahuan dan 
teknologi. 

(4) Surat Persetujuan Impor 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) disampaikan kepada 
pemerintah negara pengek-
spor.

Pasal 16
(1) Importir Narkotika harus 

memiliki Surat Persetujuan 
Impor yang diterbitkan oleh 
Pemerintah Pusat untuk 
setiap kali melakukan impor 
Narkotika. 

(2) Surat Persetujuan Impor 
Narkotika sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
diberikan berdasarkan hasil 
audit Pemerintah Pusat terh-
adap rencana kebutuhan dan 
realisasi produksi dan/atau 
penggunaan Narkotika. 

(3) Surat Persetujuan Impor 
Narkotika Golongan I dalam 
jumlah yang sangat terbatas 
hanya dapat diberikan untuk 
kepentingan pengemban-
gan ilmu pengetahuan dan 
teknologi. 

(4) Surat Persetujuan Impor 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) disampaikan kepada 
pemerintah negara pengek-
spor.

•	 Surat Persetujuan 
diterbitkan oleh 
Pemerintah Pusat

Pasal 18
(1) Menteri memberi izin kepada 

1 (satu) perusahaan ped-
agang besar farmasi milik 
negara yang telah memiliki 
izin sebagai eksportir sesuai 
dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan untuk 
melaksanakan ekspor Narko-
tika. 

(2) Dalam keadaan tertentu, 
Menteri dapat memberi izin 
kepada perusahaan lain 
dari perusahaan milik neg-
ara sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) yang memiliki 
izin sebagai eksportir sesuai 
dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan untuk 
melaksanakan ekspor Narko-
tika.

Pasal 18
(1) Industri farmasi atau pe-

rusahaan Pedagang Besar 
Farmasi dapat melaksanakan 
ekspor narkotika setelah me-
menuhi Perizinan Berusaha 
dari Pemerintah Pusat. 

(2) Ketentuan lebih lanjut men-
genai Perizinan Berusaha 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur dalam Pera-
turan Pemerintah.

•	 Perizinan Berusaha 
dikeluarkan oleh 
pemerintah Pusat.

•	 Ketentuan lebih 
lanjut diatur dalam 
Peraturan Menteri
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Pasal 19
(1) Eksportir Narkotika harus 

memiliki Surat Persetujuan 
Ekspor dari Menteri untuk 
setiap kali melakukan ekspor 
Narkotika. 

(2) Untuk memperoleh Surat 
Persetujuan Ekspor Narko-
tika sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), pemohon 
harus melampirkan surat 
persetujuan dari negara 
pengimpor.

Pasal 19
(1) Eksportir Narkotika harus 

memiliki Surat Persetujuan 
Ekspor yang diterbitkan oleh 
Pemerintah Pusat untuk 
setiap kali melakukan ekspor 
Narkotika. 

(2) Untuk memperoleh Surat 
Persetujuan Ekspor Narko-
tika sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), pemohon 
harus melampirkan surat 
persetujuan yang diterbitkan 
oleh negara pengimpor.

•	 Persetujuan dikelu-
arkan oleh Pemerin-
tah Pusat

Pasal 22 Ketentuan lebih lanjut 
mengenai syarat dan tata 
cara memperoleh Surat 
Persetujuan Impor dan Surat 
Persetujuan Ekspor diatur 
dengan Peraturan Menteri.

Pasal 22
Ketentuan lebih lanjut mengenai 

syarat dan tata cara mem-
peroleh Surat Persetujuan 
Impor dan Surat Persetujuan 
Ekspor diatur dalam Peratur-
an Pemerintah

•	 ketentuan lebih lan-
jut dalam Peraturan 
Pemerintah
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Pasal 24
(1) Setiap pengangkutan impor 

Narkotika wajib dilengkapi 
dengan dokumen atau surat 
persetujuan ekspor Narkoti-
ka yang sah sesuai dengan 
ketentuan peraturan pe-
rundangundangan di neg-
ara pengekspor dan Surat 
Persetujuan Impor Narkotika 
yang dikeluarkan oleh Ment-
eri. 

(2) Setiap pengangkutan ekspor 
Narkotika wajib dilengkapi 
dengan Surat Persetujuan 
Ekspor Narkotika yang 
dikeluarkan oleh Menteri dan 
dokumen atau surat persetu-
juan impor Narkotika yang 
sah sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undan-
gan di negara pengimpor.

Pasal 24
(1) Setiap pengangkutan impor 

Narkotika wajib dilengkapi 
dengan dokumen atau Surat 
Persetujuan Ekspor Narkoti-
ka yang sah sesuai dengan 
ketentuan peraturan pe-
rundang-undangan di neg-
ara pengekspor dan Surat 
Persetujuan Impor Narkotika 
yang diterbitkan oleh Pemer-
intah Pusat. 

(2) Setiap pengangkutan ekspor 
Narkotika wajib dilengkapi 
dengan Surat Persetujuan 
Ekspor Narkotika yang diter-
bitkan oleh Pemerintah Pusat 
dan dokumen atau Perizin-
an Berusaha terkait impor 
Narkotika yang sah sesuai 
dengan ketentuan peratur-
an perundangundangan di 
negara pengimpor. 

(3) Ketentuan lebih lanjut men-
genai dokumen atau Surat 
Persetujuan Ekspor dan 
Surat Persetujuan Impor nar-
kotika sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) dan ayat 
(2) diatur dalam Peraturan 
Pemerintah.

•	 Menambahkan 
ketentuan penga-
turan lebih lanjut 
dalam Peraturan 
Pemerintah
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Pasal 26
(1) Eksportir Narkotika wajib 

memberikan Surat Persetu-
juan Ekspor Narkotika dari 
Menteri dan dokumen atau 
Surat Persetujuan Impor 
Narkotika yang sah sesuai 
dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan di neg-
ara pengimpor kepada orang 
yang bertanggung jawab 
atas perusahaan pengangku-
tan ekspor. 

(2) Orang yang bertanggung 
jawab atas perusahaan 
pengangkutan ekspor wajib 
memberikan Surat Persetu-
juan Ekspor Narkotika dari 
Menteri dan dokumen atau 
Surat Persetujuan Impor 
Narkotika yang sah sesuai 
dengan ketentuan peratur-
an perundang-undangan di 
negara pengimpor kepada 
penanggung jawab pengang-
kut. 

(3) Penanggung jawab pengang-
kut ekspor Narkotika wajib 
membawa dan bertanggung 
jawab atas kelengkapan 
Surat Persetujuan Ekspor 
Narkotika dari Menteri dan 
dokumen atau Surat Persetu-
juan Impor Narkotika yang 
sah sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undan-
gan di negara pengimpor.

Pasal 26
(1) Eksportir Narkotika wajib 

memberikan Surat Persetu-
juan Ekspor Narkotika yang 
diterbitkan oleh Pemerintah 
Pusat dan dokumen atau 
Surat Persetujuan Impor 
Narkotika yang sah sesuai 
dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan di neg-
ara pengimpor kepada orang 
yang bertanggung jawab 
atas perusahaan pengangku-
tan ekspor.

(2) Orang yang bertanggung 
jawab atas perusahaan 
pengangkutan ekspor wajib 
memberikan Surat Persetu-
juan Ekspor Narkotika yang 
diterbitkan oleh Pemerintah 
Pusat dan dokumen atau 
Surat Persetujuan Impor 
Narkotika yang sah sesuai 
dengan ketentuan peratur-
an perundang-undangan di 
negara pengimpor kepada 
penanggung jawab pengang-
kut. 

(3) Penanggung jawab pengang-
kut Ekspor Narkotika wajib 
membawa dan bertanggung 
jawab atas kelengkapan 
Surat Persetujuan Ekspor 
Narkotika yang diterbitkan 
oleh Pemerintah Pusat dan 
dokumen atau Surat Persetu-
juan Impor Narkotika yang 
sah sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undan-
gan di negara pengimpor.

•	 Surat Persetujuan 
diterbitkan oleh 
Pemerintah Pusat
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Pasal 46
(1) Narkotika dalam bentuk obat 

jadi hanya dapat diedarkan 
setelah mendapatkan izin 
edar dari Menteri. 

(2) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai syarat dan tata 
cara perizinan peredaran 
Narkotika dalam bentuk obat 
jadi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur dengan 
Peraturan Menteri.

(3) Untuk mendapatkan izin 
edar dari Menteri, Narko-
tika dalam bentuk obat 
jadi sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) harus 
melalui pendaftaran pada 
Badan Pengawas Obat dan 
Makanan. 

(4) Ketentuan lebih lanjut men-
genai syarat dan tata cara 
pendaftaran Narkotika dalam 
bentuk obat jadi sebagaima-
na dimaksud pada ayat (3) 
diatur dengan Peraturan 
Kepala Badan Pengawas 
Obat dan Makanan.

Pasal 36
(1) Narkotika dalam bentuk obat 

jadi hanya dapat diedarkan 
setelah memenuhi Perizinan 
Berusaha dari Pemerintah 
Pusat. 

(2) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai syarat dan tata 
cara Perizinan Berusaha 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur dalam Pera-
turan Pemerintah.

•	 Perizinan Berusaha 
dikeluarkan oleh 
Pemerintah Pusat.

•	 Pengaturan lebih 
lanjut dalam Pera-
turan Pemerintah

Pasal 39
(1) Narkotika hanya dapat disal-

urkan oleh Industri Farmasi, 
pedagang besar farmasi, dan 
sarana penyimpanan sediaan 
farmasi pemerintah sesuai 
dengan ketentuan dalam 
Undang-Undang ini. 

(2) Industri Farmasi, pedagang 
besar farmasi, dan sarana 
penyimpanan sediaan farma-
si pemerintah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
wajib memiliki izin khusus 
penyaluran Narkotika dari 
Menteri.

Pasal 39
(1) Narkotika hanya dapat disal-

urkan oleh Industri Farmasi, 
Pedagang Besar Farmasi, 
dan sarana penyimpanan 
sediaan farmasi pemerintah 
sesuai dengan ketentuan 
dalam Undang-Undang ini. 

(2) Industri Farmasi, Pedagang 
Besar Farmasi, dan sarana 
penyimpanan sediaan farma-
si pemerintah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
wajib memenuhi Perizinan 
Berusaha dari Pemerintah 
Pusat.

(3) Ketentuan lebih lanjut men-
genai Perizinan Berusaha 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) diatur dalam Pera-
turan Pemerintah.

•	 Perizinan Berusaha 
dikeluarkan oleh 
Pemerintah Pusat

•	 Ketentuan lebih lan-
jut dalam Peraturan 
Pemerintah
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30. Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan 

Topik Nomor Pasal UU Cipta Kerja Rangkuman Penjelasan
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang 

dimaksud dengan:
1. Pangan adalah segala se-

suatu yang berasal dari 
sumber hayati produk perta-
nian, perkebunan, kehutan-
an, perikanan, peternakan, 
perairan, dan air, baik yang 
diolah maupun tidak diolah 
yang diperuntukkan sebagai 
makanan atau minuman bagi 
konsumsi manusia, termasuk 
bahan tambahan Pangan, 
bahan baku Pangan, dan 
bahan lainnya yang digu-
nakan dalam proses penyia-
pan, pengolahan, dan/atau 
pembuatan makanan atau 
minuman.

2. Kedaulatan Pangan adalah 
hak negara dan bangsa yang 
secara mandiri menentukan 
kebijakan Pangan yang men-
jamin hak atas Pangan bagi 
rakyat dan yang memberikan 
hak bagi masyarakat untuk 
menentukan sistem Pangan 
yang sesuai dengan potensi 
sumber daya lokal. 

3. Kemandirian Pangan adalah 
kemampuan negara dan 
bangsa dalam memproduk-
si Pangan yang beraneka 
ragam dari dalam negeri 
yang dapat menjamin pe-
menuhan kebutuhan Pangan 
yang cukup sampai di tingkat 
perseorangan dengan me-
manfaatkan potensi sumber 
daya alam, manusia, sosial, 
ekonomi, dan kearifan lokal 
secara bermartabat. 

Pasal 1
1. Pangan adalah segala se-

suatu yang berasal dari 
sumber hayati produk perta-
nian, perkebunan, kehutan-
an, perikanan, peternakan, 
perairan, dan air, baik yang 
diolah maupun tidak diolah 
yang diperuntukkan sebagai 
makanan atau minuman bagi 
konsumsi manusia, termasuk 
bahan tambahan Pangan, 
bahan baku Pangan, dan ba-
han lainnya yang digunakan 
dalam penyiapan, pengola-
han, dan/atau pembuatan 
makanan atau minuman. 

2. Kedaulatan Pangan adalah 
hak negara dan bangsa yang 
secara mandiri menentukan 
kebijakan Pangan yang men-
jamin hak atas Pangan bagi 
rakyat dan yang memberikan 
hak bagi masyarakat untuk 
menentukan sistem Pangan 
yang sesuai dengan potensi 
sumber daya lokal. 

3. Kemandirian Pangan adalah 
kemampuan negara dan 
bangsa dalam memproduk-
si Pangan yang beraneka 
ragam dari dalam negeri 
yang dapat menjamin pe-
menuhan kebutuhan Pangan 
yang cukup sampai di tingkat 
perseorangan dengan me-
manfaatkan potensi sumber 
daya alam, manusia, sosial, 
ekonomi, dan kearifan lokal 
secara bermartabat. 

•	 Mengubah dan 
Menghapuskan 
beberapa penger-
tian
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4. Ketahanan Pangan adalah 

kondisi terpenuhinya Pangan 
bagi negara sampai dengan 
perseorangan, yang tercer-
min dari tersedianya Pangan 
yang cukup, baik jumlah 
maupun mutunya, aman, 
beragam, bergizi, merata, 
dan terjangkau serta tidak 
bertentangan dengan ag-
ama, keyakinan, dan budaya 
masyarakat, untuk dapat 
hidup sehat, aktif, dan pro-
duktif secara berkelanjutan.

5. Keamanan Pangan adalah 
kondisi dan upaya yang 
diperlukan untuk mencegah 
Pangan dari kemungkinan 
cemaran biologis, kimia, 
dan benda lain yang dapat 
mengganggu, merugikan, 
dan membahayakan kese-
hatan manusia serta tidak 
bertentangan dengan ag-
ama, keyakinan, dan budaya 
masyarakat sehingga aman 
untuk dikonsumsi. 

6. Produksi Pangan adalah 
kegiatan atau proses meng-
hasilkan, menyiapkan, men-
golah, membuat, mengawet-
kan, mengemas, mengemas 
kembali, dan/atau mengubah 
bentuk Pangan. 

7. Ketersediaan Pangan adalah 
kondisi tersedianya Pangan 
dari hasil produksi dalam 
negeri dan Cadangan Pan-
gan Nasional serta impor 
apabila kedua sumber utama 
tidak dapat memenuhi kebu-
tuhan.

4. Ketahanan Pangan adalah 
kondisi terpenuhinya Pangan 
bagi negara sampai dengan 
perseorangan yang tercer-
min dari tersedianya Pangan 
yang cukup, baik jumlah 
maupun mutunya, aman, 
beragam, bergizi, merata, 
dan terjangkau serta tidak 
bertentangan dengan ag-
ama, keyakinan, dan budaya 
masyarakat untuk dapat hid-
up sehat, aktif, dan produktif 
secara berkelanjutan. 

5. Keamanan Pangan adalah 
kondisi dan upaya yang 
diperlukan untuk mencegah 
Pangan dari kemungkinan 
cemaran biologis, kimia, 
dan benda lain yang dapat 
mengganggu, merugikan, 
dan membahayakan kese-
hatan manusia serta tidak 
bertentangan dengan ag-
ama, keyakinan, dan budaya 
masyarakat sehingga aman 
untuk dikonsumsi. 

6. Produksi Pangan adalah 
kegiatan atau proses meng-
hasilkan, menyiapkan, men-
golah, membuat, mengawet-
kan, mengemas, mengemas 
kembali, dan/atau mengubah 
bentuk Pangan. 

7. Ketersediaan Pangan adalah 
kondisi tersedianya Pangan 
dari hasil produksi dalam 
negeri, Cadangan Pangan 
Nasional, dan Impor Pangan. 
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8. Cadangan Pangan Nasional 

adalah persediaan Pangan 
di seluruh wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia 
untuk konsumsi manusia dan 
untuk menghadapi masalah 
kekurangan Pangan, gang-
guan pasokan dan harga, 
serta keadaan darurat. 

9. Cadangan Pangan Pemer-
intah adalah persediaan 
Pangan yang dikuasai dan 
dikelola oleh Pemerintah. 

10. Cadangan Pangan Pemerin-
tah Provinsi adalah perse-
diaan Pangan yang dikuasai 
dan dikelola oleh pemerintah 
provinsi. 

11. Cadangan Pangan Pemerin-
tah Kabupaten/Kota adalah 
persediaan Pangan yang 
dikuasai dan dikelola oleh 
pemerintah kabupaten/kota. 

12. Cadangan Pangan Pemerin-
tah Desa adalah persediaan 
Pangan yang dikuasai dan 
dikelola oleh pemerintah 
desa.  

13. Cadangan Pangan Mas-
yarakat adalah persediaan 
Pangan yang dikuasai dan 
dikelola oleh masyarakat di 
tingkat pedagang, komuni-
tas, dan rumah tangga.

14. Penyelenggaraan Pangan 
adalah kegiatan perenca-
naan, pelaksanaan, dan pen-
gawasan dalam penyediaan, 
keterjangkauan, pemenuhan 
konsumsi Pangan dan Gizi, 
serta keamanan Pangan den-
gan melibatkan peran serta 
masyarakat yang terkoordi-
nasi dan terpadu. 

8. Cadangan Pangan Nasional 
adalah persediaan Pangan 
di seluruh wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia 
untuk konsumsi manusia dan 
untuk menghadapi masalah 
kekurangan Pangan, gang-
guan pasokan dan harga, 
serta keadaan darurat. 

9. Cadangan Pangan Pemer-
intah adalah persediaan 
Pangan yang dikuasai dan 
dikelola oleh Pemerintah. 

10. Cadangan Pangan Pemerin-
tah Provinsi adalah perse-
diaan Pangan yang dikuasai 
dan dikelola oleh pemerintah 
provinsi. 

11. Cadangan Pangan Pemerin-
tah Kabupaten/Kota adalah 
persediaan Pangan yang 
dikuasai dan dikelola oleh 
pemerintah kabupaten/kota. 

12. Cadangan Pangan Pemerin-
tah Desa adalah persediaan 
Pangan yang dikuasai dan 
dikelola oleh pemerintah 
desa. 

13. Cadangan Pangan Mas-
yarakat adalah persediaan 
Pangan yang dikuasai dan 
dikelola oleh masyarakat di 
tingkat pedagang, komuni-
tas, dan rumah tangga. 

14. Penyelenggaraan Pangan 
adalah kegiatan perenca-
naan, pelaksanaan, dan pen-
gawasan dalam penyediaan, 
keterjangkauan, pemenuhan 
konsumsi Pangan dan Gizi, 
serta keamanan Pangan den-
gan melibatkan peran serta 
masyarakat yang terkoordi-
nasi dan terpadu. 
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Topik Nomor Pasal UU Cipta Kerja Rangkuman Penjelasan
15. Pangan Pokok adalah Pangan 

yang diperuntukkan sebagai 
makanan utama sehari-hari 
sesuai dengan potensi sum-
ber daya dan kearifan lokal. 

16. Penganekaragaman Pangan 
adalah upaya peningkatan 
ketersediaan dan konsumsi 
Pangan yang beragam, ber-
gizi seimbang, dan berbasis 
pada potensi sumber daya 
lokal. 

17. Pangan Lokal adalah 
makanan yang dikonsumsi 
oleh masyarakat setempat 
sesuai dengan potensi dan 
kearifan lokal. 

18. Pangan Segar adalah Pangan 
yang belum mengalami pen-
golahan yang dapat dikon-
sumsi langsung dan/atau 
yang dapat menjadi bahan 
baku pengolahan Pangan. 

19. Pangan Olahan adalah 
makanan atau minuman ha-
sil proses dengan cara atau 
metode tertentu dengan 
atau tanpa bahan tambahan. 

20. Petani adalah warga negara 
Indonesia, baik perseoran-
gan maupun beserta kel-
uarganya yang melakukan 
usaha tani di bidang Pangan.

21. Nelayan adalah warga neg-
ara Indonesia, baik perseo-
rangan maupun beserta 
keluarganya yang mata 
pencahariannya melakukan 
penangkapan ikan.

15. Pangan Pokok adalah Pangan 
yang diperuntukkan sebagai 
makanan utama sehari-hari 
sesuai dengan potensi sum-
ber daya dan kearifan lokal. 

16. Penganekaragaman Pangan 
adalah upaya peningkatan 
ketersediaan dan konsumsi 
Pangan yang beragam, ber-
gizi seimbang, dan berbasis 
pada potensi sumber daya 
lokal. 

17. Pangan Lokal adalah 
makanan yang dikonsumsi 
oleh masyarakat setempat 
sesuai dengan potensi dan 
kearifan lokal. 

18. Pangan Segar adalah Pangan 
yang belum mengalami pen-
golahan yang dapat dikon-
sumsi langsung dan/atau 
yang dapat menjadi bahan 
baku pengolahan Pangan. 

19. Pangan Olahan adalah 
makanan atau minuman ha-
sil proses dengan cara atau 
metode tertentu dengan 
atau tanpa bahan tambahan. 

20. Petani adalah warga negara 
Indonesia, baik perseoran-
gan maupun beserta kel-
uarganya yang melakukan 
usaha tani di bidang Pangan. 

21. Nelayan adalah warga neg-
ara Indonesia, baik perseo-
rangan maupun beserta 
keluarganya yang mata 
pencahariannya melakukan 
penangkapan ikan. 
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22. Pembudi Daya Ikan adalah 

warga negara Indonesia, 
baik perseorangan maupun 
beserta keluarganya yang 
mata pencahariannya mem-
besarkan, membiakkan, dan/
atau memelihara ikan dan 
sumber hayati perairan lain-
nya serta memanen hasiln-
ya dalam lingkungan yang 
terkontrol. 

23. Perdagangan Pangan ada-
lah setiap kegiatan atau 
serangkaian kegiatan dalam 
rangka penjualan dan/atau 
pembelian Pangan, termasuk 
penawaran untuk menjual 
Pangan dan kegiatan lain 
yang berkenaan dengan 
pemindahtanganan Pangan 
dengan memperoleh imbal-
an.

24. Ekspor Pangan adalah kegia-
tan mengeluarkan Pangan 
dari daerah pabean negara 
Republik Indonesia yang me-
liputi wilayah darat, perairan, 
dan ruang udara di atasnya, 
tempat-tempat tertentu di 
Zona Ekonomi Eksklusif, dan 
landas kontinen. 

25. Impor Pangan adalah kegia-
tan memasukkan Pangan ke 
dalam daerah pabean negara 
Republik Indonesia yang me-
liputi wilayah darat, perairan, 
dan ruang udara di atasnya, 
tempat-tempat tertentu di 
Zona Ekonomi Eksklusif, dan 
landas kontinen. 

22. Pembudi Daya Ikan adalah 
warga negara Indonesia, 
baik perseorangan maupun 
beserta keluarganya yang 
mata pencahariannya mem-
besarkan, membiakkan, dan/
atau memelihara ikan dan 
sumber hayati perairan lain-
nya serta memanen hasiln-
ya dalam lingkungan yang 
terkontrol. 

23. Perdagangan Pangan ada-
lah setiap kegiatan atau 
serangkaian kegiatan dalam 
rangka penjualan dan/atau 
pembelian Pangan, termasuk 
penawaran untuk menjual 
Pangan dan kegiatan lain 
yang berkenaan dengan 
pemindahtanganan Pangan 
dengan memperoleh imbal-
an. 

24. Ekspor Pangan adalah kegia-
tan mengeluarkan Pangan 
dari daerah pabean negara 
Republik Indonesia yang me-
liputi wilayah darat, perairan, 
dan ruang udara di atasnya, 
tempat-tempat tertentu di 
Zona Ekonomi Eksklusif, dan 
landas kontinen.

25. Impor Pangan adalah kegia-
tan memasukkan Pangan ke 
dalam daerah pabean negara 
Republik Indonesia yang me-
liputi wilayah darat, perairan, 
dan ruang udara di atasnya, 
tempat-tempat tertentu di 
Zona Ekonomi Eksklusif, dan 
landas kontinen. 
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26. Peredaran Pangan adalah 

setiap kegiatan atau serang-
kaian kegiatan dalam rangka 
penyaluran Pangan kepada 
masyarakat, baik diperda-
gangkan maupun tidak.

27. Bantuan Pangan adalah 
Bantuan Pangan Pokok dan 
Pangan lainnya yang diber-
ikan oleh Pemerintah, Pe-
merintah Daerah, dan/atau 
masyarakat dalam mengatasi 
Masalah Pangan dan Krisis 
Pangan, meningkatkan akses 
Pangan bagi masyarakat mi-
skin dan/atau rawan Pangan 
dan Gizi, dan kerja sama 
internasional. 

28. Masalah Pangan adalah 
keadaan kekurangan, kelebi-
han, dan/atau ketidakmam-
puan perseorangan atau 
rumah tangga dalam me-
menuhi kebutuhan Pangan 
dan Keamanan Pangan.

29. Krisis Pangan adalah kondisi 
kelangkaan Pangan yang 
dialami sebagian besar 
masyarakat di suatu wilayah 
yang disebabkan oleh, an-
tara lain, kesulitan distribusi 
Pangan, dampak perubahan 
iklim, bencana alam dan 
lingkungan, dan konflik so-
sial, termasuk akibat perang. 

30. Sanitasi Pangan adalah 
upaya untuk menciptakan 
dan mempertahankan 
kondisi Pangan yang sehat 
dan higienis yang bebas dari 
bahaya cemaran biologis, 
kimia, dan benda lain. 

26. Peredaran Pangan adalah 
setiap kegiatan atau serang-
kaian kegiatan dalam rangka 
penyaluran Pangan kepada 
masyarakat, baik diperda-
gangkan maupun tidak. 

27. Bantuan Pangan adalah 
Bantuan Pangan Pokok dan 
Pangan lainnya yang diber-
ikan oleh Pemerintah, Pe-
merintah Daerah, dan/atau 
masyarakat dalam mengatasi 
Masalah Pangan dan Krisis 
Pangan, meningkatkan akses 
Pangan bagi masyarakat mi-
skin dan/atau rawan Pangan 
dan Gizi, dan kerja sama 
internasional. 

28. Masalah Pangan adalah 
keadaan kekurangan, kelebi-
han, dan/atau ketidakmam-
puan perseorangan atau 
rumah tangga dalam me-
menuhi kebutuhan Pangan 
dan Keamanan Pangan.

29. Krisis Pangan adalah kondisi 
kelangkaan Pangan yang 
dialami sebagian besar 
masyarakat di suatu wilayah 
yang disebabkan oleh, an-
tara lain, kesulitan distribusi 
Pangan, dampak perubahan 
iklim, bencana alam dan 
lingkungan, dan konflik so-
sial, termasuk akibat perang. 

30. Sanitasi Pangan adalah 
upaya untuk menciptakan 
dan mempertahankan 
kondisi Pangan yang sehat 
dan higienis yang bebas dari 
bahaya cemaran biologis, 
kimia, dan benda lain.
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31. Persyaratan Sanitasi adalah 

standar kebersihan dan kes-
ehatan yang harus dipenuhi 
untuk menjamin Sanitasi 
Pangan.

32. Iradiasi Pangan adalah 
metode penanganan Pangan, 
baik dengan menggunakan 
zat radioaktif maupun ak-
selerator untuk mencegah 
terjadinya pembusukan dan 
kerusakan, membebaskan 
Pangan dari jasad renik 
patogen, serta mencegah 
pertumbuhan tunas.

33. Rekayasa Genetik Pangan 
adalah suatu proses yang 
melibatkan pemindahan gen 
(pembawa sifat) dari suatu 
jenis hayati ke jenis hayati 
lain yang berbeda atau sama 
untuk mendapatkan jenis 
baru yang mampu meng-
hasilkan produk Pangan yang 
lebih unggul. 

34. Pangan Produk Rekayasa 
Genetik adalah Pangan yang 
diproduksi atau yang meng-
gunakan bahan baku, bahan 
tambahan Pangan, dan/atau 
bahan lain yang dihasilkan 
dari proses rekayasa genetik. 

35. Kemasan Pangan adalah 
bahan yang digunakan untuk 
mewadahi dan/atau mem-
bungkus Pangan, baik yang 
bersentuhan langsung den-
gan Pangan maupun tidak. 

36. Mutu Pangan adalah nilai 
yang ditentukan atas dasar 
kriteria keamanan dan kand-
ungan Gizi Pangan. 

31. Persyaratan Sanitasi adalah 
standar kebersihan dan kes-
ehatan yang harus dipenuhi 
untuk menjamin Sanitasi 
Pangan. 

32. Iradiasi Pangan adalah 
metode penanganan Pangan, 
baik dengan menggunakan 
zat radioaktif maupun ak-
selerator untuk mencegah 
terjadinya pembusukan dan 
kerusakan, membebaskan 
Pangan dari jasad renik 
patogen, serta mencegah 
pertumbuhan tunas. 

33. Rekayasa Genetik Pangan 
adalah suatu proses yang 
melibatkan pemindahan gen 
(pembawa sifat) dari suatu 
jenis hayati ke jenis hayati 
lain yang berbeda atau sama 
untuk mendapatkan jenis 
baru yang mampu meng-
hasilkan produk Pangan yang 
lebih unggul. 

34. Pangan Produk Rekayasa 
Genetik adalah Pangan yang 
diproduksi atau yang meng-
gunakan bahan baku, bahan 
tambahan Pangan, dan/atau 
bahan lain yang dihasilkan 
dari proses rekayasa genetik. 

35. Kemasan Pangan adalah 
bahan yang digunakan untuk 
mewadahi dan/atau mem-
bungkus Pangan, baik yang 
bersentuhan langsung den-
gan Pangan maupun tidak. 

36. Mutu Pangan adalah nilai 
yang ditentukan atas dasar 
kriteria keamanan dan kand-
ungan Gizi Pangan. 
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37. Gizi adalah zat atau senyawa 

yang terdapat dalam Pangan 
yang terdiri atas karbohi-
drat, protein, lemak, vita-
min, mineral, serat, air, dan 
komponen lain yang berman-
faat bagi pertumbuhan dan 
kesehatan manusia. 

38. Setiap Orang adalah orang 
perseorangan atau korporasi, 
baik yang berbadan hukum 
maupun yang tidak berbadan 
hukum. 

39. Pelaku Usaha Pangan adalah 
Setiap Orang yang bergerak 
pada satu atau lebih sub-
sistem agribisnis Pangan, 
yaitu penyedia masukan 
produksi, proses produksi, 
pengolahan, pemasaran, 
perdagangan, dan penun-
jang. 

40. Pemerintah Pusat, selan-
jutnya disebut Pemerintah, 
adalah Presiden Republik 
Indonesia yang memegang 
kekuasaan Pemerintahan 
negara Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud da-
lam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945.

41. Pemerintah Daerah adalah 
gubernur, bupati atau wa-
likota, dan perangkat daerah 
sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah.

37. Gizi adalah zat atau senyawa 
yang terdapat dalam Pangan 
yang terdiri atas karbohi-
drat, protein, lemak, vita-
min, mineral, serat, air, dan 
komponen lain yang berman-
faat bagi pertumbuhan dan 
kesehatan manusia. 

38. Setiap Orang adalah orang 
perseorangan atau korporasi, 
baik yang berbadan hukum 
maupun yang tidak berbadan 
hukum. 

39. Pelaku Usaha Pangan adalah 
Setiap Orang yang bergerak 
pada satu atau lebih sub-
sistem agribisnis Pangan, 
yaitu penyedia masukan 
produksi, proses produksi, 
pengolahan, pemasaran, 
perdagangan, dan penun-
jang. 

40. Pemerintah Pusat, selan-
jutnya disebut Pemerintah, 
adalah Presiden Republik 
Indonesia yang memegang 
kekuasaan Pemerintahan 
negara Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud da-
lam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. 

41. Pemerintah Daerah adalah 
kepala daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintah-
an Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemer-
intahan yang menjadi ke-
wenangan daerah otonom.
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Pasal 14
(1) Sumber penyediaan Pangan 

berasal dari Produksi Pangan 
dalam negeri dan Cadangan 
Pangan Nasional. 

(2) Dalam hal sumber penye-
diaan Pangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
belum mencukupi, Pangan 
dapat dipenuhi dengan 
Impor Pangan sesuai dengan 
kebutuhan.

Pasal 14
(1) Sumber penyediaan Pangan 

diprioritaskan berasal dari: 
a. Produksi Pangan dalam neg-

eri; 
b. Cadangan Pangan Nasional; 

dan/atau 
c. Impor. 
(2) Sumber penyediaan Pan-

gan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilaksanakan 
dengan memperhatikan 
kepentingan Petani, Nelayan, 
Pembudi Daya Ikan, dan 
Pelaku Usaha Pangan mikro 
dan kecil melalui kebijakan 
tarif dan non tarif.

•	 Menambahkan 
klasifikasi prioritas

•	 Menambahkan 
ketentuan per-
hatian terhadap 
kepentingan 
Petani, Nelayan, 
Pembudi Daya 
Ikan, dan Pelaku 
Usaha Pangan 
mikro dan kecil 
melalui kebijakan 
tarif dan non tarif.

Pasal 15
(1) Pemerintah mengutamakan 

Produksi Pangan dalam neg-
eri untuk pemenuhan kebu-
tuhan konsumsi Pangan. 

(2) Dalam hal Ketersediaan Pan-
gan untuk kebutuhan kon-
sumsi dan cadangan Pangan 
sudah tercukupi, kelebihan 
Produksi Pangan dalam neg-
eri dapat digunakan untuk 
keperluan lain.

Pasal 15
(1) Produksi Pangan dalam 

negeri digunakan untuk me-
menuhi kebutuhan konsumsi 
Pangan. 

(2) Dalam hal Ketersediaan Pan-
gan untuk kebutuhan kon-
sumsi dan cadangan Pangan 
sudah tercukupi, kelebihan 
Produksi Pangan dalam neg-
eri dapat digunakan untuk 
keperluan lain.

•	 menghapuskan 
ketentuan peng-
gunaan pangan 
dalam negri

Pasal 36
(1) Impor Pangan hanya dapat 

dilakukan apabila Produksi 
Pangan dalam negeri tidak 
mencukupi dan/atau tidak 
dapat diproduksi di dalam 
negeri. 

(2) Impor Pangan Pokok hanya 
dapat dilakukan apabila Pro-
duksi Pangan dalam negeri 
dan Cadangan Pangan Nasi-
onal tidak mencukupi. 

(3) Kecukupan Produksi Pangan 
Pokok dalam negeri dan 
Cadangan Pangan Pemerin-
tah ditetapkan oleh menteri 
atau lembaga pemerintah 
yang mempunyai tugas 
melaksanakan tugas pemer-
intahan di bidang Pangan.

Pasal 36
(1) Impor Pangan dilakukan 

untuk memenuhi kebutuhan 
dalam negeri. 

(2) Impor Pangan Pokok dilaku-
kan untuk memenuhi kebu-
tuhan konsumsi dan cadan-
gan pangan nasional.  

(3) Impor Pangan dan Impor 
Pangan Pokok sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2) ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat dengan 
memperhatikan kepentingan 
Petani, Nelayan, Pembudi 
Daya Ikan, serta Pelaku Usa-
ha Pangan mikro dan kecil.

•	 Menetapkan impor 
sebagai salah satu 
upaya pemenuhan 
pangan secara 
lebih fleksible
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Pasal 39
Pemerintah menetapkan kebi-

jakan dan peraturan Impor 
Pangan yang tidak ber-
dampak negatif terhadap 
keberlanjutan usaha tani, 
peningkatan produksi, kes-
ejahteraan Petani, Nelayan, 
Pembudi Daya Ikan, dan 
Pelaku Usaha Pangan mikro 
dan kecil.

Pasal 39
Pemerintah Pusat menetapkan 

kebijakan dan peraturan 
Impor Pangan dalam rangka 
keberlanjutan usaha tani, 
peningkatan kesejahteraan 
petani, Nelayan, Pembudi 
Daya Ikan, serta Pelaku Usa-
ha Pangan mikro dan kecil.

•	 Penetapan kebija-
kan dilakukan oleh 
Pemeritnah Pusat
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Pasal 68
(1) Pemerintah dan Pemerintah 

Daerah menjamin terwu-
judnya penyelenggaraan 
Keamanan Pangan di setiap 
rantai Pangan secara terpa-
du. 

(2) Pemerintah menetapkan nor-
ma, standar, prosedur, dan 
kriteria Keamanan Pangan. 

(3) Petani, Nelayan, Pembudi 
Daya Ikan, dan Pelaku Usaha 
Pangan wajib menerapkan 
norma, standar, prosedur, 
dan kriteria Keamanan Pan-
gan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2). 

(4) Penerapan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria Kea-
manan Pangan sebagaima-
na dimaksud pada ayat (3) 
dilakukan secara bertahap 
berdasarkan jenis Pangan 
dan skala usaha Pangan. (5) 
Pemerintah dan/atau Pemer-
intah Daerah wajib membina 
dan mengawasi pelaksanaan 
penerapan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria Kea-
manan Pangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dan 
ayat (4).

Pasal 68
(1) Pemerintah Pusat dan Pe-

merintah Daerah menjamin 
terwujudnya penyelengga-
raan Keamanan Pangan di 
setiap rantai Pangan secara 
terpadu. 

(2) Pemerintah Pusat men-
etapkan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria Kea-
manan Pangan. 

(3) Pelaku Usaha Pangan terma-
suk Usaha Mikro dan Kecil 
wajib menerapkan norma, 
standar, prosedur, dan 
kriteria Keamanan Pangan 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2). 

(4) Penerapan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria Kea-
manan Pangan sebagaima-
na dimaksud pada ayat (3) 
dilakukan secara bertahap 
berdasarkan jenis Pangan 
dan skala usaha Pangan. 

(5) Pemerintah Pusat atau 
Pemerintah Daerah wajib 
membina dan mengawasi 
pelaksanaan penerapan nor-
ma, standar, prosedur, dan 
kriteria Keamanan Pangan 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) dan ayat (4). 

(6) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai norma, standar, 
prosedur, dan kriteria Kea-
manan Pangan termasuk 
pentahapannya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) dia-
tur dalam Peraturan Pemer-
intah.

•	 Menambahkan 
ketentuan penga-
turan lebih lanjut 
dalam Peraturan 
Pemerintah
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Pasal 72
(1) Setiap Orang yang melang-

gar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 71 
ayat (1) dan ayat (2) dikenai 
sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) berupa: 

a. denda; 
b. penghentian sementara dari 

kegiatan, produksi, dan/atau 
peredaran; 

c. penarikan Pangan dari pere-
daran oleh produsen; 

d. ganti rugi; dan/atau 
e. pencabutan izin. 
(3) Ketentuan lebih lanjut men-

genai jenis, besaran denda, 
tata cara, dan mekanisme 
pengenaan sanksi adminis-
tratif sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2) 
diatur dalam Peraturan Pe-
merintah.

Pasal 72
(1) Setiap Orang yang melang-

gar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 64 
ayat (1), Pasal 71 ayat (1), 
dan/atau ayat (2) dikenai 
sanksi administratif. (2) 

(2) Sanksi administratif se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) berupa: 

a. denda; 
b. penghentian sementara dari 

kegiatan, produksi, dan/atau 
peredaran; 

c. penarikan Pangan dari pere-
daran oleh produsen; 

d. ganti rugi; dan/atau 
e. pencabutan Perizinan Beru-

saha. 
(3) Ketentuan lebih lanjut men-

genai kriteria, jenis, besaran 
denda, dan tata cara pen-
genaan sanksi administra-
tif diatur dalam Peraturan 
Pemerintah.

•	 Menambahkan kla-
sifikasi pengenaan 
pasal dalam sanksi 
Administratif ini.

Pasla 74
(1) Pemerintah berkewajiban 

memeriksa keamanan ba-
han yang akan digunakan 
sebagai bahan tambahan 
Pangan yang belum diketa-
hui dampaknya bagi keseha-
tan manusia dalam kegiatan 
atau proses Produksi Pangan 
untuk diedarkan. 

(2) Pemeriksaan keamanan 
bahan tambahan sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan untuk mendapat-
kan izin peredaran.

Pasal 74
(1) Pemerintah Pusat wajib 

memeriksa keamanan ba-
han yang akan digunakan 
sebagai bahan tambahan 
Pangan yang belum diketa-
hui dampaknya bagi keseha-
tan manusia dalam kegiatan 
atau proses Produksi Pangan 
untuk diedarkan. 

(2) Pemeriksaan keamanan 
bahan tambahan sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dalam rangka pe-
menuhan Perizinan Berusaha 
dari Pemerintah Pusat.

•	 Perizinan Berusa-
ha diberikan oleh 
Pemerintah Pusat
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Pasal 77
(1) Setiap Orang dilarang 

memproduksi Pangan yang 
dihasilkan dari Rekayasa 
Genetik Pangan yang belum 
mendapatkan persetujuan 
Keamanan Pangan sebelum 
diedarkan. 

(2) Setiap Orang yang melaku-
kan kegiatan atau proses 
Produksi Pangan dilarang 
menggunakan bahan baku, 
bahan tambahan Pangan, 
dan/atau bahan lain yang 
dihasilkan dari Rekayasa 
Genetik Pangan yang belum 
mendapatkan persetujuan 
Keamanan Pangan sebelum 
diedarkan. 

(3) Persetujuan Keamanan Pan-
gan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2) 
diberikan oleh Pemerintah.

(4) zKetentuan mengenai tata 
cara memperoleh persetu-
juan Keamanan Pangan 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) diatur dalam Pera-
turan Pemerintah.

Pasal 77
(1) Setiap Orang dilarang 

memproduksi Pangan yang 
dihasilkan dari Rekayasa 
Genetik Pangan yang belum 
memenuhi Perizinan Berusa-
ha dari Pemerintah Pusat. 

(2) Setiap Orang yang melaku-
kan kegiatan atau proses 
Produksi Pangan dilarang 
menggunakan bahan baku, 
bahan tambahan Pangan, 
dan/atau bahan lain yang 
dihasilkan dari Rekayasa 
Genetik Pangan yang belum 
memenuhi Perizinan Berusa-
ha dari Pemerintah Pusat. 

(3) Ketentuan lebih lanjut men-
genai Perizinan Berusaha 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2) diatur 
dalam Peraturan Pemerintah.

•	 Menambahkan 
ketentuan penga-
turan lebih lanjut 
dalam Peraturan 
pemerintah

•	 Perizinan Berusaha 
dikeluarkan oleh 
Pemerintah Pusat

Pasal 81
(1) Iradiasi Pangan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 80 
ayat (1) dilakukan berdasar-
kan izin Pemerintah. 

(2) Izin Pemerintah sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
diberikan setelah memenuhi: 

a. persyaratan kesehatan; 
b. prinsip pengolahan; 
c. dosis; 
d. teknik dan peralatan; 
e. penanganan limbah dan 

penanggulangan bahaya zat 
radioaktif;

f. keselamatan kerja; dan 
g. kelestarian lingkungan. 
(3) Ketentuan mengenai pe-

menuhan izin Pemerintah 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) diatur dalam Pera-
turan Pemerintah

Pasal 81
(1) Iradiasi Pangan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 80 
ayat (1) dilakukan berdasar-
kan Perizinan Berusaha dari 
Pemerintah Pusat. 

(2) Ketentuan lebih lanjut men-
genai Perizinan Berusaha 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur dalam Pera-
turan Pemerintah.

•	 Menghapuskan kla-
sifikasi pemberian 
izin oleh Pemerin-
tah.
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Pasal 87
(1) Pemerintah dapat menetap-

kan persyaratan agar Pangan 
diuji di laboratorium sebelum 
diedarkan. 

(2) Pengujian sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) dilaku-
kan di laboratorium yang 
ditunjuk oleh dan/atau yang 
telah memperoleh akreditasi 
dari Pemerintah. 

(3) Ketentuan mengenai pers-
yaratan pengujian laborato-
rium diatur dalam Peraturan 
Pemerintah.

Pasal 87
DIHAPUSKAN

•	 Menghapuskan 
ketentuan men-
genai persyaratan 
pangan untuk diuji 
sebelum diedarkan 

Pasal 88
(1) Petani, Nelayan, Pembudi 

Daya Ikan, dan Pelaku Usaha 
Pangan di bidang Pangan 
Segar harus memenuhi per-
syaratan Keamanan Pangan 
dan Mutu Pangan Segar. 

(2) Pemerintah dan Pemerin-
tah Daerah wajib membina, 
mengawasi, dan memfasil-
itasi pengembangan usaha 
Pangan Segar untuk me-
menuhi persyaratan teknis 
minimal Keamanan Pangan 
dan Mutu Pangan. 

(3) Penerapan persyaratan 
teknis Keamanan Pangan 
dan Mutu Pangan Segar 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dilakukan secara 
bertahap sesuai dengan jenis 
Pangan Segar serta jenis 
dan/atau skala usaha. 

(4) Ketentuan lebih lanjut men-
genai persyaratan Keamanan 
Pangan dan Mutu Pangan 
Segar sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) diatur 
dengan atau berdasarkan 
Peraturan Pemerintah.

Pasal 88
(1) Pelaku Usaha Pangan di 

bidang Pangan Segar harus 
memenuhi standar Keaman-
an Pangan dan Mutu Pangan 
Segar. 

(2) Pemerintah Pusat atau 
Pemerintah Daerah sesuai 
dengan kewenangannya 
wajib membina, mengawasi, 
dan memfasilitasi pengem-
bangan usaha Pangan Segar 
untuk memenuhi persyaratan 
teknis minimal Keamanan 
Pangan dan Mutu Pangan 
berdasarkan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria yang 
ditetapkan oleh Pemerintah 
Pusat. 

(3) Penerapan standar Keaman-
an Pangan dan Mutu Pangan 
Segar sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) dilakukan 
secara bertahap sesuai den-
gan jenis Pangan Segar serta 
jenis dan/atau skala usaha.

•	 Kegiatan pen-
gawasan dan 
penfasilitasan 
dilakukan oleh 
Pemerintah Pu-
sat berdasarkan 
norma, standar, 
prosedur, dan kri-
teria yang ditetap-
kan oleh Pemerin-
tah Pusat.

•	 Menghapus penga-
turan lebih lanjut
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Topik Nomor Pasal UU Cipta Kerja Rangkuman Penjelasan
Pasal ini sebelumnya tidak ada Pasal 89A

(1) Setiap Orang yang melang-
gar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 84 
ayat (1), Pasal 86 ayat (2), 
atau Pasal 89 dikenai sanksi 
administratif. 

(2) Sanksi administratif se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) berupa: 

a. denda; 
b. penghentian sementara dari 

kegiatan, produksi, dan/atau 
peredaran; 

c. penarikan Pangan dari pere-
daran oleh produsen; 

d. ganti rugi; dan/atau 
e. pencabutan Perizinan Beru-

saha.
(3) Ketentuan lebih lanjut men-

genai kriteria, jenis, besaran 
denda, dan tata cara pen-
genaan sanksi administra-
tif diatur dalam Peraturan 
Pemerintah.

•	 Menambahkan 
ketentuan pelang-
garan Administratif
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Pasal 91 
(1) Dalam hal pengawasan 

keamanan, mutu, dan Gizi, 
setiap Pangan Olahan yang 
dibuat di dalam negeri atau 
yang diimpor untuk diperd-
agangkan dalam kemasan 
eceran, Pelaku Usaha Pan-
gan wajib memiliki izin edar. 

(2) Kewajiban memiliki izin edar 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dikecualikan terha-
dap Pangan Olahan tertentu 
yang diproduksi oleh industri 
rumah tangga.

(3) Ketentuan mengenai ke-
wajiban memiliki izin edar 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2) 
dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perun-
dang-undangan.

Pasal 91
(1) Dalam hal pengawasan 

keamanan, mutu, dan Gizi, 
setiap Pangan Olahan yang 
dibuat di dalam negeri atau 
yang diimpor untuk diper-
dagangkan dalam kema-
san eceran, Pelaku Usaha 
Pangan wajib memenuhi 
Perizinan Berusaha dari Pe-
merintah Pusat atau Pemer-
intah Daerah sesuai dengan 
kewenangannya berdasarkan 
norma, standar, prosedur, 
dan kriteria yang ditetapkan 
oleh Pemerintah Pusat. 

(2) Kewajiban memenuhi Per-
izinan Berusaha sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
dikecualikan terhadap pro-
duk Pangan Olahan tertentu 
yang diproduksi oleh Usaha 
Mikro dan Kecil. 

(3) Ketentuan lebih lanjut men-
genai Perizinan Berusaha 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2) diatur 
dalam Peraturan Pemerintah.

•	 Perizinan Berusaha 
harus berdasarkan 
norma, standar, 
prosedur, dan kri-
teria yang ditetap-
kan oleh Pemerin-
tah Pusat.

•	 Pengaturan lebih 
lanjut dalam Pera-
turan Pemerintah

Pasal 133
Pelaku Usaha Pangan yang 

dengan sengaja menimbun 
atau menyimpan melebihi 
jumlah maksimal sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 53 
dengan maksud untuk mem-
peroleh keuntungan yang 
mengakibatkan harga Pan-
gan Pokok menjadi mahal 
atau melambung tinggi dipi-
dana dengan pidana penjara 
paling lama 7 (tujuh) tahun 
atau denda paling banyak 
Rp100.000.000.000,00 (sera-
tus miliar rupiah).

Pasal 133
Pelaku Usaha Pangan yang 

dengan sengaja menimbun 
atau menyimpan melebihi 
jumlah maksimal sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 53 
dengan maksud untuk mem-
peroleh keuntungan yang 
mengakibatkan harga Pan-
gan Pokok menjadi mahal 
atau melambung tinggi dipi-
dana dengan pidana penjara 
paling lama 7 (tujuh) tahun 
atau denda paling banyak 
Rp150.000.000.000,00 (sera-
tus lima puluh miliar rupiah).

•	 Menambahkan 
sanksi denda
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Pasal 134
Setiap Orang yang melakukan 

Produksi Pangan Olahan 
tertentu untuk diperdagang-
kan, yang dengan sengaja 
tidak menerapkan tata cara 
pengolahan Pangan yang 
dapat menghambat proses 
penurunan atau kehilangan 
kandungan Gizi bahan baku 
Pangan yang digunakan se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 64 ayat (1) dipidana 
dengan pidana penjara 
paling lama 1 (satu) tahun 
atau denda paling banyak 
Rp2.000.000.000,00 (dua 
miliar rupiah)

Pasal 134 
(1) Setiap Orang yang melaku-

kan Produksi Pangan Olahan 
tertentu untuk diperdagang-
kan, yang dengan senga-
ja tidak menerapkan tata 
cara pengolahan Pangan, 
yang dapat menghambat 
penurunan atau kehilangan 
kandungan Gizi bahan baku 
Pangan yang digunakan se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 64 ayat (1) dan yang 
mengakibatkan timbulnya 
korban/kerusakan terhadap 
kesehatan, keselamatan, 
dan/atau lingkungan dipi-
dana dengan pidana penjara 
paling lama 1 (satu) tahun 
atau denda paling banyak 
Rp2.000.000.000,00 (dua 
miliar rupiah). 

(2) Ketentuan sebagaimana 
dimaksud ayat (1) dikecua-
likan dari pengenaan sanksi 
pidana terhadap pelanggaran 
yang dilakukan oleh setiap 
orang yang melakukan usaha 
dan/atau kegiatan berisiko 
rendah atau sedang. 

(3) Pelaku usaha dan/atau 
kegiatan yang melakukan 
pelanggaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) 
dikenai sanksi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 72.

•	 Menambahkan be-
berapa klasifikasi 
baru dalam pasal 
ini
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Pasal 135
Setiap Orang yang menyelengga-

rakan kegiatan atau proses 
produksi, penyimpanan, 
pengangkutan, dan/atau 
peredaran Pangan yang tidak 
memenuhi Persyaratan Sani-
tasi Pangan sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 71 ayat 
(2) dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 2 (dua) 
tahun atau denda paling 
banyak Rp4.000.000.000,00 
(empat miliar rupiah).

Pasal 135
(1) Setiap Orang yang menye-

lenggarakan kegiatan atau 
proses produksi, penyim-
panan, pengangkutan, dan/
atau peredaran Pangan yang 
tidak memenuhi Persyaratan 
Sanitasi Pangan sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 71 
ayat 

(2) yang mengakibatkan timbul-
nya korban/kerusakan terha-
dap kesehatan, keselamatan, 
dan/atau lingkungan dipi-
dana dengan pidana penjara 
paling lama 2 (dua) tahun 
atau denda paling banyak 
Rp4.000.000.000,00 (empat 
miliar rupiah). (2) Ketentuan 
sebagaimana dimaksud ayat 
(1) dikecualikan dari penge-
naan sanksi pidana terhadap 
pelanggaran yang dilaku-
kan oleh setiap orang yang 
melakukan usaha dan/atau 
kegiatan berisiko rendah 
atau sedang. 

(3) Pelaku usaha dan/atau 
kegiatan yang melakukan 
pelanggaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) 
dikenai sanksi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 72.

•	 Menambahkan 
klasifikasi baru ter-
hadap suatu akibat 
tertentu



779
P E D O M A N  M E M A H A M I  R U U  O M N I B U S  L A W

DNT LAWYERS

Topik Nomor Pasal UU Cipta Kerja Rangkuman Penjelasan
Pasal 139
(1) Setiap Orang yang dengan 

sengaja membuka kemasan 
akhir Pangan untuk dikemas 
kembali dan diperdagangkan 
sebagaimana dimaksud da-
lam Pasal 84 ayat (1) dipi-
dana dengan pidana penjara 
paling lama 5 (lima) tahun 
atau denda paling banyak 
Rp10.000.000.000,00 (sepu-
luh miliar rupiah).

Pasal 139
(1) Setiap Orang yang dengan 

sengaja membuka kemasan 
akhir Pangan untuk dikemas 
kembali dan diperdagang-
kan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 84 ayat (1) 
yang mengakibatkan tim-
bulnya korban gangguan 
kesehatan manusia dipidana 
dengan pidana penjara 
paling lama 4 (empat) tahun 
atau denda paling banyak 
Rp10.000.000.000,00 (sepu-
luh miliar rupiah). 

(2) Ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
dikecualikan dari penge-
naan sanksi pidana terhadap 
pelanggaran yang dilaku-
kan oleh setiap orang yang 
melakukan usaha dan/atau 
kegiatan berisiko rendah 
atau sedang.

(3) Pelaku usaha dan/atau 
kegiatan yang melakukan 
pelanggaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) 
dikenai sanksi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 72.

•	 Menambahkan 
klasifikasi baru ter-
hadap suatu akibat 
tertentu
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Pasal 141
Setiap Orang yang dengan 

sengaja memperdagangkan 
Pangan yang tidak sesuai 
dengan Keamanan Pangan 
dan Mutu Pangan yang ter-
cantum dalam label Kemasan 
Pangan sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 89 dipidana 
dengan pidana penjara 
paling lama 2 (dua) tahun 
atau denda paling banyak 
Rp4.000.000.000,00 (empat 
miliar rupiah).

Pasal 141
(1) Setiap Orang yang dengan 

sengaja memperdagangkan 
Pangan yang tidak sesuai 
dengan Keamanan Pangan 
dan Mutu Pangan yang ter-
cantum dalam label Kemasan 
Pangan sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 89 yang 
mengakibatkan timbulnya 
gangguan kesehatan manu-
sia dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 2 (dua) 
tahun atau denda paling 
banyak Rp4.000.000.000,00 
(empat miliar rupiah). 

(2) Ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
dikecualikan dari penge-
naan sanksi pidana terhadap 
pelanggaran yang dilaku-
kan oleh setiap orang yang 
melakukan usaha dan/atau 
kegiatan berisiko rendah 
atau menengah. 

(3) Pelaku usaha dan/atau 
kegiatan yang melakukan 
pelanggaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) 
dikenai sanksi administra-
tif sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 89A ayat (2).

•	 Menambahkan 
klasifikasi baru ter-
hadap suatu akibat 
tertentu
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Pasal 142
Pelaku Usaha Pangan yang den-

gan sengaja tidak memiliki 
izin edar terhadap setiap 
Pangan Olahan yang dibuat 
di dalam negeri atau yang 
diimpor untuk diperdagang-
kan dalam kemasan eceran 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 91 ayat (1) dipi-
dana dengan pidana penjara 
paling lama 2 (dua) tahun 
atau denda paling banyak 
Rp4.000.000.000,00 (empat 
miliar rupiah).

Pasal 142
(1) Pelaku Usaha Pangan yang 

dengan sengaja tidak memi-
liki Perizinan Berusaha 
terkait Pangan Olahan yang 
dibuat di dalam negeri atau 
yang diimpor untuk diperd-
agangkan dalam kemasan 
eceran sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 91 ayat 
(1) dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 2 (dua) 
tahun atau denda paling 
banyak Rp4.000.000.000,00 
(empat miliar rupiah). 

(2) Ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
dikecualikan dari penge-
naan sanksi pidana terhadap 
pelanggaran yang dilaku-
kan oleh setiap orang yang 
melakukan usaha dan/atau 
kegiatan berisiko rendah 
atau menengah. 

(3) Pelaku usaha dan/atau 
kegiatan yang melakukan 
pelanggaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) 
dikenai sanksi administra-
tif sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 89A ayat (2).

•	 Menambahkan 
klasifikasi baru ter-
hadap suatu akibat 
tertentu

31. Undang-Undang No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman

Topik Nomor Pasal UU Cipta Kerja Rangkuman Penjelasan
Pasal 14
(1) Jenis usaha perfilman se-

bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 8 ayat (2) huruf a, 
huruf b, dan huruf f wajib 
didaftarkan kepada Menteri 
tanpa dipungut biaya dan 
diproses dalam jangka waktu 
paling lama 5 (lima) hari 
kerja.

Pasal 14
(1) Jenis usaha perfilman se-

bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 8 ayat (2) wajib me-
menuhi Perizinan Berusaha 
dari Pemerintah Pusat. 

•	 Menyederhakan 
kententuan Perizin-
an Berusaha

•	 Mengatur lebih lan-
jut dalam Peraturan 
Pemerintah
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(2) Jenis usaha perfilman se-

bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 8 ayat (2) huruf c, 
huruf d, huruf e, huruf g, 
dan huruf h wajib memiliki 
izin usaha, kecuali usaha 
penjualan film dan/atau 
penyewaan film oleh pelaku 
usaha perseorangan. 

(3) Izin usaha sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) 
diberikan oleh Menteri untuk 
setiap jenis usaha: 
a. usaha pengedaran film; 
b. usaha ekspor film; dan/

atau 
c. usaha impor film. 

(4) Izin usaha diberikan oleh 
bupati atau walikota untuk 
setiap jenis usaha: a. usaha 
penjualan dan/atau penye-
waan film; dan/atau usaha 
pertunjukan film. 

(5) Izin usaha sebagaimana di-
maksud pada ayat (4) huruf 
b tidak termasuk izin usaha 
pertunjukan film yang dilaku-
kan melalui penyiaran tele-
visi atau jaringan teknologi 
informatika. 

(6) Izin usaha sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dan 
ayat (4) diterbitkan tanpa 
dipungut biaya dan dalam 
jangka waktu paling lama 7 
(tujuh) hari kerja. 

(7) Izin usaha sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) bagi 
usaha pertunjukan film yang 
dilakukan melalui penyiaran 
televisi atau jaringan te-
knologi informatika diberikan 
sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undan-
gan.

(2) Perizinan Berusaha se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tidak termasuk 
Perizinan Berusaha terkait 
pertunjukan film yang dilaku-
kan melalui penyiaran tele-
visi atau jaringan teknologi 
informatika. 

(3) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai Perizinan berusa-
ha diatur dalam Peraturan 
Pemerintah.
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Pasal 17
(1) Pembuatan film oleh pelaku 

usaha pembuatan film se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 16 ayat (3) harus dida-
hului dengan menyampaikan 
pemberitahuan pembuatan 
film kepada Menteri dengan 
disertai judul film, isi cerita, 
dan rencana pembuatan 
film. 

(2) Pemberitahuan sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan tanpa dipung-
ut biaya dan dicatat dalam 
jangka waktu paling lama 3 
(tiga) hari kerja. 

(3) Menteri wajib:
a. melindungi pembuatan film 

yang telah dicatat se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (2) agar tidak ada kesa-
maan judul dan isi cerita. 

b. mengumumkan secara ber-
kala kepada publik data jud-
ul-judul film yang tercatat. 

(4) Pelaku usaha pembuatan 
film sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) wajib melak-
sanakan pembuatan film 
yang dicatat paling lama 3 
(tiga) bulan sejak tanggal 
pencatatan pembuatan film. 

(5) Dalam hal rencana pem-
buatan film sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tidak 
dilaksanakan sesuai keten-
tuan sebagaimana dimaksud 
ayat (4), pemberitahuannya 
dinyatakan batal.

Pasal 17
(1) Pembuatan film oleh pelaku 

usaha pembuat film se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 16 ayat (3) harus me-
menuhi Perizinan Berusaha 
dari Pemerintah Pusat. 

(2) Ketentuan lebih lanjut men-
genai Perizinan Berusaha 
terkait pembuatan film diatur 
dalam Peraturan Pemerintah.

•	 Perizinan Berusaha 
dikeluarkan oleh 
Pemerintah Pusat

•	 Ketentuan lebih lan-
jut dalam Peraturan 
Pemerintah
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Pasal 22
(1) Pembuatan film oleh pihak 

asing yang menggunakan 
lokasi di Indonesia dilakukan 
dengan izin Menteri.

(2) Pembuatan film yang meng-
gunakan insan perfilman 
asing dilakukan sesuai pera-
turan perundang-undangan. 

(3) Izin Menteri sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
diterbitkan tanpa dipungut 
biaya dan dalam jangka wak-
tu paling lama 7 (tujuh) hari 
kerja.

Pasal 22
(1) Pembuatan film oleh pihak 

asing yang menggunakan 
lokasi di Indonesia dilakukan 
berdasarkan persetujuan 
dari Pemerintah Pusat tanpa 
dipungut biaya. 

(2) Pembuatan film yang meng-
gunakan insan perfilman as-
ing dilakukan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perun-
dang-undangan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut men-
genai persetujuan peng-
gunaan lokasi dan insan 
perfilman asing sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) diatur dalam Pera-
turan Pemerintah.

•	 Perizinan diatur 
lebih lanjut dalam 
Peraturan Pemerin-
tah

Pasal 78
Pelanggaran terhadap ketentu-

an sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 
10 ayat (1) dan ayat (2), 
Pasal 11 ayat (1), Pasal 14 
ayat (1) dan ayat (2), Pasal 
15, Pasal 17 ayat (1), Pasal 
20 ayat (1), Pasal 21 ayat 
(2), Pasal 22 ayat (1) dan 
ayat (2), Pasal 26 ayat (1), 
Pasal 27 ayat (1), Pasal 31, 
Pasal 33 ayat (1), Pasal 39 
ayat (1), Pasal 43, dan Pasal 
57 ayat (1) dikenai sanksi 
administratif.

Pasal 78
(1) Pelanggaran terhadap keten-

tuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 
10 ayat (1) atau ayat (2), 
Pasal 11 ayat (1), Pasal 14 
ayat (1) atau ayat (2), Pasal 
15, Pasal 17 ayat (1), Pasal 
20 ayat (1), Pasal 21 ayat 
(2), Pasal 22 ayat (1) atau 
ayat (2), Pasal 26 ayat (1), 
Pasal 27 ayat (1), Pasal 31, 
Pasal 33 ayat (1), Pasal 39 
ayat (1), Pasal 43, atau Pasal 
57 ayat (1) dikenai sanksi 
administratif. 

(2) Sanksi administratif se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat berupa: 

a. teguran tertulis; 
b. denda administratif; 
c. penutupan sementara; dan/

atau 
d. pembubaran atau pencabu-

tan Perizinan Berusaha. 
(3) Ketentuan lebih lanjut men-

genai kriteria, jenis, besaran 
denda, dan tata cara pen-
genaan sanksi administra-
tif diatur dalam Peraturan 
Pemerintah.

•	 Menambahkan kla-
sifikasi sanksi yang 
dapat diberikan.
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Pasal 79
(1) Sanksi administratif se-

bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 78 dapat berupa: 
a. teguran tertulis; 
b. denda administratif; 
c. penutupan sementara; 

dan/atau 
d. pembubaran atau pen-

cabutan izin.
(2) Ketentuan lebih lanjut men-

genai tata cara pengenaan 
sanksi administratif dan 
besaran denda administra-
tif diatur dalam Peraturan 
Pemerintah.

Pasal 79
DIHAPUSKAN

•	 Menghapuskan 
ketentuan ini se-
bagai ketentuan 
sanksi Administratif 
pada Pasal 78

32. Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Kepariwisataan

TOPIK NOMOR PASAL UU CIPTA KERJA RANGKUMAN PEN-
JELASAN

Pasal 14
(1) Usaha pariwisata meliputi, 

antara lain: 
a. daya tarik wisata;  
b. kawasan pariwisata; 
c. jasa transportasi wisata; 
d. jasa perjalanan wisata;
e. jasa makanan dan minu-

man; 
f. penyediaan akomodasi; 
g. penyelenggaraan kegia-

tan hiburan dan rekreasi; 
h. penyelenggaraan per-

temuan, perjalanan 
insentif, konferensi, dan 
pameran;

i. jasa informasi pariwisa-
ta;

j. jasa konsultan pariwisa-
ta; 

k. jasa pramuwisata; 
l. wisata tirta; dan 
m. spa.

(2) Usaha pariwisata selain 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur dengan Pera-
turan Menteri.

Pasal 14
(1) Usaha pariwisata meliputi: 

a. daya tarik wisata; 
b. kawasan pariwisata; 
c. jasa transportasi wisata; 
d. jasa perjalanan wisata; 
e. jasa makanan dan minu-

man; 
f. penyediaan akomodasi;
g. penyelenggaraan kegia-

tan hiburan dan rekreasi; 
h. penyelenggaraan per-

temuan, perjalanan 
insentif, konferensi, dan 
pameran; 

i. jasa informasi wisata; 
j. jasa konsultan pariwisa-

ta; 
k. jasa pramuwisata; 
l. wisata tirta; dan 
m. spa. 

(2) Usaha pariwisata selain 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur dalam Pera-
turan Pemerintah

•	 Diatur dalam Pera-
turan Pemerintah
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Pasal 15
(1) Untuk dapat menyelenggara-

kan usaha pariwisata se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 14, pengusaha pari-
wisata wajib mendaftarkan 
usahanya terlebih dahulu 
kepada Pemerintah atau 
Pemerintah Daerah. 

(2) Ketentuan lebih lanjut men-
genai tata cara pendaftaran 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur dengan Pera-
turan Menteri.

Pasal 15
(1) Untuk dapat menyeleng-

garakan usaha pariwisata 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 14, pengusaha 
pariwisata wajib memenuhi 
Perizinan Berusaha dari Pe-
merintah Pusat atau Pemer-
intah Daerah sesuai dengan 
kewenangannya berdasarkan 
norma, standar, prosedur, 
dan kriteria yang ditetapkan 
oleh Pemerintah Pusat. 

(2) Ketentuan lebih lanjut men-
genai Perizinan Berusaha 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur dalam Pera-
turan Pemerintah.

•	 Ketentuan lebih lan-
jut dalam Peraturan 
Pemerintah

•	 Perizinan dikeluar-
kan oleh Pemerintah 
Pusat dan Daerah 

Pasal 16
Pemerintah atau Pemerintah 
Daerah dapat menunda atau 
meninjau kembali pendaftaran 
usaha pariwisata apabila tidak 
sesuai dengan ketentuan tata 
cara sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 15.

Pasal 16
DIHAPUSKAN

•	 Menghapuskan 
ketentuan  Pemer-
intah atau Pemer-
intah Daerah dapat 
menunda atau 
meninjau kembali 
pendaftaran usaha 
pariwisata

Pasal 26
Setiap pengusaha pariwisata 
berkewajiban:
a. menjaga dan menghormati 

norma agama, adat istiadat, 
budaya, dan nilai-nilai yang 
hidup dalam masyarakat 
setempat; 

b. memberikan informasi yang 
akurat dan bertanggung 
jawab; 

c. memberikan pelayanan yang 
tidak diskriminatif; 

d. memberikankenyamanan,-
keramahan, perlindungan 
keamanan, dan keselamatan 
wisatawan; 

Pasal 26
(1) Setiap pengusaha pariwisata 

wajib:
a. menjaga dan menghormati 

norma agama, adat istiadat, 
budaya, dan nilai-nilai yang 
hidup dalam masyarakat 
setempat; 

b. memberikan informasi yang 
akurat dan bertanggung 
jawab; 

c. memberikan pelayanan yang 
tidak diskriminatif; 

d. memberikan kenyamanan, 
keramahan, pelindungan 
keamanan, dan keselamatan 
wisatawan; 

•	 Mengubah frasa-fra-
sa didalam klasifika-
si

•	 mengatur lebih lan-
jut dalam Peraturan 
Pemerintah
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e. memberikan perlindungan 
asuransi pada usaha pari-
wisata dengan kegiatan yang 
berisiko tinggi; 

f. mengembangkan kemitraan 
dengan usaha mikro, kecil, 
dan koperasi setempat yang 
saling memerlukan, mem-
perkuat, dan menguntung-
kan; 

g. mengutamakan penggunaan 
produk masyarakat setem-
pat, produk dalam negeri, 
dan memberikan kesem-
patan kepada tenaga kerja 
lokal; 

h. meningkatkan kompetensi 
tenaga kerja melalui pelati-
han dan pendidikan; 

i. berperan aktif dalam upaya 
pengembangan prasarana 
dan program pemberdayaan 
masyarakat; 

j. turut serta mencegah sega-
la bentuk perbuatan yang 
melanggar kesusilaan dan 
kegiatan yang melanggar 
hukum di lingkungan tempat 
usahanya; 

k. memelihara lingkungan yang 
sehat, bersih, dan asri; 

l. memelihara kelestarian 
lingkungan alam dan bu-
daya; m. menjaga citra 
negara dan bangsa Indone-
sia melalui kegiatan usaha 
kepariwisataan secara ber-
tanggung jawab; dan 

m. menerapkan standar usaha 
dan standar kompetensi ses-
uai dengan ketentuan pera-
turan perundang-undangan.

e. memberikan pelindungan 
asuransi pada usaha pari-
wisata dengan kegiatan yang 
berisiko tinggi; 

f. mengembangkan kemitraan 
dengan usaha mikro, kecil, 
dan koperasi setempat yang 
saling memerlukan, mem-
perkuat, dan menguntung-
kan; 

g. mengutamakan penggunaan 
produk masyarakat setem-
pat, produk dalam negeri, 
dan memberikan kesem-
patan kepada tenaga kerja 
lokal; 

h. meningkatkan kompetensi 
tenaga kerja melalui pelati-
han dan pendidikan; 

i. berperan aktif dalam upaya 
pengembangan prasarana 
dan program pemberdayaan 
masyarakat; 

j. turut serta mencegah sega-
la bentuk perbuatan yang 
melanggar kesusilaan dan 
kegiatan yang melanggar 
hukum di lingkungan tempat 
usahanya; 

k. memelihara lingkungan yang 
sehat, bersih, dan asri; 

l. memelihara kelestarian 
lingkungan alam dan bu-
daya; 

m. menjaga citra negara dan 
bangsa Indonesia melalui ke-
giatan usaha kepariwisataan 
secara bertanggung jawab; 
dan 

n. memenuhi Perizinan Berusa-
ha dari Pemerintah Pusat. 

(2) Ketentuan lebih lanjut men-
genai Perizinan Berusaha 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf n diatur dalam 
Peraturan Pemerintah.
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Pasal 29
Pemerintah provinsi berwenang: 
a. menyusun dan menetapkan 

rencana induk pembangunan 
kepariwisataan provinsi; 

b. mengoordinasikan penye-
lenggaraan kepariwisataan di 
wilayahnya; 

c. melaksanakan pendaftaran, 
pencatatan, dan pendataan 
pendaftaran usaha pariwisa-
ta; 

d. menetapkan destinasi pari-
wisata provinsi; 

e. menetapkan daya tarik wisa-
ta provinsi; 

f. memfasilitasi promosi desti-
nasi pariwisata dan produk 
pariwisata yang berada di 
wilayahnya; 

g. memelihara aset provinsi 
yang menjadi daya tarik 
wisata provinsi; dan 

h. mengalokasikan anggaran 
kepariwisataan.

Pasal 29
(1) Pemerintah provinsi ber-

wenang: 
a. menyusun dan menetapkan 

rencana induk pembangunan 
kepariwisataan provinsi; 

b. mengoordinasikan penye-
lenggaraan kepariwisataan di 
wilayahnya; 

c. menerbitkan Perizinan Beru-
saha; 

d. menetapkan destinasi pari-
wisata provinsi; 

e. menetapkan daya tarik wisa-
ta provinsi; 

f. memfasilitasi promosi desti-
nasi pariwisata dan produk 
pariwisata yang berada di 
wilayahnya; 

g. memelihara aset provinsi 
yang menjadi daya tarik 
wisata provinsi; dan 

h. mengalokasikan anggaran 
kepariwisataan. 

(2) Penerbitan Perizinan Berusa-
ha sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf c dilaku-
kan sesuai dengan norma, 
standar, prosedur, dan 
kriteria yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat

•	 mengatur lebih lan-
jut dalam Peraturan 
Pemerintah
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Pasal 30
Pemerintah kabupaten/kota ber-

wenang:
a. menyusun dan menetapkan 

rencana induk pembangunan 
kepariwisataan kabupaten/
kota; 

b. menetapkan destinasi pari-
wisata kabupaten/kota; 

c. menetapkan daya tarik wisa-
ta kabupaten/kota; 

d. melaksanakan pendaftaran, 
pencatatan, dan pendataan 
pendaftaran usaha pariwisa-
ta; 

e. mengatur penyelenggaraan 
dan pengelolaan kepariwisa-
taan di wilayahnya; 

f. memfasilitasi dan melakukan 
promosi destinasi pariwisata 
dan produk pariwisata yang 
berada di wilayahnya; 

g. memfasilitasi pengembangan 
daya tarik wisata baru; 

h. menyelenggarakan pelatihan 
dan penelitian kepariwisata-
an dalam lingkup kabupaten/
kota; 

i. memelihara dan melestari-
kan daya tarik wisata yang 
berada di wilayahnya;

j. menyelenggarakan bimb-
ingan masyarakat sadar 
wisata; dan 

k. mengalokasikan anggaran 
kepariwisataan.

Pasal 30
(1) Pemerintah kabupaten/kota 

berwenang: 
a. menyusun dan menetapkan 

rencana induk pembangunan 
kepariwisataan kabupaten/
kota; 

b. menetapkan destinasi pari-
wisata kabupaten/kota; 

c. menetapkan daya tarik wisa-
ta kabupaten/kota; 

d. menerbitkan Perizinan Beru-
saha; 

e. mengatur penyelenggaraan 
dan pengelolaan kepariwisa-
taan di wilayahnya;

f. memfasilitasi dan melakukan 
promosi destinasi pariwisata 
dan produk pariwisata yang 
berada di wilayahnya; 

g. memfasilitasi pengembangan 
daya tarik wisata baru; 

h. menyelenggarakan pelatihan 
dan penelitian kepariwisata-
an dalam lingkup kabupaten/
kota; 

i. memelihara dan melestari-
kan daya tarik wisata yang 
berada di wilayahnya; 

j. menyelenggarakan bimb-
ingan masyarakat sadar 
wisata; dan 

k. mengalokasikan anggaran 
kepariwisataan. 

(2) Penerbitan Perizinan Berusa-
ha sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf d dilaku-
kan sesuai dengan norma, 
standar, prosedur, dan 
kriteria yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat.

•	 mengatur lebih lan-
jut dalam Peraturan 
Pemerintah
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Pasal 54
(1) Produk, pelayanan, dan pen-

gelolaan usaha pariwisata 
memiliki standar usaha. 

(2) Standar usaha sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan memenuhi 
ketentuan Perizinan Berusa-
ha. 

(3) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai standar usaha 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2) diatur 
dalam Peraturan Pemerintah.

• 

Pasal 56
(1) Pengusaha pariwisata dapat 

mempekerjakan tenaga kerja 
ahli warga negara asing ses-
uai dengan ketentuan pera-
turan perundang-undangan. 

(2) Tenaga kerja ahli warga 
negara asing sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
terlebih dahulu mendapat 
rekomendasi dari organisasi 
asosiasi pekerja profesional 
kepariwisataan.

Pasal 56
DIHAPUSKAN

•	 Menhapuskan 
ketentuan pekerja 
tenaga asing

Pasal 64
(1) Setiap orang yang dengan 

sengaja dan melawan hu-
kum merusak fisik daya tarik 
wisata sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 27 dipidana 
dengan pidana penjara 
paling lama 7 (tujuh) tahun 
dan denda paling banyak 
Rp10.000.000.000,00 (sepu-
luh miliar rupiah).

(2) Setiap orang yang karena 
kelalaiannya dan melawan 
hukum, merusak fisik, atau 
mengurangi nilai daya tarik 
wisata sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 27 dipidana 
dengan pidana penjara pal-
ing lama 1 (satu) tahun dan/
atau denda paling banyak 
Rp5.000.000.000,00 (lima 
miliar rupiah).

Pasal 64
DIHAPUSKAN

•	 Menghapuskan 
ketentuan pidana 
pasal ini 
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33. Undang-Undang No. 08 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

TOPIK NOMOR PASAL UU CIPTA KERJA RANGKUMAN PEN-
JELASAN

Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang 
dimaksud dengan: 
1. Ibadah Haji adalah rukun Is-

lam kelima bagi orang Islam 
yang mampu untuk melak-
sanakan serangkaian ibadah 
tertentu di Baitullah, masyair, 
serta tempat, waktu, dan 
syarat tertentu. 

2. Ibadah Umrah adalah 
berkunjung ke Baitullah di 
luar musim haji dengan niat 
melaksanakan umrah yang 
dilanjutkan dengan melaku-
kan tawaf, sai, dan tahalul. 

3. Penyelenggaraan Ibadah Haji 
dan Umrah adalah kegiatan 
perencanaan, pengorgani-
sasian, pelaksanaan, penga-
wasan, evaluasi, dan pelapo-
ran Ibadah Haji dan Ibadah 
Umrah. 

4. Jemaah Haji adalah warga 
negara yang beragama Islam 
dan telah mendaftarkan diri 
untuk menunaikan Ibadah 
Haji sesuai dengan pers-
yaratan yang ditetapkan. 

5. Jemaah Haji Reguler adalah 
Jemaah Haji yang men-
jalankan Ibadah Haji yang 
diselenggarakan oleh Ment-
eri. 

6. Jemaah Haji Khusus adalah 
Jemaah Haji yang men-
jalankan Ibadah Haji yang 
diselenggarakan oleh penye-
lenggara Ibadah Haji khusus.

7.  Jemaah Umrah adalah ses-
eorang yang melaksanakan 
Ibadah Umrah. 

Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang 
dimaksud dengan: 
1. Ibadah Haji adalah rukun Is-

lam kelima bagi orang Islam 
yang mampu untuk melak-
sanakan serangkaian ibadah 
tertentu di Baitullah, masyair, 
serta tempat, waktu, dan 
syarat tertentu.

2. Ibadah Umrah adalah 
berkunjung ke Baitullah di 
luar musim haji dengan niat 
melaksanakan umrah yang 
dilanjutkan dengan melaku-
kan tawaf, sai, dan tahalul. 

3. Penyelenggaraan Ibadah Haji 
dan Umrah adalah kegiatan 
perencanaan, pengorgani-
sasian, pelaksanaan, pen-
gawasan, evaluasi, serta 
pelaporan Ibadah Haji dan 
Ibadah Umrah. 

4. Jemaah Haji adalah warga 
negara yang beragama Islam 
dan telah mendaftarkan diri 
untuk menunaikan Ibadah 
Haji sesuai dengan pers-
yaratan yang ditetapkan. 

5. Jemaah Haji Reguler adalah 
Jemaah Haji yang men-
jalankan Ibadah Haji yang 
diselenggarakan oleh Ment-
eri.

6. Jemaah Haji Khusus adalah 
Jemaah Haji yang men-
jalankan Ibadah Haji yang 
diselenggarakan oleh penye-
lenggara Ibadah Haji khusus. 

7. Jemaah Umrah adalah ses-
eorang yang melaksanakan 
Ibadah Umrah. 

•	 Mengubah beberapa 
frasa dalam penger-
tian

•	 Menhapuskan be-
berapa pengertian
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8. Penyelenggaraan Ibadah 
Haji Reguler adalah Penye-
lenggaraan Ibadah Haji yang 
dilaksanakan oleh Menteri 
dengan pengelolaan, pem-
biayaan, dan pelayanan yang 
bersifat umum. 

9. Petugas Penyelenggara 
Ibadah Haji yang selanjut-
nya disingkat PPIH adalah 
petugas yang diangkat dan/
atau ditetapkan oleh Menteri 
yang bertugas melakukan 
pembinaan, pelayanan dan 
pelindungan, serta pengen-
dalian dan pengoordinasian 
pelaksanaan operasional 
Ibadah Haji di dalam negeri 
dan/atau di Arab Saudi. 

10. Penyelenggaraan Ibadah Haji 
Khusus adalah Penyelengga-
raan Ibadah Haji yang dilak-
sanakan oleh penyelenggara 
Ibadah Haji khusus dengan 
pengelolaan, pembiayaan, 
dan pelayanan yang bersifat 
khusus. 

11. Penyelenggara Ibadah Haji 
Khusus yang selanjutnya 
disingkat PIHK adalah badan 
hukum yang memiliki izin 
dari Menteri untuk melak-
sanakan Ibadah Haji khusus. 

12. Biaya Perjalanan Ibadah Haji 
yang selanjutnya disebut 
Bipih adalah sejumlah uang 
yang harus dibayar oleh 
warga negara yang akan 
menunaikan Ibadah Haji. 

8. Penyelenggaraan Ibadah 
Haji Reguler adalah Penye-
lenggaraan Ibadah Haji yang 
dilaksanakan oleh Menteri 
dengan pengelolaan, pem-
biayaan, dan pelayanan yang 
bersifat umum. 

9. Petugas Penyelenggara 
Ibadah Haji yang selanjut-
nya disingkat PPIH adalah 
petugas yang diangkat dan/
atau ditetapkan oleh Menteri 
yang bertugas melakukan 
pembinaan, pelayanan dan 
pelindungan, serta pengen-
dalian dan pengoordinasian 
pelaksanaan operasional 
Ibadah Haji di dalam negeri 
dan/atau di Arab Saudi. 

10. Penyelenggaraan Ibadah Haji 
Khusus adalah Penyelengga-
raan Ibadah Haji yang dilak-
sanakan oleh penyelenggara 
Ibadah Haji khusus dengan 
pengelolaan, pembiayaan, 
dan pelayanan yang bersifat 
khusus. 

11. Penyelenggara Ibadah Haji 
Khusus yang selanjutnya 
disingkat PIHK adalah badan 
hukum yang memiliki Perizin-
an Berusaha untuk melak-
sanakan Ibadah Haji khusus. 

12. Biaya Perjalanan Ibadah Haji 
yang selanjutnya disebut 
Bipih adalah sejumlah uang 
yang harus dibayar oleh 
warga negara yang akan 
menunaikan Ibadah Haji. 
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13. Biaya Penyelenggaraan 
Ibadah Haji yang selanjutnya 
disingkat BPIH adalah se-
jumlah dana yang digunakan 
untuk operasional Penye-
lenggaraan Ibadah Haji. 

14. Nilai Manfaat adalah dana 
yang diperoleh dari hasil 
pengembangan keuangan 
haji yang dilakukan melalui 
penempatan dan/atau in-
vestasi. 

15. Dana Elisiensi adalah dana 
yang diperoleh dari hasil 
efisiensi biaya operasional 
penyelenggaraan Ibadah 
Haji. 

16. Biaya Perjalanan Ibadah Haji 
Khusus yang selanjutnya 
disebut Bipih Khusus adalah 
sejumlah uang yang harus 
dibayar oleh Jemaah Haji 
yang akan menunaikan Iba-
dah Haji khusus.  

17. Bank Penerima Setoran Biaya 
Perjalanan Ibadah Haji yang 
selanjutnya disingkat BPS 
Bipih adalah bank umum 
syariah dan/atau unit usaha 
syariah yang ditunjuk oleh 
Badan Pengelola Keuangan 
Haji. 

18. Setoran Jemaah adalah 
sejumlah uang yang diserah-
kan oleh Jemaah Haji melalui 
BPS Bipih. 

19. Penyelenggara Perjalanan 
Ibadah Umrah yang selan-
jutnya disingkat PPIU adalah 
biro perjalanan wisata yang 
memiliki izin dari Menteri 
untuk menyelenggarakan 
perjalanan Ibadah Umrah.

13. Biaya Penyelenggaraan 
Ibadah Haji yang selanjutnya 
disingkat BPIH adalah se-
jumlah dana yang digunakan 
untuk operasional Penye-
lenggaraan Ibadah Haji. 

14. Nilai Manfaat adalah dana 
yang diperoleh dari hasil 
pengembangan keuangan 
haji yang dilakukan melalui 
penempatan dan/atau in-
vestasi. 

15. Dana Efisiensi adalah dana 
yang diperoleh dari hasil 
efisiensi biaya operasional 
penyelenggaraan Ibadah 
Haji. 

16. Biaya Perjalanan Ibadah Haji 
Khusus yang selanjutnya 
disebut Bipih Khusus adalah 
sejumlah uang yang harus 
dibayar oleh Jemaah Haji 
yang akan menunaikan Iba-
dah Haji khusus. 

17. Bank Penerima Setoran Biaya 
Perjalanan Ibadah Haji yang 
selanjutnya disingkat BPS 
Bipih adalah bank umum 
syariah dan/atau unit usaha 
syariah yang ditunjuk oleh 
Badan Pengelola Keuangan 
Haji. 

18. Setoran Jemaah adalah 
sejumlah uang yang diserah-
kan oleh Jemaah Haji melalui 
BPS Bipih. 

19. Penyelenggara Perjalanan 
Ibadah Umrah yang selan-
jutnya disingkat PPIU adalah 
biro perjalanan wisata yang 
memiliki Perizinan Berusaha 
untuk menyelenggarakan 
perjalanan Ibadah Umrah. 
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20. Kelompok Bimbingan Iba-
dah Haji dan Umrah yang 
selanjutnya disingkat KBI-
HU adalah kelompok yang 
menyelenggarakan bimbin-
gan Ibadah Haji dan Ibadah 
Umrah yang telah mendapat-
kan izin dari Menteri.

21. Sistem Komputerisasi Haji 
Terpadu yang selanjutnya 
disebut Siskohat adalah 
sistem pengelolaan data dan 
informasi penyelenggaraan 
Ibadah Haji secara terpadu.

22. Kelompok Terbang yang 
selanjutnya disebut Klot-
er adalah pengelompokan 
rombongan Jemaah Haji 
Reguler berdasarkan jadwal 
keberangkatan penerbangan 
ke Arab Saudi.

23. Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia yang 
selanjutnya disingkat DPR 
RI adalah Dewan Perwakilan 
Ralryat sebagaimana dimak-
sud dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indo-
nesia Tahun 1945

24. Pemerintah Pusat yang se-
lanjutnya disebut Pemerintah 
adalah Presiden Republik 
Indonesia yang memegang 
kekuasaan pemerintahan 
negara Republik Indonesia 
yang dibantu oleh Wakil 
Presiden dan menteri se-
bagaimana dimaksud da-
lam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945.

20. Kelompok Bimbingan Iba-
dah Haji dan Umrah yang 
selanjutnya disingkat KBI-
HU adalah kelompok yang 
menyelengarakan bimbingan 
Ibadah Haji dan Umrah yang 
telah memenuhi Perizinan 
Berusaha.
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25. Pemerintah Daerah adalah 
kepala daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintah-
an daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemer-
intahan yang menjadi ke-
wenangan daerah otonom.

26. Menteri adalah menteri yang 
menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang ag-
ama

27. Hari adalah hari kerja. Setiap 
28. Orang adalah orang perseo-

rangan danlatau badan 
hukum.

Pasal 19
(1) PIHK yang tidak melaporkan 

keberangkatan warga negara 
Indonesia yang mendapa-
tkan undangan visa haji 
mujamalah dari pemerintah 
Kerajaan Arab Saudi se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 18 ayat (3) dikenai 
sanksi administratif. 

(2) Sanksi administratif se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) meliputi: a. teguran 
lisan; b. teguran tertulis; 
c. penghentian sementara 
kegiatan; dan/atau d. pen-
cabutan izin. 

(3) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai tata cara penge-
naan sanksi administratif 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) diatur dengan Pera-
turan Menteri

Pasal 19
(1) PIHK yang tidak melaporkan 

keberangkatan warga negara 
Indonesia yang mendapa-
tkan undangan visa haji 
mujamalah dari pemerintah 
Kerajaan Arab Saudi se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 18 ayat (3) dikenai 
sanksi administratif. 

(2) Sanksi administratif se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) meliputi: 
a. teguran lisan; 
b. teguran tertulis; 
c. penghentian sementara 

kegiatan; 
d. denda administratif; 
e. paksaan pemerintah; 

dan/atau 
f. pencabutan Perizinan 

Berusaha. 
(3) Ketentuan lebih lanjut men-

genai kriteria, jenis, besaran 
denda, dan tata cara pen-
genaan sanksi administratif 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) diatur dalam Pera-
turan Pemerintah.

•	 Mebambahkan 
klasifikasi sanksi 
Administratif

•	 Mengatur secara 
lebih lanjut dalam 
Peraturan Pemerin-
tah
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Pasal 20 
Menteri melakukan pengawasan 

terhadap PIHK yang mem-
berangkatkan warga negara 
Indonesia yang mendapa-
tkan undangan visa haji 
mujamalah dari pemerintah 
Kerajaan Arab Saudi.

Pasal 20
Pemerintah Pusat melakukan 

pengawasan terhadap PIHK 
yang memberangkatkan war-
ga negara Indonesia yang 
mendapatkan undangan visa 
haji mujamalah dari pemer-
intah Kerajaan Arab Saudi.

•	 Pemerintah Pusat 
yang melakukan 
pengawasan

Pasal 58
Untuk mendapatkan izin menjadi 

PIHK, badan hukum harus 
memenuhi persyaratan: 

a. dimiliki dan dikelola oleh 
warga negara Indonesia 
yang beragama Islam; 

b. terdaftar sebagai PPIU yang 
terakreditasi; 

c. memiliki kemampuan teknis, 
kompetensi personalia, dan 
kemampuan finansial untuk 
menyelenggarakan Ibadah 
Haji khusus yang dibuktikan 
dengan jaminan bank; dan 

d. memiliki komitmen un-
tuk meningkatkan kualitas 
Penyelenggaraan Ibadah Haji 
Khusus.

Pasal 58
Untuk mendapatkan Perizinan 

Berusaha menjadi PIHK, 
badan hukum harus me-
menuhi persyaratan: 

a. dimiliki dan dikelola oleh 
warga negara Indonesia 
yang beragama Islam; 

b. terdaftar sebagai PPIU yang 
terakreditasi; 

c. memiliki kemampuan teknis, 
kompetensi personalia, dan 
kemampuan finansial untuk 
menyelenggarakan Ibadah 
Haji khusus yang dibuktikan 
dengan jaminan bank; dan 

d. memiliki komitmen un-
tuk meningkatkan kualitas 
Penyelenggaraan Ibadah Haji 
Khusus.

•	 mengganti frasa 
“izin” mnejadi “Per-
izinan Berusaha”

Pasal 59
(1) Pelaksanaan Ibadah Haji 

khusus dilakukan oleh PIHK 
setelah mendapat izin dari 
Menteri. 

(2) lzin sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) berlaku selama 
PIHK menjalankan kegiatan 
usaha Penyelenggaraan Iba-
dah Haji Khusus.

Pasal 59
(1) Pelaksanaan Ibadah Haji 

khusus dilakukan oleh PIHK 
setelah memenuhi Perizinan 
Berusaha dari Pemerintah 
Pusat. 

(2) Perizinan berusaha se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) berlaku selama PIHK 
menjalankan kegiatan usaha 
Penyelenggaraan Ibadah Haji 
Khusus. 

(3) Ketentuan lebih lanjut men-
genai Perizinan Berusaha da-
lam rangka penyelenggaraan 
Ibadah Haji Khusus diatur 
dalam Peraturan Pemerintah. 

Perizinan Berusaha 
diberikan oleh Pe-
merintah Pusat

Pengaturan Lebih lanjut 
diatur dalam Pera-
turan Pemerintah
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Pasal 61
Ketentuan lebih lanjut mengenai 
persyaratan PIHK, izin PIHK, dan 
pembukaan kantor cabang PIHK 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 58 sampai dengan Pasal 60 
diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 61
Ketentuan lebih lanjut men-
genai persyaratan PIHK dan 
pembukaan kantor cabang PIHK 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 58 dan Pasal 60 diatur da-
lam Peraturan Pemerintah.

•	 Ketentuan lebih lan-
jut dalam peraturan 
pemerintah

Pasal 63
(1) PIHK wajib: 

a. memfasilitasi penguru-
san dokumen perjalanan 
Ibadah Haji khusus; 

b. memberikan bimbingan 
dan pembinaan Ibadah 
Haji khusus; 

c. memberikan pelayanan 
kesehatan, transportasi, 
akomodasi, konsumsi, 
dan pelindungan; 

d. memberangkatkan, me-
layani, dan memulang-
kan Jemaah Haji Khusus 
sesuai dengan perjanji-
an; 

e. memberangkatkan pen-
anggung jawab PIHK, 
petugas kesehatan, dan 
pembimbing Ibadah Haji 
khusus sesuai dengan 
ketentuan pelayanan haji 
khusus; 

f. memfasilitasi peminda-
han calon Jemaah Haji 
Khusus kepada PIHK 
lain atas permohonan 
jemaah; dan 

g. melaporkan pelaksanaan 
Penyelenggaraan Iba-
dah Haji Khusus kepada 
Menteri.

Pasal 63
(1) PIHK wajib: 

a. memfasilitasi penguru-
san dokumen perjalanan 
Ibadah Haji khusus; 

b. memberikan bimbingan 
dan pembinaan Ibadah 
Haji khusus; 

c. memberikan pelayanan 
kesehatan, transportasi, 
akomodasi, konsumsi, 
dan pelindungan; 

d. memberangkatkan, me-
layani, dan memulang-
kan Jemaah Haji Khusus 
sesuai dengan perjanji-
an; 

e. memberangkatkan pen-
anggung jawab PIHK, 
petugas kesehatan, dan 
pembimbing Ibadah Haji 
khusus sesuai dengan 
ketentuan pelayanan haji 
khusus; 

f. memfasilitasi peminda-
han calon Jemaah Haji 
Khusus kepada PIHK 
lain atas permohonan 
jemaah; dan 

g. melaporkan pelaksanaan 
Penyelenggaraan Iba-
dah Haji Khusus kepada 
Menteri. 

•	 Menambahan klasifi-
kasi sanksi Admin-
istratif yang dapat 
dikenakan

•	 ketentuan lebih 
lanjut diatur dalam 
Peraturan Pemerin-
tah
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(2) PIHK yang tidak melak-
sanakan kewajiban se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dikenai sanksi 
administratif berupa: 
a. teguran tertulis; 
b. pembekuan izin; atau 
c. pencabutan izin. 

(3) Ketentuan lebih lanjut men-
genai tata cara pengenaan 
dan pelaksanaan sanksi 
administratif sebagaimana 
yang dimaksud pada ayat 
(2) diatur dengan Peraturan 
Menteri.

(2) PIHK yang tidak melak-
sanakan kewajiban se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dikenai sanksi 
administratif berupa: 
a. teguran tertulis; 
b. denda administratif; 
c. pembekuan Perizinan 

Berusaha; atau 
d. pencabutan Perizinan 

Berusaha. 
(3) Ketentuan lebih lanjut men-

genai kriteria, jenis, besaran 
denda, dan tata cara pen-
genaan sanksi administratif 
sebagaimana yang dimaksud 
pada ayat (2) diatur dalam 
Peraturan Pemerintah.

Pasal 83
(1) Menteri melakukan penga-

wasan dan evaluasi terhadap 
PIHK paling lama 60 (enam 
puluh) Hari terhitung sejak 
selesainya Penyelenggaraan 
Ibadah Haji Khusus. 

(2) Hasil pengawasan dan eval-
uasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilaporkan 
kepada DPR RI.

Pasal 83
(1) Pemerintah Pusat melaku-

kan pengawasan dan eval-
uasi terhadap PIHK paling 
lama 60 (enam puluh) Hari 
terhitung sejak selesainya 
Penyelenggaraan Ibadah Haji 
Khusus. 

(2) Hasil pengawasan dan eval-
uasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilaporkan 
kepada DPR RI.

•	 Pemerintah Pusat 
yang berwenang 
melakukan penga-
wasan

Pasal 84
Ketentuan mengenai tata cara 
pengawasan dan evaluasi oleh 
Menteri sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 83 ayat (1) diatur 
dengan Peraturan Menteri.

Pasal 84
Ketentuan lebih lanjut menge-
nai tata cara pengawasan dan 
evaluasi oleh Pemerintah Pusat 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 83 ayat (1) diatur dalam 
Peraturan Pemerintah.

•	 ketentuan lebih lan-
jut dalam Peraturan 
Pemerintah
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Pasal 85
(1) Menteri melaksanakan 

akreditasi PIHK. Akreditasi 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan untuk 
menilai kinerja dan kualitas 
pelayanan PIHK. 

(2) Akreditasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan setiap 3 (tiga) 
tahun. 

(3) Menteri menetapkan standar 
akreditasi PIHK. 

(4) Menteri memublikasikan 
hasil akreditasi PIHK se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) kepada masyarakat 
secara elektronik dan/atau 
nonelektronik. 

(5) Ketentuan lebih lanjut men-
genai akreditasi PIHK diatur 
dengan Peraturan Menteri.

Pasal 85
(1) Pemerintah Pusat melak-

sanakan akreditasi PIHK. 
(2) Akreditasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan untuk menilai kin-
erja dan kualitas pelayanan 
PIHK. 

(3) Pemerintah Pusat menetap-
kan standar akreditasi PIHK. 

(4) Pemerintah Pusat memub-
likasikan hasil akreditasi 
PIHK sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) kepada mas-
yarakat secara elektronik 
dan/atau nonelektronik. 

(5) Ketentuan lebih lanjut men-
genai akreditasi PIHK diatur 
dalam Peraturan Pemerintah.

•	 Kewenangan pelak-
sanaan akreditas 
dipegang oleh pe-
merintah Pusat

•	 Pengaturan lebih 
lanjut dalam Pera-
turan Pemerintah
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Pasal 89
Untuk mendapatkan izin menjadi 

PPIU, biro perjalanan wisa-
ta harus memenuhi pers-
yaratan: 

a. dimiliki dan dikelola oleh 
warga negara Indonesia 
beragama Islam; 

b. terdaftar sebagai biro per-
jalanan wisata yang sah; 

c. memiliki kemampuan ma-
najerial, teknis, kompetensi 
personalia, dan kemampuan 
finansial untuk menyeleng-
garakan Ibadah Umrah yang 
dibuktikan dengan jaminan 
bank; 

d. memiliki mitra biro penye-
lenggara Ibadah Umrah di 
Arab Saudi yang memper-
oleh izin resmi dari pemerin-
tah Kerajaan Arab Saudi;  

e. memiliki rekam jejak sebagai 
biro perjalanan wisata yang 
berkualitas dengan memiliki 
pengalaman memberangkat-
kan dan melayani perjalanan 
ke luar negeri; dan

f. memiliki komitmen untuk 
memenuhi pakta integritas 
menyelenggarakan perjala-
nan Ibadah Umrah sesuai 
dengan standar pelayanan 
minimum yang ditetapkan 
oleh Menteri dan sela-
lu meningkatkan kualitas 
penyelenggaraan Ibadah 
Umrah.

Pasal 89
(1) Untuk mendapatkan Perizin-

an Berusaha menjadi PPIU, 
biro perjalanan wisata harus 
dimiliki dan dikelola oleh 
warga negara Indonesia be-
ragama Islam dan memenuhi 
persyaratan sesuai dengan 
norma, standar, prosedur, 
dan kriteria yang ditetapkan 
oleh Pemerintah Pusat. 

(2) Ketentuan mengenai norma, 
standar, prosedur, dan krite-
ria sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur dalam 
Peraturan Pemerintah.

•	 Perizinan Berusaha 
diberikan oleh Pe-
merintah Pusat

•	 Pengaturan lebih 
lanjut diatur dalam 
Peraturan Pemerin-
tah

•	 Menghapuskan per-
syaratan perizinan.

Pasal 90
(1) Pelaksanaan Ibadah Umrah 

dilakukan oleh PPIU setelah 
mendapat izin dari Menteri. 

(2) Izin sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) berlaku selama 
PPIU menjalankan kegiatan 
usaha penyelenggaraan Iba-
dah Umrah.

Pasal 90
(1) Pelaksanaan Ibadah Umrah 

dilakukan oleh PPIU setelah 
memenuhi Perizinan Berusa-
ha dari Pemerintah Pusat. 

(2) Perizinan Berusaha se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) berlaku selama PPIU 
menjalankan kegiatan usaha 
penyelenggaraan Ibadah 
Umrah.

•	 Pemberian Perizin-
an Berusaha oleh 
Pemerintah Pusat
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Pasal; 91
(1) PPIU dapat membuka kantor 

cabang PPIU di luar domisili 
perusahaan. 

(2) Pembukaan kantor cabang 
PPIU sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) harus dilapor-
kan kepada kantor Kement-
erian Agama di kabupaten/
kota setempat.

Pasal 91
(1) PPIU dapat membuka kantor 

cabang PPIU di luar domisili 
perusahaan. 

(2) Pembukaan kantor cabang 
PPIU sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) harus dil-
aporkan kepada Pemerintah 
Pusat.

•	 Menambahkan 
ketentuan Laporan 
terhadap Pemerin-
tah Pusat

Pasal 92
Ketentuan lebih lanjut mengenai 
pemberian izin dan pembukaan 
kantor cabang PPIU sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 90 dan 
Pasal 91 diatur dengan Peraturan 
Menteri.

Pasal 92
Ketentuan lebih lanjut men-
genai Perizinan Berusaha dan 
pembukaan kantor cabang PPIU 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 89, Pasal 90, dan Pasal 91 
diatur dalam Peraturan Pemerin-
tah.

•	 Mengubah klasifikasi 
pasal dalam keten-
tuan pasal ini

Pasal 94
PPIU wajib: 
a. menyediakan paling sedikit 

1 (satu) orang pembimbing 
ibadah setiap 45 (empat 
puluh lima) orang Jemaah 
Umrah; 

b. memberikan pelayanan do-
kumen perjalanan, akomoda-
si, konsumsi, dan transpor-
tasi kepada jemaah sesuai 
dengan perjanjian tertulis 
yang disepakati antara PPIU 
dan Jemaah Umrah; 

c. memiliki perjanjian kerjasa-
ma dengan fasilitas pe-
layanan kesehatan di Arab 
Saudi; 

d. memberangkatkan dan 
memulangkan Jemaah 
Umrah sesuai dengan masa 
berlaku visa umrah di Arab 
Saudi; 

e. menyampaikan rencana 
perjalanan umrah kepada 
Menteri secara tertulis sebe-
lum keberangkatan; 

Pasal 94
(1) PPIU wajib: 
a. menyediakan paling sedikit 

1 (satu) orang pembimbing 
ibadah setiap 45 (empat 
puluh lima) orang Jemaah 
Umrah;

b. memberikan pelayanan do-
kumen perjalanan, akomoda-
si, konsumsi, dan transpor-
tasi kepada jemaah sesuai 
dengan perjanjian tertulis 
yang disepakati antara PPIU 
dan Jemaah Umrah; 

c. memiliki perjanjian kerja 
sama dengan fasilitas pe-
layanan kesehatan di Arab 
Saudi; 

d. memberangkatkan dan 
memulangkan Jemaah 
Umrah sesuai dengan masa 
berlaku visa umrah di Arab 
Saudi; 

e. menyampaikan rencana 
perjalanan umrah kepada 
Menteri secara tertulis sebe-
lum keberangkatan; 

•	 Menambahkan 
ketentuan pengatur-
an lebih lanjut pada 
Peraturan Pemerin-
tah
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f. melapor kepada Perwakilan 
Republik Indonesia di Arab 
Saudi pada saat datang di 
Arab Saudi dan pada saat 
akan kembali ke Indonesia. 

g. membuat laporan kepada 
Menteri paling lambat 10 
(sepuluh) Hari setelah tiba 
kembali di tanah air; 

h. memberangkatkan Jemaah 
Umrah yang terdaftar pada 
tahun hijriah berjalan; 

i. mengikuti standar pelayanan 
minimal dan harga referensi; 
dan

j. mengikuti prinsip syariat.

f. melapor kepada Perwakilan 
Republik Indonesia di Arab 
Saudi pada saat datang di 
Arab Saudi dan pada saat 
akan kembali ke Indonesia. 

g. membuat laporan kepada 
Menteri paling lambat 10 
(sepuluh) Hari setelah tiba 
kembali di tanah air; 

h. memberangkatkan Jemaah 
Umrah yang terdaftar pada 
tahun hijriah berjalan; 

i. mengikuti standar pelayanan 
minimal dan harga referensi; 

j. mengikuti prinsip syariat; 
dan 

k. membuka rekening penam-
pungan yang digunakan 
untuk menampung dana ja-
maah untuk kegiatan umrah. 

(2) Ketentuan lebih lanjut men-
genai rekening penampun-
gan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf k diatur 
dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 95
(1) PPIU yang tidak memenuhi 

ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 94 
dikenai sanksi administratif 
berupa: 
a. teguran tertulis; 
b. pembekuan izin; atau 
c. pencabutan izin. 

(2) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai tata cara pem-
berian sanksi administratif 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur dengan Pera-
turan Menteri.

Pasal 95
(1) PPIU yang tidak memenuhi 

ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 94 
dikenai sanksi administratif 
berupa: 
a. teguran tertulis; 
b. denda administratif; 
c. pembekuan Perizinan 

Berusaha; atau 
d. pencabutan Perizinan 

Berusaha. 
(2) Ketentuan lebih lanjut men-

genai kriteria, jenis, besaran 
denda, dan tata cara pen-
genaan sanksi administratif 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur dalam Pera-
turan Pemerintah.

•	 Menambahkan 
klasifikasi sanksi 
Administratif

•	 Ketentuan lebih lan-
jut dalam Peraturan 
Pemerintah
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Pasal 99
(1) Menteri mengawasi dan 

mengevaluasi penyelengga-
raan Ibadah Umrah. 

(2) Pengawasan dan evalua-
si sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilaksanakan 
oleh aparatur tingkat pusat 
dan/atau daerah terhadap 
pelaksanaan, pembinaan, 
pelayanan, dan pelindungan 
yang dilakukan oleh PPIU 
kepada Jemaah Umrah. 

(3) Dalam melaksanakan fungsi 
pengawasan dan evaluasi 
pelaksanaan Ibadah Umrah, 
Menteri dapat membentuk 
tim koordinasi pencegahan, 
pengawasan, dan peninda-
kan permasalahan penye-
lenggaraan Ibadah Umrah. 

(4) Ketentuan lebih lanjut men-
genai tim koordinasi diatur 
dengan Peraturan Menteri.

Pasal 99
(1) Pemerintah Pusat mengawasi 

dan mengevaluasi penye-
lenggaraan Ibadah Umrah. 

(2) Pengawasan dan evalua-
si sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilaksanakan 
oleh aparatur Pemerintah 
Pusat terhadap pelaksanaan, 
pembinaan, pelayanan, dan 
pelindungan yang dilakukan 
oleh PPIU kepada Jemaah 
Umrah. 

(3) Dalam melaksanakan fungsi 
pengawasan dan evaluasi 
pelaksanaan Ibadah Umrah, 
Pemerintah Pusat dapat 
membentuk tim koordinasi 
pencegahan, pengawasan, 
dan penindakan permasalah-
an penyelenggaraan Ibadah 
Umrah.

•	 Kewenangan penga-
wasan dan evaluasi 
pada Pemerintah 
Pusat

•	 Ketentuan lebih 
lanjut diatur dalam 
peraturan Pemerin-
tah

Pasal 101
(1) Hasil pengawasan dan evalu-

asi pelaksanaan Ibadah Um-
rah digunakan untuk dasar 
akreditasi dan pengenaan 
sanksi. 

(2) Ketentuan lebih lanjut men-
genai pengawasan dan eval-
uasi diatur dengan Peraturan 
Menteri.

Pasal 101
(1) Hasil pengawasan dan 

evaluasi pelaksanaan Ibadah 
Umrah digunakan sebagai 
dasar akreditasi dan penge-
naan sanksi. 

(2) Ketentuan lebih lanjut men-
genai pengawasan dan eval-
uasi diatur dalam Peraturan 
Pemerintah.

•	 Ketentuan lebih lan-
jut dalam Peraturan 
Pemeirntah

Pasal 103
Menteri menetapkan standar 

akreditasi PPIU

Pasal 103
Pemerintah Pusat menetapkan 

standar akreditasi PPIU.

•	 Pemerintah Pusat 
menetapkan standar

Pasal 104
(1) Menteri melakukan akreditasi 

PPIU. 
(2) Akreditasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan untuk menilai kin-
erja dan kualitas pelayanan 
PPIU. 

(3) Akreditasi terhadap PPIU 
dilakukan setiap 3 (tiga) 
tahun.

Pasal 104
(1) Pemerintah Pusat melakukan 

akreditasi PPIU. 
(2) Akreditasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan untuk menilai kin-
erja dan kualitas pelayanan 
PPIU. 

(3) Akreditasi terhadap PPIU 
dilakukan setiap 5 (lima) 
tahun

•	 Menambahkan 
ketentuan akreditas 
hingga 5 (limat) 
tahun.

•	 Akreditas dilakukan 
oleh pemerintah 
Pusat
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Pasal 106
Ketentuan lebih lanjut mengenai 

akreditasi terhadap PPIU 
diatur dengan Peraturan 
Menteri.

Pasal 106
Ketentuan lebih lanjut mengenai 

akreditasi terhadap PPIU 
diatur dalam Peraturan Pe-
merintah.

•	 Ketentuan lebih lan-
jut dalam Peraturan 
Pemerintah

Pasal 118A
PAsal ini sebelumnya tidak ada

Pasal 118A
(1) PIHK yang dengan sengaja 

menyebabkan kegagalan ke-
berangkatan, penelantaran, 
atau kegagalan kepulangan 
Jemaah Haji Khusus se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 118 dikenai sanksi 
administratif. 

(2) Sanksi administratif se-
bagaimana dimaksud dapat 
berupa: 

a. penghentian sementara ke-
giatan;

b. denda administratif; 
c. paksaan pemerintah; 
d. pembekuan perizinan beru-

saha; dan/atau 
e. pencabutan perizinan beru-

saha. 
(3) Selain kewajiban sebagaima-

na dimaksud pada ayat (1), 
PIHK dikenai sanksi berupa 
kewajiban untuk mengem-
balikan biaya sejumlah yang 
telah disetorkan oleh Jemaah 
Haji Khusus serta kerugian 
immateril lainnya. 

(4) Ketentuan lebih lanjut men-
genai kriteria, jenis, besaran 
denda, dan tata cara pen-
genaan sanksi administratif 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), ayat (2), dan ayat 
(3) diatur dalam Peraturan 
Pemerintah

•	 Menambahkan 
ketentuan apabila 
terjadi kegagalan 
pemberangakan 
ataupun pemulan-
gan
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Pasal ini sebelumnya tidak ada Pasal 119A
(1) PPIU yang dengan sengaja 

menyebabkan kegagalan ke-
berangkatan, penelantaran, 
atau kegagalan kepulangan 
Jemaah Umrah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 119 
dikenai sanksi administratif.  

(2) Sanksi administratif se-
bagaimana dimaksud dapat 
berupa: 

a. penghentian sementara ke-
giatan; 

b. denda administratif; 
c. paksaan pemerintah;
d. pembekuan perizinan beru-

saha; dan/atau 
e. pencabutan perizinan beru-

saha. 
(3) Selain kewajiban sebagaima-

na dimaksud pada ayat (1), 
PPIU dikenai sanksi berupa 
kewajiban untuk mengem-
balikan biaya sejumlah yang 
telah disetorkan oleh Jemaah 
Umroh serta kerugian imma-
teril lainnya. 

(4) Ketentuan lebih lanjut men-
genai kriteria, jenis, besaran 
denda, dan tata cara pen-
genaan sanksi administratif 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), ayat (2), dan ayat 
(3) diatur dalam Peraturan 
Pemerintah.

•	 Menambahkan 
ketentuan apabila 
terjadi kegagalan 
pemberangkatan 
ataupun pemulan-
gan

Pasal 125
PIHK yang dengan sengaja 

menyebabkan kegagalan ke-
berangkatan, penelantaran, 
atau kegagalan kepulangan 
Jemaah Haji Khusus, se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 18 dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 
10 (sepuluh) tahun atau 
pidana denda paling banyak 
Rp10.000.000.O00,00 (sepu-
luh miliar rupiah).

Pasal 125
Dalam hal PIHK yang melaku-

kan tindakan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 118A 
dalam waktu paling lama 5 
(lima) hari tidak memulang-
kan Jemaah Haji Khusus 
ke tanah air, PIHK dipidana 
dengan pidana penjara pal-
ing lama 10 (sepuluh) tahun 
atau pidana denda paling 
banyak Rp10.000.000.000,00 
(sepuluh miliar rupiah).

•	 Mengubah acuan 
pasal dalam Pasal 
ini
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Pasal 126
PPIU yang dengan sengaja 
menyebabkan kegagalan ke-
berangkatan, penelantaran atau 
kegagalan kepulangan Jemaah 
Umrah, sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 119 dipidana 
dengan pidana penjara paling 
lama 10 (sepuluh) tahun atau 
pidana denda paling banyak Rp 
1O.OOO.O00.000,0O (sepuluh 
miliar rupiah).

Pasal 126
Dalam hal PPIU yang melakukan 
tindakan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 119A dalam waktu 
paling lama 5 (lima) hari tidak 
memulangkan Jemaah Umroh 
ke tanah air, PPIU dipidana 
dengan pidana penjara paling 
lama 10 (sepuluh) tahun atau 
pidana denda paling banyak 
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh 
miliar rupiah).

•	 Mengubah acuan 
pasal dalam Pasal 
ini

34. Undang-Undang No. 38 Tahun 2009 tentang Pos

TOPIK NOMOR PASAL UU CIPTA KERJA RANGKUMAN PEN-
JELASAN

Pasal 10
(1) Badan usaha sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 
ayat (1) wajib mendapat izin 
Penyelenggaraan Pos dari 
Menteri. 

(2) Ketentuan lebih lanjut men-
genai persyaratan dan tata 
cara pemberian izin diatur 
dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 10
(1) Penyelenggaraan Pos dapat 

dilakukan setelah memenuhi 
Perizinan Berusaha dari Pe-
merintah Pusat. 

(2) Ketentuan lebih lanjut men-
genai Perizinan Berusaha 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur dalam Pera-
turan Pemerintah.

•	 Menghapuskan 
acuan pasal

•	 Perizinan Berusaha 
ditetapkan oleh 
Pemerintah.

Pasal 12
(1) Penyelenggara Pos asing 

dapat menyelenggarakan 
pos di Indonesia dengan 
syarat: 
a. wajib bekerja sama den-

gan Penyelenggara Pos 
dalam negeri; 

b. melalui usaha patungan 
dengan mayoritas saham 
dimiliki Penyelenggara 
Pos dalam negeri; 

Pasal 12
(1) Pemerintah Pusat mengem-

bangkan usaha penyeleng-
gara Pos melalui penana-
man modal sesuai dengan 
ketentuan peraturan perun-
dang-undangan di bidang 
penanaman modal. 

•	 Menghapuskan 
persyaratan dalam 
ketentuan pasal ini

•	 Mengatur lebih lan-
jut dalam Peraturan 
Pemerintah
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c. Penyelenggara Pos 
dalam negeri yang akan 
bekerja sama sahamn-
ya tidak boleh dimiliki 
oleh warga negara atau 
badan usaha asing yang 
berafiliasi dengan Penye-
lenggara Pos dalam 
negeri; 

d. Penyelenggara Pos asing 
dan afiliasinya hanya 
dapat bekerja sama den-
gan satu Penyelenggara 
Pos dalam negeri; dan 

e. kerja sama Penyeleng-
gara Pos asing dengan 
Penyelenggara Pos 
dalam negeri dibatasi 
wilayah operasinya pada 
ibukota provinsi yang 
telah memiliki pelabuhan 
udara dan/atau pelabu-
han laut internasional. 

(2) Pengiriman antarkota dilak-
sanakan oleh Penyelenggara 
Pos dalam negeri bukan 
usaha patungan sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
huruf b.

(2) Penyelenggara Pos asing 
yang telah memenuhi pers-
yaratan dapat menyelengga-
rakan Pos di Indonesia. 

(3) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai persyaratan 
penyelenggara Pos asing 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) diatur dalam Pera-
turan Pemerintah.

Pasal 13 
(1) Kerja sama Penyelenggara 

Pos dengan Penyelenggara 
Pos asing sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 11 dan 
Pasal 12 dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Penyelenggara pos dapat 
menjadi perusahaan publik 
atau perusahaan terbuka 
setelah mendapat izin dari 
Menteri.

Pasal 13 
DIHAPUSKAN

•	 Menghapuskan 
ketentuan Kerja 
sama Penyelenggara 
Pos dengan Penye-
lenggara Pos asing  



808
P E D O M A N  M E M A H A M I  R U U  O M N I B U S  L A W

DNT LAWYERS

TOPIK NOMOR PASAL UU CIPTA KERJA RANGKUMAN PEN-
JELASAN

Pasal 39
(1) Menteri berwenang men-

jatuhkan sanksi administratif 
atas pelanggaran Pasal 14 
ayat (1) dan ayat (3), dan 
Pasal 15 ayat (4).

(2) Sanksi administratif se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat berupa: 

a. teguran tertulis; 
b. denda; dan/atau 
c. pencabutan izin. 
(3) Tata cara penjatuhan sanksi 

sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur dengan Pera-
turan Pemerintah.

Pasal 39
(1) Setiap orang yang melang-

gar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 10 
ayat (1), Pasal 14 ayat (1), 
Pasal 14 ayat (3), atau Pasal 
15 ayat (4) dikenai sanksi 
administratif. 

(2) Sanksi administratif se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat berupa: 

a. teguran tertulis;
b. denda administratif; dan/

atau 
c. pencabutan Perizinan Beru-

saha. 
(3) Ketentuan lebih lanjut men-

genai kriteria, jenis, besaran 
denda, dan tata cara pen-
genaan sanksi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) diatur dalam Pera-
turan Pemerintah.

•	 Mengubah klasifikasi 
pasal yang dapat 
dikenakan sanksi 
Administratif dalam 
pasal ini

35. Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi 

TOPIK NOMOR PASAL UU CIPTA KERJA RANGKUMAN PEN-
JELASAN

Pasal 11
(1) Penyelenggaraan telekomu-

nikasi sebagaimana dalam 
Pasal 7 dapat diselenggara-
kan setelah mendapat izin 
dari Menteri. 

(2) Izin sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diberikan den-
gan memperhatikan : 
a. tata cara yang sederha-

na; 
b. proses yang transparan, 

adil dan tidak diskrimina-
tif; serta 

c. penyelesaian dalam wak-
tu yang singkat.

Pasal 11
(1) Penyelenggaraan telekomu-

nikasi sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 7 ayat (1) 
dapat dilaksanakan setelah 
memenuhi Perizinan Berusa-
ha dari Pemerintah Pusat. 

(2) Ketentuan lebih lanjut men-
genai Perizinan Berusaha 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur dalam Pera-
turan Pemerintah.

•	 Meghapuskan 
ketentuan perizinan

•	 mengatur lebih lan-
jut dalam peraturan 
Pemerintah
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Paswal 28
Besaran tarif penyelenggaraan 
jaringan telekomunikasi dan atau 
jasa telekomunikasi ditetapkan 
oleh penyelenggara jaringan 
telekomunikasi dan atau jasa 
telekomunik asi dengan ber-
dasarkan formula yang ditetap-
kan oleh Pemerintah.

Pasal 28
(1) Besaran tarif penyelengga-

raan jaringan telekomunikasi 
dan/atau jasa telekomunikasi 
ditetapkan oleh penyeleng-
gara jaringan telekomunikasi 
dan/atau jasa telekomunikasi 
dengan berdasarkan formula 
yang ditetapkan oleh Pemer-
intah Pusat. 

(2) Pemerintah Pusat dapat 
menetapkan tarif batas atas 
dan/atau tarif batas bawah 
penyelenggaraan telekomu-
nikasi dengan memperhati-
kan kepentingan masyarakat 
dan persaingan usaha yang 
sehat.

•	 mengatur lebih lan-
jut dalam peraturan 
Pemerintah
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Pasal 30 
(1) Dalam hal penyelenggaraan 

jaringan telekomunikasi dan 
atau penyelenggara jasa 
telekomunikasi belum dapat 
menyediakan akses di daer-
ah tertentu, maka penye-
lenggara telekomunikai khu-
sus sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 9 ayat (3) huruf 
a, dapat menyelenggarakan 
jaringan telekomunikasi dan 
atau jasa telekomunikasi dan 
atau jasa telekomunikasi se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 7 ayat (1) huruf a dan 
huruf b setelah mendapat 
izin Menteri. 

(2) Dalam hal penyelenggara 
jaringan telekomunikasi dan 
atau penyelenggara jasa 
telekomunikasi sudah dapat 
menyediakan akses di daer-
ah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), maka penye-
lenggara telekomunikasi khu-
sus dimaksud tetap dapat 
melakukan penyelenggaraan 
jaringan telekomunikasi dan 
atau jasa telekomunikasi. 

(3) Syarat-syarat untuk 
mendapatkan izin se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur dengan Pera-
turan Pemerintah.

Pasal 30
(1) Dalam hal penyelenggara 

jaringan telekomunikasi 
dan/atau penyelenggara 
jasa telekomunikasi belum 
dapat menyediakan akses di 
daerah tertentu, penyeleng-
gara telekomunikasi khusus 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 9 ayat (3) huruf 
a dapat menyelenggarakan 
jaringan telekomunikasi dan/
atau jasa telekomunikasi se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 7 ayat (1) huruf a dan 
huruf b setelah memenuhi 
Perizinan Berusaha dari Pe-
merintah Pusat. 

(2) Dalam hal penyelenggara 
jaringan telekomunikasi dan/
atau jasa telekomunikasi 
sudah dapat menyediakan 
akses di daerah sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1), 
penyelenggara telekomu-
nikasi khusus tetap dapat 
melakukan penyelenggaraan 
jaringan telekomunikasi dan/
atau jasa telekomunikasi. 

(3) Ketentuan lebih lanjut men-
genai Perizinan Berusaha 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur dalam Pera-
turan Pemerintah.

•	 Menambahkan 
pengaturan lebih 
lanjut pada Peratur-
an pemerintah
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Psal 32
(1) Perangkat telekomunikasi 

yang diperdagangkan, dib-
uat,dirakit, dimasukkan dan 
atau digunakan di wilayah 
Republik Indonesia wajib 
memperhatikan persyaratan 
teknis dan berdasarkan izin 
sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang 
berlaku. 

(2) Ketentuan mengenai per-
syaratan teknis perangkat 
telekomunikasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dia-
tur dengan Peraturan Pemer-
intah.

Pasal 32
(1) Setiap alat dan/atau perang-

kat telekomunikasi yang dib-
uat, dirakit, dan dimasukkan 
untuk diperdagangkan dan/
atau digunakan di wilayah 
Negara Republik Indonesia 
wajib memenuhi standar 
teknis. 

(2) Ketentuan lebih lanjut men-
genai standar teknis alat 
dan/atau perangkat teleko-
munikasi sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) diatur 
dalam Peraturan Pemerintah.

•	 Menambahkan 
pengaturan lebih 
lanjut pada Peratur-
an pemerintah

Pasal 33
(1) Penggunaan spektrum 

frekuensi radio dan orbit 
satelit wajib mendapatkan 
izin Pemerintah. 

(2) Penggunaan spektrum 
frekuensi radio dan orbit 
satelit harus sesuai dengan 
peruntukannya dan tidak 
saling mengganggu. 

(3) Pemerintah melakukan 
pengawasan dan pengenda-
lian penggunaan spektrum 
frekuensi radio dan orbit 
satelit. 

Pasal 33
(1) Penggunaan spektrum 

frekuensi radio dan orbit 
satelit oleh Pelaku Usaha 
wajib memenuhi Perizinan 
Berusaha dari Pemerintah 
Pusat. 

(2) Penggunaan spektrum 
frekuensi radio dan orbit 
satelit oleh selain Pelaku 
Usaha wajib mendapatkan 
persetujuan dari Pemerintah 
Pusat. 

(3) Penggunaan spektrum 
frekuensi radio dan orbit 
satelit sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) dan ayat 
(2) wajib dilakukan sesuai 
dengan peruntukan dan ti-
dak menimbulkan gangguan 
yang merugikan. 328 

•	 Pemerintah Pusat 
dapat menetapkan 
penggunaan bersa-
ma radio

•	 Perizinan ditentukan 
oleh Pemerintah 
Pusat.
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(4) Ketentuan penggunaan 
spektrum frekuensi radio dan 
orbit satelit yang digunakan 
dalam penyelenggaraan tele-
komunikasi diatur dengan 
Peraturan Pemerintah.

(4) Dalam hal penggunaan spek-
trum frekuensi radio tidak 
optimal dan/atau terdapat 
kepentingan umum yang leb-
ih besar, Pemerintah Pusat 
dapat mencabut Perizinan 
Berusaha atau persetu-
juan penggunaan spektrum 
frekuensi radio. 

(5) Pemerintah Pusat dapat 
menetapkan penggunaan 
bersama spektrum frekuensi 
radio. 

(6) Pemegang Perizinan Beru-
saha terkait penggunaan 
spektrum frekuensi radio 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) untuk penyelengga-
raan telekomunikasi dapat 
melakukan: 
a. kerja sama penggunaan 

spektrum frekuensi radio 
untuk penerapan te-
knologi baru; dan/atau 

b. pengalihan penggunaan 
spektrum frekuensi 
radio, dengan penye-
lenggara telekomunikasi 
lainnya. 

(7) Kerja sama penggunaan 
dan/atau pengalihan peng-
gunaan spektrum frekuensi 
radio sebagaimana dimaksud 
pada ayat (6) wajib terlebih 
dahulu mendapatkan per-
setujuan dari Pemerintah 
Pusat. 
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(8) Pembinaan, pengawasan, 
dan pengendalian penggu-
naan spektrum frekuensi 
radio dan orbit satelit se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2) dilak-
sanakan oleh Pemerintah 
Pusat. 

(9) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai Perizinan Beru-
saha terkait Penggunaan 
spektrum frekuensi radio 
dan orbit satelit sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1), 
persetujuan penggunaan 
spektrum frekuensi radio 
dan orbit satelit sebagaima-
na dimaksud pada ayat (2), 
penggunaan bersama spek-
trum frekuensi radio, kerja 
sama penggunaan spektrum 
frekuensi radio, dan penga-
lihan penggunaan spektrum 
frekuensi radio sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) dan 
ayat (6) diatur dalam Pera-
turan Pemerintah.

Pasal 34
(1) Pengguna spektrum frekuen-

si radio wajib membayar 
biaya penggunaan, frekuensi 
yang besarannya didasarkan 
atas penggunaan jenis dan 
lebar pita frekuensi. 

(2) Penggunaan orbit satelit 
wajib membayar biaya hak 
penggunaan orbit satelit. 

(3) Ketentuan mengenai biaya 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2) diatur 
dengan Peraturan Pemerin-
tah.

Pasal 34
(1) Pemegang Perizinan Beru-

saha dan persetujuan un-
tuk penggunaan spektrum 
frekuensi radio sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 33 
ayat (1) dan ayat (2) wajib 
membayar biaya hak peng-
gunaan spektrum frekuen-
si radio yang besarannya 
didasarkan atas penggunaan 
jenis dan lebar pita frekuensi 
radio. 

(2) Ketentuan lebih lanjut men-
genai biaya hak penggunaan 
spektrum frekuensi radio 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur dalam Pera-
turan Pemerintah

(3) Penetapan pener-
apan biaya pada  
hak penggunaan 
spektrum frekuensi 
radio yang besa-
rannya didasarkan 
atas penggunaan 
jenis dan lebar pita 
frekuensi radio. 
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TOPIK NOMOR PASAL UU CIPTA KERJA RANGKUMAN PEN-
JELASAN

Pasal ini sebelumnya tidak ada Pasal 34A
(1) Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah mem-
berikan fasilitasi dan/atau 
kemudahan kepada penye-
lenggara telekomunikasi 
untuk melakukan pemban-
gunan infrastruktur teleko-
munikasi secara transparan, 
akuntabel, dan efisien. 

(2) Dalam penyelenggaraan 
telekomunikasi, Pemerin-
tah Pusat dan Pemerintah 
Daerah dapat berperan serta 
untuk menyediakan fasilitas 
bersama infrastruktur pasif 
telekomunikasi untuk digu-
nakan oleh penyelenggara 
telekomunikasi secara bersa-
ma dengan biaya terjangkau. 

(3) Ketentuan lebih lanjut men-
genai peran Pemerintah Pu-
sat dan Pemerintah Daerah 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2) diatur 
dalam Peraturan Pemerintah.

•	 Pemberian fasilitas 
kepada penyeleng-
gara telekomunikasi
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TOPIK NOMOR PASAL UU CIPTA KERJA RANGKUMAN PEN-
JELASAN

Pasal ini sebelumnya tidak ada Pasal 34B
(1) Pelaku Usaha yang memi-

liki infrastruktur pasif yang 
dapat digunakan untuk 
keperluan telekomunikasi 
wajib membuka akses pe-
manfaatan infrastruktur pasif 
dimaksud kepada penyeleng-
gara telekomunikasi. 

(2) Pelaku Usaha yang memili-
ki infrastruktur selain se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) di bidang teleko-
munikasi dan/atau peny-
iaran dapat membuka akses 
pemanfaatan infrastruktur 
dimaksud kepada penyeleng-
gara telekomunikasi dan/
atau penyelenggara peny-
iaran. 

(3) Pemanfaatan infrastruktur 
pasif sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) dilakukan 
berdasarkan kerja sama para 
pihak secara adil, wajar, dan 
non-diskriminatif.

(4) Pemanfaatan infrastruktur 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dilakukan berdasar-
kan kerja sama para pihak.  

(5) Ketentuan lebih lanjut men-
genai pemanfaatan infras-
truktur sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1), ayat (2), 
ayat (3), dan ayat (4) diatur 
dalam Peraturan Pemerintah.

•	 Memperluas akses 
penggunaan suatu 
infrastruktur untuk 
kepentingan Bersa-
ma
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TOPIK NOMOR PASAL UU CIPTA KERJA RANGKUMAN PEN-
JELASAN

Pasal 45
Barang siapa melanggar keten-

tuan Pasal 16 ayat (1), Pasal 
18 ayat (2), Pasal 19, Pasal 
21, Pasal 25 ayat (2), Pasal 
26 ayat (1), Pasal 29 ayat 
(1), Pasal 29 ayat (2), Pasal 
33 ayat (1), Pasal 33 ayat 
(2), Pasal 34 ayat (1), atau 
Pasal 34 ayat (2) dikenai 
sanksi administrasi.

Pasal 45
(1) Pelanggaran terhadap 

ketentuan Pasal 16 ayat (1), 
Pasal 18 ayat (2), Pasal 19, 
Pasal 20, Pasal 21, Pasal 25 
ayat (2), Pasal 26 ayat (1), 
Pasal 29 ayat (1), Pasal 29 
ayat (2), Pasal 32 ayat (1), 
Pasal 33 ayat (1), Pasal 33 
ayat (2), Pasal 33 ayat (3), 
Pasal 33 ayat (7), atau Pasal 
34 ayat (1) dikenai sanksi 
administratif. 

(2) Sanksi administratif se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat berupa: 
a. teguran tertulis; 
b. penghentian sementara 

kegiatan; 
c. denda administratif; 

dan/atau
d. pencabutan Perizinan 

Berusaha. 
(3) Ketentuan lebih lanjut men-

genai kriteria, jenis, besaran 
denda, dan tata cara pen-
genaan sanksi administratif 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2) diatur 
dalam Peraturan Pemerintah.

•	 Menambahkan 
ketentuan klasifikasi 
sanksi administratif

•	 Mengatur lebih lan-
jut dalam Peraturan 
Pemerintah

Pasal 46
(1) Sanksi administrasi se-

bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 45 berupa pencabutan 
izin. 

(2) Pencabutan izin sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan setelah diberi 
peringatan tertulis.

Pasal 46
DIHAPUSKAN

•	 Menghapuskan 
ketentuan adminis-
trasi ini

Pasal 47
Barang siapa yang melanggar 
ketentuan sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 11 ayat (1), 
dipidana dengan pidana penja-
ra paling lama 6 (enam) tahun 
datau denda paling banyak Rp. 
600.000.000,00 (enam ratus juta 
rupiah).

Pasal 47
Barang siapa yang melanggar 
ketentuan sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 11 ayat (1) 
dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 10 (sepuluh) tahun 
dan/atau denda paling banyak 
Rp1.500.000.000,00 (satu miliar 
lima ratus juta rupiah).

•	 Menambahkan jum-
lah sanksi pidana 
dalam pasal ini
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36. Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Topik Nomor Pasal UU Cipta Kerja Rangkuman Penjelasan
Pasal 16
(1) Lembaga Penyiaran Swasta 

sebagaimana dimaksud da-
lam Pasal 13 ayat (2) huruf 
b adalah lembaga penyiaran 
yang bersifat komersial ber-
bentuk badan hukum Indo-
nesia, yang bidang usahanya 
hanya menyelenggarakan 
jasa penyiaran radio atau 
televisi. 

(2) Warga negara asing dilarang 
menjadi pengurus Lembaga 
Penyiaran Swasta, kecuali 
untuk bidang keuangan dan 
bidang teknik.

Pasal 16
(1) Lembaga Penyiaran Swasta 

sebagaimana dimaksud da-
lam Pasal 13 ayat (2) huruf 
b adalah lembaga penyiaran 
yang bersifat komersial ber-
bentuk badan hukum Indo-
nesia yang bidang usahanya 
menyelenggarakan jasa 
penyiaran radio atau televisi. 

(2) Warga negara asing dapat 
menjadi pengurus Lemba-
ga Penyiaran Swasta se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) hanya untuk bidang 
keuangan dan bidang teknik.

•	 Menegaskan keten-
tuan Lembaga 
penyiaran yakni 
badan hukum Indo-
nesia

Pasal 25
(1) Lembaga Penyiaran Ber-

langganan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 13 
ayat (2) huruf d merupakan 
lembaga penyiaran berben-
tuk badan hukum Indonesia, 
yang bidang usahanya hanya 
menyelenggarakan jasa 
penyiaran berlangganan dan 
wajib terlebih dahulu mem-
peroleh izin penyelenggaraan 
penyiaran berlangganan. 

(2) Lembaga Penyiaran Ber-
langganan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) 
memancarluaskan atau 
menyalurkan materi siaran-
nya secara khusus kepada 
pelanggan melalui radio, 
televisi, multi-media, atau 
media informasi lainnya.

Pasal 25
(1) Lembaga Penyiaran Berlang-

ganan sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 13 ayat (2) 
huruf d merupakan lembaga 
penyiaran berbentuk badan 
hukum Indonesia yang 
bidang usahanya menye-
lenggarakan jasa penyiaran 
berlangganan dan wajib 
terlebih dahulu memperoleh 
izin penyelenggaraan peny-
iaran berlangganan. 

(2) Lembaga Penyiaran Berlang-
ganan sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) meman-
carluaskan atau menyalurkan 
materi siarannya secara 
khusus kepada pelang-
gan melalui radio, televisi, 
multi-media, atau media 
informasi lainnya.

•	 Menegaskan keten-
tuan Lembaga 
penyiaran yakni 
badan hukum Indo-
nesia
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Topik Nomor Pasal UU Cipta Kerja Rangkuman Penjelasan
Pasal 33
(1) Sebelum menyelenggarakan 

kegiatannya lembaga peny-
iaran wajib memperoleh izin 
penyelenggaraan penyiaran. 

(2) Pemohon izin wajib men-
cantumkan nama, visi, misi, 
dan format siaran yang akan 
diselenggarakan serta me-
menuhi persyaratan sesuai 
dengan ketentuan undan-
gundang ini. 

(3) Pemberian izin penyelengga-
raan penyiaran sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) 
berdasarkan minat, kepent-
ingan dan kenyamanan 
publik. 

(4) Izin dan perpanjangan izin 
penyelenggaraan peny-
iaran diberikan oleh negara 
setelah memperoleh: 
a. masukan dan hasil eval-

uasi dengar pendapat 
antara pemohon dan 
KPI; 

b. rekomendasi kelayakan 
penyelenggaraan peny-
iaran dari KPI; 

c. hasil kesepakatan dalam 
forum rapat bersama 
yang diadakan khusus 
untuk perizinan antara 
KPI dan Pemerintah; 
dan d. izin alokasi dan 
penggunaan spektrum 
frekuensi radio oleh Pe-
merintah atas usul KPI.

Pasal 33
(1) Penyelenggaraan penyiaran 

dapat diselenggarakan 
setelah memenuhi Perizinan 
Berusaha dari Pemerintah 
Pusat. 

(2) Lembaga penyiaran wajib 
membayar biaya Perizinan 
Berusaha sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) diatur 
berdasarkan zona/daerah 
penyelenggaraan penyiaran 
yang ditetapkan dengan 
parameter tingkat ekonomi 
setiap zona/daerah. 

(3) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai Perizinan Berusa-
ha sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur dalam 
Peraturan Pemerintah den-
gan cakupan wilayah siaran 
penyelenggaraan penyiaran 
dapat meliputi seluruh Indo-
nesia.

•	 Menyederhanakan 
ketentuan Perizinan 
peyelenggaraan 
penyiaraan untuk 
diatur lebih lanjut 
dalam Peraturan 
Pemerintah
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Topik Nomor Pasal UU Cipta Kerja Rangkuman Penjelasan
(5) Atas dasar hasil kesepakatan 

sebagaimana dimaksud da-
lam ayat (4) huruf c, secara 
administratif izin penyeleng-
garaan penyiaran diberikan 
oleh Negara melalui KPI.

(6) Izin penyelenggaraan dan 
perpanjangan izin penye-
lenggaraan penyiaran wajib 
diterbitkan paling lambat 
30 (tiga puluh) hari kerja 
setelah ada kesepakatan dari 
forum rapat bersama se-
bagaimana dimaksud dalam 
ayat (4) huruf c. 

(7) Lembaga penyiaran wajib 
membayar izin penyelengga-
raan penyiaran melalui kas 
negara. 

(8) Ketentuan lebih lanjut men-
genai tata cara dan pers-
yaratan perizinan penyeleng-
garaan penyiaran disusun 
oleh KPI bersama Pemerin-
tah.

Pasal 34
(1) Izin penyelenggaraan peny-

iaran diberikan sebagai 
berikut:
a. izin penyelenggaraan 

penyiaran radio diberi-
kan untuk jangka waktu 
5 (lima) tahun;

b. izin penyelenggaraan 
penyiaran televisi diberi-
kan untuk jangka waktu 
10 (sepuluh) tahun. 

(2) Izin sebagaimana dimak-
sud dalam ayat (1) huruf a 
dan huruf b masing-masing 
dapat diperpanjang. 

Pasal 34
DIHAPUSKAN

•	 Menghapuskan 
ketentuan pemberi-
an izin
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(3) Sebelum memperoleh izin 

tetap penyelenggaraan peny-
iaran, lembaga penyiaran 
radio wajib melalui masa 
uji coba siaran paling lama 
6 (enam) bulan dan untuk 
lembaga penyiaran televisi 
wajib melalui masa uji coba 
siaran paling lama 1 (satu) 
tahun. 

(4) Izin penyelenggaraan peny-
iaran dilarang dipindahtan-
gankan kepada pihak lain. 

(5) Izin penyelenggaraan peny-
iaran dicabut karena : 
a. tidak lulus masa uji 

coba siaran yang telah 
ditetapkan; 

b. melanggar penggunaan 
spektrum frekuensi 
radio dan/atau wilayah 
jangkauan siaran yang 
ditetapkan; 

c. tidak melakukan kegia-
tan siaran lebih dari 3 
(tiga) bulan tanpa pem-
beritahuan kepada KPI;

d. dipindahtangankan ke-
pada pihak lain;

e. melanggar ketentuan 
rencana dasar teknik 
penyiaran dan pers-
yaratan teknis perangkat 
penyiaran; atau

f. melanggar ketentu-
an mengenai standar 
program siaran setelah 
adanya putusan penga-
dilan yang memperoleh 
kekuatan hukum tetap. 

(6) Izin penyelenggaraan peny-
iaran dinyatakan berakhir 
karena habis masa izin dan 
tidak diperpanjang kembali.
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Pasal 55
(1) Setiap orang yang melang-

gar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 15 
ayat (2), Pasal 20, Pasal 23, 
Pasal 24, Pasal 26 ayat (2), 
Pasal 27, Pasal 28, Pasal 33 
ayat (7), Pasal 34 ayat (5) 
huruf a, huruf c, huruf d, 
dan huruf f, Pasal 36 ayat 
(2), ayat (3), dan ayat (4), 
Pasal 39 ayat (1), Pasal 43 
ayat (2), Pasal 44 ayat (1), 
Pasal 45 ayat (1), Pasal 46 
ayat (6), ayat (7), ayat (8), 
ayat (9), dan ayat (11), dike-
nai sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif se-
bagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) dapat berupa : 
a. teguran tertulis; 
b. penghentian sementara 

mata acara yang ber-
masalah setelah melalui 
tahap tertentu; 

c. pembatasan durasi dan 
waktu siaran; 

d. denda administratif; 
e. pembekuan kegiatan 

siaran untuk waktu ter-
tentu; 

f. tidak diberi perpanjan-
gan izin penyelengga-
raan penyiaran; 

g. pencabutan izin penye-
lenggaraan penyiaran.

Pasal 55
(1) Setiap orang yang melang-

gar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 15 
ayat (2), Pasal 17 ayat (3), 
Pasal 18 ayat (1), Pasal 18 
ayat (2), Pasal 20, Pasal 23, 
Pasal 24, Pasal 26 ayat (2), 
Pasal 27, Pasal 28, Pasal 33 
ayat (1), Pasal 33 ayat (2), 
Pasal 36 ayat (2), Pasal 36 
ayat (3), Pasal 36 ayat (4), 
Pasal 39 ayat (1), Pasal 43 
ayat (2), Pasal 44 ayat (1), 
Pasal 45 ayat (1), Pasal 46 
ayat (3), Pasal 46 ayat (6), 
Pasal 46 ayat (7), Pasal 46 
ayat (8), Pasal 46 ayat (9), 
Pasal 46 ayat (10), atau Pas-
al 46 ayat (11) dikenai sanksi 
administratif. 

(2) Sanksi administratif se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat berupa: 
a. Teguran tertulis; 
b. Penghentian sementara 

mata acara yang ber-
masalah setelah melalui 
tahap tertentu; 

c. Pembatasan durasi dan 
waktu siaran;

d. Denda administratif; 
e. Pembekuan kegiatan 

siaran untuk waktu ter-
tentu; 

f. Tidak diberi perpanjan-
gan Perizinan Berusaha 
penyelenggaraan peny-
iaran; dan/atau 

g. Pencabutan Perizinan 
Berusaha penyelengga-
raan penyiaran.

•	 Menambahkan kla-
sifikasi pelanggaran 
terhadap pasal-pas-
al ini

•	 Mengatur lebih lan-
jut dalam Peraturan 
Pemerintah

(3) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai tata cara dan 
pemberian sanksi adminis-
tratif sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) dan ayat (2) 
disusun oleh KPI bersama 
Pemerintah.

(3) Ketentuan lebih lanjut men-
genai kriteria, jenis, besaran 
denda, dan tata cara pen-
genaan sanksi administratif 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) diatur dalam Pera-
turan Pemerintah.
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Pasal 57
(1) Dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 5 (lima) 
tahun dan/atau denda paling 
banyak Rp1.000.000.000,00 
(satu miliar rupiah) untuk 
penyiaran radio dan dipidana 
dengan pidana penjara pal-
ing lama 5 (lima) tahun dan/
atau denda paling banyak 
Rp10.000.000.000,00 (sep-
uluh miliar rupiah) untuk 
penyiaran televisi, setiap 
orang yang: 
a. melanggar ketentuan 

sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 17 ayat (3);

b.  melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 18 ayat (2); 

c. melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 30 ayat (1); 

d. melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 36 ayat (5);

e. melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 36 ayat (6).

Pasal 57
(1) Setiap orang yang melang-

gar ketentuan sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 
30 ayat (1), Pasal 36 ayat 
(5), atau Pasal 36 ayat (6) 
yang dilakukan untuk peny-
iaran radio dipidana dengan 
dengan pidana penjara 
paling lama 5 (lima) tahun 
atau denda paling banyak 
Rp1.500.000.000,00 (satu 
miliar lima ratus juta rupiah). 

(2) Setiap orang yang melang-
gar ketentuan sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 
30 ayat (1), Pasal 36 ayat 
(5), atau Pasal 36 ayat 
(6) yang dilakukan untuk 
penyiaran televisi dipidana 
dengan pidana penjara 
paling lama 5 (lima) tahun 
atau denda paling banyak 
Rp10.000.000.000,00 (sepu-
luh miliar rupiah).

•	 Menambahkan 
sanksi pidana dalam 
beberapa pasal

•	 Mengubah klasifikasi 
pasal yang digu-
nakan
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Pasal 58
(1) Dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 2 (dua) 
tahun dan/atau denda paling 
banyak Rp500.000.000,00 
(lima ratus juta rupiah) 
untuk penyiaran radio dan 
dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 2 (dua) 
tahun dan/atau denda paling 
banyak Rp5.000.000.000,00 
(lima miliar rupiah) untuk 
penyiaran televisi, setiap 
orang yang: 
a. melanggar ketentuan 

sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 18 ayat (1); 

b. melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 33 ayat (1); 

c. melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 34 ayat (4); 

d. melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 46 ayat (3).

Pasal 58
(1) Setiap Orang yang melang-

gar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 33 
ayat (1) untuk penyiaran ra-
dio dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 2 (dua) 
tahun dan/atau denda paling 
banyak Rp500.000.000,00 
(lima ratus juta rupiah). 

(2) Setiap Orang yang melang-
gar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 33 
ayat (1) untuk penyiaran 
televisi dipidana dengan 
pidana penjara paling 
lama 2 (dua) tahun dan/
atau denda paling banyak 
Rp5.000.000.000,00 (lima 
miliar rupiah).

•	 Mengubah klasifikasi 
pasal yang digu-
nakan

Pasal ini sebelumnya tidak ada Pasal 60A
(1) Penyelenggaraan penyiaran 

dilaksanakan dengan mengi-
kuti perkembangan teknolo-
gi, termasuk migrasi peny-
iaran dari teknologi analog 
ke teknologi digital. 

(2) Migrasi penyiaran televi-
si terestrial dari teknologi 
analog ke teknologi digital 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan penghentian 
siaran analog (analog switch 
off) diselesaikan paling lam-
bat 2 (dua) tahun sejak mu-
lai berlakunya Undang-Un-
dang ini. 

(3) Ketentuan lebih lanjut men-
genai migrasi penyiaran dari 
teknologi analog ke teknologi 
digital sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) dan ayat 
(2) diatur dalam Peraturan 
Pemerintah.

•	 Menambahkan 
ketentuan mengenai  
Penyelenggaraan 
penyiaran dilak-
sanakan dengan 
mengikuti perkem-
bangan teknologi, 
termasuk migrasi 
penyiaran dari 
teknologi analog ke 
teknologi digital
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 37. Undang-Undang No. 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan

TOPIK NOMOR PASAL UU CIPTA KERJA RANGKUMAN PEN-
JELASAN

Pasal 11
Industri alat utama sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 10 ayat 
(1) huruf a merupakan badan 
usaha milik negara yang ditetap-
kan oleh Pemerintah sebagai 
pemadu utama (lead integrator) 
yang menghasilkan alat utama 
sistem senjata dan/atau mengin-
tegrasikan semua komponen 
utama, komponen, dan bahan 
baku menjadi alat utama.

Pasal 11
Industri alat utama sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 10 ayat 
(1) huruf a merupakan: 
a. badan usaha milik negara; 

dan/atau
b. badan usaha milik swasta, 
yang ditetapkan oleh Pemerintah 
sebagai pemadu utama (lead in-
tegrator) yang menghasilkan alat 
utama sistem senjata dan/atau 
mengintegrasikan semua kom-
ponen utama, komponen, dan 
bahan baku menjadi alat utama.

•	 Menambahkan 
ketentuan BUMS 
sebagai salah satu 
pemegang industry

Pasal 21
(1) Dalam melaksanakan fungsi 

sebagaimana dimaksud da-
lam Pasal 20, KKIP mempu-
nyai tugas dan wewenang: 
a. merumuskan kebijakan 

nasional yang bersifat 
strategis di bidang In-
dustri Pertahanan; 

b. menyusun dan mem-
bentuk rencana induk 
Industri Pertahanan yang 
berjangka menengah 
dan panjang; 

c. mengoordinasikan pelak-
sanaan dan pengenda-
lian kebijakan nasional 
Industri Pertahanan; 

d. menetapkan kebijakan 
pemenuhan kebutuhan 
Alat Peralatan Pertahan-
an dan Keamanan; 

Pasal 21
(1) Dalam melaksanakan fungsi 

sebagaimana dimaksud da-
lam Pasal 20, KKIP mempu-
nyai tugas dan wewenang: 
a. merumuskan kebijakan 

nasional yang bersifat 
strategis di bidang In-
dustri Pertahanan; 

b. menyusun dan mem-
bentuk rencana induk 
Industri Pertahanan yang 
berjangka menengah 
dan panjang; 

c. mengoordinasikan pelak-
sanaan dan pengenda-
lian kebijakan nasional 
Industri Pertahanan; 

d. mengoordinasikan kerja 
sama luar negeri dalam 
rangka memajukan dan 
mengembangkan Indus-
tri Pertahanan; 

•	 Menghapuskan 
salah satu we-
wenang KKIP
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JELASAN

e. mengoordinasikan kerja 
sama luar negeri dalam 
rangka memajukan dan 
mengembangkan Indus-
tri Pertahanan; 

f. melakukan sinkronisasi 
penetapan kebutuhan 
Alat Peralatan Pertahan-
an dan Keamanan antara 
Pengguna dan Industri 
Pertahanan; 

g. menetapkan standar 
Industri Pertahanan; 

h. merumuskan kebijakan 
pendanaan dan/atau 
pembiayaan Industri 
Pertahanan; 

i. merumuskan mekanisme 
penjualan dan pembelian 
Alat Peralatan Pertahan-
an dan Keamanan hasil 
Industri Pertahanan ke 
dan dari luar negeri; dan 

j. melaksanakan peman-
tauan dan evaluasi 
pelaksanaan kebijakan 
Industri Pertahanan 
secara berkala. 

(2) Rancangan rencana induk 
jangka panjang sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
huruf b diajukan kepada DPR 
untuk mendapatkan pertim-
bangan.

e. melakukan sinkronisasi 
penetapan kebutuhan 
Alat Peralatan Pertahan-
an dan Keamanan antara 
Pengguna dan Industri 
Pertahanan; 

f. menetapkan standar 
Industri Pertahanan; 

g. merumuskan kebijakan 
pendanaan dan/atau 
pembiayaan Industri 
Pertahanan; 

h. merumuskan mekanisme 
penjualan dan pembelian 
Alat Peralatan Pertahan-
an dan Keamanan hasil 
Industri Pertahanan ke 
dan dari luar negeri; dan

i. melaksanakan peman-
tauan dan evaluasi 
pelaksanaan kebijakan 
Industri Pertahanan 
secara berkala. 

(2) Rancangan rencana induk 
jangka panjang sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
huruf b diajukan kepada DPR 
untuk mendapatkan pertim-
bangan.
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Pasla 38
(1) Kegiatan produksi merupa-

kan pembuatan produk oleh 
Industri Pertahanan sesuai 
dengan perencanaan pro-
duksi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 37 ayat (1). 

(2) Dalam kegiatan produksi 
Industri Pertahanan wajib 
mengutamakan penggunaan 
bahan mentah, bahan baku, 
dan komponen dalam negeri. 

(3) Dalam kegiatan produksi 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat dikembang-
kan 2 (dua) fungsi produksi 
Industri Pertahanan. 

(4) Industri Pertahanan dalam 
kegiatan produksi harus 
terlebih dahulu memperoleh 
izin produksi dari kementeri-
an yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di 
bidang pertahanan. 

(5) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai kegiatan produksi 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur dengan Pera-
turan Presiden.

Pasal 38
(1) Kegiatan produksi merupa-

kan pembuatan produk oleh 
Industri Pertahanan sesuai 
dengan perencanaan pro-
duksi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 37 ayat (1). 

(2) Kegiatan produksi Industri 
Pertahanan wajib menguta-
makan penggunaan bahan 
mentah, bahan baku, dan 
komponen dalam negeri. 

(3) Dalam kegiatan produksi 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat dikembang-
kan 2 (dua) fungsi produksi 
Industri Pertahanan. 

(4) Industri Pertahanan dalam 
kegiatan produksi harus 
terlebih dahulu memenuhi 
Perizinan Berusaha dari Pe-
merintah Pusat. 

(5) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai kegiatan produksi 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan Perizinan Beru-
saha sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) diatur dalam 
Peraturan Pemerintah.

•	 Urusan produksi 
menjadi urusan 
pemerintah Pusat

Pasal 52
(1) Kepemilikan modal atas in-

dustri alat utama seluruhnya 
dimiliki oleh negara. 

(2) Kepemilikan modal atas 
industri komponen utama 
dan/atau penunjang, industri 
komponen dan/atau pen-
dukung (perbekalan), dan 
industri bahan baku yang 
merupakan badan usaha 
milik negara, paling rendah 
51% (lima puluh satu pers-
en) modalnya dimiliki oleh 
negara.

Pasal 52
(1) Kepemilikan modal atas 

industri alat utama dimiliki 
oleh badan usaha milik neg-
ara dan/atau badan usaha 
milik swasta yang mendapat 
persetujuan dari menteri 
yang menyelenggarakan uru-
san pemerintahan di bidang 
pertahanan. 

(2) Badan usaha milik negara 
dan badan usaha milik swas-
ta sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) harus mener-
apkan sistem pengawasan 
yang diterapkan oleh kemen-
terian yang menyelenggara-
kan urusan pemerintahan di 
bidang pertahanan. 

•	 Melonggarkan 
ketentuan kepada 
pihak swasta terh-
adap industri alat 
utama
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(3) Sistem pengawasan se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (2) meliputi proses 
produksi sampai dengan 
penjualan produk, baik di 
dalam negeri maupun di luar 
negeri. 

(4) Kepemilikan modal atas 
industri komponen utama 
dan/atau penunjang, industri 
komponen dan/atau pen-
dukung (perbekalan), dan 
industri bahan baku dilaku-
kan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundangundan-
gan di bidang penanaman 
modal.

Pasal 55
Setiap orang yang mengekspor 
dan/atau melakukan transfer 
alat peralatan yang digunakan 
untuk pertahanan dan keaman-
an negara lain wajib mendapat 
izin menteri yang menyelengga-
rakan urusan pemerintahan di 
bidang pertahanan dan sesuai 
dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan di bidang 
kepabeanan.

Pasal 55
Setiap Orang yang mengekspor 
dan/atau melakukan transfer alat 
peralatan yang digunakan untuk 
pertahanan dan keamanan nega-
ra lain wajib memenuhi Perizinan 
Berusaha dari Pemerintah Pusat.

•	 Perizinan diatur oleh 
Pemerintah Pusat
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Pasal 56
(1) Pemasaran Alat Peralatan 

Pertahanan dan Keamanan 
dilakukan dengan izin men-
teri yang menyelenggara-
kan urusan pemerintahan 
di bidang pertahanan atas 
pertimbangan KKIP.

(2) Dalam rangka pertimbangan 
kepentingan strategis nasi-
onal, DPR dapat melarang 
atau memberikan pengec-
ualian penjualan produk Alat 
Peralatan Pertahanan dan 
Keamanan tertentu sesuai 
dengan politik luar negeri 
yang dijalankan Pemerintah. 

(3) Ketentuan mengenai tata 
cara pemberian izin pe-
masaran Alat Peralatan 
Pertahanan dan Keamanan 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur dengan Pera-
turan Pemerintah.

Pasal 56
(1) Pemasaran Alat Peralatan 

Pertahanan dan Keamanan 
dilakukan dengan memenuhi 
Perizinan Berusaha dari Pe-
merintah Pusat. 

(2) Dalam rangka pertimbangan 
kepentingan strategis nasi-
onal, DPR dapat melarang 
atau memberikan pengec-
ualian penjualan produk Alat 
Peralatan Pertahanan dan 
Keamanan tertentu sesuai 
dengan politik luar negeri 
yang dijalankan Pemerintah 
Pusat. 

(3) Ketentuan mengenai tata 
cara pemberian Perizinan 
Berusaha terkait pemasaran 
Alat Peralatan Pertahanan 
dan Keamanan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dia-
tur dalam Peraturan Pemer-
intah.

•	 Perizinan dipegang 
oleh Pemerintah 
Pusat.

Pasal 66
Setiap orang dilarang membocor-
kan informasi yang bersifat raha-
sia mengenai formulasi rancang 
bangun teknologi Alat Peralatan 
Pertahanan dan Keamanan yang 
bersifat strategis bagi pertahan-
an dan keamanan.

Pasal 66
Setiap Orang dilarang membo-
corkan informasi yang bersifat 
rahasia mengenai formulasi ran-
cang bangun teknologi Alat Pera-
latan Pertahanan dan Keamanan 
bagi pertahanan dan keamanan.

•	 menghapuskan 
ketentuan terhadap 
hal-hal yang bersifat 
stategis

Pasal 67
Setiap orang dilarang mempro-
duksi Alat Peralatan Pertahanan 
dan Keamanan tanpa mendapat 
izin menteri yang menyelengga-
rakan urusan pemerintahan di 
bidang pertahanan.

Pasal 67
Setiap Orang dilarang mempro-
duksi Alat Peralatan Pertahanan 
dan Keamanan tanpa memenuhi 
Perizinan Berusaha dari Pemerin-
tah Pusat.

•	 Kepentingan Per-
izinan Berusaha dari 
Pemerintah Pusat

Pasal 68
Setiap orang dilarang menjual, 
mengekspor, dan/atau melaku-
kan transfer Alat Peralatan 
Pertahanan dan Keamanan 
yang bersifat strategis tanpa 
mendapat izin menteri yang 
menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang pertah-
anan.

Pasal 68
Setiap Orang dilarang menjual, 
mengekspor, dan/atau melaku-
kan transfer Alat Peralatan 
Pertahanan dan Keamanan tanpa 
memenuhi Perizinan Berusaha 
dari Pemerintah Pusat.

•	 Perizinan diiberikan 
oleh Pemerintah 
Pusat
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Pasal 69
Setiap orang dilarang membeli 

dan/atau mengimpor Alat 
Peralatan Pertahanan dan 
Keamanan yang bersifat 
strategis tanpa mendapat 
izin menteri yang menye-
lenggarakan urusan pemer-
intahan di bidang pertahan-
an.

Pasal 69
Setiap Orang dilarang membeli 

dan/atau mengimpor Alat 
Peralatan Pertahanan dan 
Keamanan tanpa memenuhi 
Perizinan Berusaha dari Pe-
merintah Pusat.

•	 Perizinan diiberikan 
oleh Pemerintah 
Pusat

Pasal ini sebelumnya tidak ada Pasal 69A
(1) Dalam hal kegiatan se-

bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 55, Pasal 56, Pasal 
67, Pasal 68, dan Pasal 69 
dilakukan oleh instansi pe-
merintah, kegiatan tersebut 
wajib mendapatkan persetu-
juan dari Pemerintah Pusat. 

(2) Perizinan Berusaha dan 
persetujuan dari Pemerin-
tah Pusat dilaksanakan oleh 
menteri yang menyelengga-
rakan urusan pemerintahan 
di bidang pertahanan ber-
dasarkan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria yang 
ditetapkan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut men-
genai Perizinan Berusaha se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 
56 serta persetujuan dari Pe-
merintah Pusat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 55, 
Pasal 56, Pasal 67, Pasal 68, 
dan Pasal 69 dan Persetu-
juan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur dalam 
Peraturan Pemerintah.

•	 Menambahkan klas-
ifikasi baru terhadap 
kebutuhan Persetu-
juan Pemerintah 
Pusat



830
P E D O M A N  M E M A H A M I  R U U  O M N I B U S  L A W

DNT LAWYERS

TOPIK NOMOR PASAL UU CIPTA KERJA RANGKUMAN PEN-
JELASAN

Pasal 72 
(1) Setiap orang yang mem-

produksi Alat Peralatan 
Pertahanan dan Keamanan 
yang bersifat strategis tanpa 
mendapat izin menteri yang 
menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang 
pertahanan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 67 
dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 5 (lima) 
tahun dan/atau denda paling 
banyak Rp10.000.000.000,00 
(sepuluh miliar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan dalam 
keadaan perang, pelaku dipi-
dana dengan pidana penjara 
paling lama 15 (lima belas) 
tahun dan/atau denda paling 
banyak Rp25.000.000.000,00 
(dua puluh lima miliar rupi-
ah).  

Pasal 72
(1) Setiap Orang yang mem-

produksi Alat Peralatan 
Pertahanan dan Keamanan 
tanpa memenuhi Perizinan 
Berusaha dari Pemerintah 
Pusat sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 67 dipidana 
dengan pidana penjara pal-
ing lama 5 (lima) tahun dan/
atau denda paling banyak 
Rp10.000.000.000,00 (sepu-
luh miliar rupiah). 

(2) Dalam hal tindak pidana 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan dalam 
keadaan perang, pelaku dipi-
dana dengan pidana penjara 
paling lama 15 (lima belas) 
tahun dan/atau denda paling 
banyak Rp25.000.000.000,00 
(dua puluh lima miliar rupi-
ah).

•	 Menyesuaikan frasa 
dalam pasal ini den-
gan menggunakan 
Perizinan Berusaha 
dari Pemerintah 
Pusat
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Pasal 73
(1) Setiap orang yang men-

jual, mengekspor, dan/atau 
melakukan transfer Alat Per-
alatan Pertahanan dan Kea-
manan yang bersifat strat-
egis tanpa mendapat izin 
menteri yang menyelengga-
rakan urusan pemerintahan 
di bidang pertahanan se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 68 dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 
12 (dua belas) tahun dan/
atau denda paling banyak 
Rp200.000.000.000,00 (dua 
ratus miliar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan 
dalam keadaan perang, 
pelaku dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 
15 (lima belas) tahun dan/
atau denda paling banyak 
Rp500.000.000.000,00 (lima 
ratus miliar rupiah).

Pasal 73
(1) Setiap Orang yang men-

jual, mengekspor, dan/
atau melakukan transfer 
Alat Peralatan Pertahanan 
dan Keamanan tanpa me-
menuhi Perizinan Berusaha 
dari Pemerintah Pusat se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 68 dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 
12 (dua belas) tahun dan/
atau denda paling banyak 
Rp200.000.000.000,00 (dua 
ratus miliar rupiah). 

(2) Dalam hal tindak pidana 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan 
dalam keadaan perang, 
pelaku dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 
15 (lima belas) tahun dan/
atau denda paling banyak 
Rp500.000.000.000,00 (lima 
ratus miliar rupiah).

•	 Menambahkan 
acuan pasal dalam 
ketentuan ini.

•	 Menghapus unsur 
yang bersifat state-
gis



832
P E D O M A N  M E M A H A M I  R U U  O M N I B U S  L A W

DNT LAWYERS

TOPIK NOMOR PASAL UU CIPTA KERJA RANGKUMAN PEN-
JELASAN

Pasal 74 
(1) Setiap orang yang mengek-

spor dan/atau melakukan 
transfer alat peralatan yang 
digunakan untuk keperluan 
pertahanan dan keamanan 
negara lain tanpa mendapat 
izin menteri yang menye-
lenggarakan urusan pemer-
intahan di bidang pertahan-
an sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 55 dipidana 
dengan pidana penjara pal-
ing lama 5 (lima) tahun dan/
atau denda paling banyak 
Rp100.000.000.000,00 (sera-
tus miliar rupiah). 

(2) Dalam hal tindak pidana 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan 
dalam keadaan perang, 
pelaku dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 
15 (lima belas) tahun dan/
atau denda paling banyak 
Rp500.000.000.000,00 (lima 
ratus miliar rupiah).

Pasal 74
(1) Setiap Orang yang mengek-

spor dan/atau melakukan 
transfer alat peralatan yang 
digunakan untuk keperluan 
pertahanan dan keamanan 
negara lain tanpa memenuhi 
Perizinan Berusaha dari 
Pemerintah Pusat se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 55 dipidana den-
gan pidana penjara paling 
lama 5 (lima) tahun dan/
atau denda paling banyak 
Rp100.000.000.000,00 (sera-
tus miliar rupiah). 

(2) Dalam hal tindak pidana 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan 
dalam keadaan perang, 
pelaku dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 
15 (lima belas) tahun dan/
atau denda paling banyak 
Rp500.000.000.000,00 (lima 
ratus miliar rupiah).

•	 Mengubah unsur 
“izin” menjadi “Per-
izinan Berusaha”

Pasal 75
Setiap orang yang membeli dan/
atau mengimpor Alat Peralatan 
Pertahanan dan Keamanan 
yang bersifat strategis tanpa 
mendapat izin menteri yang 
menyelenggarakan urusan pe-
merintahan di bidang pertahanan 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 69 dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 7 (tujuh) 
tahun dan/atau denda paling 
banyak Rp100.000.000.000,00 
(seratus miliar rupiah).

Pasal 75
Setiap orang yang membeli 
dan/atau mengimpor Alat Pera-
latan Pertahanan dan Keaman-
an tanpa memenuhi Perizinan 
Berusaha dari Pemerintah Pusat 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 69 dan persetujuan dari 
Pemerintah Pusat sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 69A dip-
idana dengan pidana penjara 
paling lama 7 (tujuh) tahun 
dan/atau denda paling banyak 
Rp100.000.000.000,00 (seratus 
miliar rupiah).

•	 Mengubah unsur 
“izin” menjadi “Per-
izinan Berusaha”
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38. Undang-Undang No. 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Topik Nomor Pasal UU Cipta Kerja Rangkuman Penjelasan
Pasal 15
(1) Dalam rangka menyeleng-

garakan tugas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 13 
dan 14 Kepolisian Negara 
Republik Indonesia secara 
umum berwenang: 
a. menerima laporan dan/

atau pengaduan; 
b. membantu menyele-

saikan perselisihan 
warga masyarakat yang 
dapat mengganggu ket-
ertiban umum; 

c. mencegah dan menang-
gulangi tumbuhnya 
penyakit masyarakat; 

d. mengawasi aliran yang 
dapat menimbulkan 
perpecahan atau men-
gancam persatuan dan 
kesatuan bangsa; 

e. mengeluarkan peraturan 
kepolisian dalam lingkup 
kewenangan administra-
tif kepolisian; 

f. melaksanakan pemer-
iksaan khusus sebagai 
bagian dari tindakan 
kepolisian dalam rangka 
pencegahan;

g. melakukan tindakan per-
tama di tempat kejadian; 

h. mengambil sidik jari dan 
identitas lainnya serta 
memotret seseorang; 

i. mencari keterangan dan 
barang bukti; 

j. menyelenggarakan Pusat 
Informasi Kriminal Nasi-
onal;

Pasal 15
(1) Dalam rangka menyelengga-

rakan tugas sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 13 dan 
Pasal 14, Kepolisian Negara 
Republik Indonesia secara 
umum berwenang: 
a. menerima laporan dan/

atau pengaduan; 
b. membantu menyele-

saikan perselisihan 
warga masyarakat yang 
dapat mengganggu ket-
ertiban umum; 

c. mencegah dan menang-
gulangi tumbuhnya 
penyakit masyarakat; 

d. mengawasi aliran yang 
dapat menimbulkan 
perpecahan atau men-
gancam persatuan dan 
kesatuan bangsa; 

e. mengeluarkan peraturan 
kepolisian dalam lingkup 
kewenangan administra-
tif kepolisian; 

f. melaksanakan pemer-
iksaan khusus sebagai 
bagian dari tindakan 
kepolisian dalam rangka 
pencegahan; 

g. melakukan tindakan per-
tama di tempat kejadian; 

h. mengambil sidik jari dan 
identitas lainnya serta 
memotret seseorang; 

i. mencari keterangan dan 
barang bukti; 

j. menyelenggarakan Pusat 
Informasi Kriminal Nasi-
onal; 

•	 Mengubah ketentu-
an Ayat (2) Huruf f 
dengan menyatakan 
“Perizinan Berusa-
ha dan melakukan 
pengawasan terha-
dap badan usaha di 
bidang jasa pen-
gamanan”
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Topik Nomor Pasal UU Cipta Kerja Rangkuman Penjelasan
k. mengeluarkan surat izin 

dan/atau surat keteran-
gan yang diperlukan 
dalam rangka pelayanan 
masyarakat; 

l. memberikan bantuan 
pengamanan dalam 
sidang dan pelaksanaan 
putusan pengadilan, ke-
giatan instansi lain, serta 

m. menerima dan meny-
impan barang temuan 
untuk sementara waktu. 

(2) Kepolisian Negara Republik 
Indonesia sesuai dengan 
peraturan perundang-undan-
gan lainnya berwenang : 
a. memberikan izin dan 

mengawasi kegiatan 
keramaian umum dan 
kegiatan masyarakat 
lainnya; 

b. menyelenggarakan 
registrasi dan identifikasi 
kendaraan bermotor; 

c. memberikan surat izin 
mengemudi kendaraan 
bermotor; 

d. menerima pemberita-
huan tentang kegiatan 
politik; 

e. memberikan izin dan 
melakukan pengawasan 
senjata api, bahan pele-
dak, dan senjata tajam; 

k. mengeluarkan surat izin 
dan/atau surat keteran-
gan yang diperlukan 
dalam rangka pelayanan 
masyarakat; 

l. memberikan bantuan 
pengamanan dalam 
sidang dan pelaksanaan 
putusan pengadilan, ke-
giatan instansi lain, serta 
kegiatan masyarakat; 
dan 

m. menerima dan meny-
impan barang temuan 
untuk sementara waktu. 

(2) Kepolisian Negara Republik 
Indonesia sesuai dengan 
ketentuan peraturan perun-
dang-undangan berwenang: 
a. memberikan izin dan 

mengawasi kegiatan 
keramaian umum dan 
kegiatan masyarakat 
lainnya; 

b. menyelenggarakan 
registrasi dan identifikasi 
kendaraan bermotor; 

c. memberikan surat izin 
mengemudi kendaraan 
bermotor; 

d. menerima pemberita-
huan tentang kegiatan 
politik; 

e. memberikan izin dan 
melakukan pengawasan 
senjata api, bahan pele-
dak, dan senjata tajam; 
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Topik Nomor Pasal UU Cipta Kerja Rangkuman Penjelasan
f. memberikan izin oper-

asional dan melakukan 
pengawasan terhadap 
badan usaha di bidang 
jasa pengamanan; 

g. memberikan petunjuk, 
mendidik, dan melatih 
aparat kepolisian khusus 
dan petugas pengaman-
an swakarsa dalam 
bidang teknis kepolisian; 

h. melakukan kerja sama 
dengan kepolisian neg-
ara lain dalam menyidik 
dan memberantas keja-
hatan internasional; 

i. melakukan pengawasan 
fungsional kepolisian ter-
hadap orang asing yang 
berada di wilayah Indo-
nesia dengan koordinasi 
instansi terkait; 

j. mewakili pemerintah 
Republik Indonesia da-
lam organisasi kepolisian 
internasional; 

k. melaksanakan kewenan-
gan lain yang termasuk 
dalam lingkup tugas 
kepolisian. 

(3) Tata cara pelaksanaan keten-
tuan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (2) huruf a dan 
d diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Pemerintah.

f. memberikan Perizinan 
Berusaha dan melakukan 
pengawasan terhadap 
badan usaha di bidang 
jasa pengamanan ses-
uai dengan ketentuan 
perundangundangan di 
bidang Perizinan Berusa-
ha; 

g. memberikan petunjuk, 
mendidik, dan melatih 
aparat kepolisian khusus 
dan petugas pengaman-
an swakarsa dalam 
bidang teknis kepolisian; 

h. melakukan kerja sama 
dengan kepolisian neg-
ara lain dalam menyidik 
dan memberantas keja-
hatan internasional; 

i. melakukan pengawasan 
fungsional kepolisian ter-
hadap orang asing yang 
berada di wilayah Indo-
nesia dengan koordinasi 
instansi terkait; 

j. mewakili pemerintah 
Republik Indonesia da-
lam organisasi kepolisian 
internasional; dan 

k. melaksanakan kewenan-
gan lain yang termasuk 
dalam lingkup tugas 
kepolisian. 

(3) Tata cara pelaksanaan keten-
tuan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (2) huruf a dan 
d diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Pemerintah.
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39. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Topik Nomor Pasal UU Cipta Kerja Rangkuman Penjelasan
Pasal 12
(1) Semua bidang usaha atau 

jenis usaha terbuka bagi 
kegiatan penanaman modal, 
kecuali bidang usaha atau 
jenis usaha yang dinyatakan 
tertutup dan terbuka dengan 
persyaratan. 

(2) Bidang usaha yang tertutup 
bagi penanam modal asing 
adalah: 
a. produksi senjata, mesiu, 

alat peledak, dan pera-
latan perang; dan 

b. bidang usaha yang se-
cara eksplisit dinyatakan 
tertutup berdasarkan 
undang-undang.

Pasal 12
(1) Semua bidang usaha terbuka 

bagi kegiatan penanaman 
modal, kecuali bidang usaha 
yang dinyatakan tertutup un-
tuk penanaman modal atau 
kegiatan yang hanya dapat 
dilakukan oleh Pemerintah 
Pusat. 

(2) Bidang usaha yang tertutup 
untuk penanaman modal 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) meliputi: 
a. budi daya dan industri 

narkotika golongan I; 
b. segala bentuk kegiatan 

perjudian dan/atau kasi-
no; 

c. penangkapan spesies 
ikan yang tercantum 
dalam Appendix I Con-
vention on International 
Trade in Endangered 
Species of Wild Fauna 
and Flora (CITES); 

d. pemanfaatan atau 
pengambilan koral dan 
pemanfaatan atau pen-
gambilan karang dari 
alam yang digunakan 
untuk bahan bangunan/
kapur/kalsium, akuari-
um, dan souvenir/perhi-
asan, serta koral hidup 
atau koral mati (recent 
death coral) dari alam; 

e. industri pembuatan sen-
jata kimia; dan 

f. industri bahan kimia in-
dustri dan industri bahan 
perusak lapisan ozon. 

•	 Mengubah klasifikasi 
pada bidang usaha 
tertutup.

•	 Menambahkan 
ketentuan lebh 
lanjut diatur dalam 
Peraturan Pemerin-
tah.
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Topik Nomor Pasal UU Cipta Kerja Rangkuman Penjelasan
(3) Pemerintah berdasarkan 

Peraturan Presiden mene-
tapkan bidang usaha yang 
tertutup untuk penanaman 
modal, baik asing maupun 
dalam negeri, dengan ber-
dasarkan kriteria kesehatan, 
moral, kebudayaan, lingkun-
gan hidup, pertahanan dan 
keamanan nasional, serta 
kepentingan nasional lainn-
ya.

(4) Kriteria dan persyaratan 
bidang usaha yang tertutup 
dan yang terbuka dengan 
persyaratan serta daftar 
bidang usaha yang tertutup 
dan yang terbuka dengan 
persyaratan masing-masing 
akan diatur dengan Peratur-
an Presiden. 

(5) Pemerintah menetapkan 
bidang usaha yang terbuka 
dengan persyaratan ber-
dasarkan kriteria kepentin-
gan nasional, yaitu perlind-
ungan sumber daya alam, 
perlindungan, pengem-
bangan usaha mikro, kecil, 
menengah, dan koperasi, 
pengawasan produksi dan 
distribusi, peningkatan kap-
asitas teknologi, partisipasi 
modal dalam negeri, serta 
kerja sama dengan badan 
usaha yang ditunjuk Pemer-
intah.

(3) Ketentuan lebih lanjut men-
genai persyaratan penana-
man modal sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) diatur dalam Pera-
turan Presiden.
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Topik Nomor Pasal UU Cipta Kerja Rangkuman Penjelasan
Pasal 13
(1) Pemerintah wajib mene-

tapkan bidang usaha yang 
dicadangkan untuk usaha 
mikro, kecil, menengah, dan 
koperasi serta bidang usaha 
yang terbuka untuk usaha 
besar dengan syarat harus 
bekerja sama dengan usaha 
mikro, kecil, menengah, dan 
koperasi. 

(2) Pemerintah melakukan pem-
binaan dan pengembangan 
usaha mikro, kecil, menen-
gah, dan koperasi melalui 
program kemitraan, pening-
katan daya saing, pemberian 
dorongan inovasi dan perlua-
san pasar, serta penyebaran 
informasi yang seluas-luasn-
ya.

Pasal 13
(1) Pemerintah Pusat atau 

Pemerintah Daerah sesuai 
dengan kewenangannya 
memberikan kemudahan, 
pemberdayaan, dan per-
lindungan bagi koperasi 
dan usaha mikro, kecil, dan 
menengah dalam pelaksa-
naan penanaman modal 
berdasarkan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria yang 
ditetapkan Pemerintah Pu-
sat. 

(2) Pelindungan dan pember-
dayaan sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) berupa 
pembinaan dan pengem-
bangan koperasi dan usaha 
mikro, kecil, dan menengah 
melalui: 
a. program kemitraan; 
b. pelatihan sumber daya 

manusia; 
c. peningkatan daya saing; 
d. pemberian dorongan 

inovasi dan perluasan 
pasar; 

e. akses pembiayaan; dan 
f. penyebaran informasi 

yang seluas-luasnya. 
(3) Pelindungan dan pember-

dayaan sebagaimana dimak-
sud pada ayat (2) dilakukan 
oleh Pemerintah Pusat dan/
atau Pemerintah Daerah se-
suai dengan kewenangannya 
berdasarkan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria yang 
ditetapkan Pemerintah Pu-
sat. 

•	 Menambahkan 
upaya-upaya per-
lindungan dan 
pemberdayaan UMK 
oleh Pemerintah.

•	 Pelaksanaan dari 
perlindungan dan 
pemberdayaan 
dilaksanakan oleh 
Pemerintah Pusat 
dan Pemerintah 
Daerah.

(4) Kemitraan sebagaimana di-
maksud pada ayat (2) huruf 
a merupakan kemitraan se-
bagaimana dimaksud dalam 
undang-undang di bidang 
usaha mikro, kecil, dan me-
nengah.
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Topik Nomor Pasal UU Cipta Kerja Rangkuman Penjelasan
Pasal 18
(1) Pemerintah memberikan 

fasilitas kepada penanam 
modal yang melakukan 
penanaman modal. 

(2) Fasilitas penanaman modal 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat diberikan 
kepada penanaman modal 
yang: a. melakukan peluasan 
usaha; atau b. melakukan 
penanaman modal baru. 

(3) Penanaman modal yang 
mendapat fasilitas se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (2) adalah yang seku-
rang-kurangnya memenuhi 
salah satu kriteria berikut ini: 
a. menyerap banyak tenaga 

kerja; 
b. termasuk skala prioritas 

tinggi; 
c. termasuk pembangunan 

infrastruktur; 
d. melakukan alih teknolo-

gi; 
e. melakukan industri pion-

ir; 
f. berada di daerah terpen-

cil, daerah tertinggal, 
daerah perbatasan, atau 
daerah lain yang diang-
gap perlu; 

g. menjaga kelestarian 
lingkungan hidup;

h. melaksanakan kegiatan 
penelitian, pengemban-
gan, dan inovasi; 

i. bermitra dengan usaha 
mikro, kecil, menengah 
atau koperasi; atau 

Pasal 18 
(1) Pemerintah Pusat member-

ikan fasilitas kepada pena-
nam modal yang melakukan 
penanaman modal. 

(2) Fasilitas penanaman modal 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat diberikan 
kepada penanaman modal 
yang: a. melakukan perlua-
san usaha; atau b. melaku-
kan penanaman modal baru. 

(3) Penanaman modal yang 
mendapat fasilitas se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (2) paling sedikit me-
menuhi kriteria: 
a. menyerap banyak tenaga 

kerja;
b. termasuk skala prioritas 

tinggi; 
c. termasuk pembangunan 

infrastruktur; 
d. melakukan alih teknolo-

gi; 
e. melakukan industri pion-

ir; 
f. berada di daerah terpen-

cil, daerah tertinggal, 
daerah perbatasan, atau 
daerah lain yang diang-
gap perlu; 

g. menjaga kelestarian 
lingkungan hidup; 

h. melaksanakan kegiatan 
penelitian, pengemban-
gan, dan inovasi; 

i. bermitra dengan usaha 
mikro, kecil, menengah 
atau koperasi;

•	 Menambahkan krite-
ria baru dalam hal 
Penanaman modal 
yang mendapat 
fasilitas.

•	 Menyederhanakan 
ketentuan dalam 
pasal ini.

•	 Pengaturan lebih 
lanjut ke dalam pe-
rundang-undangan 
bidang perpajakan.
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Topik Nomor Pasal UU Cipta Kerja Rangkuman Penjelasan
j. industri yang menggu-

nakan barang modal 
atau mesin atau pera-
latan yang diproduksi di 
dalam negeri. 

(4) Bentuk fasilitas yang diber-
ikan kepada penanaman 
modal sebagaimana dimak-
sud pada ayat (2) dan ayat 
(3) dapat berupa: 
a. pajak penghasilan 

melalui pengurangan 
penghasilan neto sampai 
tingkat tertentu terhadap 
jumlah penanaman mod-
al yang dilakukan dalam 
waktu tertentu;

b. pembebasan atau kerin-
ganan bea masuk atas 
impor barang modal, 
mesin, atau peralatan 
untuk keperluan pro-
duksi yang belum dapat 
diproduksi di dalam 
negeri; 

c. pembebasan atau kerin-
ganan bea masuk bahan 
baku atau bahan peno-
long untuk keperluan 
produksi untuk jangka 
waktu tertentu dan pers-
yaratan tertentu; 

d. pembebasan atau pen-
angguhan Pajak Pertam-
bahan Nilai atas impor 
barang modal atau me-
sin atau peralatan untuk 
keperluan produksi yang 
belum dapat diproduksi 
di dalam negeri selama 
jangka waktu tertentu;

e. penyusutan atau amor-
tisasi yang dipercepat; 
dan 

j. industri yang menggu-
nakan barang modal 
atau mesin atau pera-
latan yang diproduksi di 
dalam negeri; dan/atau 

k. termasuk pengemban-
gan usaha pariwisata. 

(4) Bentuk fasilitas yang diber-
ikan kepada penanaman 
modal sebagaimana dimak-
sud pada ayat (2) dan ayat 
(3) dilakukan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perun-
dang-undangan di bidang 
perpajakan.
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Topik Nomor Pasal UU Cipta Kerja Rangkuman Penjelasan
f. keringanan Pajak Bumi 

dan Bangunan, khusus-
nya untuk bidang usaha 
tertentu, pada wilayah 
atau daerah atau ka-
wasan tertentu. 

(5) Pembebasan atau penguran-
gan pajak penghasilan badan 
dalam jumlah dan waktu ter-
tentu hanya dapat diberikan 
kepada penanaman modal 
baru yang merupakan indus-
tri pionir, yaitu industri yang 
memiliki keterkaitan yang 
luas, memberi nilai tambah 
dan eksternalitas yang ting-
gi, memperkenalkan teknolo-
gi baru, serta memiliki nilai 
strategis bagi perekonomian 
nasional. 

(6) Bagi penanaman modal yang 
sedang berlangsung yang 
melakukan penggantian 
mesin atau barang modal 
lainnya, dapat diberikan fasil-
itas berupa keringanan atau 
pembebasan bea masuk. 

(7) Ketentuan lebih lanjut men-
genai pemberian fasilitas 
fiskal sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) sampai den-
gan ayat (6) diatur dengan 
Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 25
(1) Penanam modal yang 

melakukan penanaman mod-
al di Indonesia harus sesuai 
dengan ketentuan Pasal 5 
Undang-Undang ini. 

(2) Pengesahan pendirian badan 
usaha penanaman modal 
dalam negeri yang berben-
tuk badan hukum atau tidak 
berbadan hukum dilakukan 
sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undan-
gan. 

Pasal 25
(1) Penanam modal yang 

melakukan penanaman mod-
al di Indonesia harus dilaku-
kan sesuai dengan ketentu-
an sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5. 

(2) Pengesahan pendirian badan 
usaha penanaman modal 
dalam negeri yang berben-
tuk badan hukum atau tidak 
berbadan hukum dilakukan 
sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undan-
gan. 

•	 Mengatur Perizinan 
yang harus ber-
dasarkan  Perizin-
an Berusaha dari 
Pemerintah Pusat 
atau Pemerintah 
Daerah sesuai den-
gan kewenangannya 
berdasarkan norma, 
standar, prosedur, 
dan kriteria yang 
ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat.

•	 Menghapuskan 
ketentuan layanan 
satu pintu.
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Topik Nomor Pasal UU Cipta Kerja Rangkuman Penjelasan
(3) Pengesahan pendirian badan 

usaha penanaman modal 
asing yang berbentuk per-
seroan terbatas dilakukan 
sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundangundan-
gan. 

(4) Perusahaan penanaman 
modal yang akan melakukan 
kegiatan usaha wajib mem-
peroleh izin sesuai dengan 
ketentuan peraturan perun-
dang-undangan dari instansi 
yang memiliki kewenangan, 
kecuali ditentukan lain dalam 
undang-undang. 

(5) Izin sebagaimana dimak-
sud pada ayat (4) diperoleh 
melalui pelayanan terpadu 
satu pintu.

(3) Pengesahan pendirian badan 
usaha penanaman modal 
asing yang berbentuk per-
seroan terbatas dilakukan 
sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundangundan-
gan. 

(4) Perusahaan penanaman 
modal yang akan melakukan 
kegiatan usaha wajib me-
menuhi Perizinan Berusaha 
dari Pemerintah Pusat atau 
Pemerintah Daerah sesuai 
dengan kewenangannya 
berdasarkan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria yang 
ditetapkan oleh Pemerintah 
Pusat.

40. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Topik Nomor Pasal UU Cipta Kerja Rangkuman Penjelasan
Pasal 22
(1) Bank Umum hanya dapat 

didirikan oleh: 
a. Warga negara Indonesia 

dan atau badan hukum 
Indonesia; atau 

b. Warga negara Indonesia 
dan atau badan hukum 
Indonesia dengan warga 
negara asing dan atau 
badan hukum asing se-
cara kemitraan. 

(2) Ketentuan mengenai pers-
yaratan pendirian yang wajib 
dipenuhi pihak-pihak se-
bagaimana dimaksud dalam 
ayat 11 ditetapkan oleh Bank 
Indonesia.

Pasal 22
(1) Bank Umum dapat didirikan 

oleh: 
a. warga negara Indonesia; 
b. badan hukum Indonesia; 

atau 
c. warga negara Indonesia 

dan/atau badan hukum 
Indonesia dengan warga 
negara asing dan/atau 
badan hukum asing se-
cara kemitraan. 

(2) Ketentuan lebih lanjut men-
genai persyaratan pendirian 
yang wajib dipenuhi pihak-pi-
hak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditetapkan 
oleh Otoritas Jasa Keuangan.

•	 Wewenang pen-
etapan pendirian 
menjadi wewenang 
Otoritas Jasa 
Keuangan.
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Topik Nomor Pasal UU Cipta Kerja Rangkuman Penjelasan
Pasal 9 
(1) Bank Umum Syariah hanya 

dapat didirikan dan/atau 
dimiliki oleh: 
a. warga negara Indonesia 

dan/atau badan hukum 
Indonesia; 

b. warga negara Indonesia 
dan/atau badan hukum 
Indonesia dengan warga 
negara asing dan/atau 
badan hukum asing se-
cara kemitraan; atau 

c. pemerintah daerah. 
(2) Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah hanya dapat didiri-
kan dan/atau dimiliki oleh: 
a. warga negara Indonesia 

dan/atau badan hukum 
Indonesia yang seluruh 
pemiliknya warga negara 
Indonesia; 

b. pemerintah daerah; atau  
c. dua pihak atau lebih 

sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf 
b. 

(3) Maksimum kepemilikan Bank 
Umum Syariah oleh warga 
negara asing dan/atau badan 
hukum asing diatur dalam 
Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 9
(1) Bank Umum Syariah hanya 

dapat didirikan dan/atau 
dimiliki oleh: 
a. warga negara Indonesia; 
b. badan hukum Indonesia; 
c. pemerintah daerah; atau 
d. warga negara Indonesia 

dan/atau badan hukum 
Indonesia dengan warga 
negara asing dan/atau 
badan hukum asing se-
cara kemitraan. 

(2) Bank Pembiayaan Rakyat 
Syariah hanya dapat didiri-
kan dan/atau dimiliki oleh: 
a. warga negara Indo-

nesia dan/atau badan 
hukum Indonesia yang 
seluruhnya dimiliki oleh 
warga negara Indonesia; 

b. pemerintah daerah; atau 
c. dua pihak atau lebih 

sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf 
b. 

(3) Maksimum kepemilikan Bank 
Umum Syariah oleh badan 
hukum asing ditentukan ses-
uai dengan ketentuan pera-
turan perundang-undangan 
di bidang penanaman modal.

•	 Mengubah syarat-
syarat didirikannya 
Bank Umum Syari-
ah.

•	 Pengaturan lebih 
lanjutnya diatur da-
lam Perundang-un-
dangan bidang 
penanaman modal.

42. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan 

TOPIK UU KETENAGAKERJAAN UU CK RANGKUMAN PEN-
JELASAN

Pelatihan 
Kerja 

 Pasal 13
(1) Pelatihan kerja diselenggara-

kan oleh lembaga pelatihan 
kerja pemerintah dan/atau 
lembaga pelatihan kerja 
swasta.

Pasal 13
Ayat 1-3 tidak ada perubahan, 
akan tetapi ada tambahan ayat: 

•	 Terdapat penambah-
an Lembaga pelatihan 
kerja yakni Lembaga 
Pelatihan Kerja Peru-
sahaan (Ayat 1 Huruf 
c).
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(2) Pelatihan kerja dapat 
diselenggarakan di tempat 
pelatihan atau tempat kerja.

(3) Lembaga pelatihan kerja 
pemerintah sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) 
dalam menyelenggarakan 
pe-latihan kerja dapat beker-
ja sama dengan swasta.

(4) Lembaga pelatihan kerja 
pemerintah sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) huruf 
a dan lembaga pelatihan ker-
ja perusahaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
huruf c mendaftarkan kegia-
tannya kepada instansi yang 
bertanggung jawab di bidang 
ketenagakerjaan di kabupat-
en/kota.

•	 Bagi Lembaga Pelati-
han Kerja Pemerintah 
dan Lembaga Pela-
tihan Kerja Perusa-
haan, diperkenankan 
untuk mendaftarkan 
kegiatannya kepada 
instansi pemerintah 
di bidang ketenagak-
erjaan di Kabupaten/
Kota. (Ayat 4)

Pasal 14
(1) Lembaga pelatihan kerja 

swasta dapat berbentuk 
badan hukum Indonesia atau 
perorangan.Bagi lembaga 
pelatihan kerja swasta yang 
terdapat penyertaan modal 
asing, Perizinan Berusaha se-
bagai mana dimaksud pada 
ayat (1) diterbitkan oleh 
Pemerintah Pusat.

(2) Perizinan Berusaha se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2) harus 
memenuhi norma, standar, 
prosedur, dan kriteria yang 
ditetapkan oleh Pemerintah 
Pusat

(3) Lembaga pelatihan ker-
ja yang diselenggarakan 
oleh instansi pemerintah 
mendaftarkan kegiatannya 
kepada instansi yang ber-
tanggung jawab di bidang 
ketenagakerjaan di kabupat-
en/kota.

(4) Ketentuan mengenai tata 
cara perizinan dan pendaft-
aran lembaga pelatihan 
kerja sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (2) dan ayat (3) 
diatur dengan Keputusan 
Menteri.

Pasal 14
(1) Lembaga pelatihan kerja 

swasta sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 13 ayat (1) 
huruf b wajib memenuhi 
Perizinan Berusaha yang 
diterbitkan oleh Pemerintah 
Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Bagi lembaga pelatihan 
kerja swasta yang terdapat 
penyertaan modal asing, 
Perizinan Berusaha se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diterbitkan oleh 
Pemerintah Pusat.

(3) Perizinan Berusaha se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2) harus 
memenuhi norma, standar, 
prosedur, dan kriteria yang 
ditetapkan oleh Pemerintah 
Pusat.

•	 Lembaga Pelatihan 
Kerja Swasta tidak 
lagi ditentukan secara 
spesifik harus berben-
tuk Badan Hukum / 
Perorangan. (Ayat 1)

•	 Terhadap Lemba-
ga Pelatihan Kerja 
Swasta yang memiliki 
penyertaan modal as-
ing, izinnya dikeluar-
kan oleh Pemerintah 
Pusat. (Ayat 2)

•	 Pengurusan Izin tidak 
lagi secara spesifik 
disebutkan kepada 
Menteri melainkan 
Keputsan Menteri 
melainkan Pemerintah 
Pusat. (Ayat 3)
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Pene-
mpatan 
Tenaga 
Kerja

Pasal 37
(1) Pelaksana penempatan 

tenaga kerja sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 35 
ayat (1) terdiri dari : 
a. instansi pemerintah yang 

bertanggung jawab di 
bidang ketenaga-ker-
jaan; dan

b. lembaga swasta berbadan 
hukum.

(2) Lembaga penempatan 
tenaga kerja swasta se-
bagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) huruf b dalam melak 
sanakan pelayanan pene-
mpatan tenaga kerja wajib 
memiliki izin tertulis dari 
Menteri atau pejabat yang 
ditunjuk.

Pasal 37 
(1) Pelaksana penempatan 

tenaga kerja sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 35 
ayat (1) terdiri atas:
a. instansi pemerintah yang 

bertanggung jawab di 
bidang ketenagakerjaan; 
dan

b. lembaga penempatan 
tenaga kerja swasta.

(2) Lembaga penempatan tena-
ga kerja swasta sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
huruf b dalam melaksanakan 
pelayanan penempatan tena-
ga kerja wajib memenuhi 
Perizinan Berusaha yang 
diterbitkan oleh Pemerintah 
Pusat..

(3) Perizinan Berusaha se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (2) harus memenuhi 
norma, standar, prosedur, 
dan kriteria yang ditetapkan 
oleh Pemerintah Pusat.

•	 Dalam UUCK terdapat 
Mengubah frasa 
“Lembaga Swasta 
Berbadan Hukum” 
menjadi “Lemabaga 
Penempatan Tenaga 
Kerja Swasta” (Ayat 1 
Huruf b)

•	 Terdapat tambahan 
mengenai perizin-
an berusaha harus 
memenuhi norma, 
standar, prosedur dan 
kriteria yang ditetap-
kan oleh Pemerintah 
Pusat

Peng-
gunaan 
Tenaga 
Kerja 

Pasal 42
(1) Setiap pemberi kerja yang 

mempekerjakan tenaga 
kerja asing wajib memiliki 
izin tertulis dari Menteri atau 
pejabat yang ditunjuk.

(2) Pemberi kerja orang perseo-
rangan dilarang mempeker-
jakan tenaga kerja asing.

Pasal 42
(1) Setiap pemberi kerja yang 

mempekerjakan tenaga kerja 
asing wajib memiliki rencana 
penggunaan tenaga kerja 
asing yang disahkan oleh 
Pemerintah Pusat.

(2)  Tidak ada perubahan

•	 Menambah ketentuan 
mengenai Pemberi 
Kerja yang mem-
pekerjakan tenaga 
kerja asing dengan 
wajib memiliki ren-
cana penggunaan 
tenaga kerja asing 
yang disahkan oleh 
Pemerintah Pusah 
(Ayat 1)
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(3) Kewajiban memiliki izin se-
bagaimana dimaksud dalam 
ayat (1), tidak berlaku bagi 
perwakilan negara asing 
yang mempergunakan tena-
ga kerja asing sebagai pega-
wai diplomatik dan konsuler.

(4) Tenaga kerja asing dapat 
dipekerjakan di Indonesia 
hanya dalam hubungan kerja 
untuk jabatan tertentu dan 
waktu tertentu.

(5) Ketentuan mengenai jabatan 
tertentu dan waktu tertentu 
sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (4) ditetapkan 
dengan Keputusan Menteri.

(6) Tenaga kerja asing se-
bagaimana dimaksud dalam 
ayat (4) yang masa kerjan-
ya habis dan tidak dapat di 
perpanjang dapat digantikan 
oleh tenaga kerja asing lain-
nya.

(3) Ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tidak 
berlaku bagi:

a. direksi atau komisaris dengan 
kepemilikan saham tertentu 
atau pemegang saham ses-
uai dengan ketentuan pera-
turan perundang-undangan;

b. pegawai diplomatik dan kon-
suler pada kantor perwakilan 
negara asing; atau

c. tenaga kerja asing yang dib-
utuhkan oleh Pemberi Kerja 
pada jenis kegiatan pro-
duksi yang terhenti karena 
keadaan darurat, vokasi, 
perusahaan rintisan (start-
up) , kunjungan bisnis, dan 
penelitian untuk jangka 
waktu tertentu.

(4)Tenaga kerja asing dapat 
dipekerjakan di Indonesia 
hanya dalam hubungan kerja 
untuk jabatan tertentu dan 
waktu tertentu serta memiliki 
kompetensi sesuai dengan 
jabatan yang akan diduduki.

(5)Tenaga kerja asing dilarang 
menduduki jabatan yang 
mengurusi personalia.

(6) Ketentuan mengenai jabatan 
tertentu dan waktu tertentu 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) diatur dengan Pera-
turan Pemerintah.

•	 Penambahan keten-
tuan mengenai 
pengecualian terha-
dap izin tenaga kerja 
asing, yakni terhadap 
direksi atau komisaris 
dengan kepemilikan 
saham tertentu atau 
pemegang saham 
berdasarkan ketentu-
an yang berlaku dan 
terhadap jenis kegia-
tan yang produksin-
ya terhenti karena 
keadaan darurat, 
vokasi, perusahaan, 
rintisan (Start Up), 
kunjungan bisnis, 
dan penelitian untuk 
jangka tertentu. (Ayat 
3 Huruf b & c)

•	 Menambah ketentuan 
tenaga kerja asing 
yang diperbolehkan 
untuk berkerja di 
Indonesia, yakni ha-
rus memiliki kompe-
tensi sesuai dengan 
jabatan yang akan 
diduduki. (Auat 4)

•	 Menetapkan bahwa 
tenaga kerja asing 
tidak diperbolehkan 
menduduki jabatan 
personalia.

•	 Ketentuan mengenai 
jabatan tertentu dan 
waktu tertentu diatur 
dengan Peraturan Pe-
merintah bukan lagi 
dengan Keputusan 
Menteri.
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Penggu-
naaan 
Tenaga 
Kerja 

Pasal 43
(1) Pemberi kerja yang menggu-

nakan tenaga kerja asing ha-
rus memiliki rencana peng-
gunaan tenaga kerja asing 
yang disahkan oleh Menteri 
atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Rencana penggunaan tena-
ga kerja asing sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) 
sekurang- kurangnya me 
muat keterangan :
a. alasan penggunaan 

tenaga kerja asing;
b. jabatan dan/atau 

kedudukan tenaga kerja 
asing dalam struktur 
organisasi perusahaan 
yang bersangkutan;

c. jangka waktu penggu-
naan tenaga kerja asing; 
dan

d. penunjukan tenaga kerja 
warga negara Indonesia 
sebagai pendamping 
tenaga kerja asing yang 
dipekerjakan.

(3) Ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) 
tidak berlaku bagi instansi 
pemerintah, badan- badan 
internasional dan perwakilan 
negara asing.

(4) Ketentuan mengenai tata 
cara pengesahan rencana 
penggunaan tenaga kerja 
asing diatur dengan Keputu 
san Menteri.

Pasal 43 dihapuskan dari UU 
Cipta Kerja 

•	 PASAL INI DIHAPUS 
SECARA KESELURU-
HAN

•	 Ketentuan Rencana 
Kerja telah diakomo-
dasi pada Pasal 42. 
(Ayat 1)

•	 Keterangan mengenai 
muatan Rencana Ker-
ja dihapuskan. (Ayat 
2)

•	 Pengecualian men-
genai penggunaan 
tenaga kerja asing 
telah diakomodir 
pada Pasal 42 (Ayat 
3)

•	 Pengesahan telah 
diakomodir oleh Pasal 
42 (Ayat 4)

Pasal 44
(1) Pemberi kerja tenaga kerja 

asing wajib menaati keten-
tuan mengenai jabatan dan 
standar kompetensi yang 
berlaku.

(2) Ketentuan mengenai jabatan 
dan standar kompetensi 
sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) diatur dengan 
Keputusan Menteri.

Pasal 44 dihapuskan dari UU 
Cipta Kerja 

•	 PASAL INI DIHAPUS-
KAN SECARA KES-
ELURUHAN

•	 Penghapusan pasal 
mengenai pemberi 
tenaga kerja asing 
yang harus menaati 
ketentuan jabatan 
dan standar kompe-
tensi yang berlaku.
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Pasal 45 
(1) Pemberi kerja tenaga kerja 

asing wajib:
a. menunjuk tenaga kerja war-

ga negara Indonesia sebagai 
tenaga pendamping tenaga 
kerja asing yang dipeker-
jakan untuk alih teknologi 
dan alih keahlian dari tenaga 
kerja asing; dan

b. melaksanakan pendidikan 
dan pelatihan kerja bagi 
tenaga kerja Indonesia 
sebagaimana dimaksud pada 
huruf a yang sesuai den-
gan kualifikasi jabatan yang 
diduduki oleh tenaga kerja 
asing.

(2) Ketentuan sebagaimana di-
maksud dalam ayat (1) tidak 
berlaku bagi tenaga kerja as-
ing yang menduduki ja batan 
direksi dan/atau komisaris.

Pasal 45 
(1) Pemberi kerja tenaga kerja 

asing wajib:
a. menunjuk tenaga kerja war-

ga negara Indonesia sebagai 
tenaga pendamping tenaga 
kerja asing yang dipeker-
jakan untuk alih teknologi 
dan alih keahlian dari tenaga 
kerja asing;

b. melaksanakan pendidikan 
dan pelatihan kerja bagi 
tenaga kerja Indonesia 
sebagaimana dimaksud pada 
huruf a yang sesuai den-
gan kualifikasi jabatan yang 
diduduki oleh tenaga kerja 
asing; dan

c. memulangkan tenaga ker-
ja asing ke negara asalnya 
setelah hubungan kerjanya 
berakhir.

(2) Ketentuan sebagai mana di-
maksud pada ayat (1) huruf 
a dan huruf b tidak berlaku 
bagi tenaga kerja asing yang 
menduduki jabatan tertentu.

•	 Menambahkan keten-
tuan terhadap tena-
ga kerja asing yang 
berkerja untuk alih 
teknologi dan alih 
keahlian agar kembali 
ke negara asalnya 
setelah hubungan 
kerjanya berakhir.. 
(Ayat 1 Huruf c)

•	 Mengubah pengecual-
in terhadap ketentuan 
pasal ini dengan tidak 
menyebutkan secara 
spesifik jabatan ter-
tentu yang dikecual-
ikan. (Ayat 2)

Pasal 46
(1) Tenaga kerja asing dilarang 

menduduki jabatan yang 
mengurusi personalia dan/
atau jabatan- jabatan ter 
tentu.

(2) Jabatan-jabatan tertentu 
sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) diatur dengan 
Keputusan Menteri

Pasal 46 dihapuskan dalam UU 
Cipta Kerja 

PASAL INI DIHAPUS SE-
CARA KESELURUHAN
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Pasal 47
(1) Pemberi kerja wajib memba-

yar kompensasi atas setiap 
tenaga kerja asing yang 
dipekerjakannya.

(2) Kewajiban membayar 
kompensasi sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) 
tidak berlaku bagi instansi pe 
merintah, perwakilan negara 
asing, badan-badan inter-
nasional, lembaga sosial, 
lembaga keagamaan, dan 
jabatan-jabatan tertentu di 
lembaga pendidikan.

(3) Ketentuan mengenai ja-
batan-jabatan tertentu di 
lembaga pendidikan se-
bagaimana dimaksud dalam 
ayat (2) diatur dengan Kepu-
tusan Menteri.

(4) Ketentuan mengenai besarn-
ya kompensasi dan peng-
gunaannya diatur dengan 
Peraturan Pemerintah.

Pasal 47
(1) Pemberi kerja wajib memba-

yar kompensasi atas setiap 
tenaga kerja asing yang 
dipekerjakannya.

(2) Kewajiban membayar 
kompensasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tidak 
berlaku bagi instansi pemer-
intah, perwakilan negara 
asing, badan internasional, 
lembaga sosial, lembaga 
keagamaan, dan jabatan ter-
tentu di lembaga pendidikan.

(3) Ketentuan mengenai besaran 
dan penggunaan kompensa-
si sebagai mana dimaksud 
pada ayat (1) diatur sesuai 
ketentuan peraturan perun-
dang-undangan.

•	 Dihapuskannya keten-
tuan mengenai letak 
pengaturan terkait 
jabatan-jabatan 
tertentu di Lemba-
ga Pendidikan yang 
sebelumnya dinya-
takan diletakan dalam 
Keputusan Menteri.

•	 Tidak dinyatakan 
secara spesifik men-
genai pengaturan 
kompensasi terhadap 
tenaga kerja asing, 
sebagaimana sebel-
umnya dinyatakan 
diatur dalam Peratur-
an Pemerintah. (Ayat 
3)

Pasal 48 
Pemberi kerja yang mempeker-
jakan tenaga kerja asing wajib 
memulangkan tenaga kerja 
asing ke negara asalnya setelah 
hubungan kerjanya berakhir.

Pasal 48 dihapuskan dalam UU 
Cipta Kerja 

PASAL INI DIHAPUSKAN 
SECARA KESELURU-
HAN

Pasal 49 
Ketentuan mengenai penggu-
naan tenaga kerja asing serta 
pelaksanaan pendidikan dan 
pelatihan tenaga kerja pendamp-
ing diatur dengan Keputusan 
Presiden.

Pasal 49
Ketentuan lebih lanjut mengenai 
penggunaan tenaga kerja asing 
diatur dengan Peraturan Pemer-
intah.

•	 Mengubah letak pen-
gaturah lebih lanjut 
mengenai tenaga ker-
ja asing yang sebel-
umnya berdasarkan 
Keputusan Presiden 
menjadi Peraturan 
Pemerintah.

•	 Menghilangkan keten-
tuan mengenai letak 
pengaturan terkait 
pelaksanaan pendi-
dikan dan pelatihan 
tenaga kerja pen-
damping
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Hubun-
gan Kerja 

Pasal 56
(1) Perjanjian kerja dibuat untuk 

waktu tertentu atau untuk 
waktu tidak tertentu.

(2) Perjanjian kerja untuk waktu 
tertentu sebagaimana di-
maksud dalam ayat (1) 
didasarkan atas : 
a. jangka waktu; atau
b. selesainya suatu peker-

jaan tertentu.

Pasal 56
(1) Perjanjian kerja dibuat untuk 

waktu tertentu atau untuk 
waktu tidak tertentu.

(2) Perjanjian kerja untuk waktu 
tertentu sebagaimana di-
maksud dalam ayat (1) 
didasarkan atas : 
a. jangka waktu; atau
b. selesainya suatu peker-

jaan tertentu.
(3) Jangka waktu atau selesain-

ya suatu pekerjaan tertentu 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) ditentukan ber-
dasarkan perjanjian kerja.

(4) Ketentuan lebih lanjut men-
genai perjanjian kerja waktu 
tertentu berdasarkan jangka 
waktu atau selesainya suatu 
pekerjaan tertentu diatur 
dengan Peraturan Pemerin-
tah. 

•	 Menambahkan keten-
tuan mengenai pen-
gaturan jangka waktu 
atau selesainya suatu 
perkerjaan tertentu 
yang pengaturannya 
ditentukan berdasar-
kan perjanjian kerja. 
(Ayat 3)

•	 Menambahkan per-
nyataan mengenai le-
tak pengaturan lebih 
lanjut mengenai per-
janjian kerja waktu 
tertentu berdasarkan 
waktu atau selesain-
ya suatu perkerjaan 
tertentu yang diatur 
dalam Peraturan Pe-
merintah. (Ayat 4)

Pasal 57 
(1) Perjanjian kerja untuk waktu 

tertentu dibuat secara tertu-
lis serta harus menggunakan 
bahasa Indonesia dan huruf 
latin.

(2) Perjanjian kerja untuk waktu 
tertentu yang dibuat tidak 
tertulis bertentangan dengan 
ketentuan sebagai mana 
dimaksud dalam ayat (1) 
dinyatakan sebagai perjan-
jian kerja untuk waktu tidak 
tertentu.

(3) Dalam hal perjanjian kerja 
dibuat dalam bahasa In-
donesia dan bahasa asing, 
apabila kemudian terdapat 
perbedaan penafsiran antara 
keduanya, maka yang ber-
laku perjanjian kerja yang 
dibuat dalam bahasa Indo-
nesia.

Pasal 57
(1) Perjanjian kerja untuk waktu 

tertentu dibuat secara tertu-
lis serta harus menggunakan 
bahasa Indonesia dan huruf 
latin.

(2) Dalam hal perjanjian kerja 
waktu tertentu dibuat dalam 
bahasa Indonesia dan baha-
sa asing, apabila kemudian 
terdapat perbedaan penaf-
siran antara keduanya, maka 
yang berlaku perjanjian kerja 
waktu tertentu yang dibuat 
dalam bahasa Indonesia.

Menghapus ketentuan 
yang menyatakan 
perjanjian kerja untuk 
waktu tertentu yang 
dibuat tidak tertulis 
menjadi perjanjian 
untuk waktu tidak 
tertentu.
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Pasal 58
(1) Perjanjian kerja untuk waktu 

tertentu tidak dapat men-
syaratkan adanya masa 
percobaan kerja.

(2) Dalam hal disyaratkan masa 
percobaan kerja dalam per-
janjian kerja sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1), 
masa percobaan kerja yang 
disyaratkan batal demi hu-
kum.

Pasal 58
(1) Perjanjian kerja untuk waktu 

tertentu tidak dapat men-
syaratkan adanya masa 
percobaan kerja.

(2) Dalam hal disyaratkan masa 
percobaan kerja sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1), 
masa percobaan kerja yang 
disyaratkan tersebut batal 
demi hukum dan masa kerja 
tetap dihitung.

Menegaskan apabila 
terjadi pemberlakuan 
masa percobaan kerja 
pada perjanjian kerja 
untuk waktu tertentu, 
maka masa kerja 
yang telah dijalani 
tetap dihitung. (Ayat 
2)

Pasal 59 
(1) Perjanjian kerja untuk waktu 

tertentu hanya dapat dibuat 
untuk pekerjaan tertentu 
yang menurut jenis dan sifat 
atau kegiatan pekerjaannya 
akan selesai dalam waktu 
tertentu, yaitu :
a. pekerjaan yang sekali 

selesai atau yang se-
mentara sifatnya;

b. pekerjaan yang diperkira-
kan penyelesaiannya 
dalam waktu yang tidak 
terlalu lama dan paling 
lama 3 (tiga) tahun;

c. pekerjaan yang bersifat 
musiman;

d. pekerjaan yang berhubun-
gan dengan produk 
baru, kegiatan baru, 
atau produk tambahan 
yang masih dalam perco-
baan atau penjajakan.

(2) Perjanjian kerja untuk waktu 
tertentu tidak dapat diada-
kan untuk pekerjaan yang 
bersifat tetap.

Pasal 59
(1) Perjanjian kerja untuk waktu 

tertentu hanya dapat dibuat 
untuk pekerjaan tertentu 
yang menurut jenis dan sifat 
atau kegiatan pekerjaannya 
akan selesai dalam waktu 
tertentu, yaitu:
a. pekerjaan yang sekali 

selesai atau yang se-
mentara sifatnya;

b. pekerjaaan yang 
diperkirakan penyele-
saiannya dalam waktu 
yang tidak terlalu lama;

c. pekerjaan yang bersifat 
musiman;

d. pekerjaan yang ber-
hubungan dengan pro-
duk baru, kegiatan baru, 
atau produk tambahan 
yang masih dalam per-
cobaan atau penjajakan; 
atau

e. pekerjaan yang jenis dan 
sifat atau kegiatannya 
bersifat tidak tetap.

(2) Perjanjian kerja untuk waktu 
tertentu tidak dapatdiadakan 
untuk pekerjaan yang bersi-
fat tetap.

•	 Menghapus ketentu-
an yang menyatakan 
terkait waktu tidak 
lama tidak boleh lebih 
dari 3 tahun. (Ayat 1 
Huruf b)

•	 Menambahkan 
ketentuan mengenai 
klasifikasi perjanjian 
untuk waktu tertentu, 
yakni harus perker-
jaan yang jenis dna 
sifat atau kegiatannya 
bersifat tidak tetap 
(Ayat 1 Huruf e)

•	 Menghapuskan keten-
tuan-ketentuan men-
genai perpanjangan 
dan lama pengaturan 
kerja dalam perjanji-
an kerja untuk waktu 
tertentu.
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(3) Perjanjian kerja untuk waktu 
tertentu dapat diperpanjang 
atau diperbaharui.

(4) Perjanjian kerja waktu ter-
tentu yang didasarkan atas 
jangka waktu tertentu dapat 
diadakan untuk paling lama 
2 (dua) tahun dan hanya 
boleh diperpanjang 1 (satu) 
kali untuk jangka waktu pal-
ing lama 1 (satu) tahun.

(5) Pengusaha yang bermaksud 
memperpanjang perjanjian 
kerja waktu tertentu terse-
but, paling lama 7 (tujuh) 
hari sebelum perjanjian kerja 
waktu tertentu berakhir telah 
memberitahukan maksudnya 
secara tertulis kepada peker-
ja/buruh yang bersangkutan.

(6) Pembaruan perjanjian kerja 
waktu tertentu hanya dapat 
diadakan setelah melebihi 
masa tenggang waktu 30 
(tiga puluh) hari berakhirn-
ya perjanjian kerja waktu 
tertentu yang lama, pemba-
ruan perjanjian kerja waktu 
tertentu ini hanya boleh 
dilakukan 1 (satu) kali dan 
paling lama 2 (dua) tahun.

(7) Perjanjian kerja untuk 
waktu tertentu yang tidak 
memenuhi ketentuan se-
bagaimana dimaksud dalam 
ayat (1), ayat (2), ayat (4), 
ayat (5), dan ayat (6) maka 
demi hukum menjadi perjan-
jian kerja waktu tidak ter-
tentu.

(8) Hal-hal lain yang belum 
diatur dalam Pasal ini akan 
diatur lebih lanjut dengan 
Keputusan Menteri.

(3) Perjanjian kerja untuk 
waktu tertentu yang tidak 
memenuhi ketentuan se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2), maka 
demi hukum menjadi perjan-
jian kerja waktu tidak ter-
tentu.

(4) Ketentuan lebih lanjut men-
genai jenis dan sifat atau 
kegiatan pekerjaan, jangka 
waktu, dan batas waktu per-
panjangan perjanjian kerja 
waktu tertentu diatur den-
gan Peraturan Pemerintah.

•	 Mengubah letak pen-
gaturan lebih lanjut 
mengenai jenis dan 
sifat atau kegiatan 
pekerjaan, jangka 
waktu, dan batas 
waktu perpanjan-
gan perjanjian kerja 
waktu tertentu dari 
Keputusan Menteri 
menjadi Peraturan 
Pemerintah. (Ayat 4)



853
P E D O M A N  M E M A H A M I  R U U  O M N I B U S  L A W

DNT LAWYERS

TOPIK UU KETENAGAKERJAAN UU CK RANGKUMAN PEN-
JELASAN

Pasal 61
(1) Perjanjian kerja berakhir 

apabila :
a. pekerja meninggal dun-

ia;
b. berakhirnya jangka wak-

tu perjanjian kerja;
c. adanya putusan penga-

dilan dan/atau putusan 
atau penetapan lembaga 
penyelesaian perselisi-
han hubungan industrial 
yang telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap; 
atau

d. adanya keadaan atau 
kejadian tertentu yang 
dicantumkan dalam 
perjanjian kerja, pera-
turan perusahaan, atau 
perjanjian kerja bersama 
yang dapat menyebab-
kan berakhirnya hubun-
gan kerja.

(2) Perjanjian kerja tidak bera-
khir karena meninggalnya 
pengusaha atau beralihnya 
hak atas perusahaan yang 
disebabkan penjualan, pe-
warisan, atau hibah.

(3) Dalam hal terjadi pengalihan 
perusahaan maka hak-hak 
pekerja/buruh menjadi tang-
gung jawab pengusaha baru, 
kecuali ditentukan lain dalam 
perjanjian pengalihan yang 
tidak mengurangi hak- hak 
pekerja/buruh.

Pasal 61
(1) Perjanjian kerja berakhir 

apabila:
a. Pekerja/buruh meninggal 

dunia;
b. berakhirnya jangka wak-

tu perjanjian kerja;
c. selesainya suatu peker-

jaan tertentu;
d. adanya putusan penga-

dilan dan/atau putusan 
lembaga penyelesaian 
perselisihan hubungan 
industrial yang telah 
mempunyai kekuatan 
hukum tetap; atau

e. adanya keadaan atau 
kejadian tertentu yang 
dicantumkan dalam 
perjanjian kerja, pera-
turan perusahaan, atau 
perjanjian kerja bersama 
yang dapat menyebab-
kan berakhirnya hubun-
gan kerja.

(2) Perjanjian kerja tidak bera-
khir karena meninggalnya 
pengusaha atau beralihnya 
hak atas perusahaan yang 
disebabkan penjualan, pe-
warisan, atau hibah.

(3) Dalam hal terjadi pengalihan 
perusahaan maka hak-hak 
pekerja/buruh menjadi tang-
gung jawab pengusaha baru, 
kecuali ditentukan lain dalam 
perjanjian pengalihan yang 
tidak mengurangi hak-hak 
pekerja/buruh.

Menambahkan alasan 
suatu perjanjian kerja 
dapat berakhir, yakni 
apabila selesai suatu 
perkerjaan tertentu. 
(Ayat 1 Huruf c)
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(4) Dalam hal pengusaha, orang 
perseorangan, meninggal 
dunia, ahli waris pengusaha 
dapat mengakhiri per-janjian 
kerja setelah merundingkan 
dengan pekerja/buruh.

(5) Dalam hal pekerja/buruh 
meninggal dunia, ahli waris 
pekerja/ buruh berhak 
mendapatkan hak haknya 
se-suai dengan peraturan 
perundang-undangan yang 
berlaku atau hak hak yang 
telah diatur dalam perjanjian 
kerja, peraturan perusahaan, 
atau perjanjian kerja bersa-
ma

(4) Dalam hal pengusaha orang 
perseorangan meninggal 
dunia, ahli waris pengusaha 
dapat mengakhiri perjanjian 
kerja setelah merundingkan 
dengan pekerja/buruh.

(5) Dalam hal pekerja/bu-
ruh meninggal dunia, ahli 
waris pekerja/buruh berhak 
mendapatkan hak-haknya 
sesuai dengan peraturan pe-
rundang-undangan atau hak-
hak yang telah diatur dalam 
perjanjian kerja, peraturan 
perusahaan, atau perjanjian 
kerja bersama.

Pasal 61 A
(1) Dalam hal perjanjian kerja 

waktu tertentu berakhir se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 61 ayat (1) huruf b dan 
huruf c, pengusaha wajib 
memberikan uang kompen-
sasi kepada pekerja/buruh.

(2) Uang kompensasi se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diberikan kepada 
pekerja/buruh sesuai dengan 
masa kerja pekerja/buruh di 
perusahaan yang bersangku-
tan.

(3) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai uang kompensa-
si diatur dengan Peraturan 
Pemerintah.

•	 MENETAPKAN PASAL 
BARU YAKNI PASAL 
61A DIANTARA PASAL 
61 DAN 62

•	 Menambahkan pen-
gaturan apabila 
terjadi pengakhi-
ran perjanjian aki-
bat pekerja/buruh 
meninggal dunia atau 
berakhirnya jangka 
waktu perjanjian 
kerja, maka pengusa-
ha wajib memberikan 
uang kompensasi ke-
pada perkerja/buruh. 
(Ayat 1)

•	 Uang kompensasi 
tersebut diberikan 
sesuai dengan masa 
kerja pekerja/buruh. 
(Ayat 2)

•	 Ketentuan mengenai 
uang kompensasi ini 
diatur lebih lanjut da-
lam Peraturan Pemer-
intah (Ayat 3)
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Pasal 64
Perusahaan dapat menyerahkan 
sebagian pelaksanaan peker-
jaan kepada perusahaan lainnya 
melalui perjanjian pemborongan 
pekerjaan atau penyediaan jasa 
pekerja/buruh yang dibuat se-
cara tertulis.

Pasal 64 dihapuskan dalam UU 
Cipta Kerja

Menghapuskan ketentu-
an peralihan pelaksa-
naan pekerja kepada 
perusahaan lainnya.
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Pasal 65
(1) perjanjian pem borongan 

pekerjaan yang dibuat se-
cara tertulis.

(2) Pekerjaan yang dapat diser-
ahkan kepada perusahaan 
lain sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) harus me-
menuhi syarat-syarat sebagai 
berikut :
a. dilakukan secara terpi-

sah dari kegiatan utama;
b. dilakukan dengan perin-

tah langsung atau tidak 
langsung dari pemberi 
pekerjaan;

c. merupakan kegiatan 
penunjang perusahaan 
secara keseluruhan; dan 
d. tidak menghambat 
proses produksi secara 
langsung.

(3) Perusahaan lain sebagaima-
na dimaksud dalam ayat 
(1) harus berbentuk badan 
hukum.

(4) Perlindungan kerja dan 
syarat-syarat kerja bagi 
pekerja/buruh pada peru-
sahaan lain sebagaimana 
dimak-sud dalam ayat (2) 
sekurang-kurangnya sama 
dengan perlindungan kerja 
dan syarat- syarat kerja pada 
perusahaan pemberi peker-
jaan atau sesuai dengan 
peraturan perundang- un-
dangan yang berlaku.

Pasal 65 dihapuskan dalam UU 
Cipta Kerja

Menghapuskan keten-
tuan teknis mengenai 
peralihan pelaksa-
naan pekerja kepada 
perusahaan lainnya.
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(5) Perubahan dan/atau penam-
bahan syarat-syarat se-
bagaimana dimaksud dalam 
ayat (2) diatur lebih lanjut 
dengan Keputusan Menteri.

(6) Hubungan kerja dalam 
pelaksanaan pekerjaan se-
bagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) diatur dalam per-
janjian kerja secara tertulis 
antara perusahaan lain dan 
pekerja/buruh yang dipeker-
jakannya.

(7) Hubungan kerja sebagaima-
na dimaksud dalam ayat 
(6) dapat didasarkan atas 
perjanjian kerja waktu tidak 
tertentu atau perjanjian 
kerja waktu tertentu apabila 
memenuhi persyaratan se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 59.

(8) Dalam hal ketentuan se-
bagaimana dimaksud da-
lam ayat (2) dan ayat (3) 
tidak terpenuhi, maka demi 
hukum status hubungan 
kerja pekerja/buruh dengan 
perusahaan penerima pem-
borongan beralih menjadi 
hubungan kerja pekerja/
buruh dengan perusahaan 
pemberi pekerjaan.

(9) Dalam hal hubungan kerja 
beralih ke perusahaan pem-
beri pekerjaan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (8), 
maka hubungan kerja peker-
ja/buruh dengan pemberi 
pekerjaan sesuai dengan 
hubungan kerja sebagaima-
na dimaksud dalam ayat (7).
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Pasal 66
(1) Pekerja/buruh dari perusa-

haan penyedia jasa pekerja/
buruh tidak boleh digunakan 
oleh pemberi kerja untuk 
melaksanakan kegiatan 
pokok atau kegiatan yang 
berhubungan langsung den-
gan proses produksi, kecuali 
untuk kegiatan jasa penun-
jang atau kegiatan yang 
tidak berhubungan langsung 
dengan proses produksi.

(2) Penyedia jasa pekerja/buruh 
untuk kegiatan jasa penun-
jang atau kegiatan yang 
tidak berhubungan lang-
sung dengan proses produk-
si harus memenuhi syarat 
sebagai berikut :
a. adanya hubungan kerja 

antara pekerja/buruh 
dan perusahaan penye-
dia jasa pekerja/buruh;

b. perjanjian kerja yang 
berlaku dalam hubun-
gan kerja sebagaimana 
dimaksud pada huruf a 
adalah perjanjian kerja 
untuk waktu tertentu 
yang memenuhi pers-
yaratan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 
59 dan/atau perjanjian 
kerja waktu tidak ter-
tentu yang dibuat secara 
tertulis dan ditandatan-
gani oleh kedua belah 
pihak;

c. perlindungan upah dan 
kesejahteraan, syarat-
syarat kerja, serta 
perselisihan yang timbul 
menjadi tanggung jawab 
perusahaan penyedia 
jasa pekerja/buruh; dan

Pasal 66
(1) Hubungan kerja antara pe-

rusahaan alih daya dengan 
pekerja/buruh yang dipeker-
jakannya didasarkan pada 
perjanjian kerja yang dibuat 
secara tertulis baik perjanji-
an kerja waktu tertentu atau 
perjanjian kerja waktu tidak 
tertentu.

(2) Perlindungan pekerja/buruh, 
upah dan kesejahteraan, 
syarat-syarat kerja serta 
perselisihan yang timbul 
dilaksanakan sekurang-ku-
rangnya sesuai dengan 
ketentuan peraturan perun-
dang-undangan dan menjadi 
tanggung jawab perusahaan 
alih daya.

•	 Terdapat perubahasn 
frasa, yang sebelum-
nya menggunakan 
"Penyedia jasa/buruh" 
menjadi "Perusahaan 
Alih Daya".

•	 Dihapuskannya pem-
batasan mengenai 
pekerja yang dialih-
kan, di mana sebel-
umnya dinyatakan 
tidak diperkenankan 
untuk melakukan 
fungsi pokok melaink-
an hanya diperkenan-
kan melaksanakan 
fungsi penyandang.

•	 Perusahaan Alih Daya 
dinyatakan harus 
memenuhi izin usaha 
yang diterbitkan oleh 
Pemerintah Pusat, 
tidak lagi secara jelas 
disebutkan instansi 
yang bertanggu-
ng jawab di bidang 
ketenagakerjaan 
(Ayat 4)

•	 Dihapuskannya 
ketentuan menge-
nai ketentuan yang 
menyatakan peralihan 
status pekerja yang 
sebelumnya hubun-
gan dengan perusa-
haan penyedia jasa 
menjadi perusahaan 
pemberi pekerjaan 
apabila syarat-syarat 
tidak dipernuhi.
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d. perjanjian antara peru-
sahaan pengguna jasa 
pekerja/buruh dan peru-
sahaan lain yang bertin-
dak sebagai perusahaan 
penyedia jasa pekerja/
buruh dibuat secara ter-
tulis dan wajib memuat 
pasal-pasal sebagaimana 
dimaksud dalam un-
dang-undang ini.

(3) Penyedia jasa pekerja/buruh 
merupakan bentuk usaha 
yang berbadan hukum dan 
memiliki izin dari instansi 
yang bertanggung jawab di 
bidang ketenagakerjaan.

(4) Dalam hal ketentuan se-
bagaimana dimaksud dalam 
ayat (1), ayat (2) huruf a, 
huruf b, dan huruf d serta 
ayat (3) tidak terpenuhi, 
maka demi hukum status 
hubungan kerja antara 
pekerja/buruh dan pe-
rusahaan penyedia jasa 
pekerja/buruh beralih men-
jadi hubungan kerja antara 
pekerja/buruh dan perusa-
haan pemberi pekerjaan.

(3) Dalam hal perusahaan alih 
daya mempekerjakan peker-
ja/buruh berdasarkan per-
janjian kerja waktu tertentu 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), maka per-
janjian kerja tersebut harus 
mensyaratkan pengalihan 
perlindungan hak-hak bagi 
pekerja/buruh apabila terjadi 
pergantian perusahaan alih 
daya dan sepanjang objek 
pekerjaannya tetap ada.

(4) Perusahaan alih daya se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (2) berbentuk badan 
hukum dan wajib memenuhi 
Perizinan Berusaha yang 
diterbitkan oleh Pemerintah 
Pusat.

(5) Perizinan Berusaha se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (3) harus memenuhi 
norma, standar, prosedur, 
dan kriteria yang ditetapkan 
oleh Pemerintah Pusat.

(6) Ketentuan lebih lanjut men-
genai perlindungan pekerja/
buruh sebagaimana dimak-
sud pada ayat (2) dan Per-
izinan Berusaha sebagaima-
na dimaksud pada ayat (4) 
diatur dengan Peraturan 
Pemerintah.

•	 Menyatakan letak 
terkait Pengaturan 
tentang perllindun-
gan pekerja/buruh 
dalam hal Alih Daya 
yang diatur lebih 
lanjut pada Peraturan 
Pemerintah
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Perlind-
ungan, 
Pengupa-
han dan 
Kese-
jahteraan
(Waktu 
Kerja)

Pasal 77
(1) Setiap pengusaha wajib 

melaksanakan ketentuan 
waktu kerja. 

(2) Waktu kerja sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) 
meliputi :
a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) 

hari dan 40 (empat 
puluh) jam 1 (satu) 
minggu untuk 6 (enam) 
hari kerja dalam 1 (satu) 
minggu; atau

b. 8 (delapan) jam 1 (satu) 
hari dan 40 (empat pu-
luh) jam 1 (satu) minggu 
untuk 5 (lima) hari kerja 
dalam 1 (satu) minggu.

(3) Ketentuan waktu kerja se-
bagaimana dimaksud dalam 
ayat (2) tidak berlaku bagi 
sektor usaha atau peker-jaan 
tertentu.

(4) Ketentuan mengenai wak-
tu kerja pada sektor usaha 
atau pekerjaan tertentu 
sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (3) diatur dengan 
Keputusan Menteri.

Pasal 77
Tidak ada perubahan dalam ayat 

1-3 akan tetapi terdapat 
perubahan serta tambahan 
mengenai: 

(3) Pelaksanaan jam kerja bagi 
pekerja/buruh di perusa-
haan diatur dalam perjanjian 
kerja, peraturan perusahaan, 
atau perjanjian kerja bersa-
ma.

(4) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai waktu kerja pada 
sektor usaha atau pekerjaan 
tertentu sebagaimana di-
maksud pada ayat (3) diatur 
dalam Peraturan Pemerintah.

•	 Ditambahkan keten-
tuan mengenai pelak-
sanaan jam kerja 
yang harus diatur 
dalam perjanjian ker-
ja, peraturan perusa-
haan, atau perjanjian 
kerja sama. (Ayat 4)

•	 Mengubah letak pen-
gaturan lebih lanjut 
mengenai waktu kerja 
pada sector usaha 
atau pekerjaan ter-
tentu pada Peraturan 
Pemerintah yang 
sebelumnya diatur 
dalam Keputusan 
Menteri. (Ayat 5)
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Perlind-
ungan, 
Pengupa-
han dan 
Kese-
jahteraan
(waktu 
kerja) 

Pasal 78
(1) Pengusaha yang mempeker-

jakan pekerja/buruh melebihi 
waktu kerja sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 77 ayat 
(2) harus memenuhi syarat :
a. ada persetujuan pekerja/

buruh yang bersangku-
tan; dan

b. waktu kerja lembur ha-
nya dapat dilakukan pal-
ing banyak 3 (tiga) jam 
dalam 1 (satu) hari dan 
14 (empat belas) jam 
dalam 1 (satu) minggu.

(2) Pengusaha yang mempeker-
jakan pekerja/buruh melebihi 
waktu kerja sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) 
wajib membayar upah kerja 
lembur.

(3) Ketentuan waktu kerja lem-
bur sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) huruf b tidak 
berlaku bagi sektor usaha 
atau pekerjaan tertentu.

(4) Ketentuan mengenai waktu 
kerja lembur dan upah kerja 
lembur sebagaimana dimak-
sud dalam ayat (2) dan ayat 
(3) diatur dengan Keputusan 
Menteri.

Pasal 78
Tidak ada perubahan dalam ayat 
1-3 akan tetapi dalam:
(4) Ketentuan lebih lanjut men-

genai waktu kerja lembur 
dan upah kerja lembur diatur 
dalam Peraturan Pemerintah.

•	 Menambahkan lama 
waktu lembur, yakni: 
(Ayat 1 Huruf b)

1. 3 Jam > 4 Jam / Hari
2. 14 Jam > 18 Jam / 

Minggu
•	 Mengubah letak pen-

gaturan lebih lanjut 
mengenai lembur 
yang sebelumnya 
diatur pada Keputu-
san Menteri menjadi 
Peraturan Pemerintah 
(Ayat 4)

Pengupa-
han dan 
Kese-
jahteraan
(waktu 
kerja)

Pasal 79
(1) Pengusaha wajib memberi 

waktu istirahat dan cuti ke-
pada pekerja/buruh. 

(2) Waktu istirahat dan cuti se-
bagaimana dimaksud dalam 
ayat (1), meliputi :
a. istirahat antara jam ker-

ja, sekurang kurangnya 
setengah jam setelah 
bekerja selama 4 (em-
pat) jam terus menerus 
dan waktu istirahat 
tersebut tidak termasuk 
jam kerja;

Pasal 79
(1) Pengusaha wajib memberi: 

a. waktu istirahat; dan
b. cuti.

(2) Waktu istirahat sebagaima-
na dimaksud pada ayat 
(1) huruf a wajib diberikan 
kepada pekerja/buruh paling 
sedikit meliputi:
a. istirahat antara jam ker-

ja, paling sedikit seten-
gah jam setelah bekerja 
selama 4 (empat) jam 
terus menerus dan wak-
tu istirahat tersebut tidak 
termasuk jam kerja; dan

•	 Memisahkan hak cuti 
dan istirahat pada 
Ayat 1 Huruf a untuk 
Istirahat dan Ayat 1 
Huruf b untuk cuti.

•	 Menghapus ketentuan 
mengenai istirahat 
mingguan 2 Hari 
untuk 6 Hari kerja 
dalam 1 Minggu.
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b. istirahat mingguan 1 
(satu) hari untuk 6 
(enam) hari kerja dalam 
1 (satu) minggu atau 2 
(dua) hari untuk 5 (lima) 
hari kerja dalam 1 (satu) 
minggu;

c. cuti tahunan, sekurang 
kurangnya 12 (dua 
belas) hari kerja setelah 
pekerja/buruh yang ber-
sangkutan bekerja sela-
ma 12 (dua belas) bulan 
secara terus menerus; 
dan

d. istirahat panjang seku-
rang-kurangnya 2 (dua) 
bulan dan dilaksanakan 
pada tahun ketujuh dan 
kedelapan masing-mas-
ing 1 (satu) bulan bagi 
pekerja/buruh yang telah 
bekerja selama 6 (enam) 
tahun secara terus-me-
nerus pada perusahaan 
yang sama dengan 
ketentuan pekerja/buruh 
tersebut tidak berhak 
lagi atas istirahat tahu-
nannya dalam 2 (dua) 
tahun berjalan dan se-
lanjutnya berlaku untuk 
setiap kelipatan masa 
kerja 6 (enam) tahun.

(3) Pelaksanaan waktu istirahat 
tahunan sebagaimana di-
maksud dalam ayat (2) huruf 
c diatur dalam perjanjian 
kerja, peraturan perusahaan, 
atau perjanjian kerja bersa-
ma.

(4) Hak istirahat panjang se-
bagaimana dimaksud da-
lam ayat (2) huruf d hanya 
berlaku bagi pekerja/buruh 
yang bekerja pada perusa-
haan tertentu.

b. istirahat mingguan 1 
(satu) hari untuk 6 
(enam) hari kerja dalam 
1 (satu) minggu.

(3) Cuti sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) huruf b 
yang wajib diberikan kepa-
da pekerja/buruh yaitu cuti 
tahunan, paling sedikit 12 
(dua belas) hari kerja setelah 
pekerja/buruh yang ber-
sangkutan bekerja selama 
12 (dua belas) bulan secara 
terus menerus.

(4) Pelaksanaan cuti tahunan 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) diatur dalam perjan-
jian kerja, peraturan perusa-
haan, atau perjanjian kerja 
bersama.

•	 Menghapus ketentuan 
mengenai hak istira-
hat Panjang dalam 
undang-undang, 
melainkan diatur 
berdasarkan perja-
nian kerja, peraturan 
perusahaan, atau 
perjanjian kerja sama 
(Ayat 5)

•	 Mengubah ketentuan 
perusahaan tertentu 
semula diatur dengan 
“Keputusan Menteri” 
menjadi “Peraturan 
Pemerintah”
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(5) Perusahaan tertentu se-
bagaimana dimaksud dalam 
ayat (4) diatur dengan Kepu-
tusan Menteri

(5) Selain waktu istirahat dan 
cuti sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1), ayat (2), 
dan ayat (3), perusahaan 
tertentu dapat memberikan 
istirahat panjang yang diatur 
dalam perjanjian kerja, 
peraturan perusahaan, atau 
perjanjian kerja bersama.

(6) Ketentuan lebih lanjut men-
genai perusahaan tertentu 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5) diatur dengan Pera-
turan Pemerintah.

Pengupa-
han 

Pasal 88 
(1) Setiap pekerja/buruh ber-

hak memperoleh penghas-
ilan yang memenuhi peng-
hidupan yang layak bagi 
kemanusiaan.

(2) Untuk mewujudkan peng-
hasilan yang memenuhi 
penghidupan yang layak bagi 
kemanusiaan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1), 
pemerintah menetapkan 
kebijakan pengupahan yang 
melindungi pekerja/buruh.

Pasal 88
(1) Setiap pekerja/buruh berhak 

atas penghidupan yang layak 
bagi kemanusiaan.

(2) Pemerintah Pusat menetap-
kan kebijakan pengupahan 
sebagai salah satu upaya 
mewujudkan hak pekerja/
buruh atas penghidupan 
yang layak bagi kemanu-
siaan.

•	 Mengubah untuk 
menyederhanakan 
mengenai klasifika-
si-klasifikasi yang 
termasuk ke dalam 
kebijakan pengupah-
an (Ayat 3).

•	 Menambahkan keten-
tuan yang menya-
takan pengaturan 
lebih lanjut mengenai 
kebijakan pengupa-
han diatur dalam 
Peraturan Pemerintah 
(Ayat 4)
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(3) Kebijakan pengupahan yang 
melindungi pekerja/buruh 
sebagaimana dimaksud da-
lam ayat (2) meliputi :
a. upah minimum;
b. upah kerja lembur;
c. upah tidak masuk kerja 

karena berhalangan;
d. upah tidak masuk kerja 

karena melakukan ke-
giatan lain di luar peker-
jaannya;

e. upah karena menjalank-
an hak waktu istirahat 
kerjanya;

f. bentuk dan cara pemba-
yaran upah;

g. denda dan potongan 
upah;

h. hal-hal yang dapat diper-
hitungkan dengan upah;

i. struktur dan skala pen-
gupahan yang propor-
sional;

j. upah untuk pembayaran 
pesangon; dan

k. upah untuk perhitungan 
pajak penghasilan.

(4) Pemerintah menetapkan 
upah minimum sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (3) 
huruf a berdasarkan kebutu-
han hidup layak dan dengan 
mem-perhatikan produk-
tivitas dan pertumbuhan 
ekonomi.

(3) Kebijakan pengupahan se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (2) meliputi:
a. upah minimum;
b. struktur dan skala upah;
c. upah kerja lembur;
d. upah tidak masuk kerja 

dan/atau tidak melaku-
kan pekerjaan karena 
alasan tertentu;

e. bentuk dan cara pemba-
yaran upah;

f. hal-hal yang dapat diper-
hitungkan dengan upah; 
dan

g. upah sebagai dasar per-
hitungan atau pemba-
yaran hak dan kewajiban 
lainnya.

(4)  Ketentuan lebih lanjut men-
genai kebijakan pengupahan 
diatur dengan Peraturan 
Pemerintah.
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Pasal ini sebelumnya tidak ada 
dalam UU Tenaga Kerja 

Pasal 88 A
(1) Hak pekerja/buruh atas upah 

timbul pada saat terja-
di hubungan kerja antara 
pekerja/buruh dengan pen-
gusaha dan berakhir pada 
saat putusnya hubungan ker-
ja.

(2) Setiap pekerja/buruh ber-
hak memperoleh upah yang 
sama untuk pekerjaan yang 
sama nilainya.

(3) Pengusaha wajib membayar 
upah kepada pekerja/buruh 
sesuai dengan kesepakatan.

(4) Pengaturan pengupahan 
yang ditetapkan atas kese-
pakatan antara pengusaha 
dengan pekerja/buruh atau 
serikat pekerja/serikat buruh 
tidak boleh lebih rendah dari 
ketentuan pengupahan yang 
ditetapkan dalam peraturan 
perundang-undangan.

(5) Dalam hal kesepakatan 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) lebih rendah atau 
bertentangan dengan pera-
turan perundang-undangan, 
kesepakatan tersebut batal 
demi hukum dan pengaturan 
pengupahan dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undan-
gan.

(6) Pengusaha yang karena 
kesengajaan atau kelalaian-
nya mengakibatkan keter-
lambatan pembayaran upah, 
dikenakan denda sesuai 
dengan persentase tertentu 
dari upah pekerja/buruh.

(7) Pekerja/buruh yang melaku-
kan pelanggaran karena 
kesengajaan atau kelalaiann-
ya dapat dikenakan denda.

(8) Pemerintah mengatur penge-
naan denda kepada pengu-
saha dan/atau pekerja/buruh 
dalam pembayaran upah.

•	 MENETAPKAN PASAL 
BARU YAKNI PASAL 
88A DIANTARA PASAL 
88 DAN 89

•	 Menyatakan Hak 
pekerja/buruh atas 
Upah yang timbul 
dari hubungan kerja 
dengan pengusaha 
dan berakhir pada 
putusnya hubungan 
kerja (Ayat 1)

•	 Pekerja/buruh ber-
hak menerima upah 
berdasarkan perjanji-
an hubungan peker-
jaan, namun tidak 
boleh lebih rendah 
dari ketentuan perun-
dang-undangan (Ayat 
4)

•	 Klausal mengenai 
denda untuk pengu-
saha yang melakukan 
keterlambatan pem-
bayaran upah 

•	 Denda bagi pekerja 
yang melakukan pe-
langgaran 
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Pasal ini sebelumnya tidak ada 
dalam UU Tenaga Kerja 

Pasal 88 B 
(1) Upah ditetapkan berdasar-

kan:
a. satuan waktu; dan/atau
b. satuan hasil.
(2) Ketentuan lebih lanjut men-

genai upah berdasarkan sat-
uan waktu dan/atau satuan 
hasil sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur dalam 
Peraturan Pemerintah.

•	 MENETAPKAN PASAL 
BARU YAKNI PASAL 
88B DIANTARA PASAL 
88 DAN 89

•	 Mengatur mengenai 
dasar penetapan 
upah berdasarkan 
satuan waktu dan/
atau hasil. (Ayat 1)

•	 Pengaturan lebih lan-
jut mengenai dasar 
penetapan upah dia-
tur dalam Peraturan 
Pemerintah (Ayat 2)
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Pasal ini sebelumnya tidak ada 
dalam UU Tenaga Kerja 

Pasal 88 C 
(1) Gubernur wajib menetapkan 

upah minimum provinsi.
(2) Gubernur dapat menetapkan 

upah minimum kabupaten/
kota dengan syarat tertentu.

(3) Upah minimum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) ditetapkan ber-
dasarkan kondisi ekonomi 
dan ketenagakerjaan. 

(4) Syarat tertentu sebagaima-
na dimaksud pada ayat 
(2) meliputi pertumbuhan 
ekonomi daerah dan inflasi 
pada kabupaten/kota yang 
bersangkutan.

(5) Upah minimum kabupaten/
kota sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) harus lebih 
tinggi dari upah minimum 
provinsi.

(6) Kondisi ekonomi dan 
ketenagakerjaan sebagaima-
na dimaksud pada ayat (3) 
menggunakan data yang 
bersumber dari lembaga 
yang berwenang di bidang 
statistik.

(7) Ketentuan lebih lanjut men-
genai tata cara penetapan 
upah minimum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dan 
syarat tertentu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) dia-
tur dengan Peraturan Pemer-
intah.

•	 MENETAPKAN PASAL 
BARU YAKNI PASAL 
88C DIANTARA PASAL 
88 DAN 89

•	 Mengatur mengenai 
penetapan upah min-
imum yang ditentu-
kan per-provinsi oleh 
Gubernur dengan 
memperhatikan fak-
tor-faktor tertentu.

•	 Pengaturan lebih 
lanjut mengenai tata 
cara penetapan upah 
minimum oleh Gu-
bernur diatur dalam 
Peraturan Pemerintah 
(Ayat 7)
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Pasal ini sebelumnya tidak ada 
dalam UU Tenaga Kerja 

Pasal 88 D
(1) Upah minimum 
sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 88C ayat (1) dan ayat 
(2) dihitung dengan meng-
gunakan formula perhitun-
gan upah minimum.

(2) Formula perhitungan upah 
minimum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
memuat variabel pertumbu-
han ekonomi atau inflasi.

(3) Ketentuan lebih lanjut men-
genai formula perhitungan 
upah minimum diatur den-
gan Peraturan Pemerintah.

•	 MENETAPKAN PASAL 
BARU YAKNI PASAL 
88D DIANTARA PAS-
AL 88 DAN 89

•	 Mengatur secara 
lebih lanjut mengenai 
ketentuan perhitun-
gan upah minimum 
yang dilakukan 
berdasarkan formula 
yang memuat per-
tumbuhan ekonomi 
atau inflasi. (Ayat 2)

•	 Pengaturan lebih lan-
jut mengenai formula 
penhitunga upah min-
imum oleh Peraturan 
Pemerintah (Ayat 3)

Pasal ini sebelumnya tidak ada 
dalam UU Tenaga Kerja

Pasal 88 E
(1) Upah minimum sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 88C 
ayat (1) dan ayat (2) berlaku 
bagi pekerja/buruh dengan 
masa kerja kurang dari 1 
(satu) tahun pada perusa-
haan yang bersangkutan.

(2) Pengusaha dilarang memba-
yar upah lebih rendah dari 
upah minimum.

•	 MENETAPKAN PASAL 
BARU YAKNI PASAL 
88E DIANTARA PASAL 
88 DAN 89

•	 Menetapkan target 
pengenaan upah min-
imum pada pekerja/
buruh dengan masa 
kerja kurang dari 1 
(satu) Tahun. (Ayat 1)

•	 Menetapkan pengu-
saha dilarang mem-
berikan upah dibawah 
upah minimum. (Ayat 
2)
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Pasal 89
(1) Upah minimum sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 88 
ayat (3) huruf a dapat terdiri 
atas :

a. upah minimum berdasarkan 
wilayah provinsi atau kabu-
paten/kota;

b. upah minimum berdasarkan 
sektor pada wilayah provinsi 
atau kabupaten/kota.

(2) Upah minimum sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) di-
arahkan kepada pencapaian 
kebutuhan hidup layak.

(3) Upah minimum sebagaima-
na dimaksud dalam ayat (1) 
ditetapkan oleh Gubernur 
dengan memperhatikan 
rekomendasi dari Dewan 
Pengupahan Provinsi dan/
atau Bupati/Walikota.

(4) Komponen serta pelaksa-
naan tahapan pencapaian 
kebutuhan hidup layak 
sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (2) diatur dengan 
Keputusan Menteri.

Pasal 89 dihapuskan dalam UU 
Cipta Kerja

•	 PASAL INI DIHAPUS-
KAN SECARA KES-
ELURUHAN

•	 Menghapuskan 
ketentuan mengenai 
penetapan upah ka-
bupaten/kota terkec-
uali memenuhi syarat 
tertentu.

•	 Tidak lagi dinyatakan 
secara spesifik men-
genai kebutuhan 
rekomendasi oleh 
Dewan Pengupahan 
Provinsin dan/atau 
Kabupaten/Kota, 
melainkan dinyatakan 
data yang dibutuhkan 
berasal dari Lembaga 
berwenang di bidang 
statistic.

Pasal 90 
(1) Pengusaha dilarang memba-

yar upah lebih rendah dari 
upah minimum sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 89.

(2) Bagi pengusaha yang tidak 
mampu membayar upah 
minimum sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 89 
dapat dilakukan penanggu-
han.

(3) Tata cara penangguhan 
sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (2) diatur dengan 
Keputusan Menteri.

Pasal 90 dihapuskan dalam UU 
Cipta Kerja

•	 PASAL INI DIHAPUS-
KAN SECARA KES-
ELURUHAN

•	 Menghapuskan 
ketentuan mengenai 
penangguhan pem-
bayaran upah atas 
upah minimum yang 
ditentukan.
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Pasal ini sebelumnya tidak ada 
dalam UU Tenaga Kerja

Pasal 90 A
Upah di atas upah minimum 

ditetapkan berdasarkan
kesepakatan antara pengusaha 

dan pekerja/buruh di peru-
sahaan.

•	 MENETAPKAN PASAL 
BARU YAKNI PASAL 
88A DIANTARA PASAL 
88 DAN 89

•	 Menyatakan 
penekanan pada 
pemberian upah di 
atas upah minimum 
dilakukan berdasar-
kan kesepakatan 
antara pekerja dan 
pengusaha.

Pasal ini sebelumnya tidak ada 
dalam UU Tenaga Kerja

Pasal 90 B 
(1) Ketentuan upah minimum 

sebagaimana dimaksud da-
lam Pasal 88C ayat (1) dan 
ayat (2) dikecualikan bagi 
Usaha Mikro dan Kecil.

(2) Upah pada Usaha Mikro dan 
Kecil ditetapkan berdasarkan 
kesepakatan antara pengu-
saha dengan pekerja/buruh 
di perusahaan.

(3) Kesepakatan upah se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (2) sekurang-kurangnya 
sebesar persentase tertentu 
dari rata-rata konsumsi 
masyarakat berdasarkan 
data yang bersumber dari 
lembaga yang berwenang di 
bidang statistik.

(4) Ketentuan lebih lanjut men-
genai upah bagi Usaha Mikro 
dan Kecil diatur dengan 
Peraturan Pemerintah.

•	 MENETAPKAN PASAL 
BARU YAKNI PASAL 
88B DIANTARA PASAL 
88 DAN 89

•	 Menyatakan pengec-
ualian pengenaan 
upah minimum 
terhadpa Usaha Mikro 
dan Kecil.

•	 Upah pada Usaha 
Mikro dan Kecil diten-
tukan berdasarkan 
kesepakatan antara 
pekerja dan pengusa-
ha dengan memerha-
tikan data yang ber-
sumber dari Lembaga 
yang berwenang di 
bidang statistic. 

•	 Menyatakan letak 
pengaturan lebih 
lanjut terkait upah 
yang digunakan oleh 
Usaha Menengah dan 
Kecil pada Peraturan 
Pemerintah.
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Pasal 91
(1) Pengaturan pengupahan 

yang ditetapkan atas kese-
pakatan antara pengusaha 
dan pekerja/buruh atau 
serikat pekerja/serikat buruh 
tidak boleh lebih rendah 
dari ketentuan pengupahan 
yang ditetapkan peraturan 
perundang-undangan yang 
berlaku.

(2) Dalam hal kesepakatan se-
bagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) lebih rendah atau 
bertentangan dengan pera-
turan perundang-undangan, 
kesepakatan tersebut batal 
demi hukum, dan pengusaha 
wajib membayar upah peker-
ja/buruh menurut peraturan 
perundang-undangan yang 
berlaku.

Pasal 91 dihapuskan dalam UU 
Cipta Kerja

PASAL INI DIHAPUSKAN 
SECARA KESELURU-
HAN

Pasal 92
(1) Pengusaha menyusun struk-

tur dan skala upah dengan 
memperhatikan golongan, 
jabatan, masa kerja, pendi-
dikan, dan kompetensi.

(2) Pengusaha melakukan pen-
injauan upah secara berkala 
dengan mem-perhatikan 
kemampuan perusahaan dan 
produktivitas.

(3) Ketentuan mengenai struktur 
dan skala upah sebagaima-
na dimaksud dalam ayat (1) 
diatur dengan Keputusan 
Menteri.

Pasal 92 
(1) Pengusaha wajib menyusun 

struktur dan skala upah di 
perusahaan dengan mem-
perhatikan kemampuan pe-
rusahaan dan produktivitas.

(2) Struktur dan skala upah 
digunakan sebagai pedoman 
pengusaha dalam menetap-
kan upah.

(3) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai struktur dan skala 
upah diatur dengan Peratur-
an Pemerintah.

•	 Mengubah klasifikasi 
dalam penyusunan 
struktur dan skala 
upah di perusahaan, 
dengan hanya mem-
perhatikan kemam-
pua perusahaan dan 
produktivitas. (Ayat 
1)

•	 Menetapkan fungsi 
struktur dan skala 
upah yang merupa-
kan padoman dalam 
penetapan upah 
pekerja/buruh. (Ayat 
2)

•	 Mengubah letak pen-
gaturan lebih lanjut 
mengenai struktur 
dan skala upah yang 
sebelumnya pada 
Keputusan Menteri 
menjadi Peraturan 
Pemerintah. (Ayat 3)
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Pasal ini sebelumnya ada dalam 
Pasal 92 ayat (2) 

Pasal 92 A
Pengusaha melakukan peninjau-
an upah secara berkala dengan 
memperhatikan kemampuan 
perusahaan dan produktivitas.

•	 MENETAPKAN PASAL 
BARU YAKNI PASAL 
92A DIANTARA PASAL 
92 DAN 93

•	 Menyatakan bahwa 
penetapan upah ha-
rus juga diperhatikan 
secara berkala melalui 
peninjauan upah 
berkala dengan me-
merhatikan kemam-
puan perusahaan dan 
produktivitas

Pasal 95
(1) Pelanggaran yang dilakukan 

oleh pekerja/buruh karena 
kesenga - jaan atau ke-
lalaiannya dapat dikenakan 
denda. 

(2) Pengusaha yang karena 
kesengajaan atau kelalaian-
nya mengakibatkan keter-
lambatan pembayaran upah, 
dikenakan denda sesuai 
dengan persentase tertentu 
dari upah pekerja/buruh.

(3) Pemerintah mengatur pen-
genaan denda kepada pen-
gusaha dan/atau pekerja/
buruh, dalam pembayaran 
upah. 

(4) Dalam hal perusahaan 
dinyatakan pailit atau dilikui-
dasi berdasarkan peraturan 
perundang- undangan yang 
berlaku, maka upah dan hak-
hak lainnya dari pekerja/bu-
ruh merupakan utang yang 
didahulukan pem-bayarann-
ya.

Pasal 95
(1) Dalam hal perusahaan din-

yatakan pailit atau dilikuidasi 
berdasarkan ketentuan pera-
turan perundang-undangan, 
upah dan hak lainnya yang 
belum diterima oleh peker-
ja/buruh merupakan utang 
yang didahulukan pemba-
yarannya.

(2) Upah pekerja/buruh se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) didahulukan pem-
bayarannya sebelum pemba-
yaran kepada semua kredi-
tur.

(3) Hak lainnya dari pekerja/bu-
ruh sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) didahulukan 
pembayarannya atas semua 
kreditur kecuali para kredi-
tur pemegang hak jaminan 
kebendaan.

•	 Mengubah isi Pasal 
yang sebelumnya 
mengenai ketentuan 
denda akibat pelang-
garan yang dilaku-
kan pekerja/buruh 
menjadi ketentuan 
mengenai hak-hak 
buruh apabila terjadi 
kepailitan di tempat 
pekerjaannya.

Pasal 96 
Tuntutan pembayaran upah 
pekerja/buruh dan segala pem-
bayaran yang timbul dari hubun-
gan kerja menjadi kadaluwarsa 
setelah melampaui jangka waktu 
2 (dua) tahun sejak timbulnya 
hak.

Pasal 96 dihapuskan dalam UU 
Cipta Kerja

•	 PASAL INI DIHAPUS-
KAN SECARA KES-
ELURUHAN

•	 Menghapuskan masa 
daluarsa terhadap 
tuntutan pembayaran 
hak.
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Pasal 97
Ketentuan mengenai penghasilan 
yang layak, kebijakan pengupa-
han, kebutuhan hidup layak, 
dan perlindungan pengupahan 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 88, penetapan upah min-
imum sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 89, dan pengenaan 
denda sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 95 ayat 
(1), ayat (2) dan ayat (3) diatur 
dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 97 dihapuskan dalam UU 
Cipta Kerja

Pasal 97 UU Tena-
ga Kerja mengatur 
pengupahan, kebu-
tuhan hiudp yang 
layak, perlindungan 
pengupahan, upah 
minimum dan den-
da dalam Peraturan 
Pemerintah

Pasal 98 
(1) Untuk memberikan saran, 

pertimbangan, dan meru-
muskan kebijakan pengupa-
han yang akan ditetapkan 
oleh pemerintah, serta untuk 
pengembangan sistem pen-
gupahan nasional dibentuk 
Dewan Pengupahan Nasion-
al, Provinsi, dan Kabupaten/
Kota.

(2) Keanggotaan Dewan Pen-
gupahan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) 
terdiri dari unsur pemerin-
tah, organisasi pengusaha, 
serikat pekerja/-serikat 
buruh, perguruan tinggi, dan 
pakar.

Pasal 98 
(1) Untuk memberikan saran 

dan pertimbangan kepada 
Pemerintah dalam perumu-
san kebijakan pengupahan 
serta pengembangan sistem 
pengupahan dibentuk dewan 
pengupahan.

(2) Dewan pengupahan terdiri 
atas unsur Pemerintah, or-
ganisasi pengusaha, serikat 
pekerja/serikat buruh, pakar 
dan akademisi.

Perubahan Pasal 98 
dalam UUCK tidak 
mencatumkan pada 
tingkat apa dewan 
pengupahan dibentuk



874
P E D O M A N  M E M A H A M I  R U U  O M N I B U S  L A W

DNT LAWYERS

TOPIK UU KETENAGAKERJAAN UU CK RANGKUMAN PEN-
JELASAN

(3) Keanggotaan Dewan Pen-
gupahan tingkat Nasional 
diangkat dan diberhentikan 
oleh Presiden, sedangkan 
keanggotaan Dewan Pen-
gupahan Provinsi, Kabu-
paten/Kota diangkat dan 
diberhentikan oleh Gubenur/ 
Bupati/Walikota.

(4) Ketentuan mengenai tata 
cara pembentukan, kompo-
sisi keanggotaan, tata cara 
pengangkatan dan pember-
hentian keanggotaan, serta 
tugas dan tata kerja Dewan 
Pengupahan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) 
dan ayat (2), diatur dengan 
Keputusan Presiden.

(3) Ketentuan lebih lanjut men-
genai tata cara pembentu-
kan, komposisi keanggotaan, 
tata cara pengangkatan dan 
pemberhentian keanggotaan, 
serta tugas dan tata kerja 
dewan pengupahan, diatur 
dengan Peraturan Pemerin-
tah.

Pemu-
tusan 
Hubun-
gan Kerja

Pasal 151
(1) Pengusaha, pekerja/buruh, 

serikat pekerja/serikat bu-
ruh, dan pemerintah, dengan 
segala upaya harus mengu-
sahakan agar jangan terjadi 
pemutusan hubungan kerja.

(2) Dalam hal segala upaya 
telah dilakukan, tetapi pemu-
tusan hubungan kerja tidak 
dapat dihindari, maka mak-
sud pemutusan hubungan 
kerja wajib dirundingkan 
oleh pengusaha dan seri-
kat pekerja/serikat buruh 
atau dengan pekerja/buruh 
apabila pekerja/buruh yang 
bersangkutan tidak menjadi 
anggota serikat pekerja/seri-
kat buruh.

Pasal 151
(1) Pengusaha,pekerja/buruh, 

serikat pekerja/serikat bu-
ruh, dan pemerintah, harus 
mengupayakan agar tidak 
terjadi pemutusan hubungan 
kerja.

(2) Dalam hal pemutusan 
hubungan kerja tidak dapat 
dihindari maka maksud dan 
alasan pemutusan hubun-
gan kerja diberitahukan oleh 
pengusaha kepada peker-
ja/buruh dan/atau serikat 
pekerja/serikat buruh.

•	 Pemutusan hubun-
gan kerja tidak perlu 
lagi melalui proses 
perundingan antara 
para pihak melainkan 
hanya perlu diberita-
hukan kepada pekerja 
yang bersangkutan 
alasan pemutusan 
hubungan kerja (Ayat 
2)

•	 Apabila pekerja tidak 
setuju dengan pemu-
tusan hubungan 
kerja, maka dapat 
dilakukan perundin-
gan bipartite. (Ayat 3)

•	 Apabila tetap tidak 
ditemukan kesepaka-
tan, maka dijalank-
an proses litgasi 
hubungan industrial 
sebagaimana diatur 
dalam undang-un-
dang (Ayat 4)
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(3) Dalam hal perundingan se-
bagaimana dimaksud dalam 
ayat (2) benar-benar tidak 
menghasilkan persetu-juan, 
pengusaha hanya dapat 
memutuskan hubungan 
kerja dengan pekerja/buruh 
setelah memperoleh pene-
tapan dari lembaga penyele-
saian perselisihan hubungan 
industrial.

(3) Dalam hal pekerja/buruh 
telah diberitahu dan menolak 
pemutusan hubungan kerja 
maka penyelesaian pemu-
tusan hubungan kerja wajib 
dilakukan melalui perundin-
gan bipartit antara pengu-
saha dengan pekerja/buruh 
dan/atau serikat pekerja/
serikat buruh.

(4) Dalam hal perundingan 
bipartit sebagaimana di-
maksud pada ayat (3) tidak 
mendapatkan kesepakatan 
maka pemutusan hubungan 
kerja dilakukan melalui tahap 
berikutnya sesuai mekanisme 
penyelesaian perselisihan 
hubungan industrial.

Pasal ini sebelumnya tidak ada 
dalam UU Tenaga Kerja

Pasal 151 A
Pemberitahuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 151 ayat 
(2) tidak perlu dilakukan oleh 
Pengusaha dalam hal:
a. pekerja/buruh mengundur-

kan diri atas kemauan sendi-
ri;

b. pekerja/buruh dan pengu-
saha berakhir hubungan 
kerjanya sesuai perjanjian 
kerja waktu tertentu;

c. pekerja/buruh mencapai 
usia pensiun sesuai dengan 
perjanjian kerja, peraturan 
perusahaan, atau perjanjian 
kerja bersama;atau

d. pekerja/buruh meninggal 
dunia.

•	 MENETAPKAN PASAL 
BARU YAKNI PASAL 
151A DIANTARA PAS-
AL 151 DAN 152

•	 Menetapkan klasifika-
si mengenai pengec-
ualian kewajiban 
pengusaha untuk 
memberitahukan 
alasan pemutusan 
hubungan kerja den-
gan pekerja/buruh.

Pasal 152
(1) Permohonan penetapan 

pemutusan hubungan kerja 
diajukan secara tertulis ke-
pada lembaga penyelesaian 
perselisihan hubungan indus-
trial disertai alasan yang 
menjadi dasarnya.

Pasal 152 dihapuskan dalam UU 
Cipta Kerja

•	 PASAL INI DIHAPUS-
KAN SECARA KES-
ELURUHAN

•	 Menghapus tata cara 
pengajuan permo-
honan pemutusan 
hubungan industrial.
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(2) Permohonan penetapan se-
bagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) dapat diterima oleh 
lembaga penyelesaian perse-
lisihan hubungan industrial 
apabila telah dirundangkan 
sebagaimana dimaksud da-
lam Pasal 151 ayat (2).

(3) Penetapan atas permohonan 
pemutusan hubungan kerja 
hanya dapat diberikan oleh 
lembaga penyelesaian perse-
lisihan hubungan industrial 
jika ternyata maksud untuk 
memutuskan hubungan kerja 
telah dirundingkan, tetapi 
perundingan tersebut tidak 
menghasilkan kesepakatan.

Pasal 153
(1) Pengusaha dilarang melaku-

kan pemutusan hubungan 
kerja dengan alasan :
a. pekerja/buruh berhalan-

gan masuk kerja karena 
sakit menurut keteran-
gan dokter selama waktu 
tidak melampaui 12 (dua 
belas) bulan secara ter-
us-menerus;

b. pekerja/buruh berh-
alangan menjalankan 
pekerjaannya karena 
memenuhi kewajiban 
terhadap negara sesuai 
dengan ketentuan pera-
turan perundang-undan-
gan yang berlaku;

c. pekerja/buruh men-
jalankan ibadah yang 
diperintahkan agaman-
ya;

d. pekerja/buruh menikah;
e. pekerja/buruh perem-

puan hamil, melahirkan, 
gugur kandungan, atau 
menyusui bayinya;

Pasal 153 
(1) Pengusaha dilarang melaku-

kan pemutusan hubungan 
kerja kepada pekerja/buruh 
dengan alasan:
a. berhalangan masuk kerja 

karena sakit menurut 
keterangan dokter sela-
ma waktu tidak melam-
paui 12 (dua belas) 
bulan secara terus-me-
nerus;

b. berhalangan menjalank-
an pekerjaannya karena 
memenuhi kewajiban 
terhadap negara sesuai 
dengan ketentuan pera-
turan perundang-undan-
gan;

c. menjalankan ibadah 
yang diperintahkan ag-
amanya;

d. menikah;
e. hamil, melahirkan, gugur 

kandungan, atau menyu-
sui bayinya;

Menghapuskan ketentu-
an mengenai alasan 
untuk memutuskan 
hubungan pekerjaan 
dalam hal terdapat 
hubungan darah atau 
perkawinan, walau-
pun telah diperjanji-
an dalam perjanjian 
kerja.
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f. pekerja/buruh mempu-
nyai pertalian darah dan/
atau ikatan perkawinan 
dengan pekerja/buruh 
lainnya di dalam satu pe-
rusahaan, kecuali telah 
diatur dalam perjanjian 
kerja, peraturan peru-
sahan, atau perjanjian 
kerja bersama;

g. pekerja/buruh mendi-
rikan, menjadi anggota 
dan/atau pengurus 
serikat pekerja/serikat 
buruh, pekerja/buruh 
melakukan kegiatan 
serikat pekerja/serikat 
buruh di luar jam kerja, 
atau di dalam jam kerja 
atas kesepakatan pengu-
saha, atau berdasarkan 
ketentuan yang diatur 
dalam perjanjian kerja, 
peraturan perusahaan, 
atau perjanjian kerja 
bersama;

h. pekerja/buruh yang 
mengadukan pengusaha 
kepada yang berwajib 
mengenai perbuatan 
pengusaha yang melaku-
kan tindak pidana keja-
hatan;

i. karena perbedaan 
paham, agama, aliran 
politik, suku, warna kulit, 
golongan, jenis kelamin, 
kondisi fisik, atau status 
perkawinan;

j. pekerja/buruh dalam 
keadaan cacat tetap, 
sakit akibat kecelakaan 
kerja, atau sakit karena 
hubungan kerja yang 
menurut surat keteran-
gan dokter yang jangka 
waktu penyembuhannya 
belum dapat dipastikan.

f. mempunyai pertalian 
darah dan/atau ikatan 
perkawinan dengan 
pekerja/buruh lainnya di 
dalam satu perusahaan;

g. mendirikan, menjadi an-
ggota dan/atau pengu-
rus

serikat pekerja/serikat 
buruh, pekerja/buruh 
melakukan kegiatan 
serikat pekerja/serikat 
buruh di luar jam kerja, 
atau di dalam jam kerja 
atas kesepakatan pengu-
saha, atau berdasarkan 
ketentuan yang diatur 
dalam perjanjian kerja, 
peraturan perusahaan, 
atau perjanjian kerja 
bersama;

h. mengadukan pengusa-
ha kepada pihak yang 
berwajib mengenai per-
buatan pengusaha yang 
melakukan tindak pidana 
kejahatan;

i. berbeda paham, agama, 
aliran politik, suku, war-
na kulit, golongan, jenis 
kelamin, kondisi fisik, 
atau status perkawinan;

j. dalam keadaan ca-
cat tetap, sakit akibat 
kecelakaan kerja, atau 
sakit karena hubungan 
kerja yang menurut 
surat keterangan dok-
ter yang jangka waktu 
penyembuhannya belum 
dapat dipastikan.
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(2) Pemutusan hubungan kerja 
yang dilakukan dengan ala-
san sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) batal demi 
hukum dan pengusaha wajib 
mempekerjakan kembali 
pekerja/buruh yang bersang-
kutan.

(2) Pemutusan hubungan ker-
ja yang dilakukan dengan 
alasan sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) batal demi 
hukum dan pengusaha wajib 
mempekerjakan kembali 
pekerja/buruh yang bersang-
kutan.

Pasal 154
Penetapan sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 151 ayat (3) 
tidak diperlukan dalam hal :
a. pekerja/buruh masih dalam 

masa percobaan kerja, bil-
amana telah dipersyaratkan 
secara tertulis sebelumnya;

b. pekerja/buruh mengajukan 
permintaan pengunduran 
diri, secara tertulis atas 
kemauan sendiri tanpa ada 
indikasi adanya tekanan/
intimidasi dari pengusaha, 
berakhirnya hubungan kerja 
sesuai dengan perjanjian 
kerja waktu tertentu untuk 
pertama kali;

c. pekerja/buruh mencapai 
usia pensiun sesuai dengan 
ketetapan dalam perjanjian 
kerja, peraturan perusahaan, 
perjanjian kerja bersama, 
atau peraturan perun-
dang-undangan; atau

d. pekerja/buruh meninggal 
dunia.

Pasal 154 dihapuskan dalam UU 
Cipta Kerja

•	 PASAL INI DIHAPUS-
KAN SECARA KES-
ELURUHAN

•	 Menghapuskan 
mengenai pengecual-
ian terhadap proses 
peradilan hubungan 
industrial apabila 
melakukan hal-hal 
tertentu.

Pemu-
tusan 
Hubun-
gan Kerja 

Pasal ini sebelumnya tidak ada 
dalam UU Tenaga Kerja

Pasal 154 A
(1) Pemutusan hubungan kerja 

dapat terjadi karena alasan:
a. perusahaan melakukan 

penggabungan, pele-
buran,pengambilalihan, 
atau pemisahan perusa-
haan;

b. perusahaan melakukan 
efisiensi;

•	 MENETAPKAN PASAL 
BARU YAKNI PASAL 
154A DIANTARA PAS-
AL 154 DAN 155

•	 Menetapkan klasifi-
kasi-klasifikasi per-
buatan yang dapat 
dilakukan pemutusan 
hubungna kerja. 
(Ayat 1)



881
P E D O M A N  M E M A H A M I  R U U  O M N I B U S  L A W

DNT LAWYERS

TOPIK UU KETENAGAKERJAAN UU CK RANGKUMAN PEN-
JELASAN

c. perusahaan tutup yang 
disebabkan karena 
perusahaan mengalami 
kerugian;

d. perusahaan tutup yang 
disebabkan karena 
keadaan memaksa (force 
majeur).

e. perusahaan dalam 
keadaan penundaan 
kewajiban pembayaran 
utang;

f. perusahaan pailit;
g. perusahaan melakukan 

perbuatan yang meru-
gikan pekerja/buruh;

h. pekerja/buruh mengun-
durkan diri atas kemau-
an sendiri;

i. pekerja/buruh mangkir;
j. pekerja/buruh melaku-

kan pelanggaran keten-
tuan yang diatur dalam 
perjanjian kerja, pera-
turan perusahaan, atau 
perjanjian kerja bersa-
ma;

k. pekerja/buruh ditahan 
pihak yang berwajib;

l. pekerja/buruh mengala-
mi sakit berkepanjan-
gan atau cacat akibat 
kecelakaan kerja dan 
tidak dapat melakukan 
pekerjaannya setelah 
melampaui batas 12 
(dua belas) bulan;

m. pekerja/buruh memasuki 
usia pensiun; atau

n. pekerja/buruh meninggal 
dunia.

•	 Klasifikasi lain dapat 
ditentukan dalam per-
janjian kerja, pera-
turan perusahaan, 
atau perjanjian kerja 
sama. (Ayat 2)

•	 Ditentukan lokasi 
pengaturan lebih 
lanjut pada Peraturan 
Pemerintah. (Ayat 3)
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(2) Selain alasan pemutusan 
hubungan kerja sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
dapat ditetapkan alasan 
pemutusan hubungan kerja 
lainnya dalam perjanjian 
kerja, peraturan perusahaan 
atau perjanjian kerja bersa-
ma.

(3) Ketentuan lebih lanjut men-
genai persyaratan dan tata 
cara pemutusan hubungan 
kerja diatur dengan Peratur-
an Pemerintah.

Pemu-
tusan 
Hubun-
gan Kerja 

Pasal 155
(1) Pemutusan hubungan kerja 

tanpa penetapan sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 
151 ayat (3) batal demi 
hukum.

(2) Selama putusan lembaga 
penyelesaian perselisihan 
hubungan industrial belum 
ditetapkan, baik pengusaha 
maupun pekerja/buruh harus 
tetap melaksanakan segala 
kewajibannya.

(3) Pengusaha dapat melakukan 
penyimpangan terhadap 
ketentuan sebagaimana di-
maksud dalam ayat (2) beru-
pa tindakan skorsing kepada 
pekerja/buruh yang sedang 
dalam proses pemutusan 
hubungan kerja dengan 
tetap wajib membayar upah 
beserta hak-hak lainnya yang 
biasa diterima pekerja/bu-
ruh.

Pasal 155 dihapuskan dalam UU 
Cipta Kerja

•	 PASAL INI DIHAPUS-
KAN SECARA KES-
ELURUHAN

•	 Menghapuskan 
ketentuan menge-
nai status hubungan 
anatara pengusaha 
dan pekerja dalam 
masa pemberhen-
tian melalui proses 
peradilan hubungan 
industrial selama 
belum ada putusan 
tetap.



883
P E D O M A N  M E M A H A M I  R U U  O M N I B U S  L A W

DNT LAWYERS

TOPIK UU KETENAGAKERJAAN UU CK RANGKUMAN PEN-
JELASAN

Pasal 156 
(1) Dalam hal terjadi pemutusan 

hubungan kerja, pengusaha 
diwajibkan membayar uang 
pesangon dan atau uang 
penghargaan masa kerja dan 
uang penggantian hak yang 
seharusnya diterima.

(2) Perhitungan uang pesan-
gon sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) paling sedikit 
sebagai berikut :
a. masa kerja kurang dari 

1 (satu) tahun, 1 (satu) 
bulan upah;

b. masa kerja 1 (satu) 
tahun atau lebih teta-
pi kurang dari 2 (dua) 
tahun, 2 (dua) bulan 
upah; masa kerja 2 
(dua) tahun atau leb-
ih tetapi kurang dari 3 
(tiga) tahun, 3 (tiga) 
bulan upah; masa kerja 
3 (tiga) tahun atau lebih 
tetapi kurang dari 4 (em-
pat) tahun, 4 (empat) 
bulan upah;

c. masa kerja 4 (empat) 
tahun atau lebih teta-
pi kurang dari 5 (lima) 
tahun, 5 (lima) bulan 
upah;

d. masa kerja 5 (lima) 
tahun atau lebih, tetapi 
kurang dari 6 (enam) 
tahun, 6 (enam) bulan 
upah;

e. masa kerja 6 (enam) 
tahun atau lebih tetapi 
kurang dari 7 (tujuh) 
tahun, 7 (tujuh) bulan

f. masa kerja 7 (tujuh) 
tahun atau lebih tetapi 
kurang dari 8 (delapan) 
tahun, 8 (delapan) upah;

Pasal 156
(1) Dalam hal terjadi pemutusan 

hubungan kerja, pengusa-
ha wajib membayar uang 
pesangon dan/atau uang 
penghargaan masa kerja dan 
uang penggantian hak yang 
seharusnya diterima.

(2) Uang pesangon sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
diberikan paling banyak 
sesuai ketentuan sebagai 
berikut:
a. masa kerja kurang dari 

1 (satu) tahun, 1 (satu) 
bulan upah;

b. masa kerja 1 (satu) ta-
hun atau lebih tetapi ku-
rang dari 2 (dua) tahun, 
2 (dua) bulan upah;

c. masa kerja 2 (dua) ta-
hun atau lebih tetapi ku-
rang dari 3 (tiga) tahun, 
3 (tiga) bulan upah;

d. masa kerja 3 (tiga) 
tahun atau lebih tetapi 
kurang dari 4 (empat) 
tahun, 4 (empat) bulan 
upah;

e. masa kerja 4 (empat) 
tahun atau lebih teta-
pi kurang dari 5 (lima) 
tahun, 5 (lima) bulan 
upah;

f. masa kerja 5 (lima) 
tahun atau lebih, tetapi 
kurang dari 6 (enam) 
tahun, 6 (enam) bulan 
upah;

•	 Menghapuskan 
ketentuan klasifikasi 
dalam kategori uang 
penggantian hak, 
yakni terhadap uang 
penggantian peruma-
han serta pengobatan 
dan perawatan. (Ayat 
4 Huruf c)
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g. masa kerja 8 (delapan) 
tahun atau lebih, 9 
(sembilan) bulan upah.

(3) Perhitungan uang penghar-
gaan masa kerja sebagaima-
na dimaksud dalam ayat (1) 
ditetapkan sebagai be-rikut :
a. upah; upah;
b. masa kerja 3 (tiga) 

tahun atau lebih tetapi 
kurang dari 6 (enam) 
tahun, 2 (dua) bulan

c. masa kerja 6 (enam) 
tahun atau lebih tetapi 
kurang dari 9 (sembilan) 
tahun, 3 (tiga) bulan

d. masa kerja 9 (sembilan) 
tahun atau lebih teta-
pi kurang dari 12 (dua 
belas) tahun, 4 (empat) 
bulan upah;

e. masa kerja 12 (dua 
belas) tahun atau lebih 
tetapi kurang dari 15 
(lima belas) tahun, 5 
(lima) bulan upah;

f. masa kerja 15 (lima 
belas) tahun atau lebih 
tetapi kurang dari 18 
(delapan belas) tahun, 6 
(enam) bulan upah;

g. masa kerja 6 (enam) 
tahun atau lebih tetapi 
kurang dari 7 (tujuh) 
tahun, 7 (tujuh) bulan 
upah;

h. masa kerja 7 (tujuh) 
tahun atau lebih tetapi 
kurang

dari 8 (delapan) tahun, 8 
(delapan) bulan upah;

i. masa kerja 8 (delapan) 
tahun atau lebih, 9 
(sembilan)

j. bulan upah.
(3) Uang penghargaan masa 

kerja sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diberikan pal-
ing banyak sesuai ketentuan 
sebagai berikut:
a. masa kerja 3 (tiga) 

tahun atau lebih tetapi 
kurang dari 6 (enam) ta-
hun, 2 (dua) bulan upah;

b. masa kerja 6 (enam) 
tahun atau lebih tetapi 
kurang dari 9 (sembilan) 
tahun, 3 (tiga) bulan 
upah;

c. masa kerja 9 (sembilan) 
tahun atau lebih teta-
pi kurang dari 12 (dua 
belas) tahun, 4 (empat) 
bulan upah;

d. masa kerja 12 (duabe-
las) tahun atau lebih 
tetapi kurang dari 15 
(lima belas) tahun, 5 
(lima) bulan upah;

e. masa kerja 15 (lima 
belas) tahun atau lebih 
tetapi kurang dari 18 
(delapan belas) tahun, 6 
(enam) bulan upah;

f. masa kerja 18 (delapan 
belas) tahun atau lebih 
tetapi kurang dari 21 
(dua puluh satu) tahun, 
7 (tujuh) bulan upah;
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g. masa kerja 18 (delapan 
belas) tahun atau lebih 
tetapi kurang dari 21 
(dua puluh satu) tahun, 
7 (tujuh) bulan upah; 
masa kerja 21 (dua 
puluh satu) tahun atau 
lebih tetapi kurang dari 
24 (dua puluh empat) 
tahun, 8 (delapan) bulan 
upah;

h. masa kerja 24 (dua 
puluh empat) tahun 
atau lebih, 10 (sepuluh ) 
bulan upah.

(4) Uang penggantian hak yang 
seharusnya diterima se-
bagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) meliputi :
a. cuti tahunan yang belum 

diambil dan belum gu-
gur;

b. biaya atau ongkos 
pulang untuk pekerja/
buruh dan keluarganya 
ketempat dimana peker-
ja/buruh diterima beker-
ja;

c. penggantian perumahan 
serta pengobatan dan 
perawatan ditetapkan 
15% (lima belas persera-
tus) dari uang pesangon 
dan/atau uang penghar-
gaan masa kerja bagi 
yang memenuhi syarat;

d. hal-hal lain yang ditetap-
kan dalam perjanjian 
kerja, peraturan peru-
sahaan atau perjanjian 
kerja bersama.

(5) Perubahan perhitungan uang 
pesangon, perhitungan uang 
penghargaan masa kerja, 
dan uang penggantian hak 
sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (2), ayat (3), dan 
ayat (4) ditetapkan dengan 
Peraturan Pemerintah.

g. masa kerja 21 (dua 
puluh satu) tahun atau 
lebih tetapi kurang dari 
24 (dua puluh empat) 
tahun, 8 (delapan) bulan 
upah;

h. masa kerja 24 (dua 
puluh empat) tahun atau 
lebih, 10 (sepuluh) bulan 
upah.

(4) Uang penggantian hak yang 
seharusnya diterima se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) meliputi:
a. cuti tahunan yang belum 

diambil dan belum gu-
gur;

b. biaya atau ongkos 
pulang untuk pekerja/
buruh dan keluargan-
ya ke tempat dimana 
pekerja/buruh diterima 
bekerja;

c. hal-hal lain yang ditetap-
kan dalam perjanjian 
kerja, peraturan peru-
sahaan atau perjanjian 
kerja bersama.

(5) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai pemberian uang 
pesangon, uang penghar-
gaan masa kerja, dan uang 
penggantian hak sebagaima-
na dimaksud pada ayat (2), 
ayat (3), dan ayat (4) diatur 
dengan Peraturan Pemerin-
tah.
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Pasal 157 
(1) Komponen upah yang digu-

nakan sebagai dasar per-
hitungan uang pesangon, 
uang penghargaan masa 
kerja, dan uang pengganti 
hak yang seharusnya diter-
ima yang tertunda, terdiri 
atas :
a. upah pokok;
b. segala macam bentuk 

tunjangan yang bersifat 
tetap yang diberikan 
kepada pekerja/buruh 
dan keluarganya, ter-
masuk harga pembelian 
dari catu yang diberikan 
kepada pekerja/buruh 
secara cuma-cuma, 
yang apabila catu harus 
dibayar pekerja/buruh 
dengan subsidi, maka 
sebagai upah dianggap 
selisih antara harga 
pembelian dengan harga 
yang harus dibayar oleh 
pekerja/buruh.

(2) Dalam hal penghasilan 
pekerja/buruh dibayarkan 
atas dasar perhitungan 
harian, maka penghasilan 
sebulan adalah sama dengan 
30 kali penghasilan sehari.

(3) Dalam hal upah pekerja/
buruh dibayarkan atas dasar 
perhitungan satuan hasil, 
potongan/borongan atau 
komisi, maka penghasilan 
sehari adalah sama dengan 
pendapatan rata- rata per 
hari selama 12 (dua be-
las) bulan terakhir, dengan 
ketentuan tidak boleh kurang 
dari ketentuan upah mini-
mum provinsi atau kabupat-
en/kota.

Pasal 157 
(1) Komponen upah yang di-

gunakan sebagai dasar 
perhitungan uang pesangon 
dan uang penghargaan masa 
kerja, terdiri atas:
a. upah pokok;
b. tunjangan tetap yang 

diberikan kepada peker-
ja/buruh dan keluargan-
ya.

(2) Dalam hal penghasilan 
pekerja/buruh dibayarkan 
atas dasar perhitungan 
harian, upah sebulan sama 
dengan 30 (tiga puluh) dikali 
upah sehari.

(3) Dalam hal upah pekerja/
buruh dibayarkan atas dasar 
perhitungan satuan hasil, 
upah sebulan sama dengan 
penghasilan rata-rata dalam 
12 (dua belas) bulan terakh-
ir.

•	 Menghapuskan salah 
satu komponen upah, 
yakni uang pengganti 
hak yang seharusnya 
diterima yang tertun-
da. (Ayat 1)

•	 Mengubah klasifikasi 
komponen upah ke 
bentuk yang lebih 
sederhana, yakni 
terhadap tunjangan 
tetap yang diberikan. 
(Ayat 1 Huruf b)

•	 Menghapuskan 
kondisi cuaca sebagai 
dasar penetapan 
upah. (Ayat 3)
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(4) Dalam hal pekerjaan tergan-
tung pada keadaan cuaca 
dan upahnya didasarkan 
pada upah borongan, maka 
perhitungan upah sebulan 
dihitung dari upah rata-rata 
12 (dua belas) bulan terakh-
ir.

(4) Dalam hal upah sebulan 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) lebih rendah dari 
upah minimum maka upah 
yang menjadi dasar per-
hitungan pesangon adalah 
upah minimum yang berlaku 
di wilayah domisili perusa-
haan.

Pasal 157 A
(1) Selama proses penyelesa-

ian perselisihan hubungan 
industrial, pengusaha dan 
pekerja/buruh harus tetap 
melaksanakan kewajibannya.

(2) Pengusaha dapat melakukan 
tindakan skorsing kepada 
pekerja/buruh yang sedang 
dalam proses pemutusan 
hubungan kerja dengan 
tetap membayar upah beser-
ta hak lainnya yang biasa 
diterima pekerja/buruh.

(3) Pelaksanaan kewajiban 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan sampai 
dengan selesainya proses 
penyelesaian perselisihan 
hubungan industrial sesuai 
tingkatannya.

•	 MENETAPKAN PASAL 
BARU YAKNI PASAL 
157A DIANTARA PAS-
AL 157 DAN 158

•	 Mengubah posisi 
pasal yang memba-
has mengenai status 
hubungan antara 
pekerja dan pengusa-
ha selama proses per-
sidangan hubungan 
industrial.

Pemu-
tusan 
Hubun-
gan Kerja 

Pasal 158 
(1) Pengusaha dapat memutus-

kan hubungan kerja terha-
dap pekerja/buruh dengan 
alasan pekerja/buruh telah 
melakukan kesalahan berat 
sebagai berikut :
a. melakukan penipuan, 

pencurian, atau peng-
gelapan barang dan/atau 
uang milik perusahaan;

Pasal 158 dihapuskan dalam UU 
Cipta Kerja

•	 PASAL INI DIHAPUS-
KAN SECARA KES-
ELURUHAN

•	 Menghapuskan klasifi-
kasi tentang pengha-
pusan hubungan ker-
ja dalam hal pekerja/
buruh melakukan 
kesalahan berat.
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b. memberikan keterangan 
palsu atau yang dipalsu-
kan sehingga merugikan 
perusahaan;

c. mabuk, meminum 
minuman keras yang 
memabukkan, memakai 
dan/atau mengedarkan 
narkotika, psikotropika, 
dan zat adiktif lainnya di 
lingkungan kerja;

d. melakukan perbuatan 
asusila atau perjudian di 
lingkungan kerja;

e. menyerang, menga-
niaya, mengancam, atau 
mengintimidasi teman 
sekerja atau pengusaha 
di lingkungan kerja;

f. membujuk teman seker-
ja atau pengusaha untuk 
melakukan perbuatan 
yang bertentangan 
dengan peraturan perun-
dang-undangan;

g. dengan ceroboh atau 
sengaja merusak atau 
membiarkan dalam 
keadaan bahaya barang 
milik perusahaan yang 
menimbulkan kerugian 
bagi perusahaan;

h. dengan ceroboh atau 
sengaja membiarkan 
teman sekerja atau pen-
gusaha dalam keadaan 
bahaya di tempat kerja;

i. membongkar atau mem-
bocorkan rahasia peru-
sahaan yang seharusnya 
dirahasiakan kecuali un-
tuk kepentingan negara; 
atau

j. melakukan perbuatan 
lainnya di lingkungan pe-
rusahaan yang diancam 
pidana penjara 5 (lima) 
tahun atau lebih.
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(2) Kesalahan berat sebagaima-
na dimaksud dalam ayat (1) 
harus didukung dengan bukti 
sebagai berikut :
a. pekerja/buruh tertang-

kap tangan;
b. ada pengakuan dari 

pekerja/buruh yang ber-
sangkutan; atau

c. bukti lain berupa laporan 
kejadian yang dibuat 
oleh pihak yang ber-
wenang di perusahaan 
yang bersangkutan dan 
didukung oleh seku-
rang-kurangnya 2 (dua) 
orang saksi.

(3) Pekerja/buruh yang diputus 
hubungan kerjanya ber-
dasarkan alasan sebagaima-
na dimaksud dalam ayat (1), 
dapat memperoleh uang 
penggantian hak sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 
156 ayat (4).

(4) Bagi pekerja/buruh se-
bagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) yang tugas dan 
fungsinya tidak mewaki-
li kepentingan pengusaha 
secara langsung, selain uang 
penggantian hak sesuai 
dengan ketentuan Pasal 
156 ayat (4) diberikan uang 
pisah yang besarnya dan 
pelaksanaannya diatur dalam 
perjanjian kerja, peraturan 
perusahaan, atau perjanjian 
kerja bersama.
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Pemu-
tusan 
Hubun-
gan Kerja 

Pasal 159
Apabila pekerja/buruh tidak 
menerima pemutusan hubungan 
kerja sebagaimana dimaksud da-
lam Pasal 158 ayat (1), pekerja/
buruh yang bersangkutan dapat 
mengajukan gugatan ke lembaga 
penyelesaian perselisihan hubun-
gan industrial.

Pasal dihapuskan dalam UU Cipta 
Kerja

•	 PASAL INI DIHAPUS-
KAN SECARA KES-
ELURUHAN

•	 Menghapuskan 
ketentuan mengenai 
pengajuan gugatan 
terhadap keputusan 
pemutusan hubun-
gan kerja dalam 
hal pekerja/buruh 
melakukan pelangga-
ran berat.

Pasal 160
(1) Dalam hal pekerja/buruh 

ditahan pihak yang berwajib 
karena diduga melakukan 
tindak pidana bukan atas 
pengaduan pengusaha, 
maka pengusaha tidak wajib 
membayar upah tetapi wajib 
memberikan bantuan kepada 
keluarga pekerja/buruh yang 
menjadi tanggungannya 
dengan ketentuan sebagai 
berikut :
a. Untuk 1 (satu) orang 

tanggungan : 25% (dua 
puluh lima perseratus) 
dari upah;

b. Untuk 2 (dua) orang 
tanggungan : 35% (tiga 
puluh lima perseratus) 
dari upah;

c. Untuk 3 (tiga) orang 
tanggungan : 45% (em-
pat puluh lima persera-
tus) dari upah;

d. Untuk 4 (empat) orang 
tanggungan atau lebih : 
50% (lima puluh perser-
atus) dari upah.

Pasal 160 
Penghapusan ayat 6-7

•	 Menghapuskan keten-
tuan yang menya-
takan tidak  perlunya 
putusan Lembaga 
penyelesaian sengke-
ta hubungan industri-
al, karena tidak lagi 
ada proses ini dalam 
pemutusna hubungan 
kerja.

•	 Menghapuskan kewa-
jiban pengusaha un-
tuk membayar peker-
ja setelah diputuskan 
melakukan tindak 
pidana.
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(2) Bantuan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) 
diberikan untuk paling lama 
6 (enam) bulan takwin ter-
hitung sejak hari pertama 
pekerja/buruh ditahan oleh 
pihak yang berwajib.

(3) Pengusaha dapat melakukan 
pemutusan hubungan kerja 
terhadap pekerja/buruh yang 
setelah 6 (enam) bulan tidak 
dapat melakukan peker-
jaan sebagaimana mestinya 
karena dalam proses perkara 
pidana sebagaimana dimak-
sud dalam ayat (1).

(4) Dalam hal pengadilan 
memutuskan perkara pidana 
sebelum masa 6 (enam) bu-
lan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (3) berakhir dan 
pekerja/buruh dinyatakan 
tidak bersalah, maka pengu-
saha wajib mempekerjakan 
pekerja/buruh kembali.

(5) Dalam hal pengadilan 
memutuskan perkara pi-
dana sebelum masa 6 
(enam) bulan berakhir dan 
pekerja/ buruh dinyatakan 
bersalah, maka pengusaha 
dapat melakukan pemutu-
san hubungan kerja kepada 
pekerja/buruh yang bersang-
kutan.

(6) Pemutusan hubungan ker-
ja sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (3) dan ayat (5) 
dilakukan tanpa penetapan 
lembaga penyelesaian perse-
lisihan hubungan industrial.
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(7) Pengusaha wajib memba-
yar kepada pekerja/buruh 
yang mengalami pemutusan 
hubungan kerja sebagai-ma-
na dimaksud dalam ayat (3) 
dan ayat (5), uang penghar-
gaan masa kerja 1 (satu) 
kali ketentuan Pasal 156 ayat 
(3) dan uang penggantian 
hak sesuai ketentuan dalam 
Pasal 156 ayat (4).

Pasal 161 Pasal dihapuskan dalam UU Cipta 
Kerja

•	 PASAL INI DIHAPUS-
KAN SECARA KES-
ELURUHAN

•	 Menghapuskan 
ketentuan menge-
nai surat peringatan 
dalam pekerja/buruh 
melakukan pelangga-
ran terhadap peratur-
an.

Pasal 162 Pasal dihapuskan dalam UU Cipta 
Kerja

•	 PASAL INI DIHAPUS-
KAN SECARA KES-
ELURUHAN

•	 Menghapuskan keten-
tuan uang kompen-
sasi pengunduran diri 
pekerja/buruh.

Pasal 163 Pasal dihapuskan dalam UU Cipta 
Kerja

•	 PASAL INI DIHAPUS-
KAN SECARA KES-
ELURUHAN

•	 Menghapuskan alasan 
pemutusan kerja atas 
dasar terjadinya pel-
erbuhan/penggabun-
gan perusahaan oleh 
pengusaha, karena 
telah ditentukan se-
belumnya.
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Pasal 164 Pasal dihapuskan dalam UU Cipta 
Kerja

•	 PASAL INI DIHAPUS-
KAN SECARA KES-
ELURUHAN

•	 Menghapuskan keten-
tuan pemutusan kerja 
atas dasar kerugian 
yang terus-menerus 
atau terjadi force 
majeur, karena telah 
ditentukan sebelumn-
ya.

Pasal 165 Pasal dihapuskan dalam UU Cipta 
Kerja

•	 PASAL INI DIHAPUS-
KAN SECARA KES-
ELURUHAN

•	 Menghapuskan 
ketentuan pemutusan 
kerja atas dasar pailit, 
karena telah ditentu-
kan sebelumnya.

Pasal 166 Pasal dihapuskan dalam UU Cipta 
Kerja

•	 PASAL INI DIHAPUS-
KAN SECARA KES-
ELURUHAN

•	 Menghapuskan 
ketentuan pemberian 
pesangon kepada 
pekerja/buruh yang 
meninggal dunia, 
karena telah ditentu-
kan sebelumnya.

Pasal 167 Pasal dihapuskan dalam UU Cipta 
Kerja

•	 PASAL INI DIHAPUS-
KAN SECARA KES-
ELURUHAN

•	 Menghapuskan 
ketentuan pemutusan 
pekerja/buruh yang 
telah mencapai usia 
pensiun, karena telah 
ditentukan sebelumn-
ya.
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Pasal 168 Pasal dihapuskan dalam UU Cipta 
Kerja

•	 PASAL INI DIHAPUS-
KAN SECARA KES-
ELURUHAN

•	 Menghapuskan 
ketentuan pemu-
tusan kerja atas 
dasar ketidakhadiran 
pekerja/buruh secara 
berturut-turut dalam 
waktu tertentu, kare-
na telah ditentukan 
sebelumnya.

Pasal 169 Pasal dihapuskan dalam UU Cipta 
Kerja

•	 PASAL INI DIHAPUS-
KAN SECARA KES-
ELURUHAN

•	 Menghapuskan keten-
tuan klasifikasi pen-
gajuan oleh pekerja/
buruh terhadap pen-
gusaha ke pengadilan 
hubungan industrial.

Pasal 170 Pasal dihapuskan dalam UU Cipta 
Kerja

•	 PASAL INI DIHAPUS-
KAN SECARA KES-
ELURUHAN

•	 Menghapuskan 
ketentuan batal demi 
terhadap pemutu-
san hubungan kerja 
dalam kondisi-kondisi 
tertentu.

Pasal 171 Pasal dihapuskan dalam UU Cipta 
Kerja

•	 PASAL INI DIHAPUS-
KAN SECARA KES-
ELURUHAN

•	 Menghapuskan keten-
tuan pengajuan guga-
tan terhadap putusan 
Lembaga penyelesa-
ian sengketa hubun-
gan industrial oleh 
pekerja/buruh.
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Pasal 172 Pasal dihapuskan dalam UU Cipta 
Kerja

•	 PASAL INI DIHAPUS-
KAN SECARA KES-
ELURUHAN

•	 Menghapuskan 
ketentuan pemberian 
pesangon terhadap 
pekerja yang men-
galami sakit berat dan 
tidak dapat berkerja, 
karena telah diatur 
sebelumnya.

Pasal 184 Pasal dihapuskan dalam UU Cipta 
Kerja

•	 PASAL INI DIHAPUS-
KAN SECARA KES-
ELURUHAN 

•	 Menghapuskan 
ketentuan mengenai 
sanksi apabila pengu-
saha tidak melakukan 
perundingan dengan 
pekerja/buruh da-
lam hal dilakukan 
pemutusna hubungan 
kerja.

Pasal 185
(1) Barang siapa melanggar 

ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 42 
ayat (1) dan ayat (2), Pasal 
68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 
80, Pasal 82, Pasal 90 ayat 
(1), Pasal 143, dan Pasal 
160 ayat (4) dan ayat (7), 
dikenakan sanksi pidana 
penjara paling singkat 1 
(satu) tahun dan paling 
lama 4 (empat) tahun dan/
atau denda paling sedikit Rp 
100.000.000,00 (seratus juta 
rupiah) dan paling banyak 
Rp 400.000.000,00 (empat 
ratus juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) 
merupakan tindak pidana 
kejahatan.

Pasal 185 
(1) Barang siapa melanggar 

ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 42 
ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 
ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, 
Pasal 88A ayat (3), Pasal 88E 
ayat (2), Pasal 143, Pasal 
156 ayat (1), dan Pasal 160 
ayat (4), dikenakan sanksi 
pidana penjara paling sing-
kat 1 (satu) tahun dan paling 
lama 4 (empat) tahun dan/
atau denda paling sedikit Rp 
100.000.000,00 (seratus juta 
rupiah) dan paling banyak 
Rp 400.000.000,00 (empat 
ratus juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) 
merupakan tindak pidana 
kejahatan.

•	 Mengubah klasifikasi 
yang termasuk dalam 
pelanggaran pasal ini, 
yakni: (Ayat 1)

1. Menghapus Pasal 42 
Ayat 1

2. Menghapus Pasal 90 
Ayat 1

3. Menambahkan Pasal 
88A Ayat 3

4. Menambahkan Pasal 
88E Ayat 2

5. Menambahkan Pasal 
156 Ayat 1

6. Menghapus Pasal 160 
Ayat 7
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Pasal 187 
(1) Barang siapa melanggar 

ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 37 
ayat (2), Pasal 44 ayat (1), 
Pasal 45 ayat (1), Pasal 67 
ayat (1), Pasal 71 ayat (2), 
Pasal 76, Pasal 78 ayat (2), 
Pasal 79 ayat (1), dan ayat 
(2), Pasal 85 ayat (3), dan 
Pasal 144, dikenakan sanksi 
pidana kurungan paling sing-
kat 1 (satu) bulan dan paling 
lama 12 (dua belas) bulan 
dan/atau denda paling sedik-
it Rp 10.000.000,00 (sepu-
luh juta rupiah) dan paling 
banyak Rp 100.000.000,00 
(seratus juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) 
merupakan tindak pidana 
pelanggaran.

Pasal 187
(1) Barang siapa melanggar 

ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 45 
ayat (1), Pasal 67 ayat (1), 
Pasal 71 ayat (2), Pasal 76, 
Pasal 78 ayat (2), Pasal 79 
ayat (1), ayat (2), atau ayat 
(3), Pasal 85 ayat (3), atau 
Pasal 144, dikenakan sanksi 
pidana kurungan paling sing-
kat 1 (satu) bulan dan paling 
lama 12 (dua belas) bulan 
dan/atau denda paling sedik-
it Rp 10.000.000,00 (sepu-
luh juta rupiah) dan paling 
banyak Rp 100.000.000,00 
(seratus juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
merupakan tindak pidana 
pelanggaran.

•	 Mengubah klasifikasi 
yang termasuk dalam 
pelanggaran pasal ini, 
yakni:

1. Menghapus Pasal 37 
Ayat 2

2. Menghapus Pasal 44 
Ayat 1

3. Menambahkan Pasal 
79 Ayat 3

Pasal 188
(1) Barang siapa melanggar 

ketentuan sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 14 ayat 
(2), Pasal 38 ayat (2), Pasal 
63 ayat (1), Pasal 78 ayat 
(1), Pasal 108 ayat (1), Pasal 
111 ayat (3), Pasal 114, dan 
Pasal 148, dikenakan sanksi 
pidana denda paling sedikit 
Rp 5.000.000,00 (lima juta 
rupiah) dan paling banyak 
Rp 50.000.000,00 (lima pu-
luh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) 
merupakan tindak pidana 
pelanggaran.

Pasal 188
(1) Barang siapa melanggar 

ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 38 
ayat (2), Pasal 63 ayat (1), 
Pasal 78 ayat (1), Pasal 108 
ayat (1), Pasal 111 ayat (3), 
Pasal 114 atau Pasal 148, 
dikenakan sanksi pidana 
denda paling sedikit Rp 
5.000.000,00 (lima juta ru-
piah) dan paling banyak Rp 
50.000.000,00 (lima puluh 
juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
merupakan tindak pidana 
pelanggaran.

•	 Mengubah klasifikasi 
yang termasuk dalam 
pelanggaran pasal 
ini, yakni: Menghapus 
Pasal 14 Ayat 2
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Pasal 190
(1) Menteri atau pejabat yang 

ditunjuk mengenakan sanksi 
administratif atas pelangga-
ran ketentuan- ketentuan 
sebagaimana diatur dalam 
Pasal 5, Pasal 6, Pasal 15, 
Pasal 25, Pasal 38 ayat (2), 
Pasal 45 ayat (1), Pasal 47 
ayat (1), Pasal 48, Pasal 87, 
Pasal 106, Pasal 126 ayat 
(3), dan Pasal 160 ayat (1) 
dan ayat (2) Undang-undang 
ini serta peraturan pelaksa-
naannya.

(2) Sanksi administratif se-
bagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) berupa
a. teguran;
b. peringatan tertulis;
c. pembatasan kegiatan 

usaha;
d. pembekuan kegiatan 

usaha;
e. pembatalan persetujuan;
f. pembatalan pendaftaran;
g. penghentian sementara 

sebagian atau seluruh 
alat produksi; h. pencab-
utan ijin.

(3) Ketentuan mengenai sanksi 
administratif sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) dan 
ayat (2) diatur lebih lanjut 
oleh Menteri.

Pasal 190 
(1) Pemerintah mengenakan 

sanksi administratif atas 
pelanggaran ketentu-
an-ketentuan sebagaimana 
diatur dalam Pasal 5, Pasal 
6, Pasal 14 ayat (1), Pasal 
15, Pasal 25, Pasal 37 ayat 
(2), Pasal 38 ayat (2), Pasal 
42 ayat (1), Pasal 47 ayat 
(1), Pasal 61A, Pasal 66 ayat 
(4), Pasal 87, Pasal 92, Pasal 
106, Pasal 126 ayat (3), dan 
Pasal 160 ayat (1) dan ayat 
(2), Undang-undang ini serta 
peraturan pelaksanaannya.

(2) Ketentuan lebih lanjut men-
genai sanksi administratif 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur dengan Pera-
turan Pemerintah.

•	 Mengubah klasifikasi 
yang termasuk dalam 
pelanggaran pasal ini, 
yakni:
1. Menambahkan 

Pasal 14 Ayat 1
2. Menambahkan 

Pasal 37 Ayat 2
3. Menambahkan 

Pasal 42 Ayat 1
4. Menghapus Pasal 

45 Ayat 1
5. Menambahkan 

Pasal 61A
6. Menambahkan 

Pasal 66 Ayat 4
7. Menambahkan 

Pasal 92
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Pengupa-
han

Pasal ini sebelumnya tidak ada 
dalam UU Tenaga Kerja

Pasal 191 
a. untuk pertama kali upah 

minimum yang berlaku yaitu 
upah minimum yang telah 
ditetapkan berdasarkan 
peraturan pelaksanaan Un-
dang-Undang Nomor 13 Ta-
hun 2003 tentang Ketenaga-
kerjaan yang mengatur 
mengenai pengupahan.

b. bagi perusahaan yang telah 
memberikan upah lebih 
tinggi dari upah minimum 
yang ditetapkan sebelum Un-
dang-Undang ini, pengusaha 
dilarang mengurangi atau 
menurunkan upah.

•	 MENETAPKAN PASAL 
BARU YAKNI PASAL 
191A DIANTARA PAS-
AL 191 DAN 192

•	 Menetapkan bahwa 
upah minimum se-
bagaimana diatur da-
lam Undang-undang 
Ketenagakerjaan.

•	 Melarang pengusaha 
yang telah menetap-
kan upah lebih tinggi 
dari upah minimum 
untuk menurunkan 
upahnya.

43. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

TOPIK UU JAMINAN SOSIAL UU CIPTA KERJA PENJELASAN
Jaminan 
Sosial

Pasal 18:
Jenis Program Jaminan Sosial 
a. jaminan kesehatan;
b. jaminan kecelakaan kerja;
c. jaminan hari tua;
d. jaminan pensiun; dan
e. jaminan kematian.

Pasal 18
Jenis Program Jaminan Sosial: 
a. jaminan kesehatan;
b. jaminan kecelakaan kerja;
c. jaminan hari tua;
d. jaminan pensiun;
e. jaminan kematian; dan
f. jaminan kehilangan peker-

jaan.

Menetapkan poin jenis 
program jaminan sosial 
mengenai Jaminan Kehi-
langan Pekerjaan 

Jaminan 
Kehil-
angan 
Pekerjaan 

Pasal ini sebelumnya tidak ada 
dalam UU Jaminan Sosial

Pasal 46 A
(1) Pekerja/buruh yang men-

galami pemutusan hubungan 
kerja berhak mendapatkan 
jaminan kehilangan peker-
jaan.

(2) Jaminan kehilangan peker-
jaan diselenggarakan oleh 
badan penyelenggara jami-
nan sosial ketenagakerjaan 
dan Pemerintah.

(3) Ketentuan lebih lanjut men-
genai tata cara penyeleng-
garaan jaminan kehilangan 
pekerjaan diatur dengan 
Peraturan Pemerintah.
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Jaminan 
Kehil-
angan 
Pekerjaan 

Pasal ini sebelumnya tidak ada 
dalam UU Jaminan Sosial 

Pasal 46 B
(1) Jaminan kehilangan peker-

jaan diselenggarakan secara 
nasional berdasarkan prinsip 
asuransi sosial.

(2) Jaminan kehilangan peker-
jaan diselenggarakan untuk 
mempertahankan derajat 
kehidupan yang layak pada 
saat pekerja/buruh kehilan-
gan pekerjaan.

Pasal ini sebelumnya tidak ada 
dalam UU Jaminan Sosial

Pasal 46 C
Peserta Jaminan Kehilangan 
Pekerjaan adalah setiap orang 
yang telah membayar iuran.

Pasal ini sebelumnya tidak ada 
dalam UU Jaminan Sosial

Pasal 46 D
(1) Manfaat jaminan kehilan-

gan pekerjaan berupa uang 
tunai, akses informasi pasar 
kerja, dan pelatihan kerja.

(2) Manfaat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
diterima oleh peserta setelah 
mempunyai masa kepeserta-
an tertentu.

(3) Ketentuan lebih lanjut men-
genai manfaat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan 
masa kepesertaan tertentu 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) diatur dengan Pera-
turan Pemerintah.

Pasal ini sebelumnya tidak ada 
dalam UU Jaminan Sosial

Pasal 46 E
(1) Sumber pendanaan jaminan 

kehilangan pekerjaan berasal 
dari:
a. modal awal pemerintah;
b. rekomposisi iuran program 

jaminan sosial; dan/atau
c. dana operasional BPJS 

Ketenagakerjaan.
(2) Ketentuan lebih lanjut 

mengenai pendanaan jam-
inan kehilangan pekerjaan 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur dengan Pera-
turan Pemerintah.
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Sosial

TOPIK
UU BADAN 

PENYELENGGARA 
JAMINAN SOSIA

UU CIPTA KERJA PENJELASAN

Pasal 6 
(1) BPJS Kesehatan sebagaima-

na dimaksud dalam Pasal 5 
ayat (2) huruf a menyeleng-
garakan program jaminan 
kesehatan.

(2) BPJS Ketenagakerjaan se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 ayat (2) huruf b 
menyelenggarakan program:
a. jaminan kecelakaan ker-

ja;
b. jaminan hari tua;
c. jaminan pensiun; dan
d. jaminan kematian.

Pasal 6 
(1) BPJS Kesehatan sebagaima-

na dimaksud dalam Pasal 5 
ayat (2) huruf a menyeleng-
garakan program jaminan 
kesehatan.

(2) BPJS Ketenagakerjaan se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 ayat (2) huruf b 
menyelenggarakan program:
a. jaminan kecelakaan ker-

ja;
b. jaminan hari tua;
c. jaminan pensiun;
d. jaminan kematian; dan
e. jaminan kehilangan 

pekerjaan.

Dalam UUCK terdapat tam-
bahan mengenai jaminan 
kehilangan pekerjaan 

Fungsi 
Badan 
Penye-
lenggara 
Jaminan 
Sosial 

Pasal 9 
(1) BPJS Kesehatan sebagaima-

na dimaksud dalam Pasal 5 
ayat (2) huruf a berfungsi 
menyelenggarakan program 
jaminan kesehatan.

(2) BPJS Ketenagakerjaan se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 ayat (2) huruf b 
berfungsi menyelenggarakan 
program jaminan kecelakaan 
kerja, program jaminan 
kematian, program jaminan 
pensiun, dan jaminan hari 
tua.

Pasal 9 
(1) BPJS Kesehatan sebagaima-

na dimaksud dalam Pasal 5 
ayat (2) huruf a berfungsi 
menyelenggarakan program 
jaminan kesehatan.

(2) BPJS Ketenagakerjaan se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 ayat (2) huruf b 
berfungsi menyelenggarakan 
program jaminan kecelakaan 
kerja, program jaminan 
kematian, program jaminan 
pensiun, program jaminan 
hari tua, dan program jami-
nan kehilangan pekerjaan.

Dalam UUCK terdapat tam-
bahan mengenai jaminan 
Kesehatan terhadap jami-
nan kehilangan pekerjaan. 
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PENYELENGGARA 
JAMINAN SOSIA

UU CIPTA KERJA PENJELASAN

Aset BPJS Pasal 42 
Modal awal sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 41 ayat 
(1) huruf a untuk BPJS Keseha-
tan dan BPJS Ketenagakerjaan 
ditetapkan masing-masing paling 
banyak Rp2.000.000.000.000,00 
(dua triliun rupiah) yang bersum-
ber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara.

Pasal 42 
(1) Modal awal sebagaima-

na dimaksud dalam Pasal 
41 ayat (1) huruf a untuk 
BPJS Kesehatan dan BPJS 
Ketenagakerjaan ditetapkan 
masing-masing paling ban-
yak Rp2.000.000.000.000,00 
(dua triliun rupiah) yang 
bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja 
Negara.

(2) Modal awal sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 41 ayat 
(1) huruf a untuk program 
jaminan kehilangan peker-
jaan ditetapkan paling sedikit 
Rp6.000.000.000.000,00 
(enam triliun rupiah) yang 
bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja 
Negara.

Dalam UUCK terhadap 
tambahan ayat men-
genai program jaminan 
kehilangan pekerjaan 
ditetapkan paling sedikit 
Rp6.000.000.000.000,00 
yang bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara

45.  Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran In-
donesia

TOPIK UU PERLINDUNGAN PEKER-
JA MIGRAN INDONESIA UU CIPTA KERJA PENJELASAN

Pasal 1 
(1) Calon Pekerja Migran Indone-

sia adalah setiap tenaga kerja 
Indonesia yang memenuhi 
syarat sebagai pencari kerja 
yang akan bekerja di luar 
negeri dan terdaftar di in-
stansi pemerintah kabupaten/ 
kota yang bertanggung jawab 
di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 1
(1) Calon Pekerja Migran Indone-

sia adalah setiap tenaga kerja 
Indonesia yang memenuhi 
syarat sebagai pencari kerja 
yang akan bekerja di luar 
negeri dan terdaftar di instan-
si pemerintah kabupaten/kota 
yang bertanggung jawab di 
bidang ketenagakerjaan.
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(2)  Pekerja Migran Indonesia 
adalah setiap warga negara 
Indonesia yang akan, se-
dang, atau telah melakukan 
pekerjaan dengan menerima 
upah di luar wiiayah Republik 
Indonesia.

(3) Keluarga Pekerja Migran 
Indonesia adaiah suami, 
istri, anak, atau orang tua 
termasuk hubungan karena 
putusan dan/atau penetapan 
pengadilan, baik yang berada 
di Indonesia maupun yang 
tinggal bersama Pekerja Mi-
gran Indonesia di luar negeri.

(4) Pekerja Migran Indonesia 
Perseorangan adalah Pekerja 
Migran Indonesia yang akan 
bekerja ke luar negeri tanpa 
melalui pelaksana penempa-
tan.

(5) Pelindungan Pekerja Migran 
Indonesia adalah segala 
upaya untuk melindungi 
kepentingan Calon Pekerja 
Migran Indonesia dan/atau 
Pekerja Migran Indonesia dan 
keluarganya dalam mewujud-
kan terjaminnya pemenuhan 
haknya dalam keseluruhan 
kegiatan sebelum bekerja, 
selama bekeda, dan setelah 
bekerja dalam aspek hukum, 
ekonomi, dan sosial.

(2) Pekerja Migran Indonesia 
adalah setiap warga negara 
Indonesia yang akan, se-
dang, atau telah melakukan 
pekerjaan dengan menerima 
upah di luar wilayah Republik 
Indonesia.

(3) Keluarga Pekerja Migran 
Indonesia adalah suami, 
istri, anak, atau orang tua 
termasuk hubungan karena 
putusan dan/atau penetapan 
pengadilan, baik yang berada 
di Indonesia maupun yang 
tinggal bersama Pekerja Mi-
gran Indonesia di luar negeri.

(4) Pekerja Migran Indonesia 
Perseorangan adalah Pekerja 
Migran Indonesia yang akan 
bekerja ke luar negeri tanpa 
melalui pelaksana penempa-
tan.

(5) Pelindungan Pekerja Migran 
Indonesia adalah segala 
upaya untuk melindungi 
kepentingan Calon Pekerja 
Migran Indonesia dan/atau 
Pekerja Migran Indonesia dan 
keluarganya dalam mewujud-
kan terjaminnya pemenuhan 
haknya dalam keseluruhan 
kegiatan sebelum bekerja, 
selama bekerja, dan setelah 
bekerja dalam aspek hukum, 
ekonomi, dan sosial.
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(6) Pelindungan Sebelum Bekerja 
adalah keseluruhan aktivitas 
untuk memberikan pelindun-
gan sejak pendaftaran sampai 
pemberangkatan.

(7) Pelindungan Selama Bekerja 
adalah keseluruhan aktivitas 
untuk memberikan pelindun-
gan selama Pekerja Migran 
Indonesia dan anggota kelu-
arganya berada di luar negeri.

(8) Pelindungan Setelah Bekerja 
adalah keseluruhan aktivitas 
untuk memberikan pelind-
ungan sejak Pekerja Migran 
Indonesia dan anggota 
keluarganya tiba di debarkasi 
di Indonesia hingga kembali 
ke daerah asal, termasuk 
pelayanan lanjutan menjadi 
pekerja produktif.

(9) Perusahaan Penempatan 
Pekerja Migran Indonesia 
adalah badan usaha berbadan 
hukum perseroan terbatas 
yang telah memperoleh izin 
tertulis dari Menteri untuk 
menyelenggarakan pelayanan 
penempatan Pekerja Migran 
Indonesia.

(6) Pelindungan Sebelum Bekerja 
adalah keseluruhan aktivitas 
untuk memberikan pelindun-
gan sejak pendaftaran sampai 
pemberangkatan.

(7) Pelindungan Selama Bekerja 
adalah keseluruhan aktivitas 
untuk memberikan pelindun-
gan selama Pekerja Migran 
Indonesia dan anggota kelu-
arganya berada di luar negeri.

(8) Pelindungan Setelah Bekerja 
adalah keseluruhan aktivitas 
untuk memberikan pelind-
ungan sejak Pekerja Migran 
Indonesia dan anggota 
keluarganya tiba di debarkasi 
di Indonesia hingga kemba-
li ke daerah asal, termasuk 
pelayanan lanjutan menjadi 
pekerja produktif.

(9) Perusahaan Penempatan 
Pekerja Migran Indonesia 
adalah badan usaha berbadan 
hukum perseroan terbatas 
yang telah memperoleh izin 
tertulis dari Menteri untuk 
menyelenggarakan pelayanan 
penempatan Pekerja Migran 
Indonesia.
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(10) Mitra Usaha adalah instan-
si dan/atau badan usaha 
berbentuk badan hukum di 
negara tujuan penempatan 
yang bertanggung jawab 
menempatkan Pekerja Mi-
gran Indonesia pada pem-
beri kerja.

(11) Pemberi Kerja adalah instan-
si pemerintah, badan hukum 
pemerintah, badan hukum 
swasta, dan/atau perseo-
rangan di negara tujuan 
penempatan yang mem-
pekerjakan Pekerja Migran 
Indonesia.

(12) Perjanjian Kerja Sama Pen-
empatan adalah pedanjian 
tertulis antara Perusahaan 
Penempatan Pekerja Migran 
Indonesia dan Mitra Usaha 
atau Pemberi Kerja yang 
memuat hak dan kewajiban 
setiap pihak dalam rangka 
penempatan dan Pelindun-
gan Pekerja Migran Indone-
sia di negara tujuan penem-
patan.

(10) Mitra Usaha adalah instan-
si dan/atau badan usaha 
berbentuk badan hukum di 
negara tujuan penempatan 
yang bertanggung jawab 
menempatkan Pekerja 
Migran Indonesia pada pem-
beri kerja.

(11) Pemberi Kerja adalah in-
stansi pemerintah, badan 
hukum pemerintah, badan 
hukum swasta, dan/atau 
perseorangan di negara 
tujuan penempatan yang 
mempekerjakan Pekerja 
Migran Indonesia.

(12) Perjanjian Kerja Sama Pen-
empatan adalah perjanjian 
tertulis antara Perusahaan 
Penempatan Pekerja Migran 
Indonesia dan Mitra Usaha 
atau Pemberi Kerja yang 
memuat hak dan kewajiban 
setiap pihak dalam rangka 
penempatan dan Pelindun-
gan Pekerja Migran Indone-
sia di negara tujuan penem-
patan.
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(13) Perjanjian Penempatan 
Pekerja Migran Indonesia 
yang selanjutnya disebut 
Perjanjian Penempatan ada-
lah perjanjian tertulis antara 
pelaksana penempatan 
Pekerja Migran Indonesia 
dan Calon Pekerja Migran 
Indonesia yang memuat hak 
dan kewajiban setiap pihak, 
dalam rangka penempatan 
Pekerja Migran Indonesia di 
negara tujuan penempatan 
sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-un-
dangan.

(14) Perjanjian Kerja adalah 
perjanjian tertulis antara 
Pekerja Migran Indonesia 
dan Pemberi Kerja yang 
memuat syarat kerja, hak, 
dan kewajiban setiap pihak, 
serta jaminan keamanan 
dan keselamatan selama 
bekerja sesuai dengan 
ketentuan peraturan perun-
dang-undangan.

(15) 15. Visa Kerja adalah izin 
tertulis yang diberikan oleh 
pejabat yang berwenang 
di suatu negara tujuan 
penempatan yang memuat 
persetujuan untuk masuk 
dan melakukan pekerjaan di 
negara yang bersangkutan.

(13) Perjanjian Penempatan 
Pekerja Migran Indonesia 
yang selanjutnya disebut 
Perjanjian Penempatan ada-
lah perjanjian tertulis antara 
pelaksana penempatan 
Pekerja Migran Indonesia 
dan Calon Pekerja Migran 
Indonesia yang memuat hak 
dan kewajiban setiap pihak, 
dalam rangka penempatan 
Pekerja Migran Indonesia di 
negara tujuan penempatan 
sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-un-
dangan.

(14) Perjanjian Kerja adalah 
perjanjian tertulis antara 
Pekerja Migran Indonesia 
dan Pemberi Kerja yang 
memuat syarat kerja, hak, 
dan kewajiban setiap pihak, 
serta jaminan keamanan 
dan keselamatan selama 
bekerja sesuai dengan 
ketentuan peraturan perun-
dang-undangan.

(15) Visa Kerja adalah izin ter-
tulis yang diberikan oleh 
pejabat yang berwenang 
di suatu negara tujuan 
penempatan yang memuat 
persetujuan untuk masuk 
dan melakukan pekerjaan di 
negara yang bersangkutan.
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(16) Surat Izin Perusahaan 
Penempatan Pekerja Migran 
Indonesia yang selanjutn-
ya disebut SIP3MI adalah 
izin tertulis yang diberikan 
oleh Menteri kepada badan 
usaha berbadan hukum 
Indonesia yang akan menja-
di Perusahaan Penempatan 
Pekerja Migran Indonesia.

(17) Surat lzin Perekrutan Peker-
ja Migran Indonesia yang 
selanjutnya disebut SIP2MI 
adalah lzin yar.g diberikan 
oleh kepala Badan kepada 
Perusahaan Penempatan 
Pekerja Migran Indone-
sia yang digunakan untuk 
menempatkan Calon Pekerja 
Migran Indonesia.

(18) Jaminan Sosial adalah salah 
satu bentuk
pelindungan sosial untuk 
menjamin seluruh ralgrat 
agar dapat memenuhi kebu-
tuhan dasar hidupnya yang 
layak.

(19) Orang adalah orang perseo-
rangan dan/atau korporasi.

(20) Badan Penyelenggara Jami-
nan Sosial adalah badan hu-
kum yang menyelenggara-
kan program Jaminan Sosial 
Pekerja Migran Indonesia.

(16) Surat Izin Perusahaan 
Penempatan Pekerja Migran 
Indonesia yang selanjutnya 
disebut SIP3MI adalah izin 
tertulis yang diberikan oleh 
Pemerintah Pusat kepada 
badan usaha berbadan 
hukum Indonesia yang akan 
menjadi Perusahaan Penem-
patan Pekerja Migran Indo-
nesia.

(17) Surat Izin Perekrutan Peker-
ja Migran Indonesia yang 
selanjutnya disebut SIP2MI 
adalah izin yang diberikan 
oleh kepala Badan kepada 
Perusahaan Penempatan 
Pekerja Migran Indone-
sia yang digunakan untuk 
menempatkan Calon Pekerja 
Migran Indonesia.

(18) Jaminan Sosial adalah salah 
satu bentuk pelindungan 
sosial untuk menjamin 
seluruh rakyat agar dapat 
memenuhi kebutuhan dasar 
hidupnya yang layak.

(19) Orang adalah orang perseo-
rangan dan/atau korporasi.

(20) Badan Penyelenggara Jami-
nan Sosial adalah badan hu-
kum yang menyelenggara-
kan program Jaminan Sosial 
Pekerja Migran Indonesia.
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(21) Pemerintah Pusat adalah 
Presiden Republik Indonesia 
yang memegang kekua-
saan pemerintahan negara 
Republik Indonesia yang 
dibantu oleh Wakil Presiden 
dan menteri sebagaima-
na dimaksud dalam Un-
dang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 
1945.

(22) Pemerintah Daerah adalah 
kepala daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintah-
an daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemer-
intahan yang menjadi ke-
wenangan daerah otonom.

(23) Pemerintah Desa adalah 
kepala desa atau yang 
disebut dengan nama lain 
dibantu perangkat desa se-
bagai unsur penyelenggara 
pemerintahan desa. 

(21) Pemerintah Pusat adalah 
Presiden Republik Indonesia 
yang memegang kekua-
saan pemerintahan negara 
Republik Indonesia yang 
dibantu oleh Wakil Presiden 
dan menteri sebagaima-
na dimaksud dalam Un-
dang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 
1945.

(22) Pemerintah Daerah adalah 
kepala daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintah-
an daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemer-
intahan yang menjadi ke-
wenangan daerah otonom. 

(23) Pemerintah Desa adalah 
kepala desa atau yang 
disebut dengan nama lain 
dibantu perangkat desa se-
bagai unsur penyelenggara 
pemerintahan desa. 
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(24) Perwakilan Republik Indo-
nesia di Luar Negeri yang 
selanjutnya disebut Per-
wakilan Republik Indonesia 
adalah perwakilan diploma-
tik dan perwakilan konsuler 
Republik Indonesia yang 
secara resmi mewakili dan 
memperjuangkan kepent-
ingan bangsa, negara, dan 
pemerintah Republik Indo-
nesia secara keseluruhan di 
negara tujuan penempatan 
atau pada organisasi inter-
nasional.

(25) Menteri adalah menteri yang 
menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang 
ketenagakerjaan. (26) 
Badan adalah lembaga pe-
merintah nonkementerian 
yang bertugas sebagai 
pelaksana kebijakan dalam 
pelayanan dan Pelindungan 
Pekerja Migran Indonesia 
secara terpadu.

(24) Perwakilan Republik Indo-
nesia di Luar Negeri yang 
selanjutnya disebut Per-
wakilan Republik Indonesia 
adalah perwakilan diploma-
tik dan perwakilan konsuler 
Republik Indonesia yang 
secara resmi mewakili dan 
memperjuangkan kepent-
ingan bangsa, negara, dan 
pemerintah Republik Indo-
nesia secara keseluruhan di 
negara tujuan penempatan 
atau pada organisasi inter-
nasional. 

(25) Menteri adalah menteri yang 
menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang 
ketenagakerjaan. 

(26) Badan adalah lembaga 
pemerintah nonkementeri-
an yang bertugas sebagai 
pelaksana kebijakan dalam 
pelayanan dan Pelindungan 
Pekerja Migran Indonesia 
secara terpadu.
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Pelaksana 
Pene-
mpatan 
Pekerja 
Imigran 
Indonesia

Pasal 51
(1) Perusahaan yang akan 

menjadi Perusahaan Penem-
patan Pekerja Migran Indo-
nesia sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 49 huruf b 
wajib mendapat izin tertulis 
berupa SIP3MI dari Menteri.

(2) SIP3MI sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) tidak 
dapat dialihkan dan dipin-
dahtangankan kepada pihak 
lain.

(3) Ketentuan lebih lanjut men-
genai izin tertulis berupa 
SIP3Mi sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) diatur 
dengan Peraturan Menteri.

Pasal 51
(1) Perusahaan Penempatan 

Pekerja Migran Indonesia 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 49 huruf b 
wajib memiliki izin yang me-
menuhi Perizinan Berusaha 
dan diterbitkan oleh Pemer-
intah Pusat.

(2) Izin sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tidak dapat 
dialihkan dan dipindahtan-
gankan kepada pihak lain.

(3) Perizinan Berusaha se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) harus memenuhi 
norma, standar, prosedur, 
dan kriteria yang ditetapkan 
oleh Pemerintah Pusat.

•	 Mengubah pernyata-
an mengenai izin 
yang diperlukan, di 
mana sebelumn-
ya secara jelaskan 
menyebutkan melalui 
izin berupa SIP3MI 
dari Menteri menjadi 
melalui izin Pemerin-
tah Pusat yang diatur 
lebih lanjut dalam 
Peraturan Pemerin-
tah.

Pelaksana 
Pene-
mpatan 
Pekerja 
Imigran 
Indonesia 

Pasal 53
(1) Perusahaan Penempatan 

Pekerja Migran Indonesia 
dapat membentuk kan-
tor cabang di luar wilayah 
domisili kantor pusatnya.

(2) Kegiatan yang dilakukan 
oleh kantor cabang Perusa-
haan Penempatan Pekerja 
Migran Indonesia menjadi 
tanggung jawab kantor pu-
sat Perusahaan Penempatan 
Pekerja Migran Indonesia.

(3) Kantor cabang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) wa-
jib terdaftar di Pemerintah 
Daerah provinsi.

Pasal 53
(1) Perusahaan Penempatan 

Pekerja Migran Indonesia 
dapat membentuk kan-
tor cabang di luar wilayah 
domisili kantor pusatnya.

(2) Kegiatan yang dilakukan 
oleh kantor cabang Perusa-
haan Penempatan Pekerja 
Migran Indonesia menjadi 
tanggung jawab kantor pu-
sat Perusahaan Penempatan 
Pekerja Migran Indonesia.

(3) Kantor cabang sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
wajib memenuhi Perizinan 
Berusaha yang diterbitkan 
oleh Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota.

•	 Izin terhadap kantor 
cabang dari peru-
sahaan penempa-
tan pekerja migran 
diterbitkan oleh 
Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota, di 
mana sebelumnya 
diberikan oleh Pemer-
intah Daerah Provinsi.



910
P E D O M A N  M E M A H A M I  R U U  O M N I B U S  L A W

DNT LAWYERS

(4) Ketentuan iebih lanjut 
mengenai tata cara pem-
bentukan kantor cabang 
Perusahaan Penempatan 
Pekerja Migran Indonesia 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur dengan 
Peraturan Menteri.

(4) Perizinan Berusaha se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (3) harus memenuhi 
norma, standar, prosedur, 
dan kriteria yang ditetapkan 
oleh Pemerintah Pusat.

•	 Pengungkapan secara 
implisit mengenai 
etentuan lebih lanjut 
mengenai tata cara 
pembuatan kantor 
cabang perusahaan 
penempatan pekerja 
migran diatur oleh 
Pemerintah Pusat, 
yang sebelumnya 
dinyatakan secara ek-
splisit oleh Peraturan 
Menteri.

Pasal 57 
(1) SIP3MI diberikan untuk 

jangka waktu 5 (lima) tahun 
dan dapat diperpanjang 
setiap 5 (lima) tahun sekaii 
setelah mendapat rekomen-
dasi dari Badan.

(2) Selain harus memenuhi 
syarat sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 54 ayat (1), 
perpanjangan SIP3MI se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (l) dapat diberikan 
kepada Perusahaan Penem-
patan Pekerja Migran In-
donesia dengan memenuhi 
persyaratan paling sedikit:

Pasal 57 
(1) Perusahaan Penempatan 

Pekerja Migran Indonesia 
harus menyerahkan pemba-
ruan data paling lambat 30 
(tiga puluh) hari kerja.

(2) Dalam hal Perusahaan 
Penempatan Pekerja Migran 
Indonesia tidak menyer-
ahkan pembaruan data 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Perusahaan 
Penempatan Pekerja Migran 
Indonesia diizinkan untuk 
memperbarui izin paling 
lambat 30 (tiga puluh) hari 
kerja dengan membayar 
denda keterlambatan.

•	 Penghapusan aturan 
mengenai jangka 
waktu yang diberikan 
untuk SIP3MI 

•	 Penghapusan atur-
an mengenai syarat 
perpanjang SIP3MI 

•	 Perubahan atas 
ketentuan denda 
yang semula diatur 
dengan Peraturan 
Menteri menjadi dia-
tur dalam peraturan 
perundang-undangan. 
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a. telah melaksanakan ke-
wajibannya untuk mem-
berikan laporan secara 
periodik kepada Menteri;

b. telah melaksanakan pen-
empatan paling sedikit 
75% (tujuh puluh lima 
persen) dari rencana 
penempatan pada waktu 
memperoleh SIP3MI;

c. masih memiliki sarana 
dan prasarana yang ses-
uai dengan standar yang 
ditetapkan;

d. memiliki neraca keuan-
gan selama 2 (dua) ta-
hun terakhir tidak men-
galami kerugian yang 
diaudit akuntan publik;

e. tidak dalam kondisi dis-
kors; dan

f. telah melaporkan dan 
menyerahkan pers-
yaratan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 
54 ayat (1) untuk divali-
dasi ulang.

(3) Perusahaan Penempatan 
Pekerja Migran Indonesia 
harus menyerahkan pem-
baruan data dan menyele-
saikan persyaratan se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (2) paling lambat 30 
(tiga puluh) hari kerja.

(3) Ketentuan mengenai denda 
keterlambatan sebagaima-
na dimaksud pada ayat (2) 
dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perun-
dang-undangan.
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(4) Dalam hal Perusahaan 
Penempatan Pekerja Migran 
Indonesia tidak menyer-
ahkan pembaruan data 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3), Perusahaan 
Penempatan Pekerja Migran 
Indonesia diizinkan untuk 
memperbarui SIP3MI paling 
lambat 30 (tiga puluh) hari 
kerja dengan membayar 
denda keterlambatan.

(5) Ketentuan lebih lanjut men-
genai denda keterlambatan 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) diatur dengan 
Peraturan Menteri.

Pasal ini sebelumnya tidak ada 
dalam UU Pelindungan Pekerja 
Migran Indonesia

Pasal 89A
Pada saat berlakunya Un-
dang-Undang tentang Cipta Ker-
ja maka pengertian atau makna 
SIP3MI dalam Undang-Undang 
Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
Pelindungan Pekerja Migran 
Indonesia menyesuaikan dengan 
ketentuan mengenai Perizinan 
Berusaha.

SIP3MI dalam UU 
Pelindungan Pekerja 
Migran Indonesia diarti-
kan sebagai izin tertulis 
yang diberikan oleh 
Menteri kepada badan 
usaha berbadan hukum 
Indonesia yang akan 
menjadi Perusahaan 
Penempatan Pekerja 
Migran Indonesia.

Perizinan berusaha 
adalah legalitas yang 
diberikan kepada Pelaku 
Usaha untuk memulai 
dan menjalankan usaha 
dan/atau kegiatannya.
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KEMUDAHAN, PERLINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN 
KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

1. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

TOPIK UU PERKOPERASIAN UU CIPTAKER KETERANGAN
Syarat 
pemben-
tukan

Pasal 6 
(1) Koperasi Primer dibentuk 

sekurang-kurangnya 20 (dua 
puluh) orang. 

(2) Koperasi Sekunder dibentuk 
oleh sekurang-kurangnya 3 
(tiga) Koperasi.

Pasal 6 
(1) Koperasi Primer dibentuk 

paling sedikit oleh 9 (sembi-
lan) orang. 

(2) Koperasi Sekunder dibentuk 
oleh paling sedikit 3 (tiga) 
Koperasi.

Terdapat perubahan 
tentang jumlah mini-
mum orang untuk mem-
bentuk koperasi primer. 
Dari 20 orang menjadi 9 
orang.

Keang-
gotaan 

Pasal 17 
(1) Anggota Koperasi adalah 

pemilik dan sekaligus peng-
guna jasa Koperasi. 

(2) Keanggotaan Koperasi 
dicatat dalam buku daftar 
angota.

Penjelasan pasal :
Ayat (1) 

Sebagai pemilik dan peng-
guna jasa Koperasi, anggota 
berpartisipasi aktif dalam 
kegiatan Koperasi. Sekali-
pun demikian, sepanjang 
tidak merugikan kepent-
ingannya, Koperasi dapat 
pula memberikan pelayanan 
kepada bukan anggota 
sesuai dengan sifat kegiatan 
usahanya, dengan maksud 
untuk menarik yang bukan 
anggota menjadi anggota 
Koperasi 

Ayat (2) Cukup jelas

Penjelasan Pasal 17 diubah 
sebagaimana tercantum dalam 
penjelasan.
Penjelasan pasal :
ayat (1)  

Sebagai pemilik dan peng-
guna jasa Koperasi, anggota 
berpartisipasi aktif dalam 
kegiatan Koperasi. Sekalipun 
demikian, sepanjang tidak 
merugikan kepentingannya, 
Koperasi dapat pula mem-
berikan pelayanan kepada 
bukan anggota sesuai den-
gan sifat kegiatan usahan-
ya, dengan maksud untuk 
menarik yang bukan anggota 
menjadi anggota Koperasi. 

Ayat (2) 
Buku daftar anggota koper-
asi dapat berbentuk doku-
men tertulis atau dokumen 
elektronik.

Dalam penjelasan pasal 
ini, menjelaskan bahwa 
buku daftar anggota 
koperasi dapat berben-
tuk dokumen tertulis 
maupun elektronik.
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TOPIK UU PERKOPERASIAN UU CIPTAKER KETERANGAN
Perangkat 
organisasi 

Pasal 21 
Perangkat Organisasi Koperasi 
terdiri dari : 
a. Rapat Anggota; 
b. Pengurus; 
c. Pengawas.

Pasal 21
(1) Perangkat organisasi Kopera-

si terdiri atas: 
a. Rapat Anggota; 
b. Pengurus; dan 
c. Pengawas. 

(2) Selain memiliki perangkat or-
ganisasi Koperasi sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1), 
Koperasi yang menjalankan 
kegiatan usaha berdasarkan 
prinsip syariah wajib memiliki 
dewan pengawas syariah.

Koperasi yang men-
jalankan kegiatan usaha 
berdasarkan prinsip 
Syariah wajib memiliki 
dewan pengawas Sya-
riah.

Rapat 
anggota 

Pasal 22 
(1) Rapat Anggota merupakan 

pemegang kekuasaan tert-
inggi dalam Koperasi. 

(2) Rapat Anggota dihadiri oleh 
anggota yang pelaksanaan-
nya diatur dalam Anggaran 
Dasar.

Pasal 22 
(1) Rapat Anggota merupakan 

pemegang kekuasaan tert-
inggi dalam Koperasi. 

(2) Rapat Anggota sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
dihadiri oleh anggota yang 
pelaksanaanya diatur dalam 
Anggaran Dasar/Anggaran 
Rumah Tangga. 

(3) Rapat Anggota sebagaima-
na dimaksud pada ayat (2) 
dapat dilakukan secara dar-
ing dan/atau luring. 

(4) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai Rapat Anggota 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), ayat (2), dan ayat 
(3) diatur dalam Anggaran 
Dasar/Anggaran Rumah 
Tangga.

Lapangan 
usaha

Pasal 43 
(1) Usaha Koperasi adalah usaha 

yang berkaitan langsung 
dengan kepentingan anggota 
untuk meningkatkan usaha 
dan kesejahteraan anggota. 

(2) Kelebihan kemampuan 
pelayanan Koperasi dapat 
digunakan untuk memenuhi 
kebutuhan masyarakat yang 
bukan anggota Koperasi. 

Pasal 43 
(1) Usaha Koperasi adalah usaha 

yang berkaitan langsung 
dengan kepentingan anggota 
untuk meningkatkan usaha 
dan kesejahteraan anggota. 

(2) Usaha Koperasi sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
dapat dilaksanakan secara 
tunggal usaha atau serba 
usaha. 

Usaha koperasi dapat 
dilaksanakan secara 
tunggal maupun 
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(3) Koperasi menjalankan kegia-

tan usa dan berperan utama 
di segala bidang kehidupan 
ekonomi rakyat.

(3) Kelebihan kemampuan 
pelayanan Koperasi dapat 
digunakan untuk memenuhi 
kebutuhan masyarakat 
yang bukan anggota Kop-
erasi dalam rangka menarik 
masyarakat menjadi anggota 
Koperasi. 

(4) Koperasi menjalankan 
kegiatan usaha dan berper-
an utama di segala bidang 
kehidupan ekonomi rakyat. 

(5) Ketentuan lebih lanjut men-
genai kegiatan usaha Kop-
erasi diatur dalam Peraturan 
Pemerintah.

Pasal 44 
(1) Koperasi dapat menghimpun 

dana dan menyalurkannya 
melalui kegiatan usaha sim-
pan pinjam dari dan untuk : 
a. anggota Koperasi yang 

bersangkutan; 
b. Koperasi lain dan/atau 

anggotanya. 
(2) Kegiatan usaha simpan 

pinjam dapat dilaksanakan 
sebagai salah satu atau 
satu-satunya kegiatan usaha 
Koperasi. 

(3) Pelaksanaan kegiatan usaha 
simpan pinjam oleh Koperasi 
diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Pemerintah.

Pasal 44A 
(1) Koperasi dapat menjalankan 

kegiatan usaha berdasarkan 
prinsip syariah. 

(2) Koperasi sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) harus 
mempunyai dewan penga-
was syariah. 

(3) Dewan pengawas syariah 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) terdiri atas 1 (satu) 
orang atau lebih yang me-
mahami syariah dan diang-
kat oleh Rapat Anggota. 

(4) Dewan pengawas syariah 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) bertugas 
memberikan nasihat dan 
saran kepada Pengurus serta 
mengawasi kegiatan Kopera-
si agar sesuai dengan prinsip 
syariah. 

(5) Dewan pengawas syariah 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) selanjutnya 
mendapatkan pembinaan 
atau pengembangan kapa-
sitas oleh Pemerintah Pusat 
dan/atau Dewan Syariah 
Nasional Majelis Ulama Indo-
nesia. 

Diantara pasal 44 dan 
45 di sisipkan pasl 44A
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TOPIK UU PERKOPERASIAN UU CIPTAKER KETERANGAN
(6) Ketentuan lebih lanjut 

mengenai Koperasi yang 
menjalankan kegiatan usaha 
berdasarkan prinsip syari-
ah diatur dalam Peraturan 
Pemerintah.

TOPIK UU USAHA MIKRO, KECIL 
DAN MENENGAH

OMNIBUS LAW KETERANGAN

Kriteria Pasal 6 
(1) Kriteria Usaha Mikro adalah 

sebagai berikut: 
a. memiliki kekayaan 

bersih paling banyak 
Rp50.000.000,00 (lima 
puluh juta rupiah) tidak 
termasuk tanah dan 
bangunan tempat usaha; 
atau 

b. memiliki hasil penjualan 
tahunan paling banyak 
Rp300.000.000,00 (tiga 
ratus juta rupiah). 

(2) Kriteria Usaha Kecil adalah 
sebagai berikut: 
a. memiliki kekayaan 

bersih lebih dari 
Rp50.000.000,00 (lima 
puluh juta rupiah) sam-
pai dengan paling ban-
yak Rp500.000.000,00 
(lima ratus juta rupiah) 
tidak termasuk tanah 
dan bangunan tempat 
usaha; 

b. memiliki hasil penjua-
lan tahunan lebih dari 
Rp300.000.000,00 (tiga 
ratus juta rupiah) sampai 
dengan paling banyak 
Rp2.500.000.000,00 
(dua milyar lima ratus 
juta rupiah). 

Pasal 6 
(1) Kriteria Usaha Mikro, Ke-

cil, dan Menengah dapat 
memuat modal usaha, 
omzet, indikator kekayaan 
bersih, hasil penjualan 
tahunan, atau nilai investa-
si, insentif dan disinsentif, 
penerapan teknologi ramah 
lingkungan, kandungan lo-
kal, atau jumlah tenaga kerja 
sesuai dengan kriteria setiap 
sektor usaha. 

(2) Ketentuan lebih lanjut men-
genai kriteria Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah diatur 
dalam Peraturan Pemerintah.

Kriteria UMK-M dilihat 
berdasarkan sektor 
usaha, dan ketentuan 
lebih lanjutnya diatur di 
dalam PP
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(3) Kriteria Usaha Menengah 
adalah sebagai berikut: 
a. memiliki kekayaan 

bersih lebih dari 
Rp500.000.000,00 (lima 
ratus juta rupiah) sampai 
dengan paling banyak 
Rp10.000.000.000,00 
(sepuluh milyar rupiah) 
tidak termasuk tanah 
dan bangunan tempat 
usaha; atau 

b. memiliki hasil penjua-
lan tahunan lebih dari 
Rp2.500.000.000,00 
(dua milyar lima ratus 
juta rupiah) sampai 
dengan paling banyak 
Rp50.000.000.000,00 
(lima puluh milyar rupi-
ah). 

(4) Kriteria sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) huruf a, 
huruf b, dan ayat (2) huruf 
a, huruf b, serta ayat (3) 
huruf a, huruf b nilai nom-
inalnya dapat diubah ses-
uai dengan perkembangan 
perekonomian yang diatur 
dengan Peraturan Presiden.
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TOPIK UU USAHA MIKRO, KECIL 
DAN MENENGAH

OMNIBUS LAW KETERANGAN

Penum-
buhan 
iklim 
usaha 

Pasal 12 
(1) Aspek perizinan usaha se-

bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 7 ayat (1) huruf e 
ditujukan untuk: 
a. menyederhanakan tata 

cara dan jenis perizinan 
usaha dengan sistem 
pelayanan terpadu satu 
pintu; dan 

b. membebaskan biaya 
perizinan bagi Usaha 
Mikro dan memberikan 
keringanan biaya perizin-
an bagi Usaha Kecil. 

(2) Ketentuan lebih lanjut men-
genai persyaratan dan tata 
cara permohonan izin usaha 
diatur dengan Peraturan 
Pemerintah.

Pasal 12 
(1) Aspek perizinan usaha se-

bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 7 ayat (1) huruf e 
ditujukan untuk: 
a. menyederhanakan tata 

cara dan jenis Perizinan 
Berusaha dengan sistem 
pelayanan terpadu satu 
pintu; dan 

b. membebaskan biaya 
Perizinan Berusaha bagi 
Usaha Mikro dan mem-
berikan keringanan biaya 
Perizinan Berusaha bagi 
Usaha Kecil. 

(2) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai persyaratan dan 
tata cara Perizinan Berusa-
ha diatur dalam Peraturan 
Pemerintah.

Perubahan diksi perizin-
an berusaha.
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DAN MENENGAH

OMNIBUS LAW KETERANGAN

Pem-
biayaan 
dan 
peminja-
man

Pasal 21 
(1) Pemerintah dan Pemerintah 

Daerah menyediakan pem-
biayaan bagi Usaha Mikro 
dan Kecil. 

(2) Badan Usaha Milik Negara 
dapat menyediakan pem-
biayaan dari penyisihan 
bagian laba tahunan yang 
dialokasikan kepada Usaha 
Mikro dan Kecil dalam ben-
tuk pemberian pinjaman, 
penjaminan, hibah, dan 
pembiayaan lainnya. 

(3) Usaha Besar nasional dan 
asing dapat menyediakan 
pembiayaan yang dialo-
kasikan kepada Usaha Mikro 
dan Kecil dalam bentuk pem-
berian pinjaman, penjami-
nan, hibah, dan pembiayaan 
lainnya. 

(4) Pemerintah, Pemerintah 
Daerah, dan Dunia Usaha 
dapat memberikan hibah, 
mengusahakan bantuan 
luar negeri, dan mengusa-
hakan sumber pembiayaan 
lain yang sah serta tidak 
mengikat untuk Usaha Mikro 
dan Kecil. 

(5) Pemerintah dan Pemerintah 
Daerah dapat memberikan 
insentif dalam bentuk kemu-
dahan persyaratan perizin-
an, keringanan tarif sarana 
dan prasarana, dan bentuk 
insentif lainnya yang sesuai 
dengan ketentuan peraturan 
perundangundangan kepada 
dunia usaha yang menye-
diakan pembiayaan bagi 
Usaha Mikro dan Kecil.

Pasal 21 
(1) Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah menye-
diakan pembiayaan bagi 
Usaha Mikro dan Kecil; 

(2) Badan Usaha Milik Negara 
menyediakan pembiayaan 
dari penyisihan bagian laba 
tahunan yang dialokasikan 
kepada Usaha Mikro dan 
Kecil dalam bentuk pembe-
rian pinjaman, penjaminan, 
hibah, dan pembiayaan 
lainnya. 

(3) Usaha Besar nasional dan 
asing menyediakan pem-
biayaan yang dialokasikan 
kepada Usaha Mikro dan 
Kecil dalam bentuk pembe-
rian pinjaman, penjaminan, 
hibah, dan pembiayaan 
lainnya. 

(4) Pemerintah Pusat, Pemer-
intah Daerah, dan Dunia 
Usaha memberikan hibah, 
mengusahakan bantuan 
luar negeri, dan mengusa-
hakan sumber pembiayaan 
lain yang sah serta tidak 
mengikat untuk Usaha Mikro 
dan Kecil. 

(5) Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah sesuai 
dengan kewenangannya 
memberikan insentif dalam 
bentuk kemudahan pers-
yaratan perizinan, keringa-
nan tarif sarana dan prasa-
rana, dan bentuk insentif 
lainnya yang sesuai dengan 
ketentuan peraturan perun-
dangundangan kepada Dunia 
Usaha yang menyediakan 
pembiayaan bagi Usaha 
Mikro dan Kecil.

Hanya perubahan diksi 
di ayat 5
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Kemitraan Pasal 25 
(1) Pemerintah, Pemerintah 

Daerah, Dunia Usaha, dan 
masyarakat memfasilitasi, 
mendukung, dan menstimu-
lasi kegiatan kemitraan, yang 
saling membutuhkan, mem-
percayai, memperkuat, dan 
menguntungkan. 

(2) Kemitraan antar-Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah 
dan Kemitraan antara Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah 
dengan Usaha Besar men-
cakup proses alih keterampi-
lan di bidang produksi dan 
pengolahan, pemasaran, 
permodalan, sumber daya 
manusia, dan teknologi. 

(3) Menteri dan Menteri Teknis 
mengatur pemberian insentif 
kepada Usaha Besar yang 
melakukan kemitraan den-
gan Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah melalui inovasi 
dan pengembangan produk 
berorientasi ekspor, penyer-
apan tenaga kerja, penggu-
naan teknologi tepat guna 
dan ramah lingkungan, serta 
menyelenggarakan pendi-
dikan dan pelatihan.

Pasal 25 di hapuskan

Pasal 26 
Kemitraan dilaksanakan dengan 
pola: 
a. inti-plasma; 
b. subkontrak; 
c. waralaba; 
d. perdagangan umum; 
e. distribusi dan keagenan; dan 
f. bentuk-bentuk kemitraan 

lain, seperti: bagi hasil, ker-
jasama operasional, usaha 
patungan (joint venture), 
dan penyumberluaran (out-
sourching).

Pasal 26 
Kemitraan dilaksanakan dengan 
pola: 
a. inti-plasma; 
b. subkontrak; 
c. waralaba; 
d. perdagangan umum; 
e. distribusi dan keagenan; 
f. rantai pasok; dan 
g. bentuk-bentuk kemitraan lain.

Kemitraan dapat juga 
dilaksanakan dengan 
pola rantai pasok 
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Pasal 30 
(1) Pelaksanaan kemitraan 

dengan pola perdagangan 
umum sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 26 huruf d, 
dapat dilakukan dalam ben-
tuk kerjasama pemasaran, 
penyediaan lokasi usaha, 
atau penerimaan pasokan 
dari Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah oleh Usaha Besar 
yang dilakukan secara terbu-
ka. 

(2) Pemenuhan kebutuhan ba-
rang dan jasa yang diperlu-
kan oleh Usaha Besar dilaku-
kan dengan mengutamakan 
pengadaan hasil produksi 
Usaha Kecil atau Usaha 
Mikro sepanjang memenuhi 
standar mutu barang dan 
jasa yang diperlukan. 

(3) Pengaturan sistem pemba-
yaran dilakukan dengan tidak 
merugikan salah satu pihak.

Pasal 30 
(1) Pelaksanaan kemitraan 

dengan pola perdagangan 
umum sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 26 huruf 
d, dapat dilakukan dalam 
bentuk kerja sama pemasa-
ran, atau penyediaan lokasi 
usaha dari Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah oleh 
Usaha Besar yang dilakukan 
secara terbuka. 

(2) Pemenuhan kebutuhan ba-
rang dan jasa yang diperlu-
kan oleh Usaha Besar dilaku-
kan dengan mengutamakan 
pengadaan hasil produksi 
Usaha Kecil atau Usaha 
Mikro sepanjang memenuhi 
standar mutu barang dan 
jasa yang diperlukan. 

(3) Pengaturan sistem pemba-
yaran dilakukan dengan tidak 
merugikan salah satu pihak.

Dalam omnibus law, 
dalam pasal 30 ayat (1) 
tidak ada kata “pener-
ima pasokan” karena 
telah tercantum dalam 
pasal 26 bahwa rantai 
pasok termasuk salah 
satu pola kemitraan.

Pasal 32A 
Dalam pelaksanaan kemitraan 

dengan pola rantai pasok 
sebagaimana dimaksud da-
lam Pasal 26 huruf f, dapat 
dilakukan melalui kegiatan 
dari Usaha Mikro dan Kecil 
oleh Usaha Menengah dan 
Usaha Besar paling sedikit 
meliputi: 

a. pengelolaan perpindahan 
produk yang dilakukan oleh 
perusahaan dengan penye-
dia bahan baku; 

b. pendistribusian produk dari 
perusahaan ke konsumen; 
dan/atau 

c. pengelolaan ketersediaan 
bahan baku, pasokan bahan 
baku serta proses fabrikasi.
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Pasal 35 
(1) Usaha Besar dilarang memi-

liki dan/atau menguasai 
Usaha Mikro, Kecil, dan/atau 
Menengah sebagai mitra 
usahanya dalam pelaksanaan 
hubungan kemitraan se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 26. 

(2) Usaha Menengah dilarang 
memiliki dan/atau mengua-
sai Usaha Mikro dan/atau 
Usaha Kecil mitra usahanya.

Dalam penjelasannya dikatakan 
“cukup jelas”

Penjelasan dalam pasal 35 ini 
diubah menjadi :

Ayat 
(1) Yang dimaksud “memiliki” 

adalah adanya peralihan 
kepemilikan secara yuridis 
atas badan usaha/perusa-
haan dan/atau aset atau 
kekayaan yang dimiliki Usaha 
Mikro, Kecil, dan/atau Me-
nengah oleh Usaha Besar 
sebagai mitra usahanya da-
lam pelaksanaan hubungan 
kemitraan. 

(2) Yang dimaksud “menguasai” 
adalah adanya peralihan 
penguasaan secara yuridis 
atas kegiatan usaha yang 
dijalankan dan/atau aset 
atau kekayaan dimiliki Usaha 
Mikro, Kecil, dan/atau Me-
nengah oleh Usaha Besar 
sebagai mitra usahanya da-
lam pelaksanaan hubungan 
kemitraan.
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Basis 
Data 
Tunggal

Pasal 88
(1) Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah wajib 
menyelenggarakan sistem 
informasi dan pendataan 
UMK-M yang terintegrasi.

(2) Hasil pendataan sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
sebagai basis data tunggal 
UMK-M.

(3) Basis data tunggal se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (2) wajib digunakan 
sebagai pertimbangan untuk 
menentukan kebijakan men-
genai UMK-M.

(4) Basis data tunggal se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (2) disajikan secara 
tepat waktu, akurat, dan te-
pat guna serta dapat diakses 
oleh masyarakat.

(5) Pemerintah Pusat melakukan 
pembaharuan sistem infor-
masi dan basis data tunggal 
paling sedikit 1 (satu) kali 
dalam 1 (satu) tahun.

(6) Basis data tunggal se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dibentuk dalam 
jangka waktu paling lama 2 
(dua) tahun sejak berlakun-
ya Undang-Undang ini.

(7) Ketentuan lebih lanjut men-
genai basis data tunggal 
UMK-M diatur dalam Peratur-
an Pemerintah.
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Penge-
lolaan 
Terpadu 
Usaha 
Mikro dan 
Kecil

Pasal 89
(1) Pemerintah Pusat men-

dorong implementasi penge-
lolaan terpadu Usaha Mikro 
dan Kecil dalam penataan 
klister melalui sinergi Pe-
merintah Pusat, Pemerintah 
Daerah, dan pemangku 
kepentingan terkait.
(1) Pengelolaan terpadu 

Usaha Mikro dan Kecil 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) merupa-
kan kumpulan kelompok 
Usaha Mikro dan Kecil 
yang terkait dalam:
a. suatu rantai produk 

umum;
b. ketergantungan atas 

keterampilan tenaga 
kerja yang serupa; 
atau

c. penggunaan teknolo-
gi yang serupa dan 
saling melengkapi 
secara terintegrasi.

(2) Saling melengkapi secara 
terintegrasi sebagaimana di-
maksud pada ayat (2) huruf 
c dilaksanakan di lokasi 
klaster dengan tahap pendi-
rian/legalisasi, pembiayaan, 
penyediaan bahan baku, 
proses produksi, kurasi, dan 
pemasaran produk Usa-
ha Mikro dan Kecil melalui 
perdagangan elektronik/non 
elektronik.
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(3) Penentuan lokasi Klaster Us-
aha Mikro dan Kecil disusun 
dalam program Pemerintah 
Pusat dan Pemerintah Daer-
ah dengan memperhatikan 
pemetaan potensi, keung-
gulan daerah, dan strategi 
penentuan lokasi usaha.

(4) Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah melak-
sanakan pendampingan se-
bagai upaya pengembangan 
Usaha Mikro dan Kecil untuk 
memberi dukungan maneje-
men, sumber daya manusia, 
anggaran, serta sarana dan 
prasarana.

(5) Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah dalam 
menyediakan dukungan 
sumber daya manusia, 
anggaran, serta sarana dan 
prasarana sebagaimana di-
maksud pada ayat (5) wajib 
memberikan fasilitas yang 
meliputi:
a. lahan lokasi klaster;
b. aspek produksi;
c. infrastruktur;
d. rantai nilai;
e. pendirian badan hukum;
f. sertifikasi dan standard-

isasi;
g. promosi;
h. pemasaran;
i. digitalisasi; dan
j. penelitian dan pengem-

bangan.
(6) Pemerintah Pusat mengoor-

dinasikan pengelolaan ter-
padu Usaha Mikro dan Kecil 
dalam penataan klaster.
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(7) Pemerintah Pusat melakukan 
evaluasi pengelolaan terpadu 
Usaha Mikro dan Kecil dalam 
penataan klaster.

Ketentuan lebih lanjut mengenai 
pengelolaan terpadu Usaha 
Mikro dan Kecil diatur dalam 
Peraturan Pemeri

Kemitraan Pasal 90
(1) Pemerintah Pusat dan Pe-

merintah Daerah sesuai den-
gan kewenangannya wajib 
memfasilitasi, mendukung, 
dan menstimulasi kegiatan 
kemitraan Usaha Menengah 
dan Usaha Besar dengan 
Koperasi, Usaha Mikro, dan 
Usaha Kecil yang bertujuan 
untuk meningkatkan kompe-
tensi dan level usaha.

(2) Kemitraan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
mencakup proses alih keter-
ampilan di bidang produksi 
dan pengolahan, pemasaran, 
permodalan, sumber daya 
manusia, dan teknologi.

(3) Pemerintah Pusat dan Pe-
merintah Daerah memberi-
kan insentif dan kemudahan 
berusaha dalam rangka 
kemitraan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perun-
dang-undangan.

(4) Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah sesuai 
dengan kewenangannya 
melakukan pengawasan dan 
evaluasi terhadap pelak-
sanaan kemitraan antara 
Usaha Menengah dan Usaha 
Besar dengan Koperasi, Usa-
ha Mikro, dan Usaha Kecil.
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(5) Pemerintah Pusat mengatur 
pemberian insentif kepada 
Usaha Menengah dan Usaha 
Besar yang melakukan kemi-
traan dengan Koperasi, Us-
aha Mikro, dan Usaha Kecil 
melalui inovasi dan pengem-
bangan produk berorientasi 
ekspor, penyerapan tenaga 
kerja, penggunaan teknolo-
gi tepat  guna dan ramah 
lingkungan, serta menye-
lenggarakan pendidikan dan 
pelatihan.

(6) Ketentuan lebih lanjut men-
genai kemitraan diatur dalam 
Peraturan Pemerintah.

Kemu-
dahan 
Perizinan 
Berusaha

Pasal 91
(1) Dalam rangka kemudahan 

Perizinan Berusaha, Pemer-
intah Pusat dan Pemerin-
tah Daerah sesuai dengan 
kewenangannya wajib 
melakukan pembinaan dan 
pendaftaran bagi Usaha 
Mikro dan Kecil berdasarkan 
norma standar, prosedur, dan 
kriteria yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat.

(2) Pendaftaran sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) dapat 
dilakukan secara daring atau 
luring dengan melampirkan:
a. Kartu Tanda Penduduk 

(KTP); dan 
b. Surat keterangan beru-

saha dari pemerintah 
setingkat rukun tetang-
ga.

(3) Pendaftaran secara daring 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) diberi nomor induk 
berusaha melalui sistem 
Perizinan Berusaha secara 
elektronik.
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(4) Nomor induk berusaha se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (3) merupakan perizin-
an tunggal yang berlaku un-
tuk semua kegiatan usaha.

(5) Perizinan tunggal se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (4) meliputi Perizinan 
Berusaha, Standar Nasional 
Indonesia, dan sertifikasi 
jaminan produk halal.

(6) Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah sesuai 
dengan kewenangannya 
berdasarkan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria yang 
ditetapkan oleh Pemerintah 
Pusat wajib melakukan pem-
binaan terhadap Perizinan 
Berusaha, pemenuhan stan-
dar, Standar Nasional Indo-
nesia, dan sertifikasi jaminan 
produk halal.

(7) Dalam hal kegiatan usaha 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) memiliki risiko 
menengah atau tinggi ter-
hadap kesehatan, keaman-
an, dan keselamatan serta 
lingkungan selain melakukan 
registrasi untuk mendapat-
kan nomor induk berusaha, 
Usaha Mikro dan Kecil wajib 
memiliki sertifikat sertifikasi 
standar dan/atau izin.
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(8) Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah sesuai 
dengan kewenangannya 
berdasarkan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria yang 
ditetapkan oleh Pemerintah 
Pusat memfasilitasi sertifi-
kasi standar dan/atau izin 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5).

(9) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai perizinan tunggal 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5) dan fasilitasi serti-
fikasi standar dan/atau izin 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (8) diatur dalam Pera-
turan Pemerintah.

Kemu-
dahan 
Fasilitasi 
Pem-
biayaan 
dan 
Insentif 
Fiskal

Pasal 92
(1) Usaha Mikro dan Kecil diberi 

kemudahan/penyederhanaan 
administrasi perpajakan 
dalam rangka pengajuan 
fasilitas pembiayaan dari 
Pemerintah Pusat sesuai 
dengan ketentuan peratur-
an perundang-undangan di 
bidang perpajakan.

(2) Usaha Mikro dan Kecil yang 
mengajukan Perizinan Be-
rusaha dapat diberi insentif 
berupa tidak dikenai biaya 
atau diberi keringanan biaya.

(3) Usaha Mikro dan Kecil yang 
berorientasi ekspor dapat 
diberi insentif kepabeanan 
sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undan-
gan di bidang kepabeanan.

(4) Usaha Mikro dan Kecil ter-
tentu dapat diberi insentif 
Pajak Penghasilan sesuai 
dengan ketentuan peratur-
an perundangundangan di 
bidang Pajak Penghasilan.

Pasal 93
Kegiatan Usaha Mikro dan Kecil 
dapat dijadikan jaminan kredit 
program.



930
P E D O M A N  M E M A H A M I  R U U  O M N I B U S  L A W

DNT LAWYERS

TOPIK UU USAHA MIKRO, KECIL 
DAN MENENGAH

OMNIBUS LAW KETERANGAN

Pasal 94
(1) Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah sesuai 
dengan kewenangannya 
mempermudah dan menye-
derhanakan proses untuk 
Usaha Mikro dan Kecil dalam 
hal pendaftaran dan pem-
biayaan hak kekayaan in-
telektual, kemudahan impor 
bahan baku dan bahan pe-
nolong industri apabila tidak 
dapat dipenuhi dari dalam 
negeri, dan/atau fasilitasi 
ekspor.

(2) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai kemudahan dan 
penyederhanaan pendaft-
aran dan pembiayaan hak 
kekayaan intelektual, kemu-
dahan impor bahan baku 
dan bahan penolong industri 
apabila tidak dapat dipenuhi 
dari dalam negeri, dan/atau 
fasilitasi ekspor sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dia-
turdalam Peraturan Pemerin-
tah.

Dana 
Alokasi 
Khusus, 
Bantuan 
dan Pen-
damp-
ingan 
Hukum, 
Pen-
gadaan 
Barang 
dan Jasa, 
dan 
Sistem/
Aplikasi 
Pembuku-
an/Pen-
catatan 
keuan-
gan dan 
Inkubasi

Pasal 95
(1) Pemerintah Pusat men-

galokasikan Dana Alokasi 
Khusus untuk mendukung 
pendanaan bagi Pemerintah 
Daerah dalam rangka ke-
giatan pemberdayaan dan 
pengembangan Usaha Mikro, 
Usaha Kecil, dan Usaha Me-
nengah.

(2) Pengalokasian Dana Alo-
kasi Khusus sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perun-
dang-undangan.
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Pasal 96
Pemerintah Pusat dan Pemer-
intah Daerah sesuai dengan 
kewenangannya wajib menye-
diakan layanan bantuan dan 
pendampingan hukum bagi 
Usaha Mikro dan Kecil
Pasal 97
Pemerintah Pusat dan Pemer-
intah Daerah wajib menga-
lokasikan paling sedikit 40% 
(empat puluh persen) produk/
jasa Usaha Mikro dan Kecil serta 
Koperasi dari hasil produksi 
dalam negeri dalam pengadaan 
barang/jasa Pemerintah Pusat 
dan Pemerintah Daerah sesuai 
dengan ketentuan peraturan 
perundangundangan.
Pasal 98
Pemerintah Pusat dan Pemer-
intah Daerah sesuai dengan 
kewenangannya wajib memberi-
kan pelatihan dan pendampingan 
pemanfaataan sistem/aplikasi 
pembukuan/pencatatan keuan-
gan yang memberi kemudahan 
bagi Usaha Mikro dan Kecil.
Pasal 99
Penyelenggaraan inkubasi dilaku-
kan oleh Pemerintah Pusat, 
Pemerintah Daerah, perguruan 
tinggi, Dunia Usaha, dan/atau 
masyarakat.
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Pasal 100
Inkubasi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 97 bertujuan untuk:
a. menciptakan usaha baru;
b. menguatkan dan mengem-

bangkan kualitas Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menen-
gah yang mempunyai nilai 
ekonomi dan berdaya saing 
tinggi; dan

c. mengoptimalkan peman-
faatan sumber daya manusia 
terdidik dalam menggerak-
kan perekonomian dengan 
memanfaatkan ilmu penge-
tahuan dan teknologi.

Pasal 101
Sasaran pengembangan inkubasi 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 97 meliputi:
a. penciptaan dan penumbuhan 

usaha baru serta pengua-
tan kapasitas pelaku usaha 
pemula yang berdaya saing 
tinggi;

b. penciptaan dan penumbuhan 
usaha baru yang mempunyai 
nilai ekonomi dan berdaya 
saing tinggi; dan

c. peningkatan nilai tambah 
pengelolaan potensi ekonomi 
melalui pemanfaatan ilmu 
pengetahuan dan teknologi.

Pasal 102
Pemerintah Pusat, Pemerin-
tah Daerah, dan Dunia Usaha 
melakukan pedampingan untuk 
meningkatkan kapasitas Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah seh-
ingga mampu mengakses:
a. pembiayaan alternatif un-

tuk Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah Pemula;

b. pembiayaan dari dana kemi-
traan;

c. bantuan hibah pemerintah;
d. dana bergulir; dan
e. tanggung jawab sosial peru-

sahaan.
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Partisipasi 
UMK dan 
Koperasi 
pada In-
frastruk-
tur Publik

Pasal 103
Di antara Pasal 53 dan Pasal 54 
dalam Undang-Undang Nomor 
38 Tahun 2004 tentang Jalan 
(Lembaran Negara Republik In-
donesia Tahun 2004 Nomor 132, 
Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4444) 
disisipkan 1 (satu) pasal, yakni 
Pasal 53A sehingga berbunyi 
sebagai berikut:

Pasal 53A
(1) Jalan Tol antarkota harus 

dilengkapi dengan Tempat 
Istirahat, Pelayanan untuk 
kepentingan pengguna Jalan 
Tol, serta menyediakan tem-
pat promosi dan pengem-
bangan Usaha Mikro, Usaha 
Kecil, dan Usaha Menengah.

(2) Pengusahaan tempat pro-
mosi dan pengembangan 
Usaha Mikro, Usaha Kecil, 
dan Usaha Menengah, Tem-
pat Istirahat dan Pelayanan 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan dengan 
mengalokasikan lahan pada 
Jalan Tol paling sedikit 30% 
(tiga puluh persen) dari total 
luas lahan area komersial 
untuk Usaha Mikro, Usaha 
Kecil, dan Usaha Menengah, 
baik untuk Jalan Tol yang 
telah beroprasi maupun 
untuk Jalan Tol yang masih 
dalam tahap perencanaan 
dan konstruksi.
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(3) Penyediaan tempat promosi 
dan pengembangan Usaha 
Mikro, Usaha Kecil, dan Us-
aha Menengah sebagaima-
na dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan dengan partisi-
pasi Usaha Mikro dan Kecil 
melalui pola kemitraan.

(4) Penanaman dan pemeli-
haraan tanaman di Tempat 
Istirahat dan Pelayanan 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat dilakukan oleh 
Usaha Mikro, Usaha Kecil, 
dan Usaha Menengah.

Pasal 104
(1) Dalam rangka pemberdayaan 

Usaha Mikro dan Kecil, 
Pemerintah Pusat, Pemer-
intah Daerah, badan usaha 
milik negara, badan usaha 
milik daerah dan/atau badan 
usaha swasta wajib menga-
lokasikan penyediaan tempat 
promosi, tempat usaha, dan/
atau pengembangan Usaha 
Mikro dan Kecil pada infras-
truktur publik yang mencak-
up:
a. terminal;
b. bandar udara;
c. pelabuhan;
d. stasiun kereta api;
e. tempat istirahat dan 

pelayanan jalan tol; dan
f. infrastruktur publik lain-

nya yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat dan/
atau Pemerintah Daerah 
sesuai dengan kewenan-
gannya.
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(2) Alokasi penyediaan tempat 
promosi dan pengemban-
gan Usaha Mikro dan Kecil 
pada infrastruktur public 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) paling sedikit 30% 
(tiga puluh persen) dari luas 
tempat perbelanjaan dan/
atau promosi yang strategis 
pada infrastruktur publik 
yang bersangkutan.

(3) Ketentuan mengenai penye-
diaan tempat promosi dan 
pengembangan Usaha Mikro 
dan Kecil pada infrastruktur 
publik pada ayat (1) dan 
besaran alokasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dia-
tur dalam Peraturan Pemer-
intah.
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Pasal 1 
angka 14, 
18, 21 
dan 30

Angka 14:
“Dokumen Keimigrasian adalah 
Dokumen Perjalanan Republik 
Indonesia, dan Izin Tinggal yang 
dikeluarkan oleh Pejabat Imigrasi 
atau pejabat dinas luar negeri”

Angka 14:
“Dokumen Keimigrasian adalah 
Dokumen Perjalanan Republik 
Indonesia dan Izin Tinggal yang 
dikeluarkan oleh Pejabat Imigrasi 
atau pejabat dinas luar negeri”

Visa republik Indonesia 
dalam UU Omnibuslaw 
dibuat oleh pejabat 
yang berwenang, yang 
mana sebelumnya han-
ya dibuat oleh pejabat 
yang ditetapkan oleh 
pemerintah R.I. (peja-
bat imigrasi)

Angka 18:
“Visa Republik Indonesia yang 
selanjutnya disebut Visa adalah 
keterangan tertulis yang diber-
ikan oleh pejabat yang ber-
wenang di Perwakilan Republik 
Indonesia atau di tempat lain 
yang ditetapkan oleh Pemerintah 
Republik Indonesia yang memuat 
persetujuan bagi Orang Asing 
untuk melakukan perjalanan ke 
Wilayah Indonesia dan menja-
di dasar untuk pemberian Izin 
Tinggal”

Angka 21:
“Izin Tinggal adalah izin yang 
diberikan kepada Orang As-
ing oleh Pejabat Imigrasi atau 
pejabat dinas luar negeri untuk 
berada di Wilayah Indonesia”

Angka 30:
“Intelijen Keimigrasian adalah 
kegiatan penyelidikan Keimigra-
sian dan pengamanan Keimigra-
sian dalam rangka proses pen-
yajian informasi melalui analisis 
guna menetapkan perkiraan 
keadaan Keimigrasian yang diha-
dapi atau yang akan dihadapi”

Angka 18:
“Visa Republik Indonesia yang 
selanjutnya disebut Visa adalah 
keterangan tertulis baik secara 
manual maupun elektronik yang 
diberikan oleh pejabat yang 
berwenang untuk melakukan 
perjalanan ke Wilayah Indonesia 
dan menjadi dasar untuk pembe-
rian Izin Tinggal”

Angka 21:
“Izin Tinggal adalah izin yang 
diberikan kepada Orang Asing 
oleh Pejabat Imigrasi atau peja-
bat dinas luar negeri baik secara 
manual maupun elektronik untuk 
berada di Wilayah Indonesia”

Angka 30:
“Intelijen Keimigrasian adalah 
kegiatan penyelidikan Keimigra-
sian dan pengamanan Keimi-
grasian dalam rangka penyajian 
informasi melalui analisis guna 
menetapkan perkiraan keadaan 
Keimigrasian yang dihadapi atau 
yang akan dihadapi”

Kemudian terkait izin 
tinggal terdapat kemu-
dahan dalam pengak-
sessan dimana pejabat 
imigrasi bisa mengakses 
secara manual dan 
eletronik sedangkan 
dalam UU Keimigrasian 
hanya bisa dilakukan 
diwilayah Indonesia.

Dan setelahnya itu han-
ya pergeseran diksi. 
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Pasal 38 Visa kunjungan diberikan kepada 
Orang Asing yang akan melaku-
kan perjalanan ke Wilayah Indo-
nesia dalam rangka kunjungan 
tugas pemerintahan, pendidikan, 
sosial budaya, pariwisata, bisnis, 
keluarga, jurnalistik, atau sing-
gah untuk meneruskan perjala-
nan ke negara lain.

Visa kunjungan diberikan kepada 
Orang Asing yang akan  melaku-
kan perjalanan ke Wilayah Indo-
nesia dalam rangka kunjungan 
tugas pemerintahan, pendidikan, 
sosial budaya, pariwisata, pra-in-
vestasi, bisnis, keluarga, jurnalis-
tik, atau singgah untuk menerus-
kan perjalanan ke negara lain. 

Visa kunjungan tetdapat 
penambahan dimana 
untuk pra-investasi.

Pasal 39 Pasal 39:
Visa tinggal terbatas diberikan 
kepada Orang Asing: 
a. sebagai rohaniawan, tenaga 

ahli, pekerja, peneliti, pela-
jar, investor, lanjut usia, dan 
keluarganya, serta Orang 
Asing yang kawin secara sah 
dengan warga negara Indo-
nesia, yang akan melaku-
kan perjalanan ke Wilayah 
Indonesia untuk bertempat 
tinggal dalam jangka waktu 
yang terbatas; atau

b. dalam rangka bergabung 
untuk bekerja di atas kapal, 
alat apung, atau instalasi 
yang beroperasi di wilayah 
perairan nusantara, laut ter-
itorial, landas kontinen, dan/
atau Zona Ekonomi Eksklusif 
Indonesia. 

Pasal 39:
Visa tinggal terbatas diberikan 
kepada Orang Asing: 
a. sebagai rohaniawan, tenaga 

ahli, pekerja, peneliti, pela-
jar, investor, rumah kedua, 
dan keluarganya, serta 
Orang Asing yang kawin 
secara sah dengan warga 
negara Indonesia, yang 
akan melakukan perjalanan 
ke Wilayah Indonesia untuk 
bertempat tinggal dalam 
jangka waktu yang terbatas; 

b. dalam rangka bergabung 
untuk bekerja di atas kapal, 
alat apung, atau instalasi 
yang beroperasi di wilayah 
perairan nusantara, laut ter-
itorial, landas kontinen, dan/
atau Zona Ekonomi Eksklusif 
Indonesia; atau

c. ketentuan lebih lanjut men-
genai Visa tinggal terbatas 
sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dan huruf b diatur 
dalam Peraturan Pemerintah. 

Pengaturan lebih lanjut 
mengenai visa tinggal 
terbatas.

Pasal 40 (1) Pemberian Visa kunjungan 
dan Visa tinggal terbatas 
merupakan kewenangan 
Menteri.

(2) Visa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diberikan dan 
ditandatangani oleh Peja-
bat Imigrasi di Perwakilan 
Republik Indonesia di luar 
negeri.

(1) Pemberian Visa kunjungan 
dan Visa tinggal terbatas 
merupakan kewenangan 
Menteri.

(2) Visa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diberikan dan 
ditandatangani oleh Pejabat 
Imigrasi. 

Penandatanganan visa 
hanya dilakukan oleh 
pejabat imigrasi. 
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(3) Dalam hal Perwakilan Re-
publik Indonesia belum ada 
Pejabat Imigrasi sebagaima-
na dimaksud pada ayat (2), 
pemberian Visa kunjungan 
dan Visa tinggal terbatas 
dilaksanakan oleh pejabat 
dinas luar negeri.

(4) Pejabat dinas luar negeri 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) berwenang mem-
berikan Visa setelah mem-
peroleh Keputusan Menteri.

(3) Dalam hal visa diberikan di 
Perwakilan Republik Indo-
nesia, pemberian visa dilak-
sanakan oleh Pejabat Imi-
grasi di Perwakilan Republik 
Indonesia dan/atau pejabat 
dinas luar negeri. 

(4) Pejabat dinas luar negeri 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) berwenang mem-
berikan Visa setelah mem-
peroleh Keputusan Menteri.

Pasal 46 (1) Orang Asing pemegang Visa 
diplomatik atau Visa dinas 
dengan maksud bertempat 
tinggal di Wilayah Indonesia 
setelah mendapat Tanda 
Masuk wajib mengajukan 
permohonan kepada Menteri 
Luar Negeri atau pejabat 
yang ditunjuk untuk mem-
peroleh Izin Tinggal diploma-
tik atau Izin Tinggal dinas. 

(2) Orang Asing pemegang Visa 
tinggal terbatas setelah 
mendapat Tanda Masuk wa-
jib mengajukan permohonan 
kepada kepala Kantor Imi-
grasi untuk memperoleh Izin 
Tinggal terbatas

(3) Jika Orang Asing sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2) tidak melak-
sanakan kewajiban tersebut, 
Orang Asing yang bersang-
kutan dianggap berada di 
Wilayah Indonesia secara 
tidak sah.

(1) Orang Asing pemegang Visa 
diplomatik atau Visa dinas 
dengan maksud bertempat 
tinggal di Wilayah Indonesia 
setelah mendapat Tanda 
Masuk wajib mengajukan 
permohonan kepada Menteri 
Luar Negeri atau pejabat 
yang ditunjuk untuk mem-
peroleh Izin Tinggal diploma-
tik atau Izin Tinggal dinas. 

(2) Orang Asing pemegang Visa 
tinggal terbatas setelah 
mendapat Tanda Masuk wa-
jib mengajukan permohonan 
kepada kepala Kantor Imi-
grasi untuk memperoleh Izin 
Tinggal terbatas. 

(3) Jika Orang Asing sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2) tidak melak-
sanakan kewajiban tersebut, 
Orang Asing yang bersang-
kutan dianggap berada di 
Wilayah Indonesia secara 
tidak sah.

Terdapat penambahan 
ayat, yaitu di ayat (4). 
Izin Tingal Terbatas. 

(4) Dalam hal orang asing se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (2) mendapatkan Izin 
Tinggal terbatas di Tempat 
Pemeriksaan Imigrasi, tidak 
perlu mengajukan permo-
honan kepada kepala Kantor 
Imigrasi untuk memperoleh 
Izin Tinggal terbatas. 
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Pasal 54 (1) Izin Tinggal Tetap dapat 
diberikan kepada: 
a. Orang Asing pemegang 

Izin Tinggal terbatas se-
bagai rohaniwan, peker-
ja, investor, dan lanjut 
usia;

b. keluarga karena perkaw-
inan campuran;

c. suami, istri, dan/atau 
anak dari Orang Asing 
pemegang Izin Tinggal 
Tetap; dan

d. Orang Asing eks warga 
negara Indonesia dan 
eks subjek anak berke-
warganegaraan ganda 
Republik Indonesia. 

(2) Izin Tinggal Tetap se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tidak diberikan ke-
pada Orang Asing yang tidak 
memiliki paspor kebangsaan.

(3) Orang Asing pemegang Izin 
Tinggal Tetap merupakan 
penduduk Indonesia. 

(1) Izin Tinggal Tetap dapat 
diberikan kepada:
a. Orang Asing pemegang 

Izin Tinggal terbatas se-
bagai rohaniwan, peker-
ja, investor, dan rumah 
kedua;

b. keluarga karena perkaw-
inan campuran

c.  suami, istri, dan/atau 
anak dari Orang Asing 
pemegang Izin Tinggal 
Tetap; dan

d. Orang Asing eks warga 
negara Indonesia dan 
eks subjek anak berke-
warganegaraan ganda 
Republik Indonesia.

(2) Izin Tinggal Tetap se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tidak diberikan ke-
pada Orang Asing yang tidak 
memiliki paspor kebangsaan.

(3) Orang Asing pemegang Izin 
Tinggal Tetap merupakan 
penduduk Indonesia.

Terdapat perubahan 
diksi dimana lanjut usia 
digantikan kedalam diksi 
rumah kedua.

Pasal 63 (1) Orang Asing tertentu yang 
berada di Wilayah Indone-
sia wajib memiliki Penjamin 
yang menjamin keberadaan-
nya.

(2) Penjamin bertanggung 
jawab atas keberadaan dan 
kegiatan Orang Asing yang 
dijamin selama tinggal di 
Wilayah Indonesia serta 
berkewajiban melaporkan 
setiap perubahan status sipil, 
status Keimigrasian, dan 
perubahan alamat. 

(1) Orang Asing tertentu yang 
berada di Wilayah Indone-
sia wajib memiliki Penjamin 
yang menjamin keberadaan-
nya.

(2) Penjamin bertanggung 
jawab atas keberadaan dan 
kegiatan Orang Asing yang 
dijamin selama tinggal di 
Wilayah Indonesia serta 
berkewajiban melaporkan 
setiap perubahan status sipil, 
status Keimigrasian, dan 
perubahan alamat.

Terdapat penambahan 
ayat, dimana dalam ayat 
(4) ditambah dalam 
huruf a, b, dan c yang 
intinya penjaminan tidak 
berlaku pada pelaku 
usaha dan kewar-
ganegaraan asing yang 
menanamkan modalnya, 
warga dari suatu negara 
yang secara resiprokal 
memberikan pembe-
basan penjaminan. 
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(3) Penjamin wajib membayar 
biaya yang timbul untuk 
memulangkan atau menge-
luarkan Orang Asing yang 
dijaminnya dari Wilayah In-
donesia apabila Orang Asing 
yang bersangkutan: 
a. telah habis masa berlaku 

Izin Tinggalnya; dan/
atau

b. dikenai Tindakan Ad-
ministratif Keimigrasian 
berupa Deportasi. 

(4) Ketentuan mengenai pen-
jaminan tidak berlaku bagi 
Orang Asing yang kawin 
secara sah dengan warga 
negara Indonesia. 

(5) Ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 62 
ayat (2) huruf g tidak ber-
laku dalam hal pemegang 
Izin Tinggal Tetap tersebut 
putus hubungan perkawinan-
nya dengan warga negara 
Indonesia memperoleh 
penjaminan yang menjamin 
keberadaannya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1). 

(3) Penjamin wajib membayar 
biaya yang timbul untuk 
memulangkan atau menge-
luarkan Orang Asing yang 
dijaminnya dari Wilayah In-
donesia apabila Orang Asing 
yang bersangkutan:
a. telah habis masa berlaku 

Izin Tinggalnya; dan/
atau

b. dikenai Tindakan Ad-
ministratif Keimigrasian 
berupa Deportasi. 

(4) Ketentuan mengenai penja-
minan tidak berlaku bagi:
a. Orang Asing yang kawin 

secara sah dengan war-
ga negara Indonesia;

b. Pelaku Usaha dengan 
kewarganegaraan asing 
yang menanamkan mod-
al sebagai investasinya 
di Indonesia sebagaima-
na dimaksud dalam 
ketentuan peraturan 
perundang-undangan 
mengenai penanaman 
modal; dan

c. Warga dari suatu negara 
yang secara resiprokal 
memberikan pembe-
basan penjaminan.

(5) Ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 62 
ayat (2) huruf g tidak ber-
laku dalam hal pemegang 
Izin Tinggal Tetap tersebut 
putus hubungan perkawinan-
nya dengan warga negara 
Indonesia memperoleh 
penjaminan yang menjamin 
keberadaannya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1).
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(6) Orang Asing sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) 
huruf b, menyetorkan jam-
inan keimigrasian sebagai 
pengganti penjamin selama 
berada di Wilayah Indonesia.

(7) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai tata cara jaminan 
keimigrasian bagi Orang As-
ing diatur dengan Peraturan 
Pemerintah.

Pasal 71 Setiap Orang Asing yang berada 
di Wilayah Indonesia wajib: 
a. memberikan segala keteran-

gan yang diperlukan men-
genai identitas diri dan/atau 
keluarganya serta melapor-
kan setiap perubahan status 
sipil, kewarganegaraan, 
pekerjaan, Penjamin, atau 
perubahan alamatnya kepa-
da Kantor Imigrasi setempat; 
atau

b. memperlihatkan dan 
menyerahkan Dokumen 
Perjalanan atau Izin Ting-
gal yang dimilikinya apabila 
diminta oleh Pejabat Imigrasi 
yang bertugas dalam rangka 
pengawasan Keimigrasian. 

(1) Setiap Orang Asing yang 
berada di Wilayah Indonesia 
wajib

a. memberikan segala keteran-
gan yang diperlukan men-
genai identitas diri dan/atau 
keluarganya serta melapor-
kan setiap perubahan status 
sipil, kewarganegaraan, 
pekerjaan, Penjamin, atau 
perubahan alamatnya kepa-
da Kantor Imigrasi setempat; 
atau

b. menyerahkan Dokumen 
Perjalanan atau Izin Ting-
gal yang dimilikinya apabila 
diminta oleh Pejabat Imigrasi 
yang bertugas dalam rangka 
pengawasan Keimigrasian.

(2) Ketentuan lebih lanjut men-
genai pemenuhan kewajiban 
keimigrasian sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dia-
tur dengan Peraturan Pemer-
intah.

Penghapusan dik-
si “memperlihatkan” 
dihuruf a. dan pemenu-
han pada ayat (1) diatur 
dalam PP.
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Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Re-
publik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922) 
diubah 
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Pasal 3 (1) Paten sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 2.huruf a 
diberikan untuk Invensi yang 
baru, mengandung langkah 
inventif, dan dapat diterap-
kan dalam industri. 

(1) Paten sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 2 huruf a 
diberikan untuk Invensi yang 
baru, mengandung langkah 
inventif, dan dapat diterap-
kan dalam industri.

Terdapat penambahan 
kategori dalam paten 
dimana proses paten 
sederhana juga harus 
memuat meliputi pro-
duk sederhana, proses 
sederhana dan metode 
sederhana.

(2) Paten sederhana sebagaima-
na dimaksud dalam pasal 
2 huruf b diberikan untuk 
setiap Invensi baru, pengem-
bangan dari produk atau 
proses yang telah ada, dan 
dapat diterapkan dalam 
industri.

(2) Paten sederhana sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 
2 huruf b diberikan untuk 
setiap Invensi baru, pengem-
bangan dari produk atau 
proses yang telah ada dan/
atau memiliki kegunaan 
praktis serta dapat diterap-
kan dalam industri.

(3) Pengembangan dari produk 
atau proses yang telah ada 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) meliputi: 
a. Produk sederhana;
b. Proses sederhana; atau
c. Metode sederhana.
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Pasal 20 (1) Pemegang Paten wajib mem-
buat produk atau menggu-
nakan proses di Indonesia. 

(2) Membuat produk atau meng-
gunakan proses sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
harus menunjang transfer 
teknologi, penyerapan in-
vestasi dan/atau penyediaan 
lapangan kerja.

(1) Paten wajib dilaksanakan di 
Indonesia. 

(2) Pelaksanaan Paten se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1), yaitu: 
a. Pelaksanaan Paten-pro-

duk yang meliputi mem-
buat, mengimpor, atau 
melisensikan produk 
yang diberi Paten; 

b. Pelaksanaan Paten-pros-
es yang meliputi mem-
buat, melisensikan, atau 
mengimpor produk yang 
dihasilkan dari proses 
yang diberi Paten; atau 

c. Pelaksanaan Pat-
en-metode, sistem, dan 
penggunaan yang meli-
puti membuat, mengim-
por, atau melisensikan 
produk yang dihasilkan 
dari metode, sistem, dan 
penggunaan yang diberi 
Paten. 

Paten tidak harus 
menggunakan pros-
es di Indonesia tetapi 
wajib dilaksanakan di 
Indonesia. kemudian 
pelaksanaan paten juga 
ada metode-metode nya 
tersendiri. 
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Pasal 82 (1) Lisensi-wajib merupakan 
Lisensi untuk melaksanakan 
Paten yang diberikan ber-
dasarkan Keputusan Ment-
eri atas dasar permohonan 
dengan alasan: 
a. Pemegang Paten tidak 

melaksanakan kewajiban 
untuk membuat pro-
duk atau menggunakan 
proses di Indonesia 
sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 20 ayat (1) 
dalam jangka waktu 36 
(tiga puluh enam) bulan 
setelah diberikan paten;

b. Paten telah dilaksanakan 
oleh pemegang paten 
atau penerima Lisen-
si dalam bentuk dan 
dengan cara yang 
merugikan kepentingan 
masyarakat; atau

c. Paten hasil pengemban-
gan dari paten yang tel-
ah diberikan sebelumnya 
tidak bisa dilaksanakan 
tanpa menggunakan Pat-
en pihak lain yang masih 
dalam pelindungan.

(2) Permohonan Lisensi-wajib 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dikenai biaya.

(1) Lisensi-wajib merupakan 
Lisensi untuk melaksanakan 
Paten yang diberikan ber-
dasarkan Keputusan Ment-
eri atas dasar permohonan 
dengan alasan: 
a. Paten tidak dilaksanakan 

di Indonesia sebagaima-
na dimaksud dalam 
pasal 20 dalam jangka 
waktu 36 (tiga  puluh 
enam) bulan setelah 
diberikan paten; 

b. Paten telah dilaksanakan 
oleh Pemegang Paten 
atau penerima Lisen-
si dalam bentuk dan 
dengan cara yang 
merugikan kepentingan 
masyarakat; atau 

c. Paten hasil pengemban-
gan dari Paten yang tel-
ah diberikan sebelumnya 
tidak bisa dilaksanakan 
tanpa menggunakan Pat-
en pihak lain yang masih 
dalam pelindungan. 

(2) Permohonan Lisensi-wajib 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dikenai biaya. 
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Pasal 122 (1) Paten sederhana diberikan 
hanya untuk satu Invensi. 

(2) Permohonan pemeriksaan 
substantif atas paten seder-
hana dapat dilakukan ber-
samaan dengan pengajuan 
Permohonan Paten seder-
hana atau paling lama 6 
(enam) bulan terhitung sejak 
Tanggal Penerimaan Per-
mohonan Paten sederhana 
dengan dikenai biaya. 

(3) Apabila permohonan pemer-
iksaan substantif atas paten 
sederhana tidak dilakukan 
dalam batas waktu se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (2) atau biaya pemer-
iksaan substantif atas Paten 
sederhana tidak dibayar, 
Permohonan Paten sederha-
na dianggap ditarik kembali.

(1) Paten sederhana diberikan 
hanya untuk satu Invensi.  

(2) Permohonan Pemeriksaan 
Substantif atas Paten seder-
hana dilakukan bersamaan 
dengan pengajuan Permo-
honan Paten sederhana 
dengan dikenai biaya. 

(3) Permohonan pemeriksaan 
Kembali pemeriksaan atas 
Paten sederhana tidak 
dilakukan dalam batas waktu 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) atau biaya pemer-
iksaan Kembali atas Paten 
sederhana tidak dibayar, 
Permohonan Paten sederha-
na dianggap ditarik Kembali. 

Penghapusan jangka 
waktu dalam permo-
honan pemeriksaan 
substantive atas paten 
sederhana. 

Pasal 123 (1) Pengumuman Permohonan 
Paten sederhana dilakukan 
paling lambat 7 (tujuh) Hari 
setelah 3 (tiga) bulan ter-
hitung sejak Tanggal Pener-
imaan Permohonan paten 
sederhana. 

(2) Pengumuman sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan selama 2 (dua) 
bulan terhitung sejak tanggal 
diumumkannya Permohonan 
Paten sederhana.

(3) Pemeriksaan substantif atas 
Permohonan paten sederha-
na dilakukan setelah jangka 
waktu pengumuman se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (2) berakhir.

(1) Pengumuman Permohonan 
Paten sederhana dilakukan 
paling lambat 14 (empat 
belas) Hari terhitung sejak 
tanggal Penerimaan Permo-
honan Paten sederhana. 

(2) Pengumuman sebagaima-
na dimaksud pada ayat 
(1) dilaksanakan selama 
14 (empat belas) hari ker-
ja terhitung sejak tanggal 
diumumkannya Permohonan 
Paten sederhana. 

(3) Pemeriksaan substantif atas 
Permohonan paten sederha-
na dilakukan setelah jangka 
waktu pengumuman se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (2) berakhir. 

Pengumuman permo-
honan paten sederhana 
paling lambat 14 hari 
dan dihitung hari kerja 
sedangkan sebelumnya 
pengumuman paten 
sederhana dilakukan 
paling lambat 7 hari 
setelah 3 bulan.
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(4) Dikecualikan terhadap keten-
tuan dalam Pasal 49 ayat (3) 
dan (4), bahwa keberatan 
terhadap permohonan paten 
sederhana langsung digu-
nakan sebagai tambahan 
bahan pertimbangan dalam 
tahap pemeriksaan substan-
tif.

Pasal 124 (1) Menteri wajib memberikan 
keputusan untuk menyetujui 
atau menolak Permohonan 
paten sederhana paling lama 
12 (dua belas) bulan ter-
hitung sejak tanggal pener-
imaan Permohonan Paten 
sederhana. 

(2) Paten sederhana yang diber-
ikan oleh Menteri dicatat dan 
diumumkan melalui media 
elektronik dan/atau media 
non-elektronik. 

(3) Menteri memberikan serti-
fikat paten sederhana kepa-
da Pemegang Paten seder-
hana sebagai bukti hak.

(4) 

(1) Menteri wajib memberikan 
keputusan untuk menyetujui 
atau menolak Permohonan 
Paten sederhana paling lama 
6 (enam) bulan terhitung 
sejak tanggal penerimaan 
Permohonan Paten sederha-
na. 

(2) Paten sederhana yang diber-
ikan oleh Menteri dicatat dan 
diumumkan melalui media 
elektronik

(3)  dan/atau media non-elek-
tronik. 

(4) Menteri memberikan serti-
fikat Paten sederhana kepa-
da Pemegang Paten seder-
hana sebagai bukti hak. 

Menteri wajib member-
ikan keputusan me-
nerima atau menolak 
permohonan paten pal-
ing lama 6 bulan yang 
sebelumnya 12 bulan. 

Bagian Ke-Empat

MEREK
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016

NOMOR 
PASAL UU MEREK UU MEREK 

(OMNIBUSLAW) PENJELASAN

Pasal 20 Merek tidak dapat didaftar jika:
a. bertentangan dengan ideolo-

gi negara, peraturan perun-
dang-undangan, moralitas, 
agama, kesusilaan, atau 
ketertiban umum; 

Merek tidak dapat didaftar jika:
a. bertentangan dengan ideolo-

gi negara, peraturan perun-
dangan-undang, moralitas 
agama, kesusilaan, atau 
ketertiban umum;
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b. sama dengan, berkaitan 
dengan, atau hanya menye-
but barang dan/atau jasa 
yang dimohonkan pendaft-
arannya;

c. memuat unsur yang dapat 
menyesatkan masyarakat 
tentang asal, kualitas, jenis, 
ukuran, macam, tujuan 
penggunaan barang danj 
atau jasa yang dimohonkan 
pendaftarannya atau mer-
upakan nama varietas tana-
man yang dilindungi untuk 
barang dan/atau jasa yang 
sejenis; 

d. memuat keterangan yang 
tidak sesuai dengan kualitas, 
manfaat, atau khasiat dari 
barang danj atau jasa yang 
diproduksi;

e. tidak merniliki daya pembe-
da; dan / atau

f. merupakan nama umum 
dan./atau lambang milik 
umum. 

b. sama dengan, berkaitan 
dengan, atau hanya menye-
but barang dan/atau jasa 
yang dimohonkan pendaft-
arannya;

c. memuat unsur yang dapat 
menyesatkan masyarakat 
tentang asal, kualitas, jenis, 
ukuran, macam, tujuan 
penggunaan barang dan/
atau jasa yang dimohonkan 
pendaftarannya atau mer-
upakan nama varietas tana-
man yang dilindungi untuk 
barang dan/atau jasa yang 
sejenis;

d. memuat keterangan yang 
tidak sesuai dengan kualitas, 
manfaat, atau khasiat dari 
barang dan/atau jasa yang 
diproduksi;

e. tidak memiliki daya pembe-
da;

f.  merupakan nama umum 
dan/atau lambang milik 
umum; dan/atau

g. mengandung bentuk yang 
bersifat fungsional.

Pasal 23 (1) Pemeriksaan substantif 
merupakan pemeriksaan 
yang dilakukan oleh Pemer-
iksa terhadap Permohonan 
pendaftaran Merek. 

(2) Segala keberatan danj’ atau 
sanggahan sebagaimana 
dimaksud dalarn Pasal 16 
dan Pasal 17 menjadi per-
timbangan dalarn pemerik-
saan substantif sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1). 

(3) Dalam hal tidak terdapat ke-
beratan dalam jangka waktu 
paling lama 30 (tiga puluh) 
Han terhitung sejak tanggal 
berakhirnya pengumuman, 
dilakukan pemeriksaan sub-
stantif terhadap Permohon-
an. 

(1) Pemeriksaan substantif 
merupakan pemeriksaan 
yang dilakukan oleh Pemer-
iksa terhadap Permohonan 
pendaftaran Merek. 

(2) Segala keberatan dan atau 
sanggahan sebagaimana 
dimaksud dalarn Pasal 16 
dan Pasal 17 menjadi per-
timbangan dalam pemerik-
saan substantif sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1). 

(3) Dalam hal tidak terdapat 
keberatan terhitung sejak 
tanggal berakhirnya peng-
umuman, dilakukan pemer-
iksaan substantif terhadap 
Permohonan. 
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(4) Dalam hal terdapat keber-
atan dalam jangka waktu 
paling lama 30 (tiga puluh] 
Han terhitung sejak tanggal 
berakhirnya batas waktu 
penyampaian sanggahan se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 17, dilakukan pemer-
iksaan substantif terhadap 
Permohonan.

(5) Pemeriksaan substantif 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) dan ayat (4) disele-
saikan dalam jangka waktu 
paling lama 150 (seratus 
lima puluh) Hari. 

(6) Dalam hal diperlukan untuk 
melakukan pemeriksaan 
substantif, dapat ditetapkan 
tenaga ahli pemeriksa Merek 
di luar Pemeriksa. 

(7) Hasil pemeriksaan substantif 
yang dilakukan oleh tenaga 
ahli perneriksa Merek di luar 
Pemeriksa sebagaimana di-
maksud pada ayat (6), dapat 
dianggap sarna dengan hasil 
pemeriksaan substantif yang 
dilakukan oleh Pemeriksa, 
dengan persetujuan Menteri. 

(8) Ketentuan lebih lanjut men-
genai tenaga ahli pemeriksa 
Merek di luar Pemeriksa 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (6) diatur dengan Pera-
turan Menteri. 

(4) Pemeriksaan substantif 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) diselesaikan dalam 
jangka waktu paling lama 30 
(tiga puluh) Hari. 

(5) Dalam hal terdapat keber-
atan dalam jangka waktu 
paling lama 30 (tiga puluh) 
Hari terhitung sejak tanggal 
berakhirnya batas waktu 
penyampaian sanggahan se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 17, dilakukan pemer-
iksaan substantif terhadap 
Permohonan. 

(6) Pemeriksaan substantif 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5) diselesaikan dalam 
jangka waktu paling lama 90 
(sembilan puluh) Hari. 

(7) Dalam hal diperlukan untuk 
melakukan pemeriksaan 
substantif, dapat ditetapkan 
tenaga ahli pemeriksa Merek 
di luar Pemeriksa. 

(8) Hasil pemeriksaan substantif 
yang dilakukan oleh tenaga 
ahli pemeriksa Merek di luar 
Pemeriksa sebagaimana di-
maksud pada ayat (7) dapat 
dianggap sama dengan hasil 
pemeriksaan substantif yang 
dilakukan oleh Pemeriksa 
dengan Persetujuan Menteri.

Pasal 25 (1) Sertifikat Merek diterbitkan 
oleh Menteri sejak Merek 
tersebut terdaftar. 

(2) Sertifikat Merek sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
memuat:
a. nama dan alamat leng-

kap pemilik Merek yang 
didaftar; 

b. nama dan alamat leng-
kap Kuasa, dalam hal 
Permohonan melalui 
Kuasa; 

(1) Sertifikat Merek diterbitkan 
oleh Menteri sejak Merek  
tersebut terdaftar; 

(2) Sertifikat Merek sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
memuat: 
a. nama dan alamat leng-

kap pemilik Merek yang 
didaftar; 

b. nama dan alamat leng-
kap Kuasa, dalam hal 
Permohonan melalui 
Kuasa; 

Terdapat penyerdahan-
an dimana dalam hal 
sertifikat Merek yang 
telah diterbitkan tidak 
diambil oleh pemilik 
Merek atau Kuasanya 
dalam jangka waktu 
paling lama 18 (delapan 
belas) bulan terhitung 
sejak tanggal pener-
bitan sertifikat, Merek 
yang telah terdaftar 
dianggap ditarik kembali 
dan dihapuskan. 
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c. Tanggal Penerimaan;
d.  nama negara dan Tang-

gal Penerimaan penno-
honan yang pertarna kali 
dalam hal Permohonan 
diajukan dengan meng-
gunakan Hak Prioritas;

e. label Merek yang 
didaftarkan, tennasuk 
keterangan mengenai 
macam warna jika Merek 
tersebut menggunakan 
unsur warna, dan jika 
Merek menggunakan 
bahasa asing, huruf 
selain huruf Latin, dan 
latau angka yang tidak 
lazim digunakan dalam 
bahasa Indonesia diser-
tai terjemahannya dalam 
bahasa Indonesia, huruf 
Latin dan angka yang 
lazim digunakan dalam 
bahasa Indonesia serta 
cara pengucapannya 
dalam ejaan Latin;

f. nomor dan tanggal 
pendaftaran; 

g. kelas dan jenis barang 
danjatau jasa yang Mer-
eknya didaftar; dan 

h. jangka waktu berlakunya 
pendaftaran Merek. 

(3) Dalam hal sertifikat Merek 
yang telah diterbitkan tidak 
diambil oleh pemilik Merek 
atau Kuasanya dalam jangka 
waktu paling lama 18 (dela-
pan belas) bulan terhitung 
sejak tanggal penerbitan 
sertifikat, Merek yang telah 
terdaftar dianggap ditarik 
kembali dan dihapuskan. 

c. Tanggal Penerimaan; 
d. nama negara dan Tang-

gal Penerimaan pemo-
honan yang pertama kali 
dalam hal Permohonan 
diajukan  dengan meng-
gunakan Hak Prioritas; 

e. label Merek yang 
didaftarkan, termasuk 
keterangan mengenai 
macam warna jika Merek 
tersebut menggunakan 
unsur warna, dan jika 
Merek menggunakan 
bahasa asing, huruf 
selain huruf Latin, dan/
atau angka yang tidak 
lazim digunakan dalam 
bahasa Indonesia diser-
tai terjemahannya dalam 
bahasa Indonesia, huruf 
Latin dan angka yang 
lazim digunakan dalam 
bahasa Indonesia serta 
cara pengucapannya 
dalam ejaan Latin; 

f. nomor dan tanggal 
pendaftaran; 

g. kelas dan jenis barang 
dan/atau jasa yang Mer-
eknya didaftar; dan 

h. jangka waktu berlakunya 
pendaftaran Merek.
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Bagian Kelima

PERSEROAN TERBATAS
Pasal 109

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4756) diubah.

NOMOR 
PASAL UU PERSEROAN TERBATAS UU PERSEROAN TERBATAS 

(OMNIBUSLAW) PENJELASAN

Pasal 1 1. Perseroan Terbatas, yang se-
lanjutnya disebut perseroan, 
adalah badan hukum yang 
merupakan persekutuan 
modal, didirikan berdasar-
kan perjanjian, melakukan 
kegiatan usaha dengan 
modal dasar yang seluruhn-
ya terbagi dalam saham 
dan memenuhi persyaratan 
yang ditetapkan dalam 
undang-undang ini serta 
peraturan pelaksanaannya. 

2. Organ Perseroan adalah 
Rapat Umum Pemegang 
Saham, Direksi, dan Dewan 
Komisaris.

3. Tanggung Jawab Sosial dan 
Lingkungan adalah komit-
men Perseroan untuk berper-
an serta dalam pembangu-
nan ekonomi berkelanjutan 
guna meningkatkan kualitas 
kehidupan dan lingkungan 
yang bermanfaat, baik bagi 
Perseroan sendiri, komunitas 
setempat, maupun mas-
yarakat pada umumnya.

1. Perseroan Terbatas, yang se-
lanjutnya disebut perseroan, 
adalah badan hukum yang 
merupakan persekutuan 
modal, didirikan berdasarkan 
perjanjian, melakukan ke-
giatan usaha dengan modal 
dasar yang seluruhnya terb-
agi dalam saham atau Badan 
Hukum perorangan yang 
memenuhi kriteria Usaha 
Mikro dan Kecil sebagaima-
na diatur dalam peraturan 
perundang-undangan men-
genai Usaha Mikro dan Kecil. 

2. Organ Perseroan adalah 
Rapat Umum Pemegang 
Saham, Direksi, dan Dewan 
Komisaris. 

3. Tanggung Jawab Sosial dan 
Lingkungan adalah komit-
men Perseroan untuk berper-
an serta dalam pembangu-
nan ekonomi berkelanjutan 
guna meningkatkan kualitas 
kehidupan dan lingkungan 
yang bermanfaat, baik bagi 
Perseroan sendiri, komunitas 
setempat, maupun mas-
yarakat pada umumnya. 

Hanya terdapat penam-
bahan kriteria terhadap 
usaha mikro dan kecil 
yang diatur lebih lanjut 
dalam perundang-un-
dangan mengenai usaha 
mikro dan kecil.
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NOMOR 
PASAL UU PERSEROAN TERBATAS UU PERSEROAN TERBATAS 

(OMNIBUSLAW) PENJELASAN

4. Rapat Umum Pemegang 
Saham, yang selanjutnya 
disebut RUPS, adalah Organ 
Perseroan yang mempu-
nyai wewenang yang tidak 
diberikan kepada Direksi 
atau Dewan Komisaris dalam 
batas yang ditentukan dalam 
undang-undang ini dan/atau 
anggaran dasar. 

5. Direksi adalah Organ Perse-
roan yang berwenang dan 
bertanggung jawab penuh 
atas pengurusan Perseroan 
untuk kepentingan Perse-
roan, sesuai dengan maksud 
dan tujuan Perseroan serta 
mewakili Perseroan, baik 
di dalam maupun di luar 
pengadilan sesuai dengan 
ketentuan anggaran dasar. 

6. Dewan Komisaris adalah 
Organ Perseroan yang bertu-
gas melakukan pengawasan 
secara umum dan/atau khu-
sus sesuai dengan anggaran 
dasar serta memberi nasihat 
kepada Direksi. 

7. Perseroan Terbuka adalah 
Perseroan Publik atau Perse-
roan yang melakukan pen-
awaran umum saham, sesuai 
dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan di 
bidang pasar modal.

8. Perseroan Publik adalah 
Perseroan yang memenuhi 
kriteria jumlah pemegang 
saham dan modal disetor 
sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undan-
gan di bidang pasar modal.

4. Rapat Umum Pemegang 
Saham, yang selanjutnya 
disebut RUPS, adalah Organ 
Perseroan yang mempu-
nyai wewenang yang tidak 
diberikan kepada Direksi 
atau Dewan Komisaris dalam 
batas yang ditentukan dalam 
undang-undang ini dan/atau 
anggaran dasar. 

5. Direksi adalah Organ Perse-
roan yang berwenang dan 
bertanggung jawab penuh 
atas pengurusan Perseroan 
untuk kepentingan Perse-
roan, sesuai dengan maksud 
dan tujuan Perseroan serta 
mewakili Perseroan, baik 
di dalam maupun di luar 
pengadilan sesuai dengan 
ketentuan anggaran dasar. 

6. Dewan Komisaris adalah 
Organ Perseroan yang bertu-
gas melakukan pengawasan 
secara umum dan/atau khu-
sus sesuai dengan anggaran 
dasar serta memberi nasihat 
kepada Direksi. 

7. Perseroan Terbuka adalah 
Perseroan Publik atau Perse-
roan yang melakukan pen-
awaran umum saham, sesuai 
dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan di 
bidang pasar modal. 

8. Perseroan Publik adalah 
Perseroan yang memenuhi 
kriteria jumlah pemegang 
saham dan modal disetor 
sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undan-
gan di bidang pasar modal. 
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NOMOR 
PASAL UU PERSEROAN TERBATAS UU PERSEROAN TERBATAS 

(OMNIBUSLAW) PENJELASAN

9. Penggabungan adalah per-
buatan hukum yang dilaku-
kan oleh satu Perseroan atau 
lebih untuk menggabungkan 
diri dengan Perseroan lain 
yang telah ada yang menga-
kibatkan aktiva dan pasiva 
dari Perseroan yang meng-
gabungkan diri beralih kare-
na hukum kepada Perseroan 
yang menerima penggabun-
gan dan selanjutnya status 
badan hukum Perseroan 
yang menggabungkan diri 
berakhir karena hukum. 

10. Peleburan adalah perbua-
tan hukum yang dilakukan 
oleh dua Perseroan atau 
lebih untuk meleburkan diri 
dengan cara mendirikan satu 
Perseroan baru yang karena 
hukum memperoleh aktiva 
dan pasiva dari Perseroan 
yang meleburkan diri dan 
status badan hukum Perse-
roan yang meleburkan diri 
berakhir karena hukum.

11. Pengambilalihan adalah per-
buatan hukum yang dilaku-
kan oleh badan hukum atau 
orang perseorangan untuk 
mengambil alih saham Per-
seroan yang mengakibatkan 
beralihnya pengendalian atas 
Perseroan tersebut.

9. Penggabungan adalah per-
buatan hukum yang dilaku-
kan oleh satu Perseroan atau 
lebih untuk menggabungkan 
diri dengan Perseroan lain 
yang telah ada yang menga-
kibatkan aktiva dan pasiva 
dari Perseroan yang meng-
gabungkan diri beralih kare-
na hukum kepada Perseroan 
yang menerima penggabun-
gan dan selanjutnya status 
badan hukum Perseroan 
yang menggabungkan diri 
berakhir karena hukum. 

10. Peleburan adalah perbua-
tan hukum yang dilakukan 
oleh dua Perseroan atau 
lebih untuk meleburkan diri 
dengan cara mendirikan satu 
Perseroan baru yang karena 
hukum memperoleh aktiva 
dan pasiva dari Perseroan 
yang meleburkan diri dan 
status badan hukum Perse-
roan yang meleburkan diri 
berakhir karena hukum. 

11. Pengambilalihan adalah per-
buatan hukum yang dilaku-
kan oleh badan hukum atau 
orang perseorangan untuk 
mengambil alih saham Per-
seroan yang mengakibatkan 
beralihnya pengendalian atas 
Perseroan tersebut. 
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NOMOR 
PASAL UU PERSEROAN TERBATAS UU PERSEROAN TERBATAS 

(OMNIBUSLAW) PENJELASAN

12. Pemisahan adalah perbuatan 
hukum yang dilakukan oleh 
Perseroan untuk memisah-
kan usaha yang mengaki-
batkan seluruh aktiva dan 
pasiva Perseroan beralih 
karena hukum kepada 2 
(dua) Perseroan atau lebih 
atau sebagian aktiva dan pa-
siva Perseroan beralih kare-
na hukum kepada 1 (satu) 
Perseroan atau lebih.

13. Surat Tercatat adalah su-
rat yang dialamatkan ke-
pada penerima dan dapat 
dibuktikan dengan tanda 
terima dari penerima yang 
ditandatangani dengan 
menyebutkan tanggal pener-
imaan. 

14. Surat Kabar adalah surat 
kabar harian berbahasa In-
donesia yang beredar secara 
nasional.

15. Hari adalah hari kalender. 
16. Menteri adalah Menteri yang 

tugas dan tanggung jawabn-
ya di bidang hukum dan hak 
asasi manusia.

12. Pemisahan adalah perbuatan 
hukum yang dilakukan oleh 
Perseroan untuk memisah-
kan usaha yang mengaki-
batkan seluruh aktiva dan 
pasiva Perseroan beralih 
karena hukum kepada 2 
(dua) Perseroan atau lebih 
atau sebagian aktiva dan pa-
siva Perseroan beralih kare-
na hukum kepada 1 (satu) 
Perseroan atau lebih. 

13. Surat Tercatat adalah su-
rat yang dialamatkan ke-
pada penerima dan dapat 
dibuktikan dengan tanda 
terima dari penerima yang 
ditandatangani dengan 
menyebutkan tanggal pener-
imaan. 

14. Surat Kabar adalah surat 
kabar harian berbahasa In-
donesia yang beredar secara 
nasional. 

15. Hari adalah hari kalender.
16. Menteri adalah Menteri yang 

tugas dan tanggung jawabn-
ya di bidang hukum dan hak 
asasi manusia 

Pasal 7 (1) Perseroan didirikan oleh 2 
(dua) orang atau lebih den-
gan akta notaris yang dibuat 
dalam bahasa Indonesia. 

(2) Setiap pendiri Perseroan wa-
jib mengambil bagian saham 
pada saat Perseroan didiri-
kan.

(3) Ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) tidak 
berlaku dalam rangka Pele-
buran. 

(1) Perseroan didirikan oleh 2 
(dua) orang atau lebih den-
gan akta notaris yang dibuat 
dalam Bahasa Indonesia. 

(2) Setiap pendiri Perseroan 
wajib mengambil bagian 
saham  pada saat Perseroan 
didirikan.

(3) Ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) tidak  
berlaku dalam rangka Pele-
buran.

- Pengaturan terhadap 
pemegang saham 
diperjelas dengan dua 
poin yang menga-
takan bahwa apabila 
pemegang saham 
kurang dari 2 orang 
maka ada waktu 6 
bulan dan pemegang 
saham wajib mengali-
hakn Sebagian saham 
ke orang lain atau 
mengeluarkan saham 
baru. 
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NOMOR 
PASAL UU PERSEROAN TERBATAS UU PERSEROAN TERBATAS 

(OMNIBUSLAW) PENJELASAN

(4) Perseroan memperoleh sta-
tus badan hukum pada tang-
gal diterbitkannya keputusan 
menteri mengenai pengesah-
an badan hukum Perseroan. 

(5) Setelah Perseroan mem-
peroleh status badan hu-
kum dan pemegang saham 
menjadi kurang dari 2 (dua) 
orang, dalam jangka waktu 
paling lama 6 (enam) bulan 
terhitung sejak keadaan 
tersebut pemegang saham 
yang bersangkutan wa-
jib mengalihkan sebagian 
sahamnya kepada orang 
lain atau Perseroan menge-
luarkansaham baru kepada 
orang lain. 

(6) Dalam hal jangka waktu 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5) telah dilampaui, 
pemegang saham tetap 
kurang dari 2 (dua) orang, 
pemegang saham bertang-
gung jawab secara pribadi 
atas segala perikatan dan 
kerugian Perseroan, dan 
atas permohonan pihak yang 
berkepentingan, pengadilan 
negeri dapat membubarkan 
Perseroan tersebut.

(4) Perseroan memperoleh 
status badan hukum setelah 
didaftarkan kepada Ment-
eri dan mendapatkan bukti  
pendaftaran.

(5) Setelah Perseroan mem-
peroleh status badan hu-
kum dan pemegang saham 
menjadi kurang dari 2 (dua) 
orang, dalam jangka waktu 
paling lama 6 (enam) bulan 
terhitung sejak keadaan 
tersebut, pemegang saham 
yang bersangkutan wajib:  
a. mengalihkan sebagian 

sahamnya kepada orang 
lain; atau

b. Perseroan mengeluar-
kan saham baru kepada 
orang lain. 

(6) Dalam hal jangka waktu 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5) telah dilampaui, pe-
megang saham tetap kurang 
dari 2 (dua) orang: 
a. pemegang saham ber-

tanggung jawab secara 
pribadi  atas segala 
perikatan dan kerugian 
Perseroan; dan 

b. atas permohonan pihak 
yang berkepentingan, 
pengadilan negeri dapat 
membubarkan Perseroan 
tersebut. 

- Tentang kepemilikan 
dibawah 2 tidak 
berlaku bagi BUMD, 
BUMNDes, perusa-
haan mikro dan kecil. 
Dengan penambahan 
ayat 8 yang men-
gatakan BUMDes 
dan perseroan yang 
mengelola bursa efek, 
Lembaga kliring dan 
penjaminan, Lemba-
ga penjaminan dan 
penyelesaian dan 
Lembaga lain sesuai 
dengan undang-un-
dang tentang pasar 
modal merupakan us-
aha mikro dan kecil.
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PASAL UU PERSEROAN TERBATAS UU PERSEROAN TERBATAS 

(OMNIBUSLAW) PENJELASAN

(7)  Ketentuan yang mewajib-
kan Perseroan didirikan oleh 
2 (dua) orang atau lebih 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), dan ketentuan pada 
ayat (5), serta ayat (6) tidak 
berlaku bagi:
a. Persero yang seluruh 

sahamnya dimiliki oleh 
negara; atau

b. Perseroan yang menge-
lola bursa efek, lembaga 
kliring dan penjaminan, 
lembaga penyimpanan 
dan penyelesaian, dan 
lembaga lain sebagaima-
na diatur dalam undan-
gundang tentang Pasar 
Modal.

(7) Ketentuan yang mewajib-
kan Perseroan didirikan oleh 
2 (dua) orang atau lebih 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), dan ketentuan pada 
ayat (5), serta ayat (6) tidak 
berlaku bagi: 
a. Persero yang seluruh 

sahamnya dimiliki oleh 
negara; 

b. Badan Usaha Milik Daer-
ah; 

c. Badan Usaha Milik Desa; 
d. Perseroan yang menge-

lola bursa efek, lembaga 
kliring dan penjaminan, 
lembaga penyimpanan 
dan penyelesaian, dan 
lembaga lain sesuai 
dengan Undang-Undang 
tentang Pasar Modal; 
atau 

e. Perseroan yang me-
menuhi kriteria untuk 
usaha mikro dan kecil.

(8) Usaha mikro dan kecil se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (7) huruf c d merupa-
kan usaha mikro dan kecil 
sebagaimana diatur dalam 
ketentuan peraturan perun-
dang-undangan di bidang 
usaha mikro, kecil, dan me-
nengah. 
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(OMNIBUSLAW) PENJELASAN

Pasal 32 (1) Modal dasar Perseroan pal-
ing sedikit Rp50.000.000,00 
(lima puluh juta rupiah). 

(2) Undang-undang yang men-
gatur kegiatan usaha ter-
tentu dapat menentukan 
jumlah minimum modal 
Perseroan yang lebih besar 
daripada ketentuan modal 
dasar sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1). 

(3) Perubahan besarnya modal 
dasar sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1), ditetap-
kan dengan peraturan 
pemerintah.

(1) Perseroan wajib memiliki 
modal dasar perseroan.

(2) Besaran modal dasar perse-
roan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditentukan 
berdasarkan keputusan 
pendiri perseroan.

(3) Ketentuan lebih lanjut men-
genai modal dasar perseroan 
diatur dengan Peraturan 
Pemerintah. 

Penghilangan patokan 
modal dasar perseroan, 
dan diputuskan oleh 
pendiri perseroan, dan 
untuk ketentuan lebih 
lanjut diatur dengan PP.

Pasal 153 Ketentuan mengenai biaya un-
tuk: 
a. memperoleh persetujuan 

pemakaian nama Perseroan; 
b. memperoleh keputusan 

pengesahan badan hukum 
Perseroan; 

c. memperoleh keputusan per-
setujuan perubahan angga-
ran dasar; 

d. memperoleh informasi ten-
tang data Perseroan dalam 
daftar Perseroan;

e. pengumuman yang diwajib-
kan dalam undang-undang 
ini dalam Berita Negara Re-
publik Indonesia dan Tamba-
han Berita Negara Republik 
Indonesia; dan 

f. memperoleh salinan kepu-
tusan menteri mengenai 
pengesahan badan hukum 
Perseroan atau persetujuan 
perubahan anggaran dasar 
Perseroan diatur dengan 
peraturan pemerintah.

Ketentuan mengenai biaya 
Perseorangan sebagai badan 
hukum sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang- undangan 
dibidang penerimaan negara 
bukan pajak. 
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PASAL UU PERSEROAN TERBATAS UU PERSEROAN TERBATAS 

(OMNIBUSLAW) PENJELASAN

Pasal 
153A

Penambahan pasal (1) Perseroan yang memenuhi 
kriteria usaha mikro dan 
kecil dapat didirikan oleh 1 
(satu) orang.

(2) Pendirian Perseroan untuk 
usaha mikro dan kecil se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan ber-
dasarkan surat pernyataan 
pendirian yang dibuat dalam 
Bahasa Indonesia. 

(3) Ketentuan lebih lanjut men-
genai pendirian Perseroan 
untuk usaha mikro dan kecil 
diatur dengan Peraturan 
Pemerintah. 

Pasal 
153B

Penambahan Pasal (1) Pernyataan pendirian se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 153 A ayat (2) memuat 
maksud, tujuan, modal 
dasar, dan keterangan lain 
berkaitan dengan pendirian 
Perseroan.

(2) Pernyataan pendirian se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) didaftarkan secara 
elektronik kepada Menteri 
dengan mengisi format isian.

(3) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai materi pernyata-
an pendirian sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan 
format isian sebagaimana di-
maksud pada ayat (2) diatur 
dalam Peraturan Pemerintah 
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(OMNIBUSLAW) PENJELASAN

Pasal 
153C

Penambahan pasal (1) Perubahan pernyataan 
pendirian Perseroan untuk 
usaha mikro dan kecil se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 153A ditetapkan oleh 
pemegang saham dan diber-
itahukan secara elektronik 
kepada Menteri. 

(2) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai materi dan format 
isian perubahan pernyataan 
pendirian sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) diatur 
dalam Peraturan Pemerintah. 

Pasal 
153D

Penambahan Pasal (1) Direktur atau direksi Perse-
roan untuk usaha mikro dan 
kecil sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 153A men-
jalankan pengurusan Perse-
roan untuk usaha mikro dan 
kecil bagi kepentingan Perse-
roan, sesuai dengan maksud 
dan tujuan Perseroan. 

(2) Direktur berwenang men-
jalankan pengurusan se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) sesuai dengan kebi-
jakan yang dianggap tepat, 
dalam batas yang ditentukan 
dalam Undang-Undang ini, 
dan/atau pernyataan pendi-
rian Perseroan. 

Pasal 
153E

Penambahan Pasal (1) Pemegang Saham Perseroan 
untuk usaha mikro dan kecil 
sebagaimana dimaksud da-
lam Pasal 153A merupakan 
orang perseorangan.

(2) Pendiri Perseroan hanya 
dapat mendirikan Perseroan 
Terbatas untuk Usaha Mikro 
dan Kecil sejumlah 1 (satu) 
Perseroan untuk usaha mikro 
dan kecil dalam 1 (satu) 
tahun. 
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PASAL UU PERSEROAN TERBATAS UU PERSEROAN TERBATAS 

(OMNIBUSLAW) PENJELASAN

Pasal 
153F

Penambahan Pasal (1) Direktur atau direksi Perse-
roan untuk usaha mikro dan 
kecil sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 153A harus 
membuat laporan keuangan 
dalam rangka mewujudkan 
Tata Kelola Perseroan yang 
baik. 

(2) Ketentuan lebih lanjut men-
genai kewajiban membuat 
laporan keuangan diatur 
dengan Peraturan Pemerin-
tah. 
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NOMOR 
PASAL UU PERSEROAN TERBATAS UU PERSEROAN TERBATAS 

(OMNIBUSLAW) PENJELASAN

Pasal 
153G

Penambahan Pasal (1) Pembubaran Perseroan un-
tuk usaha mikro dan kecil se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 153A dilakukan oleh 
pemegang saham yang di-
tuangkan dalam pernyataan 
pembubaran dan diberitahu-
kan secara elektronik kepada 
Menteri. 

(2) Pembubaran Perseroan 
untuk usaha mikro dan kecil 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) terjadi: 

a. berdasarkan keputusan Pe-
megang Saham; 

b. karena jangka waktu berdir-
inya yang ditetapkan  dalam 
anggaran dasar telah bera-
khir; 

c. berdasarkan penetapan pen-
gadilan. 

d. dengan dicabutnya kepail-
itan berdasarkan putusan 
pengadilan niaga yang telah 
mempunyai kekuatan hukum 
tetap, harta pailit Perseroan 
tidak cukup  untuk memba-
yar biaya kepailitan; 

e. karena harta pailit Perse-
roan yang telah dinyatakan 
pailit berada dalam keadaan 
insolvensi sebagaimana 
diatur dalam Undang-Un-
dang tentang Kepailitan dan 
Penundaan Kewajiban Pem-
bayaran Utang; atau 

f. karena dicabutnya Perizinan 
Berusaha Perseroan sehing-
ga mewajibkan Perseroan 
melakukan likuidasi sesuai 
dengan ketentuan peraturan 
perundang- undangan. 
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NOMOR 
PASAL UU PERSEROAN TERBATAS UU PERSEROAN TERBATAS 

(OMNIBUSLAW) PENJELASAN

Pasal 
153H

Penambahan Pasal (1) Dalam hal Perseroan untuk 
usaha mikro dan kecil su-
dah tidak memenuhi kriteria 
usaha mikro dan kecil se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 153A, Perseroan harus 
mengubah statusnya men-
jadi Perseroan sebagaimana 
dimaksud dalam ketentuan 
peraturan perundang-undan-
gan yang berlaku. 

(2) Ketentuan lebih lanjut men-
genai pengubahan status 
Perseroan untuk usaha mikro 
dan kecil menjadi Perseroan 
diatur dengan Peraturan 
Pemerintah. 

153I Penambahan Pasal (1) Perseroan untuk usaha mikro 
dan kecil diberikan keringa-
nan biaya terkait pendirian 
badan hukum.

(2) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai keringanan biaya 
Perseroan untuk usaha mikro 
dan kecil sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) diatur 
sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undan-
gan dibidang penerimaan 
negara bukan pajak. 
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PASAL UU PERSEROAN TERBATAS UU PERSEROAN TERBATAS 

(OMNIBUSLAW) PENJELASAN

153J Penambahan Pasal (1) Pemegang saham Perseroan 
untuk usaha mikro dan kecil 
tidak bertanggung jawab 
secara pribadi atas perika-
tan yang dibuat atas nama 
Perseroan dan tidak bertang-
gung jawab atas kerugian 
Perseroan melebihi saham 
yang dimiliki. 

(2) Ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tidak 
berlaku apabila: 

a. persyaratan Perseroan se-
bagai badan hukum belum 
atau tidak terpenuhi;

b. pemegang saham yang 
bersangkutan baik langsung 
maupun tidak langsung 
dengan itikad buruk me-
manfaatkan Perseroan untuk 
kepentingan pribadi; 

c. pemegang saham yang 
bersangkutan terlibat dalam 
perbuatan melawan hukum 
yang dilakukan oleh Perse-
roan; atau 

d. pemegang saham yang 
bersangkutan baik langsung 
maupun tidak langsung 
secara melawan hukum 
menggunakan kekayaan Per-
seroan, yang mengakibatkan 
kekayaan Perseroan menjadi 
tidak cukup untuk melunasi 
utang Perseroan. 

UNDANG-UNDANG GANGGUAN

Pasal 110 Perihal mendirikan bangunan-bangu-
nan kecil tempat bekerja dan’perusa-
haan-perusahaan kecil. 

Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 
juncto Staatsblad Tahun 1940 Nomor 
450 tentang Undang-Undang Gangguan 
(Hinderordonnantie) dicabut dan dinya-
takan tidak berlaku.
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Bagian Ketujuh

PERPAJAKAN
Pasal 111

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 
tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lem-
baran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia 
Nomor 4893) diubah 

NOMOR 
PASAL

UU PERPAJAKAN OMNIBUS LAW KETERANGAN

Pasal 2 Pasal 2 
(1) Yang menjadi subjek pajak 

adalah: 
a.   1. orang pribadi; 

2. warisan yang belum terb-
agi sebagai satu kesat-
uan menggantikan yang 
berhak; 

b. badan; dan 
c. bentuk usaha tetap. 

(1a) Bentuk usaha tetap 
merupakan subjek pajak 
yang perlakuan  perpa-
jakannya dipersamakan 
dengan subjek pajak 
badan. 

(2) Subjek pajak dibedakan 
menjadi subjek pajak dalam 
negeri dan subjek pajak luar 
negeri. 

Pasal 2 
(1) Yang menjadi subjek pajak 

adalah: 
a. 1. orang pribadi; dan 

2. warisan yang belum 
terbagi sebagai satu 
kesatuan  menggantikan 
yang berhak; 

b. badan; dan 
c. bentuk usaha tetap. 

(1a) Bentuk usaha tetap 
merupakan subjek pajak 
yang perlakuan perpa-
jakannya dipersamakan 
dengan subjek pajak 
badan. 

(2) Subjek pajak dibedakan 
menjadi subjek pajak dalam 
negeri dan subjek pajak luar 
negeri. 

Tidak ada perubahan 
substansi hanya peruba-
han penulisan pada ayat 
(3) dan (4)
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NOMOR 
PASAL

UU PERPAJAKAN OMNIBUS LAW KETERANGAN

(3) Subjek pajak dalam negeri 
adalah: 
a. orang pribadi yang 

bertempat tinggal di 
Indonesia, orang pribadi 
yang berada di Indone-
sia lebih dari 183 (sera-
tus delapan puluh tiga) 
hari dalam jangka waktu 
12 (dua belas) bulan, 
atau orang pribadi yang 
dalam suatu tahun pajak 
berada di Indonesia dan 
mempunyai niat untuk 
bertempat tinggal di 
Indonesia; 

b. badan yang didirikan 
atau bertempat kedudu-
kan di Indonesia, kecuali 
unit tertentu dari badan 
pemerintah yang me-
menuhi kriteria: 
1. pembentukannya 

berdasarkan ketentu-
an peraturan perun-
dang-undangan; 

2. pembiayaannya ber-
sumber dari Angga-
ran Pendapatan dan 
Belanja Negara atau 
Anggaran Pendapa-
tan dan Belanja 
Daerah;

3. penerimaannya 
dimasukkan dalam 
anggaran Pemerintah 
Pusat atau Pemerin-
tah Daerah; dan 

(3) Subjek pajak dalam negeri 
adalah: 
a. orang pribadi, baik 

yang merupakan Warga 
Negara Indonesia mau-
pun warga negara asing 
yang: 
1. bertempat tinggal di 

Indonesia; 
2. berada di Indonesia 

lebih dari 183 (ser-
atus  delapan puluh 
tiga) hari dalam jang-
ka waktu 12 (dua 
belas) bulan; atau 

3. dalam suatu tahun 
pajak berada di 
Indonesia dan mem-
punyai niat untuk 
bertempat tinggal di 
Indonesia; 

b. badan yang didirikan 
atau bertempat kedudu-
kan di Indonesia, kecuali 
unit tertentu dari badan 
pemerintah yang me-
menuhi kriteria: 
1. pembentukannya 

berdasarkan ketentu-
an peraturan perun-
dang undangan; 

2. pembiayaannya ber-
sumber dari Angga-
ran Pendapatan dan 
Belanja Negara atau 
Anggaran Pendapa-
tan dan Belanja 
Daerah; 

3. penerimaannya 
dimasukkan dalam 
anggaran Pemerintah 
Pusat atau Pemerin-
tah Daerah; dan 
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PASAL

UU PERPAJAKAN OMNIBUS LAW KETERANGAN

4. pembukuannya 
diperiksa oleh aparat 
pengawasan fung-
sional negara; dan 

c. warisan yang belum 
terbagi sebagai satu 
kesatuan menggantikan 
yang berhak. 

(4) Subjek pajak luar negeri 
adalah: 
a. orang pribadi yang tidak 

bertempat tinggal di 
Indonesia, orang pribadi 
yang berada di Indonesia 
tidak lebih dari 183 (ser-
atus delapan puluh tiga) 
hari dalam jangka waktu 
12 (dua belas) bulan, 
dan badan yang tidak di-
dirikan dan tidak bertem-
pat kedudukan di Indo-
nesia, yang menjalankan 
usaha atau melakukan 
kegiatan melalui bentuk 
usaha tetap di Indonesia; 
dan 

4. pembukuannya 
diperiksa oleh aparat 
pengawasan fung-
sional negara; dan 

c. warisan yang belum terb-
agi sebagai satu kesat-
uan menggantikan yang 
berhak. 

(4) Subjek pajak luar negeri 
adalah: 
a. orang pribadi yang tidak 

bertempat tinggal di 
Indonesia; 
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PASAL
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b. orang pribadi yang tidak 
bertempat tinggal di 
Indonesia, orang pribadi 
yang berada di Indone-
sia tidak lebih dari 183 
(seratus delapan puluh 
tiga) hari dalam jangka 
waktu 12 (dua belas) 
bulan, dan badan yang 
tidak didirikan dan tidak 
bertempat kedudukan di 
Indonesia, yang dapat 
menerima atau mem-
peroleh penghasilan 
dari Indonesia tidak dari 
menjalankan usaha atau 
melakukan kegiatan 
melalui bentuk usaha 
tetap di Indonesia. 

b. warga negara asing yang 
berada di Indonesia 
tidak lebih dari 183 (ser-
atus delapan puluh tiga) 
hari dalam jangka waktu 
12 (dua belas) bulan; 

c. Warga Negara Indone-
sia yang berada di luar 
Indonesia lebih dari 183 
(seratus delapan puluh 
tiga) hari dalam jangka 
waktu 12 (dua belas) 
bulan serta memenuhi 
persyaratan: 
1. tempat tinggal; 
2. pusat kegiatan uta-

ma; 
3. tempat menjalank-

an kebiasan; status 
subjek pajak; 

4. dan/atau 
5. persyaratan tertentu 

lainnya yang ketentu-
an lebih lanjut men-
genai persyaratan 
tersebut diatur dalam 
Peraturan Menteri 
Keuangan; dan 

d. badan yang tidak didiri-
kan dan tidak bertempat 
kedudukan di Indonesia 
yang menjalankan usaha 
atau melakukan kegiatan 
melalui bentuk usaha 
tetap di Indonesia atau 
yang dapat menerima 
atau memperoleh peng-
hasilan dari Indonesia 
tidak dari menjalankan 
usaha atau melakukan 
kegiatan melalui bentuk 
usaha tetap di Indone-
sia. 
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(5) Bentuk usaha tetap adalah 
bentuk usaha yang dipergu-
nakan oleh orang  pribadi 
yang tidak bertempat tinggal 
di Indonesia, orang pribadi 
yang berada di Indonesia 
tidak lebih dari 183 (sera-
tus delapan puluh tiga) hari 
dalam jangka waktu 12 (dua 
belas) bulan, dan badan 
yang tidak didirikan dan ti-
dak bertempat kedudukan di 
Indonesia untuk menjalank-
an usaha atau melakukan 
kegiatan di Indonesia, yang 
dapat berupa: 
a. tempat kedudukan ma-

najemen; 
b. cabang perusahaan; 
c. kantor perwakilan; 
d. gedung kantor; 
e. pabrik; 
f. bengkel; 
g. gudang; 
h. ruang untuk promosi dan 

penjualan; 
i. pertambangan dan 

penggalian sumber 
alam;

j. wilayah kerja pertam-
bangan minyak dan gas 
bumi; 

k. perikanan, peternakan, 
pertanian, perkebunan, 
atau kehutanan; 

l. proyek konstruksi, insta-
lasi, atau proyek peraki-
tan; 

(5) Bentuk usaha tetap adalah 
bentuk usaha yang diper-
gunakan oleh orang pribadi 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) huruf a, huruf 
b, dan huruf c, dan badan 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) huruf d untuk men-
jalankan usaha atau melaku-
kan kegiatan di Indonesia 
yang dapat berupa: 
a. tempat kedudukan ma-

najemen; 
a. cabang perusahaan; 
b. kantor perwakilan; 
c. gedung kantor; 
d. pabrik; 
e. bengkel; 
f. gudang; 
g. ruang untuk promosi dan 

penjualan; 
h. pertambangan dan 

penggalian sumber 
alam; 

i. wilayah kerja pertam-
bangan minyak dan gas 
bumi; 

j. perikanan, peternakan, 
pertanian, perkebunan, 
atau kehutanan; 

k. proyek konstruksi, insta-
lasi, atau proyek peraki-
tan;

l. pemberian jasa dalam 
bentuk apa pun oleh 
pegawai atau orang lain 
sepanjang dilakukan leb-
ih dari 60 (enam puluh) 
hari dalam jangka waktu 
12 (dua belas) bulan; 
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m. pemberian jasa dalam 
bentuk apa pun oleh 
pegawai atau orang lain, 
sepanjang dilakukan leb-
ih dari 60 (enam puluh) 
hari dalam jangka waktu 
12 (dua belas) bulan; 

n. orang atau badan yang 
bertindak selaku agen 
yang kedudukannya 
tidak bebas; 

o. agen atau pegawai dari 
perusahan asuransi yang 
tidak didirikan dan tidak 
bertempat kedudukan di 
Indonesia yang meneri-
ma premi asuransi atau 
menanggung risiko di 
Indonesia; dan 

p. komputer, agen elektron-
ik, atau peralatan otom-
atis yang dimiliki, dise-
wa, atau digunakan oleh 
penyelenggara transaksi 
elektronik untuk men-
jalankan kegiatan usaha 
melalui internet. 

(6) Tempat tinggal orang prib-
adi atau tempat kedudukan 
badan ditetapkan oleh Direk-
tur Jenderal Pajak menurut 
keadaan yang sebenarnya.

m. orang atau badan yang 
bertindak selaku agen 
yang kedudukannya 
tidak bebas; 

n. agen atau pegawai dari 
perusahan asuransi yang 
tidak didirikan dan tidak 
bertempat kedudukan di 
Indonesia yang meneri-
ma premi asuransi atau 
menanggung risiko di 
Indonesia; dan 

o. komputer, agen elektron-
ik, atau peralatan otom-
atis yang dimiliki, dise-
wa, atau digunakan oleh 
penyelenggara transaksi 
elektronik untuk men-
jalankan kegiatan usaha 
melalui internet. 

(6) Tempat tinggal orang pribadi 
atau tempat kedudukan-
badan ditetapkan oleh Direk-
tur Jenderal Pajak menurut 
keadaan yang sebenarnya.

Pasal 4 Pasal 4
1. Yang menjadi objek pajak 

adalah penghasilan, yaitu se-
tiap tambahan kemampuan 
ekonomis yang diterima atau 
diperoleh Wajib Pajak, baik 
yang berasal dari Indonesia 
maupun dari luar Indo-
nesia, yang dapat dipakai 
untuk konsumsi atau untuk 
menambah kekayaan Wajib 
Pajak yang bersangkutan, 
dengan nama dan dalam 
bentuk apa pun, termasuk:

Pasal 4
(1) Yang menjadi objek pajak 

adalah penghasilan, yaitu se-
tiap tambahan kemampuan 
ekonomis yang diterima atau 
diperoleh Wajib Pajak, baik 
yang berasal dari Indonesia 
maupun dari luar Indo-
nesia, yang dapat dipakai 
untuk konsumsi atau untuk 
menambah kekayaan Wajib 
Pajak yang bersangkutan, 
dengan nama dan dalam 
bentuk apa pun, termasuk:

Dalam pasal 4 huruf g di 
omnibus law tidak ada 
kata “dan pembagian 
sisa hasil usaha kopera-
si”. Pembagian sisa hasil 
usaha koperasi tidak 
termasuk dalam objek 
pajak penghasilan.
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a. penggantian atau imbalan 
berkenaan dengan pekerjaan 
atau jasa yang diterima atau 
diperoleh termasuk gaji, 
upah, tunjangan, honorar-
ium, komisi, bonus, gratifi-
kasi, uang pensiun, atau im-
balan dalam bentuk lainnya, 
kecuali ditentukan lain dalam 
Undang-undang ini;
i. hadiah dari undian atau 

pekerjaan atau kegiatan, 
dan penghargaan;

ii. laba usaha;
iii. keuntungan karena 

penjualan atau karena 
pengalihan harta terma-
suk:

1. keuntungan karena pengali-
han harta kepada perseroan, 
persekutuan, dan badan 
lainnya sebagai penggan-
ti saham atau penyertaan 
modal;

2. keuntungan karena pengali-
han harta kepada pemegang 
saham, sekutu, atau anggota 
yang diperoleh perseroan, 
persekutuan, dan badan lain-
nya;

3. keuntungan karena likuidasi, 
penggabungan, peleburan, 
pemekaran, pemecahan, 
pengambilalihan usaha, atau 
reorganisasi dengan nama 
dan dalam bentuk apa pun;

a. penggantian atau imbalan 
berkenaan dengan pekerjaan 
atau jasa yang diterima atau 
diperoleh termasuk gaji, 
upah, tunjangan, honorar-
ium, komisi, bonus, gratifi-
kasi, uang pensiun, atau im-
balan dalam bentuk lainnya, 
kecuali ditentukan lain dalam 
Undang-Undang ini;
i. hadiah dari undian atau 

pekerjaan atau kegiatan, 
dan penghargaan;

ii. laba usaha;
iii. keuntungan karena 

penjualan atau karena 
pengalihan harta terma-
suk:

1. keuntungan karena pengali-
han harta kepada perseroan, 
persekutuan, dan badan 
lainnya sebagai penggan-
ti saham atau penyertaan 
modal;

2. keuntungan karena pengali-
han harta kepada pemegang 
saham, sekutu, atau anggota 
yang diperoleh perseroan, 
persekutuan, dan badan lain-
nya;

3. keuntungan karena likuidasi, 
penggabungan, peleburan, 
pemekaran, pemecahan, 
pengambilalihan usaha, atau 
reorganisasi dengan nama 
dan dalam bentuk apa pun;

Terdapat penambahan 
ayat (1a) (1b) (1c) (1d) 
yang kuranglebihnya 
keempat ayat itu meen-
gatur mngenai pengec-
ualian pengenaan pajak 
penghasilan oleh WNA 
yg telah menjadi subjek 
pajak dalam negeri.

(1b) penghasilan yang 
diperoleh WNA yang 
dari luar negeri namun 
pekerjaan, jasa maupun 
kegiatannya dilakukan di 
Indonesia.

(1c) pengecualian se-
bagaimana di ayat (1a) 
tidak berlaku bagi WNA 
yang memanfaatkan 
persetujuan penghinda-
ran pajak berganda. 

(1d) pengaturan men-
genai kriteria penge-
naan pajak penghasilan 
bagi warga negara asing 
diatur dalam peraturan 
Menteri keuangan.
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4. keuntungan karena penga-
lihan harta berupa hibah, 
bantuan, atau sumbangan, 
kecuali yang diberikan 
kepada keluarga sedar-
ah dalam garis keturunan 
lurus satu derajat dan 
badan keagamaan, badan 
pendidikan, badan sosial 
termasuk yayasan, kopera-
si, atau orang pribadi yang 
menjalankan usaha mikro 
dan kecil, yang ketentuannya 
diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Menteri Keuan-
gan, sepanjang tidak ada 
hubungan dengan usaha, 
pekerjaan, kepemilikan, 
atau penguasaan di antara 
pihak-pihak yang bersangku-
tan; dan

5. keuntungan karena penjual-
an atau pengalihan sebagian 
atau seluruh hak penamban-
gan, tanda turut serta dalam 
pembiayaan, atau permoda-
lan dalam perusahaan per-
tambangan;
d. penerimaan kemba-

li pembayaran pajak 
yang telah dibebank-
an sebagai  biaya dan 
pembayaran tambahan 
pengembalian pajak;

e. bunga termasuk pre-
mium, diskonto, dan 
imbalan karena jaminan  
pengembalian utang;

4. keuntungan karena penga-
lihan harta berupa hibah, 
bantuan, atau sumbangan, 
kecuali yang diberikan 
kepada keluarga sedar-
ah dalam garis keturunan 
lurus satu derajat dan 
badan keagamaan, badan 
pendidikan, badan sosial 
termasuk yayasan, kopera-
si, atau orang pribadi yang 
menjalankan usaha mikro 
dan kecil, yang ketentuannya 
diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Menteri Keuan-
gan sepanjang tidak ada 
hubungan dengan usaha, 
pekerjaan, kepemilikan, 
atau penguasaan di antara 
pihak-pihak yang bersangku-
tan; dan

5. keuntungan karena penjual-
an atau pengalihan sebagian 
atau seluruh hak penamban-
gan, tanda turut serta dalam 
pembiayaan, atau permoda-
lan dalam perusahaan per-
tambangan;
e. penerimaan kemba-

li pembayaran pajak 
yang telah dibebank-
an sebagai biaya dan 
pembayaran tambahan 
pengembalian pajak;
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f. dividen, dengan nama 
dan dalam bentuk apap-
un, termasuk dividen 
dari perusahaan asuransi 
kepada pemegang polis, 
dan pembagian sisa hasil 
usaha koperasi;

g. royalti atau imbalan atas 
penggunaan hak;

h. sewa dan penghasilan 
lain sehubungan dengan 
penggunaan harta;

i. penerimaan atau perole-
han pembayaran berka-
la;

j. keuntungan karena pem-
bebasan utang, kecuali 
sampai dengan jumlah 
tertentu yang ditetapkan 
dengan Peraturan Pe-
merintah;

k. keuntungan selisih kurs 
mata uang asing;

l. selisih lebih karena pe-
nilaian kembali aktiva;

m. premi asuransi;
n. iuran yang diterima atau 

diperoleh perkumpulan 
dari anggotanya yang 
terdiri dari Wajib Pajak 
yang menjalankan usaha 
atau pekerjaan bebas;

o. tambahan kekayaan 
neto yang berasal dari 
penghasilan yang belum 
dikenakan pajak;

p. penghasilan dari usaha 
berbasis syariah;

f. bunga termasuk pre-
mium, diskonto, dan 
imbalan karena jaminan 
pengembalian utang;

g. dividen dengan nama 
dan dalam bentuk apap-
un, termasuk dividen 
dari perusahaan asuransi 
kepada pemegang polis;

h. royalti atau imbalan atas 
penggunaan hak;

i. sewa dan penghasilan 
lain sehubungan dengan 
penggunaan harta;

j. penerimaan atau perole-
han pembayaran berka-
la;

k. keuntungan karena pem-
bebasan utang, kecuali 
sampai dengan jumlah 
tertentu yang ditetapkan 
dengan Peraturan Pe-
merintah;

l. keuntungan selisih kurs 
mata uang asing;

m. selisih lebih karena pe-
nilaian kembali aktiva;

n. premi asuransi;
o. iuran yang diterima atau 

diperoleh perkumpulan 
dari anggotanya yang 
terdiri dari Wajib Pajak 
yang menjalankan usaha 
atau pekerjaan bebas;

p. tambahan kekayaan 
neto yang berasal dari 
penghasilan yang belum 
dikenakan pajak;
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q. imbalan bunga se-
bagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang 
yang mengatur menge-
nai ketentuan umum dan 
tata cara perpajakan; 
dan

r. surplus Bank Indonesia.

q. penghasilan dari usaha 
berbasis syariah;

r. imbalan bunga se-
bagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang 
yang mengatur menge-
nai ketentuan umum dan 
tata cara perpajakan; 
dan

s. surplus Bank Indonesia.
(1a) Dikecualikan dari ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), warga negara asing 
yang telah menjadi subjek 
pajak dalam negeri dikenai 
Pajak Penghasilan hanya 
atas penghasilan yang diteri-
ma atau diperoleh dari Indo-
nesia dengan ketentuan:
a. memiliki keahlian ter-

tentu; dan
b. berlaku selama 4 (em-

pat) tahun pajak yang 
dihitung sejak menjadi 
subjek pajak dalam neg-
eri.

(1b) Termasuk dalam pengertian 
penghasilan yang diterima 
atau diperoleh  dari Indo-
nesia sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1a) berupa 
penghasilan yang diterima 
atau diperoleh warga negara 
asing sehubungan dengan 
pekerjaan, jasa, atau ke-
giatan di Indonesia dengan 
nama dan dalam bentuk 
apapun yang dibayarkan di 
luar Indonesia.
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(1c) Ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1a) ti-
dak berlaku terhadap warga 
negara asing yang meman-
faatkan Persetujuan Peng-
hindaran Pajak Berganda 
antara pemerintah Indonesia 
dan pemerintah negara mitra 
atau yurisdiksi mitra Per-
setujuan Penghindaran Pajak 
Berganda tempat warga 
negara asing memperoleh 
penghasilan dari luar Indo-
nesia.

(1d) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai kriteria keahl-
ian  tertentu serta tata cara 
pengenaan Pajak Penghasi-
lan bagi warga negara asing 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1a) diatur dalam Pera-
turan Menteri Keuangan.
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(2) Penghasilan di bawah ini 
dapat dikenai pajak bersifat 
final:
a. penghasilan berupa 

bunga deposito dan 
tabungan lainnya, bunga 
obligasi dan surat utang 
negara, dan bunga sim-
panan yang dibayarkan 
oleh koperasi kepada 
anggota koperasi orang 
pribadi;

b. penghasilan berupa had-
iah undian;

c. penghasilan dari transak-
si saham dan sekuritas 
lainnya, transaksi deriva-
tif yang diperdagangkan 
di bursa, dan transaksi 
penjualan saham atau 
pengalihan penyertaan 
modal pada perusahaan 
pasangannya yang diteri-
ma oleh perusahaan 
modal ventura;

d. penghasilan dari tran-
saksi pengalihan harta 
berupa tanah dan/atau 
bangunan, usaha jasa 
konstruksi, usaha real 
estate, dan persewaan 
tanah dan/atau bangu-
nan; dan

e. penghasilan tertentu 
lainnya, yang diatur den-
gan atau berdasarkan 
Peraturan Pemerintah.

(2) Penghasilan di bawah ini 
dapat dikenai pajak bersifat 
final:
a. penghasilan berupa 

bunga deposito dan 
tabungan lainnya, bunga 
obligasi dan surat utang 
negara, dan bunga sim-
panan yang dibayarkan 
oleh koperasi kepada 
anggota koperasi orang 
pribadi;

b. penghasilan berupa had-
iah undian;

c. penghasilan dari transak-
si saham dan sekuritas 
lainnya, transaksi deriva-
tif yang diperdagangkan 
di bursa, dan transaksi 
penjualan saham atau 
pengalihan penyertaan 
modal pada perusahaan 
pasangannya yang diteri-
ma oleh perusahaan 
modal ventura;

d. penghasilan dari tran-
saksi pengalihan harta 
berupa tanah dan/atau 
bangunan, usaha jasa 
konstruksi, usaha real 
estate, dan persewaan 
tanah dan/atau bangu-
nan; dan

e. penghasilan tertentu 
lainnya, yang diatur 
dalam atau berdasarkan 
Peraturan Pemerintah.
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(3) Yang dikecualikan dari objek 
pajak adalah:

A. 1. bantuan atau sumbangan, 
termasuk zakat yang diterima 
oleh badan amil zakat atau 
Lembaga amil zakat yang 
dibentuk atau disahkan oleh 
pemerintah dan yang diteri-
ma oleh penerima zakat yang 
berhak atau sumbangan 
keagamaan yang sifatnya 
wajib bagi pemeluk agama 
yang diakui di Indonesia, 
yang diterima oleh Lembaga 
keagamaan yang dibentuk 
atau disahkan oleh pemerin-
tah dan yang diterima oleh 
penerima sumbangan yang 
berhak, yang ketentuannya 
diatur dengan atau berdasar-
kan Peraturan Pemerintah; 
dan

 2. harta hibahan yang diter-
ima oleh keluarga sedar-
ah dalam garis keturunan 
lurus satu derajat, badan 
keagamaan, badan pen-
didikan, badan sosial ter-
masuk yayasan, koperasi, 
atau orang pribadi yang 
menjalankan usaha mikro 
dan kecil, yang ketentuann-
ya diatur dengan atau ber-
dasarkan Peraturan Menteri 
Keuangan, sepanjang tidak 
ada hubungan dengan usa-
ha, pekerjaan, kepemilikan, 
atau penguasaan di antara 
pihak-pihak yang bersangku-
tan;

B. warisan;

(3) Yang dikecualikan dari objek 
pajak adalah:

A. 1. bantuan atau sumbangan, 
termasuk zakat yang diterima 
oleh badan amil zakat atau 
lembaga amil zakat yang 
dibentuk atau disahkan oleh 
pemerintah dan yang diteri-
ma oleh penerima zakat yang 
berhak atau sumbangan 
keagamaan yang sifatnya 
wajib bagi pemeluk agama 
yang diakui di Indonesia, 
yang diterima oleh lembaga 
keagamaan yang dibentuk 
atau disahkan oleh pemerin-
tah dan yang diterima oleh 
penerima sumbangan yang 
berhak, yang ketentuannya 
diatur dengan atau berdasar-
kan Peraturan Pemerintah; 
dan
2. harta hibahan yang diter-
ima oleh keluarga sedarah 
dalam garis keturunan lurus 
satu derajat, badan keag-
amaan, badan pendidikan, 
badan sosial termasuk 
yayasan, koperasi, atau 
orang pribadi yang men-
jalankan usaha mikro an 
kecil, yang ketentuannya 
diatur dengan atau ber-
dasarkan Peraturan Menteri 
Keuangan sepanjang tidak 
ada hubungan dengan usa-
ha, pekerjaan, kepemilikan, 
atau penguasaan di antara 
pihak-pihak yang bersangku-
tan;

B. warisan;
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C. harta termasuk setoran tunai 
yang diterima oleh badan se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 ayat (1) huruf b se-
bagai pengganti saham atau 
sebagai pengganti penyerta-
an modal;

D. penggantian atau imbalan 
sehubungan dengan peker-
jaan atau jasa yang  diterima 
atau diperoleh dalam bentuk 
natura dan/atau kenikmatan 
dari Wajib Pajak atau Pemer-
intah, kecuali yang diberikan 
oleh bukan Wajib Pajak, 
Wajib Pajak yang dikenakan 
pajak secara final atau Wajib 
Pajak yang menggunakan 
norma penghitungan khusus 
(deemed profit) sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 15;

E. pembayaran dari perusa-
haan asuransi kepada orang 
pribadi sehubungan  dengan 
asuransi kesehatan, asuransi 
kecelakaan, asuransi jiwa, 
asuransi dwiguna, dan asur-
ansi bea siswa;

F. dividen atau bagian laba 
yang diterima atau diperoleh 
perseroan  terbatas sebagai 
Wajib Pajak dalam negeri, 
koperasi, badan usaha milik 
negara, atau badan usaha 
milik daerah, dari penyerta-
an modal pada badan usaha 
yang didirikan dan bertempat 
kedudukan di Indonesia den-
gan syarat:
1. dividen berasal dari 

cadangan laba yang 
ditahan; dan

C. harta termasuk setoran tunai 
yang diterima oleh badan  
sebagaimana  dimaksud 
dalam Pasal 2 ayat (1) huruf 
b sebagai pengganti saham 
atau sebagai pengganti 
penyertaan modal;

D. penggantian atau imbalan 
sehubungan dengan peker-
jaan atau jasa yang diterima 
atau diperoleh dalam bentuk 
natura dan/atau kenikmatan 
dari Wajib Pajak atau Pemer-
intah, kecuali yang diberikan 
oleh bukan Wajib Pajak, 
Wajib Pajak yang dikenakan 
pajak secara final atau Wajib 
Pajak yang menggunakan 
norma penghitungan khusus 
(deemed profit) sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 15;

E.   pembayaran dari perusahaan 
asuransi karena  kecelakaan, 
sakit, atau karena mening-
galnya orang yang tertanggu-
ng, dan pembayaran asuransi 
beasiswa;

F.   dividen atau penghasilan lain 
dengan ketentuansebagai 
berikut:
1. dividen yang berasal dari 

dalam negeri yang diter-
ima atau diperoleh Wajib 
Pajak:

a.) orang pribadi dalam 
negeri sepanjang 
dividen tersebut diin-
vestasikan di wilayah 
Negara Kesatuan 
Republik Indonesia 
dalam jangka waktu 
tertentu; dan/atau

b.) badan dalam negeri;
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2. bagi perseroan terbatas, 
badan usaha milik nega-
ra dan badan usaha milik 
daerah yang menerima 
dividen, kepemilikan 
saham pada badan yang 
memberikan dividen 
paling rendah 25% 
(dua puluh lima persen) 
dari jumlah modal yang 
disetor;

2. dividen yang berasal dari 
luar negeri dan peng-
hasilan setelah pajak 
dari suatu bentuk usaha 
tetap di luar negeri yang 
diterima atau diperoleh 
Wajib Pajak badan dalam 
negeri atau Wajib Pajak 
orang pribadi dalam neg-
eri, sepanjang diinvesta-
sikan atau digunakan 
untuk mendukung 
kegiatan usaha lainnya 
di wilayah Negara Kesat-
uan Republik Indonesia 
dalam jangka waktu 
tertentu, dan memenuhi 
persyaratan berikut:
a.) dividen dan peng-

hasilan setelah pajak 
yang diinvestasikan 
tersebut paling sedik-
it sebesar 30% (tiga 
puluh persen) dari 
laba setelah pajak; 
atau

b.) dividen yang berasal 
dari badan usaha di 
luar negeri yang sa-
hamnya tidak diper-
dagangkan di bursa 
efek diinvestasikan 
di Indonesia sebelum 
Direktur Jenderal 
Pajak menerbitkan 
surat ketetapan pajak 
atas dividen tersebut 
sehubungan dengan 
penerapan Pasal 18 
ayat (2) Undang-Un-
dang ini;
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3. dividen yang berasal dari 
luar negeri sebagaimana 
dimaksud pada angka 2 
merupakan:
a.) dividen yang 

dibagikan berasal 
dari badan usaha 
di luar negeri yang 
sahamnya diperd-
agangkan di bursa 
efek; atau

b.) dividen yang 
dibagikan berasal 
dari badan usaha di 
luar negeri yang sa-
hamnya tidak diper-
dagangkan di bursa 
efek sesuai dengan 
proporsi kepemilikan 
saham;

4. dalam hal dividen se-
bagaimana dimaksud 
pada angka 3 huruf b) 
dan penghasilan setelah 
pajak dari suatu ben-
tuk usaha tetap di luar 
negeri sebagaimana 
dimaksud pada angka 2 
diinvestasikan di wilayah 
Negara Kesatuan Repub-
lik Indonesia kurang dari 
30% (tiga puluh persen) 
dari jumlah laba setelah 
pajak sebagaimana 
dimaksud pada angka 2 
huruf a) berlaku keten-
tuan: 
a.) atas dividen dan 

penghasilan setelah 
pajak yang diin-
vestasikan tersebut, 
dikecualikan dari 
pengenaan Pajak 
Penghasilan;
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b.) atas selisih dari 30% 
(tiga puluh persen) 
laba setelah pajak 
dikurangi dengan div-
iden dan/atau peng-
hasilan setelah pajak 
yang diinvestasikan 
sebagaimana dimak-
sud pada huruf a) 
dikenai Pajak Peng-
hasilan; dan

c.) atas sisa laba setelah 
pajak dikurangi den-
gan dividen dan/atau 
penghasilan setelah 
pajak yang diinvesta-
sikan sebagaimana 
dimaksud pada huruf 
a) serta atas selisih 
sebagaimana dimak-
sud pada huruf b), 
tidak dikenai Pajak 
Penghasilan;

5.   dalam hal dividen se-
bagaimana dimaksud 
pada angka 3 huruf b 
dan penghasilan setelah 
pajak dari suatu ben-
tuk usaha tetap di luar 
negeri sebagaimana 
dimaksud pada angka 2, 
diinvestasikan di wilayah 
Negara Kesatuan Re-
publik Indonesia sebesar 
lebih dari 30% (tiga 
puluh persen) dari jum-
lah laba setelah pajak 
sebagaimana dimaksud 
pada angka 2 huruf a) 
berlaku ketentuan:
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a.) atas dividen dan 
penghasilan setelah 
pajak yang diin-
vestasikan tersebut 
dikecualikan dari 
pengenaan Pajak 
Penghasilan; dan

b.) atas sisa laba setelah 
pajak dikurangi den-
gan dividen dan/atau 
penghasilan setelah 
pajak yang diinvesta-
sikan sebagaimana 
dimaksud pada huruf 
a), tidak dikenai Pa-
jak Penghasilan;

6.   dalam hal dividen yang 
berasal dari badan us-
aha di luar negeri yang 
sahamnya tidak diperd-
agangkan di bursa efek 
diinvestasikan di Indone-
sia setelah Direktur Jen-
deral Pajak menerbitkan 
surat yketetapan pajak 
atas dividen tersebut 
sehubungan dengan 
penerapan Pasal 18 ayat 
(2) Undang-Undang ini, 
dividen dimaksud tidak 
dikecualikan dari penge-
naan Pajak Penghasilan 
sebagaimana dimaksud 
pada angka 2;
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7.   pengenaan Pajak Peng-
hasilan atas penghasilan 
dari luar negeri tidak 
melalui bentuk usaha 
tetap yang diterima atau 
diperoleh Wajib Pajak 
badan dalam negeri 
atau Wajib Pajak orang 
pribadi dalam negeri 
dikecualikan dari penge-
naan Pajak Penghasilan 
dalam hal penghasilan 
tersebut diinvestasikan 
di wilayah Negara Kesat-
uan Republik Indonesia 
dalam jangka waktu 
tertentu dan memenuhi 
persyaratan berikut:
a.) penghasilan berasal 

dari usaha aktif di 
luar negeri; dan

b.) bukan penghasilan 
dari perusahaan yang 
dimiliki di luar negeri;

8. pajak atas penghasilan 
yang telah dibayar atau 
di luar negeri atas peng-
hasilan sebagaimana 
dimaksud pada angka 
2 dan angka 7, berlaku 
ketentuan:

a.) tidak dapat diperhitung-
kan dengan Pajak Peng-
hasilan yang terutang;

b.) tidak dapat dibebank-
an sebagai biaya atau 
pengurang penghasilan; 
dan/atau

c.) tidak dapat dimintakan 
pengembalian kelebihan 
pembayaran pajak;
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9. dalam hal Wajib Pajak 
tidak menginvestasikan 
penghasilan dalam 
jangka waktu tertentu 
sebagaimana dimaksud 
pada angka 2 dan angka 
7, berlaku ketentuan:
a.) penghasilan dari 

luar negeri tersebut 
merupakan penghas-
ilan pada tahun pajak 
diperoleh; dan

b.) Pajak atas peng-
hasilan yang telah 
dibayar atau terutang 
di luar negeri atas 
penghasilan tersebut 
merupakan kredit 
pajak sebagaimana 
dimaksud dalam 
Pasal 24 Undang-Un-
dang ini;

10. ketentuan lebih lanjut 
mengenai:
a.) kriteria, tata cara dan 

jangka waktu ter-
tentu untuk investasi 
sebagaimana dimak-
sud pada angka 1, 
angka 2, dan angka 
7;

b.) tata cara pengec-
ualian pengenaan 
pajak penghasilan se-
bagaimana dimaksud 
pada angka 1, angka 
2, dan angka 7; dan

c.) perubahan batasan 
dividen yang di-
investasikan se-
bagaimana dimaksud 
pada angka 4 dan 
angka 5, diatur den-
gan Peraturan Ment-
eri Keuangan;
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G. iuran yang diterima atau 
diperoleh dana pension yang 
pendiriannya telah disahkan 
Menteri Keuangan, baik yang 
dibayar oleh pemberi kerja 
maupun pegawai;

H. penghasilan dari modal yang 
ditanamkan oleh dana pen-
siun sebagaimana dimaksud 
pada huruf g, dalam bidang-
bidang tertentu yang ditetap-
kan dengan Keputusan 
Menteri Keuangan;

I. bagian laba yang diterima 
atau diperoleh anggota dari 
perseroan komanditer yang 
modalnya tidak terbagi atas 
saham-saham, persekutuan, 
perkumpulan, firma, dan 
kongsi, termasuk pemegang 
unit penyertaan kontrak 
investasi kolektif;

J. dihapus;
K. penghasilan yang diterima 

atau diperoleh perusahaan 
modal ventura  berupa ba-
gian laba dari badan pas-
angan usaha yang didirikan 
dan menjalankan usaha atau 
kegiatan di Indonesia, den-
gan syarat badan pasangan 
usaha tersebut:
1. merupakan perusahaan 

mikro, kecil, menengah, 
atau yang menjalankan 
kegiatan dalam sek-
tor-sektor usaha yang 
diatur dengan atau 
berdasarkan Peraturan 
Menteri Keuangan; dan

2. sahamnya tidak diperda-
gangkan di bursa efek di 
Indonesia;

G. iuran yang diterima atau 
diperoleh dana pension yang 
pendiriannya telah disahkan 
Menteri Keuangan, baik yang 
dibayar oleh pemberi kerja 
maupun pegawai;

H. penghasilan dari modal yang 
ditanamkan oleh dana pen-
sion sebagaimana dimaksud 
pada huruf g, dalam bidang-
bidang tertentu yang ditetap-
kan dengan Keputusan 
Menteri Keuangan;

I. bagian laba atau sisa hasil 
usaha yang diterima atau 
diperoleh  anggota dari kop-
erasi, perseroan komanditer 
yang modalnya tidak terbagi 
atas saham-saham, perse-
kutuan, perkumpulan, firma, 
dan kongsi, termasuk peme-
gang unit penyertaan kontrak 
investasi kolektif;

J. dihapus;
K. penghasilan yang diterima 

atau diperoleh perusahaan 
modal ventura berupa bagian 
laba dari badan pasangan 
usaha yang didirikan dan 
menjalankan usaha atau 
kegiatan di Indonesia, den-
gan syarat badan pasangan 
usaha tersebut: 
1. merupakan perusahaan 

mikro, kecil, menengah, 
atau yang menjalankan 
kegiatan dalam sek-
tor-sektor usaha yang 
diatur dengan atau 
berdasarkan Peraturan 
Menteri Keuangan; dan

2. sahamnya tidak diperda-
gangkan di bursa efek di 
Indonesia;
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L. beasiswa yang memenuhi 
persyaratan tertentu yang 
ketentuannya diatur lebih 
lanjut dengan atau ber-
dasarkan Peraturan Menteri 
Keuangan;

M. sisa lebih yang diterima atau 
diperoleh badan atau lem-
baga nirlaba yang  bergerak 
dalam bidang pendidikan 
dan/atau bidang penelitian 
dan pengembangan, yang 
telah terdaftar pada instansi 
yang membidanginya, yang 
ditanamkan kembali dalam 
bentuk sarana dan prasarana 
kegiatan pendidikan dan/
atau penelitian dan pengem-
bangan, dalam jangka waktu 
paling lama 4 (empat) tahun 
sejak diperolehnya sisa lebih 
tersebut, yang ketentuannya 
diatur lebih lanjut dengan 
atau berdasarkan Peraturan 
Menteri Keuangan; dan

N. bantuan atau santunan 
yang dibayarkan oleh Badan 
Penyelenggara Jaminan 
Sosial kepada Wajib Pajak 
tertentu, yang ketentuannya 
diatur lebih lanjut dengan 
atau berdasarkan Peraturan 
Menteri Keuangan.

L. beasiswa yang memenuhi 
persyaratan tertentu yang 
ketentuannya diatur lebih 
lanjut dengan atau ber-
dasarkan Peraturan Menteri 
Keuangan;

M. sisa lebih yang diterima atau 
diperoleh badan atau lem-
baga nirlaba yang bergerak 
dalam bidang pendidikan 
dan/atau bidang penelitian 
dan pengembangan, yang 
telah terdaftar pada instansi 
yang membidanginya, yang 
ditanamkan kembali dalam 
bentuk sarana dan prasarana 
kegiatan pendidikan dan/
atau penelitian dan pengem-
bangan, dalam jangka waktu 
paling lama 4 (empat) tahun 
sejak diperolehnya sisa lebih 
tersebut, yang ketentuannya 
diatur lebih lanjut dengan 
atau berdasarkan Peraturan 
Menteri Keuangan;

N. bantuan atau santunan 
yang dibayarkan oleh Badan 
Penyelenggara Jaminan 
Sosial kepada Wajib Pajak 
tertentu, yang ketentuannya 
diatur lebih lanjut dengan 
atau berdasarkan Peraturan 
Menteri Keuangan;

K. dana setoran Biaya Penye-
lenggaraan Ibadah Haji 
(BPIH) dan/atau BPIH khu-
sus, dan penghasilan dari 
pengembangan keuangan 
haji dalam bidang atau in-
strumen keuangan tertentu, 
diterima Badan Pengelola 
Keuangan Haji (BPKH) yang 
ketentuannya diatur dengan 
atau berdasarkan Peraturan 
Menteri Keuangan; dan
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P. sisa lebih yang diterima/
diperoleh badan atau lem-
baga sosial dan keagamaan 
yang terdaftar pada instansi 
yang membidanginya, yang 
ditanamkan kembali dalam 
bentuk sarana dan prasarana 
sosial dan keagamaan dalam 
jangka waktu paling lama 4 
(empat) tahun sejak diper-
olehnya sisa lebih tersebut, 
atau ditempatkan sebagai 
dana abadi, yang ketentuan-
nya diatur lebih lanjut den-
gan atau berdasarkan Pera-
turan Menteri Keuangan.

Pasal 26 Pasal 26
(1) Atas penghasilan tersebut di 

bawah ini, dengan nama dan 
dalam bentuk apa pun, yang 
dibayarkan, disediakan untuk 
dibayarkan, atau telah jatuh 
tempo pembayarannya oleh 
badan pemerintah, subjek 
pajak dalam negeri, penye-
lenggara kegiatan, bentuk 
usaha tetap, atau perwakilan 
perusahaan luar negeri lain-
nya kepada Wajib Pajak luar 
negeri selain bentuk usaha 
tetap di Indonesia dipotong 
pajak sebesar 20% (dua 
puluh persen) dari jumlah 
bruto oleh pihak yang wajib 
membayarkan:
a. dividen;
b. bunga termasuk premi-

um, diskonto, dan imbal-
an sehubungan dengan 
jaminan pengembalian 
utang;

c. royalti, sewa, dan peng-
hasilan lain sehubungan 
dengan penggunaan 
harta;

d. imbalan sehubungan 
dengan jasa, pekerjaan, 
dan kegiatan;

Pasal 26
(1) Atas penghasilan tersebut di 

bawah ini, dengan nama dan 
dalam bentuk apa pun, yang 
dibayarkan, disediakan untuk 
dibayarkan, atau telah jatuh 
tempo pembayarannya oleh 
badan pemerintah, subjek 
pajak dalam negeri, penye-
lenggara kegiatan, bentuk 
usaha tetap, atau perwakilan 
perusahaan luar negeri lain-
nya kepada Wajib Pajak luar 
negeri selain bentuk usaha 
tetap di Indonesia dipotong 
pajak sebesar 20% (dua  
puluh persen) dari jumlah 
bruto oleh pihak yang wajib 
membayarkan:
a. dividen;
b. bunga termasuk premi-

um, diskonto, dan imbal-
an sehubungan dengan 
jaminan pengembalian 
utang;

c. royalti, sewa, dan peng-
hasilan lain sehubungan 
dengan penggunaan 
harta;

d. imbalan sehubungan 
dengan jasa, pekerjaan, 
dan kegiatan;

Ayat (1b) menjelaskan 
bahwa tarif 20% yang 
dimakud dalam ayat (1) 
huruf b dapat diturunk-
an dengan PP.



986
P E D O M A N  M E M A H A M I  R U U  O M N I B U S  L A W

DNT LAWYERS

NOMOR 
PASAL

UU PERPAJAKAN OMNIBUS LAW KETERANGAN

e. hadiah dan penghar-
gaan;

f. pensiun dan pembayaran 
berkala lainnya;

g. premi swap dan transak-
si lindung nilai lainnya; 
dan/atau

h. keuntungan karena pem-
bebasan utang.

(1a) Negara domisili dari Wajib 
Pajak luar negeri selain yang 
menjalankan usaha atau 
melakukan kegiatan usaha 
melalui bentuk usaha tetap 
di Indonesia sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
adalah negara tempat ting-
gal atau tempat kedudukan 
Wajib Pajak luar negeri yang 
sebenarnya menerima man-
faat dari penghasilan terse-
but (beneficial owner).

e. hadiah dan penghar-
gaan;

f. pensiun dan pembayaran 
berkala lainnya;

g. premi swap dan transak-
si lindung nilai lainnya; 
dan/atau

h. keuntungan karena pem-
bebasan utang.

(1a) Negara domisili dari Wajib 
Pajak luar negeri selain yang 
menjalankan  usaha atau 
melakukan kegiatan usaha 
melalui bentuk usaha tetap 
di Indonesia sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
adalah negara tempat ting-
gal atau tempat kedudukan 
Wajib Pajak luar negeri yang 
sebenarnya menerima man-
faat dari penghasilan terse-
but (beneficial owner).

(1b) Tarif sebesar 20% (dua 
puluh persen) dari jumlah 
bruto oleh pihak yang  wajib 
membayarkan bunga terma-
suk premium, diskonto, dan 
imbalan sehubungan dengan 
jaminan pengembalian utang 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b dapat 
diturunkan dengan Peraturan 
Pemerintah.



987
P E D O M A N  M E M A H A M I  R U U  O M N I B U S  L A W

DNT LAWYERS

NOMOR 
PASAL

UU PERPAJAKAN OMNIBUS LAW KETERANGAN

(2a) Atas penghasilan dari 
penjualan atau pengalihan 
harta di Indonesia, kecuali 
yang diatur dalam Pasal 4 
ayat (2), yang diterima atau 
diperoleh Wajib Pajak luar 
negeri selain bentuk usa-
ha tetap di Indonesia, dan 
premi asuransi yang diba-
yarkan kepada perusahaan 
asuransi luar negeri dipotong 
pajak 20% (dua puluh pers-
en) dari perkiraan penghasi-
lan neto.

(2a) Atas penghasilan dari 
penjualan atau pengalihan 
saham sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 18 ayat 
(3c) dipotong pajak sebesar 
20% (dua puluh persen) dari 
perkiraan penghasilan neto.

(3) Pelaksanaan ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dan ayat (2a) diatur 
dengan atau berdasarkan 
Peraturan Menteri Keuangan.

(4) Penghasilan Kena Pajak 
sesudah dikurangi pajak dari 
suatu bentuk usaha tetap 
di Indonesia dikenai pajak 
sebesar 20% (dua puluh 
persen), kecuali penghasilan 
tersebut ditanamkan kembali 
di Indonesia, yang keten-
tuannya diatur lebih lanjut 
dengan atau berdasarkan 
Peraturan Menteri Keuangan.

(5) Pemotongan pajak se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1), ayat (2), ayat (2a), 
dan ayat (4) bersifat final, 
kecuali:

(2) Atas penghasilan dari pen-
jualan atau pengalihan 
harta di Indonesia, kecuali 
yang diatur dalam Pasal 4 
ayat (2), yang diterima atau 
diperoleh Wajib Pajak luar 
negeri selain bentuk usa-
ha tetap di Indonesia, dan 
premi asuransi yang diba-
yarkan kepada perusahaan 
asuransi luar negeri dipotong 
pajak 20% (dua puluh pers-
en) dari perkiraan penghasi-
lan neto.

(2a) Atas penghasilan dari 
penjualan atau pengalihan 
saham sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 18 ayat 
(3c) dipotong pajak sebesar 
20% (dua puluh persen) dari 
perkiraan penghasilan neto.

(3) Pelaksanaan ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dan ayat (2a) diatur 
dengan atau berdasarkan 
Peraturan Menteri Keuangan.

(4) Penghasilan Kena Pajak 
sesudah dikurangi pajak dari 
suatu bentuk usaha tetap 
di Indonesia dikenai pajak 
sebesar 20% (dua puluh 
persen), kecuali penghasilan 
tersebut ditanamkan kembali 
di Indonesia, yang keten-
tuannya diatur lebih lanjut 
dengan atau berdasarkan 
Peraturan Menteri Keuangan.

(5) Pemotongan pajak se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1), ayat (2), ayat (2a), 
dan ayat (4) bersifat final, 
kecuali:
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a. pemotongan atas peng-
hasilan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 
5 ayat (1) huruf b dan 
huruf c; dan

b. pemotongan atas peng-
hasilan yang diterima 
atau diperoleh orang 
pribadi atau badan luar 
negeri yang berubah 
status menjadi Wajib 
Pajak dalam negeri atau 
bentuk usaha tetap.

a. pemotongan atas peng-
hasilan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 
5 ayat (1) huruf b dan 
huruf c; dan

a. pemotongan atas peng-
hasilan yang diterima 
atau diperoleh orang 
pribadi atau badan luar 
negeri yang berubah 
status menjadi Wajib 
Pajak dalam negeri atau 
bentuk usaha tetap.

Pasal 113 

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Un-
dang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999) diubah 

NOMOR 
PASAL

KETENTUAN UMUM DAN 
TATA CARA PERPAJAKAN OMNIBUSLAW PENJELASAN

Pasal 8 (1) Wajib Pajak dengan kemau-
an sendiri dapat membet-
ulkan Surat Pemberitahuan 
yang telah disampaikan 
dengan menyampaikan 
pernyataan tertulis, dengan 
syarat Direktur Jenderal Pa-
jak belum melakukan tinda-
kan pemeriksaan. ***) 

(1a) Dalam hal pembetulan Surat 
Pemberitahuan sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
menyatakan rugi atau lebih 
bayar, pembetulan Surat 
Pemberitahuan harus disam-
paikan paling lama 2 (dua) 
tahun sebelum daluwarsa 
penetapan. ***) 

(1) Wajib Pajak dengan kemau-
an sendiri dapat membet-
ulkan Surat Pemberitahuan 
yang telah disampaikan 
dengan menyampaikan 
pernyataan tertulis dengan 
syarat Direktur Jenderal Pa-
jak belum melakukan tinda-
kan pemeriksaan. 

(1a) Dalam hal pembetulan Surat 
Pemberitahuan sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
menyatakan rugi atau lebih 
bayar, pembetulan Surat 
Pemberitahuan harus disam-
paikan paling lama 2 (dua) 
tahun sebelum daluwarsa 
penetapan. 

- Pada ayat (2) dan 
ayat (2a), Tarif 
perbulan yang ta-
dinya berupa bunga 
2% dihapuskan dan 
ditetapkan oleh Men-
teri keuangan atas 
jumlah pajak yang 
dibayar. Kemudian 
terkait penyampaian 
surat pemberitahuan 
tanggal pembayaran 
dieknakan paling 
lama 24 bulan, dan 
bagian dari bulan 
dihitung penuh tetap 
selama 1 bulan.
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(2) Dalam hal Wajib Pajak 
membetulkan sendiri Surat 
Pemberitahuan Tahunan 
yang mengakibatkan utang 
pajak menjadi lebih besar, 
kepadanya dikenai sanksi 
administrasi berupa bunga 
sebesar 2% (dua persen) 
per bulan atas jumlah pa-
jak yang kurang dibayar, 
dihitung sejak saat penyam-
paian Surat Pemberitahuan 
berakhir sampai dengan 
tanggal pembayaran, dan 
bagian dari bulan dihitung 
penuh 1 (satu) bulan. ***) 

(2a) Dalam hal Wajib Pajak 
membetulkan sendiri Su-
rat Pemberitahuan Masa 
yang mengakibatkan utang 
pajak menjadi lebih besar, 
kepadanya dikenai sanksi 
administrasi berupa bunga 
sebesar 2% (dua persen) 
per bulan atas jumlah pa-
jak yang kurang dibayar, 
dihitung sejak jatuh tempo 
pembayaran sampai dengan 
tanggal pembayaran, dan 
bagian dari bulan dihitung 
penuh 1 (satu) bulan. ***)

(2) Dalam hal Wajib Pajak 
membetulkan sendiri Surat 
Pemberitahuan Tahunan 
yang mengakibatkan utang 
pajak menjadi lebih besar, 
kepadanya dikenai sanksi 
administrasi berupa bun-
ga sebesar tarif bunga per 
bulan yang ditetapkan oleh 
Menteri Keuangan atas 
jumlah pajak yang kurang 
dibayar, dihitung sejak saat 
penyampaian Surat Pem-
beritahuan berakhir sampai 
dengan tanggal pembayaran, 
dan dikenakan paling lama 
24 (dua puluh empat) bulan, 
serta bagian dari bulan di-
hitung penuh 1 (satu) bulan. 

(2a)  Dalam hal Wajib Pajak 
membetulkan sendiri Su-
rat Pemberitahuan Masa 
yang mengakibatkan utang 
pajak menjadi lebih besar, 
kepadanya dikenai sanksi 
administrasi berupa bun-
ga sebesar tarif bunga per 
bulan yang ditetapkan oleh 
Menteri Keuangan atas 
jumlah pajak yang kurang 
dibayar, dihitung sejak jatuh 
tempo pembayaran sampai 
dengan tanggal pembayaran, 
dan dikenakan paling lama 
24 (dua puluh empat) bulan, 
serta bagian dari bulan di-
hitung penuh 1 (satu) bulan. 

Hanya tetap ada per-
bedaan dimana tarif 
bunganya ditambah 
5% dan dibagi 12 
yang mulai berlaku 
sejak tanggal dimu-
lainya penghitungan 
sanksi.

- Ada penambahan di 
ayat 3 point 2 yang 
mengatakan apabila 
surat pemberitahuan 
isinya tidak benar 
atau tidak lengkap 
sebagaimana pasal 
38 atau pasal 39 (1) 
huruf c dan d diber-
itahukan kepada PU 
dan dikenakan sanksi 
administrasi berupa 
denda sebesar 100%. 

- Ada penambahan 
diayat 4, sebelumnya 
pengenaan denda 
administrasi sebesar 
150% tetapi sudah 
diatur didalam Omni-
buslaw di ayat (3a). 
yang mengatakan pa-
jak-pajak yang masih 
harus dibayar menjadi 
lebih besar atau lebih 
kecil; rugi berdasar-
kan ketentuan perpa-
jakan menjadi lebih 
kecil atau lebih besar; 
jumlah harta menjadi 
lebih besar atau lebih 
kecil; atau jumlah 
modal menjadi lebih 
besar atau lebih kecil 
dan pemeriksaan 
tetap dilanjutkan.
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(2b)  Tarif bunga per bulan 
yang ditetapkan oleh Ment-
eri Keuangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dan 
ayat (2a) dihitung ber-
dasarkan suku bunga acuan 
ditambah 5% (lima persen) 
dan dibagi 12 (dua belas) 
yang berlaku pada tanggal 
dimulainya penghitungan 
sanksi.

- Kemudian ada pen-
gaturan lebih lanjut 
mengenai mekanisme 
pembayaran wajib 
pajak yang timbul 
mengenai ketidakbe-
naran surat pemberi-
tahuan.

(3) Walaupun telah dilakukan 
tindakan pemeriksaan, tetapi 
belum dilakukan tindakan 
penyidikan mengenai adanya 
ketidakbenaran yang dilaku-
kan Wajib Pajak sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 
38, terhadap ketidakbenaran 
perbuatan Wajib Pajak 
tersebut tidak akan dilaku-
kan penyidikan, apabila 
Wajib Pajak dengan kemau-
an sendiri mengungkapkan 
ketidakbenaran perbuatann-
ya tersebut dengan disertai 
pelunasan kekurangan pem-
bayaran jumlah pajak yang 
sebenarnya terutang beserta 
sanksi administrasi berupa 
denda sebesar 150% (sera-
tus lima puluh persen) dari 
jumlah pajak yang kurang 
dibayar. ***)

(3) Walaupun telah dilakukan 
tindakan pemeriksaan bukti 
permulaan, Wajib Pajak den-
gan kemauan sendiri dapat 
mengungkapkan dengan 
pernyataan tertulis mengenai 
ketidakbenaran perbuatann-
ya, yaitu sebagai berikut: 
1. tidak menyampaikan Su-

rat Pemberitahuan; atau 
2. menyampaikan Surat 

Pemberitahuan yang 
isinya tidak benar atau 
tidak lengkap, atau 
melampirkan keterangan 
yang isinya tidak benar 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 38 atau 
Pasal 39 ayat (1) huruf 
c dan huruf d sepanjang 
mulainya penyidikan 
belum diberitahukan 
kepada Penuntut Umum 
melalui penyidik pejabat 
Polisi Negara Republik 
Indonesia. 

(3a)Pengungkapan ketidakbe-
naran perbuatan sebagaima-
na dimaksud pada ayat (3) 
disertai pelunasan keku-
rangan pembayaran jumlah 
pajak yang sebenarnya ter-
utang beserta sanksi admin-
istrasi berupa denda sebesar 
100% (seratus persen) dari 
jumlah pajak yang kurang 
dibayar. 
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(4) Walaupun telah dilakukan 
tindakan pemeriksaan, tetapi 
belum dilakukan tindakan 
penyidikan mengenai adanya 
ketidakbenaran yang dilaku-
kan Wajib Pajak sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 
38, terhadap ketidakbenaran 
perbuatan Wajib Pajak 
tersebut tidak akan dilaku-
kan penyidikan, apabila 
Wajib Pajak dengan kemau-
an sendiri mengungkapkan 
ketidakbenaran perbuatann-
ya tersebut dengan disertai 
pelunasan kekurangan pem-
bayaran jumlah pajak yang 
sebenarnya terutang beserta 
sanksi administrasi berupa 
denda sebesar 150% (sera-
tus lima puluh persen) dari 
jumlah pajak yang kurang 
dibayar. ***)

(4) Walaupun Direktur Jenderal 
Pajak telah melakukan pe-
meriksaan, dengan syarat Di-
rektur Jenderal Pajak belum 
menerbitkan surat ketetapan 
pajak, Wajib Pajak dengan 
kesadaran sendiri dapat me-
ngungkapkan dalam laporan 
tersendiri tentang ketidak-
benaran pengisian Surat 
Pemberitahuan yang telah 
disampaikan sesuai dengan 
keadaan yang sebenarnya, 
yang dapat mengakibatkan: 
a. pajak-pajak yang masih 

harus dibayar menjadi 
lebih besar atau lebih 
kecil; 

b. rugi berdasarkan keten-
tuan perpajakan menjadi 
lebih kecil atau lebih 
besar;

c. jumlah harta menjadi 
lebih besar atau lebih 
kecil; atau jumlah modal 
menjadi lebih besar atau 
lebih kecil dan pemerik-
saan tetap dilanjutkan. 
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(5) Wajib Pajak dapat membet-
ulkan Surat Pemberitahuan 
Tahunan yang telah  disam-
paikan, dalam hal Wajib Pa-
jak menerima surat keteta-
pan pajak, Surat Keputusan 
Keberatan, Surat Keputusan 
Pembetulan, Putusan Band-
ing, atau Putusan Peninjauan 
Kembali Tahun Pajak sebel-
umnya atau beberapa Tahun 
Pajak

(5) Pajak yang kurang dibayar 
yang timbul sebagai akibat 
dari pengungkapan keti-
dakbenaran pengisian Surat 
Pemberitahuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) ha-
rus dilunasi oleh Wajib Pajak 
sebelum laporan tersendiri 
disampaikan beserta sanksi 
administrasi berupa bun-
ga sebesar tarif bunga per 
bulan yang ditetapkan oleh 
Menteri Keuangan dari pajak 
yang kurang dibayar, yang 
dihitung sejak: 
a. batas waktu penyam-

paian Surat Pemberita-
huan Tahunan berakhir 
sampai dengan tanggal 
pembayaran, untuk 
pengungkapan ketidak-
benaran pengisian Surat 
Pemberitahuan Tahunan; 
atau 

b. jatuh tempo pembayaran 
berakhir sampai dengan 
tanggal pembayaran, un-
tuk pengungkapan keti-
dakbenaran pengisian 
Surat Pemberitahuan 
Masa dan dikenakan pal-
ing lama 24 (dua puluh 
empat) bulan, serta ba-
gian dari bulan dihitung 
penuh 1 (satu) bulan. 
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(5a) Tarif bunga per bulan yang 
ditetapkan oleh Menteri 
Keuangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) 
dihitung berdasarkan suku 
bunga acuan ditambah 10% 
(sepuluh persen) dan dibagi 
12 (dua belas) yang berlaku 
pada tanggal dimulainya 
penghitungan sanksi. 

(6) Wajib Pajak dapat membet-
ulkan Surat Pemberitahuan 
Tahunan yang telah disam-
paikan, dalam hal Wajib Pa-
jak menerima surat keteta-
pan pajak, Surat Keputusan 
Keberatan, Surat Keputusan 
Pembetulan, Putusan Band-
ing, atau Putusan Peninjauan 
Kembali Tahun Pajak sebel-
umnya atau beberapa Tahun 
Pajak sebelumnya, yang 
menyatakan rugi fiskal yang 
berbeda dengan rugi fiskal 
yang telah dikompensasikan 
dalam Surat Pemberitahuan 
Tahunan yang akan dibetul-
kan tersebut, dalam jangka 
waktu 3 (tiga) bulan setelah 
menerima surat ketetapan 
pajak, Surat Keputusan 
Keberatan, Surat Keputusan 
Pembetulan, Putusan Band-
ing, atau Putusan Peninjauan 
Kembali dengan syarat Di-
rektur Jenderal Pajak belum 
melakukan tindakan pemer-
iksaan.
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Pasal 9 (1) Menteri Keuangan menen-
tukan tanggal jatuh tempo 
pembayaran dan penyetoran 
pajak yang terhutang untuk 
suatu saat atau masa pajak 
bagi masing-masing jenis 
pajak, selambat-lambatnya 
lima belas hari setelah saat 
terhutangnya pajak atau 
masa pajak berakhir. 

(2) Kekurangan pembayaran pa-
jak yang terhutang berdasar-
kan Surat Pemberitahuan 
Tahunan harus dibayar lunas 
dalam jangka waktu tiga bu-
lan setelah Tahun Pajak atau 
Bagian Tahun Pajak berakhir, 
sebelum Surat Pemberita-
huan itu disampaikan. 

(1) Menteri Keuangan menen-
tukan tanggal jatuh tempo 
pembayaran dan penyetoran 
pajak yang terutang untuk 
suatu saat atau Masa Pajak 
bagi masing-masing jenis 
pajak paling lama 15 (lima 
belas) hari setelah saat teru-
tangnya pajak atau berakh-
irnya Masa Pajak. 

(2) Kekurangan pembayaran pa-
jak yang terutang berdasar-
kan Surat Pemberitahuan 
Tahunan Pajak Penghasilan 
harus dibayar lunas sebelum 
Surat Pemberitahuan Pajak 
Penghasilan disampaikan. 

(2a)  Pembayaran atau penye-
toran pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), 
yang dilakukan setelah tang-
gal jatuh tempo pembayaran 
atau penyetoran pajak, dike-
nai sanksi administrasi beru-
pa bunga sebesar tarif bun-
ga per bulan yang ditetapkan 
oleh Menteri Keuangan yang 
dihitung dari tanggal jatuh 
tempo pembayaran sampai 
dengan tanggal pembayaran, 
dan dikenakan paling lama 
24 (dua puluh empat) bulan 
serta bagian dari bulan di-
hitung penuh 1 (satu) bulan. 

- Dalam ayat (2) pem-
bayaran lunas surat 
pemberitahuan pajak 
dilakukan sebelum 
surat pemberitahuan 
pajak penghasilan 
disampaikan yang 
mana sebelumnya 
diayat (1) Ketentuan 
Perpajakan dibayar 
paling lambat 15 hari.

- Pembayaran pajak 
terutang berdasar 
surat pemberitahuan 
pajak harus dibayar 
lunas sebelum suart 
pemberitahuan pajak 
penghasian disam-
paikan yang dilakukan 
setelah tanggal jatuh 
tempo pembayaran 
atau setoran pajak.



995
P E D O M A N  M E M A H A M I  R U U  O M N I B U S  L A W

DNT LAWYERS

NOMOR 
PASAL

KETENTUAN UMUM DAN 
TATA CARA PERPAJAKAN OMNIBUSLAW PENJELASAN

(2b)  Atas pembayaran atau 
penyetoran pajak se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (2) yang dilakukan 
setelah tanggal jatuh tempo 
penyampaian Surat Pember-
itahuan Tahunan, dikenai 
sanksi administrasi berupa 
bunga sebesar tarif bunga 
per bulan yang ditetapkan 
oleh Menteri Keuangan yang 
dihitung mulai dari berakh-
irnya batas waktu penyam-
paian Surat Pemberitahuan 
Tahunan sampai dengan 
tanggal pembayaran, dan 
dikenakan paling lama 24 
(dua puluh empat) bulan 
serta bagian dari bulan di-
hitung penuh 1 (satu) bulan. 

(2c)  Tarif bunga per bulan yang 
ditetapkan oleh Menteri 
Keuangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2a) 
dan ayat (2b) dihitung ber-
dasarkan suku bunga acuan 
ditambah 5% (lima persen) 
dan dibagi 12 (dua belas) 
yang berlaku pada tanggal 
dimulainya penghitungan 
sanksi.
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(3) Surat Tagihan Pajak, Surat 
Ketetapan Pajak, atau Surat 
Ketetapan Pajak Tambahan 
harus dilunasi dalam jangka 
waktu satu bulan sejak tang-
gal diterbitkan. 

(4) Direktur Jenderal Pajak atas 
permohonan Wajib Pajak 
dapat memberikan persetu-
juan kepada Wajib Pajak 
untuk mengangsur atau 
memberikan penundaan-
pembayaran pajak.

(3) Surat Tagihan Pajak, Surat 
Ketetapan Pajak Kurang 
Bayar, serta Surat Ketetapan 
Pajak Kurang Bayar Tamba-
han, dan Surat Keputusan 
Keberatan, Surat Keputusan 
Pembetulan, Putusan Band-
ing, serta Putusan Peninjau-
an Kembali, yang menyebab-
kan jumlah pajak yang harus 
dibayar bertambah, harus 
dilunasi dalam jangka waktu 
1 (satu) bulan sejak tanggal 
diterbitkan. 

(3a) Bagi Wajib Pajak usaha kecil 
dan Wajib Pajak di daerah 
tertentu, jangka waktu pe-
lunasan sebagaimana di-
maksud pada ayat (3) dapat 
diperpanjang paling lama 
menjadi 2 (dua) bulan yang 
ketentuannya diatur dengan 
atau berdasarkan Peraturan 
Menteri Keuangan. 

(4) Direktur Jenderal Pajak atas 
permohonan Wajib Pajak 
dapat memberikan persetu-
juan untuk mengangsur 
atau menunda pembayaran 
pajak termasuk kekurangan 
pembayaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) 
yang pelaksanaannya diatur 
dengan atau berdasarkan 
Peraturan Menteri Keuangan. 
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Pasal 11 (1) Atas permohonan Wajib 
Pajak, kelebihan pembayaran 
pajak sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 17 ayat 
(1) huruf a dikembalikan, 
atau apabila ternyata Wajib 
Pajak mempunyai hutang 
pajak lainnya, langsung 
dapat diperhitungkan untuk 
melunasi dahulu pajak yang 
terhutang. 

(1) Atas permohonan Wajib 
Pajak, kelebihan pemba-
yaran pajak sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 17, 
Pasal 17B, Pasal 17C, atau 
Pasal 17D dikembalikan 
dengan ketentuan bahwa 
apabila ternyata Wajib Pajak 
mempunyai utang pajak, 
langsung diperhitungkan un-
tuk melunasi terlebih dahulu 
utang pajak tersebut. 

(1a) Kelebihan pembayaran 
pajak sebagai akibat adanya 
Surat Keputusan Keberatan, 
Surat Keputusan Pembetu-
lan, Surat Keputusan Pengu-
rangan Sanksi Administrasi, 
Surat Keputusan Pengha-
pusan Sanksi Administrasi, 
Surat Keputusan Penguran-
gan Ketetapan Pajak, Su-
rat Keputusan Pembatalan 
Ketetapan Pajak, dan Putu-
san Banding atau Putusan 
Peninjauan Kembali, serta 
Surat Keputusan Pemberian 
Imbalan Bunga dikembalikan 
kepada Wajib Pajak dengan 
ketentuan jika ternyata Wa-
jib Pajak mempunyai utang 
pajak langsung diperhitung-
kan untuk melunasi terlebih 
dahulu utang pajak tersebut. 
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(2) Pengembalian kelebihan 
pembayaran pajak se-
bagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) dilakukan dalam 
jangka waktu satu bulan 
setelah Surat Keputusan 
kelebihan Pembayaran Pajak 
sebagaimana dimaksud da-
lam Pasal 17 ayat (1) huruf a 
ditetapkan.

(2) Pengembalian kelebihan 
pembayaran pajak se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (1a) 
dilakukan paling lama 1 
(satu) bulan sejak per-
mohonan pengembalian 
kelebihan pembayaran pajak 
diterima sehubungan den-
gan diterbitkannya Surat 
Ketetapan Pajak Lebih Bayar 
sebagaimana dimaksud da-
lam Pasal 17 ayat (1), atau 
sejak diterbitkannya Surat 
Ketetapan Pajak Lebih Bayar 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 17 ayat (2) dan 
Pasal 17B, atau sejak diter-
bitkannya Surat Keputusan 
Pengembalian Pendahuluan 
Kelebihan Pajak sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 
17C atau Pasal 17D, atau 
sejak diterbitkan surat kepu-
tusan 
Keberatan, surat keputusan 
pembetulan, suart 
Keputusan pengurangan 
sanksi administrasi, surat 
Keputusan, pengurangan 
ketetapan pajak, surat Kepu-
tusan pembatalan ketetapan 
pajak, surat Keputusan atau 
surat keputusan pemberian 
imbalan bunga, atau sejak 
Putusan Banding atau Putu-
san Peninjauan Kembali yang 
menyebabkan kelebihan 
pembayaran pajak. 
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(3) Apabila pengembalian 
kelebihan pembayaran pajak 
dilakukan setelah jangka 
waktu satu bulan, Pemer-
intah memberikan bunga 
sebesar 2% (dua persen) 
sebulan atas kelambatan 
pembayaran kelebihan pem-
bayaran pajak, dihitung dari 
saat berlakunya batas waktu 
sebagaimana dimaksud da-
lam ayat (2) sampai dengan 
saat dilakukan pembayaran 
kelebihan.

(3) Apabila pengembalian 
kelebihan pembayaran pajak 
dilakukan setelah jangka 
waktu 1 (satu) bulan, Pemer-
intah memberikan imbalan 
bunga sebesar tarif bunga 
per bulan yang ditetapkan 
oleh Menteri Keuangan atas 
keterlambatan pengembalian 
kelebihan pembayaran pajak 
dihitung sejak batas waktu 
penerbitan Surat Keputusan 
Pengembalian Kelebihan 
Pembayaran Pajak berakhir 
sampai dengan saat dilaku-
kan pengembalian kelebihan 
dan diberikan paling lama 
24 (dua puluh empat) bulan, 
serta bagian dari bulan di-
hitung penuh 1 (satu) bulan. 

(3a) Tarif bunga per bulan yang 
ditetapkan oleh Menteri 
Keuangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat dihitung 
berdasarkan suku bunga 
acuan dibagi 12 (dua belas) 
yang berlaku pada tanggal 
dimulainya penghitungan 
imbalan bunga. 

(4) Tata cara perhitungan dan 
pengembalian kelebihan 
pembayaran pajak diatur 
lebih lanjut oleh Menteri 
Keuangan.

(4) Tata cara penghitungan dan 
pengembalian kelebihan 
pembayaran pajak diatur 
dengan atau berdasarkan 
Peraturan Menteri Keuangan.
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Pasal 13 (1) Dalam jangka waktu lima ta-
hun sesudah saat terhutang-
nya pajak, atau berakhirnya 
Masa Pajak, Bagian Tahun 
Pajak atau Tahun Pajak, Di-
rektur Jenderal Pajak dapat 
mengeluarkan Surat Keteta-
pan Pajak dalam hal-hal 
sebagai berikut :
a. apabila berdasarkan 

hasil pemeriksaan atau 
keterangan lain ternyata 
jumlah pajak yang ter-
hutang kurang atau tidak 
dibayar;

b. apabila Surat Pemberita-
huan tidak disampaikan 
dalam jangka waktu 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 ayat (3) 
dan setelah ditegur se-
cara tertulis tidak disam-
paikan pada waktunya 
sebagaimana ditentukan 
dalam Surat Teguran; 

c. apabila berdasarkan ha-
sil pemeriksaan menge-
nai Pajak Pertambahan 
Nilai Barang dan Jasa 
dan Pajak Penjualan atas 
Barang Mewah ternyata 
tidak seharusnya di-
kompensasikan selisih 
lebih pajak, tidak seha-
rusnya dikenakan tarif 
0% (nol persen), atau 
tidak seharusnya diberi-
kan pengembalian pajak;

(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) 
tahun setelah saat terutan-
gnya pajak atau berakhirnya 
Masa Pajak, bagian Tahun 
Pajak, atau Tahun Pajak, Di-
rektur Jenderal Pajak dapat 
menerbitkan Surat Ketetapan 
Pajak Kurang Bayar dalam 
hal-hal sebagai berikut: 
a. apabila berdasarkan 

hasil pemeriksaan, pajak 
yang terutang tidak atau 
kurang dibayar; 

b. apabila Surat Pemberita-
huan tidak disampaikan 
dalam jangka waktu 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 ayat (3) 
dan setelah ditegur se-
cara tertulis tidak disam-
paikan pada waktunya 
sebagaimana ditentukan 
dalam Surat Teguran; 

c. apabila berdasarkan ha-
sil pemeriksaan menge-
nai Pajak Pertambahan 
Nilai dan Pajak Penjualan 
Atas Barang Mewah 
ternyata tidak seharus-
nya dikompensasikan 
selisih lebih pajak atau 
tidak seharusnya dikenai 
tarif 0% (nol persen); 
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d. apabila kewajiban tidak 
dipenuhi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 
28 dan Pasal 29, sehing-
ga tidak dapat diketahui 
besarnya pajak yang 
terhutang.

d. apabila kewajiban se-
bagaimana dimaksud 
dalam Pasal 28 atau 
Pasal 29 tidak dipenuhi 
sehingga tidak dapat 
diketahui besarnya pajak 
yang terutang; 

e. apabila kepada Wajib 
Pajak diterbitkan Nomor 
Pokok Wajib Pajak dan/
atau dikukuhkan se-
bagai Pengusaha Kena 
Pajak secara jabatan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 ayat (4a); 
atau 

f. Pengusaha Kena Pajak 
tidak melakukan penyer-
ahan Barang Kena Pajak 
dan/atau Jasa Kena 
Pajak dan/atau ekspor 
Barang Kena Pajak dan/
atau Jasa Kena Pajak 
dan telah diberikan 
pengembalian Pajak 
Masukan atau telah 
mengkreditkan Pajak 
Masukan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 
9 ayat (6e) Undang-Un-
dang Pajak Pertambahan 
Nilai 1984 dan perubah-
annya. 
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(2) Jumlah kekurangan pajak 
yang terhutang dalam Surat 
Ketetapan Pajak sebagaima-
na dimaksud dalam ayat 
(1) huruf a ditambah den-
gan sanksi administrasi 
berupa bunga sebesar 2% 
(dua persen) sebulan untuk 
selama-lamanya dua puluh 
empat bulan, dihitung mulai 
saat terhutangnya pajak 
atau berakhirnya Masa Pa-
jak, Bagian Tahun Pajak atau 
Tahun Pajak sampai dengan 
diterbitkannya Surat Keteta-
pan Pajak.

(2) Jumlah kekurangan pajak 
yang terutang dalam Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Ba-
yar sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a dan 
huruf e ditambah dengan 
sanksi administrasi berupa 
bunga sebesar tarif bunga 
per bulan yang ditetapkan 
oleh Menteri Keuangan 
dihitung sejak saat terutan-
gnya pajak atau berakhirnya 
Masa Pajak, bagian Tahun 
Pajak, atau Tahun Pajak 
sampai dengan diterbitkan-
nya Surat Ketetapan Pajak 
Kurang Bayar, dan dikenakan 
paling lama 24 (dua puluh 
empat) bulan serta bagian 
dari bulan dihitung penuh 1 
(satu) bulan. 
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(2a)  Jumlah kekurangan pajak 
yang terutang dalam Surat 
Ketetapan Pajak Kurang 
Bayar sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) huruf f 
ditambah dengan sanksi 
administrasi berupa bun-
ga sebesar tarif bunga per 
bulan yang ditetapkan oleh 
Menteri Keuangan dihitung 
sejak saat jatuh tempo 
pembayaran kembali bera-
khir sampai dengan tanggal 
diterbitkannya Surat Keteta-
pan Pajak Kurang Bayar, 
dan dikenakan paling lama 
24 (dua puluh empat) bulan 
serta bagian dari bulan di-
hitung penuh 1 (satu) bulan. 

(2b)  Tarif bunga per bulan 
yang ditetapkan oleh Ment-
eri Keuangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dan 
ayat (2a) dihitung ber-
dasarkan suku bunga acuan 
ditambah 15% (lima belas 
persen) dan dibagi 12 (dua 
belas) yang berlaku pada 
tanggal dimulainya peng-
hitungan sanksi.
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(3) Jumlah pajak dalam Surat 
Ketetapan Pajak sebagaima-
na dimaksud dalam ayat (1) 
huruf b, huruf c, dan huruf 
d ditambah dengan sanksi 
administrasi berupa kenaikan 
sebesar :
a. 50% (lima puluh persen) 

dari Pajak Penghasilan 
yang kurang atau tidak 
dibayar dalam satu Ta-
hun Pajak;

b. 100% (seratus persen) 
dari Pajak Penghasilan 
yang tidak atau kurang 
dipotong,tidak atau 
kurang dipungut, tidak 
atau kurang disetorkan, 
dan dipotong atau di-
pungut tetapi tidak atau 
kurang disetorkan;

c. 100% (seratus persen) 
dari Pajak Pertambahan 
Nilai Barang dan Jasa 
dan Pajak Penjualan atas 
Barang Mewah yang ti-
dak atau kurang dibayar.

(3) Jumlah pajak dalam Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Ba-
yar sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b, huruf 
c, dan huruf d ditambah 
dengan sanksi administrasi 
berupa kenaikan sebesar: 
a. 50% (lima puluh persen) 

dari Pajak Penghasilan 
yang tidak atau kurang 
dibayar dalam satu Ta-
hun Pajak; 

b. 100% (seratus persen) 
dari Pajak Penghasilan 
yang tidak atau kurang 
dipotong, tidak atau 
kurang dipungut, tidak 
atau kurang disetor, dan 
dipotong atau dipungut 
tetapi tidak atau kurang 
disetor; atau 

c. 100% (seratus persen) 
dari Pajak Pertambahan 
Nilai Barang dan Jasa 
dan Pajak Penjualan Atas 
Barang Mewah yang ti-
dak atau kurang dibayar. 

(3a) Dalam hal terdapat pen-
erapan sanksi administrasi 
berupa bunga dan kenaikan 
berdasarkan hasil pemer-
iksaan Pajak Pertambahan 
Nilai dan Pajak Penjualan 
Atas Barang Mewah se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a dan huruf c, 
hanya diterapkan satu jenis 
sanksi administrasi yang tert-
inggi nilai besaran sanksinya. 
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(4) Jumlah Pajak Penghasilan 
yang dipotong dan dipungut 
oleh pihak ketiga untuk satu 
Tahun Pajak, jumlah Pajak 
Penghasilan yang dibayar 
sendiri, pajak yang ditagih 
dalam Surat Tagihan Pajak 
untuk Tahun Pajak tersebut, 
serta pajak atas penghasilan 
yang dibayar atau terhutang 
di luar negeri untuk Tahun 
Pajak yang bersangkutan, 
dikreditkan dari jumlah Pajak 
Penghasilan yang terhutang 
dalam Surat Ketetapan Pa-
jak. 

(5) Sanksi administrasi berupa 
bunga, denda administrasi, 
dan kenaikan, tidak dapat 
dikreditkan dari jumlah pajak 
yang terhutang. 

(6) Besarnya pajak yang ter-
hutang dalam suatu Tahun 
Pajak yang diberitahukan 
oleh Wajib Pajak dalam 
Surat Pemberitahuan Tahu-
nan, menjadi pasti menurut 
ketentuan peraturan perun-
dang-undangan perpajakan, 
apabila dalam jangka waktu 
sebagaimana dimaksud da-
lam ayat (1) tidak diterbitkan 
Surat Ketetapan Pajak. 

(4) Besarnya pajak yang ter-
utang yang diberitahukan 
oleh Wajib Pajak dalam Surat 
Pemberitahuan menjadi pasti 
sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang- un-
dangan perpajakan apabila 
dalam jangka waktu 5 (lima) 
tahun sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1), setelah 
saat terutangnya pajak atau 
berakhirnya Masa Pajak, 
bagian Tahun Pajak, atau 
Tahun Pajak tidak diterbit-
kan surat ketetapan pajak, 
kecuali Wajib Pajak melaku-
kan tindak pidana di bidang 
perpajakan dalam Masa 
Pajak, bagian Tahun Pajak, 
atau Tahun Pajak dimaksud. 

(5) Dihapus. 
(6) Tata cara penerbitan Surat 

Ketetapan Pajak Kurang Ba-
yar sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur dengan 
atau berdasarkan Peraturan 
Menteri Keuangan. 

(7) Apabila jangka waktu lima 
tahun sebagaimana dimak-
sud dalam ayat (1) telah 
lewat, Surat Ketetapan Pajak 
tetap dapat diterbitkan da-
lam hal Wajib Pajak setelah 
jangka waktu lima tahun 
tersebut di pidana, karena 
melakukan tindak pidana 
di bidang perpajakan yang 
dilakukan mengenai pajak 
yang penagihannya telah 
lewat waktu, berdasarkan 
putusan Pengadilan yang 
telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap.
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Pasal 14 (1)  Surat Tagihan Pajak dikelu-
arkan apabila : 
a. pajak dalam tahun ber-

jalan tidak atau kurang 
dibayar;

b. Wajib Pajak dikenakan 
sanksi administrasi be-
rupa denda administrasi 
dan/ atau bunga; 

c. dari hasil penelitian 
Surat Pemberitahuan 
terdapat kekurangan 
pembayaran pajak se-
bagai akibat salah tulis 
dan/atau salah hitung. 

(1) Direktur Jenderal Pajak dapat 
menerbitkan Surat Tagihan 
Pajak apabila: 
a. Pajak Penghasilan dalam 

tahun berjalan tidak atau 
kurang dibayar; 

b. dari hasil penelitian ter-
dapat kekurangan pem-
bayaran pajak sebagai 
akibat salah tulis dan/
atau salah hitung; 

c. Wajib Pajak dikenai 
sanksi administrasi 
berupa denda dan/atau 
bunga; 

d. pengusaha yang telah 
dikukuhkan sebagai 
Pengusaha Kena Pajak, 
tetapi tidak membuat 
faktur pajak atau ter-
lambat membuat faktur 
pajak; 
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e. pengusaha yang telah 
dikukuhkan sebagai 
Pengusaha Kena Pajak 
yang tidak mengisi Fak-
tur Pajak secara lengkap 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 13 ayat (5) 
dan ayat (6) Undang- 
Undang Pajak Pertam-
bahan Nilai 1984 dan 
perubahannya, selain 
identitas pembeli Barang 
Kena Pajak atau pener-
ima Jasa Kena Pajak 
serta nama dan tanda 
tangan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 
13 ayat (5) huruf b dan 
huruf g Undang-Undang 
Pajak Pertambahan Nilai 
1984 dan perubahannya 
dalam hal penyerahan 
dilakukan oleh Pengusa-
ha Kena Pajak pedagang 
eceran; 

f. dihapus; 
g. dihapus; atau 
h. terdapat imbalan bunga 

yang seharusnya tidak 
diberikan kepada Wajib 
Pajak, dalam hal: 

1. diterbitkan keputusan; 
2. diterima putusan; atau 
3. ditemukan data atau infor-

masi yang menunjukkan 
adanya imbalan bunga yang 
seharusnya tidak diberikan 
kepada Wajib Pajak. 
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(2) Surat Tagihan Pajak se-
bagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) mempunyai kekua-
tan hukum yang sama den-
gan Surat Ketetapan Pajak.

(2) Surat Tagihan Pajak se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) mempunyai kekua-
tan hukum yang sama den-
gan surat ketetapan pajak. 

(3) Jumlah kekurangan pajak 
yang terutang dalam Surat 
Tagihan Pajak sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
huruf a dan huruf b ditam-
bah dengan sanksi adminis-
tratif berupa bunga sebesar 
tarif bunga per bulan yang 
ditetapkan oleh Menteri 
Keuangan dihitung sejak 
saat terutangnya pajak atau 
berakhirnya Masa Pajak, 
bagian Tahun Pajak, atau 
Tahun Pajak sampai dengan 
diterbitkannya Surat Tagihan 
Pajak, dan dikenakan paling 
lama 24 (dua puluh empat) 
bulan serta bagian dari bulan 
dihitung penuh 1 (satu) 
bulan. 

(4) Terhadap pengusaha atau 
Pengusaha Kena Pajak se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf d atau huruf 
masing-masing, selain wajib 
menyetor pajak yang teru-
tang, dikenai sanksi adminis-
tratif berupa denda sebesar 
1% (satu persen) dari Dasar 
Pengenaan Pajak. 

(5) Dihapus. 
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(5a)  Tarif bunga per bulan 
yang ditetapkan oleh Ment-
eri Keuangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) 
dihitung berdasarkan suku 
bunga acuan ditambah 5% 
(lima persen) dan dibagi 12 
(dua belas) yang berlaku 
pada tanggal dimulainya 
penghitungan sanksi. 

(5b)  Surat Tagihan Pajak diter-
bitkan paling lama 5 (lima) 
tahun setelah saat terutan-
gnya pajak atau berakhirnya 
Masa Pajak, bagian Tahun 
Pajak, atau Tahun Pajak. 

(5c)  Dikecualikan dari ketentu-
an jangka waktu penerbitan 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5b): 
a. Surat Tagihan Pajak 

atas sanksi administratif 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 19 ayat (1) 
diterbitkan paling lama 
sesuai dengan daluwarsa 
penagihan Surat Keteta-
pan Pajak Kurang Bayar 
serta Surat Ketetapan 
Pajak Kurang Bayar Tam-
bahan, dan Surat Kepu-
tusan Pembetulan, Surat 
Keputusan Keberatan, 
Putusan Banding, ser-
ta Putusan Peninjauan 
Kembali yang menyebab-
kan jumlah pajak yang 
masih harus dibayar 
bertambah; 
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b. Surat Tagihan Pajak 
atas sanksi administratif 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 25 ayat (9) 
dapat diterbitkan pal-
ing lama 5 (lima) tahun 
sejak tanggal penerbitan 
Surat Keputusan Keber-
atan apabila Wajib Pajak 
tidak mengajukan upaya 
banding; dan 

c. Surat Tagihan Pajak 
atas sanksi administratif 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 27 ayat (5d) 
dapat diterbitkan paling 
lama dalam jangka wak-
tu 5 (lima) tahun sejak 
tanggal Putusan Banding 
diucapkan oleh hakim 
Pengadilan Pajak dalam 
sidang terbuka untuk 
umum. 

(3) Tata cara penerbitan Surat 
Tagihan Pajak diatur dengan 
atau berdasarkan Peraturan 
Menteri Keuangan. 
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Pasal 15 (1) Direktur Jenderal Pajak 
dapat menerbitkan Surat 
Ketetapan Pajak Kurang 
Bayar Tambahan dalam 
jangka waktu 5 (lima) tahun 
setelah saat terutangnya 
pajak atau berakhirnya Masa 
Pajak, bagian Tahun Pajak, 
atau Tahun Pajak apabila 
ditemukan data baru yang 
mengakibatkan penambahan 
jumlah pajak yang terutang 
setelah dilakukan tindakan 
pemeriksaan dalam rangka 
penerbitan Surat Ketetapan 
Pajak Kurang Bayar Tambah-
an. 

(2) Jumlah kekurangan pajak 
yang terutang dalam Surat 
Ketetapan Pajak Kurang 
Bayar Tambahan ditambah 
dengan sanksi administrasi 
berupa kenaikan sebesar 
100% (seratus persen) dari 
jumlah kekurangan pajak 
tersebut. 

(3) Kenaikan sebagaimana di-
maksud pada ayat (2) tidak 
dikenakan apabila Surat 
Ketetapan Pajak Kurang 
Bayar Tambahan itu diterbit-
kan berdasarkan keterangan 
tertulis dari Wajib Pajak atas 
kehendak sendiri dengan 
syarat Direktur Jenderal Pa-
jak belum mulai melakukan 
tindakan pemeriksaan dalam 
rangka penerbitan Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Ba-
yar Tambahan. 

(4) Dihapus. 
(5) Tata cara penerbitan Surat 

Ketetapan Pajak Kurang Ba-
yar Tambahan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dia-
tur dengan atau berdasarkan 
Peraturan Menteri Keuangan.



1012
P E D O M A N  M E M A H A M I  R U U  O M N I B U S  L A W

DNT LAWYERS

NOMOR 
PASAL

KETENTUAN UMUM DAN 
TATA CARA PERPAJAKAN OMNIBUSLAW PENJELASAN

Pasal 17B (1) Direktur Jenderal Pajak 
setelah melakukan pemer-
iksaan atas permohonan 
pengembalian kelebihan 
pembayaran pajak, selain 
permohonan pengembalian 
kelebihan pembayaran pajak 
dari Wajib Pajak sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 
17C dan Wajib Pajak se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 17D, harus menerbit-
kan surat ketetapan pajak 
paling lama 12 (dua belas) 
bulan sejak surat permohon-
an diterima secara lengkap. 

(1a) Ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
tidak berlaku terhadap Wajib 
Pajak yang sedang dilakukan 
pemeriksaan bukti permu-
laan tindak pidana di bidang 
perpajakan yang ketentuan-
nya diatur dengan atau ber-
dasarkan Peraturan Menteri 
Keuangan. 

(2) Apabila setelah melampaui 
jangka waktu sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
Direktur Jenderal Pajak tidak 
memberi suatu keputusan, 
permohonan pengembalian 
kelebihan pembayaran 
pajak dianggap dikabulkan 
dan Surat Ketetapan Pajak 
Lebih Bayar harus diterbitkan 
paling lama 1 (satu) bulan 
setelah jangka waktu terse-
but berakhir. 
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(3) Apabila Surat Ketetapan 
Pajak Lebih Bayar terlambat 
diterbitkan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), 
kepada Wajib Pajak diberi 
imbalan bunga sebesar 
tarif bunga per bulan yang 
ditetapkan oleh Menteri 
Keuangan dihitung sejak 
berakhirnya jangka waktu 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) sampai dengan saat 
diterbitkan Surat Ketetapan 
Pajak Lebih Bayar. 

(4) Apabila pemeriksaan bukti 
permulaan tindak pidana 
di bidang perpajakan se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1a): 
a. tidak dilanjutkan dengan 

penyidikan; 
b. dilanjutkan dengan 

penyidikan, tetapi ti-
dak dilanjutkan den-
gan penuntutan tindak 
pidana di bidang perpa-
jakan; atau 
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c. dilanjutkan dengan 
penyidikan dan penun-
tutan tindak pidana di 
bidang perpajakan, teta-
pi diputus bebas atau 
lepas dari segala tuntut-
an hukum berdasarkan 
putusan pengadilan yang 
telah mempunyai kekua-
tan hukum tetap dan 
dalam hal kepada Wajib 
Pajak diterbitkan Surat 
Ketetapan Pajak Lebih 
Bayar, kepada Wajib 
Pajak diberikan imbal-
an bunga sebesar tarif 
bunga per bulan yang 
ditetapkan oleh Menteri 
Keuangan dihitung sejak 
berakhirnya jangka wak-
tu 12 (dua belas) bulan 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) sampai 
dengan saat diterbitkan 
Surat Ketetapan Pajak 
Lebih Bayar. 

(5) Imbalan bunga sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) tidak 
diberi dalam hal pemerik-
saan bukti permulaan tindak 
pidana di bidang perpajakan: 
a. tidak dilanjutkan dengan 

penyidikan karena Wajib 
Pajak dengan kemauan 
sendiri mengungkapkan 
ketidakbenaran perbua-
tannya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8 
ayat (3); atau 
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b. dilanjutkan dengan 
penyidikan, tetapi ti-
dak dilanjutkan den-
gan penuntutan tindak 
pidana di bidang perpa-
jakan karena dilakukan 
penghentian penyidikan 
tindak pidana di bidang 
perpajakan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 
44B. 

(6) (6)  Imbalan bunga se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (3) dan ayat (4) diber-
ikan paling lama 24 (dua 
puluh empat) bulan, serta 
bagian dari bulan dihitung 
penuh 1 (satu) bulan. 

(7) (7)  Tarif bunga per bulan 
yang ditetapkan oleh Ment-
eri Keuangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dan 
ayat (4) dihitung berdasar-
kan suku bunga acuan dibagi 
12 (dua belas) yang berlaku 
pada tanggal dimulainya 
penghitungan imbalan bun-
ga. 
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Pasal 19 (1) Apabila atas pajak yang ter-
hutang, pada saat jatuh tem-
po pembayaran tidak dibayar 
atau kurang dibayar, maka 
atas jumlah pajak yang tidak 
dibayar atau kurang dibayar 
itu, dikenakan bunga sebe-
sar 2% (dua persen) sebulan 
untuk seluruh masa, yang 
dihitung dari jatuh tempo 
sampai dengan hari pemba-
yaran dan bagian dari bulan 
dihitung penuh satu bulan. 

(2) Dalam hal Wajib Pajak 
diperbolehkan mengangsur 
atau menunda pembayaran 
pajak, juga dikenakan bunga 
sebesar 2% (dua persen) 
sebulan.

(3) Dalam hal Wajib Pajak 
diperbolehkan menunda 
penyampaian Surat Pember-
itahuan dan ternyata peng-
hitungan sementara pajak 
yang terhutang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 
ayat (5) kurang dari jum-
lah pajak yang sebenarnya 
terhutang, maka atas keku-
rangan pembayaran pajak 
tersebut, dikenakan bunga 
sebesar 2% (dua persen) 
sebulan yang dihitung dari 
saat berakhirnya kewajiban 
menyampaikan Surat Pem-
beritahuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 ayat 
(3) huruf b sampai dengan 
hari dibayarnya kekurangan 
pembayaran tersebut.

(4) Apabila Surat Ketetapan 
Pajak Kurang Bayar atau 
Surat Ketetapan Pajak Ku-
rang Bayar Tambahan, serta 
Surat Keputusan Pembetu-
lan, Surat Keputusan Keber-
atan, Putusan Banding atau 
Putusan Peninjauan Kembali, 
yang menyebabkan jumlah 
pajak yang masih harus di-
bayar bertambah, pada saat 
jatuh tempo pelunasan tidak 
atau kurang dibayar, atas 
jumlah pajak yang tidak atau 
kurang dibayar itu dikenai 
sanksi administratif berupa 
bunga sebesar tarif bunga 
per bulan yang ditetapkan 
oleh Menteri Keuangan 
untuk seluruh masa, yang 
dihitung dari tanggal jatuh 
tempo sampai dengan tang-
gal pembayaran atau tanggal 
diterbitkannya Surat Tagihan 
Pajak, dan dikenakan paling 
lama 24 (dua puluh empat) 
bulan serta bagian dari bulan 
dihitung penuh 1 (satu) bu-
lan. 

(5) Dalam hal Wajib Pajak diper-
bolehkan mengangsur atau 
menunda pembayaran pajak 
juga dikenai sanksi adminis-
tratif berupa bunga sebesar 
tarif bunga per bulan yang 
ditetapkan oleh Menteri 
Keuangan dari jumlah pajak 
yang masih harus dibayar 
dan dikenakan paling lama 
24 (dua puluh empat) bulan 
serta bagian dari bulan di-
hitung penuh 1 (satu) bulan. 
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(6) Dalam hal Wajib Pajak diper-
bolehkan menunda penyam-
paian Surat Pemberitahuan 
Tahunan dan ternyata peng-
hitungan sementara pajak 
yang terutang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 ayat 
(5) kurang dari jumlah pajak 
yang sebenarnya terutang 
atas kekurangan pemba-
yaran pajak tersebut, Wajib 
Pajak dikenai bunga sebesar 
tarif bunga per bulan yang 
ditetapkan oleh Menteri 
Keuangan yang dihitung dari 
saat berakhirnya batas waktu 
penyampaian Surat Pemberi-
tahuan Tahunan sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 3 
ayat (3) huruf b dan huruf 
c sampai dengan tanggal 
dibayarnya kekurangan pem-
bayaran tersebut dan dike-
nakan paling lama 24 (dua 
puluh empat) bulan serta 
bagian dari bulan dihitung 
penuh 1 (satu) bulan. 

(7) (4)  Tarif bunga per bulan 
yang ditetapkan oleh Ment-
eri Keuangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), ayat 
(2), dan ayat (3) dihitung 
berdasarkan suku bunga 
acuan dibagi 12 (dua belas) 
yang berlaku pada tanggal 
dimulainya penghitungan 
sanksi. 
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Pasal 27A (1) Wajib Pajak dapat mengaju-
kan banding kepada badan 
peradilan pajak terhadap 
keputusan yang ditetapkan 
oleh Direktur Jenderal Pajak 
mengenai keberatannya da-
lam jangka waktu tiga bulan 
sejak tanggal keputusan 
ditetapkan, dengan dilampi-
ri salinan Surat Keputusan 
tersebut. 

(2) Permohonan banding dia-
jukan secara tertulis dalam 
bahasa Indonesia.

(3) Pengajuan permohonan 
banding tidak menunda ke-
wajiban membayar pajak.

DIHAPUS

Pasal 27B (1) Wajib Pajak diberikan imbal-
an bunga dalam hal penga-
juan keberatan, permohonan 
banding, atau permohonan 
peninjauan kembali yang 
dikabulkan sebagian atau 
seluruhnya sehingga menye-
babkan kelebihan pemba-
yaran pajak. 

(2) Imbalan bunga sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
diberikan terhadap kelebihan 
pembayaran pajak paling 
banyak sebesar jumlah lebih 
bayar yang disetujui Wajib 
Pajak dalam pembahasan 
akhir hasil pemeriksaan atas 
Surat Pemberitahuan yang 
menyatakan lebih bayar yang 
telah diterbitkan: 
a. Surat Ketetapan Pajak 

Kurang Bayar; 
b. Surat Ketetapan Pajak 
Kurang Bayar Tambahan; 
c. Surat Ketetapan Pajak 
Lebih Bayar; atau 
d. Surat Ketetapan Pajak 
Nihil. 
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(3) Wajib Pajak diberi imbalan 
bunga dalam hal permohon-
an pembetulan, permohonan 
pengurangan atau pembat-
alan surat ketetapan pajak, 
atau permohonan penguran-
gan atau pembatalan Surat 
Tagihan Pajak yang dikabul-
kan sebagian atau seluruhn-
ya sehingga menyebabkan 
kelebihan pembayaran pajak. 

(4) Imbalan bunga sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (3) diberikan: 
a. berdasarkan tarif bunga 

per bulan yang ditetap-
kan oleh Menteri Keuan-
gan berdasarkan suku 
bunga acuan dibagi 12 
(dua belas); dan 

b. diberikan paling lama 
24 (dua puluh empat) 
bulan, serta bagian dari 
bulan dihitung penuh 1 
(satu) bulan. 

(5) Tarif bunga per bulan se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (4) yang digunakan 
sebagai dasar penghitun-
gan imbalan bunga adalah 
tarif bunga per bulan yang 
berlaku pada tanggal dimu-
lainya penghitungan imbalan 
bunga. 
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(6) Imbalan bunga sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) di-
hitung sejak tanggal pener-
bitan Surat Ketetapan Pajak 
Kurang Bayar, Surat Keteta-
pan Pajak Kurang Bayar 
Tambahan, Surat Ketetapan 
Pajak Lebih Bayar, atau Surat 
Ketetapan Pajak Nihil sampai 
dengan tanggal diterbitkan-
nya Surat Keputusan Keber-
atan, Putusan Banding, atau 
Putusan Peninjauan Kembali. 

(7) Imbalan bunga sebagaima-
na dimaksud pada ayat (3) 
dihitung: 
a. sejak tanggal pemba-

yaran Surat Ketetapan 
Pajak Kurang Bayar atau 
Surat Ketetapan Pajak 
Kurang Bayar Tambahan 
sampai dengan tanggal 
diterbitkannya Surat 
Keputusan Pembetulan, 
surat keputusan pengu-
rangan, atau pembatalan 
surat ketetapan pajak; 

b. sejak tanggal penerbitan 
Surat Ketetapan Pajak 
Lebih Bayar atau Surat 
Ketetapan Pajak Nihil 
sampai dengan tanggal 
diterbitkannya Surat 
Keputusan Pembetulan, 
surat keputusan pengu-
rangan, atau pembatalan 
surat ketetapan pajak; 
atau 
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c. sejak tanggal pemba-
yaran Surat Tagihan Pa-
jak sampai dengan tang-
gal diterbitkannya Surat 
Keputusan Pembetulan, 
surat keputusan pengu-
rangan, atau pembatalan 
Surat Tagihan Pajak. 

(8) Ketentuan lebih lanjut men-
genai tata cara pemberian 
imbalan bunga diatur den-
gan atau berdasarkan Pera-
turan Menteri Keuangan. 

Pasal 38 Barang siapa karena kealpaann-
ya :
4. tidak menyampaikan Surat 

Pemberitahuan; atau
5. menyampaikan Surat Pem-

beritahuan, tetapi yang 
isinya tidak benar atau tidak 
lengkap, atau melampirkan 
keterangan yang tidak be-
nar; 

sehingga dapat menimbulkan 
kerugian pada Negara, di pidana 
dengan pidana kurungan sela-
ma-lamanya satu tahun dan/atau 
denda setinggi-tingginya sebe-
sar dua kali jumlah pajak yang 
terhutang.

Setiap orang yang karena keal-
paannya: 
a. tidak menyampaikan Surat 

Pemberitahuan; atau 
b. menyampaikan Surat Pem-

beritahuan, tetapi isinya 
tidak benar atau tidak 
lengkap, atau melampirkan 
keterangan yang isinya tidak 
benar 

sehingga dapat menimbulkan 
kerugian pada pendapatan 
negara didenda paling sedikit 1 
(satu) kali jumlah pajak terutang 
yang tidak atau kurang dibayar 
dan paling banyak 2 (dua) kali 
jumlah pajak terutang yang tidak 
atau kurang dibayar, atau dipi-
dana kurungan paling singkat 3 
(tiga) bulan atau paling lama 1 
(satu) tahun. 
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Pasal 44B (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil 
tertentu di lingkungan Direk-
torat Jenderal Pajak diberi 
wewenang khusus sebagai 
Penyidik untuk melakukan 
penyidikan tindak pidana 
di bidang perpajakan, se-
bagaimana dimaksud dalam 
Undang-undang  Nomor 8 
Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana. 

(2) Penyidik sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) 
berwenang : 
a. melakukan penelitian 

atas kebenaran laporan 
atau keterangan berke-
naan dengan tindak 
pidana di bidang perpa-
jakan;

b. melakukan penelitian 
terhadap orang yang 
diduga melakukan tindak 
pidana di bidang perpa-
jakan; 

c. meminta keterangan dan 
bahan bukti dari orang 
atau Badan sehubungan 
dengan peristiwa tindak 
pidana di bidang perpa-
jakan; 

d. melakukan pemeriksaan 
atas pembukuan, pen-
catatan, dan dokumen-
dokumen lain berkenaan 
dengan tindak pidana di 
bidang perpajakan; 

(1) Untuk kepentingan peneri-
maan negara, atas perminta-
an Menteri Keuangan, Jaksa 
Agung dapat menghentikan 
penyidikan tindak pidana di 
bidang perpajakan paling 
lama dalam jangka waktu 6 
(enam) bulan sejak tanggal 
surat permintaan. 

(2)  Penghentian penyidikan 
tindak pidana di bidang 
perpajakan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
hanya dilakukan setelah 
Wajib Pajak melunasi utang 
pajak yang tidak atau ku-
rang dibayar atau yang tidak 
seharusnya dikembalikan 
dan ditambah dengan sanksi 
administrasi berupa denda 
sebesar 3 (tiga) kali jumlah 
pajak yang tidak atau kurang 
dibayar, atau yang tidak se-
harusnya dikembalikan. 
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e. melakukan pemeriksaan 
di tempat tertentu yang 
diduga terdapat bah-
an bukti pembukuan, 
pencatatan, dan doku-
men-dokumen lain serta 
melakukan penyitaan 
terhadap bahan yang 
dapat dijadikan bukti 
dalam perkara tindak 
pidana di bidang perpa-
jakan; 

f. meminta bantuan ahli 
dalam rangka pelaksa-
naan tugas penyidikan 
tindak pidana di bidang 
perpajakan. 

(3) Penyidik sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) 
memberitahukan dimulainya 
penyidikan dan menyam-
paikan hasil penyidikannya 
kepada Penuntut Umum, se-
suai dengan ketentuan yang 
diatur dalam Undang-undang 
Nomor 8 Tahun 1981 ten-
tang Hukum Acara Pidana.

(3)  Ketentuan lebih lanjut 
mengenai permintaan peng-
hentian penyidikan tindak 
pidana di bidang perpajakan 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur dengan atau 
berdasarkan Peraturan Ment-
eri Keuangan. 

Pasal 114

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5049) diubah

NOMOR 
PASAL

UU PAJAK DAERAH DAN 
RETRIBUSI DAERAH

UU PAJAK DAERAH DAN 
RETRIBUSI DAERAJ (UU 

OMNIBUSLAW)
Pajak daerah dan retribusi daerah Omnibuslaw
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UU PAJAK DAERAH DAN 
RETRIBUSI DAERAH

UU PAJAK DAERAH DAN 
RETRIBUSI DAERAJ (UU 

OMNIBUSLAW)
Pasal 141 Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah: 

a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minu-

man Beralkohol; 
c. Retribusi Izin Gangguan;
d. Retribusi Izin Trayek; dan 
e. Retribusi Izin Usaha Perikanan. 

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu meli-
puti: 
a. Retribusi Perizinan Berusaha terkait 

persetujuan bangunan gedung yang 
selanjutnya disebut Retribusi Per-
setujuan Bangunan Gedung; 

b. Retribusi Perizinan Berusaha terkait 
tempat penjualan minuman be-
ralkohol yang selanjutnya disebut 
Retribusi Izin Tempat Penjualan 
Minuman Beralkohol; 

c. Retribusi Perizinan Berusaha terkait 
trayek yang selanjutnya disebut 
Retribusi Izin Trayek; dan 

d. Retribusi Perizinan Berusaha terkait 
perikanan yang selanjutnya disebut 
Retribusi Izin Usaha Perikanan. 

Pasal 144 (1) Objek Retribusi Izin Gangguan se-
bagaimana dimaksud dalam Pasal 
141 huruf c adalah pemberian izin 
tempat usaha/kegiatan kepada orang 
pribadi atau Badan yang dapat me-
nimbulkan ancaman bahaya, kerugian 
dan/atau gangguan, termasuk pen-
gawasan dan pengendalian kegiatan 
usaha secara terus-menerus untuk 
mencegah terjadinya gangguan 
ketertiban, keselamatan, atau kese-
hatan umum, memelihara ketertiban 
lingkungan, dan memenuhi norma 
keselamatan dan kesehatan kerja.

(2) Tidak termasuk objek Retribusi se-
bagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah tempat usaha/kegiatan yang 
telah ditentukan oleh Pemerintah 
atau Pemerintah Daerah.

Dihapus
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UNDANG-UNDANG YANG DIUBAH:

a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Re-
publik Indonesia Nomor 4297); dan

b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan 
Dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tamba-
han Lembaran Negara Republik Indonesia 6374).

TOPIK UU BUMN UU CIPTAKER PENJELASAN
Kewa-
jiban 
Pelayanan 
Umum

Bab V Kewajiban Pelayanan 
Umum

Pasal 120 butir 1
Bab V Kewajiban Pelayanan 
Umum, Riset, dan Inovasi

Terjadi penambahan kata 
riset dan inovasi pada 
Bab V UU BUMN

Kewa-
jiban 
Pelayanan 
Umum

Pasal 66
(1) Pemerintah dapat mem-

berikan penugasan khusus 
kepada BUMN untuk menye-
lenggarakan fungsi keman-
faatan umum dengan tetap 
memperhatikan maksud dan 
tujuan kegiatan BUMN.

(2) Setiap penugasan se-
bagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) harus terlebih dahu-
lu mendapatkan persetujuan 
RUPS/Menteri.

Pasal 120 butir 2
(1) Pemerintah Pusat dapat 

memberikan penugasan 
khusus kepada BUMN untuk 
menyelenggarakan fungsi 
kemanfaatan umum serta 
riset dan inovasi nasional.

(2) Penugasan khusus kepada 
BUMN sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) dilakukan 
dengan tetap memperha-
tikan maksud dan tujuan, 
kegiatan usaha BUMN, serta 
mempertimbangkan kemam-
puan BUMN.

(3) Rencana penugasan khu-
sus sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dikaji bersama 
antara BUMN yang bersang-
kutan dengan Pemerintah 
Pusat.

1. Terjadi penambahan 
ayat (3), (4), (5) dan 
(6) Pasal 66 UU BUMN 
dalam UU Ciptaker

2. Kewenangan pemerintah 
pada ayat (1) Pasal 66 
BUMN, dalam UU Ciptak-
er kewenangan tersebut 
menjadi kewenangan 
Pemerintah Pusat dalam 
memberikan penugasan 
khusus kepada BUMN 
dengan tujuan keman-
faat umum, riset dan 
inovasi nasional.

3. Penugasan khusus 
dengan tetap memper-
hatikan maksud dan 
tujuan kegiatan BUMN 
sebagaimana dalam Pas-
al 66 ayat (1) UU BUMN, 
dipisahkan menjadi ayat 
(2) dalam Pasal 66 UU 
Ciptaker dengan tam-
bahan kalimat “dengan 
mempertimbangkan 
kemampuan BUMN”.
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TOPIK UU BUMN UU CIPTAKER PENJELASAN
(4) Apabila penugasan terse-

but secara finansial tidak 
fisibel, Pemerintah Pusat 
harus memberikan kompen-
sasi atas semua biaya yang 
telah dikeluarkan oleh BUMN 
tersebut, termasuk margin 
yang diharapkan sepanjang 
dalam tingkat kewajaran ses-
uai dengan penugasan yang 
diberikan.

(5) Penugasan kepada BUMN 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) harus terlebih dahu-
lu mendapatkan persetujuan 
RUPS atau Menteri.

4. Dilakukan penambahan 
ayat (3) Pasal 66 UU 
Ciptaker yang mene-
gaskan bahwa rencana 
penugasan khusus 
BUMN dikaji bersama 
BUMN yang bersangku-
tan dengan Pemerintah 
Pusat.

5. Penambahan ayat (4) 
Pasal 66 UU Ciptaker, 
sebelumnya merupa-
kan uraian penjelasan 
Pasal 66 ayat (1) UU 
BUMN. Namun dilakukan 
penambahan kalimat 
“sepanjang dalam 
tingkat kewajaran 
sesuai dengan penu-
gasan yang diberi-
kan.”
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(6) BUMN dalam melaksanakan 

penugasan khusus se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat bekerja sama 
dengan:
a. badan usaha milik swasta;
b. badan usaha milik daerah;
c. koperasi;

d. BUMN; 
e. lembagapenelitiandan-

pengembangan; 
f. lembagapengkajiandan-

penerapan; dan/atau
g. perguruan tinggi.

6. Penambahan Pasal 66 
ayat (5) UU Ciptaker, 
sebelumnya merupakan 
Pasal 66 ayat (2) UU 
BUMN. Namun, di dalam 
UU Ciptaker tidak mem-
berikan penjelasan terh-
adap ayat (5). Di dalam 
UU BUMN sebelumnya 
memberikan penjelasan 
umum terhadap Pasal 
66 ayat (2) yang men-
yatakan bahwa alasan 
penugasan khusus 
terhadap BUMN harus 
diketahui dan disetu-
jui oleh RUPS/Menteri 
dikarenakan penugasan 
tersebut akan mengubah 
rencana kerja dan ang-
garan perusahaan yang 
telah ada.

7. Penambahan Pasal 66 
ayat (6) UU Ciptaker 
merupakan penegasan 
pelaksanaan penugasan 
khusus kepada BUMN 
dapat dilakukan kerja 
sama dengan pihak lain 
seperti badan usaha mi-
lik swasta, badan usaha 
milik daerah, koperasi, 
BUMN, lembaga peneli-
tian dan pengembangan, 
lembaga pengkajian dan 
penerapan dan/atau 
perguruan tinggi.
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TOPIK
UU SISTEM NASIONAL 

ILMU PENGETAHUAN DAN 
TEKNOLOGI

UU CIPTA KERJA PENJELASAN

Bab VI 
Kelem-
bagaan 
Ilmu 
Pengeta-
huan dan 
Teknologi

PASAL 48
(1) Untuk menjalankan Peneli-

tian, Pengembangan, Peng-
kajian, dan Penerapan, serta 
Invensi dan Inovasi yang 
terintegrasi dibentuk badan 
riset dan inovasi nasional.

(2) Badan riset dan inovasi nasi-
onal sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dibentuk oleh 
Presiden.

(3) Ketentuan mengenai badan 
riset dan inovasi nasional 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2) diatur 
dengan Peraturan Presiden.

PASAL 121
(1) Untuk menjalankan Peneli-

tian, Pengembangan, Peng-
kajian, dan Penerapan, serta 
Invensi dan Inovasi yang 
terintegrasi dibentuk badan 
riset dan inovasi nasional. 

(2) Untuk menjalankan Pe-
nelitian, Pengembangan, 
Pengkajian, dan Penerapan, 
serta Invensi dan Inovasi 
yang terintegrasi di daerah, 
Pemerintah Daerah mem-
bentuk badan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut men-
genai badan riset dan inovasi 
nasional sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) diatur 
dalam Peraturan Presiden.

1. Terjadi perubahan dalam 
Pasal 48 UU SNIPT 
dalam UU Ciptaker yaitu 
menghapus ketentuan 
presiden membentuk 
badan riset dan inovasi 
nasional yang sebelumn-
ya diatur dalam Pasal 48 
ayat (2) UU SNIPT.

2. Pasal 48 ayat (2) UU 
Ciptaker menambahkan 
ketentuan baru yaitu 
pembentukan badan 
oleh Pemerintah Daer-
ah untuk menjalankan 
penelitian, pengemban-
gan, pengkajian dan 
penerapan serta invensi 
dan inovasi di daerah. 
Namun tidak diberikan 
penjelasan ayat tersebut 
mengenai badan apa 
yang akan dibentuk.

3. Ketentuan mengenai 
pembentukan badan 
riset nasional serta suatu 
badan di daerah untuk 
menjalankan penelitian, 
pengembangan, pengka-
jian dan penerapan serta 
invensi dan inovasi akan 
diatur dalam Peraturan 
Presiden.
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PENGADAAN TANAH

Undang-Undang yang diubah:
a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk 

Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);

b. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berke-
lanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5068).

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI 
PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

TOPIK UU PENGADAAN TANAH UU CIPTA KERJA PENJELASAN
Pen-
gadaan 
Tanah 
Bagi 
Pemba-
ngunan 
untuk 
Kepent-
ingan 
Umum

Pasal 8
Pihak yang Berhak dan pihak 
yang menguasai Objek Pen-
gadaan Tanah untuk Kepent-
ingan Umum wajib mematuhi 
ketentuan dalam Undang-Un-
dang ini.

Pasal 8 
(1) Pihak yang Berhak dan 

pihak yang menguasai Objek 
Pengadaan Tanah untuk 
Kepentingan Umum wajib 
mematuhi ketentuan dalam 
Undang-Undang ini. 

(2) Dalam hal rencana Pen-
gadaan Tanah, terdapat 
Objek Pengadaan Tanah 
yang masuk dalam kawasan 
hutan, tanah kas desa, tanah 
wakaf, tanah ulayat/tanah 
adat, dan/atau tanah aset 
Pemerintah Pusat, Pemer-
intah Daerah, Badan Usaha 
Milik Negara, atau Badan 
Usaha Milik Daerah, proses 
penyelesaian status tanahn-
ya harus dilakukan sampai 
dengan penetapan lokasi.

(3) Penyelesaian perubahan 
kawasan hutan sebagaima-
na dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan melalui mekanisme 
pelepasan kawasan hutan 
atau pinjam pakai kawasan 
hutan sesuai ketentuan pera-
turan perundang-undangan 
di bidang kehutanan.

Menambahkan ketentu-
an mengenai pengec-
ualian apabila objek 
pengadaan tanah yang 
termasuk dalam ka-
wasan hutan, tanah 
kas desa, tanah wakaf, 
tanah ulayat/tanah adat, 
dan/atau tanah aset 
Pemerintah Pusat, Pe-
merintah Daerah, Badan 
Usaha Milik Negara, 
atau Badan Usaha Milik 
Daerah, harus dilakukan 
sampai dengan peneta-
pan lokasi. (Ayat 2)

Penyelesaian perubahan 
kawasan hutan dilaku-
kan melalui mekanisme 
pelepasan kawasan 
hutan atau pinjam pakai 
kawasan hutan (digu-
nakan khusus untuk 
proyek-proyek yang si-
fatnya tidak permanen) 
sesuai ketentuan pera-
turan perundang-undan-
gan di bidang kehutan-
an. (Ayat 3)
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(4) Perubahan obyek Pengadaan 

Tanah yang masuk dalam 
kawasan hutan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) khu-
susnya untuk proyek priori-
tas Pemerintah Pusat, dilaku-
kan melalui mekanisme:

a. pelepasan kawasan hutan, 
dalam hal Pengadaan Tanah 
dilakukan oleh instansi; atau

b. pelepasan kawasan hutan 
atau pinjam pakai kawasan 
hutan, dalam hal Pengadaan 
Tanah dilakukan oleh swasta.

Bagi perubahan obyek 
Pengadaan Tanah yang 
masuk dalam kawasan 
hutan, khususnya untuk 
proyek prioritas Pemer-
intah pusat, dilakukan 
melalui mekanisme 
pelepasan kawasan 
hutan (bila pengadaan 
tanah dilakukan oleh 
Instansi) dan pelepasan 
kawasan hutan atau 
pinjam pakai kawasan 
hutan (bila pengadaan 
tanah dilakukan oleh 
Swasta). (Ayat 4)

Pasal 10
Tanah untuk Kepentingan Umum 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 14 ayat (1) digunakan un-
tuk pembangunan: 
a. pertahanan dan keamanan 

nasional;
b. jalan umum, jalan tol, 

terowongan, jalur kereta 
api, stasiun kereta api, dan 
fasilitas operasi kereta api;

c. waduk, bendungan, bend-
ung, irigasi, saluran air 
minum, saluran pembuangan 
air dan sanitasi, dan bangu-
nan pengairan lainnya;

d. pelabuhan, bandar udara, 
dan terminal;

e. infrastruktur minyak, gas, 
dan panas bumi;

f. pembangkit, transmisi, gar-
du, jaringan, dan distribusi 
tenaga listrik;

g. jaringan telekomunikasi dan 
informatika Pemerintah;

h. tempat pembuangan dan 
pengolahan sampah;

i. rumah sakit Pemerintah/Pe-
merintah Daerah;

j. fasilitas keselamatan umum;
k. tempat pemakaman umum 

Pemerintah/Pemerintah 
Daerah;

Pasal 10 
Tanah untuk Kepentingan Umum 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk 
pembangunan:
a. pertahanan dan keamanan 

nasional;
b. jalan umum, jalan tol te-

rowongan, jalur kereta api, 
stasiun kereta api dan fasili-
tas operasi kereta api;

c. waduk, bendungan, bend-
ung, irigasi, saluran air dan 
sanitasi dan bangunan pen-
gairan lainnya;

d. pelabuhan, bandar udara, 
dan terminal;

e. infrastruktur minyak, gas, 
dan panas bumi;

f. pembangkit, transmisi, 
gardu, jaringan, dan/atau 
distribusi tenaga listrik;

g. jaringan telekomunikasi dan 
informatika pemerintah;

h. tempat pembuangan dan 
pengolahan sampah;

i. rumah sakit Pemerintah Pu-
sat atau Pemerintah Daerah;

j. fasilitas keselamatan umum;
k. pemakaman umum Pemer-

intah Pusat atau Pemerintah 
Daerah;

Menambahkan 6 (enam) 
ketentuan Tanah untuk 
kepentingan umum 
yang dipergunakan 
untuk pembangunan. 
Hal ini tercantum dalam 
point s, t, u, v, w, dan x. 
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l. fasilitas sosial, fasilitas 

umum, dan ruang terbuka 
hijau publik;

m. cagar alam dan cagar bu-
daya;

n. kantor Pemerintah/Pemerin-
tah Daerah/desa;

o. penataan pemukiman kumuh 
perkotaan dan/ atau konsoli-
dasi tanah, serta perumahan 
untuk masyarakat berpeng-
hasilan rendah dengan 
status sewa;

p. prasarana pendidikan atau 
sekolah Pemerintah/Pemerin-
tah Daerah;

q. prasarana olahraga Pemerin-
tah/Pemerintah Daerah; dan

r. pasar umum dan lapangan 
parkir umum.

l. fasilitas sosial, fasilitas 
umum dan ruang terbuka 
hijau publik;

m. cagar alam dan cagar bu-
daya;

n. Kantor Pemerintah Pusat, 
Pemerintah Daerah, atau 
Desa;

o. penataan pemukiman kumuh 
perkotaan dan/atau konsoli-
dasi tanah serta perumahan 
untuk masyarakat berpeng-
hasilan rendah dengan 
status sewa termasuk untuk 
pembangunan rumah umum 
dan rumah khusus;

p. prasarana pendidikan atau 
sekolah Pemerintah Pusat 
atau Pemerintah Daerah;

q. prasarana olahraga Pemer-
intah Pusat atau Pemerintah 
Daerah;

r. pasar umum dan lapangan 
parkir umum; 

s. Kawasan Industri Hulu dan 
Hilir Minyak dan Gas yang 
diprakarsai dan/atau dikua-
sai oleh Pemerintah Pusat, 
Pemerintah Daerah, badan 
usaha milik Negara, atau 
badan usaha milik daerah;

t. Kawasan Ekonomi Khusus 
yang diprakarsai dan/atau 
dikuasai oleh Pemerintah 
Pusat, Pemerintah Daerah, 
Badan Usaha Milik Nega-
ra, atau Badan Usaha Milik 
Daerah; Disetujui Timus 
22.4;
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u. Kawasan Industri yang dipra-

karsai dan/atau dikuasai oleh 
Pemerintah Pusat, pemer-
intah daerah, Badan Usaha 
Milik Negara, atau Badan 
Usaha Milik Daerah;

v. Kawasan Pariwisata yang 
diprakarsai dan dikuasai oleh 
Pemerintah Pusat, Pemer-
intah Daerah, Badan Usaha 
Milik Negara,, atau Badan 
Usaha Milik Daerah;

w. Kawasan Ketahanan Pangan 
yang diprakarsai dan/atau 
dikuasai oleh Pemerintah 
Pusat, Pemerintah Daerah, 
Badan Usaha Milik Nega-
ra, atau Badan Usaha Milik 
Daerah; dan

x. Kawasan pengembangan 
teknologi yang diprakarsai 
dan/atau dikuasai oleh Pe-
merintah Pusat, Pemerintah 
Daerah, Badan Usaha Milik 
Negara, atau Badan Usaha 
Milik Daerah.

Pasal 14
(1) Instansi yang memerlukan 

tanah membuat perenca-
naan Pengadaan Tanah 
untuk Kepentingan Umum 
menurut ketentuan peratur-
an perundang- undangan. 

(2) Perencanaan Pengadaan 
Tanah untuk Kepentingan 
Umum sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) didasarkan 
atas Rencana Tata Ruang 
Wilayah dan prioritas pem-
bangunan yang tercantum 
dalam Rencana Pemban-
gunan Jangka Menengah, 
Rencana Strategis, Rencana 
Kerja Pernerintah Instansi 
yang bersangku tan.

Pasal 14
(1) Instansi yang memerlukan 

tanah membuat perenca-
naan Pengadaan Tanah un-
tuk Kepentingan Umum den-
gan melibatkan kementerian/
lembaga yang menyelengga-
rakan urusan pemerintahan 
di bidang pertanahan sesuai 
dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

(2) Perencanaan Pengadaan 
Tanah untuk Kepentingan 
Umum sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) didasarkan 
atas Rencana Tata Ruang 
Wilayah dan prioritas pem-
bangunan yang tercantum 
dalam Rencana Pemban-
gunan Jangka Menengah, 
Rencana Strategis, dan/atau 
Rencana Kerja Pemerintah/
instansi yang bersangkutan.

Menambahkan bahwa 
instansi yang memer-
lukan tanah membuat 
perencanaan Pengadaan 
Tanah untuk Kepent-
ingan Umum harus 
melibatkan kementerian 
/ lembaga yang menye-
lenggarakan di bidang 
pertanahan. (Ayat 1)
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Pasal 19
(1) Konsultasi Publik rencana 

pembangunan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 18 
ayat (3) dilaksanakan untuk 
mendapatkan kesepakatan 
lokasi rencana pembangunan 
dari Pihak yang Berhak.

(2) Konsultasi Publik sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan melibat-
kan Pihak yang Berhak dan 
masyarakat yang terkena 
dampak serta dilaksanakan 
di tempat rencana pemban-
gunan Kepentingan Umum 
atau di tempat yang disepa-
kati.

(3) Pelibatan Pihak yang Berhak 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dapat dilakukan 
melalui perwakilan dengan 
surat kuasa dari dan oleh Pi-
hak yang Berhak atas lokasi 
rencana pembangunan.

(4) Kesepakatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditu-
angkan dalam bentuk berita 
acara kesepakatan.

Pasal 19
(1) Konsultasi Publik rencana 

pembangunan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 18 
ayat (3) dilaksanakan untuk 
mendapatkan kesepakatan 
lokasi rencana pembangunan 
dari: 
a. Pihak yang Berhak;
b. Pengelola Barang Milik 

Negara/Barang Milik 
Daerah; dan

c. Pengguna Barang Milik 
Negara/Barang Milik 
Daerah.

(2) Konsultasi Publik sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan melibatkan 
Pihak yang Berhak, Penge-
lola, pengguna Barang Milik 
Negara/Barang Milik Daerah 
dan masyarakat yang ter-
kena dampak serta dilak-
sanakan di tempat rencana 
pembangunan untuk Kepent-
ingan Umum atau di tempat 
yang disepakati.

(3) Pelibatan Pihak yang Berhak, 
Pengelola, dan pengguna 
Barang Milik Negara/Barang 
Milik Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) 
dapat dilakukan melalui 
perwakilan dengan surat 
kuasa dari dan oleh Pihak 
yang Berhak, Pengelola, 
dan pengguna Barang Milik 
Negara/Barang Milik Daerah 
atas lokasi rencana pemban-
gunan.

(4) Kesepakatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditu-
angkan dalam bentuk berita 
acara kesepakatan.

Menambahkan 2 (dua) 
ketentuan yang mana 
dimuat dalam ayat (7) 
dan ayat (8). 

Menambahkan keten-
tuan bahwa konsultasi 
publik rencana pemba-
ngunan dilaksanakan 
untuk mendapatkan 
kesepakatan lokasi 
rencana pembangunan 
dari 3 (tiga) pihak, yaitu 
Pihak yang Berhak, 
Pengelola Barang Milik 
Negara/Barang Milik 
Daerah; dan Pengguna 
Barang Milik Negara/
Barang Milik Daerah. 
Bukan lagi hanya dari 
Pihak yang Berhak saja. 
(Ayat 1)

Menambahkan keten-
tuan Konsultasi Publik 
yang dilakukan dengan 
melibatkan Pihak yang 
Berhak, Pengelola, 
pengguna Barang Milik 
Negara/Barang Milik 
Daerah dan masyarakat 
yang terkena dampak. 
(Ayat 2)
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(5) Atas dasar kesepakatan 

sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4), Instansi yang 
memerlukan tanah mengaju-
kan permohonan penetapan 
lokasi kepada gubernur.

(6) Gubernur menetapkan lokasi 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5) dalam waktu pal-
ing lama 14 (empat belas) 
hari kerja terhitung sejak 
diterimanya pengajuan 
permohonan penetapan oleh 
Instansi yang memerlukan 
tanah.

(5) Atas dasar kesepakatan 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4), Instansi yang 
memerlukan tanah mengaju-
kan permohonan penetapan 
lokasi kepada gubernur.

(6) Gubernur menetapkan lokasi 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5) dalam waktu paling 
lama 14 (empat belas) Hari 
terhitung sejak diterimanya 
pengajuan permohonan pen-
etapan oleh Instansi yang 
memerlukan tanah.

(7) Pihak yang Berhak, penge-
lola, dan pengguna Barang 
Milik Negara/Barang Milik 
Daerah tidak menghadiri 
konsultasi publik setelah 
diundang 3 (tiga) kali secara 
patut, dianggap menyetu-
jui rencana pembangunan 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1).

(8) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai Konsultasi Publik 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur dengan Pera-
turan Pemerintah.

Pelibatan Pihak yang 
Berhak, Pengelola, dan 
Pengguna Barang Milik 
Negara/Barang Milik 
Daerah dapat dilaku-
kan melalui perwakilan 
dengan surat kuasa 
dari dan oleh Pihak 
yang Berhak, Pengelola, 
dan pengguna Barang 
Milik Negara/Barang 
Milik Daerah atas lokasi 
rencana pembangunan. 
(Ayat 3)

Pihak yang Berhak, 
pengelola, dan penggu-
na Barang Milik Negara/
Barang Milik Daerah  
yang tidak menghadiri 
konsultasi publik setelah 
diundang 3 (tiga) kali 
secara patut, dianggap 
menyetujui rencana 
pembangunan. (Ayat 7)

Pasal 19A
(1) Dalam rangka efisiensi dan 

efektivitas, pengadaan tanah 
untuk kepentingan umum 
yang luasnya tidak lebih dari 
5 (lima) hektar, dapat dilaku-
kan langsung oleh instansi 
yang memerlukan tanah 
dengan Pihak yang Berhak.

(2) Pengadaan tanah untuk 
kepentingan umum se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) harus sesuai den-
gan kesesuaian tata ruang 
wilayah.

Terdapat penambahan 
Pasal 19A, 19B, dan 
19C. 

Pasal 19A:  
Mengenai efisiensi dan 
efektivitas pengadaan 
tanah untuk kepentin-
gan umum yang luasnya 
tidak lebih dari 5 (lima) 
hektar. (Ayat 1)
Pengadaan tanah untuk 
kepentingan umum 
harus sesuai dengan 
kesesuaian tata ruang 
wilayah. (Ayat 2)
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Pasal 19B 
Dalam hal pengadaan tanah 
untuk kepentingan umum yang 
luasnya kurang dari 5 (lima) hek-
tar yang dilakukan langsung an-
tara Pihak yang Berhak dengan 
instansi yang memerlukan tanah 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 19A ayat (1), penetapan 
lokasi dilakukan oleh Bupati/Wali 
kota. 

Pasal 19C 
Setelah penetapan lokasi pen-
gadaan tanah tidak diperlukan 
lagi persyaratan:
a. kesesuaian kegiatan peman-

faatan ruang;
b. pertimbangan teknis;
c. di luar kawasan hutan dan di 

luar kawasan pertambangan;
d. di luar kawasan gambut/

sempadan pantai; dan
e. analisis mengenai dampak 

lingkungan hidup.

Pasal 19B:
Pengadaan tanah untuk 
kepentingan umum 
yang luasnya kurang 
dari 5 (lima) hektar 
penetapan lokasinya 
dilakukan oleh Bupati/
Walikota.

Pasal 19C:
Diatur mengenai per-
syaratan-persyaratan 
yang tidak diperlukan 
lagi setelah penetapan 
lokasi pengadaan tanah.

Pasal 24
Penetapan lokasi pembangu-
nan untuk Kepentingan Umum 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 19 ayat (6) atau Pasal 22 
ayat (1) diberikan dalam waktu 2 
(dua) tahun dan dapat diperpan-
jang paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 24
(1) Penetapan lokasi pemban-

gunan untuk Kepentingan 
Umum sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 19 ayat 
(6) atau Pasal 22 ayat (1) 
diberikan untuk jangka wak-
tu 3 (tiga) tahun dan dapat 
diperpanjang 1 (satu) kali 
untuk jangka waktu 1 (satu) 
tahun.

(2) Permohonan perpanjangan 
waktu penetapan lokasi 
disampaikan paling singkat 6 
(enam) bulan sebelum masa 
berlaku penetapan lokasi 
berakhir.

Terdapat pengubahan 
jangka waktu penetapan 
lokasi pembangunan un-
tuk kepentingan umum, 
dari jangka waktu 2 
(dua) tahun dan dapat 
diperpanjang paling 
lama 1 (satu) tahun, 
menjadi jangka waktu 3 
(tiga) tahun dan dapat 
diperpanjang 1 (satu) 
kali untuk jangka waktu 
1 (satu) tahun.

Terdapat penambahan 
ketentuan mengenai 
penetapan permohonan 
perpanjangan waktu 
penetapan lokasi yang 
mana disampaikan 
paling singkat 6 (enam) 
bulan sebelum masa 
berlaku penetapan loka-
si berakhir.
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Pasal 28
(1) Inventarisasi dan identifika-

si penguasaan, pemilikan, 
penggunaan, dan peman-
faatan tanah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 27 
ayat (2) huruf a meliputi 
kegiatan: a. pengukuran dan 
pemetaan bidang per bidang 
tanah; dan b. pengumpulan 
data Pihak yang Berhak dan 
Objek Pengadaan Tanah.

(2) Inventarisasi dan identifika-
si penguasaan, pemilikan, 
penggunaan, dan peman-
faatan tanah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan dalam waktu 
paling lama 30 (tiga puluh) 
hari kerja.

Pasal 28
(1) Inventarisasi dan identifika-

si penguasaan, pemilikan, 
penggunaan, dan peman-
faatan tanah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 27 
ayat (2) huruf a meliputi 
kegiatan: a. pengukuran dan 
pemetaan bidang per bidang 
tanah; dan b. pengumpulan 
data Pihak yang Berhak dan 
Objek Pengadaan Tanah.

(2) Inventarisasi dan identifika-
si penguasaan, pemilikan, 
penggunaan, dan peman-
faatan tanah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan dalam waktu 
paling lama 30 (tiga puluh) 
Hari.

(3) Pengumpulan data Pihak 
yang Berhak dan Objek Pen-
gadaan Tanah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
huruf b dapat dilakukan oleh 
surveyor berlisensi.

Terdapat penambahan 
dalam ayat (3)  menge-
nai pengumpulan data 
Pihak yang Berhak dan 
Objek Pengadaan Tanah 
yang mana dilakukan 
oleh surveyor berlisensi. 

Pasal 34
(1) Nilai Ganti Kerugian yang 

dinilai oleh Penilai se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 33 merupakan nilai 
pada saat pengumuman 
penetapan lokasi pemban-
gunan untuk Kepentingan 
Umum sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal26.

(2) Besarnya nilai Ganti Kerugian 
berdasarkan hasil penilaian 
Penilai sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) disam-
paikan kepada Lembaga 
Pertanahan dengan berita 
acara.

Pasal 34 
(1) Nilai Ganti Kerugian yang 

dinilai oleh Penilai se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 33 merupakan nilai 
pada saat pengumuman 
penetapan lokasi pemban-
gunan untuk Kepentingan 
Umum sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 26. 

(2) Besarnya nilai Ganti Kerugian 
berdasarkan hasil penilaian 
Penilai sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) disam-
paikan kepada Lembaga 
Pertanahan disertai dengan 
berita acara.

Terdapat perubahan 
dalam Pasal 34 ayat (3) 
yang isinya digantikan 
menjadi “Besarnya 
nilai Ganti Keru-
gian berdasarkan 
hasil penilaian Pe-
nilai bersifat final 
dan mengikat.”

Terdapat penambahan 
ayat (4) dan ayat (5) 
yang mana Besarnya 
nilai Ganti Kerugian 
dijadikan dasar untuk 
menetapkan bentuk 
Ganti Kerugian dan 
Musyawarah penetapan 
Ganti Kerugian dilak-
sanakan oleh Ketua 
Pelaksana Pengadaan 
Tanah bersama dengan 
Penilai dengan para 
Pihak yang Berhak.
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(3) Nilai Ganti Kerugian ber-

dasarkan hasil penilaian Pe-
nilai sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) menjadi dasar 
musyawarah penetapan Gan-
ti Kerugian.

(3) Besarnya nilai Ganti Kerugian 
berdasarkan hasil penilaian 
Penilai sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) bersifat 
final dan mengikat.

(4) Besarnya nilai Ganti Kerugian 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), dijadikan dasar 
untuk menetapkan bentuk 
Ganti Kerugian.

(5) Musyawarah penetapan 
Ganti Kerugian sebagaima-
na dimaksud pada ayat (3) 
dilaksanakan oleh Ketua 
Pelaksana Pengadaan Tanah 
bersama dengan Penilai den-
gan para Pihak yang Berhak.

Pasal 36 
Pemberian Ganti Kerugian dapat 
diberikan dalam bentuk:
a. uang;
b. tanah pengganti;
c. permukiman kembali;
d. kepemilikan saham; atau
e. bentuk lain yang disetujui 

oleh kedua belah pihak.

Pasal 36
(1) Pemberian Ganti Kerugian 

dapat diberikan dalam ben-
tuk:
a. uang;
b. tanah pengganti;
c. pemukiman kembali;
d. kepemilikan saham; atau
e. bentuk lain yang disetu-

jui oleh kedua belah 
pihak.

(2) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai Pemberian Gan-
ti Kerugian dalam bentuk 
tanah pengganti, pemukiman 
kembali, kepemilikan sa-
ham, atau bentuk lainnya 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur dengan Pera-
turan Pemerintah.

Terdapat penambahan 
ayat yang mana menga-
tur ketentuan lebih lan-
jut mengenai Pemberian 
Ganti Kerugian dalam 
bentuk tanah pengganti, 
pemukiman kembali, 
kepemilikan saham, 
atau bentuk lainnya 
tersebut diatur dengan 
Peraturan Pemerintah.

Pasal 40 
Pemberian Ganti Kerugian atas 
Objek Pengadaan Tanah diberi-
kan langsung kepada Pihak yang 
Berhak.

Pasal 40
Penjelasan Pasal 40 diubah 
sebagaimana tercantum dalam 
Penjelasan.
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Pasal 42
(1) Dalam hal Pihak yang Berhak 

menolak bentuk dan atau 
besamya Ganti Kerugian 
berdasarkan hasil musyawar-
ah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 37, atau putu-
san pengadilan negeri/Mah-
kamah Agung sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 38, 
Ganti Kerugian dititipkan di 
pengadilan negeri setempat.

(2) Penitipan Ganti Kerugian se-
lain sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), juga dilaku-
kan terhadap:
a. Pihak yang Berhak 

menerima Ganti Ker-
ugian tidak diketahui 
keberadaannya; atau

b. Objek Pengadaan Tanah 
yang akan diberikan 
Ganti Kerugian:
1. sedang menjadi ob-

jek perkara di penga-
dilan;

2. masih dipersengke-
takan kepemilikann-
ya;

3. diletakkan sita oleh 
pejabat yang ber-
wenang; atau

4. menjadi jaminan di 
bank.

Pasal 42
(1) Dalam hal Pihak yang Berhak 

menolak bentuk dan/atau 
besarnya Ganti Kerugian 
berdasarkan hasil musyawar-
ah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 37, atau putu-
san pengadilan negeri/Mah-
kamah Agung sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 38, 
Ganti Kerugian dititipkan di 
pengadilan negeri setempat.

(2) Penitipan Ganti Kerugian 
selain sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1), dilakukan 
juga terhadap:
a. Pihak yang Berhak 

menerima Ganti Ker-
ugian tidak diketahui 
keberadaannya; atau

b. obyek pengadaan tanah 
yang akan diberikan 
Ganti Kerugian:

1. sedang menjadi 
obyek perkara di 
pengadilan;

2. masih dipersengke-
takan kepemilikann-
ya;

3. diletakkan sita oleh 
pejabat yang ber-
wenang; atau

4. menjadi jaminan di 
Bank.

(3) Pengadilan negeri paling 
lama dalam jangka waktu 
14 (empat belas) Hari wajib 
menerima penitipan Gan-
ti Kerugian sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2).

Menambah ketentuan 
pada ayat (3) yang 
mana mengatur menge-
nai jangka waktu Penga-
dilan Negeri menerima 
penitipan Ganti Kerugian 
yaitu paling lama 14 
(empat belas) hari. 
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Pasal 46
(1) Pelepasan Objek Pengadaan 

Tanah sebagaimana dimak-
sud dalam Pasa! 45 ayat (1) 
dan ayat (2) tidak diberikan 
Ganti Kerugian, kecuali:
a. Objek Pengadaan Tanah 

yang telah berdiri ba-
ngunan yang dipergu-
nakan secara aktif untuk 
penyelenggaraan tugas 
pemerintahan;

b. Objek Pengadaan Tanah 
yang dimiliki/dikuasai 
oleh Badan Usaha Milik 
Negara/Badan Usaha 
Milik Daerah; dan/atau

c. Objek Pengadaan Tanah 
kas desa.

(2) Ganti Kerugian’ atas Ob-
jek Pengadaan Tanah se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a dan huruf 
c diberikan dalam bentuk 
tanah dan/ atau bangunan 
atau relokasi;

(3) Ganti Kerugian atas ob-
jek Pengadaan Tanah se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b dapat 
diberikan dalam bentuk se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 36;

Pasal 46
(1) Pelepasan Objek Pengadaan 

Tanah sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 45 ayat (1) 
dan ayat (2) tidak diberikan 
Ganti Kerugian, kecuali:
a. Objek Pengadaan Tanah 

yang dipergunakan 
sesuai dengan tugas dan 
fungsi pemerintahan;

b. Objek Pengadaan Tanah 
yang dimiliki/dikuasai 
oleh Badan Usaha Milik 
Negara/Badan Usaha 
Milik Daerah; dan/atau

c. Objek Pengadaan Tanah 
kas desa;

(2) Ganti Kerugian atas Ob-
jek Pengadaan Tanah se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a diberikan 
dalam bentuk tanah dan/
atau bangunan atau relokasi.

(3) Ganti Kerugian atas Ob-
jek Pengadaan Tanah se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b dapat 
diberikan dalam bentuk se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 36.

(4) Ganti Kerugian atas Objek 
Pengadaan Tanah Kas Desa 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf c dapat 
diberikan dalam bentuk se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 36.

(5) Nilai Ganti Kerugian se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dan ayat (3) di-
dasarkan atas hasil penilaian 
Ganti Kerugian sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 34 
ayat (2).

Terdapat perubahan 
pada Pasal 46 ayat 
(1) huruf a dari “Ob-
jek Pengadaan Tanah 
yang telah berdi-
ri bangunan yang 
dipergunakan secara 
aktif untuk penye-
lenggaraan tugas 
pemerintahan” menja-
di “Objek Pengadaan 
Tanah yang dipergu-
nakan sesuai dengan 
tugas dan fungsi 
pemerintahan.”

Ketentuan yang ter-
dapat dalam Pasal 46 
ayat (4)  UU Pengadaan 
Tanah, menjadi diatur 
dalam Pasal 46 ayat (5).

Terdapat ketentuan 
tambahan dalam Pasal 
46 ayat (4) mengenai 
Ganti Kerugian atas 
Objek Pengadaan Tanah 
Kas Desa yang dapat 
diberikan dalam bentuk 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 36.

Terdapat ketentuan 
tambahan yang diatur 
dalam ayat (6) menge-
nai Nilai Ganti Kerugian 
atas objek pengadaan 
tanah berupa harta ben-
da wakaf.
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(4) Nilai Ganti Kerugian se-

bagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dan ayat (3) di-
dasarkan atas hasil penilaian 
Ganti Kerugian sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal34 
ayat (2).

(6) Nilai Ganti Kerugian atas ob-
jek pengadaan tanah berupa 
harta benda wakaf ditentu-
kan sama dengan nilai hasil 
penilaian Penilai atas harta 
benda wakaf yang diganti

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan 
Pertanian Pangan Berkelanjutan

Topik UU Perlindungan Lahan Pertani-
an

UU Cipta Kerja Penjelasan

Pasal 44
(1) Lahan yang sudah ditetap-

kan sebagai Lahan Pertanian 
Pangan Berkelanjutan dilind-
ungi dan dilarang dialihfung-
sikan.

(2) Dalam hal untuk kepentin-
gan umum, Lahan Pertani-
an Pangan Berkelanjutan 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat dialih-
fungsikan, dan dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undan-
gan.

(3) Pengalihfungsian Lahan yang 
sudah ditetapkan sebagai 
Lahan Pertanian Pangan 
Berkelanjutan untuk kepent-
ingan umum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) ha-
nya dapat dilakukan dengan 
syarat:

Pasal 44 
(1) Lahan yang sudah ditetap-

kan sebagai Lahan Pertanian 
Pangan Berkelanjutan dilind-
ungi dan dilarang dialihfung-
sikan.

(2) Dalam hal untuk kepentin-
gan umum dan/atau Proyek 
Strategis Nasional, Lahan 
Pertanian Pangan Berkelan-
jutan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat dialih-
fungsikan, dan dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undan-
gan.

(3) Pengalihfungsian Lahan yang 
sudah ditetapkan sebagai 
Lahan Pertanian Pangan 
Berkelanjutan untuk kepent-
ingan umum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) ha-
nya dapat dilakukan dengan 
syarat:

Terdapat penambahan 
frasa “Proyek Strategis 
Nasional” pada Pasal 44 
ayat (2).
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a. dilakukan kajian kelaya-
kan strategis;

b. disusun rencana alih 
fungsi lahan;

c. dibebaskan kepemilikan 
haknya dari pemilik; dan

d. disediakan lahan peng-
ganti terhadap Lahan 
Pertanian Pangan Berke-
lanjutan yang dialihfung-
sikan.

(4) Dalam hal terjadi bencana 
sehingga pengalihan fungsi 
lahan untuk infrastruktur 
tidak dapat ditunda, pers-
yaratan sebagaimana dimak-
sud pada ayat (3) huruf a 
dan huruf b tidak diberlaku-
kan. 

(5) Penyediaan lahan pengganti 
terhadap Lahan Pertanian 
Pangan Berkelanjutan yang 
dialihfungsikan untuk in-
frastruktur akibat bencana 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) dilakukan paling 
lama 24 (dua puluh empat) 
bulan setelah alih fungsi 
dilakukan.

Pembebasan kepemilikan hak 
atas tanah yang dialihfungsikan 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) huruf c dilakukan den-
gan pemberian ganti rugi sesuai 
dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

a. dilakukan kajian kelaya-
kan strategis;

b. disusun rencana alih 
fungsi lahan;

c. dibebaskan kepemilikan 
haknya dari pemilik; dan

d. disediakan lahan peng-
ganti terhadap Lahan 
Pertanian Pangan Berke-
lanjutan yang dialihfung-
sikan.

(4) Dalam hal terjadi bencana 
sehingga pengalihan fungsi 
lahan untuk infrastruktur 
tidak dapat ditunda, pers-
yaratan sebagaimana dimak-
sud pada ayat (3) huruf a 
dan huruf b tidak diberlaku-
kan.

(5) Penyediaan lahan pengganti 
terhadap Lahan Pertanian 
Pangan Berkelanjutan yang 
dialihfungsikan untuk in-
frastruktur akibat bencana 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) dilakukan paling 
lama 24 (dua puluh empat) 
bulan setelah alih fungsi 
dilakukan.

Pembebasan kepemilikan hak 
atas tanah yang dialihfungsikan 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) huruf c dilakukan den-
gan pemberian ganti rugi sesuai 
dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.
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Topik UU Perlindungan Lahan Pertani-
an

UU Cipta Kerja Penjelasan

Pasal 73
Setiap pejabat pemerintah yang 
berwenang menerbitkan izin 
pengalihfungsian Lahan Pertani-
an Pangan Berkelanjutan tidak 
sesuai dengan ketentuan se-
bagaimana dimaksud dalam Pas-
al 44 ayat (1), dipidana dengan 
pidana penjara paling singkat 1 
(satu) tahun dan paling lama 5 
(lima) tahun dan/atau denda pal-
ing sedikit Rp1.000.000.000,00 
(satu miliar rupiah) dan paling 
banyak Rp5.000.000.000,00 
(lima miliar rupiah).

Pasal 73
Setiap pejabat Pemerintah yang 
menerbitkan persetujuan penga-
lihfungsian Lahan Pertanian Pan-
gan Berkelanjutan tidak sesuai 
dengan ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 44 ayat 
(1) dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 1 (satu) 
tahun dan paling lama 5 (lima) 
tahun dan/atau denda paling 
sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu 
miliar rupiah) dan paling banyak 
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar 
rupiah).

Terdapat penghapusan 
kata “berwenang” dan 
“izin”

Bagian Keempat

PERTANAHAN

TOPIK UU CIPTA KERJA PENJELASAN
Paragraf 1

Bank Tanah

Pasal 125 
(1) Pemerintah Pusat membentuk badan bank 

tanah.
(2) Badan bank tanah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) merupakan badan khusus yang 
mengelola tanah.

(3) Kekayaan badan bank tanah merupakan 
kekayaan negara yang dipisahkan.

(4) Badan bank tanah berfungsi melaksanakan 
perencanaan, perolehan, pengadaan, pengelo-
laan, pemanfaatan, dan pendistribusian tanah.

- Penjelasan mengenai pengertian 
bank tanah; dan

- Fungsi dari bank tanah.

Pasal 126
(1) Badan bank tanah menjamin ketersediaan 

tanah dalam rangka ekonomi berkeadilan, 
untuk:
a. kepentingan umum;
b. kepentingan sosial;
c. kepentingan pembangunan nasional;
d. pemerataan ekonomi;
e. konsolidasi lahan; dan
f. reforma agraria.

(2) Ketersediaan tanah untuk reforma agraria 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
f paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari 
tanah negara yang diperuntukkan untuk bank 
tanah.

- Tujuan badan bank tanah dalam 
menjamin ketersediaan tanah da-
lam rangka ekonomi berkeadilan; 
dan

- Ketersediaan tanah untuk refor-
ma agraria yang mana diatur 
paling sedikit 30 (tiga puluh) 
persen dari tanah negara yang 
diperuntukkan untuk bank tanah.
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Pasal 127
Badan bank tanah dalam melaksanakan tugas dan 
wewenangnya bersifat transparan, akuntabel, dan 
non profit.

Sifat dari badan bank tanah:
- Transparan;
- Akuntabel; dan
- Non Profit.

Pasal 128
Sumber kekayaan badan bank tanah dapat berasal 
dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara;

b. Pendapatan sendiri;
c. Penyertaan modal negara; dan
d. sumber lain yang sah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undan-
gan.

Sumber-sumber kekayaan badan 
bank tanah.

Pasal 129
(1) Tanah yang dikelola badan bank tanah diberi-

kan hak pengelolaan.
(2) Hak atas tanah di atas hak pengelolaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
diberikan hak guna usaha, hak guna bangu-
nan, dan hak pakai.

(3) Jangka waktu hak guna bangunan di atas hak 
pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dapat diberikan perpanjangan dan pemba-
haruan hak apabila sudah digunakan dan/atau 
dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pemberi-
an haknya.

(4) Dalam rangka mendukung investasi, peme-
gang hak pengelolaan badan bank tanah 
diberikan kewenangan untuk:
a. melakukan penyusunan rencana induk;
b. membantu memberikan kemudahan Per-

izinan Berusaha/ persetujuan;
c. melakukan pengadaan tanah; dan
d. menentukan tarif pelayanan.

(5) Penggunaan dan/atau pemanfaatan tanah di 
atas hak pengelolaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) Pemerintah Pusat melakukan 
pengawasan dan pengendalian sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan.

- Tanah yang dikelola badan bank 
tanah diberikan hak pengelolaan;

- Hak atas tanah di atas hak pen-
gelolaan yang dapat diberikan 
Hak Guna Usaha (HGU), Hak 
Guna Bangunan (HGB), dan Hak 
Pakai;

- Peruntukkan kewenangan yang 
diberikan kepada pemegang hak 
pengelolaan bank tanah dalam 
rangka mendukung investasi; dan

- Pemerintah pusat melakukan 
pengawasan dan pengendalian 
sesuai dengan undang-undang 
dalam penggunaan dan/atau 
pemanfaaan tanah di atas hak 
pengelolaan.

Pasal 130
Badan bank tanah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 125 terdiri atas: 
a. Komite;
b. Dewan Pengawas; dan 
c. Badan Pelaksana.

Struktur yang terdapat dalam badan 
bank tanah.



1044
P E D O M A N  M E M A H A M I  R U U  O M N I B U S  L A W

DNT LAWYERS

TOPIK UU CIPTA KERJA PENJELASAN
Pasal 131
(1) Komite sebagaimana dimaksud dalam Pas-

al 130 huruf a diketuai oleh menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang pertanahan dan beranggotakan para 
menteri dan kepala yang terkait.

(2) Ketua dan anggota Komite ditetapkan den-
gan Keputusan Presiden berdasarkan usulan 
dari menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang pertanahan.

- Komite diketuai oleh menteri 
yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang pertana-
han dan beranggotakan para 
menteri dan kepala yang terkait; 
dan

- Ketua dan anggota Komite 
ditetapkan dengan Keputusan 
Presiden (Kepres) berdasarkan 
usulan dari menteri.

Pasal 132
(1) Dewan Pengawas berjumlah paling banyak 7 

(tujuh) orang terdiri dari 4 (empat) orang un-
sur profesional dan 3 (tiga) orang yang dipilih 
oleh Pemerintah Pusat.

(2) Terhadap calon unsur profesional sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) dilakukan proses 
seleksi oleh Pemerintah Pusat yang selanjut-
nya disampaikan ke DPR untuk dipilih dan 
disetujui.

(3) Calon unsur profesional yang diajukan ke DPR 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling 
sedikit 2 (dua) kali jumlah yang dibutuhkan.

- Jumlah dewan pengawas;
- Proses penyeleksian terhadap 

calon unsur profesional; dan
- Jumlah calon unsur profesional 

yang diajukan ke DPR.

Pasal 133
(1) Badan Pelaksana terdiri dari Kepala dan Depu-

ti.
(2) Jumlah Deputi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Komite.
(3) Kepala dan Deputi diangkat dan diberhentikan 

oleh Ketua Komite.
(4) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala dan 

Deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dapat diusulkan oleh Dewan Pengawas.

- Badan Pelaksana terdiri dari 
Kepala dan Deputi;

- Jumlah Deputi ditetapkan oleh 
Ketua Komite;

- Kepala dan Deputi diangkat dan 
diberhentikan oleh Ketua Komite; 
dan

- Pengangkatan dan Pemberhen-
tian Kepala dan Deputi.

Pasal 134 
Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite, Dewan 
Pengawas, dan Badan Pelaksana diatur dengan 
Peraturan Presiden.

Ketentuan lebih lanjut mengenai 
Ketentuan lebih lanjut mengenai 
Komite, Dewan Pengawas, dan 
Badan Pelaksana diatur dengan 
Peraturan Presiden.

Paragraf 2 

Penguatan Hak 
Pengelolaan

Pasal 135
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan 

badan bank tanah diatur dengan Peraturan 
Pemerintah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai 
pembentukan badan bank tanah 
diatur dengan Peraturan Pemer-
intah.

Pasal 136 
Hak pengelolaan merupakan hak menguasai dari 

negara yang kewenangan pelaksanaannya 
sebagian dilimpahkan kepada pemegang hak-
nya.

Pengertian Hak Pengelolaan.
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Paragraf 2 

Penguatan Hak 
Pengelolaan

Pasal 137
(1) Sebagian kewenangan hak menguasai dari 

negara berupa tanah dapat diberikan hak pen-
gelolaan kepada:
a. instansi Pemerintah Pusat;
b. Pemerintah Daerah;
c. Badan bank tanah;
d. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha 

Milik Daerah;
e. Badan hukum milik negara/daerah; atau
f. Badan hukum yang ditunjuk oleh Pemerin-

tah Pusat.
(2) Hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) memberikan kewenangan untuk:
a. menyusun rencana peruntukan, peng-

gunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai 
dengan rencana tata ruang;

b. menggunakan dan memanfaatkan seluruh 
atau sebagian tanah hak pengelolaan 
untuk digunakan sendiri atau dikerjasa-
makan dengan pihak ketiga; dan

c. menentukan tarif dan menerima uang pe-
masukan/ganti rugi dan/atau uang wajib 
tahunan dari pihak ketiga sesuai dengan 
perjanjian.

(3) Pemberian hak pengelolaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diberikan atas tanah 
negara dengan keputusan pemberian hak di 
atas tanah negara. 

(4) Hak pengelolaan dapat dilepaskan kepada 
pihak yang memenuhi syarat.

- Pemberian kewenangan hak 
menguasai dari negara berupa 
tanah kepada 6 (enam) pihak;

- Tujuan kewenangan yang diberi-
kan oleh Hak Pengelolaan

- Pemberian hak pengelolaan 
diberikan atas tanah negara den-
gan keputusan pemberian hak di 
atas tanah negara; dan 

- Hak pengelolaan dapat dilepas-
kan kepada pihak yang me-
menuhi syarat.

Pasal 138 
(1) Penyerahan pemanfaatan bagian tanah hak 

pengelolaan kepada pihak ketiga sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 137 ayat (2) huruf 
b dilakukan dengan perjanjian pemanfaatan 
Tanah.

(2) Di atas tanah hak pengelolaan yang peman-
faatannya diserahkan kepada pihak ketiga baik 
sebagian atau seluruhnya, dapat diberikan 
Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan/
atau Hak Pakai sesuai dengan ketentuan pera-
turan perundang-undangan.

- Penyerahan pemanfaatan bagian 
tanah hak pengelolaan kepada 
pihak ketiga dilakukan dengan 
perjanjian pemanfaatan Tanah;

- Di atas tanah hak pengelolaan 
dapat diberikan HGU, HGB, dan/
atau Hak Pakai;
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(3) Jangka waktu hak guna bangunan di atas hak 

pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dapat diberikan perpanjangan dan pemba-
haruan hak apabila sudah digunakan dan/atau 
dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pemberi-
an haknya.

(4) Penggunaan dan/atau pemanfaatan tanah di 
atas hak pengelolaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) pemerintah melakukan pen-
gawasan dan pengendalian sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan.

(5) Dalam hal hak atas tanah yang berada di atas 
hak pengelolaan telah berakhir, tanahnya kem-
bali menjadi tanah hak pengelolaan.

- Jangka waktu HGB di atas hak 
pengelolaan dapat diberikan per-
panjangan dan pembaharuan hak 
apabila sudah digunakan dan/
atau dimanfaatkan sesuai dengan 
tujuan pemberian haknya;

- Pemerintah wajib untuk melaku-
kan pengawasan dan pengen-
dalian penggunaan dan/atau 
pemanfaatan tanah di atas hak 
pengelolaan; dan

- Tanah yang berada di atas hak 
pengelolaan telah berakhir, 
tanahnya kembali menjadi tanah 
hak pengelolaan.

Pasal 139
(1) Dalam keadaan tertentu, Pemerintah Pusat 

dapat membatalkan dan/atau mencabut hak 
pengelolaan sebagian atau seluruhnya.

(2) Tata cara pembatalan hak pengelolaan dilak-
sanakan sesuai dengan ketentuan peratur-
an-perundang-undangan.

- Pemerintah Pusat dapat mem-
batalkan dan/atau mencabut 
hak pengelolaan sebagian atau 
seluruhnya dalam keadaan ter-
tentu; dan

- Tata cara pembatalan hak pen-
gelolaan dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan peraturan-pe-
rundang-undangan.

Pasal 140
(1) Dalam hal bagian bidang tanah hak penge-

lolaan diberikan dengan hak milik, bagian 
bidang tanah hak pengelolaan tersebut hapus 
dengan sendirinya. 

(2) Hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), hanya diberikan untuk keperluan rumah 
umum dan keperluan transmigrasi.

- Dalam hal bagian bidang tanah 
hak pengelolaan diberikan den-
gan hak milik, bagian bidang 
tanah hak pengelolaan tersebut 
hapus dengan sendirinya; dan

- Hak milik hanya diberikan untuk 
keperluan rumah umum dan 
keperluan transmigrasi.

Pasal 141
Dalam rangka pengendalian pemanfaatan hak 
atas tanah di atas hak pengelolaan, dalam waktu 
tertentu dilakukan evaluasi pemanfaatan hak atas 
tanah.

Adanya evaluasi pemanfaatan 
dalam rangka pengendalian peman-
faatan hak atas tanah di atas hak 
pengelolaan.

Pasal 142
Ketentuan lebih lanjut mengenai hak pengelolaan 
diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai 
hak pengelolaan diatur dengan 
Peraturan Pemerintah.

Pasal 143
Hak milik atas satuan rumah susun merupakan 

hak kepemilikan atas satuan rumah susun 
yang bersifat perseorangan yang terpisah den-
gan hak bersama atas bagian bersama, benda 
bersama, dan tanah bersama.

Pengertian Hak milik atas satuan 
rumah susun.
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Paragraf 3 

Satuan Rumah 
Susun untuk 
Orang Asing

Pasal 144
(1) Hak milik atas satuan rumah susun dapat 

diberikan kepada:
a. warga negara Indonesia;
b. badan hukum Indonesia;
c. warga negara asing yang mempunyai 

izin sesuai ketentuan peraturan perun-
dang-undangan;

d. badan hukum asing yang mempunyai per-
wakilan di Indonesia; atau

e. perwakilan negara asing dan lembaga in-
ternasional yang berada atau mempunyai 
perwakilan di Indonesia 

(2) Hak milik atas satuan rumah susun dapat 
beralih atau dialihkan dan dijaminkan.

(3) Hak milik atas satuan rumah susun dapat 
dijaminkan dengan dibebani hak tanggungan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perun-
dang-undangan.

- Peruntukkan hak milik atas satu-
an rumah susun;

- Hak milik atas satuan rumah 
susun dapat beralih atau dialih-
kan dan dijaminkan; dan

- Hak milik atas satuan rumah 
susun dapat dijaminkan dengan 
dibebani hak tanggungan ses-
uai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

Pasal 145
(1) Rumah susun dapat dibangun di atas Tanah:

a. hak guna bangunan atau hak pakai di atas 
tanah negara; atau

b. hak guna bangunan atau hak pakai di atas 
tanah hak pengelolaan.

(2) Pemberian hak guna bangunan bagi rumah 
susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a dapat diberikan sekaligus dengan per-
panjangan haknya, setelah mendapat sertifikat 
laik fungsi.

(3) Pemberian hak guna bangunan bagi rumah 
susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b dapat diberikan perpanjangan dan 
pembaharuan hak apabila sudah mendapat 
sertifikat laik fungsi.

Hak atas tanah yang dapat diban-
gun rumah susun.
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Paragraf 4 

Pemberian Hak 
Atas Tanah/Hak 
Pengelolaan 
pada Ruang 
Atas Tanah dan 
Ruang Bawah 
Tanah

Pasal 146
(1) Tanah atau ruang yang terbentuk pada ruang 

atas dan/atau bawah tanah dan digunakan 
untuk kegiatan tertentu dapat diberikan hak 
guna bangunan, hak pakai, atau hak pengelo-
laan.

(2) Batas kepemilikan tanah pada ruang atas 
tanah oleh pemegang hak atas tanahnya 
diberikan sesuai dengan koefisien dasar 
bangunan, koefisien lantai bangunan, dan 
rencana tata ruang yang ditetapkan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-un-
dangan.

(3) Batas kepemilikan tanah pada ruang bawah 
tanah oleh pemegang hak atas tanahnya 
diberikan sesuai dengan batas kedalaman pe-
manfaatan yang diatur sesuai dengan ketentu-
an peraturan perundang-undangan.

(4) Penggunaan dan pemanfaatan tanah pada 
ruang atas dan/atau bawah tanah oleh peme-
gang hak yang berbeda, dapat diberikan hak 
guna bangunan, hak pakai, atau hak pengelo-
laan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan 
tanah pada ruang atas tanah dan/atau ruang 
di bawah tanah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur 
dengan Peraturan Presiden.

- Tanah atau ruang yang terbentuk 
pada ruang atas dan/atau bawah 
tanah dapat diberikan HGB, hak 
pakai, atau hak pengelolaan;

- Batas kepemilikan tanah pada 
ruang atas;

- Penggunaan dan pemanfaatan 
tanah pada ruang atas dan/atau 
bawah tanah oleh pemegang hak 
yang berbeda, dapat diberikan 
HGB, hak pakai, atau hak penge-
lolaan; dan

- Ketentuan lebih lanjut mengenai 
penggunaan tanah pada ruang 
atas tanah dan/atau ruang di 
bawah tanah diatur dengan Pera-
turan Presiden.

Pasal 147
Tanda bukti hak atas tanah, hak milik atas satuan 
rumah susun, hak pengelolaan, dan hak tanggun-
gan, termasuk akta peralihan hak atas tanah dan 
dokumen lainnya yang berkaitan dengan tanah 
dapat berbentuk elektronik.

Tanda bukti dapat berbentuk elek-
tronik, untuk hak atas tanah, hak 
milik atas satuan rumah susun, hak 
pengelolaan, dan hak tanggungan, 
termasuk akta peralihan hak atas 
tanah dan dokumen lainnya yang 
berkaitan dengan tanah.
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KAWASAN EKONOMI KHUSUS
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan 
Bebas menjadi Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
UndangUndang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Ta-
hun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 
2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
UndangUndang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan 
Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang

TOPIK UU KAWASAN EKONOMI 
KHUSUS

UU CIPTAKER PENJELASAN

Ketentu-
an Umum

Pasal 1 
Angka 4
Dewan Kawasan adalah dewan 
yang dibentuk di tingkat provinsi 
untuk membantu Dewan Nasion-
al dalam penyelenggaraan KEK.

Angka 5
Administrator adalah bagian dari 
Dewan Kawasan yang dibentuk 
untuk setiap KEK guna memban-
tu Dewan Kawasan dalam penye-
lenggaraan KEK.

Angka 6
Badan Usaha adalah perusahaan 
berbadan hukum yang beru-
pa Badan Usaha Milik Negara, 
Badan Usaha Milik Daerah, kop-
erasi, swasta, dan usaha patun-
gan untuk menyelenggarakan 
kegiatan usaha KEK.

Angka 7
Pelaku Usaha adalah perusahaan 
yang berbentuk badan hukum, 
tidak berbadan hukum atau 
usaha orang perseorangan yang 
melakukan kegiatan usaha di 
KEK

Angka 4
Dewan Kawasan adalah dewan 
yang dibentuk di tingkat provinsi 
atau lebih dari satu provinsi, un-
tuk membantu Dewan Nasional 
dalam penyelenggaraan KEK.

Angka 5
Administrator adalah unit kerja 
yang bertugas menyelengga-
rakan Perizinan Berusaha, per-
izinan lainnya, pelayanan, dan 
pengawasan di KEK.

Angka 6
Badan Usaha adalah badan 
usaha yang menyelenggarakan 
kegiatan usaha KEK.

Angka 7
Pelaku Usaha adalah Pelaku Us-
aha yang menjalankan kegiatan 
usaha di KEK.

Angka 4
Dalam omnibus law, 
dewan Kawasan dapat 
dibentuk lebih dari 1 
provinsi

Angka 5
Adanya perubahan 
tugas dan fungsi admin-
istrator. Di UU Kawasan 
Ekonomi Khusus ad-
ministrator hanya 
sebagai pembantu 
dewan Kawasan dalam 
peneyelenggaraan KEK, 
di Omnibus law admin-
istrator dapat menye-
lenggarakan perizinan 
usaha, pelayanan serta 
pengawasan di Kawasan 
Ekonomi Khusus.



1050
P E D O M A N  M E M A H A M I  R U U  O M N I B U S  L A W

DNT LAWYERS

TOPIK UU KAWASAN EKONOMI 
KHUSUS

UU CIPTAKER PENJELASAN

Bentuk 
KEK

Pasal 3
(1) KEK terdiri atas satu atau 

beberapa Zona: 
a. pengolahan ekspor; 
b. logistik; 
c. industri; 
d. pengembangan teknologi;
 e. pariwisata; 
f. energi; dan/atau 
g. ekonomi lain. 

(2) Di dalam KEK dapat diban-
gun fasilitas pendukung dan 
perumahan bagi pekerja. 

(3) Di dalam setiap KEK dise-
diakan lokasi untuk usaha 
mikro, kecil, menengah 
(UMKM), dan koperasi, baik 
sebagai Pelaku Usaha mau-
pun sebagai pendukung 
kegiatan perusahaan yang 
berada di dalam KEK.

(1) Kegiatan usaha di KEK terdiri 
atas: a. produksi dan pengo-
lahan;
b. logistik dan distribusi; 
c. pengembangan teknologi; 
d. pariwisata; 
e. pendidikan; 
f. kesehatan; 
g. energi; dan/atau 
h. ekonomi lain. 

(2) Pelaksanaan kegiatan usaha 
pendidikan sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) huruf 
e hanya dapat dilakukan ber-
dasarkan persetujuan yang 
diberikan oleh Pemerintah 
Pusat.

(3) Pelaksanaan kegiatan usaha 
kesehatan sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) huruf 
f sesuai dengan persyaratan 
yang ditetapkan oleh Pemer-
intah Pusat. 

(4) Kegiatan ekonomi lain se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf h ditetapkan 
oleh Dewan Nasional. 

(5) Di dalam KEK dapat diban-
gun fasilitas pendukung dan 
perumahan bagi pekerja. 

(6) Pelaksanaan kegiatan usaha 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) sesuai dengan zona-
si di KEK. 

(7) Di dalam KEK disediakan lo-
kasi untuk usaha mikro, ke-
cil, menengah, dan koperasi, 
baik sebagai Pelaku Usaha 
maupun sebagai pendukung 
kegiatan perusahaan yang 
berada di dalam KEK.

Di omnibus law, Pen-
didikan dan Kesehatan 
termasuk juga dalam 
kegiatan usaha di Ka-
wasan ekonomi khusus

Di ayat 2 dan 3 dijelas-
kan bahwa pelaksanaan 
kegiatan usaha Pendi-
dikan dan Kesehatan 
hanya dapat dilakukan 
berdasarkan persetu-
juan dan arahan dari 
pemerintah pusat.

Dalam omnibus law, 
kegiatan ekonomi lain di 
ditetapkan oleh dewan 
nasional.

Dalam omnibus law, 
pelaksanaan kagiatan 
usaha harus sesuai den-
gan zonasi KEK.
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Kriteria 
KEK

Pasal 4
Lokasi yang dapat diusulkan 
untuk menjadi KEK harus me-
menuhi kriteria: 
a. sesuai dengan Rencana 
Tata Ruang Wilayah dan tidak 
berpotensi mengganggu ka-
wasan lindung;
b. pemerintah provinsi/ka-
bupaten/kota yang bersangkutan 
mendukung KEK; 
c. terletak pada posisi yang 
dekat dengan jalur perdagangan 
internasional atau dekat dengan 
jalur pelayaran internasional di 
Indonesia atau terletak pada 
wilayah potensi sumber daya 
unggulan; dan
d. mempunyai batas yang 
jelas.

Lokasi yang dapat diusulkan 
untuk menjadi KEK memenuhi 
kriteria: 
a. sesuai dengan Rencana 
Tata Ruang Wilayah dan tidak 
berpotensi mengganggu ka-
wasan lindung; 
b. mempunyai batas yang 
jelas; dan
c. lahan yang diusulkan 
menjadi KEK paling sedikit 50% 
(lima puluh persen) dari yang 
direncanakan telah dikuasai se-
bagian atau seluruhnya.

Dalam omnibus law, 
lokasi yang disusulkan 
menjadi KEK tidak perlu 
dukungan dari peemrin-
tah setempat, dan lahan 
yang disusulkan menjadi 
kek minimal 50% dr 
yang direncanakan telah 
dikuasai Sebagian atau 
seluruhnya.

pengusu-
lan

Pasal 5
(1) Pembentukan KEK diu-
sulkan kepada Dewan Nasional 
oleh: 
a. Badan Usaha; 
b. Pemerintah kabupaten/
kota; atau 
c. pemerintah provinsi. 
(2) Dalam hal usulan dia-
jukan oleh Badan Usaha se-
bagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf a, usulan disampaikan 
melalui pemerintah provinsi 
setelah memperoleh persetujuan 
pemerintah kabupaten/kota. 
(3) Dalam hal usulan diaju-
kan oleh pemerintah kabupaten/
kota sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b, usulan 
disampaikan melalui pemerintah 
provinsi. 
(4) Dalam hal usulan diaju-
kan oleh pemerintah provinsi se-
bagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf c, usulan disampaikan 
setelah mendapat persetujuan 
pemerintah kabupaten/kota.

(1) Pembentukan KEK diu-
sulkan kepada Dewan Nasional 
oleh: 
a. Badan Usaha; atau 
b. Pemerintah Daerah. 
(2) Badan Usaha sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) huruf 
a terdiri atas: 
a. badan usaha milik nega-
ra; 
b. badan usaha milik daer-
ah; 
c. koperasi; 
d. badan usaha swasta ber-
bentuk perseroan terbatas; atau 
e. badan usaha patungan 
atau konsorsium. 
(3) Pemerintah Daerah se-
bagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf b terdiri atas: 
a. Pemerintah Daerah 
provinsi; atau
b. Pemerintah Daerah kabu-
paten/kota.
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Pasal 6
(1) Usulan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 ayat 
(1) harus memenuhi kriteria 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4.
(2) Usulan sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) dilengkapi 
persyaratan paling sedikit: 
a. peta lokasi pengemban-
gan serta luas area yang diu-
sulkan yang terpisah dari per-
mukiman penduduk; 
b. rencana tata ruang KEK 
yang diusulkan dilengkapi den-
gan peraturan zonasi; 
c. rencana dan sumber 
pembiayaan; 
d. analisis mengenai 
dampak lingkungan yang sesuai 
dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 
e. hasil studi kelayakan 
ekonomi dan finansial; dan 
f. jangka waktu suatu KEK 
dan rencana strategis.

(1) Usulan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 ayat 
(1) harus memenuhi kriteria 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4. 
(2) Usulan sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) dilengkapi 
persyaratan paling sedikit: 
a. peta lokasi pengemban-
gan serta luas area yang diu-
sulkan yang terpisah dari per-
mukiman penduduk; 
b. rencana tata ruang KEK 
yang diusulkan dilengkapi den-
gan pengaturan zonasi; 
c. rencana dan sumber 
pembiayaan; 
d. persetujuan Lingkungan; 
e. hasil studi kelayakan 
ekonomi dan finansial; 
f. jangka waktu suatu KEK 
dan rencana strategis; dan 
g. penguasaan lahan yang 
dikuasai paling sedikit 50% (lima 
puluh persen) dari yang diren-
canakan.

Dalam omnibus law, 
untuk usulan tersebut, 
suatu lokasi tersebut 
tidak lagi membutuhkan 
AMDAL, tapi persetu-
juan lingkungan saja 
dan penguasaan lahan 
minimal 50% dari yang 
direncanakan.

Pasal 8A 
Pemerintah Pusat dan Pemer-
intah Daerah wajib mendukung 
KEK yang telah ditetapkan 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 7 dan Pasal 8.

Pemerintah pusat dan 
daerah diahruskan men-
dukung KEK yang telah 
ditetapkan oleh dewan 
nasional.
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Pemba-
ngunan 
dan 
pengop-
erasian

Pasal 10
(1) Berdasarkan penetapan 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 7 ayat (4), pemerintah 
provinsi atau pemerintah kabu-
paten/kota menetapkan Badan 
Usaha untuk membangun KEK 
sesuai dengan ketentuan pera-
turan perundang-undangan. 
(2) Penetapan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilak-
sanakan oleh: 
a. pemerintah provinsi da-
lam hal lokasi KEK berada pada 
lintas kabupaten/kota; dan 
b. pemerintah kabupaten/
kota dalam hal lokasi KEK berada 
pada satu kabupaten/kota.

Setelah KEK ditetapkan: 
a. Badan Usaha yang men-
gusulkan KEK ditetapkan sebagai 
pembangun dan pengelola KEK; 
b. Pemerintah Pusat atau 
Pemerintah Daerah sebagai pen-
gusul menetapkan Badan Usaha 
untuk membangun dan mengelo-
la KEK.

Dalam omnibus law, 
badan usaha yang men-
gusulkan KEK, ditetap-
kan sebagai pembangun 
dan pengelola usaha.

Pasal 11 
Dalam hal usulan berasal dari 
Badan Usaha sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 ayat 
(1) huruf a, pemerintah provin-
si atau pemerintah kabupaten/
kota menunjuk langsung Badan 
Usaha pengusul untuk memban-
gun KEK.

Pasal 11 dihapuskan Pasal 11 dihapuskan 
karena dalam pasal 10 
sudah disebutkan bah-
wa badan usaha yang 
mengusulkan langsung 
ditetapkan sebagai 
pembangun dan penge-
lola KEK.
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Pasal 13
(1) Pembiayaan untuk pem-
bangunan dan pemeliharaan 
infrastruktur di dalam KEK dapat 
berasal dari: 
a. Pemerintah dan/atau 
pemerintah daerah; 
a. swasta; 
b. kerja sama antara Pemer-
intah, pemerintah daerah, dan 
swasta; atau 
c. sumber lain yang sah se-
suai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
(2) Dewan Nasional dapat 
menetapkan kebijakan tersendiri 
dalam kerja sama antara Pemer-
intah, pemerintah daerah, dan 
swasta dalam pembangunan dan 
pemeliharaan infrastruktur di 
dalam KEK. 
Pengelolaan aset hasil kerja 
sama Pemerintah, pemerintah 
daerah, dan swasta dapat dilaku-
kan sesuai dengan analisis kelay-
akan ekonomi dan finansial.

(1) Pembiayaan untuk pem-
bangunan dan pemeliharaan 
infrastruktur di dalam KEK dapat 
bersumber dari: 
a. Pemerintah Pusat dan/
atau Pemerintah Daerah; 
b. swasta; 
c. kerja sama antara Pemer-
intah Pusat, Pemerintah Daerah, 
dan swasta; dan/atau 
d. sumber lain yang sah se-
suai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
(2) Dewan Nasional dapat 
menetapkan kebijakan tersendiri 
dalam kerja sama antara Pemer-
intah Pusat, Pemerintah Daerah, 
dan swasta dalam pembangunan 
dan pemeliharaan infrastruktur di 
dalam KEK.

Dewan 
nasional

Pasal 16
(1) Dewan Nasional diketuai 
oleh menteri yang menangani 
urusan pemerintahan di bidang 
perekonomian dan beranggo-
takan menteri dan kepala lemba-
ga pemerintah nonkementerian. 
(2) Dalam melaksanakan tu-
gas, Dewan Nasional sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
membentuk Sekretariat Dewan 
Nasional. 
(3) Ketentuan mengenai 
keanggotaan, tata kerja, dan 
kesekretariatan Dewan Nasional 
diatur dengan Peraturan Presi-
den.

(1) Dewan Nasional diketuai 
oleh menteri yang mengoordi-
nasikan urusan pemerintahan di 
bidang perekonomian dan be-
ranggotakan menteri dan kepala 
lembaga pemerintah nonkement-
erian.
(2) Untuk membantu pelak-
sanaan tugas Dewan Nasional 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dibentuk Sekretariat 
Jenderal Dewan Nasional. 
(3) Ketentuan mengenai 
Dewan Nasional dan Sekretariat 
Jenderal Dewan Nasional se-
bagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dan ayat (2) diatur dengan 
Peraturan Pemerintah.
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Tugas 
dewan 
nasional

Pasal 17
Dewan Nasional bertugas: 
a. menyusun Rencana Induk 
Nasional KEK; 
b. menetapkan kebijakan 
umum serta langkah strategis 
untuk mempercepat pembentu-
kan dan pengembangan KEK; 
c. menetapkan standar in-
frastruktur dan pelayanan mini-
mal dalam KEK; 
d. melakukan pengkajian 
atas usulan suatu wilayah untuk 
dijadikan KEK; 
e. memberikan rekomendasi 
pembentukan KEK;
f. mengkaji dan mere-
komendasikan langkah pengem-
bangan di wilayah yang poten-
sinya belum berkembang; 
g. menyelesaikan permas-
alahan strategis dalam pelaksa-
naan, pengelolaan, dan pengem-
bangan KEK; dan 
h. memantau dan men-
gevaluasi keberlangsungan KEK 
serta merekomendasikan lang-
kah tindak lanjut hasil evaluasi 
kepada Presiden, termasuk men-
gusulkan pencabutan status KEK.

Dewan Nasional bertugas: 
a. menetapkan strategi dan 
kebijakan umum pembentukan 
dan pengembangan KEK; 
b. membentuk Administra-
tor; 
c. menetapkan standar pen-
gelolaan di KEK; 
d. melakukan pengkajian 
atas usulan suatu wilayah untuk 
dijadikan KEK;
e. memberikan rekomendasi 
pembentukan KEK; 
f. mengkaji dan mere-
komendasikan langkah pengem-
bangan di wilayah yang poten-
sinya belum berkembang;
g. menyelesaikan permas-
alahan strategis dalam pelaksa-
naan, pengelolaan, dan pengem-
bangan KEK; dan
memantau dan mengevaluasi 
keberlangsungan KEK serta mer-
ekomendasikan langkah tindak 
lanjut hasil evaluasi kepada 
Presiden, termasuk mengusulkan 
pencabutan status KEK.

Ada beberapa peruba-
han poin dalam tugas 
dewan nasional. Perbe-
daan tersebut terdapat 
pada huruf a b dan c.d
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Ewan 
kawasan

Pasal 19
(1) Dewan Kawasan diben-
tuk pada setiap provinsi yang 
sebagian wilayahnya ditetapkan 
sebagai KEK.
(2) Dewan Kawasan se-
bagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diusulkan oleh Dewan Na-
sional kepada Presiden untuk 
ditetapkan dengan Keputusan 
Presiden. 
(3) Dewan Kawasan se-
bagaimana dimaksud pada ayat 
(1) bertanggung jawab kepada 
Dewan Nasional.

(1) Dewan Kawasan dapat 
dibentuk sesuai kebutuhan di 
tingkat provinsi yang sebagian 
wilayahnya ditetapkan sebagai 
KEK. 
(2) Dalam hal suatu KEK 
wilayahnya mencakup lebih dari 
1 (satu) provinsi dapat dibentuk 
1 (satu) Dewan Kawasan dengan 
melibatkan provinsi yang ber-
sangkutan. 
(3) Dewan Kawasan se-
bagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dan ayat (2) diusulkan oleh 
Dewan Nasional kepada Presiden 
untuk ditetapkan dengan Kepu-
tusan Presiden. 
(4) Dewan Kawasan se-
bagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dan ayat (2) bertanggung 
jawab kepada Dewan Nasional. 
(5) Untuk membantu pelak-
sanaan tugas Dewan Kawasan, 
dibentuk Sekretariat Dewan 
Kawasan.

Dewan Kawasan han-
ya dibentuk berdsar-
kan kebutuhan, tidak 
ada di setiap provinsi. 
Sehingga apabila ada 
KEK yang mencakup 
lebih dari 1 provinsi 
maka dibuat 1 dewan 
Kawasan dengan mel-
ibatkan provinsi yang 
terlibat.

Dalam uu omnibus law 
juga ada secretariat 
dewan Kawasan untuk 
membantu dewaan 
Kawasan mengerjakan 
tugasnya.

Pasal 20 
(1) Dewan Kawasan terdiri 
atas ketua, yaitu gubernur, wakil 
ketua, yaitu bupati/walikota, dan 
anggota, yaitu unsur Pemerintah 
di provinsi, unsur pemerintah 
provinsi, dan unsur pemerintah 
kabupaten/kota.
(2) Dalam melaksanakan tu-
gas, Dewan Kawasan sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
membentuk Sekretariat Dewan 
Kawasan. 
(3) Ketentuan mengenai 
keanggotaan, tata kerja, dan 
kesekretariatan Dewan Kawasan 
diatur dengan Peraturan Presi-
den.

Ketentuan pasal 20 di hapus Pasal 20 dihapus karena 
ketentuan dalam pas-
al ini sudah termasuk 
dalam pasal 19 omnibus 
law.
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Tugas 
dewan 
kawasan

Pasal 21
Dewan Kawasan bertugas: 
a. melaksanakan kebijakan 
umum yang telah ditetapkan 
oleh Dewan Nasional untuk men-
gelola dan mengembangkan KEK 
di wilayah kerjanya; 
b. membentuk Administrator 
KEK di setiap KEK; 
c. mengawasi, mengenda-
likan, mengevaluasi, dan men-
goordinasikan pelaksanaan tugas 
Administrator KEK dalam penye-
lenggaraan sistem pelayanan 
terpadu satu pintu dan opera-
sionalisasi KEK; 
d. menetapkan langkah 
strategis penyelesaian permas-
alahan dalam pelaksanaan kegia-
tan KEK di wilayah kerjanya; 
e. menyampaikan laporan 
pengelolaan KEK kepada Dewan 
Nasional setiap akhir tahun; dan 
f. menyampaikan laporan 
insidental dalam hal terdapat 
permasalahan strategis kepada 
Dewan Nasional.

Dewan Kawasan bertugas: 
a. melaksanakan strategi 
dan kebijakan umum yang telah 
ditetapkan oleh Dewan Nasi-
onal dalam pembentukan dan 
pengembangan KEK; 
b. membantu Dewan Nasi-
onal dalam mengawasi pelaksa-
naan tugas Administrator KEK; 
c. menetapkan langkah 
strategis penyelesaian permas-
alahan dalam pelaksanaan kegia-
tan KEK di wilayah kerjanya; 
a. menyampaikan laporan 
pengelolaan KEK kepada Dewan 
Nasional setiap akhir tahun; dan 
b. menyampaikan laporan 
insidental dalam hal terdapat 
permasalahan strategis kepada 
Dewan Nasional.

Dalam omnibus law 
tidak ada tugas untuk 
membentuk administra-
tor disetiap KEK .

Pasal 22
Dalam melaksanakan tugas 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 21, Dewan Kawasan dapat: 
a. meminta penjelasan 
Administrator KEK mengenai 
pelaksanaan sistem pelayanan 
terpadu satu pintu serta penga-
wasan dan pengendalian opera-
sionalisasi KEK; 
a. meminta masukan dan/
atau bantuan kepada instansi 
Pemerintah atau para ahli sesuai 
dengan kebutuhan; dan/atau 
b. melakukan kerja sama 
dengan pihak lain sesuai dengan 
kebutuhan.

(1) Dalam melaksanakan 
tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 21, Dewan Kawasan 
dapat: 
a. meminta penjelasan Ad-
ministrator KEK mengenai penye-
lenggaraan Perizinan Berusaha, 
perizinan lainnya, pelayanan, dan 
pengawasan di KEK; 
b. meminta masukan dan/
atau bantuan kepada instansi 
Pemerintah Pusat atau para ahli 
sesuai dengan kebutuhan; dan/
atau 
a. melakukan kerja sama 
dengan pihak lain sesuai dengan 
kebutuhan. 
(2) Ketentuan lebih lan-
jut mengenai Dewan Kawasan 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur dengan Peraturan 
Pemerintah.

Dalam omnibus law, 
dewan Kawasan dapat 
meminta kepada admin-
istrator untuk menjelas-
kan mengenai penye-
lenggaraan perizinan 
berusaha dan lainnya 
serta pengawasan.
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Admin-
istrator 
KEK

Pasal 23
(1) Administrator KEK bertugas: 
a. melaksanakan pemberi-
an izin usaha dan izin lain yang 
diperlukan bagi Pelaku Usaha 
yang mendirikan, menjalankan, 
dan mengembangkan usaha di 
KEK; 
A. melakukan pengawasan 
dan pengendalian operasionalisa-
si KEK; dan 
B. menyampaikan laporan 
operasionalisasi KEK secara 
berkala dan insidental kepada 
Dewan Kawasan. 
(2) Pelaksanaan pemberian 
izin sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a dilakukan 
melalui pelayanan terpadu satu 
pintu

(1) Administrator bertugas 
menyelenggarakan: 
a. Perizinan Berusaha dan 
perizinan lainnya yang diperlukan 
oleh Badan Usaha dan Pelaku 
Usaha; 
a. pelayanan non perizinan 
yang diperlukan oleh Badan Usa-
ha dan Pelaku Usaha; dan 
b. pengawasan dan pengen-
dalian operasionalisasi KEK. 
(2) Pelaksanaan tugas Ad-
ministrator sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) sesuai dengan 
norma, standar, prosedur, dan 
kriteria yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat. 
(3) Dalam melaksanakan 
tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) Administrator 
menyampaikan laporan kepada 
Dewan Nasional dengan tembu-
san kepada Dewan Kawasan.

Dalam omnibus law, 
administrator memiliki 
tugas untuk member-
ikan segala perizinan 
yang diperlukan oleh 
badan usaha, tidak 
hanya izin untuk mendi-
rikan, menjalankan dan 
mengembangkan usaha 
saja.
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Pasal 24
Dalam melaksanakan tugas 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 23, Administrator KEK: 
a. memperoleh pendele-
gasian atau pelimpahan we-
wenang di bidang perizinan dari 
Pemerintah dan pemerintah 
daerah; dan
b. dapat meminta penjela-
san kepada Badan Usaha dan/
atau Pelaku Usaha di KEK men-
genai kegiatan usahanya.

Dalam melaksanakan penga-
wasan dan pengendalian oper-
asionalisasi KEK sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 23 ayat 
(1) huruf c, Administrator ber-
wenang untuk mendapatkan 
laporan atau penjelasan dari 
Badan Usaha dan/atau Pelaku 
Usaha mengenai kegiatannya.

Pasal 24A
(1) Pelaksanaan tugas Ad-
ministrator dilakukan sesuai 
dengan tata kelola pemerintahan 
dan asas-asas umum pemerin-
tahan yang baik sesuai dengan 
ketentuan peraturan perun-
dang-undangan. 
(2) Administrator dapat 
dijabat oleh aparatur sipil negara 
atau non aparatur sipil negara 
yang memiliki kompetensi, kuali-
fikasi, dan persyaratan lain yang 
dipilih secara selektif sesuai den-
gan kriteria dan kualifikasi yang 
ditentukan oleh Dewan Nasional.

Pasal 24B
Ketentuan lebih lanjut menge-
nai Administrator sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 
24, dan Pasal 24A diatur dengan 
Peraturan Pemerintah.

Pasal 24C
(1) Administrator dapat men-
erapkan pola pengelolaan keuan-
gan Badan Layanan Umum. 
(2) Penerapan pola pengelo-
laan keuangan Badan Layanan 
Umum sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur dengan 
Peraturan Pemerintah.
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Pem-
biayaan 

Pasal 25
(1) Dewan Nasional, Dewan 
Kawasan, dan Administrator KEK 
memperoleh pembiayaan yang 
berasal dari: 
a. Pemerintah dan/atau 
pemerintah daerah; dan 
b. sumber lain yang tidak 
bertentangan dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
(2) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai pembiayaan se-
bagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diatur dengan Peraturan 
Pemerintah.

(1) Dewan Nasional, Sek-
retariat Jenderal Dewan Nasion-
al, Dewan Kawasan, Sekretariat 
Dewan Kawasan, dan Admin-
istrator KEK memperoleh pem-
biayaan yang bersumber dari: 
a. Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara; 
b. Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah; dan/atau 
c. sumber lain sesuai den-
gan ketentuan peraturan perun-
dang-undangan. 
(2) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai sumber pembiayaan 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur dengan Peraturan 
Pemerintah.

Badan 
usaha 
pengelola

Pasal 26
(1) Penyelenggaraan kegia-
tan usaha di KEK dilaksanakan 
oleh Badan Usaha yang ditetap-
kan sebagai pengelola KEK. 
(2) Badan Usaha sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) beru-
pa: 
a. Badan Usaha Milik Nega-
ra/Badan Usaha Milik Daerah; 
b. Badan Usaha koperasi; 
c. Badan Usaha swasta; 
atau 
d. Badan Usaha patungan 
antara swasta dan/atau koperasi 
dengan Pemerintah, dan/atau 
pemerintah provinsi, dan/atau 
pemerintah kabupaten/kota.

(1) Badan Usaha yang 
melakukan pembangunan dan 
pengelolaan KEK sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 10 huruf 
a, bertugas: 
a. membangun dan 
mengembangkan sarana dan 
prasarana di dalam KEK; 
b. menyelenggarakan pen-
gelolaan pelayanan sarana dan 
prasarana kepada Pelaku Usaha; 
dan 
c. menyelenggarakan pro-
mosi. 
(2) Penyelenggaraan promo-
si sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf c, dapat dilakukan 
secara terpadu dengan promosi 
yang dilaksanakan oleh kemen-
terian/lembaga pemerintah non 
kementerian dan/atau Pemerin-
tah Daerah terkait.

Kedua pasal ini men-
gatur tentang dua hal 
yang berbeda karena
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Lalu lintas 
barang, 
karanti-
na dan 
devisa

Pasal 27
(1) Ketentuan larangan atau 
pembatasan impor dan ekspor 
yang diatur berdasarkan peratur-
an perundang-undangan berlaku 
di KEK.
(2) Barang yang terkena 
ketentuan pembatasan impor 
dan ekspor dapat diberikan 
pengecualian dan/atau kemu-
dahan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
(3) Lalu lintas barang ke KEK 
dan dari KEK berlaku ketentuan 
peraturan perundang-undangan.

(1) Di dalam KEK berlaku 
ketentuan larangan impor dan 
ekspor yang diatur berdasarkan 
ketentuan peraturan perun-
dang-undangan. 
(2) Terhadap impor barang 
ke KEK belum diberlakukan 
ketentuan pembatasan. 
(3) Bagi barang yang 
membahayakan Kesehatan, 
Keselamatan, Keamanan dan 
Lingkungan (K3L) dapat dike-
nai pembatasan apabila barang 
dimaksud bukan merupakan 
bahan baku bagi kegiatan usaha 
dan institusi teknis terkait secara 
khusus memberlakukan ketentu-
an pembatasan di KEK. 
(4) Pelaksanaan ketentuan 
mengenai impor dan ekspor 
dilakukan melalui sistem elek-
tronik yang terintegrasi secara 
nasional. 
(5) Pemerintah Pusat 
mengembangkan sistem elek-
tronik yang terintegrasi secara 
nasional sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4).

Dalam omnibus law, 
belum diberlakukan 
pengaturan mengenai 
letentuan pembatasan 
impor barang ke KEK. 
Namun ada beberapa 
barang dengan ketentu-
an tertentu yang dike-
nakan pembatasan.

Ketentuan mengena-
si impor dan ekspor 
dilakukan melalui 
system elektronik yang 
terintegrasi secara nasi-
onal.

Fasili-
tas dan 
kemuda-
han

Pasal 30
(1) Setiap wajib pajak yang 
melakukan kegiatan usaha di 
KEK diberikan fasilitas Pajak 
Penghasilan (PPh). 
(2) Selain fasilitas PPh se-
bagaimana dimaksud pada ayat 
(1), dapat diberikan tambah-
an fasilitas PPh sesuai dengan 
karakteristik Zona. 
(3) Fasilitas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) diberikan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perun-
dang-undangan. 
(4) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai pemberian fasilitas 
PPh sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dan ayat (3) diatur 
dengan Peraturan Pemerintah.

(1) Wajib pajak yang melaku-
kan kegiatan usaha di KEK diber-
ikan fasilitas Pajak Penghasilan. 
(2) Selain fasilitas Pajak 
Penghasilan sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1), dapat diber-
ikan tambahan fasilitas Pajak 
Penghasilan sesuai dengan jenis 
kegiatan usaha di KEK. 
(3) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai pemberian fasilitas 
Pajak Penghasilan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2) diatur dengan atau berdasar-
kan Peraturan Pemerintah.
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Pasal 31 
Fasilitas perpajakan juga dapat 
diberikan dalam waktu tertentu 
kepada penanam modal berupa 
pengurangan Pajak Bumi dan Ba-
ngunan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.

Pasal 31 dihapuskan

Pasal 32
(1) Impor barang ke KEK dapat 

diberikan fasilitas berupa: 
a. penangguhan bea ma-

suk; 
b. pembebasan cukai, 

sepanjang barang terse-
but merupakan bahan 
baku atau bahan peno-
long produksi; 

c. tidak dipungut Pajak 
Pertambahan Nilai (PPN) 
atau Pajak Pertambahan 
Nilai (PPN) dan Pajak 
Penjualan atas Barang 
Mewah (PPnBM) untuk 
barang kena pajak; dan 

d. tidak dipungut PPh im-
por. 

(2) Penyerahan barang kena 
pajak dari tempat lain di da-
lam daerah pabean ke KEK 
dapat diberikan fasilitas tidak 
dipungut PPN dan PPnBM 
berdasarkan ketentuan pera-
turan perundang-undangan. 

(1) Impor barang ke KEK diberi-
kan fasilitas berupa: 
a. pembebasan atau pen-

angguhan bea masuk; 
b. pembebasan cukai, 

sepanjang barang terse-
but merupakan bahan 
baku atau bahan peno-
long produksi; 

c. tidak dipungut Pajak 
Pertambahan Nilai atau 
Pajak Pertambahan Nilai 
dan Pajak Penjualan atas 
Barang Mewah untuk 
barang kena pajak; dan 

d. tidak dipungut Pajak 
Penghasilan impor. 

(2) Penyerahan Barang Kena 
Pajak berwujud dari Tempat 
Lain Dalam Daerah Pabean, 
Kawasan Perdagangan Bebas 
dan Pelabuhan Bebas, dan 
Tempat Penimbunan Berikat 
ke KEK diberikan fasilitas 
tidak dipungut Pajak Per-
tambahan Nilai atau Pajak 
Pertambahan Nilai dan Pajak 
Penjualan atas Barang Me-
wah. 

Dalam omnibus law, 
impor barang ke KEK 
dimungkinkan untuk 
dapat pembebasan bea 
masuk

Penyerahan barang kena 
pajak berwujud dari 
Kawasan perdagangan 
bebas, Pelabuhan bebas 
dan tempat penimbu-
nan tekait KEK, ke KEK 
dapat diberikan fasilitas 
untuk tdk dipungut PPN 
dan PPnBM. Peman-
faatan barang kena 
pajak tidak berwujud 
serta jasa kena pajak di 
KEK juga mendapatkan 
fasilitas tersebut.
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(3) Penyerahan barang kena 
pajak dari KEK ke tem-
pat lain di dalam daerah 
pabean sepanjang tidak 
ditujukan kepada pihak yang 
mendapatkan fasilitas PPN 
dikenakan PPN atau PPN 
dan PPnBM sesuai dengan 
ketentuan peraturan perun-
dang-undangan. 

(4) Ketentuan lebih lanjut men-
genai pemberian fasilitas 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), ayat (2), dan ayat 
(3) diatur dengan Peraturan 
Pemerintah.

(3) Pemanfaatan Barang Kena 
Pajak tidak berwujud ser-
ta Jasa Kena Pajak di KEK 
diberikan fasilitas tidak 
dipungut Pajak Pertambahan 
Nilai atau Pajak Pertambah-
an Nilai dan Pajak Penjualan 
atas Barang Mewah. 

(4) Penyerahan Barang Kena 
Pajak berwujud, Barang 
Kena Pajak tidak berwujud, 
dan Jasa Kena Pajak dari 
KEK ke Tempat Lain Dalam 
Daerah Pabean dikenai Pajak 
Pertambahan Nilai atau 
Pajak Pertambahan Nilai dan 
Pajak Penjualan atas Barang 
Mewah kecuali ditujukan ke 
kawasan atau pihak yang 
mendapatkan fasilitas Pa-
jak Pertambahan Nilai atau 
Pajak Pertambahan Nilai dan 
Pajak Penjualan atas Barang 
Mewah. 

(5) Ketentuan mengenai krite-
ria dan rincian Barang Kena 
Pajak berwujud, Barang 
Kena Pajak tidak berwujud 
dan/atau Jasa Kena Pajak 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), ayat (2), dan ayat 
(3) diatur dengan atau ber-
dasarkan Peraturan Pemerin-
tah.
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Pasal 32A
(1) Impor barang konsumsi ke 

KEK yang kegiatan utamanya 
bukan produksi dan pengola-
han diberikan fasilitas: 
a. bagi barang konsumsi 

yang bukan Barang Kena 
Cukai dengan jumlah 
dan jenis tertentu sesuai 
dengan bidang usaha-
nya diberikan fasilitas 
pembebasan bea masuk 
dan tidak dipungut pajak 
dalam rangka impor; dan 

b. bagi barang konsumsi 
yang berupa Barang 
Kena Cukai dikenakan 
cukai dan diberikan 
fasilitas pembebasan bea 
masuk dan tidak dipung-
ut pajak dalam rangka 
impor. 

(2) Barang konsumsi asal impor 
yang dikeluarkan ke tempat 
lain dalam daerah pabean, 
dilunasi bea masuk, pajak 
dalam rangka impor, dan/
atau cukai bagi Barang Kena 
Cukai.

Penambahan pasal 32A 
ini membahas tentang 
fasilitas pembebasan 
pajak tertentu mengenai 
impor barang konsumsi 
ke KEK.

Pasal 33 
(1) Barang asal impor yang 

dikeluarkan dari KEK dengan 
tujuan diimpor untuk dipa-
kai, sepanjang pengeluaran 
tersebut tidak ditujukan 
kepada pihak yang memper-
oleh fasilitas pembebasan 
atau penangguhan bea ma-
suk, cukai, atau pajak dalam 
rangka impor: 

Ditambah dengan pasal 33 A
(1) Administrator dapat ditetap-

kan untuk melakukan kegia-
tan pelayanan kepabeanan 
mandiri berdasarkan kriteria 
yang ditetapkan oleh menteri 
yang menyelenggarakan uru-
san pemerintahan di bidang 
keuangan. 
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a. dipungut bea masuk; 
b. dilunasi cukainya untuk 

barang kena cukai; dan 
c. dikenakan PPN, atau 

PPN dan PPnBM, serta 
PPh impor berdasarkan 
ketentuan peraturan 
perundangundangan.  

(2) Barang sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) diber-
lakukan ketentuan impor 
berdasarkan ketentuan pera-
turan perundang-undangan.

(2) Pengawasan dan pelayanan 
atas perpindahan barang di 
dalam KEK, dilakukan secara 
manual dan/atau menggu-
nakan teknologi informasi 
yang terhubung dengan 
kementerian yang menye-
lenggarakan urusan pemer-
intahan di bidang keuangan.

Pajak dan 
retribusi 
daerah

Pasal 35 
(1) Setiap wajib pajak yang 

melakukan usaha di KEK 
diberikan insentif berupa 
pembebasan atau keringa-
nan pajak daerah dan retri-
busi daerah sesuai dengan 
ketentuan peraturan perun-
dang-undangan. 

(2) Selain insentif pajak daerah 
dan retribusi daerah se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1), pemerintah daerah 
dapat memberikan kemuda-
han lain.

(1) Wajib pajak yang melaku-
kan usaha di KEK diberikan 
insentif berupa pembebasan 
atau keringanan pajak 
daerah dan retribusi daerah 
sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undan-
gan. 

(2) Insentif sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) dapat be-
rupa pengurangan Bea Per-
olehan Hak atas Tanah dan 
Bangunan dan pengurangan 
Pajak Bumi dan Bangunan. 

(3) Selain insentif pajak daerah 
dan retribusi daerah se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Pemerintah Daerah 
dapat memberikan fasilitas 
dan kemudahan lain.

Terdapat penambahan 
di ayat (2) yang men-
jelaskan insentif yang di 
maksud di ayat (1).

Pertana-
han, 
Perizinan, 
Keimigra-
sian, dan 
Investasi

Pasal 36
Di KEK diberikan kemudahan un-
tuk memperoleh hak atas tanah 
sesuai dengan ketentuan pera-
turan perundangundangan.

(1) Di KEK diberikan kemu-
dahan, percepatan, dan 
prosedur khusus dalam 
memperoleh hak atas tanah, 
pemberian perpanjangan, 
dan/atau pembaharuannya. 

(2) Ketentuan sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) diatur 
dengan peraturan menteri 
yang menyelenggarakan uru-
san pemerintahan di bidang 
agraria/pertanahan setelah 
mendapat persetujuan dari 
Dewan Nasional.

Dalam omnibus law, 
terdapat percepatan dan 
prosedur khusus dalam 
memperoleh hak atas 
tanah,perpanjangan dan 
pembaruan hak atas 
tanah di KEK.
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Pasal 38 
(1) Di KEK diberikan kemudahan 

dan keringanan di bidang 
perizinan usaha, kegiatan 
usaha, perindustrian, per-
dagangan, kepelabuhan, 
dan keimigrasian bagi orang 
asing pelaku bisnis, serta 
diberikan fasilitas keamanan. 

(2) Kemudahan dan keringanan 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditetapkan sesuai 
dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

(1) Di KEK diberikan kemudahan 
dan keringanan di bidang 
Perizinan Berusaha, perizin-
an lainnya, kegiatan usaha, 
perindustrian, perdagangan, 
kepelabuhan, dan keimigra-
sian bagi orang asing, serta 
diberikan fasilitas keamanan. 

(2) Ketentuan mengenai kemu-
dahan dan keringanan 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur dengan atau 
berdasarkan Peraturan Pe-
merintah.

Pasal 38A 
Penetapan KEK yang menyeleng-
garakan kegiatan usaha yang 
terkait dengan perindustrian 
sekaligus sebagai penetapan 
kawasan industri sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang 
yang mengatur mengenai Perin-
dustrian.

Fasili-
tas dan 
kemuda-
han lain

Pasal 40
(1) Selain pemberian fasilitas 

dan kemudahan sebagaima-
na diatur dalam Pasal 30 
sampai dengan Pasal 39, 
Zona yang berada di dalam 
KEK dapat diberikan fasilitas 
dan kemudahan lain. 

(2) Ketentuan mengenai fasil-
itas dan kemudahan lain 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur oleh instan-
si yang berwenang sesuai 
dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

(1) Selain pemberian fasilitas 
dan kemudahan sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 
30 sampai dengan Pasal 39, 
Badan Usaha dan Pelaku 
Usaha di KEK berdasarkan 
Undang-Undang ini, Pemer-
intah Pusat dapat memberi-
kan fasilitas dan kemudahan 
lain. 

(2) Ketentuan mengenai bentuk 
fasilitas dan kemudahan lain 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur dengan Pera-
turan Pemerintah.

ketenaga-
kerjaan

Pasal 41 
Izin mempekerjakan tenaga 
kerja asing (TKA) yang mempu-
nyai jabatan sebagai direksi atau 
komisaris diberikan sekali dan 
berlaku selama TKA yang ber-
sangkutan menjadi direksi atau 
komisaris.

Pengesahan rencana penggu-
naan tenaga kerja asing yang 
mempunyai jabatan sebagai 
direksi atau komisaris diberikan 
sekali dan berlaku selama tenaga 
kerja asing yang bersangkutan 
menjadi direksi atau komisaris.
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Pasal 43
(1) Di KEK dibentuk Lembaga 

Kerja Sama Tripartit Khusus 
oleh gubernur yang mempu-
nyai tugas: 

a. melakukan komunikasi dan 
konsultasi mengenai berb-
agai masalah ketenagaker-
jaan; 

b. melakukan deteksi dini terh-
adap kemungkinan timbuln-
ya permasalahan ketenagak-
erjaan; dan 

c. memberikan saran dan 
pertimbangan mengenai 
langkah penyelesaian perma-
salahan. 

(2) Keanggotaan lembaga se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) terdiri atas unsur 
Pemerintah, unsur pemer-
intah daerah, unsur serikat 
pekerja/serikat buruh, dan 
unsur asosiasi pengusaha.

(3) Di dalam melakukan tugas 
dan fungsinya, lembaga 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) berkoordinasi den-
gan lembaga lain.

(1) Dalam KEK dapat dibentuk 
Lembaga Kerja Sama Tripar-
tit Khusus oleh gubernur. 

(2) Ketentuan lebih lanjut men-
genai Lembaga Kerja Sama 
Tripartit Khusus sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
diatur dengan Peraturan 
Pemerintah.

Pasal 44 dan 45 dihapuskan Pasal 44 dan 45 ini 
membahas mengenai 
dewan pengupahan 
yang dibentuk oleh gu-
bernur dan penetapan 
upah minimum.
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Pasal 47
(1) Pada perusahaan yang telah 

terbentuk serikat pekerja/
serikat buruh dibuat per-
janjian kerja bersama (PKB) 
antara serikat pekerja/serikat 
buruh dan pengusaha.

(2) Dalam PKB disepakati: 
a. jenis pekerjaan yang dapat 

diserahkan kepada perusa-
haan lain; dan 

b. bentuk hubungan kerja yang 
didasarkan perjanjian kerja 
untuk waktu tertentu dan 
untuk waktu tidak tertentu. 

(3) Dalam hal perusahaan 
melakukan pekerjaan yang 
berhubungan dengan pro-
duk baru, kegiatan baru, 
atau produk tambahan yang 
masih dalam percobaan atau 
penjajakan, dapat dilaku-
kan dengan perjanjian kerja 
waktu tertentu untuk jangka 
waktu paling lama 2 (dua) 
tahun dan dapat diperpan-
jang untuk sekali paling lama 
1 (satu) tahun.

(4) Perjanjian kerja waktu ter-
tentu sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) tidak dapat 
dilakukan pembaruan.

Pada perusahaan yang telah 
terbentuk serikat pekerja/serikat 
buruh dibuat perjanjian kerja 
bersama antara serikat pekerja/
serikat buruh dan pengusaha.

Dalam omnibus law, 
tidak diatur mengenai 
hal apa saja yang diatur 
dalam PKB.

Pasal 48
(1) Pada saat Undang-Undang 

ini berlaku, Kawasan Perd-
agangan Bebas dan Pela-
buhan Bebas, yaitu Batam, 
Bintan, dan Karimun, yang 
dibentuk berdasarkan Un-
dang-Undang Nomor 36 
Tahun 2000 tentang Pene-
tapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti UndangUndang 
Nomor 1 Tahun 2000 ten-
tang Kawasan Perdagangan 
Bebas dan Pelabuhan Bebas 
Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 No-
mor 251, 

(1) Pada saat Undang-Undang 
ini mulai berlaku, sebagian 
atau seluruh Kawasan Per-
dagangan Bebas dan Pela-
buhan Bebas, yaitu Batam, 
Bintan, dan Karimun, yang 
dibentuk berdasarkan Unda-
ngUndang Nomor 36 Tahun 
2000 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Peng-
ganti Undang-Undang No-
mor 1 Tahun 2000 tentang 
Kawasan Perdagangan Bebas 
dan Pelabuhan Bebas Men-
jadi UndangUndang (Lemba-
ran Negara Republik Indone-
sia Tahun 2000 Nomor 251, 
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Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 
4053) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Un-
dang Nomor 44 Tahun 2007 
tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Un-
dang-Undang Nomor 1 Ta-
hun 2007 tentang Perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 
36 Tahun 2000 tentang Pen-
etapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2000 ten-
tang Kawasan Perdagangan 
Bebas dan Pelabuhan Bebas 
Menjadi Undang-Undang 
Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 No-
mor 130, Tambahan Lemba-
ran Negara Republik Indone-
sia Nomor 4775), sebelum 
atau sesudah jangka waktu 
yang ditetapkan berakhir, 
dapat diusulkan menjadi 
KEK sesuai dengan ketentu-
an Undang-Undang ini dan 
ketentuan peraturan perun-
dang-undangan lain.

(2) Dalam hal Kawasan Perd-
agangan Bebas dan Pela-
buhan Bebas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
tidak diusulkan menjadi KEK, 
Kawasan Perdagangan Bebas 
dan Pelabuhan Bebas bera-
khir sesuai dengan jangka 
waktu yang telah ditetapkan.

Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 
4053) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Un-
dang Nomor 44 Tahun 2007 
tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Un-
dang-Undang Nomor 1 Ta-
hun 2007 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 
36 Tahun 2000 tentang Pen-
etapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2000 ten-
tang Kawasan Perdagangan 
Bebas dan Pelabuhan Bebas 
Menjadi Undang-Undang 
Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 No-
mor 130, Tambahan Lemba-
ran Negara Republik Indone-
sia Nomor 4775), sebelum 
atau sesudah jangka waktu 
yang ditetapkan berakhir, 
dapat ditetapkan menjadi 
KEK. 

(2) Penetapan sebagian atau 
seluruh Kawasan Perdagan-
gan Bebas dan Pelabuhan 
Bebas Batam, Bintan, dan 
Karimun menjadi KEK se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) berdasarkan usulan 
Dewan Kawasan Perdagan-
gan Bebas dan Pelabuhan 
Bebas Batam, Bintan, dan 
Karimun.
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(3) Dalam hal Kawasan Perd-
agangan Bebas dan Pela-
buhan Bebas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tidak 
ditetapkan menjadi KEK, 
Kawasan Perdagangan Bebas 
dan Pelabuhan Bebas bera-
khir sesuai dengan jangka 
waktu yang telah ditetapkan. 

(4) Ketentuan mengenai pen-
gusulan dan penetapan KEK 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) diatur dalam Pera-
turan Pemerintah. 

(5) Kawasan Perdagangan Bebas 
dan Pelabuhan Bebas yang 
tidak ditetapkan menjadi 
KEK sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) yang lokasinya 
terpisah dari permukiman 
penduduk dapat diterapkan 
ketentuan lalu lintas barang 
dan/atau diberikan fasilitas 
dan kemudahan KEK.

(6) Ketentuan mengenai pen-
gusulan dan penetapan KEK 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dan penerapan 
ketentuan lalu lintas barang 
dan/atau pemberian fasilitas 
dan kemudahan KEK se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (5) diatur dalam Pera-
turan Pemerintah.

Kawasan perdagan-
gan bebas yang tidak 
ditetapkan sebagai KEK 
sebagaimana dimak-
sud dalam ayat (3) yg 
lokasinya terpidah dari 
pemukiman penduduk 
maka dapat diterapkan 
ketentuan lalu lintas 
barang dan diberikan 
kemudahan KEK.
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Kelem-
bagaan 

Pasal 6
(1) Presiden menetapkan De-

wan Kawasan Perdagangan 
Bebas dan Pelabuhan Bebas 
di daerah, yang selanjutnya 
disebut Dewan Kawasan. 

(2) Ketua dan anggota Dewan 
Kawasan ditetapkan oleh 
Presiden atas usul Gubernur 
bersama-sama Dewan Per-
wakilan Rakyat Daerah.

(3) Masa kerja Ketua dan Ang-
gota Dewan Kawasan selama 
5 (lima) tahun dan dapat 
diangkat kembali untuk 1 
(satu) kali masa jabatan.

(1) Presiden menetapkan De-
wan Kawasan Perdagangan 
Bebas dan Pelabuhan Bebas 
di daerah yang selanjutnya 
disebut Dewan Kawasan.

(2) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai penetapan Dewan 
Kawasan sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) diatur 
dalam Peraturan Pemerintah.

Ketentuan lebih lanjut 
mengenai penetapan 
dewan Kawasan diatur 
lebih lanjut dalam PP.

Pasal 7
(1) Dewan Kawasan membentuk 

Badan Pengusahaan Ka-
wasan Perdagangan Bebas 
dan Pelabuhan Bebas yang 
selanjutnya disebut Badan 
Pengusahaan. 

(2) Kepala dan Anggota Badan 
Pengusahaan ditetapkan 
oleh Dewan Kawasan. 

(3) Masa kerja Kepala dan 
Anggota Badan Pengusa-
haan selama 5 (lima) tahun 
dan dapat diangkat kembali 
untuk 1 (satu) kali masa 
jabatan. 

(4) Badan Pengusahaan ber-
tanggung jawab kepada 
Dewan Kawasan. 

(5) Ketentuan mengenai struk-
tur organisasi, tugas dan 
wewenang Kepala, Wakil 
Kepala, dan Anggota Badan 
Pengusahaan, diatur lebih 
lanjut dengan Keputusan 
Ketua Dewan Kawasan.

(1) Dewan Kawasan membentuk 
Badan Pengusahaan Ka-
wasan Perdagangan Bebas 
dan Pelabuhan Bebas yang 
selanjutnya disebut Badan 
Pengusahaan. 

(2) Kepala dan Anggota Badan 
Pengusahaan ditetapkan 
oleh Dewan Kawasan. 

(3) Badan Pengusahaan ber-
tanggung jawab kepada 
Dewan Kawasan. 

(4) Ketentuan lebih lanjut men-
genai pembentukan Badan 
Pengusahaan dan penetapan 
Kepala dan Anggota Badan 
Pengusahaan diatur dalam 
Peraturan Pemerintah.

Dalam omnibus law, 
ayat (3) PERPPU No-
mor 1 Tahun 2007 yang 
mengatur mengenai 
masa kerja kepala dan 
anggota badan pengu-
saha ditiadakan, dan 
diatur lebih lanjut di 
dalam PP.



1072
P E D O M A N  M E M A H A M I  R U U  O M N I B U S  L A W

DNT LAWYERS

TOPIK
PERPPU NOMOR 1 

TAHUN 2007 BESERTA 
SEGALA PENETAPAN DAN 

PERUBAHANNYA
UU CIPTAKER PENJELASAN

Perizinan Pasal 10
Untuk memperlancar kegiatan 
Kawasan Perdagangan Bebas 
dan Pelabuhan Bebas, Badan 
Pengusahaan diberi wewenang 
mengeluarkan izin-izin usaha dan 
izin usaha lainnya yang diperlu-
kan bagi para pengusaha yang 
mendirikan dan menjalankan 
usaha di Kawasan Perdagangan 
Bebas dan Pelabuhan Bebas 
melalui pelimpahan wewenang 
sesuai dengan peraturan perun-
dang-undangan yang berlaku.

(1) Untuk memperlancar kegia-
tan Kawasan Perdagangan 
Bebas dan Pelabuhan Bebas, 
Badan Pengusahaan diberi 
wewenang mengeluarkan 
Perizinan Berusaha dan 
perizinan lainnya yang diper-
lukan bagi para pengusaha 
yang mendirikan dan men-
jalankan usaha di Kawasan 
Perdagangan Bebas dan 
Pelabuhan Bebas. 

(2) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai pelaksanaan we-
wenang sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) diatur 
dalam Peraturan Pemerintah.

Dalam PERPPU Nomor 
1 Tahun 2007 disebut-
kan bahwa perizinan 
yang diberikan kepada 
pengusaha yang men-
jalankan usahanya di 
Kawasan perdagangan 
dan Pelabuhan be-
bas dilakukan melalui 
pelimpahan wewennag, 
namun dalam omnibus 
law ketentuan mengenai 
hal terkait di atur lebih 
lanjut dalam PP.

Pelayaran 
dan pen-
erbangan

Pasal 11
(1) Barang-barang yang terkena 

ketentuan larangan, dilarang 
dimasukkan ke Kawasan Per-
dagangan Bebas dan Pelabu-
han Bebas. 

(2) Pemasukan dan pengeluaran 
barang ke dan dari Kawasan 
Perdagangan Bebas dan 
Pelabuhan Bebas hanya 
dapat dilakukan oleh pengu-
saha yang telah mendapat 
izin usaha dari Badan Pengu-
sahaan. 

(3) Pengusaha sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (2) ha-
nya dapat memasukkan ba-
rang ke Kawasan Perdagan-
gan Bebas dan Pelabuhan 
Bebas yang berhubungan 
dengan kegiatan usahanya. 

(1) Barang yang terkena keten-
tuan larangan dilarang 
dimasukkan ke Kawasan 
Perdagangan Bebas dan 
Pelabuhan Bebas. 

(2) Pemasukan dan pengeluaran 
barang ke dan dari Kawasan 
Perdagangan Bebas dan 
Pelabuhan Bebas hanya 
dapat dilakukan oleh pengu-
saha yang telah memenuhi 
Perizinan Berusaha dari 
Badan Pengusahaan. 

(3) Pengusaha sebagaimana di-
maksud pada ayat (2) hanya 
dapat memasukkan barang 
ke Kawasan Perdagangan 
Bebas dan Pelabuhan Bebas 
yang berhubungan dengan 
kegiatan usahanya. 
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(4) Pemasukan dan pengeluaran 
barang ke dan dari Kawasan 
Perdagangan Bebas dan 
Pelabuhan Bebas melalui 
pelabuhan dan bandar udara 
yang ditunjuk dan berada di 
bawah pengawasan pabean 
diberikan pembebasan bea 
masuk, pembebasan pajak 
pertambahan nilai, pembe-
basan pajak penjualan atas 
barang mewah, dan pembe-
basan cukai. 

(5) Pemasukan dan pengeluaran 
barang ke dan dari Kawasan 
Perdagangan Bebas dan 
Pelabuhan Bebas ke Daer-
ah Pabean diberlakukan 
tata laksana kepabeanan di 
bidang impor dan ekspor dan 
ketentuan di bidang cukai. 

(6) Pemasukan barang konsum-
si dari luar Daerah Pabean 
untuk kebutuhan penduduk 
di Kawasan Perdagangan 
Bebas dan Pelabuhan Bebas 
diberikan pembebasan bea 
masuk, pajak pertambahan 
nilai, pajak penjualan atas 
barang mewah, dan cukai. 

(7) Jumlah dan jenis barang 
yang diberikan fasilitas se-
bagaimana dimaksud dalam 
ayat (6) ditetapkan oleh 
Badan Pengusahaan.

(4) Pemasukan dan pengeluaran 
barang ke dan dari Kawasan 
Perdagangan Bebas dan 
Pelabuhan Bebas melalui 
pelabuhan dan bandar udara 
yang ditunjuk dan bera-
da di bawah pengawasan 
pabean diberi pembebasan 
bea masuk, pembebasan 
pajak pertambahan nilai, dan 
pembebasan pajak penjualan 
atas barang mewah. 

(5) Fasilitas sebagaimana dimak-
sud pada ayat (4) termasuk 
juga pembebasan cukai 
diberikan sesuai dengan 
ketentuan perundang-undan-
gan di bidang cukai. 

(6) Pemasukan dan pengeluaran 
barang ke dan dari Kawasan 
Perdagangan Bebas dan 
Pelabuhan Bebas ke Daer-
ah Pabean diberlakukan 
tata laksana kepabeanan di 
bidang impor dan ekspor dan 
ketentuan di bidang cukai.

(7) Pemasukan barang konsumsi 
dari luar Daerah Pabean un-
tuk kebutuhan penduduk di 
Kawasan Perdagangan Bebas 
dan Pelabuhan Bebas diberi 
pembebasan bea masuk, 
pajak pertambahan nilai, dan 
pajak penjualan atas barang 
mewah. 

(8) Jumlah dan jenis barang 
yang diberi fasilitas se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (7) ditetapkan oleh 
Badan Pengusahaan

Pemasukan dan penge-
luaran barang ke dan 
dari Kawasan Perdagan-
gan Bebas dan Pela-
buhan Bebas melalui 
pelabuhan dan bandar 
udara yang ditunjuk 
dan berada di bawah 
pengawasan pabean 
diberi pembebasan bea 
masuk. Pembebasan 
bea masuk ini  diberikan 
sesuai dengan ketentu-
an perundang-undnagan 
tentang cukai.
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Lalu 
Lintas 
Barang, 
Karan-
tina, 
Devisa, 
Keimi-
grasian, 
Pelayaran 
Dan Pen-
erbangan

Pasal 9
(1) Barang-barang yang terkena 

ketentuan larangan, dilarang 
dimasukkan ke Kawasan 
Sabang. 

(2) Pemasukan dan pengeluaran 
barang ke dan dari Kawasan 
Sabang hanya dapat dilaku-
kan oleh pengusaha yang 
telah mendapat izin usaha 
dari Badan Pengusahaan 
Kawasan Sabang. 

(3) Pengusaha sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (2) 
hanya dapat memasukan 
barang ke Kawasan Sabang 
yang berhubungan dengan 
kegiatan usahanya. 

(4) Pemasukan dan pengeluaran 
barang ke dan dari Kawasan 
Sabang melalui pelabuhan 
dan bandar Udara yang di-
tunjuk dan berada di bawah 
pengawasan pabean diberi-
kan pembebasan bea masuk, 
pembebasan pajak pertam-
bahan nilai, pembebasan 
pajak penjualan atas barang 
mewah, dan pembebasan 
cukai. 

(5) Pemasukan dan pengeluaran 
barang ke dan dari Kawasan 
Sabang ke Daerah Pabean 
diberlakukan tata laksana 
kepabeanan di bidang impor 
dan ekspor dan ketentuan di 
bidang cukai. 

(1) Barang-barang yang terkena 
ketentuan larangan dilarang 
dimasukkan ke Kawasan 
Sabang.

(2) Pemasukan dan pengeluaran 
barang ke dan dari Kawasan 
Sabang hanya dapat dilaku-
kan oleh pengusaha  yang 
telah mendapat Perizinan 
Berusaha dari Badan Pengu-
sahaan Kawasan Sabang.

(3) Pengusaha sebagaimana di-
maksud pada ayat (2) hanya 
dapat memasukan barang ke 
Kawasan Sabang yang ber-
hubungan dengan kegiatan 
usahanya.

(4) Pemasukan dan pengeluaran 
barang ke dan dari Kawasan 
Sabang melalui pelabuhan 
dan bandar Udara yang di-
tunjuk dan berada di bawah 
pengawasan pabean diberi 
pembebasan bea masuk, 
pembebasan pajak pertam-
bahan nilai, dan pembe-
basan pajak penjualan atas 
barang mewah.

(5) Fasilitas sebagaimana dimak-
sud pada ayat (4) termasuk 
juga pembebasan cukai 
sesuai dengan ketentuan pe-
rundang-undangan di bidang 
cukai.
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(6) Pemasukan barang konsum-
si dari luar Daerah Pabean 
untuk kebutuhan penduduk 
di Kawasan Sabang diberikan 
pembebasan bea masuk, 
pajak pertambahan nilai, 
pajak penjualan atas barang 
mewah, dan cukai. 

(7) Jumlah dan jenis barang 
yang diberikan fasilitas se-
bagaimana dimaksud dalam 
ayat (6) ditetapkan oleh 
Badan Pengusahaan Ka-
wasan Sabang.

(6) Pemasukan dan pengeluaran 
barang ke dan dari Kawasan 
Sabang ke Daerah Pabean 
diberlakukan tata laksana 
kepabeanan di bidang impor 
dan ekspor dan ketentuan di 
bidang cukai.

(7) Pemasukan barang konsum-
si dari luar Daerah Pabean 
untuk kebutuhan penduduk 
di Kawasan Sabang diberikan 
pembebasan bea masuk, 
pajak pertambahan nilai, dan 
pajak penjualan atas barang 
mewah.

(8) Jumlah dan jenis barang 
yang diberi fasilitas se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (7) ditetapkan oleh 
Badan Pengusahaan Ka-
wasan Sabang.
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INVESTASI PEMERINTAH PUSAT

TOPIK UU CIPTA KERJA PENJELASAN
Paragraf 1
Umum

Pasal 154 
(1) Investasi Pemerintah Pusat dilakukan 

dalam rangka meningkatkan investasi 
dan penguatan perekonomian untuk 
mendukung kebijakan strategis pencip-
taan kerja.

(2) Maksud dan tujuan investasi Pemerintah 
Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) meliputi:
a. memperoleh manfaat ekonomi, 

manfaat sosial, dan/atau manfaat 
lainnya yang ditetapkan sebelumn-
ya;

b. memberikan sumbangan bagi 
perkembangan perekonomian 
nasional pada umumnya dan peneri-
maan negara pada khususnya;

c. memperoleh keuntungan; dan/atau
d. menyelenggarakan kemanfaatan 

umum, tetapi tidak terbatas pada 
penciptaan lapangan kerja.

(3) Investasi Pemerintah Pusat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
oleh:
a. Menteri Keuangan selaku Bendahara 

Umum Negara sesuai dengan keten-
tuan peraturan perundangundangan 
yang mengatur mengenai investasi 
Pemerintah Pusat; dan/atau

b. lembaga yang diberikan kewenan-
gan khusus (sui generis) dalam 
rangka pengelolaan investasi, yang 
selanjutnya disebut Lembaga.

- Maksud dan tujuan investasi Pemerin-
tah Pusat

- Pelaksana investasi Pemerintah Pusat
- Kewenangan Menteri Keuangan selaku 

Bendahara Umum Negara dan Lem-
baga dalam melaksanakan investasi 
pemerintah pusat
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(4) Menteri Keuangan selaku Bendahara 

Umum Negara dan Lembaga dalam 
melaksanakan investasi sebagaimana di-
maksud pada ayat (3) berwenang untuk:
a. melakukan penempatan dana dalam 

bentuk instrumen keuangan;
b. melakukan kegiatan pengelolaan 

aset;
c. melakukan kerja sama dengan pihak 

lain termasuk entitas dana perwalian 
(trust fund);

d. menentukan calon mitra investasi;
e. memberikan dan menerima pinja-

man; dan/atau
f. menatausahakan aset yang dimilik-

inya.
Pasal 155
(1) Dalam melaksanakan investasi se-

bagaimana dimaksud dalam Pasal 154 
ayat (3) huruf a, Menteri Keuangan 
dapat menetapkan dan/atau menunjuk 
badan layanan umum, badan usaha 
milik negara, dan/atau badan hukum 
lainnya.

(2) Menteri Keuangan membentuk Rekening 
Investasi Bendahara Umum Negara un-
tuk menampung dana investasi Pemerin-
tah Pusat.

(3) Dana yang ditampung dalam Reken-
ing Investasi Bendahara Umum Neg-
ara sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dapat digunakan kembali secara 
langsung untuk mendapatkan manfaat 
ekonomi, manfaat sosial, dan/atau man-
faat lainnya.

(4) Tata kelola investasi Pemerintah Pusat 
oleh Menteri Keuangan selaku Bendaha-
ra Umum Negara sepanjang tidak diatur 
secara khusus berdasarkan Undang-Un-
dang ini dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undan-
gan.

- Menteri Keuangan dapat menetapkan 
dan/atau menunjuk badan layanan 
umum, badan usaha milik negara, 
dan/atau badan hukum lainnya dalam 
melaksanakan investasi

- Menteri Keuangan membentuk Reken-
ing Investasi Bendahara Umum Negara

- Dana yang ditampung dalam Reken-
ing Investasi Bendahara Umum Neg-
ara dapat digunakan kembali secara 
langsung

- Tata kelola investasi Pemerintah Pusat 
oleh Menteri Keuangan dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan
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Pasal 156
(1) Dalam melaksanakan investasi se-

bagaimana dimaksud dalam Pasal 154 
ayat (3) huruf b, Pemerintah Pusat 
membentuk Lembaga.

(2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) merupakan badan hukum In-
donesia yang sepenuhnya dimiliki oleh 
Pemerintah Indonesia.

(3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) bertanggung jawab kepada 
Presiden.

Pemerintah Pusat membentuk lembaga 
dalam melaksanakan investasi, lemba-
ga tersebut merupakan badan hukum 
Indonesia yang sepenuhnya dimiliki 
oleh Pemerintah Indonesia dan ber-
tanggung jawab kepada Presiden

Bagian Kedua

KEMUDAHAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL
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Pasal 157
(1) Investasi Pemerintah Pusat yang dilaku-

kan oleh Lembaga sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 154 ayat (3) huruf b 
dapat bersumber dari aset negara, aset 
badan usaha milik negara, dan/atau 
sumber lain yang sah.

(2) Aset negara dan aset badan usaha milik 
negara yang dijadikan investasi Pemer-
intah Pusat pada Lembaga sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dipindahtan-
gankan menjadi aset Lembaga yang 
selanjutnya menjadi milik dan tanggung 
jawab Lembaga.

(3) Aset negara dan aset badan usaha milik 
negara yang dijadikan investasi Pemer-
intah Pusat pada Lembaga, dengan 
persetujuan Lembaga dapat dipin-
dahtangankan secara langsung kepada 
perusahaan patungan yang dibentuk 
oleh Lembaga.

(4) Pemindahtanganan aset sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) 
dilakukan dengan cara jual beli, dijad-
ikan penyertaan modal, atau cara lain 
sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

(5) Aset negara yang dipindahtangankan 
menjadi aset Lembaga sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) atau menjadi 
aset perusahaan patungan yang diben-
tuk oleh Lembaga sebagaimana dimak-
sud pada ayat (3) tidak dalam sengketa 
dan tidak terdapat kepemilikan atas hak 
istimewa pihak manapun.

- Sumber investasi Pemerintah Pusat
- Pemindahtanganan aset
- 
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(6) Aset badan usaha milik negara yang 

dipindahtangankan menjadi aset Lemba-
ga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
atau menjadi aset perusahaan patun-
gan yang dibentuk oleh Lembaga se-
bagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak 
dalam sengketa, tidak sedang dilakukan 
sita pidana atau perdata, dan tidak 
terdapat kepemilikan atas hak istimewa 
pihak manapun kecuali disepakati oleh 
pemilik hak.

(7) Ketentuan mengenai pemindahtanganan 
aset badan usaha milik negara kepada 
Lembaga sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) atau kepada perusahaan pa-
tungan yang dibentuk oleh Lembaga 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
ditetapkan dalam Rapat Umum Peme-
gang Saham (RUPS) untuk Perusahaan 
Perseroan (Persero) atau ditetapkan 
oleh menteri yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang badan 
usaha milik negara untuk Perusahaan 
Umum (Perum). 

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pe-
mindahtanganan aset negara kepada 
Lembaga sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) atau kepada perusahaan pa-
tungan yang dibentuk oleh Lembaga 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 158
(1) Modal Lembaga sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 154 ayat (3) huruf b berasal 
dari penyertaan modal negara dan/atau 
sumber lainnya.

(2) Setiap perubahan penyertaan modal 
negara pada Lembaga, baik berupa pen-
gurangan maupun penambahan modal 
yang berasal dari sumber sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan den-
gan Peraturan Pemerintah.

(3) Lembaga dapat melaksanakan investa-
si, baik secara langsung maupun tidak 
langsung, melakukan kerja sama dengan 
pihak ketiga, atau melalui pembentukan 
entitas khusus yang berbentuk badan 
hukum Indonesia atau badan hukum 
asing.

- Asal Modal Lembaga
- Perubahan penyertaan modal negara 

pada lembaga ditetapkan dengan Pera-
turan Pemerintah

- Hal-hal yang dapat dilakukan oleh lem-
baga

- Keuntungan atau kerugian yang dialami 
Lembaga dalam melakukan investasi 
merupakan keuntungan atau kerugian 
Lembaga

- Penyertaan modal yang menjadi 
kekayaan Lembaga dicatat dalam Lapo-
ran Keuangan Pemerintah Pusat

- Ketentuan lebih lanjut mengenai pen-
cadangan untuk menutup / menanggu-
ng risiko kerugian dalam berinvestasi 
dan/atau melakukan akumulasi modal 
diatur dengan atau berdasarkan Pera-
turan Pemerintah
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(4) Keuntungan atau kerugian yang dialami 

Lembaga dalam melaksanakan investasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
merupakan keuntungan atau kerugian 
Lembaga.

(5) Dalam hal Lembaga mengalami keun-
tungan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4), sebagian keuntungan ditetap-
kan sebagai laba bagian Pemerintah 
Pusat untuk disetorkan ke kas negara, 
setelah dilakukan pencadangan untuk 
menutup/menanggung risiko kerugian 
dalam berinvestasi dan/atau melakukan 
akumulasi modal.

(6) Penyertaan modal sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) dan ayat (2) yang 
menjadi kekayaan Lembaga dicatat 
dalam Laporan Keuangan Pemerintah 
Pusat.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pen-
cadangan untuk menutup/menanggung 
risiko kerugian dalam berinvestasi dan/
atau melakukan akumulasi modal se-
bagaimana dimaksud pada ayat (5) dia-
tur dengan atau berdasarkan Peraturan 
Pemerintah

Pasal 159
(1) Untuk meningkatkan nilai aset, Lemba-

ga dapat melakukan pengelolaan aset 
melalui kerja sama dengan pihak ketiga.

(2) Kerja sama dengan pihak ketiga se-
bagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan oleh Lembaga melalui:
a. kuasa kelola;
b. pembentukan perusahaan patungan; 

dan/atau
c. bentuk kerja sama lainnya.

(3) Dalam hal kerja sama dilakukan melalui 
pembentukan perusahaan patungan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf b, aset Lembaga dapat dipin-
dahtangankan untuk dijadikan penyerta-
an modal dalam perusahaan patungan.

- Lembaga dapat melakukan pengelolaan 
aset melalui kerja sama dengan pihak 
ketiga

- Kerja sama dengan pihak ketiga dilak-
sanakan oleh lembaga melalui kua-
sa kelola, pembentukan perusahaan 
patungan, dan/atau bentuk kerja sama 
lainnya

- Penyertaan modal 
- Aset yang dijadikan penyertaan modal 

tidak boleh berada dalam keadaan-
keadaan tertentu

- Ketentuan lebih lanjut mengenai tata 
cara pengelolaan aset Lembaga diatur 
dengan atau berdasarkan Peraturan 
Pemerintah.
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(4) Penyertaan modal sebagaimana di-

maksud pada ayat (3) dilakukan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundan-
gundangan.

(5) Aset yang dijadikan penyertaan modal 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
tidak boleh berada dalam keadaan:
a. sengketa;
b. disita, baik sita pidana maupun sita 

perdata;
c. terdapat kepemilikan atas hak 

istimewa pihak manapun, kecuali 
disepakati oleh pemilik hak; dan/
atau

d. sedang dalam pengikatan sebagai 
jaminan utang, kecuali disepakati 
oleh kreditur.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata 
cara pengelolaan aset Lembaga diatur 
dengan atau berdasarkan Peraturan 
Pemerintah.

Pasal 160
(1) Aset Lembaga dapat berasal dari:

a. penyertaan modal sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1);

b. hasil pengembangan usaha dan 
pengembangan aset Lembaga;

c. pemindahtanganan aset negara atau 
aset badan usaha milik negara;

d. hibah; dan/atau
e. sumber lain yang sah.

(2) Aset Lembaga dapat dijaminkan dalam 
rangka penarikan pinjaman.

(3) Pihak manapun dilarang melakukan 
penyitaan aset Lembaga, kecuali atas 
aset yang telah dijaminkan dalam rang-
ka pinjaman.

(4) Pengelolaan aset Lembaga sepenuhnya 
dilakukan oleh organ Lembaga berdasar-
kan prinsip tata kelola yang baik, akunt-
abel, dan transparan.

- Asal aset Lembaga
- Aset Lembaga dapat dijaminkan dalam 

rangka penarikan pinjaman.
- Pihak manapun dilarang melakukan 

penyitaan aset Lembaga, kecuali atas 
aset yang telah dijaminkan dalam rang-
ka pinjaman.

- Prinsip Pengelolaan aset Lembaga

Pasal 161 
Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung 
jawab keuangan Lembaga dilakukan oleh 
akuntan publik yang terdaftar pada Badan 
Pemeriksa Keuangan dan Otoritas Jasa 
Keuangan.

Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung 
jawab keuangan Lembaga dilakukan oleh 
akuntan publik yang terdaftar pada Badan 
Pemeriksa Keuangan dan Otoritas Jasa 
Keuangan.
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Pasal 162
(1) Organ dan pegawai Lembaga bukan 

merupakan penyelengara negara, kecua-
li yang berasal dari pejabat negara yang 
bersifat ex-officio.

(2) Lembaga menetapkan sistem kepega-
waian, sistem penggajian, penghar-
gaan, program pensiun dan tunjangan 
hari tua, serta penghasilan lainnya bagi 
pegawai Lembaga.

(3) Lembaga tidak dapat dipailitkan, kecuali 
dapat dibuktikan dalam kondisi insolven.

- Organ dan pegawai Lembaga
- Sistem yang ditetapkan oleh Lembaga
- Lembaga tidak dapat dipailitkan

Pasal 163 
Menteri Keuangan, pejabat Kementerian 
Keuangan, dan organ dan pegawai Lem-
baga, tidak dapat dimintai pertanggung-
jawaban hukum atas kerugian investasi jika 
dapat membuktikan:
a. kerugian tersebut bukan karena kesalah-

an atau kelalaiannya;
b. telah melakukan pengurusan dengan 

iktikad baik dan kehati-hatian sesuai 
dengan maksud dan tujuan investasi 
dan tata kelola;

c. tidak memiliki benturan kepentingan, 
baik langsung maupun tidak langsung 
atas tindakan pengelolaan investasi; dan

d. tidak memperoleh keuntungan pribadi 
secara tidak sah.

Menteri Keuangan, pejabat Kementeri-
an Keuangan, dan organ dan pegawai 
Lembaga, tidak dapat dimintai pertanggu-
ngjawaban hukum atas kerugian investasi 
jika dapat membuktikan beberapa pem-
buktian yang sebagaimana diatur dalam 
Pasal 163

Pasal 164
(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata 

kelola Lembaga diatur dengan atau ber-
dasarkan Peraturan Pemerintah.

(2) Sepanjang diatur dalam Undang-Undang 
ini, ketentuan peraturan perundang-un-
dangan yang mengatur mengenai 
pengelolaan keuangan negara, kekayaan 
negara, dan/atau badan usaha milik 
negara tidak berlaku bagi Lembaga.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata 
kelola Lembaga diatur dengan atau ber-
dasarkan Peraturan Pemerintah.

Paragraf 2 
Lembaga Pen-
gelola Investasi

Pasal 165
(1) Dalam rangka pengelolaan investasi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 
ayat (3) huruf b, untuk pertama kali ber-
dasarkan Undang-Undang ini dibentuk 
Lembaga Pengelola Investasi.

- Dibentuk Lembaga Pengelola Investasi
- Maksud pembentukan lembaga penge-

lola investasi
- Organ Lembaga Pengelola Investasi
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(2) Pembentukan Lembaga Pengelola 

Investasi dimaksudkan untuk mening-
katkan dan mengoptimalisasi nilai aset 
secara jangka panjang dalam rangka 
mendukung pembangunan secara berke-
lanjutan.

(3) Organ Lembaga Pengelola Investasi 
terdiri atas:
a. Dewan Pengawas; dan
b. Dewan Direktur.

Pasal 166
(1) Dewan Pengawas sebagaimana dimak-

sud dalam Pasal 165 ayat (3) huruf a 
terdiri atas:
a. Menteri yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang 
keuangan negara sebagai ketua 
merangkap anggota;

b. Menteri yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang 
badan usaha milik negara sebagai 
anggota; dan

c. 3 (tiga) orang yang berasal dari 
unsur profesional sebagai anggota.

(2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diangkat dan 
diberhentikan oleh Presiden.

(3) Untuk memilih anggota Dewan Penga-
was dari unsur profesional sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c, Presi-
den membentuk panitia seleksi.

(4) Panitia seleksi melakukan:
a. pengumuman penerimaan dan 

pendaftaran calon;
b. proses seleksi; dan
c. penyampaian nama calon kepada 

Presiden.
(5) Penyampaian nama calon kepada Pres-

iden dilakukan dalam jangka waktu 
paling lama 3 (tiga) bulan sejak pem-
bentukan panitia seleksi.

(6) Presiden menyampaikan nama calon 
untuk dikonsultasikan kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
dalam jangka waktu paling lama 10 
(sepuluh) hari kerja terhitung sejak 
diterimanya daftar nama calon dari pani-
tia seleksi.

- Struktur Dewan Pengawas
- Anggota Dewan Pengawas diangkat 

dan diberhentikan oleh Presiden
- Presiden membentuk panitia seleksi 

untuk memilih anggota Dewan Penga-
was

- Tugas Panitia seleksi
- Jangka waktu penyampaian nama 

calon kepada Presiden
- Presiden menyampaikan nama calon 

untuk dikonsultasikan kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat

- Dewan Perwakilan Rakyat Republik In-
donesia menyelenggarakan sesi konsul-
tasi dengan Presiden

- Presiden menetapkan dan mengangkat 
anggota Dewan Pengawas dari unsur 
profesional

- Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi 
anggota Dewan Pengawas dari unsur 
profesional diatur dalam Peraturan 
Pemerintah.

- Sesama anggota Dewan Pengawas 
dilarang saling memiliki hubungan kel-
uarga sampai derajat kedua atau besan 
dengan sesama anggota Dewan Penga-
was dan/atau dengan anggota Dewan 
Direktur.

- Anggota Dewan Pengawas dari unsur 
profesional diangkat untuk masa ja-
batan 5 (lima) tahun dan hanya dapat 
diangkat kembali untuk 1 (satu) kali 
masa jabatan berikutnya.

- Presiden menetapkan masa jabatan 3 
(tiga) anggota Dewan Pengawas

- Tugas Dewan Pengawas
- Wewenang Dewan Pengawas dalam 

melaksanakan tugas
- Dewan Pengawas dapat membentuk 

komite untuk membantu dalam melak-
sanakan tugas dan wewenangnya.
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(7) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indo-

nesia menyelenggarakan sesi konsultasi 
dengan Presiden paling lama 10 (sepu-
luh) hari kerja terhitung sejak diteriman-
ya daftar nama calon dari Presiden.

(8) Presiden menetapkan dan mengangkat 
anggota Dewan Pengawas dari unsur 
profesional dalam jangka waktu paling 
lama 14 (empat belas) hari kerja ter-
hitung sejak konsultasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (7) selesai dilak-
sanakan.

(9) Dalam hal sesi konsultasi tidak terlaksa-
na sesuai jangka waktu yang ditentukan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (7), 
Presiden menetapkan dan mengangkat 
anggota Dewan Pengawas dari unsur 
profesional dalam jangka waktu paling 
lama 14 (empat belas) hari kerja se-
bagaimana dimaksud pada ayat (8).

(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi 
anggota Dewan Pengawas dari unsur 
profesional diatur dalam Peraturan Pe-
merintah.

(11) Sesama anggota Dewan Pengawas dila-
rang saling memiliki hubungan keluarga 
sampai derajat kedua atau besan den-
gan sesama anggota Dewan Pengawas 
dan/atau dengan anggota Dewan Direk-
tur.

(12) Anggota Dewan Pengawas dari unsur 
profesional diangkat untuk masa jabatan 
5 (lima) tahun dan hanya dapat diangkat 
kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan 
berikutnya.
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(13) Dalam rangka pengangkatan anggota 

Dewan Pengawas dari unsur profesional 
untuk pertama kali, Presiden mene-
tapkan masa jabatan 3 (tiga) anggota 
Dewan Pengawas sebagai berikut:
a. 1 (satu) anggota diangkat untuk 

masa jabatan 5 (lima) tahun;
b. 1 (satu) anggota diangkat untuk 

masa jabatan 4 (empat) tahun; dan
c. 1 (satu) anggota diangkat untuk 

masa jabatan 3 (tiga) tahun.
(14) Dewan Pengawas sebagaimana dimak-

sud pada ayat (1) bertugas melakukan 
pengawasan atas penyelenggaraan Lem-
baga Pengelola Investasi oleh Dewan 
Direktur.

(15) Dalam melaksanakan tugas sebagaima-
na dimaksud pada ayat (14) Dewan 
Pengawas berwenang:
a. menyetujui rencana kerja dan an-

ggaran tahunan beserta indikator 
kinerja utama (key performance 
indicator) yang diusulkan Dewan 
Direktur;

b. melakukan evaluasi pencapaian 
indikator kinerja utama (key perfor-
mance indicator);

c. menerima dan mengevaluasi laporan 
pertanggungjawaban dari Dewan 
Direktur;

d. menyampaikan laporan pertanggu-
ngjawaban Dewan Pengawas dan 
Dewan Direktur kepada Presiden;

e. menetapkan dan mengangkat ang-
gota Dewan Penasihat;

f. mengangkat dan memberhentikan 
Dewan Direktur;

g. menetapkan remunerasi Dewan Pen-
gawas dan Dewan Direktur;

h. mengusulkan peningkatan dan/atau 
pengurangan modal Lembaga kepa-
da Presiden;
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i. menyetujui laporan keuangan tahu-

nan Lembaga;
j. memberhentikan sementara satu 

atau lebih anggota Dewan Direktur 
dan menunjuk pengganti sementara 
untuk Dewan Direktur; dan

k. menyetujui penunjukan auditor 
Lembaga.

(16) Untuk membantu Dewan Pengawas da-
lam melaksanakan tugas dan wewenan-
gnya, Dewan Pengawas dapat memben-
tuk komite.

Pasal 167 
(1) Dewan Direktur sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 165 ayat (3) huruf b ber-
jumlah 5 (lima) orang dari unsur profe-
sional.

(2) Anggota Dewan Direktur sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diangkat dan 
diberhentikan oleh Dewan Pengawas.

(3) Sesama anggota Dewan Direktur dila-
rang saling memiliki hubungan keluarga 
sampai derajat kedua atau besan den-
gan sesama anggota Dewan Direktur 
dan/atau dengan anggota Dewan Pen-
gawas.

(4) Anggota Dewan Direktur diangkat untuk 
masa jabatan 5 (lima) tahun dan hanya 
dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) 
kali masa jabatan berikutnya.

(5) Dalam rangka pengangkatan anggota 
Dewan Direktur untuk pertama kali, 
Dewan Pengawas menetapkan masa ja-
batan 5 (lima) anggota Dewan Direktur 
sebagai berikut:
a. 2 (dua) anggota diangkat untuk 

masa jabatan 5 (lima) tahun;
b. 2 (dua) anggota diangkat untuk 

masa jabatan 4 (empat) tahun; dan
c. 1 (satu) anggota diangkat untuk 

masa jabatan 3 (tiga) tahun.

- Dewan Direktur berjumlah 5 (lima) 
orang dari unsur profesional.

- Anggota Dewan Direktur diangkat dan 
diberhentikan oleh Dewan Pengawas.

- Sesama anggota Dewan Direktur dila-
rang saling memiliki hubungan keluar-
ga sampai derajat kedua atau besan 
dengan sesama anggota Dewan Direk-
tur dan/atau dengan anggota Dewan 
Pengawas.

- Anggota Dewan Direktur diangkat 
untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan 
hanya dapat diangkat kembali untuk 1 
(satu) kali masa jabatan berikutnya.

- Masa jabatan anggota Dewan Direktur
- Tugas Dewan Direktur
- Wewenang Dewan Direktur dalam 

menjalankan tugas
- Dewan Direktur dapat mendelegasikan 

tugas dan/atau wewenang pelaksa-
naan operasional Lembaga Pengelola 
Investasi kepada pegawai Lembaga 
Pengelola Investasi dan/atau pihak lain 
yang khusus ditunjuk untuk itu.

- Pembidangan setiap anggota Dewan 
Direktur ditetapkan oleh Dewan Direk-
tur.
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(6) Dewan Direktur sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) bertugas untuk menye-
lenggarakan pengurusan operasional 
Lembaga Pengelola Investasi.

(7) Dalam menjalankan tugas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (6), Dewan Direktur 
berwenang:
a. merumuskan dan menetapkan kebi-

jakan lembaga;
b. melaksanakan kebijakan dan pengu-

rusan operasional lembaga;
c. menyusun dan mengusulkan remu-

nerasi Dewan Pengawas dan Dewan 
Direktur kepada Dewan Pengawas;

d. menyusun dan mengusulkan ren-
cana kerja dan anggaran tahunan 
beserta indikator kinerja utama (key 
performance indicator) kepada De-
wan Pengawas;

e. menyusun struktur organisasi 
lembaga dan menyelenggarakan 
manajemen kepegawaian terma-
suk pengangkatan, pemberhentian, 
sistem penggajian, remunerasi 
penghargaan, program pensiun dan 
tunjangan hari tua, serta penghas-
ilan lainnya bagi pegawai Lembaga 
Pengelola Investasi; dan

f. mewakili Lembaga Pengelola In-
vestasi di dalam dan di luar penga-
dilan.

(8) Dewan Direktur dapat mendelegasikan 
tugas dan/atau wewenang pelaksanaan 
operasional Lembaga Pengelola Investa-
si kepada pegawai Lembaga Pengelola 
Investasi dan/atau pihak lain yang khu-
sus ditunjuk untuk itu.

(9) Pembidangan setiap anggota Dewan 
Direktur ditetapkan oleh Dewan Direktur.
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Pasal 168 
Untuk dapat diangkat sebagai anggota 
Dewan Pengawas dari unsur profesional 
dan anggota Dewan Direktur, calon anggota 
Dewan Pengawas dari unsur profesional dan 
calon anggota Dewan Direktur harus me-
menuhi persyaratan:

a. warga negara Indonesia;
b. mampu melakukan perbuatan hu-

kum;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. berusia paling tinggi 65 (enam puluh 

lima) tahun pada saat pengangkatan 
pertama;

e. bukan pengurus dan/atau anggota 
partai politik;

f. memiliki pengalaman dan/atau 
keahlian di bidang investasi, 
ekonomi, keuangan, perbankan, 
hukum, dan/atau organisasi perusa-
haan;

g. tidak pernah dipidana penjara kare-
na melakukan tindak pidana kejaha-
tan;

h. tidak pernah dinyatakan pailit atau 
tidak pernah menjadi pengurus pe-
rusahaan yang menyebabkan peru-
sahaan tersebut pailit; dan

i. tidak dinyatakan sebagai orang 
perseorangan yang tercela di bidang 
investasi dan bidang lainnya ber-
dasarkan peraturan perundang-un-
dangan.

Persyaratan Untuk dapat diangkat se-
bagai anggota Dewan Pengawas dari 
unsur profesional dan anggota Dewan 
Direktur, calon anggota Dewan Pengawas 
dari unsur profesional dan calon anggota 
Dewan Direktur

Pasal 169
(1) Dalam hal diperlukan, Lembaga Penge-

lola Investasi dapat membentuk Dewan 
Penasihat untuk memberikan saran dan 
bimbingan kepada Lembaga Pengelola 
Investasi dalam hal terkait investasi.

(2) Anggota Dewan Penasihat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diangkat dan 
diberhentikan oleh Dewan Pengawas.

- Jika diperlukan, Lembaga Pengelola 
Investasi dapat membentuk Dewan 
Penasihat

- Anggota Dewan Penasihat diangkat 
dan diberhentikan oleh Dewan Penga-
was
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Pasal 170
(1) Modal awal Lembaga Pengelola Investasi 

dapat berupa:
a. dana tunai;
b. barang milik negara;
c. piutang negara pada badan usaha 

milik negara atau perseroan terba-
tas; dan/atau

d. saham milik negara pada badan 
usaha milik negara atau perseroan 
terbatas.

(2) Modal awal Lembaga Pengelola In-
vestasi ditetapkan paling sedikit 
Rp15.000.000.000.000,00 (lima belas 
triliun rupiah) berupa dana tunai.

(3) Dalam hal modal Lembaga Pengelola 
Investasi berkurang secara signifikan, 
Pemerintah dapat menambah kembali 
modal Lembaga Pengelola Investasi.

(4) Penyertaan modal awal sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan den-
gan Peraturan Pemerintah.

- Modal awal Lembaga Pengelola In-
vestasi

- Modal awal Lembaga Pengelola In-
vestasi ditetapkan paling sedikit 
Rp15.000.000.000.000,00 (lima belas 
triliun rupiah) berupa dana tunai.

- Dalam hal modal Lembaga Pengelola 
Investasi berkurang secara signifikan, 
Pemerintah dapat menambah kembali 
modal Lembaga Pengelola Investasi.

- Penyertaan modal awal ditetapkan den-
gan Peraturan Pemerintah

Pasal 171
(1) Lembaga Pengelola Investasi yang 

dibentuk dengan undang-undang ini 
hanya dapat dibubarkan dengan un-
dang-undang. 

(2) Pembinaan Lembaga Pengelola Investasi 
dilaksanakan oleh Menteri Keuangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Lem-
baga Pengelola Investasi diatur dalam 
Peraturan Pemerintah.

- Lembaga Pengelola Investasi yang 
dibentuk dengan undang-undang ini 
hanya dapat dibubarkan dengan un-
dang-undang.

- Pembinaan Lembaga Pengelola In-
vestasi dilaksanakan oleh Menteri 
Keuangan.

- Ketentuan lebih lanjut mengenai Lem-
baga Pengelola Investasi diatur dalam 
Peraturan Pemerintah. 

Pasal 172
(1) Lembaga Pengelola Investasi dapat 

melakukan transaksi baik langsung mau-
pun tidak langsung dengan entitas yang 
dimilikinya.

(2) Perlakuan perpajakan atas transaksi 
yang melibatkan Lembaga Pengelola 
Investasi dan/atau entitas yang dimilik-
inya, termasuk transaksi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), diatur dengan 
atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

- Transaksi Lembaga Pengelola Investasi
- Perlakuan perpajakan atas transaksi 

yang melibatkan Lembaga Pengelola 
Investasi dan/atau entitas yang dimilik-
inya, diatur dengan atau berdasarkan 
Peraturan Pemerintah.
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Pasal 173
(1) Pemerintah Pusat atau Pemerintah 

Daerah sesuai dengan kewenangannya 
berdasarkan norma, standar, prosedur, 
dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemer-
intah Pusat bertanggung jawab dalam 
menyediakan lahan dan Perizinan Beru-
saha bagi proyek strategis nasional dari 
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, 
Badan Usaha Milik Negara, atau Badan 
Usaha Milik Daerah.

(2) Dalam hal pengadaan tanah belum 
dapat dilaksanakan oleh Pemerintah 
Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai 
dengan kewenangannya berdasarkan 
norma, standar, prosedur, dan kriteria 
yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, 
pengadaan tanah untuk proyek strategis 
nasional dapat dilakukan oleh badan 
usaha.

(3) Pengadaan tanah untuk proyek strategis 
nasional sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan den-
gan mempertimbangkan prinsip kemam-
puan keuangan negara dan kesinambun-
gan fiskal.

(4) Dalam hal pengadaan tanah sebagaima-
na dimaksud pada ayat (2) dilakukan 
oleh badan usaha, mekanisme pen-
gadaan tanah dilaksanakan sesuai den-
gan ketentuan peraturan perundang-un-
dangan mengenai pengadaan tanah 
untuk kepentingan umum.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pen-
gadaan tanah dan Perizinan Berusaha 
bagi proyek strategis nasional diatur 
dalam Peraturan Pemerintah.

- Pemerintah Pusat atau Pemerintah 
Daerah bertanggung jawab dalam 
menyediakan lahan dan Perizinan Beru-
saha bagi proyek strategis nasional dari 
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, 
Badan Usaha Milik Negara, atau Badan 
Usaha Milik Daerah.

- Dalam hal pengadaan tanah belum 
dapat dilaksanakan oleh Pemerintah 
Pusat atau Pemerintah Daerah dapat 
dilakukan oleh badan usaha.

- Pengadaan tanah untuk proyek strat-
egis nasional dilaksanakan dengan 
mempertimbangkan prinsip kemam-
puan keuangan negara dan kesinam-
bungan fiskal.

- Dalam hal pengadaan tanah dilaku-
kan oleh badan usaha, mekanisme 
pengadaan tanah dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perun-
dang-undangan mengenai pengadaan 
tanah untuk kepentingan umum.

- Ketentuan lebih lanjut mengenai pen-
gadaan tanah dan Perizinan Berusaha 
bagi proyek strategis nasional diatur 
dalam Peraturan Pemerintah.
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UNDANG-UNDANG YANG DIUBAH:
a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601); dan

b. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

TOPIK UU ADMINISTRASI 
PEMERINTAHAN UU CIPTAKER PENJELASAN

Umum PASAL 174
Dengan berlakunya Undang-Un-
dang ini, kewenangan menteri, 
kepala lembaga, atau Pemerin-
tah Daerah yang telah ditetapkan 
dalam undang-undang untuk 
menjalankan atau membentuk 
peraturan perundang-undangan 
harus dimaknai sebagai pelaksa-
naan kewenangan Presiden.

Definisi PASAL 1
Dalam Undang-Undang ini yang 
dimaksud dengan:
1.  Administrasi Pemerintahan 

adalah tata laksana dalam 
pengambilan keputusan dan/
atau tindakan oleh badan 
dan/atau pejabat pemerin-
tahan.

2.  Fungsi Pemerintahan adalah 
fungsi dalam melaksanakan 
Administrasi Pemerintahan 
yang meliputi fungsi penga-
turan, pelayanan, pemban-
gunan, pemberdayaan, dan 
pelindungan.

3.  Badan dan/atau Pejabat 
Pemerintahan adalah unsur 
yang melaksanakan Fung-
si Pemerintahan, baik di 
lingkungan pemerintah mau-
pun penyelenggara negara 
lainnya.

Pasal 175 angka 1
Dalam Undang-Undang ini yang 

dimaksud dengan:
1. Administrasi Pemerintahan 

adalah tata laksana dalam 
pengambilan keputusan dan/
atau tindakan oleh badan 
dan/atau pejabat pemerin-
tahan.

2.  Fungsi Pemerintahan adalah 
fungsi dalam melaksanakan 
Administrasi Pemerintahan 
yang meliputi fungsi penga-
turan, pelayanan, pemban-
gunan, pemberdayaan, dan 
pelindungan.

3.  Badan dan/atau Pejabat 
Pemerintahan adalah unsur 
yang melaksanakan Fung-
si Pemerintahan, baik di 
lingkungan pemerintah mau-
pun penyelenggara negara 
lainnya.

Terjadi perubahan 
dalam Pasal 1 UUAP 
yaitu penambahan pasal 
19A mengenai definisi 
standar. 
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4. Atasan Pejabat adalah atasan 
pejabat langsung yang mem-
punyai kedudukan dalam 
organisasi atau strata pe-
merintahan yang lebih tinggi.

5. Wewenang adalah hak yang 
dimiliki oleh Badan dan/
atau Pejabat Pemerintahan 
atau penyelenggara negara 
lainnya untuk mengambil 
keputusan dan/atau tinda-
kan dalam penyelenggaraan 
pemerintahan.

6. Kewenangan Pemerintahan 
yang selanjutnya disebut Ke-
wenangan adalah kekuasaan 
Badan dan/atau Pejabat 
Pemerintahan atau penye-
lenggara negara lainnya 
untuk bertindak dalam ranah 
hukum publik.

7. Keputusan Administrasi Pe-
merintahan yang juga dise-
but Keputusan Tata Usaha 
Negara atau Keputusan 
Administrasi Negara yang 
selanjutnya disebut Keputu-
san adalah ketetapan tertulis 
yang dikeluarkan oleh Badan 
dan/atau Pejabat Pemerin-
tahan dalam penyelengga-
raan pemerintahan.

8. Tindakan Administrasi Pemer-
intahan yang selanjutnya 
disebut Tindakan adalah 
perbuatan Pejabat Pemer-
intahan atau penyeleng-
gara negara lainnya untuk 
melakukan dan/atau tidak 
melakukan perbuatan konk-
ret dalam rangka penyeleng-
garaan pemerintahan.

4. Atasan Pejabat adalah atasan 
pejabat langsung yang mem-
punyai kedudukan dalam 
organisasi atau strata pe-
merintahan yang lebih tinggi.

5. Wewenang adalah hak yang 
dimiliki oleh Badan dan/
atau Pejabat Pemerintahan 
atau penyelenggara negara 
lainnya untuk mengambil 
keputusan dan/atau tinda-
kan dalam penyelenggaraan 
pemerintahan.

6. Kewenangan Pemerintahan 
yang selanjutnya disebut Ke-
wenangan adalah kekuasaan 
Badan dan/atau Pejabat 
Pemerintahan atau penye-
lenggara negara lainnya 
untuk bertindak dalam ranah 
hukum publik.

7. Keputusan Administrasi Pe-
merintahan yang juga dise-
but Keputusan Tata Usaha 
Negara atau Keputusan 
Administrasi Negara yang 
selanjutnya disebut Keputu-
san adalah ketetapan tertulis 
yang dikeluarkan oleh Badan 
dan/atau Pejabat Pemerin-
tahan dalam penyelengga-
raan pemerintahan.

8. Tindakan Administrasi Pemer-
intahan yang selanjutnya 
disebut Tindakan adalah 
perbuatan Pejabat Pemer-
intahan atau penyeleng-
gara negara lainnya untuk 
melakukan dan/atau tidak 
melakukan perbuatan konk-
ret dalam rangka penyeleng-
garaan pemerintahan.
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9. Diskresi adalah Keputusan 
dan/atau Tindakan yang 
ditetapkan dan/atau dilaku-
kan oleh Pejabat Pemer-
intahan untuk mengatasi 
persoalan konkret yang 
dihadapi dalam penyeleng-
garaan pemerintahan dalam 
hal peraturan perundang-un-
dangan yang memberikan 
pilihan, tidak mengatur, tidak 
lengkap atau tidak jelas, 
dan/atau adanya stagnasi 
pemerintahan.

10. Bantuan Kedinasan adalah 
kerja sama antara Badan 
dan/atau Pejabat Pemer-
intahan guna kelancaran 
pelayanan Administrasi Pe-
merintahan di suatu instansi 
pemerintahan yang membu-
tuhkan.

11. Keputusan Berbentuk Elek-
tronis adalah Keputusan 
yang dibuat atau disam-
paikan dengan menggu-
nakan atau memanfaatkan 
media elektronik.

12. Legalisasi adalah pernyata-
an Badan dan/atau Pejabat 
Pemerintahan mengenai ke-
absahan suatu salinan surat 
atau dokumen Administrasi 
Pemerintahan yang dinya-
takan sesuai dengan aslinya.

9. Diskresi adalah Keputusan 
dan/atau Tindakan yang 
ditetapkan dan/atau dilaku-
kan oleh Pejabat Pemer-
intahan untuk mengatasi 
persoalan konkret yang 
dihadapi dalam penyeleng-
garaan pemerintahan dalam 
hal peraturan perundang-un-
dangan yang memberikan 
pilihan, tidak mengatur, tidak 
lengkap atau tidak jelas, 
dan/atau adanya stagnasi 
pemerintahan.

10. Bantuan Kedinasan adalah 
kerja sama antara Badan 
dan/atau Pejabat Pemer-
intahan guna kelancaran 
pelayanan Administrasi Pe-
merintahan di suatu instansi 
pemerintahan yang membu-
tuhkan.

11. Keputusan Berbentuk Elek-
tronis adalah Keputusan 
yang dibuat atau disam-
paikan dengan menggu-
nakan atau memanfaatkan 
media elektronik.

12. Legalisasi adalah pernyata-
an Badan dan/atau Pejabat 
Pemerintahan mengenai ke-
absahan suatu Salinan surat 
atau dokumen Administrasi 
Pemerintahan yang dinya-
takan sesuai dengan aslinya.
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13. Sengketa Kewenangan 
adalah klaim penggunaan 
Wewenang yang dilakukan 
oleh 2 (dua) Pejabat Pe-
merintahan atau lebih yang 
disebabkan oleh tumpang 
tindih atau tidak jelasnya 
Pejabat Pemerintahan yang 
berwenang menangani suatu 
urusan pemerintahan.

14. Konflik Kepentingan adalah 
kondisi Pejabat Pemerintah-
an yang memiliki kepentin-
gan pribadi untuk mengun-
tungkan diri sendiri dan/atau 
orang lain dalam penggu-
naan Wewenang sehingga 
dapat mempengaruhi netral-
itas dan kualitas Keputusan 
dan/atau Tindakan yang dib-
uat dan/atau dilakukannya.

15. Warga Masyarakat ada-
lah seseorang atau badan 
hukum perdata yang terkait 
dengan Keputusan dan/atau 
Tindakan.

16. Upaya Administratif adalah 
proses penyelesaian sengke-
ta yang dilakukan dalam 
lingkungan Administrasi 
Pemerintahan sebagai akibat 
dikeluarkannya Keputusan 
dan/atau Tindakan yang 
merugikan.

17. Asas-asas Umum Pemerin-
tahan yang Baik yang selan-
jutnya disingkat AUPB adalah 
prinsip yang digunakan 
sebagai acuan penggunaan 
Wewenang bagi Pejabat 
Pemerintahan dalam menge-
luarkan Keputusan dan/atau 
Tindakan dalam penyeleng-
garaan pemerintahan.

13. Sengketa Kewenangan 
adalah klaim penggunaan 
Wewenang yang dilakukan 
oleh 2 (dua) Pejabat Pe-
merintahan atau lebih yang 
disebabkan oleh tumpang 
tindih atau tidak jelasnya 
Pejabat Pemerintahan yang 
berwenang menangani suatu 
urusan pemerintahan.

14. Konflik Kepentingan adalah 
kondisi Pejabat Pemerintah-
an yang memiliki kepentin-
gan pribadi untuk mengun-
tungkan diri sendiri dan/atau 
orang lain dalam penggu-
naan Wewenang sehingga 
dapat mempengaruhi netral-
itas dan kualitas Keputusan 
dan/atau Tindakan yang dib-
uat dan/atau dilakukannya.

15. Warga Masyarakat ada-
lah seseorang atau badan 
hukum perdata yang terkait 
dengan Keputusan dan/atau 
Tindakan.

16. Upaya Administratif adalah 
penyelesaian sengketa yang 
dilakukan dalam lingkungan 
Administrasi Pemerintahan 
sebagai akibat dikeluarkan-
nya Keputusan dan/atau 
Tindakan yang merugikan.

17. Asas-asas Umum Pemerin-
tahan yang Baik yang selan-
jutnya disingkat AUPB adalah 
prinsip yang digunakan 
sebagai acuan penggunaan 
Wewenang bagi Pejabat 
Pemerintahan dalam menge-
luarkan Keputusan dan/atau 
Tindakan dalam penyeleng-
garaan pemerintahan.
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18. Pengadilan adalah Penga-
dilan Tata Usaha Negara.

19. Izin adalah Keputusan Pe-
jabat Pemerintahan yang 
berwenang sebagai wujud 
persetujuan atas permohon-
an Warga Masyarakat sesuai 
dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

20. Konsesi adalah Keputusan 
Pejabat Pemerintahan yang 
berwenang sebagai wujud 
persetujuan dari kesepaka-
tan Badan dan/atau Pejabat 
Pemerintahan dengan selain 
Badan dan/atau Pejabat 
Pemerintahan dalam penge-
lolaan fasilitas umum dan/
atau sumber daya alam dan 
pengelolaan lainnya sesuai 
dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

21. Dispensasi adalah Keputusan 
Pejabat Pemerintahan yang 
berwenang sebagai wujud 
persetujuan atas permohon-
an Warga Masyarakat yang 
merupakan pengecualian 
terhadap suatu larangan 
atau perintah sesuai dengan 
ketentuan peraturan perun-
dang-undangan.

18. Pengadilan adalah Penga-
dilan Tata Usaha Negara.

19. Izin adalah Keputusan Pe-
jabat Pemerintahan yang 
berwenang sebagai wujud 
persetujuan atas permohon-
an Warga Masyarakat sesuai 
dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

19a. Standar adalah Keputusan 
Pejabat Pemerintahan yang 
berwenang atau Lembaga 
yang diakui oleh Pemerintah 
Pusat sebagai wujud per-
setujuan atas pernyataan 
untuk pemenuhan seluruh 
persyaratan yang ditetapkan 
sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undan-
gan.

20. Konsesi adalah Keputusan 
Pejabat Pemerintahan yang 
berwenang sebagai wujud 
persetujuan dari kesepaka-
tan Badan dan/atau Pejabat 
Pemerintahan dengan selain 
Badan dan/atau Pejabat 
Pemerintahan dalam penge-
lolaan fasilitas umum dan/
atau sumber daya alam dan 
pengelolaan lainnya sesuai 
dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

21. Dispensasi adalah Keputusan 
Pejabat Pemerintahan yang 
berwenang sebagai wujud 
persetujuan atas permohon-
an Warga Masyarakat yang 
merupakan pengecualian 
terhadap suatu larangan 
atau perintah sesuai dengan 
ketentuan peraturan perun-
dang-undangan.
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22. Atribusi adalah pemberian 
Kewenangan kepada Badan 
dan/atau Pejabat Pemerin-
tahan oleh Undang-Undang 
Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 atau 
Undang-Undang.

23. Delegasi adalah pelimpah-
an Kewenangan dari Badan 
dan/atau Pejabat Pemerin-
tahan yang lebih tinggi kepa-
da Badan dan/atau Pejabat 
Pemerintahan yang lebih 
rendah dengan tanggung 
jawab dan tanggung gugat 
beralih sepenuhnya kepada 
penerima delegasi.

24. Mandat adalah pelimpahan 
Kewenangan dari Badan 
dan/atau Pejabat Pemerin-
tahan yang lebih tinggi kepa-
da Badan dan/atau Pejabat 
Pemerintahan yang lebih 
rendah dengan tanggung 
jawab dan tanggung gugat 
tetap berada pada pemberi 
mandat.

25. Menteri adalah menteri yang 
menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang 
pendayagunaan aparatur 
negara.

22. Atribusi adalah pemberian 
Kewenangan kepada Badan 
dan/atau Pejabat Pemerin-
tahan oleh Undang-Undang 
Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 atau 
Undang-Undang.

23. Delegasi adalah pelimpah-
an Kewenangan dari Badan 
dan/atau Pejabat Pemerin-
tahan yang lebih tinggi kepa-
da Badan dan/atau Pejabat 
Pemerintahan yang lebih 
rendah dengan tanggung 
jawab dan tanggung gugat 
beralih sepenuhnya kepada 
penerima delegasi.

24. Mandat adalah pelimpahan 
Kewenangan dari Badan 
dan/atau Pejabat Pemerin-
tahan yang lebih tinggi kepa-
da Badan dan/atau Pejabat 
Pemerintahan yang lebih 
rendah dengan tanggung 
jawab dan tanggung gugat 
tetap berada pada pemberi 
mandat.

25. Menteri adalah menteri yang 
menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang 
pendayagunaan aparatur 
negara.

Syarat 
diskresi

PASAL 24
Pejabat Pemerintahan yang 
menggunakan Diskresi harus 
memenuhi syarat:
a. sesuai dengan tujuan 

Diskresi sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 22 ayat (2);

b. tidak bertentangan dengan 
ketentuan peraturan perun-
dang-undangan;

c. sesuai dengan AUPB;
d. berdasarkan alasan-alasan 

yang objektif;
e. tidak menimbulkan Konflik 

Kepentingan; dan
f. dilakukan dengan iktikad 

baik.

PASAL 24
Pejabat Pemerintahan yang 
menggunakan Diskresi harus 
memenuhi syarat:
a. sesuai dengan tujuan 

Diskresi sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 22 ayat (2);

b. sesuai dengan AUPB;
c. berdasarkan alasan-alasan 

yang objektif;
d. tidak menimbulkan Konflik 

Kepentingan; dan
e. dilakukan dengan iktikad 

baik.

Terjadi penambahan 
huruf yang merubah 
ketentuan Pasal 24 
huruf b UUAP yaitu 
“tidak bertentangan 
dengan ketentuan pera-
turan perundang-undan-
gan”. 
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Keputu-
san ber-
bentuk 
elektronis

PASAL 38
(1) Pejabat dan/atau Badan 

Pemerintahan dapat mem-
buat Keputusan Berbentuk 
Elektronis.

(2) Keputusan Berbentuk Elek-
tronis wajib dibuat atau 
disampaikan apabila Kepu-
tusan tidak dibuat atau tidak 
disampaikan secara tertulis.

(3) Keputusan Berbentuk Elek-
tronis berkekuatan hukum 
sama dengan Keputusan 
yang tertulis dan berlaku 
sejak diterimanya Keputusan 
tersebut oleh pihak yang 
bersangkutan.

(4) Jika Keputusan dalam bentuk 
tertulis tidak disampaikan, 
maka yang berlaku adalah 
Keputusan dalam bentuk 
elektronis.

(5) Dalam hal terdapat per-
bedaan antara Keputusan 
dalam bentuk elektronis dan 
Keputusan dalam bentuk 
tertulis, yang berlaku adalah 
Keputusan dalam bentuk 
tertulis.

(6) Keputusan yang mengakibat-
kan pembebanan keuangan 
negara wajib dibuat dalam 
bentuk tertulis.

PASAL 38
(1) Pejabat dan/atau Badan 

Pemerintahan dapat mem-
buat Keputusan Berbentuk 
Elektronis.

(2) Keputusan Berbentuk Elektro-
nis wajib dibuat atau disam-
paikan terhadap Keputusan 
yang diproses oleh sistem 
elektronik yang ditetapkan 
Pemerintah Pusat.

(3) Keputusan Berbentuk Elek-
tronis berkekuatan hukum 
sama dengan Keputusan 
yang tertulis dan berlaku 
sejak diterimanya Keputusan 
tersebut oleh pihak yang 
bersangkutan.

(4) Dalam hal Keputusan dibuat 
dalam bentuk elektronis, ti-
dak dibuat Keputusan dalam 
bentuk tertulis.

1. Terjadi perubah-
an dalam Pasal 38 
ayat (2) UUAP yang 
menjadi ketentuan 
Pasal 38 ayat (4) UU 
Ciptaker yaitu dib-
uatnya keputusan 
berbentuk elektronis 
mengakibatkan tidak 
dibuatnya keputusan 
tertulis.

2. Terjadi penambahan 
ketentuan keputusan 
berbentuk elektronis 
wajib dibuat atau dis-
ampaikan oleh sistem 
elektronik yang 
ditetapkan Pemerin-
tah Pusat.

3. dihapus ketentuan 
dalam Pasal 38 ayat 
(4), (5) dan (6)

4. Pasal 38 ayat (1) 
dalam UU Ciptaker 
menjelaskan bahwa 
Prosedur penggu-
naan Keputusan 
Berbentuk Elektronis 
berpedoman pada 
ketentuan peraturan 
perundang-undan-
gan yang mengatur 
tentang informasi dan 
transaksi elektronik.
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Izin, 
standar, 
dispen-
sasi dan 
konsesi

PASAL 39
(1) Pejabat Pemerintahan yang 

berwenang dapat menerbit-
kan Izin, Dispensasi, dan/
atau Konsesi dengan berpe-
doman pada AUPB dan ber-
dasarkan ketentuan peratur-
an perundang-undangan.

(2) Keputusan Badan dan/atau 
Pejabat Pemerintahan ber-
bentuk Izin apabila:
a. diterbitkan persetujuan 

sebelum kegiatan dilak-
sanakan; dan

b. kegiatan yang akan dilak-
sanakan merupakan ke-
giatan yang memerlukan 
perhatian khusus dan/
atau memenuhi keten-
tuan peraturan perun-
dang-undangan.

(3) Keputusan Badan dan/atau 
Pejabat Pemerintahan ber-
bentuk Dispensasi apabila:
a. diterbitkan persetujuan 

sebelum kegiatan dilak-
sanakan; dan

b. kegiatan yang akan 
dilaksanakan merupakan 
kegiatan pengecualian 
terhadap suatu larangan 
atau perintah.

(4) Keputusan Badan dan/atau 
Pejabat Pemerintahan ber-
bentuk Konsesi apabila:
a.   diterbitkan persetujuan 

sebelum kegiatan dilak-
sanakan;

PASAL 39
(1) Pejabat Pemerintahan yang 

berwenang dapat menerbit-
kan Izin, Standar, Dispensa-
si, dan/atau Konsesi dengan 
berpedoman pada AUPB dan 
berdasarkan ketentuan pera-
turan perundang-undangan.

(2) Keputusan Badan dan/atau 
Pejabat Pemerintahan ber-
bentuk Izin apabila:
a. persetujuan diterbitkan 

sebelum kegiatan dilak-
sanakan; dan

b. kegiatan yang akan dilak-
sanakan merupakan ke-
giatan yang memerlukan 
perhatian khusus dan/
atau memenuhi keten-
tuan peraturan perun-
dang-undangan.

(3) Keputusan Badan dan/atau 
Pejabat Pemerintahan ber-
bentuk Standar apabila:
a. persetujuan diterbitkan 

sebelum kegiatan dilak-
sanakan; dan

b. kegiatan yang akan 
dilaksanakan merupa-
kan kegiatan telah yang 
terstandardisasi.

(4) Keputusan Badan dan/atau 
Pejabat Pemerintahan ber-
bentuk Dispensasi apabila:
a.   persetujuan diterbitkan 

sebelum kegiatan dilak-
sanakan; dan

1. terjadi penambahan 
ketentuan Pasal 39 
ayat (1) yaitu pejabat 
pemerintahan yang 
berwenang dapat 
menerbitkan Standar 
berdasarkan ketentu-
an peraturan perun-
dang-undangan.

2. penambahan keten-
tuan dalam Pasal 39 
ayat (3) huruf b UU 
AP dalam UU Ciptak-
er yaitu mengatur 
ketentuan keputu-
san badan dan/atau 
pejabat pemerintahan 
berbentuk Standar. 

3. Penambahan keten-
tuan dalam Pasal 39 
ayat (7) Standar ber-
laku sejak pemohon 
menyatakan komit-
men pemenuhan 
elemen standar.
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b.   persetujuan diperoleh 
berdasarkan kesepa-
katan Badan dan/atau 
Pejabat Pemerintahan 
dengan pihak Badan Us-
aha Milik Negara, Badan 
Usaha Milik Daerah, dan/
atau swasta; dan

c.   kegiatan yang akan 
dilaksanakan merupakan 
kegiatan yang memerlu-
kan perhatian khusus.

(5) Izin, Dispensasi, atau Konsesi 
yang diajukan oleh pemohon 
wajib diberikan persetu-
juan atau penolakan oleh 
Badan dan/atau Pejabat 
Pemerintahan paling lama 
10 (sepuluh) hari kerja sejak 
diterimanya permohonan, 
kecuali ditentukan lain dalam 
ketentuan peraturan perun-
dang-undangan.

(6) Izin, Dispensasi, atau Konsesi 
tidak boleh menyebabkan 
kerugian negara.

b.   kegiatan yang akan 
dilaksanakan merupakan 
kegiatan pengecualian 
terhadap suatu larangan 
atau perintah.

(5) Keputusan Badan dan/atau 
Pejabat Pemerintahan ber-
bentuk Konsesi apabila:
a. persetujuan diterbitkan 

sebelum kegiatan dilak-
sanakan;

b. persetujuan diperoleh ber-
dasarkan kesepakatan 
Badan dan/atau Pejabat 
Pemerintahan dengan 
pihak Badan Usaha Milik 
Negara, Badan Usaha 
Milik Daerah, dan/atau 
swasta; dan

c. kegiatan yang akan dilak-
sanakan merupakan ke-
giatan yang memerlukan 
perhatian khusus.

(6) Izin, Dispensasi, atau Konsesi 
yang diajukan oleh pemohon 
wajib diberikan persetu-
juan atau penolakan oleh 
Badan dan/atau Pejabat 
Pemerintahan paling lama 
10 (sepuluh) hari kerja sejak 
diterimanya permohonan, 
kecuali ditentukan lain dalam 
ketentuan peraturan perun-
dangundangan.

(7) Standar berlaku sejak pemo-
hon menyatakan komitmen 
pemenuhan elemen standar.

(8) Izin, Dispensasi, atau Konsesi 
tidak boleh menyebabkan 
kerugian negara.
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PASAL 39A
(1) Badan dan/atau Pejabat Pe-

merintahan wajib melakukan 
pembinaan dan pengawasan 
atas pelaksanaan Izin, Stan-
dar, Dispensasi, dan/atau 
Konsesi.

(2) Pembinaan dan pengawasan 
terhadap Izin, Standar, Dis-
pensasi, dan/atau Konsesi 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat dikerjasa-
makan dengan atau dilaku-
kan oleh profesi yang memi-
liki sertifikat keahlian sesuai 
dengan bidang pengawasan.

(3) Ketentuan mengenai jenis, 
bentuk, dan mekanisme 
pembinaan dan pengawasan 
atas Izin, Standar, Dispen-
sasi, dan/atau Konsesi yang 
dapat dilakukan oleh profesi 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) diatur dalam Pera-
turan Presiden.

1. Penambahan Pas-
al 39A dalam UU 
AP yang mengatur 
ketentuan pembinaan 
dilakukan oleh badan 
dan/atau pejabat 
pemerintahan.

2. Ketentuan pembinaan 
dan pengawasan 
dapat bekerjasama 
dengan atau dilaku-
kan oleh profesi yang 
bersertifikat keahlian 
sesuai bidang penga-
wasan.

3. ketentuan mekanisme 
pembinaan dan pen-
gawasan diatur lebih 
lanjut dengan Pera-
turan Presiden.

Batas 
waktu 
mene-
tapkan 
dan/atau 
melaku-
kan kepu-
tusan 
dan/atau 
tindakan

PASAL 53
(1) Batas waktu kewajiban un-

tuk menetapkan dan/atau 
melakukan Keputusan dan/
atau Tindakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perun-
dang-undangan.

(2) Jika ketentuan peraturan 
perundang-undangan tidak 
menentukan batas waktu 
kewajiban sebagaimana di-
maksud pada ayat (1), maka 
Badan dan/atau Pejabat 
Pemerintahan wajib mene-
tapkan dan/atau melakukan 
Keputusan dan/atau Tin-
dakan dalam waktu paling 
lama 10 (sepuluh) hari kerja 
setelah permohonan diterima 
secara lengkap oleh Badan 
dan/atau Pejabat Pemerin-
tahan.

PASAL 53
(1) Batas waktu kewajiban un-

tuk menetapkan dan/atau 
melakukan Keputusan dan/
atau Tindakan diberikan ses-
uai dengan ketentuan pera-
turan perundang-undangan.

(2) Jika ketentuan peraturan pe-
rundang-undangan tidak me-
nentukan batas waktu kewa-
jiban sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Badan dan/
atau Pejabat Pemerintahan 
wajib menetapkan dan/atau 
melakukan Keputusan dan/
atau Tindakan dalam waktu 
paling lama 5 (lima) hari 
kerja setelah permohonan 
diterima secara lengkap oleh 
Badan dan/atau Pejabat 
Pemerintahan.

1. terjadi perubahan 
ketentuan dalam Pas-
al 53 ayat (2) yang 
merubah ketentuan 
waktu penetapan 
sebagaimana diatur 
dalam Pasal 53 ayat 
(1) dari 10 hari kerja 
menjadi 5 hari kerja.

2. ketentuan Pasal  53 
ayat (3) UUAP menja-
di ketentuan Pasal 53 
ayat (4) UU Ciptaker

3. dihapus ketentuan 
Pasal 53 ayat (4), (5), 
(6) UU AP

4. ketentuan bentuk 
penetapan Keputusan 
dan/atau Tindakan 
yang dianggap dik-
abulkan diatur lebih 
lanjut dalam Peratur-
an Presiden
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(3) Apabila dalam batas wak-
tu sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), Badan dan/
atau Pejabat Pemerintahan 
tidak menetapkan dan/atau 
melakukan Keputusan dan/
atau Tindakan, maka per-
mohonan tersebut dianggap 
dikabulkan secara hukum.

(4) Pemohon mengajukan per-
mohonan kepada Pengadilan 
untuk memperoleh putusan 
penerimaan permohonan 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3).

(5) Pengadilan wajib memutus-
kan permohonan sebagaima-
na dimaksud pada ayat (4) 
paling lama 21 (dua puluh 
satu) hari kerja sejak permo-
honan diajukan.

(6) Badan dan/atau Pejabat Pe-
merintahan wajib menetap-
kan Keputusan untuk melak-
sanakan putusan Pengadilan 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5) paling lama 5 (lima) 
hari kerja sejak putusan Pen-
gadilan ditetapkan.

(3) Dalam hal permohonan 
diproses melalui sistem 
elektronik dan seluruh 
persyaratan dalam sistem 
elektronik telah terpenuhi, 
sistem elektronik menetap-
kan Keputusan dan/atau 
Tindakan sebagai Keputusan 
atau Tindakan Badan atau 
Pejabat Pemerintahan yang 
berwenang.

(4) Apabila dalam batas wak-
tu sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), Badan dan/
atau Pejabat Pemerintahan 
tidak menetapkan dan/atau 
melakukan Keputusan dan/
atau Tindakan, permohonan 
dianggap dikabulkan secara 
hukum.

(5) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai bentuk peneta-
pan Keputusan dan/atau 
Tindakan yang dianggap 
dikabulkan secara hukum 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) diatur dalam Pera-
turan Presiden.

TOPIK UU PEMERINTAHAN 
DAERAH UU CIPTAKER PENJELASAN

Norma, 
standar, 
prosedur 
dan krite-
ria dalam 
penyeleng-
garaan 
urusan pe-
merintahan 
konkuren

PASAL 16
(1) Pemerintah Pusat dalam 

menyelenggarakan urusan 
pemerintahan konkuren se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9 ayat (3) berwenang 
untuk: 

a. menetapkan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria dalam 
rangka penyelenggaraan 
Urusan Pemerintahan; dan 

b. melaksanakan pembinaan 
dan pengawasan terhadap 
penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah. 

PASAL 16
(1) Pemerintah Pusat dalam 

menyelenggarakan urusan 
pemerintahan konkuren se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9 ayat (3) berwenang 
untuk: 

a. menetapkan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria dalam 
rangka penyelenggaraan 
Urusan Pemerintahan; dan 

b. melaksanakan pembinaan 
dan pengawasan terhadap 
penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah. 

Penghapusan ayat (2), 
terdapat penambah-
an diayat (4) terkait 
pendelegasian pera-
turan kepada kepala 
daerah dengan perda. 
Kemudian kewenangan 
tersebut dibantu oleh 
kementerian dan Lem-
baga pemerintah non 
kementerian.
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(2) Norma, standar, prosedur, 
dan kriteria sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
huruf a berupa ketentuan 
peraturan perundang-undan-
gan yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat sebagai 
pedoman dalam penyeleng-
garaan urusan pemerintahan 
konkuren yang menjadi ke-
wenangan Pemerintah Pusat 
dan yang menjadi kewenan-
gan Daerah. 

(3) Kewenangan Pemerintah Pu-
sat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilaksanakan 
oleh kementerian dan lem-
baga pemerintah nonkemen-
terian. 

(4) Pelaksanaan kewenangan 
yang dilakukan oleh lembaga 
pemerintah nonkementeri-
an sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) harus dikoordi-
nasikan dengan kementerian 
terkait. 

(5) Penetapan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a dilakukan 
paling lama 2 (dua) tahun 
terhitung sejak peraturan 
pemerintah mengenai pelak-
sanaan urusan pemerintahan 
konkuren diundangkan.

(2) Penetapan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a mengacu 
atau mengadopsi praktik 
yang baik (good practices). 

(3) Norma, standar, prosedur, 
dan kriteria sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
huruf a berbentuk ketentuan 
peraturan perundang-undan-
gan yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat sebagai 
aturan pelaksanaan dalam 
penyelenggaraan urusan 
pemerintahan konkuren yang 
menjadi kewenangan Pemer-
intah Pusat dan yang menja-
di kewenangan Pemerintah 
Daerah. 

(4) Pemerintah Pusat dapat 
mendelegasikan peraturan 
pelaksanaan norma, stan-
dar, prosedur, dan kriteria 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) kepada kepala daer-
ah yang ditetapkan dengan 
Peraturan Kepala Daerah. 

(5) Kewenangan Pemerintah 
Pusat sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) huruf b 
dibantu oleh kementerian 
dan lembaga pemerintah 
nonkementerian. 
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(6) Pelaksanaan kewenangan 
yang dilakukan oleh lembaga 
pemerintah nonkementeri-
an sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5) harus dikoordi-
nasikan dengan kementerian 
terkait. 

(7) Penetapan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a dilakukan 
paling lama 2 (dua) tahun 
terhitung sejak peraturan 
pemerintah mengenai pelak-
sanaan urusan pemerintahan 
konkuren diundangkan. 

Larangan 
muatan 
perda dan 
perkada

PASAL 250
(1) Perda dan Perkada se-

bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 249 ayat (1) dan ayat 
(3) dilarang bertentangan 
dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang 
lebih tinggi, kepentingan 
umum, dan/atau kesusilaan. 

(2) Bertentangan dengan 
kepentingan umum se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) meliputi:
a. terganggunya kerukunan 

antarwarga masyarakat;
b. terganggunya akses ter-

hadap pelayanan publik; 
c. terganggunya keten-

teraman dan ketertiban 
umum; 

d. terganggunya kegiatan 
ekonomi untuk mening-
katkan kesejahteraan 
masyarakat; dan/atau

e. diskriminasi terhadap 
suku, agama dan keper-
cayaan, ras, antar-golon-
gan, dan gender.

PASAL 250
Perda dan Perkada sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 249 
ayat (1) dan ayat (3) dilarang 
bertentangan dengan keten-
tuan peraturan perundang-un-
dangan yang lebih tinggi, asas 
pembentukan peraturan perun-
dang-undangan yang baik, asas 
materi muatan peraturan perun-
dang-undangan, dan putusan 
pengadilan.

Penghapusan di ayat (2)
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PASAL 251
(1) Perda Provinsi dan peraturan 

gubernur yang bertentangan 
dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang 
lebih tinggi, kepentingan 
umum, dan/atau kesusilaan 
dibatalkan oleh Menteri. 

(2) Perda Kabupaten/Kota dan 
peraturan bupati/wali kota 
yang bertentangan dengan 
ketentuan peraturan perun-
dangundangan yang lebih 
tinggi, kepentingan umum, 
dan/atau kesusilaan dibatal-
kan oleh gubernur sebagai 
wakil Pemerintah Pusat.

(3) Dalam hal gubernur sebagai 
wakil Pemerintah Pusat 
tidak membatalkan Perda 
Kabupaten/Kota dan/atau 
peraturan bupati/wali kota 
yang bertentangan dengan 
ketentuan peraturan perun-
dang-undangan yang lebih 
tinggi, kepentingan umum, 
dan/atau kesusilaan se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (2), Menteri membatal-
kan Perda Kabupaten/Kota 
dan/atau peraturan bupati/
wali kota. 

(4) Pembatalan Perda Provin-
si dan peraturan gubernur 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditetapkan den-
gan keputusan Menteri dan 
pembatalan Perda Kabu-
paten/Kota dan peraturan 
bupati/wali kota sebagaima-
na dimaksud pada ayat (2) 
ditetapkan dengan keputu-
san gubernur sebagai wakil 
Pemerintah Pusat. 

PASAL 251
Agar tidak bertentangan den-
gan ketentuan peraturan pe-
rundang-undangan yang lebih 
tinggi, asas pembentukan pera-
turan perundang-undangan yang 
baik, asas materi muatan pera-
turan perundang-undangan, dan 
putusan pengadilan, penyusunan 
Perda dan Perkada berkoordi-
nasi dengan kementerian yang 
membidangi urusan pemerintah-
an dalam negeri dan melibatkan 
ahli dan/atau instansi vertikal di 
daerah yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang 
pembentukan peraturan perun-
dang-undangan.

Penyederhanaan. 



1107
P E D O M A N  M E M A H A M I  R U U  O M N I B U S  L A W

DNT LAWYERS

TOPIK UU PEMERINTAHAN 
DAERAH UU CIPTAKER PENJELASAN

(5) Paling lama 7 (tujuh) Hari 
setelah keputusan pembat-
alan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4), kepala daerah 
harus menghentikan pelak-
sanaan Perda dan selanjut-
nya DPRD bersama kepala 
daerah mencabut Perda 
dimaksud. 

(6) Paling lama 7 (tujuh) Hari 
setelah keputusan pembat-
alan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4), kepala daerah 
harus menghentikan pelak-
sanaan Perkada dan selan-
jutnya kepala daerah men-
cabut Perkada dimaksud. 

(7) Dalam hal penyelenggara 
Pemerintahan Daerah provin-
si tidak dapat menerima 
keputusan pembatalan Perda 
Provinsi dan gubernur tidak 
dapat menerima keputusan 
pembatalan peraturan gu-
bernur sebagaimana dimak-
sud pada ayat (4) dengan 
alasan yang dapat dibenar-
kan oleh ketentuan peratur-
an perundang-undangan, 
gubernur dapat mengajukan 
keberatan kepada Presiden 
paling lambat 14 (empat 
belas) Hari sejak keputusan 
pembatalan Perda atau pera-
turan gubernur diterima. 
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(8) Dalam hal penyelenggara 
Pemerintahan Daerah ka-
bupaten/kota tidak dapat 
menerima keputusan pem-
batalan Perda Kabupaten/
Kota dan bupati/wali kota 
tidak dapat menerima kepu-
tusan pembatalan peraturan 
bupati/wali kota sebagaima-
na dimaksud pada ayat (4) 
dengan alasan yang dapat 
dibenarkan oleh ketentuan 
peraturan perundang-un-
dangan, bupati/wali kota 
dapat mengajukan keberatan 
kepada Menteri paling lam-
bat 14 (empat belas) Hari 
sejak keputusan pembatalan 
Perda Kabupaten/Kota atau 
peraturan bupati/wali kota 
diterima.
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Sanksi ad-
ministratif

PASAL 252
(1) Penyelenggara Pemerin-

tahan Daerah provinsi atau 
kabupaten/kota yang masih 
memberlakukan Perda yang 
dibatalkan oleh Menteri 
atau oleh gubernur sebagai 
wakil Pemerintah Pusat se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 251 ayat (4), dikenai 
sanksi. 

(2) Sanksi sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) berupa: 
a. sanksi administratif; 

dan/atau 
b. sanksi penundaan evalu-

asi rancangan Perda; 
(3) Sanksi administratif se-

bagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf a dikenai 
kepada kepala Daerah dan 
anggota DPRD berupa tidak 
dibayarkan hak-hak keuan-
gan yang diatur dalam 
ketentuan peraturan perun-
dang-undangan selama 3 
(tiga) bulan.

PASAL 252
(1) Penyelenggara Pemerin-

tahan Daerah provinsi atau 
kabupaten/kota yang masih 
memberlakukan Perda yang 
tidak sesuai dengan keten-
tuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 250 dikenai 
sanksi. 

(2) Sanksi sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) berupa 
sanksi administratif. 

(3) Sanksi administratif se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dikenakan kepada 
kepala Daerah dan anggota 
DPRD berupa tidak dibayar-
kan hak keuangan selama 
3 (tiga) bulan yang diatur 
dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

(4) Sanksi sebagaimana di-
maksud pada ayat (2) tidak 
diterapkan pada saat penye-
lenggara Pemerintahan 
Daerah masih mengajukan 
keberatan kepada Presiden 
untuk Perda Provinsi dan 
kepada Menteri untuk Perda 
Kabupaten/Kota.

(5)  Dalam hal penyelengga-
ra Pemerintahan Daerah 
provinsi atau kabupaten/kota 
masih memberlakukan Perda 
mengenai pajak daerah dan/
atau retribusi daerah yang 
dibatalkan oleh Menteri atau 
dibatalkan oleh gubernur 
sebagai wakil Pemerin-
tah Pusat, dikenai sanksi 
penundaan atau pemoton-
gan DAU dan/atau DBH bagi 
Daerah bersangkutan.

(4) Dalam hal penyelenggara 
Pemerintahan Daerah provin-
sisatau kabupaten/kota 
masih menetapkan Perda 
mengenai pajak daerah dan/
atau retribusi daerah yang 
tidak mendapatkan nomer 
register, dikenakan sanksi 
penundaan atau pemoton-
gan DAU dan/atau DBH bagi 
Daerah bersangkutan. 
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Rencana 
pembangu-
nan daerah

PASAL 260
(1) Daerah sesuai dengan 

kewenangannya menyusun 
rencana pembangunan Daer-
ah sebagai satu kesatuan 
dalam sistem perencanaan 
pembangunan nasional. 

(2) Rencana pembangunan 
Daerah sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) dikoor-
dinasikan, disinergikan, 
dan diharmonisasikan oleh 
Perangkat Dae

PASAL 260
(1) Daerah sesuai dengan ke-

wenangannya menyusun 
rencana pembangunan 
Daerah sebagai satu kesat-
uan dalam sistem perenca-
naan pembangunan nasional 
di segala bidang kehidupan 
yang berlandaskan pada 
riset dan inovasi nasional 
yang berpedoman pada nilai-
nilai Pancasila. 

(2) Rencana pembangunan 
Daerah sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) dikoor-
dinasikan, disinergikan, 
dan diharmonisasikan oleh 
Perangkat Daerah yang 
membidangi perencanaan 
pembangunan Daerah. 

Insentif an-
ggaran oleh 
pemerintah 
pusat

PASAL 292A
(1) Dalam hal penyederhanaan 

perizinan dan pelaksa-
naan Perizinan Berusaha 
oleh Pemerintah Daerah 
sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang ini 
menyebabkan berkurangnya 
pendapatan asli daerah, Pe-
merintah Pusat memberikan 
dukungan insentif anggaran.

(2) Pemberian anggaran se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur dalam Pera-
turan Pemerintah.
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Pembiayaan Pasal 300 
(1) Daerah dapat melakukan 

pinjaman yang bersumber 
dari Pemerintah Pusat, Daer-
ah lain, lembaga keuangan 
bank, lembaga keuangan bu-
kan bank, dan masyarakat.

(2) Kepala daerah dengan 
persetujuan DPRD dapat 
menerbitkan obligasi Daerah 
untuk membiayai infrastruk-
tur dan/atau investasi yang 
menghasilkan penerimaan 
Daerah setelah memperoleh 
pertimbangan dari Menteri 
dan persetujuan dari ment-
eri yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan bidang 
keuangan. 

Pasal 300
(1) Daerah dapat melakukan 

pinjaman yang bersumber 
dari Pemerintah Pusat, Daer-
ah lain, lembaga keuangan 
bank, lembaga keuangan bu-
kan bank, dan masyarakat.  

(2) Kepala daerah dapat mener-
bitkan obligasi Daerah dan/
atau sukuk Daerah untuk 
membiayai infrastruktur dan/
atau investasi berupa kegia-
tan penyediaan pelayanan 
publik yang menjadi urusan 
Pemerintah Daerah setelah 
memperoleh pertimbangan 
dari Menteri dan persetujuan 
dari menteri yang menye-
lenggarakan urusan pemer-
intahan bidang keuangan.

pemerintah daerah 
dapat menerbitkan obli-
gasi tanpa persetujuan 
DPRD.

Penyeder-
hanaan 
pelayanan 
publik

Pasal 349 
(1) Daerah dapat melakukan 

penyederhanaan jenis dan 
prosedur pelayanan publik 
untuk meningkatkan mutu 
pelayanan dan daya saing 
Daerah. 

(2) Penyederhanaan sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dengan Perda. 

(3) Pemerintah Daerah dapat 
memanfaatkan teknologi 
informasi dan komunikasi 
dalam penyelenggaraan pe-
layanan publik.

Pasal 349 
(1) Daerah dapat melakukan 

penyederhanaan jenis dan 
prosedur pelayanan publik 
untuk meningkatkan mutu 
pelayanan dan daya saing 
Daerah dan sesuai dengan 
norma, standar, prosedur, 
dan kriteria, serta kebijakan 
Pemerintah Pusat. 

(2) Penyederhanaan sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah. 

(3) Pemerintah Daerah dapat 
memanfaatkan teknologi 
informasi dan komunikasi 
dalam penyelenggaraan pe-
layanan publik.



1112
P E D O M A N  M E M A H A M I  R U U  O M N I B U S  L A W

DNT LAWYERS

TOPIK UU PEMERINTAHAN 
DAERAH UU CIPTAKER PENJELASAN

Pelayanan 
perizinan 
berusaha

Pasal 350 
(1) Kepala daerah wajib mem-

berikan pelayanan perizinan 
sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undan-
gan. 

(2) Dalam memberikan pe-
layanan perizinan se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (1) Daerah membentuk 
unit pelayanan terpadu satu 
pintu. 

(3) Pembentukan unit pe-
layanan terpadu satu pintu 
sebagaimana yang dimak-
sudkan pada ayat (2) ber-
pedoman pada ketentuan 
peraturan perundang-undan-
gan.

(4) Kepala daerah yang tidak 
memberikan pelayanan per-
izinan sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) dikenai 
sanksi administratif.

pasal 350 
(1) Kepala daerah wajib mem-

berikan pelayanan Perizinan 
Berusaha sesuai dengan 
ketentuan peraturan perun-
dang-undangan dan nor-
ma, standar, prosedur, dan 
kriteria yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat.

(2) Dalam memberikan pe-
layanan Perizinan Berusaha 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Daerah membentuk 
unit pelayanan terpadu satu 
pintu. 

(3) Pembentukan unit pelayanan 
terpadu satu pintu se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (2) berpedoman pada 
ketentuan peraturan perun-
dang-undangan. 

(4) Pelayanan Perizinan Berusaha 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) wajib menggunakan 
sistem Perizinan Berusaha 
secara elektronik yang dike-
lola oleh Pemerintah Pusat.

pelayanan izin berusaha 
dilakukan menggunakan 
sistem perizinan beru-
saha secara elektronik 
yang dikelola oleh pe-
merintah pusat.
dalam pasal ini ada 
penambahan beberapa 
poin yang menjelaskan 
tentang sanksi admin-
istratif dan pengambil 
alihan oleh menteri/
gubernur apabila 
kepala daerahh tidak 
mengindahkan teguran 
yang diberikan.
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(5) Sanksi administratif se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (4) berupa teguran ter-
tulis kepada gubernur oleh 
Menteri dan kepada bupati/
wali kota oleh gubernur se-
bagai wakil Pemerintah Pusat 
untuk pelanggaran yang 
bersifat administrasi. 

(6) Dalam hal teguran tertulis 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5) telah disampaikan 2 
(dua) kali berturut-turut dan 
tetap tidak dilaksanakan oleh 
kepala daerah, Menteri men-
gambil alih pemberian izin 
yang menjadi kewenangan 
gubernur dan gubernur se-
bagai wakil Pemerintah Pusat 
mengambil alih pemberian 
izin yang menjadi kewenan-
gan bupati/wali kota.

(5) Kepala daerah dapat 
mengembangkan sistem 
pendukung pelaksanaan 
sistem Perizinan Berusaha 
terintegrasi secara elektronik 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) sesuai dengan stan-
dar yang ditetapkan Pemer-
intah Pusat. 

(6) Kepala daerah yang tidak 
memberikan pelayanan Per-
izinan Berusaha sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
dan penggunaan sistem Per-
izinan Berusaha terintegrasi 
secara elektronik sebagaima-
na dimaksud pada ayat (4) 
dikenai sanksi administratif. 

(7) Sanksi administratif se-
bagaimana dimaksud pada 
ayat (6) berupa teguran ter-
tulis kepada gubernur oleh 
Menteri dan kepada bupati/
wali kota oleh gubernur se-
bagai wakil Pemerintah Pusat 
untuk pelanggaran yang 
bersifat administratif.  

(8) Teguran tertulis sebagaima-
na dimaksud pada ayat (7) 
dapat diberikan oleh menteri 
atau kepala lembaga yang 
membina dan mengawasi 
Perizinan Berusaha sektor 
setelah berkoordinasi den-
gan Menteri. 



1114
P E D O M A N  M E M A H A M I  R U U  O M N I B U S  L A W

DNT LAWYERS

TOPIK UU PEMERINTAHAN 
DAERAH UU CIPTAKER PENJELASAN

(9) Dalam hal teguran tertulis 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (7) dan ayat (8) telah 
disampaikan 2 (dua) kali 
berturut-turut dan tetap ti-
dak dilaksanakan oleh kepala 
daerah:
a. menteri atau kepala lem-

baga yang membina dan 
mengawasi Perizinan 
Berusaha sektor men-
gambil alih pemberian 
Perizinan Berusaha yang 
menjadi kewenangan 
gubernur; atau 

b. gubernur sebagai wakil 
Pemerintah Pusat men-
gambil alih pemberian 
Perizinan Berusaha yang 
menjadi kewenangan 
bupati/wali kota. 

(10) Pengambilalihan pemberi-
an Perizinan Berusaha oleh 
menteri atau kepala lembaga 
yang membina dan men-
gawasi Perizinan Berusaha 
sektor sebagaimana dimak-
sud pada ayat (9a) dilakukan 
setelah berkoordinasi den-
gan Menteri.

Pasal 402A 
Pembagian urusan pemerintah-
an konkuren antara Pemerin-
tah Pusat dan Daerah Provinsi 
serta Daerah Kabupaten/Kota 
sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintah-
an Daerah sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan Undan-
gUndang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 23 Ta-
hun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah harus dibaca dan dimak-
nai sesuai dengan ketentuan 
yang diatur dalam Undang-Un-
dang tentang Cipta Kerja. 



APAPUN PERATURANNYA
KERJA TETAP JADI

YANG UTAMA
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